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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KATA PENGANTAR 

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Salam sejahtera bagi kita semua 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'a/a, 
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 
dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali. 

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan 
Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat hams dibuat risalah, yakni 
laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan 
yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, 
serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat." 

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini 
merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD 
NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008. 

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 
merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada 
masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD 
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya 
mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini 
sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar 
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka. 

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI 
Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam 
menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD 
NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif. 
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara 
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara 
berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. 
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Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Jakarta, November 2010 

SEKRETA IS JENDERAL, 

...,. 
Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si. 



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SAMBUTAN 
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAW ARA TAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014 

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal 
lka merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan 
bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular 
disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang 
berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan 
mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang 
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah 
konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma 
fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita
cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga 
sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian 
pula slogan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan 
yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. 

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya 
terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. 
Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan 
kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan 
globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar 
kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan 
mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman 
masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip 
yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai 
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perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik 
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga. 

*** 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah 

perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak 
kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan 
terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan 
bermartabat. 

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham 
dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga 
kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama 
menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 
1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan 
perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap 
relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama 
sekali baru. 

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang 
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan 
peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan 
pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga 
penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan 
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 
tentang Visi Indonesia Masa Depan. 

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan 
MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 
1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar 
utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas 
jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk 
kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), pelatihan 
untuk pelatih (training of trainers), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui 
media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta 
dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara online maupun ofjline. 

*** 
Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi 

yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam 
memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang 
memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran 
yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. 
Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, 
kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang 
dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. 
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Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah 
bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang 
maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang 
Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. 

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen 
bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan 
Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat. 

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Jakarta, Desember 2010 

PIMPINAN MPR 

Ketua, 

H. M. TAUFIQ KIEMAS 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

D 

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A 

Wakil Ketua, 

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI 

Wakil Ketua, 

DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 
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BAB XI RAPAT KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR RI, 4-8 AGUSTUS 2002 

1. RAPAT KOMISI A KE-1 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002 

1. Hari Mineeu 
2. Tanggal 4 Agustus 2002 
3. Waktu 10.00 -17.00 WIB 
4. Tempat Ruang Rapat Nusantara V 
5. Pimpinan Komisi A - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. 
- H. Zain Badieber, S.H. 
- H. Amroe Al-Mu'tashim 
- K. H. Nadjih Ahjad 
- Gregorius Seto Hariyanto 
- Irien. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
- H. Harun Kamil, S.H. 

6. Ketua Rapat - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

7. Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 
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b. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi A 
C. Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai 

dengan tugas Komisi. 
9. Hadir 221 Orang 

10. Tidakhadir 24 Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA JAM 10.20 WIB 

1. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para anggota Komisi A dan para hadirin 

yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat 
J enderal, telah hadir 171 dan menandatangani daftar 171 anggota yang tercatat 
menjadi anggota Komisi A dari 243 anggota dan yang telah terdiri atas unsur-unsur 
semua fraksi . Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 
83 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka dan kuorum 
telah tercapai. 

Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, Rapat 
Pertama Komisi A Majelis hari ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk um urn. 

KETOK1X 

Perubahan UUD 1945 1 



Saudara-Saudara anggota Komisi Adan hadirin yang kami hormati. Mengawali 
Rap at ke-1 Komisi A Majelis ini, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah 
SWT berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Ke-1 Komisi 
A Majelis. sesuai dengan Keputusan MPR Nomor 2/MPR/2002 Komisi A mempunyai 
tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kami yakin bahwa anggota Komisi A sudah 
mempelajari dan mendalami materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 hasil Badan Pekerja Majelis. Kendati demikian, kiranya kami ingin 
menggarisbawahi bahwa tugas Komisi A ini sungguh tidak ringan, bahkan dapat 
dikatakan sangat berat karena rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini 
akan kita musyawarahkan, yang akan kita musyawarahkan untuk sidang nanti 
diharapkan dapat memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat serta dapat mengantisipasi 
perubahan di masa yang akan datang. Sebelum Komisi A Majelis melaksanakan tugas
tugasnya maka sesuai dengan jadwal acara perlu terlebih dahulu memilih pimpinan 
Komisi A Majelis. Dengan kata lain, ini sebelum pemilihan dilaksanakan ada baiknya 
kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 45 Peraturan Tata Tertib Majelis 
yang berkaitan dengan Pimpinan Komisi Majelis sebagai berikut: 

Pertama, Ayat (1). Pimpinan Komisi Majelis terdiri atas seorang Ketua dan Wakil
Wakil Ketua. Pimpinan komisi mejelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian 
dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dalam rapat yang dipimpin 
oleh Pimpinan Majelis. Pimpinan Komisi Mejelis merupakan satu kesatuan pimpinan 
yang bersifat kolektif pembagian tugas di antara Pimpinan Komisi Majelis diatur 
sendiri berdasarkan tugas-tugas Majelis. 

Sidang komisi Majelis yang kami muliakan. 
Sehubangan dengan hal tersebut, untuk memperlancar pemilihan pimpinan 

Komisi A Majelis ingin kami beritahukan bahwa meskipun sifatnya tidak mengikat. 
Pada tanggal 2 Agustus 2002, Pimpinan Majelis dan pimpinan fraksi-fraksi Majelis 
dalam pertemuan konsultasi telah menyepakati bahwa komposisi Pimpinan Komisi 
Majelis adalah sebagai berikut: 

1. Ketua : Fraksi PDI Perjuangan; 
2. Wakil Ketua: Fraksi Utusan Golongan; 
3. Wakil Ketua: Fraksi Kebangkitan Bangsa; 
4. Wakil Ketua : Fraksi TNI/Polri; 
5. Wakil Ketua: Fraksi PBB; 
6. Wakil Ketua: Fraksi PDKB; 
7. Wakil Ketua: Fraksi PPP; 
8. Wakil Ketua : Fraksi Utusan Daerah; dan 
9. Wakil Ketua: Fraksi Partai Golkar 
Demikian hasil kesepakatan pimpinan majelis dengan pimpinan fraksi-fraksi 

Majelis, apakah hasil kesepakatan terse but dapat disetujui oleh komisi yang terhormat? 

2. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan! Terima kasih Pimpinan. 
Bapak Pimpinan dan para anggota Majelis yang saya hormati, mereferensi dari 

hasil atau dalam Rapat Paripurna MPR kemarin ketika kami menanyakan tentang dasar 
Tata Tertib yang untuk menjadi dasar dari penyelenggaraan sidang tahunan ini. Ketika 
itu, Ketua Majelis PakAmien Rais menyampaikan bahwa masalah- masalah yang timbul 
dalam paripurna akan dibicarakan di dalam rapat komisi. 
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Oleh sebab itu, sebelum Bapak Pimpinan MPR, mengesahkan rapat ini, membuka 
ini, mohon dapat diklarifikasi dulu mengenai Tata Tertib yang digunakan di dalam 
rapat di komisi ini dan sekaligus membahas pada masalah Tata Tertib ini. Kami melihat 
bahwa Tata Tertib ini adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang di 
Amendemen Ketiga tanggalnya sama, 9 November 2001, dan sama sekali Tata Tertib 
ini tidak mencerminkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang di amendemen pada 
tanggal 9 November 2001. Oleh sebab itu, kami menyatakan agar Pimpinan bisa 
mengesahkan dulu Tata Tertib ini, dan nanti kita usulkan pada paripurna untuk 
ditetapkan. Karena jelas secara hukum bahwa sidang ini juga belum sah ketika Tata 
Tertib yang baru dilakukan. 

Demikian, terima kasih. 

3. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Baik. Ini ada satu pendapat, ada pendapat lain? Tetapi, sebelumnya Bapak-Bapak 

dan lbu-Ibu, kiranya patut menyadari bahwa Pimpinan Majelis ini adalah pimpinan 
sementara mengantar kepada Pimpinan Komisi. Maka tidak ada kewenangan saya kira 
dari pimpinan sementara untuk membahas substansi materi, oleh karena itu kami 
menyarankan, untuk komisi memimpin eh ... , memilih dulu pimpinan komisinya, 
kemudian untuk masalah ini nanti dibahas di dalam rapat-rapat komisi segera setelah 
Pimpinan Komisi ini terbentuk 

4. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi Pimpinan. 
Ini bukan masalah komisi, tetapi menyangkut masalah Sidang Tahunan MPR, 

karena tidak bisa masuk dalam komisi sebelum ada Tata Tertib Sidang Tahunan MPR 
2002. 

Terima kasih. 

5. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan. Sebelah kanan, Asnawi Latief, kanan .... kiri... 
Sesuai dengan acara tertib pada acara hari ini adalah menentukan pimpinan, 

tidak membicarakan substansi sehingga kami pun juga menahan diri untuk bicara 
substansi, nanti kita bicarakan setelah Pimpinan Komisi ini sah, kita setujui bersama. 
Oleh karena itu, kita langsung saja ditawarkan mengenai komposisi Pimpinan Komisi 
ini sehingga kita tidak habis waktu membicarakan hal ini. 

Terima kasih. 

6. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Pimpinan. 
Saudara Pimpinan, Saudara Pimpinan tadi menjelaskan bahwa ini adalah 

Pimpinan sementara, walaupun sifatnya sementara, tapi ini mendapat mandat dari 
paripurna. Oleh karena itu, bagaimanapun kedudukan Bapak-Bapak Pimpinan ini 
adalah legitimate, karena legitimate maka menjadi kewajiban kita semua untuk 
mendapatkan klarifikasi Tata Tertib ini sebetulnya yang dipakai Tata Tertib yang 
mana? ltu kita minta penjelasan. 

Terima kasih. 

7. Pembicara: Amri Husni Siregar (F-Reformasi) 
Interupsi Pimpinan. 
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8. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Sebentar, di mana ini? Silakan. 

9. Pembicara: Amri Husni Siregar (F-Reformasi) 
Amri Husni Siregar A-221. 
Kalau saya tidak salah dengar, kemarin tugas dari pada Pimpinan Sementara hari 

ini adalah mengantarkan komisi ini untuk sampai memperoleh pimpinan komisi. Jadi 
Bapak-Bapak bertiga, Saudaraku-saudaraku bertiga tidak diberi wewenang untuk hal
hal yang lain. 

Demikian, terima kasih. 

10. Pembicara: Zain Badjeber {F-PPP) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Dari F-PPP Zain Badjeber. 
Pada Rapat Paripurna kita sudah sepakat mengesahkan acara, hari ini bagian 

dari acara yang kita sudah sahkan itu, yaitu acara pertama pemilihan pimpinan, acara 
kedua jadwal kegiatan komisi, baru acara ketiga pembahasan materi. lni acara yang 
sudah kita sahkan, jadi silakan jalan saja acaranya. 

11. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Baik, bagaimana? 

12. Pembicara: Zain Badjeber {F-PPP) 
Kalaupun itu acaranya sudah disahkan, tapi hams ada dasar tata tertibnya. Yang 

kita tanyakan, rapat-rapat mulai pertama sampai sekarang ini masuk ke komisi, kita 
menggunakan tata tertib yang mana? lni saya rasa kewajiban dari Pimpinan MPR untuk 
menjelaskan kepada, bukan saja kepada Komisi A, tetapi juga seluruh anggota 
termasuk seluruh rakyat Indonesia. 

13. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Tentu saya sebagai Pimpinan Majelis, walaupun sementara, dan Pimpinan Komisi 

A yang sementara, tidak ada tata tertib yang lain yang kita gunakan, selain tata tertib 
yang ini. Jadi, saya kira, Tata Tertib ini yang saya akan bacakan. 

Tap MPR RI Norn or II/MPR/1999. Saya bacakan dulu ini supaya jangan salah ini. 
Yang saya bacakan ini adalah Peraturan Tata Tertib MPR RI, Susunan Dalam Satu 
Naskah Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999. Saya tidak mengenal ada tata tertib. 

14. Pembicara: Zain Badjeber {F-PPP) 
Kalau begitu saya mohon dibacakan juga yang Nomor II isinya bagaimana? 

15. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Yang Nomor II itu apa? 

16. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Pasal 2, dari Tata Tertib itu, Pak. 

17. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Saya kira Bapak bisa baca sendiri. Silakan Pak! 

18. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Isinya di situ bahwa MPR ini adalah MPR yang masih terikat pada Undang

Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2). Jadi, statusnya MPR yang belum di amendemen, 
apa demikian maksudnya? 
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19. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Ini kan sudah memasuki materi. Jadi, saya sudah melampaui kewenangan saya 

untuk mengantar rapat Majelis ini kalau saya menanggapi masalah ini, oleh karena itu 
saya menawarkan. 

20. Pembicara : Peserta Rapat 
lnterupsi Pimpinan! 
Saya kira pembahasan tidak relevan. Kita langsung saja kepada Pimpinan Komisi, 

dan saya kira ... 

21. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi Pimpinan, Bapak Pimpinan. 
Pertama kita sepakat, negara kita negara hukum. 
Kedua, kita taat pada hukum pasti itu dilakukan dan yang terakhir ada yang akan 

saya sampaikan bahwa kita ini adalah sidang Majelis yang disaksikan oleh seluruh 
rakyat Indonesia. Ketika kita mempersoalkan masalah status hukum, tidak semua 
orang memang tahu hukum, tetapi persoalan yang sangat penting Pak. Saya bacakan 
bukan hanya Pasal 2, Pasal 3 Pak. Di sana Majelis mempunyai tugas menetapkan 
Undang-Undang Dasar. 

Kedua menetapkan GBHN. Ketiga memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil 
Presiden. Artinya, Tata Tertib ini tidak bisa digunakan hanya sepotong-sepotong, 
totalitas atau tidak harus berlaku. Dan di sini kita sepakat pada tanggal 9 November 
2001, telah sepakat Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar telah ditetapkan, ini 
adalah sangat penting Pak. Jadi, saya kira dilanjutkan atau tidak tergantung 
kesepakatan kita menggunakan tata tertib mana. Dan kami harapkan kita buat tata 
tertib dulu meneruskan UUD. 

22. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Pak Haryanto dulu, beliau sudah dari tadi saya lihat. 

23. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Saya sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pimpinan tadi. Ya, nama saya 

Haryanto Taslam, nomor A-173. 
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan untuk mengantarkan tadi, 

dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan MPR dalam Sidang 
Paripurna, dalam pidato pembukaan disebutkan bahwa MPR pernah menerima 
delegasi dari berbagai kelompok masyarakat yang menyampaikan pokok-pokok 
pikiran dan aspirasinya. Saya pikir pokok-pokok pikiran dan aspirasi yang 
disampaikan oleh delegasi masyarakat itu bukan untuk diketahui oleh Pimpinan saja, 
tapi juga oleh seluruh anggota. Dan termasuk juga kelompok masyarakat atau 
organisasi kemasyarakatan yang saya pimpin juga menyampaikan pokok-pokok 
pikiran dan aspirasi kepada Pimpinan MPR untuk disampaikan kepada seluruh anggota 
MPR. Dan sudah ada kesanggupan dari Pimpinan MPR ketika itu untuk menyampaikan 
apa yang kami sampaikan itu kepada seluruh anggota, tetapi nyatanya sampai hari ini 
tidak pernah ada. 

Apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh berbagai delegasi dari kelompok
kelompok masyarakat itu? Kita tahu semua bahwa pada persidangan tahunan kali ini 
yang menjadi isu sentral adalah menyangkut masalah amendemen. Nah, saya harapkan 
dari Pimpinan bisa menyampaikan kepada anggota, apa yang menjadi pokok-pokok 
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pikiran maupun aspirasi pada masyarakat sehingga Komisi A yang membahas masalah 
amendemen ini bisa mempertimbangkan, barangkali juga mungkin mungkin mengacu 
kepada apa jadi aspirasi di masyarakat. Jangan sampai nanti MPR ini dianggap tuna 
rungu, bahkan tuna netra terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Ini saya kira 
penting sebelum kita memasuki persidangan Komisi A ini yang memang ditugaskan 
untuk membahas amendemen. Saya kira di dalam persidangan ini, sebelum dimulai, 
nanti setelah memilih pimpinan, mohon Pimpinan Majelis menyampaikan kepada 
anggota, apa yang menjadi aspirasi dan pokok- pokok pikiran dari berbagai delegasi 
masyarakat itu. 

Terima kasih. 

24. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya minta, akan minta pada Pak Haryanto Taslam, saya akan minta pada Sekjen 

untuk memberikan kepada Komisi A Semua bahan-bahan itu kan banyak pada seperti 
yang dikatakan oleh Ketua Majelis bahwa banyak yang masuk, itu akan kita minta 
Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan pada komisi. Saya minta kita ingin 
membatasi saja interupsinya karena kita ingin melanjutkan, karena makin lama saya di 
sini, makin lama saya melanggar kewenangan saya menjadi hanya mengantarkan ke 
Sidang Komisi ini. 

25. Pembicara: M. Hatta Mustafa (F-UD) 
Terima kasih. 
Saudara Ketua dan Bapak-Bapak, lbu-Ibu sekalian. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kami sependapat dengan tadi yang dikemukakan Pak Zain bahwa kita sudah 

mengesahkan acara dan kita sudah memasuki acara itu untuk memilih Pimpinan 
Komisi dan menentukan jadwal berikut, namun kami berpendapat begini. Walaupun 
Amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga itu sudah berlaku, tapi ada peraturan 
peralihan di dalam yang belum diubah, yaitu selama peraturan-peraturan belum 
ditentukan atau diubah, baru yang lama masih berlaku. Jadi, kita sudah mendengar 
bahwa di dalam komisi perubahan Tatib ini sedang dirancang sekarang perubahannya, 
sedang dirancang di Komisi D. 

Jadi, sebelum Tata Tertib ini diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini, 
baik yang lama, baik yang baru ini masih berlaku menurut pendapat kami jadi tidak 
ada sebetulnya pertentangan mengenai masalah Tata Tertib ini. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh. 

26. Pembicara: Abduh Paddare (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya, nama H. M. Abduh Paddare, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Zain Badjeber, saya sepenuhnya 
menggarisbawahi dan saya pertegaskan bahwa tidak mungkin hasil Paripurna 
dipatahkan oleh Komisi. ltu normanya, itu rasionya. Jadi, tidak mungkin hasil 
Paripurna yang tertinggi dibatalkan oleh rapat komisi ini. Oleh karena itu, saya minta 
Ketua punya ketegasan jalan terus, kalau perlu di-voting. 

Terima kasih. 

27. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Pak Ketua, interupsi. 
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Interupsi Ramson dari belakang. 
Tadi anggota Dewan yang terhormat, ada mengemukakan mengenai Aturan 

Peralihan. Itu belum menjadi hukum dasar karena itu baru rancangan untuk 
Amendemen Keempat. Jadi, itu belum mempunyai kekuatan hukum apa pun. 

Jadi, rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar, jadi ini belum 
mempunyai kekuatan hukum. Jadi, apa yang dikemukakan tadi belum mempunyai 
kekuatan hukum, jadi peraturan Tata Tertib MPR yang tahun 1999 otomatis masih 
berlaku sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Rekan-Rekan saya anggota Majelis 
yang terhormat. Untuk itu kita bersidang di sini tentunya kita harus mempunyai 
mekanisme yang jelas. Karena nanti menjadi preseden kita membiasakan diri membuat 
keputusan-keputusan tanpa suatu mekanisme yang jelas. Kemarin oleh Saudara Ketua, 
Majelis mengemukakan bahwa hal-hal yang perlu didalami adalah di komisi, artinya 
termasuk mengenai apakah kita menggunakan Tata Tertib tahun 1999 atau membuat 
tata tertib yang baru dulu. Jadi, untuk itu mohon di antara Rekan-Rekan anggota 
Majelis mari kita berpikir secara jernih agar mekanisme-mekanisme yang sudah 
disepakati itu betul-betul bisa dijalankan. 

Demikian Saudara Ketua, terima kasih. 

28. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saudara-Saudara sekalian. 
Saya ingin menghindari dari pembicaraan substansial pada acara ini, acara kita 

adalah sesuai jadwal yang telah disepakati yang telah diputuskan oleh Majelis, adalah 
untuk mengantar kepada pemilihan Pimpinan Komisi. 

Saudara-Saudara sekalian. 
Dengan yang telah disepakati tadi maka saya sudah tidak lagi bisa memimpin 

lebih lanjut Kita harus segera memimpin memilih pimpinan komisi. Dan berdasarkan 
Tata Tertib, Pimpinan Komisi itu harus dipilih di antara dan oleh para anggota komisi. 
Sedangkan kami tidak dipilih di antara dan oleh para anggota komisi. Maka itu segera 
kita akan melanjutkan dengan pemilihan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Komisi yang 
baru ini, yang dipilih ini nanti akan mendengar pendapat-pendapat yang akan Saudara 
sampaikan termasuk pandangan-pandangan Saudara mengenai hal-hal yang 
dikemukakan tadi. Kalau boleh saya ingin lanjutkan sekarang. 

Sebagaimana dimaklumi, sesuai Tata Tertib, interupsi itu kan berkenaan dengan 
acara yang sedang kita bahas. Apa yang sedang kita bahas adalah tadi telah disepakati 
kita mengajukan Pimpinan Komisi. Sekarang kita akan mengesahkan siapa-siapa yang 
diajukan oleh masing-masing fraksi untuk menjadi Pimpinan Komisi terse but Jadi kita 
akan lanjutkan, ya? 

Demikian, terima kasih. 
Saudara-Saudara anggota Komisi yang kami hormati. 
Terima kasih atas kepercayaan tadi untuk kami melanjutkan pemilihan Pimpinan 

Komisi A. Dan dengan telah disetujuinya komposisi Pimpinan Komisi A Majelis, maka 
selanjutnya kepada tiap-tiap fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan 
Komisi A Majelis, kami persilakan untuk menyampaikan usul calon Pimpinan Komisi A 
Majelis dari fraksinya! Wakil dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mengajukan calonnya 
kami persilakan! Tapi diinterupsi pada waktu Pimpinan Komisi telah terbentuk yang 
baru. Kami persilakan! 

Baik, maatkan. 
Sesuai Tata Tertib Komposisi Pimpinan Komisi diajukan oleh Fraksi dan disetujui 
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oleh para anggota. Maka, sekarang saya sedang meminta fraksi PDIP pimpinannya 
untuk mengajukan calonnya. Nanti kalau ada yang keberatan, Saudara akan 
mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan Saudara, tapi berilah 
kesempatan kepada kami untuk meminta Pimpinan Fraksi PDIP untuk mengajukan 
terlebih dahulu. 

29. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Interupsi Saudara Pimpinan, interupsi. 

30. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Sebentar Pak Siswono, mengenai apa ya? 

31. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. 

32. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Siapa ini? 

33. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Andi Najmi Fuady, A-420. 

34. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Tadi Pak Siswono yang terlebih dahulu. Pak Siswono akan berbicara mengenai? 

35. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat pagi. 
Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudaraku anggota Komisi A yang kami hormati. 

Semoga Allah membukakan jalan dan memberikan kemudahan pada kita sekalian di 
dalam melaksanakan sidang ini. 

Saudara Pimpinan. 
Kita sekalian ingin sidang-sidang menyangkut amendemen ini berlangsung 

dengan lancar, kalau bisa cepat dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi negara 
dan bangsa. Kita bukan saja ingin menyelesaikan, tapi di atas itu menyelesaikannya 
dengan benar. Kita bukan saja ingin menghasilkan produk hukum yang baik, tapi 
prosesnya pun hams benar. Saya kira menyangkut apa yang disampaikan beberapa 
anggota tadi, kita sekalian perlu mempunyai kesepahaman bahwa sidang ini bisa 
dilanjutkan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Pimpinan. Tetapi 
perlu dijelaskan pada semuanya agar kita semua mengikutinya dengan mantap dan 
bukan sekedar dengan teriakan-teriakan dan paksaan yang keras untuk diteruskan 
tanpa argumen dan Saudara Pimpinan memukulkan palu untuk menyatakan itu 
dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sidang. 

Saudara sekalian. 
Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi yang menanyakan Tata Tertib 

mempunyai dasar. Karena apa? Setelah Amendemen Ketiga, kewenangan MPR pun 
sudah berubah. Tata tertib yang ada menyatakan Pasal 3, kewenangannya yang lama. 
Oleh karena itu dipertanyakan. 

Selanjutnya, sebaiknya dijelaskan dulu Aturan Peralihan Pasal II yang berbunyi, 
"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum 
diadakan yang baru untuk Undang- Undang Dasar ini". Atas dasar itu, maka agenda 
acara bisa dilanjutkan. 

Tapi sebenarnya yang saya ingin sampaikan, kebiasaan kita cepat pukul palu 
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inilah yang tidak baik. Begitu yang dilakukan di Sidang Paripurna pada tahun 2001 
pada waktu pengesahan Amendemen Ketiga. 

Marilah kita mengambil cara-cara yang baik agar semua kita puas, dan Undang
Undang Dasar ini akan berlaku dengan baik, efektif di rakyat Malah kalau rakyat pun 
puas menerimanya. 

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, mohon dijelaskan bahwa rapat ini bisa 
dilanjutkan sesuai dengan rencana karena adanya Pasal II Aturan Peralihan. Dan kalau 
itu dipahami oleh semua, marilah kita ikuti dengan baik, dan sidang dapat dilanjutkan. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
Billahi taujik wal hidayah, Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

36. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Tadi dari Fraksi PKB saya persilakan. Tadi Pak Siswono sudah menyampaikan. 

37. Pembicara: Andi Najmi Fuady (FKB) 
Terima kasih saudara Pimpinan. 
Saya tidak akan mundur lagi. Dari apa yang tadi sudah Saudara Pimpinan 

sampaikan, hanya saya perlu mengklarifikasi. Menurut Pasal 13 Ayat (1), "Fraksi 
Majelis adalah pengelompokkan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik 
hasil Pemilu, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan." Berkaitan dengan Pasal 
13 Ayat (1) ini, saya mau minta konfirmasi terhadap komposisi Pimpinan Komisi yang 
tadi Saudara Pimpinan sampaikan. 

Terima kasih. 

38. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya akan menjelaskan, ini karena interupsi dapat berkaitan dengan duduk 

perkara, mengapa tadi ada usulan demikian. Jadi di dalam kesepakatan Pimpinan 
Majelis dengan Pimpinan Fraksi, pada tanggal 2 Agustus malam itu, karena tidak 
mudah untuk mengalokasikan Pimpinan Majelis di antara fraksi-fraksi yang demikian 
banyak. Jadi memperhatikan dua aspek, agar supaya semua terwakili, dan kemudian 
jumlah anggota fraksi di dalam Majelis pun menjadi salah satu pertimbangan. Maka 
disepakati suatu rumus yang datang sebenarnya dari Pak Siswono pada waktu itu, dari 
Pimpinan Fraksi Utusan Golongan. Dan rumus ini akhirnya disepakati yang 
menyelesaikan masalah. Bagian daripada rumus tersebut adalah urutan yang kami 
sampaikan tadi itu. Karena itu yang pada waktu disepakati, meskipun kesepakatan itu 
tidak mengikat, maka itulah yang kami sampaikan, karena kami taat pada kesepakatan, 
pada sidang pagi hari ini. 

Maaf, saya kan belum selesai. 
Boleh tidak saya selesaikan dulu sebentar? Setelah saya selesai, nanti saya. 
Jadi, ini yang menjadi latar belakang mengapa urutan ini adalah seperti yang saya 

bacakan tadi. 
Baik, sekarang saya persilakan! 

39. Pembicara : Muhammad Ali (F-UD) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Mudah-mudahan di pagi yang amat cerah ini, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

melimpahkan keselamatan, rahmat dan barokah-Nya kepada kita sekalian tanpa 
kecuali. Saya, nama Muhammad Ali, anggota MPR RI nomor B-528, asalnya dari Utusan 
Daerah Jawa Timur. 
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Menanggapi persoalan Tata Tertib ini dan sebagaimana tadi telah dipersoalkan 
oleh salah seorang anggota MPR RI terhormat ini. Dan sebagaimana telah dijelaskan, 
katanya bahwa telah ada kesepakatan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa menurut 
hukum, kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang
undang, apalagi Undang-Undang Dasar batal demi hukum. Tidak boleh ada di negara 
hukum RI tercinta ini ada suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, 
bertentangan dengan undang-undang apalagi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, mari 
kita membahas ini dengan kepala yang dingin, hati juga dingin demi kepentingan 
umum, bangsa dan negara. 

Saya pada waktu interupsi hari pertama sudah mempersoalkan Pasal 1 Ayat (2) 
ini. Sebab ini yang menjadi ganjalan MPR melaksanakan sidangnya, sebab apa? Sebab 
MPR sudah bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara, sudah bukan lagi pemegang dan 
pelaksanaan sepenuhnya Kedaulatan Rakyat. Sedangkan Pasal 2 Ketetapan MPR 
Nomor II/MPR/1999, sebagaimana telah berkali-kali diubah dan terakhir itu diubah 
pada tahun 2001. lni masih menegaskan demikian. Jelas bertentangan ini dengan Pasal 
1 Ayat (2) dari Undang- Undang Dasar 1945 hasil Amendemen Ketiga. Makanya saya 
pada waktu sidang pertama itu mengusulkan, sebaiknya Pasal 1 Ayat (2) ini dicabut 
dulu sementara supaya MPR bisa melaksanakan tugasnya. Sebab kalau ini tidak 
dilakukan, ini lalu siapa yang memegang Kedaulatan Rakyat ini sekarang. Kalau tadi 
ada yang mengatakan bahwa berdasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 
1945 bahwa "Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung 
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini'', tidak 
berarti bahwa Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan yang lebih 
tinggi, apalagi dengan Undang-Undang Dasar, ini boleh diterapkan. Peraturan itu bisa 
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, mohon 
perhatian dalam hal ini, walaupun persoalan ini muncul kembali di dalam Sidang 
Komisi. N amun, saya kira perlu mendapatkan penyelesaian. Kasihan rakyat Indonesia 
ini sekarang hidupnya terpuruk. 

Oleh karena itu, mohon supaya hak-hak ini dipertimbangkan kembali, walaupun 
masih di dalam sidang sudah menginjak kepada Sidang Komisi. Mari kita, Wakil Rakyat 
ini, berpikiran jernih demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Demi kepentingan 
rakyat Indonesia yang sekarang menunggu, menunggu Bapak/Ibu sekalian. Hasil ini 
jangan sampai putusan ini tidak memperhatikan kepentingan rakyat. 

Terima kasih. 

40. Pembicara : Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Interupsi Ketua, Ketua. 

41. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Saya kira kita batasi, sudah cukup. Saya persilakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu 

melanjutkan nanti, masalah-masalah yang perlu dikemukakan di dalam Rapat Komisi 
setelah Pimpinan Komisi yang seharusnya memimpin sidang ini. Jadi saya persilakan, 
supaya Bapak-Bapak yang punya masalah tadi, bisa secepatnya menyampaikan kepada 
Pimpinan Komisi. 

Saya persilakan utusan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk 
mengajukan calonnya! 

42. Pembicara: Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
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Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan yang kami hormati dan Saudara-Saudaraku anggota Majelis 

yang tercinta. Fraksi PDI Perjuangan yang di dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan 
Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Fraksi, khusus di Komisi A mendapat jatah sebagai 
Ketua Komisi. Demikian kesepakatan yang sudah kita ambil, sehingga kami harapkan 
orang yang nanti akan kami calonkan dapat tentunya diterima oleh seluruh anggota 
komisi ini. Orang yang akan kami calonkan sebagai Ketua Komisi A, seorang yang 
sudah bertahun-tahun di PAH I dan juga sudah pernah memimpin dalam Komisi A, 
bernomor anggota A-141. Dia yang kami ajukan adalah Saudara Drs. Jakob Tobing, 
MPA. 

Sekali lagi insya Allah ini dapat diterima oleh semua anggota Majelis yang 
tercinta ini. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

43. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Kami akan catat dulu, kami akan catat dulu. Dari mana ini? Maafkan, kita akan 

menyelesaikan dulu. 

44. Pembicara: Marah Simon Muhammad Syah (F-PDIP) 
Interupsi sebentar Pak. Nama saya Marah Simon Muhammad Syah, nomor 

anggota 73 dari F-PDI Perjuangan. 
Dengan usulan yang tadi, kami dari F-PDI Perjuangan ada satu pernyataan bahwa 

tidak mendukung atas jadinya Ketua dari anggota Aini, Komisi Aini yaitu Drs. Jakob 
Tobing, MPA. lni ada beberapa yang bertentangan, yang bahwa tidak menyetujui 
dengan diangkatnya Drs. Jakob Tobing, MPA sebagai Ketua Komisi A dari Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Terima kasih. 

45. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Maaf, akan kami catat itu ada yang tidak menyetujui. Selanjutnya, kami 

persilakan dari Fraksi Partai Golongan Karya untuk mengajukan calonnya, Wakil 
Ketuanya. 

46. Pembicara: Marthina Mehue Wally (F-PG) 
Terima kasih. 
Pengantar usulan unsur Pimpinan Komisi A dari Fraksi Partai Golongan Karya. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis. 
Memenuhi Ketentuan Pasal 45 Peraturan Tata Tertib Majelis dan sesuai 

Keputusan Rapat Paripurna Ke-3 Majelis tanggal 3 Agustus 2002 tentang Pembentukan 
Komisi-komisi Majelis. Selanjutnya, perkenankanlah kami Fraksi Partai Golongan 
Karya mengusulkan Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. nomor anggota A-332 
yang selama ini dikenal sebagai salah seorang anggota Pimpinan Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja Majelis, yang bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang
Undang Dasar untuk menduduki posisi unsur Pimpinan Komisi A Sidang Tahunan 
Majelis Tahun 2002, dan bertugas membahas Rancangan Materi Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Fraksi kami berharap, kiranya dapat menerima calon yang kami usulkan. Dan 
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sebaliknya Fraksi kami pun dapat menerima usulan calon Pimpinan Komisi A dari 
Farksi-fraksi lain. Dan kami siap untuk bekerjasama secara bertanggung jawab dalam 
rangka mensukseskan jalannya persidangan di Komisi A Majelis ini. 

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

47. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Berikutnya kami persilakan dari Fraksi PPP! 

48. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F- PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak Pimpinan, para anggota Majelis yang kami hormati. Berkaitan dengan 

pengajuan sekaligus pemilihan Pimpinan Komisi A, maka pertama-tama kami perlu 
sampaikan bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menerima dan 
menyetujui usulan nama-nama yang diajukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di Pimpinan Komisi A 

Selanjutnya, kami akan mengajukan seorang anggota Fraksi yang nanti akan 
kami pilih untuk duduk di Komisi A, Pimpinan Komisi Adan berharap mudah-mudahan 
seluruh anggota Komisi A bisa menyetujuinya. Dia adalah yang selama ini selalu duduk 
dalam Pimpinan Komisi yang membahas tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 sejak Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga. Sehingga 
dengan demikian kontinuitas ini tetap terjaga. Usulan fraksi kami adalah Bapak H. Zain 
Badjeber, S.H. 

Demikian, 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

49. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. 
Kami persilakan berikutnya waki dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi 

F-KB, maaf. 

50. Pembicara: Erman Suparno (F-KB) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Setelah mendengarkan usulan dari fraksi-fraksi dan sampailah saatnya kepada 

Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk mengusulkan calonnya duduk dalam unsur 
Pimpinan, kami sudah melakukan berbagai diskusi secara internal dan fraksi sudah 
memutuskan mengusulkan Bapak H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., M.M., nomor AA-449 
untuk menempati unsur Pimpinan di Komisi A 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

51. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Interupsi, Saudara Ketua. Interupsi Fraksi Utusan Golongan, Harun Kamil, C-463. 

Itu kami mengingatkan untuk tidak diteruskan. Karena pada waktu kesepakatan antar 
fraksi, urutannya sudah ditentukan waktu itu, pertama. Yang kedua komposisi juga 
belum diputuskan oleh Sidang Komisi ini. 

52. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Komposisinya sudah saya bacakan tadi. 
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53. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Belum, Pak Belum, Pak Harusnya Utusan Golongan itu nomor 2 di sini, dalam 

urutan, sebab saya sampaikan sejelasnya. Jumlah kami dengan F-PPP itu lebih banyak 
kita, 65 dengan 64. Kita kemudian beri kehormatan kepada F-PPP untuk pegang Ketua 
Komisi C. tapi kita kemudian mengambil posisi nomor 2 di Komisi A. Jadi, mohon 
dimaklumi oleh Pimpinan. 

Terima kasih. 

54. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya sangat memaklumi dan bahkan kali itu saya tadi menjelaskan mengapa 

pertama kali kita mengurut seperti itu. Sekarang saya sedangkan mengumpulkan 
nama-nama, nanti pada waktu nama-nama itu telah disepakati, barn kita bicarakan 
bagaimana mengurutnya. Jadi, biarkanlah kita memenuhi, jadi bisa terpenuhi 
semuanya Pasal 13 terpenuhi. Tapi pada waktu kita sepakati, saya akan menawarkan. 
Kita harus baca kembali nanti, apakah F-UG bisa dibacakan sebagai nomor 2. Itu akan 
kami tawarkan. Bisa kami lanjutkan, Pak? Sekaligus komposisi dan nama nya. 

Baik, saya persilakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang. 

55. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Baik. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pertama, kami sampaikan bahwa kami setuju dengan calon- calon yang sudah 

diajukan oleh F-PDIP, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Kebangkitan 
Bangsa. Dan selanjutnya kami ingin mengajukan calon Wakil Ketua dari Fraksi Partai 
Bulan Bintang, yaitu Bapak K.H. Nadjih Ahjad, nomor anggota A-263. Terima kasih. 

56. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. Kami persilakan wakil dari Fraksi PDKB. 

57. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian. 
Pertama-tama tentu juga kami mengucapkan terima kasih karena di dalam 

rangka menyelesaikan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita sepakat 
menekankan kepada prinsip kegotongroyongan. Sehingga karena itu Fraksi PDKB pun 
dipercaya untuk menjadi Pimpinan dan untuk itu kami mencalonkan Saudara 
Gregorius Seto Harianto, nomor A-215. 

58. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Bapak Seto, sendiri ya? Baik, berikutnya kami persilakan dari F-TNI/Polri untuk 

mengajukan calonnya! 

59. Pembicara: Purwanti (F-TNI/Polri) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita semua. 
Yang terhormat Saudara Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Yang terhormat para anggota Majelis, dan sidang yang mulia. Atas nama Fraksi 

TNI/Polri, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah 
memberikan kesempatan untuk mengajukan usul tentang Wakil Pimpinan Komisi 
Majelis. Kami setuju tehadap calon-calon Pimpinan Komisi Majelis yang diajukan oleh 
fraksi-fraksi lain. Selanjutnya Fraksi TNI/Polri memutuskan mengajukan Saudara Drs. I 
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Ketut Astawa, nomor anggota A-496 sebagai salah satu calon Wakil Pimpinan Komisi 
Majelis. 

Demikian, terima kasih. 

60. Kenia Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. 
Kami persilakan Fraksi Utusan Daerah. 

61. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Kami dari Fraksi Utusan Daerah pertama-tama menyetujui apa yang telah 

diusulkan oleh para fraksi-fraksi yang terdahulu, di samping itu kami dari Fraksi 
Utusan Daerah mengajukan Saudara Kanda H. Mohammad Hatta Mustafa, S.H., sebagai 
calon Wakil Pimpinan Komisi Aini dengan nomor anggota B-508. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh. 

62. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. Utusan Golongan kami persilakan. 

63. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Saudara Pimpinan. 
Untuk menduduki Wakil Ketua Komisi A, Fraksi Utusan Golongan mengajukan 

seorang tokoh yang telah menggeluti masalah ini sejak awal yaitu Saudara Harun 
Kamil, S.H., nomor C-643 dengan permohonan kiranya rekan-rekan fraksi yang lain 
dapat menyetujuinya. Selanjutnya, Fraksi Utusan Golongan menyetujui pertama pada 
komposisi pimpinan Komisi A serta mendukung nama-nama yang telah diajukan oleh 
fraksi-fraksi lain. 

Terima kasih. Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

64. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para anggota Komisi yang kami hormati. 
Tadi kita telah mendengarkan tadi, dan mencatat nama-nama yang diajukan oleh 

masing-masing fraksi untuk menduduki atau memikul tanggung jawab dan menduduki 
jabatan Pimpinan Komisi A Majelis. Sebelum saya menawarkan untuk memperoleh 
persetujuan agar kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa semua fraksi tanpa kecuali 
menyetujui usul dari fraksi-fraksi lainnya. 

Kedua ada permintaan khusus dari Fraksi Utusan Golongan. 

65. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan. 

66. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Nanti dulu, saya selesaikan sebentar. 

67. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Yang menyangkut masalah ucapan terakhir Pimpinan tadi. 

68. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya akan sampai ke sana. Jadi tadi ada permintaan dari Fraksi Utusan Golongan 

yang mengingatkan kami bahwa disepakati, pada malam hari itu tanggal 2 Agustus 
Fraksi Utusan Golongan menjadi urutan kedua atau urutan pertama di antara Wakil
Wakil Ketua, kami meminta kerelaan semua fraksi ini tanpa mengubah urutan yang 
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lainnya untuk menawarkan pada Saudara-Saudara sekalian apakah dapat kita 
menerima permintaan Fraksi Utusan Golongan itu segera setelah Fraksi PDIP? Kita 
menyebut Fraksi Utusan Golongan dan lainnya terns sama saja seperti semula. 

69. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Pimpinan, sebentar. 
Interupsi Saudara Pimpinan, interupsi. 
Andi Najmi, berkaitan dengan yang barusan Saudara Pimpinan sampaikan, saya 

hanya ingin menanyakan apakah itu artinya kita mengamandir Pasal 13 dari pada Tata 
Tertib. 

Terima kasih. 

70. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Tidak ada maksud mengamendemen, tidak ada maksud mengamendir Pasal 13 

maupun Pasal 21, jadi di sini kita tawarkan kesepakatan. Jadi pasal itu tetap berbunyi 
begitu, tapi untuk kepentingan pembicaraan kita supaya bisa berlangsung lebih lanjut. 
Kami menawarkan dari segi penyebutan Pimpinan Komisi bisakah setelah Ketua dari 
PDIP kita menyebut Fraksi Utusan Golongan. Tahun yang lalu pun, jadi sebenarnya 
sudah ada presedennya, jadi tahun lalu pun itu sudah kita lakukan. Jadi Saya kira ini 
sudah menjadi hukum kebiasaan. 

71. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Pimpinan sebentar, saya meneruskan pembicaraan saya. 
Saya akan sepakat dengan usulan yang saudara Pimpinan sampaikan apabila 

pasal ini diamendir. Saya kira saya tidak keberatan kalau mengamendir pasal ini 
karena konsensus tahun lalu, itu konsensus yang tidak boleh kita teruskan. Kita harus 
menata untuk lebih baik lagi, saya kira itu. Kita tidak keberatan tetap komposisinya 
seperti itu, tapi Pasal 13 diamendir dulu. 

Terima kasih. 

72. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan saya interupsi mohon waktu. 

73. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Pak! 
Yang mana ini? Saya bilang selesaikan ini dulu Pak, sebentar. 

74. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Kami belum selesai, belum ini belum selesai. 

75. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Sebelum saya mengesahkan, jadi begini. Ada permintaan dari Fraksi Utusan 

Golongan, dan sepertinya pada malam hari itu telah disepakati oleh semua Fraksi 
bahkan juga oleh termasuk oleh Fraksi PKB yang tidak mengajukan keberatannya. 
Karena itu kita sepakati pada semua Fraksi bahwa itu menyepakati. Saya kira kita 
pulangkan saja kepada saudara-saudara semua, karena Pimpinan Komisi ini dipilih 
oleh Komisi sendiri, dan apakah benar pendapat Fraksi PKB itu bahwa dengan 
mengubah Utusan Golongan itu kita mengamendemen Pasal 13, ini coba Pak, saya 
persilakan! Ada pendapat tidak? Yang lain yang berbeda dengan pandangan Beliau? 

76. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Terima kasih Pimpinan. 
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Jadi sebagaimana yang tadi telah ditegaskan oleh Pimpinan, bahwa prinsip 
dasarnya Pimpinan Komisi ini bekerja secara kolegalitas, jadi bersama begitu. Oleh 
karenanya, sesungguhnya tidak ada makna yang betul-betul substansial berkaitan 
dengan urut-urutan Wakil-wakil Ketua itu. Oleh karenanya kami dari Partai Persatuan 
Pembangunan bisa memaklumi dan bisa menyetujui kehendak dari Pimpinan Fraksi 
Utusan Golongan untuk bisa dicantumkan menjadi urutan pertama dari Wakil Ketua 
itu. Demikian Ketua. Dan itu semua tidak lalu dimaknai sebagai bertentangan dengan 
Pasal 13 tersebut. 

77. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak bertentangan dengan Pasal 13. 

78. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Jadi kalau tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, ya juga tertentu saja. 

79. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. 
Kalau begitu saya akan bacakan. 

80. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Nama Amin Aryoso dari Fraksi PDI Perjuangan. 

81. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Pak Amin kita akan menyelesaikan ini dulu. 

82. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
lni dalam rangka penyelesaian itu. 

83. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Sebentar saya akan menyampaikan dulu sebentar. Belum akan mengetuk. 

84. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saya mohon perhatian sebelum ini diputuskan, saya mengusulkan solusi. Mahon 

Pimpinan mendengarkan lebih dulu. 

85. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Solusi terhadap yang mana? 

86. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Terhadap apa yang akan Saudara putuskan. 

87. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Belum akan diputuskan. 

88. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Walaupun belum diputuskan, tapi kan akan memutuskan. 

89. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F-PDIP) 
Saudara Ketua, interupsi untuk membantu Pimpinan menyimpulkan. 

90. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Sebelum itu disimpulkan, saya mohon waktu. Jadi jangan ada orang lain. 

91. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F-PDIP) 
Frans Matrutty Nomor B-59. 
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92. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Kita urut-urutan, Pak Frans kita urut-urutan dulu satu per satu. 

93. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan yang terhormat, dan Saudara-Saudara sekalian yang kami 

hormati, 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Sebelum Saudara Pimpinan mengambil keputusan, Saya memohon 

pertimbangan, mengingat bahwa ada dua calon dari PDIP tadi, alangkah baiknya kalau 
masalah ini diserahkan kembali kepada PDIP secara intern. Oleh karena itu, barangkali 
sangat bijaksana kalau Saudara Pimpinan memberikan kesempatan kepada teman
teman saya dari PDIP menyelesaikan lebih dulu, itu pertama. 

Kedua. Saya mohon dicatat, berhubung ada kekurangan tadi dari Saudara 
Siswono, bahwa Aturan Peralihan sebagai dasar dari pelaksanaan Tatib MPR yang ada 
ini, saya mohon dicatat bahwa kalau yang dimaksud aturan peralihan itu adalah Aturan 
Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945. Itu berlakunya hanya einmalig hanya 
sekali pada waktu tahun 1945. Statement saya ini, tolong dicatat. 

Terima kasih. 

94. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Baik Pak, kita catat Akan menyelesaikan calon dari Fraksi PDIP itu pada 

waktunya. Tadi saya kan baru menyimpulkan pandangan fraksi-fraksi, saya belum 
mengatakan bahwa ada pendapat dari Fraksi PDIP itu nanti harus saya kemukakan, 
dan mungkin saya tidak mengemukakan hal itu. Pak Frans saya persilakan. 

95. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan Frans Matrutty, nomor B-590, Utusan Daerah Fraksi PDIP 
Atas nama rakyat yang saya wakili dan daerah yang saya wakili, saya patut 

menyampaikan rasa kecewa bahwa wakil-wakil rakyat tidak mempunyai hati yang 
lapang, kalau Ambon bilang "hatipur'', hati perutnya tidak panjang, mementingkan 
kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat yang telah menunggu 
hasilnya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membantu Pimpinan untuk 
menyimpulkan bahwa Pasal 13 tidak menekankan urut-urutan besar kecilnya fraksi, 
karena itu gagasan untuk tidak memperlakukan pasal itu mencabut, tidak benar. 

Terima kasih Pimpinan. 

96. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih Pak Frans. 
Tadi sudah disepakati bahwa Utusan Golongan direlakan untuk disebut setelah 

Ketua, jadi kita semua sepakat saya kira dari. 

97. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F-PDIP) 
Saudara Ketua, saya punya pembicaraan ingin saya tuntaskan Pasal 13 itu tidak 

mengatakan urut urutan kualifikasi, apakah Wakil Ketua urutan pertama atau kedua 
itu lebih dari Wakil Ketua urutan kesembilan atau kedelapan. Jadi saya minta jangan 
diperkenankan hal-hal yang tidak konstitusional terima kasih. 

98. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Baik, Pak. Jadi, tadi sudah ada pendapat bahwa pasal itu tidak menentukan urut

urutan sehingga ini masalah pilihan kita saja untuk menerima permintaan dari rekan 

Perubahan UUD 1945 17 



kita, ada permintaan sebetulnya, ini apakah ada pandangan bahwa itu tidak 
bertentangan dengan Pasal 13, Pak Taufikurrahman ada pendapat lain? Saya sudah 
dulu meminta kita urut saja, sabar. 

99. Pembicara: Taufikurrahman Saleh (F-KB) 
Sebetulnya kalau kita masalahkan itu bisa menjadi masalah, tapi sebetulnya 

kalau kita memang konsisten pada mekanisme-mekanisme dan tata urutan kami tidak 
keberatan di nomor buncit pun tidak keberatan, cuma Tata Tertib harus diubah dulu 
begitu saja masalahnya. Tidak keberatan andai kata memang diminta urutannya di 
sana kita terbelakang tidak masalah, cuma Tata Tertib ini harus diubah, katanya tidak 
masalah lalu mengapa itu Tata Tertib ini harus menundukkan, begitu saja sebetulnya, 
enaknya, jadi itu. 

Yang kedua. Kami juga mengingatkan bahwa nanti barangkali juga Pimpinan 
nanti terbentuk, setiap proses pengambilan keputusan itu harus secara yang fair 
artinya setuju gradak. Tidak, bisa saja, itu harus voting bila perlu tidak apa-apa, tidak 
masalah. Jadi, satu orang pun tidak setuju, itu harus di-voting, jangan gradak, setuju. ltu 
dilakukan tidak apa-apa, cuma itu akan konsekuensi kita ini menjadi persaingan berat 
catatan begitu saja. 

Mungkin demikian saja, terima kasih. 

100. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Baik, terima kasih Pak. 
Supaya nanti mohon Pimpinan Komisi yang akan datang mengingatkan itu, 

berikutnya saya kira. 

101. Pembicara: Imam Mundjiat (F-PDIP) 
Saya nama Imam Mundjiat A-185, saya mohon pernyataan Pak Prof. Matrutti 

dicabut. Kami keberatan sekali kalau anggota MPR ini dinyatakan mementingkan 
kepentingan pribadi, ini di muka rakyat Republik Indonesia, kepentingan pribadi 
ditujukan kepada kita anggota-anggota MPR, saya keberatan. Mohon dicabut dalam 
persidangan ini, pernyataan ini. 

102. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Maafkan Pak. 
Saya kira Pak Matrutty tidak menyebut untuk siapa pun juga namanya, jadi 

janganlah diambil, ini kita kan bukan masalah pribadi di sini, jadi kalau boleh saya 
ingin melanjutkan, pertama, jadi ada dua masalah, ada dua hal yang perlu kita sepakati 
di pertama adalah kita menyepakati komposisi dan ada permintaan urutan tadi dari 
Fraksi PKB menyatakan bahwa Pasal 13. 

103. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya mendukung apa yang disampaikan Saudara Mundjiat. Jadi, kalau Saudara 

Matrutty mengatakan MPR ini, anggota MPR ini mementingkan pribadi, saya juga 
keberatan. Apa alasannya mengatakan mementingkan pribadi? Mohon dicabut, 
klarifikasi. 

104. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya boleh melanjutkan lagi. Saya persilakan nanti setelah selesai ini masalah itu 

bisa diselesaikan setelah sidang ini dimulai. Sekarang kita menurut saya sudah 
secepatnya perlu menyerahkan ini kepada Pimpinan Komisi yang sah, karena saya 
ingin menawarkan sekarang ada dua pandangan apakah kita bisa menerima 
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permintaan dari Fraksi Utusan Golongan yang menurut F-PKB tadi bertentangan 
dengan Pasal 13, tapi menurut tadi ada wakil dari F-PPP tidak bertentangan dengan 
Pasal 13, paling tidak ini ada dua pandangan yang mengatakan yang satu bertentangan 
yang lain tidak. 

Oleh karena itu, kita tinggal putuskan saja, jadi bagaimana ini? Saudara dari F
PKB kami persilakan. 

105. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Saya hanya ingin mengulangi atau ingin mempertegas apa yang disampaikan 

oleh teman saya Saudara Lukman, bahwa Pimpinan Komisi ini adalah Pimpinan 
kolektif. Oleh karena itu urutan tidak menjadikan persoalan. Persoalannya adalah 
karena kemudian kenapa menjadi pertanyaan karena ada konsensus yang menyepakati 
Utusan Golongan menjadi urutan kedua. Artinya bahwa bunyi Pasal 13 ini harus 
dilanggar dengan konsensus itu. Kami tidak keberatan kalau Utusan Golongan harus 
urutan kedua dengan catatan bahwa Pasal 13 ini harus diterjemahkan, diamendir, saya 
kira itu Pimpinan. 

106. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Maafkan Pak, kita dudukkan dulu persoalannya, Bapak berpendapat atau Fraksi 

PKB kalau betul mengambil fraksi berpendapat demikian tapi ada pendapat lain yang 
mengatakan bahwa urutan itu yang disesuaikan atau disepakati tidak bertentangan 
dengan Pasal 13 karena Pasal 13 tidak mengatur urutan penyebutan Pimpinan, sebagai 
Pimpinan Majelis ada pendapat jadi ada dua pendapat yang berbeda dan saya kira 
persoalan ini harus dibahas lebih lanjut nanti itu apakah dan itu masalah Tata Tertib 
tidak di Komisi ini, saya kira. Sekarang apakah kita sudah bisa menerima kalau harus 
kita vote, kita vote, belum, silakan, pada akhirnya kita vote kalau sesuai permintaan 
Saudara karena ini bukan masalah yang terlalu besar sehingga kita bisa vote saja, kalau 
perlu. Silakan Pak. 

107. Pembicara: Aliy As'ad (F-KB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.. 
Nama Aliy As'ad, nomor A-426. Pertama. Kami ingin membantu Ketua untuk 

mencoba mensistematika pembicaraan kita. Pertama, tadi diinformasikan bahwa 
sudah ada konsensus antar Pimpinan Fraksi dan Pimpinan MPR. Mengenai Ketuanya 
dari fraksi apa, kemudian Wakil-wakilnya dengan komposisi seperti itu. Tadi juga 
dinyatakan Ketua, itu konsensus tidak mesti mengikat kita. Karena itu saya mohon 
Ketua nanti setelah ini segera memintakan persetujuan, apakah forum Komisi ini 
setuju bahwa Ketuanya dari Fraksi PDIP. Yang kedua, apakah komposisi seperti itu 
disetujui atau tidak. Yang pertama, yang kalau kita setuju komposisi apa Ketua dari 
Fraksi PDIP tadi kenyataannya sudah seperti itu. Karena itu kami mendukung usulan 
supaya itu diserahkan intern Fraksi PDIP menentukan satu nama, mengapa kami tidak 
ingin menanggung resiko sebagai anggota Komisi, saya ingin semua ini lancar dan 
smooth, karena itu harus ada satu nama dari Fraksi PDIP, kami tidak akan intervensi 
terhadap Fraksi. 

Yang kedua. Mengenai komposisi. Kalau kita kaitkan dengan Pasal 13, meskipun 
itu nanti Pimpinan itu bekerja secara kolegial, menjadi satu kesatuan kemudian 
dikaitkan dengan Pasal 13 ini, maksimal kita baca sebagai etika tentang penyebutan ke
fraksi-an. Di sini kan disebut dari konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum, 
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kemudian TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan ini disebut seperti itu. 
Tampaknya dari etika penyebutan, tidak ada arti dalam arti gradasi apa pun. Kalau kita 
ikuti Tatib tentunya penyebutannya parpol dulu, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan 
Golongan menurut Tatib kita ini. Tanpa ada arti bahwa yang di atas lebih utama 
dibanding yang dibawah karena Tatib seperti itu. Kecuali kalau di sini kita sepakati lain 
seperti itu, karena itu dengan hormat kami mohon Ketua mengambil substansi
substansi itu kemudian dimintakan persetujuan dalam forum ini, supaya rapat segera 
berjalan dan tidak Ketua malah jawab satu-persatu. 

Terima Kasih. 

108. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita 
Saya tidak menjawab satu persatu, tetapi kan kita harus mencari keputusan dan 

memberikan kesempatan kepada semua. Ya saya sekarang mencoba menyimpulkan 
beberapa hal. 

Pertama, kalau Ketua dan Wakil-Wakil Ketuanya itu sudah disepakati. Yang 
menjadi masalah sekarang kalau yang saya tangkap dari pendapat para Fraksi, 
sekarang apakah masalah urutan itu menjadi masalah atau tidak. Karena tadi ada 
keinginan supaya kalau pengambilan keputusan harus dilakukan secara, karena masih 
ada yang berbeda pendapat harus secara voting, mungkin itu harus kita tempuh. Sebab 
tadi ada kritik bahwa jangan lagi segala sesuatu lantas diketuk palu saja. Jadi, itu yang 
pertama kemungkinan kita harus mengambil keputusan, berdasarkan suara terbanyak. 

Yang kedua adalah calon Ketua dari Fraksi PDIP. Pimpinan Fraksi PDIP sudah 
mau menyampaikan calonnya dan calon itu sudah kita catat, dan oleh semua fraksi 
disepakati. Namun demikian, di dalam Fraksi PDIP sendiri ada yang berpendapat lain, 
meskipun tadi tidak disebutkan siapa yang diajukan sebagai calon, hanya dikatakan 
hanya menyetujui calon yang diajukan oleh Ketua fraksinya. Saya kira kita tidak 
mendengar siapa yang diajukan oleh yang bersangkutan tadi. Oleh karena itu, tentu 
dalam hal ini ada dua, jadi hanya karena masalah prosedur, kami di sini hanya berhak 
mengantar sidang ini dan memimpinnya untuk mengatur prosedur, bukan substansi. 

Ada dua cara yang bisa kita tempuh. Pertama, dalam rangka ini esensi pertama 
mengembalikan masalah pencalonan Fraksi PDIP kepada Fraksi PDIP. Yang kedua, 
karena Pimpinan Komisi itu pada dasarnya berdasar Tata Tertib dipilih oleh para 
anggota Komisi maka calon yang ada dua itu tentu nanti, atau kalau ada dua itu ya. 
Dikatakan oleh Pak Amin Aryoso ada dua, bisa kita tetapkan bersama- sama oleh 
Komisi. Hal ini jadi untuk, sebelum ini kita lanjutkan, saya ingin menskors dulu untuk 
mengatur tata cara yang akan keputusan yang akan kita ambil, dan saya minta para 
Pimpinan Fraksi untuk bertemu sebentar di ruang Pimpinan sebelah situ untuk kita 
mengatur bagaimana kita mengambil keputusan selanjutnya. Saya kira ini bisa kita 
lakukan dan saya skors selama 15 menit atau sampai. 

Pak Harun Kamil dulu. 

109. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Harun Kamil, nomor C-643. 
Kami tidak menduga kalau urusan urutan ini menjadi panjang. Memang sangat 

memprihatinkan begitu, karena selama ini sudah ada kesepakatan-kesepakatan sejak 
1999, 2000, 2001. Dan ada juga kesepakatan semua fraksi termasuk PKB hadir, tidak 
ada itu prates-prates. Tapi kalau memang dianggap bahwa itu sesuatu yang salah oleh 
PKB, saya tidak keberatan itu untuk nomor 9. 
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110. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih atas jiwa besar yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan, 

maka dengan demikian tidak ada masalah. Sekarang kita hanya tinggal memutuskan. 
Jadi, oleh karena itu, kami akan menskors. 

111. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak Ginandjar. Klarifikasi saja. Karena ini Pak Harun tetangga baik begitu. Karena 

menyebut institusi, sebetulnya ini bukan institusi. Jadi ada pendapat dari anggota 
Komisi, saya kira ditangkap sebagai pendapat anggota Komisi. 

Yang kedua, memang sejak rapat terakhir di ruang kaca itu, sesudah selesai kami 
mempertanyakan ukuran penyebutan di dalam kaitannya dengan fraksi-fraksi ini pakai 
standar apa? Apa pakai standar jumlah anggota? Kalau jumlah anggota Utusan 
Golongan itu, nomor 3. Atau pakai standar seperti yang ada di Tatib. Itu tidak terjawab 
ketika itu. Kemudian, mungkin ini, informasi ini dianggap sebagai berarti belum ada 
giliran, sehingga ada pendapat seperti itu. Oleh karena itu, Pak Harun tenang-tenang 
sajalah, ndak ada masalah. Itu karena ketidaktegasan di dalam proses kita ketika 
menetapkan urutan-urutan itu. 

Terima kasih. 

112. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Pimpinan. 
Terima kasih Pak Pimpinan. 
Saya mengingatkan ingin mengingatkan untuk kita semua bahwa komisi ini 

adalah sah sebagai Komisi A Yang kita tahu acara utamanya adalah pemilihan 
Pimpinan Komisi. Dan pada saat sekarang ini sudah ada nama-nama yang diajukan 
yang sudah bisa dikatakan sepaket yang sudah disetujui oleh yang lain-lain, di mana 
salah satu nama itu ada nama Pak Jakob Tobing. Kalau memang akan ada nama paket 
lain, paket ini yang ada Pak Jakob Tobing dengan ada nama lain mungkin non-Pak 
Jakob Tobing atau Mister X, saya tidak tahu, ya diajukan. Di sini ada dua, diputuskan 
yang dipilih yang mana? Karena ini mimpin Pimpinan Komisi. Jadi kalau mungkin yang 
kita, yang paket tadi diajukan, disetujui oleh mayoritas oleh komisi ini, ya sudah 
selesai. Karena ini Pimpinan Komisi yang memimpin itu mayoritas komisi yang 
memilih. Dan saya rasa, tadi dari suara nama yang diajukan dan di sikap-sikap fraksi 
kalau diajukan itu sudah mayoritas, sudah bisa diterima. Kita kalau mau demokrasi 
saya kira, sistemnya seperti itu. 

Terima kasih. 

113. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih. 

114. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP) 
Pimpinan! Pak Ginandjar, sebentar! Saya Julius Usman, PDIP A-98. 
Sesuai dengan Tata Tertib, sopan santun dan aturan yang berlaku. Dan ada dalam 

Alqur'an, kalau mau keluar dari Majelis itu minta izin. Saya mohon keluar buang air 
kecil sebentar saja. 

Terima kasih Pimpinan. 

115. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Saya akan menskors sebentar. Saudara-Saudara sekalian, 
Rapat ini belum akan mengambil keputusan. Saya hanya ingin menskors, dan hak 

Pimpinan untuk menskors rapat kalau dipandang perlu. Jadi, saya akan menskors dulu 
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selama 30 menit. 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 11.30 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 12.30 

116. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Sidang Komisi yang saya hormati. 
Saya persilakan para anggota untuk mengambil tempat masing-masing. Sebelum 

skors saya buka. Bersama ini skors saya cabut kembali dan Sidang Komisi kita 
lanjutkan. 

KETOK1X 

Saudara-Saudara sekalian. 
Di dalam pertemuan pimpinan sementara Komisi Majelis bersama pimpinan 

fraksi-fraksi di Komisi A, kami menyepakati beberapa hal. Tetapi sebelum kesepakatan 
itu kami tawarkan, kita ingin menghormati teman-teman kita yang beragama Islam, 
yang karena sudah memasuki waktu shalat, sekaligus kita juga bisa jeda, maka kami 
menyarankan untuk rapat Komisi ini dan pemilihan Pimpinan Komisi yang tetap kita 
lanjutkan setelah kita beristirahat untuk shalat dan jeda. Sepakat disetujui? Kalau 
setuju, kita akan bertemu kembali di sini pukul 14.00 WIB. 

KETOK1X 

RAPAT DISKORS LAGI PUKUL 12.31 WIB WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.10 WIB 

117. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak-Bapak, lbu-lbu, para anggota Komisi A yang kami hormati. 
Kita ingin melanjutkan Sidang Komisi dengan jadwal acara, sebetulnya hanya 

satu, yaitu Pemilihan Pimpinan Komisi yang tetap, yang tadi tertunda. Dan dengan ini 
skors saya cabut kembali. 

KETOK1X 
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Saudara-Saudara sekalian. 
Tadi pagi telah kita sepakati komposisi Pimpinan Majelis yang saya kira tidak 

usah saya bacakan kembali, di mana urutannya mengikuti urutan Pasal 13. Dan Fraksi 
Utusan Golongan tadi sudah jiwa ksatria telah menerima. 

Sekarang kita akan memutuskan siapa-siapanya. Sebelum saya memulai 
melanjutkan rapat ini, saya ingin membacakan peraturan Tata Tertib yang mengatur 
mengenai pimpinan Komisi Majelis. Ada di dalam Pasal 45 Ayat (2) "Pimpinan Komisi 
Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih oleh anggota Komisi yang 
bersangkutan dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis." Di dalam ayat ini ada 
dua unsur, pertama, Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi. Itu telah 
dilaksanakan. Fraksi-fraksi tadi pagi telah mengajukan calon-calonnya sesuai dengan 
komposisi yang telah disepakati. Kami juga telah mencek kepada Sekretariat bahwa 
pengusulan itu pun didukung pula oleh pengusulan secara tertulis. Itu unsur yang 
pertama, dan telah kita lalui. 

Unsur yang kedua, sekarang adalah komposisi tersebut dan usul yang 
disampaikan oleh para wakil-wakil fraksi pada tadi pagi, akan kita setujui dan proses 
persetujuan itu adalah dengan dipilih oleh para anggota Komisi secara langsung. Oleh 
karena itu, baiklah saya bacakan apa yang telah disarankan, diajukan oleh fraksi-fraksi 
pada rapat Komisi tadi sebelum kita skors, untuk selanjutnya kita mengambil 
keputusan. Pertama, Ketua, Fraksi PDI Perjuangan, diusulkan oleh fraksinya, Drs. Jakob 
Tobing, MPA. Kedua, Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, diusulkan oleh fraksinya, 
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. Ketiga, Wakil Ketua dari Fraksi PPP, diusulkan oleh 
fraksinya, H. Zain Badjeber, S.H. Keempat, Wakil Ketua dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, 
diusulkan oleh fraksinya, Bapak H. Amroe Al Mutaksin. Kelima, Wakil Ketua dari Fraksi 
PBB, diusulkan oleh fraksinya, K.H. Najih Ahjad. Keenam, Wakil Ketua dari Fraksi 
PDKB, diusulkan oleh fraksinya, Bapak Gregorius Seto Hariyanto. Ketujuh, Wakil Ketua 
dari Fraksi TNI/Polri, diusulkan oleh fraksinya, Bapak I Ketut Astawa. Kedelapan, 
Wakil Ketua dari Fraksi Utusan Daerah, diusulkan oleh fraksinya, Bapak Muhammad 
Hatta Mustafa, S.H. Yang kesembilan, Wakil Ketua dari Fraksi Utusan Golongan, 
diusulkan oleh fraksinya, Bapak Harun Kamil, S.H. 

Ingin kami sampaikan juga sebagai catatan yang telah kita dengar semua bahwa 
semua fraksi telah menyatakan menyetujui pencalonan dari fraksi-fraksi lainnya. 
Sekarang saya ingin menawarkan, dapatkah kita secara mufakat menerima komposisi 
dan nama pimpinan Komisi A yang tadi telah kami bacakan? Alhamdulillahi 
rabbil'alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara semua, 
para anggota Komisi A yang terhormat yang telah menyetujui komposisi dan nama 
Pimpinan Komisi A. Saya sangat menghargai kearifan dari kita semua sehingga masalah 
ini bisa terselesaikan dengan baik. 

Tugas saya selanjutnya adalah menyerahkan secara resmi kepada pimpinan 
Komisi yang baru dengan sangat berbahagia, gembira, dan antusias. Kami 
mengharapkan Bapak-Bapak yang tadi telah disetujui sebagai Pimpinan Komisi untuk 
mengambil tempat 

Saya bacakan sekali lagi, Bapak Jakob Tobing, Bapak Slamet Effendy Yusuf, Bapak 
Zain Badjeber, Bapak Amroe Al Mu'tashim, Bapak Naji Ahyad, Bapak Gregorius Seto 
Harianto, Bapak I Ketut Astawa, Bapak Muhammad Hatta Mustafa, S.H., dan Bapak 
Harun Kamil, S.H., kami mohon untuk mengambil untuk mengambil alih tempat di 
depanini. 

Saya persilakan Pak Jakob. Pertama, saya kira, saya harus menyerahkan palunya 
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ini Pak. Pak Jakob, cepat Pak, sebelum diambil lagi. 

TERJADI PERGANTIAN KETUARAPAT 

118. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baiklah, lbu dan Bapak sekalian yang kami hormati. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera kepada kita semua 
Saya rasa, sejak pagi sampai siang ini kita menyaksikan sebuah proses yang 

cukup berharga untuk dicermati. Dan kami mungkin atas nama kita semua 
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR tadi yang telah mengantar 
memimpin acara pemilihan pimpinan Komisi A untuk sidang tahun 2002 ini. Karena 
rapat ini sudah dibuka, kami tinggal meneruskan. 

Nah, sesuai dengan agenda maka kita akan melanjutkan rapat ini dengan 
beberapa kegiatan. Namun, sebelumnya saya rasa, kami di sini sembilan orang 
memimpin secara kolektif Komisi A ini dalam melaksanakan tugas. Dan kami mohon 
dan kami percaya bahwa kita bersama-sama akan saling bekerja sama, saling 
mendukung dalam arti yang seluas-luasnya, kalaupun saling kritik adalah saling kritik 
konstruktif dalam melaksanakan bagian daripada tugas yang amat penting yang 
diemban oleh Majelis secara keseluruhan. 

Dan kemudian, kami juga menyarankan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas 
di mana kita akan membicarakan jadwal tentang berbagai mekanisme yang garis 
besarnya ada di dalam jadwal acara dan tata tertib persidangan Komisi yang kita sudah 
tahu semua. Namun, tentu ada beberapa hal yang perlu lebih detail, lebih pasti hams 
kita putuskan. Kami menyarankan kita bisa melakukan pertemuan sebentar. Dan untuk 
itu, Pimpinan akan berembuk, kami mengharapkan tentunya agar wakil dari fraksi 
yang belum duduk karena ini kursinya cuma sembilan ada tiga lagi cuma juga ikut 
supaya kita sama-sama semua, semua pimpinan fraksi dan tentunya ini juga mewakili 
fraksi tiga lagi kemudian barangkali ada fraksi-fraksi yang mungkin karena jumlahnya 
agak lebih besar mengrim satu atau dua orang lagi supaya forumnya cukup. 

Yang barangkali ada apa tadi dan kami minta waktu kira-kira satu jam setengah 
jam ya. 

119. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Instruksi Saudara Pimpinan. 
Saya Sukono A-162, terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Jakob ini, 

Pimpinan akan berunding, hanya saja saya ingin mengingatkan kepada Saudara 
Pimpinan di dalam rundingan ini supaya benar-benar nantinya dibicarakan pula di 
Tata Tertib mana yang dipakai ini supaya nanti tegas. Apakah betul seperti apa yang 
disampaikan Pak Ginandjar tadi bahwa tidak ada Tata Tertib lain kecuali tata tertib 
yang ada ini, sehingga dengan konsekuensinya logisnya dengan pemakaian Tata Tertib 
ini kita mari nanti kita pikirkan bersama. Sekian terima kasih. 

120. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi, kita akan rundingkan ya? Pak Zaenal. 
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121. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Tentunya dengan kesepakatan dari rekan-rekan fraksi lainya kami mengusulkan 

atau meminta untuk kami boleh menambah dua anggota kami yang ikut di dalam lobi 
dan itu ada namanya langsung kami bisa sampaikan di sini, yaitu Saudara Pataniari dan 
Saudara Amin Aryoso. Terima kasih. 

122. Ketlrn Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa itu nanti biar fraksi yang menentukan. 

123. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Sekedar mengingatkan sesuai dengan jadwal Pimpinan akan berembuk untuk 

menyusun jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan. Tadi saya sudah sampaikan 
kepada Pimpinan MPR permintaan agar masukan-masukan dari masyarakat itu juga 
disampaikan kepada kita. Supaya kita tidak pakai kaca mata kuda hanya memakai 
bahan apa yang para pekerja itu saja, tapi kita perlihatkanlah kepada masyarakat 
bahwa kita juga memperhatikan masukan-masukan itu. 

Jadi oleh karenanya, sambil Pimpinan berembuk tolong Sekjen juga 
mempersiapkan itu, masukan-masukan dari masyarakat apa saja? Khususnya 
mengenai masalah amendemen. 

Terima kasih. 

124. Ketlrn Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Saya rasa kita satu-satu dululah. Pak Erman dan habis Pak Erman, tetapi ini pain 

untuk mengatur acara kita ya, silakan Pak Erman! 

125. Pembicara: Erman Soeparno (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. 
Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi A, 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Seperti apa yang telah kita sepakati tadi bahwa kita semangatnya adalah untuk 

membahas amendemen ini, perubahan amendemen ini materinya supaya mendapat 
suatu kelancaran. Oleh karena itu, di dalam Pimpinan nanti berembuk, tentunya 
mungkin substansinya perlu tidak terlalu melebar sehingga waktu untuk kepentingan 
berembuk tidak terlalu panjang, jadi tidak perlu hams satu jam kalau perlu seperempat 
jam. Karena itu adalah materi-materi yang dirembuk oleh pimpinan tentunya adalah 
suatu mekanisme yang penting, adapun substansi secara saya rasa nati dibicarakan di 
dalam Pleno sehingga tidak bolak-balik 

Saya rasa demikian, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

126. Ketlrn Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Tadi masih ada Pak Abduh Paddare kami persilakan. 

127. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya minta Bapak-Bapak seluruhnya membuka rancangan keputusan tentang 

halaman tujuh tentang rancangan keputusan tentang jadwal acara dan sidang-sidang 
selanjutnya. Di situ menimbang sudah jelas mengingat jelas memperhatikan jelas, 
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banyak sekali dasar-dasar di situ kemudian memutuskan, menetapkan, pertama kedua 
acara yang sudah ditetapkan oleh sidang paripurna. Dan yang paling tertinggi adalah 
sidang paripurna. Komisi di bawah tidak bisa mengamendir daripada Sidang 
Paripurna. Oleh karena itu, kalau ada yang mau berdebat mari kita berdebat di dalam 
substansi yang sudah diputuskan oleh PAH ini supaya lancar, kecuali memang ada 
maksud-maksud lain itu lain cerita kita siap menghadapi apapun yang akan terjadi 
untuk kepentingan negara ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan supaya langsung 
kepada acara pertama, pemilihan pimpinan sudah, penyusunan jadwal acara ini sudah 
di tangan. 

Kemudian penyusunan mekanisme pendapat apa pembahasan materi 
perubahan. lni saya kira supaya pimpinan punya ketegasan, sebab kalau setiap orang 
itu didengar ya kalo begitu divoting saja selesai. Dari pada kita macam-macam begini, 
sembilan orang pimpinan luar biasa banyaknya Pak! Presiden saja Cuma satu wakilnya 
cuma satu ini sembilan, kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah? 

Terima Kasih Pak! 
Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh. 

128. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, kami sudah boleh menyimpulkan ya? J adi kita akan skors, ada lobi 

rembukkan pimpinan ditambah dengan unsur fraksi tadi, intinya itu tidak kepada 
substansi membahas substansi itu di Pleno. Seperti semangatnya Pak Abdu Paddare 
dan beberapa teman tadi, kita akan membahas masalah supaya jadwal mekanisme dan 
segala sesuatunya itu lebih rapi begitu. 

Sehingga kedepannya kita rapat secara lebih lancar begitu. Nah mengenai waktu 
ada yang mengatakan jangan sampai satu jam, ada yang mengatakan seperempat jam 
cukup saya rasa setengah jam lah tengah-tengahnya ya? Baik jadi kita skors. 

129. Pembicara: Peserta Rapat 
Atau begini Pak, kita lihat jam kalau kita setengah jam berarti jam 3.00, tanggung 

orang mau Ashar. Apa tidak lebih baik 45 menit atau satu jam sehingga kita masuk di 
sini orang sudah selesai shalat Ashar! 

130. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Setuju? Jadi kita masuk pada pukul 15.15 WIB, baik dengan demikian rapat kami 

skors dan kita ketemu lagi pukul 15.15 WIB. Dan Teman-Teman dari fraksi kita kumpul 
di ruang GBHN belakang. 

Terima Kasih. 
Bisa kita mulai kembali? 
Terima kasih atas kesabaran lbu dan Bapak sekalian. 
Kami sudah terlambat tiga perempat jam, tetapi mudah-mudahan terlambat tapi 

ada hasilnya yang maksimum begitu yang bisa dicapai. Dengan ini, maka skorsiny Rapat 
Komisi A kami cabut dan rapat kita buka kembali. Sesuai dengan Tata Tertib rapat ini 
adalah rapat terbuka untuk umum. 

131. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Interupsi Pimpinan, Pimpinan! A-244, Zulkifli Halim. 
Saya ingin memberikan masukan sedikit untuk Pimpinan, bukan banyaknya 

waktu yang digunakan 45 menit tapi persoalan komitmen, tadi Pimpinan mengatakan 
akan memulai pada pukul 15.15 WIB ada kecenderungan arogansi kita cuma 
diinformasikan mestinya Pimpinan harus hadir kembali untuk memperbaharui 
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kembali mandat waktu itu. Sekali bukan banyak besarnya waktu tapi ini persoalan 
komitmen, dan ini bagaimana Saudara-Saudara memimpin Komisi ini, id card sama, 
status kita sama di sini maka saya ingatkan janganlah melanggar terlalu jauh untuk 
berpretensi menyelesaikan semua persoalan di tangan Pimpinan. 

Saya kira, kalau saya boleh memberikan masukan sedikit, ekses-ekses yang 
bermunculan memasuki Sidang Tahunan ini barangkali disebabkan oleh gaya-gaya 
semacam ini. Ada segelintir orang yang merasa mampu mewakili kita semua, sekali lagi 
ini sekedar kritik berdasarkan kasih sayang di antara kita. Mahon komitmen ini 
diperbaiki supaya Komisi kita ini lancar melaksanakan tugasnya. Terima Kasih. 

132. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima Kasih. 
Kami melihatnya sebagai sebuah kritik yang membangun, dan memang kami 

meminta melalui Sekretariat Jenderal tolong bisa diumumkan bahwa ini agak mundur 
sedikit. Tapi mungkin dianggap hams kembali lagi rapat, tapi kita lihat lagi bagaimana 
yang paling baik dan paling bisa terterima oleh kita semua begitu. Terima kasih. 

Kami ingin melaporkan kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian beberapa hal yang 
kita telah sepakati untuk kiranya dapat kita setujui atau kita pakai di dalam 
melaksanakan kegiatan Komisi A dari sekarang sampai dengan selesainya beberapa 
hari yang akan datang. Mengenai pertama mengenai masalah tata tertib tidak lagi ada 
permasalahan yang menjadi masalah begitu tadi, kita akan menggunakan Tata Tertib 
yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini 
sebagaimana diatur dalam sejarah umum dan mendasar dalam Pasal II Aturan 
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang memang masih berlaku sampai 
dengan saat ini. 

Yang kedua kita akan membahas materi yang menjadi tugas kita dalam Pleno. Itu 
setiap kali itu pada dasarnya dua putaran, jadi dibahasnya item per item, dua putaran. 
Putaran yang pertama adalah para Rekan-Rekan sekalian anggota yang terhormat 
menggunakan waktu untuk menyampaikan pandangannya, pendapatnya, komentar 
dan usulnya dan sebagainya. Putaran yang kedua itu kalau misalnya masih diperlukan 
putaran kedua itu sudah merupakan pendapat yang sudah lebih mengerucut dari 
fraksi-fraksi. Karena tugas Komisi ini adalah untuk mencari kesimpulan atau 
keputusan atau kesepakatan dari pada materi-materi itu. 

Nanti mengenai berapa menit yang diberikan itu tergantung dari berapa waktu 
yang tersedia berapa banyak pembicara yang ingin bicara dan Pimpinan Rapat pada 
waktu itu akan menentukan. Kami ingin laporkan juga bahwa Pimpinan Rapat akan 
bergantian karena inilah adalah pimpinan kolektif. Selanjutnya mengenai pengantar 
musyawarah, kita ini akan bermusyawarah tentunya perlu ada pengantar musyawarah. 
Apa yang akan kita musyawarahkan, dalam hal ini kami semua atau kita semua sepakat 
bahwa apa yang kita musyawarahkan pada dasarnya ada pada waktu kita 
menyampaikan materi-materi pandangan umum pada beberapa hari yang lalu. Tetapi 
pada kesempatan ini mungkin ada hal-hal yang juga diperlukan menambah aksen atau 
apa maka juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengantar musyawarah 
kembali pada sidang ini. Dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan waktu 
maka pada dasarnya kita akan mengundang, fraksi yang akan menggunakan waktu 
guna menyampaikan pengantar musyawarah. Mungkin menggunakan waktu agak 
panjang mungkin juga pendek. Tapi yang panjang maksimum 10 menit dan itu cukup 
disampaikan dari temp at duduk masing-masing. Terima Kasih. 
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133. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Intempsi Pimpinan. Bambang Pranoto dari F-PDIP. Bapak Pimpinan dan Bapak 

sekalian. 
Meskipun waktu sangat mendesak, tetapi bukan berarti setiap keputusan selalu 

diawali dengan alasan waktu. Saya melihat tadi Bapak Pimpinan menyampaikan 
persoalan-persoalan berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan. Kami 
memiliki satu pengalaman pada tahun 2001 ketika dengan materi yang sama mengenai 
masalah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Amendemen Ketiga, ketika 
kami mempersoalkan bahwa mekanisme ini, mohon dikembalikan pada mekanisme 
pola-pola demokratisasi yang benar. Ketika setiap ada kebuntuan, ada masalah 
perbedaan pendapat diakhiri dengan kesepakatan atau lobi-lobi fraksi. Artinya ini ada 
pengembirian terhadap kedaulatan yang ada pada anggota. Prinsipnya kami tidak tahu 
persis dengan pasal mana kita menggunakan, tapi pada prinsip demokratisasi setiap 
pengambilan keputusan hendaknya menggunakan pola-pola, memperhatikan, dan juga 
tidak diambil begitu saja dengan mudah, ketika diputuskan melalui lobi-lobi fraksi. 

Kami berharap kalau ada lobi-lobi fraksi, diambil dari floor. Karena apa yang 
terjadi kalau ada lobi fraksi, berarti ada pada Bapak-Bapak yang diangkat, di depan itu. 
Artinya Pimpinan sendiri yang melakukan lobi-lobi dan kemudian sama sekali tidak 
ada manfaatnya, apa yang hid up dalam floor. 

Kami usulkan Pimpinan, supaya nanti setiap ada masalah yang krusial, harap 
diputuskan oleh floor sendiri. Artinya, kalau ada lobi atau ada permusyarawatan, harap 
diambil perwakilan dari floor. Kalau ini bisa dijalankan saya pikir inilah persidangan 
yang menggunakan demokrasi yang benar. Jadi perlu diperhatikan. Terima kasih. 

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Kami ingin teruskan dulu, sebelum nanti sampai di sana. Jadi, mengenai 

bagaimana kita membahas bahan-bahan, disepakati bahwa kita akan umt saja dari 
depan terns, karena tadi ada pemikiran kita selesaikan dulu sistem, atau kita selesaikan 
dulu yang ringan, atau kita umt, ternyata kalau sistem dengan urut itu kebetulan 
berhimpit Dengan satu kearifan diharapkan dari kita semua bahwa ini kita perlakukan 
adalah sebagai Pembicaraan Tingkat III. Artinya, masih ada satu tingkat lagi, Tingkat IV 
Paripurna, di sanalah kalau memang keadaan menghendaki, di sanalah sebetulnya 
putusan yang paling final itu dibuat. Jadi itu nanti kasus per kasus akan dilihat. 

Oleh karena itu juga maka materi yang lain, yaitu yang menyangkut apa yang 
dibicarakan selama ini mengenai komisi konstitusi atau apapun namanya itu, itu akan 
mempakan dua agenda pada rapat ini. Kita ingat bahwa waktu Rapat Komisi adalah 
tujuh kali, terhitung sekarang. Dan kita tentu hams menggunakan waktu satu kali di 
ujung akhir, untuk laporan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum masuk 
ke Paripurna. 

Jadi kalau ini digabung, maka kami tadi juga melihat perlunya disampaikan 
kepada kita sekalian yaitu mohon keikhlasan fraksi, karena malam hari adalah Hari 
Fraksi, mungkin saja itu akan dipakai oleh Komisi ini, dalam rangka menjalankan 
tugasnya. Tetapi tentunya dengan izin fraksi-fraksi semua. Di samping itu memang ada 
keperluan untuk lobi, untuk pemmusan dan sebagainya. Lobi ini meliputi baik seperti 
yang disampaikan oleh Saudara Bambang Pranoto, itu hams menggambarkan anggota 
kita, anggota Komisi maksud saya. Mungkin juga pada tingkat yang lebih tinggi, apabila 
misalnya partai ingin menyelesaikannya pada atau membicarakannya pada tahap itu, 
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kita harus mencadangkan kemungkinan waktu untuk itu. 
Oleh karena itu, sekali lagi, walaupun jadwal sudah kita sahkan seperti yang ada 

sekarang, ada tujuh kali Rapat Komisi, semuanya pagi, sore, pagi, sore. Tapi kalau 
diperlukan sesuai juga dengan Tatib, dengan kesepakatan kita, waktu malam pun 
kiranya bisa kita pakai dengan izin kita semua. 

135. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi, Pimpinan. 
Barangkali mohon maaf, kami untuk terakhir kali menyampaikan persoalan 

substansinya. Itu tadi Pimpinan menyampaikan dengan mudah mengenai keabsahan 
dari Tata Tertib. Sudah berhari-hari, kita bahkan di Pra Paripurna, ini masalah yang 
serius. Ketika Bapak Pimpinan hanya menyatakan bahwa ini adalah menggunakan 
Aturan Peralihan. Sementara terjadi floor, masih ada yang menyampaikan, seperti Pak 
Amin Aryoso menyampaikan bahwa peralihan itu adalah berlaku hanya sekali dan 
einmaUg, saya tidak tahu bahasa apa itu. Tetapi yang penting bahwa ini adalah masih 
masalah. Artinya, kalau memang mesti disepakati, saya ingatkan untuk menggunakan 
pendekatan-pendekatan hukum. Karena persoalan ini sudah menjadi masalah nasional. 
Kita sudah berhari-hari didengar oleh rakyat Indonesia mengenai persoalan ini 
keabsahan itu bukan dianggap sepele. Persoalannya saya khawatir, Pak. Apabila di 
kemudian hari setelah kita memutuskan kesepuluh hari kita rapat, Sidang MPR ini 
kemudian dipersoalkan masalah-masalah yang seharusnya ini sudah diputuskan, 
sebelum kita mendapatkan perkembangan lebih lanjut, ini menjadi masalah. Setidak
tidaknya hari ini, kami ingin didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa ada 
masalah-masalah yang penting, yang krusial, yang tidak bisa diselesaikan seketika. Dari 
mulai pada Sidang Paripurna hingga sekarang ini, hanya disambut dan dijawab dengan 
enteng-enteng saja, dan cukup dengan melakukan lobi yang terakhir tetap berjalan. 

Kami mohon ada pertimbangan, hal semacam itu secara serius. Setidak-tidaknya 
apa sulitnya kalau kita mengadakan agenda khusus masalah Tata Tertib ini, agar semua 
selesai dan itu dipergunakan sebagai dasar hukum dari kelanjutan acara-acara 
berikutnya. Kalau ini mau dipaksakan, kami sendiri sebagai orang demokrat kami akan 
setuju dengan cara-cara macam itu. Tetapi konsekuensinya nanti, apabila ada 
degradasi kualitas maupun ada dekredibilitas dari masyarakat, tentang hasil dari 
Sidang Tahunan ini. Karena ini menyangkut masalah Undang Undang Dasar, yang tidak 
bisa dijawab dengan cara-cara lobi maupun cukup dengan kekuasaan yang ada pada 
Pimpinan untuk mengetok palu. 

Saya untuk berkali-kali, maaf Pimpinan, untuk tidak dikatakan terlalu cerewet 
dalam masalah ini, tetapi setidaknya saya ingin berpesan pada seluruh rakyat 
Indonesia. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan itu menyangkut masalah 
krusial. Bahwa Tata Tertib ini yang digunakan sekarang adalah Tata Tertib yang bukan 
berdasarkan undang-undang yang sudah kita putuskan sendiri. Artinya, MPR sekarang 
ini telah melanggar juga Keputusan MPR tentang Amendemen Undang Undang Dasar 
1945 dan tidak melaksanakan, ini perlu dicatat 

Sekian, terima kasih. 

136. Pembicara: Moh. Asikin (F-Reformasi) 
lnterupsi, Pimpinan sedikit. Asikin dari F-Reformasi mengenai hal yang sama, 

saya berbeda pendapat 
Saya, terima kasih Pimpinan. 
Saya berpendapat bahwa Tatib tetap sah untuk digunakan di dalam persidangan 

Perubahan UUD 1945 29 



ini, dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tadi sangat mudah diinterpretasi, dan saya 
menganggap bahwa itu harus diinterpretasi dan sangat berbeda pendapat dengan apa 
yang kami yakini. Kami katakan demikian oleh karena, keinginan MPR yang dimaksud 
itu adalah masih berkaitan dengan Keanggotaan MPR yang sesungguhnya belum 
selesai. Di mana Keanggotaan MPR itu semestinya terdiri atas DPD dan DPR. 

Sidang belum selesai, kita berada pada peralihan sehingga pada saat peralihan 
itulah, maka ketentuan aturan-aturan yang ada masih langsung terus berlaku. Kita 
harus yakini itu. Oleh karena belum ada, belum definitif Keanggotaan MPR itu yang kita 
harapkan nanti 2004 baru selesai. Jangan hendaknya diartikan sepotong-sepotong, 
sehingga kami tak berpendapat bahwa Tatib ini sudah sah. 

Aturan Peralihan Pasal II yang tadi itu keliru. Karena itu, Tap berlaku sampai 
sekarang ini. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku sampai 
sekarang ini. Itu yang saya ingin kemukakan. 

Jadi saya berpendapat sekali lagi, Tatib ini sah untuk dipedomani di dalam 
Persidangan Majelis yang terhormat ini. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

137. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi saya ingin mengajak kita kembali kepada fokus, agenda daripada Komisi ini. 

Tadi yang kami sampaikan adalah informatoris. Jadi, nanti Komisi B sebentar lagi 
membicarakan, saya selesai dulu, Komisi B akan membicarakan masalah-masalah yang 
menyangkut Tatib. Kita, tugas kita adalah yang menyangkut amendemen. 

138. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, saya ingin klarifikasi Saudara Pimpinan. 
Terima kasih. 
Nama saya Aryoso, A-157 dari F-PDIP. Tetapi saya akan menyampaikan hati 

nurani saya. Yaitu apa yang dijelaskan oleh pembicara terdahulu, bahwa supaya tidak 
ada kevakuman itu berlaku Aturan Peralihan. Aturan Peralihan itu, menurut Undang
Undang Dasar Pasal II memang bunyinya adalah "Segala badan negara dan Peraturan 
yang ada masih langsung berlaku selama belum ada diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini'', bunyinya itu demikian. Tetapi maknanya ialah Aturan 
Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya berlaku sekali atau einmalig 
dan itu sudah diberlakukan. Aturan Peralihan di dunia mana pun Undang- Undang 
Dasar itu, tidak bisa diperlakukan berkali-kali. Jadi, kalau itu pakai dasar, itu saya kira 
menurut hukum, tidak benar. lni saya mohon sebagai suatu klarifikasi. 

Dalam hubungan ini ada penjelasan dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang 
Yusril Ihza Mahendra mengemukakan rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945 hasil Amendemen Ketiga, membuahkan ketidakjelasan. Siapa lembaga 
pelaksanaan kedaulatan rakyat? Sekarang dengan adanya Amendemen Ketiga ini, MPR 
ini sudah bukan pemegang kedaulatan rakyat lagi. Tetapi di dalam Aturan Tata Tertib 
yang tadi disebutkan sebagai dasar dari Tata Tertib yang berlaku sekarang ini. Pasal 1 
Ketentuan Umum menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut Majelis". 
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139. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik Pak, sudah? 

140. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Nanti dulu saya belum selesai. Jadi, di sini yang dimaksud adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yaitu Pasal 1 
Ayat (2). Jadi bukan sesudah diamendemen. Kemudian Pasal 2 menyatakan "Majelis 
adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi 
Negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat". Hasil Amendemen 
Ketiga, MPR kita ini sudah bukan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, lagi juga tidak 
merupakan Lembaga Tertinggi Negara lagi, bukan pemegang dan pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tetapi praktiknya kemarin, itu MPR sudah memanggil 
Presiden. 

141. Ketua: Jakob Tobing 
Bisa difokuskan kepada acara kita pada sore hari ini. 

142. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
lni fokus Saudara, karena ini adalah dasar. Kalau sampai sidang ternyata tata 

tertibnya tidak jelas, jadinya sidang ini amburadul. Saya minta kepastian dari Saudara, 
sebetulnya tata tertibnya ini ada atau tidak. 

143. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Jadi, karena Pak Amin Aryoso juga hadir di dalam lobi itu. Jadi, baiklah apa 

yang sudah kita sepakati itu kita pegang. 
Saya lanjutkan. 

144. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Di dalam lobi tidak ada kesepakatan. 

145. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Utusan mengenai tiap-tiap materi, itu langsung dikumpul pada setiap akhir 

pembicaraan dan tetapi itu tergantung pada, begini, saya selesaikan dulu semua yang 
hasil dari lobi tadi. 

146. Pembicara: Suwignjo (F-PDIP) 
lnterupsi, Pimpinan. 
Begini, karena substansi yang disampaikan oleh Pimpinan itu justru terjadi 

masalah. Mohon Pimpinan, kami diberikan kesempatan. Bahwa yang dimasukkan tadi 
adalah sebelum Bapak akan memutuskan tadi. Dan kami mohon dengan jalan dengan 
cara-cara, apabila ada masalah terus dilanjutkan tanpa ada penyelesaian. 

Terima kasih. 

147. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kemudian yang mengenai putusan, itu apakah akan dikumpul sampai dengan 

akhir masa rapat, apakah per item. Tolong saya selesaikan dulu supaya ada komentar 
yang menyeluruh yang lengkap, jadi jangan terpotong-potong. Silakan, silakan. 

148. Pembicara : Peserta Rapat 
lnterupsi, Pimpinan. 
lni kita berbicara tidak sepotong-sepotong, kita berbicara ini berkait dengan 

sidang-sidang sebelumnya. Sidang ini manakala tidak acuan Tata Tertibnya, kita tidak 
mempunyai landasan hukum, walaupun kita berada di sini, ibaratnya kita kongkow-
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kongkow. Untuk memperkuat hak agar kita mempunyai landasan hukum, marilah 
landasan hukum kita tetapkan dulu. Kalau tidak berani memutuskan Tata Tertib yang 
akan disahkan, berarti kita ini tidak mengikat nantinya. Jadi betul apa yang 
disampaikan rekan-rekan kami di depan. Saudara Pimpinan jangan lalu membuat 
keputusan sendiri. lni terikat kepada apapun yang sudah kita sampaikan. 

Terima kasih. 

149. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, kalau begitu saya tanya saja kepada anggota. Karena pleno untuk tingkat 

komisi ini ya pleno inilah. Saya tanya saja. Apakah kita akan lanjutkan rapat ini . 

150. Pembicara: Hariyadi B. Sukamdani (F- UG) 
Interupsi, Pak. Hariyadi, C-658. 
Mungkin tadi ada penjelasan dari Pak Amin Aryoso bahwa ada kesepakatan yang 

belum disepakati. Mungkin bisa diberitahu supaya kita juga jelas, Pak. 

151. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tidak ada itu. Jadi begini, supaya kita nanti masih ada Komisi B yang secara 

khusus mengenai Tata Tertib. Ini bukan porsinya kita, supaya kita memang bisa 
proporsional. Materi-materi yang ada di dalam pertimbangan kita secara politis, itu 
sudah mempunyai tempatnya masing-masing untuk menyelesaikan. Itu tadi sudah 
masuk. 

152. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Interupsi, Pimpinan. 
Kami ingatkan, kita jangan menggunakan sidang ini sebagai dagelan. Kalau 

Pimpinan menyatakan bahwa masalah Tata Tertib ada pada komisi lain. Apa mungkin 
ketika Tata Tertib ini sedang dibicarakan kita sudah berjalan tanpa Tata Tertib. Jadi 
mohon ini logika kita juga jalan. Ketika Pimpinan hanya menyampaikan sekedar
sekedar saja dan dengan menggunakan cara setuju itu merupakan suatu legitimasi dari 
keputusan Pimpinan, saya prates, saya tidak setuju dengan cara-cara semacam itu. 

153. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ali Hardi dari F-PPP. 
Kita diajak untuk melaksanakan sidang ini secara konstitusional. Kita tahu persis 

bahwa Tata Tertib ini ada berada di bawah konstitusi. Konstitusi kita sebagaimana 
yang telah kita sepakati diputuskan tahun lalu dan kita semua hadir sampai Perubahan 
Ketiga yang mengatakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) bahwa MPR ini mempunyai wewenang 
untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi ada kaitannya dengan 
Pasal 1 Ayat (2)," Kedaulatan Rakyat di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar ". Artinya, Undang-Undang Dasar mengatakan MPR lah yang berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itulah maksud dari hubungan Pasal 
1 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) yang kita gunakan untuk tugas ini. kemudian dikaitkan 
dengan Tata Tertib. Tata Tertib ini tunduk pada konstitusi, sekalipun masih 
menyebutkan Lembaga Tertinggi Negara dan sebagainya. Mari kita menoleh ke sejarah 
yang lalu, ketika kita menggunakan pertama kali Aturan Peralihan ini yang dikatakan 
oleh Pak Ami en Aryoso tadi. 

Pada waktu itu Perundang-undangan yang ada masih menggunakan Ratu 
Belanda, Gubernur Jenderal, dan sebagainya. Tapi itu kita artikan sesuai dengan 
Undang Undang Dasar 1945 yaitu namanya Presiden, namanya gubernur, dan 
sebagainya begitu. Oleh karena itu Ketua, kami juga ingin merangkum Undang-Undang 
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Dasar yang sekarang ini kita bahas ini adalah Undang Undang Dasar, Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli tahun 1959. Mari kita runtun dari awal, ketika pertama kali 18 Agustus 
1945 Undang-Undang Dasar ini disahkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang 
Dasar, maka Ayat II Aturan Peralihan ini berlaku untuk undang undang yang ada 
selama zaman Belanda. 

Kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 1949, kita meninggalkan Undang
Undang Dasar 1945, dan menggunakan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS juga 
menggunakan Aturan Peralihan yang sama, bunyinya sama, pada dasarnya sama 
dengan ini. Sehingga memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengenai 
Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk undang-undang yang lainnya diperlakukan 
pada Konstitusi RIS. 

Ketika tanggal 17 Agustus Tahun 1950, kita beralih lagi pada Undang-Undang 
Dasar Sementara, meninggalkan Konstitusi RIS. Maka dalam Undang-Undang Dasar 
Sementara tahun 1950 ini pun, ada Aturan Peralihan yang sejenis, yang meperlakukan 
semua Peraturan Perundang-undangan sejak Belanda, zaman kemerdekaan, zaman RIS 
diberlakukan semua pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 

Maka demikian juga ketika 5 Juli tahun 1959, Presiden mendekritkan Undang
Undang Dasar 1945 ini kembali, maka Undang-Undang Dasar ini dan peraturan 
peralihannya itu berlaku juga untuk ini. Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan 
kita lakukan dulu. Berarti kalau kita mengikuti pikiran seperti yang dikemukakan tadi 
yakni aturan yang einmalig, yang tidak jelas dikatakan oleh Undang-Undang Dasar 
einmalig. Undang-Undang Dasar yang kita gunakan atau penyelenggara negara yang 
kita lakukan selama ini lalu jadi apa? 

Oleh karena itu, mari kita berpikir secara jernih bahwa Undang-Undang Dasar 
dengan Pasal 2 atau Ayat (2) Peralihan dan juga dengan Tata Tertib yang ada, kita bisa 
gunakan dan tidak bertentangan dengan Konstitusi atau kita sesuaikan dengan 
Konstitusi yang ada. 

Terima kasih Ketua. 

154. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebenarnya, hal ini menurut Tata Tertib bukan sesuatu yang hams 

diperdebatkan. Jadi, Pimpinan bisa mendudukkan soal, tetapi kalau pun diperlukan, 
kami minta bagaimana pendapat dari anggota kembali sebagai forum tertinggi. 

Dari sini, sebelah kiri, silakan! 

155. Pembicara : Hamdan zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Hamdan Zoelva A-265 dari Fraksi Partai Bulan Bintang. 
Bahwa kami tidak setuju dengan menyatakan bahwa Pasal 2 Aturan Peralihan itu 

bersifat einmalig, itu tidak benar. Einmalig adalah yang saat itu saja berlaku seperti, 
pengangkatan Presiden, pemberhentian Presiden, setelah itu tidak berlaku lagi. Ini 
menjadi tidak benar, karena sebagian besar peraturan-peraturan yang berlaku di 
negeri kita adalah masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan itu, karena masih 
adanya Aturan Peralihan itu. Undang-Undang Hukum Perdata yang kita berlakukan, 
yang dipakai di pengadilan itu undang-undang pada zaman Belanda. Kemudian ICW, 
undang-undang pada zaman Belanda berlakunya dasarnya apa? Pasal II Aturan 
Peralihan itu. 

Kemudian selanjutnya, sebenarnya banyak perubahan-perubahan lain dalam 
Undang-Undang Dasar ini yang pada Perubahan Ketiga, tapi belum bisa dijalankan 
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misalnya, ada undang-undang mengenai pembentukan daerah, pemekaran daerah 
harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah melalui Perubahan Ketiga. 
Tapi ini semua belum dapat dilaksanakan karena badan-badan baru itu belum 
diadakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini, maka yang berlaku adalah badan
badan yang ada, dan inilah artinya diberlakukanya Pasal II Aturan Peralihan itu. 
Artinya segala badan-badan yang ada, sepanjang belum diadakan yang baru dia masih 
menjalankan fungsinya seperti sebelumnya. 

Segala peraturan-peraturan yang ada sepanjang belum diadakan yang baru, 
maka peraturan-peraturan itu masih berlaku. Itulah memang suasana Aturan 
Peralihan. Memang dalam setiap undang-undang, setiap Undang Undang Dasar selalu 
ada Aturan Peralihan seperti itu, dan penggunaan Aturan Peralihan pada saat ini 
adalah tetap pada Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi 
pikiran tentang einmalig adalah tidak benar. Dari kemarin sebenarnya kami ingin 
berdebat mengenai masalah ini, tapi saya pikir sebagian besar dari kita memiliki 
pendapat yang sama dan kita tidak mau bicara. Jadi bukan kami tidak bisa menjawab 
bukan kita setuju dengan teman yang prates. Jadi ini menjadi prinsip kami. Oleh karena 
itu, kami menganggap bahwa kita kemarin sudah menyampaikan pendapat fraksi 
masing-masing di Paripurna dan seterusnya dan sekarang kita sudah masuk pada 
Sidang Komisi, sebaiknyalah Pimpinan langsung melanjutkan Sidang Komisi ini. 

Saya kira inilah pendapat dari sebagian besar anggota, kalau ikut satu satu orang, 
tidak selesai ini Pak. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

156. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Apakah sekarang ini rapat bisa dilanjutkan? 

157. Pembicara: Amin Aryoso(F-PDIP) 
Saya minta klarifikasi, Saudara! Saya minta klarifikasi yaitu bahwa Aturan 

Peralihan itu berlaku einmalig artinya kalau undang-undang misalnya tadi disebut dan 
sebagainya itu berlaku, karena itu belum dicabut dan belum diganti. Tetapi lembaga 
MPR ini yang tadinya itu mungkin namanya lembaga Belanda, ini sudah dijadikan 
lembaga Indonesia namanya MPR jadi itu sudah diberlakukan. 

Dalam hubungan seperti itu, kalau Pasal 2 itu sudah diberlakukan, tapi tidak bisa 
diberlakukan untuk berkelanjutan. Karena kalau itu prinsip dilakukan berkelanjutan, 
maka tidak ada kepastian hukum, ini prinsip hukum juga. 

Kedua, hubungan Pasal 1 Ayat (2) dengan Pasal 3, itu bukannya tidak ada, itu 
ada. Karena Pasal 1 Ayat (2) itu berarti kedaulatan itu tidak di tangan MPR lagi, di lain 
pihak Pasal 3 memberikan kewenangan-kewenangan kepada MPR untuk menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, pertanyaannya 
kedaulatannya dari mana? 

Ini masalahnya di situ dan kalau saya menyampaikan ini, bukan saya itu hanya 
memberikan, bukan berarti saya hanya mau menyampaikan pandangan ilmiah dan 
sebagainya. Ini hanya marilah kita cari solusinya. Kalau ini secara keseluruhan 
disahkan, tapi ini akhirnya akan membawa persoalan dikelak kemudian hari saya kira 
tidak demikian maksud MPR sekarang ini bersidang. 

Terima kasih. 
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158. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Inilah untuk tidak memperpanjang, pada waktunya pada kesempatan lain 

barangkali ini bisa dibicarakan. Tetapi pada siang ini supaya jangan dikatakan 
Pimpinan ini otoriter, saya minta pendapat yang jelas bukan soal setuju-setuju begitu, 
tentang apakah kita akan melanjutkan rapat ini dengan Tata Tertib yang ada, saya 
min ta kalau yang setuju berdiri kalau yang tidak setuju silakan. 

159. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP) 
Pimpinan-Pimpinan, keputusan apa ini Pimpinan tolong diralat itu 

160. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi ini adalah keputusan yang diambil oleh pleno. Dengan demikian kami akan 

lanjutkan rapat ini. 

KETOK1X 

161. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan saya minta dicatat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas 

keputusan ini, saya akan mempertanggung jawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia 
bahwa ini berjalan dalam konteks yang tidak benar ini. 

162. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik terima kasih, itu mengklaim nama Rakyat Indonesia, itu dicatat secara resmi 

sebagai bagian daripada Risalah. 

163. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saya interupsi Saudara Ketua. 

164. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudahlah sudah selesai. 

165. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F- PDIP) 
Tidak Pak, saya ingin meng-clear-kan masalahnya dalam pemilihan lurah, dalam 

pemilihan bupati, walikota, gubernur, Presiden. Orang yang tidak setuju keputusan 
yang sudah diketok, bukan berarti bahwa dia tidak mengakui Presiden, bupati, 
walikota, lurah itu. Begitu juga pejabat yang dipilih itu. Ketika duduk, dia bilang, "saya 
hanya menjadi Presiden untuk mereka yang mendukung saya, saya hanya jadi lurah 
yang mendukung saya", ini pendapat yang pendapat yang ilmiah dalam praktek 
kenegaraan universal diakui. 

Terima kasih. 

166. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah terima kasih. 
Kita lanjutkan, sebenarnya belum selesai laporan kami, tapi apa boleh buat 

mengenai lembaga komisi konstitusi itu tadi disepakati untuk merupakan agenda 
sendiri di dalam selama waktu acara kita. Itulah beberapa hal yang ingin kami 
sampaikan dan oleh karena itu kami meminta kesepakatan dari kita sekalian, pertama 
mengenai dua putaran itu tanpa mengurangi kesempatan bagi rekan-rekan anggota 
untuk pada putaran itu menggunakan waktu menyampaikan pendapat dan aspirasinya 
sehingga sebebas-bebasnya. Ini Bismillaahirrahmaanirrahiim, kita sepakati? 
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KETOK1X 

Mengenai Pengantar Musyawarah, jadi yang akan menggunakan waktu kami 
mempersilakan begitu tadi, sedangkan fraksi yang merasa sudah cukup mungkin hanya 
dengan statement singkat juga dipersilakan. Tapi kalau mau menggunakan waktu 
secara khusus maksimum 10 menit Waktu kita tidak banyak, jadi kita gunakan dengan 
seefisien mungkin dan cukup disampaikan dari tempat duduk masing-masing, bisa 
disetujui? 

SETUJU 

KETOK1X 

Mengenai urutan pembicaraan materi itu adalah urutan menurut bahan yang ada 
disampaikan di sini, substansi yang kita lakukan, jadi urut saja. Dan apakah 
keputusannya itu mencapai final di sini atau nanti di Paripurna, itu kita lihat kasus per 
kasus, setuju ya? 

Terima kasih. 

167. Pembicara: Soedijarto (F-UG) 
Mengenai pembicaraan, karena tadi ada pada waktu Saudara Ketua Umum MPR 

mengatakan berhubung banyaknya pendapat di dalam Sidang Paripurna, tolong tidak 
dibatasi hanya yang disiapkan oleh PAH I, tapi juga hal-hal yang didalam Sidang 
Paripurna muncul. 

Terima kasih. 

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik, terima kasih. 
Jadi ini diingatkan, memang seluruh bahan kami juga sudah minta kepada 

Sekretariat Jenderal. Itu dibagikan kembali termasuk Asmas, termasuk surat-surat 
yang terakhir masuk, oleh karena ada yang tebal sekali, mungkin lebih dahulu fraksi 
dapat, tapi sesudah itu diusahakan semua anggota dapat, begitu ya? 

Jadi kita urutannya pembicaraan seperti itu tadi mengenai materi begitu Pak ya, 
setuju ya? 

SETUJU 

KETOK1X 

Kemudian mengenai bahwa kita juga membicarakan tentang mengagendakan 
pembicaraan tentang coute que coute komisi konstitusi untuk sampai kepada 
keperluannya kalau diperlukan untuk menyempurnakan, memperbaiki kembali 
perubahan-perubahan yang ada, itu sebagai satu agenda pada komisi ini, begitu ya? 

KETOK1X 
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Kemudian bahwa fraksi-fraksi karena akan ada lobi, ada Perumus kemungkinan 
terpakai acara fraksi malam, dalam hal ini kita tidak bisa bilang setuju, dan nanti bilang 
setujunya kepada fraksi. Jadi persetujuan yang kami minta apakah setuju apakah nanti 
pada waktunya kita akan minta persetujuan fraksi begitu, setuju ya. 

169. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Pimpinan. 
Terima kasih Pimpinan. 
Jadi saya bukan tidak setuju yang akan disampaikan, hanya saya ingin 

mengingatkan saja, bahwa pada sidang-sidang yang lalu, biasanya di dalam komisi ada 
pakar, apalagi kalau kita banyak beda pendapat, sehingga ada pakar, ada yang mungkin 
lebih netral yang bisa kita pakai. Oleh karena itu, di dalam rancangan jadwal, kalau 
memang tadi belum diketok keseluruhan, di dalam keterangan itu supaya ada kolom, di 
kolom ditambahkan, jadi diundang pakar bila diperlukan. Jadi supaya ini, sebagai 
sidang yang lalu, biasanya selalu ada. 

Pimpinan, terima kasih. 

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Mungkin lebih kepada pada waktu lobi dan perumusannya. Saya rasa prakteknya 

dulu begitu, jika diperlukan dan disepakati. Saya rasa itu baik sekali, bisa kita sepakati 
ya, terima kasih. 

SETUJU 

KETOK1X 

Mengenai putusan ini apakah ini dikumpul pada akhir, baru ambil keputusan. 
Tadi dari fraksi-fraksi tiap-tiap pasal itu diputuskan dalam berbagai tingkat yang 
mungkin, mungkin sampai final, mungkin untuk dibawa ke paripurna lebih lanjut, 
begitu. Tetapi hasil rumusan apapun itu harus dilaporkan kembali ke pleno, tidak bisa 
begitu saja atas nama beberapa orang, atas nama seluruh pleno mengatakan harus 
begini, harus begitu. Tetap harus dikembalikan kepada pleno. Mungkin sore ini, 
mungkin keesokan harinya, begitu. Setuju ya. Terima kasih. 

171. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, saya cuma minta klarifikasi saja. 
Tadi Pimpinan menyampaikan bahwa didalam pembahasan materi nanti juga 

akan dibahas juga hal-hal lain yang berkembang di paripurna, dan juga termasuk yang 
apa katanya istilahnya asmas tadi, kapan itu akan diberikan. Jangan sidang ini selesai 
baru diberikan karena itu nanti akan menjadi referensi kita di dalam pembahasan 
materi. Jadi sebaiknya. Karena waktunya juga memang sudah mepet, ya kita akhiri saja 
Sidang hari ini sambil kita menunggu apa dijanjikan oleh Pimpinan tadi sehingga kita 
masuk dalam persidangan itu dengan segala referensi yang ada. Saya kira demikian. 

Terima Kasih. 

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, memang kalau lambat bisa-bisa sampainya tanggal sepuluh, materi itu. 

Makanya kami minta bisa hari ini, paling tidak fraksi dapat dulu. Karena ada yang tebal 
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sekali Pak. Tapi itu akan dibagikan karena memang itu milik kita semua. 
Terima kasih Pak Haryanto Taslam. 
Kemudian ini masih ada waktu, sementara ada beberapa fraksi yang siap untuk 

menyatakan pengantar musyawarahnya, mungkin dalam statement-statement pendek 
sehingga kita bisa dalam bahasanya Pak Fahrni diangsur dulu beberapa, baru besok 
masuk lagi. Sehingga kita waktu itu bisa lebih efisien begitu. Atau ada yang mungkin 
yang hanya menggunakan waktu dua menit, malah ada barangkali yang satu menit, ada 
yang lima menit begitu. Kami lihat menurut waktu saja dan kami akan mengundang 
satu per satu apakah akan menggunakan waktunya pada sore hari ini dengan catatan, 
kami mohon bahwa kita bisa selesai jam lima sore sesuai dengan jadwal. Bisa 
demikian? 

Kami undang apakah Fraksi PDI Perjuangan siap? Sehabis itu nanti kami urut 
saja menurut daftar yang ada. Silakan! 

173. Pembicara : Didi Supriyanto (F-PDIP) 
BismillaahirrahmaanirrahUm. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pengantar musyawarah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada 

rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Jakarta, 4 Agustus tahun 2002 
dibacakan oleh Didi Supriyanto anggota nomor A-114. 

Merdeka! 
Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis yang kami hormati. 
Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang 

kiranya dapat dijadikan pertimbangan guna menyukseskan tugas Komisi A ini. 
Berkenaan dengan materi yang menjadi tanggung jawab Komisi ini, maka kami 
menyarankan langkah-langkah berikut ini yang sesungguhnya lebih bersifat 
mekanisme kerja sehingga ada rancangan keputusan yang dapat diambil untuk dibawa 
ke Sidang Paripurna guna diambil keputusan. 

Pertama-tama sudah tentu kita akan menggunakan hasil rumusan dari Panitia Ad 
Hoc I Badan Pekerja MPR yang sudah berbentuk rancangan pasal-pasal sebagai 
acuannya. Dari rancangan itu, kami sarankan agar rancangan pasal-pasal yang sudah 
mendapat persetujuan bulat atau tidak alternatif untuk dibicarakan dan diambil 
keputusan terlebih dahulu. Sedangkan untuk rancangan pasal-pasal yang menyangkut 
materi yang masih ada alternatif yang kiranya bisa dibicarakan dengan semangat 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Bilamana ternyata musyawarah mufakat dalam forum Pleno Komisi belum juga 
bisa diambil keputusan, maka kami sarankan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam 
forum-forum lobi yang melibatkan unsur-unsur Pimpinan Komisi dan perwakilan dari 
masing-masing fraksi. Dalam kaitan itu kita juga membutuhkan Tim Perumus yang 
akan bertugas untuk merumuskan hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga nantinya 
akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Terhadap adanya maksud untuk 
lebih menyempurnakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan 
oleh Majelis ini, kiranya penting untuk dialokasikan waktu tersendiri. Dan kami 
sarankan untuk dibicarakan setelah kita selesai membahas materi rancangan 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini secara keseluruhan, ada pun mengenai 
bentuk lembaga yang akan ditugasi untuk menyempurnakan perubahan Undang
Undang Dasar 1945 tersebut, apakah lembaga itu nanti akan bersifat permanen Ad Hoc, 
dan apakah namanya komisi konstitusi atau apapun namanya kami terbuka untuk 
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membicarakannya. 
Saudara Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis yang terhormat 
Demikian pengantar musyawarah ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di Komisi A ini. 
Terima kasih. 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. 
Ketua, Ir. Arifin Panigoro. 
Sekertaris Dr. Sukowaluyo Mintohardjo. 
Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 

wabarakaatuh. 
Merdeka! 

174. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Wa 'alaikumus salaam. 
Terima kasih Bapak Didi yang sudah menyampaikan pengantar musyawarah 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 
Berikutnya kami perkenankan dan mengundang, apakah Partai Golkar akan 

menggunakan? Silakan. 

175. Pembicara: Andi Mattalatta (F- PG) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan Komisi, para anggota Komisi yang saya hormati. 
Pada dasarnya sikap atau pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Amendemen 

Undang-Undang Dasar 1945 itu telah kami sampaikan di dalam pemandangan umum 
yang lalu dan diberbagai kesempatan, baik materi-materi yang telah disepakati di 
Badan Pekerja maupun materi-materi yang belum disepakati termasuk 
pengembangannya selama kita melakukan interaksi pada hari-hari terakhir ini. 

Saudara, hadirin yang kami muliakan. 
Kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa "Fraksi Partai Golkar turut 

berperan serta bahkan amat proaktif mengusulkan perubahan-perubahan pasal-pasal 
Undang-Undang Dasar." Itu bukan berarti Fraksi Partai Golkar akan memutus mata 
rantai sejarah perjuangan Indonesia dengan jalan mengganti pikiran-pikiran dasar 
yang diletakkan oleh pendiri republik ini. Keikutsertaan kami dalam hal ini, justru ingin 
memperkukuh pikiran-pikiran dasar itu yang meliputi pokok kaidah negara 
fundamental yang terdapat di dalam pembukaan dan menempatkannya sebagai bagian 
yang tidak perlu kita ubah. Perubahan-perubahan yang kami usulkan sejak awal adalah 
subsatansi-substansi yang memerlukan adaptasi karena perkembangan
perkembangan baru yang memang dimungkinkan bahkan diharuskan oleh semangat 
lahirnya republik ini. The founding fathers menitipkan pesan di dalam Penjelasan 
Umum Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa masyarakat Indonesia harus 
memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. 

Saudara-Saudara sekalian. 
Berkenaan dengan materi-materi yang akan menjadi bahan kita didalam Komisi 

nanti, izinkan kami sejenak untuk mempergunakan kesempatan ini untuk megulangi 
lagi beberapa hal disertai dengan sebuah prinsip, bahwa Fraksi Partai kami didalam 
Komisi ini, hendaknya memprioritaskan pembahasan kita pada amanat Tap MPR 
Nomor XI yang telah dibahas begitu lama di Badan Pekerja. 
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Dan yang kedua, terhadap masalah-masalah yang telah dilakukan perubahan, 
diupayakan untuk tidak diadakan perubahan-perubahan lagi. Nah khusus untuk 
masalah-masalah yang belum mendapatkan kesepakatan, ijinkan kami sejenak untuk 
mengungkap kembali pikiran-pikiran kami. Terhadap Pasal 2 mengenai komposisi 
MPR, yang meletakkan dua alternatif Fraksi Partai Golkar mempunyai prinsip bahwa 
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tempatnya para Wakil-wakil rakyat 
bermusyawarah. Dan untuk menjadi seorang Wakil rakyat sebaiknya dia dipilih 
melalui pemilihan umum. 

Yang kedua, Pasal 3 dan Pasal 6A adalah sebuah kaitan. Pada amendemen yang 
lalu kita telah sepakat bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara paket, 
langsung oleh rakyat, karena itu kami pun berpendapat kalau putaran pertamanya 
langsung oleh rakyat, janganlah kita setengah hati memberikan hak kepada mereka. 
Putaran keduanya pun kita kembalikan kepada rakyat. 

Pasal 23D mengenai Moneter, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa 
sebaiknya institusi yang mengelola moneter adalah sebuah Bank Sentral yang sekarang 
kebetulan bernama Bank Indonesia. Fraksi partai kami juga mengusulkan agar institusi 
ini diberikan kewenangan, independensi yang cukup sehingga mereka bisa mengelola 
dan mengembangkan tugasnya dengan baik. Tentu dengan rambu-rambu 
pertanggungjawaban yang bisa kita ukur secara publik 

Lalu Pasal 29, fraksi kami kembali lagi menegaskan untuk Pasal 29 Ayat (1), 
Fraksi kami memilih Ayat (1) naskah asli. Sedangkan Ayat (2)-nya, fraksi kami 
mempunyai terjemahan bahwa kata-kata kepercayaan yang ada di situ adalah 
kepercayaan terhadap agamanya. 

Bagaimana kita merumuskannya? Fraksi partai kami siap untuk 
mendiskusikannya dalam pembicaraan lanjutan. 

Kemudian Pasal 31 mengenai Tujuan Pendidikan. Fraksi kami ingin kembali 
menegaskan bahwa manusia yang seutuhnya tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan 
tetapi juga dibutuhkan akhlak. dibutuhkan iman dan taqwa. Kami beranggapan ketiga 
hal itu merupakan satu kesatuan. Tetapi sekiranya ketiga hal itu tidak bisa 
dicantumkan di dalam Konstitusi, kami bersedia bermusyawarah untuk mengambil 
rumusan yang lain, tetapi dengan harapan ketiga hal itu kita cantumkan di dalam 
Undang-Undang Pendidikan itu di dalam. 

Saudara, hadirin yang kami muliakan. 
Untuk memecahkan hal itu fraksi kami siap bermusyawarah menempuh langkah

langkah yang dimungkin demokratis di dalam mencapai kesepakatan dan keputusan 
bersama. Apabila semua hal itu dapat kita sepakati di sini, fraksi kami berasumsi 
bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah cukup memuat hal-hal yang kita butuhkan di 
dalam mengantarkan bangsa ini menuju Pemilihan Umum 2004. Tetapi seandainya di 
antara kita entah di dalam gedung ini, entah di luar gedung ini masih menganggap ada 
hal-hal yang perlu disempurnakan fraksi kami pun masih ingin membuka 
kemungkinan-kemungkinan itu seperti apa yang kami sampaikan di dalam Pemandang 
Umum kami dalam bentuk pembentukan sebuah institusi yang kami beri nama Panitia 
Nasional Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 yang naskah aslinya telah kami 
sampaikan pada pemandang umum yang lalu. 

Seandainya masih ada waktu cukup baik. Sekian, terima kasih atas segala 
kesabaran Bapak dan lbu untuk mendengarkan apa yang kami ungkapkan. Sekali lagi 
kami mengucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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176. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Fraksi Partai Golkar. 
Kita sudah dekat dengan pukul 17.00 WIB. Masih tersedia waktu untuk satu 

fraksi, yaitu dalam hal ini kami undang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
sekiranya menggunakan waktu. Kami Persilakan. 

177. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F- PPP) 
Assalaamu 'a/aikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Komisi A yang kami hormati. 
Pada dasarnya, dalam pengantar musyawarah ini, Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan mengacu kepada Tata Tertib Majelis di mana pembahasan dalam Komisi 
merupakan pembicaraan tingkat ketiga dari empat tingkatan yang diatur dalam Tata 
Tertib kita, karena pembicaraan pertama itu adalah pembicaraan yang sudah 
dilakukan oleh Badan Pekerja, khususnya Panitia Ad Hoc I. Lalu pembicaraan tingkat 
ke-2 adalah Pemandangan Umum yang sudah kita lakukan dalam Sidang Paripurna Ke-
3 yang lalu. Dan inilah saatnya kita memasuki pembicaraan tingkat ke-3 dan nantinya 
pembicaraan tingkat ke-4 itu adalah pada saat kita menyampaikan Pendapat Akhir 
Fraksi pada Paripurna ke-5 sesuai dengan jadwal yang juga telah kita sepakati. 

Oleh karenanya, bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka sikap Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan menyangkut Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945 ini adalah berawal dari apa yang sudah menjadi sikap kami pada pembicaran 
tingkat pertama yang itu bisa tercermin pada pendapat akhir fraksi dalam rapat 
terakhir Badan Pekerja di Panitia Ad Hoc I. Dan yang kedua adalah apa-apa yang telah 
kami sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi ketika kita bersama membahasnya 
dalam Paripurna Ke-3 Sidang Tahunan kali ini. 

Jadi dua hal itulah yang menjadi acuan dan sikap maupun pendapat fraksi. Untuk 
lebih jelasnya, maka secara keseluruhan pada dasarnya kami bisa menerima seluruh 
hasil Rancangan Putusan Sidang Tahunan Majelis yang merupakan hasil dari Badan 
Pekerja MPR ini, kecuali pasal-pasal atau ayat-ayat yang memang masih dalam bentuk 
alternatif. Jadi seluruh pasal maupun ayat yang merupakan hasil dari Rancangan 
Putusan Badan Pekerja, kami berada pada posisi atau memilih Alternatif Kedua dari 
seluruh alternatifyang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis. 

Selain itu, khusus menyangkut gagasan pembentukan komisi konstitusi, secara 
khusus kami berharap bahwa Sidang Komisi ini bisa memberikan porsi waktu yang 
cukup untuk mengalokasikan waktu guna bisa dilakukan pembicaraan yang mendalam. 
Guna kita semua bisa menghasilkan rumusan atau konsepsi yang utuh terhadap komisi 
konstitusi ini. Prinsip dasar yang kami pegang adalah Perubahan Keempat ini harus 
bisa kita tuntaskan dan seluruh perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 sejak 
Pertama, Kedua, Ketiga dan yang akan kita lakukan Perubahan Keempat ini harus 
sudah kita tuntaskan. Sedangkan komisi konstitusi itu, harus kita bicarakan setelah kita 
menuntaskan Perubahan Keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Oleh karenanya, sekali lagi mohon waktunya bisa diberikan secara memadai, 
sehingga kita menghasilkan konsepsi yang utuh tentang komisi konstitusi. Karena 
terns terang kami khawatir betul dengan ketidakutuhan, ketidakjelasan komisi 
konstitusi ini, justru nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. 

Demikian Pengantar Musyawarah singkat dari fraksi kami. 
Terima kasih atas segala perhatiannya. 
Wasalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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178. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang sudah 

menyampaikan Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 
Kiranya kita sampai pada akhir Rapat Pleno Komisi A pada sore hari ini dan segera 
akan kami tutup. Dan kita akan masuk kembali pada Rapat Komisi A besok pagi pada 
pukul 09.00 WIB. Dengan ucapan terima kasih, rapat ini kami tutup. 

Wasalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB 
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2. RAPAT LOBI KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002 

1. 
2. 
3. 

Har 
- alijQpll 
Waktu 

4. , Tempat 

: ! Minggu 
4 Agustus 2002 
11.30 - 12.25 WIB 
lllllgGBHN 

5. Pimptnan.RaR~at __ _ - Prof Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 

6. Ketua Rapat 
9. Acara 
10. Hadir 
11. Tidak hadir 

JALANNYA RAPAT: 

- Agus Widjojo 
- Nazri Adlani 
Prof Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
Pemilihan Pimpinan Komisi A 
600rang 
-- Oran 

RAPAT DIBUKA PUKUL 11.35 WIB 

1. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi, sekarang kita minta nasihat dari kawan-kawan pimpinan fraksi khususnya 

mengenai cara pemilihan Ketua Komisi A karena itu menjadi masalah kita semua. Tadi 
saya hanya mengantarkan saja. Fraksi PDIP seeara resmi sudah mengajukan nama dan 
semua fraksi sudah setuju, tapi ada anggota fraksinya yang juga mempunyai hak 
karena keputusan di sini kan diambil oleh Komisi. Diusulkan oleh fraksi tapi dalam 
penetapannya di Komisi. Ada dua hal, apakah Komisi itu dipilih fralui ataukah per 
anggotanya. Kalau per anggota, ada yang tidak setuju. Sebab kalau fraksi berarti tidak 
perlu diketok. ada yang tidak setuju. Sekarang kita apakah pada saat untuk membantu 
memecahkan masalah ini. 

2. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasl) 
Begini Pak. 

3. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ya silakan. 

4. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi] 
Begini Pak. Bahwa ada satu paket yang sudah konkret untuk ini. Saya yakin kalau 

itu ditawarkan, kalau lebih dari itu, itu sudah majority akan setuju. Jadi yang satunya 
kan Mr. X namanya, itukan yang enggak ada, cuma perkiraan. Antisipasi. Kalaupun ada 
dua paket, misalnya Mr. X katakan jadi nama Iiil nama Pak Jakob Tobing paket satunya, 
saya yakin itu majority dari seluruh fraksi sudah nampak menang. Jadi kita sudah 
enggak bisa lagi, fraksi-fraksi itu sudah begitu rupa, anggota juga sudah begitu rupa, 
tampak betul. Sebetulnya itu sudah bisa keputusan yang cukup demokratis. Bahwa 
nanti Komisi, karena ini kan memilih di Komisi. Tapi kalau majority fraksi-fraksi tidak 
satu paket yang ada namanya kami tidak setuju, ya berarti tidak diketahui, kan enggak 
mungkin bisa d.iterima juga. Terima kasih Pak Ginandjar. 
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5. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi saya memahami, cuma kan tadi ada peringatan, karena mahasiswa sedang 

demo dan sedikit saya teruskan juga. Jadi minta supaya setuju dan tidak setuju itu jelas 
numeriknya begitu. Jadi oleh karena itu kita harus memutuskan karena saya tidak 
mengatakan ini ada paket sekian, setuju, setuju, ketok. Padahal ada yang tidak setuju, 
nanti saya dikritik. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

6. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ini persoalan-persoalan Komisi bukan persoalan PDIP, sebab ini ia memimpin 

Komisi. Kalau hanya memimpin PDIP silakan, Pak Zainal Arifin mau silakan. Ini 
memimpin Komisi dan juga menurut hemat kami, ini permulaan. Kalau permulaan ini 
kita bikin kabur, nanti Utusan Daerahnya, coba Muhammad Ali, kan dikembalikan oleh 
Utusan Dae rah, menangis. Kalau sudah menangis coba, lbu Hajj ah yang tercinta enggak 
bisa ngomong. Jadi menurut saya Ketua, kalau yang betul ada dua calon, mari kita vote 
karena banyak orang itu tertutup, supaya mereka tahu kalau mereka itu tidak ada 
dukungan di sini. Jadi kita memulai ini awal yang baik nanti ke depan. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

7. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F-PDIP) 
Begini, jadi sebenarnya begini. Sesuai dengan aturan Tatib Pasal 45 Ayat (2), 

"Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan non anggota". Jadi yang 
berhak mengusulkan fraksinya. Jadi kalau ada anggota di dalam fraksi, anggota juga, 
anggota PDIP ya, Fraksi PDIP yang di luar keputusan fraksi, itu tidak menjadi 
kewenangan Komisi A, anggota Komisi A untuk memutuskan. 

8. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Pimpinan. 

9. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ya, Pak Zainal Arifin. 

10. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. Pertama, tentunya kami mohon maaf atas kejadian ini. Itu masalah 

intern yang sangat-sangat mengganggu. Kedua, itu mengenai soal calon, mencalonkan 
itu resmi dalam hal ini mewakili DPP, dalam hal ini fraksi untuk mencalonkan. Dan 
sekiranya itu bisa diterima oleh forum ini nanti bisa dimasukkan. Keluarnya kalau 
misalnya dikasih catatan, kalau sekiranya memang nantinya di dalam intern kami 
bahwa hal itu bisa diganti, maka harus diganti. Andaikan diajukan di dalam Komisi 
terserah Komisi, mau menerima, tapi prosedurnya begitu menurut saya. 

Terima kasih. 

11. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Begini, yang kita bahas hanya ada satu calon. Jadi berdasarkan Pasal 45, yang 

berhak mengusulkan adalah fraksi tetapi harus disetujui oleh Komisi kan begitu. 
Pak Patrialis, silakan. 

12. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Jadi saya kira mungkin masalah PDIP karena PDIP yang bermasalah. Kita minta 

yang bermasalah tadi secara tertulis atas nama fraksi. Sebab kalau tidak tertulis, ini 
juga pertemuan ini juga akan digugat juga, begitu. 
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13. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita 
Kalau konfirmasi kan jelas. 

14. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Iya, artinya kan mereka bilang, oh kita kan tidak mewakili Pak Zainal, kan bisa 

terjadi. lni supaya tidak bermasalah juga, jadi tertulis saja. Kalau itu sudah diserahkan 
kepada Komisi A, itu sudah merupakan milik Komisi A, tidak lagi menjadi milik 
pimpinan fraksi. Begitu saja Pak. 

15. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Mungkin kalau ini ada, ada surat kalau saya tidak salah. Saya bacakan ada surat 

secara resmi, ini diajukan secara resmi. Ini ada dua pendapat, jadi kalau kata-katanya 
lisan ... nanti akan saya bacakan, kemudian kita lihat ada, tidak bisa diketok Pak. Akan 
saya tawarkan. Ini ada akan saya tawarkan setuju atau tidak setuju. Kalau memang ada 
yang tidak menyetujui, kita akan vote. Kira-kira begitu, itu adalah salah satu cara. Cara 
yang kedua, kita setujui dulu wakil-wakil ketua, baru nanti ketuanya. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

16. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Menerima paket itu atau tidak terima? Bagaimana pendapat Bapak-Bapak. 

17. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Kalau paket itu bisa dibuka. 

18. Pembicara: Andi Mattalatta {F-PG) 
Wakil saja, wakil. 

19. Pembicara: Harun Kamil {F-UG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Mungkin bisa agak berbeda. Ini kan contohnya fraksi kami kan ada 20 faksi, 

dalam menentukan orang kita berunding. Memang dalam praktek demokrasi mesti 
sabar, saya belajar dari orang tua. Sehingga ini kan menimbulkan kata-kata semacam 
saya, karena di antara demokrasi kita. Pertanyaan tadi mungkinkah PDIP sendiri bisa 
selesaikan internalnya, sehingga waktu muncul keluar itu ya suaranya satu, begitu. 
Sehingga tidak menimbulkan hal seperti yang terjadi tadi. Kalau begitu kan panjang, 
ada paket, ada satu, ada sembilan. Ini tentu kita kembalikan pada Badan Pekerja. 

Terima kasih Pak. 

20. Pembicara: Zainal Arifin {F-PDIP) 
Solusinya Pak. Jadi sebenarnya mohon tetap bisa diterima, apa yang dicalonkan 

oleh anggota. Catatan atau tidak, bahwa sekiranya intern kami ada perubahan, kami 
akan melakukan perubahan. 

21. Pembicara: Patrialis Akbar {F-Reformasi) 
Satu bulan nanti enggak selesai-selesai nih. 

22. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Jadi sebenarnya prosedurnya sudah kami tawarkan agar tidak mengganggu 

jalannya persidangan. 
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23. Pembicara: A. M. Luthfi {F-Reformasi) 
Saudara Ketua, di sini ada surat. Jadi keputusan DPP itu sudah masuk urusan 

Komisi sekarang. 

24. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Saya enggak mau menanyakan, surat itu setelah yang tanda tangan Ketua Fraksi. 

25. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Nomor sekian-sekian, surat Komisi Fraksi, SE. 9472 buat Pimpinan MPR di 

tempat, Merdeka! Saat ini Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI mengajukan nama
nama Pimpinan Komisi-Komisi di Sidang Tahunan MPR. Adapun nama-nama yang kami 
ajukan sebagai Pimpinan Komisi sebagai berikut: 

1). Drs. Jakob Tobing, jabatan Ketua Komisi A. 
2). Drs. Postdam Hutasoit, Wakil Ketua Komisi B. 
3). Drs. Soewarno, Wakil Ketua Komisi C. 
Demikian usulan nama-nama. 
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan, Ketua: Arifin Panigoro, Sekretaris: Dr. 

Sukowaluyo. 

26. Pembicara: Erman Soeparno {F-KB) 
Saya, saya, saya lanjutkan, mohon maaf Pak, saya melanjutkan pertanyaan saya 

tadi Pak. Ini prediksi saja Pak, prediksi saja. Apa yang akan terjadi kalau dari Fraksi 
PDIP itu, yang namanya fraksi itu tidak hanya ketua dan sekretarisnya. Persoalannya, 
pimpinan fraksi dalam satu partai itu kan juga kolektif, bukan ketua dan sekretaris. 
Bukan, bukan. Ini kami sampaikan sebagai prediksi .... 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

27. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Jadi saya kira apa yang kita sepakati tadi dan kita perlu tidak tahu bagaimana 

cara pengambilan keputusan ini. Cuma saya sampaikan sebagai kekhawatiran apakah 
situasi seperti ini, Nah kalau itu tidak ketemu, bagaimana caranya? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

28. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Sudah ya, saya usulkan ... Jadi saya kira kita akan simpulkan demikian, saya nanti 

akan membacakan saran dari fraksi-fraksi mengenai calon-calon Pimpinan Komisi A, 
ketuanya, fraksinya, dan sebagainya. Saya ada catatan bahwa ada yang tidak 
menyetujui pimpinan, salah seorang pimpinan. Maka dengan hormat saya akan 
menawarkan untuk kita melanjutkan kecuali kalau saran itu dicabut. Maka kita bisa 
memutuskan secara mufakat. Tapi kalau ini akan saya sampaikan kalau soal itu masih 
tetap. Padahal tadi saya sudah menawarkan, pengambilan keputusan melalui suara 
terbanyak. 

29. Pembicara: AminAryoso (F-PDIP) 
Saya mengusulkan, karena ini menyangkut masalah intern suatu partai, alangkah 

baiknya kalau ini diserahkan ke partai bersangkutan. Mungkin diberikan batas waktu 
sehingga dengan demikian bisa selesai dengan baik. 

30. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Begini Pak Amin. Sebab Pak Amin baru datang. Jadi tadi kami tadi sudah 

membahas masalah ini, tapi kami persilakan ada pandangan dan usul dari Pak Amin 
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Aryoso. Tadi ada usul dari Pak Amin untuk menyerahkan kembali pada fraksi untuk 
memutuskan. 

31. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Atas usulannya patut kita pertimbangkan. Tetapi bagaimanapun tadi Pak 

Ginandjar sudah membacakan surat resmi dari fraksi. Yang intinya, kita Komisi sudah 
menerima surat tersebut dan sudah tahu siapa yang dimaksud untuk Komisi A. Sebab 
di situ ada Komisi A, B, dan C. Kalau ada misalnya dari Pak Amin usulan nama lain dari 
fraksi, sebaiknya diusulkan saja ke fraksi, tertulis. 

Kemudian tadi usulannya agenda ini, mengacu pada Pasal 45 Ayat (2) sudah 
memajukan, memutuskan secara pemungutan suara, sebab apa yang sudah dimajukan 
ini bukan lagi milik fraksi, tapi sudah milik Komisi. Jadi saya usul, kalau ada nama Pak 
Amin, dimajukan saja nanti ketika kita masuk ke sana, sudah kita umumkan, mana yang 
akan dipilih oleh anggota. 

Terima kasih Saudara Ketua. 

32. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Baik, ada pendapat lain? Utusan Daerah dulu ya. 

33. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Saya kira setelah dibacakan surat tadi, saya kira itu yang resmi. Jadi, tadi saya 

mau tanya di sana, kita ini fraksi-fraksi ini kalau sudah setuju atau keseluruhan 
anggota. Kalau memang misalnya ada alternatif baru dari pimpinan Fraksi PDIP, ya 
mungkin itu yang timbul. Tapi sebelum ada itu, timbullah yang resmi ini. Yang resmi ini 
sudah kita terima. Seluruh fraksi saya kira menerimanya. 

Terima kasih. 

34. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ada yang lain? Pak Sis? 

35. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Saudara Pimpinan. Memenuhi ketentuan legal formal, apa yang disampaikan oleh 

Fraksi PDIP, itu sudah benar tinggal Komisi yang menentukan. Tapi sebagai salah satu 
anggota Komisi A yang menginginkan Komisi ini berjalan dengan lancar, karena 
menyangkut yang diusulkan Saudara Jakob Tobing sebagai Ketua Komisi, saya 
khawatir terhadap efektifitas kepemimpinannya, kalau dia dalam fraksinya sendiri 
tidak memiliki kepercayaan. Jadi kalau legal memang begitu, sudah diajukan tinggal 
kita menyetujui. Tapi Ketua yang menjadi persoalan fraksi itu sendiri. Sehingga kalau 
menurut hemat saya, kalau ini bukan ketua saja, barangkali saya tidak akan 
mengusulkan kalimat ini karena tidak akan mengundang. Jadi itu saja yang ingin saya 
usulkan. Saya ingin Komisi ini berjalan dengan baik. 

Terima kasih. 

36. Pembicara : Peserta Rapat 
Alternatifnya apa Pak? 

37. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya kita memberikan waktu satu jam 

misalnya, fraksi PDIP bertemu dengan anggota yang lain-lain untuk bisa meyakinkan 
yang lain dahulu dan anggotanya yang lain bisa. Sebab berbicara di dalam ruangan itu 
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kan didengar fraksi yang lain. Kita sendiri dalam menentukan banyak pilihan itu di 
Fraksi Utusan Golongan yang teknikal ini juga repot. Saya khawatir bahwa masalah ini 
akan mengganggu semakin lama perjalanan Sidang Komisi ini. 

Terima kasih. 

[Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

38. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Beri kesempatan fraksi lain bicara dulu. 

39. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Justru untuk efektifitas dan kelangsungan proses pembicaraan amendemen. Saya 

pikir justru kalau yang diusulkan dari PDIP, saya pikir sulit kita untuk melihat unsur 
sesuatunya. Akan enggak nyambung. Justru kita wah kalau ini bisa mengganggu seluruh 
proses persidangan. 

40. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Silakan. 

41. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Terima kasih Pak. 
Perlu kami informasikan masalah internal Fraksi PDIP tentang pemilihan Ketua 

Komisi dan jadwal kita sekarang adalah pemilihan pimpinan Komisi dan itu sudah 
diajukan. Lebih baik sekarang kita minta kebesaran hati teman-teman dari PDIP, kita 
bersepakat nama-nama yang sudah masuk tadi. Lalu kemudian kita skors barangkali 
memilih waktu yang lebih longgar kepada teman-teman satu jam lebih untuk 
membicarakan masalah ini. Dan kita harapkan mekanisme ke depan akan lebih lancar. 
Jangan sampai awal pembentukan ini saja kita sudah tidak bisa berlanjut Oleh karena 
itu yang sekarang pimpinan Komisi yang diajukan tadi kita terima, kita sahkan dulu itu, 
dan setelah itu bisa kita skors untuk memberikan kesempatan. 

42. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Selanjutnya, setelah ini disahkan, kalau nanti dari PDIP ada perubahan bisa 

disampaikan. Sekarang kita sahkan dulu, kita persilakan PDIP untuk berunding. Jadi ini 
bukan hanya untuk PDIP, fraksi lain juga bisa kalau ada perubahan. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

43. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Pimpinan. Sama dengan pendapat pertama teman saya tadi. Jadi di sini artinya 

apa? Yang sudah masuk nama-nama kita terima, kita ketok. Habis itu diberi 
kesempatan untuk lobi. Jadi apa yang diusulkan oleh Pak Zaenal itu betul. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

44. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Mestinya yang sudah dikirim kita setujui, seperti suara kami semua, tapi itu tidak 

bisa kita begitukan. Itu yang pertama. 
Kemudian yang kedua, supaya enggak berulang-ulang kita membahas ini, kalau 

memang calon dari PDIP itu satu saja seperti tadi Pak Zainal bilang .... Kita beri satu jam 
pada Fraksi PDIP sesuai keinginan supaya semua puas. Kalau permulaan yang baik itu 
akan memberi warna ke depan, kalau memang PDIP ternyata ada dua, mari kita voting 
Komisi ini. Itu lebih/air. Terima kasih. 
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45. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Sebentar. Yang pertama, Komisi A tidak mempunyai kewenangan untuk 

melakukan voting terhadap dua nama yang diajukan, baik satu secara resmi dan satu 
tidak resmi. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi kalau umpamanya ada 
keberatan dari anggota PDIP yang ada di Komisi A, maka ini diselesaikan intern fraksi, 
bukan dibawa ke Komisi A. Jadi kalau ada Pak Amin keberatan, itu tolong diselesaikan 
di fraksi. Kalau umpamanya fraksi ada perubahan nama itu diajukan lagi secara resmi 
sedangkan yang sudah diajukan pada Paripurna tadi, Komisi itu, itu yang harus segera 
dilakukan penetapan. Itu begitu. 

Terima kasih. 

46. Pembicara: Erman Soeparno (F-KB) 
Bapak Pimpinan yang saya hormati. 
Tentunya kita berangkat semangat bahwa agar apa yang jadi keputusan nanti 

Komisi A ini, yaitu terkait dengan suatu hal yang sangat fundamental bagi bangsa dan 
negara ini yaitu terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini kan sangat 
sesuatu yang sangat fundamental. Oleh karena itu yang pertama, kami sependapat 
dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sis, jangan sampai Komisi ini terlibat di dalam 
suatu permasalahan suatu fraksi tertentu. Oleh karena itu saya juga usul bahwa biarlah 
itu diselesaikan oleh Fraksi PDIP sendiri, sehingga usulan kepada Komisi itu menjadi 
konkret, begitu. Iya betul, tapi kan kenyataan. Kenyataan tadi kan jadi masalah di-floor 
tadi. Yang sekarang dipermasalahkan apa mau voting atau sebagainya. Maka kalau ada 
voting tentang pimpinan itu, tentunya kita juga sangat riskan. Saya rasa begitu. 

47. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ya, silakan Pak Hamdan. 

48. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Ini kan fraksinya masih resmi, Fraksi PDI Perjuangan. Kita kenalnya juga 

ketuanya masih, sekretarisnya masih. Pasal 45 Tatib yang mengusulkan calon itu 
adalah fraksi. Jadi kalau ini sudah jelas, apa lagi? Kalau memang ada yang 
mempersalahkan, ya kita ini saja jadi pegangan kita. Kita voting saja. Jadi ini biar tidak 
terlalu lama, kecuali ini nama yang kabur begitu. Saya pikir ini sudah jelas, biar tidak 
memperpanjang masalah. Jadi nama yang sudah diajukan secara resmi ditolak atau 
diterima oleh anggota Komisi? Itu saja, menurut saya. 

Terima kasih. 

49. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ya, silakan Pak. 

SO. Pembicara: FX. Soemitro (F-KKI) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Kalau dilihat secara formal itu memang kenyataannya demikian, memang ada 

surat resmi yang kita terima dan sebagainya. Tetapi ini kan ada masalah substansial 
yang tidak boleh dibuka secara umum. Oleh karena itu kami mohon kesempatan biar 
ini diselesaikan PDIP dengan waktu yang sudah diberikan tadi kurang lebih satu jam 
dengan begitu saya kira ini bisa clear. Tapi kalau kesempatan untuk meng-clear-kan 
masalah tidak bisa, saya kira kok tidak ada alasan yang terlalu prinsipil. Oleh karena itu 
saya pikir Fraksi PDI Perjuangan berilah kesempatan untuk berunding. 
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51. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi begini, ada dua himbauan harus kita sungguh-sungguh kita pelajari. Pertama, 

pandangan dari Pak Amin dan beberapa teman. Ini bukan hanya persoalan keabsahan 
saja, tapi juga secara politis bagaimana kita bisa membantu supaya bisa selesai masalah 
ini tanpa intervensi dari luar Komisi. Kita sepakat bahwa PDIP untuk 
menyelesaikannya, kita beri waktu satu jam. 

Di lain pihak ada juga pendapat, bahwa ini kan sudah jelas dari fraksi, Pasal 45 
mengatakan, fraksi yang diusulkan. Di balik itu juga ada kekhawatiran kalau ini jadi 
preseden. Misalnya lagi ada fraksi-fraksi lain, bila ada satu-dua anggotanya tidak 
sepakat mengajukan nama dari fraksinya, maka ini juga bisa terjadi dalam satu 
persidangan. Ini juga harus kita perhatikan. Karena mengadakan intervensi ini dua hal, 
apakah Komisi ini mau mengadakan intervensi terhadap keabsahan pimpinan 
fraksinya. Sebab apabila surat ini kita pertanyakan, seakan-akan belum ada 
kesepakatan sebelumnya, maka tadi kita kan mempertanyakan apakah Ketua Fraksi 
MPR ini mempunyai sah atau tidak atau bisa mewakili fraksinya. 

Jadi dua hal ini harus hati-hati betul kita membahasnya, bisa dibaca seperti itu. 
Tetapi kalau kita dengan mengenyampingkan hal ini dengan jiwa besar, kita 
menghendaki untuk memberi kesempatan menskors lebih lama, kita skors kembali, 
kita kumpul kembali jam 13.00. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

52. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Silakan Pak Zainal. 

53. Pembicara: ZainalArifin (F-PDIP) 
Iya jadi memang, itu usul yang mengenai skors satu jam, itu saya kira bisa kita 

pertimbangkan. Hanya persoalannya demikian, bahwa perubahan daripada usulan
usulan ini juga bisa kita pertimbangkan. Bahwa usulan Pimpinan ini juga kami sudah 
usulkan kepada Ketua Umum kami. Jadi ini juga mendapat persetujuan dari Ketua 
Umum. Jadi kalau sekiranya memang nantinya Ketua Umum memang mau mengubah 
maka dengan senang hati kami juga akan menyampaikan perubahannya. Jadi itu 
sebenarnya persetujuannya, dari awal kami tawarkan dengan catatan bahwa ada 
persetujuan kami yang kami akan bicarakan. 

54. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Silakan Pak Slamet. 

55. Pembicara: SlametSupriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan. 
Kami ingin mengingatkan kembali kesepakatan terdahulu tanggal 30, yaitu Rapat 

Konsultasi Pimpinan dengan seluruh fraksi. Pada saat itu disampaikan tentang agenda 
untuk melaporkan rancangan nama-nama calon Ketua Komisi. Pada saat itu diputuskan 
tanggal 1, PDIP minta kalau bisa ditunda tanggal 2. Demikian juga Utusan Golongan 
minta ditunda tanggal 2. Seluruhnya sepakat tanggal 2 dan ini disepakati seluruhnya, 
diputuskan kemarin pada Sidang Paripurna. Ini sudah waktu cukup lama prosesnya, 
bukan dari kemarin, dari mulai surat masuk ini. Ini surat masuk tanggal 4 Agustus, ini 
adalah proses dari tanggal 30. 

Dengan demikian kita berharap bahwasanya dari internal PDIP sudah 
memasyarakatkan hasil Rapat Konsultasi. Dan bagi kami, karena ini sudah ditetapkan 
agenda dan diputuskan bersama di dalam Sidang Paripurna kemarin. Saya pikir ini kita 
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tidak boleh ... dan ini surat ini sudah sah. Kalau kita menunda ini, kita tidak menghargai 
apa yang kita sudah melangkah jauh bahwasanya itu adalah persoalan internal PDIP. 
Tapi saya harapkan agenda tetap dilaksanakan sesuai jadwal. 

Sekian Pak. 

56. Kenia Rapat : Ginandjar Kartasasmita 
Silakan Pak. 

57. Pembicara: Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB) 
Ya, saya hanya ingin menyatakan juga bahwa kita juga harus berhati-hati, jangan 

sampai persoalan intern fraksi itu lalu bisa mengacaukan keseluruhan Komisi. Kalau 
ada 1, 2, 3, 10 orang tidak setuju kita silakan, kalau nanti ada surat baru, baru kita 
tanggapi, karena bunyi isinya begitu. Kalau tanpa surat resmi ya kita tidak tanggapi. 

Terima kasih. 

58. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita 
Saya kira sudah mengerucut ya, sudah jelas. Pak Lukman, silakan. 

59. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Saya mungkin ingin mempersingkat saja. Dengan mengakomodasi seluruh 

aspirasi yang berkembang di Komisi A tadi. Jadi yang jelas yang sudah diterima oleh 
seluruh fraksi selain dari tadi, sebagian anggota Fraksi PDIP yang masih keberatan 
dengan Pak Jakob Tobing sebagai ketua, itu kita minta saja calonnya itu siapa? Jadi 
mereka sekedar menolak tanpa memberikan alternatif atau menolak karena punya 
alternatif lain. Seperti kata Saudara Simon tadi ya. Berikan saja kesempatan mereka 
mengajukan alternatif siapa selain Pak Jakob Tobing, lalu nanti itu yang akan menjadi 
paket. Jadi ada satu paket, paket A misalnya Pak Jakob dengan wakil-wakil ketua. Paket 
B-nya siapa nanti yang akan dicalonkan? Si Fulan atau si yang lain. Jadi sekali voting 
kita sudah langsung mendapatkan hasilnya. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

60. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Saudara Pimpinan. 
Kami dari Fraksi Utusan Golongan waktu mendengar Fraksi Golkar 

menyampaikan calon Saudara Slamet dan tahu bahwa Fraksi Golkar, dan itu kami 
sampaikan di Sidang Paripurna. Waktu itu PPP menyampaikan Pak Zain Badjeber. 
Waktu PDIP menyampaikan anggotanya sendiri, prates. Oleh karena itu Ketua, untuk 
menjamin jalannya Sidang nanti justru pada tempatnya kita memberi waktu bagi PDIP 
untuk menyelesaikan. Dan tentu saja Pimpinan Fraksi untuk harus meminta keikhlasan 
yang lain untuk menerima Pak Jakob Tobing misalnya. Jadi sah legal formal ini tidak 
usah proses. Kalau dalam waktu satu jam mereka belum bisa memberikan nama juga, 
kalau itu diterima oleh Pak Jakob Tobing dengan cara vote pada waktu itu, selesai. 

Oleh karena itu tadi kami mohon juga Fraksi Utusan Golongan mencalonkan Pak 
Harun. Sekarang PDIP di dalamnya sendiri masih ada pro dan kontra, tapi hanya formal 
saja, bahwa Sidang Komisi menghormati ada suara-suara untuk skors tetapi dengan 
catatan kalau lobi pada waktu itu tidak ada perubahan kita sudah menerima surat ini. 
Mahon keikhlasan. Sedang Saudara-Saudara mau mengubah silakan diproses melalui 
rekonsiliasi. 

Terima kasih. 
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61. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Sebentar. Jadi saya kira usul itu masukan. Cuma ada masalah teknis. Pertama, 

kalau ada perubahan surat ini harus dicabut, yang mencabut Ketua Fraksi. Belum tentu 
dalam satu jam bisa dia lakukan. Yang kedua, dikatakan tadi Pasal 1 ketua DPP-nya, itu 
belum tentu satu jam lagi. Karena tidak mungkin ini ditiadakan oleh hanya fraksi, itu 
masalah buat kita sebabnya maka seluruh Sidang Komisi kan tidak bertugas begitu 
saja. 

62. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Dalam batas waktu yang kita tentukan itu, surat ini baru berlaku. Kita kan sudah 

terima ini. Cuma kita ini ada good will, to long bicara dulu sebentar. 

63. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Tidak mungkin kita mengatakan berlaku surat ini. 

64. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Kita terima ini berlaku. Pimpinan hanya memberikan waktu terhadap mereka

mereka yang menyatakan keberatannya itu tanpa melihat ekses surat ini. Yaitu pada 
waktu pertemuan itu Saudara Pimpinan Fraksi mengingatkan saudaranya-saudaranya 
tadi yang tidak setuju, mungkin mereka tidak ikut hadir dalam pemilihan prosesnya. 
Kita juga enggak tahu jangan-jangan pimpinan proses selama jadi Ketua di PAH I ini eh 
di Komisi A, di PDIP juga tidak melalui proses tanya anggotanya. Pokoknya kita berikan 
waktu. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

65. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Oke, kita berikan waktu. Saya minta satu persatu saja fraksi-fraksi. Saya tanya 

kembali fraksi-fraksi, sesudah itu kita tutup. Setelah ini kita kembalikan. Kalau tidak, 
enggak selesai-selesai karena ada dua pendapat. Pertama, kita segera saja ke sana 
menawarkan paket itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kedua, usul dari Fraksi 
Golkar kita berikan waktu satu jam. Sekarang kita minta pandangan dari semua, paling 
tidak kita musyawarah mufakat Kita mulai dari fraksi besar dulu. Bapak Fahrni dulu. 

66. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Bagaimana pun berdasarkan keputusan Tata Tertib, nama-nama yang diajukan, 

duduk sebagai pimpinan Komisi itu harus berasal dari fraksi. Kita sudah melakukan itu 
tertulis, paling berani yang saya tahu PDI Perjuangan dan Golkar mengajukan pimpinan 
Komisi secara tertulis, dan itulah yang lain juga. Cuma itu yang saya tahu. Sebaiknya 
itulah yang menjadi pegangan kita bersama. Dalam kasus yang mengenai PDI 
Perjuangan yang kita terima itu yang sepertinya adalah hal kecil dalam fraksi masing
masing, itu yang resmi. Tapi kalau fraksi mau mengubah, baru kita lakukan lagi 
perundingan seperti itu atau kita terima lagi. 

Jadi mohon kepada teman-teman dari PDI Perjuangan, Pak Zainal Arifin, dan Pak 
Amin, mohon nanti pada saat Komisi A ini kalau ada perubahan, tolong diberikan 
secara tertulis oleh Pimpinan Fraksi. Supaya kita tidak mencampuri urusan fraksi, kita 
juga tidak berhak menyuruh teman-teman itu berunding. Sebab belum tentu di tempat 
kita juga rapi kan? Jadi, sudahlah itu jangan kita ajarilah, mereka ini kan sudah orang
orang bijak dan orang-orang pintar. 

Terima kasih. 
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67. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Silakan Fraksi PBB, Pak Hamdan. 

68. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Kami melihat bahwa berdasarkan Tatib yang ada, memang pengusulan calon 

pimpinan itu diajukan oleh fraksi. Kecuali ada surat fraksi itu kepada kita itu jadi 
masalah. Ada dua surat fraksi atau lebih itu menjadi masalah. Kalau hanya satu, saya 
kira itu saja diproses. Saya kira itu. 

Terima kasih. 

69. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita 
Dari Reformasi. 

70. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Ya, saya setuju dengan Golkar dan PBB. Sebab kalau kita, tadi kan Pak Zainal 

sudah menyampaikan kondisi objektif dan beliau lebih tahu intinya. Jadi kita tidak usah 
terlalu banyak juga memberikan masukan lagi. Jadi cukup mendengarkan dari orang 
dalam sendiri, biar mereka sendiri yang menyelesaikan, Pak Harjono dan temannya. 
Sebab kalau itu nanti juga ada pergantian, itu pun juga belum tentu disetujui. Sampai 
selesai enggak setuju, artinya ini gagal. Kalau itu indikasinya, ini harus kita waspadai. 

71. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Pak Slamet sudah ya. Silakan. 

72. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Pimpinan. Jadi memang tentu sebagaimana secara konstitusional Undang

Undang Dasar ... ternyata dalam proses ini ada terjadi stagnasi, kan kalau Ketua itu kan 
misalnya ada gangguan untuk memimpin, misalnya sakit tenggorokan, silakan Wakil 
Ketua pimpin karena Ketua lagi sakit tenggorokan. Tapi kecuali secara formal nanti 
Fraksi PDIP ada mengajukan dua nama, kami tidak bisa menyelesaikan, tolong 
diselesaikan nih dua nama kami, itu kita selesaikan. 

73. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Fraksi Utusan Golongan. 

74. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Jadi sebenarnya keinginan kita bersama adalah agar Sidang Komisi agar berjalan 

dengan lancar. Kita tentu secara juridis formal bisa menerima teman itu yang betul ya 
fraksi yang mengusulkan. Kemudian ada fakta di lapangan terjadi, katakanlah adanya 
ketidaksepakatan di internal mereka, kita menghormati fraksi. Oleh karena itu ya kita 
berbesar hari sepakatilah serahkan kepada mereka untuk menyelesaikan urusan 
internalnya. 

Kita katakan begini, oke kita terima, yang lain masih memutus, bagaimana. Jadi 
semata-mata kita pertimbangan objektif yang harus kita pikirkan. Kalau di internal 
fraksinya Pak Jakob, ya yang lain jadi protes. Misalnya menurut kami, usul kami adalah 
fraksi memang betul, format kita terima, itu kita proses, coba minta agar diselesaikan 
dengan cepat supaya jangan kemudian sidang ini terganggu karena perangkat 
sidangnya belum ada semua. 

75. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Silakan. 
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76. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Terima kasih Pak. 
Tadi kita semua dengar dari Pak Amin bahwa barangkali bukan saja hanya 

masalah Jakob, tapi ada masalah substansi. Jadi sebenarnya di luar daripada yang kita 
bicarakan. Tetapi kita sudah sepakat kan, sudah kita sampaikan. 

77. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Gus Yus. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

78. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kemudian soal Fraksi PDIP mau menyelesaikan internal atau tidak, itu terserah 

fraksinya. Masak kita nyuruh-nyuruh orang untuk menyelesaikan persoalan mereka. 
Jadi, kalau mau diselesaikan, mau dirubah, mau jadi apa saja, tentang siapa yang 
memimpin, terserah anggota Komisi, karena Tatibnya kan dipilih, itu hak dari anggota 
Komisi. 

Yang terakhir, saya juga berpikir, inginnya Pimpinan Majelis itu mencari 
terobosan-terobosan supaya jalannya Sidang Komisi semuanya itu jalan, jadi tidak 
sesudah pengangkatan malah lepas. 

Terima kasih. 

79. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Pak Asnawi, silakan. 

80. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan. 
Mengulang kembali pendapat kami terdahulu, bahwa kita kembali kepada Tata 

Tertib. Kita punya landasan, ibarat orang main, ada aturan main, kita taati aturan 
mainnya. Kita tidak bisa intervesi internal PDIP, walaupun kita tahu ... Pak Zainal tadi 
bicara dulu, kalau nanti ada perubahan biar mereka yang menyelesaikan. Kalau tidak, 
kita nanti tidak punya pimpinan. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

81. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Pak Seto. 

82. Pembicara: Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB) 
Ya. Boleh saja untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Fraksi Golkar. 

Hanya untuk menanggapi apa yang disampaikan dari Utusan Golongan, karena ini juga 
menyangkut kepentingan semua anggota tentang jadwal. Karena itu usulan saya, ini 
disahkan dulu. Ketika menyusun jadwal, silakan nanti kalau ada yang mengusulkan 
minta waktu untuk membicarakan. Fraksi PDIP minta waktu supaya jadwalnya ditunda 
karena ada rapat intern dulu, itu silakan. 

Terima kasih. 

83. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Pak Hatta, silakan. 

84. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Terima kasih Ketua. 
Seperti tadi fraksi kami kemukakan, kita sebaiknya menghormati surat ini. 
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Karena kita tidak boleh meragukan keabsahan dari pimpinan fraksi-fraksi yang ada di 
MPR ini. Jadi, kalau masalahnya ini menunda karena kita meragukan misalnya 
memberi kesempatan, berarti kita tidak menghormati pimpinan fraksi yang sudah ada. 
Kalau sudah begitu, berarti kita semua bisa dilakukan orang juga. Jadi maksud kita 
bahwa ada intern fraksi seperti Pak Seto kemukakan, boleh saja setelah terbentuknya 
pimpinan fraksi itu dalam rangka menyusun jadwal, misalnya mereka minta klarifikasi, 
minta waktu, dan sebagainya, kalau bisa diberikan. 

Terima kasih. 

85. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Terima kasih Pak Hatta. 
Sekarang Pak Arifin dari PDIP. Jadi ada dua tawaran. Yang pertama, sebagian 

besar kecuali Fraksi Utusan Golongan, menawarkan kita lanjutkan dan penawaran 
paket itu berdasarkan Rapat Konsultasi Fraksi-fraksi dan khususnya PDIP 
menyampaikan usulannya secara tertulis. Yang kedua, ada saran dari Fraksi Utusan 
Golongan khususnya, kita menunda satu jam. Kita persilakan pimpinan fraksi berbicara 
atas nama fraksinya. 

86. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Ada jalan tengah dari yang saya bilang tersebut. Jadi ini disahkan dulu kemudian 

kami diberi waktu untuk konsolidasi, tapi disahkan dulu ini. Justru membantu kita 
berkonsolidasi. 

87. Pembicara: Patrialis Akbar (F-PDIP) 
Paling lama? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

88. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Kita lanjutkan, jadi disahkan oleh pimpinan Komisi, nanti pimpinan Komisi 

tersebut yang akan menanganinya. Jadi saya kira yang kita ingin bantu kan Fraksi PDIP. 

(Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

89. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Saya mau konfirmasi juga pimpinan. Tadi dijelaskan oleh Pak Arifin masalah ini, 

pimpinan akan menyelesaikan. Sehingga kalau toh bisa diberikan waktu untuk kita 
menyelesaikan, mungkin juga bisa sampai satu jam, mungkin 3/4 jam, 1/2 jam, cukup. 
Itu akan saya jamin, karena kita sendiri sebetulnya lebih banyak ingin supaya masalah 
ini berjalan dengan lancar. 

Bahwa ini ada masalah, itu memang kita tidak mengada-ada. Memang ada 
masalah, tapi tidak perlu dibuka di sini, tapi di fraksi. Memang ada masalah, sebab kita 
tidak akan mengada-ada. Oleh karena itu kami mengharapkan jiwa besar rekan-rekan 
semua, berilah kami kesempatan untuk menyelesaikan dulu. Waktu bukan satu jam, 
bukan 3/4 jam, setengah jam barangkali sudah cukup. 

Terima kasih. 

90. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Saya kira ini betul-betul sudah melihat bagaimana pandangan dari masing

masing fraksi. Yang terakhir saya kira, saya setuju, kita sahkan, kita beri waktu. 
Terima kasih. 
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91. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi saya kira begini saja. Kita bisa konsensus, kesepakatan. Jadi kesepakatannya 

adalah, kita mengesahkan dulu. Nanti pimpinan yang baru sebelum memulai tugasnya, 
mungkin enggak usah mulai kerja dulu. Mengatur jadwal dulu. Kemudian satu jam 
untuk pimpinan fraksi berbicara ini. Kalau nanti hasil dari kesepakatan itu akan ada 
perubahan, itu kan bisa diomongkan juga, rapat lagi, di skors lagi, karena dari farksi
fraksi ada usulan. Tentu akan diproses ke fraksi, kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi 
saya kira, ini harus segera kita lakukan. Sebab kalau tidak ini bukan hanya mengganggu 
masalah kerja kita, masalah kerja lho ya, ini bagaimana komponen fraksi-fraksi ini 
tidak banyak akalnya. Saya kira termasuk kita semuanya. 

92. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak Ginandjar. Saya tidak akan merugikan, menurut Tatib pimpinan tidak bisa 

dengan musyawarah mufakat Itu nanti pemungutan suaranya ya, karena menyangkut 
orang, kita yang mengumpulkan. Supaya kita tidak berdebat terus. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

93. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Sekarang begini, boleh saya selesaikan dulu? Baik saya tawarkan, maka saya 

akan menawarkan adanya paket. Paket ini kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. 
Kalau ada yang tidak setuju, maka kami harus menawarkan pemilihan suara terbanyak, 
kan begitu. Sekarang pertanyaannya, karena ini menyangkut orang ya ... menurut fraksi. 

94. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Paket tapi isinya orang. 

95. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi bagaimana? 

96. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Presiden-Wakil Presiden, ya paket. Masak dilihat paketnya, ya orangnya. 

97. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Kalau saya tidak salah, tadi paket sudah kita sepakati, ketuanya PDIP, wakil

wakilnya adalah ini. Yang dipersoalkan ini kan orangnya yang mengisi paket. Jadi kalau 
dia datang ke pemungutan suara, bukan pemungutan suara tentang paket tetapi 
pemungutan orang. Karena paket sudah disetujui. Kalau pemungutan suara tentang 
orang. 

98. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Masak kalau sembilan harus tulis nama kan repot juga. Paket setuju atau tidak 

setuju, begitu saja. Jadi, setuju atau tidak setuju terhadap paket ini, begitu saja. 

99. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Ketuanya saja. 

100. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Begini Pak Ginandjar. Kita hati-hatian saja, karena yang delapan itu sudah tidak 

bermasalah, yang satu bermasalah. Tapi ini jelas usulan fraksi yang secara batin sudah 
jelas. Tapi karena ini hak anggota Komisi, maka kita harapkan. Kalau tidak pun, selesai. 

101. Ketua Rapat: Ginandjar Kertasasmita 
Ya, jadi begini Pak. Kalau ada yang tidak setuju kan voting. Nah, yang di voting ini 
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apa? Sebab begini ya, kalau nama ketua berarti kita menyebutkan setuju atau tidak 
setuju terhadap Pak Jakob Tobing, begitu? 

102. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kalau Ketuanya PDIP, kemudian fraksi menyebutkan nama Pak Jakob Tobing, ini 

yang kemudian kita serahkan kepada anggota Komisi untuk disetujui, ya atau tidak, 
kan Tatibnya bunyinya begitu. 

103. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Fraksinya ada sembilan. Kemudian kita menawarkan setuju atau tidak. Ada yang 

bilang setuju. Ada yang bilang tidak. Karena ada yang bilang tidak, maka kita 
diskusikan. Tapi tidak itu kan hanya satu, apakah yang delapan ini kita setujukan atau 
tidak? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

104. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Atau harus satu persatu saya tampilkan? PDIP. Kalau itu bukan paket Pak. 

105. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Jadi begini, jadi ini kan sudah diusulkan secara resmi ini. Kita bukan memilih kok, 

kita setuju atau tidak setuju. Jadi kalau memilih itu kita sembunyi-sembunyi. Ini setuju 
atau tidak setuju, enggak? Kan itu persoalan, kecuali ada masukan nama baru, ya kita 
memilih, itu namanya milih orang. Ini kita setuju atau tidak setuju. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

106. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG) 
Kita, kalau tadi aturan main kita semua itu konsekuen dengan Tata Tertib, kalau 

kembali kepada Pasal 45 Ayat (2) kan fraksi mengusulkan orang, anggota fraksinya 
untuk duduk di pimpinan. Kemudian anggota lalu memilih pimpinan itu. Nah, sekarang 
artinya kalau ini sudah diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Saudara Jakob To bing, lalu 
ada masalah ya bisa dilakukan voting untuk memilih dia, setuju atau tidak? Iya 
penjabarannya kan begitu. Cuma saya minta, kalau mungkin, ini bisa, ini kan waktunya 
kita shalat dzuhur juga. Waktunya kita makan siang juga. Apa enggak mungkin kita 
buka jam 13.00 saja nanti rapat ini? 

Terima kasih. 

107. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Begini. Tapi saya harus membuka dulu, buka dulu, terus kita skors. Terus kita 

ketemu lagi jam 13.00. Kita buka dulu, kemudian kita skors, dan kita akan buka 
kembali jam 13.00 saja. 

108. Pembicara : Peserta Rapat 
Jam 14.00. 

109. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jam 14.00. Dengan catatan, saya tidak akan menyampaikan saran, kalau 

menyampaikan saran, seakan-akan selama satu setengah jam itu, Fraksi PDIP mungkin 
bisa berembug secara kekeluargaan ya, bukan secara yuridis formal. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 
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110. Pembicara: Erman Soeparno (F-KB) 
Tadi sudah beredar pendapat, kita ini sepakat pada apapun namanya dengan 

paket Kita sudah bilang sepakat. Namun ada ketidaksepakatan di antara kita yang 
mengajukan secara tertulis, kita tunggu itu. Sehingga ketika kita masuk nanti 
seyogianya kita mengumumkan apa yang kita sepakati. Jadi kesepakatannya hal 
demikian. Kalau ada, Bapak bisa bilang yang tidak setuju dengan itu, bisa mengajukan 
secara tertulis kepada kami, kan yang diomongkan begitu. Yang tidak setuju harap 
menyampaikan kepada pimpinan tentang perubahan nama. 

111. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Jadi begini, itu menjadi perorangan. Kalau misalkan kita melakukan ini-ini, kita 

sudah bisa dimaafkan itu sama fraksi-fraksi itu. Kalau ada perubahan terhadap 
susunan dari fraksi itu, maka masing-masing fraksi dipersilakan untuk mengajukan, ini 
fraksinya. Kalau ada perubahan, ada fraksi yang .... Apabila ada perubahan terhadap 
struktur fraksi itu kami persilakan. Ketika kita masuk nanti dari skorsing ini, kita tingal 
sah kan saja itu. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

112. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Tapi Pak Ginandjar, harus dimulai dengan berdasarkan Tata Tertib pasal sekian

sekian, supaya jangan sampai.. .. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

113. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Terima kasih. 
Saudara Ketua, mengenai Pimpinan Komisi Majelis Permusyawaratan Pasal 45 

dimana Ayat (2) berbunyi: "Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi, dan 
kemudian dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan." Ini ada kata "dipilih" oleh 
karena itu kami dukung, tadi kita masuk ke dalam. Saudara-Saudara sekalian paket 
Ketua PDIP ini disetujui, tidak disetujui. Saudara-Saudara sekalian dan wakil-wakil 
ketua dari unsur Partai Golkar mengajukan Pak Slamet Effendy Yusuf, setuju, setuju, 
musyawarah. Ketua dari Utusan Golongan, Harun, setuju, sampai semuanya setuju. 
Ketuanya, Saudara Katin. Tidak. Terhadap yang tidak itulah yang tidak bisa 
dimusyawarahkan. Karena kalau musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, kita voting. 

114. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Sampai ada usul, kita skors. 

115. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Betul. Tapi yang sudah disepakati ini kita akan sepakati. 

116. Ketua Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Ini ada kesulitan juga. Bagaimana kita mengesahkan wakil-wakil ketua dulu, 

diurut atau tidak dari PDIP ya. Kecuali kita mengatakan karena dalam PDIP ada 
masalah, tidak enak juga kita membicarakan itu. Kemungkinan bisa terselesaikan. Jadi 
kalau bisa kita buka lalu kita skors, pada waktu kita buka nanti barn yang disepakati 
fraksi itu akan saya bacakan. Saya akan bacakan ini. Kemungkinan pada waktu saya 
menawarkan Fraksi PDIP, itu semua sudah setuju. lnsya Allah dalam waktu satu 
setengah jam itu cukup. Kita berharap supaya hal itu selesai. Baik, kita kembali lagi jam 
14.00 atau 13.30? 
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117. Pembicara : Peserta Rapat 
Jam 14.00. 

118. Kenia Rapat: Ginandjar Kartasasmita 
Baik, jam 14.00. Wassalaamu 'a/aikum. 

KETOK3X 

RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB 

Perubahan UUD 1945 59 



60 Perubahan UUD 1945 



3. RAPAT KOMISI A KE-2 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002 

1. Hari Senin 
2. Taneeal 5 Agustus 2002 
3. Waktu 09.00 -17.13 WIB 
4. Tempat Gedung Nusantara V 
5. Pimpinan Komisi A - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
- H. Zain Badieber, S.H. 
- H. Amru Al-Mu'tashim S.H., M.M. 
- K. H. Nadiih Ahiad 
- Gregorius Seto Harianto 
- Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
- H. Hamn Kamil, S.H. 

6. Ketua Rapat - H. Harun Kamil, S.H. 
- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 

7. Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati lsf. 
8. Acara a. Pengantar Musyawarah Fraksi (Lanjutan); 

b. Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat 
Undang Undang Dasar 1945. 

9. Hadir 230 Orang 
10. Tidakhadir 15 Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.05 WIB 

1. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Jam telah menunjukan jam 09.00 WIB, marilah Rapat Pleno Komisi A ini kita 

mulai. 
Bapak, lbu sekalian, ini hari kedua Rapat Pleno Komisi A yang membahas 

masalah amendemen. Dan hari ini saya kebetulan ditugaskan untuk memimpin, 
walaupun urutan nama saya yang kesembilan, begitu. Aneh juga ya, sudahlah saya 
terima, kan begitu? Sampai saat ini yang hadir 94 orang dari 245. Oleh karena itu, rapat 
kami buka dulu. 

KETOK1X 

Saya ulangi, jumlah yang hadir 94 dari 245, jadi belum kuorum. Untuk itu maka 
rapat akan diskors selama 30 menit ya? Baik, rapat diskors 30 menit, berarti kita buka 
lagi jam 09.30. 

Terima kasih. 
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KETOK1X 

RAPAT DISKORS PUKUL 09.06 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.30 WIB 

2. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatu.h. 
Setelah kita skors selama 30 menit, sekarang jumlah yang hadir 165 orang. Kira

kira memang sudah lebih 2/3 dari jumlah anggota Komisi A yang berjumlah 245, maka 
skors dicabut, rapat dibuka dan terbuka untuk umum. 

KETOK1X I 
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentunya kita bersyukur bahwa hari ini kita 

bisa melanjutkan. 

3. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) 
Pak Ketua, interupsi dulu Pak. 

4. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Silakan Pak. 

5. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Nama Agun Gunandjar dari Fraksi Partai Golongan Karya. Sehubungan dengan 

dirawatnya anggota fraksi kami yang kebetulan dalam Komisi A ini menduduki posisi 
sebagai wakil ketua, yaitu Bapak Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, dirawat di rumah sakit, 
di ICU, dan sementara ini memang belum bisa ditengok dan belum bisa dikunjungi. 
Oleh karena itu, untuk tetap menjamin dan keikutsertaan Fraksi Partai Golkar dalam 
rangka persidangan-persidangan di Komisi Aini, maka kami telah mengirimkan sebuah 
surat secara resmi kepada pihak Sekretariat untuk dapat kiranya menggantikan posisi 
Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar yang kami usulkan, yaitu Bapak Theo L. 
Sambuaga. 

Demikian interupsi yang kami sampaikan. 
Wabillahi taujiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 

wabarakaatuh. 

6. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Pertama kali tentunya, kita seluruh anggota Komisi A khususnya, seluruh 

anggota MPR menyampaikan rasa prihatin atas sakitnya Pak Slamet Effendy Yusuf, 
mudah-mudahan segera sembuh. Allah memberikan kemudahan dalam proses 
penyembuhannya sehingga kita bisa bergabung kembali dengan rekan-rekan kita yang 
memang sudah sekian lama kita bergabung. Sekali lagi, oleh karena itu, mohon doa dari 
yang hadir agar Saudara Slamet Effendy Yusuf segera sembuh. 
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Resminya saya bacakan surat dari Fraksi Utusan Golongan. Saya mohon maaf nih, 
tidak saya, saking terharunya sama Pak Slamet, jadi saya bingung nih ya, ya. Jangan
jangan ini wakil Golongan Karya di Utusan Golongan. 

Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI, 5 Agustus nomor sekian, Usulan 
Penggantian Wakil Ketua Pimpinan Komisi A MPR Republik Indonesia. 

Kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi A MPR RI Sidang Tahunan 
MPR Tahun 2002. Dengan hormat, sehubungan dengan gangguan kesehatan Saudara 
Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. maka dengan ini Fraksi Partai Golkar MPR RI 
mengusulkan Saudara Drs. Theo Leo Sambuaga anggota MPR RI Nomor B-542 sebagai 
pengganti untuk duduk menjadi Wakil Ketua Komisi A MPR RI Sidang Tahunan MPR 
Tahun 2002. 

Demikian, agar menjadi maklum. Dan atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. 
Pimpinan F-PG MPR RI. Fahrni Idris, Ketua. 
Dan memang sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kalau memang 

komposisinya sudah tersusun sehingga kalau ada hal-hal yang perlu dilaksanakan 
dengan jabatan wakil ketua atau ketua Komisi dapat dilakukan oleh fraksi. Oleh karena 
itu, apakah dapat disetujui usulan penggantian ini? Setuju? 

7. Pembicara : Peserta Rapat 
Setuju. 

8. Ketua Rapat : Harun Kamil 

Baik, terima kasih. 

KETOK1X 

Untuk itu kepada Bapak Theo L. Sambuaga kami persilakan menempati posisi 
Pak Slamet Effendy Yusuf. Dan Sekertariat, tolong namanya diganti. Jadi, ini Wakil 
KetuaPAW. 

Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Sesuai dengan acara kemarin itu adalah 
pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi. Kemarin yang terjadi adalah setelah F-PDI 
Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 
Berikutnya, kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa kami persilakan. 

9. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG} 
Interupsi Pimpinan. Sys NS, F-UG, C-675. 
Saya ingin mempertanyakan masalah yang kemarin, pengambilan keputusan soal 

berdiri dan duduk. Sesampai di hotel saya membaca buku ini. Ini adalah mekanisme 
pengambilan Putusan MPR yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MPR. Apakah 
mekanisme ini sudah disepakati oleh anggota apa belum? Kalau memang sudah, berarti 
pengambilan keputusan kemarin ini tidak mengikuti aturan ini. Jadi, tolong diperjelas 
dulu Pimpinan. Terima kasih. 

10. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Tolong, bisa dibaca ketentuannya, Saudara Sys. 

11. Pembicara: Nadhier Muhammad (F-PPP) 
Saudara Pimpinan, saya interupsi sebentar. Saudara Pimpinan, Saudara 

Pimpinan. 
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12. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Satu-satu dulu, nanti selesai itu, nanti. 

13. Pembicara: Nadhier Muhammad (F-PPP) 
Maksud saya begini Pak Saya N adhier dari F-PPP. Maksud saya, kita cocokkan 

saja dengan Tata Tertib. Tata Tertib itu lebih tinggi daripada mekanisme yang 
diturunkan oleh Sekjen. Dalam Tata Tertib itu berlaku sudah jelas bahwa pengambilan 
keputusan dengan pemungutan suara itu, apa berdiri atau duduk itu tidak masalah. 
Jadi kita cocokan saja dengan Tata Tertib, Pak. Terima kasih. 

14. Pembicara: RMH. Heroe Syswanto NS (F-UG) 
Bagaimana Pimpinan? 

15. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Silakan Saudara bacakan. 

16. Pembicara: RMH. Heroe Syswanto NS (F-UG) 
Di sini ada tata cara dan forum rapat untuk pengambilan Putusan MPR. Tata cara 

pengambilan Putusan MPR dibagi dua. Pertama berdasarkan mufakat, Pasal 79 Ayat 
(1) Tatib MPR. Yang kedua, berdasarkan suara terbanyak. 

Yang pertama, pengambilan putusan ini sesuai Pasal 80 Ayat (1) Tap MPR, kalau 
kuorum tercapai. Yang kedua, kalau kuorum tidak tercapai. Jadi, saya rasa ini juga ada 
kaitannya dengan Tatib. Caba kepada rekan-rekan tolong dibaca. 

17. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Ya, Pimpinan. Saya ingin bantu supaya mempercepat ini, Patrialis Akbar. 

18. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Silakan dibantu biar cepat 

19. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Jadi, apa yang dibacakan oleh Saudara Sys itu hanya merupakan materi yang 

dilampirkan kepada kita dan itu tidak pernah dijadikan sebagai putusan resmi. 
Pedoman yang kita pakai adalah Tata Tertib dan Undang-Undang Dasar. Dalam 
Undang-Undang Dasar kita, sangat memungkinkan MPR ini mengambil suara dengan 
cara suara terbanyak. Jadi, saya kira sudah selesai sehingga keragu-raguan Saudara 
saya Sys, sudah terjawab. 

Terima kasih. Bisa dilanjutkan. 

20. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Baik, kita lanjutkan kalau begitu ya. 

21. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Pimpinan, Pimpinan, Andi Najmi. 
Saya kira harus kita sepakati, apa yang tadi barusan disampaikan oleh Saudara 

Patrialis. Bahwa lampiran yang kita terima semua tentang mekanisme pengambilan 
kuorum. ltu bukan bahan resmi, jadi tidak usah dipakai acuan, harus ada kata sepakat 
Sehingga ketika kita kemarin Saudara Pimpinan Jakob Tobing meminta persetujuan 
untuk meneruskan acara, itu ada landasan yang jelas. Kemarin kan tidak jelas, apakah 
berdasarkan suara terbanyak? Kalau berdasarkan suara terbanyak, ternyata tidak ada 
jumlah yang pasti. Kalau berdasakan mufakat, ternyata kemarin juga tidak berdasarkan 
mufakat. Lha, ini saya kira, hal-hal seperti ini tidak boleh diteruskan. Kita harus punya 
kepastian terhadap mekanisme persidangan. Terima kasih. 
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22. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Pak Zain mau bantu jawab, katanya. 

23. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Saudara Ketua, saya mau membantu saja. Tadi pagi saya sudah menduga begitu 

dimulai rapat pasti ada interupsi lagi, macam-macam. Oleh karena itu, saya mengikuti 
persidangan pertama, selalu ada saja setiap dibuka selalu ada interupsi, ada interupsi, 
yang begini kapan selesainya Pak. Oleh karena itu, saya minta ketegasan. Kemarin 
sudah dimulai pemandangan umum ini, artinya pengantar musyawarah. Saya duga tadi 
pagi ini, pasti ada lagi, ternyata benar, dugaan saya tidak salah. Besok dimulai lagi, 
nanti malam atau pagi, siang nanti dimulai, ada lagi, kapan selesainya? Saya mau 
meragukan apakah itikad baik apa tidak wal/ahu'al/am, saya tidak mengerti. Tapi saya 
kira karena sudah kemarin dimulai, jalan terus saja, jalan terns, sudah diakomodir 
seluruh pendapat. Oleh karena itu, Pimpinan hams ada ketegasan, jangan terlalu 
banyak kiri-kanan yang mendengar ini sudah musyawarah mufakat sudah melalui 
voting. Masalah pendapat-pendapat juga, saya punya pendapat yang aneh kalau mau 
yang aneh-aneh. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

24. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Saya kira begini, kita ini kan musyawarah mufakat dan demokratis. Tapi yang 

bersangkutan itu cuma tanya sebetulnya, begitu /ho. Tanya, kita jawab, kan begitu 
supaya clear sehingga membuat kita senang, begitu /ho. Dan ini dan jawabannya, 
memang ini Tata Tertib, begitu ya? Baik, kita teruskan kalau begitu ya. 

25. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan. Bambang Pranoto Fraksi PDI Perjuangan. 

26. Pembicara : Peserta Rapat 
Pimpinan, interupsi Pimpinan. 

27. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Pak Pranoto dulu dari sana. 

28. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Saya ingin menyampaikan suatu pesan kearifan kita di dalam memimpin 

persidangan ini Pak. Saya kira kita sudah sepakat bahwa kita ini adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, artinya kita coba mulai hari ini kalau bisa, dihindari 
persoalan-persoalan stigma, pro, dan kontra, ini perlu diklarifikasi. Dan misalkan 
sudah berkembang di luar sekarang ini bahwa ada yang menyampaikan ada kelompok 
yang anti amendemen dan pro amendemen. Saya kira, dalam melalui 
Permusyawaratan Rakyat inilah kami mohon Pimpinan untuk bisa menyampaikan 
mengklarifikasi supaya di luar gedung ini ada kesejukan masyarakat. Bahwa yang anti 
amendemen itu jelas bukan semata-mata anti, dan kalau menolak itu juga tidak 
seluruhnya menolak pasti ada alasal-alasan yang cukup dan perlu didengarkan di 
dalam forum ini. Sehingga ini perlu sekali. 

Kedua, kita jangan terjebak persoalan-persoalan pro kontra dalam ruangan ini. 
Ketika ada orang yang ingin menyampaikan sesuatu, interupsi adalah sah dan ini 
merupakan suara rakyat dan kita pun ada di dalamnya. Sehingga kami mohon 
Pimpinan, secara arif dan bijaksana hindari persoalan-persoalan yang menyebabkan 
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persoalan kita ini berlawanan antara pro dan kontra itu. 
Kemudian yang ketiga, kita telah sepakat dalam pertemuan antar fraksi pun 

sepakat bahwa di dalam memproses amendemen ini, hindari deadlock dan juga hindari 
voting. Ini perlu kita pegang ketika kita sudah menyalahi satu forum kemarin, kita 
voting, oke. Saya kira itu sudah terlanjur, yang sudah terjadi tidak bisa diputar lagi. 
Tetapi mohon, untuk selanjutnya masalah-masalah yang masih bisa dimusyawarahkan 
dan masih bisa didengarkan. Mahon Pimpinan secara bijaksana untuk memberikan 
waktu. Dan jangan sekali-kali masalah dimensi waktu menjadi persoalan. Artinya ini 
bicara masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau toh sepuluh hari 
kurang, mari kita undur, kalau memang setahun tahun kurang, ya dua tahun. 
Persoalannya adalah kita pada kualitasnya atau sekedar dikejar-kejar waktu. Dan saya 
katakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah bukan merupakan yang 
sangat penting dalam saat ini. Sehingga mohon Pimpinan, kita tidak beranjak pada 
suatu masalah-masalah yang substansi dan jangan menjadi alasan masalah waktu itu. 

Terima kasih. 

29. Pembicara : Simon Patrice Morin (F-PG) 
Saudara Ketua. 

30. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih. Tentu kita .... 

31. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG) 
Saudara Ketua. 

32. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Boleh saya menyelesaikan ngomong nanti dikasih kesempatan. Jadi, kita 

perhatikan apa yang menjadi pendapat anggota memang yang namanya 
mengamendemen, sifatnya adalah pekerjaan yang berat dan sangat mulia. Oleh karena 
itu, sangat berhati-hati dan kita mencoba diselesaikan secara musyawarah, ya kita 
perhatikan. Dan siapa yang. 

33. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG) 
Partai Golkar, Simon Patrice Morin. 

34. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Silakan. 

35. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG) 
Nomor anggota 402. 
Saya hanya ingin mengusulkan supaya Pimpinan langsung melanjutkan 

pemandangan umum, eh, pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi. Kemarin sudah 
berlangsung. Jadi, saya kira ini kelanjutan, jadi tidak perlu lagi ada hal-hal yang macam
macam yang diinterupsikan untuk men-delay waktu. Kalau memang kita tahu ada 
constrain waktu, ya marilah kita disiplin waktu. 

Terima kasih. 

36. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Saya kira kita lanjutkan pemandangan apa? Pengantar musyawarah ya? Baik, 

berikutnya kepada fraksi. 

37. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Pimpinan. Jadi Pimpinan, jadi ini tidak berlaku ya? 
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38. Kenia Rapat : Harun Kamil 
Bukan, bukan, ini. 

39. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Tidak, belum dijawab soalnya, Pimpinan. 

40. Kenia Rapat : Harun Kamil 
Ini Pak. 

41. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG) 
Saudara Pimpinan kemarin sudah pengantar musyawarah, mengapa tidak 

lanjutkan, kemarin tidak dipersoalkan. 
Terima kasih. 

42. Kenia Rapat : Harun Kamil 
Baik, kita lanjutkan kepada F-KB, kami persilakan. 

43. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bismillah. Alhamdulil/ah, wasshalatu wasshalamu 'ala rasulil/ah wa'ala 'ali 

wasahbihi wamauwalah /aahauwalah 'alaa walakuwwata 'ila billah. Amma ba'du. 
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, 
Saudara Pimpinan dan anggota Komisi A Sidang Tahunan MPR 2002 yang kami 

hormati. 
Saya, Ali Masykur Musa, M.Si., nomor anggota A-444 akan menyampaikan 

Pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam sidang yang mulia ini. 
Menanggapi apa yang menjadi rumusan dari PAH I yang akhirnya menjadi draf 

resmi Sidang Tahunan ini. Perkenankanlah pertama kali kami menyampaikan sikap 
dasar, yaitu F-KB MPR menghendaki agar Perubahan Keempat ini diteruskan dengan 
harapan tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Perubahan Keempat ini sangat 
penting sebagai upaya menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sistemik, 
komprehensif, integratif, dan visioner. 

Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga adalah sebuah penataan kelembagaan 
demokrasi yang baik. Misalnya tentang pemilihan Presiden langsung, DPD, Pemilu, 
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan yang lalu itu, apabila 
diibaratkan seperti gerbong-gerbong kereta api yang ditata rapi, tetapi gerbong 
tersebut belum bisa berjalan dengan lancar manakala belum dipersiapkan lokomotif 
yang baik pula. 

Perubahan Keempat inilah sebetulnya kita akan membuat sebuah lokomotif agar 
kereta api tersebut, kereta api bangsa, kereta api bersama, bisa berjalan dengan baik. 
Konsisten dengan gagasan yang kami perjuangkan sejak awal, berkaitan dengan 
Perwakilan Rakyat, kami berpendapat, seyogianya bahwa semua anggota Majelis yang 
terdiri dari DPR dan DPD harus dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme 
pemilihan umum. Meskipun kenyataannya kita masih dihadapkan pada segolongan 
atau kawan-kawan yang menghendaki masih ada bicameral plus, karena itu kami siap 
membahas secara bersama-sama. Hanya dengan Perwakilan Rakyat yang dipilih 
melalui pemilu dapat melahirkan wakil rakyat yang memenuhi prinsip in degree of 
representativeness and accountability. Jadi, derajat keterwakilan dan mekanisme 
pertanggungjawaban yang jelas. 

Wakil rakyat yang demikian inilah jelas mewakili dan memperjuangkan rakyat 
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yang mana, dan jelas bagaimana melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban 
terhadap rakyat yang diwakilinya. Dengan sistem ini akan terwujud sistem 
ketatanegaraan yang lebih memungkinkan terlaksananya prinsip checks and balances 
di samping agar kepentingan daerah-daerah yang beragam itu terakomodasi. 
Ketentuan pemilihan umum sebagai pintu gerbang, juga memenuhi sebuah prinsip 
demokrasi bahwa setiap orang di hadapan politik mempunyai persamaan yang sama, 
karena itulah dalam negara demokrasi tidak dibenarkan adanya privilege terhadap 
seseorang atau sekelompok orang. 

Sejalan dengan prinsip keterwakilan dan pertanggungjawaban itu pula, sejak 
awal kita tetap berpendapat pemilihan Presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat 
dengan sistem selangsung-langsungnya di dalam semua tahapan. Pendapat ini 
dibangun atas pemikiran bahwa sudah saatnya kita mewakili kedewasaan rakyat untuk 
memilih pemimpinnya sendiri. Sudah saatnya kita menempatkan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan pada tempat yang semestinya. Bukankah idealnya wakil itu 
hanya melaksanakan amanat yang diwakili dan tidak memaksakan oleh distorsi
distorsi kepentingan para elit. 

Atas dua dasar seperti itulah kami berpendapat maka seyogianya kita memilih 
alternatif dua di Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6A Ayat (4). Apabila rakyat, apabila wakil 
rakyat dipilih langsung oleh rakyat untuk mengemban pelaksanaan kekuasaan 
legislatif di satu sisi dan paket Presiden/Wapres juga dipilih oleh langsung rakyat 
untuk mengemban pelaksanaan kekuasaan eksekutif di sisi yang lain, hal inilah 
merupakan wujud dari prinsip dan implementasi kedaulatan rakyat yang sejati. Jadi, 
sekali lagi kedaulatan rakyat yang sejati. 

Mengenai Pasal 8. Memang kita tidak ada sesuatu yang berbeda dalam rumusan 
yang satu. Tetapi apakah tidak sebaiknya sesuai dengan perkembangan yang ada mulai 
kita pikirkan bahwa memang apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, yang sementara ini dipegang 
oleh triumvirat, ada pemikiran seyogianya paket yang kedua itu disahkan menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Ini lebih konsisten terhadap pemikiran bahwa 
akseptabilitas dan legitimasi yang dipilih langsung oleh rakyat itu, menjadi alat sah 
untuk merekrut seorang Presiden dan Wapres. Tapi sekali lagi, memang Pasal 8 itu 
rumusannya sudah satu, tetapi ada pemikiran di luar ada yang berpikir seperti itu. 
Apakah tidak sebaiknya kita juga memikirkan terhadap tuntutan masyarakat yang 
menghendaki legitimasi dan atas rekruitmen Presiden dan Wakil Presiden itu tetap 
kembali kepada rakyat, yaitu pada paket yang kedua, jadi tidak tidak melibatkan MPR 
lagi. 

Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati di Komisi A. 
Berkenaan dengan DPA, kami setuju dengan rumusan itu. Artinya DPA memang 

menjadi sub dari kekuasaan eksekutif, tidak menjadi bab tersendiri, dan tidak menjadi 
lembaga negara. Hanya saja, apakah tidak sebaiknya kita tidak menjadikan Pasal 16, 
tetapi ke 15A. Berkaitan dengan Pasal 23D, prinsipnya kita siap untuk bermusyawarah, 
asal memang pemegang otoritas moneter itu bersifat tunggal. 

Ibu dan Bapak sekalian Pimpinan yang saya hormati. 
Mengenai Pasal 29 Ayat (1) kami terima sebagai rumusan universal yang kami 

yakini sebagai nilai tauhid yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara terbukti mampu menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat yang 
majemuk. Oleh karena itu, kami berpendapat Pasal 29 Ayat (1) menerima dan tidak 
mengubah sesuai dengan naskah asli. Adapun mengenai Pasal 29 Ayat (2) pada 
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dasarnya kami berpendapat bahwa rumusan pada naskah asli dapat diterima dengan 
pengertian bahwa kalimat memeluk agama dalam rumusan ayat tersebut merupakan 
simbol dan refleksi dari keteguhan, kesungguhan menjalankan ajaran agamanya. 
Adapun mengenai kontroversi kata kepercayaan dalam Ayat (2) tersebut, di atas. Kami 
berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah kepercayaan agama. 

44. Kenia Rapat : Harun Kamil 
Dua menit lagi. 

45. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Karena itu, saya berpendapat, kita siap untuk berdiskusi tentang ini. Pasal 31, 

seperti kembali kita usulkan ayat kita. Pasal 33, tidak ada masalah. Pasal 37, memang 
kita berpendapat Ayat (SJ itu perlu direnungkan untuk tidak perlu masuk. Tentang 
Aturan Peralihan, asal tidak itu menjadi alat untuk menambah atau mengurangi nilai 
normatif di situ kami siap. 

lbu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Mengenai komisi kontitusi kita berharap, konstitusi, memang "s" saya ini mahal 

sekali. Kami berpendapat waktunya harus cukup dan dibahas secara khusus dan 
karena itu usulan ini berkali-kali kita ulangi dan berkali-kali kita usulkan. Ini 
momentum yang tepat untuk kita membahasnya. Kami dalam hal ini memberanikan 
diri untuk mengusulkan prinsip-prinsip komisi konstitusi, yang kemarin tiga fraksi 
terdahulu belum menyampaikan dan karena itu kami memberanikan diri. Apabila 
komisi konstitusi dan kita setujui untuk kita sepakati prinsip yang pertama adalah 
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MPR. 

Yang kedua mempunyai kewenangan menyelaraskan dan atau 
menyempurnakan. 

Tidak hanya menyelaraskan terhadap Perubahan Satu, Dua, Tiga, Empat, dengan 
rujukan lima kesepakatan yang telah kita capai bersama. Pembukaan, negara kesatuan, 
presidensiil, adendum, penjelasan masuk. Pintu masuknya, menurut kami yang paling 
pas untuk saat ini adalah Aturan Peralihan, yang ketiga. 

Yang keempat, keanggotaannya bersifat independen. Sekali lagi independen yang 
memiliki wawasan kenegarawanan dengan jumlah 99 orang yang mencerminkan tokoh 
daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli tata negara. Toh akhirnya MPR yang 
mengetok. 

Yang kelima, bekerja selama satu tahun sejak bulan Agustus 2002 akhir dari 
sidang ini dan hasilnya hams sudah dilaporkan pada Sidang Majelis. Apakah disebut 
Sidang Tahunan atau tidak, tahun 2003 untuk diambil keputusan pengesahannya. 

46. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Waktunya habis Pak, ya. 

47. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Demikian Pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa. Dalam Rapat 

Komisi A ini kami menyampaikan terima kasih dan siap untuk berdiskusi, 
bermusyawarah, asal itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kurang lebihnya 
mohon maafyang sebesar-besarnya. 

Pimpinan Fraksi K. H. Yusuf Muhammad dan Sekretaris Saudara Erman 
Soeparno. 

Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh. 
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48. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Wa 'alaikumus salaam. 
Terima kasih Saudara Ali Masykur Musa dari F-KB. 
Berikutnya kami persilakan kepada Fraksi Reformasi, dan Fraksi Bulan Bintang 

untuk siap-siap. Kami persilakan Fraksi Reformasi, sepuluh menit 

49. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. 
Bismi//ahirrahmanirrahiim. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera buat kita semua. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati. 
Rasa syukur tidak pernah putus-putusnya dipersembahkan kepada Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita di 
mana pada hari ini kita masih bisa menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita 
semua. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasullullah, Muhammad SAW 
yang telah memberikan keteladanan paripurna dalam kehidupan kita ini. 

Tugas utama Komisi A adalah membahas Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945, yang telah siapkan oleh Badan Pekerja secara baik. Kami optimis, Komisi A 
dapat melaksanakan tugas-tugas mulia ini dengan lancar. Mengingat Komisi A ini, 
mudah-mudahan beranggotakan para negarawan yang memiliki visi jauh ke depan dan 
senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang 
lainnya. 

Dengan demikian, kami percaya, mudah-mudahan tidak akan ada anggota Komisi 
A yang menolak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ini. Sehingga 
dengan demikian, tentu kita akan dapat menyelesaikan tugas-tugas kita ini untuk 
bangsa dan negara pada Sidang Tahunan ini. 

Fraksi Reformasi sangat menyadari bahwa apabila Majelis gagal menuntaskan 
Perubahan Keempat ini, maka ini akan memberikan satu implikasi politik yang sangat 
luas dalam kehidupan ketatanegaraan kita, akan terjadi krisis konstitusi. Jika hal ini 
terjadi tentu kita semua hams bertanggung jawab sepenuhnya. Dan secara sadar kita 
ketahui bahwa MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah 
dalam rangka melaksanakan tu gas konstitusionalnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 37, dan empat Ketetapan 
MPR. Demikian juga dengan Tata Tertib yang dipakai dalam Sidang Tahunan ini untuk 
menghilangkan keraguan kita adalah Ketetapan MPR N omor II/MPR/999 yang telah 
diubah dengan Ketetapan Nomor V /MPR/2001. 

Kami hanya ingin menginginkan dan memberitahukan kepada adik-adik kami 
para mahasiswa yang sedang belajar hukum tata negara di kampus-kampus. Kami 
sampaikan bahwa Pasal II Aturan Peralihan naskah asli itu tidak bersifat einmalig, 
kenapa? Karena ia bersifat umum dan berlaku secara terus-menerus sampai dicabut. 
Aturan Peralihan dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat einmalig 
itu adalah Pasal 3 dan Pasal 4 tentang pengangkatan Presiden diangkat pertama 
kalinya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, serta sebelum MPR, DPR, DPA, 
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu itu segala kekuasaannya 
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. 

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga, bukan berarti kedaulatan MPR hilang, 
lenyap seluruhnya, karena masih ada kewenangan MPR yang sangat substantif secara 
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eksklusif dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti mengubah, 
menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memilih 
Presiden dan Wakil Presiden apabila kedua-duanya sama-sama berhalangan tetap, 
memilih Wakil Presiden apabila dia berhalangan tetap melaksanakan tugasnya, serta 
berwenang pula untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dengan 
mekanisme tertentu. Kecuali itu, Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa MPR 
masih mempunyai kewenangan yang mutlak untuk melakukan persidangan
persidangan ini. 

Kemudian menyangkut pasal-pasal yang sampai saat ini belum ada kata sepakat 
di antara fraksi-fraksi di Badan Pekerja. Kami menyampaikan pokok pikiran sebagai 
berikut Pada prinsipnya sama dengan pandangan umum kami pada tanggal 3 yang 
lalu. Namun, untuk sekadar bahan tambahan, kami ingin tekankan lagi. Mengenai 
komposisi MPR. Ini kan sangat penting untuk diputuskan dalam Sidang Tahunan ini. 
Dengan memilih salah satu alternatif yang dirumuskan oleh Badan Pekerja. Komposisi 
MPR ini sangat menentukan bentuk dan sistem peranan kita pada masa depan. Dengan 
disahkannya salah satu alternatif ini, berarti telah menyelesaikan salah satu 
permasalahan krusial dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus memperlancar 
pembuatan Rancangan Undang-Undang Politik, Rancangan Undang-Undang Pemilu, 
serta rencana pelaksanaan Pemilihan Umum 2004. 

Tentang agama. Fraksi Reformasi pada Pasal 29 Ayat (1) telah menegaskan 
memilih alternatif tiga, sebagaimana yang kami sampaikan pada pandangan umum 
kami tanggal 3 Agustus yang lalu. Namun, untuk tambahan penjelasan kami sampaikan 
bahwa rumusan ini adalah bentuk keadilan untuk seluruh agama dan umat beragama 
tanpa kecuali. 

Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (2), kami juga mempertegas bahwa yang 
dimaksudkan dengan anak kalimat "kepercayaan" adalah yang dimaksudkan adalah 
agama itu sendiri. 

Tentang masalah pendidikan. Mengenai peningkatan kecerdasan bangsa, kami 
sepenuhnya tetap mempertahankan Ayat (4) Pasal 31 tentang anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya 20% yang hams diprioritaskan oleh negara. Masalah pendidikan 
merupakan skala prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab sangat naif 
sekali hingga saat ini masih ada anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan sekolah 
hanya lantaran tidak mempunyai kemampuan ekonomi, apalagi bangsa ini sudah 
merdeka lebih kurang 57 tahun. 

Jika pada masa lalu, yang hanya dapat melanjutkan pendidikan, terutama keluar 
negeri hanya anak-anak pengusaha besar atau anak-anak penguasa tertentu. Tentunya 
pada masa yang akan datang kita berharap anak-anak petani yang pintar-pintar, yang 
cerdas juga akan mendapat kesempatan yang sama melalui alokasi anggaran negara 
dalam bentuk beasiswa. 

Demikian pula dengan guru-guru yang selama ini hidupnya pas-pasan. Bahkan 
kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan prioritas anggaran dalam 
pendidikan diharapkan pada masa mendatang guru akan menikmati kesejahteraannya. 

Sedangkan dalam Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif dua. Fraksi 
Reformasi yakin karena agar di samping kecerdasan, akhlak dan moral bangsa, perlu 
ditingkatkan. Demikian juga iman dan taqwa perlu ditanamkan sedini mungkin pada 
anak didik kita. Kecerdasan tanpa disertai dengan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak 
yang mulia, justru dapat menjerumuskan ke jurang krisis peradaban yang berbahaya. 
Karena itulah iman dan taqwa perlu dipertahankan pada Ayat (3) ini. Apalagi istilah 
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iman dan taqwa adalah milik semua agama yang ada di Indonesia ini. 
Otoritas moneter. Kami tetap sama dengan pandangan umum kami tanggal 3 

Agustus 2002 lalu. 
Kemudian mengenai Aturan Peralihan. Meskipun MPR telah menetapkan adanya 

perubahan Undang-Undang Dasar, namun dalam pelaksanaannya ada yang memang 
bisa langsung dilakukan, ada yang harus membuat undang-undang baru, institusi baru, 
karena itu untuk mengatasi kevakuman maka rumusan Pasal I dan II dalam Aturan 
Peralihan perlu juga mendapat pengesahan dalam amendemen keempat kali ini, atau 
secara keseluruhan Aturan Peralihan itu. 

Khusus terhadap amanat kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas
tugas Mahkamah Agung sebelum terbentuknya Mahkamah Konstusi maka kewenangan 
tersebut juga tercakup di dalamnya untuk menentukan sekaligus oleh Mahkamah 
Agung, hukum acara apa yang akan mereka lakukan. 

Tentang komisi konstitusi. Persoalan komisi konstitusi atau apa pula namanya, 
bukanlah persoalan sederhana. Fraksi Reformasi bersedia mendiskusikannya, seperti 
menyangkut masalah representasi, siapa mewakili siapa, begitu juga pola 
rekruitmennya bagaimana, kualifikasi keahliannya, strata pendidikan, belum lagi soal 
integritas pribadi, wawasan kebangsaan, sejarah pengabdian, keterwakilan daerah, dan 
sebagainya. Keberadaan komisi konstitusi tidak dapat sama sekali mendelegitimasi 
kewenangan MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Masalah 
independensi yang merupakan sesuatu yang susah dicari ukurannya, sebab setiap 
orang sudah pasti telah memiliki bad mind. Dalam otaknya sudah terprogram sehingga 
masalah independensi bagi anggota komisi konstitusi ini memerlukan diskusi yang 
cukup panjang. Jika ada komisi konstitusi, maka aturan hukum yang jelas dan 
komprehensif harus ada terlebih dahulu. Sehingga tidak berakibat kekacauan dalam 
hukum ketatanegaraan kita. Apalagi sampai saat ini MPR masih diberikan kewenangan 
untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. 

Terakhir, setelah pengesahan perubahan Undang-Undang Dasar keempat ini, 
kami berharap susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah harus segera 
dikeluarkan oleh Majelis Permusyawarahan Rakyat, meskipun itu berbentuk di dalam 
risalah rapat. Tetapi ini harus kita sosialisasikan, kita sampaikan ke seluruh 
masyarakat Indonesia sehingga tidak ada lagi yang bingung membaca Undang-Undang 
Dasar kita. 

Demikian Pengantar Musyawarah Fraksi Reformasi pada Sidang Komisi A. 
Semoga Allah memberikan kejernihan hati dan kecerdasan akal, sehingga kita bisa 
memutuskan hal-hal terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Wabillahitaujiq wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh. 

50. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Wa 'alaikumus salaam. 
Terima kasih Saudara Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi. Selanjutnya dari 

Fraksi Partai Bulan Bintang. Kemudian mohon kesiapan dari Fraksi Kesatuan 
Kebangsaan Indonesia. Kami persilakan Fraksi PBB. 

51. Pembicara: BondanAbdul Majid (F-PBB) 
Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Bulan Bintang pada Komisi A Sidang 

Tahunan MPR RI 2002. Disampaikan oleh H. Bondan Abdul Majid, Nomor anggota A-
262. 
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Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Kenia, para Wakil Kenia, Saudara-Saudara anggota Majelis yang kami 

muliakan. 
Para hadirin, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. 
Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah kami Fraksi 

Partai Bulan Bintang, di hadapan Sidang Komisi ini menyampaikan pengantar 
musyawarah untuk mengawali acara persidangan di Komisi ini. Keberadaan Komisi ini 
adalah sangat penting karena hasil-hasil keputusannya sangat ditunggu oleh rakyat 
Indonesia. Di samping itu, Komisi ini juga sangat menentukan bagi perjalanan bangsa 
dan negara Indonesia ke depan. Dikatakan demikian, karena keputusannya akan 
dilahirkan menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar-dasar 
kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. 

Dalam hal ini, Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa jika dalam Sidang 
Komisi ini kita tidak dapat menyelesaikan keputusan-keputusan penting tersebut. 
Utamanya mengenai perubahan ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
maka pada hakikatnya kita telah menyia-nyiakan hasil pikir yang kita tuangkan selama 
ini. Demikian pula halnya dengan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat 
besar yang telah kita keluarkan untuk membahas, mengkaji, dan mendiskusikan 
masalah ini sejak tiga tahun yang lalu. Selama ini dari berbagai kalangan memberikan 
tudingan kepada kita bahwa MPR sulit mencapai kesepakatan untuk memutuskan 
perubahan Undang-Undang Dasar karena kita semua dianggap mempunyai 
kepentingan politik yang berbeda. Tudingan tersebut dapat dibenarkan jika kita 
memang berniat untuk tidak menyelesaikan perubahan-perubahan penting dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Saudara Ketua dan Wakil Ketua, Saudara-Saudara anggota Majelis yang kami 
muliakan, para hadirin, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. 

Fraksi kami menyadari bahwa penyelesaian perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 adalah masalah terpenting dan strategis dalam Sidang Tahunan 2002 ini. 
Penyelesaian perubahan ini sangat dibutuhkan dalam rangka menyongsong pemilihan 
umum tahun 2004 yang tinggal kurang lebih 22 bulan lagi. Harapan kami, pemilihan 
umum tahun 2004 yang akan datang dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 hasil amendemen ini sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat 
menjamin tegaknya demokrasi. 

Fraksi kami ingin mengingatkan kembali pada semua pihak. Pada perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih khusus lagi mengenai sistem ketatanegaraan 
menjadi tanggung jawab kita bersama dalam Sidang Tahunan ini. Karena Pasal 37 telah 
memberikan kewenangan untuk dilakukan perubahan dimaksud. Oleh karena itu, 
fraksi kami berpendapat bahwa pada saat ini yang dibutuhkan adalah kata putus dari 
setiap fraksi dan anggota Majelis yang didasari oleh kearifan dan semangat 
musyawarah untuk mencari solusi dan mencari kalimatul syawa untuk mencapai 
kesepakatan dan keputusan. Sekali lagi kata kuncinya adalah kearifan dan wisdom dari 
kita semua. 

Sidang Komisi yang kami hormati. 
Pandangan dan pendapat fraksi kami mengenai substansi penting dan prioritas 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah kami sampaikan dalam pemandangan 
umum fraksi kami pada Sidang Paripurna, sehingga tidak perlu kami mengulanginya 
pada kesempatan ini. 

Demikian Pengatar Musyawarah Fraksi Partai Bulan Bintang pada Sidang Komisi 
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ini. Dengan iringan do'a, rabbana arinal haqa haqa warjukna tiba'ah wa arinal batilah 
batilah warjukna tinabah. Ya Tuhan Yang Maha Esa, tunjukkanlah yang benar itu benar 
hingga kami dapat mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkan yang salah itu salah. 
Sehingga kami dapat menghindari kesalahan itu. Semoga Allah swr tetap memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Sehingga keputusan akhir tentang 
amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselesaikan dengan baik. 

Billahitauftk walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

52. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Wa 'alaikumus salam. 
Terima kasih dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang hanya menggunakan waktu 

enam menit. Kami persilakan berikutnya kepada juru bicara Fraksi Kesatuan 
Kebangsaan Indonesia. Sedangkan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah bersiap-siap. 
Kami persilakan kepada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyampaikan 
pengantar musyawarahnya. 

53. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Pengantar Musyawarah Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia MPR RI pada 

Rapat Komisi A MPR RI Sidang Tahunan 2002. Disampaikan oleh Joseph Rahawadan, 
anggota nomor AA-461. 

Saudara Pimpinan, serta para anggota Majelis Komisi A yang terhormat, serta 
segenap hadirin yang kami muliakan. 

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan atas 

kerja keras dan kemauan baik dari semua pihak dalam upaya terus membangun 
demokrasi yang produktif, yakni demokrasi yang mampu menjawab secara nyata 
kepentingan rakyat dan bangsa, serta negara dalam rangka sistem building 
penyelenggaraan kehidupan bernegara. 

F-KKI telah mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan hasil 
pembahasan PAH I BP Majelis mengenai Rancangan Amendemen Keempat Undang
Undang Dasar 1945. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini menyangkut 
hal mendasar dan strategis yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau corak 
pokok ketatanegaraan kita ke depan, sehingga perlu dikaji dan diputuskan secara 
cermat, seksama, dan sistemik. 

Sejak amendemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik 
Indonesia, pada tahun 1999 kita semua setuju perlunya reformasi konstitusi. 
Reformasi konstitusi diperlukan agar kedaulatan rakyat dapat terwujud lebih utuh. 
Reformasi konstitusi diadakan agar dapat lahir suatu pemerintahan yang mempunyai 
legitimasi yang luas, pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus negara dan 
melayani kepentingan rakyat. Fraksi kami memahami bahwa amendemen diputuskan 
secara parsial atau bertahap. Untuk itu dalam proses lebih lanjut, fraksi kami 
mengusulkan bahwa konstitusi perlu dibicarakan dan disusun kembali dalam suatu 
kerangka sistem, di mana secara jelas tercermin unsur-unsur pokok sistem tersebut. 
Hubungan dan keseimbangan antar unsur serta pola interaksinya. 

Dengan mengemukakan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami 
menyampaikan pendapat F-KKI terhadap materi rancangan Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945, menyangkut 12 masalah, sebagai berikut: 

1. Masalah komposisi keanggotaan MPR; 
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2. Masalah wewenang MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden; 
3. Masalah pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden putaran 

kedua; 
4. Jalan keluar jika Presiden dan Wapres berhalangan tetap secara bersamaan; 
5. Masalah eksistensi Lembaga DPA; 
6. Masalah kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter; 
7. Masalah agama; 
8. Pendidikan dan kebudayaan; 
9. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial; 
10. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 37 Ayat (5); 
11. Mengenai komisi konstitusi; dan 
12. Sekedar catatan kritis mengenai masalah kedaulatan rakyat. 

Tidak semua dari kedua belas masalah tersebut akan saya bacakan, hanya saya 
bacakan poin-poin yang dianggap bermasalah. Yang tidak saya bacakan dianggap tidak 
berm as al ah. 

Pertama, mengenai masalah komposisi keanggotaan MPR. Mengenai komposisi 
keanggotaan MPR, di satu sisi terdapat rumusan yang masih memberi peluang bagi 
masuknya Utusan Golongan melalui pemilihan umum menjadi komponen anggota 
MPR. Pemberian peluang masuknya Utusan Golongan menjadi komponen anggota MPR 
di luar pemilihan umum akan menimbulkan keterwakilan ganda dari sementara 
kalangan masyarakat. Sebab mereka yang mewakili Utusan Golongan, pada dasarnya 
sudah mendapat dan sudah menggunakan hak memilih dan dipilih melalui partai 
politik tertentu dalam pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
komposisi keanggotaan MPR hendaknya cukup seperti rumusan Pasal 2 Ayat (1) 
alternatif dua, yaitu: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD 
yang dipilih melalui pemilihan urn um dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang." 

Sebab rumusan seperti itu mencirikan adanya reformasi terhadap komposisi dan 
keanggotaan MPR dengan mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, yakni karena 
keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. 

Kedua, mengenai masalah wewenang MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden. 
Berkenaan dengan kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal 
tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilu, Pasal 3 Ayat (2) juga terdapatlah 
alternatif rumusan. Pada satu sisi dikehendaki tidak perlu adanya kewenangan MPR 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan yang berbunyi: 

"MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang 
terpilih pada pemilihan urn um." 

Sebaliknya, sisi yang lain merancang pula tentang tidak perlunya MPR diberi 
kewenangan untuk memilih dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam 
hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam pemilu. 
Perumusan Pasal 3 Ayat (2) alternatif satu kurang mencerminkan hak dan kedaulatan 
rakyat sepenuhnya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kecuali itu, rumusan 
ini juga tidak jelas menyatakan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
mana yang akan dipilih MPR. Apakah ditentukan MPR sendiri ataukah dari hasil pemilu 
langsung oleh rakyat pada putaran pertama yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua. Oleh karena itu, rumusan Pasal 3 Ayat (2). 
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54. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Dua menit lagi, dua menit lagi. 

55. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Dua menit lagi. 
Mengenai masalah kedaulatan rakyat Kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Rakyat adalah sumber kedaulatan yang tak habis-habisnya. Selama ada penduduk 
dalam suatu negara. Kedaulatan tersebut sebagian ia berikan melalui pemilihan umum 
kepada suatu lembaga perwakilan. Sebagian kepada Presiden yang membentuk 
pemerintah dan sebagian kepada Undang-Undang Dasar yang rakyat inginkan. Tetapi 
jelas bahwa kedaulatan rakyat tersebut tidak pernah secara habis dan tuntas 
dilepaskan oleh rakyat. Setiap sehabis setiap masa, rakyat masih terns memiliki 
kedaulatan rakyat tersebut. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 asli Bab I Pasal 1 Ayat 
(1): 

"Sebagian kedaulatan ini disalurkan melalui MPR juga kepada Presiden yaitu 
partai atau pihak yang menang dalam pemilihan umum." 

Berdasarkan kewenangan, jadi bukan kedaulatan yang diperoleh MPR dari 
rakyat sebagai sumber kedaulatan tersebut, MPR tahun 2001 dalam Perubahan Ketiga 
telah merumuskan Pasal 1 Ayat (2) baru dan mengesahkannya. Bila sekarang MPR 
2002 mengambil keputusan, tindakan itu tetap terjadi dan dilakukannya berdasarkan 
Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 asli. Sebab MPR ini 
adalah hasil dari Pemilu Tahun 1999 yang masih berlandaskan Undang-Undang Dasar 
1945 asli tanpa amendemen. Dan bila sekarang MPR mengambil keputusan yang 
sengaja atau tidak sengaja atau bahkan kebetulan bersifat kolektif terhadap 
amendemen ketiga. Tetapi bersifat implisit dan tertulis secara expressive verdict. Semua 
kendala tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diperoleh MPR ini 
dari hasil Pemilu 1999 yang tatkala itu masih berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 
asli. 

Sidang-sidang MPR sekarang tetap sah karena menggunakan kewenangan yang 
diperolehnya sejak Pemilu 1999 dari kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 asli. Baru setelah pemilu tahun 2004 maka Undang-Undang Dasar 1945 
dengan amendemen-amendemen atau adendum-adendumnya harus diberlakukan 
secara murni dan konsekuen kecuali apabila MPR hasil pemilu tahun 2004 
menentukan lain, tetap sepenuhnya dilaksanakan. 

56. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Waktunya habis. 

57. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Undang-Undang Dasar 1945 beradendum. 
Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

58. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Wa 'alaikumus salaam. 
Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. 

Berikutnya adalah Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Dan sementara itu, kami 
mohon Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa melakukan persiapan-persiapan. Kepada 
Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah kami persilakan. Sepuluh menit 
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59. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU) 
Kata Pengatar Musyawarah Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dalam 

pembahasan tentang Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 
dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2002. 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua, para Wakil Ketua serta para anggota Komisi A yang terhormat. 
Sebagai pengantar kita bermusyawarah dalam membahas Rancangan Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja 
Majelis, perkenankan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyampaikan pandangan 
dan pendapat sebagai berikut: 

1. Bahwa Komisi A tidak akan membahas kembali apapun yang telah 
diputuskan Majelis, sebagimana hal-hal yang termaktub di dalam Perubahan 
Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Dasar 1945. 

2. Bahwa pembahasan yang dilakukan oleh Komisi A dalam Sidang Tahunan ini 
pada dasarnya dilakukan terhadap Rancangan Perubahan Keempat yang 
dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis, dengan tidak menutup kemungkinan 
dilakukannya pembahasan atas usul-usul tambahan perubahan baru, yang 
disampaikan dalam Rapat Komisi A saat ini. 

3. Hendaklah seluruh fraksi dan para anggota Komisi A bertekad bulat untuk 
menyelesaikan seluruh masalah dalam melakukan Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Dasar 1945 mi pada Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 sekarang ini. Sehingga segala 
pelaksanaan ketentuan yang tercantum di dalam perubahan Pertama, Kedua, 
Ketiga, dan Keempat atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, khususnya 
yang menyangkut landasan bagi terlaksananya tuntutan reformasi yang 
berkaitan dengan pembaharuan tatanan kehidupan ketatanegaraan dan tata 
pemerintahan, sudah dapat dilakukan sepenuhnya pada tahun 2004. 

4. Saran atau usul pembentukan lembaga atau institusi baru apapun di luar 
lembaga-lembaga negara yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, termasuk perubahan-perubahannya. Seperti komisi konstitusi 
ataupun apapun namanya, hanyalah akan dibahas dan diputuskan oleh 
Majelis sepanjang keberadaan lembaga atau institusi baru tersebut, tidak 
akan merancukan apalagi mengurangi atau mengganggu kewenangan Majelis 
sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan 
atau menetapkan Undang-Undang Dasar negara. 

5. Fraksi kami sungguh-sungguh menghimbau agar segenap kita benar-benar 
menyadari bahwa keberhasilan kita dalam menyelesaikan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini, merupakan suatu 
conditio sine qua non dan sekaligus tonggak sejarah dalam mengantarkan 
bangsa dan negara dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara hukum nomokratis, yaitu negara hukum demokratis yang 
berjalan dalam koridor keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, adil dan 
makmur, serta mandiri, bebas dari segala bentuk penjajahan, perbudakan, 
kemiskinan, dan kebodohan. 

6. Mengingat begitu pentingnya arti tugas dan tanggung jawab yang hendak kita 
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jalankan ini maka fraksi kami sangat berharap agar segala pembicaraan 
benar-benar didasarkan atas sikap jujur, benar, dan adil dalam skala 
kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara yang dilandasi oleh rasa 
keimanan dan ketakwaan kita yang dalam kepada Allah SWT. 

Fraksi kami menghargai semua pendapat yang datang dari manapun namun 
kiranya patut kita catat bahwa selama kita tetap hadir, turut membahas, dan ikut 
mengambil keputusan di dalam forum musyawarah ini, janganlah ada di antara kita 
yang lalu menyatakan dirinya tidak ikut bertanggung jawab kepada rakyat atas 
putusan yang kita ambil bersama. Inilah hakikat musyawarah yang harus bersama
sama kita hormati dan pertanggungjawabkan bersama kepada seluruh rakyat. Marilah 
kita berhemat di dalam menggunakan kata-kata yang akan dapat menimbulkan 
perpecahan di tengah-tengah masyarakat. 

Saudara Pimpinan, hal-hal yang bersifat detail sebenarnya telah kami sampaikan, 
baik dalam forum-forum Badan Pekerja di dalam pandangan umum fraksi kami dan 
sebagainya. Sehingga kami tidak perlu ulangi. 

Demikianlah kata-kata pengantar fraksi kami dalam memasuki 
permusyawaratan di dalam Rapat-rapat Komisi A yang akan membahas Rancangan 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar 1945. Atas perhatian Saudara-Saudara 
yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. 

Billahi taujiq wal hidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Atas nama Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Juru bicara Hartono Mardjono, 

anggota Nomor A-260. 
Terima kasih. 

60. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih Pak Hartono Mardjono, selaku juru bicara dari Fraksi Perserikatan 

Daulatul Ummah. Berikutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih 
Bangsa. Sementara itu, Fraksi TNI/Polri dimohon mempersiapkan diri. Kepada Fraksi 
Partai Demokrasi Kasih Bangsa, kami persilakan. 

61. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih. 
Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa pada Sidang 

Komisi A Si dang Tahunan MPR RI tahun 2 002. Dibacakan oleh Gregorius Seto Harian to, 
Nomor anggota A-215. 

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi A, para anggota Majelis yang saya 
hormati, hadirin dan Sidang Komisi yang kami muliakan. 

Salam kasih, damai, dan sejahtera. 
Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas lindungan dan berkat-Nya hingga kita dapat bersidang pada hari ini dalam 
keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang berharga ini ada beberapa hal yang 
hendak kami sampaikan. 

Pertama, menyangkut pro kontra Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945. Fraksi PDKB berpendapat bahwa Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945 merupakan satu kesatuan sistem dengan Perubahan Ketiga yang telah ditetapkan 
pada tahun 2001. Oleh karena itu, harus diselesaikan hingga tuntas sebelum pada 
gilirannya hendak dinilai manfaatnya bagi pembangunan Indonesia baru yang kita 
perjuangkan dewasa ini. Sehubungan dengan itu perlu diingat pula bahwa tingkat 
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penerimaan masyarakat atas keseluruhan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 
merupakan bukti pengakuan masyarakat atas kinerja partai politik dalam upayanya 
membangun civil society. 

Kedua, menyangkut materi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, 
secara keseluruhan pikiran dan usulan Fraksi PDKB telah disampaikan melalui 
pandangan umum fraksi beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan ini, secara 
khusus Fraksi PDKB hendak mengusulkan satu rumusan baru guna menyelesaikan 
perbedaan pada rumusan Pasal 31 Ayat (3), sebagai berikut: 

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kecerdasan, serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." 

Usulan rumusan ini diharapkan dapat menampung seluruh aspirasi yang ada. 
Selanjutnya, Fraksi PDKB menyatakan siap bersikap terbuka dan rasional untuk 
bersama-sama menghasilkan suatu Undang-Undang Dasar negara yang modern dengan 
tetap menjaga kaitan historis dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Semoga Tuhan Yang 
Maha Kasih senantiasa memberkati niat baik kita bagi bangsa dan negara. 

Terima kasih. Kasih demi bangsa. Selesai. 

62. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Terima kasih Pak Seto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Berikutnya 

kepada Fraksi TNI/Polri, kami persilakan. Sementara itu, Fraksi Utusan Daerah agar 
mempersiapkan diri untuk sebagai pembicara selanjutnya. Pada Fraksi TNI/Polri kami 
persilakan. 

63. Pembicara: R. Sulistyadi (F-TNI/Polri) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita sekalian. 
Saudara Pimpinan dan Sidang Majelis yang terhormat. 
Dalam kesempatan ini, Fraksi TNI/Polri ingin menegaskan kembali hal-hal yang 

telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri, khususnya yang 
menyangkut Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mempelajari 
materi Rancangan Undang-Undang Dasar, kami ulangi, Rancangan Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Rumusan yang disepakati untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Rumusan yang telah disepakati untuk ditetapkan sebagai Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Rumusan yang belum mendapatkan kesepakatan kita semua. 

Terhadap rumusan-rumusan tersebut di atas, kiranya masih tetap dibutuhkan 
pembahasan secara cermat dan mendalam dalam Komisi mi, dengan 
mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat agar benar-benar didapatkan 
rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tepat dan benar. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dan untuk menjaga agar 
amendemen Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar berorientasi strategis dan 
menjamin kepastian masa depan bangsa maka Fraksi TNI/Polri berpandangan bahwa 
Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini belumlah bersifat final. Dalam 
arti, masih perlu penyelarasan dan pengkajian lebih lanjut. Hal ini diperlukan untuk 
menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Sidang Komisi yang kami hormati. 
Pada kesempatan ini Fraksi TNI/Polri menyampaikan harapan dan saran sebagai 

berikut: 
1. Dalam upaya mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, semua pihak 

hendaknya benar-benar satu wawasan yaitu mengutamakan kepentingan 
bangsa dan negara serta mengesampingkan kepentingan sendiri atau 
kelompok dan bersikap hati-hati di dalam memutuskan setiap materi 
perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Perlunya komisi konstitusi untuk penyempurnaan Amendemen Kesatu 
sampai dengan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang secara 
konstitusional dibentuk oleh MPR dan bersifat Ad Hoc yang susunan, 
kedudukan, fungsi, tugas, serta wewenangnya ditetapkan oleh MPR. 

Rumusan substantif untuk komisi konstitusi guna penyempurnaan hasil 
Amendemen Kesatu sampai dengan Keempat dicantumkan dalam Aturan Tambahan 
yang berbunyi, Pas al 3: 

"Membentuk komisi konstitusi yang bertugas merancang penyempurnaan 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam waktu dua tahun sejak 
pembentukannya dan melaporkan hasil tugasnya kepada MPR RI untuk diputuskan." 

Pasal 4: 
"Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat diberlakukan sampai dengan 

disahkannya Undang-Undang Dasar hasil penyusunan komisi konstitusi oleh MPR." 
Sidang Komisi yang kami hormati. 
Terhadap materi-materi krusial yang perlu mendapatkan kesepakatan maka 

Fraksi TNI/Polri berpendapat sebagai berikut: 
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1. Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi keanggotaan MPR RI, Fraksi TNI/Polri 
memilih alternatif dua, yaitu: 
"Anggota MPR RI terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah." 

2. Pasal 6A Ayat (4) tentang pemilihan putaran kedua pasangan calon Presiden 
dengan Wakil Presiden. Fraksi TNI/Polri berpandangan bahwa pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua adalah dikembalikan 
kepada rakyat, agar kepemimpinan nasional lebih legitimate. 

3. Pasal 29 tentang agama, Fraksi TNI/Polri menyarankan kiranya Pasal 29 
Ayat (1) dan Ayat (2) tetap dipertahankan. 

4. Pasal 31 Ayat (3) tentang pendidikan, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa 
pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang luas, hal ini 
berarti juga mencakup peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia. 

5. Dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat khususnya pada perumusan Pasal 
37 Ayat (5), memberi peluang terhadap kemungkinan adanya perubahan 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 
1945. Berkaitan dengan itu Fraksi TNI/Polri berpendapat perlu ada pasal 
atau ayat yang menjamin Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa atau tidak dapat 
diubah. 

Sidang Komisi yang terhormat. 
Demikianlah pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Perubahan 
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Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengantar musyawarah pada Sidang 
Komisi ini. Sekian, terima kasih. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

64. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Wa 'alaikumus salaam. 
Terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi TNI/Polri. 
Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Utusan Daerah. Sementara itu, fraksi 

terakhir adalah Fraksi Utusan Golongan mempersiapkan diri untuk menyampaikan 
pengantar musyawarahnya. Pada Fraksi Utusan Daerah, kami persilakan. 

65. Pembicara: Retno Triani Djohan (F-UD) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Yang terhormat Pimpinan Komisi Adan anggota Komisi yang kami hormati. 
Sebelum membacakan pengantar musyawarah Fraksi Utusan Daerah, perlu kami 

informasikan bahwa pengantar musyawarah ini merupakan penjelasan bagian dari 
pemandangan urn um fraksi yang tidak terbacakan pada Rapat Pleno MPR RI. 

Pengantar musyawarah Komisi A Fraksi Utusan Daerah MPR RI tanggal 5 
Agustus 2002. Dibacakan oleh Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc., Nomor anggota B-
530. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa yang atas karunia-Nya kita dapat bersama-sama di ruangan ini dalam rangka 
menyelesaikan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui 
bersama, perubahan merupakan proses alamiah dan tidak mungkin dihindari. Tidak 
ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu, proses 
perubahan terhadap UUD 1945 pun bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin 
dilakukan hanya karena selama ini ada anggapan bahwa UUD 1945 adalah sesuatu 
yang sakral. Selain itu perubahan terhadap UUD 1945 merupakan amanat atau 
tuntutan reformasi yang menghendaki perbaikan diseluruh aspek ketatanegaraan guna 
terwujudnya suatu tatanan yang lebih baik di negara Republik Indonesia. 

Bertitik tolak dari tujuan mulia tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia telah melakukan amendemen kesatu pada Sidang Umum MPR RI 
Tahun 1999, amendemen kedua pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dan 
amendemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001. Adapun amendemen 
keempat UUD 1945 atau amendemen terakhir, insya Allah akan selesai dalam Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini. 

Walaupun dilakukan secara bertahap, namun Amendemen Kesatu, Kedua, Ketiga, 
dan Keempat adalah suatu rangkaian amendemen yang merupakan satu kesatuan yang 
tidak boleh ditafsirkan secara parsial. Menyadari bahwa mengamendemen UUD adalah 
tugas berat dan mulia maka pada waktu mengawali persidangan dan sebelum usul-usul 
perubahan diajukan, fraksi-fraksi Majelis telah mencapai satu kesepakatan mutlak 
yaitu: 

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 
2. Mempertahankan sistem presidensiil; 
3. Mempertahankan Negara Kesatuan RI; 
4. Hal-hal normatif dalam Penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal; 
5. Perubahan dilakukan secara adendum. 
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Berdasarkan atas kesepakatan tersebut dalam proses amendemen keempat yang 
dipercayakan pada Komisi A masa persidangan MPR RI tahun 2002, Fraksi Utusan 
Daerah mengusulkan: 
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1. Pasal-pasal yang telah menjadi satu rumusan dalam arti tidak mempunyai 
alternatif, tidak perlu didiskusikan lagi, kecuali tentang Perubahan Undang 
Undang Dasar 1945 atau Pasal 37, serta Aturan Peralihan dan Aturan 
Tambahan. Pasal-pasal tersebut akan menjadi putusan Komisi yang 
selanjutnya akan disahkan dalam Sidang Pleno Majelis. 

2. Pasal-pasal yang belum disepakati oleh fraksi-fraksi Majelis akan 
didiskusikan untuk menjadi satu keputusan yang disetujui bersama. 
Pengambilan keputusan diupayakan dilakukan secara musyawarah mufakat. 
Akan tetapi jika upaya itu tidak berhasil maka bunyi pasal itu diusulkan 
untuk kembali ke naskah asli UUD 1945. Apabila cara tersebut juga tidak 
menghasilkan kesepakatan maka F-UD mengusulkan agar pasal atau ayat 
tersebut dibawa ke dalam Sidang Pleno Majelis untuk ditetapkan dengan cara 
pemungutan suara. Dengan cara demikian, kita dapat menghindari adanya 
citra tirani mayoritas dan lebih jauh lagi jangan sampai menimbulkan citra 
tirani minoritas. 

Pasal-pasal yang belum disepakati dalam arti masih memiliki alternatif adalah: 
1. Komposisi MPR RI 

F-UD berpendapat bahwa seluruh anggota MPR RI adalah anggota yang 
dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat Indonesia 
melalui pemilihan umum. Dengan demikian, legitimasi para wakil rakyat 
tersebut, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, kuat dan seimbang dengan legitimasi Presiden dan Wakil 
Presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar pemikiran 
tersebut maka sudah saatnya Utusan Golongan tidak masuk lagi dalam 
komposisi MPR RI pada tahun 2004. 

2. Pemilihan Presiden putaran kedua 
Untuk mencegah terciptanya legitimasi double yang membawa konsekuensi 
Presiden dan Wakil Presiden dituntut bertanggung jawab dua kali. Maka, F
UD berpendapat bahwa apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang terpilih pada putaran pertama maka pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden pada putaran kedua dikembalikan kepada rakyat 

3. Keuangan 
Sebelum melakukan perubahan UUD 1945 telah terdapat kesepakatan bahwa 
hal-hal normatif yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan berperan aktif 
secara historis dalam membangun negara yang terkandung dalam Penjelasan 
UUD 1945 akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dalam kerangka berpikir 
seperti itu dan karena nama Bank Indonesia ada dalam Penjelasan UUD 1945 
maka Fraksi Utusan Daerah dapat menyetujui pembentukan Bank Sentral 
untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter dan diberi nama Bank 
Indonesia. 

4. Agama 
Sejak UUD 1945 berlaku di Indonesia atau lebih jelas lagi sejak Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959, Pasal 29 UUD 1945 yang menyangkut agama telah teruji 
mampu menjadi salah satu faktor integrasi Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Untuk itu Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa dalam 
melakukan amendemen hendaknya kita menghindari segala kemungkinan 
yang diperkirakan akan membawa dampak negatif khususnya yang 
menyangkut integrasi dan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, Pasal 29 UUD 1945 
tentang agama tidak perlu diubah. 

5. Pendidikan 
Dengan disepakatinya alokasi anggaran pendidikan sebesar sekurang
kurangnya 20% dari APBN dan APBD, pemerintah mempunyai tugas untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 
intelektual, emosional, dan spiritual warga negara secara simultan dan 
seimbang. 

Hal ini perlu digarisbawahi karena tugas semua elemen bangsa pada umumnya 
dan pemerintah pada khususnya adalah menyiapkan satu generasi baru yang selain 
pandai, juga beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia sehingga bangsa Indonesia di 
masa depan adalah bangsa yang cerdas serta tidak melupakan nilai-nilai agama yang 
berkembang secara heterogen dalam kehidupan bangsa. 

Hal mengenai perubahan UUD 1945 Pasal 3 7 telah disepakati terdiri atas lima 
ayat. Pada Ayat (5) tertulis: 

"Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapat persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih." 

Dalam hal ini Fraksi Utusan Daerah dapat menerima pasal tersebut, tetapi tidak 
menutup kemungkinan untuk didiskusikan lebih lanjut Terhadap wacana amendemen 
atas pasal atau ayat yang telah diamendemen, Fraksi Utusan Daerah berpendapat 
bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena prioritas utama kegiatan persidangan 
Majelis saat ini adalah mencari kesepakatan dalam penyelesaian alternatif-alternatif 
yang dipandang cukup sulit. Akhirnya terhadap masalah komisi konstitusi atau panitia 
nasional untuk menyelaraskan amendemen UUD 1945. F-UD menyambut baik 
pembahasan mengenai badan tersebut Namun, hal itu perlu didiskusikan secara 
khusus, terutama mengenai jumlah kriteria dan rekruitmen anggota, fungsi, wewenang, 
dan waktu tugas, serta badan yang akan mengesahkan. Fraksi Utusan Daerah 
berpendapat, perubahan dan penyelarasan sebaiknya diserahkan kepada MPR hasil 
Pemilihan Umum 2004. 

Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati. 
Sebagai penutup kami ingin menyatakan bahwa kami tetap bersedia berdialog 

untuk membicarakan Rancangan Keputusan yang paling baik dengan menghilangkan 
alternatif-alternatif yang masih ada, demi kehidupan ketatanegaraan yang ideal di 
masa yang akan datang. Sebagai tambahan, perlu diinformasikan bahwa dalam 
dokumen pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan materi hasil Badan 
Pekerja MPR yang telah dibagikan kepada semua anggota Komisi pada pemandangan 
umum F-Utusan Daerah, halaman 14 terdapat catatan yang ditulis dengan tangan 
berbunyi "klarifikasi menolak amendemen", dengan ini kami menyatakan tulisan 
tersebut dianggap tidak ada. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Jakarta, 5 Agustus 2002. Fraksi Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. Dr. Oesman Sapta, Ketua. Budi Baldus Waromi, Sekretaris. 
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66. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih kepada juru bicara dari Fraksi Utusan Daerah yang telah 

menyampaikan pengantar fraksi, pengantar musyawarah fraksinya dalam Rapat Pleno 
Komisi A ini. Saatnya kepada pembicara terakhir dari Fraksi Utusan Golongan, kami 
persilakan. 

67. Pembicara: Sumyaryo Sumiskum (F-UG) 
Pengantar Musyawarah Fraksi Utusan Golongan pada Sidang Komisi A 

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dibacakan di hadapan Sidang Tahunan MPR 
RI 2002 pada tanggal 4 Agustus 2002 oleh Sumyaryo Sumiskum, nomor anggota CA-
656. 

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat siang. 
Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi A yang kami hormati. 
Mengawali pengantar musyawarah ini, kami mengajak segenap anggota untuk 

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izin dan 
ridha-Nya kita dapat menyelenggarakan Sidang Komisi A dalam Sidang Tahunan MPR 
Tahun 2002. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pengantar 
musyawarah yang merupakan penegasan dan elaborasi sikap Fraksi Utusan Golongan 
yang disampaikan pada pemandangan umum Rapat Paripurna Majelis beberapa saat 
yang lalu. Sikap ini merupakan konsistensi sikap Fraksi Utusan Golongan yang telah 
menjadi sikap bulat seluruh anggota fraksi. 

Fraksi Utusan Golongan sepenuhnya mendukung proses amendemen Undang
Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999. F-UG sepenuhnya 
menerima hasil perubahan satu, dan perubahan kedua, serta Perubahan Ketiga. Fraksi 
Utusan Golongan optimis bahwa Sidang Tahunan 2002 ini akan berjalan lancar. Negara 
kita telah memiliki Undang-Undang Dasar negara, yaitu Undang Undang Dasar 1945 
beserta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh MPR, yaitu amendemen 
satu, dua, dan tiga. Jika usulan perubahan yang diajukan berbagai pihak tidak diterima 
sesuai ketentuan, tentu kita kembali kepada rumusan yang ada. Menurut logika normal 
tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tak akan ada deadlock, tak akan ada krisis 
konstitusi. Terasa ada upaya membentuk opini seolah-olah kalau perubahan yang 
diajukan tidak berhasil terjadi krisis konstitusi, deadlock, dan lain-lain. 

Fraksi Utusan Golongan juga ingin memberikan catatan seperti juga yang sama
sama kita dengar, disampaikan berbagai pihak pada Sidang Paripurna yang lalu bahwa 
pada perubahan Pasal 1 Ayat (2) pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 masih 
banyak yang mempermasalahkan, baik anggota MPR sendiri maupun kalangan 
masyarakat luas. Berangkat dari tekad ini, Fraksi Utusan Golongan dalam melanjutkan 
proses amendemen ingin mengajak seluruh anggota Komisi A untuk kembali 
berpegang teguh kepada lima kesepakatan yang telah kita putuskan bersama. 

Menerima lima kesepakatan tersebut berarti kita sepakat untuk 
menyempurnakan, mempertegas, dan memperjelas pasal-pasal, dan menambah pasal
pasal untuk hal-hal esensial penyelenggaraan negara yang belum diatur dalam Undang
Undang Dasar 1945. Dan bukan menggantinya dengan ide-ide ketatanegaraan yang 
bertentangan dengan ideologi negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945. 

Atas dasar pandangan yang kami utarakan, perkenankan sekarang Fraksi Utusan 
Golongan menyampaikan uraian secara singkat, latar belakang, dan tujuan 
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dipertahankannya suatu pasal dan disempunakannya pasal yang lain. Sistem MPR 
adalah sistem demokrasi yang sesuai dengan latar belakang sejarah, budaya, dan cita
cita masyarakat kita dalam membangun negara kebangsaan. Ketentuan ini memiliki 
keunikan sebagai juga dipunyai banyak negara di dunia, juga di negara-negara barat 
yang menganut demokrasi liberal. 

Sistem MPR yang melibatkan seluruh unsur yang merupakan ciri esensial 
demokrasi Indonesia, hakikatnya ingin menyertakan kaum marjinal, seperti buruh, 
petani, nelayan, guru, koperasi, kaum minoritas. Banyak negara di dunia ini yang oleh 
pengalaman sejarahnya menetapkan lembaga-lembaga perwakilannya tidak hanya 
terdiri dari mereka yang diberi langsung oleh rakyat melainkan meliputi juga mereka 
yang merupakan utusan yang tidak dipilih langsung seperti Utusan Daerah contohnya 
di Jerman, Utusan Golongan contohnya di Irlandia, dan bangsawan contohnya di 
Inggris dan Belanda. 

Dengan memperhatikan komposisi MPR yang terdiri atas ketiga unsur 
perwakilan, di samping sesuai dengan ideologi demokrasi yang dianut oleh 
Pembukaaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Memungkinkan 
seluruh rakyat bukan hanya wakil partai politik dapat bermusyawarah untuk 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara. Dalam perspektif 
sejarah konsepsi demokrasi ini dipandang maju dibandingkan dengan sistem 
perwakilan yang terbatas pada yang dipilih langsung oleh rakyat 

Model MPR yang dirancang hanya sebagai sidang gabungan antara DPR dan DPD 
yang semua anggotanya dipilih oleh rakyat adalah suatu sistem yang dianut oleh 
Amerika Serikat. Sistem kita, MPR dengan DPR, utusan dari daerah dan utusan dari 
golongan-golongan adalah khas Indonesia. Dan bangsa ini sepatutnyalah bangga akan 
itu, kita tidak perlu meniru konsep Amerika Serikat, sebuah negara yang makmur dan 
maju. Bagi bangsa Amerika Serikat konsep tersebut telah terbukti cocok untuk mereka 
dan telah mengantarkan mereka menjadi bangsa yang terkemuka. 

Tetapi kami juga mencatat banyak negara lain yang meniru Amerika Serikat baik 
karena kekagumannya pada kemajuan Amerika Serikat ataupun karena pengaruh 
Amerika Serikat, negara-negara itu telah mengalami kesulitan ketatanegaraannya. Oleh 
karenanya kami bangga dengan Undang-Undang Dasar khas Indonesia, dan merasa 
kurang nyaman jika kita menjiplak Amerika Serikat, betapapun kagumnya kita pada 
Amerika Serikat 

Jika kita menilik sejarah berdirinya Republik ini, haruslah kita pahami dan sadari 
betul bahwa semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 
kala itu diliputi oleh semangat pencarian jati diri dan identitas bangsa kita. Proses itu 
diikuti dengan upaya mencari akar kultural mengenai proses pengambilan keputusan 
yang berlaku dalam masyarakat tradisional kita. Didapati bahwa semangat 
kebersamaan untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan semua, adalah acuan dalam 
pengambilan keputusan melalui forum bermusyawarah menuju suatu kemufakatan. 
Permusyawaratan bersama dengan semangat gotong royong sebagai wujud 
kebersamaan atau kolektifitas masyarakat yang majemuk, dalam asal usul kedaerahan 
dan dalam golongan-golongan adalah norma-norma dasar bangsa kita. 

Itulah yang kemudian diangkat menjadi roh dari sistem kenegaraan kita, yang 
menjadi dasar ideologis dalam memberikan identitas, jati diri, dan kepribadian bangsa 
yang harusnya kita banggakan. Dengan semangat kenegarawan warga negara seperti 
itu maka kemudahan sistem ketahanan negara kita dibentuk. 
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Fraksi Utusan Golongan menganggap keberadaan DPA masih perlu 
dipertahankan dan dan masih tetap relevan sebagai fungsi penasehat kepada Presiden. 
Terutama untuk menghindari terjadinya ketergesa-gesaan, penyimpangan dan otokrasi 
di dalam pengambilan keputusan politik. Agar fungsi penasehat dapat efektif, sudah 
selayaknya kedudukan lembaga DPA setara dengan lembaga kepresidenan. Hal 
tersebut juga sesuai dengan Keputusan Sidang Tahunan 2001 yang telah 
merekomendasikan keanggotaan DPA didasarkan atas integritas pribadi, wawasan 
kebangsaan, dan kenegarawan, ketokohan dalam masyarakat, serta kemampuan 
profesionalitasnya dengan komposisi yang mencerminkan keragaman masyarakat dan 
daerah. 

Terhadap Pasal 31 tentang pendidikan. Fraksi Utusan Golongan merasa 
berbahagia, adanya berbagai usulan penyempurnaan Pasal 31 tentang pendidikan yang 
akan menjamin terlaksananya demokratisasi pendidikan, yaitu suatu paham yang 
mewajibkan pemerintah untuk memberi dukungan kepada warga negara agar mampu 
menggunakan haknya untuk mengikuti pendidikan. Rancangan amendemen terhadap 
Pasal 31. 

68. Ketua Rapat: Hamn Kamil 
Tiga menit lagi. 

69. Pembicara: Sumyaryo Sumiskum (F-UG) 
Seperti Ayat (2) baru yang berbunyi: 
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

mem biayainya." 
Serta Ayat (4) dan Ayat (SJ yang memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20% APBN dan kewajiban pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan merupakan rancangan yang kami dukung penuh. 

Sedang terhadap Pasal 23D, Pasal 29, serta pasal-pasal lainnya, Fraksi Utusan 
Golongan akan membahasnya secara bersama-sama dengan fraksi lain dalam Sidang
sidang Komisi A. 

Selanjutnya mekanisme pembahasan dimulai dari materi-materi yang tidak 
mempunyai alternatif dan dilanjutkan dengan yang mempunyai alternatif, selanjutnya 
membahas hal-hal lain. Fraksi Utusan Golongan sangat berkepentingan agar agenda 
konstitusional pemilihan umum dapat berlangsung pada tahun 2004. Dalam kaitan ini 
pilihan-pilihan yang tersedia beserta alternatif-alternatif yang mungkin ditawarkan, 
tidak akan mengganggu jadwal pemilu tersebut. Agar dapat dihasilkan Undang-Undang 
Dasar yang sebaik-baiknya, diperlukan waktu yang lebih lama dengan melibatkan para 
ahli dibidangnya dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Untuk itu, Fraksi Utusan 
Golongan sependapat untuk dibentuknya komisi konstitusi yang independen, dengan 
kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar tetap pada MPR. 

Demikian Pengantar Musyawarah fraksi kami. Semoga Allah Tuhan Yang Maha 
Kuasa selalu menyertai dan membimbing kita di dalam pembahasan dan 
permusyarawatan dalam Sidang-sidang Komisi ini. 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Sekretaris, Ir. Hariyadi B. Sukamdani. Ketua, Hamn Kamil, S.H. 

70. Ketua Rapat: Hamn Kamil 
Terima kasih Saudara Sumaryo Sumiskum dari Fraksi Utusan Golongan, selaku 
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juru bicara yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarah dari Fraksi Utusan 
Golongan. Dengan pembicara kedua belas ini, berarti seluruh fraksi-fraksi telah 
menyampaikan pengantar musyawarahnya dalam Sidang Pleno Komisi A ini, dengan 
menyampaikan posisi masing-masing juga memberikan penjelasan serta aksentuasi 
dari yang belum sempat disampaikan pada waktu pemandangan umum. 

Dengan demikian memberikan informasi yang lebih jauh dan lebih luas kepada 
kita, sikap fraksi untuk memasuki Sidang Komisi A ini dalam melakukan 
pembahasannya. 

71. Pembicara : Ramson Siagian (F-PDIP) 
Pak Ketua, point of order, Ramson A-135. 
Mengenai Pasal II Aturan Peralihan begitu mengemuka di dalam Rapat Pleno 

Komisi A ini, bahwa saya mengusulkan, perlu mengundang pakar hukum tata negara 
untuk memberikan interpretasi hukum apakah Pasal II Aturan Peralihan ini, berlaku 
hanya untuk perundang-undangan sebelum 1959, sebelum Dekrit Presiden atau untuk 
seterusnya. Karena kita adalah negara berdasarkan hukum, biarpun 90% dari segenap 
yang Sidang Pleno ini menyetujui bahwa ini berlaku seterusnya, tetapi kalau 
interpretasi hukumnya tidak seperti itu, itu tidak tepat terkecuali jika sudah 
diamendemen Aturan Peralihan Pasal II ini karena kita adalah negara berdasar hukum 
bukan berdasar kekuasaan. Untuk itu supaya lebih bijaksana dan tidak menjadi 
preseden di kemudian hari di mana Lembaga Tertinggi MPR periode kita ini melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar hukum. 

Mahon dari Pimpinan agar mengundang pakar-pakar hukum tata negara untuk 
memberikan interpretasi hukum mengenai Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 
Dasar 1945, karena ini sangat prinsipil untuk kelanjutan dari Sidang Pleno ataupun 
keputusan-keputusan Sidang Pleno maupun keputusan-keputusan Sidang Paripurna. 
Demikian Pak Ketua. 

Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

72. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Pimpinan, saya minta klarifikasi sedikit 

73. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Patrialis silakan. 

74. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Kami keberatan kalau ada sikap yang menyatakan tadi, bahwa MPR ini telah 

melanggar aturan-aturan hukum, itu tidak benar. Jadi itu mohon untuk dicabut 
kembali. 

Terima kasih 

75. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Maaf, interupsi lagi. Saya tidak menyatakan sudah melanggar, jangan sampai 

nanti ada sikap dari publik seperti itu dari rakyat. Jadi, saya belum menyatakan 
melanggar. Untuk itu, perlu ada mengundang pakar hukum tata negara untuk 
memberikan interpretasi hukum mengenai Pasal II Aturan Peralihan. Jadi, itu dalam 
konteks hikmat kebijaksanaan sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 sebagai kita anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Terima kasih. 
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76. Pembicara: BaharuddinAritonang (F-PG) 
Interupsi Ketua. 

77. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Saudara Baharuddin Aritonang. 

78. Pembicara: BaharuddinAritonang (F-PG) 
Dari Fraksi Partai Golkar. Karena agenda acara kita sudah jelas. Saya pikir untuk 

tidak bertele-tele membuang waktu mengundang pakar, lebih bagus kita masuk saja 
pada agenda yang sudah siap sepakat. 

Terima kasih Ketua. 

79. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Pak Ketua. 
Saya kurang setuju kalau persoalan-persoalan waktu yang mendesak untuk hal

hal yang sangat mendasar untuk kepentingan bangsa dan kepentingan kelanjutan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal-hal teknis waktu seperti itu dipersoalkan. 
Terkecuali mungkin kita hanya membahas masalah-masalah teknis di Sidang Komisi di 
DPR itu boleh-boleh saja karena ini sangat mendasar. 

Terima kasih Pak Ketua. 

80. Pembicara: Moh. Askin (F-Reformasi) 
Saudara Ketua. M. Askin dari Reformasi. 

81. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Saudara Askin silakan. 

82. Pembicara: Moh. Askin (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Jadi, kita sudah sampai kepada kesepakatan yang sebelumnya. Kemarin kita 

sudah sepakat semua. Kemudian ada satu lagi pendapat yang belum atau tidak 
mewakili seluruh audiensi ini. Sehingga dengan demikian saya pandang bahwa, hal-hal 
yang memang hanya satu dua orang yang berbeda pendapat dari keseluruhan, kita 
ikutlah suara yang terbanyak tersebut Saya kira ini akan arif sekali. Meskipun 
demikian, saya akan kemukakan sekali lagi, sejak kemarin bahwa Pasal II Aturan 
Peralihan ini, seluruh hukum menyatakan bahwa itu berlaku sampai sekarang ini. Yang 
tidak berlaku itu adalah Pasal I, III, dan IV Aturan Peralihan. Bisa dicari dari hukum 
mana saja itu yang benar-benar demikian, karena Pasal I, III, dan IV itu adalah satu kali 
pakai. Jadi, itu yang saya ingin kemukakan. 

Pasal ini sekali lagi saya katakan karena ketika ini merupakan hukum peralihan 
atau hukum transitor atau intertemporal, maka peralihan dari Undang-Undang Dasar 
kemudian kita amendemen, di sinilah yang disebut berlakunya Aturan Peralihan, tidak 
ada kekhawatiran lagi mengenai hal tersebut. 

Terima kasih Saudara Ketua. Mohan Ketua tegas saja, kita lanjutkan. 

83. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Jadi Prof. Askin ini, Guru Besar di bidang hukum tata negara. Jadi saya kira cukup 

valid. Baik kita lanjutkan acara, memang kalau pada gilirannya nanti Aturan Peralihan 
memang bagian akhir kita bahas, kita bisa bicarakan nanti begitu ya. 

84. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
lnterupsi, Saudara. Saya Sri Edi Swasono, CA-651. 
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Saya setuju dengan yang usul pertama, karena hal itu sangat mendasar, perlu 
dipanggil ahlinya, saya setuju. Saya tidak setuju bahwa hanya satu orang, kemudian 
pasti itu yang benar. Karena kebenaran bukan angka. Rasulallah itu sendirian, tapi 
benarjuga. 

85. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Jadi tadi saya menginformasikan bahwa ini Guru Besar Tata Negara, saya tidak 

bilang satu-satunya kemudian jadi sepakat itu tidak. Kemudian juga tentunya kita akan 
teruskan bahwa dia nanti tentu akan kita bicarakan. 

86. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Saudara Ketua. Interupsi lagi Pak Ketua. Kita melihat Prof. Askin sebagai anggota 

MPR. 

87. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Mohan tertib. Yang mau bicara mana orangnya, nomor .... 

88. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Ini Ramson, sekali lagi interupsi Pak Ketua. 

89. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Oh di atas ya. Silakan. 

90. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Kita melihat Prof. Askin sebagai anggota MPR, di mana di dalam proses Sidang 

Pleno ini yang terjadi adalah proses politik. Tapi yang kita persoalkan adalah yang 
sudah menjadi hukum, yang sudah menjadi keputusan politik menjadi hukum. Perlu 
ada interpretasi hukum yang obyektif dari ahli hukum tata negara. Misalnya Pak Adnan 
Buyung Nasution dan yang lain, dan yang lain. Sehinggga tidak terjadi kesalahan
kesalahan di dalam proses persidangan selanjutnya, karena ini adalah hal yang sangat 
mendasar. 

Terima kasih Pak Ketua. 

91. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Kita akan jalan terus acara ini dan nanti Aturan Peralihan kita akan bahas. Bisa 

teruskan ya? 

92. Pembicara : Peserta Rapat 
Setuju. 

93. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Sekarang didukung dengan kesepakatan bersama, kita akan. 

94. Pembicara: Soewignjo (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, interupsi. Soewignjo, nomor A-164, F-PDI Perjuangan. 
Berdasar usul-usul tadi, yang sudah diajukan oleh Saudara kita yang terdepan. 

Bahwa Aturan Peralihan itu perlu dikaji lebih dulu, itu memang benar. Sebabnya 
Aturan Peralihan adalah berlaku bagi hal-hal yang belum diatur. Sedangkan hal-hal 
yang sudah diatur seperti lembaga yang ada sudah diatur di keputusan tetap itu, tidak 
berlaku Aturan Peralihan baginya. 

Oleh karena itu, MPR yang sudah jelas menurut Pasal 1 Ayat (2) telah diatur oleh 
Undang-Undang Dasar ini, Aturan Peralihan tidak mengatur itu lagi. Oleh karena itu 
perlu dikaji lagi. Kita banyak di sini ahli hukum, tapi karena kita mewakili partai politik 
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dan bukan merupakan ahli-ahli hukum yang profesional, yang tidak memihak, perlu 
dikatakan. 

Terima kasih. 

95. Pembicara : M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Saudara Ketua. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Ketua, ini tidak dikasih kesempatan, ngomong sendiri sajalah. 

96. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Saudara Abduh, saya mohon, saya peringatkan Saudara Abduh. 

97. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Tadi dikasih juga kesempatan, kenapa saya tidak? 

98. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Akan diberikan, tapi. 

99. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Saya mau membantu Ketua ini. 

100. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Ya,ya. 

101. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Saya ngomong ya. 

102. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Maksud saya begini sebelum diberikan waktu, tentu tunggu dulu waktunya. Kami 

akan kasih semua, oke? Ya silakan Saudara Abduh. 

103. Pembicara: M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Saudara Ketua yang terhormat dan para Wakil Ketua dan para anggota yang 

terhormat, lbu-Ibu dan sekalian. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama Abduh Paddare, AA-12 perwakilan dari Riau. Bukan Riau Kepulauan, Riau. 

Saudara Ketua, kalau melihat prosesnya dari sidang pertama sampai sekarang ini, 
gayanya sama, maksudnya sama, feeling saya tentu, saya punya perasaan melihat 
masalahnya. 

Kedua, ini sudah mulai Januari, Badan Pekerja bersidang atas mandat daripada 
MPR, sudah enam bulan sampai sekarang ini. Di situ Ahli Hukum bergelimpangan di 
situ, jenderal-jenderal yang ahli hukum ada di situ, semua jago-jago. Kalau tambah lima 
ahli hukum lagi, sampai kiamat tidak akan selesai itu. Lima ahli hukum, lima pendapat. 
Ini sudah semua sepakat, sebagian besar ahli hukum sudah sependapat, Badan Pekerja. 
Maaf, saya hormati Dr. Sri Edi Swasono, Doktor Ekonomi, Profesor lagi, sudahlah. Kalau 
kita mau begitu, sepuluh hari tidak cukup, tidak akan selesai. Seminar pun hasil 
daripada seminar ini di Bali oleh F-PDIP, semula 18 sekarang menyetujui juga, tidak 
ada masalah. Dan kita bicara fraksi Pak, di Badan Pekerja itu semua lengkap fraksi itu. 
Dari pendahuluan sampai sekarang ini, kemarin juga di pleno begitu. Oleh karena itu, 
kalau berdebat jangan di forum sekarang ini, berdebatlah di Komisi nanti. 

Dan saya pikir semua Komisi ini, fraksi ini sudah mengundang selama Badan 
Pekerja berjalan itu, ahli-ahli hukum Jimly Asshidiqie, Ismail Sunny, segala macam ahli 
hukum itu. Sudah pada dasarnya kompilasi pikirannya sudah masuk. Di sini juga ada 
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Prof. Sahetapy ahli hukum dari UNAIR, dari Askin tadi itu, saya tahu semua ahli hukum. 
Di sini banyak ahli hukum, toh mereka sepakat Pak, kecuali beberapa orang. Silakan 
saja, saya demokrat Pak. Tapi jangan halangi persidangan ini, untuk kepentingan 
bangsa dan negara. Terima kasih. Saya minta Pak Ketua jalan terus. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

104. Kenia Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih Saudara Abduh Paddare. Tidak, saya cuma komentar ini. Saudara 

Abduh ini teman saya sejak tahun 1956, nampaknya tidak berubah ini rupanya, tetap 
akrab begitu. Pak Andi, kami persilakan. Silakan Pak Andi dulu. 

105. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Terima kasih Bapak Pimpinan. 
Saudara-saudara semua para anggota Komisi A yang kami hormati. 
Saya kira semua kita yang ada di sini, entah yang berbicara a, b, c, d, semua 

dengan niat yang baik untuk mensukseskan apa yang menjadi tugas yang diamanatkan 
oleh konstitusi dan rakyat kepada kita. Tentang usul dari kawan untuk memanggil dan 
mengundang pakar. Saya kira masalah ini kita sudah bicarakan lama di Badan Pekerja. 
Seperti dikatakan tadi, hampir seluruh pakar yang mewarnai public opinion di bidang 
hukum tata negara telah kita undang. Dan sikapnya seperti apa yang kita lakukan 
sekarang ini. 

Yang kedua, di dalam hukum itu ada yang namanya fakta hukum. Kalau terjadi 
debat pendapat, faktanya bagaimana? Kemarin kita sudah menyaksikan semua, 
lembaga MPR yang tidak saja mempunyai kewenangan untuk menentukan dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar, telah mengambil sikap, menyatakan Komisi ini 
adalah sah, dan bisa melaksanakan tugasnya, dan melanjutkan apa yang menjadi 
pekerjaannya, dan menafsirkan Aturan Peralihan yang diperdebatkan seperti apa yang 
kita lakukan sekarang. Itu adalah sebuah fakta. Fakta itu bukan sekedar kejadian, tapi 
itu fakta hukum dan akan menjadi sumber hukum. Mudah-mudahan dengan 
keterangan ini, kita bisa mengakhiri perdebatan itu semua. Sehingga pekerjaan bisa 
kita lanjutkan dengan baik, dan membuktikan kepada rakyat bahwa memang kita mau 
berbuat buat mereka. 

Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

106. Pembicara: Ida Fauziyah (F-KB) 
Saudara Ketua. 

107. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Soedijarto dulu, habis itu mbak 

108. Pembicara: Soedijarto (F-UG) 
Saya mohon dari Prof. Askin menjawab pertanyaan saya begini. Peraturan 

Peralihan ada empat pasal. Tiga dari empat dianggapnya einmalig kecuali Pasal II. 
Padahal pengertian kita pada waktu pendiri Republik meletakan ini ialah agar 
lembaga-lembaga negara yang ada pada tahun 1945, sebelum diadakan yang baru 
tetap berlangsung. Pertanyaan sekarang adalah apakah ini founding fathers berpikir 
bahwa sampai lima puluh sekian tahun masih ada hal-hal seperti itu? Itu tolong 
dijawab oleh ahli hukum. 

Terima kasih. 
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109. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Berikutnya Mbak Ida dan Pak Fuad Bawazier kalau tidak salah tadi. 

110. Pembicara: Ida Fauziyah (F-KB) 
Terima kasih Ketua. 
Sudah mulai kemarin kita berdebat soal ini dan rasa-rasanya kita juga sudah 

ingat bahwa kita sudah mengambil keputusan tentang ini, dengan berdiri atau tidak 
berdiri. 

Kemudian yang kedua, mengakomodir pendapat yang masih menginginkan 
adanya ahli hukum yang memberikan pendapat soal itu. Itu Badan Pekerja atau PAH I 
telah melakukan itu juga. Oleh karena itu, menurut saya tetap mengakomodir apa yang 
diinginkan oleh teman-teman yang menginginkan ada pakar hukum. Saya persilakan, 
mungkin kita persilakan saja. Rapat fraksi itu digunakan masing-masing fraksi yang 
masih tidak sependapat dengan itu, untuk mendiskusikannya malam hari. Bukan di 
Komisi ini tapi di fraksinya masing-masing, pakar mana yang sejalan dengan pikiran 
itu. Dan saya kira Komisi, kita akan jalan terus, karena kita telah mengambil keputusan 
pada kemarin itu. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

111. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih. Pak Fuad. 

112. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Saya dan saya kira banyak lain, ini sudah hari kelima. Terus menerus, terus 

terang saja saya cukup toleransinya tinggi, bahwa tapi juga lama-lama merasa 
tersandera dengan interupsi-interupsi yang selalu mengganggu kelancaran jalannya 
rapat-rapat ini. Semua penjelasan sudah diberikan, toleransi juga sudah begitu cukup 
sampai setengah dari waktu persidangan di hari kelima. Karena itu kita hendaknya 
tegas untuk mengikuti kehendak mayoritas mutlak yang ada di sini, untuk berjalan. 

Bagi mereka tentunya kalau yang tidak bersedia, ya kalau mau mengambil 
langkah-langkah hukum boleh-boleh saja ke Mahkamah Agung mau mengajukan apa 
sebagainya, silakan. Meskipun saya juga, kalau saya, kalau saya merasakan bahwa MPR 
ini tidak sah rapat-rapatnya atau tidak sah, Tatibnya tidak sah, tidak berlaku, dan lain 
sebagainya, masih ragu. Terus terang saja saya tidak bisa memahami. Kok ya datang 
menerima fasilitas hotel dan sebagainya, uangnya diterima, honornya diterima sebagai 
anggota MPR, kalau tidak sah mestinya tidak datang di pertama kali atau mau 
mengajukan ke Mahkamah Agung. Karena kalau ini terus terus begini, saya terns 
terang saja menghendaki Pimpinan yang tegas supaya kita tidak tersandera, tidak oleh 
kelompok yang kecil kemudian ini tidak jalan acara-acara kita. 

Terima kasih. 

113. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Baik, saya sudah sampaikan berkali-kali, kita sudah meneruskan. Ya, silakan. 

114. Pembicara: Suwignjo (F-PDIP) 
Pimpinan sebentar, di sini Pak, Suwignjo. 

115. Pembicara: Nurdiati Akma (F-Reformasi) 
Pimpinan, Pimpinan sebelum Pak Suwignjo, Pimpinan. Pimpinan, Nurdiati Akma 

dari Fraksi Reformasi. 
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116. Pembicara: Suwignjo (F-PDIP) 
Pimpinan, saya harap agar supaya saling tidak melecehkan pada anggota MPR, 

semuanya mempunyai hak untuk berbicara. Justru kita diundang di sini untuk 
menyampaikan pikiran-pikiran. Kalau dianggap bahwa mencari fasilitas, uang, tidak 
ada yang mencari uang dan fasilitas, Saudara sekalian. Kecuali yang menganggap itu 
adalah dirinya yang berkata. 

Oleh karena itu kami anggap kalau tidak bisa menerima pembicaraan ini. Saya 
minta supaya dicatat bahwa ada beda pendapat tentang pemaknaan terhadap Aturan 
Peralihan. Dan oleh karena itu manakala ada pendapat bahwa Aturan Peralihan 
berlaku bagi substansi yang sudah diputuskan maka saya tidak ikut bertanggung 
jawab. 

Terima kasih. 

117. Pembicara: Nurdiati Almta (F-Reformasi) 
Pimpinan. Pimpinan. Nurdiati Akma dari Fraksi Reformasi. 

118. Kenia Rapat: Harun Kamil 
Silakan. 

119. Pembicara: Nurdiati Almta (F-Reformasi) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Sejak kemarin saya sudah berusaha untuk hemat dalam bicara. Karena saya 

merasa kita yang hadir di sini, sudah memilki wakil-wakil kita dari fraksi, dan kita ikut 
berbicara di fraksi banyak. Pada waktu fraksi berbicara menyampaikan apa yang 
pernah kita bahas di fraksi. Tidak ada yang mempermasalahkan masalah pasal 
Peralihan. Kemarin pasal Tatib, sekarang muncul pasal Peralihan. Padahal kita sudah 
jauh datang berniat baik untuk menyelesaikan sidang-sidang ini. Jadi kiranya sangat 
tidak adil, kalau saat ini kita masih diganggu oleh interupsi-interupsi yang dalam hal ini 
sangat tidak tepat, karena mengganggu jalannya Komisi ini. 

Oleh karena itu kami mohon kepada Saudara-Saudaraku yang mempunyai 
pandangan lain dari yang jumlah terbanyak, dan sudah diwakili oleh fraksinya masing
masing. Kiranya minta dicatat saja bahwa anda punya pandangan lain. Sehingga 
sejarah mencatat bahwa Bapak A, Bapak B mempunyai pandangan lain. Namun 
persilakanlah kita yang punya pandangan sama dan telah diwakili oleh fraksi-fraksi 
untuk meneruskan Sidang Komisi ini. 

Terima kasih Pimpinan. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

120. Pembicara: M. Akil Mochtar (F-PG) 
Pimpinan, interupsi sebentar. 

121. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Pak Akil, kami persilakan. 

122. Pembicara: M. Akil Mochtar (F-PG) 
Pertama, saya ingin mengingatkan Pimpinan tentang Tata Tertib MPR ini. Jadi 

saya kira interupsi-interupsi yang diberikan, itu hams disesuaikan dengan Tata Tertib 
yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. 

Kedua, sangat tidak relevan ketika kita sudah masuk di tengah, kemudian kita 
masih mempersoalkan awal-awalnya lagi. Oleh sebab itu saya minta ketegasan 
Pimpinan, untuk memimpin persidangan ini dengan hormat Sekiranya perdebatan-
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perdebatan yang tidak perlu, itu kan Pimpinan punya kewenangan untuk melakukan 
pembatasan pembicaraan. Dan kita bisa melanjutkan persidangan ini, karena apa? 
Persidangan ini sah demi hukum dan keputusan itu sudah kita ambil dan masih 
mengikat sampai hari ini. 

Terima kasih Pimpinan. 

123. Ketua Rapat : Harun Kanlil 
Terima kasih. 
Makanya, saya mencoba akan melanjutkan masih ada interupsi, tentu kan tidak 

demokratis kalau kita kemudian mengabaikan itu. Jadi begini, kita sepakat bahwa 
pembahasan akan berurutan begitu. Jadi Aturan Peralihan tentu ada gilirannya, nanti 
kita bahas, itu yang nanti kita akan bahas kemudian. Kita akan memasuki sekarang ke 
pembahasan berurutan. Jadi tentunya kalau berurut, kemudian kesepakatan terdahulu 
kita ada dua sesi, dua putaran, maaf. Putaran pertama, kemudian putaran kedua, dan 
setelah itu tentu sejauh mana hasilnya kita kalau perlu kita lanjutkan ke lobi atau 
perumusan, begitu ya. Baik, untuk itu. 

124. Pernbicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Pertanyaan boleh? Pimpinan. 

125. Ketua Rapat: Harun Karnil 
Silakan, saya tidak problem. 

126. Pernbicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Nama Pataniari, AA-77 F-PDIP. 
Tadi Pimpinan mengatakan pembahasan secara berurutan. Saya ingin bertanya, 

apakah pengantar musyawarah fraksi-fraksi bisa dijadikan acuan Pimpinan untuk 
melaksanakan Tata Tertib Persidangan ini? Sebab kalau kami mendengar dari kemarin 
hampir seluruh fraksi mengatakan berurutan, tetapi materi-materi sudah tidak 
alternatif sebaiknya diselesaikan dulu. Seandainya memang ini ada gunanya pengantar 
musyawarah, saya pikir bisa dijadikan sebagai acuan. Kami tidak bermaksud 
mengamendir kesepakatan Pimpinan, tapi seyogianya dalam pengantar musyawarah 
tadi kan kita mendengar supaya ada progress dalam Komisi ini, sebaiknya bisa kita 
kerjakan. 

Terima kasih Pimpinan. 

127. Ketua Rapat: Harun Karnil 
Jadi, kalau tidak salah kemarin Pak Jakob waktu memimpin kan ada tiga 

kemungkinan untuk proses ini. Jadi yang sudah disepakati kita putuskan. Kemudian 
mana yang alternatif kita bahas. Kemudian juga yang apa, yang berurutan juga kita 
bahas, antar alternatif dengan yang berurutan nampaknya bersatu, begitu. Jadi, tinggal 
pilihan adalah satu atau dua. Yang kemarin disepakati untuk yang berurutan. Oleh 
karena itu, kami melanjutkan kesepakatan itu untuk kita teruskan, begitu ya. Kita 
teruskan kalau begitu. 

128. Pernbicara: Soedijarto (F-UG) 
Setelah pemandangan pengantar musyawarah semua membahas usul ada komisi 

konstitusi, apakah tidak seyogianya kita membahas komisi konstitusi juga. 

129. Ketua Rapat : Harun Karnil 
Ada kesepakatan bahwa setelah ini proses, kemudian diistilahnya dialokasi 

waktu untuk kita bahas. Memang tidak boleh tidak, barangkali keniscayaan Mahkamah 
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Konstitusi harus kita bahas. Komisi, maaf. 
Kami teruskan kalau begitu. Kita akan mulai dengan putaran pertama. Kami 

persilakan untuk mendaftar, nanti kalau setelah tahu berapa jumlah yang bicara baru 
kita hitung alokasi waktunya. Ya maaf. Jadi kita mulai pembahasan yang pertama dan 
kemudian alternatif pertama adalah Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi MPR. Di Pasal 2 
Ayat (1) tersebut ada dua alternatif. Ada alternatif pertama dan alternatif yang kedua. 
Di Pasal 2 Ayat (1) alternatif pertama berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, 
ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 
selanjutnya diatur oleh undang-undang." 

130. Pembicara: Susono Yusuf (F-KB) 
Pimpinan. Interupsi Saudara Pimpinan. 

131. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Boleh saya bicara selesai dulu. 

132. Pembicara: Susono Yusuf (F-KB) 
Interupsi sebentar, Pimpinan. 

133. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Kemudian yang alternatif kedua: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang." 

Itu saja dari saya. Silakan tadi yang ingin berbicara. 

134. Pembicara: Susono Yusuf (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. Susono Yusuf A-434. 
Sebelumnya saya minta maaf kepada Majelis forum yang terhormat ini apabila 

mengganggu sedikit waktu, karena kami ada hal yang perlu diusulkan berkaitan 
dengan komitmen yang sudah kita sepakati bersama. Di dalam pengantar musyawarah 
fraksi, kita sudah membangun komitmen yang sama terhadap lahirnya sebuah lembaga 
yang kita sebut Komisi konstitusi atau apalah namanya. 

Dari komitmen ini, sebenarnya kita perlu memperjelas diri, apakah memang 
waktu pembahasan komisi konstitusi, ini kan berbeda-beda masing-masing fraksi. Ada 
yang menginginkan setelah pasal per pasal ini selesai diamendemen, kita bahas untuk 
diamendemen. Ada juga yang menginginkan ada alokasi waktu tersendiri. Tetapi kalau 
boleh, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin mengusulkan sebelum pasal per 
pasal ini diamendemen ada baiknya kita mencoba bersepakat lahirnya tentang adanya 
komisi konstitusi. Kenapa? 

Yang pertama komisi konstitusi merupakan komitmen kita bersama seluruh 
fraksi bahwa itu harus ada untuk melakukan penyelarasan, dan dari kami ada pilihan 
dan atau penyempurnaan. 

Yang kedua, untuk mengantisipasi kalau-kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan 
dalam proses-proses persidangan ini terjadi maka jaminan kita untuk melakukan 
amendemen ini terns berjalan adalah lahirnya komisi konstitusi. 

Oleh karena itu, kami memohon kesediaan forum ini untuk sedikit meminta 
pendapat. Apakah tidak sebaiknya komisi konstitusi ini, kita mencoba bahas terlebih 
dahulu untuk mengambil kesepakatan. Adapun nanti bagaimana rekruitmennya, 
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teknis, dan segalanya bisa dibahas kemudian. Tapi yang terpenting adalah adanya 
kesepakatan bersama bahwa komisi konstitusi ini sudah bisa kita sepakati bersama. 
Baru kemudian masuk hal-hal yang lebih teknis dan pembahasan pasal per pasal. 

Terima kasih Pimpinan. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahiwabarakaatuh. 

135. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih. 
Memang sebagian besar dari fraksi-fraksi, mungkin hampir seluruhnya pada 

waktu memberikan pengantar musyawarah fraksi telah menyampaikan pendapat 
tentang komisi konstitusi dan nampaknya kesepakatan ada. Cuma tinggal masalah 
kewenangannya, kemudian rekruitmennya, jumlahnya, siapa yang menetapkan, siapa 
yang bertanggung jawab, dan seterusnya, belum kita bicarakan secara teknis. Dan 
waktu kemarin kita membahas hal tersebut, kita ada kesepakatan bahwa kita bahas 
dulu pasal per pasal kemudian ada alokasi waktu, terakhir untuk membahas komisi 
konstitusi. Saya kira begitu ya kemarin. 

136. Pembicara: Rustam E. Tamburaga (F-PG) 
Setuju Saudara Ketua. 

137. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Jadi tentunya, mendaftar ya sekarang. Ya. 

138. Pembicara: Rustam E. Tamburaga (F-PG) 
Mendaftar. Rustam. 

139. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Dari? 

140. Pembicara: Rustam E. Tamburaga (F-PG) 
Rustam E. Tamburaga. Di sini Pak Ketua. 

141. Pembicara: Sri Edi Swasono {F-UG) 
Edi Swasono. 

142. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Edi Swasono. 

143. Pembicara: Rustam E. Tamburakga (F-PG) 
Rustam. 

144. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Zainal Arifin. Namanya Rustam sudah dicatat nomor satu. Jangan diulang-ulang 

lagi. 

145. Pembicara: Syaiful Rahman {F-PPP) 
Syaiful Rahman, PPP. 

146. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Aryoso. 

147. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Asnawi Latief. 
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148. Ketlrn Rapat: Harun Kamil 
Hamdan Zoelva. 

149. Pembicara: Ida Fauziah (F-KB) 
Ida Fauziah. 

150. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Kalau belum saya tunjuk, jangan sebut namanya. Amin Aryoso. 

151. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU) 
Asnawi Latief, Saudara Pimpinan. 

152. Ketua Rapat : Harun Kamil 
PakLuthfi. 

153. Pembicara: Rustam E. Tamburaga (F-PG) 
Pimpinan. Interupsi Pimpinan. Saya usul fraksi per fraksi supaya tertib, 

Pimpinan. Jadi koordinasinya tidak bingung begitu, kita menugaskan siapa saja yang 
berbicara. 

154. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Ada lagi? Abduh Paddare. 

155. Pembicara: Ida Fauziah (F-KB) 
Pak, saya belum Pak Harun. 

156. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Siapa namanya? 

157. Pembicara: Shiddiq Aminullah (F-UG) 
Shiddiq Aminullah. 

158. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Yang dari sisi kiri? Siapa namanya? Syamsul Ma'arif. Begini, sebentar kita jangan 

sampai numpuk dalam satu kelompok. Jadi saya putar, satu-satu, putar, semuanya akan 
tercatat nanti. Saya ulangi, kita ambil satu, satu, satu, saya balik lagi, akhirnya 
semuanya akan terdaftar. Ke arah sana lagi masih ada? 

159. Pembicara: Ida Fauziah (F-KB) 
Ida Fauziah, A-447. 

160. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Prof. Askin. Sabar-sabar. Empat belas ini, ada sini. Zulkarnain. Haryanto Taslam. 

Sebentar Pak, yang kiri? Tidak ada ya. Asnawi Latief. 

161. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Zulkifli Halim, Pimpinan, dari Fraksi Reformasi. Zulkifli Halim. 

162. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Belakang siapa? 

163. Pembicara : Sukono (F-PDIP) 
Sukono. 

164. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Sukono ya. Sebelah sini, Siddiq Aminullah. Saudara Fahrni. Saya peringatkan 
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Saudara Fahrni. Saya itu satu, satu, tidak ada yang, jangan provokasi Pimpinan ini. Yang 
di sini ada lagi? Julius Usman. Sini dulu, sini ada, enggak ada ya. Immanuel Bleggur. Dari 
sana lagi? Siapa namanya? Tedy. Yang di atas siapa namanya sebut Sajarwo. Erman 
Suparno. Pak, sabar Pak Kan ini ada dua putaran. Jadi saya terusin dulu. lni masih ada? 

165. Pembicara: Rustam E. Ramburakga (F-PG) 
Saudara Pimpinan, saya interupsi sebentar. Apakah tidak sebaiknya diajukan 

melalui fraksi-fraksi, kalau seperti ini. ... 

166. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Pengantar fraksi kan sudah, sekarang ini kita khususnya anggota. 

167. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Pimpinan menanyakan kira-kira lewat fraksi berapa orang begitu, lho. Soalnya 

begitu banyak nanti. Saya interupsi, saya menyarankan supaya pertanyaan ini diajukan 
melalui fraksi-fraksi, jadi supaya .... 

168. Pembicara: Erman Soeparno (F-KB) 
Pimpinan, Erman Soeparno, A-405. 

169. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Belakangnya. 

170. Pembicara: Djakaria Machmud (F-UG) 
Djakaria Mahmud, CA-676. 

171. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Ya, sini tidak ada? Kiri masih ada? 

172. Pembicara: Hartono (F-PDIP) 
Hartono, Perjuangan. 

173. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Hartono ya. Dari kanan, Edi ya? 

17 4. Pembicara : Zakaria Machmud 
Zakaria Machmud. 

175. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Sudah ada. Teddy. 

176. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Teddy, penutup. 

177. Pembicara: Teddy TH. Kedeykoto (F-UG) 
Jangan dong, saya masih mau ngomong kok penutup. 

178. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Dari sini Azidin. Nah, dari sini ada? Kiri? Dari sini? Pendeta Wakkary ya. Pak Joko 

sudah saya tulis. Sebelah kiri masih ada yang daftar? Baik, saya baca. Zakaria sudah. 
Tolong mic-nya yang masih hidup dimatikan. Ada 33 pembicara. 

179. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan, interupsi. 

98 Perubahan UUD 1945 



180. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Saya bacakan dulu, nanti malah belum terdaftar, maka nanti apa kita pecah dua, 

begitu, kita bisa putuskan begitu ya. Oke. Saya baca, Saudara Rustam Tambura. Biar 
ditulis nunjuk terus. 

181. Pembicara: Chodidjah H. M. Saleh (F-PPP) 
Bapak Pimpinan, mohon waktu Pak. Di sini Pak, Chodijah H. M. Saleh dari PPP 

Pak, sini Pak. Boleh Pak? 

182. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Ya. 

183. Pembicara: Chodidjah H. M. Saleh (F-PPP) 
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. 
Untuk menjaga efisiensi dan kelancaran pembahasan ini, serta pemerataan dari 

semua fraksi. Walaupun dibebaskan pembicaraannya itu, tetapi masih tetap mewarnai 
urutan-urutan itu adalah urutan fraksi. Mengapa disepakati dengan dua putaran, 
pengertiannya adalah apabila semua fraksi itu sudah bicara. Kemudian ditawarkan 
kembali pada putaran kedua. Kalau begini caranya maka sebagian ada yang terlalu 
banyak, sebagian juga seperti Golkar tadi belum mendapatkan suara yang sesuai 
dengan keinginannya, dengan jumlahnya. Maka kami mohon, walaupun itu sudah 
didaftar, tetapi mohon diseleksi kembali, diberikan urutan pembicaraan itu kepada 
fraksi dengan tidak membatasi satu orang juru bicara. 

Terima kasih. 

184. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Ya, saya teruskan. Jadi begini, ini kan Sidang Komisi A. Jadi, berarti yang 

berbicara adalah anggota, fraksi sudah ngomong, pengantar musyawarah. Saya 
teruskan, nomor dua, Edi Suwasono. Nomor tiga, Zainal Arifin. Empat, Sjaiful Rahman 
ya. Lima, Hamdan Zoelva. Enam, Amin Aryoso. Tujuh, Luthfi. Delapan, Joko Wiyono. 
Sembilan, Abduh Paddare. Sepuluh, Putu Wena Gaib, ya dari daerah. Kemudian, 
Syamsul Ma'arif. Dua belas, Prof. Askin. Tiga belas, Ida Fauziah. Empat belas, Haryanto 
Taslam. Lima belas, Asnawi Latief. Enam belas, Zulham. Siapa, lengkapnya tadi? Bukan, 
bukan. Zulkifli Halim,. Zulkifli ya. 

185. Pembicara : Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Zulkifli Halim, A-244. 

186. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Siapa? Zulkifli ya. 

187. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Zulkifli Halim, Fraksi Reformasi. 

188. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Zulkifli Halim. Kemudian Siddiq Aminullah, Julius Usman, kemudian Soejarwo. 

Dua puluh dua, Soedijarto. 

189. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP) 
Pimpinan, itu bukan Yulius. Julius. "J" ya. Terima kasih. 

190. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Terima kasih. 
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Berikutnya dua puluh tiga, Soemargono. Dua puluh empat, Zakaria Mahmud. Dua 
puluh lima, Erman Soeparno. Dua puluh enam, Hartono Marjono. Dua puluh tujuh, 
Teddy. Dua puluh delapan, Azidin. Dua puluh sembilan, Sayuti. Tiga puluh, Cecep 
Atmadinata. Tiga puluh satu, Pendeta Wakkary. Tiga puluh dua, Usep Fatudin. Tolong 
ada dua nama yang tidak saya baca. 

191. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Andy Najmi, 420. 

192. Pembicara: Immanuel Blegur (F-PG) 
Immanuel Blegur. 

193. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Sukono. 

194. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Jadi nomor dua puluh lima itu Immanuel Blegur. 

195. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Pimpinan. 

196. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Sebentar Pak. 

197. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Kami Sukono tadi belum dicatat. 

198. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Sukono, semestinya tadi sudah. 

199. Pembicara: Immanuel Blegur (F-PG) 
Immanuel Bleggur dan Happy Bone. 

200. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Ya sudah. Sukono Nomor 17 Pak. 

201. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG) 
Happy Bone Zulkarnain. 

202. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Happy Bone. 

203. Pembicara: Galeb Husain (F-UD) 
Pimpinan, dari Utusan Daerah, itu namanya salah tadi. 

204. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Tolong diperbaiki Pak. 

205. Pembicara: Galeb Husain (F-UD) 
Galeb Husain. 

206. Ketua Rapat : Harun Kamil 
Galeb Husain ya? 

207. Pembicara: Galeb Husain (F-UD) 
Ya. Nomor sebelas Pak, kalau tidak salah saya. Terima kasih. 

100 Perubahan UUD 1945 



208. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG) 
S. P. Morin. 

209. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Andi Najmi, A-420. 

210. Pembicara: Nurdiyati Akma (F-Reformasi) 
Pimpinan, saya interupsi, Pimpinan. 

211. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Ya silakan. 

212. Pembicara: NurdiyatiAkma (F-Reformasi) 
Pimpinan, saya melihat yang terdaftar sudah tiga puluh lebih, ini baru satu pasal 

yang akan kita bahas. Saya tidak bisa bayangkan pasal-pasal yang berikutnya nanti. 
Lalu barangkali untuk lebih adil, kalau untuk yang sudah terdaftar ini dibatasi 
waktunya. 

Terima kasih. 

213. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Seperti hal yang disampaikan oleh kami tadi, setelah ketahuan berapa daftar, kita 

membuat alokasi waktu, begitu ya. Baik. Fatah Syah Doa ya? Dari? 

214. Pembicara: A. Fatah Syah Doa (F-UD) 
Saya Fatah Syah Doa dari Utusan Daerah. 

215. Ketua Rapat: Harun Kamil 
Jadi, ada tiga puluh enam. Oleh karena itu, kita minta paling lama setiap 

pembicara tiga menit ya. Kalau dua menit baru bangun saja sudah begitu. Sekarang jam 
11.55 (dua belas kurang lima), apa tidak baiknya kita skors? Kemudian kita mulai jam 
14.00. Ini lima menit lagi masalahnya, setuju? Kita ketemu lagi pukul 14.00 kalau 
begitu ya? 

216. Pembicara: Peserta Rapat 
Setuju di skors. 

217. Ketua Rapat: Harun Kamil 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB 

218. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Selamat siang. 
Saudara-Saudara para anggota Komisi A yang terhormat. 
Mudah-mudahan istirahat yang kurang lebih dua jam telah membawa kekuatan 

baru bagi lbu dan Bapak, Saudara-Saudara sekalian untuk kita bersama-sama 
melanjutkan persidangan kita. 
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Hadirin sekalian yang kami hormati. 
Waktu telah menunjukan jam 14.05 maka dengan ini Rapat Pleno Komisi A yang 

tadi ditunda, diskors, dengan ini kami mencabut skors dan membuka kembali. 

KETOK1X I 
RAPATDIBUKAPUKUL 14.05 WIB 

Hadirin sekalian yang kami hormati. 
Sesuai dengan acara rapat maka pada persidangan sekarang ini kita akan mulai 

mengadakan pembahasan rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. 
Dan sebagaimana daftar yang telah disusun berdasarkan permintaan atau pendaftaran 
oleh para anggota Komisi A tadi, maka telah terdaftar 34 pembicara dan kami akan 
mulai dengan mengingatkan kesepakatan yang .... 

219. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Interupsi, Saudara Ketua, saya Edi Swasono di sebelah sini. 

220. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Silakan Pak Edi Swasono. 

221. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Apa bisa diberi waktu lima menit lagi ya, karena Pimpinannya pun juga belum 

lengkap, mungkin sebentar lagi, lima menit lagi usul saya, apa bisa. 

222. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Saya kira Pak Edi dengan segala hormat, waktu kita telah akan mulai, kita sudah 

telat juga hampir sepuluh menit dan dari tadi juga pada waktu kita sebelum skors, kita 
telah banyak sekali menggunakan bicara. Oleh karena itu kita melanjutkan dengan 
permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Dan pembicara 
yang pertama, kami ingatkan dan seterusnya bahwa sesuai dengan kesepakatan 
sebelum rapat ini diskors, pada waktu Pak Harun Kamil tadi memimpin, maka setiap 
pembicara, tidak lebih dari tiga menit, kalau bisa kurang syukur, tapi tidak bisa lebih 
dari tiga menit. Kami akan timing dan kalau sudah tiga menit, maka kami minta untuk 
dapat mengakhiri. Jadi kami persilakan pembicara pertama Saudara Prof. Rustam E. 
Tamburaka, kami persilakan. 

223. Pembicara: Rustam E. Tamburaka (F-PG) 
Terima kasih. 
Saudara Ketua dan seluruh anggota Pimpinan Komisi A yang saya hormati. 
Para anggota Majelis serta hadirin yang berbahagia. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Nama saya Rustam Effendy Tamburaka, Nomor anggota A-394 dari Fraksi Partai 

Golongan Karya. 
Sehubungan dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Bab II 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 Ayat (1). Saya berpendapat, bahwa 
alternatif kedua yang paling tepat dan saya setuju dan memilih alternatif ini untuk 
mohon disetujui oleh para anggota Majelis yang saya hormati. 
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Sidang Majelis yang terhormat 
Adapun rumusan lengkapnya adalah: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Reasoning atau alasan saya untuk memilih ini adalah sebagai berikut: 
Satu, bahwa seluruh wakil rakyat, apa itu DPR maupun DPD harus dipilih oleh 

rakyat dalam pemilu, demi penegakan demokrasi dan hal ini concordant dengan 
tuntutan reformasi. 

Alasan kedua, dihapuskan Utusan Golongan menurut pendapat saya, mohon 
jangan dirisaukan oleh Saudara-Saudara dari Utusan Golongan. Kalau seandainya 
kehadiran Utusan Golongan di MPR diangkat atau dipilih melalui DPR yang diatur 
melalui undang-undang itu akan terkesan bahwa Utusan Golongan terkontaminasi 
dengan the whole representative. 

Ketiga, kalau Utusan Golongan akan dipilih oleh DPR akan mendapatkan, seakan
akan mendapatkan hak-hak privilege. Tetapi yang paling obyektif adalah demi 
penegakan demokrasi, Saudara-Saudara dari Utusan Golongan berjuanglah atau 
bertarunglah melalui pemilihan umum agar Utusan Golongan itu dipilih oleh rakyat 
melalui pintu partai politik atau yang lain, Dewan Perwakilan Daerah. Kembali kepada 
Dewan Perwakilan Daerah. Alasan keempat, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah di 
MPR akan lebih memberi bobot legitimasi, atau melegitimasi sekaligus menjadi 
penyeimbang, checks and balances di lembaga MPR, agar lembaga ini menjadi lebih 
kuat. 

Kelima, lembaga DPR dan DPD di sini merupakan representasi sistem 
ketatanegaraan yang dikenal dengan bikameral, walaupun ini tidak murni. Di mana 
masing-masing kamar bisa membuat undang-undang, tetapi Dewan Perwakilan Daerah 
dengan fungsi pengawasan dan legislasi hanya terbatas di daerah, yaitu membuat 
perda dan bisa menjadi, DPD itu bisa memposisikan diri sebagai penasihat DPR. 

Mudah-mudahan Saudara-Saudara dengan lima alasan yang saya kemukakan ini 
akan mengilhami, sekaligus memperkuat postulat berpikir kita untuk menyetujui 
alternatif kedua sebagai pilihan kita semua. Sekian. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

224. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Pak Tamburaka. Selanjutnya pembicara berikut Saudara Prof. Edi 

Swasono, kami persilakan. 

225. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua, berkali-kali kita mengatakan ada lima kesepakatan yang harus 

kita laksanakan. Di samping itu lahirnya partai-partai, tidak terlepas dari maklumat 
tanggal 3 November 1945. Itulah yang memberikan legitimasi dari lahirnya partai
partai di Indonesia. Meskipun itu ditetapkan oleh the founding fathers namun toh the 
founding fathers masih menyatakan perlunya Utusan Golongan, meskipun beliau juga 
yang mengatakan pentingnya partai-partai yang sering dikutuk orang. Jadi, ini memang 
jelas merupakan unik, uniqueness Indonesia, kekhususan sistem demokrasi Indonesia. 
Bahwa perwakilan dengan pemilihan tidak selalu identik, bahwa partai-partai menurut 
founding fathers tidak bisa selalu diartikan sepenuhnya representatif. Oleh karena itu, 
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ada utusan-utusan dari Golongan. 
Jadi, saya berpendapat bahwa alternatif kedua adalah lebih tepat dan kalau 

alternatif satu lebih tepat dan Utusan Golongan dipertahankan. Karena partai pada 
hakikatnya adalah partikular. Partikular dalam programnya, sedang masyarakat adalah 
plural majemuk. Sehingga partikular tidak bisa memenuhi yang plural. Oleh karena itu, 
selalu terjadi hukum ketidaklengkapan, the law of insanitary, dengan adanya the law of 
insanitary itu maka yang ketidaklengkapan itu ditombokin atau ditambah, atau 
dilengkapi dengan Utusan-Utusan Golongan. 

Sekali lagi saya mengingatkan adalah the founding fathers sendiri dengan 
maklumat tanggal 3 November menetapkan perlunya partai-partai di mana pada 
waktu yang bersamaan dikatakan ditambah dengan utusan-utusan dari golongan 
karena memang partai tidak bisa sepenuhnya mewakili keseluruhan dari golongan di 
Indonesia. Karena sifat partai yang partikularistik di dalam program. Sekali lagi kurang 
dari tiga menit malah, pakai alternatif satu dan Utusan Golongan dipertahankan demi 
kelengkapan perwakilan dan demi uniqueness, kekhususan dari demokrasi Indonesia 
yang patut dan harus dibanggakan oleh bangsa ini. 

Terima kasih. 

226. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih pada Prof. Sri Edi Swasono. Tepat tiga menit. Selanjutnya kami 

persilakan Saudara Zainal Arifin. 

227. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Berangkat dari keinginan konstitusi untuk memaksimalkan asas demokrasi di 

dalam sistem perwakilan kita, maka kita menyusun adanya tiga perwakilan yaitu 
adanya mewakili indvidu, mewakili golongan, dan mewakili daerah. Dua golongan yang 
terakhir ini dirasa bahwa akan mewakili golongan yang terasa kurang terwakili. Jadi 
pengertian kurang terwakili, saya mau garis bawahi dan tekankan di sini bahwa 
sebenarnya terwakili, tapi dirasakan kurang terwakili, itu sebenarnya. Oleh karena itu, 
dirasakan perlu ada tambahan Utusan Golongan dan Utusan Daerah. 

Menarik, pada waktu acara dilakukan PAH I kita mengundang Bapak Ruslan 
Abdul Gani. Dan pada waktu itu kita tanyakan, apa arti Utusan Golongan menurut 
beliau. Beliau kelihatannya tidak menjawab dengan jelas, tapi beliau mengatakan 
bahwa beliau sendiri tidak pernah jelas mengenai itu dan menanyakan kepada Bung 
Karna, yang pada waktu itu juga Bung Karna menjawab bahwa beliau tidak tahu persis, 
apa Utusan Golongan di dalam pasal ini. 

Dengan demikian, di dalam proses selanjutnya, maka Utusan Golongan di 
definisikan sebagai golongan fungsional, yang kita kenal kemudian Golongan Karya. 
Jadi kelihatannya memang selain individu-individu, maka kelompok-kelompok 
masyarakat disusun di dalam fungsi-fungsi yaitu adalah golongan-golongan yang 
fungsionil. Tapi persoalannya kemudian timbul adalah pada waktu siapa sebenarnya 
yang mewakili, misalkan saja golongan tani. Dan ini meluncur terus yang akhirnya 
memang perkumpulan pertanian, kumpulan petani ini harus satu untuk supaya dia 
memang legitimate atau bisa mewakili. Nah, hal ini jelas kemudian bertentangan 
dengan asas-asas yang sekarang kita anut. Karena pembatasan ini sendiri, menurut 
saya sesuatu yang otoriterian sebenarnya, di situ dimulainya. 

Sebenarnya, oleh karena itu pengalaman kita menunjukkan bahwa adanya 
Utusan Golongan ini menyebabkan konstitusi kita meluncur kepada arah-arah yang 
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menurut saya tidak pada yang kita kehendaki. Apalagi sekarang kita sudah memakai 
asas atau mengatakan beberapa asas yang sangat penting, mengenai asas kedaulatan, 
asas mengenai soal Hak Asasi Manusia, dan segala macam. Yang menurut saya, dengan 
demikian masuknya figur golongan ini, barangkali perlu kita melihat apakah itu tidak 
mengganggu asas-asas yang sudah kita sepakati. 

Saya juga ingin menyoroti sendiri adalah Utusan Daerah. Di mana Utusan Daerah 
itu kita berikan beban, bisa kita berikan beban sebagai pembawa keadilan di mana kita 
rasa bahwa daerah yang tadi "kurang terwakili". Itu dengan adanya konsep daerah 
maka soalnya menjadi terwakili dengan baik. Dari sini sebenarnya, saya membuat 
perbandingan apa peran daripada Utusan Daerah dan peran dari Utusan Golongan. 
Yang menurut saya Utusan Daerah sangat-sangat kita perlukan peranannya di dalam 
sistem kita. Tapi sebaliknya, Utusan Golongan saya menilai justru banyak hal-hal yang 
asas-asas yang kita tegakkan, baik itu asas demokrasi, asas asasi manusia, itu 
semuanya tersentuh dan itu berbahaya. Karena pengalaman kita menunjukkan bahwa 
penyelewengan di daerah-daerah menjadi lebih besar. 

Terima kasih Pimpinan. 

228. Kenia Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Zainal Arifin yang terhormat. 
Selanjutnya, kami persilakan Saudara yang terhormat Sjaiful Rahman. Sudah 

datang Saudara Saiful Rahman? 

229. Pembicara: M. Sjaiful Rahman (F-PPP) 
Sudah Pimpinan. Terima kasih. 

230. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Sudah, kami persilakan. 

231. Pembicara: M. Sjaiful Rahman (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, Saudara para Wakil Ketua, sidang yang mulia, serta hadirin 

sekalian yang saya hormati. 
Saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, izinkanlah pada kesempatan ini, 

kami dari Fraksi PPP menegaskan kembali apa yang telah disampaikan dan ditegaskan 
dalam saat pemandangan umum kami pada tanggal 2 Agustus. Jadi, kami dari Fraksi 
PPP mengusulkan agar Komisi ini kiranya secara arif dan bijaksana dapat menerima 
rumusan yaitu Pasal 2 Ayat (1), sebagaimana tercantum dalam rancangan Perubahan 
Keempat. Maka saya pikir secara jelas di dalam rumusan alternatif kedua tersebut 
dikatakan bahwa : 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Alasan yang kami kemukakan atau rumusan tersebut kami sampaikan dengan 
alasan bahwa semua anggota MPR sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia 
hams dipilih oleh rakyat Mekanismenya, yaitu adalah melalui pemilihan umum dan 
akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian. 
Kalau di dalam rumusan yang pertama, dikemukakan berkaitan dengan Utusan 

Golongan, izinkanlah kami berpendapat bahwa seperti telah dibahas di dalam Badan 
Pekerja bahwa alternatif mengenai per definisi sungguh sulit untuk ditentukan. Apakah 
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itu Utusan Golongan, baik menyangkut mengenai pengertiannya, maupun mengenai 
siapa yang memiliki otoritas memberikan tafsiran akan makna dari kata Utusan 
Golongan. 

Fraksi PPP berpendapat, seluruh golongan dalam masyarakat telah terwakili 
dalam proses pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia 
(luber), dan jujur dan adil (jurdil). Oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut, 
kiranya pilihan rumusan dari PPP ini adalah mendapat perhatian dari seluruh anggota 
Majelis. Sedangkan, berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah kiranya semua sudah 
sependapat bahwa ini adalah kita sama-sama dapat menyetujuinya. 

Demikianlah Saudara Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat sebagai 
usulan dari fraksi kami, PPP. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

232. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Sjaiful Rahman. 
Selanjutnya pembicara berikut, yang terhormat Saudara Hamdan Zoelva, kami 

persilakan. 

233. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pada masa lalu, kita mengalami banyak perkembangan mengenai apa yang 

namanya Utusan Golongan. Suatu kali pernah dalam MPR ini diisi oleh lebih dari 300 
orang Utusan Golongan. Kemudian, ada golongan yang ikut pemilihan umum dan juga 
bukan partai politik yang namanya Golongan Karya. Bukan partai politik tetapi ikut 
pemilihan umum. Kemudian terakhir, kita mengenal ada 65 orang Utusan Golongan 
yang duduk dalam MPR pada periode setelah reformasi. Jadi, begitu banyak 
pengertian-pengertian dan bagaimana Utusan Golongan ini dalam pengertian dan 
definisi kelompok politik di Indonesia yang sangat berbeda-beda dari waktu ke waktu, 
tergantung bagaimana situasi politiknya. 

Oleh karena itu, di sinilah sulitnya menempatkan Utusan Golongan itu dalam 
MPR kita. Di samping kesulitan-kesulitan lain mengenai bagaimana dan siapa yang 
golongan-golongan yang bisa mengutus orangnya untuk masuk dalam Utusan 
Golongan itu. Golongan apa saja? Apakah golongan fungsional? Golongan fungsional itu 
yang mana saja? Atau golongan-golongan dari masyarakat-masyarakat, suku-suku yang 
terasing? Suku terasing yang mana saja? Masih banyak suku-suku di Indonesia, dan ini 
lebih dari 300 suku di Indonesia, yang mana yang bisa masuk Utusan Golongan? Betapa 
banyak organisasi profesi di Indonesia, yang mana yang berhak untuk ikut Utusan 
Golongan itu? Jadi, di sinilah problem-nya ketika kita mengangkat yang namanya 
Utusan Golongan ini, dan ini terkait dengan bagaimana perkembangan-perkembangan 
dan perubahan-perubahan dan pada saat yang lalu dimanfaatkan sedemikian rupa 
golongan ini sehingga diangkatlah lebih dari 300 orang Utusan Golongan, sehingga 
golongan hampir menguasai MPR. 

Saudara-Saudara sekalian. 
Kemudian yang kedua adalah bukan berarti tidak adanya Utusan Golongan dalam 

MPR. Tidak ada hak dari golongan-golongan yang ada menyuarakan kepentingan 
politiknya dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang ada. Betapa banyak 
kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi kebijakan 
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politik, LSM-LSM sangat berpengaruh, ormas-ormas sangat berpengaruh. Jadi tanpa 
mereka ikut duduk dalam pengambilan kebijakan politik di tingkat MPR, mereka juga 
bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Jadi, bukan berati tidak ada Utusan 
Golongan dalam MPR maka hilanglah pengaruh golongan-golongan itu untuk 
mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Jadi, tidak harus demikian. Dan menurut 
kami golongan-golongan yang ada dan seluruh kelompok yang ada, itu sudah ikut 
memilih dalam pemilu dan mereka terwakili oleh yang mereka pilih dan wakil-wakil 
yang ada yang duduk dalam DPR dan DPD itu. Oleh karena itu, kami menganggap 
bahwa sekali lagi di sinilah sulitnya dan urgensinya tidak perlu kita masukkan Utusan 
Golongan ini dalam MPR. 

Kemudian yang ketiga, menurut kami bukan berarti tidak ada Utusan Golongan 
dan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD itu dengan demikian adalah 
bikameral. Sistem MPR yang dalam alternatif dua, bukanlah MPR dan DPD tapi MPR itu 
adalah anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian ini bukan bikameral seperti 
yang dikenal di Amerika. Ini tidak ada. Yang ada adalah unikameral, ada DPR, ada DPD, 
anggota DPR dan anggota DPD bergabung dalam MPR. Jadi, trikameral atau 
unikameral. Jadi, tidak benar kalau Dewan menyatakan bahwa ini bikameral. Jadi yang 
kita pilih ini juga adalah khas Indonesia, tidak sama dengan yang lain. Jadi, ini khas 
Indonesia, tidak sama dengan Amerika yang bikameral. 

Jadi, inilah penegasan dari kami sehingga kami kembali lagi menyimpulkan 
bahwa kami memilih alternatif dua itu dengan alasan-alasan yang kami sampaikan tadi. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

234. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih, yang terhormat Saudara Hamdan Zoelva. Selanjutnya saya 

persilahkan yang terhormat Saudara Amin Aryoso. 

235. Pembicara: AminAryoso (F-PDIP) 
Terima kasih Saudara Pemimpin. Saudara-Saudara yang kami hormati. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Aryoso dari Fraksi PDI Perjuangan. 
Saya tidak ingin memasuki substansi, tapi ingin memberikan suatu pandangan, 

yaitu bahwa konstitusi itu adalah kontrak sosialnya rakyat, itu adalah prinsip. Saya 
melihat bahwa DPD baik yang tercantum dalam alternatif pertama atau alternatif dua 
itu mengandung pengertian adanya unsur baru, adanya sistem dan struktur baru di 
dalam ketatanegaraan kita. Oleh karena itu, pada tanggal 7 November 2001 kurang 
lebih sudah ada 200 penandatangan yang menginginkan agar kalau ada sistem dan 
struktur baru dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita sesuai dengan asas 
kontrak sosial itu tadi. Hendaknya masalah ini ditanyakan lebih dulu kepada rakyat, 
karena apa? Dikatakan ada sistem dan struktur baru, kedaulatan yang dianut di 
Indonesia ini sesuai dengan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah 
kedaulatan rakyatnya seluruh rakyat Indonesia, dan kedaulatannya seluruh wilayah 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Proklamasi itu pun 
dikumandangkan berdasar atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama bangs a J awa, 
juga bukan atas nama bangsa Batak. Oleh karena itu, kedaulatan yang bersifat nasional 
ini kurang pada tempatnya diserahkan kepada daerah-daerah sehingga hal itu 
kemudian diberikan perwakilannya di tingkat pusat 

Sekali lagi tanpa saya memasuki substansi, karena masalah ini sudah 
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menyangkut sistem dan struktur perubahan ketatanegaraan. Sesuai dengan asas 
kontrak sosial itu tadi, seyogianya masalah ini ditanyakan lebih dulu kepada rakyat. 
Ada pemikiran baru-baru ini yang berkembang, baik itu dari kalangan partai-partai 
politik maupun TNI/Polri ada suatu forum yang disebut-sebut sebagai komisi 
konstitusi, atau apapun namanya, sebaiknya masalah ini diserahkan pada lembaga 
seperti itu untuk ditanyakan kepada rakyat Apakah rakyat memang menghendaki 
institusi seperti itu. Sekian. 

Terima kasih. 

236. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Amin Aryoso yang terhormat. Selanjutnya kami persilakan 

yang terhormat Prof. Askin. 

237. Pembicara: Moh. Askin (F-Reformasi) 
Saya ralat, nama saya M. Askin. Kadang-kadang memang selalu salah, terima 

kasih. 

238. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Maaf, Prof. Askin. 

239. Pembicara: Moh. Askin (F-Reformasi) 
Pimpinan dan sidang yang saya hormati. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya M. Askin nomor anggota A-25, daerah pemilihan dari Sulawesi Selatan, 

Fraksi Reformasi yang terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan. 
Secara langsung, saya ingin sampaikan bahwa saya memilih alternatif yang 

kedua dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya bahwa selama 50 tahun kita 
merdeka ini, kita telah semakin berkembang, semakin melihat pengalaman
pengalaman dan di dalamnya itu kita melihat juga bahwa dengan perwakilan daerah 
yang dimaksud ini, kita akan coba atur dengan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya 
secara kebetulan terhadap Utusan Golongan tersebut, tapi dengan pencantuman atau 
pemilihan Dewan Perwakilan Daerah ini diharapkan melalui seleksi yang sangat ketat 
sekali, melalui suatu perundang-undangan yang baik secara obyektif kita lakukan, akan 
mampu kita menyeleksi golongan-golongan yang masuk di dalam perwakilan daerah 
tersebut 

Pengalaman sudah cukup ada dalamnya itu, tapi jangan kita hilangkan itu di 
dalam menempatkan orang tersebut secara kebetulan, secara suka sama suka atau ada 
intimidasi dan sebagainya, tapi harus diambil, harus dipilih melalui seleksi di dalam 
mekanisme demokrasi yang ada dan hal ini pemilihan yang akan diatur dalam 
ketentuan perundang-undangan. 

Saya nyatakan bahwa undang-undang yang masuk itulah yang akan menyaring, 
menentukan golongan-golongan, dan tidak berkelebihan kalau saya mengusulkan pada 
kesempatan ini yang kita prioritaskan ini adalah golongan tani, nelayan, termasuk 
pegawai, karyawan, pengusaha nasional, yang sudah berlaku selama ini, alim ulama, 
angkatan jasa, termasuk cendekiawan, pendidik, guru, seniman, wartawan, wanita, dan 
pemuda. Ini harus terwakili di dalam wakil-wakil yang dipilih. Artinya wakil rakyat 
tersebut mampu menyuarakan golongan-golangan yang diakui tersebut. Sehingga 
dengan demikian tidak perlu ada kekhawatiran apakah terwakili, yang penting wakil 
tersebut dapat menyuarakan wakil dari golongan dari mana dia berada. 

Saudara sekalian. Saya sangat berterima kasih kepada Badan Pekerja MPR. Saya 
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tunjukkan lagi ini, yang telah menyiapkan materi amendemen ini dengan sempurna, 
ada alternatif ini melalui kajian yang intensif dengan melibatkan para pakar, para 
cendekiawan, bahkan menerima masukan dari masyarakat, juga telah melakukan uji 
sahih ke berbagai universitas terkemuka di negara ini dan dalam pandangan saya tidak 
ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi keragu-raguan terhadap lembaga yang indah ini 
sebagai lembaga yang tertinggi dari negara kita ini sebagai universitas. Sehingga sekali 
lagi saya mengatakan saya menghargai hasil kerja Badan Pekerja ini yang telah bekerja 
kurang lebih hampir setahun lamanya 

Demikian alasan saya, mudah-mudahan pilihan saya sekali lagi, saya memilih 
alternatif kedua yang berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Terima kasih. 

240. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Prof. Askin. Selanjutnya pembicara berikut yang terhormat Saudara 

Djoko Wiyono. 

241. Pembicara: A. Djoko Wiyono (F-UG) 
Terima kasih Pemimpin. 
Selamat siang dan juga kepada anggota Komisi A yang saya muliakan. 
Nama saya A Djoko Wiyono. Nomor C-650. Saya utusan dart Konferensi Wali 

Gereja Indonesia Unsur Katholik 
Jadi, kami hadir menghormati KPU karena rohaniwan-rohaniwati tidak boleh 

masuk dalam lembaga politik lalu mengutus saya untuk duduk di sini dan saya merasa 
bersyukur karena hadir di dalam era reformasi sehingga Fraksi Utusan Golongan lain 
dengan Fraksi Utusan Golongan pada periode sebelumnya. 

Kami mengikuti beberapa diskusi bahwa mengenai Pasal 2 ini, itu bukan, kami 
dari bagian Utusan Golongan bukan untuk mempertahankan keberadaan Utusan 
Golongan, tetapi merupakan upaya mempertahankan sistem pemerintahan negara 
yang diamanatkan oleh para pendiri Republik Indonesia yang berintikan kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 
tegaknya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. 

Dan kebetulan kita juga masih merasakan krisis multidimensi dan salah satunya 
adalah krisis moral. Saya kebetulan juga ada tulisan dari Prof. Ahmad Syafi'ie Ma'arief 
mengutip Bung Hatta, almarhum, saya kagum juga dengan beliau. Beliau mengatakan, 
mudah-mudahan beliau tidak terusik di surga, dan kepada para anggota Majelis, 
anggota dari partai mudah-mudahan ini tidak merupakan, apa namanya, menyakiti 
para anggota Majelis dari partai. 

Bung Hatta menulis: Partai yang ada pada hakekatnya alat untuk menyusun 
pendapat umum secara teratur agar supaya rakyat belajar merasai tanggung jawabnya 
sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat. Partai itu dijadikan tujuan dan 
negara menjadi alatnya Seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan the right 
man in the right place. Ini mendorong orang ke jalan curang dan korupsi mental. 
Akhirnya orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin 
memperoleh jaminan. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka. 
Partai-partai politik ditungganginya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri maka 
timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya korupsi dan demoralisasi 

Perubahan UUD 1945 109 



merajalela. 
Itu saya kutip kata-kata beliau sehingga founding fathers dengan v1s10ner 

menetapkan Utusan Golongan dan itu jelas ada di Penjelasan tentang UUD 1945 Bab II. 
Maksudnya ialah Majelis permusyawaratan Rakyat itu adalah seluruh rakyat dari 
seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga 
Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut 
golongan-golongan ialah badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan 
kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Saya kira ini masih 
relevan. Oleh karena itu, saya menghimbau para anggota Majelis yang duduk di Komisi 
A untuk lebih arif dan bijaksana serta dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan 
spiritual yang minimal samalah dengan para founding fathers atau jauh lebih baik 
sehingga dapat memutuskan Pasal 2 ini dengan bijaksana. Dan saya pribadi memilih 
alternatif pertama kalau memang itu terburu-buru atau kalau masih punya waktu 
diserahkan kepada komisi konstitusi. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

242. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Djoko Wiyono. Selanjutnya yang terhormat Saudara Abduh 

Paddare. 

243. Pembicara : M. Abduh Paddare (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama H. M. Abduh Paddare, Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor A-12. 
Bapak-Bapak sekalian, saya tambah bingung, bingungnya kenapa? Dulu pada 

zaman Orde Baru, Orde Lama, segala orde yang sudah sebelum ini, dikatakan anggota 
DPR diangkatin, ditunjuk semaunya begitu. Sekarang kita mau pemilu, memilih, kok 
aneh lagi, lebih aneh lagi, mau kembali kepada yang Orde Lama dulu itu, yang kira-kira 
ditunjuk disalahi segala macam. Padahal saya melihat seluruh dunia paling modern, 
kita bicara demokrasi selalu demokrasi. Kadang-kadang untuk kepentingannya saja 
maka dia berdemokrasi. Demokrasi yang murni, yang baik, benar, dan jujur dan 
modern tidak ada satu negara pun di dunia yang mengangkat orang-orang yang bukan 
dibeli, dipilih. Itu kenyataan, tidak ada. Yang saya tahu baik Amerika yang modern, 
Inggris, Jerman, Perancis, tidak ada. Mungkin ini spesialis untuk bangsa kita ini. Tapi 
berdasarkan sejarah dan pengalaman membuktikan bahwa praktik-praktik masa lalu 
Utusan Golongan ini diangkat, pilih kasih, kelompok tertentu, dan like-dislike. Apakah 
ini mau diulangi? 

Saya kira juga founding fathers kita ini memberikan satu undang-undang 
fleksibel. Kalau praktiknya dalam proses lanjut untuk mencapai negara modern perlu 
diubah. Al Qur'an saja oleh Tuhan .... Dibuat tadi satu ada perubahan sesuai dengan 
kondisi dan zamannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan Pak, dalam seluruh pemilu 
ini sekali lagi kita coba, seluruh anggota MPR diangkat, dipilih, jangan diangkat lagi. 
Karena berdasarkan pengalaman diangkat pada marah rakyat ini. Katanya terutama 
ahli-ahli yang paling jago, sarjana hukum, doktor, insinyur, apa itu anggota DPR 
diangkatin? Sekarang kita mau pilih kok terbalik lagi? Aneh kan? Sudahlah, atas nama 
rakyat, apakah referendum, tidak perlu referendum menurut saya. Pemilu langsung, 
terserah rakyat mau memilih siapa. Dan seluruh rakyat, ya petani, ya nelayan, ya 
budayawan, ya seniman, ya segala macam, pegawai negeri kecuali tentara, ABRI, TNI, 
itu sudah milih. TNI memilih, apa lagi? Kenapa mesti dibedakan? Tinggal hati nurani 
berjuang untuk rakyat tidak? 
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Kita kemarin mendengar rakyat-rakyat, rakyat yang mana? Saya juga rakyat, kok 
PPP punya rakyat tetap, pemilih PPP. Yang lain diangkat, siapa rakyatnya? Untung 
anggota DPR kasih angkat dia. lya kan? Oleh Presiden ditunjuk, oleh organisasi. Oleh 
karena itu Pak, saya kira sudah bukan zamannya lagi kalau kita mau modern 
demokrasinya, angkat atau pilih melalui pemilihan umum langsung, bebas, jujur, dan 
adil. Kata adil pun dari dulu tidak pernah bisa masuk, hanya bebas bebas, bebas, 
mengakalin orang. Kan begitu? 

Oleh karena itu, saya mengharapkan ini alternatif dua ini yang paling tepat. 
Baiklah kita coba. Kalau pemilu nanti 2004 masih ada yang kurang, dirombak lagi, kan 
bisa saja. Hak MPR kan ada? Bukan siapa-siapa, bukan komisi konstitusi yang 
mengubah. Adalah anggota MPR yang berhak menurut Pasal 37 MPR. Tak ada itu 
komisi konstitusi itu, ini yang berhak. Oleh karena itu, baiklah berikan kepada rakyat 
memilih kita, mau rombak lagi, mau bagaimana, terserah. Tetapi kami yakin seluruh 
anggota MPR itu berjuang untuk kepentingan rakyat. Masih ada tuduhan, ada saja, itu 
namanya, ya namanya orang memang kerjanya tuduh-tuduhan melulu saja. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

244. Kenia Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Abduh Paddare. Selanjutnya yang terhormat Saudara 

Ghaleb Husein. 

245. Pembicara: S. Ghaleb Husein (F-UD) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan yang saya hormati. Nama saya Ghaleb Husein dari Fraksi 

Utusan Daerah Riau Nomor B-597. 
Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. 
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan 

mi. Menanggapi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 mengenai Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi MPR RI tahun 2004, kami 
dari Utusan Daerah berketetapan untuk memilih alternatif kedua yang berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Alasan atau reasoning yang diberikan adalah sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Bab VIIB Pasal 22E: 

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil setiap lima tahun sekali." 

Ayat (3): 
"Peserta pemilihan urn um untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik." 
Ayat (4): 
"Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah 

perseorangan." 
Dengan melihat ayat tersebut di atas maka sebenarnya seluruh komponen 

bangsa ini, apakah dia seorang anggota partai politik, seniman, budayawan, pelaku 
bisnis, golongan-golongan agama, masyarakat, suku terasing, dokter, notaris, dan 
sebagainya, petani, semuanya sebenarnya sudah tertampung suaranya dalam 
pemilihan umum yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan undang-undang. Apabila 
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ada golongan-golongan dari masyarakat Indonesia yang dimasukkan ke dalam MPR 
tanpa pemilihan langsung oleh rakyat maka ini akan merupakan suatu cacat demokrasi 
dari sebuah demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. 

Selain itu, dengan anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih 
langsung oleh rakyat tersebut maka ini memberikan legitimasi yang kuat dan seimbang 
dengan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka kami Utusan Daerah MPR RI berketetapan agar 
MPR RI tahun 2004 nanti komposisinya hanya terdiri dari DPR dan DPD. Sekian. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

246. Kenia Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Ghaleb Husein. Selanjutnya, yang terhormat Saudara 

Syamsul Ma'arif. 

247. Pembicara: Syamsul Ma'arif (F-TNI/Polri) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Syamsul Ma'arif, Fraksi TNI/Polri Nomor AA-469. 
Menanggapi masalah Pasal 2 Ayat (1) ini, saya melihat dari spirit para pendiri 

bangsa yang harus dipandang sebagai sumber inspirasi, visi, dan motivasi yang 
membuka peluang bagi bangsa ini untuk mengaktualisasikan diri dalam menghadapi 
tantangan dan tanggung jawab masa depan bangsa. Saya berpandangan bahwa 
representasi sistem perwakilan melalui pemilu merupakan norma yang ideal dalam 
membangun demokrasi. Karenanya penentuan keanggotaan MPR haruslah dipilih 
melalui pemilu. 

Di sisi lain, pemilu juga membuka peluang yang sama bagi setiap warga negara, 
untuk menggunakan hak memilih dan di pilih, termasuk bagi golongan fungsional yang 
aspirasinya dapat disalurkan melalui representasi politik dan daerah. Di sini berarti 
semangat yang dibangun adalah anggota DPR dan DPD haruslah semakin berusaha 
meningkatkan kemampuannya untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi 
segenap lapisan masyarakat secara lebih optimal dan lebih bertanggungjawab. 

Atas dasar tersebut, saya menyampaikan pandangan bahwa anggota MPR yang 
dipilih melalui pemilu merupakan representasi yang optimal dan legitimate yang 
terdiri dari anggota DPR dan DPD sebagaimana yang tertuang pada alternatif kedua. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

248. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Syamsul Ma'arif. Kurang dari tiga menit, hanya dua menit. Kami 

mempersilakan pembicara berikut yang terhormat Saudara Immanuel Blegur. 

249. Pembicara : Immanuel Ekadianus Blegur (F-PG) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Pimpinan dan para anggota Komisi A yang saya hormati. 
Perkenankan saya Immanuel Blegur dari Fraksi Golkar A-366. 
Menyampaikan pikiran kami, atas nama fraksi, yaitu menyangkut Pasal 2, kami 

memilih alternatif yang kedua. Dengan demikian, struktur MPR terdiri dari DPR RI dan 
DPD. Perkenankan pula kami menyampaikan beberapa argumentasi sebagai tambahan 
argumentasi dari yang telah dikemukakan oleh teman-teman. 

Pertama, menyimak apa yang dikatakan Pak Joko dari Utusan Golongan sangat 
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tertarik. Saya sangat tertarik untuk mendalami itu. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 
Dasar 1945 yang asli dengan tegas menyebutkan bahwa MPR merupakan penjelmaan 
rakyat dari kurang lebih atau kembali yang pasti tiga golongan yaitu rakyat, golongan, 
dan daerah. Penjelasan tentang golongan, tegas-tegas disebut bahwa yang 
dimaksudkan dengan golongan adalah badan-badan koperasi, serikat pekerja, badan
badan kolektif. Bahkan yang dimaksudkan oleh Penjelasan itu adalah golongan
golongan dalam badan ekonomi. Kalau perspektif ini kita kaji, maka ketiadaan Utusan 
Golongan yang sekarang juga telah tidak sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang lama. Karena ada golongan seniman, ada golongan agama, dan ada 
golongan yang lain. 

Oleh karena itu, kita masuk pada bagian yang kedua dari Penjelasan itu. Bahwa 
penetapan unsur golongan-golongan sebagai unsur MPR itu juga harus mengikuti 
aliran zaman. Waktu itu aliran zamannya adalah partai politik dengan domain 
karakternya sendiri dan masyarakat dengan domain karakternya sendiri. Ada juga 
keinginan zaman waktu itu untuk menjadikan koperasi sebagai basis perekonomian 
nasional dan diduga tidak terwakili di dalam partai-partai politik. Oleh karena itu, 
unsur golongan-golongan yang ada dalam badan-badan ekonomi ini dihadirkan untuk 
mewakili kaum koperasi. 

Sekarang zaman telah berubah, reformasi telah kita gulirkan dan tuntutan 
masyarakat pun berkembang, yaitu menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu 
yang tegas dalam prinsip kedaulatan rakyat adalah bagaimana menegakkan prinsip 
keterwakilan politik. Keterwakilan politik diukur dari keterwakilan dari partai-partai 
politik. Di dalam hukum positif kita, partai-partai politik memiliki afiliasi politik yang 
luas. Tidak ada pembatasan golongan masyarakat tertentu yang boleh melakukan 
afiliasi politik. Artinya apa? Jangkauan afiliasi politik dari partai-partai politik 
menyentuh seluruh kelompok masyarakat. Entah itu golongan seniman, golongan 
fungsional, golongan apa saja di dalam masyarakat Dengan demikian tingkat 
keterwakilan politik diukur dari afiliasi masyarakat di dalam partai-partai politik. 
Kalaulah sampai masyarakat itu tidak menginginkan, menggunakan partai politik 
sebagai arena untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingannya, dia juga bisa 
mengambil posisi sebagai LSM atau kelompok-kelompok penekan. Yang dikatakan Pak 
Hamdan Zoelva tadi mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. 

Dengan demikian Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari prospektif 
keterwakilan politik seharusnya badan-badan perwakilan itu diisi oleh orang-orang 
yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu argumentasi kami yang pertama. 

Kemudian yang kedua, apabila Utusan Golongan tetap dipertahankan seperti 
sekarang, maka ini juga akan mengingkari prinsip tadi, yaitu terjadi double 
representativeness. Jadi setelah menggunakan hak-hak politiknya, dia juga harus hadir 
secara tersendiri di dalam struktur MPR. 

Dan yang terakhir Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita melihat unsur dasar pendirian 
sebuah negara, ada tiga komponen besar, pemerintah, rakyat, dan daerah. Pemerintah 
dipilih lansung, rakyat dipilih langsung juga dalam DPR, Daerah juga dipilih langsung 
dalam DPR. Dengan menegakkan tiga unsur dasar negara ini, saya kira kita punya 
alasan yang cukup kuat dan sama sekali tidak mengingkari apa yang telah 
dikemukakan oleh thefoundingfatherskita. Saya kira demikian Pimpinan. 

Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum 
warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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250. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Immanuel Blegur. Selanjutnya yang terhormat, Saudari Ida 

Fauziyah. 

251. Pembicara: Ida Fauziyah (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati. 
Pertama apabila reasoning atau alasan yang kami sampaikan sama dengan yang 

lain, maka mohon dianggap sebagai bentuk penegasan terhadap alternatif atau 
penegasan terhadap pilihan itu. 

Yang pertama, kami memilih terhadap Pasal 2, kami memilih pada alternatifyang 
ke dua bahwa: 

"MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang". 

Alasannya yang kami ambil adalah bahwa kita berpijak pada paradigma yang 
menjadikan pemilu sebagai satu-satunya pintu masuk bagi pengisian keanggotaan 
legislatif. 

Kemudian yang kedua, sistem multipartai yang kita anut sekarang ini 
mempersilakan kepada siapa saja, kepada golongan mana saja, untuk mendirikan 
partai dan ikut bertarung di pemilu. Jadi gampangannya, tidak ada tiket gratis untuk 
masuk ke parlemen ini. Dan saya kira di berbagai partai-partai yang ada sekarang ini 
pun telah mengakomodir semua kepentingan golongan-golongan yang ada di 
Indonesia. 

Kemudian yang ketiga, kita belum melihat ada mekanisme yang accountable 
untuk melihat keterwakilan, antara golongan-golongan dengan Utusan Golongan yang 
mewakili mereka. Jadi, alasan-alasan itu mungkin sama dengan yang lain. Sekali lagi 
bahwa yang kami sampaikan menegaskan terhadap pilihan itu. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

252. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima Kasih Saudari Ida Fauziah, juga menggunakan waktu kurang dari tiga 

menit. Terima kasih. Selanjutnya yang terhormat Saudara Haryanto Taslam. 

253. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan sidang yang kami hormati. 
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bahwasanya telah diberikan 

apa yang disebut asmat atau aspirasi masyarakat dan juga sebagian daripada surat
surat yang masuk pada MPR yang merupakan tanggapan ataupun harapan ataupun 
aspirasi daripada berbagai kelompok masyarakat Saya katakan sebagian karena saya 
yakin ini tak semuanya disampaikan kepada anggota, karena kebetulan saya sendiri, 
organisasi yang saya pimpin Pemuda Demokrat Indonesia dan saya tidak pernah 
menyampaikan kepada Pimpinan MPR, tapi nyatanya di dalam kumpulan surat-surat 
ini tidak ada. Tapi walaupun demikian, kami menghargai itikad baik dari Pimpinan 
untuk pada akhirnya memberikan hal itu kepada anggota sehingga kita semua bisa 
mengetahui dan mengikuti apa yang menjadi pikiran-pikiran yang ada di masyarakat 
kita. 
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Menanggapi masalah Pasal 2 Ayat (1) yang merupakan hasil daripada kerja 
Badan Pekerja yang terdiri dari dua alternatif. Terus terang saya ingin 
mempertanyakan kembali bahwa di dalam rangka kita melakukan perubahan
perubahan memenuhi tuntutan reformasi ini, yang dimaksud dengan amendemen ini 
sudah kehilangan makna lagi. Dengan adanya perubahan terhadap struktur kekuasaan. 
Saya masih berpikir secara sederhana, seperti pada waktu kita melakukan amendemen 
yang pertama, di mana makna amendemen itu bersifat adendum. Hanya untuk 
mempertegas dan memperkuat ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada. 

Seperti contoh pada Pasal 7, ketika itu tujuan kita tidak mengubah subtansinya. 
Tapi kita mempertegas apa yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, 
kalau kita kembali pada Pasal 2 Ayat (1) ini, yang sedang dituangkan dalam dua 
alternatif. Saya melihat di sana ada perubahan yang sangat fundamental, sebagaimana 
tadi yang juga disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Apakah perubahan yang 
sangat mendasar di dalam representasi di lembaga tertinggi negara atau saya sudah 
tidak cocok lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara MPR karena sudah tidak 
seperti yang kita pahami pada waktu-waktu sebelumnya. Dimana memang secara tegas 
MPR sebelumnya itu dikatakan sebagai pelaksana dan pemegang kedaulatan rakyat. 

Di dalam struktur yang ada di dalam MPR sekarang ini ada yang namanya Dewan 
Perwakilan Daerah. Juga ada yang namanya Utusan Golongan, ini dalam alternatif satu. 
Sementara di alternatif dua hanya DPR dan Dewan Perwakilan Daerah saja. Saya ingin 
mempertegas apa yang saya katakan tadi, bahwa dengan kita membahas Pasal 2 Ayat 
(1) ini memang tidak bisa tidak, kita terkait pada apa yang sudah kita lakukan pada 
amendemen ketiga yang lalu. Di mana, sudah diputuskan adanya Pasal 1 Ayat (2) 
termasuk juga Pasal 22C yang menyangkut keberadaan daripada Dewan Perwakilan 
Daerah. 

Saya sepakat kepada rekan-rekan sebelumnya yang menyatakan bahwa lembaga 
MPR, lembaga DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, itu harus diisi oleh orang
orang yang betul-betul mewakili rakyat lewat suatu mekanisme pemilihan, yaitu 
pemilihan umum sebagaimana yang kita kenal selama ini. Namun, untuk keberadaan 
daripada Dewan Perwakilan Daerah inilah, saya masih belum bisa menentukan pilihan 
yang mana, karena kebetulan alternatifnya cuma dua. Kalau seandainya kita boleh 
membongkar kembali, atau terbuka kemungkinan untuk membuka kembali apa yang 
sudah kita lakukan pada tahun yang lalu, barangkali mungkin diskusi kita akan lebih 
mendalam. Oleh karena itu, saya tidak menentukan pilihan apakah alternatif satu, 
apakah alternatif dua, namun kita tunggu saja dalam Paripurna kita putuskan. Saya 
usulkan lagi kita putuskan dalam Paripurna. Demikian. 

Terima kasih. 

254. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Haryanto Taslam. Selanjutnya pembicara berikut, kami 

persilakan Saudara Asnawi Latief. 

255. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua, Saudara-Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi A 

yang saya hormati. 
Ada adagium bahwa dalam politik tidak ada yang gratis. Tadi sudah disebut oleh 

adinda kita, bahwa masuk ke parlemen pun tidak bisa dengan cara gratis. MPR sebagai 
lembaga parlemen atau sebagai lembaga yang kita sepakati, itu terdiri atas Dewan 
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Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili 
daerah. Secara bergurau di PAH I, DPD ini adalah mewakili ngarai dan sungai, serta 
gunung-gunung, serta wilayah, termasuk golongan. 

Oleh karena itu saya berpendapat karena MPR ini harus diisi melalui prosedur 
pemilihan umum yang demokratis, maka sulit untuk memasukkan unsur-unsur lain di 
luar pemilihan umum. Oleh karena itu, kembali pada adagium tadi, tidak ada yang 
gratis, dan tidak ada yang diangkat, dan dihadiahkan pada siapapun, harus berlomba 
dalam satu forum pemilihan umum. 

Ada alasan bahwa MPR terdiri atas DPR dan DPD, itu semacam mencabut dari 
serabut Utusan Golongan atau Golongan, itu sebenarnya tidak benar. Sebab mereka 
punya hak hidup. Misalnya ada alasan bahwa Utusan Golongan dari ormas terbesar 
yang memiliki anggota 40 juta, ada yang memiliki 25 juta, tetapi pun tidak adil, mereka 
pun di dalam Utusan Golongan satu, sama dengan persatuan-persatuan profesi yang 
lain yang jumlahnya tidak signifikan, itu juga menyulitkan. Masa lalu, golongan ini 
memang menjadi masalah, tadi sudah dijelaskan awalnya golongan jadi lalu kelompok 
profesi. Sehingga golongan di MPR tidak pernah ada fraksi, baru kali ini ada fraksi 
bahkan menyudutkan fraksi yang selama ini ada yaitu Utusan Daerah. 

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, terfokus pada alternatif ini, saya tidak banyak 
alasan-alasan sebab sudah cukup di dalam diskusi-diskusi dari PAH I maupun Badan 
Pekerja. Saya pribadi sebagai anggota Majelis ini memilih alternatif dua Pasal 2 bahwa: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Kepada kawan-kawan yang merasa tidak terwakili, ingin duduk di situ, ada 
peluang. Pertama, mendirikan partai politik, mari kita berlomba. Atau kedua, 
bergabung dengan politik yang ada, atau merebut keanggotaan di DPD yang dalam 
ketentuannya itu dipilih secara perorangan, kalau memang belum dianggap kurang 
terwakili. Sekali lagi Saudara Pimpinan, saya memilih alternatif dua. Demikian. 

Terima kasih. 

256. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Asnawi Latief. Selanjutnya, pembicara berikut, yang 

terhormat Saudara Zulkifli. 

257. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya Zulkifli Hallim, AA-244, Fraksi Reformasi. 
Jadi sekarang kita membicarakan adanya beberapa golongan yang menurut the 

founding fathers, golongan-golongan ini perlu kita proteksi, perlu kita ayomi, dan perlu 
kita tempatkan pada Majelis. Cuma dalam hal ini saya ingin melakukan sebuah 
redefinisi, siapakah golongan yang dimaksud oleh the fouding fathers kita itu. Saya 
melihat bahwa memang betul the founding fathers, kita tidak terlalu percaya pada 
mekanisme sistem politik yang akan dibentuk pada awal kemerdekaan. Karena begitu 
pedulinya terhadap nasib sesama anak bangsa, dia menyediakan sebuah saluran. 
Tetapi saya melihat adanya kekeliruan dalam memahami golongan ini. 

Kami memahami golongan yang dimaksud adalah kelompok powerlessness, 
kelompok yang tersingkirkan, tidak memiliki akses dalam sistem politik, tidak memiliki 
akses untuk melakukan artikulasi politik, dan dia pun tidak begitu andil dalam 
mengagresikan kepentingannya. Nah, 30 tahun lebih belakangan ini, saya melihat ada 
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satu kesalahan fatal. Justru yang mengisi porsi golongan itu justru mereka-mereka 
yang memiliki akses politik yang sangat kuat. Maka dalam hal ini saya melihat, 
alternatif satu dan alternatif dua, adalah pilihan kita untuk tetap menyerap golongan 
yang terpinggirkan ini. 

Dalam hal ini maka saya mohon perhatian kepada Saudara-Saudaraku dari 
Utusan Golongan, dalam pertumbuhan partai politik belakangan ini, itu sangat kuat 
mekanisme untuk menyerap aspirasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu. Kita 
perhatikan saja, mana partai politik yang tidak sensitif dengan aspirasi ormas, tidak 
sensitif dengan aspirasi organisasi keagamaan bahkan tempat-tempat ibadah. Mereka 
sangat menyesuaikan diri, itu artinya mereka melakukan penyerapan aspirasi terhadap 
kelompok-kelompok yang selama ini kita anggap tidak terwakili. 

Oleh sebab itu, alternatif satu dan alternatif dua ini sebenarnya sama-sama 
berupaya untuk menyerap aspirasi kelompok yang tertinggalkan itu, terpinggirkan itu. 
Kami melihat justru pada alternatif dua itu, proses itu lebih cepat berjalan. Karena 
proses demokratisasi partai yang terjadi belakangan itu lebih cepat ketimbang upaya 
kita untuk mencari parameter yang tepat untuk menyerap golongan yang 
terpinggirkan itu. Jadi sampai sekarang, setelah 30 tahun lebih, kita tidak memiliki 
ukuran yang pasti. Sehingga kita selalu keliru dalam menyerap itu. Dan sampai 
sekarang inipun saya khawatir, apakah memang golongan yang terpinggirkan itu 
memang diserap suaranya secara maksimal? 

Oleh sebab itu, dalam memilih alternatif satu, dua ini, Pasal 2 Ayat (1) ini, 
memang saya pikir, disamping kita menoleh ke belakang, mencoba mengapresiasi 
gagasan dari the founding fathers kita, dengan catatan bahwa the founding fathers kita 
pun juga pada akhir 50-an, awal 60-an, tidak luput dari perbedaan. Bahkan yang sangat 
menarik the founding fathers yang dikatakan tadi mengeluarkan maklumat, itu pada 
akhir 60-an justru melangkah untuk mendirikan partai, tidak untuk menghidupkan 
Utusan Golongan itu. Itu artinya bahwa partai politik ternyata dalam perjalanan 
empirisnya, itu lebih cepat menyerap aspirasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan 
itu tadi. Maka disamping itu, saya kira, parameter yang lain kita juga harus 
meninggalkan, melihat ke depan, meninggalkan kepada generasi di belakang kita 
adalah kehidupan yang mereka siap menjadi warga dunia, dan itu adalah 
demokratisasi, dan itu adalah pemilu. 

Oleh sebab itu, saya melihat manfaat dan mudharat-nya, lebih banyak jaminan 
pada alternatif dua ini untuk menyerap aspirasi kelompok itu. Saya tidak menutup 
mata terhadap manfaat adanya Utusan Golongan saat ini, misalnya saja pandangan 
umum yang diberikan kemarin, itu memang cukup menggugah dan memberikan 
suasana segar. Tetapi persoalannya adalah kembali kepada pokok persoalan, kita perlu 
menyerap aspirasi kelompok-kelompok yang secara politis terpinggirkan. Dan saya 
lebih optimis bahwa alternatif dua itulah yang lebih menjamin. Sekian. 

Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

258. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Zulkifli. Selanjutnya yang terhormat Saudara Happy Bone. 

259. Pembicara: Happy Bone Zulkarnain (F-PG) 
Terima kasih. 
Pimpinan, Wakil Pimpinan, hadirin sekalian. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pada sore ini kita masih membahas tentang masalah Utusan Golongan. Perlu saya 
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sampaikan nama saya Happy Bone Zulkarnain, nomor anggota A-328. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh sikap dari fraksi kami. Kami berada dalam 

alternatif dua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, barangkali secara teoritis 
dan praktis. 

Pertama adalah kita sama-sama memahami bahwa dalam era reformasi, kita 
dituntut dan mempunyai satu tugas yang cukup besar, yaitu adalah merumuskan 
sebuah sistem politik yang demokratis. Dalam sebuah sistem politik yang demokratis 
di mana pun dia berada, tentu kita sama-sama ingat bahwa setiap struktur yang ada itu 
bersifat role differentiation, ada spesialisasi peran, ada posisi institusi-institusi yang 
memang bisa merebut kekuasaan dan bersaing di dalam sebuah pemilu. Tapi ada 
institusi-institusi yang menyampaikan aspirasi dan menyalurkan semua aspirasi
aspirasinya yang kemudian diarahkan kepada partai-partai politik yang ada. Apabila 
kita bersikap seperti itu atau berpandangan seperti itu, artinya kita sama-sama 
memahami bahwa Utusan Golongan tentulah bukan partai politik. Oleh karena itu 
posisi seperti itu tentunya adalah seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, 
dia berada dalam institusi-institusi pressure group dan juga institusi-institusi yang lain. 

Saya masih ingat betapa sebetulnya mayoritas dari aspirasi masyarakat yang 
banyak disampaikan oleh kawan-kawan tadi, mayoritas dari aspirasi masyarakat 
menginginkan sebetulnya adalah semua anggota MPR itu adalah elected people, dia 
adalah betul-betul mewakili rakyat, dan dia harus didapatkan tentunya adalah setelah 
ada suatu persaingan di dalam sebuah pemilu. Dengan demikian, dia mewakili rakyat 
dalam pengertian yang utuh. 

Saya masih teringat pada tahun 1999, wakil dari Utusan Golongan, kalau tidak 
salah adalah Saudari Valina Singka, itu pernah menyampaikan suatu sikap Utusan 
Golongan yang menurut pandangan saya, penuh dan sarat dengan nilai-nilai 
kenegarawan yang arif dan bijaksana. Beliau menyampaikan bahwa Utusan Golongan 
tidak perlu duduk di MPR dan itu adalah suatu sikap yang menurut saya, penuh 
keikhlasan dan satu kerelaan. 

Oleh karena itu, pandangan-pandangan seperti itu tentu perlu diingatkan lagi, 
paling tidak adalah untuk menyapa pundak dari kawan-kawan yang sebetulnya masih 
ingin menyisihkan institusi itu menjadi institusi yang barangkali overlap dengan partai 
politik. Dalam kesempatan ini tentunya saya mengharapkan, dan kita berfikir lebih 
jernih lagi, bahwa Utusan Golongan memang tidak pas untuk menjadi atau setara 
dengan partai politik. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

260. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Happy Bone Zulkarnain. Selanjutnya kami persilakan yang 

terhormat Saudara Sukono. 

261. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Terima kasih waktu yang diberikan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Majelis yang kami muliakan. Pada kesempatan sore hari ini, sangat berbahagia 

sekali kita bersama-sama berkumpul di sini. Kami ingin mengingatkan kepada rekan
rekan bahwa di dalam pembahasan ini kita juga perlu menengok daripada sejarah, 
daripada perkembangan Undang-Undang Dasar itu, termasuk bagaimana dinamika 
daripada masyarakat yang berkembang sekarang ini. Kalau kita melihat keberadaan 
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daripada perwakilan rakyat dalam arti kata adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
di mana menurut Pasal 2 alternatif satu ini disebutkan bahwa perwakilan rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk Utusan Golongan. 

Di sini kami ingin menyampaikan sebenarnya perwakilan rakyat sekarang ini 
lebih maju daripada pemilu-pemilu yang lalu. Karena apa? Pemilihan yang sekarang ini 
di masing-masing daerah tingkat II dapat terwakili. Dengan sendirinya daerah itu 
sudah bisa membawakan daerah seluruh Indonesia ini. Dengan demikian sebenarnya 
Utusan Daerah untuk apa ada perwakilan daerah? Sebenarnya tidak perlu ada. 

Kemudian kalau ada Utusan Golongan, dalam hal ini saya hanya melihat Utusan 
Golongan yang fungsional sebenarnya adalah ABRI yang jelas. Keberadaan TNI/ ABRI 
ini sebagai warga negara yang sama haknya di muka hukum, mereka tidak mempunyai 
fungsi di dalam arena politik ini. Maka seandainya Utusan Golongan diartikan siapa, 
yang jelas adalah TNI/Polri. Ada pun yang lain-lainnya mungkin bisa ditinjau kembali. 

Kemudian kami menginginkan, menyampaikan bahwa dari beberapa fraksi telah 
menyampaikan adanya komisi konstitusi nantinya. Tetapi komisi konstitusi ini tidak 
ada istilah komisi konstitusi yang independen. lndependen dari mana? Menurut kami 
bahwa komisi harus berpihak, berpihak kepada negara Republik Indonesia, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keanggotaannya ini mungkin dapat diartikan 
secara komprehensif yang mereka komisi itu sendiri akan menilai hasil-hasil 
amendemen ini, apakah sudah layak untuk diberlakukan, apakah belum? Oleh karena 
itu, amendemen yang kita lakukan ini, baik satu, dua, tiga dan empat ini seyogianya, ini 
disosialisasikan dulu kepada masyarakat luas dan sambil untuk ditinjau kembali, 
artinya diuji oleh komisi yang kita bentuk. Sehingga nantinya diberlakukan itu sudah 
betul-betul teruji. Demikian. 

Terima kasih. 

262. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih, yang terhormat Saudara Sukono. Sebelum pembicara berikutnya, 

kami ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesi pembahasan kita sekarang 
ini adalah khusus kepada Pasal 2 Ayat (1) dengan judul seperti yang kita lihat tertera 
di-screen. Jadi, mohon difokuskan ke situ. Sedangkan materi-materi yang lain akan 
segera menyusul sesudah pembicaraan kita ini. Saya kira, kita mengingatnya akan 
semuanya yang pada waktunya nanti akan membicarakan topik-topik tersebut. 
Baiklah, pembicara berikut yang terhormat Saudara Shiddiq Aminullah. 

263. Pembicara: Shiddiq Aminullah (F-UG} 
Terima kasih Pimpinan. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Nama saya Shiddiq Aminullah, anggota Fraksi Utusan Golongan, nomor anggota 

C-642. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang terhormat 
Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan sebuah 

harapan agar Majelis tetap mempertimbangkan keberadaan Utusan Golongan ini bukan 
karena kami sekarang duduk di Fraksi Utusan Golongan. Sebab ada ataupun tidak ada, 
Utusan Golongan kelak belum tentu kami akan duduk kembali di MPR lagi. 

Kami hanya ingin menyampaikan sebuah pemikiran bahwa MPR adalah 
merupakan cerminan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Sementara ini kalau kita 
memperhatikan kenyataan, masih banyak kelompok masyarakat terutama kelompok 
minoritas dan suku terasing, termasuk mungkin juga golongan fungsional yang tidak 
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sepenuhnya merasa terwakili atau seperti tadi disampaikan tidak punya akses ke 
lembaga politik. Apalagi ada kelompok masyarakat yang hanya punya hak memilih, tapi 
tidak punya hak dipilih. Seperti halnya kelompok tunanetra yang sekarang katanya, 
jumlahnya lebih dari empat juta atau cacat lain. Sementara di dalam Tata Tertib MPR 
Pasal 6 Ayat (b) mengenai persyaratan menjadi anggota MPR mereka tidak termasuk di 
dalamnya, apalagi kalau TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil hanya punya hak memilih 
tapi tidak dipilih. 

Selain itu, selama ini juga dikeluhkan oleh masyarakat bahkan oleh anggota MPR 
sendiri bahwa para anggota DPR yang dipilih melalui pemilu ternyata dinilai kurang 
mampu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Khususnya yang saya 
sebutkan tadi dari kelompok, merasa yang terpinggirkan. Soal kesulitan dalam 
menentukan kriteria dan jumlah Utusan Golongan di dalam Majelis Permusyawaratan 
Rakyat itu supaya tidak diterjemahkan macam-macam seperti yang selama ini terjadi. 
Saya kira, itu bisa diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Demikian beberapa 
pertimbangan kami. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahiwabarakaatuh. 

264. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Shiddiq Aminullah. 
Selanjutnya, pembicara berikut yang terhormat Saudara Julius Usman, kami 

persilakan. Kalau Pak Julius belum ada, oh itu ada, silakan right on time. Pak Julius 
hadir, bukan tidak hadir, tapi pass. Terima kasih. Kami persilakan pembicara berikut 
adalah Saudara Erman Suparno. 

265. Pembicara: Erman Suparno (F-KB) 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Jika kita mencermati dua alternatif pada Pasal 2 yang ada. Kita mungkin harus 

berangkat pada komitmen kita, yaitu komitmen pada tujuan membangun sistem 
demokrasi politik di negeri ini. Tentunya kita komitmen pada landasan yang jelas dan 
tegas, yaitu harus tertuang di dalam sebuah Undang-Undang Dasar. Yaitu yang disebut 
entry point-nya adalah pemilihan umum, sebagai hak setiap individu sebagai unsur 
bangsa. Jadi bukan hak suatu golongan, golongan apakah, apalah namanya. Oleh karena 
itu, dari dua alternatif yang ada dan jelas sejalan dengan jiwa dan semangat komitmen 
kita membangun sistem demokrasi politik yang murni, tidak sampai semu, tidak 
sampai bias maka kami memilih alternatif dua, seperti berkali-kali kita diskusikan. 

Terima kasih. 
Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

266. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Erman Suparno. Selanjutnya yang terhormat Saudara 

Sujarwo, kami persilakan. 

267. Pembicara: Sujarwo Sukardiman (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Yang saya hormati Saudara Pimpinan Komisi A yang terhormat, rekan-rekan 

anggota Komisi A yang saya muliakan dan yang saya hormati. 
Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal. Setelah memilih antara 
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dalam Pasal 2 alternatif satu dan dua ini, sebetulnya kita gampang Pak. Namun, setelah 
dicermati di situ ada MPR, DPD, dan Utusan Golongan. Ternyata tidak semudah kita 
pilih A atau B, satu atau dua. Sesuai dengan ideologi konstitusi yang disampaikan oleh 
Fraksi PDI Perjuangan yang diperkenalkan oleh Saudara Teras Narang. Maka 
perkenankanlah saya akan mencoba melihat apa itu MPR, sehingga nanti keanggotaaan 
yang pas itu bagaimana. 

Dapat kami sampaikan bahwa kedudukan MPR pada Perubahan Ketiga 
mengalami perubahan yang sangat penting. MPR tetap sebagai badan pembentuk dan 
pengubah Undang-Undang Dasar, Pasal 3 Ayat (1). Akan tetapi tidak berwenang lagi 
menetapkan GBHN dan bukan lagi memegang kekuasan kedaulatan rakyat, Perubahan 
Ketiga, Pasal 1 Ayat (2). Akibatnya terjadi perubahan sistem pemerintahan yang 
sebelumnya menempatkan MPR sebagai supremasi kekuasaan negara. Menjadi seolah
olah sudah bergeser kepada sistem presidensiil ala Amerika Serikat, di mana Presiden 
dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu Presiden, Pasal 6A. Presiden itu nantinya 
akan membuat sendiri program kerja lima tahunan dan tahunan, dan 
mempertanggungjawabkannya kepada rakyat langsung, tidak lagi kepada MPR. 

Perubahan ini menyebabkan kedudukan MPR sebagai wujud paham persatuan 
kesatuan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak bermakna. Ditinjau dari 
segi hukum, MPR sejak berlakunya Perubahan Ketiga, tanggal 9 November 2001 tidak 
lagi memiliki kedaulatan yang telah dilimpahkan kepadanya oleh rakyat. MPR telah 
kehilangan kedaulatan hukum sejak saat tersebut, MPR tidak mewakili atau tidak 
memiliki watak normatif. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang
Undang Dasar, sebetulnya tidak lazim sekaligus menunjukkan rumusan tersebut belum 
tuntas. 

Dalam tiga Undang-Undang Dasar yang telah kita alami di negeri ini, Undang
Undang Dasar 1945, RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, selalu 
ditunjuk badan atau lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat yang merupakan 
subyek hukum. Sedangkan MPR mempunyai wewenang untuk melantik Presiden dan 
Wakil Presiden, Perubahan Ketiga, Pasal 3 Ayat (3), itu hanya bersifat serimonial 
belaka. Wewenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan 
atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal-pasalnya 3 Ayat (4), Pasal 7A, 
7B dan Pasal 24C Ayat (2) ternyata hanya lebih bersifat serimonial bersyarat. 

Sedangkan kalau kita lihat dari lembaga yang baru, DPD di dalam Undang
Undang Dasar ketiga, Undang-Undang Dasar baru sebagai lembaga ini berdasarkan 
pemilu yang anggota-anggotanya mewakili tiap-tiap provinsi, tugasnya merumuskan, 
dirumuskan pada Pasal 22D yang berkaitan dengan otonomi daerah. Keberadaan DPD 
dalam badan perwakilan MPR, selain DPR, mengingatkan kita kepada sistem bikameral, 
meskipun itu soft katanya. Yaitu DPD semacam senat dalam suatu negara federal, ini 
bisa dilihat dalam konstitusi RIS tahun 1949. Apabila dikaitkan pada butir dua 
kesepakatan sebelas fraksi di MPR yang telah ditegaskan oleh Bapak Ketua MPR Amien 
Rais pada waktu sidang pertama dan juga banyak yang disinggung oleh rekan-rekan 
fraksi-fraksi yang lain. Maka dalam mempertahankan bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan tetap mempertahankan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 akan terkesan tidak sinkron. 

Kenyataan membuktikan bahwa tidak lazim dan jarang kita jumpai suatu negara 
kesatuan yang berbentuk kepulauan dan berciri nusantara menggunakan sistem 
bikameral ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini menganut wawasan 
nusantara, perlu kami ingatkan apakah ini sudah dipertimbangkan. Yaitu adanya satu 
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sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sistem hukum. 
Sistem perwakilan Indonesia akan lebih rancu apabila diterima rancangan Pasal 2 Ayat 
(1) alternatif satu, yaitu oleh MPR maka berarti lembaga perwakilan MPR akan terdiri 
dari DPR, DPD, dan Dewan Utusan Daerah, Utusan Golongan. Kalau golongan hanya 
utusan lebih baik dijadikan Dewan Utusan Golongan. Sistem perwakilan Indonesia 
bukan lagi bikameral tetapi trikameral, yang sering kita dengar dari rekan-rekan PAH I 
bikameral plus. 

Jadi Bapak-Bapak sekalian, modifikasi sistem perwakilan yang demikian ini, saya 
berpikir dapat menggoyangkan prinsip-prinsip negara kesatuan yang sudah disepakati, 
dan dipertahankan, dan ditegakkan bersama, sebagaimana kesepakatan fraksi-fraksi 
dan pandangan umumnya. Karena itu saya mohon, ini dipertimbangkan kembali bukan 
hanya sekedar memilih alternatif A atau B, atau mungkin ada alternatif lain yang pas 
atau kita mengadakan review semua amendemen-amendemen yang sudah ada. 
Demikian. 

Terima kasih. Mohon maaf dan wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh. 

268. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Soejarwo. Selanjutnya, yang terhormat Profesor 

Soedijarto. 

269. Pembicara: Soedijarto (F-UG) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya Soedijarto, anggota C-678. 
Sejak pemandangan umum sampai dengan tadi saya mendapat kuliah tentang 

demokrasi. Bahkan ada kawan saya yang tadi Pak Abduh, demokrasi yang sempurna, 
yang di mana pun tidak ada yang diangkat. Sedangkan kita tahu kebanyakan negara 
Eropa, kamar keduanya tidak ada yang dipilih langsung. Baik itu di Jerman yang 
merupakan utusan pemerintah negara bagian. Atau di Perancis senatnya dikirim oleh 
negara bagian, oleh provinsi. Di Inggris, house of lord. Di Kanada, senatnya diusulkan 
Perdana Menteri dan diangkat Gubernur Jenderal untuk masa jabatan 75 tahun. Ini 
berarti bahwa tidak ada demokrasi yang paling baik. 

Demokrasi itu sesuai dengan kondisi sosial budaya. Demokrasi yang 
dikumandangkan kawan-kawan adalah demokrasi yang dasarnya life, liberty and the 
pursuit of happiness, suatu demokrasi di ujung lain daripada demokrasi manifesto 
komunis yang olehfounding fathers dicarikan jalan tengahnya, yaitu kedaulatan rakyat 
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan, dan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pertanyaan dasarnya adalah apakah tawaran struktur yang baru yang hakekatnya 
revolusi, itu akan dapat menjamin terlaksananya prinsip lima yang tadi? 

Kedua, di dalam suatu demokrasi sistem Indonesia dimaksudkan oleh pendiri 
republik, selalu kawan-kawan mengatakan kok pendiri republik terus? Karena saya 
kagum sama pendiri republik. Pendiri republik tidak takut dipenjara, tidak takut 
dibuang untuk merdeka. Kawan-kawan orang partai selama Orde Baru takut di-recall, 
karena itu membiarkan Pak Harto menyusun sistem otoriter. Yang dikritik oleh kawan
kawan di MPR adalah monolitikal MPR yang didukung oleh partai-partai politik yang 
pemimpin-pemimpinnya masih ada sampai sekarang di antara kita. Karena mereka 
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takut di-recall, bukan kesalahan Pak Harto, tapi kesalahan semua partai politik. Yang 
membikin 50% anggota MPR adalah diangkat dan Utusan Golongan dicengkram tidak 
bisa berdiri sendiri sebagai anggota daripada partai mayoritas Golkar. Sekarang setelah 
MPR bisa berkiprah sebagai yang difungsikan sampai dapat melakukan kritik dan 
koreksi kepada tiga orang Presiden, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden 
Abdurrahman Wahid, maka dikatakan masih monolitik. Kita pun menyaksikan betapa 
sukarnya memilih pemimpin Komisi. Berarti MPR ini sudah bisa berfungsi sebagai 
lembaga demokrasi, bukan suatu lembaga yang monolitik. 

Karena itu, Fraksi Utusan Golongan mengingatkan berkali-kali, apakah kita tidak 
perlu bangga di sistem yang lain daripada yang lain? Mengapa kita harus meniru sistem 
yang hanya di Amerika Serikat dapat berjalan tapi di negara lain tidak ada yang bisa 
berjalan. Saya bisa buktikan, semua negara Amerika Latin meniru Amerika Serikat tapi 
tidak jalan karena apa? Karena memakai multi partai sistem. Dapatkah kita meniru 
Amerika sepenuhnya dengan judul partai sistem, supaya bisa jalan demokrasi seperti 
yang kita rancang dengan perubahan yang keempat ini. 

Karena itu, sebenarnya kami cenderung untuk kembali ke Pasal 2 Ayat (1) 
seperti yang pernah kami sampaikan di dalam PAH I yang di dalam sidang ini kami 
ingin utarakan, perlu ciri khas Indonesia, demokrasi yang dasarnya Pancasila, 
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan". Karena itu pula mengapa kawan-kawan Utusan 
Golongan ingin tetap adanya Utusan Golongan. Main dobble representasi, semua 
anggota house of lord boleh ikut pemilu, semua anggota senat Kanada boleh ikut 
pemilu, semua anggota pun Bundestag Jerman boleh ikut pemilu, apakah itu kurang 
demokrasi dibanding kita yang baru mau bereksperimen. 

Kami ingatkan dalam mimbar ini, sejarah mencatat kita ingin mencoba sistem 
baru, sedangkan sistem yang ada sebenarnya sejak tahun 1999 dapat berfungsi lebih 
baik daripada sebelumnya. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

270. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Profesor Soedijarto. Selanjutnya, kami persilakan yang terhormat 

Saudara Zakaria Machmud. 

271. Pembicara: Zakaria Machmud (F-UG) 
Terima kasih Bapak Ketua. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi A, hadirin yang berbahagia. 
Pada prinsipnya, kami memahami dan mendukung adanya reformasi di bidang 

konstitusi, khususnya adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara 
pada substansi yang fokus pada Pasal 2 Ayat (1) di dalam rancangan amendemen. Kami 
berpendapat bahwa pada dasarnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, oleh 
karenanya di dalam rangka menyuarakan rakyat melalui partai politik sehingga pemilu 
di dapat wakil-wakil rakyat dalam DPR dan MPR sehingga pada alternatif dua pada 
Pasal 2 itu, dalam Rancangan Putusan Sidang Tahunan kami memaklumi. 

Namun demikian, ada bagian daripada rakyat dan bangsa Indonesia ini yang 
tidak boleh masuk pada kavling partai politik. Karena berdasarkan daripada Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan aturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 
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5 juncto PP Nomor 12 Tahun 1999, di situ birokrat tidak boleh baik sebagai pengums, 
apalagi pengums anggota pun untuk masuk pada kavling partai politik. Oleh karena itu, 
dengan anggota yang kurang lebih enam juta, ini menjadi wacana bagi kita semua. 
Bagaimanapun juga bahwa aspirasi daripada golongan ini juga hams ditampung di 
dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Kita memahami bahwa di dalam 
kaitannya dengan kavling daripada politik, itu partai politik. Tetapi ada di dalam 
rangka melaksanakan daripada tugas-tugas pemerintahan, di dalam rangka 
mensejahterakan rakyat, di dalam rangka yanmas (pelayanan kepada masyarakat), dan 
di dalam rangka rakyat itu aman dan terlindungi. Itu semuanya adalah tugas-tugas 
aparatur negara, yaitu baik TNI/Polri maupun birokrat 

Oleh karena itu, tadi ada beberapa anggota yang terhormat, antara lain yang 
terhormat Pak Zulkifli juga, walaupun memilih alternatif dua tapi masih ada celah
celah bahwa ada bagian daripada bangsa Indonesia yang perlu diwadahi. Oleh karena 
itu, pada kesempatan yang sangat baik ini melalui sidang Komisi yang mulia ini, 
kiranya dapat ditampung daripada apa yang saya jelaskan tadi. 

Yang terhormat Majelis di Komisi A ini. Bahwa bagaimanapun juga kita dari 
unsur golongan, itu pada umumnya adalah pimpinan-pimpinan daripada organisasi. 
Pimpinan organisasi ini pun sudah berpuluh-puluh tahun dia membina organisasinya. 
Sehingga ini pun juga dia duduk di MPR itu juga dengan jerih payah, bukan dengan 
gratis. Sebab bagaimanapun juga tidak setiap orang bisa masuk kepada MPR ini, 
kepada lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, semuanya harus kita hargai di 
dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

272. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih yang terhormat Saudara Zakaria Machmud. Selanjutnya, pembicara 

berikut yang terhormat Saudara Hartono Mardjono. 

273. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya Hartono Mardjono, nomor anggota A-260 dari F-PDU. 
Konsisten dengan pemandangan umum serta pengantar dari musyawarah kita 

ini, saya langsung straight to the point, ingin menyatakan bahwa saya pribadi maupun 
fraksi memilih alternatif nomor dua di dalam kaitan dengan Pasal 2 Ayat (1). 

Alasan-alasan kami adalah pertama, kita semaksimal mungkin tidak ingin 
melakukan diskriminasi di dalam hak warga negara yang berkaitan dengan pemilihan 
atau kedudukannya di dalam perwakilan. Apabila ada Utusan Golongan atau ada wakil 
dari golongan yang tidak dipilih atau dipilih oleh DPR, ini saya pikir ada diskriminasi. 
Apalagi mereka juga sudah mempunyai hak untuk dipilih ataupun memilih. Tadi Pak 
Zakaria menyinggung mengenai undang-undang atau PP yang disebut tadi. Barangkali 
kalau Undang-Undang Dasar ini bembah seperti yang kita kehendaki, memang undang
undangnya yang hams diubah, bukan Undang-Undang Dasar hams menyesuaikan 
dengan undang-undang. Saya kira, itu masalah yang amat sangat mudah, yang penting 
prinsipnya dulu kita selesaikan. 

Yang kedua, saya ingin mendudukkan mengenai pemahaman partai politik 
Memang sejak Orde Lama dan Orde Baru, partai politik dikonotasikan tidak baik. 
Selama hampir 40 tahun partai politik dikonotasikan sebagai suatu organisasi yang 
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tidak baik. Karena itu, ada satu partai politik yang tidak mau menyebut namanya 
sebagai partai politik. Sekarang paling gagah menyampaikan, saya sekarang partai 
politik. Nah, ini sebetulnya ekses dari satu keadaan. Bagi kami partai politik sebetulnya 
itu tidak terbatas wawasan pemikirannya, termasuk memikirkan semua kepentingan 
golongan. 

Seandainya ada golongan tertentu yang ingin secara khusus mendirikan partai 
politik pun, itu juga tidak dilarang. Oulu ada partai buruh, sekarang buruh kurang luas 
barangkali diganti dengan karya. Silakan, mau pakai partai karya, umpamanya. 
Barangkali memang, tapi ini sekedar pendekatan saja, himbauan barangkali istilah 
golongan merancukan. Ada partai politik tapi pakai golongan, begitu. Ini sekadar 
appeal untuk dipikirkan supaya jangan golongan merasa dirampas hak-haknya. 

2 7 4. Pembicara : Peserta Ra pat 
Jadi konkretnya apa? 

275. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Ya, Partai Karya, begitu lho. Jangan pakai golongan, begitu lho. Tapi maaf ini ya, 

ini sekadar usul saja. Partai Buruh boleh didirikan, Partai Nelayan boleh didirikan. Jadi, 
tidak benar kalau golongan itu tidak boleh mendirikan partai. Partai Notaris barangkali 
juga silakan saja ya, Partai Notaris, Partai Pengacara, silakan saja karena itu adalah hak 
semua orang. 

Kemudian ada satu yang perlu kita pastikan di dalam kehidupan ketatanegaraan 
kita dan tata pemerintahan kita. Kepastian itu adalah mari kita tutup adanya peluang 
yang membuka kesempatan, kekuasaan menggunakan lubang di dalam lembaga 
perwakilan itu sebagai kepanjangan tangan kekuasaannya. Dengan terminologi yang 
tidak jelas, inilah sebetulnya yang pernah digunakan atau disalahgunakan, baik pada 
masa Orde Lama maupun Orde Baru. lstilah golongan yang tadinya sempit diperluas 
sedemikian rupa, partai-partai politik yang ikut babak belur ikut pemilu, kalah jumlah 
kursinya dengan mereka yang diangkati. Ini kita harus mencegah. Mencegah terjadinya 
kemudaratan lebih baik kita dahulukan daripada membangun sesuatu yang mungkin 
baik. 

Terima kasih. 

276. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Hartono Mardjono. Selanjutnya, kami persilakan yang 

terhormat Saudara Teddy Sukoto. 

277. Pembicara: Teddy TH. Sukoto (F-UG} 
Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Saudara-Saudara anggota Komisi yang 

terhormat. 
Itu Bapak Hartono Mardjono tadi, saya sangat senang sekali karena dengan 

pandangan beliau itu memungkinkan orang Papua itu bisa mendirikan Partai Papua 
Merdeka. Dan mesti diterima oleh republik ini, kalau memang begitu misalnya. Kalau 
saya mengertinya begini, kedaulatan rakyat ada di rakyat, ditangan rakyat Pemilik 
kedaulatan adalah rakyat itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, tidak dengan sendirinya merepresentasikan kedaulatan rakyat Oleh karena 
itu, sebanyak-banyaknya unsur dalam rakyat itu sendiri terepresentasi di Majelis itu, 
maka kita akan makin demokrat dan kita makin baik. 

Saya amat sangat sangsi, orang Tengger misalnya, apakah sub, coba nanti 
beritahu itu para ahli, teliti itu apakah orang Tengger di Jawa Timur itu dalam sejarah 
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pemilihan di republik ini pernah berpartisipasi tidak di dalam keterwakilan mereka, 
kepentingan mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat 

Kami orang Papua yang hadir di sini ada sekitar delapan, tapi itu mereka hanya 
mewakili empat suku terbesar di Papua. Sedangkan di Papua itu sebenarnya bukan 
suku Papua, yang ada di sana itu bangsa Papua karena banyaknya suku-suku di sana itu 
ada jumlahnya 350 lebih. Lalu di dalam keanggotaan yang delapan orang yang 
mewakili mereka di sini, apakah bagaimana kepentingan itu 320 lebih kepentingan 
suku-suku di sana terwakili. Dan karena itu saya mau mengatakan bahwa makin 
banyak unsur-unsur, makin banyak kelompok-kelompok dalam negara ini makin 
tertampung, kita makin demokratlah negara ini dan Majelis sebagai penjelmaan dari 
kedaulatan rakyat makin terpenuhi. 

Terima kasih Pak Ketua. 

278. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Teddy Sukoto. Selanjutnya kami persilakan Saudara 

Aziddin. 

279. Pembicara: Aziddin (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, Sidang Majelis ini, kami menyampaikan, 

kami adalah anggota C-644, dari Fraksi Utusan Golongan. 
Kami berbicara laksana seorang nelayan di atas biduk, di tengah samudera yang 

tiada bertepi, dipukul ombak dari belakang, kiri, dan kanan. Tapi izinkanlah kami, 
karena hasil dari PAH I telah menghidangkan kepada kita semua yaitu untuk 
menentukan pilihan dari Pasal 2 Ayat (1) ini, yaitu alternatif satu dan alternatif dua. 
Karena kami berasal dari Sumatera, maka kami menggolongkan bahwa DPR adalah 
tungku pertama yang merupakan representasi politik. Yang kedua, Utusan Daerah 
adalah tungku kedua, representasi daerah. Sedangkan Utusan Golongan merupakan 
tungku ketiga dari representasi golongan. 

Kita tahu semua bahwa Utusan Golongan ini dilahirkan pada era reformasi 
Republik Indonesia yang tercinta ini. Tidak ada satupun di antara kita ini yang 
memungkiri bahwa Utusan Golongan yang telah dilahirkan pada masa reformasi ini 
telah mengantarkan, yaitu memilih satu Presiden secara demokratis yaitu KH. 
Abdurrahman Wahid dan yang kedua memilih seorang Presiden Ibu Megawati 
Soekarnoputri. lni adalah bukti reformasi, kenapa kita harus untuk mereformasi orang 
yang reformis? 

Kalau kita mereformasi satu golongan yang kita lahirkan pada saat reformasi ini 
kita lahirkan dengan kesepakatan nasional, maka apa artinya reformasi ini berjalan 
dengan baik dan sempurna. Karena itu kami punya keyakinan bahwa tiga tungku inilah 
yang merupakan dalihan natolu, Pak Jakob Tobing tahu itu kalau dalihan natolu. Kalau 
satu tungkunya sudah harus runtuh maka belanga reformasi itu akan tertelungkup dan 
susah untuk membalikkannya lagi. Utusan Golongan telah mencatat satu sejarah, 
bahwa seorang Presiden dilahirkan daripada Utusan Golongan, yaitu KH. Abdurrahman 
Wahid. 

Bapak-Bapak, Saudara-Saudara, Ibu-Ibu anggota Dewan yang kami hormati. 
Karena itu kami merasa apabila kita lahirkan yaitu suatu golongan disaat 

reformasi, tapi kita mau mereformasi kembali lagi, saya yakin bahwa yang di golongan 
reformasi, yang di Utusan Golongan ini, katakanlah dari utusan agama, Muhammadiyah 
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yang dilahirkan tahun 1912, Nahdatul Ulama yang dilahirkan pada tahun 1942, Al
Jam'iyatul Wasliyah yang dilahirkan pada tahun 1930, dan sebagai-sebagainya yaitu 
kelompok golongan agama ini, di sana berkumpul Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, 
Hindu, Budha, semua berkumpul di sana, yang mempunyai umat sekian juta dipersada 
tanah air ini. 

Karena itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Maka bahasa pun yang 
kami sampaikan pada saat di Sidang Komisi A yang terhormat ini adalah bahasa hati. 
Karena itu kita di dalam bahasa agamanya, dipengantar daripada Utusan Golongan 
telah menyampaikan quit/ haq walau kana muran, katakanlah yang hak yang benar itu 
walau pahit sekalipun. Karena itu pun kami masih mempunyai suatu pendirian yang 
kami yakin di balik daripada hati sanubari, dilipatan-dilipatan kalbu daripada Saudara
Saudara kami anggota Dewan yang tercinta ini. Masih tidak tertutup pintu hati karena 
kami pun menyampaikan dengan bahasa hati. Karena itu kami berharaplah bahwa 
Fraksi Utusan Golongan yang dilahirkan oleh reformasi jangan kita reformasi lagi 
Utusan Golongan ini untuk tidak ikut serta di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat 
yang tercinta ini. 

Karena itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat beserta Pimpinan. 
Karena kami katakan tadi bahwa kami seorang tak ubahnya berbicara seorang 

nelayan di atas biduk yang menghadapi suatu gelombang. Inginlah kami menitipkan 
satu syair, burung merbak terbang tiga sekawan, hinggap bersama di atas dahan, 
belumlah salah kita berembuk mencari jalan harapan, hidup bersatu kita dengan setiga 
sekawan, karena itu partai politik dan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, wa'tasimu 
bihablillah jami'an wala tafarraqu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu tali 
silaturahmi yang berwawasan kebangsaan, berwawasan keagamaan dan berwawasan 
kenegarawan. 

Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Dan ini pun kita bawa 
jangan kita vote pada Sidang yaitu Komisi Aini, kalau perlu marilah kita plenokan pada 
masa Sidang Pleno di MPR nanti. 

Terima kasih. Nasrunminallahi wafathumqarib wabasyirinmukminin. Wassalaamu 
'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

280. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Azidin. Selanjutnya pembicara berikut yang terhormat 

Saudara Sayuti, kami persilakan. 

281. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang pertama, saya dapat mengatakan bahwa kita ini adalah semuanya golongan. 

Ada golongan Kristen, golongan Islam, ada golongan kaya, golongan miskin, golongan 
kaki lima, tukang becak, dan masih banyak definisi golongan-golongan yang lain 
menurut keinginan kita untuk mengelompokkan diri dalam golongan yang mana. Dari 
alternatif yang disampaikan oleh Badan Pekerja MPR yang kita bicarakan pada hari ini, 
kalau kita mencermati dengan baik pada alternatif yang pertama itu bahwa: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, 
ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 
selanjutnya diatur dengan undang-undang". 

Alternatif yang pertama ini perlu menjadi suatu perhatian kita, sebelum saya 
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pada akhirnya menolak. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, terdiri dari anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dipilih melalui pemilihan 
umum. Kemudian Utusan Golongan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya mau 
bertanya saja, golongan ini di dalam aspirasi politik dalam pemilu, apakah tidak 
memberikan aspirasi politiknya? Umpamanya dia memilih Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Daerah masuk sebagai anggota Majelis. Kemudian Dewan 
Perwakilan Rakyat kembali memilih Utusan Golongan untuk duduk dalam Majelis. 
Terus, Dewan Perwakilan Rakyat yang mana yang harus memilih golongan itu dan 
memilih golongan yang mana? lni suatu pemikiran yang perlu kita dalami alternatif 
yang pertama ini. Suatu yang sangat lucu sekali. Pemilu menghasilkan DPR dan DPD, 
kemudian setelah itu DPR memilih golongan. Kenapa DPD tidak? Kenapa tidak DPD dan 
DPR memilih Utusan Golongan? Kenapa hanya DPR yang memilih Utusan Golongan? lni 
lucu sekali, alternatif yang pertama ini. 

Jadi, saya pertama mengkritik kepada teman-teman di Badan Pekerja MPR yang 
mengusulkan alternatif yang pertama ini. Tidak jeli, artinya sudah melecehkan 
kedudukan dari Utusan Golongan itu sendiri. Kurang cerdas. Padahal politik dari 
golongan itu sebenarnya sama, begitu. Sama dengan anggota DPR maupun sama 
dengan DPD. Hak politiknya sama, tidak beda. Oleh karena itu, teman-teman yang dari 
golongan mungkin pemilu akan datang, kita semua seharusnya dipilih oleh rakyat. 

Saya kasihan Bapak-Bapak mewakili golongan yang mana, begitu. Ada tadi 
golongan buruh, ada golongan tani, ada golongan Kristen, ada golongan Islam. Islam itu 
ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasiliyah, ada macam-macam. Terus yang 
mempresentasi daripada golongan mewakili kelompok mayoritas Islam itu golongan 
mana yang paling representatif. Kalau umpamanya saya di Maluku itu, orang Islam di 
Maluku kelompok minoritas, kemudian Muhammadiyah dan NU yang 
mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah mewakilkan wakilnya di MPR, saya merasa 
bahwa itu bukan mewakili kelompok Islam di Maluku. Jadi, saya pikir bahwa kita 
mengatur ketatanegaraan kita ini secara arif dan bijaksana. 

Oleh karena itu maka saya memilih alternatif kedua ini, bukan melecehkan 
kedudukan teman-teman Utusan Golongan. Tetapi kita ini semua golongan, golongan 
mayoritas bangsa di negara ini yang hidup. Kemudian jangan kita mengelompokkan 
kita dalam kelompok tertentu supaya kemudian kita mengatur di dalam undang
undang ini supaya kita harus duduk di MPR sebagian dipilih melalui pemilu, sebagian 
jangan, begitu. Padahal Saudara punya kapasitas untuk bisa dipilih dalam pemilu. 
Berarti Saudara sendiri melecehkan hak-hak politik Saudara. 

Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa alternatif yang kedua ini saya 
anggap sudah tepat untuk menjadi usulan kita bersama. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

282. Kenia Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Sayuti. Selanjutnya yang terhormat Saudara Tjetje 

Padmadinata. 

283. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Sesudah hampir satu tahun sejak Sidang Tahunan MPR 2001. Sesudah 56 tahun 

kita merdeka tanpa klaim apalagi ilusi sebagai pemegang monopoli kebenaran karena 
politik itu sangat berkaitan erat dengan persoalan pilihan dan keberpihakan. Bukan 
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hukum, bukan etika, bukan moral, dan bukan estetika. Jadi, politik berhubungan 
langsung dengan masalah atau persoalan pilihan dan keberpihakan pada misalnya 
prinsip kemanfaatan dan nilai-nilai lainnya. 

Sesudah lewat setengah abad dari zamannya revolusi 1945 ke reformasi 1998 
sekarang mulai agak mandeg. Jadi, sesudah setengah abad lebih, saya melihat, 
merasakan sekali, di Indonesia ini telah hadir suatu generasi muda yang sekaligus 
adalah generasi baru, punya orientasi baru, punya paradigma baru, yang sebetulnya 
ingin konstitusi baru, sebetulnya begitu. Diteriakkan atau tidak. Sedangkan di pihak 
lain, jadi mereka tadi patriot-patriot muda, tapi patriot-patriot tua terdahulu pun 
masih ada. Yang saya menangkap generasi terdahulu ini sesungguhnya tidak ingin 
Undang-Undang Dasar 1945 diutak-atik, sebetulnya begitu. Maka saya menangkap 
amendemen ini justru jalan tengah agar supaya tidak terjadi konflik nilai yang 
berkelanjutan. 

Jadi, sekali lagi amendemen ini adalah jalan tengah. Untuk itu kita harus 
bertanggung jawab hendaknya amendemen ini dilakukan secara teliti dan cermat. Atas 
dasar semua itu maka pilihan saya, baik selaku pribadi maupun anggota dari F-KKI, 
Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia, jatuh pada alternatif kedua. Dua-duanya 
saya menilai tidak ada yang buruk, yang jelek Tapi pilihan dan keberpihakkan kami 
pada alternatif kedua dengan catatan, khusus tentang Dewan Perwakilan Daerah, DPD, 
perlu direnungkan lebih lanjut karena apa yang sudah kita sahkan pada amendemen 
ketiga ada semacam kerancuan, bahkan keanehan ibarat senator without power. Harga 
satu kursi anggota DPD yang begitu mahal dengan kewenangan yang begitu minimal. 
Kalau nanti ada komisi konstitusi sebaiknya itu dipikirkan. Mengapa harganya jauh 
lebih mahal dibanding dengan satu kursi DPR? Tetapi kewenangannya sangat minimal. 

Dan terakhir, jadi supaya tidak terjadi senator tanpa power itu tadi, mudah
mudahan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah maka ihwal yang sudah puluhan 
tahun diperjuangkan bisa terwujud dengan maksud adanya keseimbangan lebih dari 
itu keadilan antara kepedudukan yang padat pulau Jawa begitu, dengan kewilayahan 
yang luas dan kaya. Keseimbangan dan keadilan itu di Indonesia ini sampai dengan hari 
ini belum terwujud. Sekali lagi supaya adil antara kepadatan penduduk dengan 
keluasan dan kekayaan wilayah. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

284. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Tjetje Hidayat Padmadinata. Selanjutnya yang terhormat 

Saudara Markus Wakkary. 

285. Pembicara: Markus D. Wakkary (F-UG) 
Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Saudara-Saudara, rekan-rekan sekalian 

yang saya hormati. 
Salam sejahtera. 
Saya Markus Wakkary C-649 dan melihat fraksi saya tentu, Saudara-Saudara 

sudah berpikir bahwa pasti warnanya warna alternatif satu. Tapi pada kesempatan ini 
saya ingin mengajukan harapan dan appeal kepada kita semua. Bahwa adalah fakta, 
sekali lagi adalah fakta, bahwa ada kelompok-kelompok marginal dan minoritas yang 
tidak berpeluang untuk dapat dipilih. Sekarang di F-UG ada dua anggota MPR penderita 
cacat, itu dimungkinkan. Juga ada dari suku-suku yang terabaikan, yang hadir Suku 
Orang Dalam Baduy, ada mewakili. Karena itu memang satu kenyataan bahwa 
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sempurna-sempurnanya konsep kita dalam menampung semua aspirasi masyarakat, 
toh terbuka adanya peluang, bagi yang termarjinalkan, baik ia karena golongan 
minoritas maupun karena kelompok yang terpinggirkan. 

Misalnya saja, kalau kita bandingkan soal golongan agama. Tadi masalah itu 
bagaimana perwakilan agama. Mungkin saya kira anggota MPR yang beragama Budha, 
itu terwakili sekarang di fraksi kami. Dengan lima juta penganutnya mungkin belum 
tentu terwakili di fraksi-fraksi lain. Karena itu, Pak Ketua dan Saudara-Saudara 
sekalian, saya pikir kita harus hati-hati dan saya himbau dapat membuka memberikan 
kesempatan kepada pemikiran ini agar kita dapat juga memikirkan. Sebab bagaimana 
pun sempurna-sempurnanya akan ada bagian masyarakat yang mungkin terlupakan, 
terpinggirkan atau oleh karena keadaannya seperti tadi dikatakan tadi pegawai negeri, 
mantan TNI/Polri, penderita cacat, yang mungkin tidak bisa dipilih. 

Karena itu kiranya diskusi kita tidak sekadar mengadu alternatif satu, menolak 
alternatif dua. Kita menghormati hasil kerja Badan Pekerja tetapi demi manfaat bagi 
rakyat banyak, MPR dapat dimungkinkan mencari alternatif ketiga, satu modus yang 
mungkin bisa menampung harapan-harapan yang hidup dalam Komisi Aini. 

Saya juga sependapat bahwa tidak ada tiket gratis, semua harus bayar masuk. 
Tetapi kita juga harus mengakui ada golongan yang tidak mampu membayar tiket 
Bagaimana ini? Oleh karena itu, walaupun kita tahu bahwa harus bayar, tapi untuk 
yang kuat juga bisa membantu yang lemah. Ya dikasih korting lah, diskon mungkin, dan 
sebagainya. Jadi, prinsipnya dalam demokrasi kita, yang dimaksud naskah Pancasila ini 
yang besar kita tidak abaikan tapi yang sedikit jangan kita pinggirkan. Sekian. 

Terima kasih. 

286. Ketua Rapat : Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Markus Wakkary. Selanjutnya yang terhormat Saudara 

Usep Fathudin. 

287. Pembicara: Usep Fathudin (F-UG} 
Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat 
Ada dua hal ingin saya sampaikan berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) yang tengah 

kita bicarakan. 
Pertama, saya ingin merujuk kepada naskah kompilasi hasil uji sahih Rancangan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang kita semua sudah dibagi tadi, 
yaitu yang diadakan di tiga belas kampus besar di seluruh Indonesia. Di situ dijelaskan 
bahwa sembilan dari tiga belas pertemuan di universitas menyebutkan menghendaki 
adanya Utusan Golongan. Ini terjadi, ini berarti 69%, yaitu dinyatakan pada diskusi di 
Jakarta, di Universitas Sumatera Utara Medan, Unsri Palembang, Unpad Bandung, UNS 
Surakarta, Unibraw Malang, Unlam Banjarmasin, Universitas Tanjung Pura Pontianak, 
dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya kira, saya bisa menjamin bahwa mereka 
berbicara semacam itu tidak sama sekali dipengaruhi oleh kami. Untuk adilnya, saya 
sebutkan juga empat pertemuan di empat universitas memang tidak menyebut F-UG, 
yaitu Universitas Negeri Makassar, Udayana Bali, Unram NTB, dan Universitas Sam 
Ratulangi. Ini yang pertama. 

Yang kedua, hemat kami MPR dan saya kira kita semua sepakat, adalah lembaga 
yang harus mewakili seluruh rakyat Sesuai namanya Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, bukan saja rakyat dalam arti fisik, tetapi juga kepentingannya kepentingan 
rakyat. Perwakilan partai politik di MPR akan menempati mayoritas mutlak 70% atau 
lebih, ini benar karena negara kita adalah negara demokrasi. Dan ini juga saya setuju 
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100%, partai politik akan berjuang membela kepentingan rakyat melalui pemerintah 
dan lembaga legislatif. Perjuangan partai politik adalah sangat wajar dan seharusnya 
mereka berjuang untuk menjadi Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati, 
Walikota dan lain-lain. Sebaliknya parpol yang tidak berjuang kearah jabatan-jabatan 
terse but hemat saya adalah aneh dan tidak wajar. 

Berbeda dari partai politik, F-UG terutama bekerja mewakili kelompok
kelompok masyarakat yang tujuan utamanya membela kepentingan rakyat tanpa 
memikirkan memperoleh jabatan sebagai Presiden dan sebagainya. Walaupun tadi 
secara kebetulan dengan didukung banyak partai, salah satu dari anggota kami pernah 
jadi Presiden yang hanya sebentar itu. Jadi berarti kehadiran F-UG akan melengkapi 
keberadaan partai politik, daerah, dan seluruh kelompok di masyarakat Demikian. 

Terima kasih. 

288. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Usep Fathudin. Selanjutnya kami persilakan Saudara 

Simon Patrice Morin. 

289. Pembicara: Simon Patrice Morin (F-PG} 
Pimpinan rap at yang saya hormati. 
Saudara-Saudara anggota Komisi A Sidang Majelis yang saya hormati. 
Saya mendukung apa yang menjadi dukungan partai saya yaitu alternatif yang 

kedua. Saudara-Saudara sekalian, memang perubahan merupakan suatu tuntutan 
zaman. Di Penjelasan itu dikatakan bahwa pada waktu itu memang aliran zaman 
menghendaki hal seperti itu. Sekarang kita juga menghadapi suatu tuntutan zaman 
bahwa pada akhirnya setiap wakil rakyat mestinya dipilih langsung oleh rakyat itu 
sendiri. 

Amendemen Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu 
proses untuk mendemokrasikan demokrasi atau tegasnya mendemokrasikan lembaga 
demokrasi yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan memilih seluruh 
anggota MPR mengandung makna transparansi karena dengan terpilihnya anggota 
DPR maka rakyat tahu kepada siapa ia meminta pertanggungjawaban dan orang yang 
dipilih tahu kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Jadi saya kira ini hal yang 
sederhana saja, suatu rumusan yang sederhana saja bahwa ini suatu pendekatan 
bottom up, pendekatan dari bawah. Memilih orang yang dia tahu akan terjadi suatu 
proses seleksi di tingkat bawah. Sehingga akan teruji para pemimpin yang harus berani 
berada di garis depan untuk membela mereka yang diwakili. Oleh karena itu, proses 
untuk memilih secara langsung, saya kira hal yang memang menjadi tuntutan daripada 
zaman, menjadi tuntutan daripada kita semua yang ingin meletakkan dasar-dasar yang 
baru bagi suatu negara modern di masa depan. 

Oleh karena itu, saya kira alternatif dua dengan segala konsekuensinya. Artinya 
bahwa ini bukan berarti bahwa karena kita ingin teman-teman kita dari Utusan 
Golongan tidak berada lagi di dalam lembaga itu. Tetapi bahwa ada peluang lain bahwa 
melalui Dewan Perwakilan Daerah, orang-orang terbaik dari republik ini akan tampil, 
akan datang wakil-wakil, saya mempunyai bayangan akan datang wakil-wakil dari 
daerah dan mereka akan berbicara dari daerah atas nama mereka di lembaga yang 
terhormat ini dan mereka akan mengatakan kami berada di sini we fight for the 
republic, kita berada di sini untuk republik sebab republik bukan Jakarta saja, republik 
adalah Sumatera Utara, republik adalah Aceh, republik adalah Papua, republik adalah 
Kupang NTT, Sulawesi Selatan, Pare Pare, dan semuanya, itu adalah republik. 
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Oleh karena itu, Utusan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, bukan sesuatu yang 
perlu kita khawatirkan. Dia adalah bagian daripada suatu alat untuk kita memperkuat 
persatuan bangsa kita. 

Terima kasih. 

290. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Simon Patrice Morin. Selanjutnya, pembicara berikut yang 

terhormat Saudara Andi N ajmi. 

291. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. 
Saudara Pimpinan sidang dan para anggota Komisi A yang saya hormati. 
Berbagai argumantasi dan sikap sudah saya ikuti sejak siang tadi. Ini juga 

mencerminkan bagaimana yang terjadi di dalam fraksi kami, perdebatan itu ada. Saya 
termaksud salah satu dari sekian orang yang kebetulan tidak setuju hilangnya kalimat 
Utusan Golongan dari pasal itu. Tentunya keberatan saya pada waktu itu bukan 
semata-mata karena saya kenal Pak Harun Kamil atau kenal Ibu Hartati tapi karena 
saya yakin bagaimana pendiri republik ini mencantumkan kalimat itu dengan maksud 
yang jelas. Apalagi fakta menyatakan memang tadi disebut juga oleh Pak Zul kawan 
kami dari reformasi bahwa ternyata ada fakta golongan-golongan itu yang tidak punya 
akses terhadap partai politik. 

Tapi pada akhirnya saya juga harus menyerah pada sebuah fakta lain ketika 
kawan-kawan menyampaikan bahwa realitas selama ini, kalimat itu menjadi sebuah 
peluang dalam memanipulasi satu sistem demokrasi yang ada di republik ini. Itu bukan 
suatu alasan yang membuat saya harus luntur. Alasan lain kenapa saya harus luntur, 
setelah ada jaminan daripada induk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa 
golongan-golongan yang tidak terakses oleh partai politik akan dijamin bisa masuk ke 
lembaga ini, oleh PKB. Maka saat itu saya bisa mengikuti pilihan pada Pasal 2 Ayat (1) 
alternatifyang kedua. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahiwabarakaatuh. 

292. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Andi Najmi. 
Selanjutnya, dan ini merupakan pembicaraan yang terakhir menurut catatan 

daftar yang kami susun tadi, yaitu yang terhormat Saudara A. Fatah Syah Doa, kami 
persilakan. 

293. Pembicara: A. Fatah Syah Doa (F-UG) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Fatah Syah Doa, nomor anggota A-587 dari Fraksi Utusan Daerah. 
Saudara Pimpinan yang saya hormati dan semua anggota Komisi A yang saya 

hormati. 
Kita membahas Pasal 2, di sini tercantum alternatif satu dan dua. Di dalam 

alternatif satu, saya perlu baca dulu: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah 
dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 
diatur oleh undang-undang." 
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Kita melihat di dalam alternatif satu ini, cuma disebut golongan-golongan, Utusan 
Golongan, tapi Utusan Daerah tidak disebut. Dalam alternatifkedua: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Karena anggota Utusan Daerah itu dipilih oleh DPRD, jadi tidak perlu masuk di 
sini. Kita hams menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan reformasi demokrasi, 
hams mencapai puncaknya. Jadi, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan pemilihan 
um urn. Jadi semua perwakilan rakyat itu dipilih oleh rakyat langsung. 

Komposisi MPR RI, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa selumh anggota 
MPR RI adalah anggota yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, 
oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian legitimasi para wakil 
rakyat tersebut, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah kuat dan seimbang dengan legitimasi Presiden dan Wakil 
Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. 

Saudara Pimpinan yang saya hormati. 
Saya kira penjelasan dan komentar saya cukup sekian, karena sudah cukup 

banyak yang dikemukakan oleh Fraksi Utusan Daerah di pandangan umum maupun 
tadi pengantar musyawarah juga sudah disebut. Jadi, saya kira sudah lebih jelas. 
Sekian. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

294. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Fatah Syah Doa. 
Sidang yang kami hormati. 
Maka menumt daftar yang ada pada kami, dengan demikian sesi pembicaraan 

dari para anggota Komisi sekarang ini telah diakhiri dengan pembicara terakhir Pak 
Fatah Syah Doa tadi. Maka, Saudara-Saudara sekalian, dengan demikian, kita sesuai 
dengan pembicaraan, barangkali kami tawarkan, kita langsung kepada putaran berikut, 
yaitu langsung dari yang mewakili fraksi-fraksi, ya. Karena dengan mempertimbangkan 
sekarang ini yang berbicara sudah 34 orang pembicara dari tadi siang sampai sekarang 
sudah jam 16.30. Maka barangkali kita tidak lagi putaran anggota-anggota, tapi 
langsung kepada masing-masing fraksi-fraksi. Apakah dapat disetujui Saudara
Saudara? 

295. Pembicara : Peserta Rapat 
Setuju. 

296. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih. 
Baiklah, kita akan mulai pembicara khusus tentang Pasal 2 Ayat (1) ini dari 

fraksi-fraksi. Dan karena tadi pengantar musyawarah itu dimulai dengan umtan fraksi 
terbesar maka sekarang kami akan usulkan untuk kita mulai dari fraksi yang terkecil 
dukungan suaranya. Dapat disetujui juga? 

297. Pembicara: Peserta Rapat 
Setuju. 

298. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Baik, dan satu orang satu fraksi, dan kami mengharapkan juga supaya sudah 
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tentu tidak lagi berpanjang-panjang dengan argumentasi, tetapi langsung fokus to the 
point pilihan kepada salah satu alternatif dari yang ada. Saya kira demikian dan kalau 
demikian halnya mungkin sekitar satu atau dua menit bisa dapat digunakan oleh 
masing-masing fraksi. Maka dengan demikian kami mulai dan persilakan pembicara 
dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Kami persilakan. 

299. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. 
Setelah mendengar sembilan juru bicara Utusan Golongan dari 34 pembicara 

sebetulnya alasannya sudah cukup padat untuk bisa kita pahami mengapa Utusan 
Golongan tetap ada. Tetapi, ada satu hal yang mestinya kita pikirkan. Ketika kita 
sepakat mengubah Pasal 3, sehingga tugas MPR itu hanyalah mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan sudah pasti tidak setiap lima tahun kita ingin 
mengubah Undang-Undang Dasar. Melantik Presiden dan memberhentikan Presiden, 
saya kira juga tidak setiap kali kita berhentikan. Pertanyaan mendasar, lalu apa Fungsi 
Utusan Golongan di MPR? Karena itu, menurut hemat saya seyogianya F-PDKB memilih 
alternatif kedua. 

Terima kasih. 

300. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Seto Harianto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 

Selanjutnya pembicara berikut adalah kami persilakan dari Fraksi Perserikatan 
Daulatul Ummah. 

301. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Nama saya Asnawi Latief, nomor anggota A-01, selaku fraksi dari Perserikatan 

Daulatul Ummah. 
Setelah mengikuti perkembangan satu tahun sejak di Badan Pekerja dan sudah 

lima hari ini kita ikuti semua pandangan-pandangan seluruh fraksi maupun 
perorangan, tulisan-tulisan di koran, maupun komentar-komentar para pakar, dan 
anggota-anggota masing-masing partai sudah menyampaikan pendapatnya, sebagai 
anggota sudah diberi hak untuk berpendapat. Maka dengan ucapan 
Bismillaahirrahmaanirrahiim, fraksi kami memilih Pasal 2 ini pada alternatif dua. 

Terima kasih. 

302. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

Maka selanjutnya kami persilakan yang terhormat yang mewakili Fraksi Kesatuan 
Kebangsaan Indonesia. 

303. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Ketua Sidang dan Pimpinan yang kami hormati. 
Anggota Komisi A yang kami hormati. 
Terhadap pilihan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia pada Pasal 2, di mana 

terjadi dua alternatif. Maka sejak awal F-KKI mencermati terus perkembangan yang 
kita alami di mana kedaulatan tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan oleh MPR tetapi 
dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka keanggotaan 
daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat semuanya hams dipilih dan itulah ciri 
daripada demokrasi. Dengan demikian Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia memilih 
alternatif dua. Terima kasih. 
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304. Kebia Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Anthonius Rahall, mewakili F-KKI. Selanjutnya kami 

persilakan Saudara yang mewakil Fraksi Partai Bulan Bintang. 

305. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Kami menghargai pendapat-pendapat yang berkembang baik, dari kelompok 

yang mendukung alternatif satu maupun alternatif dua yang sudah dikemukakan oleh 
lebih dari 3 0 orang. Semakin memberikan keyakinan kepada kami bahwa memang sulit 
untuk memasukkan Utusan Golongan ini dalam MPR. apalagi ta.di gambaran di Papua 
saja ada lebih dari 300 suku. Kalau mereka semua masuk dalam Utusan Golongan 
bagaimana banyaknya anggota MPR yang diangkat Jadi, ini sulit kita bayangkan 
perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa depan. Karena itu, kami 
sekali lagi menegaskan bahwa kami untuk agar semua anggota MPR nanti dipilih dan 
tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dengan adanya Utusan Golongan ini 
maka sebaiknyalah dan kami tetap pada altematif yang kedua itu dari Pasal 2 Ayat (1). 

Terima kasih. 

306. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang. 

Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Fraksi Reformasi. 

307. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. 
Untuk bahan pengetahuan kawan-kawan kita yang dari Fraksi Utusan Golongan. 

bahwa dengan dirumuskannya dua alternatif ini oleh Badan Pekerja, itu berarti bahwa 
Badan Pekerja MPR betul-betul sudah membahas secara mendalam. Jadi oleh karena 
itu, kalau nan ti pada saatnya memang ternyata Utusan Golongan sudah tidak ada lagi di 
MPR. bukan berarti itu dibuang begitu saja tetapi memang betul-betul penuh dengan 
diskusi yang panjang. Bahkan ini sudah dua tahun kita diskusikan. Jadi, agar tidak 
dipolitisasi apa yang akan diputus nanti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Kaitan 
dengan itu maka Fraksi Reformasi memilih Pasal 2 Ayat (1) altematif dua. 

Terima kasih. 

308. Ketu.a Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih, yang terhormat Saudara Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi. 

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa. 

309. Pembicara : Erman Suparno (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Dengan berkeyakinan bahwa pendapat kita itu benar, tetapi juga bisa 

mengandung kesalahan. Dan dengan keyakinan pula bahwa pendapat orang lain itu 
salah tetapi bisa juga mengandung kebenaran maka Fraksi Kebangkitan Bangsa 
menyatakan: 

Pertama, bahwa paradigma yang kita bangun sebagai pelaksanaan dari prinsip 
kedaulatan rakyat adalah semua wakilnya di parlemen dipilih langsung oleh rakyat 

Yang kedua, bahwa penerimaan kita pada keberagaman itu tidak selalu dan tidak 
harus fisik ta.pi lebih pada aspirasi. 

Ketiga, bahwa altematif pertama yang menampung atau menyebut adanya 
Utusan Golongan yang tidak terukur dengan jelas, sehingga cenderung dapat tersalah 
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gunakan oleh kekuatan tertentu. Maka dengan harapan bahwa parpol-parpol akan 
dapat menampung mereka, baik secara aspirasi atau bahkan mungkin secara fisik. 
Maka Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan ucapan Bismillaahirrahmaanirrahiim memilih 
alternatif dua. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

310. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Erman Suparno, mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa. Tadi 

mestinya memang Fraksi TNI/Polri dulu, tetapi ya mohon maaf. Kelewat satu, sedikit 
tipis-tipis saja. Jadi, sekarang kita meningkat memberikan kesempatan kepada Saudara 
mewakili Fraksi TNI/Polri. 

311. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Fraksi TNI/Polri disebut belakangan juga tidak apa-apa. 
Pimpinan yang saya hormati. 
Menyadari tuntunan zaman bahwasannya demokratisasi, desentralisasi, dan 

demilitarisasi ini sudah menjadi keniscayaan di masa kini. Kedaulatan rakyat mesti 
harus dijunjung tinggi. TNI dan Polri sudah bersepakat kehendak rakyat harus kembali 
ke-khitthah-nya, yaitu sebagai alat pertahanan negara dan alat keamanan negara. TNI 
dan Polri tidak akan berpolitik praktis. Tentang hak pilih dan dipilih di dalam 
pemilihan umum seluruhnya diserahkan kepada kehendak rakyak dan kesiapan 
TNI/Polri. 

Oleh karena itu juga kita tidak minta untuk diberikan kompensasi untuk duduk 
di Majelis ini. TNI/Polri juga tidak ingin disebut Utusan Golongan. Oleh karena itu, 
dengan menghormati segala pendapat dari teman-teman sekalian, kami mohon do'a 
restu untuk kami tetap bisa melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara 
dan alat keamanan negara. Oleh karena itu, kami mendukung alternatifkedua. 

Terima kasih. 

312. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Slamet Supriadi yang mewakili Fraksi TNI/Polri. 

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

313. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Para Pimpinan dan seluruh anggota Komisi A yang kami hormati. 
Untuk yang kesekian kalinya kami mendengar dan ikut membahas pro kontra 

menyangkut keberadaan Utusan Golongan dalam Majelis, apakah masih berada dalam 
Majelis ini atau tidak. Jadi, memang kemudian kami sadar betul bahwa seluruh 
argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra terhadap masih perlunya Utusan 
Golongan berada di dalam Majelis ini, seluruhnya memang ada sisi-sisi positifyangbisa 
kita ambil darinya. Karena kita sadar betul bahwa saat ini kita sedang membangun 
proses demokrasi. 

Namun kami juga sadar bahwa sesungguhnya tidak ada sistem yang sangat 
sempurna, semuanya memang memiliki sisi-sisi kelemahan. Oleh karenanya, di atas 
semua itu kami melihat mana sistem yang memang betul-betul applicable bisa 
teraplikasi dalam proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Terus terang kami 
memang sulit membayangkan karena perdefinisi golongan itu sulit sekali untuk 
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bagaimana kita bisa merumuskannya dan siapa yang berwenang untuk merumuskan 
golongan itu. 

Sehingga kami berpandangan bahwa memang sistem yang amat idealis itu, tapi 
kalau tidak applicable itu justru nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan di 
kemudian hari dan akan melahirkan praktek-praktek diskriminatif. Itulah kenapa 
kemudian dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan memilih alternatif dua. Demikian. 

Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

314. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili Fraksi Partai 

Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, mestinya tadi lebih dahulu Utusan Daerah, 
karena memang begitu urutannya, saya mohon maaf. Sekarang kami persilakan yang 
mewakili Fraksi Utusan Daerah. 

315. Pembicara: Vincent T. Radja (F-UD) 
Terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati. 
Sedari pengantar akhir di Badan Pekerja maupun dalam pemandangan umum di 

Paripurna dan dalam pengantar musyawarah pada pagi hari tadi. Atas dasar semua 
anggota MPR dipilih langsung oleh pemilihan umum, Fraksi Utusan Daerah sampai 
pada suatu kesimpulan bahwa terhadap Pasal 2 Ayat (1), alternatif yang akan dipilih 
adalah alternatif yang berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Demikianlah pandangan akhir daripada Fraksi Utusan Daerah. 
Sekian dan terima kasih. 

316. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Vincent Radja dari Fraksi Utusan Daerah. Selanjutnya kami 

persilakan yang mewakili Fraksi Utusan Golongan. 

317. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi hadirin sekalian yang saya muliakan. 
Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena Fraksi 

Utusan Golongan ini menjadi objek pembahasan yang memakan waktu berbulan-bulan 
dan pada Sidang Tahunan ini juga memakan waktu berjam-jam. Saya mohon maaf atas 
waktu yang telah hadirin curahkan untuk membahas masalah ini. 

Saya juga ingin menyatakan bahwa kami sadar betul dari dua belas fraksi, kami 
sendirian dan sebelas yang lain menginginkan alternatif dua. Masalahnya adalah 
karena 65 rekan-rekan di Fraksi Utusan Golongan ini meyakini kebenaran bahwa 
sebaiknya bagi negara ini ada Utusan Golongan. Qulil haq walau kana muran, 
katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kami benar-benar merasa pahit untuk 
berbeda dengan Saudara-Saudara sekalian, tapi itulah kenyataan. 

Saudara Pimpinan. Saya juga sangat menghargai upaya Badan Pekerja yang telah 
menyodorkan dua alternatif. Yang tentu itu berarti ada tiga alternatif bersama 
rumusan aslinya, kalau usulan alternatif ini di Sidang Pleno yang dihadiri oleh 2/3 
anggota tidak memperoleh persetujuan 2/3. 

Hadirin, saya ingin menyakinkan Saudara-Saudara sekalian, bahwa apa yang 
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disampaikan sikap Fraksi Utusan Golongan ini benar-benar diyakini suatu kebenaran. 
Saya ingin mengatakan ini karena tadi ada juga yang berprasangka, seolah-olah kami 
ingin tetap di situ atau bahkan ada juga yang berprasangka dalam sikap kita pada ayat
ayat, pasal-pasal yang lain, seolah-olah kita akan menghambat proses ini. Saya ingin 
mengutip surat Al-Hujurat ayat (12), "Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ijtanibuu 
katsiiran mina alzhzhanni. Hai orang-orang beriman janganlah kamu terlalu banyak 
berprasangka. Inna ba'dha alzhzhanni itsmun. Sungguh sebagian dari prasangka itu 
adalah dosa". Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa sikap fraksi ini didasari oleh 
keyakinan. N amun kalau proses politik selanjutnya memberikan pillihan yang tidak 
sesuai dengan apa yang kita pilih. Sebagai warga negara yang baik kami akan loyal 
untuk mendukung keputusan proses politik itu. 

Hadirin, sikap kami adalah intinya MPR terdiri atas anggota DPR ditambah 
representasi daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah, dan representasi golongan 
dengan Utusan Golongan. Yang rumusannya kami terbuka untuk penyempurnaannya, 
termasuk kalau Fraksi Utusan Golongan ini mempunyai kewenangan terbatas pada 
perubahan Undang-Undang Dasar. Karena MPR ini juga suatujoint session, bukan suatu 
permanent body. Dan saya kira akan menjadi suatu kekayaan tambahan bagi Saudara
Saudara di DPD dan di DPR, untuk ikut mengajak Saudara-Saudaranya yang lain yang 
oleh keterbatasannya tidak mungkin terpilih dalam proses politik. 

Demikian yang ingin kami sampaikan, semoga Allah membukakan jalan dan 
memudahkan urusan kami. 

Billahitaufik wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

318. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Baik. Terima kasih Saudara Ir. Siswono yang mewakili Fraksi Utusan Golongan. 

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar. 

319. Pembicara: BaharuddinAritonang (F-PG) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. 
Dengan niat yang baik, dari awal dengan berpegang pada prinsip bahwa semua 

anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan itu dipilih. Maka dan sejalan 
dengan apa yang dikemukakan oleh teman-teman saya dari fraksi kami tadi. Maka kami 
memilih Pas al 2 Ayat (1) ini alternatif kedua yang berbunyi: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Demikian pendapat kami. Sekian. 
Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

320. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Baharuddin Aritonang mewakili Fraksi Partai Golkar. 

Selanjutnya dan terakhir, kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan. 

321. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Untuk singkatnya dari dua pilihan, Fraksi PDI Perjuangan memilih alternatif dua. 

Sekian. Terima kasih. 

138 Perubahan UUD 1945 



322. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Pataniari Siahaan yang mewakili Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. 
Sidang yang saya hormati. 
Maka dengan demikian kita telah sampai kepada bagian akhir sesi pembahasan 

kita pada sekarang ini. Dan dapat kami sampaikan pada putaran pertama di mana 34 
anggota telah berbicara dan demikian juga pada putaran berikut yang terakhir ini telah 
berbicara sebelas fraksi, sorry, dua belas fraksi secara keseluruhan. 

Dalam putaran pertama, kita semua telah menyaksikan bahwa dari 34 
pembicara, maka 34 anggota yang berbicara itu mencerminkan pandangan-pandangan 
yang pada titik beratnya ada yang berargumentasi untuk mendukung alternatif 
pertama. Sedangkan pandangan yang berikut atau pandangan yang kedua ada yang 
mendukung alternatif kedua. Kami tidak perlu memperinci satu demi satu di sini tetapi 
selintas yang kami catat memang dari 34 pembicara, ada tiga belas pembicara yang 
memberikan argumentasi mendukung alternatif pertama. Ada 17 pembicara yang 
memberikan argumentasi dan membahas yang mendukung alternatif kedua. Ada 
seorang pembicara, satu orang pembicara yang mempersoalkan dua alternatif, dalam 
pengertian tidak mendukung kedua alternatif. Ada seorang pembicara lagi yang 
menghimbau untuk mencari alternatif ketiga. Dan ada satu orang pembicara yang tidak 
menggunakan haknya untuk berbicara di sini. 

Pada urutan pada putaran berikut, fraksi-fraksi memberikan pandangannya yang 
mewakili fraksi-fraksi. Kita juga telah menyaksikan semua bahwa dari dua belas fraksi, 
satu fraksi memberikan argumentasi mendukung alternatif pertama dan sebelas fraksi 
memberikan argumentasi mendukung alternatif dua. 

lbu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian. 
Sidang Komisi A yang kami hormati. 
Itulah beberapa catatan kami dan kesimpulan atau catatan dari sidang kita pada 

sesi ini sudah tentu pembicaraan lebih lanjut, pengambilan keputusan, kita 
menawarkan untuk kita memberikan kesempatan kepada lobi fraksi yang selanjutnya 
apabila dimungkinkan akan memasuki mekanisme perumusan lebih lanjut Jadi, kita 
tidak mengambilkan keputusan sendiri tetapi memberikan gambaran tentang apa yang 
telah disampaikan tadi. Dan selanjutnya dalam lobi yang akan dilaksanakan 
sebagaimana yang kita bicarakan, sepakati, pada tahap awal ini akan disimpulkan 
dalam kesempatan tersebut Apakah hal ini lbu dan Bapak-Bapak dapat disetujui 
Saudara-Saudara sekalian? 

323. Pembicara: Peserta Rapat 
Setuju. 

324. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Baiklah, terima kasih. 

KETOK1X 

Selanjutnya Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian. 
Sebelum kami menutup pembicaraan ini, sesi pembicaraan pada sore hari ini. 

Tadi di dalam Rapat Pimpinan Komisi A, kami mempunyai satu hal yang ingin 
ditawarkan kepada Komisi yang terhormat. Dengan memperhatikan prosiding 
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pembicaraan kita pada hari ini yang pada putaran pertama tidak kurang dari 34 
peserta yang berbicara dan untuk satu pasal saja. Kita masih lagi ada beberapa materi 
yang akan kita bicarakan ke depan. Padahal waktu yang tersedia kita sadari bahwa itu 
tidak memadai, kalau dihitung dari pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan 
sekarang ini. 

Di samping itu kita juga telah sepakati pada bagian akhir dari pembicaran urutan 
materi-materi ini, kita akan menyediakan alokasi waktu untuk membicarakan materi 
seperti apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yaitu tentang komisi konstitusi. Maka 
ingin ditawarkan di sini bahwa pada pembicaraan selanjutnya tentang pembahasan 
pasal-pasal atau materi berikutnya kita ingin tawarkan untuk dibicarakan pada satu 
putaran saja bagi seluruh anggota Komisi atau para anggota Komisi akan berbicara, 
disediakan satu putaran. Dan selanjutnya putaran terakhir, putaran kedua, disediakan 
bagi pandangan yang mewakili fraksi-fraksi. Apakah hal ini dapat disetujui untuk 
selanjutnya? 

325. Pembicara: Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Saudara Ketua, interupsi. Didi Supriyanto, belakang, A-114. 

326. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Silakan Saudara Didi Supriyanto. 

327. Pembicara: Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Saudara Ketua yang terhormat, anggota Majelis yang kami muliakan. 
Kalau kita melihat dari agenda rapat kita, khususnya di Komisi A ini. Sisa waktu 

yang tersedia untuk pembahasan materi Komisi A, ini hanya tinggal waktu sembilan 
jam lagi, terhitung dari jam 17.00 sore ini. Sehingga kalau pembahasannya tidak kita 
ubah, mungkin waktunya yang harus kita tam bah yang seharusnya malam itu, mungkin 
ada digunakan empat fraksi, mungkin bisa ditawarkan apabila fraksi-fraksi setuju 
waktu malam digunakan untuk Komisi juga. Ada bagian yang digunakan untuk Komisi 
paling tidak. 

Sehingga waktu yang tersedia sembilan jam ini tentunya mudah-mudahan bisa 
mencukupi. Apalagi tadi Saudara Ketua mengingatkan bahwa perlu alokasi waktu 
tersendiri untuk pembahasan komisi konstitusi atau apapun namanya itu. Jadi kami 
menghimbau kiranya Pimpinan mungkin bisa melakukan lobi untuk membuat 
mekanisme yang lebih simple lagi yang mungkin bisa memenuhi waktu yang sangat 
sempitini. 

Terima kasih. 

328. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Didi. 
Dan untuk menjawab dan memang tadi telah mempersiapkan tentang pembagian 

alokasi waktu dan lain-lain. Kami persilahkan kepada Ketua Saudara Jakob Tobing 
untuk menjelaskan dulu. 

329. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Kami ingin menyampaikan apa yang tadi didiskusikan dan disimpulkan oleh 

fraksi-fraksi untuk ditawarkan kepada sidang yang terhormat ini. 
Yang pertama, tugas kita adalah menuntaskan amendemen keempat pada waktu 

yang sudah tersedia. Kita masih mempunyai banyak materi yang terkelompok dalam 
tiga kelompok. 

140 Perubahan UUD 1945 



Satu adalah pasal-pasal. 
Yang kedua adalah agenda kita tentang bagaimana penyempurnaan perubahan 

yang akan datang yang disebut antara lain dalam bentuk komisi konstitusi. 
Dan yang ketiga juga perlu ada rapat untuk menyusun laporan. 
Materi-materi, ada yang sudah disepakati semua, ada yang masih alternatif. Yang 

sudah disepakati semua pun tentunya masih mengandung beberapa kemungkinan. 
Oleh karena itu kita menghitung waktu. Waktu kita hari ini sudah habis, yang tersisa 
adalah besok enam jam dan lusa enam jam, untuk seluruhnya. Oleh karena itu, tadi 
disepakati oleh untuk minta ijin fraksi-fraksi, besok malam kita akan pakai, waktu jam 
20.00 sampai 22.00 malam. Dan lusa malam kita juga mohon ijin dari fraksi-fraksi 
untuk menggunakan waktu jam 20.00 sampai 22.00 malam. Sehingga kita mempunyai 
waktu sedikit bertambah. Namun, itu pun masih kurang. 

Oleh karena itu optimasi waktu yang kedua adalah dengan lebih 
menyempurnakan cara kita membahas. Yaitu mengenai putaran. Yang pertama adalah 
kita tentunya hams bisa merekam aspirasi yang ada di Komisi ini. Bisa saja aspirasi
aspirasi itu tidak semuanya sama dengan katakanlah sebagian dari temannya yang lain. 
Oleh karena itu, diambil suatu usul begini, pada dasarnya semua anggota fraksi 
mempunyai kesempatan untuk berbicara tetapi juga mempunyai kesempatan untuk 
tidak menggunakan hak bicaranya. Artinya kalau misalnya fraksi merasa tidak perlu 
berbicara tentunya Pimpinan tidak akan mengharuskan anggota untuk bicara. 

Untuk fraksi yang jumlahnya lebih besar dari 95, itu diberi kesempatan untuk 
tiga orang pembicara pada putaran yang pertama. Per fraksi untuk yang di atas 95. Dan 
tiga ini pimpinan fraksi diminta untuk arif, sehingga seluruh pemikiran yang ada, 
aspirasi yang ada, bisa disampaikan dengan baik. Untuk yang anggotanya antara 45 
sampai dengan 95, dua juru bicara. Dan, yang kecil dari 45, satu pembicara. Inipun 
kalau semua menggunakan masih akan ada 20 pembicara, pada putaran pertama. Kita 
tadi punya 34. Tetapi baiklah kita lebih kecil daripada ini batas maksimumnya, kurang 
bisa menampung aspirasi. 

Kemudian pada putaran kedua, seperti yang kita lakukan barusan ini memang 
kiranya begitu yang kita lakukan pada waktu yang akan datang, di mana semacam 
spanning dari setiap fraksi secara ringkas. Oleh karena itu, maka kita juga punya waktu 
nanti untuk mengagendakan pembahasan tentang materi penyempurnaan dan 
perbaikan perubahan atau yang sering disebut Komisi atau Panitia Konstitusi itu dan 
punya waktu juga untuk menyusun laporan. 

Namun, besok pagi kami masih akan bertemu kembali pimpinan dan pimpinan 
fraksi untuk juga mengelompokkan kembali materi-materi pembicaraan. Karena kalau 
satu ayat demi satu ayat, waktunya pun ternyata dengan cara ini pun belum terkejar. 
Kita akan mengadakan regrouping-regrouping, tetapi tentunya kami akan meminta 
pendapat dari fraksi dan rekan-rekan Pimpinan yang lain. 

Demikian, kami usahakan supaya kita kembali kepada awal. Bahwa tugas kita 
adalah Komisi ini ditugaskan menyelesaikan pembahasan bahan amendemen keempat 
ini. Demikian dan tadi fraksi-fraksi memang diminta untuk membicarakannya dengan 
fraksinya masing-masing. 

Terima kasih. 

330. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Pak Jakob Tobing. 
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331. Pembicara: Imam Addaruqutni (F-Reformasi) 
Interupsi Pemimpin. 
Untuk membantu mungkin ada usul dari saya. Apakah tidak mungkin standing 

point terakhir dari masing-masing fraksi ini disederhanakan, begitu. Kalau standing 
point ini tidak berubah tidak usah, begitu lho. Itu kan dua, tiga menit juga itu, jadi kalau 
misalnya tidak berubah, ya tidak usah. Jadi, kami tetap pada pendirian seperti pada 
pengantar musyawarah, begitu. Ini salah satu cara juga untuk memotong waktu yang 
terpakai. Demikian Pimpinan. 

Terima kasih. 

332. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Baik, saya kira itu memang demikian halnya. Tadi sebagian besarnya juga sudah 

seperti itu. Hanya satu, dua saja yang lebih panjang. Jadi saya kira itu maksudnya. 

333. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi, Ramson A-135. 

334. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Ramson, silakan Saudara Ramson. 

335. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Sebelum masuk ke materi berikutnya, Pasal 3. Saya mengusulkan kepada Sidang 

Pleno yang saya muliakan, agar terlebih dahulu kita membahas mengenai komisi 
konstitusi. Sehingga persiapan untuk nantinya perbaikan yang dikemukakan oleh 
Pimpinan, itu sudah tersedia sarananya. Sehingga, pada saat waktu nanti sudah selesai 
yang diberikan kepada Komisi A, kita tidak tergesa-gesa sewaktu menentukan komisi 
konstitusi atau sejenisnya. Jadi, saya mengusulkan kepada Sidang Pleno yang 
terhormat supaya lebih bijak. 

Terima kasih Pak Ketua. 

336. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Ramson, usulnya kami dengar dengan baik. Tetapi dapat 

kami sampaikan di sini, Saudara Ramson, bahwa khusus tentang alokasi waktu bahwa 
pembicaraan tentang komisi konstitusi dan bentuk apapun namanya itu telah 
diputuskan tadi dalam Komisi A ini akan dilaksanakan pada bagian akhir sesudah 
penyelesaian pasal. 

Di samping itu, dapat juga disampaikan bahwa mengiringi pembicaraan itu akan 
dilaksanakan sebagaimana kesepakatan lobi-lobi antar fraksi yang akan turut 
memperkuat hal-hal yang akan dibahas di sana. Jadi, saya kira demikianlah halnya. 
Masih ada? Saya kira sudah selesai. Silakan Saudara Haryanto. 

337. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Memang sedikit agak trauma masalah waktu ini ya. Seperti berkaitan tahun yang 

lalu, hanya juga karena alasan waktu, sehingga proses pengambilan keputusan pun 
menjadi sedikit agak kontroversial. Saya bisa memahami bahwa memang waktu yang 
sudah disediakan dan sudah disepakati bersama, disahkan di dalam Paripurna, itu 
sebabnya memang sangat terbatas. Oleh karenanya, tadi disinggung ada tawaran 
bahwa kepada fraksi-fraksi diminta untuk pengertiannya bisa bersidang pada malam 
hari. Saya kira apa persetujuan dari fraksi-fraksi untuk bersidang pada malam hari. 
Saya kira semuanya akan setuju, tapi persoalannya, ya legitimasinya bagaimana? Ini 
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kan keputusan Paripurna jadwal acara ini. 
Jadi, saya pikir kepada Pimpinanlah untuk mencoba mencari formulasi 

bagaimana mekanisme pembahasan itu yang betul-betul efektif. Tapi tetap tidak 
meninggalkan asas kecermatan dan ketelitian. Sehingga jangan sampai setelah nanti 
diputus di Paripurna masih menimbulkan trauma seperti tahun yang lalu. Saya kira 
demikian. 

Terima kasih. 

338. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Haryanto Taslam. Tunggu sebentar Bung Ali Masykur. 
Jadi saya menjawab dulu dan mudah-mudahan ini segera tuntas bahwa jadwal 

acara yang disusun di sini, di Komisi A, jadwal acara yang disusun di Sidang Paripurna 
adalah jadwal Sidang Majelis secara keseluruhan. Jadwal acara yang disusun di sini 
adalah jadwal acara Sidang-Sidang Komisi A yang memang kalau ada perubahan
perubahan atau penyesuaian kita akan bicarakan termasuk melalui lobi antara 
Pimpinan dan Pimpinan Fraksi dan disetujui ditetapkan di sini. Oleh karena itulah, 
besok pagi Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian, jam 08.30 akan ada 
pertemuan konsultasi lobi antara Pimpinan Komisi A dengan Pimpinan Fraksi-fraksi di 
ruang GBHN untuk menuntaskan termasuk hal-hal ini. Maka dengan demikian, kita 
dapat, atau Pak Ali Masykur masih ada? 

339. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pertanyaannya dua, Pimpinan yang saya hormati dan anggota Komisi A. 
Tadi disebutkan jadwal pembahasan komisi konstitusi itu di belakang setelah 

pasal-pasal. Ini pertanyaan dan jawaban belum pasti. Saya berharap kesepakatan kita 
ambil pada sore hari ini untuk pembahasan komisi konstitusi dialokasikan tanggal 7 
jam 14.00 sampai pukul 17.00, ya itu menjadi kesepakatan Pak dan diketok. Karena 
kalau pasal-pasal ternyata tidak, itu tidak terbahas. Jadi, saya berharap hari ini diketok 
Agustus tanggal 7, jam 14.00 sampai pukul 17.00 khusus komisi konstitusi. Itu yang 
pertama. 

Kemudian yang kedua, tadi setelah dari floor dan fraksi akan dilakukan lobi 
terhadap pasal itu. Pertanyaannya terhadap yang kita bahas kapan lobinya itu? 

Terima kasih. 

340. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Kalau mengenai lobi, itu sudah tentu akan ditentukan oleh fraksi-fraksi, antara 

fraksi sendiri. Kalau mengenai jadwal tadi, memang telah disebutkan oleh Saudara 
Ketua, maka untuk lebih menguatkan, tanggal 7 jam 14.00 alokasi waktu yang 
dimaksudkan. Saya kira dengan demikian kita bisa mengakhiri dan besok pagi jam 
08.30, kita melanjutkan lobi antara Pimpinan Komisi dengan Pimpinan Fraksi. Dan 
dengan demikian jam 09.00 adalah rapat keempat 

341. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Pimpinan. Ada yang kurang jelas Pak Theo. 

342. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Silakan kalau kurang jelas. 

343. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Pertama, saya bicarakan bahwa soal lobi, itu tidak usah mengurangi jam pokok 

besok jam 09.00. Saya menyarankan lobi Pimpinan Komisi dengan Pimpinan Fraksi itu 
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malam ini. Jadi besok kalau bertele-tele kami tidak nunggu sampa1 1am 10.00. 
Praktiknya itu anda teori jam 08.30, jam 09.00 sering tidak selesai, mendingan malam 
ini biar cukup waktu, jadi besok terjamin tepat 

Kedua, bahwa kita itu mau menyelesaikan dulu yang pokok, yang wajib, adalah 
menyelesaikan ini amendemen dengan pasal-pasal. Setelah itu baru bicara komisi 
konstitusi ataupun yang lainnya. Bukan yang sunnah-nya dulu yang wajibnya belum 
selesai. 

Terima kasih 

344. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Yang wajibnya akan didahulukan sampai selesai, baru bicarakannya. Itu sudah 

jelas dari tadi tidak ada mis-interprestasi soal itu. Yang kedua, lobi akan dilaksanakan 
besok, jam 08.30 tidak akan terlambat. Jam 09.00 sudah mulai. Tadi juga jam 14.00 
tidak terlambat, sudah mulai. Sekian dan terima kasih. Saudara-Saudara Rapat Komisi 
A kami menyatakan ditutup. 

Terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X I 

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.13 WIB 
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4. RAPAT KONSULTASI PIMPINAN KOMISI A DENGAN PIMPINAN FRAKSI

FRAKSI MPR 

1. Hari Senin 
2. Tane:e:al 5 AE!ll.stus 2002 
3. Waktu 13.00 WIB - selesai 
4. Tempat Gedung Nusantara III 
5. Ketua Rapat Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 
6. Sekretaris Rapat Sekretaris Jenderal fRahimullah, S.H., M.Sil 
7. Acara Konsultasi Pimpinan Komisi A dengan Pimpinan Fraksi-

Fraksi MPR 
8. Hadir ... orang 
9. Tidakhadir ... orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 

1. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Ketika pembicaraan kita, Pak Harun dan Pak Warno atas nama seluruh fraksi 

merumuskan sesuatu kan, seperti begitu. Jadi, ini harus semuanya harus kita 
alokasikan. Jadi, ada usul saya ada usul tadi Pak. Pak Harun. Yang Pak Harun lakukan 
tadi itu memang begitulah konsekuensinya dari kesepakatan kemarin. 

2. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Iya, tapi ternyata. 

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ternyata jadi, banyak sekali kan. 

4. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Karena tadi Bapak, saya bahwa 

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Tidak, itu kemarin begitu, Pak Slamet Supriyadi. Jadi makanya ini saya usul 

bagaimana kita revisi. Kita melihat begitu nanti kan? Repotnya yang memimpin 
kasihan. 

6. Pembicara: Harun Kamil F-UG) 
Setelah ini kan maksudnya. 

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya itu kan sudah berlaku. Jadi fraksi itu dibatasi misalnya yang terbesar itu 

cukuplah kalau menggunakan sampai 3 orang. 

8. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Tapi tidak pakai gula ya? 
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9. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kemudian yang lain-lain itu, ya ada yang satu ada yang dua, begitu. Tetapi 

anggota dari fraksi itu ya bijaksanalah pimpinan fraksinya. Sehingga mencerminkan 
juga apa namanya ... , aliran-aliran yang ada di situ. Nah sesudah putaran kedua itu lebih 
kepada men-stem saja masih bagaimana pendapat? Misalnya kita ambil contoh yang riil 
saja Pasal 2 Ayat (1) mungkin nanti kalau di-stem ya tetap seperti yang dulu. Yang 
sudah apakah di-vote di sini? Menurut saya tidak harus, tidak harus. Makanya sudah ke 
sana. Tapi begitu putusan kita. 

10. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Kalau sudah ada perbedaan, itu apa masih ada kompromi Pak? 

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin tidak perlu. Jadi ini bisa saja dilontarkan. Kalau Ketua fraksi, Ketua 

partai, memerlukan forum, lobi itu inisiatif mereka. Kita lapor masing-masing dan 
kemudian misalnya putaran kedua. Mungkin kalau sudah di-stem semua sudah setuju 
ya sudah oke. Ini sudah putus, jadi tidak terlalu banyak anulah, kembangkan lagi, waktu 
kita kan pendek. 

12. Pembicara: I KetutAstawa (F-TNI/Polri) 
Tapi masih banyak? 

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lya. 

14. Pembicara: I KetutAstawa (F-TNI/Polri) 
Bagaimana kalau kita cari kesepakatan, berdasarkan jumlah kita masing-masing? 

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yang jelas, kalau proporsional sulit Pak. Misalnya F-PDKB dapat satu. Nah 

reformasi sudah bisa dapat sepuluh tuh, kalau proporsional PDIP sudah dapat 20 
begitu. Makanya jadi lebih baik kita yang besar mengalah sedikit lah. Mungkin 
maksimum cuma tiga, yang kecil ya bagaimanapun juga yang seperempat, jadi satu 
kan? 

16. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Yang dua siapa yang dua? 

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yang tengah sajalah, misalnya Utusan Golongan, Utusan Daerah yakni Polri 

begitu. 

18. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Oh, kesepakatannya malam itu yang menjadi pimpinan, yang anggota di atas 100, 

antara 50 sampai 100. 

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya .. ya begitulah maksudnya, ya begitu. Mungkin kalau yang disepakati lebih, 

makanya ini sudah. 

20. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Siapa yang menentukan Pak? tiga itu? Jadi ketua fraksi yang seharusnya 

menentukan sudah, jangan nanti pimpinan lagi soalnya kita jadi sibuk. 
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21. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Maksudnya bagaimana maksudnya? 

22. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Umpamanya orang yang 10, 30 ini di antara yang 10 dan 30 ganti saja. 

23. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Begitu ya, mungkin begitu dan kita minta tentunya resiko ditanggung pimpinan 

fraksi. 

24. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Bagaimana Pak, kalau ini kita buka secara dini. Ini kita. 

25. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Tidak, ini dianggap saja sudah keputusan fraksi-lah kalau disepakati. Kalau 

disepakati sehingga bisa di-confirm nanti yang melaporkan, mengatakan ini adalah 
keputusan fraksi-fraksi. Kalau itu artinya kalau kita sepakat 

26. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Mekanismenya Pak Jangan semua interupsi, semua kasihkan kertas saja, 

sehingga diberikan kertas itu namanya dia kan begitu kepada ketua fraksi-ketua fraksi. 

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ketua fraksi yang pimpinan sidang ya, begitu. Ya, itu urusan fraksi-lah. 

28. Pembicara: A.M.Luthfi (F-Reformasi) 
Biar mantap, Pimpinan Fraksi biar mantap. 

29. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tidak, kalau kita tidak Pak, kita bawa pulang biar puas. 

30. Pembicara: Amru Al-Mu'tashim (F-KB) 
Apalagi kalau kita pakai ....... 

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yaitu, saya rasa kalau ada usul begitu, mungkin besok-besok sudah harus dipakai 

malam, kayaknya. Kalau lihatnya sebab ini yang tadi didaftar oleh Pak Harun walaupun 
setiap sesi pimpinannya berubah, itu kan sah, itu harus dilaksanakan. Berapa tadi? Tiga 
menit ya? Tiga puluh enam. Jadi kira-kira 120 ya, dua jam kira-kira nanti. 

32. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Di situ ada tanda Pak? 

33. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tidak dengan ini, itu. 

34. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Dan saya usul nanti yang bikin juga didaftar lagi Pak. 

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, jadi kita begini Pak. Jadi kemarin itu saya bisik-bisik, pertama PDI-P, kedua F

UG, ketiga Golkar, terus F-UD, terns ke atas lagi F-PBB begitu, tapi kemudian ini jumlah 
sesi ini kan lebih sedikit dari jumlah pimpinan. 

36. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Tidak apa-apa Pak? 
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37. Ketua Rapat :Jakob Tobing 
Tidak apa-apa, jadinya tidak apa-apa. Asal kita sama pendekatannya begitu. Jadi 

islah saja, kita ya Pak, ya? 

38. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Kalau saya bilang, baru malam nih Pak maksudnya jadi ..... 

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, makanya bisa dengan cara itu. 

40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Yang malam, siapa? 

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Theo, Theo! 

42. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Maksudnya daftar namanya? 

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oh iya, dia harus ke sini, mana dia? Aduh lagi minum jamu itu barangkali ya, ya. 

Oke, silakan. Oh, belum selesai. 

44. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Theo-nya masih ngobrol Pak. 

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, ikut mengobrol Pak 

46. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kalau seperti tadi itu kan faktor kendali anggota, itu kan yang manage fraksi. 

Kalau tetap seperti waktu itu, kalau misalnya tidak selesai kapan rencananya? Misalnya 
ini kan harinya, tinggal besok dan lusa. 

47. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Makanya kita harus pastikan agendanya dulu. Karena itu sudah kita sepakati, 

bagaimanapun ada hari atau sesi untuk itu. Itu harus, itu sudah kita sepakati, maka ini 
sekarang supaya yang ini kan 6+ 1 mungkin jadi 7 + 1, karena kalau malam dipakai satu 
untuk laporan, satu untuk itu, apa konstitusi itu. Jadi itu sudah disave dulu tapi yang 
sini dipakai untuk itu. Jadi tidak boleh, karena ini berlarut jadi nanti ketendang keluar 
tuh tidak boleh. 

48. Pembicara: Theo L.Sambuaga (F-PG) 
Ya kira-kira kapan itu? 

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, kalau melihat sekarang itu pada hari ....... 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ini hari apa? Rabu 

kelihatannya. J adi Rabu iya, iya. 

50. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG) 
Rabu malam saja Pak, selesai itu juga. Kalau tidak selesai komisi itu sendiri kan? 

51. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya jadi Rabu, Rabu malam itu untuk laporan. Rabu sore kita pakai itu harus ada. 
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52. Pembicara : Asnawi Latif (F-PDU) 
Rabu pagi Pak, saya mengusulkan Rabu pagi. 

53. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Tidak Pak, Sabtu pagi. 

54. Pembicara: Asnawi Latif (F-PDU) 
Tidak. Kalau kalau ini gejalanya, ya kalau gejalanya ini kan tidak terselesaikan 

kecuali kita lihat voting. 

55. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Tidak begini Pak, jadi kalau ada itu .... 

56. Pembicara : Peserta Rapat 
Kan ada dua kelompok. Satu itu katakanlah Pasal 2 ini berbicara tentang 

kemungkinan adanya pengelompokannya sehingga laporan kan? Ini kan umpamanya 
katakanlah ini Rabu malam. Rabu sore malam ini kan pakai saya mengusulkan Rabu 
pagi, sehingga di sini mungkin ada rapat-rapat Selasa malam. Ada apa Selasa malam, 
jadinya begitu, tapi ini diagendakan jadi tidak boleh urutan kesepakatan yang 
digunakan untuk. ... 

57. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Ya, ya agendanya itu yang digunakan. 

58. Pembicara : Peserta Rapat 
Agendanya. Nah, ini kan sudah karena bagaimana menggunakan ini, supaya ini 

maksimal. Ini tadi, ada ini..., satu pembicaraan-pembicaraan yang pertama itu anggota 
dibatasi fraksi jadi yang harus jumlahnya 100 lebih dari 100. 

59. Pembicara : Peserta Rapat 
Kurang dari 100 lebih dari 50, tapi lebih dari 50 kurang dari 100 ya? 

60. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Yang 100 berapa orang begitu Pak? 

61. Pembicara : Peserta Rapat 
Tiga. 

62. Pembicara : Peserta Rapat 
Lima puluh dua, Pak. 

63. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Lima puluh dua kan? 

64. Pembicara : Peserta Rapat 
Atau tulis siapa nama fraksinya. 

65. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini PDI-P dengan Golkar. 

66. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Golkar. 

67. Pembicara: Peserta Rapat 
Ini UD, PDU, UG, PPP, PKB, Reformasi. 
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68. Pembicara : Peserta Rapat 
Atau 45 sampai 95. 

69. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi ada sedikit yang ... putaran ketiga ini kan ... satu pasal-pasal kemudian untuk 

forum-forum komisi ini bentuk ... terakhir. Kelihatannya ... 

70. Pembicara : Peserta Rapat 
Rabu malam Pak? 

71. Pembicara : Peserta Rapat 
Rabumalam. 

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Selasa malam tidak? Besok kan masih Selasa. 

73. Pembicara : Peserta Rapat 
Waktu untuk kita, itu transkip. Jadi tidak boleh dua-dua hilang, boleh hilang 

hanya satu. 

74. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pertanyaan. Apa kalau tidak selesai, lanjutannya hanya apa adanya Rabu sore 

bagaimana? 

75. Pembicara: Peserta Rapat 
Kalau tidak selesai Pak, berarti ada forum lebih lanjut 

76. Pembicara: Peserta Rapat 
Ya pembicaranya bagaimana? 

77. Pembicara : Peserta Rapat 
Tapi sebelumnya memang hams ada ada lobi, kalau tidak ... Jadi di situ ada 

kombinasi untuk yang lain sudah memang tugas fraksi jadi kira-kira itu tanggal 7. 

78. Pembicara : Peserta Rapat 
Kita masih ada dua malam. 

79. Pembicara : Peserta Rapat 
Kemudian tentang pengajuan pasal ini, kita bentuk dengan dua cara. 

80. Pembicara : Peserta Rapat 
Boleh tidak itu dibentuk 2 macam. 

81. Pembicara : Peserta Rapat 
Kita ... dengan 2 cara dengan putaran pembicaraan dan tambah hari. Kalau 

putaran pembicaraan intinya tadi jadi antara itu. 

82. Pembicara : Peserta Rapat 
Dua pembicara. 

83. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya nanti yang mengatur ini adalah pimpinan fraksi pembagian ... 

84. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi itu pembagian itu saya kalau umpamanya fraksi kami ada tiga orang belum 

selesai membicarakan ... 
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85. Pembicara : Peserta Rapat 
Pimpinan fraksi itu Nah kalau saya PDU itu katanya tidak akan menggunakan. 

86. Pembicara : Peserta Rapat 
Ketentuan ini baru berlaku setelah sistem pertama. 

87. Pembicara: Peserta Rapat 
Ohya. 

88. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Jadi, ini tidak mempengaruhi yang ... 

89. Pembicara : Peserta Rapat 
Karena ini yang saya itu berdasarkan kesepakatan kemarin. 

90. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi kita perlu mengambil kesepakatan soal yang baru ini. 

91. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, nanti kalau kita sepakat berarti fraksi untuk memberitahu kita kasih waktu 

untuk kasih tahu anggotanya, supaya nanti jangan tidur-tiduran lagi. 

92. Pembicara : Peserta Rapat 
Setting-nya Pak. Jadi setting-nya apa? Mengapa kita pembagian begini itu harus 

kuat, karena kita membagi tugas-tugas yang jelas harus menyelesaikan rapat anggota. 

93. Pembicara : Peserta Rapat 
Walaupun dikatakan jangan terlalu alasan waktu kan ada yang begitu. 

94. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, ya, ya. 

95. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kira bukan penyelidikan Fraksi PDIP, fraksi dua. 

96. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, itu diperlukan dalam keadaan tertentu. 

97. Pembicara: Peserta Rapat 
Kepada pimpinan, tolong dikatakan silakan bertanya pada ketua Fraksi-nya. 

98. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, jadi nanti fraksi terns sama, sudah disahkan. 

99. Pembicara : Peserta Rapat 
Ketua fraksi itu ya ketua fraksi kan. 

100. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ketua fraksi. 

101. Pembicara : Peserta Rapat 
Tetapi Pak Ketua barangkali ini sudah disosialisaikan oleh ketua fraksi. 

Kemudian kan mesti disepakati di pleno untuk ... , baru ini jadi pada saya. Secara 
simbolis saya usulkan pada bagian akhir dari sesi pertama, sehingga orang sesi 
pertama ini ingin bicara 36 orang tidak terasa bukan main lamanya. 
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102. Pembicara : Peserta Rapat 
Yang jelas kalau untuk yang satu fraksi ini, saya rasa lebih baik saja jadi tidak 

membuat katakanlah ada Pasal 2 Ayat 1 dimana fraksi-fraksi ikut 

103. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini adalah ini kan keputusan kita kalau 64 kayaknya ... 

104. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini, itu tugas laporan 2, 3, 6 itu selesai satu tahun jangan misalnya Pasal 2 ... kalau 

seperti ini mungkin tidak usah diputuskan saja alternatif. 

105. Pembicara: Peserta Rapat 
Mestinya sebelum dibawa ke lobi, kita tanya dulu. 

106. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi ... 

107. Pembicara: Peserta Rapat 
Apakah sudah ada maksud tertentu ... 

108. Pembicara : Peserta Rapat 
Itu baru putaran kedua ya, fraksi-fraksi. 

109. Pembicara : Peserta Rapat 
lya, iya putaran kedua fraksi-fraksi. 

110. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi walaupun ini anggota tapi ya ... 

111. Pembicara: Peserta Rapat 
Fraksinya. 

112. Pembicara: Peserta Rapat 
Fraksinya saya cuma satu ada dua putaran karena satu putaran. 

113. Pembicara: Peserta Rapat 
Bukan untuk anggota tuh fraksinya dua putaran. 

114. Pembicara: Peserta Rapat 
Nah, ini yang harus disosialisasikan. 

115. Pembicara: Peserta Rapat 
Nah, ini sudah diputuskan dua putaran. 

116. Pembicara: Peserta Rapat 
Yang pertama ini tetap berlaku putaran yang sekarang ini kan karena sudah 

sepakat tapi selanjutnya ... 

117. Pembicara : Peserta Rapat 
Pun ada dua putaran, Pak 

118. Pembicara: Peserta Rapat 
Tidak, tadinya ada dua putaran. 

119. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua tambah satu. 
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120. Pembicara : Peserta Rapat 
Menjadi tiga putaran total dua hanya ... Kalau perlu sekali kita sampaikan. 

121. Pembicara: Peserta Rapat 
Nah, sekarang begini yang ... 

122. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau jumlah fraksi anggota pembicaranya berkurang, mungkin tetap dua 

putaran saja. 

123. Pembicara: Peserta Rapat 
Nah, sekarang kita hitung deh ya. Sekarang itu pukul 14.00 WIB sampai pukul 

17.00 WIB, ini karyawan. Jadi ini tiga jam kemudian pada pukul 20.00 WIB, 21.00 WIB 
sampai 24.00 WIB kedua. Ketiga kemudian malamnya ini yang kita pukul 20.00 WIB 
sampai pukul 24.00 WIB fraksi-fraksi lain. 

124. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, kita bicarakan dengan fraksi lain. 

125. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua tanggal 7 berarti. 

126. Pembicara : Peserta Rapat 
Tujuh pagi (07.00 WIB), tujuh sore (19.00 WIB). 

127. Pembicara: Peserta Rapat 
Kejadian-kejadian itu kalau pantas dimulai ... ya ... 

128. Pembicara : Peserta Rapat 
Begituya. 

129. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau kita mulai pukul 22.00 WIB tambah 1 jam-an. 

130. Pembicara : Peserta Rapat 
Iya, ya makin pool begitu waktunya kan walaupun sekarang kesepakatanya. 

131. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua belas topik dari em pat yang oke ... Majelis ... 

132. Pembicara : Peserta Rapat 
Atau alternatif dan delapan yang oke. 

133. Pembicara: Peserta Rapat 
Delapan oke ini kelihatannya ada juga kembarannya. 

134. Pembicara : Peserta Rapat 
Ada, ada yang Ayat 5. Ada juga yang masih ada kembarannya di sini ada yang .... 

135. Pembicara: Peserta Rapat 
Ada berapa? 

136. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi, totalnya sebenarnya ada. Jadi kelihatannya kalau kita tam bah. 

137. Pembicara: Peserta Rapat 
Saya rasa demikian, karena kita tidak 

Perubahan UUD 1945 153 



138. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau, kalau begitu misalnya saya memutuskan kalau KK itu jam kedatangannya 

tiga jam sudah selesai, karena itu saya menyarankan suatu ajakan logis untuk ... 

139. Pembicara : Peserta Rapat 
Oh, ya itu logis. 

140. Pembicara: Peserta Rapat 
Ya, fraksi malam atau ... 

141. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, kalau memang perlu alternatifya, alternatif. 

142. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi, kita lihat fraksi-fraksi didatangi anggotanya. 

143. Pembicara: Peserta Rapat 
Oh, ya jadi di-stop dulu nih. 

144. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, 10 menit 

145. Pembicara: Peserta Rapat 
Kalau kita sekarang memberi suatu rencana yang utuh saya kira kan mereka 

masih susah seperti itu jadi supaya mereka lapor dulu. 

146. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi pengalaman itulah yang kita jadikan sasaran. 

14 7. Pembicara : Peserta Rapat 
Bisa enggak direvisi sedikit 

148. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi selesaikan begitu. 

149. Pembicara: Peserta Rapat 
Ya. 

150. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini revisi satu loh. 

151. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, saya ini memimpin untuk sampai pukul 17.00 WIB begitu selanjutnya kalau 

tidak selesai laporan pembicara diganti oleh sesi berikut oleh yang lain. 

152. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, tolong diusahakan betul-betul yang praktis, yang praktis. 

153. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi ini isinya begini, sehingga ada tiga kelompok pasal-pasal jadi pembicaraan 

tentang apa namanya dialokasikan ke arah lain. Yang ketiga kan kita bikin laporan, 
laporan kan harus selesai. 

154. Pembicara : Peserta Rapat 
Peran rapat luar. 
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155. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi berapa nih 9, 10. Sehingga bentuk totalnya ada 12, Pak. 

156. Pembicara : Peserta Rapat 
Nah, kemudian untuk optimal waktu ini. Supaya ini kita selesaikan waktu yang 

tersedia sekarang sampai Rabu ini. Kan ada 14 dan itu kita optimalkan dengan dua cara 
Pak. Dua cara adalah dengan satu putaran, jadi pakai ada yang besar dari 45, tadi 
diralat 95, yang kecil dari 45, tidak, hanya satu yang besar. Dari 95, pembicaranya dan 
nanti misalnya dari PDI Perjuangan akan mencatat dulu. Ketua, Fraksi PDI Perjuangan 
akan menyampaikan catatan pada pimpinan fraksi yang akan mencatat itu terlebih 
dahulu. Jadi dia akan komitmen dengan ... 

157. Pembicara: Peserta Rapat 
Tapi ini... 

158. Pembicara : Peserta Rapat 
Selesai ya. 

159. Pembicara : Peserta Rapat 
Sudah selesai. 

160. Pembicara : Peserta Rapat 
Berdiri juga boleh. 

161. Pembicara: Peserta Rapat 
Orang kalau memperjuangkan kursi memang begitu. 

162. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini Pak dari, dari Fraksi PDI Perjuangan tidak ada nih. 

163. Pembicara : Peserta Rapat 
Nah, ini maksudnya tiga ini yang untuk Golkar dan PDI Perjuangan, sehingga bisa 

sudah ... 

164. Pembicara : Peserta Rapat 
Tapi ini ya karena waktu kita hanya ... 

165. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi katakanlah dari Golkar itu yang mengatur itu banyak 5 begitu nanti. 

166. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi dengan itu maka kita bisa lebih waktu dan lebih banyak waktu yang tersedia 

indikasinya ... 

167. Pembicara: Peserta Rapat 
Kita jadi satu orang itu? 

168. Pembicara : Peserta Rapat 
lya. 

169. Pembicara : Peserta Rapat 
Kemudian waktu putaran kedua itu, hanya ada dua putaran. Putaran kedua fraksi 

fraksi itu lebih kepada mungkin misalnya ... 
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170. Pembicara : Peserta Rapat 
Antara intern anggota kemudian statement penting fraksi biasanya ... 

mementingkan rapat. 

171. Pembicara : Peserta Rapat 
ltu saja sudah. 

172. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau itu jumlahnya jadi berapa dong? 

173. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi itu, jadi berapa? Kalau tadi 36 Pak, ya sekarang dengan angka 95. 

174. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua puluh. 

175. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua puluh ya? 

176. Pembicara: Peserta Rapat 
Dua puluh cukup banyakya? 

177. Pembicara : Peserta Rapat 
Dua puluh itu banyak. Jadi ini adalah maksimum, karena memang enggak ada 

misalnya yang mengatakan saya sama dengan pendapat yang ada dimana apapun 
pendapatnya. 

178. Pembicara : Peserta Rapat 
Pak Jakob ciri-cirinya Bapak menentukan yang 20.000, bagaimana? 

179. Pembicara : Peserta Rapat 
Ulangi lagi Pak Jakob 45 tadi. 

180. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini tadi 100 sekitar 5 lebih. 

181. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi 45 tarn bah 50 sama dengan 95. 

182. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kok katakanlah 20 orang, bagaimana Bapak bisa mendikte 20 orang hadir? 

183. Pembicara: Peserta Rapat 
Bagaimana, bagaimana? 

184. Pembicara : Peserta Rapat 
Supaya kita juga punya alasan untuk memaksa anggota memenuhi apa yang 

Bapakmau. 

185. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau masih bisa lebih rinci lagi Pak, umpama tanggal 5 bulan 8 itu 2 sampai 5 

itu, 3 jam itu pasal apa saja yang mungkin ... 

186. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau ini kayaknya Pasal 2. 
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187. Pembicara: Peserta Rapat 
Tidak sudahlah karena itu bagian sekretariat saja itu nanti dibagi. 

188. Pembicara : Peserta Rapat 
... usul saya Pak Jakob, kalau bisa pikirkan juga menggiring ke mainstream jangan 

mainstream-nya ke sini. 

189. Pembicara : Peserta Rapat 
Walaupun alternatifnya tapi kenyataannya waktu bicara tadi kelihatannya yang 

okeini. 

190. Pembicara : Peserta Rapat 
Makanya kita jangan melihat hal yang ... 

191. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi begini efeknya nanti tadi kan melanjutkan yang tadi tapi anggotanya kan. 

192. Pembicara : Peserta Rapat 
Tiga puluh enam dulu ya. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL ....... WIB 
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5. RAPAT KONSULTASI PIMPINAN KOMISI A DENGAN PIMPINAN FRAKSI

FRAKSI MPR 

1. Hari Selasa 
2. Tanggal 6 Agustus 2002 
3. Waktu 08.30 WIB -11.30 
4. Temoat RuangGBHN 
5. Ketua Rapat Drs. Jakob Tobing, M.P.A 
6. Sekretaris Rapat Kepala Biro Persidangan (Drs. Janedjri) 
7. Acara Pembagian Jadwal pembahasan Perubahan Pasal-

Pasal UUD 1945 
8. Hadir .. .. orang 

9. Tidakhadir .. .. orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIMULAI PUKUL 08.30 WIB 

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-lbu sekalian, sesuai dengan kesepakatan 

kita kemarin pagi ini kita melakukan konsultasi, sebagai lanjutan sebenarnya untuk 
melengkapi konsultasi kita kemarin. Masalahnya kan begini. Jadi seperti yang kita 
ketahui kita semua sepakat dan bertugas untuk menuntaskan tugas kita dalam waktu 
yang tersedia, yaitu bahan-bahan untuk Amendemen Keempat dan pembicaraan 
tentang kemungkinan untuk perubahan-perubahan di masa depan. 

Jadi, kita sudah mempunyai kesepakatan mengenai menambah waktu dan 
memperbaiki putaran pembicaraan, begitu. Dan bahwa pada tanggal 7 Agustus besok 
itu, terakhir malam itu mengenai laporan, sorenya mengenai so-called panitia untuk 
penyempurnaan dan sisanya itulah yang kita punya waktu untuk pasal-pasal. 

Nah, setelah kita menyelesaikan yang kemarin, kelihatannya walaupun dengan 
cara itu kecepatannya masih tetap tidak memadai, sehingga kita perlu mencari cara 
lain untuk melengkapi kesepakatan kita tetapi dengan tidak meniadakan prinsip 
bahwa berdialog di antara anggota pun masih ada, begitu. Apalagi ini di depan 
masyarakat. Tetap diperlukan. 

Dari berbagai pembicaraan termasuk yang tadi Pak Fahrni, tadi beberapa juga 
menyampaikan demikian, sekaligus kalau bisa disepakati, Pak Hatta bisa cepet ke sana 
adalah kita lanjutkan yang kemarin menurut urutannya. Tetapi kalau bisa kita grup 
sajalah. Misalnya, ini misalnya saja, kita pakai halaman 32. Itu Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 11 itu bisa jadi satu. Pagi ini bisa di ... misalnya saja Pasal 3 dengan Pasal 6A itu 
berdampingan. Walaupun ada yang mungkin nanti mengkaitkannya dengan Pasal 8, 
tapi justru satu paket bisa kelihatan. Pasal 11 juga begitu. 

( pembicaraan tidak jelas suaranya) 
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Ya, jadi berdiri sendiri. Dan sudah ... , ada, jadi nanti Pak Hatta untuk rnenjelaskan, 
rnengantarkan dulu Pasal 3 itu duduk soalnya apa, 6A duduk soalnya gimana, Pasal 8 
duduk soalnya bagairnana, Pasal 11 duduk soalnya bagairnana, terrnasuk bahwa ini 
sudah disepakati dan sebagainya. Kalau Pasal 11 itu penornoran yang jadi persoalan di 
sini. Karena Ayat (2), Ayat (3)-nya sudah, tahun 2001, tapi Ayat (1)-nya tidak ada. 
Tidak ada nornor, ayatnya sih ada. Ini penomeran. Isinya ada angka (1)-nya yang enggak 
ada. 

Ya, hanya satu saja soalnya. Ini kelupaan. Kelupaan angkanya. Jadi seperti itu. 
Kalau boleh saya lanjutkan, Pak 

2. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ini, enggak saya ingin sebutkan. Pasal 11 ini Ayat... 

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Fahrni, tunggu dululah. Saya sudah dirnarahi Kiai. Silakan, Pak Kiai. Ya, ya, 

silakan, Pak. Nanti saya lebih takut dirnarahin Kiai daripada dirnarahin Pak Fahrni. 

4. Pembicara: Muhammad Yusuf (F-KB) 
Ya, supaya cepat rnaksud saya. Kita segera rnengarnbil kesepakatan. Yang tidak 

kontroversial itu kan juga harus disahkan. Seperti tadi Mas Fahrni bilang. Nah, itu 
pengesahannya itu kan rnernang hak anggota. Ini harus dijadikan cara supaya 
persyaratan bahwa itu hak anggota, persetujuan anggota, itu harus tetap terpenuhi. 
Bahwa kernudian rnungkin usulan tadi fraksi berpendapat perlu ditawarkan, itu soal 
lain. Tapi pengarnbilan keputusan itu harus tetap dilakukan secara bersarna, satu. 

Yang kedua, kalau rnisalnya setiap judul besar itu kita bahas sekaligus, rnisalnya 
soal kenegaraan rnenyangkut ini, ini, ini, silakan berpendapat tentang itu. Itu kan 
bukan berarti kita rnau rnern-by pass, tapi kalau ini berkaitan kan biar saja orang 
sekalian ngomong kaitannya. 

Terirna kasih sekali, Pak Jakob. 

5. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kernbali dua kali. Jadi gini, rnernang bagairnana kalau saya selesaikan sedikit, ini 

tadi Pak Andi belajar bagairnana rnenginterupsi dari ternan-ternan saya kernarin. 
Jadi, rnaksudnya rnernang begitu Gus Yus. Ma'af, saya lupa, Pasal 16 rnestinya 

rnasuk ke atas, karena itu kekuasaan negara satu kelornpok rnulai dari Pasal 3 sarnpai 
Pasal 16, itu pagi ini. Kernudian 23D itu sarnpai ke Pasal 32. 23D ini rnenyangkut ... , 
rnernang agak aneh, tapi yang satu duniawi, 29 surgawi begitu, tapi karena harus 
diperternukan rnelalui para Kiai ini, hubungan antara dunia dan akhirat ini. lya kan 
Pak? Dan Habib .... 

Pasal 16 rnasuk ke pagi ini, karena itu sernua sudah sepakat kepala, judulnya ini 
tidak ada. Ya kan? Jadi, sebetulnya sudah lebih rnudah lah. 

6. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Jadi tugas kita ini hari ini Pasal 9 sarnpai 12. Kekuasaan pernerintahan, Pasal 3 

sarnpai 16. 

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pasal 16, he eh. 

8. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Sesudah itu Pasal 16 kekuasaan eksekutif, DPA hapus. 
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9. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya nanti Anda jelaskan satu per satu termasuk Bab IV ini sudah disepakati 

judulnya "Dihapus", Pasal 16 ini masuk Bab III isinya begini. 

10. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Apa ini maksudnya seluruh penanggap itu harus menanggapi seluruhnya? 

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, atau mungkin mereka berbagi tugas. Misalnya kalau orangnya dua yang satu 

nanggapi ini, tapi itulah kesempatannya begitu, supaya ditanggapi menyeluruh. 

12. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Pasal 11 itu tidak ada ayat. Kalau Ayat ke-2 sudah ada tambahan dua ayat. Jadi 

yang satu itu menjadi Ayat (1). 

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, masalahnya hanya nambah ayat. Boleh saya teruskan dulu? 

14. Pembicara: AmruAI Muhasim (F-KB) 
Kalau saya, kalau kemarin itu kan per orang tiga menit, karena satu pasal. 

Sekarang kalau ada empat pasal apakah itu tidak .... 

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kalau bisa jangan lebih dari tiga menit, Pak. Sebab masih 20 orang Pak, itu. Sebab 

kalau 20 orang .... 

16. Pembicara : Peserta Rapat 
(pembicaraan tidakjelas suaranya) 

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, antara tiga - empat menitlah, ya. Nanti Pimpinan yang mengatur. 

18. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Ketua, saya ingin mengingatkan. Kita hanya tinggal punya tiga sesi. Jadi, kalau 

bisa dibagi saja, yang bermasalah itu masing-masing di pagi ini dua masalah, kemudian 
yang nanti malam dua, sore dua, nanti malamnya itu satu, yakni masalah 37 dan 
sisanya. Kalau tidak nanti.. .. 

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini, Pak. Saya sudah mencoba, coba saya tawarkan dulu. 
Nah, itu sampai dengan Pasal 16. 
Nanti sore Pasal 23 sampai Pasal 32. 
Nanti malam Pasal 33 sampai Pasal 37. 
Besok pagi sampai dengan Pasal 32 halaman 35. Besok pagi masih ada waktu. 
Kita nanti malam itu adalah Pasal 33 sampai Pasal 37. 
Besok pagi, masih ada besok pagi .... Aturan Peralihan sampai Aturan Tambahan. 
Sore, eh siang kita bicara soal komisi konstitusi. 
Malamnya la po ran, gitu ? 
Jadi, Nah ini Pimpinan yang harus me-manage itu supaya selesai, begitu. Kira

kira begitu. 
Silakan ada tanggapan? 

20. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Masih ada pertanyaan mengganggu sedikit ini. 
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Ini Pasal 13, yang naskah asli diubah pada waktu Perubahan Pertama. Di 
perubahan Pasal 13 Undang-Undang Dasar kita. Caba deh, perhatikan. Perhatikan 
Undang-Undang Dasar kita yang asli, Pasal 13. Di sana ada dua ayat 

"Presiden mengangkat duta dan konsul", Ayat Pertama. 
Ayat Kedua: 
"Presiden menerima duta negara lain". 
lni dirubah hanya pada Perubahan Pertama. Saya bacakan Perubahan 

Pertamanya. Pasal 13 tiba-tiba Ayat (2): 
"Dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan ... " 
Kemudian berikutnya Ayat (3). Pertanyaan saya adalah Ayat (1)-nya sebelah 

mana ini? Bukan, Ayat (1) yang masuk, di sini ada Ayat (1), Ayat (2), di Pasal 13. 

21. Pernbicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Ayat (1)-nya yang ditanya, apa? 

22. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Bukan, Ayat (1)-nya yang mana? 

23. Pernbicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Ayat (1)-nya yang lama. 

24. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ayat (2)-nya? 

25. Pernbicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
"Mengangkat duta dan konsul" 

26. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Oh, begitu. 

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ya, yang diubah saja yang dicantumkan, yang tidak diubah tidak di situ. Nah, 

ini nanti dalam satu risalah memang baru kelihatan. 

28. Pernbicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Ini kan hanya dua ayat. 

29. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ya, jadi Ayat (2)-nya yang hilang. 

30. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ayat (2)-nya diubah, Ayat (3) tidak diubah. 

31. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ya, itu satu. Kemudian kedua, kemarin diumumkan .... 

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi, kita persilakan ya, dengan grupnya ya, kita persilakan. Sekalian diberitahu 

kalau kita ada di sini. 

33. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Begini, semalam, kemarin disebutkan acara malam kita adalah dari jam 20.00 

sampai jam 22.00. Itu dua jam, kan. Saya usul disamakan saja tiga jam. Pagi kan kita 
tiga jam, sore tiga jam, malam tiga jam. Sampai jam 23.00. 
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34. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Nantilah pada waktunya kita minta anunya. 

35. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ya, kalau sore misalnya ada acara lain, ya di atas jam 23.00 sajalah nanti ya? 

36. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Memang agak tengah malam. Tadi Pak Astawa lebih dulu. 

37. Pembicara: I KetutAstawa (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian. 
Tadi sudah dibagi sampai Aturan Tambahan plus komisi konstitusi, Pak. 

Mungkin perlu ... , tetapi mungkin yang perlu juga kita jangan lupakan walaupun sudah 
kita ketahui bersama yaitu di dalam rancangan perubahan itu ada butir a dalam 
kurung, b dalam kurung, dan c dalam kurung. Di depan itu perlu kita lemparkan kepada 
audience untuk mendapatkan persetujuan. 

38. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Diingatkan, maksud kami saya masih lupa untuk menyampaikan. Ada maksud 

kami, karena ini lebih kepada masalah-masalah teknis penomoran, bagaimana itu 
dibicarakan waktu menyampaikan penyusunan laporan. 

39. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Timus. 

40. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi waktu penyusunan laporan .... 

41. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Bukan substansi. 

42. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, karena itu masih pleno resmi. Tapi memang saya suka diingatkan oleh Pak 

Astawa. Karena di depan, kalau kita perhatikan halaman 31 ya, 31 itu kan ada intronya 
sebelum masuk ke halaman 32 Pasal 2. Dan itu sudah merupakan penetapan
penetapan juga, begitu. Tetapi memang ini bersifat teknis sistematika dan termasuk 
penegasan bahwa Perubahan Kedua itu berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Secara 
substanstif tidak ada. Kami mengusulkan ini supaya kita tetapkan setelah kita tinjau 
pada waktu Rabu malam, waktu pelaporan, begitu. Karena secara substantif tidak ada. 

Bisa disetujui demikian? Kita catat begitu. 
Masih ada lagi? Kalau tidak ada kita bisa masuk. Ya, silakan. 

43. Pembicara : Peserta Rapat 
( pembicaraan tidak jelas suaranya) 

44. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Soalnya dia tinggalnya di Ciganjur, Pak. Bukan di Mulia, dia. 

45. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kalau perlu .... 
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46. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Gini dech, mengenai jam 17.00, para Pimpinan Rapat mungkin bisa fleksibel 

sampai kepada sebelum maghrib, begitu. Karena bisa saja pembicaraan sedang syur
syur-nya, begitu. 17.30, 17.40, begitu ya? Malam juga, kalau bisa .... 

47. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak, maksudnya sore, mulai jam 14.00 itu? 

48. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
He eh, kalau jam 14.00 selesainya kan jam 17.00 menurut jadwal. Kalau mulur

mulur ke sana, asal anggota ini kita anu sedikit. Sebab anggota ini juga langsung 
maunya stop, berhenti. 

49. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Itu kalau mau pakai jalan keluar, mereka dianjurkan kalau mau shalat silakan 

shalat di tengah persidangan disediakan tempat 

50. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begitu? 

51. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Karena itu bisa jadi dos a kolektif itu, Pak. Apalagi kalau sampai 17.3 0. 

52. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi bisa diwakili kepada para Kiai itu, Pak. Dosa itu ditanggung. 

53. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Ya, saya kira urusan ini ditanggung Ketua Komisi. 

54. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, kesepakatan kita, pimpinan rapat perlu fleksibel mengakhiri itu, supaya 

jangan patah begitu, tapi enak. 

55. Pembicara : Peserta Rapat 
[ pembicaraan tidak jelas suaranya) 

56. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ndak apa-apa ini menantu Kiai, Pak. Jadi. ... 

57. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kalau shalat urusan kita dong, masa begitu saja diatur. 

58. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Bukan mengatur, difasilitasi. 

59. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kalau kita selesai 17.30, itu enggak nututi. Kalau kita selesai 17.30 itu enggak 

nututi. Jadi kalau memang begitu kesepakatannya, ndak usah dari pimpinan kita dari 
fraksi memberi tahu teman-teman supaya gantian shalat. 

60. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Saya rasa bisa begitu ya? 

61. Pembicara : Peserta Rapat 
[ pembicaraan tidak jelas suaranya) 
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62. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kita Pasal 37 dengan komisi konstitusi itu kan dan Aturan Peralihan itu satu 

paket yang lain. Tidak ada keterkaitan ke depan. Kalau itu misalnya dibahas oleh 
Komisi Al atau A2 ... 

(tidakjelas suaranya) 

63. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Memang ada pikiran begitu. Tadi juga Pak Antonius sudah menyampaikan. 

64. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Pasal 3 7 dan komisi konstitusi. 

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ada fraksi yang tidak ada .... 

66. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kemudian kan nanti diplenokan. Tetap kan ada laporan Pleno khusus Pasal 37 

dan komisi konstitusi. 

67. Pembicara : Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

68. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tekniknya dari waktu pembicaraan, per grup itu, Pak. J adi, per grup itu waktu 

anggota bicara itu mungkin dia hanya menanggapi satu, ndak semua. Tapi waktu 
ditanya fraksi, seluruh materi yang ada di grup itu dia harus bersikap. 

69. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Ada putaran keduanya. 

70. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ada ... keduanya. Kalau anggota mau nenanggapi kan itu lebih bebas, begitu. Nah, 

ini Pak Seto ada pikiran dari beberapa teman bukan keputusan, pikiran. 
Bagaimana kalau khusus Pasal 37 dan soal komisi konstitusi itu misalnya besok 

atau bukan besok, mungkin nanti malam atau apa, itu dibikin "disubkontrakkan" 
kepada satu sub komisi supaya punya waktu lebih banyak ke sini. 

Tetapi itu pendapat yang disampaikan oleh Pak Zain dan tadi secara informal 
oleh Pak Antonius. 

Silakan kita tanggapi mungkin ini. Pak Astawa. 

71. Pembicara: I KetutAstawa (F-TNI/Polri) 
Kami kira itu suatu ide yang perlu kita pertimbangkan. Mengapa demikian, Pak? 

Karena komisi konstitusi mungkin butuh waktu cukup banyak, sehingga perlu juga 
sebelum dilemparkan betapapun juga kan akhirnya juga harus juga dilaporkan ke 
paripurna komisi. 

Nah, sebelum itu, dengan adanya sub komisi ini maka diharapkan hasil yang 
dapat kita capai adalah hasil yang maksimal. Karena keterbatasan waktu kita. 

Memang idealnya adalah semua kita membahas secara bersama-sama, tapi 
karena mengingat keterbatasan waktu yang kalau diberikan itu cuma dua itu ... 

72. Pembicara : Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 
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73. Pembicara: I KetutAstawa {F-TNI/Polri) 
Mungkin nanti malam sudah bisa mulai. 
Terima kasih. 

74. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Sis, silakan. 

75. Pembicara: Siswono Judohusodo (F-UG) 
Terima kasih. 
Saudara Ketua, dalam suasana kita terbatas waktu yang sangat ketat begini, kita 

juga jangan sampai membatasi pemandangan anggota-anggota karena haknya ada 
pada mereka. Oleh karena itu teknik yang paling workable untuk mengatasi itu 
memang membagi dalam sub komisi. Sedemikian rupa sehingga yang dihasilkan oleh 
sub komisi bisa dibahas lebih memberikan waktu kepada para anggota. 

Ditambah lagi memang dalam substansi Undang-Undang Dasarnya sendiri 
barangkali bisa dibagi dua. Saya tadinya berpikir untuk tiga sub komisi, tapi karena 
harus diikuti oleh seluruh fraksi jadi kesulitan, jadi dua. 

Sebetulnya, seperti yang tadi diutarakan, untuk sub ... , untuk komisi konstitusi 
sendiri memerlukan pembahasan yang mendalam, juga memakan waktu. Jadi kalau 
diplenokan begini Komisi A, saya khawatir dengan malam pun akan sulit, Pak. 

76. Pembicara: Peserta Rapat 
[tidakjelas suaranya) 

77. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Saudara Ketua ... , 

78. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kita explore idenya. Kita explore lebih lanjut 

79. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Enggak, ini kalau dengan sub komisi kita ada waktu untuk melaporkan ke komisi 

lagi. Jadi, itu lebih panjang lagi. 

80. Pembicara : Erman Supamo {F-KB) 
Pimpinan, 
Yang pertama mengenai pembahasan masalah komisi konstitusi. Kita 

berpendapat bahwa hari ini diputuskan dimulainya pembahasan komisi konstitusi, 
karena saya yakin bahwa itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Itu yang 
pertama. 

Kemudian yang kedua, teknis untuk dibentuk sub komisi, terns terang saja kita 
malah khawatir nanti ketika subkomisi lapor ke pleno, itu menjadi masalah baru lagi. 
ltu artinya bahwa akan ada waktu lebih tidak terkendali lagi. 

Saya rasa demikian, Pimpinan. 
Terima kasih. 

81. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
PakAsnawi. 

82. Pembicara: Asnawi Latief {F-PDU) 
Saudara Pimpinan, memang ide itu bagus. Seperti Komisi A, B begitulah 

melakukan. Tapi kan berbeda. Mereka itu kan substansinya beda-beda. Kalau ini kan 
kait-terkait. Kita belajar pengalaman ketika PAH I misalnya, Tim Kecil. Dibawa ke pleno 
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PAH, itu juga masih diperdebat lagi. Itu sudah buang-buang waktu. Kadang-kadang 
sudah dimmuskan Tim Kecil, cair kembali. 

Oleh karena itu menumt saya, apa yang diusulkan Pak Zain Pasal 37 sudah kita 
ikuti saja tahap-tahap itu. Kalau nanti sampai pada itu, kita pending yang menyangkut 
soal komisi konstitusi. Di-open-Iah. Karena ada yang usul komisi konstitusi itu supaya 
ada kaitannya pada Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan. 

Ketika kita bicara di situ, Nah di situ. Kan kita sudah sepakat semua untuk 
membicarakan. Bukan sepakat adanya, tapi membicarakan sepakat semuanya. Sudah 
kita tempatkan di belakang setelah pasal-pasal ini semua selesai. 

Terima kasih. 

83. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pak Hamn. 

84. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Terima kasih, Saudara Ketua. 
Kita sepakat agar sesuai dengan jadwal kita bisa menyelesaikan semua bahan 

bahasan. Nah, kami melihat untuk komisi konstitusi kan perlu waktu yang cukup. 
Apakah tidak kemudian besok itu, usulan ya? Kita gabung mulai dari pagi, Pasal 37 
Aturan Peralihan, Tambahan, dan komisi konstitusi. Ini kan satu paket 

85. Pembicara : Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

86. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Ya, satu tim Iha kalau begitu. Jadi, pas dari pagi sampai sore masak sih enggak 

habis? Usulan kami begitu. 
Terima kasih. 

87. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebelum berangkat ke Pak Seto lebih dulu, nanti ke PakAmml nanti ke Pak ... 

88. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Pimpinan, Pimpinan. 
Aku enggak dikasih. 

89. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Seto, soalnya saya hanya lihat temen dekat saya di sebelah sini, Pak Seto 

nanti Pak Slamet juga. Nanti kami aturlah, Pak Seto. 

90. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Baiklah, terima kasih. 
Jadi, bagi saya supaya tidak me ... , dianggap menghambat. Bagi saya kan kita 

membahas amendemen ini kan demi kepentingan kita bersama, dan saya tidak punya 
prejudice bahwa di antara kita hanya mementingkan fraksi atau partainya masing
masing. Karena itu, pada dasarnya, meskipun saya cuma sendiri saya tidak keberatan 
kalau memang disepakati untuk dibagi sub komisi. Karena toh di antara kita banyak 
juga suara yang sudah sama. Jadi tidak hams saya hadir. 

Terima kasih. 

91. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terkenang masa lalu dia. Saya selang-seling ya, silakan Pak Slamet 
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92. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Saya singkat saja. Jadi tadi tentang itu, kami sependapat seperti saran kami 

kemarin, sebetulnya perlu dibentuk ada semacam sub komisi. Nah, di sinilah 
kesempatan ini, sub komisi ini khusus untuk membahas paket antara mulai Pasal 37 
Aturan Peralihan dan Tambahan. 

93. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Satu paket. 

94. Pembicara : Slam et Supriyadi (F -TNI/Polri) 
Satu paket dan substansinya perlukah tidak komisi kontitusi ini, Pak. Karena 

sekarang kalau kita lihat pemandangan umum semuanya sudah mengarah ke sana. 
Cuma ada bermacam-macam versi. Ada yang menghendaki dibentuk tahun 2009, ada 
yang dibentuk sekarang. Nah, ini penting. Hal-hal yang pokok ini harus disepakati oleh 
sub komisi, Pak 

Kemudian, mohon ijin. Tadi bukan 2009, 2004. Forum malam ini seyogianya 
sudah dimulai kembali. Kemudian menyepakati hal-hal pokok, menyeragamkan, 
mengerucutkan itu, Pak Namun teknisnya, barangkali karena ini barang baru yang 
belum diketahui oleh anggota seluruh komisi ini, di pleno itu kami mohon dilemparkan 
dulu, bahwasanya ini disepakati tidak untuk dibahas dulu. Berdasarkan keputusan dari 
Rapat Lobi ini, Pak 

Yang kedua, kami mohon ketegasan kembali nanti, teknis untuk sidang ini, Pak. 
Kalau tadi sudah disepakati, satu putaran pertama itu berapa menit, Pak? Ini 
alokasinya harus tegas. Kalau tidak demikian, nanti repot. Kalau kayak kemarin, yang 
sesi siang itu agak bagus, Pak Jadi, kalau bisa dibatasi maksimum itu sepuluh menit. 
Apa enggak kebanyakan itu? 

95. Pembicara : Peserta Rapat 
Kebanyakan. 

96. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Kalau memang tiga menit bagus. Ini yang saya harapkan. Pimpinan harus tegas. 
Lalu yang kedua, putaran kedua langsung ketok palu. Khusus mengenai pasal 6A 

Ayat ( 4) itu, kalau melihat dari pembicaraan PAH seluruhnya itu, satu visi. Saya 
sarankan satu kali putaran saja, Pak. Berubah? Tidak? Tidak berubah. Oke, ketok 
langsung saja. 

97. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini, begini, begini.. .. 

98. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Bagaimana, Pak? 

99. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebelum diteruskan nanti oleh Pak Amru. J adi pembicaraan itu sudah grup, Pak. 

Jadi Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 itu satu grup. Jadi nanti ditanyakan pada fraksi itu 
tidak perlu grup. Dia jawab tentang ini kami begini, tentang ini begini, tentang ini 
begini, tentang ini begini. Begitu. Jadi, ya kayak kemarin tapi tentang beberapa point, 
yang fraksi, gitu. 

Silakan, ini sudah ada indent, Pak Amru. 
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100. Pembicara: Amru Al Muhasim (F-KB) 
Terima kasih. 
Saya melihat kalau kesepakatan tadi sudah kita setujui, artinya pagi ini Pasal 3 

sampai Pasal 16. 
Nanti sore Pasal 23 sampai Pasal 32. 
Nanti malam Pasal 33, Pasal 37. 
Berarti besok pagi itu Aturan Peralihan. Jadi, kalau Aturan Peralihan di situ saja 

sudah bisa mulai komisi konstitusi. 
Jadi, kalau saya ini sudah pas. Jadi, saya ulangi, pagi ini Pasal 3 sampai Pasal 16. 

Nanti sore Pasal 23 sampai Pasal 32. Nanti malam Pasal 33, Pasal 37. Besok pagi Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan, di situ sudah sekaligus memasuki komisi konstitusi. 

101. Pembicara : Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

102. Pembicara: Amru Al Muhasim (F-KB) 
Bagaimana? Kalau saya ini kok sudah pas, cukup luas kalau besok sehari. 
Terima kasih. 

103. Pembicara: A.M. Lutfie (F-Reformasi) 
PakKetua. 

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Teri ma kasih, Pak Amru. Pak Datuk lebih dulu, Pak 

105. Pembicara : Datuk 
Terima kasih, Saudara Ketua. 
Sebagaimana telah disepakati tadi, bahwa sebaiknya membicarakan komisi 

konstitusi itu enaknya pada jadwal yang sudah ditentukan yang terakhir saja. Jangan 
dicampurkan dengan yang ada sekarang, sebagaimana yang kita telah ... , pagi-pagi tadi, 
malam-pagi-sore. Jadi janganlah dicampuradukkan dulu. Kita selesaikan dulu apa yang 
sudah menjadi tugas kita dari acuan ini. Sesudah itu kita lanjutkan dengan komisi 
konstitusi. 

Sekian, terima kasih. 

106. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Terima kasih. 
Berikutnya Pak Andi. Ada? 

107. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ya, supaya clear, Pak. Buat saya belum jelas ini. Kita mau bentuk sub komisi apa 

tidak. Tapi, sekedar catatan saja, Pak Kalau kita bentuk sub komisi, berarti the rest ini 
enggak bisa bikin pleno. Dia juga harus sub komisi, atau dia istirahat. Itu saja. 

108. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih, Pak Andi. 
PakLuthfi. 

109. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Begini, ini kalau dilihat bobotnya, kalau pembagiannya pasal kelihatan banyak. 

Kalau pagi ini Pasal 13 sampai Pasal 16, sebetulnya kan Pasal 6A saja yang 
dimasalahkan, itupun sudah disepakati semua. Jadi agak kecil. Jadi, Pasal 23D saya 
usulkan masuk pagi ini. 
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Nah kemudian yang nanti sore itu katakanlah Pasal 29 ke sini, Pasal 29, Pasal 31 
itu masalah berat Ya, Pasal 23 itu naik ke atas saja. Supaya dua masalah saja, artinya 
maksimum kalau Pasal 6A kan enggak ada masalah. Pasal 23D barangkali, ya itu saja 
tinggal di..., kalau sepakat ya sudah, kalau enggak ya dua lagi. 

Nah ini, Pasal 29, Pasal 31 ini banyak hal hams yang perlu kita bicarakan. Itu 
Selasa, eh jam 14.00. Jam 14.00 ini Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32. Nah, malamnya sisanya. 
Itu usul saya? 

110. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Berikutnya Pak Najih. 

111. Pembicara: Peserta Rapat 

112. Ketua Rapat: Jakob Tobing 

(tidakjelas suaranya) 

Tunggu sebentar, Pak. Pak Najih sudah ada indent Ini sudah kayak indent BMW 
seri 7 ini, Pak 
113. Pembicara: NajihAjhad (F-PBB) 

Terima kasih. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Saya setuju gabungan usul dari Pak Amru dan Pak Luthfi. Jadi, saya pikir kita 

nanti membaginya sampai Pasal 3 atau Pasal 16. Kemudian Pasal 23B sampai dengan 
Pasal 24. Kemudian Pasal 29 sampai dengan 32. Aaa ... , selanjutnya .... 

114. Pembicara: Peserta Rapat 
[tidakjelas suaranya) 

115. Pembicara: Najih Ajhad (F-PBB) 
Ya, ini waktu kita membicarakan pasal peralihan ini bersama-sama sekaligus 

dengan komisi konstitusi. Cuma saya minta supaya alokasi waktu bukan tiga menit tapi 
lima menit. 

116. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih, Pak Najih. 

117. Pembicara: Najih Ajhad (F-PBB) 
Sebelum ini karena Saudara Hamdan baru datang, saya minta untuk ... , apa yang 

sudah .... 

118. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Hamdan, selamat datang. Ndak, ini Pak Kiai menyampaikan. ltu juga dikasih 

duit lima ribu diambil. 
Terima kasih, Pak Najih. 
Jadi, ini tadi masalahnya gini, untuk yang baru datang, kemarin yang kita 

sepakati kemarin itu kita mau tambah lagi sebagai modal yang kemarin. Jadi kita akan 
coba regroup materi-materi, jadi tidak ngikut pasal kelompok tapi urut Supaya ngejar 
waktu ini ceritanya. Karena kita, bagaimanapun juga ingin selesai semuanya. 

Kemudian kita akan membicarakan, ini ada ide ada sub komisi. Atau begini, 
Pasal 37, Aturan Peralihan dibicarakan bersama-sama dengan topik komisi konstitusi, 
seperti itu. Tapi itu masih dalam wacana. 

Nah, dalam ... , sekarang kami persilakan Pak Theo. Silakan, tadi mau bicara. 
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119. Pembicara: Theo L Sambuaga (F-PG) 
Sebenarnya sudah bukan soal ini, Saudara Ketua. Kalau barangkali masih dalam 

soal ini saya akan belakangan saja. Bukan soal komisi konstitusi, bukan soal itu, tapi 
soal lain. 

120. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Jadi, kita selesaikan dulu mengenai pengalokasian secara adat, kita selesaikan. 

Bagaimana kalau pagi ini, memang yang bermasalah begitu ya, itu hanya Pasal 23D. 
Yang lain-lain itu tidak Jadi, diusulkan tadi bagaimana kalau sampai Pasal 23D. Tapi 
kalau perlu sampai Pasal 24, sekaligus selesai dengan yang tidak ada masalah juga. Ini 
hanya meng-insert itu. Nah, jadi nanti siang itu yang menyangkut Pasal 29, Pasal 31 
mungkin sampai Pasal 32. Selesai. Ini memang perlu alokasi lebih banyak waktu. 

121. Pembicara: Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, karena ini menyangkut masalah kebudayaan nasional, gitu. Jadi, itu bisa 

disepakati ya? 

123. Pembicara : Peserta Rapat 
Setuju. 

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing 

KETOK lX 

Nah, nanti malam Pasal 33 sampai Pasal 37. 
Di sini tidak ada masalah tetapi mungkin ada yang membicarakan Ayat (SJ dari 

Pasal 37. Saya rasa cukuplah waktunya, nanti malam ya? 
Nah, besok pagi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu sampai besok siang, 

itu sekaligus dengan materi komisi konstitusi atau dipecah. Sebab orang bicara Aturan 
Peralihan mungkin akan bicara dia soal bagaimana soal ini. 

125. Pembicara : Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Digabung saja ya? Jadi dari besok pagi sampai besok siang. 

127. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Tapi kalau misalnya, siapa tahu kan? Jangan pesimis dulu, siapa tahu pada pagi 

hari Aturan Tambahan dengan komisi konstitusi selesai. Enggak usah dipanjang
panjangkan sampai siang. Sehingga kita punya waktu empat jam untuk merapikan, 
merumuskan secara .... 

128. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Koyok yang 0-0-0-0 wae. Siapa tahu. 

129. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Sama-sama belum tahu. 
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130. Ketua Rapat: Jakob Tobin1 
Tapi artinya kita jadi lebih banyak waktu juga untuk tadi pelaporan, dan ada 

cadangan waktu juga kalau ada apa-apa. Jadi kalau begitu enggak usah ada sub komisi 
ya? Enggak usah ya? Oke, jadi begitu ya, sepakat ya? 

Baik, jadi kami ulangi jadwal lebih dulu tetap 09.30 sampai 12.00, tetapi kalau 
misalnya jam 12.00 lewat-lewat sedikit juga enggak apa-apa. Kemudian jam 14.00 
sampai jam 17.00, jam 17.00-nya itu misalnya sampai jam 18.00 juga enggak apa-apa, 
asal dimintalah kesepakatan. Tapi jam memulainya ini kita usahakan paling tidak 
kitanya ada, jadi anggota itu tidak punya kesempatan nembakin Pimpinan fraksinya, 
gitu.. 

Malamnya jam 20.00 sampai jam 22.00, kalau perlu sampai jam 23.00. 

131. Pembicara: Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

132. Ketua Rapat: Jakob Tobin1 
Diputus saja 23.00-nya kalau bisa cepat ya sudah, gitu.? Oke, baik itu 

perubahannya. Diketok ya? 

KETOK1X 

Kemudian besok 09.00 - 12.00 sama 14.00 -17.00, 20.00 - 23.00 ya? Mengenai 
grouping-nya, pagi ini dipimpin oleh Pak Hatta, pasalnya adalah Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 24. Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24. 
Yang ada masalah hanya Pasal 23D. 

133. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Tolong dimasukkan satu point Pak, penghapusan Bab. Karena itu juga harus 

disetujui. Penghapusan Bab itu ya, itu kan juga substansi. 

134. Ketua Rapat: Jakob Tobin1 
Oke, itu ditujukan untuk Pak Hatta kan? Jadi, Pak Hatta siap-siap saja untuk 

ausdouwer-nya Pak 

13S. Pembicara: Antonius Rahail (F-KKI) 
lni Pak Ketua, ini soal penghapusan DPA. lni barangkali kita semua masih ingat 

dalam pandangan kami masih tetap mengemukakan masalah itu. Terlepas daripada 
keberadaan Utusan Golongan, tapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam fraksi kami 
sebelum mempertimbangan masalah eksistensi daripada DPA, jadi tidak dilihat dari 
konteks Penasehat Presiden semata, tapi dalam kepentingan perekat bangsa, itu masih 
tetap menjadi pertimbangan kami. 

Berkenaan dengan itu pula, maka kami ingin melihat komitmen kita. Kalau posisi 
daripada DPA itu dapat juga menampung daripada ketokohan secara substantif yang 
sekarang ini terwakili di dalam golongan, itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan. 
Dari KKI akan tetap mengemukakan berkenaan dengan masalah DPA ini. 

Ini yang perlu kami sampaikan 

136. Ketua Rapat: Jakob Tobin1 
Baik. Jadi, saya rasa nanti waktu pembicaraan mengenai topik itu tentunya KKI 

akan punya waktu untuk menyampaikan. Memang sebagai informasi saja, ada 
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berkembang ide yang masih bersifat sangat informal bagaimana kalau Utusan 
Golongan itu dinyatakan sebagai salah satu sumber daripada ... , unsur golongan 
maksudnya, unsur golongan dari DPA, sebagai suatu ... , bukan DPA, Dewan 
pertimbangan. Tapi itu sebagai suatu .... 

137. Pembicara: Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranya) 

138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak Jakob. 

139. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Pengalaman kita kemarin kan kalau kita membuat matriks itu kan lebih mudah. 

Apakah tidak dengan pengantar musyawarah kemarin itu kita bisa membuat matriks 
terutama komisi konstitusi pos1s1 masing-masing fraksi gimana, sehingga 
memudahkan dalam pembahasan. Toh ini yang mengerjakan sekretariat, matriks 
dibuat, dibagikan, Nah bisa dibicarakan. 

Terima kasih. 

140. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, jadi nanti sekretariat. Saya teruskan ya mengenai grouping tadi? Kemudian 

nanti siang, itu Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 siang. Siang ini yang mimpin itu adalah Pak 
Zain Badjeber. Saal itu tadi Pak, akhirat-akhirat itu Pak 

141. Pembicara: Peserta Rapat 
(tidakjelas suaranyaJ 

142. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pasal 31, Pasal 32. Nanti malam itu Pasal 33, Pasal 37, yang mimpin itu Pak 

Astawa. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37. 
Kemudian besok pagi, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan sekaligus kalau sudah 

mau membicarakan komisi konstitusi, silakan. Artinya cara untuk bagaimana ide 
tentang memperbaiki lebih lanjut, itu besok pagi dan masih tersedia waktu kalau perlu 
sampai besok siang. 

143. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Pak, Pak, ini waktu kita terbatas nanya ini. Hari ini dibagi dua sesi atau satu sesi 

untuk setiap pasal. Yang pagi ini. Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, 
Pasal 23D? 

144. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Satu kali. Satu kali sampai siang jam 12.00. 

145. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ndak. Maksud saya setiap fraksi langsung bicara untuk semua itu? 

146. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya. Mungkin dibagi, mungkin tidak, terserah. Kalau tidak, sama saja jadi tidak ada 

gunanya kita grup. Kita itu habis lagi waktu. Bisa satu paket-satu paket. 

147. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ndak, ndak maksud saya begini, Pak. Ini kan ada dua masalah yang berbeda ya? 

Pasal 23 itu beda sama DPA, dan lain sebagainya. Sehingga kenapa enggak dialihkan 
Pasal 22 ini ke Pasal 33? Masalah moneter dialihkan di grup Pasal 33, perekonomian? 
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148. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini tadi kita sepakati Pak Anu, sudah pergi ke sana mimpin itu. Kalau misalnya 

nanti ada sesuatu kita punya forum begini lagi untuk mencari penyelesaian. 

149. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Pak, saya bantu tadi. Walaupun panjang kelihatannya Pasal 6A kopel sama Pasal 

3 kan relatif selesai. Pasal 11 sangat-sangat very-very technically, begitu kan. Kemudian 
Pasal 16, semuanya kecuali KKI sudah oke. Iya kan, Nab tinggal Pasal 23D memang. 
Kalau Pasal 23D, nanti PDIP dan lain-lain ikut pandangan Golkar juga selesai. 

150. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, memang begitu. 

151. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
lni karena kesepakatan grouping ini baru kita ambil, baru kita katakan nanti di 

floor dibagi, ini kan floor belum siap untuk itu. Mestinya begitu diterangkan oleh 
pimpinan sekarang, dikasih waktu lima menit sampai sepuluh menit begitu untukfloor 
membagi.. .. 

152. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Setuju Pak, setuju Pak Jadi saya rasa cukup ya? 

153. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Satu lagi yang terakhir, Pak Tolong diingatkan, mengingatkan tolong di hari 

terakhir pada saat kita mau membentuk Panitia Perumus, minta mandat penuh dari 
paripurna siapa tahu ada nomor-nomor yang mau diserasikan yang luput dari sini. 

154. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, itu kita catat, nanti kita lakukan pada waktunya, gitu ya? 

155. Pembicara: Theo L Sambuaga (F-PG) 
Pimpinan. Saya tadi minta terakhir. 

156. Pembicara: Ahmad Zacky Sirajd (F-UG) 
Pimpinan, sebelum Pak Theo mungkin. Jadi, kami hanya minta alokasi waktu 

karena ini banyak pasal, jadi tiga menit itu kalau bisa 5 menitlah. 

157. Pembicara: Peserta Rapat 
(tidak jelas suaranya) 

158. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dapat dua Bapak Jadi sudah jadi enam. Tapi baguslah kalau mintanya lima. 

Sudah ya? Terakhir Pak Theo. 

159. Pembicara: Theo L Sambuaga (F-PG) 
Menyambung apa yang disampaikan tadi, Pak lni yang menjadi pikiran 

barangkali belum dibicarakan sekarang tetapi mungkin pada pertemuan berikut kita 
sudah bisa menggambarkan the end of all deliberation ini bagaimanapun pengambilan 
keputusannya, apakah ada yang akan diambil keputusan di sini, apakah ada yang .... 

160. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ada, ada paling enggak yang sudah kita sepakati penuh. Tapi nanti begini juga, 

memang sekaligus waktu perumus yang Anda bicarakan kan kita bicara juga tentang 
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pengantar Pasal 2 itu tentang angka-angka, itu kan sekaligus ada. Jadi, di situ 
masalahnya sekaligus diselesaikan. Begitu ya? 

Baik, kita akhiri. 

161. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Ketua, Saudara Ketua, besok pagi sama besok siang yang mimpin? 

162. Pembicara : Peserta Rapat 
[tidakjelas suaranya) 

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB 
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6. RAPAT KOMISI A KE-3 SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002 

1. Hari 
2. Tan...,gg..._a_l ____ ~ 
3. Waktu 

, 4. Tem~p_at ____ ~ 
5. Pimpinan Komisi A 

6. Ketua Rapat 
7. Sekretaris Rapat 

Selasa 
6 Agustus 2002 
08.55 - 16.53 WIB 
Gedung Nusantara V 
- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 
- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
- H. Zain Badjeber 
- H. Amroe Al-Mu'tashim 
- K. H. Nadjih Ahjad 
- Gregorius Seto Hariyanto 
- Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
Dra. Sri Sumarwati lsfandiari 

8. Acara Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat UUD 
1945 

9. 
10. 

Hadir 
Tidakhadir 

217 orang 
28 orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 08.55 WIB 

1. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya nyatakan Rapat Pleno Komisi yang Ke-6 dibuka. 

KETOK1X 

Karena pesertanya belum memenuhi kuorum dan barangkali karena saudara
saudara tadi tahu bahwa banyak anak-anak kita membagi-bagi duit, demo di depan itu 
dan mereka bagi duit, katanya pro amendemen. Kalau yang mau bolak-balik keluar 
masuk bisa dapat duit, lima ribu-lima ribu begitu, tapi ada yang receh, jangan lupa yang 
receh itu ada yang seratus. Saya tidak ngerti ini anak-anak kita ini. 

Jadi saudara-saudara, barangkali agak terhambat rekan-rekan kita yang punya 
mobil sendiri, yang baru juga dari, apa dari Meruya, maka rapat ini kita akan skors. 

2. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Pak Ketua, Pak Ketua! Sebelumnya, Pak Ketua. Ini /ho Pak. AA-244, Zulkifli Halim. 

3. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Ya, silakan Pak. 
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4. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Saya minta Bapak Pimpinan itu kan, kalau bisa sejak awal mengantisipasi. Kalau 

tadi dikatakan ada demo, saya juga tidak tidur di hotel, saya tidur di rumah jabatan, 
tapi tidak ada masalah. 

Nah, tolong Pak Ketua mengorganisir kembali, sebab sejak kemarin kan kita 
sudah mewaspadai keterbatasan waktu. Nah kalau waktu ini kita buang-buang lagi. 
Oleh sebab itu, mohon ditegaskan besok, kalau perlu sidang tidak usah ditutup, di
skorsing saja. Berapa pun yang hadir tepat pukul 09.00 WIB. 

Sekian itulah yang mengambil keputusan. 
Terima kasih. 

5. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Itu usul dari Bapak ya. Baik, nanti kita bicarakan di pimpinan. Terima kasih 

usulnya. Jadi cukup setengah jam atau, setengah jam saja ya. Setengah jam. Kalau 
belum, ya kita skors lagi sedikit. Baik, dengan ini Rapat Pleno keenam Komisi A, saya 
nyatakan diskors selama 30 menit. 

KETOK2X 

6. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak Jelas) 
Yang terlambat diberi catatan tidak boleh bertanya. 

7. Pembicara: BaharudinAritonang (F-PG) 
Interupsi! Supaya pembahasannya cepat, sekarang saja kita putuskan. 

8. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Interupsi! Yang terlambat tidak boleh interupsi. 

RAPAT DISKORS PUKUL 09.00 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.30 

9. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Bapak/Ibu sekalian. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Skorsing Rapat Pleno keenam Komisi A saya nyatakan dicabut. 

KETOK1X 

Dan menurut absen, yang telah menandatangani absensi sampai detik ini ada 
159 orang dari 243. Nah, kuorum 1/2 tambah 1 sudah dipenuhi. 

Saudara-saudara, Bapak/Ibu sekalian, 
Kalau kita melihat acuan Rancangan Keputusan Sidang Tahunan MPR Tahun 
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2002 maka materi yang akan kita bahas hari ini adalah Pasal 3. 
Ini seluruh Pimpinan Fraksi, Pimpinan persidangan sudah mengadakan rapat 

dan disepakati bahwa Pasal 3 Ayat (2) alternatif 1, Pasal 6A alternatif 1 dan alternatif 2, 
itu dillihat sebagai satu rumusan yang perlu ditanggapi. 

Kemudian Pasal 8. Pasal 8 ini tidak ada alternatifnya, berarti seluruh fraksi-fraksi 
telah menyepakati. Jadi, kita lihat acuan ini Pak, halaman 32, 33. 

Kemudian ada Pasal 11. Pasal 11 ini menyangkut penomoran. Jangan kita lupa 
bahwa di dalam Pasal 11 yang lama itu cuma tidak ada ayatnya. Jadi, tidak ada ayat 
untuk Pasal 11 di Undang-Undang Dasar asli. 

Lalu di dalam keputusan Perubahan Kedua itu telah ditambah dua ayat dan 
sudah kita putuskan di dalam Sidang Tahunan yang lalu. Untuk itu, untuk Pasal 11 
berarti tidak ada permasalahan lagi, hanya masalah penomoran ayat Pasal 11 lama itu 
menjadi Ayat (1), dan Perubahan Kedua itu menjadi Ayat (2) dan (3). 

Jadi, kalau yang tidak ada permasalahan seperti ini saya kira, kita semua sudah 
sepakat. Atau ada yang tidak sepakat misalnya tidak usah diberi nomor begitu. 
Tentunya tidak mungkin, karena ini addendum. 

Kemudian saudara-saudara, masih ada masalah juga yang sudah disepakati, baik 
dari Panitia Ad Hoc I maupun di dalam kesepakatan antar fraksi-fraksi, yaitu mengenai 
penghapusan Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung. Lalu materi dari Dewan 
Pertimbangan Agung ini dihapus, lalu isinya dijadikan sebagai bagian dari eksekutif. 
Yaitu Pasal 16 itu diangkat ke atas menjadi bagian dari eksekutif. Dan Bab IV, Dewan 
Pertimbangan Agung dihapus. Itu tetap menjadi dokumen sejarah kita. Walaupun 
dihapus dia tetap ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. 

Kemudian saudara-saudara, yang masih ada permasalahan alternatif, adalah 
Pasal 23D. Pasal 23D ada dua alternatif, seperti Saudara-Saudara baca di acuannya. 

Dan kemudian ada Pasal 24. Pasal 24 ini adalah menyangkut Kekuasaan 
Kehakiman. Nah, di dalam Perubahan Ketiga, kita telah mengadakan perubahan, yaitu 
mengenai Ayat (1)-nya kekuasaan kehakiman, dan seterusnya, dan Ayat (2)-nya 
kekuasaan kehakiman, dan seterusnya. Dulu di dalam Panitia Ad Hoc ada masalah, 
misalnya kejaksaan dan sebagainya, tapi sudah disepakati bahwa badan-badan lain 
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 
Ini menjadi Pasal 24 Ayat (3) dan tidak ada lagi, artinya alternatif di dalam bidang ini. 

Itulah yang akan menjadi pembicaraan kita pagi ini. Dan karena kita terlambat 
setengah jam, maka nanti acaranya juga akan terlambat setengah jam, yang seharusnya 
pukul 12.00 WIB, kita harapkan pukul 12.30 WIB sudah selesai. 

10. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Karena ada pembatasan, fraksi-fraksi diberi waktu lima menit untuk melakukan 

konsolidasi, siapa tugas ini, siapa tugas itu. 

11. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Nah, saudara-saudara, kemarin telah disampaikan oleh Pimpinan Persidangan, 

Bapak Theo Sambuaga, bahwa untuk melancarkan persidangan Komisi A, telah 
disepakati bahwa setiap fraksi itu sesuai dengan kemarin itu, yang besar dapat tiga, 
yang sedang/medium dapat dua, dan yang di bawah medium itu mendapat satu. Tanpa 
mengurangi hak anggota yang sudah ada di dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 16 itu. 

Kita mengharapkan kepada fraksi-fraksi yang anggotanya ingin berbicara, karena 
ini ada pembatasan, itu pun akan memakan waktu yang banyak. Maka nantinya akan 
diberikan waktu untuk mengatur, konsolidasi dari fraksi-fraksinya yang akan bicara itu 
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siapa. Dan saudara-saudara kita tetap patuh pada putaran pertama dan putaran kedua. 
Hanya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Pasal 3 Ayat (2). Untuk materi 

pagi ini Pasal 3 sudah, sudah sampai Pasal 24. Pasal 3 Ayat (2) itu berkaitan dengan 
Pasal 6A. Dan Pasal 6A alternatif 2 itu sebetulnya sudah 12 fraksi sudah setuju. 

Kemudian kita sampai, barangkali itu dulu ya yang dibicarakan. Jadi, kalau begitu 
saudara-saudara, keputusan dari rapat pimpinan dan fraksi-fraksi untuk melancarkan 
jalannya sidang ini, seluruh fraksi-fraksi akan menanggapi mulai dari Pasal 3 alternatif 
1 Ayat (2), Pasal 6A alternatif 1 dan 2, Pasal 8, Pasal 11 yang tadi saya bilang tinggal 
penomoran. Pasal 8 itu sudah disepakati oleh seluruh fraksi dan seluruh anggota PAH I. 
Kemudian Bab IV mengenai Dewan Pertimbangan Agung sudah disepakati juga oleh 12 
fraksi dan seluruh anggota PAH I. Pasal 16 ini diangkat menjadi bagian dari kekuasaan 
eksekutif, hanya pemindahan ke atas. Kemudian Bab IV-nya tetap di situ, tapi ada 
catatan dihapus. 

Kemudian Pasal 23D mengenai kebijakan moneter. Dan yang terakhir adalah 
penomoran daripada Ayat (3) dari Pasal 24. Ini akan ditanggapi secara sekaligus oleh 
kita semuanya. 

Nah, untuk itu kami memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk siapa 
menjadi juru bicaranya dan kemudian nantinya putaran berikutnya adalah fraksi-fraksi 
itu sendiri. Dapat ini disetujui? 

12. Pembicara : Peserta Rapat 
Setuju ! 

13. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 

KETOK1X 

Untuk itu kami beri kesempatan, sepuluh menit ya? 

14. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Lima menit Satu pembicara lima menit. 

15. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Tidak, untuk ini skorsing. 

16. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Untuk Konsolidasi fraksi. 

17. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Konsolidasi fraksi itu sepuluh menit 
Kami persilakan. 

RAPAT DISKORS PUKUL 09.30 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.50 
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Bapak/Ibu sekalian, 
Saya kira konsolidasi sepuluh menit sudah berlalu ini. Maka kita akan mulai 

untuk acara session ini dan kita minta supaya kembali ke tempat masing-masing. 
Kami mohon Sekretariat, staff Sekretariat memberitahu Utusan Daerah yang lagi 

kumpul di situ, bahwa acara sudah akan dimulai. 
Baik Saudara-Saudara, skorsing Rapat Pleno Keenam Komisi A saya nyatakan 

dicabut. 

KETOK1X 

Sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diputuskan kemarin sore maka 
nanti urutan pembicaranya adalah dari fraksi yang terbesar kemudian kepada fraksi 
terkecil. Kemudian kepada fraksi terbesar kedua dan terkecil kedua dari bawah. Jadi 
urutannya 1, 12, 2, 11, 3, 10, dan seterusnya. 

Maka untuk itu, karena masalahnya sudah jelas, kami mohon setiap fraksi 
mengajukan nama untuk pembicara-pembicara putaran pertamanya. Dari Fraksi PDI 
Perjuangan tiga orang, dari Fraksi Partai Golkar tiga orang, dari Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan dua orang, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dua orang, Fraksi Reformasi 
dua orang, F-PBB satu orang, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia satu orang, Fraksi 
Perserikatan Daulatul Ummah satu orang, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa satu 
orang, Fraksi TNI/Polri satu orang, Fraksi Utusan Daerah dua orang, dan Fraksi Utusan 
Golongan dua orang. 

Sekarang kami mohon daftar itu untuk kita mulai acara ini. 

18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F -PDKB) 
Diserahkan daftar atau dibicarakan dulu Pak Ketua? 

19. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Bisa diserahkan daftarnya untuk mempercepat! 

20. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Langsung saja, langsung. 

21. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Langsung saja Ketua 

22. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Masing-masing fraksi sampaikan. 

23. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, untuk putaran pertama kami serahkan kepada Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan, Silakan! 

24. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota Majelis yang terhormat. 
Dari Fraksi PDI Perjuangan, kami mengusulkan tiga anggota yang terhormat, 

yang pertama Pak Dr. Harjono, yang kedua Bapak I Dewa Gde Palguna, dan yang ketiga 
Bapak Sujarwo Sukardiman. 

Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mencatatnya. 
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25. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Untuk itu kami persilakan Pak Harjono, waktunya tetap tiga menit Dicatat dulu 

semua. 

26. Pembicara: Amri Husni Siregar (F-Reformasi) 
Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan, Pimpinan interupsi. Amri Siregar A-221, 

mohon Pimpinan. Kita kan inginnya supaya ringkas, cepat, tanpa mengurangi 
pembahasan. 

Jadi, mohon saya, kita langsungkan saja seperti urut-urutan tadi. Nanti, 
Sekretaris mencatat namanya langsung diapakan, begitu. J adi, langsung dari fraksinya, 
menurut namanya, dan berbicara begitu. Jadi, tinggal nanti Sekretaris mencatat orang
orangnya. 

27. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, terima kasih. Itu memang rencana kita. Jadi, kami minta Pak Harjono 

silakan tiga, jadi, dari PDIP tiga orang. 
Silakan Pak Harjono, yang pertama Pak Harjono tadi! 

28. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Bisa dipindah yang urutan bicara dulu, saya mohon Pak Sujarwo bisa di 

dahulukan. 

29. Pembicara: Sujarwo Sukardiman (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Yang kami hormati Saudara Pimpinan, dan rekan-rekan anggota Komisi A yang 

saya muliakan, 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Dalam menanggapi pasal-pasal yang akan dibicarakan ini, langsung saja bahwa 

Partai kami memang menyetujui adanya pemilihan langsung. Karenanya pada Pasal 3 
kita memilih alternatif yang kedua untuk dikembalikan pemilihannya kepada rakyat 
kembali. Akibat kita memilih Pasal alternatif 2, tentunya konsekwensinya kita akan 
lebih tepat kalau memilih altenatif 3 dari Pasal 6A. 

Dalam hal ini, tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 
dua pasangan calon yang mempunyai suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan pasangan yang memperoleh 
suara rakyat terbanyak, dilantik langsung sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 8. Saya sependapat bahwa Ayat (3) perlu dicantumkan. Dan Pasal 11 saya 
serahkan nanti pada bagaimana nomenklaturnya kepada Komisi ini. 

Menyangkut Dewan Pertimbangan Agung. 

30. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Pak Ketua. 
Saya pikir, ini dari Ramson A-135, di belakang Pak. Pembahasan ini pasal per 

pasal jadi mohon pembicara yang satu fraksi dengan saya, pasal per pasal saja karena 
yang kita bahas di sini pasal per pasal. 

Terima kasih Pak Ketua. 

31. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih usulnya, tapi kita sudah menyepakati. Memang pasal per pasal tapi 

dikelompokkan keseluruhannya. Jadi, boleh ditanggapi pasal ini, pasal itu pasal ini 
boleh saja, tapi kan tidak merupakan satu paket. Dan kita teruskan tadi, Pak Sujarwo, 
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barangkali maksudnya Alternatif 2 barangkali ya? Bukan alternatif 3 karena tidak ada 
Alternatif 3 di sini. 

32. Pembicara: Sujarwo Sukardiman (F-PDIP) 
Bukan, Ayat (3) Pak, yang Pasal 8 itu Ayat (3). Sedangkan untuk Dewan 

Pertimbangan Agung yang setuju dihapus. 
Pasal 16, "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur oleh 
undang-undang". Ini memang perlu ada suatu dewan yang menjadi pertimbangan 
Presiden. Untuk ini kami setuju 

Pasal 23B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 
Sepanjang ini tidak mempersulit birokrasi moneter kita dan telah dipertimbangkan 
kami menyetujui ini. 

Dan untuk Pasal 23D. Kami memilih alternatif pertama, yaitu kebijakan moneter 
ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas moneter yang disusun kedudukan dan 
kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. Jadi, kita memilih 
lebih tepat Alternatif 1. 

Sedangkan Pasal 24 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
Kekuasaan Kehakiman diatur oleh undang-undang. Saya pikir memang demikianlah 
adanya. 

Terima kasih, mempersingkat. 
Wassalamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

33. Kenia Rapat : H. M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Sujarwo. 
Yang kedua dari PDIP. 

34. Pembicara: I Dewa Gde Palguna (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Nama saya Palguna, anggota B-552. 
Saya ingin melengkapi pendapat dari rekan kami yang tadi sudah disampaikan 

Saudara Sujarwo Sukardiman. Khususnya mengenai Pasal 6A. Mengenai Pasal 6A yang 
dimaksud tadi itu adalah alternatif yang kedua, di situ tidak ada alternatif 3. Saya kira 
demikian. 

Dan kemudian mengenai Pasal 8. Saya kira mengenai hal ini kita sudah berdebat 
panjang, dan ini demi efisiensi waktu kami tidak perlu elaborasi lagi. Kiranya alasan 
kami sudah kami sampaikan dalam sidang-sidang di Badan Pekerja maupun di dalam 
pemandangan umum kami. 

Mengenai Pasal 11. Ini memang hakikatnya demikian, karena dalam hal ini kita 
berurusan dengan persoalan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara di dalam 
sistem pemerintahan presidensiil yang sesuai dengan kesepakatan yang nomor tiga di 
mana kita ingin memperkuat atau menyempurnakan sistem Presidensiil. Di situ ada 
hak Presiden sebagai kepala negara dan salah satu wujudnya adalah ini. 

Kemudian mengenai Dewan Pertimbangan Agung akan disampaikan oleh rekan 
kami tadi. Kami lengkapi dalam pengertian, mungkin argumentasinya adalah 
sebagaimana juga kami sampaikan, yaitu bahwa oleh karena sifat yang melekat pada 
fungsi dari DPA itu lebih merupakan tugas-tugas yang ditujukan kepada eksekutif. 

Maka sesuai dengan Perubahan Pertama di mana kita sudah mendengarkan teori 
pembagian kekuasaan menuju kepada teori separation kekuasaan maka di sini dia 
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termasuk mmpun kekuasaan eksekutif. Dan karenanya maka dia hams diberikan hak 
itu kepada Presiden untuk membentuk badan penasihatnya sendiri. 

Dan dengan demikian maka Bab tentang DPA ini kami setujui untuk dihapus 
sehingga diganti dengan rumusan Pasal 16 yang ada pada konsep. 

Kemudian mengenai Pasal 23D. Ini juga berkaitan dengan hakikat kebutuhan 
dari suatu otoritas, apa namanya dari suatu otoritas moneter dan dalam kaitannya 
dengan berjalannya pemerintahan. Dan oleh karena itulah maka diperlukan adanya 
sinergi dari itu sehingga kami memilih untuk Alternatif 1 dalam pengertian bahwa hal 
itu tentu tidak akan mengurangi independensi ataupun keleluasaan yang dimiliki oleh 
Bank Indonesia. Sepanjang dia masih tetap bersinergi dengan apa yang dilakukan 
Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. 

Dan yang terakhir, kita tahu Pasal 24 ini Ayat (3) ini mengapa harus ada? Karena 
perkembangan di dalam masyarakat, khususnya yang kemudian juga berpengamh 
terhadap kekuasaan yang masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, kita 
mengetahui perkembangannya demikian pesat. 

Oleh karena itu, kita tidak ingin bahwa nanti perkembangan itu tidak ada 
pemikiran konstitusionalnya di dalam konstitusi kita. Ini juga berkaitan dengan apa 
yang kami kemukakan berkali-kali bahwa fungsi Undang-Undang Dasar atau konstitusi 
bukan hanya sebagai kontrak sosial bagi sebuah negara, tetapi dia juga hams menjadi 
instrument of social engineering bagi negara yang hendak diwujudkan itu. 

Terima kasih Saudara Pimpinan. 

35. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, ini ada yang mengusul dari Pimpinan, untuk yang satu terakhir dari PDIP 

simpan dulu begitu. Bisa, setuju? Sehingga kita langsung kepada nomor 12 dari Fraksi 
Utusan Golongan, dua orang. Ya, selang-seling Pak. 

36. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Intempsi Pak, Pimpinan, intempsi saja Pak. Untuk teknis, apakah tidak sebaiknya 

yang namanya jatah itu tidak dihabiskan dalam urutan? 

37. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Ya, ini yang sedang diusulkan. 

38. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Maksud saya, pertama dari PDI, kedua dari Golkar, ketiga nanti digilir, dan habis. 

39. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Ya betul. 

40. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Ini tadi dua-duanya dari PDI semua. Maksudnya biar antar Fraksi itu bisa 

mengetahui dan bisa saling menanggapi. 

41. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Persis, karena itu kita minta simpan satu dulu. Jadi Fraksi Utusan Golongan 

sekarang. Silakan! 

42. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Sudah hilang tiga menit karena intempsi itu. 
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43. Pembicara: RMH. Heroe Syswanto NS (F-UG) 
Terima kasih. 
Bissmillahirrahmanirrahim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang terhormat Pimpinan dan anggota Majelis, Nama saya Sys NS, Fraksi Utusan 

Golongan C-675. 
Kami akan concern ke Bab IV Dewan Pertimbangan Agung. Bahwa Fraksi Utusan 

Golongan tetap berpendapat DPA harus dipertahankan. Kami berpikir bahwa negara 
ini masih amat sangat memerlukan keberadaan DPA. Kalau rancangan Pasal 16 ini, 
kami menganggap sama sekali tidak persis atau tidak sama atau berbeda dengan DPA 
yang ada, karena hanya sebagai staf Presiden. 

DPA itu menurut the founding fathers kita ini bahwa harus diisi oleh orang-orang 
bijak, itu sudah dipikirkan. Tetapi, walau prakteknya yang selama ini dicap bahwa DPA 
itu wadahnya para pensiunan, untuk itu F-UG berharap DPA harus setara dengan 
Presiden, sehigga kewibawaan DPA bisa terwujud. 

Hanya itu, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

44. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Sys. 
Kami lanjutkan dengan Fraksi Partai Golkar. 

45. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Sebelum disampaikan oleh rekan-rekan kami, kami ingin sampaikan bahwa yang 

akan bicara tiga orang. 
Kami membagi tidak keseluruhan pasal, perkelompok, jadi Saudara Prof. 

Tamburaka akan mengajukan pendapat tentang Pasal 3 dan Pasal 6A. Prof. Cornelis 
Tapatab tentang Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 16. Saudara T. M. Nurlif akan 
menyampaikan Pasal 23B, Pasal 23D, dan Pasal 24. 

Jadi kami mohon ini tiga menit, tiga menit disampaikan keseluruhanlah, supaya 
lengkap. Kalau tidak, tidak lengkap, kalau dipotong tidak lengkap. 

46. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Mau, tidak, tidak perlu disimpan 

47. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Tidak, karena ini dibagi per pasal kita. 

48. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, terima kasih. 
Lanjutkan Golkar, mulai dari Pak Tamburaka. 

49. Pembicara: Rustam E. Tamburaka (F-PG) 
Terima kasih. 
Saudara Ketua dan Pimpinan Komisi A yang saya hormati, para anggota Majelis 

dan peserta sidang yang berbahagia. 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian, 
Sehubungan dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 

dan Bab III Pasal 6A, yang saya ditugaskan oleh Fraksi saya. Kami berpendapat bahwa 
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Alternatif 2 Pasal 3 Ayat (2) di-drop dan Alternatif 2 Pasal 6A yang berbunyi "dalam hal 
tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon 
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih 
oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden". 

Alasan Fraksi kami untuk mendukung dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden 
secara langsung oleh rakyat dan bukan oleh MPR seperti yang dilaksanakan selama ini 
adalah: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dasar filosofis dilaksanakannya amendemen, kita semua mahfum bahwa 
salah satu sistem yang akan dibangun adalah terciptanya checks and 
balances. Apabila MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih 
langsung oleh rakyat maka konsekuensi logisnya adalah Presiden dan Wakil 
Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Mainstream 
sekarang Saudara-Saudara, rakyat sudah siap untuk memilih Presiden 
secara langsung, pemilihan umum yang akan datang. Kita sudah 
berpengalaman Pemilu 1999 yang lalu di era pemerintahan Habibie telah 
terlaksana pemilihan umum yang paling demokratis di Indonesia. 
Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam dua 
round system sesuai Pasal 6A, maka dampaknya adalah pembagian 
kekuasaan di antara lembaga eksekutif dan legislatif akan tercipta secara 
equilibrium. Artinya terjadi power kekuasaan yang seimbang, tidak ada lagi 
executive heavy atau legislative heavy, tapi sama, equilibrium. 
Dalam sistem presidensiil, tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden akan 
berlangsung selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa 
jabatan saja. Di sinilah letak esensi dan urgensinya Presiden itu dipilih 
langsung oleh rakyat demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan rakyat 
terhadap Presiden. 
Analisis bottom up-nya karena rakyat yang langsung menjatuhkan pilihan 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden, akan terpatri di hati rakyat, sense of 
belonging, rasa memiliki yang dalam. Sehingga bisa dihindari hal-hal yang 
banyak terjadi sekarang dengan mencatut atas nama rakyat. 
Kalau Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka 
kredibilitas Presiden akan semakin kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh 
MPR. 

6. Dari sisi akuntabilitas. Kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka 
secara transparan akan mudah dikoreksi oleh rakyat melalui lembaga DPR 
karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat. 

Demikian pendapat fraksi kami. Dan kalau usul Alternatif 2 ini disetujui oleh 
anggota Majelis yang terhormat maka dengan sendirinya Ayat (2) Pasal 3 di atas akan 
di-drop dan pasal ini akan ditata kembali. 

Sekian, terima kasih. 
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

SO. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Tamburaka. 
Kami persilakan karena tadi minta berurutan dan karena pasal demi pasal dia. 
Bapak Cornellius Tapatab, silakan Pak! 
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51. Pembicara: Cornelius Tapatab (F-PG) 
Terima kasih, Ketua. 
Nama saya Cornelis Tapatab, nomor anggota 365 dari Fraksi Partai Golongan 

Karya. 
Kami melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh rekan kami, Prof. 

Tamburaka. 
Maka kami meneruskan yang Pasal 8. Pasal 8 yang berbunyi, "jika Presiden dan 

Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 
kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pertahanan secara bersama-sama". 

Oleh karena naskah ini sudah disetujui oleh semua fraksi, maka fraksi kami juga 
menyetujui naskah ini. 

Yang kedua. Pasal 11 hanya mengalami penomoran dan naskah ini juga telah 
disetujui bersama maka hanya mengalami penomoran oleh karena Ayat (2) dan Ayat 
(3) sudah diamendemen pada Amendemen Ketiga. Oleh karena itu, maka Pasal 11 yang 
sekarang adalah merupakan Ayat (1). 

Kemudian yang ketiga. Pasal 16 mengenai Bab IV DPA, Dewan Pertimbangan 
Agung. Dewan pertimbangan Agung tidak dihapuskan, tetapi hanya mengalami 
reposisi. Yaitu Agungnya dihilangkan dan hanya yang ada adalah dewan pertimbangan. 
Karena badan ini adalah badan konsultatif belaka maka dia akan masuk di dalam Bab 
Kekuasaan Pemerintahan, yaitu Bab III. 

Dengan demikian maka Dewan Pertimbangan Agung dengan rendah hati, fraksi 
kami minta bahwa Dewan Pertimbangan ini tidak dihapus, tetapi hanya mengalami 
reposisi. Dan dengan demikian, dia masuk di dalam kekuasaan pemerintahan. 

Sekian dan terima kasih Pimpinan. 

52. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Kami teruskan yang ketiga dari Partai Golkar, Saudara Nurlif! 

53. Pembicara: T. M. Nurlif (F-PG) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan anggota Komisi A Majelis yang saya hormati. 
Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota Komisi A dari Fraksi 

Partai Golkar. Saya ingin melanjutkan langsung kepada Pasal 23B. 
Semula Fraksi Partai Golkar berkeinginan kuat untuk mencantumkan nama 

rupiah sebagai mata uang yang berlaku dan diatur dalam undang-undang yang sedang 
kita bahas. Akan tetapi setelah mempertimbangkan berbagai pandangan, kami juga 
sepakat untuk kembali kepada rumusan semula sebagaimana yang ada dalam Pasal 
23B sekarang adalah macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

Kemudian Pasal 23D, yang mengatur tentang Bank Sentral ataupun moneter. 
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati. 
Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan dan pengelolaan moneter telah 

menjadi bagian yang sangat penting tidak hanya di negara kita tetapi di semua negara. 
Oleh karenanya, tidak hanya negara-negara maju, tetapi cukup banyak negara-negara 
berkembang yang mengatur tentang bank sentral dalam konstitusi. Bahkan mengatur 
lebih detail tentang karakter daripada bank sentral ataupun Bank Indonesia seperti 
yang kita beri nama terhadap bank sentral di Indonesia. 

Keinginan dan kesepakatan yang kita capai dalam rangka mengatur bank sentral 
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dalam konstitusi, menurut hemat kami bukanlah semata-mata mencontoh yang baik 
dari negara-negara yang lebih maju atau negara-negara lain. Di antara sekian banyak 
faktor yang menjadi pertimbangan, ada beberapa faktor penting yang menuntut kita 
untuk perlu mengatur bank sentral dalam konstitusi negara. 

Yang pertama. Pada prinsipnya kita perlu memberikan landasan hukum yang 
kuat terhadap institusi penting yaitu bank sentral dalam konstitusi negara. 

Yang kedua. Dengan landasan hukum yang kuat, dan diatur dalam konstitusi 
negara sehingga tugas ataupun fungsi yang dijalankan oleh bank sentral adalah tugas 
konstitusional yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi kenegaraan di bidang 
pengelolaan moneter. 

Yang ketiga. Prinsip yang menjadi pegangan Badan Pekerja dalam melaksanakan 
amendemen, adalah Penjelasan ditiadakan, dan bagian-bagian penting yang ada dalam 
Penjelasan diangkat untuk diatur dalam pasal-pasal atau Batang Tubuh. 

Dengan demikian, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII 
tentang Hal Keuangan, baris kedua terakhir, mengatur dan menyebutkan secara jelas 
kedudukan dan fungsi bank sentral ataupun Bank Indonesia. 

Oleh karena itu, kami memberikan pertimbangan dan merasa bahwa adalah 
sangat tepat kalau kita memilih alternatif kedua yang menyebutkan bank sentral itu 
adalah Bank Indonesia sebagaimana fungsi dan faktor-faktor penting yang kami 
sebutkan tadi. 

Lebih dari itu, faktor penting lain yang tidak kalah pentingnya adalah sifat dan 
kedudukan serta fungsi bank sentral itu sendiri. Yaitu yang perlu menjadi 
pertimbangan kita adalah untuk mengatur lebih lanjut yang menyangkut dengan 
independensi, akuntabilitas dan transparansi. 

Nah, oleh karena itu, barangkali di antara dua rumusan alternatif yang ada ini, 
kita dapat sepakat untuk kemudian mencoba melahirkan sebuah rumusan yang 
mengkombinasikan dari dua alternatifyang ada. 

Yang terakhir Saudara Pimpinan. Mengenai Pasal 24 Ayat (3). Dengan rumusan 
yang sudah ada dalam bentuk yang sudah tidak alternatif. Fraksi Partai Golkar dapat 
menerima rumusan, yaitu untuk Pasal 24 Ayat (3), badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Menurut kami 
rumusan ini adalah rumusan yang akomodatif yang dapat menampung seluruh 
institusi penegakkan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 

Demikian Saudara Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

54. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Saudara Nurlif. 
Saudara-Saudara, kalau Pak Nurlif tadi agak lebih sedikit, tapi kalau dilihat tiga 

pembicara sembilan menit masih dalam koridor sembilan menit itu. 
Jadi masih bisa dimaafkan. 
Kami teruskan kepada Fraksi Utusan Daerah. 

55. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Saudara Pimpinan. 
Kami akan berbicara dengan dua orang. Pertama saudara H. Said Galeb Husein 

mengenai pemilihan Presiden yang meliputi Pasal 3, 6A sampai dengan Pasal 8. 
Selanjutnya, mengenai bidang keuangan termasuk moneter akan disampaikan oleh 
Dra. Retno Triani Djohan, M.Sc. Terima kasih. 
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56. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Mau sekaligus atau dua tahap? Sekaligus? 

57. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Sekaligus. 

58. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Terima kasih. 
Kita persilahkan Pak Galeb Husein. 

59. Pembicara: Said Galeb Husin (F-UD) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Nama saya Galeb Husin, Fraksi Utusan Daerah nomor B-597. 
Saudara Pimpinan yang saya hormati, serta anggota Komisi A yang berbahagia. 
Dalam menanggapi Pasal 6A Ayat (4) ini, di mana terdapat dua alternatif 1 dan 

alternatif 2. Saya melihat kedua alternatif ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. 
Kalau kita melihat pada kekuatan alternatif pertama ini, banyak pendapat yang 

mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara besar dengan penduduk yang 210 juta 
jiwa itu dan terdiri dari pulau-pulau yang ribuan banyaknya. Maka pemilihan kedua 
apabila memiliki alternatif pertama, di mana yang akan memilih porsi Presiden dan 
Wakil Presiden adalah MPR, akan menjadi lebih murah. 

Dan kedua, akan bisa menjaga stabilitas secara singkat, sesaat dan bisa 
mendapatkan Presiden yang terpilih yang segera dan cepat. 

Namun kelemahannya, pemilihan yang dilakukan oleh MPR ini segala 
kemungkinan bisa terjadi. Sebab mungkin sekali pasangan yang kalah pada pemilihan 
langsung akan berbalik menjadi pemenang ketika dipilih oleh MPR karena disebabkan 
oleh lobi-lobi politik dan lobi-lobi lainnya. 

Hal ini sangat potensial akan menimbulkan gejolak dan reaksi di masyarakat 
yang pada akhirnya berujung pada biaya-biaya yang lebih mahal lagi, yaitu bisa 
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau rakyat kepada lembaga MPR 
tersebut 

Di samping itu, karena yang memilih kedua, pemilihan kedua ini adalah MPR 
sedangkan putaran pertama adalah rakyat maka terjadilah seolah-olah legitimasi 
ganda atau tumpang tindih, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dituntut 
pertanggungjawabannya dua kali juga. 

Selanjutnya mengenai pemilihan kedua. Pemilihan langsung yang dilakukan oleh 
rakyat ini memang agak mahal. Namun memberikan dampak yang baik untuk 
perkembangan demokrasi selanjutnya di Indonesia. Kata-kata pedagang yang bisa kita 
ungkapkan di sini adalah "ada rupa ada harga". 

Mengingat ini semua, maka Fraksi Utusan Daerah memilih alternatif 2 yang 
dipilih langsung oleh rakyat. 

Sekian dan terimakasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

60. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Galeb. Silakan Bu Retno. 

61. Pembicara: Retno T. Djohan (F-UD) 
Terima kasih. 
Seperti pada pengantar musyawarah Fraksi F-UD, Fraksi Utusan Daerah. 
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Maka pada Pasal 23D, kami memilih alternatif kedua. Ada dua alasan, yang 
pertama struktur bank sentral di banyak negara ternyata tidak jauh berbeda dengan 
komposisi yang melingkupi Bank Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU Norn or 
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Nah, bank-bank di luar negeri yang memakai nama negerinya antara lain adalah 
di Jepang Bank of Japan, dan di Singapura Monetary Authority of Singapore, itu juga 
walupun mereka merupakan bank sentral tetapi otoritas-otoritannya terbatas. 
Sasaran-sasaran moneter yang akan ditetapkan oleh bank-bank tersebut harus 
dikoordinasikan terlebih dahulu serta mendapatkan persetujuan pemerintah melalui 
Menteri Keuangan. Akan tetapi, kondisi ini tidak menjadikan keduanya lemah bahkan 
sistem keuangan Jepang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan sanggup 
berkompetisi dengan Amerika dan Jerman. 

Nah, alasan kedua yaitu nama Bank Indonesia ada dalam Penjelasan UUD 1945. 
Dan ini adalah suatu fakta historis. Kesepakatan awal atau gentlement agreement 
sebelum melakukan amendemen adalah memasukkan hal-hal normatif dalam 
penjelasan ke dalam pasal-pasal. 

Sekian, terima kasih. 

62. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih. 
Pas waktunya, jadi yang lainya dianggap sesuai dengan sebagai pengantar 

musyawarah. Terima kasih. 
Selanjutnya, kami sampai kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dua 

orang. 

63. Pembicara: M. Thahir Saimima (F-PPP) 
Terima kasih. 
Bismillahirahmannirrahim. Assalaamu 'a/aikum warahmatul/ah wabarakatuh. 

64. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Namanya Pak? 

65. Pembicara: M. Thahir Saimima (F-PPP) 
Saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M. Thahir Saimima., nomor 

anggota A-59. 
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dari Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan dalam perbincangan di Badan Pekerja, telah menyampaikan berbagai 
alasan dalam pembahasan Pasal 3, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11 Bab IV, Pasal 16, Pasal 
23B, 23D dan 24. 

Dan kita ketahui bersama bahwa dalam alternatif-alternatif atau pasal-pasal yang 
belum mendapat persetujuan itu fraksi kami memilih alternatif kedua. 

Khusus menyangkut dengan Pasal 3 dan Pasal 6A, fraksi kami memilih alternatif 
2 dengan pertimbangan bahwa sejak reformasi digulirkan tahun 1998 kita ingin 
memberdayakan kedaulatan itu benar-benar di tangan rakyat 

Dan dengan adanya perubahan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang 
menyatakan bahwa kedaulatan itu dalam tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar ini. 

Maka menurut hemat kami bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu 
harus benar-benar dilakukan oleh rakyat Karena itu kami sepakat dari Fraksi PPP 
untuk memilih alternatif 2 dan di dalam Pasal 6A dan juga alternatif 2 di dalam Pas al 3. 
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Menyangkut dengan Pasal 8. Kita pahami betul kalau seandainya Presiden dan 
Wakil Presiden itu tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka perlu kita 
menunjuk pejabat-pejabat tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan 
dalam hal ini memimpin negara. Karena itu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Pertahanan adalah sangat cocok untuk melaksanakan tugas itu dan kita 
setuju untuk memberikan waktu paling lambat 30 hari. Untuk kemudian Majelis 
Permusyawaratan Rakyat memilih daripada calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat, 
yaitu calon kedua dan ketiga terbesar berikutnya. 

Pasal 11 tidak ada masalah hanya perubahan penomeran, jadi bagi kami juga 
kami terima tidak ada masalah. 

Menyangkut Dewan Pertimbangan Agung. Kita pahami betul Dewan 
Pertimbangan Agung ini hanyalah merupakan suatu lembaga penasihat kepada 
Presiden sehingga adalah lebih baik kalau Dewan Pertimbangan Agung ini diletakkan 
berada di bawah Presiden. Karena itu Presiden berhak untuk membentuk Dewan 
Pertimbangan Agung tersebut, di mana Dewan Pertimbangan Agung itu bertugas untuk 
memberi nasihat-nasihat kepada Presiden. 

Begitu pula menyangkut dengan Pasal 23D. Kami berfikir bahwa krisis moneter 
ini juga merupakan dari salah satu akibat daripada Bank Indonesia yang kurang 
mandiri. Kita melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 
kelihatan Bank Indonesia itu sudah bisa melasanakan tugasnya dengan baik. 

Namun demikian, di dalam Undang-Undang Dasar perlu diletakkan suatu aturan 
yang jelas tentang Bank Indonesia itu sebagai bank sentral. Karena itu kami memilih 
alternatif kedua di dalam Pasal 23D. 

Sementara Pasal 24 ini adalah merupakan suatu realisasi dari pasal-pasal 
sebelumnya atau Pasal 24 sebelumnya. Sebab kita tahu persis bahwa pelaksanaan 
peradilan di Indonesia kita juga kenal dengan badan-badan peradilan lain seperti 
peradilan niaga atau peradilan HAM yang sekarang kita dengar. Karena itu kami setuju 
badan-badan lain terse but harus diatur di dalam undang-undang. 

Terima kasih. 

66. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, karena Pak Zain bilang lebih semenit, jadi pembicara kedua, dua menit saja 

gitu. Silakan dari PPP yang kedua. 

67. Pembicara: Syahruddin Kadir (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Untuk menambahkan penjelasan dari rekan kami terdahulu tentang Pemilihan 

Presiden secara langsung. Nama Syahrudin Kadir. 
Pelaksanaan pemilihan langsung sebaiknya dilaksanakan sesudah pemilihan DPR 

dan DPD pada tahun 2004 itu. Jadi, pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan DPR dulu 
dilaksanakan dan kemudian pemilihan DPD, baru sesudah itu dilaksanakan pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. 

Sebab apa? Dari hasil pemilihan umum tersebut akan memudahkan bagi partai
partai politik untuk menetapkan paket calon Presiden dan Wakil Presiden karena 
berdasarkan keseimbangan yang ada. Tentu saja disertai kearifan, pimpinan partai 
memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk dan wilayah atau lebih jelasnya 
memajukan paket calon Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan paket. 

Satu, Presiden dari Jawa, Wakil Presiden dari Luar Jawa. 
Kedua, Presiden Luar Jawa, Wakil Presiden dari Jawa. 
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Tiga, disamping itu tentunya tidak menutup kemungkinan paket lainnya. Ini 
untuk membantu. 

Dalam hal ini perlu juga kami kemukakan hal yang sangat mendasar yang hams 
diperhatikan adalah anatomi politik Indonesia. 

1. Faktor mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan tidak 
mengecilkan agama lainnya. 

2. Jumlah penduduk Indonesia terbanyak adalah Jawa, yang kurang lebih 60%. 
3. Jumlah wilayah atau daerah terbesar adalah luar Jawa. Dan, 
4. Yang perlu juga mendapatkan perhatian kita adalah faktor dukungan TNI dan 

Polri. Sebab tanpa dukungan TNI dan Polri, siapapun jadi Presiden akan sulit 
melaksanakan tugasnya, temtama pengamanan-pengamanan apabila muncul 
masalah-masalah. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

68. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Baik. Jadi, pemilihan langsung tahap kedua itu tetap, begitu. Ada usul 

69. Pembicara: Syahruddin Kadir (F-PPP) 
Sebab begini, dengan adanya tadi TNI yang saya kemukakan, kemungkinannya 

hanya satu kali pemilu yang langsung itu. 

70. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Baik-baik. Kami lanjutkan dengan Fraksi TNI/Polri. Dilewatin dulu? Baik, kalau 

begitu kita langsung ke Fraksi Kebangkitan Bangsa, dua orang. 

71. Pembicara: Aly As'ad (F-KB) 
Jum bicara untuk Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah Ali-Ali, ada dua Ali. Pertama 

Ali Masykur Musa. Yang kedua, Aly As'ad. 
Pak Aly As'ad akan berbicara khusus mengenai Pasal 23D, mengenai Moneter 

dan bank sentral sedangkan selebihnya akan disampaikan oleh Saudara Ali Masykur 
Musa. 

Terima kasih. 

72. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 

Silakan yang pertama! 

73. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Selamat pagi dan salam sejahtera, 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang saya hormati, 
Untuk mempersingkat, Pasal 11 tidak ada masalah, Pasal 23B tidak ada masalah, 

dan Pasal 24 tidak ada masalah. 
DPA memang kita setuju untuk seperti itu dari segi kelembagaan, dari segi bab, 

dan dari segi substansi masuk ke gumn komponen dari kekuasaan eksekutif. Hanya 
kita mengusulkan tidak menjadi Pasal 16, tetapi ke Pasal 15A. Kita mengusulkan itu 
biar lebih mntut seperti bab yang ada masuk di dalam mmpun kekuasaan eksekutif. 

Nah, yang kedua, mengenai gabungan Pasal 3, Pasal 6A dan Pasal 8. Saya berpikir 
begini, politik tidak boleh ada distorsi dan deviasi terhadap apa yang dimiliki oleh 
rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi soko guru dari demokrasi kita. Karena tidak boleh 
deviasi, rakyat hams diberi kekuasaan yang utuh sejak dari proses sampai kepada 
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eksekusi siapa yang menjadi Presiden. 
Yang kedua, dalam proses pemilihan seperti itu akan mencerminkan dua hal. 

Yang satu adalah derajat keterwakilan ada rasa kepuasan rakyat memilih siapa 
orangnya. Dan yang dua, accountability-nya juga akan lebih jelas kepada rakyat yang 
dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dan Wapres yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Karena itu Pasal 3, kita memilih alternatif dua tidak perlu ada ayat ini dan Pasal 
6A tentu kita akan menginginkan pemilihan Presiden langsung selangsung
langsungnya. Tidak boleh ada Presiden yang dipilih seakan-akan langsung melalui 
MPR, ini yang pertama. 

Kemudian yang kedua, mengenai Pasal 8. Konsisten dengan paham kedaulatan 
rakyat. Accountability dan the degree of competitiveness dan representativeness seperti 
itu, kami ingin mengusulkan bahwa Pasal 8 itu ada perubahan. Caba dilihat Pasal 8. 
Kalau kita lihat Pasal 8 seperti ini, ini masih melibatkan DPR atau MPR yang akan 
menyeleksi calon Presiden dan Wapres yang akan dipilih oleh MPR ketika Presiden dan 
Wapres mangkat, berhenti, atau diberhentikan. 

Karena itu saya mengusulkan apabila memang Presiden dan Wapres itu 
mengalami gangguan politik maupun gangguan fisik yang memang tidak 
memungkinkan maka Wapres, paket Presiden dan Wapres yang nomor dua ketika 
pemilu yang lalu itu diketok saja sebagai Presiden dan Wapres untuk melanjutkan dari 
Presiden dan Wapres yang berhalangan tadi. 

Ini lebih konsisten terhadap sistem pemilihan Presiden secara langsung. Nah, 
karena itu saya mengusulkan alternatif, jadi setelah pada baris "selambat-selambatnya 
30 hari setelah itu, MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden". Dari "selebihnya" dihilangkan, menjadi "dari pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden yang mendapatkan suara terbanyak kedua dalam pemilihan umum dilantik 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya". 

Ini kita rumusan baru, meskipun kita menghargai rumusan ini telah disepakati 
oleh PAH I. Tetapi kita mendapatkan masukan dari masyarakat dan itu sah. Agar lebih 
konsisten terhadap pemilihan Presiden langsung itu. 

Karena kalau masih melibatkan unsur MPR atau DPR yang hanya bisa 
mengusulkan itu adalah yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua di 
dalam Pemilu maka saya yakin juga akan ada permainan lagi ditingkat MPR. 

Ya memang sudah habis Pak. Jadi dengan demikian, selanjutnya akan menurut 
catatan negara saya pikir sudah cukup. Dan untuk itu tentang rumusan Pasal 8 akan 
bisa dibahas di dalam Tim Perumus atau Tim Lobi. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

7 4. Kenia Ra pat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih. PKB yang kedua! 

75. Pembicara: Aly As'ad (F-KB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Nama Aly As'ad, A-426. 
Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, Pasal 23D 

ada dua alternatif, alternatif pertama dan alternatif kedua. 
Fraksi kami atau kami mempunyai satu pertimbangan dan satu pemikiran yang 

pada prinsipnya, pertama bahwa pemegang otoritas moneter itu hams pasti dan jelas 
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dan hanya satu. Mengapa hanya satu? Untuk tidak terjadi, untuk kepastian kebijakan
kebijakan yang menyangkut moneter, karena moneter adalah salah satu dari dua pilar 
dasar kalau kita bicara ekonomi, yaitu pilar kedua adalah fiskal. Kalau fiskal sudah di 
pemerintah, maka moneter ini juga hams pasti, yaitu di bank sentral. Itu prinsip 
pertama! Pemegang otoritas moneter hams jelas dan hanya satu. 

Kemudian prinsip kedua, bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah mempakan 
hukum dasar, karena itu di sana hams tegas dan menyebutkan memastikan hal-hal 
yang bersifat mendasar. Hal-hal yang bersifat organik atau teknis atau nama-nama, 
bagi kami itu tidak tepat untuk dicantumkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang 
Dasar ini. 

Prinsip kami yang ketiga. Bahwa sebagai hukum dasar ini hams menyingkiri 
kemungkinan resiko terkecil yang akan merepotkan bangsa, misalnya kita menyebut 
nama. Kalau di sini alternatif kedua menyebut nama Bank Indonesia. Dengan segala 
hormat kami kepada Bank Indonesia, dengan disebutnya Bank Indonesia ini bagi saya 
tidak tepat karena ini adalah kurang proporsional jika itu disebut di dalam sebuah 
hukum dasar satu negara. 

Apalagi kita juga ngert:i sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebelum 
Bank Indonesia kita sudah punya bank sentral sendiri sebelum Bank Indonesia. 
Kemudian yang kedua juga kondisi Bank Indonesia kita sekarang tentu kita semua 
paham masih perlu pembinaan dan pembangunan internal atau konsolidasi perbankan 
lebih lanjut, itu beberapa hal. Sehingga oleh karena itu, maka kalau harus memilih 
alternatif satu dari dua, kami ingin mengusulkan alternatif ketiga. 

Alternatif ketiga kami usulkan untuk melakukan fungsi otoritas moneter 
dibentuk satu bank sentral, yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan 
kemandiriannya diatur dalam undang-undang. Itu jadi, tanpa menyebut Bank 
Indonesia. 

Mengenai eksistensi Bank Indonesia yang ada sekarang sebagai bank sentral 
saya pikir sudah cukup kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, di 
sana dinyatakan bahwa "Bank Indonesia itu adalah bank sentral" seperti yang 
kehendaki dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

76. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Waktu Pak! 

77. Pembicara: Aly As'ad (F-KB) 
Ya, terima kasih. 
Saya pikir ini yang kami sampaikan sehingga barangkali nanti akan bisa menjadi 

bahan diskusi lebih lanjut dan di sana nanti Fraksi kami akan menyampaikan pikiran
pikiran lebih mendetail. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

78. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Ali Masykur, Pak Aly As'ad. 
Kami temskan ke Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Pak Seto, Silakan! 

79. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara-Saudara sekalian, 
Yang pertama dari Fraksi PDKB, apa yang sudah kita sepakati dan tidak ada 

alternatif, kami berpendapat bahwa sebaiknya kita sepakati saja karena pembahasan 
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dan perdebatan sudah cukup panjang untuk itu dan kita sudah sampai kepada 
rumusan yang seyogianya bisa kita sepakati pula di dalam saya sidang yang terhormat 
ini. 

Khusus sekedar pemikiran yang dilontarkan oleh rekan dari Fraksi Kebangkitan 
Bangsa menyangkut Pasal 8, pikiran ini saya kira memang sangat demokratis tetapi 
memang ada bahaya. 

Ketika pemenang pertama memperoleh 90% pada putaran kedua, lalu pemenang 
yang kedua 10%, lalu terjadi, apakah benar otomatis yang hanya 10% itu otomatis? 
Jadi saya kira memang perdebatan kita sudah panjang untuk itu. 

Khusus untuk persoalan yang menyangkut alternatif, Pasal 3 dan Pasal 6A, 
konsekuensi dari sikap F-PDKB bahwa Pasal 6A Ayat (4) kita memilih alternatif 2. Oleh 
karena itu, maka Pasal 3-pun kita memilih alternatif 2 dalam pengertian bahwa 
kewenangan MPR untuk memilih dua paket pada putaran kedua tidak diperlukan. 

Sedangkan menyangkut Pasal 23D, yang ada alternatif juga, kami sepakat untuk 
mendukung usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Perlunya rumusan baru yang 
semoga bisa menjadi penengah atau menjadi jalan keluar dari dua alternatif ini. 

Saya kira itu pendapat kami, terima kasih. 

80. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Seto. 
Kami teruskan dengan Fraksi Reformasi dua orang, mau langsung Pak? Atau mau 

satu-satu? 

81. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 

Langsung saja 

82. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Silakan Pak Luthfi! 

83. Pembicara : Mutammimul 'Ula, S.H. (F- Reformasi) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Mutammimul 'Ula, A-272. 
Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati, 
Kami memulai dari Pasal 6A dalam rangka mengisi Ayat ( 4), karena Ayat (1), (2), 

(3) sudah, dan Ayat (5) sudah, kosong Ayat ( 4). 
Dan kesempatan ini kita mengambil pilihan untuk mengisi Ayat ( 4), kami 

memilih alternatif 2. Secara tekstual berbunyi "Dalam hal tidak ada pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memiliki suara 
terbanyak, pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara 
langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden". 

Saya kira cukup jelas, dengan pilihan ini konsisten dengan ayat-ayat sebelumnya 
pada Pasal 6A pada Ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat dan seterusnya". Saya kira cukup jelas. 

Dan dengan demikian, pemilihan kepemimpinan nasional, itu tidak mengalami 
distorsi, kemungkinan distorsi, karena dipilih langsung oleh rakyat Yang kemungkinan 
itu terjadi kalau dipilih oleh lembaga perwakilan, baik karena rekayasa politik maupun 
kemungkinan ketidakmampuan lembaga perwakilan untuk mewakili kehendak rakyat 
yang sesungguhnya. 

Konsekuensinya pengisian Pasal 3 Ayat (2) itu tidak diperlukan. Kemudian 
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kosekuensi berikutnya adalah untuk Pasal 8. Pengisian Pasal 8 Ayat (3) kami 
sepenuhnya setuju dengan rumusan yang ada. 

Terakhir Pasal 16 berkaitan dengan DPA. Kami setuju DPA untuk dihapus dan 
selanjutnya kami setuju dengan perumusan baru. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh 

84. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Mutammimul 'Ula. 
Kami persilakan pembicara kedua dari Fraksi Reformasi, Pak Fuad Bawazier! 

85. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera, 
Untuk pasal-pasal yang sudah tidak ada alternatif, prinsipnya disepakati. 
Di Pasal 3 Ayat (2) tentu menggunakan alternatif kedua. 
Demikian pula untuk Pasal 6A menggunakan alternatifkedua. 
Pasal 8, saya harapkan sudah tidak ada masalah lagi, sudah bisa disepakati 

seluruhnya. 
Mengenai Pasal 23B, juga demikian sudah tidak ada masalah. 
Sedangkan Pasal 23D ini kami tetap untuk memilih pada alternatif 1. Mengingat 

dalam kenyataannya, sebetulnya di seluruh negeri mana pun juga soal-soal moneter itu 
tidak bisa semata-mata ditangani oleh satu instansi saja. 

Pada saat ini saja di Indonesia, seperti terjadi dua hari yang lalu, pemerintah dan 
BI Allhamdulillah telah mencapai kata sepakat, mengenai pembagian tugas, wewenang 
untuk pengaturan dan pengawasan bank-bank, antara BI dan otoritas jasa keuangan. 

Kalau soal moneter ini, kita tahu bahwa itu meliputi tingkat suku bunga yang 
kalau naik saja suku bunganya, APBN yang repot dikerjakan oleh Pemerintah dengan 
DPR. Itu bagian penting fiskal sudah akan bisa berantakan atau defisit. Sebaliknya 
supply of money atau kalau kurs berubah, APBN juga dengan mudah walaupun susah 
payah ditetapkan oleh Pemerintah dengan DPR bisa juga langsung defisit 

Lalu lintas devisa juga masalah moneter, banyak sedikitnya pinjaman-pinjaman 
dalam dollar yang diambil pemerintah itu juga masalah moneter. Pembayarannya oleh 
pemerintah juga mengurangi supply of money itu masalah moneter, semuanya 
berkaitan yang sangat memerlukan koordinasi satu sama lain. 

Jadi kalau otoritas moneter itu ada pada DPR dan pemerintah maka perlu juga 
moneter itu tidak merupakan suatu hal yang tidak terkontrol. 

Soal nama BI yang ada di penjelasan. Saya perlu ingatkan bahwa istilah koperasi 
juga ada dalam penjelasan, tapi juga kini tidak ada dalam pasal-pasal. Karena dengan 
pertimbangan itu maka kami tetap memilih pada alternatif 1 yang nanti segala sesuatu 
detailnya diselesaikan dalam undang-undang saja. 

Terima kasih. 

86. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Fuad Bawazier, dua orang dari Reformasi sudah 

menyampaikan pendapatnya. Sekarang kami silahkan Fraksi Perserikatan Daulatul 
Ummah. Silakan Pak Hartono Mardjono! 

196 Perubahan UUD 1945 



87. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Saya Hartono Mardjono, nomor anggota A-260. 
Karena F-PDU hanya mempunyai satu juru bicara sesuai jatahnya, sedangkan 

yang lain punya dua atau tiga sehingga bisa enam atau sembilan menit, andai kata ada 
lewat sedikit, mohon dimaklumi! 

Saudara-Saudara, saya ingin kembali secara mendasar untuk menyampaikan 
pandangan kami ini. Bahwa tujuan utama kita melakukan amendemen, yang pertama 
adalah menghilangkan kerancuan yang selama ini mewarnai atau memberi wacana 
kepada bangsa ini atas adanya faham integralistik. 

Faham integralistik dengan amendemen ini secara tegas telah dialihkan untuk 
kemudian menjadi faham equilibrium dari semua kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan 
negara ini. Yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketegasan ini perlu dan kita telah 
melangkah, kita telah memulai dengan mendudukkan pada posisi yang tepat jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden. 

Nah, konsisten dengan itu maka untuk selanjutnya di dalam hal-hal yang terkait 
di sana, Fraksi kami tidak ragu-ragu untuk meneruskan sikap tujuan kita 
mengandemen ini. Sehingga di dalam masalah Pasal 3-pun kita Ayat (2) kita memilih 
alternatif 2. 

Di dalam Pasal 6A Ayat ( 4) kita memilih alternatif 2. 
Nah, Saudara-Saudara, tentang Pasal 8 Ayat (3) tambahan itu. Menurut pendapat 

kami apa yang tercantum di dalam Pasal 8 Ayat (3) ini sudah benar. Saya membedakan 
pasal ini dengan apa yang terjadi pada pemilihan Presiden sebelumnya, artinya pada 
Pasal 6A. 

Bagaimanapun kalau satu pasangan Presiden/Wakil Presiden sudah terpilih, dan 
sudah menjalankan tugasnya untuk sekian lama dalam masa periodenya itu, kemudian 
tiba-tiba keduanya berhalangan maka seyogianya kebijakan-kebijakan utama 
pemerintahan diteruskan oleh penggantinya yang melakukan penggantian antarwaktu. 

Jadi peranan MPR saya kira tepat untuk melihat kebijakan. Sebab kalau dipilih 
calon berikutnya yang nomor dua, saya khawatirkan yang semula menjadi competitor 
di dalam pemilihan Presiden putaran pertama. Berikutnya dia akan berhadapan dan ini 
akan merombak total kebijakan-kebijakan dasar kenegaraan. 

Saya kira Pasal 8 ayat (3) ini sudah tepat. 
Kemudian mengenai Pasal 11 saya kira tidak ada masalah. 
Tentang Dewan Pertimbangan Agung, tadi disinggung seolah-olah Dewan 

Pertimbangan Agung itu tetap menurut konsep the founding fathers kita seperti itu. 
Memang suasana integralistik masih beraroma di sini. Tetapi ada satu bahaya, kalau 
Dewan Pertimbangan Agung itu disetarakan dengan Presiden. 

88. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Waktu sudah lewat satu menit Pak. 

89. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Baik, tadi sudah saya mohon dari Pak Sri sebelumnya. Jadi, saya kira 

dihapuskannya DPA sudah tepat 
Pasal 23B tidak ada masalah. 
Sedang Pasal 23D kami konsisten dengan pikiran tadi memilih alternatif 1 untuk 

tidak menimbulkan dubius. 
Pasal 24 tidak ada masalah. 
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Saya kira demikian Saudara Ketua, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

90. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Mardjono. 
Kami teruskan dengan Fraksi Bulan Bintang. 

91. Pembicara: M. Qasthalani (F-PBB) 
Fraksi Bulan Bintang karena hanya satu orang juru bicaranya akan disampaikan 

oleh Hamdan Zoelva, terima kasih. 

92. Ketua Rapat : Hatta Mustafa 
Silakan Pak! 

93. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang pertama, kami sampaikan bahwa konsisten dengan apa yang kami 

sampaikan pada masa-masa yang sebelumnya, yaitu kami setuju dengan alternatif 2 
pada Pasal 3 dan Pasal 6A, dan ini akan memberikan peluang partisipasi politik rakyat 
yang cukup tinggi di mana mereka langsung menentukan Presidennya. 

Kemudian Pasal 8, kami tetap pada rumusan yang ada, karena memang 
sebagaimana yang disampaikan oleh teman yang lain tadi bahwa ini adalah demi 
kontinuitas program. 

Memang ada usulan untuk menetapkan dari kami, juga dari daerah-daerah. 
Namun ini adalah untuk kontinuitas program, memang harusnya Presiden dan Wakil 
Presiden yang akan mengganti adalah dari partai, gabungan partai politik, atau partai 
politik yang tadinya mengusulkan itu. 

Kemudian yang ketiga adalah mengenai Pasal 11, kami setuju ini hanya 
penyempurnaan penomoran ayat, jadi memang perlu sekali karena pada yang lalu kita 
belum sempat memperbaiki ini. 

Kemudian selanjutnya mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Selama ini Dewan 
Pertimbangan Agung ini sebagai sebuah lembaga negara yang posisinya cukup tinggi, 
tapi peran dan fungsinya sangat minim. Jadi kami mempergunakan pendekatan fungsi. 
Jadi, kenapa fungsi yang sangat minim itu saja yang memang kita tempatkan dia hanya 
semata-mata sebagai memberikan usul dan nasihat kepada Presiden. Jadi, terlalu tinggi 
posisinya, tapi fungsinya sangat minim. 

Oleh karena itu, kami setuju menempatkan DPA ini, fungsinya dalam wilayah 
kekuasaan eksekutif dan Dewan Pertimbangan Agung sebagai sebuah Lembaga Negara 
yang tinggi itu dihapuskan. 

Kemudian yang, selanjutnya adalah mengenai Pasal 23D. Pada prinsipnya kami 
setuju dengan alternatif 2, akan tetapi kami terbuka untuk mendiskusikan hal ini. Yang 
paling penting bagi kami adalah negara ini memiliki bank sentral. 

Kemudian yang kedua hams ada juga independen dimasukkan dalam Undang
Undang Dasar ini, karena selama ini kita punya pengalaman yang cukup banyak 
mengenai tidak independennya bank sentral ini sehingga sangat rawan terhadap 
pengaruh-pengaruh kekuasaan, dan siapa yang memerintah dan sebagainya. 

Kemudian selanjutnya juga harus jelas tanggung jawabnya dan tidak independen 
saja dan kewenangan sangat luas tapi harus juga dipertegas dengan tanggung 
jawabnya apa, dan dia bertanggung jawab kemana. 
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Saya kira itu yang penting, akan tetapi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal 
yang prinsip itu, itu diatur dalam undang-undang. 

Kemudian yang terakhir. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa pada 
Perubahan Ketiga yang lalu ada teks Bab IX. Jadi, penambahan Bab IX itu yang dalam 
dokumen resmi itu yang ternyata tidak ada. Oleh karena itu, kami meminta ini 
dicantumkan kembali, yaitu sebelum Pasal 24 ada Bab IX mengenai Kekuasaan 
Kehakiman. 

Kemudian kami setuju dengan rumusan yang sudah tidak ada alternatif ini yaitu 
Pasal 24 Ayat (3). Dengan pengertian bahwa Pasal 24 Ayat (3) ini adalah mengganti 
rumusan yang sebelumnya oleh Badan Pekerja dengan Bab Penegakan Hukum. 

Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini adalah yang berkaitan dengan badan
badan yang terkait dengan penegakan hukum itu. Yaitu apakah itu kejaksaan, apakah 
itu penyidikan, penuntutan, advokat dan juga lembaga pemasyarakatan. 

Jadi, itulah yang dimaksud badan-badan lain di sini sehingga dalam 
pengembangannya inilah yang menjadi canto/an pasal-pasal ketika kita merumuskan 
undang-undang yang terkait dengan badan-badan lain itu. 

Terima kasih, sekian. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

94. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Hamdhan. 
Kami teruskan dengan Fraksi KKI. 

95. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Tjetje Hidayat, nomor A-457 KKI. 
Kami singkat saja. Tentang Pasal 3 kami memilih alternatif 2. Jadi tidak perlu ayat 

ini karena langsung nyambung mengkait dengan Pasal 6A Ayat (4). Kami menerima, 
menyetujui alternatif 2. Jadi sekali langsung tetap terus langsung pemilihan itu. 

Nah, karena sikap kami demikian, alternatif 2, maka kami memohon Pasal 8 itu 
supaya dibicarakan lagi, ditinjau kembali. Karena ada inkonsistensi, ya sekali lansung 
terus langsung. Jadi ngaitnya ke Pasal 8 itu supaya dibicarakan kembali. 

Jadi sekali lagi Pasal 6A Ayat (4) kami ambil alternatif 2, konsekuensinya Pasal 8 
Ayat (3) itu supaya dibicarakan lagi. 

Sekali lagi prinsip langsung tetap dan terus langsung kalau memilih itu. 
Pasal 11 kami menerima, setuju saja. Dewan Pertimbangan Agung kami 

berpendapat, sependapat dengan Badan Pekerja Panitia Ad Hoc I, untuk 
dipertimbangkan DPA ini tetap ada. 

Kami tertarik dengan draft dari Badan Pekerja itu Pasal 16 Ayat (2), Dewan 
Pertimbangan Agung terdiri atas para anggota yang diusulkan oleh DPR dan DPD atas 
dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta 
sejarah pengabdiannya kepada negara dan bangsa untuk dipilih dan ditetapkan oleh 
Presiden. 

Jadi sekali lagi kami berpendapat tentang DPA ini bagaimana kalau tetap ada. Jadi 
sependapat dengan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja. 

Pasal 23B kami setuju. 
Pasal 23D kami setuju dengan alternatif 2, nama Bank Indonesia tetap ada. 
Pasal 24 tidak ada masalah, setuju. 
Sekian, terima kasih. 
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96. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik dari KKI. 
Cuma ya kita sekarang ini sudah mendapat acuan. Artinya naskah yang resmi itu, 

ini. Jadi yang tadi yang disebutkan oleh Pak Tjetje itu adalah naskah yang masih ada 
alternatif di dalam, yang belum disepakati seluruhnya waktu itu. Tapi enggak apa-apa 
itukan usul. Tapi naskahnya kita minta, nanti mengacu kesinilah. 

Nab, selanjutnya kami persilakan FraksiTNI/Polri. Mungkin sudah siap. 

97. Pembicara: Kohirin Suganda (F-TNI/Polri) 
Terima kasih pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua, Nama Kohirin, A-477. 
lzinkan saya menyampaikan pendapat dari Fraksi TNI/Polri terhadap paket pagi 

ini. 
Sesuai dengan konsisten pada pemandangan umum yang telah kami sampaikan. 

Untuk Pasal 3 Ayat (2) maupun Pasal 6A, kami memilih alternatif 2. Di mana kami 
sampaikan bahwa pemilihan ini didasarkan pada kehati-hatian mengingat hal ini 
merupakan hal baru dalam kehidupan ketatanegaraan kita yang kesemuanya 
mengandung aspek negatif maupun positifnya. 

Atas dasar hal tersebut, kami mengajak semua pihak termasuk TNI/Polri untuk 
meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, baik yang akan berdampak pada aspek 
ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, maupun dan lain sebagainya yang pada 
ujungnya sering bermuara pada masalah keamanan. 

Jadi, dengan demikian bahwa menjadi tugas kita semua mempersiapkan 
kesemuanya, baik infrasturktur, peraturan perundang-undangan, aparat 
penyelenggara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi yang efektif dan 
intensif terhadap rakyat dari kehidupan yang baru ini, agar tidak menimbulkan 
goncangan-goncangan. 

Kemudian selanjutnya, pada pilihan itu kami sepakat untuk mendorong 
demokrasi sebagaimana Tap Nomor VII/MPR/2000 pada Pasal 5 dalam 
penyelengaraan kehidupan negara, salah satu peran TNI/Polri adalah adalah 
mendorong demokratisasi. 

Dengan pemilihan langsung Presiden oleh rakyat maka memperkuat sistem 
Presidensil sekaligus memberikan partisipasi politik bagi rakyat untuk menggunakan 
hak kedaulatannya dalam memilih kepemimpinan nasional. 

Yang kedua adalah, sekali lagi dengan hal demikian, sistem presidensiil akan 
menjaga kestabilan pemerintahan selama lima tahun. 

Kemudian pada Pasal 8. Terhadap rumusan yang telah disampaikan kami 
sependapat ini adalah sebagai katup terhadap hal yang sangat luar biasa bila terjadi 
pada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian juga mohon dipertimbangkan riil 
politik yang ada terhadap sturuktur pemerintahan yang ada di kita, yaitu adanya 
struktur Menko untuk nanti pada pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal yang 
mungkin bisa bertabrakan. Namun, hal ini juga bisa kita bicarakan. 

Terhadap Pasal 11 karena sifatnya penyempurnaan sistematika kami sependapat 
untuk menambah Ayat (1), penomoran Ayat (1). 

Selanjutnya pada pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung, karena ini sudah 
dibicarakan secara mendalam dengan rentang waktu yang cukup lama yang pada 
akhirnya kami berpendapat bahwa memang Presiden memerlukan suatu badan 

200 Perubahan UUD 1945 



pertimbangan yang akan memberi nasihat dan masukan agar kebijakannya benar
benar tepat. Untuk itu juga kami sependapat agar masukan ini bisa senantiasa 
prosesnya lancar keberadaan DPA ini ada pada rumpun eksekutif atau kekuasaan 
pemerintahan negara. Jadi dengan demikian kami dengan rumusan ini adalah 
sependapat. 

Selanjutnya terhadap Pasal 23D, kami memahami benar bahwa pasal ini, dua 
alternatif ini begitu mengemuka, karena kita menyadari bahwa krisis multidimensional 
bangsa kita ini diawali adalah krisis moneter. Sehingga perlu ada pencantuman 
ketegasan tentang otoritas moneter. 

Kami memahami bahwa tujuan kita semua adalah demi kebaikan kita bersama. 
Tetapi kami juga konsisten pada lima kesepakatan bahwa hal-hal normatif yang ada 
dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1995 yang asli hendaknya dapat diangkat 
pada pasal-pasal. 

Atas dasar itu pilihan kami adalah pada alternatif 2 dengan harapan bahwa tidak 
menutup kemungkinan untuk mari kita bicarakan kembali agar dapat satu solusi 
rumusan yang mengerucut menjadi satu rumusan, yang pada intinya rumusan tersebut 
diharapkan tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. 

Kemudian pada Pasal 24 rumusan Ayat (3). Kami sangat mendukung mengingat 
bahwa kita sepakat sebagai negara hukum, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa 
hukum ini tidak hanya berdampak pada yuridis tetapi juga pada aspek sosiologis dan 
filosofis. Untuk itu, badan-badan lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan 
kehakiman hendaknya mendapat wadah yang tepat pada sebuah Undang-Undang 
Dasar. 

Demikian Pimpinan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohan maaf apabila ada 
hal-hal yang kurang berkenan. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh. 

98. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Kohirin. Memang ABRI ini tepat waktu terus, disiplin. Kita 

teruskan. 
Saudara-saudara, yang masih ada dua lagi, yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan satu orang dan dari Fraksi Utusan Golongan satu orang lagi. 
Kami persilakan Pak Harjono dari PDIP. 

99. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita semua. 
Perkenankan kami menambahi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh dua 

rekan sebelumnya untuk menanggapi Pasal 3 sampai Pasal 24 dalam rancangan 
perubahan. 

Untuk hal-hal yang lain, tidak ada satu alasan yang kami tambahkan, tapi yang 
ingin saya tambahkan adalah pada saat ingin menyikapi ketentuan pasal mengatur 
Dewan Pertimbang Agung dan ketentuan yang mengatur, pasal yang mengatur tentang 
bank sentral khususnya alternatif kedua. 

Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa membayangkan kira-kira sebuah sistem 
comprehensiveness yang bagaimana yang kita punyai kalau Perubahan Keempat ini 
nanti kita sahkan. Sistem comprehensiveness itu juga kita hams lihat,hal-hal yang sudah 
kita sepakati menjadi substansi perubahan. 
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Oleh karena itu di dalam mempertimbangkan dua ketentuan tadi, kami 
memandang adanya satu sistem yang sudah kita sepakati, yaitu dengan hadirnya 
sebuah institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. 

Tugas dari Mahkamah Konstitusi salah satu di antaranya adalah menyelesaikan 
perselisihan antara lembaga negara yang diatur di dalam Undang Undang Dasar. 

Taruh kita masih punya DPA dengan wajah lama itu, pertanyaannya adalah hasil 
DPA dengan wajah lama itu sifat normatifnya apa itu? Kalau dia memberi 
pertimbangan kepada Presiden. Kalau sifat normatifnya pertimbangan kepada 
Presiden itu kemudian tidak diperhatikan oleh Presiden, sebetulnya potensi ada 
konflik antara DPA dan Presiden. Kalau potensi ada konflik DPA dan Presiden, tentunya 
itu juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa kita dengan meriskir adanya 
konflik DPA dan Presiden untuk menjadi persoalan konstitusi, sengketa konstitusi, lalu 
harus kita pertahankan kedudukan DPA seperti itu. 

Hal ini juga berguna untuk menganalisis tentang bank sentral dan Bl. Kalau bank 
sentral dan BI itu juga masuk di dalam ketentuan itu, berarti ada loop hole untuk 
menjadi persoalan konstitusi. Kalau ada perselisihan antara BI dan DPR. Padahal 
sekarang DPR itu harus menyetujui untuk memberikan modalnya kalau BI itu akan 
bangkrut 

Itulah menurut saya. Jangan sampai persoalan BI dan persoalan bank sentral 
menjadi persoalan perselisihan konstitusi. 

Oleh karena itu, cukup fleksibel kalau diatur di luar konstitusi. Itu saya kira. 
Terima kasih. 

100. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Terima kasih, Mas Harjono. 

Dan pembicara terakhir yang belum melengkapi adalah dari Fraksi Utusan Golongan 
dan yang akan bicara Pak Sutjipto, S.H. 

Silakan! 

101. Pembicara: Sutjipto(F-UG} 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Terima kasih Pimpinan. 
Jadi, tadi kawan saya yang pertama baru bicara satu menit, sehingga kalau 

diperkenankan saya menggunakan waktu tidak lebih lima menit. 
Jadi, mengenai Pasal 3 dengan Pasal 6. Jadi, saya kira memang ini sangat 

berkaitan. 
Dan sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya memang fraksi kami memilih 

alternatif pertama. Tapi dengan alasan yang cukup kuat dan juga ada fraksi lain yang 
dulu juga dianggap alternatif pertama terutama kalau pemilihan Presiden tahap kedua 
dikembalikan pada rakyat, kan dikhawatirkan cost yang sangat besar. Jadi cost social 
juga cost money. 

Tapi dengan melihat perkembangan dan kesiapan dari TNI khususnya juga sudah 
menjamin kalau ada pemilihan Presiden tahap kedua itu dari cost social mungkin dari 
keamanan, sedang pemerintah juga sudah siap untuk menanggung cost money-nya. 

Jadi, oleh karena itu, fraksi kami juga cukup realistis apabila juga memilih 
alternatif 2. 

Lalu mengenai kaitannya dengan Pasal 8. Saya kira juga konsekuensi daripada 
pemilihan kami ke alternatif kedua. Oleh karena itu, Pasal 8 alinea kedua saya kira juga 
perlu kita pikirkan bersama. Sehingga kalau tetap Pasal 8 itu tidak ada perubahan, 
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padahal Pasal 8 dulu sebenarnya pemikirannya tentu berkait dengan Pasal 6A dan 
Pasal 3. Yang pada waktu itu, baik fraksi kami maupun fraksi lain masih ada pilihan 
dari alternatif pertama di Pasal 6A itu. 

Oleh karena itu, saya juga sependapat bahwa kita harus sebaiknya dibicarakan 
lagi. 

Saya kira ada dua alternatif untuk alinea kedua. Jadi, kalau konsistensinya 
memang harus dipilih lagi oleh rakyat, jadi juga bukan dua pasangan yang mendapat 
suara terbanyak pertama dan kedua itu yang akan dipilih oleh MPR. Tapi rakyat 
langsung memilih lagi atau juga tadi yang disampaikan pendapat dari teman PKB. Jadi, 
pasangan yang mendapat suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya itu 
ditetapkan. Jadi, bukan dipilih lagi oleh MPR. 

Oleh karena itu, fraksi kami terbuka untuk membicarakan dan kita jangan bicara 
masalah kasus, tapi bagaimana prinsip dasar yang kita anut. Kalau kasus-kasus, itu 
saya kira banyak sekali dan konstitusi itu sulit saya kira kalau kita dikaitkan dengan 
masa-masa yang sifatnya kasuistis. 

Lalu Pasal 11. Saya kira ini saya juga sepakat, jadi tidak ada persoalan. Jadi, tetap 
menyetujui adanya rumusan yang telah kita sepakati bersama sebagai tambahan 
daripada Amendemen Ketiga yaitu Ayat (1). 

Lalu Dewan Pertimbangan Agung. Jadi kami hanya ingin melengkapi saja. Jadi 
sejalan apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya. Oleh karena itu, fraksi kami 
mengusulkan supaya lampiran Tap Nomor XI/MPR/2001 itu adalah putusan MPR. Jadi 
dan komisi ini punya kewenangan yang lebih tinggi daripada PAH. 

Jadi, oleh karena itu, tidak betul kalau menurut saya bahwa seolah komisi ini 
tidak boleh mengubah keputusan PAH. Oleh karena itu, saya usulkan sesuai dengan 
Tap Nomor XI/MPR/2001, saya usulkan tetap ini Dewan Pertimbangan Agung tetap 
Bab IV, yaitu menjadi tiga ayat. Jadi, Pasal 16. Jadi, yang pertama DPA berkewajiban 
memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan 
pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. 

Lalu Ayat (2), DPA terdiri atas para anggota yang diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, 
wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdiannya 
kepada masyarakat dan bangsa untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. 

Ayat (3). Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan 
undang-undang. 

Jadi, kalau salah satu alasan dihilangkannya DPA karena akan menjadi lembaga 
negara, saya kira juga kurang tepat. Dan penghapusan bab juga itu bahwa setiap bab itu 
menjadi lembaga negara saya kira juga kurang tepat. Karena ada bab lain mengenai 
kementerian negara juga punya bab sendiri, pemerintahan daerah juga bab sendiri. 
Jadi, oleh karena itu, tidak tepat kalau setiap ada bab itu menjadi lembaga negara. 

102. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Pak Tjip, waktunya sudah 6 menit. 

103. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Satu lagi, Pak Terima kasih. 
Jadi khusus Pasal 23D. Jadi memang sifat fraksi kami yang pelangi jadi memang 

berkembang ada dua pendapat dari fraksi kami. Jadi, ada yang pilihan pertama ada 
yang kedua. Tapi kecenderungannya memilih alternatifpertama. 

Namun demikian bahwa fraksi kami ingin mengusulkan jadi adanya suatu solusi 

Perubahan UUD 1945 203 



bahwa prinsipnya bahwa kita punya bank sentral. Cuma nama Bank Indonesia yang 
memang juga ada pendapat lain yang tidak harus masuk di konstitusi, yang itu bisa 
diatur dalam undang-undang, itu bisa menjadi rujukan dari solusi dari alternatif 
pertama dan alternatif kedua. 

Lalu terakhir mengenai Pasal 24. Kami juga setuju ini menjadi rumusan baru 
dalam Ayat (3) Pasal 24 yang sebelumnya di dalam Tap Nomor XI/MPR/2001 adalah 
Pasal 24C yaitu mengatur Kejaksaan. Jadi, dengan rumusan baru ini adalah sudah 
mengakomodir masalah kejaksaan atau kepolisian atau lembaga lain yang merupakan 
badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 

Demikian Pimpinan. Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

104. Ketua Rapat : M. Hatta Mustafa 
Bapak/Ibu sekalian, 
Kita telah mendengarkan seluruh pendapat dari putaran pertama, yaitu dari 

anggota-anggota fraksi yang telah menyampaikan pendapat dan ada kesepakatan
kesepakatan yang sudah seluruhnya juga setuju. Ada yang minta perubahan. Dan ada 
juga yang artinya yang sudah satu rumusan juga minta dikembalikan dengan alasan 
bahwa komisi itu lebih tinggi memang dari PAH. Jadi, apa pun bisa masih disampaikan 
di sini. 

Nab, sekarang kita sampai kepada putaran kedua, yaitu fraksi-fraksi untuk 
menyampaikan pendapatnya terhadap seluruh yang sudah dibicarakan di putaran 
pertama itu. 

Dan tentunya kalau fraksi enggak bisa lagi dua atau tiga orang, satu saja. Jadi, 
kami mulai saja dari PDIP dan seterusnya karena ini sudah Fraksi. 

Silakan dari PDIP dulu! 

105. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Tibalah saatnya bagi fraksi kami untuk menyampaikan pendapat fraksi dalam 

Sidang Komisi A Majelis yang terhormat ini. 
Terhadap rancangan Perubahan Undang Undang Dasar yang Keempat Tadi 

rekan-rekan kami yang terhormat dari PDI Perjuangan telah menyampaikan pendapat 
dan pandangan. Seperti disampaikan oleh Bapak Sujarwo Sukardiman, Palguna, dan 
Bapak Harjono. 

Pada dasarnya yang kami sampaikan hanya merupakan penegasan kembali 
terhadap berbagai pendapat dan pikiran fraksi yang telah disampaikan oleh ketiga 
anggota terhormat tersebut. 

Jadi, terhadap Pasal 3, Fraksi kami tetap memilih alternatif 2. 
Terhadap Pasal 6A, Fraksi kami juga tetap pada alternatif 2. 
Kemudian pada Pasal 8. Kami menerima Pasal 8 sebagaimana rumusannya yang 

tercantum pada rancangan ini. 
Pasal 11 kami setuju penambahan ayat, jadi sesuai dengan rancangan. 
Masalah Bab IV DPA. Kami setuju rumusan di sini dihapus dan untuk tahap 

Komisi Aini menggunakan Pasal 16 rangkaian seperti ini. 
Kemudian mengenai Pasal 23B, kami bisa menerimanya sebagai bagian daripada 

Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar. 
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Untuk Pasal 23D, kami tetap pada alternatif 1 dengan argumentasi dan 
penjelasan yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan tadi. 

Kemudian mengenai Pasal 24. Begitu pula kami menerimanya sesuai dengan 
perkembangan dan kepentingan yang kita akan hadapi ke depan. 

Pimpinan yang terhormat dan rekan-rekan anggota Majelis yang terhormat, 
Demikianlah pendapat atau pandangan Fraksi kami terhadap rancangan

rancangan Perubahan Keempat yang telah kita bahas dari mulai Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 24. 

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. 

106. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Kami persilakan dari Partai Golkar! 

107. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.. 
Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi A yang saya hormati. 
Dari tiga rekan pembicara kami yang telah menyampaikan tanggapan mengenai 

Pasal 3 sampai dengan Pasal 24. Pada prinsipnya kami dari Fraksi Partai Golkar hanya 
ingin menegaskan kembali karena itulah apa yang menjadi inti daripada apa yang kami 
jelaskan. 

Pasal 3, karena konsekuensi dari Pasal 6A alternatif 2, maka Pasal 3 pun dihapus 
menjadi alternatif 2. 

Pasal 8, kami menerima rumusan sesuai yang disiapkan. 
Pasal 6A, karena alternatif 2, maka Pasal 3 alternatif 2 juga dihapus. 
Pasal 8, kami menerima apa adanya rancangan daripada Badan Pekerja, karena 

itu pun melalui perdebatan yang cukup dalam walaupun beberapa rekan-rekan 
mengusulkan adanya berbagai kemungkinan untuk dibahas kembali. 

Pasal 11, penomoran tidak ada masalah teknis dan setuju. 
Pasal 16 reposisi dan sebaiknya pasalnya 16, tidak 15A menurut hemat kami 

karena hanya menghapus bab, berarti sudah otomatis menjadi bagian dari Bab III. 
Pasal 23B, sesuai dengan rumusan kami setuju. 
Pasal 23D, kami tetap pada alternatif 2. 
Dan Pasal 24 Ayat (3) kami setuju. Jadi, prinsipnya itu semua yang sudah rekan

rekan kami sampaikan dan kami menyarankan selanjutnya kalau memang ada yang 
masih harus dibahas di Tim Perumus, segera dibahas di Tim Perumus. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

108. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih dari Partai Golkar. 
Kita teruskan kepada Partai Persatuan Pembangunan. 

109. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, para anggota Komisi A yang saya hormati. 
Mencermati pembahasan kita pagi hari ini, nampaknya kami memandang bahwa 

Pasal 3 dan Pasal 6A sudah tidak ada alternatif lagi. Sehingga memang alternatif 2 
inilah yang menjadi pilihan dari sejumlah anggota Komisi A tadi yang mendapatkan 
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan kami melihat tidak satu pun fraksi 
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yang memilih alternatif 1 ini. 
Khusus menyangkut Pasal 3, karena ini berkaitan dengan Ayat (2) dan kita sama 

tahu bahwa Perubahan Ketiga itu sudah memutuskan Ayat (1) dan Ayat (3) serta Ayat 
( 4) maka dengan tidak adanya Ayat (2) ini, ada dua alternatif yang bisa kita tempuh. 

Pertama, Ayat (3) dan Ayat ( 4) yang sudah kita putuskan pada Perubahan Ketiga 
kita ubah menjadi Ayat (2) dan Ayat (3). Atau Ayat (2) ini tetap dihidupkan dengan 
substansi yang berubah karena hakekatnya Pasal 3 ini menyangkut kewenangan 
Majelis, maka substansi Pasal 8 di mana Majelis berwenang memilih pasangan, dua 
pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu sebelumnya ketika 
Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan, itu bisa menjadi 
kewenangan Majelis, dan itu mengisi pada Ayat (2). Ini hanya usulan kami saja. 

Selanjutnya menyangkut Pasal 8, menanggapi pembahasan yang berkembang 
tadi, yang menyatakan bahwa sebaiknya pasangan yang memperoleh suara terbanyak 
kedua sajalah yang langsung dikukuhkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

Kami memandang bahwa hal ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan 
kesulitan kita. Karena selain menyangkut prosentasi sebagaimana yang tadi 
disampaikan oleh Saudara Seto, juga kalau pasangan yang memperoleh suara 
terbanyak kedua otomatis dia menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yang 
berhalangan tetap secara bersamaan itu, dikhawatirkan ini akan menim bulkan 
gangguan politik atau gangguan fisik tadi yang disebut-sebut 

Jadi, oleh karenanya, Fraksi kami tetap berpandangan bahwa rumusan Pasal 8 ini 
menjadi sesuatu yang cukup ideal untuk mengisi atau menyempurnakan Undang
Undang Dasar kita, mengantisipasi bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap 
secara bersamaan. 

Selanjutnya menyangkut keberadaan Dewan Pertimbangan Agung. Jadi, memang 
ini sudah merupakan kesepakatan kita bersama bahwa fungsi kepenasehatan atau 
institusi yang memberikan pertimbangan ini sebaiknya memang berada dalam rumpun 
Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

Jadi, itu memang menjadi kewenangan Presiden untuk membentuk siapa yang 
akan didudukkan dalam dewan pertimbangan. Namun demikian, dewan pertimbangan 
ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan seorang Presiden karena segala sesuatu 
menyangkut dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan 
kepada Presiden itu selanjutnya akan diatur dengan undang-undang. 

Jadi, undang-undang itulah yang nanti akan secara detail, secara rinci akan 
menjabarkan institusi yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada 
Presiden ini. Sehingga kami memandang keberadaan DPA yang sekarang, ini tidak 
terlalu jauh perubahannya dengan adanya rumusan baru pada Pasal 16 ini. 

Kemudian berkaitan dengan Pasal 23D. Memang kami memilih alternatif 2, 
karena rumusan alternatif 1 terbersit secara implisit kemungkinan adanya lebih dari 
satu institusi yang melaksanakan otoritas moneter ini. Secara sederhana saja, salah 
satu fungsi otoritas moneter kita adalah berkaitan dengan peredaran uang, misalkan. 

Jadi, kami belum bisa membayangkan institusi yang berwenang untuk 
mengedarkan uang ini dilakukan oleh lebih dari satu lembaga, sehingga nanti akan 
justru menyulitkan kontrol atau pengawasan terhadap peredaran uang itu sendiri. 

Akan halnya fungsi-fungsi otoritas moneter lainnya, berkaitan dengan suku 
bunga, berkaitan dengan lalu lintas devisa dan lain sebagainya, itu bisa diwadahi dalam 
dewan moneter yang akan diatur oleh undang-undang itu. 

Jadi, prinsip dasarnya bank sentral itu memang harus ada dan menjadi kejelasan 
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kita, kepastian kita bahwa dialah yang melakukan atau melaksanakan fungsi otoritas 
moneter. 

Adapun penyebutan Bank Indonesia, meskipun ini ada dalam penjelasan, pada 
dasarnya kami siap untuk membahasnya lebih lanjut dalam rangka untuk bisa 
mengkerucutkan atau menyatukan dua alternatifyang ada pada Pasal 23D ini. 

Akhirnya Saudara Pimpinan, menyangkut Pasal 24 kami sepakat dengan 
rumusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja penambahan Ayat (3). Karena memang 
hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini banyak institusi, banyak 
lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini. 

Kejaksaaan, kepolisian mungkin juga pengacara dan lain sebagainya yang semua 
itu memang tidak mungkin diwadahi dalam Undang-Undang Dasar ini karena sangat 
banyak dan terinci sehingga cukuplah semua itu diatur dalam undang-undang. 

Demikian pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 
Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

110. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Pak Lukman masih ada dua ini Pasal 11 mengenai penomoran. 

111. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Ya, menyangkut Pasal 11 nampaknya tidak ada persoalaan karena ini hanya 

sekedar pemberian nomor angka satu untuk ayat karena sudah ada Ayat (2) dan. 

112. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Pasal 23B? 

113. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Demikian pula pada 23B, kami tidak ada masalah dan bisa menerima 

sepenuhnya dari rancangan ini. 

114. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, terima kasih. Kami teruskan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak 

Erman. 

115. Pembicara: Erman Soeparno (F- PKB) 
Terima kasih Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Setelah mencermati, memahami terhadap pembahasan-pembahasan kita 

bersama yang berlangsung pagi hari ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa akhirnya 
mengambil suatu keputusan. 

Yaitu yang pertama, untuk Pasal 3 Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih alternatif 
2, tentunya alasan dan lain sebagainya tidak perlu saya sampaikan karena sudah 
panjang lebar kita menjelaskan. 

Kemudian untuk Pasal 6A. Konsisten terhadap Ayat (4) pada Perubahan Ketiga 
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita sepakati juga maka F-KB memilih alternatif 
kedua. 

Terhadap Pasal 8 ini juga kembali asas konsistensi atau konsekuensi dari pada 
kita memilih itu maka Fraksi Kebangkitan Bangsa ini belum memilih. Tetapi siap untuk 
kita diskusikan kembali di Timus atau Tim Perumus, yang pada dasarnya konsep tadi 
telah dibacakan oleh salah satu anggota Fraksi kita Saudara Ali Masykur. 

Terhadap Pasal 11 tidak ada masalah, kami sepakat dengan apa yang telah 
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disepakati Badan Pekerja. 
Kemudian untuk Pasal 16. Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih bahwa ini 

dihapus. 
Kemudian sedangkan Bab tentang DPA dimasukkan Pasal 15A. Yaitu masuk 

kepada rumpun eksekutif sehingga Presiden terhadap badan penasehat atau 
pertimbangan adalah hak sepenuhnya kita sampaikan kepada Presiden. 

Kemudian Pasal 23D. Di sini memang masih ada dua alternatif. Tentunya kita 
memang perlu mencari titik temu. Oleh karena itu FKB juga siap untuk diskusi di Tim 
Perumus yang mana tadi untuk memberikan titik temu kita mengajukan konsep, yaitu 
untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk satu bank sentral dengan 
penyebutan Bank Indonesia boleh, tidak, boleh, yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, kemandirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam undang-undang. 

Tentunya mengapa ini kita mohon untuk bisa didiskusikan kembali karena ada 
prinsip-prinsip dasar yang harus kita pertimbangkan. Yaitu bahwa ketika tentang 
kebijakan fungsi otoritas moneter ini dimasukkan atau harus ada landasan hukum 
dasar di dalam Undang-Undang Dasar, itu tentunya harus jelas dan tegas. Harus ada 
satu yang namanya bank sentral. Dan memang kita juga menyadari bahwa nama Bank 
Indonesia itu ada di Penjelasan. Oleh karena itu, menjadi bahan diskusi kita di Tim 
Perumus. 

Kemudian terakhir terhadap Pasal 24, Fraksi Kebangkitan Bangsa setuju dengan 
apa yang telah disepakati Badan Pekerja. 

Saya rasa demikian yang bisa kami. 
Pasal 23B juga setuju. 
Saya rasa demikian dan terima kasih 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

116. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami teruskan ke Fraksi 

Reformasi. 

117. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. 
Sebelum kami mengemukakan pandangan kami terhadap rumusan yang sedang 

kita bicarakan, terlebih dahulu kami ingin informasikan bahwa ternyata di sekitar 
Gedung DPR/MPR ini, di luar sudah ada sekitar lebih kurang 20 ribu mahasiswa. 

Dan informasi yang kami peroleh bahwa suasananya sudah mulai agak panas dan 
sudah mulai agak tidak menentu, di mana mereka mohon kepada Komisi A ini untuk 
bisa menerima delegasi mahasiswa Indonesia. Untuk menyampaikan aspirasi dan 
pokok-pokok pikirannya kepada Komisi A ini. Karena mereka lebih konsentrasi 
terhadap atau perhatian mereka terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. 

Jadi, kami mohon dengan hormat segera ini bisa kita putuskan. Apakah ini dulu 
bisa ditanggapi sebelum kami menyampaikan? Supaya lebih agak tenang suasana di 
luar karena ini mahasiswa ini adalah bagian dari darah daging kita semua. 

118. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik. Usul Anda nanti kita bicarakan, tapi sebaiknya kita selesaikan dulu 

tanggapan Fraksi ini. 

119. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasl) 
Baik, terima kasih Pimpinan. 
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Kami masuk kepada Pasal 3, ini jelas kaitannya dengan Pasal 6A Ayat (4) 
alternatif 2, di mana kami tentu jelas, ini merupakan bagian dari perjuangan kita 
bersama, tentu kami menyetujui Pasal 6A Ayat (4) alternatif 2 di mana pemilihan 
Presiden dilakukan langsung oleh rakyat pada tahapan pertama maupun tahapan 
kedua. 

Kemudian dalam Pasal 8A setuju tidak ada masalah. 
Pasal 11 juga demikian. 
Kemudian dalam Pasal 16 pada prinsipnya kami menyetujui apa yang sudah kita 

rumuskan di dalam PAH 1, namun kami terbuka kemungkinan untuk dibicarakan, 
terbuka kemungkinan. Tapi pada prinsipnya kami sudah setuju. 

Pasal 23B kami juga sudah setuju dengan rumusan ini. 
Sedangkan Pasal 23D kami memilih alternatif 1 seperti yang sudah disampaikan 

alasannya oleh pakar Mr. Fuad Bawazier tadi. 
Kemudian Pasal 24, kami juga setuju dengan rumusan yang ada di PAH I ini. 
Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

120. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih dari Pak Patrialis Fraksi Reformasi. 
Kemudian kita teruskan kepada Fraksi Partai Bulan Bintang. 

121. Pembicara: Bondan Abdul Madjid (F-PBB) 
Pimpinan Komisi A, anggota dari Komisi ini. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Telah disampaikan oleh anggota Fraksi kami, yaitu Hamdan Zulfa tentang hal-hal 

yang diusulkan dari Fraksi. Kiranya bagi Fraksi tidak perlu mengulang lagi dan apa 
yang sudah diusulkan itu, itulah yang dikehendaki oleh Fraksi. Oleh karena itu, kiranya 
cukup demikian dari Fraksi Partai Bulan Bintang. 

Dan akhirnya Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

122. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa. 
Kita teruskan kepada Fraksi KKI. 

123. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Terima kasih. 
Sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh juru bicara dari Fraksi F-KKI 

yang terhormat Saudara Tjetje Hidayat Padmadinata maka ingin kami mempertegas 
bahwa terhadap Pasal 3, kami sependapat dengan Alternatif kedua, karena senafas 
dengan Pasal 6A dimana kami memilih Alternatif 2. 

Selanjutnya terhadap Pasal 8 ada hal yang kita temukan berkenaan dengan 
persoalan kewenangan MPR dan masalah sistemik yang sedang kita membangun. Oleh 
karena itu ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung 
oleh rakyat maka ketika mangkat, berhenti, atau diberhentikan atau tidak melakukan 
kewajibannya dilakukan melalui MPR. Oleh karena itu, fraksi kami ingin untuk masalah 
ini akan dibahas lebih lanjut dan kami bersedia untuk membahasnya. 

Selanjutnya terhadap Pasal 11 berkenaan dengan penomoran dan sinkronisasi 
kami setuju. 

Kemudian mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Fraksi kami menghargai apa 
yang telah dipersiapkan oleh PAH I dengan rumusan sebagaimana disampaikan. 
Namun demikian, fraksi kami dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, 
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mempertimbangan bahwa apa yang menjadi lampiran dari pada Tap MPR Nomor 
XI/MPR/2001 yaitu Dewan Pertimbangan Agung kiranya masih perlu dipertahankan 
dan perlu kami bacakan bahwa substansi sebagaimana pada Pasal 16 Ayat (1) "Dewan 
Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden 
dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan 
Pemerintahan Negara". 

Ayat (2) "Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas 
pribadi, wawasan kebangsaaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah 
pengabdiannya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh 
Presiden". 

Ayat (3) "Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan 
undang-undang". 

DPA ini penting sebagai perekat bangsa, sebagaimana pernah dikemukakan oleh 
Fraksi KKI, maka terhadap pasal ini kami ingin untuk tetap dipertahankan. 

Selanjutnya mengenai Pasal 23B kami sependapat dengan yang sudah ada. Dan 
Pasal 23D. Karena kita telah sepakat bahwa dalam amendemen yang kita lakukan 
sekarang ini, hal-hal yang merupakan normatif di dalam penjelasan kita masukkan di 
dalam Batang Tubuh. Oleh karena itu, berkenaan dengan kesepakatan kita pula bahwa 
perlunya satu otoritas moneter dan persoalannya ialah apakah lembaga otoritas 
moneter itu diberi nama atau tidak maka F-KKI mengusulkan agar lembaga tersebut 
diberi nama dan nama yang diberikan ialah Bank Indonesia yang diangkat dari 
penjelasan. 

Selanjutnya terhadap Pasal 24, Fraksi KKI dapat menerimanya. 
Terima kasih. 

124. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Rahail. 
Kami lanjutkan dengan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

125. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Saudara Ketua, Saudara-saudara sekalian, 
Saya langsung saja. Konsisten terhadap pendapat akhir yang disampaikan oleh 

Fraksi kami di PAH I, walaupun PAH I itu bukan merupakan satu-satunya tidak boleh 
diubah, tetapi kami konsisten. Kemudian di dalam pemandangan umum yang telah 
disampaikan dan terakhir ada pengantar musyawarah dan barusan saja disampaikan 
oleh juru bicara kami yaitu Saudara Hartono Mardjono, SH. 

Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirohmanirohim atas nama Fraksi PDU 
terhadap Pasal 3 memilih alternatif 2. 

Terhadap Pasal 6A memilih alternatif 2. 
Pasal 8 tidak ada perubahan. 
Pasal 11 tetap, karena cuma penambahan nomor. 
Dewan Pertimbangan Agung tetap dihapus. Sejak dari awal kami mengusulkan 

ini dihapus. 
Dan mengenai Pasal 23B. Karena tidak ada persoalan, tetap. 
Pasal 23D, ada dua alternatif. Fraksi kami memilih alternatif pertama tetapi 

terbuka untuk bisa didiskusikan kembali, sehingga bisa mengerucut, tetapi kalau tidak 
bisa kami kembali kepada Alternatif pertama. 
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Kemudian mengenai Pasal 24 bagian dari Bab IX Kekuasaan Kehakiman, itu kami 
setuju. Sebab itu merupakan rumusan-rumusan baru yang disepakati bersama di 
dalam PAH I dan juga dilaporkan ke dalam Badan Pekerja. 

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

126. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih. 

127. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Mahon interupsi Bapak Pimpinan. 
Sebentar sekali, Pak Pimpinan sebelah sini Pak Pimpinan. 

128. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Ya, silakan ada interupsi apa Pak Fuad. 

129. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Untuk kelancaran jalannya sidang, ini di luar memang ada delegasi dari para 

mahasiswa, kalau diusulkan biar ini tetap lancar karena mereka sudah masuk, jadi 
supaya mohon wakil-wakil fraksi satu-satu kalau boleh saya saran menerima, jadi 
sidang ini juga tetap berjalan tidak usah di ruangan ini, tapi di ruangan GBHN. Terima 
kasih Pak Pimpinan. 

Dan saya sekaligus juga minta ijin untuk menerima mereka di luar ruangan 
sidang. 

Terima kasih. 

130. Pembicara: Imam Mundjiat (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan, interupsi Imam Mundjiat A-185, Fraksi F-PDIP. 
Saya sependapat bahwa dari pengusul kalau menerima mahasiswa ini, tapi 

dengan catatan dan kesepakatan nantinya kalau ada komponen atau kelompok 
masyarakat yang lain seperti ini kita harus adil. Diterima semua Pak. 

Terima kasih. 

131. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, terima kasih usulnya, karena ini tunggu dulu, karena ini sedang berjalan, 

maka Pak Jakob sebagai Ketua dan nanti tentunya ada kesimpulan. 
Silakan Pak Jakob dulu! 

132. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Terima kasih Ketua. 
Jadi, delegasi mahasiswa sudah kita minta masuk di ruang GBHN, ini karena ini 

sebentar lagi kita semua akan menerima mereka. Tapi ditambahlah dengan unsur tiga 
fraksi yang belum ada itu supaya semuanya kita hadir sama-sama. Jadi, bisa 
dilanjutkan. Mereka sedang masuk ke ruangan sana. Terima kasih. 

133. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Jadi usul dari Patrialis tadi didukung oleh rekan-rekan yang lain maka Ketua 

Fraksi dengan beberapa orang dari Ketua Fraksi, maksud saya Ketua Pimpinan sidang 
dengan beberapa, tidak semua Pak Jakob, jangan saya tinggal sendiri. Jadi 
keputusannya begini maksudnya saudara-saudara. Kita akan selesaikan dulu ini karena 
waktunya sampai setengah satu. Lalu nanti seluruh pimpinan ini akan menerima 
mereka, ditambah unsur Fraksi- Fraksi di ruang GBHN. 
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134. Pembicara: Imam Mundjiat (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan, Imam Mundjiat A-185. 
Saya ulang, kami sependapat untuk menerima delegasi ini. Saya ulang kami 

sependapat. Tapi kami minta jaminan dari pimpinan, nanti kalau ada kelompok lain 
atau demonstran seperti ini, diterima. Setuju? 

135. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Jadi, bukan hanya mahasiswa, rombongan mahasiswa tapi seandainya ada juga 

delegasi-delegasi yang mau bertatap muka dengan Pimpinan Komisi A, kita terimalah 
ya? Terima kasih. Baiknya kita lanjutkan saja jika tidak menghabiskan waktu. 

136. Pembicara : M. Thahir Saimima (F-PPP) 
Saudara Pimpinan, saya usulkan setelah Bapak-Bapak Pimpinan, setelah 

menerima teman-teman mahasiswa itu, hasilnya tolong disampaikan kepada rapat ini. 

137. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, terima kasih. 
Kita lanjutkan kepada Fraksi F-PDKB, Pak Seto. 

138. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Saudara-saudara sekalian, 
F-PDKB pertama untuk Pasal 3 sepakat untuk tetap memilih Alternatif 2. Bahwa 

ada wacana diusulkan oleh rekan Fraksi PPP untuk mengisi kemudian Ayat (2), kami 
hanya mencatat sepakat untuk membahas, tapi masukannya tidak hanya Pasal 8 ayat 
(3), tapi juga Pasal 8 Ayat (2). 

Kemudian Pasal 6A Alternatif 2. Pasal 11 kami sepakat sebagaimana adanya. 
Demikian pula tentang Bab IV dan Pasal 16 kita sepakat dengan apa yang ada. 

Pasal 23B sepakat dengan apa yang telah ada. 
Untuk Pasal 23D, fraksi F-PDKB siap untuk membahas kembali agar dapat dicari 

satu rumusan yang disepakati bersama dan Pasal 24, sepakat dengan apa yang ada. 
Demikian dari Fraksi PDKB. 
Terima kasih 

139. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Pak Seto. 
Kita teruskan dengan Fraksi TNI/Polri. 

140. Pembicara: Slamet Supriyadi(F-TNI/Polri) 
Terima kasih Bapak Pimpinan. 
Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. 
Fraksi TNI/Polri menggarisbawahi dan menegaskan kembali apa yang telah 

disampaikan oleh juru bicara fraksi yaitu Bapak Kohirin. Namun demikian, tetap akan 
saya katakan bahwa pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6A ayat (4) tetap memilih pada 
alternatif 2. 

Kemudian Pasal 8 itu kita setuju pada adanya penambahan ayat (3). Pasal 11 
Ayat (1) setuju karena sifatnya pemberian pada penomoran. 

Kemudian pada Pasal 16 kita setuju dan pada Pasal 23D, memilih alternatif 2. 
Demikian pula untuk Pasal 24 ayat (3), setuju. 

Sekian. Terima kasih. 
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141. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih Fraksi TNI/Polri. 
Kita teruskan sebelas, F-UD. 

142. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, 
Merujuk kepada pandangan pangantar musyawarah kami, serta apa yang telah 

disampaikan oleh rekan-rekan kami terdahulu, maka sekali lagi kami ingin 
menggarisbawahi apa yang telah disampaikan tadi. 

Pertama adalah Pasal 3. Fraksi kami F-UD memilih alternatif 2 dan Pasal 6A, 
Fraksi Utusan Daerah memilih alternatif 2. 

Adapun Pasal 8 sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja MPR, 
kami dapat menyetujuinya. 

Adapun Pasal 11 hanya penomoran saja, tidak ada masalah. 
Mengenai Bab IV Dewan Pertimbangan Agung yang harus dihapus kami dapat 

menerimanya. 
Adapun Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang 

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya 
diatur di dalam undang-undang sepenuhnya dapat kami terima. 

Dan Pasal 23, sebagaimana yang digariskan di rancangan dari Badan Pekerja ini. 
Adapun Pasal 23D, kami dari Fraksi Utusan Daerah memilih alternatif 2. 
Dan terakhir adalah Pasal 24, Fraksi Utusan Daerah dapat menerima 

sebagaimana yang digariskan dalam rancangan yang dibuat oleh Badan Pekerja ini. 
Terima kasih. Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

143. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih. 
Kita teruskan dengan Fraksi Utusan Golongan, terakhir. 

144. Pembicara: Achmad Zacky Siradj (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, 
Mempertegas apa yang disampai oleh teman-teman kami dari Fraksi Utusan 

Golongan maka secara singkat Fraksi Utusan Golongan mengenai Pasal 3 memilih 
alternatif 2. 

Pasal 6A alternatif 2. 
Pasal 8, bilamana ada konsistensi dengan Pasal 6A, kami siap untuk 

membicarakannya, tapi secara praktis Pasal 8 ini cukup memadai. 
Pasal 11 tidak ada masalah. 
Dewan Pertimbangan Agung kami mengusulkan tetap ada dengan bunyi Pasal

pasal di dalam rumusan Tap. Nomor XI karena sebagai second opinion. 
Kemudian Pasal 23B, tidak ada masalah. 
Pasal 23D, kami kebanyakan cenderung kepada alternatif 1, akan tetapi bisa 

dibicarakan bilamana ada kompromi dengan alternatif kedua dan mungkin usulannya 
tidak menyebutkan Bank Indonesia, tetapi mencantumkan sebuah bank sentral. 

Kemudian mengenai Pasal 24 tidak ada masalah. 
Demikian Pimpinan. Terima kasih. Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi 

wabarakaatuh 
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145. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik Saudara-Saudara. 
Terima kasih atas kelancaran sidang ini, dan kita akan melihat dari pembicaraan 

yang tadi dari rekan-rekan dan dari fraksi-fraksi terakhir. Nampaknya memang kepada 
rumusan-rumusan yang sudah tidak ada permasalahan dan tidak ada perbedaan 
pendapat dapat kita pertama putuskan. 

Kemudian yaitu yang tidak ada perbedaan. Pasal 3 Ayat (2) yaitu alternatif 2, 
kemudian Pasal 6A alternatif 2. Pasal 11, oke. Kemudian Pasal 23B, oke, artinya tidak 
ada perbedaan. Kemudian Pasal 24. 

Nah, untuk supaya, karena ini Majelis dan karena ini Komisi, keputusan inipun 
harus kita bacakan supaya tidak salah. 

Jadi yang pertama adalah Pasal 3 Ayat (2) alternatif 2, tidak perlu ayat ini. Setuju 
ya? 

SETUJU 

KETOK1X 

Kemudian Pasal 6A, seluruhnya setuju yaitu alternatif 2 yang kita sepakati. 
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 
pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara 
rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

SETUJU 

KETOK1X 

Terima kasih. 
Kemudian Pasal 11 adalah soal penomoran saja. Saya bacakan Pasal 11 Ayat (1), 

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Kemudian Pasal 23B. "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang
undang". Setuju? 
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SETUJU 

KETOK1X 

Kemudian Pasal 24 Ayat (3), "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang''. Setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Saudara-Saudara. 
Ada beberapa hal yang masih perlu mendapatkan persetujuan ataupun masih 

perlu dilobi, yaitu Pasal 8. Karena ada usul di situ ada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, menyelenggarakan, dan sebagainya, ini nanti akan menjadi bahan lobi dan 
mungkin akan diputuskan dalam Tim Perumusnya. 

Kemudian Dewan Pertimbangan Agung. Belum ada kesepakatan, walaupun di 
sini sudah ada kesepakatan pertama. Persoalannya ada yang minta Dewan 
Pertimbangan Agung dihapus. Beberapa fraksi besar, artinya jumlahnya dan ada yang 
tidak setuju dihapus. Karena itu menjadi bahan lobi juga. 

Kemudian mengenai nanti supaya diingatkan kepada Tim Perumus atau bahan 
lobi bahwa Pasal 16 ini, apa pasalnya di situ 16, atau menjadi rangkaian eksekutif 
menjadi Pasal 15A. Ini usul. 

Kemudian yang belum mendapat kesepakatan untuk menjadi bahan 
pertimbangan kita semua adalah Pasal 23D, yang masih mempunyai dua alternatif. 

Nah, Saudara-Saudara, untuk itu barangkali, karena ini nanti akan dibahas lagi 
session berikut yaitu rekan-rekan kita yang mimpin berikut akan menyampaikan juga 
pendapatnya mengenai rangkaian yang berikut. Maka, apakah Tim Lobi atau Tim 
Perumus itu nanti dijadikan satu saja hal-hal yang masih belum. 

146. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Interupsi Pak Ketua. 

14 7. Kenia Rapat: M. Hatta Mustafa 
Mana ini? 

148. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
lni lho, A-244 Zulkifli Halim Fraksi Reformasi. 
Saya ingin memberi pertimbangan agak beda, sebab kita terus menerus lobi 

perumus, itu terkesan elitis. Sementara kecenderungan yang terus berkembang, rakyat 
menginginkan keputusan ini lebih transparan dan populis. Nah kenapa tidak kita buka 
pembicaraaan hanya dengan dua sisi saja, yang memilih alternatif 1, yang memilih 
alternatif 2. Jadi kita tidak perlu terus menerus dengan fraksi-fraksi. Ini mohon juga 
dipertimbangkan. Saya kira juga barangkali bisa lebih efisien dan bisa lebih cepat, jadi 
secara bergantian kita beri kesempatan kepada yang memilih alternatif 1, untuk 
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memberikan argumennya, yang memilih alternatif 2, terns nanti terjadi pembauran 
antarfraksi di situ. Dan sehingga dari sana sampai terjadi kristalisasi. Sebab kalau terus 
menerns lobi, terus menerus perumus, apa yang mau kita rumuskan lagi. Ini kan sudah 
sebuah rumusan. Kita di sini memilih rumusan mana yang kita pilih, jadi saya terns 
terang agak keberatan kalau terlalu banyak lobi dan perumus. Lebih baik kita 
kembalikan kepada floor dengan metode yang lebih bagus. 

Terima kasih 

149. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Terima kasih, usul Pak siapa tadi? Pak Zulkifli. 

150. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya Ketua! 

151. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Tunggu dulu! 
Saudara-Saudara, masalah-masalah yang menjadi alternatif ini, dengan segala 

macam, dengan berbagai pakar juga sudah tetap menjadi jurusan dua alternatif. Untuk 
itu kalau kita buka di sini lagi sama saja. Hanya kita menghabiskan waktu kita yang 
masih banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan. 

Nab, maksud kita dari Pimpinan, bagi pasal-pasal yang belum mendapat 
kesepakatan ini tentunya biasa Komisi bisa membentuk tim perumus misalnya. 
Disitulah nanti kembali lagi dirnmuskan. Mungkin ada hal-hal yang dapat di sepakati 
bersama, sehingga ada keputusannya. Karena kalau tidak, kita kembali membuka apa 
yang dibicarakan tingkat satu. Apa yang akan dibicarakan di sini juga tidak akan putus, 
Pak Zul. Jadi maksud kita, mari kita catat dulu hal-hal yang belum sepakat ini untuk 
nanti dijadikan satu dan dibicarakan kemudian. 

Jadi hari ini kita telah memutuskan seperti pandangan umum di pleno, dan 
pengantar musyawarah kemarin, hal-hal yang sudah menjadi satu rumusan sudah kita 
sepakati. Hal-hal yang sudah menjadi satu rumusan pun masih ada dibongkar. Ini 
memang karena hak Komisi ini lebih tinggi daripada hak daripada PAH I Badan 
Pekerja. Karena itu tidak ditutup kemungkinan untuk dibicarakan kembali. 

Jadi Saudara-Saudara! Ini catatan-catatan tadi mengenai DPA itu masih. 
Mengenai Pasal 8, yang menyangkut kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Yang menyangkut Pasal 23D. lnilah yang belum mendapat kesepakan di dalam Komisi I 
yang nanti akan dibicarakan, apakah pembicaraannya seperti usul Pak Zul? Karena kita 
akan maju dulu Pak mencari yang sudah disepakati dulu. Kemudian mungkin ada 
krusial-krusial yang tidak dijadikan satu lalu kita pleno kan lagi, atau dibentuk Tim 
Perumusnya bagaimana? 

Ini kita sepakati Saudara-Saudara? 

SETUJU 

KETOK1X 

Terima kasih. 
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Karena itu sekarang sudah jam 12.00 WIB lebih, tapi sesi kedua ini akan 
dipimpin oleh rekan saya yang berikut, dan sementara ini kita akan menerima, saya 
kira fraksi-fraksi sudah hadir, menerima delegasi mahasiswa. Dan tidak menutup 
kemungkinan seperti usul dari anggota tadi, bahwa delegasi apapun kalau memang 
mau ketemu dengan Komisi A, akan diterima, baik oleh perwakilan pimpinan atau oleh 
perwakilan fraksi. 

Silakan Pak Lukman. 

152. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Baik. Terima kasih. 
Sebelum ditutup Ketua, jadi ini masukan saja untuk para Pimpinan Komisi ini 

berkaitan dengan penerimaan delegasi. Jadi, prinsipnya kita semua sepakat bahwa 
siapapun delegasi yang ingin bertemu dengan Komisi A, ini kita terima. Hanya yang 
perlu menjadi catatan kita bersama, jangan sampai mengganggu jalannya persidangan 
Komisi. Jadi, seperti sekarang, terus terang saja saya pribadi keberatan kalau Pimpinan 
tinggal seorang ini dari sembilan yang ada, begitu. Jadi itu kan bisa cukup diwakili dua 
atau tiga orang saja. Prinsipnya kita setuju, siapapun delegasi itu, kita akan terima. Tapi 
jangan sampai menggangu jalannya persidangan ini. 

Demikian Pimpinan. 

153. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Baik, usul itu nanti kita bicarakan di antara Pimpinan sehingga tidak, tadi juga 

saya sudah minta Pak Jakob, Pak Jakob jangan saya ditinggal sendiri. Tapi rupanya ya, 
baiklah kita ingin menentramkan situasi di luar kita terima. Dan tadi ada usul dari 
Bapak di belakang bahwa apapun hasil keputusan penerimaan itu harus dilaporkan ke 
Komisi A 

Jadi, Saudara-Saudara, ini sidang ini kita tutup dan akan dilanjutkan pada pukul 
14.00 sesuai dengan jadwal acara Sidang Tahunan MPR. 

Terima kasih. 
Wassalammu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

154. Pembicara: Afandi (F-TNI/Polri) 
Pimpinan, ralat Pimpinan, tidak ditutup saya kira mungkin. Tolong, apakah 

diskors atau ditutup, ditegaskan ini, terima kasih. 

155. Ketua Rapat: M. Hatta Mustafa 
Ya, baiklah, kita skors sampai pukul 14.00 WIB. 
Terima kasih. 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 12.10 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.00 WIB 

156. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
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Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Skors saya cabut 

KETOK1X 

Bapak-Bapak, lbu-lbu yang saya hormati. 
Siang ini acara kita akan membahas tiga pasal yaitu Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 

32. Dari tiga pasal ini memang hanya ada dua pasal yang mempunyai alternatif. Pasal 
32 tidak ada alternatif, namun kita perlu, ada statement mengenai hal tersebut. Tadi 
kalau kita melihat alokasi waktu, Pasal 3, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, begitu banyak bisa 
kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan tiga pasal ini waktu akan lebih singkat 
sehingga kita bisa melanjutkan dengan pasal-pasal lainnya, di mana sesuai dengan 
rencana, nanti akan dimintakan persetujuan tentang waktu, masalah penambahan 
waktu malam. Tapi kalau siang ini kita bisa selesaikan barangkali bisa akan dipikirkan. 

Kemudian, tadi ada permintaan pada waktu mau menerima para delegasi 
mahasiswa untuk melaporkan hasil. Hasil pertemuan yaitu mereka meminta kita untuk 
menuntaskan amendemen ini, dan kemudian mengajak kita ke jalan untuk sama-sama 
di hadapan massa, menandatangani, membuat komitmen, menandatangani, bahwa kita 
akan menuntaskan masalah ini sebagai salah satu dari amanat reformasi yang sejak 
awal di tekadkan oleh kita semua. Dan Pimpinan-pimpinan Fraksi dan Pimpinan 
Komisi A, telah menandatangani pernyataan tersebut. Dan sesuai dengan jadwal yang 
sudah dialokasikan dan kita sepakati bersama Insya Allah kita tuntaskan masalah 
amendemen ini. 

Saya kira itulah sekedar pengantar kami. Pasal 29 kita bahas sekaligus, Ayat (1) 
maupun Ayat (2). Pasal 31 khususnya Ayat (3) yang mempunyai alternatif, kemudian 
yang tidak mempunyai alternatif silakan saja pendapat dari Bapak lbu sekalian. 

Saya akan mulai dengan, dengan skors, jadi tidak ada pakai kuorum, lanjutan. 
Kita akan mulai dengan fraksi, tadi dari fraksi terbesar ya. Kita akan mulai 

dengan fraksi yang tersedikit anggotanya, biar, biar cepat naik ke atas nanti, yaitu dari 
Fraksi PDKB. 

Kami persilakan! 

157. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian. 
Dalam rangka kembali menyampaikan pikiran dari Fraksi PDKB, khususnya 

menyangkut pasal-pasal yang tadi telah disebutkan, yaitu Pasal 29, 31 dan 32. Kami 
sampaikan sebagai berikut : 

Pertama, mengenai Pasal 29. Pada dasarnya sebagaimana juga telah disampaikan 
dalam Pandangan Umum, Pasal 29 ini bersifat khusus. Karena dia mengangkat dan 
mewadahi pikiran-pikiran yang khas dari bangsa ini, sehingga di dalam 
pembahasannya pada hemat kami tidak bisa sekedar kita dekati secara rasional 
kebahasaan. Tapi juga tidak dapat hanya sekedar melihat bagaimana kepentingan
kepentingan kita masing-masing terwadahi. Karena sudah merupakan satu rumusan 
yang sangat arif yang justru menjadi dasar. Kami beri contoh, tentu tidak bisa kita 
dekati dari segi logika rasional, misalnya pengertian kebahasaan. Ketika Bab ini 
berjudul agama, tapi Ayat (1)-nya bicara tentang negara berdasar atas, jadi bicara soal 
dasar negara. Tentu kita tidak bisa lagi persoalkan itu, karena inilah kesepakatannya. 
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Karena itu, Fraksi PDKB melihat bahwa seyogianya pasal ini tetap sebagaimana 
adanya. Sekali lagi karena sudah menjadi satu kesepakatan bangsa dan mewadahi 
kearifan dari pada para pendiri bangsa ini. 

Mengenai Pasal 31, untuk Ayat (1) kami sepakat sebagaimana rancangan, Ayat 
(2) juga sepakat sebagaimana rancangan. Mengenai Ayat (3) terdapat dua alternatif. 
Dan memang alternatif ini, kedua alternatif ini sebetulnya mengandung perbedaan 
hanya pada tiga materi atau tiga ungkapan. 

Pertama, menyangkut mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kedua, masalah iman takwa. 
Dan ketiga, masalah akhlak mulia. 
Fraksi PDKB mengusulkan satu rumusan baru yang mungkin bisa menjembatani 

keduanya yang telah kami sampaikan juga pada Pandangan Umum, yaitu ada pada 
Pengantar Musyawarah, yaitu bahwa bunyinya "Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan, kecerdasan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa". Kita berharap itu bisa mewadahi semua pikiran. 

Ayat ( 4 ), (5), saya kira kami sepakat dengan apa yang telah disepakati dalam 
rancangan. 

Demikian pula Pasal 32 kami sepakat sesuai dengan rancangan baik Ayat (1), 
maupun Ayat (2). 

Demikian saudara Ketua dan saudara-Saudara sekalian. 
Terima kasih. 

158. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih dari F-PDKB, Pak Seto. 
Kami persilakan berikutnya dari F-PDU (Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah)! 

159. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Untuk Pasal 29, kami persilakan kepada Pak Mucharor untuk memberikan 

pendapat fraksi! 

160. Pembicara: K. H. Mucharor (F-PDU) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi A yang kami 

muliakan. 
Sehubungan dengan waktu yang sangat terbatas bagi kami, tentunya to the point 

saja. Kami akan membicarakan tentang masalah Pasal 29. Bagi seorang muslim, apa 
pun kedudukan dan jabatannya, apapun kedudukan sosialnya, barangkali kita sepakat 
tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh memisahkan dirinya dari nilai-nilai 
keislaman, termasuk kita dalam rangka berbangsa dan bernegara. 

Hal ini barangkali kita tahu persis Allah pun mengingatkan kepada kita dengan 
tegas dan keras yang barangkali waktu pemandangan umum di Paripurna PBB sudah 
menyitir ayatnya, di mana Allah mengingatkan kepada kita, barangsiapa yang 
berhukum selain dari hukum Allah, maka mereka tergolong orang-orang yang zalim, 
orang fasik, dan lain sebagainya. 

Untuk itu, sekali lagi melalui Komisi A, Fraksi PDU, dengan tegas memilih Pasal 
29 Ayat (1), alternatif 2 yang lengkapnya berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
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pemeluknya". 
Argumentasi barangkali sebagai tambahan, kita tahulah, kita mengambil kepada 

saudara-saudara kita sesama muslim bahwa kita yakin Islam itulah agama rahmatan lil 
'alamin. Nilai-nilai kemanusiaan begitu sangat diperhatikan, begitu sangat, barangkali 
oleh Islam dijunjung tinggi, sehingga ada satu gambaran yang jelas, bahwa seorang 
yang ahli ibadah, kemudian dilaporkan kepada Rasul dia meninggal, ternyata Rasul 
memvonis, atau memberitahukan pada sahabat yang melaporkan bahwa lbu tadi mati 
masuk neraka. Kenapa? Karena mereka menganiaya kucing sampai mati. Di sinilah 
begitunya, begitu hebatnya Islam. Pantas kalau Islam itu dikata, al Isla mu ya'/u wala 
yu'la 'alaih. Bukan sekedar slogan, tapi sebetulnya nilai kemanusiaan, bukan saja pada 
manusia tapi pada binatang pun kita dianjurkan untuk berbuat baik. Irhamu man ft/ 
ardhi yarhamkum man fissama'. Begitu indahnya Al Qur'an, begitu indahnya Islam, 
barangkali kalau saya boleh katakan tidak berlebihanlah, kalau syariat Islam 
dimasukkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. 

Karena kalau saya boleh ambil contoh, bahwa antara Batang Tubuh dengan 
Piagam Jakarta, itu seperti manusia yang tentunya terdiri daripada jiwa dan raga. 
Masih dikatakan manusia kalau duanya bersatu atau berkumpul. Kalau umpamanya 
salah satunya berpisah, ada manusia, tanpa jiwa, barangkali sudah bukan disebut 
manusia lagi, Pak. Akan disebut jenazah atau mayat. Demikian juga kalau ada jiwanya 
saja, rangka atau jasadnya enggak ada, ada suara tidak ada orangnya, barangkali sudah 
bukan manusia lagi, bisa disebutgenderuwo, setan, iblis dan lain sebagainya. 

Justru sekali lagi kami tegaskan bahwa, Fraksi PDU kembali kepada 
pemandangan umum pertama, tetap memilih dalam Pasal 29 ini, yaitu alternatif Ayat 
(2). 

Sekian dan terima kasih. 
Selanjutnya kami kembalikan kepada Saudara saya, Sayuti Rahawarin. 

161. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Untuk, Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), kami memilih alternatif 2. Jadi posisi 

penjelasannya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. 
Kemudian untuk Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif 2. Saya bacakan, 

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 
dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". 

Ada beberapa alasan yang mendasar, yang perlu kami sampaikan pada Sidang 
yang mulia ini. 

Yang pertama, adalah bahwa konsistensi rumusan tersebut di atas, adalah 
sejalan dengan cita-cita dan tujuan dari sebuah negara modern, sebagaimana yang 
termaktub dalam rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang kedua, adalah iman dan takwa adalah tujuan dari cita negara Indonesia, 
sejalan dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan dasar negara Ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusaan yang adil dan beradab. 

Alasan yang ketiga, bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah menyiapkan 
manusia-manusia Indonesia yang memiliki keperibadian yang utuh di mana ilmu 
pengetahuan menyatu secara organik dengan fitrah manusia dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya sehingga melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan bertakwa, 
berintegritas moral dan akhlak yang terpuji di dalam mengaplikasikan ilmu dan 
pengetahuannya. Itulah alasan-alasan yang mendasari sehingga Pasal 31 Ayat (3) 
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alternatif 2 itu menjadi pilihan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 
Demikian, atas perhatian kami sampaikan terima kasih. 
Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

162. Kenia Rapat : Zain Badjeber 
Kami persilakan FKKI. 

163. Pembicara : Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terima kasih. 
Nama saya Jos Rahawadan, anggota AA-461. 
Mengenai Pasal 29, F-KKI memilih alternatif pertama. Kalau saya memberikan 

pemikiran yang panjang, mungkin lalu dianggap ada masalah, atau kalau misalnya saya 
bicara dengan argumentasi yang sangat sedikit, mungkin dianggap masa bodoh. 

Nah, tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa, Pasal 29 ini memang, adalah suatu 
pasal Undang-Undang Dasar kita yang sangat mampu, menciptakan bangsa dan negara 
ini menjadi satu keluarga yang aman dan tentram. Oleh karena itu maka kami sangat 
yakin dengan rumusan asli yang ada hingga hari ini, kiranya masih sangat mampu 
untuk menjadi perekat bangsa kita secara keseluruhan. 

Kemudian mengenai Pasal 31, F-KKI memilih alternatif pertama, "Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya Pasal 31 
mengenal alternatif pertama dari Pasal 31 tadi, itu koheren dengan Pasal 29 naskah 
asli. Kemudian Pasal 31 F-KKI Ayat (3), khusus mengenai Ayat (3), FKKI memilih 
alternatif pertama. 

Kemudian Pasal 32 tidak ada masalah. 
Terima kasih. 

164. Ketua Rapat : Zain Badjeber 
Terima kasih ya, F-KKI menggunakan waktu dua setengah menit. Kami 

persilakan F-PBB. 

165. Pembicara: M. Amiruddin Jayanegara (F-PBB) 
Bismillahirrahminirrahim 
Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, dan rekan-rekan anggota Komisi A yang saya hormati. 
Merujuk pada pemandangan umum dan pengantar musyawarah Fraksi Partai 

Bulan Bintang dalam Sidang Tahunan MPR 2002 yang lalu, kami ingin menyampaikan 
pendapat mengenai Pas al 2 9 dan Pas al 31 sebagai berikut: 

Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1), kami memilih 
alternatif 2, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kewajiban melaksanakan syariat 
Islam bagi pemeluknya". Pendapatkami tersebut, kami jelaskan sebagai berikut, bahwa 
kami tidak ingin ada pengertian untuk mengubah Dasar Negara. Karena Dasar Negara 
sebagaimana telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
tidak kita ubah. Pasal 29 sebagaimana kita ketahui masuk dalam Bab mengenai Agama, 
bukan masuk di dalam Bab Dasar Negara. Oleh karena itu, tidak ada kaitan secara 
langsung. 

Yang kedua, pentingnya memasukkan kata-kata "kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi-pemeluk-pemeluknya", didasari oleh pemikiran sebagai berikut: Kata-kata 
"kewajiban" berarti kewajiban bagi negara untuk menegakkan syariat Islam, bukan 
kewajiban orang per orang untuk menjalankan ajaran agamanya. Bagi seorang muslim, 
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pada saat dia menjadi muslim, menurut ajaran agamanya dia wajib melaksanakan 
syariat Islam. Karena itu tidak mungkin seluruh aspek syariat bisa dilaksanakan oleh 
pribadi-pribadi semata-mata, seperti misalnya ibadah khusus. Ada bagian-bagian 
syariat Islam yang tidak mungkin dapat dijalankan oleh orang per orang secara pribadi, 
kecuali ditegakkan dan dijalankan oleh negara. Di sinilah yang kami maksud dengan 
kata-kata "kewajiban" terse but 

Ketiga, pelaksanaan syariat Islam yang menjadi kewajiban negara itu tidak 
ditujukan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Mereka bebas menjalankan 
ajaran agamanya. Sepatutnya tidak ada yang terganggu di sini, atau dihalang-halangi 
haknya. 

Keempat, masuknya rumusan ini tidak dimaksudkan untuk memberangus 
pluralitas bangsa. Bukan juga untuk menjadikan bangsa ini homogen atau monolitas. 

Yang kelima, masuknya tujuh kata ini juga bagi kami adalah dalam rangka 
memperbaiki moralitas bangsa kita ke masa depan. 

Mengenai Pasal 31, kami memilih alternatif 2 dengan pertimbangan bahwa kita 
tidak saja hendak membangun kecerdasan semata-mata, tapi juga kita membangun 
manusia-manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dalam 
rangka membangun bangsa yang religius. 

Demikian kami sampaikan, kami akhiri dengan ucapan Billahi fisabililhaq, 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

166. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Pasal 29 Ayat (2) Pak, alternatifberapa? 

167. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Pasal 29 Ayat (2) Kami memilih alternatif 2. 

168. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Kami persilakan Fraksi Reformasi. 

169. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Fraksi Reformasi akan disampaikan oleh Saudara Fatwa dan Saudara Askin. 

170. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Silakan. 

171. Pembicara: A. M. Fatwa (F-Reformasi) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. 
Kami ingin menjelaskan mengapa Fraksi Reformasi yang terdiri dari PAN dan 

Partai Keadilan memilih alternatif ketiga, yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran-ajaran agama bagi masing-masing 
pemeluknya". Pada hakekatnya, kami tidak apriori pada alternatif pertama naskah asli, 
yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Naskah asli ini memang telah 
merupakan jalan keluar ketika terjadi perdebatan hingga disahkannya Undang-Undang 
Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Tokoh yang menemukan jalan keluar itu ialah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua 
Pengurus Besar Muhammadiyah waktu itu, yang menjadi anggota Panitia Persiapan 
Kemerdekaan. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa sesudah itu hingga sekarang 
senantiasa masih muncul di atas permukaan gagasan untuk mengembalikan tujuh kata 
yang dicoret dari naskah asli, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
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pemeluk-pemeluknya yang lazim disebut Piagam Jakarta. Dan, pada Sidang Tahunan 
MPR sekarang ini dijadikan alternatif kedua untuk amendemen Pasal 29 Ayat (1). 

Fraksi kami pun sebenarnya tidaklah bersikap apriori terhadap penambahan 
tujuh kata itu. Hanya saja pada kenyataannya setiap kali masalah ini diangkat 
kepermukaan senantiasa pula menimbulkan polemik. Maka untuk mengakhiri polemik 
ini, kami mengajukan alternatif sekaligus jalan keluar sebagai jalan tengah dengan 
rumusan alternatif ketiga tersebut di atas yang sekaligus kami maksudkan sebagai 
suatu sikap keadilan dalam memposisikan secara proporsional untuk masing-masing 
agama tanpa diskriminatif. Sekali lagi, untuk keadilan bagi semuanya. Hemat kami, 
Piagam Jakarta sebenarnya sudah selesai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 
kemudian dikukuhkan oleh DPR RI hasil Pemilu tahun 1955. 

Fraksi kami berkeyakinan, bahwa posisi Piagam Jakarta bukan hanya sekadar 
dokumen historis belaka, tetapi dapat mempunyai akibat hukum untuk diciptakan 
perundang-undangan yang mengatur syariat Islam sebagaimana ditegaskan oleh 
Pemerintah Juanda di hadapan DPR RI pada masa itu atas pertanyaan anggota DPR RI 
K. H. Ahmad Syaihu dari NU dan Anwar Haryono dari Masyumi. Hanya saja menurut 
kami, semuanya itu harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui 
perundang-undangan sebagai hukum positif, sebagaimana yang telah diwujudkan 
selama ini, seperti Undang-Undang Perkawinan umat Islam, Undang-Undang 
Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan sebagainya. 

Dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kenegaraan, kami 
menganggap lebih tepat melaui proses legislasi daripada proses konstitusi. Dalam pada 
itu, untuk mempertahankan keaslian tentang Piagam Jakarta sebagai dokumen historis 
yang menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagaimana termaktub dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kami 
mengusulkan agar naskah Dekrit Presiden tersebut harus dilampirkan pada naskah asli 
Undang-Undang Dasar 1945, sebab dengan Dekrit itulah kita kemudian kembali 
memakai Undang-Undang Dasar 1945. 

Seperti diketahui, bahwa sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 
pada tahun 1959, setiap naskah cetakan buku Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa 
dilampiri dengan teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi entah apa sebab dan 
maksudnya, sejak pemerintahan Orde Baru, teks Dekrit Presiden itu tidak dicantumkan 
lagi dalam naskah cetakan buku Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana halnya 
sekarang yang kita lakukan sejak amendemen pertama, kedua, ketiga, dan Insya Allah 
amendemen keempat nanti naskah asli tidak akan pernah dihilangkan. 

Hal ini dimaksudkan agar setiap proses perubahan konstitusi dapat diikuti oleh 
semua rakyat Indonesia secara komprehensif dan berkesinambungan yang sekaligus 
merupakan pendidikan politik dan obyek studi atau penelitian. 

Saudara-saudara, selanjutnya tentang Ayat (2) yaitu, "Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya itu", tanpa atau tidak usah ada kata "kepercayaan". Sebab 
adanya kata kepercayaan selama ini, ternyata menimbulkan polemik dalam 
penafsirannya. Kami tidak bermaksud mengabaikan begitu saja realitas adanya aliran 
kepercayaan atau kebatinan di tengah-tengah masyarakat yang juga mempunyai hak
hak yang sama sebagai warga negara. Tapi kita harus menghindari adanya pengaburan 
antara agama dan kebatinan atau tegasnya aliran kepercayaan kebatinan jangan 
dianggap sebagai agama sebagaimana gejala ini banyak terjadi selama kekuasaan 
Presiden Soeharto. Bahkan dalam beberapa keputusan atau kebijakan kenegaraan 
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pada waktu itu, agama sering disandingkan atau disetarakan dengan aliran 
kepercayaan. 

Sementara itu, untuk aliran kepercayaan sekarang ini, sebenarnya sudah 
terakomodasi dalam Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab Hak Asasi 
Manusia Pasal 28E Ayat (2) bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Dengan 
demikian, tidak pada tempatnya lagi aliran kepercayaan harus terakomodasi lagi dalam 
Pasal 29 Bab Agama, karena memang bukan Bab Agama dan Kepercayaan. 

Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

172. Ketua Rapat : Zain Badjeber 
Kiranya pembicara kedua bisa menghemat untuk bisa enam menit. 

173. Pembicara: Moh. Askin (F-Reformasi) 
Terima kasih Ketua Rapat, saya teruskan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pilihan untuk Pasal 29 Ayat (1), saya memilih alternatif 3, yang berbunyi "Negara 

berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi 
masing-masing pemeluknya", sedangkan Ayat (2) memilih alternatif 2, "Negara 
menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya itu". 

Sedangkan untuk pendidikan dan kebudayaan. Untuk pendidikan dan 
kebudayaan ini, pada Ayat (3) memilih alternatif 2 dan beberapa komentar saya ingin 
sampaikan pada kesempatan ini. 

Saya mengusulkan agar diberikan prioritas pengaturan di dalam Undang-Undang 
Dasar ini, bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ditujukan untuk 
meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk memajukan negara 
Indonesia ini, harus memang ada kecerdasan, harus menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Kita harus meningkatkan kemampuan tersebut karena, sumber daya alam kita 
ingin kelola sendiri dengan kemampuan sendiri sehingga kita pada akhirnya mampu 
mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu seluruh rakyat Indonesia 
terutama aparatur pemerintah harus memiliki akhlak yang mulia yang mengetahui 
haknya dan mengetahui kewajibannya, tidak korup. 

Negara kita ini sudah hampir bangkrut hingga titik nadir seperti yang 
dikemukakan fraksi kami, Fraksi Reformasi pada Pemandangan Umum. Karena aparat 
yang diberi kesempatan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan 
sangat banyak yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Ada yang nampak, tetapi 
ada yang lebih banyak lagi yang tidak nampak. Korupsi harus diberantas dan salah satu 
upaya yang harus dilakukan adalah dengan membentengi dengan iman dan takwa, 
akhlak yang baik, ditambah dengan penegak hukum yang tegas. 

Pemberian prioritas anggaran untuk pendidikan sebesar 2 0% harus dilakukan. 
Dan saya berharap agar biaya pendidikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
terutama untuk memiliki kompetensi untuk menciptakan atau memberikan 
kewenangan di dalam mengisi lowongan kerja yang ada tersedia baik di dalam maupun 
di luar negeri dengan melalui kerja sama-kerja sama internasional. 

Para peserta anak didik kita harus diupayakan untuk memiliki kompetensi yang 
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dimaksud setelah selesai mengikuti program pendidikan dan pengajaran tertentu. Hal 
ini dimaksudkan bahwa dalam waktu yang tidak lama adalah waktu yang sesingkat
singkatnya kita tidak lagi mengirim TKI yang menimbulkan masalah dan bahkan 
menurunkan martabat bangsa dari waktu ke waktu. Adalah diharapkan dengan 
keberhasilan program pendidikan dan pengajaran kita akan lebih banyak tenaga kerja 
kita yang dikirim ke luar negeri sebagai konsultan atau sebagai pekerja profesional 
yang meninggikan harkat dan martabat bangsa Indonesia. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

174. Kenia Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Kami persilakan dari F-KB 

175. Pembicara : Ida Fauziyah (F-KB) 
Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang akan menyampaikan pandangannya, 

pertama K.H. Anwar lskandar kemudian yang kedua Amin Said Husni. 
Terima kasih. 

176. Pembicara : M. Anwar Iskandar (F-KB) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak Pimpinan dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 
Konsisten dengan pandangan umum dan pengantar fraksi pada komisi ini Partai 

Kebangkitan Bangsa memilih untuk Pasal 29 adalah Ayat (1), alternatif 1. Alasan yang 
kami kemukakan adalah bahwa kami meyakini bahwa alternatif 1 ini sebagai sebuah 
paham universal yang kami yakini sebagai nilai tauhid di mana aktualisasi dan 
implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini ternyata telah 
mampu menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan 
majemuk ini. Sehingga apa yang sudah menjadi hal-hal lama yang sudah baik yang 
nyata-nyata dirumuskan oleh the founding fathers kita ini akan senantiasa kita jaga 
untuk selamanya. 

Yang kedua, realitas di negeri kita bahwa Allah Subhanahuwata'a/a telah 
menjadikan bangsa kita ini bangsa yang plural dari dimensi-dimensi apa pun. 
Pluralisme termasuk di bidang agama ini perlu ada payung yang bisa mengayomi 
terhadap semua agama yang ada di negeri ini. Dan Islam memberi peluang untuk itu 
dalam arti sebuah kehidupan yang damai, kehidupan yang rahmatan Iii 'alamin. Ini 
yang pertama, yang kita jadikan sebuah alasan kenapa kami memilih altenatif yang 
pertama. 

Sekarang untuk Pasal 29 Ayat (2). Di sana ada kalimat "memeluk agama". Pada 
dasarnya kami berpendapat bahwa rumusan pada naskah asli dapat diterima, dengan 
pengertian bahwa kalimat "memeluk agama" dalam rumusan ayat tersebut adalah, 
merupakan simbol dan refleksi dari keteguhan dan kesungguhan menjalankan ajaran 
agama. Setiap agama mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berbuat sesuatu 
sesuai dengan ajaran agamanya. 

Demikian pula setiap orang Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab, untuk 
melaksanakan syariat agamanya. Proses yang telah dan harus terus menerus 
diupayakan melalui pendekatan kultural, adalah membangun masyarakat agar lebih 
melaksanakan ajaran agamanya, dalam kehidupan masyarakat bangsa. 

Inilah yang selama ini menjadi upaya terus menerus dari generasi ke generasi, 

Perubahan UUD 1945 225 



hingga mampu menjadikan masyarakat bangsa kita menjadi masyarakat yang Islami. 
Adapun mengenai kontroversi kata-kata "kepercayaan" dalam Ayat (2) tersebut di atas, 
kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan itu, adalah keyakinan 
agama. 

Saya kira cukup sekian dan selanjutnya akan kami persilakan Saudara Amin 
Sa'id, sekian. 

Wassaalamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

177. Pembicara: Amin Sa'id Husni (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan Sidang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi A Majelis yang saya 

hormati. 
Melanjutkan pendapat fraksi mengenai Pasal 31 khususnya Ayat (3) yang di 

dalam hasil Badan Pekerja Majelis, ada dua alternatif. Sesungguhnya saya atau kami 
lebih cenderung untuk mempertimbangkan memilih alternatif yang kedua, yang 
berbunyi bahwa "Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan suatu sistem 
pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang". 

Ada satu pertimbangan yang saya kira menjadi pertimbangan anggota yang lain, 
bahwa realitas hari ini dan beberapa tahun belakangan, betapa bangsa ini telah 
terpuruk dengan berbagai dimensinya yang salah satu faktor utamanya. Saya kira 
adalah moralitas yang sudah sedemikian rendah sampai ke titik nadir sebagaimana 
yang bisa kita lihat dari angka tingkat korupsi. Kita menempati peringkat teratas di 
ASEAN dan peringkat kedua di dunia. Demikian juga angka kriminalitas-kriminalitas, 
angka kejahatan yang terus menerus bertambah terutama di kota-kota besar yang itu 
semua mengindikasikan betapa moralitas bangsa kita yang sesungguhnya 
masyarakatnya adalah masyarakat religius itu, ternyata di dalam kenyataannya banyak 
hal-hal yang sangat menyimpang tadi dari apa yang seharusnya terjadi. 

Dan untuk mengatasi hal ini adalah pendidikan menjadi salah satu kunci utama. 
Oleh karena itu, orientasi pendidikan nasional kita haruslah diorientasikan selain 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu harus pula diorientasikan kepada suatu 
pembangunan kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga 
nanti dengan ini diharapkan bangsa ini dapat lebih memiliki integritas kepribadian 
yang akan tercermin dalam kepribadian bangsa secara umum pada nantinya. 

Namun demikian, Ibu dan Bapaksekalian yang saya hormati. 
Kami menyadari bahwa pada akhirnya harus dicarikan titik temu apabila dua 

alternatif ini cenderung untuk terus terjadi perbedaan. Oleh karena itu, seperti yang 
telah dikemukakan oleh fraksi kami baik di Badan Pekerja Majelis maupun di dalam 
Pemandangan Umum Fraksi, ataupun di dalam Pengantar Musyawarah. Untuk 
menjembatani itu, fraksi kami telah menyiapkan suatu konsep, suatu formula untuk 
jalan tengah yang bunyinya, yaitu "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
suatu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
membentuk manusia yang berakhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang
undang". 

Jadi di dalam alternatif ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah dari alternatif
alternatif yang dua, yang selama ini masih terjadi perbedaan di antara kita, khususnya 
di dalam drafyang diusulkan oleh Badan Pekerja Majelis. 

Kemudian untuk Ayat (4). Sungguh pun di dalam draf sudah disepakati di dalam 
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Badan Pekerja Majelis dan penyebutan angka 20% untuk prioritas anggaran 
pendidikan dari APBN, kami pada prinsipnya sangat mendukung itu. Karena sesuai 
dengan prinsip kami yang tiga pertama bahwa pendidikan harus memperoleh 
pengutamaan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa selama 
ini. 

Namun demikian, kiranya juga perlu menjadi pertimbangan kita bahwa dari 
struktur APBN yang ada sekarang, kalau kita perhatikan dari komponen-komponen 
yang ada misalnya untuk gaji PNS itu sudah mengambil dana sebesar 11,85%, 
kemudian bunga hutang dalam negeri dan luar negeri itu sudah mengambil porsi 
25,45%, kemudian untuk subsidi BBM dan Non BBM itu sudah mengambil porsi 
12,09%, kemudian untuk dana bagi hasil DAU dan DAK itu sudah mengambil porsi 
28,24%, dan pembangunan sektoral itu 15,20% termasuk di dalamnya untuk 
pendidikan. lni memang masih menjadi muskil, masih menjadi pertanyaan dari mana 
anggaran 20% itu bisa dialokasikan. 

Nah, ini menjadi warning tentu kepada pemerintah dan kepada penyelenggara 
negara, khususnya nanti agar dalam menyusun komposisi APBN yang akan datang itu 
betul-betul memperhatikan ini. Dengan betul-betul meningkatkan efisiensi di semua 
lini dan menekan sekecil mungkin ini angka-angka kebocoran yang ditimbulkan oleh 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini masih menghantui anggaran dan 
realisasi anggaran kita. 

lbu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Pasal 32 Ayat (1) dan (2), ini pun sesungguhnya di dalam hasil Badan Pekerja 

Majelis juga tidak ada alternatif. Dan kami sebetulnya sepakat dan karena kami terikat 
dalam pengertian kami juga ikut membahas di dalam Badan Pekerja Majelis. Namun 
demikian di dalam perkembangannya kami juga memperoleh masukan-masukan dari 
masyarakat yang kiranya patut menjadi pertimbangan kita untuk menjadi pembahasan 
nantinya, yaitu misalnya untuk Ayat (1) negara, kami mengusulkan untuk 
menambahkan satu kata yaitu berkewajiban. "Negara berkewajiban memajukan 
kebudayaan nasional", diganti dengan "bangsa" dengan pertimbangan bahwa dengan 
menekankan adanya kewajiban, maka ini akan lebih imperatif, akan memberikan daya 
paksa dan memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan 
hal ini. 

Ini juga berlaku untuk Ayat (2): "Negara berkewajiban untuk menghormati dan 
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa". 

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Itulah pikiran-pikiran dan pendapat yang dapat kami sumbangkan. Mudah

mudahan dapat memperkaya khasanah pemikiran kita dalam rangka membuat 
rumusan akhir dari rancangan perubahan ke empat ini khususnya untuk Pasal 29 dan 
Pasal 31 serta Pasal 32. 

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

178. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih, karena itu Gus Yus dan Pak Ali berkewajiban untuk 

memperjuangkan kewajiban tersebut 
Kami persilakan Pak, siapa, F-PPP. Harap waktunya harap diperhatikan. Kalau 

yang lain saya tidak perhatikan waktunya, yang ini akan saya perhatikan. 

179. Pembicara: Khadijah H. M. Saleh (F-PPP) 
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Baik Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh 
Kami Khadijah H.M. Saleh dari Fraksi Persatuan Pembangunan. 
Yang pertama, pada Bab IXAgama Ayat (1) ada tiga alternatif. 
Fraksi PPP tetap konsisten memilih alternatif 2 yang berbunyi, "Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya". Di sini tergambar bahwa dengan penambahan tujuh kata ini 
tidak dialamatkan kepada warga bangsa selain umat Islam. Ini dalam rangka amar 
ma'ruf nahi 'anil munkar kepada warga bangsa Indonesia yang beragama Islam agar 
menjalankan syariat Islamnya. 

Dengan demikian maka kami juga tidak ingin apabila ada sementara warga 
bangsa selain yang beragama Islam ketakutan kalau nanti dipaksa untuk memeluk 
agama Islam. Jaminan, tidak akan ada pemaksaan, karena Islam paham betul dengan 
tuntunan dari Allah Subhanahuwata'ala, laa ikrahafiddiin [Al ayah). 

Yang kedua, di dalam ayat berikutnya, Ayat (3), kami juga memilih alternatif yang 
kedua yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu". Hal 
ini menggambarkan adanya jaminan tenggang rasa, saling menghargai, saling 
menghormati sesama warga bangsa Indonesia dari agama manapun, lakum dinukum 
waliyadin. Sesama umat beragama tidak saling mengganggu dalam kehidupan sehari
hari, kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka 
kerukunan antar umat beragama dapat terwujud tidak sekedar simbolik saja. 

Ajaran yang sangat mulia oleh Islam diajarkan sebagaimana disabdakan oleh 
Rasullullah Muhammad Shalal/ahu 'alaihi wasal/am, mankana yu' minu billahi wal 
yaumil akhir Jal yukrim jaarahu, memuliakan kepada tetangga. Di sinilah letak 
indahnya kebersamaan, sesama tetangga, sesama warga bangsa, saling menghargai, 
saling menolong. Apakah ada di antara umat Islam dalam kehidupan bertetangga, akan 
menolong tetangganya yang kena musibah, kesusahan dan lain sebagainya, sementara 
bertanya dulu mereka agamanya apa? Tidak ada sama sekali. Kehidupan di dalam 
masyarakat adalah kehidupan kebersamaan. 

Dengan demikian maka dengan kerukunan antara umat beragama yang 
dicerminkan dengan perubahan pada Pasal 3, Pasal 1 Ayat (3) alternatif 2 ini, maka 
lebih mantaplah kehidupan antar umat beragama sebagai langkah untuk merajut 
kembali kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia ini. 

Kemudian pada Pasal 31 Fraksi Persatuan Pembangunan memilih pada alternatif 
2 yang berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan 
akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang
undang." 

Realitas akhir-akhir ini, moralitas bangsa sangat menurun, sangat terpuruk. Satu 
penyebabnya adalah bahwa selama ini pendidikan nasional hanya mengejar 
kecerdasan intelektual saja, sementara iman dan takwa cenderung diabaikan. 

Momentum di dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945 ini, sangat penting 
sekali dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman 
dan takwa, meningkatkan akhlak mulia. 

Dengan demikian maka lewat pendidikan insya Allah akan terwujud generasi 
muda bangsa Indonesia yang ada keseimbangan antara iman dan takwa, antara ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Maka akan lahir generasi muda bangsa Indonesia yang 
disebut insan kamil. 

Demikian sementara dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami yang 
terhormat K.H. Endang Zaenal Abidin. 

Terima kasih Pimpinan, waktu kami haturkan kembali. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

180. Kenia Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Waktu tinggal dua setengah menit Untuk itu diberikan kepada Fraksi Partai 

Golkar. PPP menunda waktunya. 

181. Pembicara: H.Amidhan (F-PG) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Sebelumnya kami appeal kepada Pimpinan bahwa Pasal 29 ini, pasal yang sangat 

penting, yang oleh Ibu Presiden, Ibu Mega dikatakan pasal yang memuat muatan 
ideologis. Oleh karena itu, kami akan memulai mengenai Pasal 29 ini, ingin melihatnya 
dari fakta kesejarahan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wata'ala 
menjadi negara kepulauan archipelago's state yang majemuk dalam suku, etnis, bahasa 
dan agama. Pertemuan agama-agama terutama agama besar di Indonesia melalui 
sejarah yang amat panjang. Kedatangan agama-agama besar diawali agama Hindu, 
Budha kemudian Islam, Protestan dan Katolik membentuk keanekaragaman agama
agama di Indonesia yang berlangsung secara damai yang disebut dalam sejarah dengan 
pacifique penetration atau penetrasi secara damai. 

Setidak-tidaknya hingga hari ini di Indonesia tidak dikenal dan tidak pernah 
terjadi perang agama, seperti terjadi perang agama di belahan dunia lain. Dengan tidak 
mengecilkan agama-agama lainnya, keharmonisan agama-agama tersebut tidak 
terlepas dari peran agama Islam sebagai agama mayoritas yang menerapkan secara 
sungguh-sungguh ajaran agamanya, yang mengakui keanekaragaman penciptaan 
manusia surat Al Hujarat Ayat 13. Dan sangat menganjurkan untuk bersatu dan tidak 
bercerai-berai, surat Ali Imran Ayat 103. Dan tidak ada paksaan dalam beragama, surat 
Al Baqarah Ayat 256. 

Demikian juga kaitannya dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 telah 
terjadi sebuah miracle, keajaiban. Golongan Islam di dalam Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan yang diwakili oleh K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusomo, 
Mr. Kasman Singodimejo dan Tengku Muhammad Hasan, setelah dilobi oleh Bung 
Hatta pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, maka dengan penuh keikhlasan, kearifan 
dan dengan sifat kenegarawanan yang murni serta mengedepankan persatuan bangsa, 
juga memandang kejujuran Bung Hatta, golongan Islam menerima naskah Pembukaan 
dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 seperti adanya yang kita berlakukan selama 
ini. 

Dengan kearifan golongan Islam inilah selamatlah Republik yang baru berusia 
satu hari ketika itu. Bagi golongan Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknakan 
sebagai tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahuwata'ala dan bagi golongan non 
Islam diartikan sebagai omnipoten atau God almighty, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan 
menyadari bahwa keajaiban dan kearifan itu mungkin hanya sekali terjadi dan 
menghargai konsensus the founding fathers, maka kami untuk Ayat (1) Pasal 29 ini 
memilih alternatif 1 naskah asli. 
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Adapun Ayat (2) ditinjau dari kesejarahan sebenarnya tidak ada persoalan 
bahwa yang dimaksud oleh the founding fathers dengan "dan kepercayaannya itu" 
adalah kepercayaan agama. Lagi pula Bab XI adalah Bab tentang Agama. Satu-satunya 
persoalan di dalam Ayat (2) ini adalah problem kebahasaan yang menimbulkan 
multitafsir yang perlu diluruskan. Oleh karena itu, fraksi kami memilih alternatif 2 
untuk meluruskan problem kebahasaan itu. Adapun mengenai aliran kepercayaan 
telah diakomodasi di dalam Bab HAM Pasal 28E. 

Akhir kata mengenai Pasal 29 berkaitan dengan hubungan negara dan agama, 
kami berprinsip bahwa Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara 
sekuler yang memarginalkan agama. Tapi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai, 
norma-norma dan hukum agama dan sesuai dengan fakta sejarah pula, kami mengakui 
bahwa dengan Dekrit 5 Juli 1959 Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 
1945. Sekarang pun kita melihat fakta sejarah sudah ada Undang-Undang Perkawinan, 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Zakat dan Undang
Undang Haji serta sebentar lagi mungkin Undang-Undang Wakaf. Dan akhir kalam lagi 
karena menurut hemat kami Pasal 29 ini operasionalisasinya terutama adalah pada 
pasal mengenai pendidikan. 

Oleh karena itu, diteruskan oleh rekan kami Dr. Marwah Daud Ibrahim dan Prof. 
Dr. Paturungi Parawansa. 

Kami persilakan. 

182. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Pembicara tadi siapa Pak? 

183. Pembicara: Amidhan (F-PG) 
PakAmidhan. Amidhan, B-540. 

184. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Biar direkam namanya Pak. 

185. Pembicara: Marwah Daud Ibrahim (F-PG) 
Bismillahhirrahmannirrahim 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama Marwah Daud Ibrahim, nomor anggota A-382. 
Pimpinan dan para anggota Komisi A yang kami muliakan. Perkenankanlah pada 

kesempatan ini kami menyampaikan pandangan terhadap Pasal 31 tentang 
pendidikan. Pasal ini sangatlah penting, strategis, dan menuntut pikiran visioner. Apa 
yang kita putuskan saat ini baru akan kelihatan hasilnya dan dampaknya pada satu 
generasi yang akan datang. Jika kita mengambil langkah yang benar insya Allah bangsa 
kita salah satu di antara sepuluh bangsa yang besar dilihat dari luas wilayah dan empat 
terbesar dari jumlah penduduk akan sungguh menjadi bangsa yang maju, berpengaruh 
dan memimpin. Tapi jika kita salah langkah, kita akan ikut membawa generasi baru 
semakin terperosok ke jurang krisis dan kesalahan ini irreversible, tak dapat kita 
kembali memutar jarum sejarah untuk mengoreksinya. 

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati kami 
mengajak segenap anggota untuk pada kesempatan sangat bersejarah ini untuk 
memilih alternatif 2 dari Pasal 31 Ayat (3) yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja 
Majelis ini. Alternatif 2 ini memperlihatkan dengan nyata political will kita sebagai 
bangsa untuk mengoreksi kesalahan kita selama ini yang sejak kemerdekaan belum 
pernah memberikan prioritas kepada pendidikan. Ada tiga alasan yang kami 
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sampaikan untuk mendukung pilihan ini. 
Pertama, alternatif 2 secara tegas menggariskan agar sistem pendidikan nasional 

meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Tiga rangkaian ini sangatlah penting karena kita sudah berpengalaman memiliki orang 
pintar yang korup, orang cerdas yang egois dan orang cerdas yang semena-mena 
merusak lingkungan. Sejalan dengan ini, kita juga melihat bahwa di bidang pendidikan 
termasuk di tingkat global, termasuk dari negara yang paling rasional dan sekuler 
sekalipun, pada akhir-akhir ini telah mengatakan bahwa sukses seseorang yang juga 
menjadi akumulasi sukses bangsa memperlihatkan bahwa tidak hanya ditentukan oleh 
IQ (Intelegency Quation), tapi juga oleh EQ (Emotional Quation), tapi juga Advercity 
Quation atau AQ dan paling penting lagi pada akhir-akhir ini ditentukan oleh SQ atau 
Spiritual Quation. 

Alasan kedua, alternatif 2 memberikan penegasan tertulis tentang perlunya 
alokasi APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20%. lni juga mengoreksi kesalahan kita 
selama ini yang lebih asyik memperbaiki kantor Pemda, rumah jabatan bupati, 
gubernur atau Presiden, rumah-rumah dan mobil-mobil pejabat atau berseminar dan 
mengadakan pertemuan-pertemuan termasuk Sidang Istimewa di hotel-hotel, 
dibanding dengan menyiapkan beasiswa, fasilitas pendidikan, perpustakaan, 
memperbaiki sekolah yang kumuh, meningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. 
Padahal indeks kualitas SDM kita memperlihatkan, kita di urutan 102 dari 162 negara. 
Kalau kita melihat KOMPAS jajak pendapat hari ini memperlihatkan 66% pesertanya 
mencantumkan tentang perlunya secara nyata ditulis angka 20%. Hal ini juga didukung 
oleh Prof. Suyanto pada harian yang sama yang menyatakan bahwa dana pendidikan 
bukanlah biaya, bukan karena kita terpuruk maka kita mengurangi biaya pendidikan, 
tapi justru karena kita terpuruk, kita harus memberikan perhatian kepada dana 
pendidikan. 

Sekali lagi dana pendidikan bukan biaya tapi investasi. Negara maju Amerika, 
Jerman, Jepang, Swedia bahkan Korea Selatan dan Singapura memberikan 8% dari GNP 
mereka sama dengan 30% APBN mereka untuk pendidikan. Malaysia sejak 
kemerdekaannya memberikan 25% minimal untuk pendidikan, mereka meminjam 
guru dari Indonesia dan anak guru itu sekarang mereka nistakan dan kirim pulang dan 
hal ini tidak boleh berulang lagi. 

Kita selama ini hanya menyiapkan 2% GNP atau setara dengan 4 sampai 7% 
APBN. Dalam era AFTA dan perdagangan bebas kita tidak akan mampu bersaing. Dana 
ini setara dengan 15 triliun. Itu kurang dari 10% dari dana BLBI yang macet dan hanya 
empat kali jumlah penjualan omset Indofood dan mungkin hanya satu atau dua kali 
penjualan aset omset MEDCO, ya Pak Arifin Panigoro. 

Alasan ketiga, anggaran pendidikan 20% minimal ditambah dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memiliki multiplier effect yang tinggi. Di 
perguruan tinggi bisa menjadi centre of excellence di tingkat provinsi dan di kabupaten 
dan kecamatan kita bisa membuat land grant school di mana sekolah-sekolah dibuat 
berasrama, sekolah-sekolah menengah, dibangun dengan fasilitas kerja praktek lahan 
usaha sehingga di sana bisa masyarakat belajar bagaimana bertani, berternak, 
melakukan pengembangan perikanan, perindustrian, pertambangan, jasa secara 
modern dan dengan standar internasional. 

Sekali lagi hanya dengan cara ini kita bisa memasuki era AFTA dan era global. 
Kita harus membangun nation and character building kita dan hanya dengan ini kita 
bisa berkompetisi secara global, berkeadilan secara nasional, dan berkeunggulan di 
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level lokal. 
Kemudian untuk Pasal 32. 
Kami mendukung tentang perlunya dimasukkan berkewajiban negara 

meningkatkan kebudayaan, bukan hanya memberikan kebebasan tapi mendukung 
pengembangan kebudayaan nasional. Jika tidak, budaya-budaya melalui film, melalui 
sinetron akan mengalir dari seluruh sudut dunia ini dan kita tidak mampu tanpa 
perhatian utama Pemerintah. Film-film, sekolah-sekolah, kebudayaan perlu kita 
tingkatkan. 

Demikian pendapat kami dan akan dilanjutkan oleh Prof. Parawansa. 
Terima kasih. 

186. Pembicara: Paturungi Parawansa (F-PG) 
BismillaahirrahmaanirrahUm 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pertama-tama, saya Paturungi Parawansa, A-371 dari Fraksi Partai Golkar. 
Pertama-tama saya sekali lagi ingin menyampaikan rasa hormat yang tinggi 

kepada para pendiri kemerdekaan dan penyusun Konstitusi yang telah memasukkan di 
dalam Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dalam Bab XIII 
Pasal 31. 

Dan di dalam memasukkan pasal ini, beliau dengan sungguh-sungguh menyadari 
bahwa pendidikan adalah salah satu sarana di dalam pembentukan bangsa atau seperti 
yang dikatakan oleh rekan saya Bu Marwah, pembentukan nation and character 
building. 

Alangkah indahnya gagasan ini dan AlhamduUllah seperti yang kita lihat pada 
hari ini, Majelis kita ini merupakan satu konfigurasi dari hasil pendidikan itu yang 
terdiri dari politisi dan negarawan yang cakap dan cerdas. Juga para ahli-ahli di dalam 
bidangnya masing-masing. Para rohaniwan dan para ulama yang arif dan bijaksana. 
Para jenderal dan profesor yang tangkas berdebat dan lain-lain dan sebagainya. Dan ini 
saya kira adalah akibat dari pendidikan yang telah digariskan itu. 

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati. 
Tugas kita sekarang adalah menyempurnakan apa yang telah digagas oleh 

pendahulu kita itu. Dan saya kira termasuk di dalamnya bagaimana menyempurnakan 
rumusan pendidikan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 31 itu. 

Saudara Ketua dan Pimpinan Majelis serta anggota yang saya hormati. 
Saya berangkat dari satu pandangan, terutama yang berdasar dari literatur Barat 

sebagaimana yang juga, saya kira kita ketahui bersama bahwa pendidikan pada 
hakekatnya adalah satu proses yang mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah 
pengetahuan kognisi, dengan sejumlah pengetahuan emosional, dengan sejumlah 
pengetahuan psikomotorik untuk memasuki masyarakat. Dan saya kira pandangan 
seperti ini masih hams dilengkapi bahwa bukan hanya dengan ketiga wilayah-wilayah 
itu melainkan juga harus diberikan dengan sejumlah akhlak yang bersifat mulia atau 
akhlak mulia. Dan kita semua mengetahui bahwa akhlak mulia ini sesungguhnya 
bersumber dari ketakwaan kita sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 31 Ayat 
(3) alternatif 2 ini. 

Dan kami berpendapat bahwa dengan pendidikan yang didasarkan atas satu 
sistem pendidikan nasional untuk agar tercipta suatu hasil didik yang beriman dan 
bertakwa, berakhlak mulia dan cerdas. Sesungguhnya adalah implementasi dan 
implifikasi dari Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945. 
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Bukankah di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua 
terdapat kata "kemerdekaan kita ini atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". 
Bukankah di dalam Pancasila kita sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 
yang menurut Bung Hatta adalah merupakan dasar moral yang kokoh di dalam dasar 
negara kita ini. 

Bukankah pula di dalam Pasal 29 Ayat (1) dalam Konstitusi kita dalam naskah 
yang asli dikatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Oleh karena itu, sekali lagi dari sekian rangkaian-rangkaian disampaikan oleh 
pembicara terdahulu dari fraksi kami, Bapak Amidhan dan Ibu Marwah, kami 
berpendapat bahwa kesimpulan dari pasal-pasal yang terdapat dalam rumusan Badan 
Pekerja ini seperti juga misalnya pada Pasal 29 Ayat (1) kami memilih alternatif 1, 
demikian juga pada Ayat (2) alternatif 2. 

Dan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) pada alternatif 2, ayat (4) dan Ayat 
(5). Demikian pula pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2). 

Kami berharap bahwa pandangan dari Fraksi kami ini akan memberikan 
sumbangan yang sangat berharga di dalam rangka pelaksanaan atau amanat dari 
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut pasal-pasalnya yang kita 
lakukan pada hari ini yang selalu didasarkan pada tiga hal, yaitu pertama, bersifat 
visioner. Kedua, tetap memperhatikan langkah-langkah sejarah kebangsaan kita. Dan 
yang ketiga, adalah mengingat akan future atau masa depan yang akan datang bagi 
bangsa dan negara kita. 

Demikian, terima kasih. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

187. Kenia Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Kami persilakan dari F-PDIP. 

188. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Dari PDIP kami mengajukan tiga pembicara mewakili tiga wilayah waktu, 

wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. 
Pembicara pertama Pak Zulvan, yang kedua Pak Frans Matrutty dan yang ketiga 

Pak Palguna. 
Terima kasih pimpinan. 

189. Pembicara: Akhmad Havizi Kurnain (F-PDIP) 
Interupsi Pak Ketua. 
Memang kemarin akan ada usul dari Pimpinan yang belum menjadi keputusan 

komisi bahwa dari fraksi kuantitas tertentu tiga orang untuk putaran pertama, 
kuantitas tertentu dua orang. 

Mungkin itu sudah agak menyimpang dari Pasal 31, karena bagaimanapun 
anggota Komisi yang hadir di sini jika ingin mengemukakan pemikiran-pemikiran di 
dalam pembahasan di Komisi A ini sepatutnya diberikan kesempatan karena kalau 
pembatasan-pembatasan atau kuota itu paradigma berpikir rezim Orde Baru. 

Jadi, karena tadi seperti ada rekan saya yang terhormat Saudara Max, beliau 
kebetulan Ketua Komisi IX, juga ingin memberikan pemikiran yang berhubungan 
dengan pendidikan, yang berhubungan dengan anggaran. Ada juga rekan tadi juga yang 
sangat mendalami di bidang pendidikan. 

Jadi seharusnya ditawarkan juga kepada yang lain di dalam putaran pertama 
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terkecuali putaran kedua mewakili Fraksi. Mungkin ada rekan dari Fraksi lain seperti 
misalnya dari F-KB hanya jatah dua. Mungkin ada tiga orang lain yang berpemikiran 
brilian contohnya. 

Jadi demikian pimpinan agar diberikan juga kesempatan kepada yang lain yang 
ingin memberikan pemikiran-pemikiran di dalam sidang Pleno ini. 

Terima kasih. 

190. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Sesuai kesepakatan kami telah memberikan hak kepada F-PDIP tiga orang. 
Oleh karena itu, kami persilakan dari PDIP bagaimana mengaturnya dan 

sekarang sudah mulai diatur, terima kasih. 
Kami persilakan. 

191. Pembicara: Zulvan Lindan (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim 
Mudah-mudahan saya bicara ini juga mewakili banyak kalangan yang seluruhnya 

berkepentingan untuk mensukseskan Si dang Tahunan kita kali ini. 
Pertama, kami ingin menanggapi persoalan Pasal 29. 
Saya kira masalah ini memang merupakan masalah yang cukup mendasar karena 

interpretasinya bisa macam-macam. Walaupun di dalam forum yang sederhana ini, 
yang sekecil ini, bahwa kita bisa memahami usul-usul yang disampaikan oleh kawan
kawan untuk memilih misalnya alternatif 3. 

Jadi kita melihat bahwa dalam konteks ini, bukan ya tadi saya kira alternatif yang 
menyangkut alternatif 2 menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, saya 
kira dalam forum ini kita bisa memahami. Tapi kalau dalam forum yang lebih luas lagi 
atau masyarakat yang lebih luas ini interpretasinya bisa macam-macam. Karena terus
terang saja bahwa kalau kita ingin membicarakan ini saya kira syariat ini sangat luas. 
Kita mungkin bisa memahami syariat di sini dalam skala tertentu. Karena syariat itu 
menyangkut persoalan ibadah, syariat ini menyangkut persoalan muammalah. 

Muammalah ini juga kita bisa bagi dua, muammalah dalam konteks khusus atau 
muammalah dalam hal-hal yang bersifat umum. Muammalah yang bersifat umum ini 
menyangkut konsep-konsep kenegaraan. 

Oleh sebab itulah, konsep kenegaraan tadi dibacakan oleh dari Fraksi PBB dan F
PDU tadi mengambil surat An-Nisa, fa man lamyahkum bima anzalallah faulaika humul 
kaftrun dan seterusnya. Nah, Barangsiapa yang tidak menjalankan hukum Allah 
dianggap sebagai kafir, dzalim dan seterusnya. 

Nah, saya kira ini konstruksinya adalah konstruksi kita konteks-kan dalam 
muammalah amma nanti. Bisa berkembang menjadi masalah-masalah kenegaraan dan 
masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, sementara itu di dalam negara yang sekarang 
kita berdasarkan pada Pancasila tidak ada hambatan walaupun pada masa Orde Baru 
Pak A. M. Fatwa itu dilarang untuk khotbah misalnya. Tapi kan sekarang tidak ada lagi 
larangan untuk khotbah untuk siapapun di masjid-masjid dan beribadah, pergi haji dan 
macam-macam. 

Jadi saya kira dalam konteks inilah bahwa kita juga melihat, dalam konteks yang 
secara spesifik karena muammalah amma menyangkut ideologi politik dan ekonomi, 
maka kami kembali kepada alternatif 1 dari Pasal 1 Ayat (1) itu kepada naskah asli 
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Undang-Undang Dasar kita. Sehingga apa yang dikhawatirkan tadi terjadi benturan, 
pikiran yang interpretasi yang berbagai macam, saya kira bisa kita hindari. Karena 
bicara syari'at ini saya katakan bahwa satu ulama saja kalau serius membahas masalah 
syariat itu bisa 10 sampai 15 jilid bukunya. 

Jadi, bisa dibayangkan kalau kita mengupas secara detail persoalan ini, jadi tidak 
semudah atau sesimpel apa yang kita inginkan dalam forum ini, ini sangat serius saya 
kira komisinya lebih dari komisi konstitusi. 

Kemudian menyangkut Pasal 31. 
PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan itu mengambil alternatif yang pertama 

yaitu Ayat (3) alternatif pertama, karena alternatif 2 itu kita lihat sebenarnya sudah 
terangkum di dalam Ayat (SJ bahwa, "pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". 

Dan saya kira ini sudah luas sekali nanti bisa kita detailkan, kita wujudkan lebih 
konkret lagi itu di dalam perundang-undangan barangkali. 

Kemudian mengenai Ayat ( 4) ini ada sedikit koreksi sebenarnya. Kalau kita lihat 
bahwa alokasi 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan, ini tidak 
mungkin. Saya kira siapapun Presidennya itu tidak mungkin, DPR dan DPR ini bisa tiap 
tahun melanggar konstitusi nanti. DPR dan Presiden itu bisa tiap tahun melanggar 
konstitusi. 

Memang kalau dari anggaran pembangunan sekarang ini sudah mencapai 2 5%, 
24%. Oleh karena itu coba kita lebih rasional melihat mengenai Ayat (4) ini. Saya kira 
supaya nanti jangan tiap tahun kita ganti Presiden dan membubarkan DPR karena 
tidak mungkin dijalankan. 

Terima kasih. 
Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

192. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Pembicara berikutnya, kami persilahkan. 

193. Pembicara: Frans F. H. Matrutty (F- PDIP) 
Frans Matrutty nomor B-590, Utusan Daerah dari Fraksi PDI Perjuangan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Semoga sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai kita, hati kita dan 

pikiran kita, untuk membahas masalah yang begini penting dan begini peka, yaitu Pasal 
29 dan Pasal 31. 

Pasal 29 dan Pasal 31 merupakan warisan leluhur yang berharga dan bernilai 
tinggi untuk kita pertahankan selama bangsa ini eksis. Kalau kita meneliti benar 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana dikatakan Perjuangan Pergerakan 
Kemerdakan Indonesia. Perjuangan Pergerakan Kemerdakan Indonesia itu meliputi 
gerakan dan pergerakan nasional tidak dirinci golongan atau suku ataupun bahasa, itu 
yang pertama. 

Yang kedua, para pendiri negara ini, para pendahulu kita, leluhur kita, telah 
memilih dan menyepakati untuk kita mendirikan suatu nasional staat satu negara 
kebangsaan tidak ada istilah yang lain, yang di dalam Pancasila boleh kita katakan itu 
Persatuan Indonesia. Dan hal itu sudah kita lihat atau hal itu sangat melekat erat 
dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 

Saudara-saudara sekalian, kita dalam membahas Pasal 29, menurut hemat saya, 
kita hams memperhatikan faktor sejarah bahwa para the founding parents kita memilih 
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Pasal 29 Ayat (1), adalah suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Keluhuran itu patut 
kita pertahankan dan dijunjung tinggi oleh kita sebagai generasi penerus tanpa kecuali. 

Itulah sebabnya tentang mengenai hal yang sangat esensial ini, Fraksi PDI 
Perjuangan memilih Pasal 29 Ayat (1) sebagaimana aslinya. 

Oleh karena itu juga maka sebagai konsekuensi logis dari pendirian itu, Fraksi 
PDI Perjuangan berketetapan hati untuk memilih Pasal 29 Ayat (2) alternatif 1 sesuai 
dengan naskah aslinya. 

Kita tidak perlu ragu, tidak perlu membuat penafsiran atas ayat ini. Penafsiran 
historis yang tak terbantahkan telah dikemukakan oleh Bung Hatta pada tanggal 26 
April tahun 1979 di kediaman beliau, jalan Diponegoro nomor 57. Saya tidak perlu 
membacakannya, semua orang telah memahaminya. Saya hendak menyimpulkan 
bahwa Pasal 29 baikAyat (1) maupun Ayat (2) secara kemanusiaan, secara insan kamil 
telah menyatu dalam nurani dalam seluruh aspek kehidupan bangsa kita terutama 
aspek keberagaman kita. 

Yang kedua, Pasal 29 sudah mencerminkan kesesuaian dengan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, baik merupakan aspek yuridisnya, historisnya, maupun 
aspek filosofis. 

Yang ketiga, Pasal 29 merupakan manifestasi kehidupan keimanan, keyakinan 
dan kebenaran yang terkait dengan kehidupan keagamaan tiap warga negara. Setiap 
warga negara bukan hanya sekedar memiliki agama dan keyakinan yang hanya 
dihayati dalam simbol-simbol sehingga hanya mencapai kesalehan, kesucian, to have 
religion, kata mereka yang bersepakat di Malang, unsur-unsur keagamaan 
menyimpulkan hal ini. 

Tetapi Pasal 29 itu harus tetap sebagai umat yang menjadikan agama sebagai roh 
penggerak yang menginspirasikan kehidupan masyarakat secara kongkrit sehingga 
mencapai tataran kesalehan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pasal 29, yang keempat, telah teruji kemampuannya menjadi perekat persatuan 
bangsa dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian Pasal 29 naskah asli telah memberikan jaminan kemerdekaan 
kehidupan keagamaan bagi seluruh warga negara dan merupakan kesatuan yang utuh 
saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 yang kita sepakati untuk tetap dipertahankan. Karena itu Pasal 29 tidak perlu 
dirubah. 

Mengenai Pasal 31. 
Fraksi PDI Perjuangan menerima Ayat (3) alternatif 1, dengan alasan-alasan : 

mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pandangan filosofis, pendidikan, yang 
luas dan dalam jangkauannya. 

Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sama dengan mencerdaskan bangsa yang 
cuma menyangkut aspek inteligensi, aspek kognitif semata. Tetapi juga mencakup 
aspek psikomotorik dan aspek afektif. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung 
makna, bangsa yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa 
yang beradab di dalam dunia yang makin maju karena modernisasi dan globalisasi. 

Mencerdaskan kehidupan bangsa meliputi pengertian, pendidikan harus 
bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas. 
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Yang kedua, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. 
Yang ketiga, manusia Indonesia yang berahlak mulia. 
Yang keempat, manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur. 
Oleh karena itu adalah keliru jika dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan 
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bangsa tidak mencakup aspek-aspek yang saya katakan itu. Oleh karena itu, Fraksi PDI 
Perjuangan rasionilnya menerima Pasal 31 Ayat (3), karena Pasal 31 ayat (3) itu juga 
telah terakomodir di dalam Pasal 31 Ayat (5). 

Mengenai anggaran pendidikan. 
Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya merupakan Fraksi yang sangatgeto/ mematok 

satu jumlah sudah sejak lama yaitu 25 persen. 
Mematok sejumlah seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Kita kalau meneliti 

fakta, meneliti data yang ada maka sesungguhnya bunga pinjaman berikut bunganya 
sudah mencapai 60 trilliun. Dan ini menjadi beban APBN. Inilah hutang yang dibuat 
pada zaman orde baru. Bagaimana caranya kita berani mematok jumlah seperti ini, 
seperti tadi dikatakan oleh Saudara Zulvan Lindan. 

Oleh karena itu, jumlah ini juga perlu kita perbincangkan secara matang. 
Terima kasih. 

194. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Karena ada perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, saya 

kira kita bisa mengerti. 
Sekarang kami persilakan pembicara ketiga. 

195. Pembicara: I Dewa Gede Palguna (F-PDI P) 
Terima kasih Pimpinan. 
Umur saya lebih muda dari Pak Frans, tapi saya akan mencoba bijaksana dalam 

soal waktu ini. Dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi pentingnya substansi yang 
akan kami sampaikan. 

lbu dan Bapak yang kami hormati, Sidang PAH I yang yang berbahagia, maaf, 
Sidang Komisi A yang berbahagia. Saya cabut pernyataan yang mengatakan PAH I 
karena saya masih terbawa ruang GBHN sana itu. 

Ketika kita berbicara tentang Pasal 29, saya langsung berpikir tentang di 
manakah gerangan tempat saya sebagai orang Bali, sebagai orang Hindu dalam konteks 
Indonesia, dalam konteks bangunan nasional kita yang bernama Nation State Indonesia 
yang adalah penjabaran dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang kita temukan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Saya paham betul argumentasi dari kawan-kawan yang sudah disampaikan tadi, 
yang saya yakin betul bahwa itu adalah panggilan nuraninya sebagai umat beragama 
dalam hal ini agama Islam. Dan saya juga memahami apa yang beliau-beliau sampaikan 
tadi. Tetapi persoalannya adalah ketika kita berbicara Pasal 29, dalam hemat saya 
maka ada faktor penting yang harus kita ikut pertimbangkan yaitu faktor psikopolitik. 

Ketika kita berbicara Pasal 29 maka hakekatnya kita tidak bisa melepaskan 
konteks agama yang kita bicarakan di sini hanya dalam konteks intellectual discourse 
yang mungkin bisa kita pahami bersama di sini. Tetapi bagi lapisan masyarakat kita, 
masyarakat Indonesia maksud saya yang terluas, masyarakat bawah yang jumlahnya 
mayoritas di negeri ini, mungkin akan tidak sama pemahamannya dengan kita-kita 
yang berada di ruangan ini. 

Konteks psikopolitik itulah yang kemudian berkait dengan kearifan yang telah 
diwariskan oleh para pendiri republik ini, para pendiri bangsa ini, Pak Frans 
menyebutnya sebagai the founding parents, the founding fathers barangkali maksudnya, 
yaitu ketika beliau merumuskan dengan sangat bijak agar kita tidak terjebak dalam 
suatu bangunan kebangsaan yang bercorak teokrasi atau negara ketuhanan maupun 
yang kemudian menjadi demikian rupa sebagai negara yang sekuler yang urusan 
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agamanya itu diserahkan kepada warga negaranya masing-masing. 
Walaupun kemudian sikap itu juga menimbulkan guyonan, kalau begitu kita 

negara yang bukan-bukan. Tetapi bukan itu saya kira konteksnya. Konteksnya harus 
kita lihat dalam konteks membangun sebuah ke-Indonesia-an dengan identitas 
keberagaman yang ada di antara kita, realitas sosiologis kita yang bhinneka tunggal ika 
itu. 

Oleh karena itulah makanya saya teringat kembali kepada sebuah sejarah ketika 
orang Bali yang bernama I Gusti Ngurah Rai bertempur, dia diajak berunding oleh 
Belanda. Dia mengatakan bahwa "tuan-tuan Belanda, Bali bukanlah tempat 
perundingan, soal perundingan kami serahkan kepada Pemimpin bangsa Indonesia, 
pemimpin-pemimpin kami yang ada di Jawa dan Jakarta." Artinya, pada saat itu orang 
Bali sudah menerima ke-Indonesia-an itu sebagai apa adanya. 

Nah, ketika persoalan Pasal 29 ini yang notabene bagi kami yang minoritas 
adalah merupakan pilar dari penyatuan kebangsaan republik ini menuju cita-cita yang 
diamanatkan oleh Pembukaan alinea keempat itu, terasa ada segi psikopolitik yang 
kemudian merasa mengganggu. Maka, kembali pertanyaan kami tadi itu kami 
sampaikan, di mana gerangan kami mempunyai tempat di dalam konteks kebangsaan 
kita ke depan. Saya kira ini adalah mewakili pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia 
yang mungkin tidak begitu paham dengan percakapan intelektual yang kita debatkan 
pada kesempatan ini. 

Oleh karena itulah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, Sidang Komisi A yang 
berbahagia, dengan segenap ketulusan dan mengingat warisan yang telah diwariskan 
oleh para pendiri republik ini, kami hendak menggugah kembali Ibu dan Bapak untuk 
kiranya biarkanlah Pasal 29 itu seperti apa adanya tanpa ada maksud untuk 
mengurangi eksistensi kita masing-masing sesuai dengan keberbhinekaan kita. Dalam 
hal ini, keberbhinekaan kita dalam soal agama. 

Saya kira demikian pendapat yang hendak kami sampaikan. 
Terima kasih Bapak Ketua, mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak waktu 

Indonesia Bagian Tengah perbedaannya dengan waktu Indonesia Bagian Timur. 
Terima kasih. 

196. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Malah kurang lagi. 
Silakan dari F-TNI/Polri. 

197. Pembicara: Abdul Rachman Gaffar (F-TNI/Polri) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Yang kami hormati Pimpinan dan Saudara anggota Komisi A. 
Giliran Fraksi TNI/Polri memberikan tanggapan tentang Pasal 29 Pak ya. untuk 

Pasal 29 F- TNI/Polri berpendapat dan memilih alternatif 1, untuk Ayat (1) maupun 
kepada Ayat (2). Reasoning daripada Fraksi TNI/Polri sudah disampaikan pada saat 
pemandangan umum maupun pada pengantar musyawarah. Tetapi untuk melengkapi 
reasoning tersebut mengapa Fraksi TNI/Polri memilih alternatif 1. 

Yang pertama, kita sepakat bahwasanya Pembukaan Undang-Undang Dasar 
sesuai dengan lima kesepakatan itu tidak diubah dan Pasal 29 Ayat (1) ini tercantum di 
dalam Pembukaan. 

Kemudian berikutnya Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwasanya dengan 
dicantumkannya tambahan atau bukan naskah aslinya bisa menimbulkan entry point 
untuk timbulnya potensi disharmoni, potensi disharmoni ya. Yang kalau ini tidak 
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dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menimbulkan instabilitas ke depan. 
Oleh karena itu Fraksi TNI/Polri sangat berketetapan hati untuk memilih alternatif 1. 

Alasan berikut, kalau seandainya naskah asli berbunyi hanya "Ketuhanan Yang 
Maha Esa" tanpa tambahan kata-kata, Fraksi TNI/Polri masih berpendapat bahwa 
syari'at Islam secara konstitusional dan kultural itu masih dapat terlaksana 
berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar versi Dekrit Presiden 1959. Sekali lagi 
ditegaskan untuk Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Fraksi TNI/Polri memilih alternatif 1. 

Kemudian mengenai Pasal 31. Sebenarnya Fraksi TNI/Polri pada Ayat (3) ini 
tidak terlalu prinsip untuk memilih alternatif. Tetapi karena harus diputuskan ada 
harus memilih alternatif maka lagi-lagi Fraksi TNI/Polri memilih alternatif 1, mengapa? 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa 
di dalamnya juga mengandung nilai-nilai yang dimaksud pada alternatif 2. Di samping 
itu pada Ayat (5) alternatif 2 itu sudah tercantum di mana nilai-nilai agama itu juga 
sudah ada di dalamnya. 

Kemudian menyangkut Pasal 32 karena tidak ada alternatif, maka Fraksi 
TNI/Polri setuju dengan bulat. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

198. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Kami persilakan Fraksi Utusan Daerah. 

199. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Untuk menyikapi Pasal 29, 31 dan 32. Fraksi Utusan Daerah akan diawali oleh 

Saudara Dr. Harifuddin Cawidu dan dilanjutkan nanti oleh H. Abdul Kadir Makarim. 
Kami persilakan. 

200. Pembicara: Harifuddin Cawidu (F-UD) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Harifuddin Cawidu, asal Sulawesi Selatan bergabung dalam Fraksi 

Utusan Daerah Nomor BA-546. 
Pertama-tama, saya ingin mengawali dengan dua hal. Yang pertama, jangan ada 

persepsi bahwa orang yang tidak setuju dengan pencantuman syariat Islam dalam 
konstitusi berarti mereka itu adalah orang Islam yang tidak bersyariat. 

Menurut hemat kami, semua orang Islam pasti ingin menjalankan syariat Islam. 
Yang berbeda di antara orang-orang Islam itu adalah cara dan bentuk penerapan dari 
syariat Islam itu dalam bernegara. 

Yang kedua, jangan ada persepsi bahwa bila tidak dicantumkan syariat Islam 
dalam konstitusi maka dengan sendirinya kita termasuk dalam golongan yang disebut 
dalam Al Quran, "Ulaa ika humul kafirun, al-dzalimun" dan "al{asiqun". Ayat 1m 
harus kita tempatkan secara proporsional dan kontekstual, sebab sangat berbahaya 
memvonis sesama muslim sebagai kafir, karena ada hadist N abi mengatakan "barang 
siapa mengkafirkan saudaranya yang muslim dan sesungguhnya dia tidak kafir maka 
pengkafirannya itu kembali kepada dirinya". 

Pimpinan Majelis dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pandangan kami 
dari Fraksi Utusan Daerah tentang Pasal 29, saya ingin mengatakan bahwa syariat 
mempunyai makna yang sangat agung, sangat mulia, dan sangat luas. Syariat yang 
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secara etimologi berarti jalan menuju ke mata air atau jalan yang sangat terang, tidak 
hanya terbatas pada aspek Hukum Islam seperti yang banyak dipersepsikan orang, 
tetapi meliputi seluruh ajaran Islam secara utuh yaitu akidah (tatanan spiritual 
imaniah); ibadah (tatanan ritual ubudiyah); muamalah (tatanan sosial), dan akhlak 
(tatanan moral), Surat Al Baqarah 177. 

Itulah sebabnya setiap muslim pasti bisa melaksanakan syari'atnya tanpa harus 
ditopang oleh negara dalam konstitusi formal. Bahkan, menurut pengamatan kami, 
secara de facto, syari'at Islam di Indonesia ini dalam pengertian luas sudah berlaku di 
Indonesia sejak lama. Umat Islam di negeri Pancasila ini, bahkan sebelum merdeka, 
sudah beraqidah dengan baik, sudah beribadah dengan baik, bahkan difasilitasi oleh 
negara, sudah ber-muamalah dengan baik. Sekarang ini sudah banyak sekali peraturan
peraturan Islam yang diformalkan, juga mereka sudah berinteraksi secara akhlak 
Islamiah. Bahwa masih ada yang bolong-bolong, masih ada yang bahlul-bahlul, saya 
pikir itu adalah bagian dari proses dinamika umat dan di situlah selalu memang perlu 
ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. 

Dalam wacana ftqhussiyasiyah atau fikih politik memang ada yang berpaham 
struktural formalistik dan ada yang berpaham kultural substansialistik, khususnya 
dalam hubungan agama dan negara. 

Yang pertama mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam yang terdiri atas perintah 
dan larangan, taklid-taklid, tidak bisa ditegakkan tanpa power negara sehingga 
mendirikan negara atau menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi negara adalah 
wajib. 

Pendapat kedua, bahwa tidak ada satupun ayat Al Qur'an atau hadits yang secara 
eksplisit mewajibkan ummat Islam mendirikan negara dengan konstitusi Islam. Yang 
ada hanyalah prinsip-prinsip dasar tentang etika bermasyarakat termasuk etika 
berbangsa dan bernegara dalam Al Qur'an. 

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban syar'i untuk membentuk Negara Islam atau 
memasukkan syari'at Islam ke dalam konstitusi negara. Ajaran-ajaran Islam bisa 
dilaksanakan dan diterapkan dalam segala ruang dan waktu tanpa harus dibatasi oleh 
garis demarkasi teritorial atau negara. Dalam hal ini ada jargon yang disepakati dalam 
Islam mengatakan Al Islamu sholikhul likulli zamanin wa makan, yaitu Islam itu selalu 
sesuai dengan segala ruang dan waktu. Kami dari FUD sangat sepaham dengan paham 
kedua di atas yaitu, kultural substansialistik, sehingga menurut pendapat kami tujuh 
kata dalam Piagam Jakarta tidak harus dicantumkan dalam Undang Undang Dasar 1945 
Pasal 29. 

Di samping alasan-alasan tersebut, kami juga berpijak pada realitas dan kondisi 
sosial, budaya, politik bangsa Indonesia yang sangat plural. Dengan kondisi itu, 
sangatlah tidak kondusif untuk memaksakan tujuh kata tersebut sebab bisa 
menimbulkan disintegrasi bangsa dan konflik internal di kalangan umat Islam. Itulah 
sebabnya barangkali sehingga tiga ormas besar Islam di Indonesia yaitu NU, 
Muhammadiyah dan HMI sependapat dengan kami bahwa jauh lebih arif Pasal 29 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diubah. 

Ada catatan sedikit dari teman saya, dari FUD, bahwa meskipun tujuh kata tidak 
harus masuk tetapi Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bangsa Indonesia perlu 
dipertegas kembali, apakah dalam bentuk dilampirkan seperti pendapat dari Fraksi 
Reformasi ataukah ditetapkan satu Tap MPR untuk menegaskan kembali hal itu. 

Kedua, mengenai Pasal 31 Ayat (3) tentang pendidikan, kami berpendapat bahwa 
alternatif 2 yang mencantumkan iman, takwa dan akhlak mulia palinglah tepat karena 
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SDM yang kita bangun tidak sekedar cerdas secara intelektual tetapi juga hams cerdas 
secara emosional dan cerdas secara spiritual. Seluruh potensi dasariah manusia itu 
hams dikembangkan secara seimbang untuk menghasilkan SDM yang excellent di masa 
depan. 

Ada satu hal lagi, itu yang menyangkut Pasal 32 Ayat (2), meskipun sudah 
disepakati, namun menurut hemat kami ada yang belum terakomodasi. Kongkritnya 
kami mengusulkan: "negara menghormati dan memelihara bahasa, sastra, kesenian 
dan berbagai ekspresi-ekspresi kebudayaan daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional". Ini adalah manifestasi bahwa kami adalah sangat peduli dengan daerah, 
sehingga kami berpendapat bahwa tidak hanya bahasa yang perlu dijadikan sebagai 
kekayaan budaya tetapi adalah seluruh ekspresi kebudayaan daerah hams menjadi 
kebudayaan nasional. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

201. Pembicara : Abdul Kadir Makarim (F-UD) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan Komisi yang saya hormati, lbu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian para anggota 

Komisi yang saya hormati, 
Nama saya Abdul Kadir Makarim dari Fraksi Utusan Daerah Nusa Tenggara 

Timur, BA-581. 
Dan barangkali saya hanya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh 

teman saya terdahulu terutama untuk Pasal 29. 
Saya berbicara atas nama tiga setengah juta masyarakat Nusa Tenggara Timur 

yang lebih kurang 300 ribu orang atau lebih kurang 10% adalah muslim, dan indeks ini 
bukan basa-basi. 

Sebelumnya saya ingin meneruskan salam hangat dari warga muslim Nusa 
Tenggara Timur kepada saudara-saudara saya dari Fraksi PBB, PPP, PDU dan fraksi
fraksi lainnya yang ingin mencantumkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta 
sekaligus kami ingin menyampaikan penolakan warga masyarakat Nusa Tenggara 
Timur, termasuk Majelis Ulama, Keuskupan, Majelis Gereja-gereja serta Parisada Hindu 
Dharma Nusa Tenggara Timur terhadap rencana pencantuman kembali tujuh kata 
tersebut Mengapa? Ada beberapa alasan yang mendasar yang dapat kami sampaikan 
melalui forum ini: 

1. Kenyataan menunjukkan bahwa begitu wacana tentang penambahan tujuh 
kata tersebut mulai terjadi gejolak di beberapa daerah, termasuk keinginan 
beberapa provinsi untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Padahal kita sudah sepakat untuk mempertahankan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dengan adanya pencantuman kembali tujuh kata dari 
Piagam Jakarta tersebut sangat dimungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. 

2. Masalah agama merupakan masalah antar individu dengan Tuhannya, 
sehingga sepatutnya negara tidak perlu mengaturnya. Bagi seseorang pada 
saat masuk Islam, ia berkewajiban menjalankan syari'at Islam tercantum 
dalam Al-Quran dan Sunnah Rasullullah tanpa hams menunggu 
pencantumannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Peraturan 
Perundang-undangan yang manapun juga. Tanpa syariat Islam yang 
dicantumkan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam 
tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dan dengan 
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dicantumkannya Syari'at Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak 
menjamin hahwa ummat Islam akan menjalankan perintah Al-Qur'an dan 
Sunnah Rasullullah, herapa hanyak negara-negara Timur Tengah yang 
menggunakan Syariat Islam sehagai dasar negara, tapi kenyataannnya tidak 
lehih haik dari Indonesia. 

3. Kesepakatan fraksi-fraksi untuk mempertahankan lima hal dalam 
mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu mengawali 
persidangan dan sehelum usul-usul peruhahan antara lain yaitu tidak 
menguhah Pemhukaan Undang-Undang Dasar 1945, memhawa konsekuensi 
hahwa tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersehut tidak perlu dimasukkan 
dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena 
Pemhukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus menjiwai pasal-pasalnya dan 
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jiwa Pemhukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, artinya dengan dimasukkannya tujuh kata 
Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memherikan 
peluang untuk menguhah Pemhukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 
Keempat. 

Akhirnya saya menggugah saudara-saudara saya yang menghendaki 
dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 Undang Undang Dasar 
1945. Bahwa di antara saudara-saudara saya yang jumlahnya hanyak di daerah yang 
hesar ada saudara-saudaramu di Nusa Tenggara Timur yang jauh terpencil juga perlu 
didengar suaranya. Dengarkanlah pula suara kami hila saudara-saudara masih dengar 
kami sehagai saudara-saudaramu. 

Terima kasih dan mohon maaf apahila ada hal yang tidak herkenan, 
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

202. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan. 

203. Pembicara: Ahmad Zaclcy Siradj (F-UG) 
Yang akan memhacakan dari Fraksi Utusan Golongan dihagi dua, yaitu Saudara 

Shidiq Aminullah dan Ihu Bohon. 
Saya persilakan kepada Bapak Sidiq dan Ihu Bohon. 
Terima kasih. 

204. Pembicara: Shidiq Aminullah (F-UG) 
Terima kasih. 
Nama Shidiq Aminullah, Nomor anggota C-642. 
Bismillahirrahmannirrahim. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang terhormat. 
Tanpa mengurangi apresiasi kami kepada anggota Majelis yang tidak sependapat 

dengan kami. Izinkan saya untuk mengutarakan hal-hal sehagai herikut, soal Pasal 29 
Ayat (1) dan (2). Bertitik tolak dari keyakinan hahwa: 

242 

1. Ajaran Islam tidak hanya mengatur huhungan vertikal dan transidental 
antara mahluk dengan khalik, yaitu Allah Subhanahu Wata'ala. Tapi juga 
mengatur huhungan horisontal, huhungan antara sesama manusia dan 
huhungan antara manusia dengan mahluk lainnya. Atau dengan hahasa lain 
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cakupan ajaran Islam tidak hanya menyangkut soal aqidah atau keyakinan, 
ibadah, muammalah, akhlak dan munakahah, tapi juga ada masalahjinayah, 
pidana dan perdata yang bukan hanya urusan individu tetapi hams 
dilaksanakan oleh institusi negara. Artinya keterlibatan negara dalam 
persoalan-persoalan tersebut bukan sebuah intervensi tapi merupakan 
bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar dari 
warga negara yang beragama Islam. 

2. Bahwa makna ayat Laa iqroha fiddin tidak ada paksaan dalam agama, itu 
mengandung pengertian tidak ada paksaan untuk menjadi muslim tapi 
setelah dia atau seseorang menjadi muslim ia wajib melaksanakan Syariat 
Islam. Kalau boleh saya mengambil analogi tidak boleh, tidak ada paksaan 
untuk menjadi anggota Palisi tetapi jika seseorang sudah menjadi Palisi 
maka ia wajib melaksanakan kewajiban sebagai Palisi. 

3. Secara empirik sudah ada beberapa bagian Syariat Islam yang di akomodasi 
dalam peraturan perundang-undangan seperti soal wakaf, zakat, haji dan 
sebagainya dan itu ternyata di dalam implementasinya tidak menimbulkan 
ekses atau merugikan yang non muslim. 

4. Dengan semangat otonomi daerah kita menyaksikan sudah ada beberapa 
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di luar Nanggroe 
Aceh Darussalam yang mencanangkan pemberlakuan Syariat Islam di 
daerahnya, ini tentu saja memerlukan payung hukum sebagai dasar legal 
konstitusional. 

5. Se lama ini keinginan kuat sebagian kuat masyarakat muslim tentang Syari'at 
Islam ini sering memunculkan ekstrimitas atau suasana disharmoni dalam 
masyarakat akibat tidak diakomodasinya keinginan tersebut dalam 
peraturan perundang-undangan. 

6. Kata kepercayaan pada Ayat (2) Pasal 29 selalu memunculkan multi tafsir 
atau multi interpretasi dan kami menilai itu tidak sesuai dengan 
karakteristik sebuah Undang-Undang Dasar. 

Oleh sebab itu, menyangkut Pasal 29 Ayat (1) dan (2) saya dan 
beberapa kawan lain dalam Fraksi Utusan Golongan memilih alternatif 2 
yang berbunyi, "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 
kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", untuk 
Ayat (2) "negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu". 

Berkenaan dengan Pasal 31 Ayat (3) menyangkut Bab Pendidikan dan 
Kebudayaan, kita semua menyaksikan bahwa krisis multi dimensi yang melanda kita 
selama ini akar masalahnya menurut kami adalah lemahnya kualitas iman dan takwa 
serta rendahnya akhlak. Sesuai pula dengan asas atau prinsip trikotomi pendidikan, 
tiga target, tiga sasaran pendidikan head, heart, dan hand, yaitu otak yang cerdas, hati 
yang iman dan takwa dan tangan yang terampil. Selama ini ternyata tujuan dan target 
ideal itu belum dijabarkan dalam struktur program pendidikan yang ideal pula. Maka 
pelajaran yang terkait dengan iman, takwa dan akhlak alokasi waktunya sangat minim 
sekali, keterlibatan banyak siswa dan mahasiswa selama ini dengan tawuran dengan 
korban yang sudah cukup banyak, keterlibatan dengan narkoba dan perbuatan
perbuatan asusila lainnya, tentu saja sangat memprihatinkan kita. Maka sebagai bentuk 
tanggung jawab kita terhadap masa sekarang dan masa depan bangsa serta mendorong 
institusi-institusi yang terkait dengan pendidikan lebih memperhatikan masalah iman 
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dan takwa serta akhlak mulia ini, di samping tentu saja kecerdasan dan keterampilan, 
maka kami memilih alternatif 2. 

Tentang ayat-ayat (1), (2), (4) dan (5) Pasal 31 juga Pasal 32 Ayat (1) dan (2) 
kami setuju dengan rumusan yang ada. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

205. Ketua Rapat : Zain Badjeber 
Pembicara kedua kami persilakan. 

206. Pembicara : Sulasmi Bohon Tabroni (F-UG) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan seluruh anggota Komisi A yang saya hormati. 
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Sulasmi B. Tabroni 

Nomor C-691 untuk menyampaikan pendapat dari sebagian anggota Fraksi Utusan 
Golongan sebagai berikut : 

1. Mengingat Negara Indonesia adalah negara heterogen maka tidak tepat jika 
Undang-Undang Dasar mengatur untuk salah satu ajaran. 

2. Negara perlu memfasilitasi tumbuh berkembangnya kehidupan yang agamis 
di masyarakat tanpa mengatur pelaksanaan beragama bagi masing-masing 
ajaran. 

Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Saudara-saudara 
kami, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di luar ruangan atau di 
luar gedung ini yang berbeda pendapat dengan kami, ijinkanlah kami memilih Pasal 29 
alternatif 1 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Sedangkan untuk Ayat (2) kami memang semua sepakat untuk memilih alternatif 
2. Kemudian saya hanya menggarisbawahi pembicara yang pertama, bahwa untuk 
Pasal 31 Ayat ( 4) Fraksi Utusan Golongan sangat menyetujui sekali hasil dari Badan 
Pekerja, karena Fraksi Utusan Golongan merupakan salah satu dari yang menginginkan 
adanya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional. Sedangkan untuk Pasal 5 tetap kami menerima seperti yang telah 
disampaikan oleh pembicara pertama dan Pasal 32 juga demikian. 

Terima kasih. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

207. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Jadi Bapak-Bapak, ibu-ibu kita memasuki Tim Fraksi-fraksi sudah selesai 12 

fraksi. Seperti pada pasal-pasal sebelumnya pagi tadi, tiap-tiap fraksi... 

208. Pembicara: Endang Zaenal Abidin (F-PPP) 
Saudara, Saudara Pimpinan, PPP masih kurang satu orang lagi Pak 

209. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Oh, masih satu. 

210. Pembicara: Endang Zaenal Abidin (F-PPP) 
Ya PPP. 

211. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
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Saya sudah berlama-lama tapi tidak ada prates, jadi saya terusin saja. Kami 
persilakan yang masih mau menggunakan sisa waktu dua setengah menit 

212. Pembicara: Endang Zaenal Abidin (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan dan para hadirin rahimakumullah. 
Saya singkat saja, nama saya Endang Zaenal Abidin Nomor A-26. 
Di dalam rangka menajamkan apa yang sudah dikemukakan oleh pembicara 

pertama tentang sikap daripada PPP tentang pertama, Pasal 29 yang memilih Ayat (1) 
alternatif 2, Ayat (2) alternatif 2, Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2. Kami ingin 
menyampaikan beberapa penegasan kembali. 

Yang pertama, mengapa kami memilih di dalam Pas al 29 itu Ayat (1) alternatif 2. 
Kami akan mengemukakan hal ini berdasarkan dua fakta atau ayat, yaitu ayat 
Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Sekarang fakta Qur'aniyah, Allah SWT kepada seluruh 
hambanya telah memberitahukan, Bismillahirrahmanirrahiim, Waidzqoola Rabbuka Lil 
Malaaikati lnni Jaailun Fil Ardhi Khalifah, bahwa Aku kepada Malaikat diberitahu akan 
menjadikan di alam ini khalifah, wakil-Ku untuk supaya melaksanakan pelajaran dan 
pedoman yang telah Aku turunkan melalui Rasul. 

Yang mana saja yang harus dilakukan? Maka, ada lagi penjelasan, 
Bismil/ahirrahmanirrahiim, Yaa Ayyuhannasu'buduu Rabbakum. Di sini ibadah 
mempunyai pengertian umum. Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan ibadah 
adalah segala tingkah, ucap, langkah, kebijakan, keputusan, tindakan harus sesuai 
dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu Wata'ala. Maka oleh karena 
itulah, pertama dasar kami memilih alternatif pertama, ayat pertama alternatif kedua. 

Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang 
sudah diberi tahu sebagai Sunnatul/ah, agama mengakui dan menjaga adanya 
pluralisme. Sehingga, Allah memberitahukan di dalam Al-Qur'an untuk hal ini, bukan 
perkataan Ulama dan Ustad, ini pencipta makhluk alam semesta. Waja'alnakum 
Syu'uuban Waqobaaila Lita'arafu, ini tidak mungkin tidak ada. Allah sudah 
menciptakan plura/is, sehingga dengan demikian, kami berpendirian bahwa yang 
pertama karena kami disuruh oleh Allah, Yaa Ayyuhannasu'buduu Rabbakum. Dan, yang 
kedua kali pula, maka kami mempunyai keyakinan bahwa alternatif kedua itu adalah 
telah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diamanatkan kepada kami semua. 

Yang ketiga, kami mempunyai satu keyakinan bahwa tidak akan berandai-andai, 
bahwa apabila Syariat Islam dilaksanakan tidak akan timbul berbagai macam 
kemadharatan, dilaksanakan secara benar. Kemadharatan, perpecahan, mengganggu 
etnis, pluralisme dan lain sebagainya. Dari mana keyakinan kami? Karena kami 
beriman yang membuat ajaran perintah itu sendiri yang menjamin. Allah sudah 
memberitahukan kepada kita, kepada barang siapa yang meragukan terhadap ajaran 
ini yang menyatakan bahwa apabila ajaran ini akan menimbulkan kemadharatan, 
menimbulkan perpecahan, apabila diajarkan dengan benar, dilaksanakan dengan 
benar, dengan utuh, maka Allah memberitahukan dengan sinis kepada kita, Maa 
Anzalna 'Alaikal Qur'an Litasyqaa llla Tadzkiratal Limayyahsyaa, yaitu tidak sekali-kali 
aku turunkan ajaran agama, Qur'an, Syari'at ini, untuk menimbulkan kemadharatan 
kepada kamu. Tetapi, ini sebagai konsekuensi logis karena aku telah mengangkat 
khalifah, maka supaya tertib, aman dan nyaman alam ini, maka dibuatlah ajaran ini. 

Berarti ajaran ini adalah ditujukan bagi orang yang takut kepada Aku, takut azab
Ku, takut siksa-Ku, takut keterpurukan, takut segala macam dari dunia sampai akhirat 
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Itulah tujuannya daripada yang disebutkan dengan demikian. Maka, oleh karena itulah 
khalifah yang memegang kekuasaan ini harus mengikuti, melaksanakan ini. Itu tujuan 
daripada khalifah daripada/i/' ardhi. 

Kemudian, kita sebagai pandangan daripada mengapa, yaitu alternatif 2 ini, 
karena memang tadi sudah diterjemahkan. Kita ingin menjadi orang muslim yang baik. 
Yang mana? Udzkhullu Fissilmi Kaffah, kita jangan terpesona atau trauma antara yang 
mengaku Islam, Umat Islam dan Agama Islam. Ini harus dibedakan. Jangan menjadi 
percontohan yang jelek di mana-manapun ada, sehingga menimbulkan asosiasi, wah ini 
akan menimbulkan jelek. Maka oleh karena itu, kami mempunyai keyakinan ini adalah 
pilihan kami. 

Dan, untuk menunjukkan fakta, kalau tadi fakta Qur'aniyah, sekarang fakta 
Kauniyah. Di mana-mana pun di dunia, yang mayoritasnya muslim, tidak ada 
penindasan terhadap minoritas. Yang timbul masalah adalah di mana-mana yang 
minoritasnya muslim. Itu adalah satu fakta daripada sejarah itu sendiri. 

Yang kedua, menurut fakta Kauniyah, yaitu bahwa di dalam sejarah Umat Islam 
ini seolah-olah sidang sekarang ini adalah sedang melakukan uji kesahihan toleransi. 
Pada waktu revolusi kita, mulai kemerdekaan, maka di situ dibuatkan, diperlihatkan, 
dipertunjukkan toleransi dari mayoritas bangsa, yaitu umat Islam dengan menunda 
atau menghilangkan sementara yang disebut Piagam Jakarta. 

Sekarang umat Islam, kami ini kenapa ingin mencantumkan kembali? Ini 
konsekuensi logis daripada ingin supaya termasuk kita hamba yang syukur nikmat. 
Atas rahmat, tunjukkan atas rahmat ini. Kamu coba buktikan yang hilang itu adakan 
kembali. Maka oleh karena itu, kami katakan kesempatan ini merupakan uji kesahihan 
toleransi. 

Hidup ini menurut agama harus ada keseimbangan, kalau tidak ada 
keseimbangan, kacau. Keseimbangan hidup dunia-akhirat dan lain sebagainya. Maka 
oleh karena itu, ini habis, nih? 

Terakhir Pasal 31. Ini mengapa dipilih alternatif itu, yang kedua, ya. Karena 
berdasarkan pengalaman, kita itu pada zaman kemarin ada Iptak, ada Imlek, hanya 
terlambat. Ternyata di situ diidolakan kecerdasan, kecerdasan, kecerdasan. 
Memproduksi manusia bagaimana, yaitu white collar crime, sehingga susah sampai 
sekarang untuk dibuka di hadapan saya. lnilah kita harus tidak ... , orangnya. White 
collar crime itu menyebabkan susah oleh kita lihat. Jadi kami memilih alternatif ..... 

Sekian, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

213. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Karena itu susah ditutup, Pak Mau menghentikan kyai, sulit. 
Saya kira dari pandangan-pandangan yang sudah diberikan barangkali fraksi

fraksi bisa langsung untuk menegaskan, to the point. 
Kami persilakan dari Fraksi PDKB. 

214. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Saya kira bagi PDKB, menegaskan saja bahwa Pasal 29 kita tetap ingin 

sebagaimana adanya, karena jangan sampai ada diskriminasi di dalam pengaturan 
bernegara. 

Kedua, dalam soal Pasal 31. Kita tetap sepakat untuk Ayat (1), Ayat (2) 
sebagaimana tertulis dalam rancangan. 
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Ayat (3), tadi kami usulkan rumusan baru, kalau tidak ada kita kembali kepada 
alternatif 1. 

Ayat (4) tetap. 
Ayat (5) tetap, sebagaimana rumusan kita sepakat dan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat 

(2) juga sebagaimana rancangan kami sepakati. 
Terima kasih. 

215. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Kami persilakan dari F-PDU. 

216. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi A yang saya hormati. 
Atas nama Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahiim, setelah memperhatikan beberapa pandangan/ 
pendapat yang sejalan dengan pikiran fraksi kami, khususnya juru bicara dari fraksi 
kami maka fraksi kami memilih Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) sebagaimana 
alternatif 2. 

Alasan kami secara singkat, kesepakatan bahwa kita tetap mempertahankan 
Pembukaan. Ini bukan berarti kita mengubah Pembukaan. Sebab apa? Karena kita 
sepakat bahwa pasal-pasal itulah yang menjadi obyek perubahan. 

Oleh karena itu, usul penambahan itu sah-sah saja dan jangan dikhawatirkan 
adanya diskriminasi, menimbulkan gejolak dan disintegrasi. Itu tidak benar. 
Pengalaman menunjukan, bahwa sementara daerah yang mayoritas agamanya non 
Islam, seperti di Bali, itu memperlakukan Nyepi misalnya. Toleransi agama-agama yang 
ada di situ cukup besar, 24 jam lampu mati, itu juga tidak mengapa. Tidak merasa dia 
didiskriminasikan. 

Oleh karena itu, harapan kami kepada Saudara-Saudara, jangan ada ketakutan 
dan kecurigaan-kecurigaan terhadap mencantumkan ini. Bahwa Piagam Jakarta itu 
sudah final, ya. Sebab, dengan dekrit itu sudah tidak lagi diutik-utik sebab itu einmalig. 
Oleh karena itu, yang dibicarakan di sini adalah perubahan terhadap pasal. 

Kemudian yang kedua. Fraksi kami terhadap Pasal 29 Ayat (2), memilih alternatif 
2. Sebab kata-kata "kepercayaan" yang selama ini berjalan, berlaku, terutama pada 
masa Orde Baru sudah ditafsirkan pada hal-hal yang merancukan antar kepercayaan 
dan agama. 

Kemudian mengenai Pasal 31 Ayat (3), F-PDU memilih alternatif 2. Karena otak 
saja itu tidak cukup. Oleh karena itu, harus diisi iman, takwa, dan tingkah laku supaya 
berakhlak mulia. 

Demikian pula terhadap Pasal 32, F-PDU mendukung sepenuhnya rumusan
rumusan itu, sehingga dalam rangka nation and character building, pendidikan, melalui 
pendidikan ini sungguh-sungguh didambakan. 

Demikian Saudara Pimpinan. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

217. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Kami persilakan F-KKI. 

218. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Singkat padat saja ini. 
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Pasal 29 F-KKI, alternatif 1, uraiannya sudah sangat banyak tadi. Jadi pasal 29 
alternatif 1. 

Ayat (2) masih alternatif 1. 
Pasal 31 Ayat (3)-nya ini, alternatif 1. 
Kemudian ini yang Ayat (4), (5), ayatnya tidak ditulis di sini, kami setuju hanya 

dengan catatan. Tolong dijawab dengan tenang, apa mungkin itu 20% dari APBN. Kalau 
dimungkinkan, jadi saya sangat awam tentang itu. Jadi, kalau memang mungkin 20% 
dari anggaran pendapatan belanja, syukur kalau mungkin. 

Ayat (5)-nya, kami tidak melihat masalah. 
Pasal 32 setuju, sudah saja itu. 
Parantos cekap, terima kasih. 

219. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Fraksi PBB, dipersilakan! 

220. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Hamdan Zoelva, A-265. 
Kami hanya ingin menegakkan Syari'at ajaran agama kami dengan utuh, tidak 

sebagian-sebagian. Kami menyadari bahwa aspek-aspek yang berkaitan ibadah tidak 
boleh dan tidak perlu ada negara mencampurinya. Tapi, ada bagian Syari'at Islam yang 
menyangkut aspek-aspek publik, aspek-aspek muamalah dan jinayah yang tidak 
mungkin bisa ditegakkan tanpa negara berkewajiban ikut menegakkannya. Karena itu, 
mohon ini dipahami bahwa kami semata-mata hanya ingin menegakkan ajaran Syari'at 
agama kami, dengan utuh tidak sebagian-sebagian. Tidak hanya ibadah saja, tidak 
hanya haji saja, tidak hanya shalat, tapi aspek-aspek kaitan dengan muammalah. 

Oleh karena itu, kami tetap berkeyakinan bahwa kami memerlukan perubahan 
Pasal 29 Ayat (1) itu dengan tambahan tujuh kata itu dalam arti kewajiban negara, 
kewajiban DPR, kewajiban pemerintah untuk membuat perundang-undangan yang 
berdasarkan syari'ah, yang berlaku terhadap umat Islam. Kewajiban pemerintah untuk 
melaksanakan undang-undang berdasarkan syariah itu, hanya kepada mereka yang 
beragama Islam, tidak terhadap mereka yang beragama non muslim. 

Oleh karena itu, kami tetap pada keyakinan kami untuk pada alternatif 2 dari 
Pasal 29 Ayat (1). 

Begitu juga di Pasal 29 Ayat (2), kami tetap agar tidak terjadi kontroversi dalam 
penafsiran ayat ini, sehingga perlu dihapuskan kata "kepercayaan" itu. Karena bagi 
aliran kepercayaan ada diatur dalam Pasal mengenai Hak Asasi Manusia. 

Kemudian selanjutnya adalah Pasal 31. Kami sepenuhnya setuju dengan 
rumusan yang sudah disepakati bersama dan khusus Pasal 31 Ayat (3), kami tetap 
pada pendirian kami pada alternatif yang kedua. 

Selanjutnya, terhadap Pasal 32 dan Pasal 24, kami sepenuhnya setuju dengan 
rumusan yang sudah kita sepakati bersama. 

Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

221. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Fraksi Reformasi. 

222. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
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Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Fraksi Reformasi dalam Pasal 29 Ayat (1) memilih alternatif 3. 
Fraksi Reformasi Pasal 29 Ayat (2), memilih alternatif 2. 
Fraksi Reformasi pada Pasal 31, setuju pada selumh ayat yang mmusannya telah 

disepakati bersama. 
Akan tetapi, Ayat (3) yang dua alternatif, Fraksi Reformasi setuju dengan 

alternatif 2. 
Pasal 32, Fraksi Reformasi setuju pada mmusan yang telah disepakati. 
Yang terakhir adalah berhubung kita telah sepakat untuk memilih sistem 

adendum dalam amendemen, yang artinya bahwa kita hams membaca selumh histori 
sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar kita maka kami ingin mengingatkan 
bahwa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sesudah 5 Juli, itu adalah karena 
adanya dekrit, Dekrit 5 Juli Presiden Soekarno. Sebelum itu, yang berlaku adalah 
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena itu, dan ini adalah bagian dari sejarah, 
Dekrit Presiden itu hams dilampirkan dalam dokumen yang menjelaskan tentang 
pembahan-pembahan yang akan kita alami ini. 

Terima kasih. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

223. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Fraksi Kebangkitan Bangsa dipersilakan! 

224. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Perkenankan Ketua beberapa hal kami sampaikan sebagai pendapat Fraksi. 

Kebetulan Ketuanya masih meninggalkan tempat. Saudara-Saudara Wakil Ketua yang 
saya hormati. 

Proses pembahasan Pasal 29 dan 31 ini sudah sangat lama, pembahasannya juga 
sudah sangat panjang sekali. Penjembatanan, telah kami lakukan dalam proses itu dan 
beberapa alternatif telah kami sampaikan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan 
pandangan. Pada akhirnya kita hams memilih alternatif-alternatifyang ada. 

Yang kedua, bagi kami Ayat (1) mempakan wilayah teologi, wilayah keyakinan 
dan ungkapan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kami yakini sebagai tauhid, mempakan 
keyakinan, itulah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh As-sunnah yang 
ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. 

Dalam Ayat (2) kami berpandangan ini wilayah muammalah. Sehingga kami 
berpendapat bahwa dalam pengertian ini upaya memperjuangkan ajaran-ajaran agama 
sebagai salah satu sumber dari sistem penyusunan hukum nasional, mempakan 
sesuatu yang sah kita lakukan dalam proses penetapan undang-undang di negeri ini. 

Yang ketiga, Indonesia bagi kami adalah wilayah dakwah, wilayah amal, dan 
wilayah amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, bagi kami dan kita semua mengisi hari
hari ke depan dengan membangun masyarakat yang setia kepada ajaran agama 
mempakan sebuah keniscayaan. 

Berangkat dari hal-hal tersebut, kami juga sudah mendapatkan banyak masukan 
dari organisasi-organisasi, dari masyarakat tentang hal menyangkut Pasal 29 dan 31 
ini. 

Maka dengan m1 Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa 
mempedomani tausiyah, rekomendasi, atau pesan yang disampaikan oleh para ulama 
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dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu 
maka kami memilih Pasal 29 Ayat (1) alternatif 1 dan Ayat (2) alternatif 1. Tentu kami 
masih berharap bahwa ada pendekatan dan penyelesaian dari perbedaan-perbedaan 
ini dan kami siap ikut bersama-sama dalam menyelesaikan hal itu. 

Yang kedua, Pasal 31. Kami memilih Ayat (3) kami memilih alternatif 2. 
Sekalipun sebagaimana disampaikan dalam pendapat fraksi dan pemandangan umum, 
jika dimungkinkan ada pendekatan dengan alternatif lain maka kami mengulangi 
pilihan atau alternatif yang pernah kami sampaikan dan tadi sudah disampaikan ulang 
oleh salah satu anggota kami. 

Yang terakhir, yang menyangkut Pasal 31 Ayat ( 4) yang berkaitan dengan 
anggaran pendidikan. Maka sebagaimana yang kami sampaikan demi kepentingan 
generasi bangsa ke depan, kami bisa memahami, mengerti, dan menyetujui jika ini 
menjadi kesepakatan bersama kita di dalam penetapan Ayat (4) ini. Demikian Ketua, 
terima kasih. 

Wallahulmuwafftq ilaa aqwamitthoriq 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

225. Kenia Rapat: Zain Badjeber 
Dipersilakan F-PPP. 

226. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati. Memasuki, menyita waktu 

say a ini. J angan di hi tung, Ketua. 
Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Fraksi PPP menghubungkan amanah nurani luhur 

the founding fathers dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirangkai 
dengan berbagai undang-undang mengenai Syariat Islam yang telah berlaku dengan 
aman dan damai di tengah kehidupan bangsa selama ini. Serta aspirasi masyarakat 
yang secara simbolik dalam beberapa ini telah datang berbagai kelompok masyarakat 
menyampaikannya kepada Majelis ini maka diperlukan korelasi dan payung di dalam 
pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Maka Fraksi PPP sejak dulu, kini, dan seterusnya 
senantiasa tetap pada posisi alternatif 2. 

Ayat (2). Pengalaman menunjukkan bahwa kata "kepercayaan" pada ayat ini 
telah dikembangkan atau ditafsirkan di luar agama yang menjadi judul Bab XI ini. Maka 
perlu dilakukan pelurusan, karenanya Fraksi PPP tetap memilih alternatif 2. 

Terhadap Pasal 31 Ayat (1), (2), ( 4), dan (5) bertetap dengan rumusan naskah 
yang telah ada. Sedangkan terhadap Ayat (3) karena tujuan pendidikan tidak sekedar 
menciptakan kecerdasan saja. Pengalaman menunjukkan banyaknya manusia-manusia 
cerdas yang telah berbuat negatif dalam kehidupan bangsa ini. Karena itu diperlukan 
pengendalian oleh iman dan takwa, akhlak mulia, sehingga akan tercipta manusia
manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan dalam ketaatan pada iman dan 
takwa. Hal tersebut berkorelasi dengan rumusan Ayat (5) yang telah kita sepakati 
dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama. 
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Oleh karena itu, Fraksi PPP bertetap pada rumusan alternatif 2. 
Sedangkan terhadap Pasal 32 tetap pada rumusan sebagaimana dalam naskah. 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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227. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Dipersilakan Fraksi Partai Golkar. 

228. Pembicara : Amidhan (F-G) 
Nama H. Amidhan, nomor anggota B-540. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pasal 29 Ayat (1). Kami, sebagaimana dikemukakan di putaran pertama tadi, 

memilih alternatif 1 yaitu Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Untuk Ayat (2), kami memilih alternatif 2. Akan tetapi kalau semua fraksi 

memahaminya, bahwa dan kepercayaan yang pada Ayat (2) ini adalah kepercayaan 
agama dan memang begitu dulu para pendiri bangsa kita memakai bahasa Melayu-nya 
dan ada jaminan untuk nanti disampaikan pada pendapat akhir, kami setuju untuk juga 
memilih alternatif 1. 

Adapun Pasal 31 Ayat (3), kami memilih alternatif 2. Yaitu di samping 
kecerdasan, harus ada ditopang oleh iman dan takwa dan akhlak mulia. Akan tetapi, 
apabila di dalam pembahasan dan diskusi kita nanti, mungkin di dalam perumusan 
atau lobi-lobi, dijamin bahwa alternatif yang baru itu nanti bahwa di dalam undang
undang benar-benar akan dijamin adanya iman dan takwa dan akhlak mulia, kami 
bersedia untuk membicarakannya. Pada masalah pendidikan ini, kami memohon 
kepada semua fraksi agar target biaya atau anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% yang sudah kita sepakati, 20% dari APBN dan APBD, kiranya tidak perlu kita 
bongkar lagi. 

Menurut hemat kami, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan di sini adalah 
anggaran rutin dan anggaran pembangunan, meliputi semua sektor dan Departemen 
Diknas, Agama, departemen lain, dan juga mungkin non departemen, badan-badan non 
departemen yang melakukan pendidikan. Kemudian biaya rutin itu sebenarnya adalah 
biaya pegawai, biaya belanja barang, dan belanja operasional lainnya yang sangat 
tinggi jumlahnya dibandingkan dengan biaya pembangunan yang sangat kecil sekarang 
ini. 

Adapun yang dapat membangkitkan dan membangun nation and character 
building dan investasi manusia sebenarnya terletak pada anggaran pembangunan itu. 
Anggaran pembangunan inilah yang mau kita tingkatkan dengan minimal 20% APBN 
dan APBD itu. 

Adapun target 2 0% itu menurut hemat kami harus dimaknai dengan yang 
pertama, dia bersifat pressure bagi pemerintah untuk lebih serius menangani 
pendidikan. 

Yang kedua, agar pemerintah mempunya political will yang seharusnya sudah 
sejak dulu dilakukan untuk bidang pendidikan ini. 

Yang ketiga, untuk mengantisipasi bahwa menurut indeks pembangunan 
manusia atau Human Development Index (HDI) tahun 2002, Indonesia berada pada skor 
110 dari 173 negara atau kita berada di bawah Vietnam yang berada pada skor 109 
dan ini lebih terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dan kalau kita juga melihat Pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak 
yang terlantar dipelihara oleh negara". Selama 57 tahun tidak pernah bisa kita penuhi 
oleh pemerintah tapi tidak satu pun Presiden yang di-impeach karena tidak memenuhi 
pasal ini. Jadi, kalau suatu saat tidak tercapai target itu karena itu keadaan objektif, 
tidak mungkin seorang Presiden untuk di-impeach untuk itu. 
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Saya kira Pasal 32 menurut hemat kami, rumusannya sudah sangat baik dan 
marilah kita bersama-sama untuk tidak lagi membongkar-bongkar Pasal 32. 

Saya kira demikian pendapat akhir dari fraksi kami. 
Wassaalamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

229. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Dipersilakan F-PDIP. 

230. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F- PDIP) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu 'a/aikum 

wabarakaatuh. 
warahmatul/aahi 

Alhamduli/lah wa syukurlillah wa'ala ni'matillah, walaa haula walaa quwwata ilia 
bill ah. 

Setelah kami mencermati, memahami dari pendapat-pendapat pembicara
pembicara yang terdahulu khususnya dari fraksi kami, PDI Perjuangan maka kami 
memilih untuk Pasal 29 yaitu Ayat (1) alternatif 1. Dengan mendukung apa yang 
disampaikan oleh PKB tadi bahwa ini adalah kalimat tauhid. Qui (katakan) huwallahu 
ahad (Allah itu Maha Esa). Oleh sebab itu, ini sangat, nilainya sangat tinggi dan tujuh 
kata insya Allah sudah termasuk di dalamnya. 

Pasal 29 Ayat (2) yaitu alternatif 1 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu". Sewaktu Pasal 29 dibentuk, diterangkan oleh Bung 
Hatta bahwa kata "kepercayaannya itu" ditujukan kepada agama, maksudnya adalah 
kepercayaan daripada agama itu. Dan kata "nya" di belakang kata "kepercayaan" jelas 
ditujukan pula kepada agama yang mendahuluinya. Oleh sebab itu, kita tetap memilih 
pada alternatif 1 pada Ayat (2). 

Mengenai Pasal 31, fraksi kami PDI Perjuangan memilih Ayat (3) pada alternatif 
1 yang mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 
dengan undang-undang. Ayat ini sudah termasuk diakomodir pada Ayat (5). Di sana 
menjelaskan "dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". 

Oleh sebab itu, di situ sudah termasuk dengan nilainya agama akan termasuk 
iman dan takwa, dan iman dan takwa itu akan membuahkan akhlakul karimah. 

Selanjutnya mengenai Pasal 32, sesuai dengan rencananya kita tetap seperti apa 
adanya. 

Terima kasih. 
Wal/ahulmuwaffiq ilaa aqwamitthoriq. Wassaalamu 'a/aikum warahmatul/aahi 

wabarakaatuh. 

231. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. Dipersilakan Fraksi TNI/Polri. 

232. Pembicara : Suwitno Adi (F- TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan. Suwitno Adi, A-494. 
Yang terhormat Pimpinan Komisi Adan seluruh anggota Komisi. 
Fraksi TNI/Polri kembali menegaskan sesuai dengan Pemandangan Umum yang 

disampaikan dalam Sidang Majelis dan apa yang telah disampaikan Saudara Rahman 
Gaffar maka Fraksi TNI/Polri berketetapan memilih pasal-pasal yang dirumuskan 
dengan alternatif-alternatif sebagai berikut : 
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Pasal 29 Ayat (1) memilih alternatif 1. 
Pasal 29 Ayat (2) memilih alternatif 1. 
Dan Pasal 31 Ayat (3) memilih alternatif 1. 
Sedangkan untuk pasal dan ayat dengan tidak ada alternatif, sepakat tetap. 
Demikian, terima kasih. 

233. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Kami silakan dari Fraksi Utusan Daerah. 

234. Pembicara: Oesman Sapta (F-UD) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Setelah mendengar pendapat-pendapat sekian banyak fraksi-fraksi, di mana 

Fraksi Utusan Daerah terdiri dari atas hampir sebagian besar partai-partai dan agama
agama maka untuk Pasal 29, Fraksi Utusan Daerah memilih Ayat (1) pada alternatif 1. 

Kemudian Ayat (2) pada Alternatif 1. 
Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2. 
UntukAyat (4) dan (5) kita setuju denganyangtelah disusun oleh Badan Pekerja. 
Di Pasal 32 juga demikian yang telah disiapkan oleh BP MPR. 
Sekian. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

235. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Persilakan Fraksi Utusan Golongan. 

236. Pembicara : Peserta Rapat (F-UG) 
Pimpinan Sidang, serta anggota Komisi A 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Bagi Fraksi Utusan Golongan, sebagaimana yang disampaikan di dalam 

Pemandangan Umum maupun Pengantar Musyawarah dalam Sidang Komisi, selalu 
menyebutkan ciri khas daripada konstitusi Indonesia. 

Salah satunya adalah pasal 29 ini merupakan ciri khas daripada konstitusi 
Indonesia, karena tidak semua negara kebangsaan yang berpaham kebangsaan 
mencantumkan agama di dalam konstitusinya. Dan bagi Fraksi Utusan Golongan, pasal 
ini keberadaannya sama dengan Pasal 2 Ayat (1), yang naskah asli. 

Namun demikian, kami sadar betul bahwa Pasal 29 Ayat (1) sampai dengan saat 
ini telah menjadi perekat bagi kebhinekaan atau keaneka ragaman masyarakat 
Indonesia maupun suku-suku bangsanya di Indonesia. Namun, di dalam Fraksi Utusan 
Golongan sebagaimana Pimpinan Sidang dan Saudara-Saudara anggota Majelis Komisi 
A mengetahui, Fraksi Utusan Golongan adalah fraksi pelangi. Kami menghargai betul 
pada teman-teman yang berbeda sehingga dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat 
Allah SWT, sebagian dari teman-teman memilih alternatif 1, Pasal 29 Ayat (1) alternatif 
1 dan sebagian dari teman-teman memilih Ayat (1) alternatif 2. 

Sedangkan untuk Ayat (2) kami memilih alternatif 2. Sedangkan untuk 
pendidikan dan kebudayaan kami sepakat untuk memilih Ayat (3) alternatif 2. Dan 
khusus untuk Pasal 32 kami menganggap bahwa pasal ini sudah bagus dan kami 
menyetujui pasal ini sepenuhnya. 

Terima kasih. Wassaalamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh 

237. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Terima kasih. 
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak .... 
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238. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan. 
Mohan bantuan Pimpinan untuk menterjemahkan pencatatan terhadap pendapat 

Fraksi Utusan Golongan terakhir ini bagaimana mencatatnya Pak 

239. Pembicara: Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Saudara Ketua, Didi Supriyanto, A-114 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kami hanya ingin sedikit menambahkan dari Fraksi PDI Perjuangan tadi. Mohan 

khusus untuk Pasal 31 Ayat (4), rumusan ini mohon dapat dibicarakan kembali di Tim 
Perumus lebih lanjut 

Terima kasih. 

240. Pembicara: Zulkifli Halim (F-Reformasi) 
Interupsi Ketua. A-244, Zulkifli Halim Fraksi Reformasi. 
Mohan maaf Pimpinan, saya ingin berterus terang. Sebab politik dalam era 

reformasi ini saya paham sebagai keterusterangan. Dan mudah-mudahan saya salah. 
Dalam persidangan kita ini seolah-olah ada adegan ulangan hanya membicarakan 

ulang apa yang dibicarakan di PAH I. Jadi di sini agak menurunkan bobot 
permusyawaratan kita. Untuk apa anggota-anggota Majelis yang non PAH itu hadir di 
sini hanya untuk menonton adegan ulangan yang sudah kita sering dengar di saluran 
Swara. 

Dengan demikian, saya merasa memang wajar saja banyak pihak di luar ini yang 
agak menyesalkan hasil amendemen ini. Saya tidak ingin ini dijawab. Saya hanya minta 
bantuan Pimpinan, bagaimana Pimpinan merumuskan supaya mekanisme persidangan 
kita ini lebih bernuansa, lebih argumentatif. Supaya yang bermusyawarah di sini tidak 
melulu fraksi-fraksi saja. Saya terus terang punya fraksi tapi saya agak risih, selalu
selalu fraksi. Kita di sini adalah mewakili sejumlah manusia, anak bangsa di luar 
gedungini. 

Jadi, saya terus terang agak kecewa. Belum apa-apa teman-teman yang interupsi 
sudah dipandang ingin mengganggu persidangan. Saya sangat berkepentingan untuk 
mengawal amendemen ini. Tapi saya juga kecewa kalau amendemen ini tidak 
dilakukan dengan cara-cara yang terhormat. Jadi ini sekedar himbauan kepada 
Pimpinan, coba mekanisme persidangan kita untuk akan datang itu bisa kita perbaiki. 

Sekian, terima kasih. 
Wassaalamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

241. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Pimpinan-pimpinan fraksi supaya melihat tata tertib. 

242. Pembicara: Joko Susilo (F-Reformasi) 
Pimpinan, Pimpinan, ini saya sebelah kanan. 
Saya kira ini bebarapa ingatan tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu 

memang juga harus di perhatikan dengan baik karena saya kira beberapa point 
memang harus kita apa dengan hati-hati, termasuk yang tadi Pasal 31 Ayat ( 4) masalah 
pendidikan ini. Karena kita ini membikin Undang-Undang Dasar bukan undang
undang. Jadi ini saya kira perlu diskusi yang lebih dalam lagi supaya kita tidak 
terpeleset dalam perkara ini. 

Terima kasih. 
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243. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Masih ada lagi? 

244. Pembicara: Amri Husni Siregar (F-Reformasi) 
Pimpinan, Pimpinan, karena ditawarkan saya mohon waktu sebentar. Ada hal 

yang ingin saya sampaikan dengan hormat kepada Sidang Komisi A Majelis ini. 
Mengenai Ayat (4) tadi yang dipermasalahkan mengenai 20%. Saya ingin kita 

jangan terjebak nanti karena ayat ini saya lihat merupakan satu ayat yang potensil 
menjadi ayat karet Jadi sebagai ilustrasi saya ingin mengatakan kalau pemerintah pada 
waktu itu mengatakan bahwa anggaran pendidikan sudah 24% maka berdasarkan 
telaahan saya yang sederhana saja, maka ternyata hanya 6%. Kemana yang 18%-nya? 
18% nya itu tersebar di departemen-departemen sampai kepada biaya telepon gedung 
diklat, air gedung diklat, biaya-biaya yang tidak langsung efektif kepada penciptaan 
sumber daya manusia yang siap untuk memasuki lapangan kerja. Padahal sebetulnya 
sebagian problem kita adalah itu. 

Nah, ini kita mohon dicermati dan mengenai angka 20% saya no comment, tetapi 
tolong dicermati bahwa apa yang kita inginkan dari sini begitu lho. Kalau kita misalnya 
masih memakai paradigma anggaran yang lama maka 20% masih kekecilan Pak 20% 
masih kekecilan karena angka 24% sudah kita capai tetapi dengan cara berfikir yang 
demikian, gitu. 

Ini saya kira kita perlu bicarakan kembali dan mohon dirumuskan kembali apa 
yang kita maksudkan dengan anggaran pendidikan itu. Di sini, kalau anggaran 
pendidikan nasional silakan, tapi anggaran pendidikan di sini itu harus formulasikan 
dengan benar begitu. Anggaran pendidikan nasional boleh saja untuk S2, pergi ke sana 
dan sebagainya-sebagainya. Tetapi kalau anggaran pendidikan yang ini mohon kita 
sepakat sekarang bahwa ini adalah untuk menciptakan SDM-SDM baru yang siap untuk 
terjuan ke masyarakat, mengisi lapangan kerja yang tersedia. Saya kira ini satu sudut 
pandang yang mungkin selama ini kurang diperhatikan, mohon supaya diperhatikan 
dan mungkin nanti bisa dianukan lobi dan kemudian di tim perumus. 

Demikian Pimpinan. Terima kasih. 

245. Pembicara : Zain Badjeber 
Nama Pak, supaya nanti di risalah tertulis. 

246. Pembicara: Amri Husni Siregar (F-Reformasi) 
Amri Husni Siregar A-221 dari Fraksi Reformasi. 
Terima kasih. 

247. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan, Ramson A-13 5. Terima kasih. 
lni hanya menambah sedikit mengenai konsekuensi logis kalau di dalam 

Konstitusi ditentukan budget-nya langsung sekurang-kurangnya 20%. Saya 
memberikan suatu analog mungkin lima tahun pertama negara ini perlu membangun 
sekolah-sekolah, perguruan tinggi, laboratorium-laboratorium sehingga membutuhkan 
anggaran yang besar. Tapi mungkin pada tahun ketujuh mungkin hanya keperluan 
untuk beasiswa dan pendidikan untuk sumber daya manusia, mungkin pada saat itu 
dibutuhkan 8%, 10% atau 16%. Tapi pada tahun pertama sampai kedelapan mungkin 
30% sehingga karena ini langsung masuk ke Konstitusi bahwa segenap bangsa ini 
terikat untuk melaksanakannya. 

Jadi, perlu pemikiran yang lebih mendalam mengenai adanya kuantitas 
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prosentase dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimasukkan dalam 
Konstitusi untuk anggaran pendidikan. Segenap sebenarnya kita sepakat bahwa 
peningkatan sumber daya manusia itu sangat diperlukan tetapi sekarang masalah yang 
dihadapi bangsa ini adalah perlunya adanya juga anggaran untuk sektor peningkatan 
sektor riil. Karena kalau diadakan suatu penelitian bahwa mungkin 80% dari lulusan 
perguruan tinggi setiap periode itu tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini 
sekarang yang menjadi problematik. 

248. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan, ini pembahasan lagi atau interupsi. 

249. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Ya untuk itu hanya sebagai bahan untuk Tim Perumus. 
Terima kasih Pak ketua. 

250. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Saya kira kesimpulan kita bahwa pasal-pasal yang mempunyai alternatif tetap 

dalam alternatif. Pasal-pasal yang tidak mempunyai alternatif ada catatan-catatan yang 
perlu kita bicarakan di dalam lobi. Seperti Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2), 
dan seterusnya. Saya kira itu yang merupakan catatan-catatan kami. 

Dapat disepakati catatan-catatan itu? 

SETUJU 

KETOK1X 

Catatan lain yang tidak terucapkan kalau PAH I yang memberikan 
stemmotivering pakai komentar. 

Demikianlah saya tutup. 

251. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Pak Ketua, Saudara Ketua, ada tentang Dekrit Presiden itu, itu tadi mohon 

dicatat. 

252. Ketua Rapat: Zain Badjeber 
Ya termasuk catatan-catatan pinggir tadi. Ya karena tidak dalam pasal toh. 

Dengan mengucapkan AlhamduU/lahirabbil'alamin, rapat hari ini saya tutup. 

KETOK3X 

Rapat berikutnya pukul 20.00 WIB ini. Ya Rapat Paripurna Komisi 

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.53 WIB 
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7. RAPAT KOMISI A KE-3 (LANJUTAN) SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002 

1. Hari 
2. Tan_...g,..._ga_l ____ _ 
3. Waktu 
4. Tem~p_at ____ ____. 
5. Pimpinan Komisi A 

6. Ketua Rapat 
7. Sekretaris Rapat 

Selasa 
6 Agustus 2002 
20.00 - 23.17 WIB 
Gedung Nusantara V 
- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
H. Zain Badjeber 
H. Amroe Al-Mu'tashim 
K. H. Nadjih Ahjad 
Gregorius Seto Hariyanto 
Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
H. Harun Kamil, S.H. 

Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 

8. Acara 
9. Hadir 

Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 
169 orang 

10. Tidak hadir 76 orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.00 WIB 

1. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Yang kami hormati Bapak-Bapak, lbu-lbu sekalian Komisi A, sesuai dengan 

jadwal maka pada pukul 20.00 WIB ini, kita mulai dengan Rapat Paripurna Lanjutan. 
Akan tetapi, mengingat bahwa kuorum belum tercapai, baru hadir 34 orang, maka 
rapat ini saya buka dan sekaligus saya skors sampai kuorum tercapai. 

KETOK1X 

Yang kami hormati Bapak-Bapak, lbu-lbu sekalian, Komisi A yang terhormat, 
Pimpinan Komisi A yang kami hormati. 

Perkenankan kami untuk mencabut skors karena rapat sudah dihadiri lebih 
daripada setengah. 

KETOK1X 
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2. Pembicara : A. Djoko Wiyono (F -UG) 
Interupsi. 

3. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Silakan. 

4. Pembicara : A. Djoko Wiyono (F -UG) 
Terima kasih Pemimpin Sidang. 
Kepada seluruh Pimpinan Komisi yang saya hormati, 
Para anggota Majelis yang duduk di Komisi A yang saya muliakan, seizin salah 

satu Pimpinan Fraksi, kami ingin mengklarifikasi sebelum melanjutkan ke 
pembahasan pasal-pasal selanjutnya. 

Nama saya A. Djoko Wiyono nomor anggota C-650. Tadi, ketika wakil dari 
Utusan Golongan ditunjuk untuk juru bicara menanggapi mengenai Pasal 29, 31 dan 
32, khususnya 29, lbu Bohon, kemudian Pak Sumaryo Sumiskum dan Pak Shidiq 
Aminullah, itu ada beberapa informasi yang perlu saya klarifikasikan. Jadi kami 
anggota F-UG ada 65 orang, memang unsur agama ada 20, 15 saudara-saudara kami 
muslim, lalu 2 Protestan, 1 Hindu, 1 Budha dan 1 Katolik, saya dari unsur Katolik. 
Dari rapat-rapat yang kami selengarakan sebelum Sidang Tahunan berlangsung, 
memang tidak sepenuhnya hadir, sekitar 30-40 orang mungkin. Nah itu mengambil 
keputusan untuk Pasal 29 sebagian besar, untuk Ayat (1) itu memilih Alternatif 1 
tetap. Jadi, kembali ke naskah aslinya, saya termasuk juga yang menyetujui ke naskah 
asli. 

Lalu untuk Ayat (2), itu sebagian besar itu memilih alternatif 2, sebagian besar 
memilih alternatif 2, meskipun saya pribadi dari unsur Katolik tidak ada di Alternatif 
2 karena saya pribadi menginginkan kembali ke naskah asli seperti halnya 
Konferensi Wali Gereja, Parisada Hindu, Walubi, PGI, Muhammadiyah, Departemen 
Agama, NU, dan sebagainya, mereka kembali ke naskah asli. Itu saja yang perlu saya 
ingin klarifikasikan. 

Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. 

5. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih Pak. 
lnformasi itu mungkin akan lebih bagus lagi manakala Bapak bisa memberikan 

secara tertulis untuk melengkapi apa yang Bapak sampaikan, terima kasih. 
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, 
Sesuai dengan jadwal, maka pada malam hari ini kita akan membahas Bab XIV 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari.. atas dua pasal, 
yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. 

Selanjutnya, kita akan juga membahas Pasal 37 mengenai perubahan. Kalau kita 
perhatikan Pasal 33, 34, dan Pasal 37 ini, tidak ada lagi alternatif-alternatif. Akan 
tetapi kalau kita teliti Pemandangan Umum dan Pengantar Musyawarah, mungkin 
ada beberapa hal yang ada penambahan daripada hal-hal yang sudah disepakati ini. 

Selanjutnya, Bapak-Bapak, lbu-Ibu sekalian, 
Sesuai dengan mekanisme yang telah kita sepakati, maka urut-urutan untuk 

menyampaikan pendapatnya, kami urut dari fraksi yang terbesar, yaitu Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai terakhir yaitu Fraksi Utusan Golongan. 
Untuk itu .... 
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6. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan. 

7. Ketua Rapat: I KetutAstawa 
Silakan. 

8. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Karena ini pembahasan tinggal satu bab dan dengan Aturan Peralihan, saya 

mengusulkan agar putaran pertama dikembalikan kepada para, ini maaf, dari 
Ramson A-135 sebelah sini Pak Pimpinan. Agar putaran pertama dikembalikan 
diberikan kepada anggota Majelis di Komisi A yang ingin memberikan masukan
masukan dan pemikiran-pemikiran, karena sebagian besar sekarang rekan-rekan 
saya anggota Majelis yang terhormat di F-PDIP mengatakan, "buat apa lagi hadir di 
Komisi A, rapat. Toh semuanya tinggal oke-oke saja", dan itu juga ada dari rekan saya 
dari fraksi lain juga yang kebetulan tadinya satu komisi dengan saya di DPR RI juga 
mengemukakan pemikiran seperti itu kepada saya. Jadi, kita harus berupaya 
mengurangi kesan seakan-akan seperti zaman dulu di mana kalau sudah dari Badan 
Pekerja langsung disetujui. Kan historisnya begitu, Pak? 

Sewaktu di zaman rezim Orde Baru, kalau hasil Badan Pekerja itu pokoknya 
sudah oke-oke saja. Jadi, kita berupaya menghilangkan kesan itu di putaran pertama 
kita berikan kepada rekan-rekan anggota Majelis yang mau mengemukakan 
pendapat. Sedangkan di dalam membahas undang-undang di DPR RI juga kita buat 
mekanisme seperti itu. Jadi, untuk itu, memang itu kemarin usulan dari rekan 
anggota Majelis yang terhormat satu fraksi saya juga, tetapi kami tidak sependapat 
dengan mekanisme itu. 

Demikian pimpinan, terima kasih. 

9. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi Pimpinan. 

10. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Nanti dulu, kami jawab dulu. 
Kami menghormati setiap pendapat, tetapi kami juga harus menghormati 

kesepakatan yang sudah kita ambil. Oleh karena itu, kalau ada pendapat-pendapat 
silakan salurkan melalui ketua fraksinya. 

Selanjutnya, kami persilakan kepada F-PDIP untuk menyampaikan 
pendapatnya, tiga orang. 

11. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Pimpinan. 
Sebelum kami mengajukan nama, kami mohon waktu sedikit. Jadi, silakan yang 

lainnya untuk mengumumkan, kami mau konsolidasi sebentar ke dalam, begitu, nanti 
mungkin kemudian barangkali kami yang terakhir, kami akan mengumumkan siapa 
nama-namanya begitu, terima kasih. 

12. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih. 
Kami lanjutkan kepada F-PG. 

13. Pembicara: Achmad Hafidz Zawawi ( F-PG) 
Terima kasih Saudara Ketua, 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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Fraksi Partai Golkar untuk mengemukakan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 37 ini 
menokohkan tiga orang: Pertama Saudara Dr. Laode Kamaluddin, yang kedua Ibu Ir. 
Niken Mustari dan yang ketiga Saudara Akil Mochtar, S.H., dan pada kesempatan yang 
pertama, kami persilakan Saudara Dr. Laode M. Kamaluddin! 

14. Pembicara: Laode M. Kamaluddin (F-PG) 
Terima kasih Saudara Pimpinan, 
Saudara-saudara anggota Komisi A yang saya hormati, 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Marilah kita sebelum masuk kepada pasal ini, kita mengenang sejenak 

barangkali pada bulan ini, almarhum Bung Hatta akan genap seratus tahun. Saya kira 
sekitar tanggal 12 itu acaranya akan menjadi puncak, sehingga pada waktu kita 
membahas ini, roh dari semangat yang disampaikan oleh Bung Hatta masih tetap 
tersisa di dalam Pasal 33 yang ada di hadapan kita ini. Namun demikian, kita juga 
menyadari bahwa perkembangan dunia, khususnya masalah-masalah ekonomi, 
sekarang itu jauh berubah jika dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan 
yang kita alami 56 tahun yang lalu. 

Kita semua juga tahu, dunia internasional mengetahui bahwa perkembangan 
ekonomi di Indonesia itu sangat unik karena terkenal dengan apa yang disebut dual 
ekonomi. Dual ekonomi yang kemudian hasil disertasinya telah mendapatkan hadiah 
Nobel Ekonomi, yaitu terjadinya ekonomi di satu sisi di kalangan masyarakat itu 
sendiri, yang kita sebut ekonomi tradisional dan yang kedua adalah ekonomi modern. 

Nah dengan adanya globalisasi, maka kemudian muncul lagi hal-hal baru yang 
disebut internet ekonomi, yaitu satu cabang ekonomi baru yang tidak bisa lagi 
dikendalikan secara konvensional karena tadinya uang yang dianggap alat tukar telah 
berkembang menjadi komoditi dan percepatan pergerakan uang ini melampaui 
pergerakan komoditi yang dimaksud di situ adalah natural resources yang sekarang 
ini. 

Menyadari hal-hal yang seperti ini, di dalam kita merumuskan Pasal 33 dan 
Pasal 34, hendaknya kita harus memperhatikan perkembangan-perkembangan 
seperti itu. Menyimak kepada apa yang ada di hadapan kita, Pasal 4, saya menyadari 
bahwa rumusan ini adalah rumusan politik dan mungkin suatu kompromi, tetapi 
hendaknya nalar ekonominya tetap harus jalan. 

Di dalam Pas al 33 Ayat ( 4) misalnya, apa yang ditulis di sini, yaitu 
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip keadilan, itu masih sangat kokoh, tetapi begitu kita masuk kepada 
kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, maka kalimat
kalimat itu tabrakan satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, atau ada hal-hal 
yang tidak perlu dilakukan, yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hari ini 
yang pernah beberapa bulan yang lalu kesepakatan di Bali dan yang akan dilanjutkan 
di Afrika Selatan, itu lebih dikenal dengan istilah sustainable development. 

Nah bicara tentang sustainable development, unsurnya ada 3 (tiga), yaitu 
mempunyai kelayakan ekonomi, dapat diterima oleh masyarakat, dan tidak merusak 
lingkungan. Nah ketiga elemen ini kalau kita lihat berkelanjutan dan wawasan 
lingkungan, maka rumusannya ini tidak pas. Nah rumusan ini mungkin perlu 
dielaborasi lagi sehingga kita menemukan hal-hal yang kita anggap lebih positif 
mengenai hal ini. 

Kemandirian adalah hendaknya kemandirian ekonomi, hendaknya menjadi 
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satu fokus kita yang utama dan ini baik sekali serta dengan menjadi keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, di masa depan akan menjadi tantangan 
berat karena adanya otonomi daerah di dalam masalah ini. Nah sehubungan dengan 
hal-hal yang demikian, barangkali Pasal 4 ini memerlukan suatu diskusi lebih lanjut. 
Saya kira itu saja beberapa hal yang ingin disampaikan. 

Terima kasih. 
Wabillahi taufiq wal hidayah, 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

15. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih. 
Kami sampaikan, mungkin untuk membantu nanti Tim Perumus, mungkin ada 

dari Pak Laode, ada satu saran konkret supaya lebih memudahkan Tim Perumus. 
Terima kasih. 

16. Pembicara: Achmad Hafidz Zawawi (F-PG) 
Atas izin Saudara Pimpinan, kami persilakan lbu Niken untuk menjelaskan 

mengenai Pasal 34. 

17. Pembicara: Nikentari Musdiono (F-PG) 
Saudara Pimpinan beserta wakil-wakil Pimpinan, serta para anggota Komisi A 

yang kami hormati, 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama Nyonya Nikentari Musdiono nomor A-335, 
Mengenai Pasal 34, F-PG menyetujui untuk ditambah tiga ayat sehingga pada 

Pasal 34 ada 4 ayat. 
U ntuk Ayat (1 ), kami menyetujui tetap, yaitu "Fakir miskin dan anak-anak yang 

terlantar dipelihara oleh negara". 
Untuk Ayat (2), dalam pandangan fraksi kami, negara hams bertanggung jawab 

terhadap kemiskinan struktural yang ada di masyarakat. Krisis ekonomi yang kita 
derita akhir-akhir ini, menyebabkan angka kemiskinan makin bertambah, kecuali itu 
pengangguran juga bertambah, lebih-lebih dengan dikembalikannya tenaga kerja 
Indonesia oleh negara-negara tetangga kita, menyebabkan pengangguran makin 
bertambah pula. Oleh karena itu, fraksi kami menyetujui perumusan di Ayat (2), 
yaitu: 

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan." 

Untuk Ayat (3), kita semua mengetahui bahwa kesehatan adalah modal besar 
bagi kita semua dan untuk manusia pada umumnya. Namun, kita semua juga 
mengetahui bahwa saat ini kesehatan itu mahal sekali karena harga obat yang terlalu 
tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Bahkan kaum 
menengah pun juga sudah kurang mampu membeli obat. Apa yang kami teliti di 
rumah-rumah sakit, tidak sedikit pasien-pasien di rumah sakit sengaja minta 
diberhentikan pengobatannya karena tidak mampu baik membayar rumah sakit 
maupun harga obatnya. 

Karena itu Fraksi Partai Golkar menyetujui apa yang telah dirumuskan di Ayat 
(3), yaitu: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak", dan ke semua ayat ini hendaknya diatur 

Perubahan UUD 1945 261 



dalam suatu undang-undang sebagaimana tercantum dalam Ayat ( 4). 
Demikian pendapat kami dari Fraksi Partai Golkar. Sekian, terima kasih dan 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

18. Pembicara: Achmad Hafidz Zawawi (F-PG) 
Atas izin Saudara Pimpinan, kami persilakan Saudara Akil Mochtar untuk 

menjelaskan Pasal 37, kami persilakan! 

19. Pembicara: M. Akil Mochtar (F-PG) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan Sidang Komisi A, Saudara-Saudara anggota yang kami 

muliakan, 
Perkenankanlah kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golkar 

sehubungan dengan Pasal 37 dari Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945. 
Pada prinsipnya fraksi kami sesuai dengan Pandangan Umum yang telah 

disampaikan pada saat di Paripurna, maupun Pengantar Musyawarah yang 
disampaikan fraksi pada beberapa hari yang lalu di dalam Sidang Komisi Aini. Pada 
prinsipnya kami dapat menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun 
sejak semula di Badan Pekerja, hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 37 daripada 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. 

Kemudian, bahwa di dalam kaitan dengan Pasal 37 mulai Ayat (1) sampai 
dengan (5) masih ada pikiran-pikiran atau pun wacana-wacana yang memberikan 
perbedaan khususnya terhadap Pasal 5. Bagi kami, tentunya ini memberikan sebuah 
konsekuensi khusus akibat daripada pengakuan atau kesepakatan kita bersama 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah .. Negara Republik Indonesia 
adalah Negara Kesatuan. 

Oleh sebab itu, tentunya pemberian perubahan konsekuensi daripada Pasal 37 
ini mencakup juga kepada Pasal 1 Ayat (1) daripada Undang-Undang Dasar 1945. 
Oleh sebab itu, khusus kepada Ayat (5) ini tentunya fraksi kami masih 
memungkinkan, misalnya jumlah 2/3 daripada rakyat yang mempunyai hak pilih 
apabila itu dianggap masih belum cukup atau terlalu kecil, tentu masih dimungkinkan 
untuk diadakan pembicaraan selanjutnya. Namun, bahwa Ayat (5) ini substansinya 
harus dihilangkan sama sekali dengan sebuah asumsi adanya sebuah rangsangan 
untuk melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah kita bangun atas dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira dalam hal konstitusi mana pun bahwa 
jalan perubahan terhadap sebuah konstitusi itu haruslah diberikan pintu, namun 
tentunya rambu-rambu tetap diberikan terhadap proses yang akan diambil dalam hal 
tersebut. 

Oleh sebab itu, pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar menyetujui substansi yang 
dimuat di dalam Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5). 

Demikian terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

20. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya, kami 

persilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan! 

21. Pembicara: Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa (F·PPP) 
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan kawan-kawan sekalian, 
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Dalam membicarakan Pasal 33 dan 34 dan pasal perubahan Pasal 37 ini akan 
memberikan pendapat. Ada mewakili fraksi kami adalah Saudara Drs. Lukman Hakim 
Syaifuddin dan Saudara Thahir Saimima, SH. 

Terima kasih. 

22. Pembicara: Thahir Saimima (F-PPP) 
Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan Komisi dan lbu/Bapak anggota Komisi A Majelis yang kami hormati, 
Dari catatan kami Pasal 33, Pasal 34, maupun Pasal 37, ternyata tidak ada 

alternatif-alternatif yang dikemukakan dalam rancangan ini. Satu dan lain hal, fraksi 
kami dalam perbincangan di Badan Pekerja sesungguhnya telah menyetujui dengan 
rancangan seperti yang tercantum dalam Pasal 33, Pasal 34, maupun Pasal 37. 

Namun demikian, kami ingin memperbincangkan secara serius mengenai Ayat 
(5) dari Pasal 37. Apa sebab demikian? Karena pada awal pembahasan perubahan 
daripada Undang-Undang Dasar kita ini, kita telah sepakat bahwa bentuk negara itu 
tidak boleh kita ubah. Oleh karena itu, menurut hemat kami, kalau ada aturan yang 
disebutkan di dalam perubahan Pasal 37 ini, kemungkinan besar dapat dimanfaatkan 
untuk mengubah bentuk negara dengan mencari dukungan rakyat minimal 2/3 dari 
rakyat yang mempunyai hak pilih. 

Karena itu menurut hemat kami, Ayat (5) dari Pasal 37 ini perlu kita 
perbincangkan kembali. Barangkali juga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
yang kita sudah sepakati untuk tidak boleh dirubah. Kalau kita melihat daripada 
Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan insya Allah Perubahan Keempat ini, tidak 
terlintas pada pasal-pasal ini sampai sejauh mana keinginan kita untuk tidak 
mengubah Pembukaan tersebut. Padahal, kalau kita melihat dari Ayat (3) dari Pasal 
37 ini, disebutkan yang bisa diubah itu adalah pasal-pasalnya dan harus dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3. Ini bisa merupakan suatu tafsiran kepada kita bahwa untuk 
mengubah Pembukaan itu tidak perlu jumlah anggota MPR yang hadir 2/3. Saya kira 
ini perlu kita perbincangkan lagi sehingga keinginan kita semua untuk tidak 
mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maupun mengubah bentuk 
negara itu bisa dicapai dan dipahami kita semua. 

Terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

23. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Kami persilakan berikutnya. 

24. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F- PPP) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, para anggota Komisi A yang kami hormati, 
Berkaitan dengan Pasal 33 hasil rancangan Badan Pekerja yang menjadi pokok 

bahasan kita pada malam hari ini, maka kami memandang bahwa rumusan Ayat (4) 
dan Ayat (SJ Pasal 33 adalah rumusan baru yang melengkapi, menyempurnakan dari 
Pasal 33 pada naskah aslinya. Jadi, substansi yang diatur pada Ayat (4) menyangkut 
prinsip yang harus menjadi acuan kita bersama dalam mengembangkan 
perekonomian nasional, nampaknya sangat sejalan dengan kehendak dan harapan 
fraksi kami. 

Jadi, di situ secara eksplisit dicantumkan tentang sejumlah prinsip yang 
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mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional itu dan selumhnya bermuara 
pada upaya untuk menjaga keseimbangan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan 
ekonomi nasional. Menumt kami, ini sangat mendasar di era otonomi daerah, di era 
desentralisasi yang nampaknya oleh sebagian kita dikhawatirkan kecendemngannya 
mengarah pada terciptanya ketidakseimbangan kesatuan ekonomi nasional ini. 

Jadi, kami memandang mmusan ini sudah sangat tepat. Demikian pula pada 
Pasal 34, ini juga sekaligus penyempurnaan dari Pasal 34 yang lama, karena di sini 
ada amanat konstitusi terhadap negara menyangkut sistem jaminan sosial dan 
berkaitan dengan penyediaan fasilitas kesehatan .. , fasilitas pelayanan kesehatan, dan 
fasilitas pelayanan umum. Oleh karenanya, kami menyetujui mmusan dari Pasal 34 
ini. 

Selanjutnya, menyangkut Pasal 37, berkaitan dengan pembahan Undang
Undang Dasar kita, di sini pun juga terdapat penyempurnaan dari Pasal 37 yang asli, 
naskah awalnya, karena di sini kemudian secara eksplisit, secara gamblang 
digambarkan, dijelaskan bagaimana mekanisme pembahan atas Undang-Undang 
Dasar kita. Sehingga dengan demikian maka pembahan atau amendemen ke depan 
itu bisa sesuai dengan mekanisme yang kita sepakati bersama dan lebih jelas 
menyangkut pasal-pasal atau ayat-ayat mana saja yang akan diubah, karena di situ 
dipersyaratkan hams disebutkan yang akan diubah berikut alasan-alasannya. 

Khusus menyangkut Ayat (5) pada Pasal 37 ini, kami berharap selumh anggota 
Komisi A ini bisa mencermati kembali terhadap formula mmusan dari Ayat (5) 
karena tems terang kami khawatir betul kehendak kita bersama untuk menjaga 
keutuhan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan mmusan seperti 
ini justm akan mengundang orang, merangsang orang atau paling tidak membuka 
peluang orang untuk bisa melakukan upaya mengubah bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia itu. Karena di sini jelas dinyatakan bahwa terhadap pembahan 
atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum 
nasional dan hams mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
rakyat yang mempunyai hak pilih. 

Nampaknya, memang ini adalah upaya untuk mempersulit atau memperberat 
pembahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dengan formula 
seperti ini maka ke depan kita secara langsung maupun tidak langsung melegalkan 
praktek-praktek atau upaya-upaya yang mengarah kepada pengubahan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Jadi, yang kami khawatirkan adalah 
kampanye-kampanye berkaitan dengan pengubahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu menjadi legal karena di sini justm diatur dalam konstitusi kita. 

Oleh karenanya, untuk yang kesekian kalinya kami menghimbau selumh kita 
semua untuk mencermati ulang formula dari mmusan Ayat (5) dan kami 
sesungguhnya berpandangan bahwa keberadaan Ayat (5) ini sebenarnya tidak terlalu 
diperlukan. Karena toh upaya kita memperberat atau mempersulit seperti yang 
dikandung maksud seperti itu, sebenarnya ya tidak terlalu berarti karena Ayat (5) 
Pas al 3 7 ini pun mempakan obj ek pembahan. 

Jadi, katakanlah di kemudian hari kita tidak tahu 10, 20, 50 atau 100 tahun yang 
akan datang, di mana generasi mendatang itu karena satu dan lain hal memerlukan 
pengubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak hams dengan 
referendum, tetapi cukup mencabut atau mengubah Ayat (5) dari Pasal 37 ini. 
Sebagaimana kita pernah memiliki Tap referendum. Jadi, kita tidak perlu melakukan 
referendum, tapi cukup mencabut Tap. itu, untuk tidak melakukan referendum. Jadi, 
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demikianlah pandangan kami. 
Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

25. Ketua Rapat: I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa! 

26. Pembicara: Amin Said Husni (F-KB) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ada dua orang juru bicara. Yang pertama, yang 

terhormat Saudara Ansor Cholil, nomor anggota A-428 untuk menyampaikan Pasal 
33 dan 34. Kemudian disusul oleh yang terhormat Saudara Taufikurrahman Saleh, A-
448 untuk menyampaikan Pandangan Pasal 37. 

Atas seizin Pimpinan, kami persilakan Pak Ansor! 

27. Pembicara: Ansor Cholil (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi A Majelis yang kami 

hormati, 
Masalah Pasal 33 Ayat (4), pada prinsipnya F-KB tidak terlalu 

mempermasalahkan rumusan Pasal 33 Ayat (4) ini. Selama rumusan itu benar-benar 
membela dan memihak kepada ekonomi kerakyatan. Kedaulatan ekonomi, rakyat 
harus mendapatkan prioritas utama dalam konstitusi kita ini. Oleh karena itu, Pasal 
33 Ayat (4) ini, sudah pas karena mengatur perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi. Tetapi, meski demikian, rumusan Pasal 33 Ayat 
(4) ini terlalu banyak memuat prinsip-prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip 
kebersamaan, ada prinsip efisiensi, ada prinsip berkelanjutan, ada prinsip 
berwawasan lingkungan, ada prinsip kemandirian, ada prinsip keseimbangan dan 
ada prinsip kesatuan. Walhasil sekeranjang prinsip-prinsip ada di Pasal 33 Ayat (4) 
ini. 

Apakah kata demokrasi ekonomi itu tidak mengandung prinsip-prinsip itu? 
Apakah bisa dirumuskan indikator pemenuhan prinsip-prinsip itu sehingga akan 
dapat ditemukan ukurannya. Mari kita diskusikan bersama sehingga nanti akan bisa 
ditemukan satu konsep yang paling baik. 

Untuk Pasal 34. Begitu juga terhadap Pasal 34, F-KB tidak terlalu 
mempermasalahkan pasal ini. Rumusan pasal ini mengatur kesejahteraan sosial, 
mulai dari pengentasan kemiskinan dan anak terlantar, mengembangkan sistem 
jaminan sosial, memberdayakan masyarakat lemah dan kurang mampu sampai pada 
fasilitas pelayanan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. 
Khusus untuk memberdayakan masyarakat lemah dan kurang mampu, dalam 
implementasinya nanti agar menganut pada satu prinsip memberi kail dan tidak 
memberi ikan. Maksudnya, supaya ada satu dorongan orang itu berikhtiar dan 
berusaha, tidak nyadong begitu saja sehingga akan bisa ikut serta menentukan masa 
depannya lebih baik. Tetapi kalau memberi ikan berapa pun banyaknya mungkin 
tidak lama sudah akan habis. 

Oleh karena itu, pos anggaran yang mengatur kesejahteraan sosial agar 
ditambah, tidak seperti yang selama ini terjadi, yaitu pada subsidi non BBM dan pada 
Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi yang dikenal dengan 
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PPDPSE. Sehingga kalau tambah anggaran sudah barang tentu kesejahteraan akan 
tambah banyak dan lebih baik, dan ini adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa 
Indonesia. 

Demikian, terima kasih. 
Dan, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Taufikurrahman Saleh! 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

28. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F- PKB) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Persidangan ini mungkin model medley ya, bemmtan. 
Saya kebagian Pasal 37, yang tentunya sudah secara substansional kita sudah 

melihat, semua mau tidak mau hams, ini kan karena ndak ada alternatif, tetapi itulah 
demokrasi kadang-kadang juga alternatifnya juga dimmuskan hams secara limitatif. 
Sehingga suatu peraturan kalau tidak limitatif itu mengandung godaan-godaan multi 
interpretasi seperti yang sudah sering kita alami di dalam Undang-Undang Dasar 
1945. 

Amendemen, kita juga hamsnya cari identitas yang sudah kita identifikasi di 
lapangan juga masih ada mengandung hal-hal yang interpretasinya juga kadang
kadang tidak jelas, artinya lebih banyak perbedaan-perbedaan yang masih perlu 
terjadi. Di antara beberapa Ayat (1) sampai Ayat (5) ini memang semuanya sudah 
mengatur pembahan-pembahan yang diberikan suatu uraian-uraian yang lebih detil. 
Artinya, yang lebih rinci. Cuma mengenai khusus Pasal 5 ini, kadang-kadang terlalu 
rinci juga mengundang permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang bisa 
melenceng jauh dari substansi kehendak daripada the founding fathers kita ini yang 
sudah sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus menjadi 
kerangka setiap pijakan dari pilar-pilar pasal-pasal yang lain sehingga tidak perlu kita 
over dosis. 

Menumt saya, bahwa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa khusus mengenai Ayat 
(5) ini bila perlu di-drop saja, barangkali begitu. Artinya, bahwa dengan dirinci begini 
akhirnya memberi peluang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah 
final ini, masih perlu diperdebatkan lagi, didiskusikan lagi dan ini perdebatan yang 
menumt saya atau menurut kami tidak efektif dan melelahkan karena hal-hal yang 
ini sehamsnya sudah lewat dan kita berbicara ke depan. 

Itu yang mungkin barangkali pertimbangan kami. Mudah-mudahan dengan 
adanya, mungkin atau kalau tidak begitu dipertegas saja sekalian bahwa tidak ada 
perubahan-perubahan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus 
secara positif begitu. Sehingga tidak memberikan suatu peluang-peluang yang .. , 
sebetulnya ya, demokrasi, cuma demokrasi itu kan tidak sebebas-sebebasnya, seolah
olah memberikan suatu kesempatan-kesempatan yang tidak produktif yang tentunya 
kita berpikir yang tidak efisien yang memang kadang-kadang sering karena 
ketidakdewasaan kita kadang-kadang memang sering memasalahkan yang bukan 
masalah. Jadi, mari kita memasalahkan yang masalah, yang bukan masalah jangan 
kita masalahkan, nanti kita lelah, sehingga semakin tidakjelas gitu. 

Jadi itulah beberapa hal mudah-mudahan dengan selesainya nanti amendemen 
ini, kita ini yang sudah dianggap oleh para pengamat atau orang luar negara-negara 
state man. Jadi, mungkin Undang-Undang Dasar ini bagus semua mmusannya, cuma 
begitu diimplementasi, ini yang mungkin barangkali perlu kita breakdown sedikit, 
kita nanti harus bicara pada tatanan-tatanan yang lebih empirik. 
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Mungkin demikian, saya kira sebagai tambahan untuk tugas saya 
mengomentari Pas al 3 7 ini, sekian. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

29. Ketua Rapat: I KetutAstawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, 

kami persilakan Fraksi Reformasi. 

30. Pembicara : AM. Luthfi (F-Reformasi) 
Fraksi Reformasi akan diwakili oleh dua orang juru bicara, Saudari Nurdiati 

Akma dan Saudara Mashadi. 

31. Pembicara: Nurdiati Akma (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Mengenai Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial. Kami berpendapat bahwa apa yang telah dibahas oleh PAH I, 
menambahkan dengan poin 4 dan poin 5. Dalam hal ini pada prinsipnya kami setuju, 
tetapi kita sudah mengalami beberapa dekade Orde Lama, Orde Baru, sampai 
terakhir. Saat ini kita masih sekali terkesan sangat tergantung kepada bantuan luar 
negeri, seolah-olah kita ini bukanlah suatu bangsa yang mampu untuk mandiri. Maka, 
kami lebih cenderung untuk kalimat ini lebih difokuskan karena kalau kami membaca 
Ayat (4), 

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dan seterusnya." 

lni sulit sekali untuk kita melihat fokus apa yang diinginkan dan kami 
mengusulkan, kiranya bahwa perekonomian nasional di sini adalah betul-betul kita 
inginkan adalah ekonomi yang mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan yang 
berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tentu saja di sini yang difokuskan adalah bahwa 
bangsa kita sudah saatnya untuk mandiri di dalam perekonomian. 

Kemudian, mengenai Pasal 34, kita masih saja mengulang Ayat (1) persis sama 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Di sini tertulis: 

"Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara." 
Gara-gara kalimat "dipelihara" ini akhirnya fakir miskin dipelihara terus, anak

anak telantar dipelihara terus, hari ini dipelihara seribu, besok tumbuh dua ribu dan 
seterusnya berkembang tidak makin habis, sehingga di sini banyak sekali akhirnya 
bisa berdalih. Kami inginkan kalimat ini justru diperjelas, bukan dipelihara, tetapi 
dijamin oleh negara. Dijamin dalam arti kata fakir miskin, anak terlantar, termasuk 
jompo, termasuk cacat, ini bukan dipelihara. Kalau dipelihara akhirnya ya jadi miskin 
terus, jadi terlantar terus, sekarang malah bertambah jadi anak jalanan, bukan anak 
jalanan saja, tetapi Bapak jalanan, Ibu jalanan. Karena, anak jalanan tidak dipelihara, 
ibunya kepingin dipelihara lagi berkembang terus akhirnya permasalahan kita tidak 
pernah selesai-selesai. 

Jadi, kami ingin ada ketegasan di sini, jangan kita pakai bahasa klise, tetapi 
bahasa yang betul-betul akan memberikan jaminan sebagaimana di Pasal Pendidikan, 
kita berani mengatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". 
Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi, mestinya fakir 
miskin dan anak terlantar yang di dalamnya termasuk jompo dan cacat. 

Saya seringkali diprotes oleh orang-orang cacat. Kami tidak dijamin oleh 
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Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada kalimat-kalimat penyandang cacat di situ. 
Bisa saja kita berdalih itu sudah ter-cover di fakir miskin, sudah ter-cover di anak 
terlantar, tetapi yang mereka harapkan adalah kejelasan. Jadi, kami usulkan agar 
kata-kata "dipelihara" ini diganti dengan kata-kata lebih tegas, "dijamin" atau 
"dilindungi". 

Kemudian Ayat (3) : "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". 

Kami sangat setuju sekali, tetapi barangkali ada fasilitas lain lagi yang perlu 
untuk kita masukkan di dalamnya. 

Demikian yang dapat kami berikan, kami hanya membahas Pasal 33 dan Pasal 
34. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

32. Pembicara : Mashadi (F-Reformasi) 
Assalaamu' alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Kami dari Fraksi Reformasi menyikapi terhadap Pasal 37 ini. Secara prinsip 

dari Ayat (1) sampai Ayat (5) kami menyetujui seluruhnya dan tidak perlu lagi ada 
penambahan-penambahan. Karena dari Ayat (1) sampai Ayat (5) yang sudah 
dipersiapkan oleh Badan Pekerja ini, menurut kami sudah cukup komprehensif dan 
memberikan nuansa bagi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Oleh karena itu, adanya pandangan-pandangan terutama yang tekait dengan 
Ayat (5) yang terakhir ini, yang dikhawatirkan akan mempunyai implikasi terhadap 
perubahan bagi.. yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin bahwa ini 
adalah sebuah opsi saya kira yang diberikan oleh Majelis ... oleh Badan Pekerja. Dan 
saya kira ke depan ini adalah tetap sebagai sebuah sarana bagi ... melihat lebih jauh 
dinamika dan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat sendiri. 
Karena pada hakikatnya di dalam kehidupan masyarakat itu akan berkembang terus 
dan juga akan memberikan suatu arah bagi perubahan itu sendiri. 

Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kami dari Fraksi Reformasi terhadap 5 (lima) 
ayat ini kami melihat ini sebagai satu hal yang bersifat komprehensif dan kami 
menerima dan tidak perlu ada penambahan lagi. 

Terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

33. Ketua Rapat: I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Reformasi. Selanjutnya, kami 

persilakan Fraksi Partai Bulan Bintang. 

34. Pembicara : Hamdan Zoe Iva (F-PBB) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Hamdan Zoelva, A-265. 
Pimpinan dan para anggota Majelis yang kami hormati. 
Secara prinsip, secara umum kami bisa menyetujui rumusan yang telah 

dihasilkan oleh Badan Pekerja dalam draft ini. 
Kemudian, yang kedua, kami setuju dengan perubahan judul dari Bab XIV ini, 

dari Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, 
karena cakupan dari bab ini adalah menyangkut dua hal itu, yaitu Kesejahteraan 
Sosial dan Perekonomian Nasional. 
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Kemudian terhadap Pasal 33. Hal ini perlu kami tegaskan beberapa hal. Yang 
pertama, ini tetap terkait dengan ketiga ayat yang sebelumnya yang tidak kita ubah. 
Penambahan Ayat (4) adalah penambahan terkait dengan perkembangan ekonomi 
pada saat sekarang ini, yaitu dengan menegaskan adanya asas-asas demokrasi 
ekonomi dengan 7 (tujuh) prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, 
prinsip efisiensi, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip 
kemandirian, dan prinsip menjaga keseimbangan ekonomi dan kesatuan ekonomi 
nasional. 

Prinsip ini yang terakhir, kami tegaskan bahwa hal ini sangat penting karena 
mengingat wilayah kita yang sangat luas yang sumber daya alamnya yang sangat 
berbeda-beda, begitu juga sumber daya manusianya antara satu daerah dengan 
daerah yang lain. Dengan demikian, kemajuan satu daerah tidak boleh meninggalkan 
jauh kemajuan dari daerah-daerah yang lain. 

Kemudian terhadap Pasal 34, penambahan dua ayat baru yang menurut kami 
mengandung beberapa prinsip yang penting. Yang pertama adalah prinsip jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat. Harapan kami dan penafsiran kami, terhadap prinsip 
jaminan sosial ini adalah setelah Undang-Undang Dasar ini disahkan dan harapan kita 
semua tidak boleh lagi ada mereka yang tinggal di bawah jembatan. Tidak boleh ada 
lagi mereka yang tinggal di pinggir kali dengan beratapkan kardus. Tidak boleh ada 
mereka karyawan-karyawan dan buruh-buruh yang mati kelaparan, karena mereka 
sudah pensiun dan tidak boleh ada orang tua jompo yang terlantar, karena semuanya 
jaminan sosial kepada mereka dijamin oleh negara. 

Kemudian yang kedua, pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah. 
Artinya mereka yang lemah secara fisik, mereka yang cacat, mereka yang lemah 
dalam memperoleh kesempatan, mereka yang lemah mendapatkan peluang ekonomi, 
mereka yang miskin karena struktur sosial. Dan mereka semua harus dilindungi dari 
persaingan yang bebas. Jadi, harus ada keterlibatan dari negara untuk 
memberdayakan mereka-mereka yang sulit tumbuh sendiri tan pa bantuan negara. 

Kemudian, selanjutnya adalah, prinsip penting yang lainnya adalah adanya 
fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Artinya, tidak boleh ada orang yang mati 
karena tidak mampu membayar dokter dan tidak mampu membeli obat dan 
pelayanan um urn artinya, adanya fasilitas-fasilitas yang layak bagi mereka yang tidak 
mampu untuk membeli fasilitas itu sendiri. 

Oleh karena itu, di tempat-tempat umum harus ada tempat pelayanan yang 
layak bagi mereka yang cacat, bagi mereka yang hanya bisa memakai kursi roda, yang 
tidak bisa berjalan sendiri dan orang tua jompo yang tidak boleh dibiarkan untuk 
berdiri di bus-bus dan diberikan fasilitas khusus kepada mereka. Inilah penafsiran 
kami tentang makna dari pasal ini. 

Kemudian terhadap Pasal 3 7, kami berpandangan bahwa untuk mengubah 
Undang-Undang Dasar tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Karena kalau 
terlalu mudah, akan mendegradasi Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. 
Kemudian, kalau terlalu sulit akan menyulitkan generasi-generasi mendatang dalam 
menempuh mekanisme demokrasi untuk mengubah aturan dasarnya. Kalau kita 
mempersulit mereka untuk mengubah aturan dasarnya, maka mereka memakai 
pendekatan-pendekatan yang tidak demokrasi. Oleh karena itu, kita tidak ingin 
mereka tidak punya koridor untuk melakukan perubahan-perubahan itu, karena kita 
tidak pernah berpikir dan mungkin pikiran kita berbeda dengan apa yang kita 
pikirkan sekarang yang kita tidak tahu generasi kita ratusan tahun yang akan datang. 
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Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, 
Dalam Pasal 37 ini kami sepenuhnya bisa.... kami secara prinsip bisa 

menyetujui apa yang dihasilkan oleh Badan Pekerja, yang secara prinsip sudah 
menyempurnakan Pasal 37 dari naskah asli. 

Yang pertama adalah sudah mengatur tentang mekanisme bagaimana proses 
perubahan, usulan perubahan itu dilakukan. 

Kemudian yang kedua adalah kuorum. Syarat jumlah kuorum, kapan 
perubahan itu boleh diputuskan. 

Kemudian yang ketiga adalah syarat sahnya suatu putusan. Yang terakhir 
khusus kepada Pasal 37, kami kembali lagi menegaskan bahwa ini adalah kita ingin 
mempersulit untuk melakukan perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Prinsip kami sangat setuju, kami sangat setuju dalam alam 
pikiran kita yang sekarang ini. Apakah demikian alam pikiran generasi-generasi kita 
yang akan datang. Kalaupun ini kita persulit maka mereka akan mengubah Pasal 37-
nya dan mengubah Pasal 37 Ayat (SJ ini. Jadi, akan dengan mudah juga terjadi 
perubahan mengenai persoalan itu. 

Oleh karena itu, marilah kita berpikir sederhana bahwa dalam kerangka alam 
pikiran kita sekarang ini, memang kita seluruhnya sepakat bahwa kita tidak hendak 
mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Tetapi biarlah proses demokrasi 
dan koridornya itu ditentukan dengan mekanisme yang biasa bahwa korido r yang 
kita tentukan dalam Pasal 1 sampai Pasal 4 pun itu adalah sulit dilakukan. 

Kemudian yang terakhir, mekanisme perubahan yang ada dalam Pasal 37 ini 
adalah perubahan mengenai pasal-pasal. Jadi, yang bukan pasal tidak diatur di sini 
dan memang kita sepakati sampai sekarang termasuk Pembukaan adalah tidak 
merupakan bagian pasal. Oleh karena itu, tidak merupakan bagian dari Pasal 37 dan 
tidak bisa dirubah. 

Demikianlah pendapat kami, terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

35. Ketua Rapat: I KetutAstawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Partai Bulan Bintang. Selanjutnya, 

kami persilakan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. 

36. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
Terima kasih. 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk semua. 
Tjetje Hidayat, A-457 F-KKI. 
Bab XIV, judul kami setujui. Jadi, lengkap menjadi Perekonomian Nasional Dan 

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 di sana-sini kami sependapat dengan beberapa 
pembicara terdahulu, tentang Pasal 33 Ayat (4). Pasal 33 Ayat (4), di sana sudah 
ditulis ada demokrasi ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan, suistainable 
development dan lain sebagainya. Jadi, kami mengajak kepada semua untuk mulai 
menanggalkan dan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik kemarin. Kita ini suka 
senang mencantumkan keinginan yang baik-baik di langit ke tujuh. Jadi, supaya 
disesuaikanlah itu sehingga bukan hanya tidak berlebihan tetapi juga tidak ada 
kerancuan. Itu kira-kira. 

Pasal 34 Ayat (1)-nya ini. Kami usul.., ya maunya kita itu tidak ada fakir miskin 
dan anak-anak terlantar. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara diganti 
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dengan ditanggung. Saya kira, lebih benar itu. Yang tadi pun tidak salah itu dan yang 
agak panjang tentang Pasal 37 Ayat (5) yang mungkin ada baiknya sudut pandang 
kami ini secara lengkap dikemukakan. 

Jadi, usulfsaran kami begini kira-kira. Khusus putusan terhadap perubahan 
atas: Satu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk, dan keutuhan wilayah, 
tiga unsur itu. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan 
melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Dengan demikian maka bukan hanya 
perubahan bentuk negara yang memerlukan referendum nasional, akan tetapi juga 
terhadap dasar negara dan nilai-nilai dasar seperti termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan wilayah negara. 

Usulan kami tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut kira-kira; menyangkut hal-hal yang paling mendasar seperti dasar negara, 
bentuk negara dan keutuhan wilayah negara, maka kedaulatannya tetap berada di 
tangan rakyat dan tidak dapat dan tidak boleh didelegasikan pada lembaga mana pun. 
Kemudian, memang benar bahwa MPR yang sekarang sepakat untuk tidak mengubah 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, itu baru merupakan jaminan 
politik oleh MPR periode sekarang. Jaminan politik seperti itu dapat berubah bila 
konfigurasi politik hasil pemilu-pemilu yang akan datang mengalami perubahan. 

Oleh sebab itu, diperlukan jaminan konstitusional eksplisit bahwa untuk 
mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar negara 
Pancasila, sifat negara kebangsaan dan perwakilan rakyat, bentuk negara dan 
keutuhan wilayah negara hanya dapat dilakukan melalui referendum nasional. Dalam 
alam demokrasi tidak tertutup kemungkinan bahwa pada suatu waktu nanti, ada 
yang berkehendak dan mengusulkan agar dasar negara Pancasila diubah menjadi 
dasar negara yang lain. Atau ada yang akan mengubah negara kebangsaan menjadi 
bukan negara kebangsaan. 

Terakhir, untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan suatu jaminan 
konstitusional eksplisit bahwa perubahan atas hal-hal tersebut di atas hanya 
dimungkinkan bila memperoleh dukungan mayoritas rakyat yang mempunyai hak 
pilih melalui suatu referendum nasional. Jadi, kira-kira itu kalau pun bisa diubah 
dengan cara begitu toh lebih baik dibanding dengan perubahan melalui suatu 
revolusi yang ganas dan buas. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

3 7. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih, kami sampaikan kepada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. 
Selanjutnya, kami persilakan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Kami 

persilakan! 

38. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Asnawi Latief, nomor anggota A-1. 
Saudara Pimpinan, Saudara-saudara anggota Komisi A yang saya hormati, 
Fraksi kami yang juga ikut membahas konsep yang ditelurkan oleh Badan 

Pekerja ini, yaitu Bab XIV tentang judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
Sosial, menyetujui sepenuhnya untuk tidak ada perubahan. 

Pasal 33 Ayat (1), (2), (3) itu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan 
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naskah asli. Mengenai perekonomian yang telah menserasikan asas ekonomi pasar 
dan ekonomi kekeluargaan. Bahkan antara kepribadian nasional dan universalisme. 
Kepribadian nasional dan universalisme yang berpangkal pada filosofi ideologi 
negara, cita negara dan cita hukum yang sarat dengan nilai-nilai. Di dalam Ayat (4) 
yang merupakan tambahan, melihat kemajuan dan perkembangan zaman, di situ 
terdapat unsur-unsur, yaitu demokrasi ekonomi yang mencirikan ada 7 (tujuh) 
prinsip-prinsip yang tertuang dalam Ayat (4) ini. Oleh karena itu, fraksi kami 
menyetujui sepenuhnya rumusan-rumusan Pasal 33 ini. 

Kemudian mengenai Pasal 34, sebetulnya Ayat (1) ini tidak ada perubahan. lni 
adalah naskah asli karena secara historis kita pertahankan ini hanya ada nomor ayat. 
Di dalam pasal lama, Pasal 34, itu cuma ada satu ayat, "Fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh negara", begitu bunyinya. Kemudian di dalam diskusi
diskusi dan perkembangan di PAH l dan juga Badan Pekerja, maka ditambahlah tiga 
ayat, terutama dua ayat mengenai "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial", 
dan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
pelayanan umum yang layak." Saya kira seluruhnya sudah dipahami alasan-alasan itu, 
terutama pembicara-pembicara yang terdahulu. 

Lebih lanjut Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara, 
Pasal 37, pada dasarnya secara prinsip fraksi kami menyetujui semuanya. 

Khusus mengenai Pasal 5 Ayat (5) yang mendapat sorotan oleh beberapa fraksi. 
Sebetulnya isi dari rumusan ini tidak memberi peluang untuk negara kesatuan ini 
supaya berubah bentuk, tetapi secara demokratis itu ditampung. Tuhan saja itu tidak 
benci pada perceraian, abgadlulhalal indal/ah attalaq, tetapi boleh talak itu asal 
melalui prosedur. Apakah kita biarkan itu pemisahan-pemisahan negara-negara itu, 
apa daerah-daerah itu secara ilegal, dengan separatisme misalnya, Aceh merdeka dan 
beberapa daerah-daerah yang mau ingin merdeka. Tetapi, kalau kita beri rambu
rambu, jalan keluar secara demokratis, dipersilakan. Satu contoh yang aktual, negara 
Kanada yang terdiri dari dua etnis Inggris dan Perancis, hampir tiap empat tahun 
sekali mereka secara rutin melakukan referendum nasional. Apakah dia menjadi 
negara sendiri yang beretnis Perancis terutama? Tetapi toh juga tidak pernah 
berhasil. Dan itu legal dan tidak bermusuhan dan kembali pada satu negara kesatuan 
Kanada. 

Jadi oleh karena itu, kita jangan melebihi Tuhan, itu. Takdir kita itu adalah 
negara kesatuan terus, itu belum tentu. Pada satu ketika barangkali dalam 
perkembangan zaman. Uni Soviet saja pecah belah, hancur, tidak karuan itu. Tetapi 
itu diperoleh dengan cara yang tidak demokratis. Tetapi, kita tidak menginginkan 
negara kesatuan ini pecah belah tentunya. Itu memberi jalan keluar jangan sampai 
terjadi stagnasi keinginan-keinginan itu tidak tersalur. Tentu referendum nasional ini 
tidak seperti referendum di Timar Timur, hanya dilakukan oleh orang rakyat di 
Timar Timur sehingga pisahlah satu daerah yang sebetulnya sudah bersatu dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu merupakan suatu kesalahan politik yang 
fatal itu, berpisahnya Timar Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tapi, sekiranya ada rambu-rambu seperti ini barangkali tidak akan lepas Timar 
Timur itu menggunakan ini. Sebab dia sudah berada di dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Saudara Pemimpin, sekali lagi Pasal 37 ini fraksi kami tetap mempertahankan 
tanpa ada perubahan-perubahan. 

Demikian, terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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39. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 
Selanjutnya, kami persilakan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa! 

40. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih, Saudara Ketua. 
Dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa tidak memiliki tambahan 

keterangan dan secara substansial kami telah sepakat dengan Pasal 33, 34 maupun 
37. 

Terima kasih. 

41. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 
Selanjutnya, kami persilakan Fraksi TNI/Polri! 

42. Pembicara: Tatang Kurniadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pemimpin. 
Yang terhormat Pimpinan, yang terhormat rekan-rekan anggota Komisi A 

Majelis. 
Menanggapi Pasal 33. Pasal tersebut menegaskan bahwa asas kekeluargaan 

adalah dasar dari suatu usaha bersama untuk menyusun perekonomian, untuk 
mencapai cita-cita kesejahteraan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
Asas kekeluargaan ini menjadi semacam aura, semacam semangat untuk menjamin 
tumbuhnya rasa, ikatan batin, tekad kebersamaan untuk menikmati ketentraman 
serta kesejahteraan sosial. Penambahan Ayat (4) pada Pasal 33 menyatakan bahwa 
"Dasar dari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi." 
Kata "demokrasi ekonomi" ini tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan dari 
Pasal 33 yang asli. Karena hal ini kata dasar "demokrasi ekonomi" ini berasal dari hal 
yang normatif dari penjelasan Pasal 33 yang kemudian dipindahkan ke dalam pasal 
Batang Tubuh. lni sesuai dengan kesepakatan kita dalam mengubah Undang-Undang 
Dasar 1945 ini. 

Selain itu, prinsip-prinsip untuk menunjang perekonomian nasional seperti 
keadilan, kebersamaan, efisiensi dan selanjutnya berada dalam satu ikatan nilai yang 
sama dengan ketiga ayat pada Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, 
serta penjelasannya. Mengingat adanya berbagai nilai yang perlu diimplementasikan 
secara hukum, pelaksanaan tentang Pasal 33 ini, sudah seharusnya lah diatur dalam 
suatu undang-undang sesuai dengan ayat berikutnya. 

Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi TNI/Polri menilai adanya hal 
yang menunjang dengan penambahan Ayat (4) dan juga Ayat (5) pada Pasal 33. Pada 
ketiga ayat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oleh karena itu, Fraksi 
TNI/Polri menyikapi Pasal 33 ini menyetujui penambahan Ayat (4) dan Ayat (5) 
tersebut. 

Selanjutnya, Pasal 34. Pasal ini merupakan perkayaan melalui Ayat (2), (3) dan 
(4) terhadap Pasal 34 yang asli. Di mana ditegaskan bahwa negara dalam memelihara 
fakir miskin dan anak terlantar memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas 
kesehatan, pelayanan umum serta dalam pengembangan jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat sekaligus menunjukkan sikap proaktif negara untuk memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 
Keseluruhan norma dalam Pasal 34 ini pun sangat terkait dengan pencapaian cita-
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cita perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, Fraksi 
TNI/Polri setuju terhadap Pasal 34 ini. 

Selanjutnya, pada Pasal 37, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai 
dengan amanat Pasal 37 itu sendiri, dimungkinkan. Namun demikian, kita dapat 
mempertanyakan, sejauh mana perubahan itu diperlukan, hal substansi apa yang 
perlu diubah, bagaimana dan siapa yang terlibat untuk mengubahnya? Suatu 
kesepakatan telah menjadi acuan kita dalam mengubah pasal-pasal Undang-Undang 
Dasar 1945. Salah satunya adalah tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Ayat (5) Pasal 37 ini memang menyentuh masalah perubahan 
tersebut yang diperbolehkan. Tapi, apabila objek perubahannya adalah bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dengan persyaratan yang lebih berat, 
dapat diartikan bahwa Ayat (5) ini menyimpan hal yang bertentangan dan rawan 
terhadap tekad kita untuk mempertahankan bentuk NKRI. 

Dari suatu referensi Perancis dan Italia adalah negara yang terkenal 
demokrasinya. Tetapi, mereka kokoh terhadap pendirian mempertahankan bentuk 
republik dan itu kemudian disimpan di dalam konstitusinya. Nah sebaiknya, untuk 
memperkuat posisi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diubah, 
maka diperlukan pasal yang langsung saja menegaskan hal ini, seperti halnya 
misalnya pencantuman wilayah negara dalam Pasal 25E. Jadi, bunyi Ayat (5) Pasal 37 
ini, menurut kami, seyogianya bisa menjadikan pasal yang tegas-tegas menyatakan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh dirubah. Secara tegas 
bahwa sentuhan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di 
dalam Undang-Undang Dasar ini. 

Demikian pendapat Fraksi TNI/Polri tentang Pasal 37 ini, khususnya Ayat (5). 
Mudah-mudahan seluruh anggota sidang Komisi A ini sepaham dan setuju dengan 
pendapat Fraksi TNI/Polri. 

Terima kasih. 

43. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi TNI/Polri. Selanjutnya, kami 

persilakan Fraksi Utusan Daerah. 

44. Pembicara: Vincent T. Radja (F-UD) 
Terima kasih. 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati, 
Untuk Pasal 33 dan Pasal 34 ini, dari Fraksi Utusan Daerah akan disampaikan 

oleh pertama H. M. Azali Johan, S.H. dan kedua, Laden Mering, S.H. 
Terima kasih. 

45. Pembicara: Azali Djohan (F-UD) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang kami hormati pimpinan Komisi A, rekan-rekan anggota MPR yang 

berbahagia. 
Sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada pengantar musyawarah Komisi A 

dari Fraksi Utusan Daerah. Kami tidak terlalu jauh menyimpang, cuma ada beberapa 
hal barangkali untuk menambah menguatkan apa yang telah disampaikan pada 
tanggal 4 Agustus yang lalu itu. Kita melihat pada Bab XIV. Kalau kita melihat dari 
semulanya, judul bab ini hanya dua kata, "Kesejahteraan Sosial". Kemudian, diubah 
menjadi "Perekonomian Nasional" dan "Kesejahteraan Sosial" disebabkan, karena ada 
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dua pasal terlibat di dalamnya, yaitu masalah perekonomian dan masalah 
kesejahteraan sosial. 

Kalau kita kaitkan dengan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3), yang disempurnakan 
dalam amendemen ini, dengan menambah Ayat (4) dan ayat (5) yang barangkali 
sudah dapat kita terima dengan baik. Pasal 34 dari semula yang merupakan satu Ayat 
berkembang menjadi empat ayat, yang lebih mendukung Ayat (1) dan 
memperlengkapnya dengan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4). Cuma kita melihat di 
Pasal 34 ini ada kata-kata yang kurang enak. Kalau diterjemahkan itu Pasal 1 Ayat 
(1), "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Kami orang 
daerah itu, kalau dipelihara bahasanya ayam, kucing, kambing, sapi. Apakah tidak 
mungkin kata-kata "dipelihara" itu dirubah menjadi kata yang lebih indah, begitu, 
sehingga anak-anak fakir miskin itu tidak seperti ayam itu, tidak seperti kucing. 

Saya rasa demikian tambahan kami untuk lebih mengesankan bahwa bahasa 
Indonesia itu kaya dengan bahasa yang lebih halus. Cuma nanti karena di Pasal 34 
Ayat (4)-nya itu akan dilaksanakan dengan mengaturnya dalam undang-undang. 
Kami mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun undang
undang ini hendaknya betul-betul diterapkan pasal-pasal yang dikunci dalam 
Undang-Undang Dasar ini. Sehingga dengan demikian nanti betul-betul terealisir 
kehendak dari kita bersama. 

Kemudian masalah Pasal 37, kita melihat sudah sempurna. Cuma kita lihat 
Pasal 37 Ayat (5). Pasal 37 Ayat (5) ini, nampaknya memberi peluang terhadap Pasal 
1 daripada Undang-Undang Dasar. Kemudian juga memberi peluang kepada 
Pembukaan alinea ke-4 itu. Kita sudah mengatakan bahwa kita itu adalah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Alinea 4 juga mengatakan negara Republik Indonesia. 
Kalau ini diberi peluang apa kita ada maksud untuk memberi kesempatan untuk 
negara kesatuan ini untuk dipecah. Saya rasa ini perlu dipikirkan lagi. 

Demikianlah pandangan dari kami dan nanti dilanjutkan oleh teman-teman. 
Terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

46. Pembicara: Laden Mering (F-UD) 
Nama saya Laden Mering, anggota MPR RI Utusan Daerah Kalimantan Timur 

tergabung dalam Fraksi Utusan Daerah. 
Saudara Ketua dan para Wakil Ketua serta anggota Komisi A MPR RI yang saya 

hormati. 
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jiwa perekonomian nasional 

dan kesejahteraan tercermin dalam alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut, "Dan 
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur." 

Kami orang daerah yang tergabung dalam Fraksi Utusan Daerah, berpendapat 
perekonomian sebagai jalan utama, tulang punggung pembangunan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Karena itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan usaha
usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjamin bagi setiap orang di 
daerah, di mana pun berada, derajat hidup yang sesuai dengan martabat 
kemanusiaan bagi dirinya serta keluarganya dan tiap-tiap warga negara berhak 
untuk turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber kemakmuran bangsa yang 

Perubahan UUD 1945 275 



di Indonesia dicirikan oleh kekayaan sumber daya alamnya. 
Fraksi Utusan Daerah berpendapat, reformasi ekonomi adalah reformasi sistem 

ekonomi, yaitu reformasi tatanan hidup berekonomi sehingga benar-benar sesuai 
amanat para pendiri republik ini. Yaitu sistem ekonomi pasar berdasarkan 
kerakyatan, di pihak lain kehidupan manusia yang tentram memerlukan dipatuhinya 
keadilan ekonomi. 

Di dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan 
sosial, sebesar-besarnya ditekankan upaya peningkatan masyarakat daerah bukan 
kesejateraan orang seorang, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya adalah pokok-pokok sumber perekonomian nasional. Bahwa 
perekonomian nasional menurut Fraksi Utusan Daerah lebih mendesak dikarenakan 
dengan memajukan semua kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi menengah dan kecil 
secara serius, saling bergantung satu sama lain. Tanpa menata suatu sistem ekonomi 
sukar diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Walaupun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perekonomian 
Nasional dan Kesejahteraan Sosial telah disepakati dan tidak memiliki alternatif, 
pasal tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena selama ini 
tidak sepenuhnya menjadikan landasan untuk membangun sistem perekonomian 
nasional. 

Oleh karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri maritim yang 
kaya akan sumber daya alam, baik yang habis dipakai maupun yang terbaharui 
pengelolaannya hams benar-benar menganut prinsip berkeadilan bagi semua lapisan 
kebersamaan effisiensi, berkelanjutan agar tersisa untuk anak cucu kita, dari generasi 
ke generasi, berakhir selama mungkin menghargai prinsip berwawasan lingkungan 
dimana saja. 

47. Ketua Rapat: I KetutAstawa 
Mahon maafkami...mungkin waktunya Pak. 

48. Pembicara: Laden Mering (F-UD) 
Saya mohon ya Pak ya, kalau waktunya ya .. sebab saya tidak bisa bicara cepat

cepat. Menghargai prinsip berwawasan lingkungan di mana saja domainnya baik di 
darat, laut dan atmosfir dan mengakui hak ulayat setempat. Prinsip inilah yang oleh 
Fraksi Utusan Daerah disetujui di dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan 
sosial yang dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dan 
Pasal 34 Ayat (2) Fraksi Utusan daerah berpendapat ini meletakkan bagi kewajiban 
pemerintah/negara untuk membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah untuk dibantu dan dilestarikan. Semua 
dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
sehingga daerah yang kaya sumber daya alamnya tidak berkelimpahan dan yang 
kurang, yang miskin sumber daya alamnya, tidak berkekurangan. 

Menyangkut Pasal 34 masih ada waktu? Habis. Kalau begitu mohon Pasal 37 
minta waktu sedikit sebab ini ada hubungannya. Kalau kita mencermati Pasal 37, ini 
menyangkut perubahan mengenai pasal-pasal. Pasal 1 menyangkut perubahan pasal
pasal Undang-Undang Dasar, Ayat (2) setiap usul membaharui pasal-pasal, Ayat (3) 
untuk mengubah pasal. Pasal 37 Ayat (4) untuk mengubah pasal demi pasal; Ayat (SJ 
khusus ini mengenai pasal; jadi mungkin ada ketinggalan. Jadi, khusus usulan 
terhadap perubahan atas pasal bentuk negara, jadi bukan mengubah bentuk negara, 
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tapi pasal untuk negara. Karena F-UD tidak memberi peluang sedikit pun untuk 
mengubah bentuk negara. Dan kalau kita mengubah bentuk negara, apakah itu tidak 
termasuk semacam memberi kesempatan berbuat makar? 

Sekian terima kasih. 

49. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Utusan Daerah. 
Selanjutnya, kami persilakan kepada Fraksi Utusan Golongan! 

50. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Apa tidak sebaiknya Fraksi PDI dulu, karena kami biasanya di belakangkan? 

Okelah yang sekarang ini. Baiklah, kalau begitu dari Fraksi Utusan Golongan yang 
akan menyampaikan pandangannya, Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Ir. Mohammad 
Ikbal. 

51. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan yang saya hormati, 
Pertama-tama mengenai Pasal 33. Judulnya telah dirubah dari aslinya. Justru ini 

akan menimbulkan distorsi yang sangat-sangat jauh, akan terjadi disorientasi yang 
sangat jauh. Justru judul bab yang lama, "Kesejahteraan Sosial" artinya bahwa 
ekonomi itu merupakan derivatif dari tujuan mensejahteraan rakyat. Jadi, tujuan 
utamanya adalah mensejahteraan rakyat, dan ekonomi harus mendukung dan harus 
menjadi referensi, dan harus merupakan derivatif daripada kesejahteraan sosial. Jadi 
kalau dibalik, maka tidak jelas lagi subject matter-nya di dalam kehidupan ekonomi 
adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi, ini perubahan yang sangat mendasar 
yang mungkin tidak disengaja. 

Kedua, mengenai Pasal 4 dengan segala hormat saya kepada Panitia Ad Hoc I 
saya kira maksudnya supaya lengkap. Supaya .. 

52. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Moh on maaf ini pas al 4 atau Ayat ( 4 )? 

53. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Saya maksudkan Ayat (4). Itu maksudnya masih baik, supaya komplit, supaya 

lengkap. Namun, dengan perumusan seperti ini menimbulkan semacam kontradiksi 
dan inkonsistensi dan bahkan mungkin menimbulkan penafsiran yang tidak jelas. 

Saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti menjadi periodikal. Misalnya saja 
satu saja contoh efisiensi. Effisiensi ini dalam scope apa? Sebab kalau hanya effisiensi 
saja, ekonomi dikejar dengan efisiensi akan terjadi struktur proses produksi yang 
sangat berubah menjadi kapital intensif dan akan sama sekali membiarkan terjadinya 
pengangguran. Jadi, mengejar efisiensi bisa berarti mengubah struktur proses 
produksi menjadi kapital intensif dan mengabaikan labour intensive atau padat karya. 

Dengan demikian, orang akan mempunyai alasan untuk memberhentikan 
buruh, mengurangi penggunaan buruh demi effisiensi dan ini juga bisa bertentangan 
dengan maksud kemandirian. Demi kemandirian, maka justru kadang-kadang kita 
harus mengorbankan efisiensi jangka pendek, demi kemandirian kita tidak 
mengimporta paha ayam, demi kemandirian kita tidak mengimpor beras murah yang 
efisien menurut ekonom-ekonom. Dengan kata lain, harus ada perkataan efisiensi 
yang berkemandirian, efisiensi yang berkeadilan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. 
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Yang singkat kata dengan pembicara yang paling pertama tadi fraksi apa saya lupa 
tadi, maka perlu dirumuskan kembali oleh Tim Perumus, dan saya menyediakan diri 
kalau diperkenankan untuk membantu karena itikadnya baik ini. Cuma ... Laode tadi 
yang ngomong, Saudara Laode, sudah pulang dia ... saya kira ... betul, maksudnya baik 
tetapi merumuskannya pating serodok begitu, bahasa bataknya itu pating serodok itu. 

Kemudian mengenai Pasal 37 Ayat (4). Saya mengusulkan 2/3 saja tidak 50%. 
Apa ke khususannya bagian ini harus 50% persen, kenapa kita tidak.. semuanya 2/3 
ya 2/3 dan saya kira 2/3 lebih baik tidak memudahkan perubahan-perubahan. 

Kemudian Pasal 37 Ayat (5) hendaknya pasal ini dihilangkan saja. Tegas, pasal 
ini perlu dihilangkan karena bagaimana pun juga ini memberikan legitimasi untuk 
sekarang juga orang mulai kampanye untuk mengubah. Memang demokrasi artinya 
adalah kebebasan, demokrasi artinya dinamis, tetapi demokrasi harus juga 
mempunyai platform. Dan negara kesatuan adalah platform kita untuk bisa mengatur 
negara ini bersama-sama, sebab kalau tidak tiap tahun kalau ada pas al yang semacam 
ini orang memperoleh legitimasi untuk berkampaye, untuk berbuat apa saja bahkan 
mendirikan partai yang partainya pun diberi nama mungkin partai anti Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pasal semacam ini, meskipun maksudnya juga baik 
namun bisa menjadi apa itu yang berputar sendiri membalik itu, menjadi bumerang 
terhadap diri kita sendiri. 

Saya juga mencoba mendekati ini dari rasionalitas demokrasi, hanya saya 
mengatakan hati-hati karena demokrasi pun juga punya platform, tanpa platform 
demokrasi akan menjadi anarki. Nah ini penjelasan. Juga di Jerman Pak, Perancis juga 
disebut memang betul itu terang-terangan ada pasal yang tidak boleh diubah itu 
mengenai bentuk negara harus republik, harus federal, ada itu. Jadi, saya kira kita 
mungkin eforia demokrasi. Tetapi kalau eforia itu biasanya bahasa lndonesianya 'kan 
mabok kepayang. Mabok kepayang itu biasanya satu tahun masa sudah 5 tahun eforia 
terus saya kira itu sudah agak di luar pola demokrasi itu. Mabok kepayang saya pun 
kadang-kadang seminggu, dua minggulah, bosan begitu Pak. 

Jadi, saya kira demikian. Jadi, sekali lagi perlu dikembalikan kepada Tim 
Perumus untuk memperbaiki ini. Itulah sebabnya pula, mengapa Pasal 34, ada yang 
mau bicara sendiri Pasal 34, itu menjadi banyak pertanyaan, karena memang di Pasal 
33 hal-hal normatif dalam penjelasan tidak diangkat, Pak. Kepentingan masyarakat 
yang utama, bukan kepentingan orang-seorang, tidak diangkat. Bangun perusahaan 
yang sesuai dengan itu adalah koperasi, tidak diangkat. Ada lagi misalnya, jangan 
sampai usaha jatuh ke tangan orang-seorang sehingga rakyat banyak ditindasnya 
hilang karena normatif semua, tetapi tidak diangkat. Maka karena tidak diangkat lalu 
ada pertanyaan Pasal 34 yang macam-macam termasuk perkataan dipelihara. Itu kiai 
saya Pak sejak kecil memberi tahu kepada saya peliharalah dirimu baik-baik. 
Memang ada peliharalah bebekmu, tetapi peliharalah dirimu baik-baik, peliharalah 
imanmu baik-baik Jadi memelihara seperti saya memelihara anak saya. ltu juga 
artinya adalah memberdayakan anak saya. Jadi saya kira itu perkataan anggun yang 
baik sekali untuk iman diri kita sendiri. 

Terima kasih. 

54. Pembicara: Mohammad Iqbal (F-UG) 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati, nama saya Mohammad 

Iqbal C-653 dari Fraksi Utusan Golongan. 
Menyambung apa yang tadi telah disampaikan oleh Profesor Dr. Sri Edi 
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Swasono anggota Fraksi Utusan Golongan menyangkut Pasal 33 dan Pasal 34. Kami 
ingin memberikan beberapa pandangan-pandangan bahwa pada prinsipnya Fraksi 
Utusan Golongan dapat menerima apa yang telah dirumuskan oleh PAH I Badan 
Pekerja MPR. Namun untuk lebih memperbaiki rumusan-rumusan yang ada, ada 
beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai satu catatan untuk nanti dapat oleh 
Tim Perumus dipergunakan memperbaiki rumusan-rumusan yang telah ada. 

Yang pertama, yang berkaitan dengan Pasal 33, khususnya Ayat (4). Kami 
menghargai bahwa penjelasan di dalam Pasal 33 yang lama diangkat ke dalam pasal, 
tidak lagi di dalam penjelasan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Ini memberikan satu 
arahan pada kita semuanya bahwa perekonomian yang akan dilaksanakan di negara 
ini adalah ekonomi bagi kemakmuran seluruh rakyat yang melakukan aktivitas 
ekonomi adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai regulator 
dan fasilitator, rakyatlah yang melakukan aktivitas ekonomi. 

Oleh karena itu, ada pesan di dalam ayat ini yang mengatakan bahwa untuk itu 
harus ada kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh rakyat dalam melakukan 
aktivitas ekonominya. Tidak boleh ada lagi pemberian keistimewaan kepada satu 
pelaku usaha atau segolongan pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas-fasilitas 
tertentu atau monopoli dari pemerintah atau negara, termasuk monopoli oleh 
perusahaan negara. Monopoli oleh perusahaan negara atau salah satu yang ditunjuk 
oleh negara hanya dapat dilakukan untuk cabang-cabang produksi yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dan itu harus ditentukan atau diputuskan oleh rakyat 
melalui satu undang-undang. Tidak boleh lagi ada monopoli yang diberikan kepada 
satu BUMN, apalagi kepada suatu perusahaan swasta yang diberikan melalui satu 
Keputusan Menteri, apalagi keputusan seorang Dirjen. 

55. Ketua Rapat: I Ketut Astawa 
Maafwaktunya Pak. 

56. Pembicara: Mohammad Iqbal (F-PG) 
Oleh karenanya, maka untuk itu kami ingin mempertegas bahwa pengertian 

demokrasi ekonomi ini adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kami ingin juga mempertegas mengenai Pasal 
34. Pasal 34 ini apabila kita teliti secara baik, maka maksud dan tujuan Pasal 34 ini 
adalah memberikan satu sistem jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia 
terutama kepada masyarakat yang lemah, masyarakat lemah di negara-negara maju 
dikategorikan sebagai : 

1. Mereka-mereka yang masih kecil, anak-anak; 
2. Mereka yang sudah manula atau sudah tua; 
3. Mereka-mereka yang cacat, handicap people; 
4. Mereka-mereka yang tergolong fakir miskin. 
Dan, kepada mereka-mereka inilah, negara seharusnya memberikan jaminan 

sosial untuk itu. Oleh karenanya maka barangkali di dalam Pasal 34 ini perlu ada 
restructure. Mungkin Ayat (2)-nya adalah dinomorsatukan menjadi Ayat (1), 
kemudian kita masukkan baru ayat-ayat yang berikutnya. Sesuai dengan jaminan 
sosial yang harus dikembangkan oleh pemerintah atau negara kepada mereka
mereka yang lemah, apakah itu anak-anak, orang tua ataupun kepada mereka-mereka 
yang cacat dan termasuk di dalam hal ini adalah adanya pelayanan kesehatan dan 
pelayanan umum yang layak bagi mereka. Jangan lagi diartikan Pasal 34 ini hanya 
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legitimasi bagi Departemen Sosial, tetapi Pasal 34 adalah pemberian jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Demikian, terima kasih. 

57. Ketua Rapat: I KetutAstawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya 

kami persilakan pada Fraksi PDIP. 

58. Pembicara: Didi Supriyanto (F-PDIP) 
Terima kasih, Saudara Ketua. 
Atas kesepakatan F-PDIP mendapat 3 (tiga) orang pembicara. Dengan urutan 

pembicara ketiga, Saudara I Dewa Gde Palguna, S.H. M.A., pembicara kedua, Saudara 
Zaenal Arifin dan pembicara pertama Saudara Ramson. Seizin pemimpin, tentu kami 
persilakan langsung kepada Ramson untuk memulai. Terima kasih. 

59. Pembicara: Ramson S (F-PDIP) 
Terima kasih saudara juru bicara. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita semuanya. 
Sesudah melihat Pasal 33 Ayat ( 4) yang di sini ada rencana diamendemen, 

bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi." Efisiensi sebenarnya adalah 
salah satu inti atau jantung dari kapitalisme, karena penekanan cost dengan 
konsekuensi logis memaksimalkan. Kalau dulu angkatan 45 menyebutnya nilai lebih, 
kalau Pak Habibie menyebut nilai tambah. Jadi, ada benturan antara demokrasi 
ekonomi dengan filosofi efisiensi di dalam sistem perekonomian nasional. 
Tampaknya efisiensi itu adalah dalam skala-skala mikro, sehingga kita tidak terjebak 
membuat peluang yang mengarah kepada yang kapitalistis, karena ada suatu analog 
yang baru-baru ini terjadi di dalam undang undang. Kita membuat Undang-Undang 
Propenas dan Migas bahwa BBM akan masuk kepada mekanisme pasar untuk 2004. 
Logikanya bahwa Pemerintahan lbu Mega dan Bapak Hamzah Haz hams menaikkan 
harga BBM secara periodik untuk masuk kepada mekanisme pasar internasional 
tahun 2004. 

Tapi disatu pihak, teman-teman saya sendiri anggota Dewan juga memberikan 
kritik habis-habisan. Jadi, artinya ini satu pengalaman kita berikan ruang, tapi kita 
jebak gitu. Untuk itu, saya kurang sependapat dengan adanya Ayat (4), tapi Ayat (1), 
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan", 
sebenarnya bersama dan kekeluargaan itu sudah demokrasi ekonomi ala Indonesia. 
Hanya masalahnya selama ini instrumen-instrumen untuk itu belum dibuat, sehingga 
perlu ditambah yang diatur dengan undang-undang. Begitu juga cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara juga ditambah yang diatur oleh undang-undang, karena 
bagaimanapun kita tidak bisa total memberikan kepada mekanisme pasar. George 
Soros sendiri ahli valas, artinya yang besar di dalam sistem kapitalisme, dia 
mengatakan bahwa, "Kapitalisme global tidak bisa memberikan kesejahteraan yang 
merata". Padahal, kita diberikan amanat oleh para pendiri republik ini dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tercapainya kesejahteraan umum. 
Jadi jangan nanti di satu pihak kita menghantam pemerintah yang ada, tetapi ruang 
sudah kita siapkan untuk itu, demikian mengenai Pasal 33. 
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Mengenai Pasal 34 antara Ayat (1) dan Ayat (2) hampir cenderung sama. Untuk 
Ayat (3) perlu dipikirkan lebih dalam mengenai pelayanan umum yang layak. Artinya, 
ini sangat universal, tetapi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan adalah memang kewajiban dari negara. 

Untuk Pasal 37, untuk Ayat (4) dan Ayat (3). Perlu dimasukkan posisi peranan 
komisi konstitusi. Kami mengusulkan putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang
Undang Dasar setelah diselaraskan dan disempurnakan komisi konstitusi dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. 
Hal ini karena ada artinya pemikiran yang berkembang di mana masih perlu 
diselaraskan dan disempurnakan Amendemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, 
sehingga betul-betul hukum dasar yang bisa menjadi pegangan bagi segenap bangsa 
Indonesia untuk jangka panjang. Untuk Ayat (5), kami menginginkan itu diubah 
menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak dapat dirubah. Itu usulan kami untukAyat (5) Pasal 37. 

Untuk mengenai Aturan Peralihan, nanti rekan-rekan saya satu fraksi akan 
mengemukakan, tetapi perlu pemahaman mengenai posisi Mahkamah Konstitusi 
bahwa sebelum ada Mahkamah Konstitusi.. ... 

60. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Kami kira itu sudah .... Mahkamah Konstitusi mungkin kita besok. 

61. Pembicara: Ramson S (F-PDIP) 
Bel um ya, maaf kalau begitu Pak. 
Oke, demikian Saudara Pemimpin. Hal-hal yang kami kemukakan untuk 

kesejahteraan sosial dan untuk kesejahteraan sosial kami juga sependapat dengan 
Bapak Profesor Dr. Sri Edi Swasono karena memang di sini yang diamanatkan oleh 
Bapak pendiri republik adalah untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan 
rakyat. 

Demikian, terima kasih. Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

62. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Kami menyoroti Pasal 37, kami setuju dengan perubahan yang diusulkan 

mengingat pasal asli hanya mencantumkan syarat untuk suatu perubahan, sedangkan 
usul perubahan mencantumkan dengan jelas bagaimana sistem dan prosedur untuk 
melakukan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya ada dua 
tahap yang harus dilalui untuk perubahan-perubahan tersebut. Ayat (1) dan (2) kami 
anggap sebagai prosedur untuk menyampaikan usulan perubahan dan bagaimana 
persetujuan itu didapatkan. Ayat (3) dan ( 4 ), bagaimana syarat-syarat satu 
persetujuan perubahan itu dilakukan? Jadi, ini dua prosedur yang menurut saya 
cukup baik. Oleh karenanya, kami menyetujui Pasal 37 untuk Ayat (1), (2), (3) dan 
(4). 

Khusus untuk Ayat (5) sebagaimana yang kami ketahui suatu konstitusi pada 
dasarnya terdiri dari dua bagian yang bersifat ideologi konstitusi dan yang bersifat 
instrumentalis. Untuk bagian pertama, yaitu ideologi konstitusi. Kami mengusulkan 
untuk tidak dapat diubah. Oleh karena itu, kami mengusulkan pada pasal ini adalah 
sebagai berikut; "Ketentuan perubahan sebagaimana diatur dalam Ayat (1), (2), (3) 
dan (4) pasal ini tidak berlaku terhadap Pasal 1 Undang-Undang Dasar ini. 

Terima kasih, Pimpinan. 
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63. Pembicara: I Dewa Gde Palaguna (F-PDIP) 
Melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami. Saya ingin 

mengemukakan bahwa berkenaan dengan Pasal 33 dan Pasal 34, di situ sebenarnya 
adalah kita berusaha untuk mengejawantahkan pesan atau amanat yang disampaikan 
oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan tujuan kita bernegara yang dalam 
konsepsi kenegaraan kemudian kita kenal sebagai paham negara kesejahteraan. 

Oleh karena itulah, maka di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 itu kita menemukan 
rumusan-rumusan yang setidak-tidaknya secara denomenasi kita mencoba 
menerjemahkannya demikian di dalam pasal-pasal itu. Bahwa mungkin di situ ada 
problem-problem yang bersifat redaksional saya kira, ya nanti sepanjang itu tidak 
merupakan sesuatu yang menyentuh substansi sehingga mempunyai makna yang lain 
dari apa yang dimaksud. Saya kira, kita masih harus tetap terbuka untuk soal-soal itu. 

Kemudian khusus mengenai Pasal 37, memperhatikan apa yang berkembang di 
dalam pemikiran-pemikiran di komisi ini, setidak-tidaknya dari awal sampai terakhir 
kemudian kami mendapatkan giliran ini adalah itu semakin menegaskan apa yang 
kami sampaikan di dalam pemandangan umum. Sebelum kita memasuki komisi, yaitu 
bahwa memang sesungguhnya ada sesuatu yang di dalam konstitusi itu memang 
sangat layak untuk tetap dipertahankan. Tetapi mungkin persoalan wording atau 
perumusannya atau formulasinya. Yang kemudian menjadi atau menjadikan 
pemahaman orang yang membaca yang tidak mengetahui sejarah perumusan itu 
menjadi berbeda. 

Itulah yang tadi disampaikan oleh rekan kami Saudara Zainal Arifin bahwa ada 
satu hal-hal di dalam konstitusi yang jika hal-hal itu berubah sesungguhnya 
konstitusi itu sudah kehilangan gagasan-gagasan dasarnya. Itulah yang kami 
maksudkan sebagai bagian-bagian yang kami masukkan dalam pengertian atau ke 
dalam kualifikasi ideologi konstitusi yang sebenarnya itu sudah terkelompok di 
dalam Pasal 1. Misalnya, kalau prinsip atau bentuk negara kesatuan itu berubah, 
sesungguhnya Undang-Undang Dasar kita sudah berubah dari prinsip dasarnya. 
Kalau bentuk republik berubah menjadi kerajaan, misalnya, itu sesungguhnya bukan 
hanya secara tata negara, tetapi secara hukum internasional itu juga sudah 
merupakan suatu proses yang namanya suksesi negara. 

Demikian pula halnya kalau paham negara hukum yang ada di Pasal 1 itu 
berubah menjadi paham negara kekuasaan misalnya. Itu maka pada dasarnya 
Undang-Undang Dasar 1945 juga kehilangan jiwanya. Demikian pula halnya dengan 
paham kedaulatan rakyat, apalagi menjadi kedaulatan negara misalnya, maka di situ 
juga Undang-Undang Dasar 1945 sudah kehilangan rohnya. 

Oleh karena itulah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan 
tadi bahwa bagi kami yang termasuk dalam kelompok itu bukan hanya soal bentuk 
negara, tetapi juga soal paham kedaulatan rakyat, tetapi juga soal bentuk 
pemerintahan republik, tetapi juga soal paham negara hukum. Itulah justru bagian
bagian penting yang harus diselamatkan yang seharusnya tidak tunduk pada 
ketentuan perubahan di dalam Pasal 37 Ayat (1), (2) sampai dengan (4) itu. 

Oleh karena itulah, maka kami mempunyai gagasan tadi apa yang disampaikan 
oleh rekan kami Saudara Zainal Arifin bahwa untuk soal-soal yang menyangkut 
substansi-substansi yang boleh dikatakan semacam condisio sine qua non bagi adanya 
Undang-Undang Dasar 1945, maka seharusnya dinyatakan secara tegas seperti tadi 
disinggung dalam Konstitusi Jerman, juga di dalam Konstitusi Perancis bahwa soal
soal itu seharusnya tidak tunduk pada perubahan yang konstitusional sebagaimana 
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yang disebutkan syarat-syaratnya dalam Ayat (1), (2), (3), (4) Pasal 37 ini atau 
rancangan Pasal 37 ini. Artinya, ketentuan di dalam yang menyangkut soal paham 
kedaulatan rakyat, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, paham 
negara hukum itu yang terdapat di dalam Pasal 1, harus kita berani menyatakan 
secara tegas sebagai objek, bukan objek perubahan atau dalam norma-norma yang 
tidak dapat diubah-ubah, atau kita sebutkan sebagai pasal-pasal yang tidak dapat 
diubah, non amendable article. 

Terima kasih, Bapak Pimpinan. 
Demikian, saya kira penjelasan kami, sekali lagi terima kasih atas 

kesempatannya. 

64. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan. 
Dengan demikian, kita sekarang beranjak kepada pendapat mengenai posisi 

dari pada fraksi-fraksi, dan mengingat waktunya masih cuma setengah jam. Mohon 
dapat singkat, tetapi tidak mengurangi makna yang ingin disampaikan. 

Kami persilakan mulai dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

65. Pembicara: Soetjipno (F-PDIP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan dan teman-teman sekalian di Komisi A Amendemen Undang

Undang Dasar 1945. 
Kita sekarang berbicara dulu pada Pasal 33 dan Pasal 34 yang nanti kami 

teruskan kepada Pasal 37. Nah, berbicara tentang perekonomian nasional dan 
kesejahteraan nasional tidak bisa dilepaskan dari cita negara hukum atau 
rechtsstaatsgedachte dan volks souvereiniteit atau kedaulatan rakyat, ini saya 
tekankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang
Undang Dasar 1945, mengapa? Karena dengan cita negara hukum dan kedaulatan 
rakyat kita mengenal perkembangan dari mulai formele rechtsstaat yaitu negara 
hukum formil, materiele rechtsstaat negara hukum materiil sampai dengan social 
service state itu urutannya seperti itu. 

Parmele rechtsstaat hanya memuat dua grondrechten yaitu hak asasi manusia. 
Pertama, adalah hak-hak sipil atau burgerlijke rechten dan hak-hak politik atau 
politieke rechten. Sedangkan dalam materiele rechtsstaat atau social service state, itu 
memuat grondrechten atau hak asasi manusia secara lengkap. Saya ulangi secara 
lengkap, yaitu disamping hak-hak sipil dan politik masih ditambah dengan hak-hak 
ekonomi, sosial dan kultural yaitu dalam berarti bahwa masalah ini menyangkut 
masalah demokrasi ekonomi sosial dan kulturil. Dengan demikian maka jelas bahwa 
bicara Pasal 33 dan 34 itu adalah satu kaitannya adalah masalah negara hukum 
relevan sekali dengan ini. 

Jadi yang kedua, adalah menyangkut kesejahteraan social service state. Jadi dia 
tidak turun dari langit begitu saja Pasal 33 dan 34 ini, dia tetap berangkat dari depan 
Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (3). Sehingga dengan demikian apabila ini menjadi 
negara demokrasi di bidang ekonomi, sosial dan kulturil maka dia adalah 
bersemangat negara kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh teman kami tadi. 

Kemudian untuk Pasal 37. 
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66. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Mahon maaf, sikap dari pada Fraksi PDIP mengenai Pasal 33 Ayat (4) apakah 

perlu ada perubahan atau tetap. 

67. Pembicara: Soetjipno (F-PDIP) 
Ya, jelas setuju karena itu adalah klarifikasi dari kami atas Pasal 33 dan 34. 

Selanjutnya Pasal 37 adanya Bab Perubahan adalah suatu pengakuan mendasar dan 
jujur di dunia hukum, khususnya hukum tata negara dalam hal ini konstitusi negara 
Republik Indonesia, meliputi Undang-Undang Dasar yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis dalam bentuk praktek-praktek penyelenggaraan negara, yaitu bahwa hukum 
positif selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakatnya. Untuk itu dibuka 
katup perubahan, saya ulangi dibuka katup perubahan bagi hal-hal yang dinamika 
perkembangannya cukup tinggi. Namun dia sekaligus menjadi katup pengaman atau 
veiligheids klep begitu bagi hal-hal yang bersifat fundamental, saya ulangi bagi hal-hal 
yang bersifat fundamental seperti masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 
sebagai staatsfundamentalnorm dan yang kedua adalah negara kesatuan yang 
berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah bersifat final, yang tidak 
akan pernah diubah-ubah. Nah itulah yang tercantum dalam rumusan Pasal 37 
sampai dengan Ayat (1) sampai dengan Ayat (5). 

Namun Ayat (5) kami masih bersedia untuk penyempurnaan perumusannya. 
Mengapa? Mengingat Ayat (5) ini merupakan hazard, saya ulangi hazard yaitu dalam 
bentuk man made hazard bukan natural hazard seperti gem pa dan sebagainya bukan 
tetapi manusia yang buat, dia adalah buatan manusia yang kalau dibiarkan akan 
menjadi national hazard yang mungkin akan merugikan kesatuan bangsa dan negara 
masyarakat yang sudah bersatu padu untuk itu di dalam Pasal 37 ini kami bersedia 
untuk melakukan penyempurnaan perumusannya. Sekian. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

68. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi PDIP. Selanjutnya kami persilakan 

Fraksi Partai Golkar. 

69. Pembicara: Achmad Hafidz Zawawi ( F-PG) 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Achmad Hafidz Zawawi A-301 dari Fraksi Partai Golkar. 
Pertama, mengenai judul Bab XIV ini yang diusulkan adalah Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Fraksi kami berpendapat bahwa judul ini 
sebagaimana yang dicantumkan dalam rancangan kami tetap mendukung adanya 
perubahan judul Bab XIV yang semula Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian 
Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena realitasnya adalah Pasal 33 
menyangkut perekonomian dan Pasal 34 menyangkut kesejahteraan sosial. Kami 
tidak akan memperpanjang lebih lanjut oleh karena debat mengenai ini sudah cukup 
panjang dilakukan di dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I. 

Yang kedua, mengenai Ayat (4) Pasal 33. Penambahan Ayat (4) ini sebetulnya 
didahului oleh komitmen kita bersama bahwa kita tidak mengubah Ayat (1), (2) dan 
(3). Oleh karena kita menganggap bahwa Ayat (1), (2) dan (3) itu adalah ayat yang 
monumental yang disusun oleh the founding fathers kita. Dan pada pokoknya, Pasal 
33 Ayat (1), (2), dan (3) menekankan adanya demokrasi ekonomi yakni kemakmuran 
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bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh karena itu, 
dijelaskan oleh ayat-ayatnya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dalam pengertian dan 
atau diatur atau dikelola oleh negara. Namun demikian, fraksi kami berpendapat 
bahwa tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula sepenuhnya 
diserahkan kepada ekonomi pasar. 

Di lain pihak perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh liberalisasi 
perdagangan dan upaya kita untuk membangun otonomi daerah, merupakan realitas 
yang harus disinergikan dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi di 
seluruh daerah dan perekonomian rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi 
ekonomi dan ram bu-ram bu yang kita tetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. 

Oleh karena itu, kami pada prinsipnya tetap mendukung penambahan Ayat (4) 
sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan Keempat. Akan tetapi, jika 
ada dinamika yang berkembang di dalam pembicaraan Komisi A ini, kami 
menganggap sebagai satu masukan yang akan kemungkinan dibicarakan di dalam 
rumusan selanjutnya. 

Kemudian, dapat kami tambahkan juga bahwa penambahan Ayat (5) adalah 
pada pokoknya agar supaya pelaksanaan lebih lanjut dari Ayat (1), (2), (3), dan (4) 
perlu diatur oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan 
salah praktik seperti yang terjadi selama ini. 

Mengenai Pasal 34, fraksi kami tetap mendukung sebagaimana yang 
dicantumkan di dalam Rancangan Perubahan Keempat ini. Karena kami berpendapat 
bahwa konstitusi kita harus memperhatikan rakyat yang secara struktural memang 
selalu mengalami kemiskinan dan negara juga harus menjamin penyediaan 
pelayanan dasar kepada seluruh rakyat. 

Mengenai Pasal 37, kita tidak perlu meragukan lagi bahwa kita semua tentu 
pada komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh 
karena itu, walaupun Pasal 37 Ayat (5) seolah-olah memberikan peluang bagi adanya 
perubahan tersebut, tetapi sebetulnya bahwa Ayat (5) itu justru memberikan suatu 
rambu-rambu atau katakanlah sesuatu yang sebetulnya tidak akan mungkin bisa 
dilakukan atau sukar kita lakukan kalau ada usaha-usaha untuk mengubah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, fraksi kami tetap mengusulkan adanya 
penambahan pada Pasal 3 7 Ayat (5) ini. 

Demikianlah Saudara Pimpinan yang perlu kami sampaikan, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

70. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya, kami 
persilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

71. Pembicara: Sjaiful Rachman (F-PPP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya M. Sjaiful Rachman nomor anggota A-23. 
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota Komisi A Majelis 

yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang juga saya hormati. 
Memperhatikan waktu yang tersedia, oleh karena itu kami perhatikan sekali, 
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maka dalam kesimpulan ini, kami akan secara singkat-singkat saja. 
Saudara Pimpinan. 
Sebagaimana telah tadi dikemukakan oleh rekan kami terdahulu bahwa fraksi 

kami berkaitan dengan Pasal 33 kami secara keseluruhan, baik mengenai judul 
maupun mengenai Ayat-Ayat (1), (2), (3) dan (4), secara tegas kami dapat 
menyetujuinya sebagaimana di dalam rumusan Rancangan Perubahan Keempat ini, 
itu yang pertama. 

Yang kedua, demikian juga berkaitan dengan Pasal 34, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan sesuai dengan rancangan yang tercantum dalam rumusan Ayat (1), 
(2), (3), dan (4), Fraksi PPP secara tegas dapat menyetujuinya. 

Selanjutnya, berkaitan dengan Pasal 37, tadi secara tegas dikemukakan oleh 
rekan kami khusus mengenai Ayat (1), (2), (3) dan (4) telah dikemukakan kami dapat 
menyetujuinya. Sedangkan berkaitan dengan Pasal 37 Ayat (5) pada kesempatan ini, 
kami ingin menegaskan kembali, jadi selain yang dikemukakan alasan-alasan yang 
terdahulu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah berulang kali 
dikemukakan baik di dalam Badan Pekerja maupun tadi, jadi dengan tegas kami 
menghendaki bahwa Pasal 37 Ayat (5) ini, dengan permohonan dan kebesaran hati 
dari semua anggota Komisi A kami mengusulkan Pasal 37 Ayat (5) ini dinyatakan 
kami mengusulkan untuk di drop. Jadi demikian Pimpinan untuk tegasnya dan 
akhirul kalam. 

Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

72. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih, kami sampaikan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa. 

73. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Selamat malam dan salam sejahtera, 
Pimpinan dan anggota Komisi A yang saya hormati, 
Terhadap rumusan-rumusan yang ada khususnya tentang Pasal 33 judul, buat 

F-KB tidak mempermasalahkan, bahkan ini sebagai sebuah kelengkapan dari esensi 
yang sebetulnya ada di dalam bab tersebut yang di dalamnya ada substansi 
perekonomian sebagai proses dan kenyataan serta tanggungjawab sosial dari negara. 
Untuk itu, kami menyetujui terhadap perubahan judul yang ada. 

Terhadap tidak ada perubahan Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), kami dari F-KB 
menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Badan Pekerja yang tidak mengutak-ngutik 
dan mengubah susunan dan rumusan (1), (2), (3) sebagai upaya untuk menghormati 
kepada the founding fathers karena sebetulnya di dalam Ayat (1), (2), (3) itulah 
berbasis kepada ekonomi kerakyatan yang di dalamnya ada sendi-sendi ekonomi, 
yaitu koperasi. 

Di penjelasan sendiri juga disebutkan bahwa yang dimakmurkan itu adalah 
masyarakatnya yang diutamakan, rakyatnya yang diutamakan bukan orang per orang 
yang sementara ini mendapatkan special treatment oleh negara pada periode yang 
lalu. Karena itu (1), (2), (3) tidak diubah sungguh sangat positif dan itu sangat baik. 
Terhadap rumusan Ayat ( 4) dan (5), kami ingin menyetujui Ayat (5), tetapi untuk 
Ayat (4) seyogianya untuk kita pikirkan rumusan itu terutama ketika kita diingatkan 
makna efisiensi di tengah-tengah jumlah penduduk kita yang sangat banyak. Karena 
itu, seyogianya ada modifikasi terhadap rumusan Ayat ( 4) terse but, sehingga tidak 
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ada kesan ini sebuah prinsip yang sangat besar, padahal bisa diringkas menjadi 
prinsip-prinsip yang betul-betul mengacu pada ekonomi kerakyatan juga. 

Tentang Pasal 34, kami menaruh dan menghargai serta menyetujui apa adanya 
karena ini sebuah komitmen dari negara yang dijamin oleh konstitusi bahwa negara 
mempunyai kewajiban untuk memakmurkan dan mensejahterakan lahir batin bagi 
rakyatnya. Rumusan tersebut merupakan cermin dari social security system yang 
harus dijamin dan harus diupayakan terus menerus oleh negara. Maaf hanya ada 
guyonan saking baiknya, apakah tidak sebaiknya tadi ada yang menyebut bagaimana 
dengan kaum cacat? Ada yang nyeletuk, bagaimana dengan janda-janda begitu? Ini 
guyonan-guyonan janda-janda sih ada yang mengaturlah. Oke, ini sudah malam jadi 
sudah perlu guyonanlah. 

Nah, Untuk Pasal 37, kami menaruh baik karena ini ada proses kehati-hatian di 
dalam proses mengubah itu sendiri, tidak seperti sekarang kita masuk forum Badan 
Pekerja dan kita bisa apa saja untuk dan menginginkan yang diubah. Dengan 
perubahan ini, kita dihadapkan pada keinginan agar proses tentang usul itu 
dijelaskan. Ini cukup positif sebagai pintu masuk perubahan yang akan datang. Nah, 
mengenai kuorum tentu tidak ada masalah. Tentang pengambilan keputusan di Ayat 
( 4), apakah tidak sebaiknya ini kita modifikasi karena kesan sementara dan sesaat 
dengan angka setengah plus satu itu sangat mudah katakan saja yang hadir 600 kalau 
setengah plus satu cukup 300 plus satu katakanlah, tetapi kalau 2/3 dari 600 itu tentu 
400 jadi angka 2/3 itu tentu lebih baik. Hanya setengah plus satu itu ... seluruh 
anggota, tetapi kalau 2/3 lebih baik, karena itu rumusannya .... rumusannya tentu kita 
usulkan, apakah tidak sebaiknya 2/3 dari 2/3, tetapi dijamin dengan keyakinan 
setengah plus satu nanti ada rumusannya kita di Tim Perumus. Nanti ada rumusnya 
Pak, kita lakukan itu. 

Nah, tentang Ayat (5) memang seyogianya ini kita pikirkan karena bisa 
menantang atau mengembangkan wacana yang non-Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Bagi kami sendiri di komunitas nahdliyin upaya final dari umat Islam itu 
salah satunya adalah NKRI itu. Karena itu, rumusan yang bersifat wacana itu, apakah 
tidak bisa dirumuskan yang lebih baik sehingga betul-betul ini menjadi non
amendable article, karena rumusannya seperti ini bisa berkembang dan bisa 
berbunga dan bisa berbuah non-NKRI. 

Saya pikir itu saja Pimpinan yang saya hormati, beberapa pikiran dan kata 
akhir dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar
besarnya. 

Wal/ahulmuwwafiq ilia aqwamitthariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi 
wabarakaatuh. 

7 4. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, 

kami persilakan Fraksi Reformasi. 

75. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Mengingat waktu kami akan singkat-singkat saja. 
Pasal 33 kami tetap mempertahankan Ayat (1), (2), (3) itu seperti naskah yang 

semula. Ayat (4) yang dirumuskan di sini memang kelihatannya besar jumlahnya 
delapan di sini. Kami ingin mencatat karena keadaan kita sekarang ini masalah 
kemandirian, barangkali hams ada semacam penekanan supaya kita tidak terlalu 
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tergantung kepada siapa pun. Jadi, penekanan tentang kemandirian ini mohon bisa 
dimasukkan bagaimana caranya? Kemudian ada kata "kemandirian", tetapi 
barangkali lebih ditekankan. 

Kemudian Pasal 34, ini naskah yang sudah dibuat ini cukup baik hanya ada 
perubahan beberapa teks karena ada yang kurang sepakat dengan kata "dipelihara", 
karena ingat pada piaraan ini. J adi, ada yang mengusulkan digunakan dijamin atau 
ditanggung, itu saya kira kita diskusikan saja nan ti mencari yang lebih tepat 

Pasal 37 akhirnya kami sampai kepada kesimpulan, sebaiknya Pasal 37 Ayat (5) 
itu di-drop saja. Sekian, terima kasih. 

Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

76. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Reformasi. Selanjutnya, kami 

persilakan Fraksi Partai Bulan Bintang. 

77. Pembicara: Bondan Abdul Madjid (F-PBB) 
Pimpinan dan anggota-anggota dari pada Komisi A 
Pertama, dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan bahwa judul dari Bab 

XIV ini menyetujui dengan adanya tambahan Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial. 

Yang kedua, Pasal 33 Ayat (4) dan (5) sebagai tambahan, apa yang sudah 
ditetapkan, yaitu Ayat (1), Ayat (2), dan (3) itu kami setujui dan untuk dapat 
melengkapi Ayat (1), (2), dan (3). 

Pasal 34 inipun sudah disepakati dalam PAH I. Oleh karena itu, kami pun 
menyetujui itu. Sedangkan Pasal 37 Ayat (1), (2), (3) dan (4) ini memang dapat kami 
terima, tetapi Ayat (5)-nya kami bersedia untuk mendiskusikan dan untuk 
menyempurnakan susunan kalimat-kalimat yang ada di sana, supaya sesuai dengan 
kehendak dari kita bersama. 

Demikian. Wassa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

78. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Bulan Bintang. Selanjutnya, 

kami persilakan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. 

79. Pembicara: Sutradara Ginting (F-KKI) 
Saudara Ketua dan anggota Komisi yang terhormat. Nama saya Sutradara 

Ginting Nomor A-456. Yang lain-lain kami sudah setuju dan fokus kami adalah Pasal 
37 Ayat (5) sebagai berikut: 

Yang pertama, bilamana dibuka kembali notulen pandangan umum yang 
disampaikan oleh F-KKI tahun lalu maka ketika itu kami mengatakan kami setuju 
Pasal 1 Ayat (2) dirubah dengan catatan bahwa hal-hal yang sangat mendasar 
dikembalikan kedaulatannya kepada rakyat yakni yang dalam ilmu politik disebut 
nilai dasar dan bangun dasar suatu negara. 

Yang kedua, kami mengharapkan kita sungguh-sungguh memikirkan masalah 
Pasal 37 Ayat (SJ ini. Di mana pun di dunia hal-hal yang sangat mendasar selalu 
diberi jaminan konstitusional, bukan hanya diberi jaminan politik yakni kesepakatan 
politik pada satu periode tertentu yang dapat berubah. Nilai-nilai dasar dan bangun 
dasarnya tentu perlu diberi jaminan konstitusional eksplisit, tidak cukup kemauan 
baik dan jaminan politik yang kita katakan kita bertekad tidak mengubah dasar 
negara dan bentuk negara. Harus ada jaminan politik eksplisit. 
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Yang ketiga, teman-teman dari Badan Pekerja tentu sudah sangat mendalami 
yang namanya konstitusi di negara-negara lain. Tadi disebutkan antara lain Perancis 
dan Jerman. 

Jaminan konstitusional terhadap hal-hal mendasar itu ada dua. Satu yang 
disebut sebagai jaminan konstitusional absolut, di sana disebutkan hal yang tidak 
bisa dirubah. Itu yang disebut sebagai non amendable. 

Yang kedua, jaminan politik relatif yaitu adanya satu mekanisme dan prosedur 
yang cukup sulit di dalam mengubah hal-hal yang dianggap mendasar. Dengan segala 
permohonan maaf untuk catatan sejarah, karena ini dicatat oleh sejarah. Izinkanlah 
saya menyatakan bahwa di Perancis dan Jerman pun konstitusinya tidak menganut 
jaminan konstitusional absolut. Kalau kita baca secara menyeluruh jangan pasal per 
pasal. Tentu terlalu panjang untuk disebutkan. 

Yang keempat atau yang terakhir, oleh sebab hal-hal yang disebutkan pertama, 
kedua dan ketiga tadi kami mengusulkan untuk kita pikirkan kembali 
penyempurnaan Pasal 37 Ayat (5) dengan dua alternatif. 

Alternatif 1, sebagaimana sudah disebutkan oleh juru bicara kami tadi yaitu 
jaminan konstitusional relatif yang membuat perubahan terhadap nilai dasar dan 
bangun dasar itu sulit. Atau jaminan konsitusional absolut dengan menyebutkan 
bahwa itu tidak boleh berubah walaupun nanti tentu ada konsekuensi
konsekuensinya. 

Kedua alternatif itu pada dasarnya kami setuju asal ada jaminan konstitusional 
eksplisit bahwa dasar negara Pancasila yang ada di dalam Pembukaan, kehidupan 
negara kebangsaan yang disebut dalam Pembukaan, negara berkedaulatan rakyat 
yang disebut di dalam Pembukaan, dan bentuk negara itu dapat dijamin. 

Khusus mengenai bentuk negara, kali ini dengan permohonan maaf kami 
mohon supaya dapat dirumuskan lengkap. Sepanjang yang kami paham, republik itu 
bukan bentuk negara, bentuk negara itu adalah negara unitaris, negara federal atau 
mungkin konfederalisme. Yang namanya republik itu adalah bentuk dasar 
pemerintahan, basic of government. Ada republik ada monarki. Kalau sistem 
presidensiil itu bukan bentuk pemerintahan, itu bentuk penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Oleh sebab itu, ada baiknya kali ini kita sepakati, kalau nanti dirumuskan 
mengenai bentuk negara, itu dirumuskan lengkap NKRI, seperti disebutkan pada 
Pasal 1 Ayat (1). Dengan demikian maka akan menjadi jelas bahwa yang menyangkut 
nilai dasar Pancasila, bangun dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ada jaminan 
konstitusional eksplisit, tidak cuma itikad baik pada satu periode politik tertentu 
yang konfigurasinya bis a berubah dari satu Pemilu ke Pemilu yang berikutnya. 

Terima kasih. 

80. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi KKI. Selanjutnya, kami persilakan 

Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

81. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya to the point saja. 
Saudara Pimpinan, nama saya Asnawi Latief, Nomor anggota A-1. 
Mengenai Bab XIV, judul, ini saya pikir sudah hampir dua tahun kita bicara 

tentang judul ini, di-bracket, buka, bracket, buka, itu sudah berulang kali, jadi 
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mengalami dua Sidang Tahunan ini. Terhadap judul saja. Jadi betapa itu memang 
perdebatannya begitu sengit. Termasuk juga Tim Ahli yang kita undang, para pakar
pakar ekonom, baik blok Yogya atau blok aliran Yogya maupun aliran Jakarta. Tetapi 
pun juga tidak ketemu. Akhirnya kita kembali ke Ayat (1), (2), (3), itu pada naskah 
lama. 

Oleh karena itu, karena ini sudah kesepakatan dan fraksi kami juga ikut 
menyepakati, baiklah kita terima judul ini, bukan karena ketidaksengajaan, memang 
disengaja bahwa judul ini kita cantumkan di sini. Oleh karena itu, terhadap ayat-ayat 
berikutnya itu tidak ada perubahan, kami tetap dukung, demikian pula Pasal 34 kami 
juga tidak mengalami unsur perubahan, tetap. 

Demikian pula Pasal 37, sepenuhnya kami terima rumusan-rumusan itu sejak 
dari Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), sedangkan Ayat (5) sudah kami komentari tadi 
bahwa di sini tidak memberi peluang sebetulnya, tetapi katup ini juga sebenarnya 
katup manakala diinginkan ke arah itu. Supaya tidak liar, tidak ilegal, itu prosesnya 
adalah melalui referendum nasional yang persyaratannya begitu sulit. Tadi sudah 
saya katakan dengan kaitannya bercerai itu dibenci Tuhan, tetapi boleh. Abghatul 
halal 'indal/ah, aththalaq. Jadi sesuatu yang dibenci tetapi halal, itu adalah cerai. Itu 
hukum Allah itu. Masa manusia memberi hukum melebihi Allah. Oleh karena itu 
harus secara relatif, itu apabila kelak diinginkan itu dibukalah. Negara Kanada saja 
empat tahun sekali melakukan referendum nasional, kenapa mesti dihalang-halangi? 

Jadi oleh karena itu sekali lagi Pasal 37 tanpa kecuali kami tetap tidak berubah, 
kami dukung. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

82. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi PDU, selanjutnya kami persilakan 

Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 

83. Pembicara: Gregorius Seto Hariyanto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Sebagaimana tadi kami nyatakan pada prinsipnya Pasal 33, 34, 37 kami telah 

menyetujui, hanya atas dasar berbagai masukan kami siap untuk mendiskusikannya. 
Terima kasih. 

84. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, 

kami persilakan Fraksi TNI/Polri. 

85. Pembicara: Sugih Mangunsukarto (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Sugih Mangunsukarto AA-476. 
Saudara Pimpinan sidang dan anggota Komisi A Majelis yang kami hormati, 
Mengacu pada pemandangan umum dan pengantar musyawarah Fraksi 

TNI/Polri serta penjelasan dari rekan kami yang terdahulu, maka Fraksi TNI/Polri 
berketetapan bahwa, pertama, terhadap Pasal 33 Fraksi TNI/Polri menyetujui 
penambahan Ayat (4) dan Ayat (5). 

Kemudian terhadap Pasal 34, Fraksi TNI/Polri setuju terhadap Rancangan 
Perubahan Keempat ini. Sedangkan terhadap Pasal 37, Fraksi TNI/Polri menyetujui 
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Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Sedangkan untuk Ayat (5), Fraksi TNI/Polri 
menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh dirubah. 
Oleh sebab itu klausul ini perlu dicantumkan dan ditegaskan di dalam Pasal 37 Ayat 
(5). 

Demikian pendapat Fraksi TNI/Polri. Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

86. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi TNI/Polri, sebelum kami lanjutkan 

sesuai dengan jadwal, sebenarnya alokasi waktunya dari pukul 20.00 WIB sampai 
dengan 23.00 WIB. Sekarang sudah tepat pukul 23.00 WIB, oleh karena itu kami 
mohon keputusan dari sidang sekalian untuk bisa kita selesaikan acara ini sampai 
dengan selesai. Apa dapat disetujui? 

Setuju. 

KETOK 1X 

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Daerah. 

87. Pembicara: Vincent Radja (F-UD) 
Terima kasih Pimpinan. 
Nama Vincent Radja, Nomor anggota B-585 Fraksi Utusan Daerah Nusa 

Tenggara Timur. 
Pada prinsipnya F-UD setuju judul bab dari Kesra menjadi Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 33 setuju menambah 2 ayat menjadi 5 ayat. 
Pas al 34, setuju penambahan dari 1 Ayat menjadi 4 ayat. 
Sedangkan Pasal 37, Ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat menerima sedangkan Ayat 

(5), bersedia untuk mendiskusikannya. 
Sekian dan terima kasih. 

88. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Utusan Daerah, selanjutnya kami 

persilakan Fraksi Utusan Golongan. 

89. Pembicara: Hariyadi B. Sukamdani (F-UG) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Haryadi Sukamdani Nomor anggota C-658. Pimpinan sidang yang kami 

hormati. 
Mencermati daripada judul yang tadi sudah disampaikan sempat mengalami 

proses bracket, buka, bracket, buka, kami pada prinsipnya menyetujui usulan untuk 
judul dari Bab XIV ini. 

Lalu untuk Pasal 33 Ayat (4), pada prinsipnya kami menyetujui hanya dengan 
catatan, untuk kalimat efisiensi kami terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. 
Demikian untuk Ayat (5) juga kami menyetujui. 

Pasal 34, secara keseluruhan, Ayat (1), (2), (3), dan (4), kami dapat menyetujui 
rancangan ini. 

Pasal 37, untuk Ayat (1), (2) dan (3), kami menyetujui. Untuk Ayat (4), kami 
mengusulkan putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang Undang Dasar dilakukan 
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dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, 
dengan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Ini kurang lebih maksudnya adalah sama dengan saudara 
kami dari PKB tadi untuk mendapatkan suatu legitimasi yang lebih baik. Karena tadi 
sudah disampaikan juga andai kata anggota kita jumlah seluruhnya 700, dan yang 
hadir itu 600, maka kalau kita mengambil angka 2/3 itu adalah 400 yang hadir, tapi 
persetujuannya kalau 50%+1 itu adalah 351. Karena itu kita mencari adalah yang 
paling baik yaitu di angka 400. Tapi ini kami mohon untuk nanti kita rumuskan, agar 
kita tidak sedemikian mudahnya mengubah-ubah Undang-Undang Dasar tanpa suatu 
dasar legitimasi yang optimal. 

Untuk Ayat (5), kami berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sesuatu hal yang perlu dijamin secara absolut, sudah final dan oleh karena itu 
tanpa mengurangi respek yang telah ... , kepada pendapat anggota yang lain, yang 
mempunyai pendapat berbeda dengan kami, kami mohon Ayat (5) ini untuk tidak di
drop, karena memang beberapa waktu yang lalu pun kita sudah mendengar ide-ide 
untuk membuat negara federal dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon 
untuk Ayat (5) ini tidak dihapuskan. 

Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

90. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Utusan Golongan. Dengan demikian, 

keseluruhan daripada mekanisme pembahasan Pasal 33, 34, 37 sesuai dengan yang 
kita sepakati, sudah kita laksanakan. Selanjutnya dari seluruh, kalau kita perhatikan 
mulai dari pembahasan putaran pertama dan kedua, maka kalau boleh kami 
menyimpulkan dapat kami simpulkan sebagai berikut. 

Mengenai judul, walaupun pada hakikatnya semua hampir sependapat judul ini, 
tetapi masih ada juga yang menyarankan lain. Untuk itu kami sarankan ini masih 
tetap. Kita persilakan pada ... , ada? Prof. Dr. Edi Swasono. 

91. Pembicara: Peserta Rapat 
Fraksi bilang tidak, sudah dicabut Pak tadi, sudah bisa disetujui. 

92. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Baik. Kalau demikian mengenai judul ini sudah kita sepakati semua. Dapat 

disetujui? 
Setuju. 

KETOK 1X 

Selanjutnya Pasal 33 Ayat (4). Ini banyak masukan-masukan yang perlu kita 
pakai untuk penyempurnaan rumusan. Ayat (5) .... 

93. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Saudara Ketua, interupsi sebentar. 
Saya kira sudah betul tadi kesimpulan Saudara Ketua yang menyebut ada yang 

mengusulkan lain. Bahwa di dalam sidang ini memang kedaulatan anggota, jadi 
seperti kemarin juga ditentukan begitu, walaupun nanti saya kira kita bisa mencari 
penyelesaian yang cepat, tapi khusus judul tadi itu memang ada yang menghendaki 
judulnya lain. Terima kasih. 
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94. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Jadi kalau demikian Bapak masih menyarankan ini untuk di.. .. 

9 5. Pembicara : Peserta Ra pat 
Pimpinan, interupsi Pimpinan. 

96. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Saya ingin menanyakan apakah final itu pendapat fraksi? Cuma memang seperti 

dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang lain, di fraksi kami itu memang seperti itu Pak. 
Jadi ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Karena memang kita 
bukan fraksi partai yang satu, kita ini fraksinya banyak. Jadi saya hanya ingin 
mengingatkan kemarin itu ada bagian yang seperti ini saya lupa bagian mana, yang 
juga dicatat begitu. 

Terima kasih. 

97. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG) 
Pimpinan, Pimpinan. 
Mungkin yang menjadi masalah ini karena untuk pasal-pasal sebelumnya kalau 

rekan kita dari Fraksi Utusan Golongan menyampaikan pendapat fraksinya dan di 
sana masih ada dua pendapat, disampaikan dua pendapat. Tapi tadi disampaikan satu 
pendapat oleh fraksi. Yang kemarin-kemarin kalau ada dua pendapat disampaikan 
dua pendapat sehingga kita tidak mengambil keputusan. Yang menjadi masalah, tadi 
hanya disampaikan satu pendapat pada akhirnya. 

Demikian, terima kasih. 

98. Pembicara : Siswono Yudo Husodo (F-UG) 
Saudara Ketua, karena tadi itu yang menyampaikan itu Saudara Sri Edi 

Swasono dan itu adalah anggota Fraksi Utusan Golongan, kecuali yang bersangkutan 
menarik maka urusannya selesai. Saya persilakan diberikan waktu pada Saudara Sri 
Edi. 

99. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Masalahnya bukan soal menarik atau tidak menarik. Saya bisa kalah, bisa out 

voted. Tetapi kebenaran tidak bisa dibuang, karena memang orientasi dari negara 
kesejahteraan ini adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat, sehingga ekonomi itu 
mau diapakan saja, di-uyel-uyel, di-ubet-ubet, gitu, itu tes daripada keberhasilan 
ekonomi apabila kesejahteraan rakyat itu tercapai. Jadi, subject matter-nya adalah 
kesejahteraan rakyat. Kita tidak bisa bilang pertumbuhan 20%-30% itu berhasil, 
seperti yang terjadi. Kalau kesejahteraan rakyat tidak membaik. 

Oleh karena itu, saya mengakui bahwa out voted ya out voted, kalah ya kalah 
saya, cuman saya menawar paling tidak judulnya adalah kesejahteraan dan 
perekonomian nasional, itu lain. Jadi kesejahteraan rakyat tetap the subject matter, 
kalau memang disukai perkataan perekonomian. 

Terima kasih. 

100. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Kami kembalikan pada fraksi pendapatnya untuk diulangi lagi, sehingga kita 

bisa mengambil keputusan. 

101. Pembicara: Siswono Yudohusodo (F-UG) 
Mohan maaf Saudara Ketua. 
Jadi memang karena kami mendengar sendiri dan semua juga mendengar pada 
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pandangan fraksi awal ada yang berbeda, mungkin saja pada kesimpulan akhirnya 
ada terlewatkan. Jadi, kami mohon dicatat bahwa mengenai bab ini masih ada 
pendapat untuk mempertanyakan dan bersedia untuk menyelesaikannya nanti di 
Tim Perumus. 

Terima kasih. 

102. Ketua Rapat: I Ketut Astawa 
Jadi kalau demikian mengenai judul ini tetap akan dibawa ke Tim Perumus. 

Jadi, mengenai judul walaupun tadi sudah diputuskan tetapi karena ada 
perkembangan yang baru maka ini pun dengan kebesaran hati mungkin kita bisa 
bawa ke Tim Perumus untuk mendapatkan satu pertimbangan. Walaupun pada 
prinsipnya apa yang sudah jadi judul itu, adalah sudah disepakati oleh Fraksi-Fraksi. 
Namun demikian karena ada hal yang baru, kita pertimbangkan. 

KETOK 1X 

Kemudian Ayat (5) tidak ada yang tidak setuju, maka untuk itu kami putuskan 
Pasal 33 Ayat (5) sesuai dengan rancangan Pasal 33 Ayat (5). 

KETOK 1X 

Kemudian Pasal 34 mengenai fakir miskin ada hal-hal yang menyangkut. Pasal 
34 Ayat (1) ada hal-hal yang mungkin masukan-masukan untuk disempurnakan 
seperti "dipelihara". Untuk itu kita serahkan kepada Tim Perumus. 

KETOK 1X 

Kemudian Pasal 34 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) kita mendapatkan 
kesepakatan sesuai dengan rancangan Pasal 34 Ayat (2), Ayat (3), dan ( 4). 

Setuju? 
Setuju! ! ! (persetujuan peserta rapat) 

KETOK 1X 

103. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pemimpin, saya interupsi. 
Pasal 34 Ayat (1) itu naskah asli. Jadi, tidak berwenang kita mengubah ini. 

Kesepakatan kita kan naskah asli. Pasal 34 Ayat (1) itu naskah asli, cuma nomornya 
saja yang kita tambah. Kenapa mesti soal "dipelihara" ini dibicarakan? Saya kira 
keliru itu. 

Terima kasih. 

104. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
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Ya, ini kami ambil karena memang apa yang diutarakan itu dari PDU ada betul. 
Ini adalah dari naskah asli, hanya pencantuman mengenai penomoran saja. Namun 
demikian, kami akan tanyakan lagi apakah ini tetap? Dapat disetujui? 

SETUJU 

KETOK 1X 

105. Pembicara : Nurdiati Akma (F-Reformasi) 
Belum Pak. 
Saya rasa lebih bijaksana kalau itu dibahas lagi di dalam Tim Perumus. Karena 

apakah lalu naskah asli itu memang ada kesepakatan untuk tidak boleh diubah? Kan 
ini namanya amendemen. Dan ini sudah dimasukkan di dalam pembahasan. 

Terima kasih. 

106. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Mohon maaf, Ibu dari Fraksi? Reformasi. Kami persilakan. 

107. Pembicara: AM. Luthfi (F-Reformasi) 
Jadi, yang ini seperti yang saya kemukakan tadi, "dipelihara" ini kan kita 

mengusulkan supaya diubah. Ada yang mengusulkan "dijamin", ada yang 
mengusulkan "ditanggung", beberapa pembicara yang lain. Jadi, barangkali nanti kita 
kembali ke asli, barangkali. Tapi kita minta itu dibicarakan nanti. 

108. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pimpinan sebentar saja. 
Jadi Pasal 34 memang kata-katanya asli tetapi penomorannya kan lain. Jadi, 

biasanya kalau penomoran pun mengalami perubahan, ada ayatnya, itu berarti juga 
amendemen. Kan beberapa hal seperti itu. Jadi, sangat mungkin untuk kita diskusikan 
lebih lanjut. 

Terima kasih. 

109. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Jadi, Pasal 34 Ayat (1) diserahkan kepada Tim Perumus. 

KETOK 1X 

Selanjutnya Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) semua sepakat sesuai dengan 
rancangan. Setuju? 

SETUJU 

KETOK 1X 
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Pasal 37 Ayat (4) masih ada beberapa pendapat. Demikian juga Pasal 37 Ayat 
(5). Di mana pada hakekatnya istilah mengenai 50% ditambah 1, ini menjadi 
permasalahan, walaupun dulu pada waktu pembahasan ini 50% ditambah 1 itu 
adalah dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. lni dari 2/3 X 2/3, 
kuorum 2/3, putusan 2/3 dari itu adalah 4/9. Jadi, masih kurang dari 1/2. Oleh 
karena itu, rumusannya seperti ini. Namun demikian karena ada masukan, juga 
pendapat-pendapat fraksi maka Pasal 37 Ayat (4) kita serahkan pada Tim Perumus. 

110. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Pemimpin. Ramson A-135. 
Dua per tiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita jangan 

berasumsi kalau yang nanti anggota MPR-nya malas, gitu. Kita berasumsi 100% 
hadir. Jadi, kami tetap berpendirian sekurang-kurangnya 2/3. Jadi, bukan 50%. 

Terima kasih. 

111. Ketua Rapat : I Ketut Astawa 
Jadi, oleh karena itu Pak, ini kan kita memberikan penjelasan. Tapi kalau tetap 

demikian, jadi kita tetap bawa ke Tim Perumus, Pasal 37 Ayat (4). 

KETOK1X 

Demikian juga Pasal 37 Ayat (5). Di mana pada hakekatnya semua pendapat 
sebenarnya ingin bagaimana kita mempertahankan bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Cuma, caranya yang berbeda. Di satu pihak ada yang mengatakan 
bahwa dengan mencantumkan Pasal 37 Ayat (5) berarti memberikan peluang untuk 
terjadinya perubahan. Tetapi di pihak lain yang mengatakan, justru kalau ini tidak 
ada maka aturan mengenai perubahan ini kembali kepada .... ,. Oleh karena itu, maka 
ada juga pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ini justru dipertegas supaya 
tidak boleh diubah. Oleh karena itu, Pasal 37 Ayat (5) kita bawa ke Tim Perumus. 
Setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Jadi, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian maka seluruh acara untuk malam ini 
pembahasan Pasal 33, 34, dan 37 sudah kita selesaikan. 

Selanjutnya dengan mengaturkan banyak terima kasih. Sebelumnya ada 
pengumuman dari Bapak Ketua. 

112. Ketua Komisi A: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi besok pagi kembali Pimpinan Komisi dengan unsur fraksi yang tiga 

sehingga 12 plus dari Golkar dan dari PDI Perjuangan. Kita 8.30 WIB akan berkumpul 
di ruang GBHN untuk membentuk Panitia Perumus. Ya, semua fraksi Pak. Jadi 
semuanya ada. 
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Demikian, terima kasih. 
Pleno pukul 09.00 WIB Pak. 

113. Ketua Rapat: I Ketut Astawa 
Dengan berakhirnya pengumuman, maka rapat kami tutup. Terima kasih. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.17 WIB 
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8. RAPAT KOMISI A KE-4 SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002 

1. Hari Rabu 
2. Tane:e:al 7 Ae:ustus 2002 
3. Waktu 09.00- 12.43 WIB 
4. Tempat Gedung Nusantara V 
5. Pimpinan Komisi A - Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
- H. Zain Badjeber, S.H. 
- H. Amroe Al-Mu'tashim, S.H., M.M. 
- K. H. Nadjih Ahjad 
- Gregorius Seto Harianto 
- Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
- H. Harun Kamil, S.H. 

6. Ketua Rapat H. Amroe Al-Mu'tashimS.H., M.M. 
7. Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 
8. Acara Pembahasan Rancangan Perubahan 

1945 
9. Hadir 220 Orang 
10. Tidakhadir 25 Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB 

1. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarrakaatuh. 
Bapak dan lbu anggota Komisi A yang saya hormati. 

Keempat UUD 

Jam sudah menunjukkan waktu kita mulai rapat atau sidang, karena sudah jam 
09.00. Mari, Sidang Ke-8 ini kita buka dengan membaca atau berdoa menurut agama 
dan kepercayaan kita masing-masing. Ucapan bagi yang beragama Islam Basmallah, 
Bissmillahirrahmanirrahim. 

KETOK lX 

Karena kuorum belum tercapai maka sidang ini..., yang tanda tangan atau yang 
hadir baru 62 orang, karena itu kita skors sampai jam 09.30. Kita skors, setuju kita skors 
Pak ya? Kita skors sampai jam 09.30 WIB. 

KETOK2X 
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RAPAT DISKORS PUKUL 09.01 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.30 WIB 

2. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Skors sudah 30 menit dan yang hadir sudah 127 orang, karena itu skors kita 

cabut. 

KETOK 1X 

Sidang hari ini sebagaimana kita kemukakan kemarin adalah membahas tentang 
Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi. Jadi, mulai pagi ini fraksi
fraksi bisa menyampaikan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi 
sehingga mulai pagi ini kita sudah sejak awal, kita membicarakan satu paket hal itu. 
Terserah apakah fraksi menyimpan atau tidak, itu hak fraksi masing-masing. Sehingga 
kesepakatan rapat Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi jam 14.00 itu nanti tidak ada 
rapat pleno. Sehingga rapat yang membahas tentang ... , saya ulangi lagi Aturan 
Peralihan, Aturan Tambahan, dan Komisi Konsitusi agendanya adalah siang ini. 

Untuk itu saya kira, Ketua Komisi kita beri kesempatan untuk memberikan 
tambahan. 

3. Ketua KomisiA: Jakob Tobing 
Terima kasih Pimpinan. 
Kita berencana untuk membuat Tim Perumus yang nanti kami minta 

kesepakatan dari pleno dengan mandat yang cukup kuat begitu. Sehingga nanti pada 
waktu pelaporan, kecuali hal-hal yang sangat fundamental itu merupakan cikal bakal 
daripada laporan daripada Komisi A. 

Tim Perumus ini akan bekerja justru nanti jam 14.00 sampai dengan selesainya. 
Tim Perumus ini terdiri dari komposisi fraksi-fraksi sesuai dengan alokasi jumlah 
pembicara pada rapat-rapat Pleno Komisi A. Jadi, 1, 2, 3, gitu. 

Dengan harapan dan disetujui tadi oleh Pimpinan Fraksi, Ketua-ketua Fraksi itu 
langsung ikut Khususnya tentunya Ketua Fraksi yang ada di Komisi A. Sedangkan yang 
Ketua fraksinya tidak di Komisi A, Ketua Poksinya yang ikut. Dan Ketua Fraksinya itu 
setiap waktu dapat dihubungi on call. Kenapa? Karena materi-materi yang ada, yang 
masih mempunyai, katakanlah alternatif atau perbedaan itu, banyak adalah materi 
yang bukan masalah argumentasi, yang menyebabkan dia berbeda satu dengan yang 
lain. Tetapi sudah lebih merupakan masalah pilihan. Oleh karena itu, perlu ada 
kehadiran dari yang mempunyai otorita, bisa memilih, memutuskan, dan memilih. Ini 
akan bekerja nanti mulai jam 14.00. 

Oleh karena itu memang, rapat mengenai materi yang terakhir diselesaikan pada 
sesi pagi sampai siang hari ini. Kalau pun lebih dari jam 12.00, tentunya nanti pimpinan 
akan meminta persetujuan dari kita sekalian untuk bisa menambah waktu. 

Itu beberapa basil daripada pertemuan yang .... , mohon dapat disepakati oleh 
pleno pada pagi hari ini. 

Terima kasih Saudara Pimpinan. 
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4. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Jadi, dengan demikian kita memasuki pendapat daripada fraksi-fraksi. Kalau 

kemarin sehari mulai dari yang atas, dari satu sampai dua belas. Kalau saya 
mengusulkan sekarang dibalik, dari bawah dua belas sampai satu, apa Bapak-Bapak 
dan lbu bisa setuju? Setuju ya. 

KETOK 1X 

Dengan demikian, saya persilakan sekarang dari Fraksi Utusan Golongan. Saya 
ulangi Pak Jadi kalau kemarin kita mulai dari PDIP, yang terakhir Utusan Golongan. 
Tadi kita minta kesepakatan, sekarang mulai dari Utusan Golongan, nanti yang terakhir 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Supaya kita urutnya selang-seling. 
Karena itu, saya persilakan sekarang dari Fraksi Utusan Golongan. 

Saya silakan. 

5. Pembicara: Ahmad Zaclcy Siradj (F-UG) 
Dari Fraksi Utusan Golongan yang akan berbicara mengenai pasal ini adalah Pak 

Tjipto dengan Profesor Soedijarto. 
Terima kasih, Pimpinan. 

6. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya silakan sekarang Pak Tjipto dengan mengingat waktunya tiga menit, saya 

silakan. 

7. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang terhormat pimpinan dan Rekan-rekan anggota Komisi A yang kami 

hormati, 
Jadi, mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa rumusan atau basil dari BP MPR, sementara ini 

tidak ada alternatif. Namun demikian, jadi untuk Aturan Peralihan, tentunya kita juga 
merespon juga dari pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari pakar atau Ahli 
Tata Negara, yang kita lihat pada waktu itu terdiri dari 4 pasal. 

Oleh karena itu, yang satu pasal yang dulu dicoret Jadi, yang isinya antara lain 
bahwa Tap-Tap MPR nanti..., jadi akan dikonstruksikan yang mempunyai kekuatan 
seperti undang-undang karena bahwa MPR sendiri setelah amendemen ketiga, tidak 
akan membuat Tap-Tap baru. Akan tetapi bahwa dengan dicabutnya dulu ketentuan 
Pasal 3, di sini sudah diakomodir dalam Aturan Tambahan, yaitu di dalam Pasal 1-nya. 
Jadi di sini "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan 
pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat" 

Jadi, saya kira di sini karena memang sudah ada penugasan tentunya kepada 
Badan Pekerja, sehingga apa yang dulu kita rumuskan di Pasal I di Aturan Peralihan itu 
sudah terakomodir. 

Oleh karena itu, secara prinsip kami menyetujui rumusan yang telah ditetapkan 
oleh BP MPR, yaitu Aturan Peralihan terdiri dari 3 pasal, sedangkan Aturan Tambahan 
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terdiri dari 2 pasal. 
Mengenai komisi konstitusi. 
Jadi sebagaimana Pandangan Umum dari Fraksi Utusan Golongan dalam 

Pemandangan Umum, dalam pembukaan Sidang Tahunan, bahwa pada prinsipnya 
bahwa Fraksi Utusan Golongan setuju untuk dibentuk komisi konstitusi. Jadi, mungkin 
prinsip-prinsip yang ingin kami sampaikan. Jadi, tentunya komisi konstitusi ini 
dibentuk segera setelah amendemen kita selesaikan, amendemen keempat 

Lalu mengenai keanggotaan. 
Jadi keanggotaan itu sebaiknya juga seperti kurang lebih hasil BP MPR. Jadi 

seperti BP MPR, mungkin jumlahnya bisa 90 orang atau angka bagus, seperti ada teman 
mengatakan mungkin 99. Lalu komposisinya saya kira dari MPR sendiri 1/3, yang 2/3 
diisi dari masyarakat 

Jadi, terdiri dari berbagai pakar maupun golongan-golongan dalam masyarakat. 
Jadi nanti kita secara detail mungkin akan kita sampaikan dalam hal perumusan, 
memang kalau kita semuanya sepakat untuk membentuk komisi konstitusi. 

Lalu kewenangannya tentu saja menyeleraskan dan menyempurnakan dari 
semua hasil amendemen kesatu sampai amendemen keempat. Dan dari komisi 
konstitusi, itu akan tentunya diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
diputuskan dalam Sidang Pleno. Sehingga kalau memang dari komisi konstitusi sudah 
juga berisi daripada anggota MPR sebagian. 

Oleh karena itu, perlu kita pikirkan, kita diskusikan, apakah masih diolah oleh 
Badan Pekerja lagi atau langsung dibawa ke Sidang Umum pada tahun 2003 bersamaan 
dengan tugas BP yang untuk melakukan ... , 

8. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Waktunya, Pak 

9. Pembicara : Sutjipto (F-UG) 
Baik, terima kasih Pak 
Jadi, untuk meninjau Ketetapan MPR sebagian dimaksud dalam Aturan 

Tambahan yang di sini dicerminkan dalam Pasal I. 
Demikian Pimpinan, mungkin yang kami sampaikan mungkin secara singkat. 
Terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

10. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih pada Pak Tjipto. 
Berikutnya Bapak Soedijarto, kami persilakan. 

11. Pembicara: Soedijarto (F-UG) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Saudara Pimpinan dan segenap anggota Komisi A yang saya hormati. 
Pertama-tama mungkin kita perlu mempertanyakan. Apakah setelah 56 tahun 

kita merdeka, undang-undangnya masih ada istilah Aturan Peralihan. Dalam suatu 
sistem yang sudah mantap, biasanya undang-undangnya berakhir dengan Bab 
Peralihan dan Penutup. 

Walaupun ini merupakan pertanyaan-pertanyaan akademik, mungkin itulah 
salah satu tugas komisi konstitusi. Apakah akhirnya nanti Undang-Undang Dasar ini 
tetap pakai istilah Aturan Peralihan. Yang kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 
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1945 kita memang betul-betul untuk kepentingan peralihan dari negara jajahan ke 
negara merdeka. Sedangkan kita tidak beralih dari mana. Kita sedang mengembangkan 
sistem demokrasi Indonesia yang mantap. Karena itu, menjadi pertanyaan dan tugas 
dari komisi konstitusi nanti. Apakah kita masih menganut ada Aturan Peralihan 
ataukah seperti lazimnya Undang-Undang Dasar negara lain ada Bab Peralihan dan Bab 
Penutup. Di mana di situ semua hal yang belum berjalan diterangkan. Selama ini belum 
diawali oleh siapa? lni semuanya pakai, apa namanya, sapu jagad. Semua lembaga 
negara yang mana? Akibatnya menjadi diskusi terus. 

Tetapi kalau itu merupakan suatu Bab Peralihan, semua hal yang akan diatur 
Peralihan disebutkan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita bersidang 
penuh diskusi yang berkepanjangan dan tidak pakai aturan. Karena semuanya itu pakai 
sapu jagad. Itulah usulan pertama. 

Sedangkan mengenai komisi konstitusi, kami sepakat walaupun tidak ditetapkan 
dalam Undang-Undang Dasar ini. Tetapi dalam Tap MPR. Karena sidang-sidang MPR 
kali ini masih diberi, diizinkan untuk mempunyai Tap. Sedangkan wewenangnya saya 
kira, kita ingin supaya lima kesepakatan yang telah kita terima, benar-benar diartikan 
maknanya setiap kesepakatan. Karena kita memandang, kita sepakat lima kesepakatan, 
tetapi hakekatnya terjemahannya, tafsirannya berbeda-beda. Karena itu, komisi 
konstitusi di samping ada unsur MPR untuk menghindarkan hasilnya dipandang 
sesuatu yang asing bagi MPR. 

Kedua, jangan apriori bahwa Ahli Hukum Tata Negara adalah semuanya 
imparsia/, semuanya bebas. Tidak semua Ahli Hukum Tata Negara yang imparsial. 
Banyak Ahli Hukum Tata Negara yang mungkin seperti Durno, gone with the wind. 
Artinya, ikut angin yang seperti apa, dengan argumen yang semi-academic. Karena itu, 
kalau kita menentukan unsur Ahli Tata Negara, kita pilih betul, betul-betul orang yang 
dari zaman apapun pendapatnya kurang lebih sama. Bukan zamannya berubah 
pendapatnya berubah. Kita harus teliti seperti itu. 

Untuk yang lain, saya kira saya sudah sepakat dengan Saudara Soetjipto. 
Itulah pandangan dari kami, terima kasih. 
Wassa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

12. Kenia Rapat: Amroe AI- Mu'tashim. 
Terima kasih, kurang dari 3 menit 
Berikutnya dari Fraksi Utusan Daerah. Saya ulangi, Fraksi Utusan Daerah. 

13. Pembicara: Retno Triani Johan (F-UD) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Kami mohon untuk kesempatan Fraksi Utusan Daerah, mohon ditunda. 
Terima kasih. 

14. Kenia Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Baik. Ditunda untuk Fraksi Utusan Daerah. 
Berikutnya Fraksi TNI/Polri. 

15. Pembicara: Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri) 
Terima kasih, Pak Ketua. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Kami akan menanggapi Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan kemudian 

memberikan pandangan pemikiran masukan mengenai komisi konstitusi. 
Yang pertama mengenai Aturan Peralihan. 
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Pada dasarnya rancangan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III sudah cukup memuat hal
hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dari perubahan-perubahan Undang
Undang Dasar 1945. Khususnya untuk mengatur bahwa peraturan-peraturan 
perundangan maupun lembaga negara yang belum dapat dibentuk setelah perubahan 
ini dilakukan, itu masih akan berlaku. 

Namun ada saran, khusus untuk Pasal I dan Pasal II. Kalau kita lihat dalam 
rumusan Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kedua hal ini 
disatukan di dalam satu pasal. Jadi, baik peraturan perundang-undangan maupun 
lembaga negaranya itu disatukan dalam satu pasal, sedangkan di sini dipisah menjadi 2 
pasal. 

Saya ingin menyarankan agar supaya kita kembalikan saja seperti rumusan yang 
asli pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita tampak lebih efisien dan tidak 
malah membuat hal yang tampaknya kurang efisien dibandingkan hal yang pernah 
dilakukan. 

Selanjutnya, untuk Aturan Tambahan, khusus untuk Pasal II yang berbunyi, 
"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini maka Undang
Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal." 

Apakah hal ini perlu dimuat? Bukankah memang keadaannya sudah demikian itu, 
sehingga tampaknya tidak ada urgensi untuk memuatnya. Oleh sebab itu maka kalau 
dapat dipertimbangkan maka Pasal II Aturan Tambahan ini rasanya tidak perlu dimuat. 

Selanjutnya, kami akan menggunakan agak banyak waktu untuk masalah komisi 
konstitusi. 

Pimpinan dan anggota Komisi A yang terhormat, 
Setelah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara 

parsial dan bertahap. Sejak Perubahan Pertama pada tahun 1999 hingga Perubahan 
Keempat pada tahun 2002 ini. Kita menyadari bahwa keseluruhan proses perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu agenda utama reformasi perlu 
disempurnakan untuk mewujudkan suatu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 
yang komprehensif dan utuh. 

Keinginan bersama fraksi-fraksi untuk menyempurnakan proses perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 ini amat melegakan. Karena upaya ini akan memberikan 
jawaban yang tepat terhadap berbagai keinginan aspirasi berbagai komponen bangsa 
yang melihat adanya berbagai hal yang perlu disempurnakan terhadap proses dan 
substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dan sedang kita 
laksanakan. 

Untuk mewadahi proses penyempurnaan tersebut, perlu dibentuk suatu badan 
atau institusi. Di mana penyebutannya, susunan, kedudukan, tugas, dan jangka waktu 
bekerjanya perlu disepakati kita semua. Yang tidak kalah pentingnya adalah 
memberikan landasan hukum yang kuat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 
1945-nya sendiri agar institusi ini dapat segera memulai tugasnya. Dan untuk itu 
secara konkret Fraksi TNI/Polri ingin mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 

Yang pertama, untuk memberikan landasan hukum bekerjanya perlu 
dimasukkan hal tersebut di dalam aturan tambahan dalam perubahan keempat 
Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Selanjutnya, untuk rincian mengenai kedudukan, tugas, waktu kerja dan lain-lain 
akan cukup panjang dan rinci, perlu adanya suatu Ketetapan MPR yang mengatur hal 
tersebut. 

Mengenai nama dan penyebutan, kami mengusulkan agar kita mengunakan 
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nama komisi konstitusi. Kedudukannya, dia dibentuk oleh MPR bersifat Ad Hoc, dengan 
tugas merancang penyempurnaan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kami 
ulangi, merancang penyempurnaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
hasilnya diserahkan kepada MPR untuk diputuskan. 

Sedangkan ruang lingkup, tugas, dan kewenangan akan mencakup seluruh 
materi Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat dan tetap berpedoman kepada 
empat hal yang telah kita sepakati, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem 
Pemerintahan Presidensial, dan hal-hal normatif pada Penjelasan dimasukkan ke 
dalam pasal-pasal. 

Keanggotaan dan proses rekrutmen dari komisi ini. Satu hal yang mendasar yaitu 
bahwa komisi ini harus independen. Kemudian, anggota-anggotanya nanti adalah 
nonpartisan, dan rincian dari keanggotaan ini akan kami sampaikan, sebab kesempatan 
ini barangkali terlalu sempit untuk menyampaikan secara detail. Sedangkan proses 
rekruitmen secara garis besar, karena komisi ini kita usulkan akan terdiri dari wakil
wakil daerah dan dari pusat maka ada proses rekruitmen melalui DPRD di daerah dan 
DPR di pusat Sedangkan untuk keputusan mengenai siapa-siapa yang duduk di lain itu 
sendiri akan diserahkan kepada MPR. Dan dalam hal ini Badan Pekerja MPR dapat 
ditugasnya untuk melakukan semacam fit and proper test. 

Kurun waktu kegiatan, ini juga hal yang penting kita harapkan, segera setelah 
amendemen keempat kita selesaikan maka telah ada proses untuk rekruitmen dan 
komisi ini kita harapkan mulai bekerja pada April 2003 sampai dengan bulan April 
2004. Kemudian dapat diadakan Sidang Tahunan MPR pada tahun 2004 untuk 
memutuskan hasil kerja dari komisi konstitusi. 

Mengenai pemikiran untuk adanya Sidang MPR periode ini untuk memutuskan 
komisi konstitusi, hasil komisi konstitusi adalah untuk menghindarkan adanya 
kemungkinan bahwa hasil komisi konstitusi yang dihasilkan oleh MPR ini atau komisi 
konstitusi yang dibentuk oleh MPR ini pada masa MPR yang berikut, bisa saja ada 
masalah. 

Sedangkan untuk memastikan bahwa hasil kerja dari komisi konstitusi itu 
nantinya mendapatkan kekuatan hukum yang kuat dan legitimasi yang kuat maka 
apabila hasil komisi konstitusi nanti kemudian ditolak oleh MPR maka kita mempunyai 
pandangan usul agar supaya hasil komisi konstitusi diserahkan kepada rakyat untuk 
adanya suatu referendum. 

Demikian secara garis besar hal-hal yang perlu kami sampaikan mengenai komisi 
konstitusi dan secara rinci kami telah juga menyiapkan baik rancangan untuk rumusan 
Aturan Tambahan maupun rancangan untuk Ketetapan MPR itu sendiri yang akan kami 
serahkan kepada Pimpinan dan akan membantu untuk perumusan mengenai komisi 
konstitusi tersebut. 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami 
ucapkan banyak terima kasih. 

Wassaalamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

16. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih dari juru bicara Fraksi TNI/Polri. 
Berikutnya kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Kepada Pak Seto kami 

persilakan. 
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17. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Saudara-Saudara sekalian, anggota Komisi A yang saya hormati dan hadirin yang 

saya muliakan. 
Bagi Fraksi PDKB menanggapi pasal-pasal Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, 

dan menyangkut wacana tentang komisi konstitusi, kami menyampaikan sebagai 
berikut: 

Yang pertama, perlu kita perhatikan bahwa Aturan Peralihan dan Aturan 
Tambahan tidak bisa dilepaskan dari kaitan historis, yang justru kita agung-agungkan 
sebagai suatu hasil daripada kearifan dan ketulusan yang murni dari para pendiri 
Republik kita. Karena itulah di dalam berbagai pembahasan kita sejauh mungkin 
memang menggunakan tata cara maupun sistematika, ataupun kadang-kadang istilah
istilah yang digunakan oleh para pendiri sehingga itulah yang terjadi. Termasuk bunyi, 
judul, maupun penulisan pasalnya. 

Yang kedua, menyangkut substansi daripada Aturan Peralihan dan Aturan 
Tambahan. Perlu kita ingat bahwa ini merupakan hasil pembahasan yang sudah begitu 
lama bertahun-tahun kita lakukan dan dilakukan pula atas dasar masukan dari fraksi
fraksi maupun masukan dari masyarakat, termasuk kalangan pakar dan akademisi. 
Karena itu, memang ini merupakan hasil yang sudah betul-betul kita perhatikan. 

Khusus untuk rumusan Aturan Tambahan, kami ingin menekankan bahwa 
pertama, Aturan Tambahan Pasal I memang kita sepakati sejak di Badan Pekerja. 
Bahwa pasal ini dibuat dalam kerangka memberikan kewenangan khusus kepada MPR 
karena menyimpang dari Pasal 1 Ayat (2), maupun Pasal 3 Undang-Undang Dasar 
1945. Sedangkan Pasal II Aturan Tambahan dituliskan sedemikian rupa, dirumuskan 
sedemikian rupa. Justru dengan maksud untuk menekankan atau memberikan 
dukungan terhadap upaya-upaya Pasal 37 tentang perubahan agar Pembukaan itu 
tidak termasuk objek perubahan. 

Karena itu, perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 
Pembukaan dan pasal-pasal. Itu pula sekali lagi maksudnya mengapa dalam Pasal 37 
ditegaskan usul perubahan pasal-pasal. Jadi tidak menyangkut Pembukaan. Jadi, kalau 
ini tidak ditegaskan maka kita sekali lagi bisa berdebat, kalau mengubah itu termasuk 
Pembukaannya atau bukan? Ini maksudnya. 

Dengan demikian, tentu bisa kita maklumi bersama mengapa rumusan itu 
dituliskan demikian. 

Yang ketiga, menyangkut komisi konstitusi atau apa pun namanya. 
Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa berpendapat bahwa tugas pokok yang 

diamanatkan oleh perjuangan reformasi adalah bagaimana kita menuntaskan 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa hasilnya nanti dinilai oleh masyarakat, 
dinilai oleh para pakar terdapat kekurangan-kekurangan pada saatnya setelah ada 
proses penilaian itu, Fraksi PDKB tidak berkeberatan andai kata memang diperlukan 
adanya komisi konstitusi. Dan untuk itulah maka kita perlu menyelesaikan terlebih 
dahulu seluruh perubahan ini, baru kita bisa menilai apakah memang diperlukan atau 
tidak diperlukan? 
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Saya kira dengan demikian, semoga pendapat Fraksi PDKB ini dapat dipahami. 
Terima kasih. 
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18. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 
Berikutnya Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

19. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan, Bambang Pranoto dari PDI Perjuangan. 
Bapak Pimpinan dan Bapak sekalian. 
Mahon diperbaiki dahulu, kami melihat bahwa pada session ini adalah mengenai 

pembahasan naskah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Tetapi yang berkembang 
meskipun belum sepenuhnya, yang dibicarakan lebih banyak ke komisi konstitusi. 
Padahal di dalam Aturan Peralihan, di sana hanya ada yaitu Mahkamah Konstitusi 
diantaranya. Jadi, yang belum dibahas adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau saja ini 
perlu tambahan mohon diperbaiki dalam agendanya, untuk ditambahkan pada pasal 
berapa komisi konstitusi dimasukan di dalam agenda session sekarang ini. 

Terima kasih. 

20. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih. 

21. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Pimpinan, interupsi sedikit Pimpinan. 

22. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Sebentar saya beri komentar. 

23. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Kami dari Fraksi Reformasi. 

24. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Sebentar Pak, saya beri komentar. 
Jadi, begini, tadi kita mulai buka rapat ini atau skors kita cabut bahwa agenda 

pagi ini adalah Aturan Tambahan, Aturan Peralihan, dan komisi konstitusi jadi satu 
paket dan kita sudah setujui semuanya, dan tadi sudah kita ketok, nanti sore kita tidak 
ada rapat pleno. 

Terima kasih. 
Berikutnya dari Fraksi Reformasi. 

25. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. 
Mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara kami Bambang Pranoto tadi dari 

PDI Perjuangan, kami kira itu adalah satu usul yang sangat baik. Kenapa? Karena kita 
sangat tidak mungkin membicarakan keberadaan komisi konstitusi hanya dalam waktu 
tiga menit, satu orang. Padahal, materi ini belum pernah kita bicarakan sama sekali di 
Badan Pekerja. Oleh karena itu, supaya lebih mendalam pembahasannya, kami mohon 
dengan hormat agar pembicaraan komisi konstitusi nanti kita adakan dalam satu 
session khusus mengenai itu. 

Terima kasih. 

26. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Ya, terima kasih. 
Saya ulangi, tadi rapat Pimpinan dan Fraksi-fraksi mensepakati bahwa agenda 

pagi ini adalah membahas tentang Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi 

Perubahan UUD 1945 307 



konstitusi. Keputusan tadi sudah kita bawa kemari dan sudah diketok, kita sepakati 
dan yang kita fokuskan adalah pada komisi konstitusi, boleh. 

Silakan fraksi-fraksi, kita lanjutkan ya. 

27. Pembicara: Teddy T.H. Kedeykoto (F-UG) 
Interupsi. Interupsi. 

28. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Silakan. 

29. Pembicara: Teddy T.H. Kedeykoto (F-UG) 
Itu Bapak Pimpinan, Teddy dari Fraksi Utusan Golongan, nomor C-664. Bapak 

Pimpinan tidak konsisten karena pada dua atau tiga hari yang lalu, kita sudah 
bersepakat dan sudah ketok palunya untuk kita membicarakan komisi konstitusi pada 
jam, saya lupa itu. Kita sudah ketok itu palunya. Jadi, itu dicabut dulu kalau begitu. 

Terima kasih. 

30. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih. 
Justru kita bahas mulai pagi ini kita majukan. Dengan kita sepakati tadi berarti 

yang lama dicabut, karena dengan kesepakatan yang baru. 

31. Pembicara: Teddy T.H. Kedeykoto (F-UG) 
Tidak, musti Bapak Pimpinan harus cabut dulu di forum ini. Seyogianya baru 

minta persetujuan untuk bicarakan bersama-sama. 

32. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Pemimpin, Ramson A-135. 
Saya melihat bahwa dalam pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan 

termasuk di dalam posisi komisi konstitusi, itu di dalam Aturan Peralihan, saya melihat 
tidak ada masalah. Cuma pendalaman mengenai bentuk komisi konstitusi itu, apakah 
dengan Ketetapan MPR dan lain-lain sebagainya, itulah dibahas di dalam jadwal waktu 
yang sudah disepakati jam 14.00 nanti. 

Jadi, acara ini saya melihat tidak bertentangan dengan keputusan mengenai 
jadwal waktu yang sudah dibuat kemarin. 

Terima kasih, Saudara Pimpinan. 

33. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih. 
Jadi, saya ulangi sekali lagi. Bahwa kesepakatan fraksi dan Pimpinan sudah kita 

sahkan maka acara pagi ini adalah pembahasan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, 
dan komisi konstitusi. Silakan saja mana, fraksi-fraksi mau menanggapi. Kita berikan 
fokuskan ke mana, silakan saja. Kita lanjutkan ya? 

34. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pemimpin! 

35. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Kita lanjutkan sajalah. 

36. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pemimpin. 
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37. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Silakan. 

38. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Lanjut. 
Jadi, kami setuju apapun, dengan dalih kesepakatan fraksi. Hanya kami 

mengimbau di dalam Aturan Peralihan, di sana ada masalah Mahkamah Konstitusi. 
Yang tentunya ini justru menyangkut hal yang sangat penting dan bagian dari pasal 
yang akan kita lakukan melalui Aturan Peralihan. Tetapi kami melihat memang sama 
sekali satu pun pembicara tidak ada yang membahas masalah Mahkamah Konstitusi. 
Jadi, kalau hari ini dimasukkan masalah komisi konstitusi, mohon tidak 
mengesampingkan masalah Mahkamah Konstitusi itu. 

Terima kasih. 

39. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Pimpinan, hanya sebentar Pimpinan. 
Saya kira kembali lagi, bagaimana kita mau merespons hal-hal yang menurut 

mereka itu substantif, itu diserahkan kepada masing-masing anggota. Dan nanti ada 
suara fraksi. Jadi, saya kira sekarang bisa dilanjutkan. 

Terima kasih. 

40. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih. 
Jadi, memang saya ulangi terserah fraksi, mau menekankan yang mana Aturan 

Peralihan, Aturan Tambahan atau komisi konstitusi, itu hak sepenuhnya anggota fraksi. 
Kita lanjutkan ya? Berikutnya Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

41. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Saya Hartono Mardjono, anggota A-260 dari Fraksi Perserikatan Daulatul 

Ummah. 
Saudara Ketua dan para anggota yang kami hormati. 
Tentang Aturan Peralihan, pada dasarnya Aturan Peralihan ini pasti kita 

perlukan karena bagaimanapun kita melakukan perubahan-perubahan atas sesuatu 
yang sudah eksis, yang eksistensinya itu masih berjalan. Sehingga bagaimanapun 
Aturan Peralihan ini tetap kita perlukan. Karena itu, fraksi kami tidak 
mempermasalahkan, baikAturan Peralihan pertama, Pasal I maupun Pasal II, dan Pasal 
III. Kami setuju adanya aturan-aturan pasal tersebut. 

Tentang Aturan Tambahan, tidak juga ada masalah. Tidak juga ada masalah 
sehingga kami menyepakati apa yang tercantum di dalam Rancangan Perubahan 
Keempat ini, yaitu Pasal I Aturan Tambahan maupun Pasal II. Hanya saja barangkali 
menjadi pertimbangan kita apa yang tadi dikemukakan juga oleh Fraksi TNI/Polri 
bahwa menurut teknik legal drafting, alangkah baiknya kalau Aturan Peralihan Pasal I 
dan Pasal II, memang disatukan. Seperti halnya yang termaktub di dalam Aturan 
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dulu. 

Jadi, saya kira itu yang penting untuk kita perhatikan bahwa meskipun MPR 
merupakan lembaga politik, tetapi juga memahami dengan baik dan melaksanakan 
secara konsisten adanya teknik legal drafting itu. 

Kemudian, adanya Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan dengan 
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ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 

Ini memang saya kira sesuatu yang agak berkelebihan dilihat dari teknik legal 
drafting. Sudah jelas Undang-Undang Dasar itu terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal, 
karena yang lain tidak pernah dinyatakan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 
termasuk dulu Penjelasan. Karena tidak adanya itu, sesungguhnya Pasal II ini agak 
berkelebihan. Tetapi, kita menyadari bahwa tidak semuanya ini semata-mata 
tinjauannya dari segi yuridis formal. Ada masalah-masalah politis yang barangkali 
tidak ada salahnya untuk kita tetap mencantumkannya. Jadi, tidak prinsipil buat fraksi 
kami. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

42. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Berikutnya ... , terima kasih kepada Pak Hartono Mardjono. 
Berikutnya kepada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, kami persilakan. 

43. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terima kasih. 
Pimpinan serta seluruh anggota Majelis Komisi A yang kami hormati. 
Para hadirin sekalian yang kami muliakan. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Saudara-Saudara yang terhormat, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, 

setelah membaca dan mempelajari rancangan dari Panitia Ad Hoc mengenai Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan ini maka berikut ini akan disampaikan pandangan 
Fraksi KKI tentang masalah tersebut. 

Mengenai Pasal I, Pasal II, dan Pasal III Romawi dari Aturan Peralihan secara 
umum Fraksi KKI menyetujui mengenai ketentuan ini, pasal-pasal ini. Kendati 
demikian, hal-hal mengenai redaksi kiranya perlu untuk dibahas dan dirumuskan 
kembali dalam Tim Perumus karena menurut pengamatan kami ada beberapa hal 
terutama dari Pasal I yang kiranya perlu untuk ditata kembali redaksinya. 

Mengenai Aturan Tambahan, Fraksi KKI menyetujui rumusan ini. 
Mengenai Pasal II, mengikuti apa yang tadi dikemukakan oleh Fraksi TNI/Polri. 

Pasal ini juga perlu untuk ditinjau kembali menyangkut soal rumusan, apabila di 
dalamnya masih terkandung hal-hal yang mungkin bersifat ideologis. 

Mengenai komisi konstitusi. 
Fraksi KKI pertama-tama menyetujui bahwa komisi konstitusi dapat dimasukkan 

dalam Aturan Tambahan. Sementara perumusan secara hukum dapat dituangkan 
dalam bentuk Tap MPR. 

Demikian pendapat Fraksi KKI, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 

44. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih dari F-KKI kurang dari tiga menit. 
Berikutnya dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Saya persilakan. 

45. Pembicara: Bondan Abdul Madjid (F-PBB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Saya Haji Bondan Abdul Madjid, nomor anggota AA-262 dari Fraksi Partai Bulan 

Bintang. 
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Menanggapi masalah Aturan Peralihan maka Fraksi Partai Bulan Bintang 
menganggap, Aturan Peralihan ini sangat penting. Karena apa? Karena Aturan 
Peralihan ini akan menghindari atau menjaga kemungkinan adanya kekosongan 
hukum dan kekosongan kekuasaan. Sebab, kalau kekosongan hukum dan kekosongan 
kekuasaan terjadi maka akan terjadi chaos. 

Oleh karena itu, di dalam masalah ini Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II yang 
sudah ditetapkan pembicaraannya secara mendalam pada PAH I, itu kami 
menerimanya, dengan dipisahkan antara Pasal I dan Pasal II. Karena Pasal I adalah 
menyangkut masalah perundang-undangan, dan Pasal II adalah kekuasaan lembaga. 

Adapun Pasal II ini memang sangat penting dibutuhkan sekarang ini yaitu 
Mahkamah Konstitusi. Sebab, Mahkamah inilah yang akan menilai perbedaan
perbedaan antara kelembagaan atau perundang-undangan dengan Undang-Undang 
Dasar kita. Maka, ini pun telah dibicarakan dalam PAH I, karena itu kami 
menyetujuinya. 

Adapun masalah Aturan Tambahan. 
Ini kita menyadari bahwa segala sesuatu kita usahakan oleh MPR secara optimal 

menjadi keputusan. Tetapi kita tahu bahwa MPR kita ini adalah manusia tidak lepas 
ada kekurangan dan kelebihannya. Maka oleh karena itu, di dalam ketetapan
ketetapannya pun mungkin ada hal-hal yang perlu ditinjau sehingga dengan demikian 
Aturan Tambahan Pasal I, Pasal II ini, kita pun menerimanya. 

Kemudian, masalah komisi konstitusi. 
Maka menurut hemat kami, sebetulnya dengan adanya perkembangan 

pandangan masyarakat maupun apa yang berkembang di dalam MPR ini, kami bisa 
memahaminya dan mungkin cantolannya adalah Aturan Tambahan Pasal I ini. Namun, 
perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati untuk menetapkan komisi konstitusi ini 
karena hal-hal yang perlu kami kemukakan di sini perlu dicermati, yaitu masalah 
bagaimana mekanisme adanya komisi konstitusi itu? Siapa yang menentukan 
mengenai komisi konstitusi itu? Kemudian, siapa saja yang berhak ditunjuk menduduki 
komisi konstitusi itu? Dan juga bagaimana kewenangannya komisi konstitusi itu? 

Lalu kemudian, kalau itu diberi wewenang untuk menyusun atau memperbaiki 
susunan daripada Undang-Undang Dasar dan kemudian sudah dilaksanakan, tetapi 
kemudian bertentangan dengan MPR, bagaimana pemecahannya itu? Sebab, ini akan 
menimbulkan suatu chaos karena Undang-Undang Dasar itu tentu akan sulit kalau 
ditolak oleh MPR padahal sudah ditetapkan oleh komisi konstitusi. 

Ini perlu direnungkan secara mendasar. 
Dan kemudian, mengenai masalah komisi konstitusi ini, tentu perlu adanya Tap 

tersendiri. Sehingga nanti di dalam menetapkan Tap itu hendaknya secara cermat, apa 
yang menjadi hal-hal yang kami kemukakan ini. 

Demikianlah pendapat Fraksi Partai Bulan Bintang. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

46. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih pada Pak Bondan atas nama Fraksi Partai Bulan Bintang. 
Berikutnya Fraksi Reformasi. 

47. Pembicara: Suminto Martono (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Nama Suminto Martono A-230. 
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Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya 
kepada Badan Pekerja yang telah memberikan draf sehingga disajikan dalam bentuk 
yang cukup bagus sehingga kita bahas di dalam Komisi A ini. Karena kami yakin bahwa 
apa yang dilakukan sudah melalui uji sahih. Bahkan dilakukan oleh para ahli, baik ahli 
hukum tata negara maupun ahli-ahli di bidang lain, termasuk di dalam kemasyarakatan 
kita. 

Yang pertama, bahwa Aturan Peralihan pada intinya adalah untuk 
menghindarkan kekosongan hukum maupun kekosongan kekuasaan, itu intinya. Pada 
Undang-Undang Dasar yang asli ada beberapa hal yang mungkin kita juga hams ingat 
betul dan mungkin barangkali saya termasuk yang aneh kalau Aturan Peralihan ini 
tidak diganti. Karena sebagai contoh misalnya di dalam Pasal I Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan 
kepada pemerintah Indonesia. Ya ini adalah awalnya adalah pemerintahan penjajah. 

Dan di dalam Pasal III Romawi, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan ini sudah pasti tidak 
pernah berlaku sekarang ini, hanya berlaku sekali. 

Tentu dalam apa yang sudah disampaikan di dalam draf ini. Kami memandang 
ini cukup bagus, cukup baik, hanya barangkali mungkin nanti yang perlu 
dipertimbangkan adalah di dalam Pasal II Aturan Peralihan yang mengubah dari kata 
"badan" di dalam Undang-Undang Dasar yang asli menjadi sebuah lembaga, ini hams 
diberikan penjelasan atau paling tidak mohon keterangan dari pembuat draf ini 
sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Di satu sisi menyebutkan "badan" di sisi lain 
menyebutkan "lembaga". lni adalah penggantiannya. 

Kemudian, di dalam Pasal III yang menyangkut tentang batasan waktu untuk 
membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi, yang dinyatakan selambat-lambatnya pada 
tanggal 17 Agustus 2003. Dan sebelum ini terbentuk, kewenangannya diserahkan 
kepada Mahkamah Agung. 

Barangkali kita juga sudah hams melihat bahwa di dalam Pembahan Ketiga, 
khususnya di dalam Pasal 24C bahwa Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 
kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan seterusnya, sudah dijamin di dalam 
Pasal 24C. Untuk itu, barangkali seperti yang berkembang di dalam akhir-akhir ini 
tentang pembentukan komisi konstitusi itu, hams dipikirkan secara matang karena 
kita juga hams melihat tugas dan tanggungjawabnya hams jelas. 

Kemudian kewenangannya juga hams jelas. Kemudian, yang ketiga, stmktumya 
juga hams jelas. Dan yang lebih-lebih barangkali tidak kalah pentingnya adalah sistem 
rekmtmen. Karena kita tahu bahwa yang berkembang adalah anggota komisi 
konstitusi hams independen. 

lni hams berhati-hati betul karena kalau tidak terjadi apalagi komisi konstitusi 
kalau diwacanakan untuk juga hasilnya akan dikembalikan kepada MPR lagi. ltu juga 
akan terjadi hal-hal yang .... , barangkali kita hams perhatikan secara hati-hati, agar 
jangan sampai justm timbulnya komisi ini mendelegitimasi karya atau kerja besar yang 
dilakukan oleh MPR yang sementara masih diyakini sebagai wakil rakyat. 

Saya kira itu sangat singkat barangkali. Kami persilakan untuk yang selanjutnya. 
Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

48. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
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Tentang Aturan Peralihan. 
Pada dasarnya kami setuju dengan rumusan yang sudah disepakati, kecuali Pasal 

III tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus, dan 
sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Hal ini tidak akan berjalan kalau belum ada hukum acaranya. Jadi, karena itu, kita 
ingin tambahkan termasuk kewenangan dalam menyusun hukum acara oleh 
Mahkamah Agung sendiri. Itu tentang Aturan Peralihan. 

Kemudian, tentang Aturan Tambahan. 
Kita barangkali kurang menyadari bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar 

1945 itu, hanya berjalan dari tahun 1945 sampai 1949. Sesudah itu, kita punya 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Kemudian Undang-Undang Dasar 1950 yang 
Sementara. Kemudian baru berlaku lagi menjadi Undang-Undang Dasar kita itu pada 
.... , dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli Tahun 1959. 

Berhubung kita memilih sebagai kesepakatan bahwa sistem amendemen kita 
adalah dengan sistem adendum. Maksudnya adalah supaya secara historis anak cucu 
kita itu bisa melihat perjalanan daripada pikiran kita tentang Undang-Undang Dasar 
kita itu. Karena itu masalah berlakunya kembali pada tahun 1959 Undang-Undang 
Dasar 1945 sampai hari ini yang baru akan kita lakukan perubahannya, itu harus 
dijelaskan suasana batinnya bagaimana dan apa keputusannya? 

Dalam hal ini Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, itu merupakan satu solusi 
yang akhirnya pada tanggal 22 Juli diterima secara aklamasi oleh DPR, Parlemen 
namanya, yang adalah hasil pemilihan rakyat. Karena itu, kita ingin mengusulkan di 
dalam Aturan Tambahan ini disebutkan tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang 
menghidupkan kembali Undang-Undang Dasar pada tahun 1959 itu yang kemudian 
berlaku sampai sekarang. Dan, kemudian kita akan lakukan perubahannya. 

Kemudian sedikit menjelang membicarakan komisi konstitusi. 
Itu seperti kita ketahui sekarang kita memasuki era yang sangat penting dalam 

perjalanan bangsa kita ini, yaitu kita mengubah Undang-Undang Dasar dan kita akan 
memilih pemimpin yang baru. 

Jadi, kalau Undang-Undang Dasar amendemen keempat ini selesai insya Allah 
pada tahun 2002 ini. Maka kita akan membuat Undang-Undang Pemilu yang akan 
memilih anggota MPR-nya, anggota DPR dan DPD, dan Presiden dan Wakil 
Presidennya. 

Jadi karena itu, kita memerlukan satu kesepakatan bahwa Undang-Undang Dasar 
yang kita ubah sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang kita anggap sudah 
selesai. Bukan Undang-Undang Dasar yang masih banyak kekurangan-kekurangannya, 
memang ada kekurangannya. Karena itu kalau tidak demikian maka bisa-bisa Undang
Undang Pemilu yang merupakan derivasi daripada Undang-Undang Dasar itu juga 
dianggap ini sifatnya masih sementara. Hasilnya pun, hasil pemilihan yang dilakukan 
pada tahun 2004 bisa-bisa hasil yang sementara. 

Jadi karena itu, kami menginginkan sampai terpilih anggota MPR dan Presiden 
dan Wakil Presiden yang baru itu kita mengikuti pola Undang-Undang Dasar yang kita 
selesaikan ini. Kami mengakui, kita semua mengakui bahwa banyak hal yang bisa 
disempurnakan. Nah, itu tergantung kepada kita yang akan datang, kalau anggota MPR 
yang terpilih itu memutuskan ini mau kita rombak, perbaiki. Itu memang hak dan 
kewajibannya. Tetapi, jangan sampai Presiden yang terpilih, Wakil Presiden yang 
terpilih atau MPR itu dianggap ini hasil sementara, transisi, itu tidak. Kesan itu kita 
tidakmau. 
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Karena itu kami bersedia untuk membahas komisi konstitusi. Kami pun juga 
menyiapkan bahan-bahan, kalau ada waktu kami ingin bacakan. Tetapi tidak 
mengganggu keabsahan Undang-Undang Dasar yang kita siapkan sekarang ini yang 
semuanya berdasar pada tugas-tugas konstitusional. 

Kalau diizinkan saya ingin membacakan, dan barangkali, masih ada waktu Pak? 
Barang dua menit. 

49. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Satu menit. 

50. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Silakan. 
Satu menit, silakan selanjutnya dibacakan oleh Saudara Patrialis. Enggak satu 

menit cukup. 

51. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Pimpinan. Masih kurang dua menit. 
Ya, pada dasarnya tentu kami sangat siap mendiskusikan secara mendalam, 

tentang perlu atau tidaknya keberadaan komisi konstitusi ini. Tentu kita berharap 
diskusi tentang komisi konstitusi, ini harus dilakukan pembicaraannya secara 
mendasar dan hati-hati, tidak kontraproduktif, bahkan juga tentu tidak boleh 
melanggar Konstitusi itu sendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut pada perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya bagi kami, diskusi yang akan kita lakukan tidak 
hanya sekadar basa-basi, tidak sekadar hanya untuk jualan politik agar dapat simpatik 
dari sekelompok orang. Tetapi adalah betul-betul sesuatu yang memang kita harus 
perdalam benar. Di mana aspirasi-aspirasi itu bisa tertampung, tetapi masih dalam 
batas-batas konstitusional sehingga keberadaannya, kalau pun ada itu harus sangat 
efektif. 

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 yang telah diubah dengan Tap 
MPR Nomor V /MPR/2001, itu pada prinsipnya telah menugaskan kepada Badan 
Pekerja ini mempersiapkan rancangan perubahan itu paling lambat pada Sidang 
Tahunan 2002 ini. Oleh karena itu, setelah 2002 kita sudah sepakat tidak akan ada lagi 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau dalam bentuk apa pun juga terhadap 
Undang-Undang Dasar ini. 

Oleh karena itu, keberadaan komisi konstitusi, ini perlu kita bicarakan masalah 
efektivitasnya itu. Kalau ini semuanya sudah selesai, kita sudah sepakat, terus kita 
bentuk buat apa? Kalau memang ini tidak selesai, tentu harus kita coba bicarakan. 
Nanti selanjutnya secara tertulis kami sampaikan. 

Terima kasih. 

52. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih. 
Jadi, nanti bisa dijadikan bahan atau acuan untuk komisi atau Tim Perumus. 
Berikutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa. 

53. Pembicara : Rodjil Ghufron AS (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/ahi wabarrakatuh. 
Saya Rodjil Ghufron A-440. 
Sebagai anggota Komisi A ini, ingin ikut andil di dalam pembahasan di Komisi A 

ini yang alhamdu/il/ah kita sudah sampai pada titik akhir dari pembahasan, yaitu 
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mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Aturan ... , saya kira kita patut bersyukur sebelum masuk ke sana karena 

formalnya kita memang sudah seperti disampaikan oleh Fraksi Reformasi, saya kira 
kita semua sepakat, formalnya kita sudah hampir menuntaskan ini. 

Tetapi, saya kira kita perlu melihat lebih jauh, kalau dulu sering kita kritik 
sekarang ini sebagai demokrasi itu di Jakarta, keputusan itu di Jakarta. Reformasi 
menginginkan ... , saya kira kita masih ingat bahwa demokrasi itu bukan hanya Jakarta, 
tetapi juga di daerah-daerah dan di lain-lain tempat. Demokrasi bukan hanya segelintir 
orang-orang yang formal punya jabatan dan dudukan institusi kenegaraan, tetapi juga 
pihak-pihak lain di dalam kehidupan bernegara ini. 

Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan beberapa hal, ingin menyampaikan 
beberapa hal. 

Yang pertama mengenai Aturan Peralihan sebagai aturan transisional. 
Saya kira yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Jadi, dalam hal ini juga Badan 

Pekerja itu tugasnya adalah menyiapkan, tetapi bukan faktor dominan di dalam hal-hal 
yang harus diputuskan. Justru faktor dominan itu ada di anggota Majelis secara 
keseluruhan. Bahkan, lebih jauh lagi faktor dominan di dalam mengambil keputusan 
masalah-masalah yang dasar adalah pada rakyat seluruhnya. 

Aturan Peralihan sebagai aturan transisi yang disodorkan oleh Badan Pekerja, 
saya kira bisa kita pahami ketika di situ juga mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai 
suatu prioritas yang dirumuskan untuk diatur pada masa transisi oleh Mahkamah 
Agung. Saya kira bisa kita terima. 

Sehubungan dengan sense of priority tadi, saya kira kita juga perlu 
mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu prioritas, ketika komisi 
konstitusi sebagai suatu prioritas yang harus diatur pula dan saya kira pintu masuknya 
tepat kalau itu ada di Aturan Peralihan. Mengapa perlu Mahkamah Konstitusi ini? Saya 
kira perdebatan sudah cukup, komisi konstitusi, saya mohon maaf, keliru terus dengan 
Mahkamah Konstitusi. Jadi, yang satu MK yang satu KK, begitu ya. Ini saya kira dua 
prioritas yang memang perlu dirumuskan di dalam Aturan Peralihan. 

Perdebatan mengenai komisi konstitusi atau KK, kita singkat KK ini. Saya kira 
sudah cukup panjang perdebatan selama ini meliputi hal-hal misalnya tadi saya 
singgung serba sedikit bahwa barangkali kritikan kepada kita selama ini yang terlalu 
elitis. Padahal mestinya sebagai satu kontrak sosial, sebagai satu rumusan prinsip
prinsip dan organisasi bernegara yang mestinya dirumuskan oleh ... , dan melibatkan 
seluruh komponen bangsa ini. Melibatkan banyak kalangan publik mestinya, tetapi kita 
sangat elitis. 

Dilihat dari kelazimannya juga, amendemen mestinya dilakukan secara sangat 
hati-hati dan ada tahapan-tahapan di dalam pelibatan publik. Bahkan di negara lain 
setiap pasal itu dilemparkan ke publik dulu, didiskusikan dulu pada tingkat publik baru 
kita ambil keputusan. Sedangkan kita dalam masa satu tempo dan beberapa tempo ini 
sudah ratusan item sudah kita putuskan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan 
masyarakat secara luas. 

54. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Waktunya. 

55. Pembicara : Rodjil Ghufron AS (F-KB) 
Saya kira, mengenai mengapa perlu komisi konstitusi, perdebatan kita sudah 

sangat-sangat panjang sebelum ini. Kami mengusulkan Mahkamah Konstitusi masuk di 
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dalam klausul, sebagai suatu klausul masuk di dalam Aturan Peralihan secara tertulis. 
komisi konstitusi, ini saya kira sudah kami sampaikan beberapa kali dan mungkin lebih 
konkret lagi KK atau komisi konstitusi ini akan kita serahkan kepada Pimpinan melalui 
Fraksi nanti. 

Saya kira demikian mengenai Aturan Tambahan, saya kira saya tidak perlu 
komentar. 

Terima kasih dan mohon maaf ada kekeliruan antara MK dengan KK. Intinya MK 
dengan KK ini memang merupakan prioritas yang harus masuk di dalam Aturan 
Peralihan kita. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

56. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih pada Bapak Rodjil. 
Berikutnya Ali Masykur. 

57. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/ahi wabarrakatuh. 
Selamat pagi dan salam sejahtera buat Pimpinan dan anggota Komisi A yang saya 

hormati. 
Saya khusus berbicara tentang komisi konstitusi saja, silakan Bapak. ... 

Pertanyaan mendasar, mengapa komisi konstitusi itu perlu? 
Yang pertama tentu kita menginginkan agar Konstitusi itu legal, formal, dan 

legitimate dalam arti proses dan siapa yang melakukannya. Tetapi kita juga 
menghendaki fungsional, acceptable dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat luas. 
Karena itulah kita berkepentingan agar proses penyusunan perubahan Konstitusi itu 
dilakukan secara partisipatoris. 

Yang kedua, urgensi terhadap adanya komisi konstitusi adalah untuk 
meneropong apa pun yang telah kita lakukan yang menurut kita absah dan telah 
memenuhi prinsip-prinsip perubahan Undang-Undang Dasar. 

Untuk itu, pertanyaan sudahkah kita juga sudah menyelenggarakan sebuah 
simulasi terhadap adanya prinsip checks and balances di antara lembaga tinggi negara 
setelah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat ini. Rasanya kita tidak bisa 
menolak, itu sangat diperlukan. Untuk itulah mengapa komisi konstitusi itu diperlukan. 

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Kalau pun komisi konstitusi itu dibuat bukan berarti itu me-negasi atau menolak 

atau mendelegitimasi apa yang telah kita lakukan. Perubahan satu, dua, tiga, dan empat 
telah menjadi Undang-Undang Dasar yang secara efektif berlaku dan mengikat seluruh 
bangsa dan negeri ini. Untuk itulah kekhawatiran terhadap adanya komisi konstitusi 
kemudian mendegelitimasi, rasanya tidak pada tempatnya. 

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Dari mana komisi konstitusi itu kita bisa masukkan? Tentu ada beberapa model 

usulan, pintunya bisa saja melalui Pasal 37, bisa saja melalui Aturan Peralihan dan bisa 
juga melalui Aturan Tambahan. 

Menurut kami, karena ini sudah Perubahan Satu, Dua, Tiga, dan Empat karena 
sifatnya adalah perlu pengaturan khusus maka tempatnya adalah di Aturan Peralihan, 
bukan di Aturan Tambahan. 

Kemudian, pembentukannya secara formal. Jadi, nanti rumusan secara norma 
dan garis besarnya ada di pasal, di Aturan Peralihan, tetapi pembentukannya bisa 
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dilakukan melalui Tap MPR. 
Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Beberapa prinsip yang perlu saya sampaikan terhadap komisi konstitusi yang 

insya Allah kita sepakati ini adalah dia, artinya KK itu dibentuk dan bertanggung jawab 
kepada Majelis. Sehingga proses pembuatannya adalah di bawah Majelis, tidak 
melibatkan institusi yang lain, misalkan apakah DPR bersama-sama Presiden melalui 
undang-undang. Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37 terhadap fungsi dan proses 
perubahan fungsi MPR dan proses perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. 

Kemudian yang kedua, tugas, dan kewenangannya adalah melakukan 
penyelarasan dan atau penyempurnaan terhadap Perubahan Satu, Dua, Tiga, dan 
Empat, tentu rujukannya adalah lima kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama. 
Di antaranya adalah tidak mengubah Pembukaan, negara kesatuan, dalam sistem 
pemerintahan presidensiil, adendum, dan aspirasi dan substansi yang di dalam 
Penjelasan masuk di dalam pasal-pasal. 

Selanjutnya, mengenai siapa yang disebut dan bagaimana cara merekrutnya. 
Maka kita mengusulkan agar keanggotaan Kk ini bersifat independen, berjumlah 99 
seperti asmaul husna. Dengan sebuah kriterium wakil-wakil daerah, pakar hukum tata 
negara, politik, dan pakar-pakar lainnya. Karena kita di situ juga memerlukan filosofis, 
sosiologis, dan lain sebagainya, termasuk pakar ekonomi. Kemudian agamawan karena 
menyangkut Pasal 29 misalkan. Kemudian tokoh masyarakat dan negarawan, serta kita 
mengusulkan tokoh gerakan perempuan. Karena ini menjadi penting dari konsep 
demokrasi itu sendiri. 

Yang terakhir, tentang kapan harus dilakukan. 
Dalam pandangan kami, memang secepat mungkin kita bisa putuskan dalam 

Sidang Tahunan kali ini. Tetapi hasil kerja itu dilaporkan pada Sidang Majelis Tahun 
2003. Jadi kita tidak sebut Sidang Tahunan atau sidang apa pun, yang penting namanya 
Sidang Majelis. 

Nah, tentang kualifikasi anggota, mekanisme, rekrutmen, dan mekanisme kerja 
komisi konstitusi nanti akan dilakukan oleh Badan Pekerja MPR sebagai instrumen 
atau alat yang memang secara fungsional telah ada dan dipercaya oleh Majelis ini. 

Saya pikir itu saja Pimpinan yang saya hormati, garis besar usulan komisi 
konstitusi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kita siap untuk berdiskusi dan mencari 
jalan yang terbaik bagi terbentuknya sebuah Konstitusi yang formal, legitimate, tetapi 
juga acceptable, dan fungsional di dalam negeri ini. 

Kurang lebihnya mohon maafyang sebesar-besarnya. 
Wallahul muwafiq illaa aqwamiththariq. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

58. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih Pak Ali Masykur dari F-KB. 
Berikutnya dari Fraksi Persatuan Pembangunan, saya persilakan. 

59. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Ali Hardi Kiaidemak, nomor A-34. 
Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati. 
Kami ingin berbicara mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Dari naskah yang ada memang kita dapat memahami ketika kita mengkaitkannya 

dengan Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ada, walaupun dia 
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berlakunya sejak Dekrit 5 Juli 1959, tapi naskahnya adalah naskah tanggal 18 Agustus 
1945. Di mana keempat Aturan Peralihan di sana, hanya Pasal II Romawi yang 
merupakan aturan yang durable, sedangkan Pasal I, Pasal III, dan Pasal IV adalah 
peraturan yang sifatnya einmalig. 

Dan Aturan Peralihan yang ada sekarang ini, khususnya Pasal I dan Pasal II. 
Sesungguhnya merupakan kelanjutan daripada Pasal II Aturan Peralihan yang ada, 
yang dalam latar belakang sejarahnya telah berkesinambungan sejak 18 Agustus 1945, 
27 Desember 1949, 17 Agustus 1950, dan terakhir 5 Juli 1959. Hanya pada Aturan 
Peralihan sekarang ini, Pasal II lama itu dibagi dua. 

Oleh karena itu, terhadap Pasal I, "segala peraturan perundang-undangan yang 
ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang
Undang Dasar ini'', itu sama persis dengan yang lama. Dan oleh karena itu kami tetap 
dengan itu. 

Sedangkan Pasal II, sejak di Badan Pekerja kami memberikan catatan atas 
penggunaan anak kalimat, "berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang Dasar." 

Dan ternyata masih dalam forum Sidang Tahunan ini, kalimat tersebut telah 
memberikan multitafsir di Majelis ini sendiri. Sehingga Komisi B sekarang ini yang 
membahas .... , termasuk masalah Perubahan Tata Tertib, telah berbeda penafsiran 
terhadap hal ini. 

Oleh karena itu, sesungguhnya kalau kita mau mengacu seperti yang lama dan 
dia berlaku durable sepanjang masa, memang baiknya dikutip seperti model Pasal I. 
Jadi, tidak ada kata "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar". 

Namun demikian, kalau seandainya sidang ini atau para fraksi beranggapan 
bahwa ini bisa dipertahankan maka penafsirannya yang perlu kita seragamkan. 
Sehingga penafsiran itu tidak menimbulkan permasalahan sesudah kita menetapkan 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar ini. Sebagai contoh misalnya, selain 
apa yang berkembang terhadap posisi MPR ini sendiri, yang mulai menampak di 
Komisi B tentang pekerjaan pemerintahan yang akan datang. 

Kalau kita menafsirkan secara kaku, anak kalimat "sepanjang ini" maka ketika 
Pasal 3 yang semula MPR ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan Garis-garis 
Besar daripada Haluan Negara dalam bentuk huruf kecil, yang antara lain implementasi 
daripada redaksi itu adalah adanya Tap IV GBHN dalam huruf-huruf besar, Garis-Garis 
Besar Haluan Negara yang dielaborasi dalam Propenas Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2000 dan Repeta setiap tahunnya. lni nanti akan menjadi permasalahan .... , 

60. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Waktu Pak Ali. 

61. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Sudah berapa menit? Ini jam saya baru satu menit 
Maka Presiden yang sekarang, yang mestinya kalau Presiden menurut ketetapan 

ini adalah Presiden hasil pemilu langsung. Itu punya program sendiri. Tapi, sekarang 
ini sampai tahun 2004 maka dia perlu melaksanakan GBHN, belum bisa melaksanakan 
program sendiri. Itulah yang menjadi antara lain. 

Maka Fraksi PPP atau kami sendiri berpandangan bahwa sekalipun toh kita tidak 
mengubah apa yang sudah menjadi konsep dari naskah ini maka pengertiannya adalah 
MPR yang ada sekarang tetap berfungsi melaksanakan tugas konstitusional yang sah 
sampai tahun 2004. 
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Karena sudah ditegur, yang lainnya pre-memory. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Dilanjutkan oleh rekan kami Sjaiful Rachman, khusus untuk komisi konstitusi. 

62. Kenia Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Saya persilakan, Pak Sjaiful. 

63. Pembicara: M. Sjaiful Rachman (F-PPP) 
Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi A Majelis yang 

saya hormati, 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nam a saya M. Sjaiful Rachman, nomor anggota A-23. 
Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ali Hardi Kiaidemak, saya kebagian 

mengenai komisi konstitusi. 
Bapak Pimpinan. 
Sebelum saya berbicara mengenai komisi konstitusi ini. Kiranya kami memohon 

terlebih dahulu melalui Pimpinan, agar kiranya Sekretariat Jenderal dapat 
menggandakan satu Rantap yang telah diajukan oleh Fraksi kami. Jadi Rantap tentang 
pembentukan komisi konstitusi pada tahun Sidang 2001. Jadi ini kami mohon melalui 
Pimpinan agar Setjen dapat menggandakannya dan membagikannya kepada anggota 
Majelis. 

Saudara Pimpinan yang saya hormati. 
Perlu kiranya kami sampaikan, setelah mendengar juga dari beberapa 

pandangan dari fraksi-fraksi lain dan dari anggota yang lain. Fraksi kami pertama
tama, sesuai dengan yang diajukan pada usulan yang lalu, bahwa memang komisi 
konstitusi ini, merasa sebelumnya perlu diadakan dalam arti kata bagaimana untuk 
menyelaraskan dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Namun, tentunya dengan perkembangan yang ada dan apabila memang hasil 
perubahan keempat ini memang sudah selesai. Tentunya kita harus berbicara kembali 
apakah memang komisi konstitusi ini masih diperlukan atau tidak. Namun berkaitan 
dengan itu, tentunya sejalan dengan usulan Fraksi kami pada sidang yang lalu, kami 
mengharapkan seandainya memang ini keanggotaan komisi konstitusi ini adalah harus 
ada, tentunya pertama, bagaimana mengenai keanggotaan ini? Keanggotaan yang 
dikemukakan di sini, memang perlu secara independen mewakili provinsi. 

Yang pertama, yaitu tentunya yang mewakili provinsi ini harus dipilih oleh Tim 
Seleksi yang dibentuk DPRD. Ini antara lain. 

Yang kedua, mewakili dari pakar, tokoh masyarakat, yang di dalamnya meliputi 
agama, wanita, dan pria, yang dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh MPR. 

Kemudian mengenai masa kerja. 
Masa kerja ini mungkin dua tahun, mulai sejak hasil pemilu 2004. Dalam arti 

kata, memang kalau itu memang masih diperlukan tadi. 
Kemudian tugas kewenangan, tugas kewenangan dari komisi ini, yaitu hanya 

menyelaraskan dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 berikut seluruh 
perubahannya. Dan catatan yang paling utama adalah mekanisme mengenai 
pengambilan keputusan dalam internal komisi konstitusi ini terhadap hal-hal yang 
tidak disepakati tentunya tidak ada voting. Jadi, semua rancangan-rancangan yang 
masih ada perbedaan pandang, itu semuanya diputuskan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 

Dan mengenai berapa jumlah anggota yang sebaiknya itu dari komisi konstitusi 
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ini? Marilah kita perlu membicarakan secara lebih arif, lebih mendalam, berapa jumlah 
yang diperlukan untuk keanggotaan ini. 

Bapak Pimpinan, saudara-saudara sekalian. 
Itulah sekedar ... , artinya usulan atau catatan dari Fraksi kami berkaitan dengan 

komisi konstitusi ini. Dan sejauh berkaitan dengan perlu atau tidaknya ini dari Fraksi 
kami dengan segala kerendahan hati kami bersedia untuk membicarakannya di dalam 
forum-forum berikutnya. 

Demikian, terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

64. Kenia Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Terima kasih Pak Sjaiful Rachman dari F-PPP. 
Berikutnya dari Fraksi Partai Golkar. 

65. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan, 
Dari Fraksi Partai Golkar ada tiga pembicara. 
Untuk Aturan Peralihan, akan disampaikan oleh Saudara Ade Komaruddin. 
UntukAturan Tambahan oleh saya sendiri. 
Dan yang terakhir untuk komisi konstitusi, atau Panitia Nasional seperti yang 

kami usulkan akan disampaikan oleh Saudara Andi Mattalatta. 
Demikian dari Fraksi Partai Golkar. 

66. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Saya persilakan. 

67. Pembicara: Ade Komaruddin (F-PG) 
Bissmillahirrahmannirahim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, anggota Komisi A, dan hadirin sekalian yang saya hormati. 
Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal secara singkat yang bersifat 

penegasan berkenaan dengan pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Yang pertama mengenai Aturan Peralihan. 
Dan kita ketahui terdiri dari tiga pasal. Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan 

dalam rancangan ini, pada hemat kami merupakan suatu keniscayaan. Substansi pasal 
yang seperti ini haruslah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Dasar. Alasannya, 
sekurang-kurangnya, pertama, pasal ini harus menjadi landasan yuridis bagi 
kehidupan kenegaraan dalam masa transisi dari hukum dasar yang lama ke hukum 
dasar yang baru. 

Kemudian, pasal ini pula harus menjadi landasan konstitusional setiap negara 
dan bangsa di dalam menghadapi suatu perubahan kehidupan kenegaraan di masa 
yang akan datang yang tidak dapat kita prediksi apa yang akan terjadi dikemudian hari 
itu. Kemudian, pasal ini pula yang memberi jaminan kepastian hukum, sekaligus 
memberi jaminan terhadap proses perubahan tersebut secara konstitusional. Karena 
substansi pasal ini menghindari terjadinya kekosongan hukum, kevakuman hukum, 
dan kerancuan dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian, tidaklah benar kalau Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang 
substansinya juga sama dengan Pasal I dan Pasal II, Rancangan Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945 ini, dikatakan einmaUgh hanya berlaku untuk satu kali. 

Terhadap rumusan Pasal III Aturan Peralihan, F-PG sangat sependapat dengan 
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rumusan dimaksud. Bahwa Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 
Agustus 2003 telah dibentuk dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan 
oleh Mahkamah Agung. 

Pasal III ini memberi kepastian tidak terjadinya kekosongan hukum di samping 
sikap konsistensi dan penghormatan untuk dapat terwujudnya prinsip-prinsip negara 
hukum. 

Untuk selanjutnya kami persilakan dengan seizin Pimpinan, Saudara Agun 
Gunandjar. 

Terima kasih. 
Wabillahitaufiq wal hidayah. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

68. Ketua Rapat: Amroe Al-Mu'tashim 
Kami persilakan. 

69. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) 
Saudara Pimpinan dan anggota Komisi A yang kami hormati. 
Yang kedua, Aturan Tambahan. 
Terhadap perumusan Pasal I, Fraksi Partai Golkar sangat memahami dan 

menyetujuinya. Bahkan hal tersebut pun Fraksi kami telah mengusulkannya. Karena 
sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada masa-masa yang 
akan datang, Majelis tidak berwenang lagi membuat ketetapan yang bersifat 
pengaturan. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat membuat ketetapan yang bersifat 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Oleh karena itu, di masa yang akan 
datang tentunya tidak akan kita kenal lagi berbagai Ketetapan-ketetapan Majelis dalam 
tata urut peraturan perundang-undangan kita. Karena kelak di masa yang akan datang 
di bawah Undang-Undang Dasar hanya ada undang-undang dan seterusnya ke bawah. 

Dengan adanya Pasal I Aturan Tambahan ini maka persoalan mengenai berbagai 
Ketetapan Majelis yang telah ada baik itu yang melalui Ketetapan MPRS maupun 
Ketetapan MPR, itu akan dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Tahun 2003, yang 
memang ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
berbagai Ketetapan MPRS dan MPR tersebut 

Selanjutnya, sesuai dengan pemandangan umum yang telah kami sampaikan 
pada Sidang Paripurna Ke-3 Majelis pada tanggal 2 Agustus 2002 yang lalu maka pada 
kesempatan ini perkenankanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya untuk 
mengusulkan satu tambahan pasal dalam Aturan Tambahan ini yang menyangkut 
usulan kami tentang pembentukan Panitia Nasional yang rumusannya, bunyinya, 
tambahan pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

"Menugaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk Panitia 
Nasional penyempurnaan perubahan Undang-Undang Dasar yang susunan, kedudukan, 
dan kewenangannya diatur dalam Ketetapan MPR hasil Sidang Tahunan 2002 dan 
hasilnya disahkan pada Sidang umum MPR yang pertama, hasil Pemilihan Umum 
Tahun 2004". 

Selengkapnya mengenai perlunya Panitia Nasional atau komisi konstitusi 
sebagaimana yang kita bicarakan ini akan lebih lanjut diperjelas oleh pembicara Fraksi 
kami berikutnya. 

Demikian, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
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70. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya persilakan. 

71. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Saudara Pemimpin dan hadirin yang kami muliakan. 
Dua kawan kami yang berbicara sebelumnya tidak menghabiskan waktunya dan 

memang itu disengaja untuk menyisakan buat saya, Pak 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Apabila kita insya-Allah selesai merampungkan pembahasan Perubahan Keempat 

Undang-Undang Dasar ini maka Fraksi kami beranggapan bahwa substansi perubahan 
itu sudah cukup untuk menjadi payung penyusunan rencana lanjutan, baik 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun institusi-institusi yang 
dibutuhkan sehingga ada jaminan bahwa Pemilu 2004 bisa terlaksana dengan baik. 

Sekalipun demikian, MPR menyadari bahwa kita sudah menggeluti masalah ini 
lebih dari tiga tahun dengan melakukan interaksi luas dengan semua elemen 
masyarakat. Fraksi kami tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan 
yang bisa melahirkan ketidakpuasan berbagai pihak atas hasil-hasil amendemen 
tersebut Terhadap hal ini Fraksi kami membuka peluang penyempurnaan dengan 
sebuah permohonan yang amat sangat agar peluang itu tidak mengganggu 
perencanaan dan pelaksanaan Pemilu 2004. 

Berkenaan dengan itu, Fraksi kami mengusulkan dibukanya pintu gerbang 
penyempurnaan itu dalam Aturan Tambahan sebagai langkah lanjutan yang harus 
ditempuh dengan menugaskan MPR dalam Sidang Tahunan ini untuk membentuk 
Panitia Nasional Penyempurnaan Konstitusi. 

Perintah Aturan Tambahan ini seharusnya pula segera diikuti oleh sebuah 
Ketetapan MPR yang juga ditetapkan dalam Sidang Tahunan ini dengan pokok-pokok 
materi sebagai berikut : 
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1. Nama 
Nama yang kami usulkan adalah "Panitia Nasional Penyempurnaan 

Konstitusi". Nama ini kami usulkan untuk memberi warna kesatuan bangsa 
secara nasional. Karena seolah-olah ada kesan kalau kita memakai istilah Komisi 
konstitusi terkesan sangat elitis, hanya miliknya orang Jakarta. 
2. Dasar hukum pembentukan 

Dasar hukum pembentukan adalah Aturan Tambahan karena merupakan 
langkah lanjutan dan penggunaannya hanya sekali. Perubahan-perubahan 
selanjutnya akan mempergunakan Pasal 37. Jadi, kali ini tidak menggunakan 
Pasal 37 karena kalau mempergunakan itu harus diusulkan oleh 1/3 anggota 
melalui proses yang cukup panjang. 
3. Kewenangan 

Panitia ini menyempurnakan substansi yang ada dalam Perubahan Pertama, 
Kedua, Ketiga, dan Keempat, dan wajib memperhatikan lima prinsip yang dipakai 
MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar dan diberikan kewenangan penuh 
di mana MPR hanya tinggal dan wajib mensahkannya. 
4. Susunan Keanggotaan 

Karena panitia ini memiliki kewenangan penuh maka sebaiknya 
keanggotaannya melibatkan anggota MPR yang memang memiliki kewenangan 
konstitusional untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Namun 
demikian, unsur anggota dari MPR ini tidak boleh menjadi mayoritas. Sejalan 
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dengan namanya yaitu Panitia Nasional, komponen keanggotaan yang kedua 
adalah daerah. Lalu untuk memberi artikulasi dan bobot intelektual serta peran 
masyarakat yang lebih luas, komponen keanggotaan yang ketiga adalah tokoh 
masyarakat, dengan demikian komposisi keanggotaan yang kami usulkan adalah 
anggota MPR yang mewakili pemegang otoritas sesuai Undang-Undang Dasar 
sebanyak 3 0 orang. anggota dari daerah mesing-masing satu orang tiap provinsi, 
30 orang anggota masyarakat, 30 orang. 
5. Proses rekrutmen 

Keanggotaan yang berasal dari MPR ditentukan secara proporsional oleh 
masing-masing Fraksi. Keanggotaan dari daerah dipilih oleh DPRD propinsi 
masing-masing, satu orang, ada 30 provinsi. Keanggotaan dari masyarakat terdiri 
atas 20 orang pakar berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan 10 orang tokoh 
masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang diusulkan secara terbuka 
oleh seluruh masyarakat untuk kemudian diseleksi oleh Badan Pekerja MPR. 
6. Waktu pembentukan 

Panitia ini dibentuk dalam sidang tahun ini dengan Ketetapan MPR dan 
keanggotaannya ditetapkan oleh putusan Pimpinan MPR, dan diharapkan sudah 
mulai bekerja selambat-lambatnya bulan Oktober 2002. Waktu pembentukan ini 
diharapkan dapat mewadahi harapan-harapan masyarakat, sehingga mereka 
tidak perlu mengganggu perencanaan dan pelaksanaan Pemilu 2004, dengan 
segala rangkaian kegiatannya. 
7. Tata kerja Panitia ini diputuskan oleh mereka sendiri secara demokratis. 
8. Masa kerja. 

Panitia ini harus sudah merampungkan tugasnya sebelum Pemilu 2004 dan 
hasilnya disahkan oleh Sidang Umum MPR hasil Pemilu 2004. Apabila sampai 
pada masa itu panitia ini tidak berhasil merampungkan tugasnya, panitia ini 
bubar demi hukum dan hasilnya dianggap tidak ada. 
9. Cantolan dasar hukum yaitu dalam Aturan Tambahan yang rumusannya 

telah disampaikan oleh kawan kami tadi. 
10. Rancangan Ketetapan tentang Pembentukan Panitia ini kami sudah 

serahkan kepada Pimpinan melalui Sekretariat Jenderal dua hari yang lalu. 
Kami sangat senang sekali kalau rancangan ketetapan itu dapat diperbanyak 
dan dibagikan kepada seluruh anggota Komisi A 

Sekian Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi A, atas perhatiannya kami 
ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

72. Kenia Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Pak Andi Mattalata. 
Dan semua konsep, semua rumusan dari fraksi-fraksi, saya kira komisi wajib 

memperbanyak dan membagikan kepada seluruh anggota. Jadi, tadi dari yang sudah 
jelas dari TNI/Polri, dari F-PPP, dari PKB, dan sebagainya, semuanya kalau semakin 
cepat saya kira semakin baik kalau hari ini masuk, saya kira nanti sore atau besok 
sudah bisa dipakai. 

Berikutnya pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

73. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Pemimpin Majelis dan para anggota Majelis yang terhormat. 
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Dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, kami mengajukan tiga pembicara, yang 
pertama Saudara Ir. Bambang Pranoto dari daerah perwakilan Jawa Tengah, yang 
kedua Prof. Dr. Sahetapy dari Maluku, dan yang ketiga Dr. Harjono dari Jawa Timur, 
akan bicara terhadap materi yang kita bahas tadi. 

Terima kasih Pemimpin. 

74. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya persilakan Pak Bambang Pranoto. 

75. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDI P) 
Terima kasih. 
Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Majelis yang saya hormati. 
Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan masalah substansi dari 

pasal-pasal yang kita bicarakan. 
Pertama adalah masalah Aturan Peralihan. 
Kami hanya ingin menyampaikan satu pendapat bahwa apakah Aturan Peralihan 

ini bisa kita cantumkan di dalam amendemen. Artinya ada amendemen dari Aturan 
Peralihan. Karena dengan alasan pertama, bahwa Aturan Peralihan itu adalah 
menyangkut masalah perubahan yang sangat struktural dari tidak ada menjadi ada, 
atau dari ada diubah menjadi sesuatu yang lain daripada sebelumnya. 

Jadi, dengan kata lain bahwa Aturan Peralihan itu berguna bagi sebuah Undang
Undang Dasar atau bentuk negara yang berubah, dengan kata yang lebih populer 
adalah terjadinya revolusi. Bahwa yang saya pahami adalah peralihan ini sama sekali 
tidak terjadi pada dua undang-undang yang berbeda substansinya. 

Saya masih berpikir bahwa amendemen ini tidak membuat undang-undang baru. 
Artinya, amendemen adalah hanya melakukan penyempurnaan dan bahkan ada lima 
koridor yang sudah ditetapkan sebagai dasar-dasar melakukan amendemen. Di 
antaranya tidak mengubah struktur artinya sistem presidensial juga bisa atau masih 
ada bahkan dasar negara pun masih ada di dalamnya, sehingga asumsi kami adalah 
bahwa amendemen ini sama sekali tidak ada unsur-unsur undang-undang barunya, 
tetapi hanya ada pada perubahan-perubahan yang dengan menggunakan koridor yang 
sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Sehingga kami ingin mempertanyakan 
apabila Aturan Peralihan digunakan ada semacam asumsi bahwa ternyata undang
undang yang sekarang ini undang-undang baru yang justru secara struktural itu 
berubah. Artinya ada lembaga yang baru juga di dalam amendemen ini. 

Kemudian yang kedua masalah Aturan Tambahan, bahwa apa tidak sebaiknya 
pada hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan yang tidak tercangkup dalam 
pasal-pasal di dalam amendemen itu bisa dimasukan Aturan Tambahan. 

Kemudian yang ketiga, hilangnya Penjelasan. Ketika peralihan itu diamendemen, 
kemudian tambahan juga diamendemen. Kami juga ingin menanyakan, kenapa 
Penjelasan juga tidak diamendemen. Dan ada sesuatu yang kontradiktif dan bahkan 
kontroversial ketika ada salah satu koridor kesepakatan kita di dalam laporan 
amendemen di dalamnya adalah mengangkat hal-hal yang substansi pada Penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pasal. Artinya pasal-pasal mana yang merupakan 
diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sepengetahuan saya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah kesatuan antara 
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan juga Penjelasan. Sehingga alangkah 
baiknya kalau ada hal yang menyangkut masalah masih multipersepsi, hal-hal yang 
masih kita bicarakan yang masih belum jelas sebaiknya dimasukan ke dalam aturan 
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atau konsep Penjelasan. 
Yang keempat adalah komisi konstitusi. 
Kami berharap bahwa komisi konstitusi tidak dimasukan ke dalam amendemen, 

tetapi kalau memang benar dan dibenarkan secara hukum bahwa MPR masih 
diperbolehkan melakukan Tap-Tap MPR maka sebaiknya komisi konstitusi terpisah 
menjadi Ketetapan MPR tersendiri. Karena apa yang kita ketahui bahwa Undang
Undang Dasar amendemen ini berasumsi untuk selama-lamanya. Tidak hanya 10 
tahun, 20 tahun, bahkan kalau mungkin ratusan tahun. Sehingga, hal-hal yang bersifat 
sementara dan berdimensi waktu, kami usul tidak dimasukan dalam amendemen ini. 
Termasuk juga keterbatasan dari tugas-tugas komisi konstitusi yang ditetapkan pada 
tahun 2003, 2004 dan sebagainya. Jadi itu. 

Kemudian tambahan satu lagi adalah menyangkut masalah kembali kepada 
Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, Aturan Penjelasan, dan lain-lain pada hari ini. 
Apakah masih bisa berlaku secara surut. Artinya, ketika amendemen Kesatu, Kedua, 
Ketiga sudah ditetapkan secara sah oleh MPR. Dan Aturan Peralihan baru dibicarakan 
hari ini, yang saya tanyakan adalah Aturan Peralihan ini kalau memang ada di dalam 
pasal ini, apakah berlaku hanya untuk Amendemen Keempat atau secara keseluruhan 
dalam melakukan pelaksanaan dari amendemen seluruhnya? Karena di dalam satu, 
dua, tiga amendemen itu sama sekali tidak ada Aturan Peralihan. 

Dengan demikian, asumsi kita hari ini adalah sudah berlaku Undang-Undang 
Dasar Amendemen Satu, Kedua, Ketiga. Ini hal yang sangat penting agar supaya tidak 
terjadi gugatan-gugatan hukum atas dasar-dasar yang sangat mendasar tentang proses 
keputusan dan proses menyusun amendemen ini secara komprehensif dan juga jangan 
sampai terjadi, ada kesan sepotong-potong, kalau memang ... , 

76. Kenia Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Waktu Pak, waktu. 

77. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Sedikit Pak. Kalau memang ini merupakan sesuatu keputusan kita bersama perlu 

dicatat bahwa amendemen ini adalah memang dikerjakan secara berpotong-potong 
dan ditetapkan secara sepotong-potong. 

Inilah perlunya Aturan Peralihan, jangan sampai ada gugatan. Aturan Peralihan 
ini justru dikerjakanlah sebagian Undang-Undang Dasar sudah berlaku. 

Sekian, terima kasih. 

78. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Berikutnya Pak Sahetapy. 

79. Pembicara: J.E. Sahetapy (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua, dan Saudara-Saudara 

Komisi A yang saya hormati, 
Nama J.E. Sahetapy dari Fraksi PDI Perjuangan dengan Nomor A-2008. 
Pasal Peralihan acap kali dipandang sepele, padahal materi pasal peralihan bisa 

dijadikan bahan disertasi. Di waktu yang lalu bertalian dengan tidak diadakan pasal 
peralihan, terjadi blunder hukum dan keadilan diperkosa seperti yang terjadi pada 
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di 
zaman Habibie. 

Dalam Panitia Ad Hoc I, perdebatan tentang redaksi pasal peralihan ini begitu 
intens sehingga menimbulkan keadaan yang absurd dan penuh dengan debat 
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inkonsistensi yang berwujud contradictio in terminis dan kadang-kadang contradictio 
in adjecto. Dalam hal ini, secara akademik yuridis ada perbedaan antara aturan dan 
peraturan. Apakah ini digunakan bab atau nama yang lain, PDIP lebih setuju digunakan 
istilah peraturan. 

Saya tidak akan elaborasi hal itu di sini. Dari segi dimensi kognitif aturan 
menunjuk kepada suatu ketentuan yang tidak tertulis dan peraturan menunjuk kepada 
ketentuan tertulis. 

Tentang Mahkamah Konstitusi secara indetail sudah diatur dalam Pasal 24C 
dengan 6 ayat. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju dengan redaksi yang sudah 
disepakati dalam Panitia Ad Hoc I yang bertalian dengan redaksi peraturan peralihan 
dan peraturan tambahan. Sebab hal itu sudah begitu jelas dan dengan demikian 
berbicara untuk dirinya sendiri, speak for it self. Sesungguhnya tidak ada perbedaan 
fundamental dan esensial secara etimologis dan secara kategoris yuridis jika 
digunakan redaksi sepanjang belum diadakan yang baru. Adalah lebih elegant jika 
digunakan sepanjang belum diadakan yang baru, sebab redaksi sepanjang belum 
diadakan yang baru menunjuk pada suatu kondisi belum diganti secara menyeluruh 
dan acapkali penggantian hanya sepotong-potong seperti dalam Wetboek van 
Strafrechts. 

Akhirnya, penggunakan istilah einmaleg yang di-discourse-kan secara yuridis 
adalah juridisch spitvondigheid, mungkin istilah awam semacam debat kusir dalam 
sidang ini, sesungguhnya adalah tidak tepat. Dari segi logika fungsional hams 
dibedakan antara tata tertib dari substansi amendemen. Sehingga mencampur 
keduanya itu secara relasional adalah suatu fallacy. Untuk diketahui, pasal peralihan 
bisa digunakan secara berkali-kali dalam suatu tenggang waktu, bila belum seluruh 
lembaga dengan wewenangnya yang lama serta perundang-undangannya yang lama 
belum ditransformasi dengan yang baru. 

Demikian Saudara Pimpinan. 
Terima kasih. 

80. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Saudara Profesor Sahetapy. 
Berikutnya Pak Harjono. 

81. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Saya sampaikan beberapa catatan mengenai Aturan Peralihan. Kita sudah 

bersusah payah untuk bisa merumuskan Aturan Peralihan pada Panitia Ad Hoc 1, 
tetapi agaknya juga sangat bijak juga kalau di dalam kurun waktu itu kita juga masih 
punya kesempatan untuk memikirkan kembali demi baiknya bagaimana Aturan 
Peralihan itu kita buat. 

Kalau kita baca Pasal I, Pasal II Aturan Peralihan, seolah-olah itu sudah cukup 
karena itu ada dua persoalan. Persoalan Pasal I adalah persoalan peraturan, persoalan 
Pasal II adalah persoalan kelembagaan. Akan tetapi sebetulnya di situ ada titik 
persinggungannya. Titik persinggungannya adalah lembaga negara yang tetap masih 
berfungsi. Kita bicara lembaga negara pada Pasal II, sebetulnya fungsi-fungsinya salah 
satu di antaranya adalah ada juga yang kita jumpai pada peraturan. Oleh karena itu, 
sebetulnya Pasal I dan II, tidak split sama sekali. 

Oleh karena itu, haruslah kita lihat hubungan Pasal I dan Pasal II Aturan 
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Peralihan, itu dalam posisi Pasal I disubordinasikan oleh Pasal II, sejauh aturan itu 
menyangkut kelembagaan negara. Ini hams jelas. Kalau tidak ada jembatannya itu 
kemudian seolah-olah di-split masing-masing itu adalah punya bidang yang beda, 
padahal, ada titik pertemuannya. 

Kemudian, kalau kita baca Pasal II, ada persoalan-persoalan yang hams kita lihat 
secara teliti. Pasal II menyatakan semua lembaga negara yang masih ada tetap 
berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan belum 
diadakan yang bam menumt Undang-Undang Dasar ini. 

Pertama, kita mempunyai lembaga negara yang masih, yang lama, dan tetap ada 
pembahan yang bam. Kita jumpai Presiden, MPR, DPR, BPK, dan MK. Mestinya 
fungsinya adalah lembaga yang lama ini melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Dasar. 

Yang kedua, ada lembaga yang tidak ada lagi di dalam pembahan nanti, yaitu 
DP A. Itu belum tercakup oleh Pasal II. 

Yang berikutnya, lembaga bam yang diadakan, yaitu MK dan DPD. Apakah ini 
juga sudah tercermin di dalam Pasal II. Oleh karena itu, persoalan-persoalan itu hams 
kita eksplisitkan bagaimana dengan pembahan-pembahan yang kita maksudkan. 

Pasal III, itu tidak hanya priority, prioritas. Kemudian, disamakan dengan 
prioritas pada saat kita akan berbicara tentang komisi konstitusi. Pasal III itu adalah 
entry point agar supaya kita bisa masuk dengan mulus pada perubahan Undang
Undang Dasar yang sudah kita lakukan. Ini hal-hal yang hamsnya kita tanggapi. 

Bapak, lbu sekalian. 
Mengingkari persoalan adanya satu, menangkap aspirasi tentang komisi 

konstitusi, melihat dari wacana yang berkembang dan mendengar dari suara-suara 
Fraksi yang kita dengar maka bisa saya katakan bahwa komisi konstitusi itu masih 
dalam keadaan satu kata banyak makna. Konsepnya masih, masih sangat bervariasi. 
Bagaimana hubungannya dengan MPR, bagaimana kewenangannya, kapan mulai 
bekerja, dan lain-lain. Akan tetapi kami tidak menutup mata bahwa ada sebuah 
kebutuhan? Kebutuhan itu adalah untuk menyempurnakan hasil kerja kita. Kebutuhan 
itu. Oleh karena itu, menumt kami, apa yang sudah kita hasilkan itu hams 
mendapatkan kepastian bahwa itulah yang harus kita lakukan. 

Oleh karena itu, apa pun juga persoalan yang kita hadapi, bahwa hal-hal yang 
sudah kita putuskan untuk kita lakukan pada 2004, itu tidak boleh terganggu kepastian 
hukumnya. Pemilihan Presiden secara langsung, komposisi MPR, kemudian juga 
lembaga-lembaga bam, apalagi kalau kita sudah akan mengikuti agenda Pemilihan 
Umum 2004. Itu hams fixed, kalau tidak, itu nanti akan terganggu. Undang-Undang 
tentang Pemilunya masih hams kita garap. Kalau itu nanti diletakkan dalam suatu 
proses yang tidak jelas, tidak pasti, itu pasti akan terganggu satu jadwal dari Konstitusi 
kita. 

Menyadari bahwa akan ada satu kebutuhan untuk penyempurnaan maka saya 
kira kita atau PDIP setuju kalau diperlukan sebuah badan yaitu Komisi Nasional 
Penyelaras Undang-Undang Dasar yang tugasnya tidak lain adalah menyelaraskan hasil 
apa yang kita dapatkan pada Pembahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat. Tidak 
menambah substansi dan melakukan pembahan terhadap substansi. Kalau itu 
dilakukan maka persoalan Konstitusi akan tidak berakhir dan kepastian 2004 tidak 
akan terjamin. 

Saya kira demikian. 
Terima kasih. 
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82. Kehm Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Yang terakhir dari Fraksi Utusan Daerah. 

83. Pembicara: Retno Triani Djohan (F- UD) 
Terima kasih, 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Kami sampaikan bahwa pendapat F-UD tentang Aturan Peralihan dan Aturan 

Tambahan serta Komisi konstitusi akan disampaikan oleh, yang pertama Dr. 
Harifuddin Cawidu dari Sulawesi Selatan dan yang kedua oleh Ramli Taha, S.H. dari 
Jambi. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

84. Kehm Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya persilakan. 

85. Pembicara: Harifuddin Cawidu (F-UD) 
Bismillahirrahmaanirrahiim. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya sudah disebut tadi Harifuddin Cawidu dari Sulawesi Selatan Nomor 

BA 546, dari Fraksi Utusan Daerah. 
Pimpinan Majelis yang saya hormati, rekan-rekan anggota Majelis Komisi A yang 

dimuliakan oleh Allah SWT. 
Kami langsung saja bahwa mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan 

memang dalam Hukum Tata Negara dikenal bahwa aturan tersebut lazimnya hanya 
ada pada pergantian Undang-Undang Dasar. Namun demikian Fraksi kami berpendapat 
bahwa dengan terjadinya Amendemen Pertama sampai Keempat, yang telah 
menghabiskan begitu banyak waktu, energi, pikiran dan sebagainya maka aturan 
tersebut sangat diperlukan, keberadaannya bersifat dharury, dalam bahasa agama, 
bersifat substantif, bersifat kemestian sebab amendemen sendiri secara substantif dan 
secara hakiki adalah bersemangat pergantian Undang-Undang Dasar. 

Katakanlah, semi pergantian karena begitu banyaknya pasal yang diubah. Ada 
yang sangat substantif, penjelasan-penjelasan dihilangkan sama sekali. Apalagi Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan tersebut akan menghindarkan negara ini dari 
kekosongan hukum yang bisa meninggalkan chaos. Chaos dalam bahasa agama itu 
adalah sesuatu yang betul-betul sangat harus dihindari. Bahkan Ibnu Taimiyah selalu 
mengutip hadits yang mengatakan 60 tahun berada di bawah pemerintahan yang lalim, 
masih jauh lebih baik dari pada satu hari chaos. 

Oleh karena itu, jangan sampai ada suara-suara yang hanya karena alasan Pasal 1 
Ayat (2) Kedaulatan Rakyat, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian 
berusaha untuk menunda amendemen ini yang bisa menimbulkan chaos tersebut. 

Itulah sebabnya kami berketetapan hati untuk menyetujui rancangan Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan tersebut termasuk Mahkamah Konstitusi seperti yang 
telah disepakati sebelumnya. 

Mengenai komisi konstitusi, kami dari F-UD sangat menghargai aspirasi-aspirasi 
yang berkembang, baik dari luar parlemen, yaitu dari berbagai kelompok masyarakat 
yang cukup representatif, maupun dari dalam parlemen sendiri yang menghendaki 
dibentuknya komisi konstitusi atau apa pun namanya. 

Namun demikian, kami juga sangat-sangat menyadari bahwa betapapun idealnya 
pemikiran tentang komisi konstitusi tersebut, tidaklah serta merta harus diterima 
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begitu saja. Reasoning-nya, antara lain bahwa komisi konstitusi tersebut mengandung 
kontroversial yang cukup mendasar pada dirinya karena masalahnya sangat kompleks. 
Misalnya, namanya saja sudah menjadi perdebatan, mekanisme rekrutmennya, kriteria 
figur yang pantas duduk di dalamnya pasti menimbulkan permasalahan, sampai di 
mana kewenangannya, kapan pembentukannya, bagaimana kedudukannya dikaitkan 
dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagainya. 

Kemudian apakah ada jaminan bahwa hasilnya kelak itu akan diterima dengan 
mulus oleh masyarakat. Bukankah tidak ada jaminan sama sekali bahwa hasil komisi 
konstitusi atau apa pun namanya itu, bisa mengalami nasib yang sama dengan hasil 
amendemen yang dilakukan oleh MPR sekarang ini. Apalagi masyarakat kita yang 
sedang sakit parah sekarang hatinya, jiwanya. Di mana kepercayaan antara satu 
kelompok terhadap kelompok lain, antara satu orang dengan orang yang lainnya begitu 
rendah, sehingga yang terjadi adalah saling curiga antara satu dengan lainnya. 

Sekali lagi kami dari F-UD, tidaklah apriori menolak komisi konstitusi tersebut, 
tetapi kami juga tidak serta merta menerimanya sehingga diperlukan ketenangan 
berpikir untuk membicarakannya yang lebih mendalam dalam forum-forum lain. 
Untuk lebih jelasnya nanti rekan kami, Saudara Ramli Thaha, akan melanjutkan. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

86. Kenia Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Silakan, Bapak. 

87. Pembicara: Ramli Thaha (F-UD) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Terima kasih, Bapak Pemimpin. 
Nama saya Ramli Thaha, S.H. Utusan Daerah Jambi dari Fraksi Utusan Daerah. 
Kami menyadari bahwa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah tugas 

yang berat dan mulia. Timbul pemikiran-pemikiran dan wacana yang membentuk, 
yang ingin membentuk komisi konstitusi atau apapun namanya. komisi konstitusi 
bukan lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, 
melainkan sekedar Tim Ahli yang bertugas menyusun dengan sebaik-baiknya, 
sedangkan pemberlakuannya tetap dengan dilakukan dengan penetapan MPR. 

Bagi kami Utusan Daerah, bukan setuju atau tidak setujunya komisi konstitusi, 
yang penting adalah pemahaman tentang masalah yang mendasar yang hams 
dikerjakan. Kemudian, latar belakang sementara keinginan untuk dibentuknya komisi 
konstitusi. 

1. Membuat kajian awal tentang gambaran besar dan rencana perubahan; 
2. Bagian dari yang diubah; 
3. Arah dan tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan; 
4. Akibat yang akan ditimbulkan dan cara penyelesaiannya disamping perumusan

perumusan itu sendiri; 
5. Perlu pertimbangan yang matang melakukan terhadap rencana perubahan itu; 

Secara teknis adanya inventarisasi tentang apa yang hams diberitahukan atau 
diminta persetujuan dari rakyat. Apakah hal itu perlu diadakan referendum atau tidak? 

Yang menjadi pertanyaan Fraksi Utusan Daerah adalah satu, siapa yang 
berwenang membentuk komisi konstitusi? Siapa saja yang duduk menjadi anggota 
komisi konstitusi? Kapan komisi konstitusi mulai bekerja dan kapan selesainya? 
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Berapa jumlah anggota komisi konstitusi? Kepada siapa komisi konstitusi itu 
bertanggung jawab? Dan sejauh mana formalnya dapat dipertanggungjawabkan? 

Sementara di sisi lain ada beberapa alasan penolakan komisi konstitusi. Dalam 
pembahasan Perubahan Amendemen Satu dan Kedua dan Ketiga yang telah melalui 
proses menjadi Putusan MPR yang harus dihormati. Saat ini tidaklah tepat kalau ada 
keinginan untuk menolak amendemen. Dalam pembahasan Perubahan Amendemen 
Satu, Kedua, Ketiga, dan Keempat telah melibatkan putra-putri terbaik bangsa, baik 
yang di dalam Majelis ini maupun di luar Majelis yang terdiri dari pakar hukum, pakar 
ekonomi, akademisi, politisi, agamawan, mahasiswa, tokoh masyarakat, suku, dan lain
lain. Kesemuanya ini telah terwakili dalam Fraksi Utusan Golongan. 

Di samping itu, juga telah melibatkan jenderal-jenderal yang profesional yang 
punya keahlian hukum militer, pertahanan, dan keamanan, dalam kesemuanya ini telah 
tergabung dalam Fraksi TNI/Polri. 

Di samping itu, ada pula tokoh-tokoh daerah yang mewakili daerah, yang 
membawa aspirasi daerah, yang dalam hal ini telah terwakili dalam Fraksi Utusan 
Daerah dan seterusnya. 

Ada lagi Fraksi-fraksi Partai Politik yang dalam hal ini dipilih langsung oleh 
rakyat, yang dalam hal ini mewakili rakyat dan menyengsarakan rakyat, yang termasuk 
dalam hal ini Fraksi Partai Politik. Kalau kesemua komponen bangsa. 

88. Kehm Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Waktu, Pak. Waktu, sebentar lagi. 

89. Pembicara : Ramli Thaha (F-UD) 
Sedikit lagi, Pak. Saya mohon. Kalau semua bangsa telah terwakili, yang menjadi 

pertanyaan Fraksi Utusan Daerah adalah : satu; kalau demikian, untuk apa komisi 
konstitusi. Kedua; kalau komisi konstitusi dibentuk, tidak dapat kami bayangkan 
betapa sulitnya dan rumitnya bangsa mengambil keputusan karena akan terjadi 
perbedaan yang sangat tajam, signifikan antara komisi konstitusi dan anggota Majelis 
yang terhormat Ketiga; kalau demikian, siapa yang bertanggung jawab? Dan 
bagaimana jalan keluarnya komisi konstitusi kalau gagal? Lantas siapa yang 
melanjutkan proses .... 

90. Kehm Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Cukup, Pak. Hand set-nya diberikan saja, Pak. 

91. Pembicara : Ramli Thaha (F-UD) 
Atas nama Fraksi Utusan Daerah, kami siap mempertimbangkan dan 

membicarakan. 
Sekian dan terima kasih. 
Wabillahittaujiq wal hidayah, 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

92. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Bapak-Bapak dan lbu-lbu anggota Komisi A 
Semua anggota telah berbicara. Saya kira sekarang giliran waktunya kepada 

fraksi-fraksi. Sebagaimana urutan tadi, saya kira yang pertama kami sampaikan kepada 
Fraksi Utusan Golongan. Dan, nanti setelah itu UD, jangan ditunda lagi. 

Saya persilakan Fraksi Utusan Golongan. 
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93. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Saudara-Saudara sekalian anggota Komisi A. 
Kami ingin menyampaikan sikap Fraksi Utusan Golongan mengenai Aturan 

Peralihan dan Aturan Tambahan serta wacana yang berkembang tentang komisi 
konstitusi. 

Fraksi Utusan Golongan mengenai Aturan Peralihan, Pasal I, Pasal II, Pasal III 
tidak ada perubahan. Akan tetapi, karena fraksi-fraksi lain mengusulkan untuk ada 
perumusan tambahan, kami bersedia untuk membicarakannya. 

Mengenai Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II, kami juga tidak ada persoalan, 
kami bisa menerima. Tetapi, tadi di dalam pandangan-pandangan Fraksi yang 
berkembang, itu pun ada beberapa catatan-catatan. Kami pun bersedia secara terbuka 
untuk membicarakannya. 

Mengenai komisi konstitusi. 
Saya kira kita telah sepakat bahwa melakukan perubahan itu dengan berpegang 

kepada sebuah sistem atau bersistem. Setiap Perubahan Konstitusi harus melalui 
perubahan yang bersistem, adil, damai, dan beradab. Karena itu gagasan, usulan yang 
datang seperti tadi dikatakan adalah datang belakangan ini. Saya kira kita bicarakan 
dengan kerangka seperti tadi, bersistem, adil, damai dan beradab. 

Untuk itu, secara proaktif Fraksi Utusan Golongan sangat mencatat usulan-usulan 
yang sudah dikembangkan oleh fraksi-fraksi, baik dari F-KB, F-Reformasi, F-PDIP, 
maupun F-PG. Dan, untuk Komisi konstitusi ini saya kira, kita juga berlandaskan bahwa 
tidak ada social reform/reformasi sosial tanpa constitutional reform. Oleh karena itu, 
penyelarasan dan penyempurnaan di dalam tugas komisi konstitusi, sangat relevan. 

Namun demikian tidak ada salahnya kalau kami juga ingin memberikan catatan
catatan karena konstitusi itu bukan sekedar atau di samping sebagai hukum dasar, juga 
memuat etika, moral, dan pandangan bangsa ke depan. 

Oleh karena itu, di dalam pola rekrutmen terhadap anggotanya perlu mewakili 
seluruh sisi dan pandangan, baik itu dari ahli filsafat, sosiolog, budayawan, agamawan, 
dan sejarawan selain drafting atau ahli tata negara itu sendiri. Dan tentu saja sebagai 
pengawal dari hasil yang dihasilkan oleh Paniti Ad Hoc I ini, tentu saja unsur MPR atau 
unsur politik yang ada di sini perlu menyertakan diri. 

Ada pun jumlah apakah itu 45, 99 dan lain sebagainya, kami bisa 
membicarakannya. Kemudian, legalnya di bawah MPR dan disahkan oleh MPR, kami 
juga siap untuk membicarakannya. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan komisi 
konstitusi, Fraksi Utusan Golongan bisa membicarakannya secara bersama-sama. 

Demikianlah pandangan dari Fraksi Utusan Golongan mengenai ketiga hal tadi. 
Terima kasih. 
Wabillahittaufiq wal hidayah. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

94. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Berikutnya Fraksi Utusan Daerah. 

95. Pembicara: Vincent T. Radja (F-UD) 
Selamat siang, Bapak dan lbu sekalian yang kami hormati. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. 
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Sikap Fraksi Utusan Daerah terhadap Aturan Peralihan, Aturan Tambahan 
maupun wacana komisi konstitusi adalah sebagai demikian. 

Akan halnya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, walaupun terdapat 
pendapat bahwa Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan hanya ada pada pergantian 
Undang-Undang Dasar. Namun demikian, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa 
dengan terjalinnya perubahan atau Amendemen Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat, 
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan sangat dibutuhkan untuk menghindari 
kevakuman hukum. Sejalan dengan hal tersebut, dengan sepenuh hati, Fraksi Utusan 
Daerah dapat menyetujui Rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan seperti 
yang telah disepakati bersama. 

Mengenai komisi konstitusi. 
Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa sebagai wacana dapat untuk dibahas 

dalam Sidang Tahunan 2002 sekarang ini. Apabila Fraksi Partai Golkar menyebutnya 
sebagai Komisi Nasional, Fraksi Utusan Daerah menyebutnya Komisi Pengawal 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Demikianlah sikap daripada F-UD terhadap materi-materi. 
Sekian dan terima kasih. 

96. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Berikutnya Fraksi TNI/Polri. 

97. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Bismillahirahmanirahim. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Fraksi TNI/Polri di dalam hal membahas tentang Aturan Peralihan, Aturan 

Tambahan, dan komisi konstitusi kami berketetapan hati bahwasannya untuk Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan menyepakati seluruhnya setuju dengan rumusan yang 
telah dibahas oleh Badan Pekerja MPR. 

Selanjutnya, untuk Aturan Tambahan, menyarankan adanya tambahan suatu 
klausul kata tentang perlunya dibentuknya komisi konstitusi untuk penyempurnaan 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila boleh disarankan, kami menyarankan 
ditambahkan pada Pasal III kurang lebih menugaskan MPR membentuk komisi 
konstitusi untuk penyempurnaan Perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang 
bertugas untuk menyempurnakan Perubahan Satu, Dua, Tiga, Empat Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam waktu dua tahun sejak dibentuknya/pembentukannya dan 
melaporkan hasil tugasnya kepada MPR RI pada periode 1999-2004 untuk disahkan. 

Dalam Pasal IV-nya disebutkan bahwasanya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga 
dan Keempat dilakukan sejak tanggal ditetapkan Undang-Undang Dasar ini. Dan, 
sampai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari komisi konstitusi. 

Selanjutnya, secara garis besar komisi konstitusi dibentuk melalui Ketetapan 
MPR dengan nama komisi konstitusi untuk penyempurnaan Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945, sorry, mohon maaf, Perubahan bukan Pembukaan. Kedudukan di 
bawah MPR dan dibentuk oleh MPR diberikan kewenangan penuh, acuannya 
digunakan adalah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 dan tetap memegang teguh, memedomani, lima kesepakatan dasar fraksi
fraksi MPR RI. 

Masa kerja sejak ditetapkan sampai dengan sebelum Pemilu tahun 2004, bersifat 
Ad Hoc. Keanggotaan terdiri dari birokrat, wakil daerah tiap provinsi satu orang, pakar 
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disiplin ilmu, tokoh masyarakat, LSM, dan anggota Fraksi MPR. Rekrutmen anggota, 
tokoh daerah diwakili oleh DPD. Saya ulangi diwakili oleh DPRD Provinsi, pakar ahli 
diwakili oleh DPR Republik Indonesia. Maksudnya, bukan diwakili, diajukan, diusulkan 
dan dilakukan fit and proper test oleh Badan Pekerja. 

Metodologi yang digunakan oleh Komisi ini adalah penyerapan aspirasi 
masyarakat membuat Rancangan Dasar, Perumusan, Sosialisasi, Uji Sahih, Sinkronisasi 
dan Finalisasi. Jumlah keseluruhan anggota kurang lebih 75 orang. Dan penetapan 
pengesahan diharapkan pada Sidang MPR periode 1999-2004 pada tahun 2004 
sebelum dilaksanakan pemilu. 

Demikian. Terima Kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

98. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Berikutnya, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. 

99. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Saudara-saudara anggota Komisi A yang saya hormati, hadirin yang kami 

muliakan. 
Seto Harianto dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa dengan ini berpendapat 

bahwa pada dasarnya pasal-pasal yang telah terumuskan dalam Aturan Peralihan 
maupun Aturan Tambahan dapat kami sepakati. Dan khusus menyangkut wacana 
tentang komisi konstitusi atau apa pun namanya kami siap mendiskusikan dengan 
beberapa catatan. 

Yang pertama, penugasan tidak perlu melalui Undang-Undang Dasar, apakah 
melalui Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan, cukup dengan Ketetapan MPR atas 
dasar Ketentuan pada Pasal 3 maupun Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 karena 
itulah kewenangan MPR. 

Yang kedua, kami ingin mengingatkan kita sekalian atas hasil penelitian Fakultas 
Psikologi Universitas Padjajaran beberapa waktu yang lalu meneliti bagaimana 
pendapat masyarakat tentang Partai Politik, yang hasilnya adalah antara buruk dan 
buruk sekali. 

Yang ketiga, di dalam kita membicarakan komisi konstitusi atau apa pun 
namanya, mohon dipertimbangkan secara arif biaya yang harus ditanggung oleh rakyat 
Indonesia termasuk political cost-nya. 

Sekian dan terima kasih. 

100. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Berikutnya, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. 

101. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Bismilahirahmanirahim. 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Yang pertama untuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, Fraksi kami dapat 

menyetujui semua rumusan yang ada. 
Kemudian, yang kedua untuk komisi konstitusi. 
Setelah mendengar alasan maupun pendapat yang disampaikan oleh teman

teman baik yang mewakili Fraksi maupun anggota Majelis yang lain. Kami memandang 
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bahwa alasan-alasan yang disampaikan itu alasan-alasan yang tidak konstitusional dan 
alasan-alasan klise. Kenapa saya mengatakan alasan yang tidak konstitusional dan 
klise? Seharusnya tugas-tugas yang dilakukan Badan Pekerja MPR yang diberikan 
kewenangan oleh Majelis kepada mereka, apakah itu menyelaraskan amendemen atau 
membuat Rancangan Dasar Amendemen atau uji sahih, itu tugas-tugas yang 
diamanatkan oleh konstitusi kepada BP MPR. Kalau kita menginginkan bahwa ada 
suatu lembaga baru, mengapa tidak mengfungsikan BP MPR untuk melakukan tugas
tugas itu. Bentuk saja satu komisi di Badan Pekerja MPR untuk melakukan atau 
menyelaraskan amendemen Undang-Undang Dasar, membuat Rancangan Dasar 
tentang Undang-Undang Dasar dan uji sahih, itu konstitusional. Mengapa dibentuk 
lembaga baru? Itu tidak konstitusional. Yang konstitusional adalah Badan Pekerja MPR. 
Itulah yang diamanatkan oleh Majelis untuk melakukan tugas-tugas itu. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 
Saudara memberi alasan bahwa karena dominasi politik terlalu besar di dalam 

melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian, diperlukan oleh yang 
independen untuk melakukan Perubahan atas Undang-Undang Dasar, diperlukan para 
pakar, para ahli hukum. Kemudian, karena tekanan dan desakan dari masyarakat, 
kemudian MPR tidak mampu atau BP MPR tidak mampu untuk mengakumulasi orang 
atau pendapat orang. 

Selama ini BP MPR itu kerjanya apa? Saya mau tanya. Saya mau tanya BP MPR 
sampai kerja terakhir itu uji sahih itu kerjanya apa? Saudara bekerja atas dasar amanat 
Majelis dan Saudara sudah melakukan tugas-tugas sesuai dengan amanat Majelis. 
Kemudian Saudara menyangsikan tugas-tugas yang Saudara lakukan atas dasar amanat 
Majelis. Kemudian, saudara tidak mampu lagi. Kemudian, Saudara mengusulkan untuk 
membentuk komisi konstitusi. Kalau begitu, hari mi saya meminta 
pertanggungjawaban saudara. Iya dong, Saudara keliling dunia, Saudara membikin 
studi banding, saudara ke daerah-daerah, undang pakar, undang ahli-ahli hukum, 
datang ke DPR/MPR ini, kemudian saudara keliling seluruh Indonesia ini. Akan tetapi, 
saudara tidak pernah undang anggota Majelis yang lain untuk melakukan sinkronisasi 
atau uji sahih, atau dan lain-lain. Saudara keliling dunia, saya sebagai anggota MPR 
tidak pernah diundang. anggota MPR yang lain untuk kembali membicarakan tugas
tugas Badan Pekerja MPR selama satu tahun itu. 

Kemudian di dalam Majelis ini saudara enak-enak saja mengusulkan bentuk 
komisi konstitusi, apa dasarnya? Apa dasar saudara? 

Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya hormati, seharusnya pada 
kesempatan ini Saudara harus mempertanggungjawabkan kepada saya yang bukan 
Badan Pekerja MPR. 

Saya tidak pernah tahu kerja saudara-saudara selama ini. Padahal, saya sebagai 
anggota MPR. Oke lah melalui fraksi, tetapi saya sebagai anggota MPR seharusnya, 
sebelum Sidang Tahunan ini, pra sidang tahunan umpamanya. Kumpulkan seluruh 
anggota Majelis saudara paparkan hasil kerja saudara. Kita bicarakan baru dibawa ke 
sidang tahunan MPR. Ini saudara tidak lakukan, kemudian alasan-alasan klise dan 
alasan-alasan yang tidak mendasar sama sekali. 

Oleh karena itu, saya sekali lagi menegaskan kepada Pimpinan yang terhormat, 
dan Saudara-Saudara Badan Pekerja MPR dan teman-teman yang tidak duduk dalam 
Badan Pekerja MPR, untuk jangan terpengaruh dengan itu usulan-usulan ini, dan kita 
tolak saja, masih banyak pekerjaan kita yang lebih besar. Dan, konkretnya saya usulkan 
bahwa dibentuk suatu subkomisi di Badan Pekerja MPR yang tugasnya seperti yang 
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saudara-saudara minta tadi itu. Tidak perlu dibentuk komisi konstitusi. Itu 
inkonstitusional saya tegaskan sekali lagi. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

102. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Pak Sayuti, mewakili dari Fraksi Daulatul Umah. 
Berikutnya, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, saya silakan. 

103. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata ( F-KKI) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Pimpinan, para anggota dan semua yang hadir yang saya hormati. 
Optik atau fokus KKI tentang, saya batasi tentang komisi konstitusi saja. 
Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 memang segera dituntaskan. 

Amendemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR selama ini, mengandung 
berbagai pikiran dan langkah maju yang penting. Tetapi, juga secara jujur hams diakui 
masih menyisahkan beberapa hal penting yang belum tuntas. 

Amendemen yang dilakukan sejak amendemen pertama sampai dengan ketiga 
memang mengandung berbagai pikiran dan langkah maju yang sangat penting bagi 
konsolidasi demokrasi ke depan dan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan 
yang baik, melayani rakyat serta suatu sistem nasional yang semakin menjamin 
kehidupan bangsa dan negara secara berkelanjutan. 

Di samping berbagai langkah maju yang dicapai, terutama sejak pembahasan 
Amendemen Ketiga memang terdapat berbagai hal yang masih perlu disempurnakan. 
Untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di atas dirasa perlu dibentuk suatu komisi 
konstitusi.yang independen. Dengan tugas untuk melakukan sinkronisasi, integrasi, 
dan penyempurnaan substansi dari amendemen pertama sampai dengan Amendemen 
Keempat nanti. Sehingga, kesemuanya akan merupakan suatu sistem ketatanegaraan 
yang demokratis modern. Sekali lagi, sistem yang baik dengan tetap mengacu pada 
nilai-nilai dasar dan bangun dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hasil kerja atau produk dari komisi konstitusi itu nanti, sudah pasti bukan 
merupakan Rancangan Undang-Undang Dasar baru sebagai tandingan terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah empat kali diamendemen oleh MPR. Waktu 
dan masa kerja komisi konstitusi independen ini dapat ditetapkan sampai dengan 
tahun dua ribu ti/u, 2003. Artinya akan ditetapkan oleh MPR periode sekarang, atau 
ditetapkan sampai tahun 2004 artinya akan ditetapkan oleh MPR hasil Pemilu 2004. 

Keanggotaan Komisi Konstusi Independen terdiri dari orang-orang yang cakap 
dan indipenden. Jumlah yang diusulkan sebanyak 64 orang kira-kira, yang terdiri dari 
32 wakil daerah yang dipilih oleh DPRD Provinsi dari orang-orang yang berkecakapan 
dan terpercaya untuk itu. Ditambah 16 orang dari kalangan Pakar atau Ahli yang dapat 
dipilih oleh Senat Universitas, misalnya, serta 16 orang lainnya yang merupakan tokoh
tokoh masyarakat atau opinion leader yang cakap dan dikenal secara nasional. 

Yang sebaiknya kita pikirkan bersama dengan tenang dan cerdas, yang dimaksud 
dengan komisi konstitusi lndependen. Saya mengartikan independen, satu bukan 
anggota MPR. Kedua apakah mungkin juga nonpartai, nanti kita pikirkan bersama. 

Komisi konstitusi independen ini dibentuk oleh MPR sekali lagi independen bisa 
dibentuk pada masa sekarang dengan memasukkan pada Aturan Tambahan sebagai 
cantolan, lengkapnya dalam ketetapan MPR tersendiri. 

Sekian, terima kasih. 
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104. Kehm Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. 
Berikutnya, Fraksi Partai Bulan Bintang. 

105. Pembicara: Bondan Abdul Madjid (F-PBB) 
Pimpinan sidang anggota-anggota Komisi A. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Fraksi Partai Bulan Bintang, setelah mempertimbangkan dan mendengar apa 

yang diajukan tadi maka terhadap Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II, Pasal III 
menerimanya. Demikian pula Aturan Tambahan Pasal I, Pasal II menerimanya pula. 

Kemudian masalah komisi konstitusi dengan memperhatikan adanya perbedaan 
pandangan dalam Sidang ini, ada yang menerima ada yang menolak, yang menerima 
ada yang berkeinginan untuk memasukan ke dalam Aturan Peralihan dan ada yang 
ingin dimasukkan di dalam masalah Ketetapan MPR. lni menunjukkan bahwa masalah 
komisi konstitusi masih perlu didiskusikan secara arif dan bijaksana. 

Oleh karena itu, Partai Bulan Bintang, bersedia untuk bersama-sama 
mendiskusikan masalah itu secara tuntas, sebab apabila tidak dilakukan secara tuntas 
dan baik niscaya akan timbul pertikaian pendapat yang sangat tajam di dalam sidang 
ini dan ini berpengaruh kepada kehidupan masyarakat dan akibatnya hasilnya pun 
nanti akan menimbulkan kontroversi. 

Itulah sebabnya Fraksi kami bersedia untuk memusyawarahkan atau 
mendiskusikan secara mendalam dan secara baik. Kiranya demikianlah. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

106. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Fraksi Parta Bulan Bintang. 
Berikutnya Fraksi Reformasi. 

107. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Tentang Aturan Peralihan, pada dasarnya kami menerima rumusan yang sudah 

disepakati. Akan tetapi, Pasal III yang saya bacakan, Mahkamah Konstitusi dibentuk 
selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa bekerja kalau belum 
ada hukum acaranya. Jadi ini termasuk Mahkamah Agung menyiapkan hukum 
acaranya, itu catatan kami. 

Yang kedua, tentang Aturan Tambahan. 
Dua pasal ini kami setuju, tetapi kami mengusulkan satu pasal baru karena kita 

telah memilih sistem adendum yang maksudnya supaya secara historis rakyat bisa 
mengikuti perkembangan Undang-Undang Dasar yang asli dan segala perubahannya 
itu. Kami menginginkan dimasukkannya pasal tambahan yang isinya kurang lebih 
begini. 

"Ada pun tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah Undang
Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan 
kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang kemudian disahkan 
secara aklamasi oleh Parlemen hasil pemilu tahun 1955 pada tanggal 22 Juli 1959". 

Itu tambahannya. 
Kemudian tentang komisi konstitusi. 
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Jadi, yang kita perlukan sekarang ini adalah kepastian adanya Undang-Undang 
Dasar yang baru, yang harus diikuti. Mengapa perlu kepastian itu? Karena kita akan 
melakukan dan merumuskan Undang-Undang Pemilu yang segera akan dilakukan. Jadi, 
sesudah kita mengesahkan, menuntaskan Amendemen Keempat pada tahun 2002 ini, 
Undang-Undang Pemilu segera disusun. Maksudnya agar segera bisa dilaksanakan 
pemilu pada tahun 2004. Kalau kita masih mempertanyakan tentang ketuntasannya 
Undang-Undang Dasar kita ini, bisa juga artinya Undang-Undang Pemilunya masih 
dipertanyakan. 

Dengan demikian, akan berkait kepada hasil Pemilu yang tahun 2004 itu, anggota 
MPR-nya maupun Presiden dan Wakil Presiden terpilihnya. Oleh karena itu, apa pun 
yang akan kita bicarakan, yang akan kita lakukan, kami bersedia untuk membahasnya 
perkara komisi konstitusi ini, tetapi keputusan, pengambilan sikap, apalagi sikap kita 
terhadap komisi konstitusi harus punya tugas konstitusional yang jelas dan diputuskan 
oleh para anggota MPR, hasil pemilu tahun 2004. 

Sekian sikap kami, terima kasih. 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

108. Ketlrn Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Berikutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa. 

109. Pembicara: Amin Said Husni (F-KB) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Pimpinan sidang yang saya hormati, serta para anggota Komisi A yang terhormat 
Amin Said Husni, A-435. 
Perkenankan kami menyampaikan pendapat atau sikap Fraksi berkenaan dengan 

pembahasan mengenai Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi. 
Mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, seperti telah kita ketahui 

bersama bahwa di dalam Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan itu diperlukan 
dalam rangka untuk menghindari adanya rechtsvacuum dalam pelaksanaan atau 
pengendalian fungsi kenegaraan. 

Demikian juga Aturan Tambahan sangat diperlukan untuk menambah tugas
tugas khusus dalam hubungannya dengan Perubahan Undang-Undang Dasar. 

Terhadap rumusan Aturan Peralihan, yang terdapat di dalam Rancangan 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, hasil Badan Pekerja Majelis 
ini. Untuk Pasal I, Pasal II, dan Pasal III, bagi kami sudah dapat mengakomodir prinsip
prinsip Aturan Peralihan, yaitu prinsip sapujagad dan prinsip prioritas. 

Prinsip sapu jagad terlihat pada Pasal I dan Pasal II. Dan prinsip prioritas itu 
dapat kita baca pada Pasal ke IV mengenai hubungan Mahkamah Konstitusi yang akan 
dibentuk dengan Mahkamah Agung dalam masa transisi. 

Untuk itu, kami dapat menerima rumusan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III Aturan 
Peralihan. Dan kalaupun ada anggota atau Fraksi lain yang masih memandang perlunya 
mendiskusikan Aturan Peralihan, pada prinsipnya Fraksi kami bersedia dengan 
terbuka untuk membahas dan mendiskusikannya, serta mengambil putusan secara 
bersama-sama. 

Mengenai Aturan Tambahan. 
Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak mempermasalahkan, karena apa yang telah 

dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis kami anggap sudah cukup memadai. 
Kemudian yang ketiga, mengenai komisi konstitusi yang telah menjadi wacana 
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publik dan diperdebatkan secara sangat luas di media massa, di dalam berbagai forum 
diskusi dan sekarang di dalam Sidang Komisi Majelis A ini. 

Sikap Fraksi kami jelas, karena Fraksi Kebangkitan Bangsa telah sejak setahun 
yang lalu, sejak tahun 2001 mengusulkan perlunya dibentuk komisi konstitusi ini. Dan 
ketika komisi konstitusi ini telah diputuskan masuk misalnya nanti di dalam 
Amendemen Keempat Perubahan Undang-Undang Dasar ini maka keberadaannya 
menjadi konstitusional. Keberadaannya menjadi konstitusional ketika dia sudah 
diputuskan oleh Majelis ini nanti, menjadi bagian, katakanlah di dalam Aturan 
Peralihan misalnya, yang pembentukannya nanti dimasukkan di dalam Ketetapan 
Majelis. 

Sebelum itu ditetapkan, memang belum kontitusional, sama halnya dengan 
Mahkamah Konstitusi, sebelum dia ditetapkan masuk ke dalam Kontitusi maka dia juga 
inkonstitusional. Demikian juga DPD, tetapi ketika dia masuk ke dalam Konstitusi, DPD, 
Mahkamah Konstitusi dan mungkin nanti komisi konstitusi maka keberadaannya absah 
dan konstitusional. 

Pentingnya komisi konstitusi, lbu dan Bapak sekalian yang kami hormati. 
Ini karena kita menyadari bahwa dari segi substansi, dari segi sistematika, dari 

segi kelaziman yang sudah banyak sekali didiskusikan di masyarakat, dan juga di 
dalam forum ini. Hams secara jujur kita akui masih perlu adanya penyelarasan, perlu 
adanya penyempurnaan. Ini tentu kita tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. 

Oleh karena itu, dengan tetap menghargai dan karena kita bersama-sama ikut 
terlibat di dalam perumusan Perubahan Undang-Undang Dasar, baik mulai yang 
Kesatu, Kedua, Ketiga dan yang terakhir Keempat, melalui Badan Pekerja Majelis, itu 
tentu kita merupakan hasil kerja bersama. Tapi tidak berarti apa yang kita kerjakan itu 
sudah mencapai kesempurnaan dan itu kita sadari dan kita membuka ruang untuk 
dilakukan penyempurnaan- penyempurnaan. 

Oleh karena itu, keberadaan komisi konstitusi yang beranggotakan dari 
masyarakat secara independen, yang dibentuk oleh Majelis, bertanggung jawab kepada 
Majelis, mulai bekerja mulai tahun 2002 sampai 2003. Beranggotakan dari unsur-unsur 
perwakilan daerah, perwakilan para pakar, perwakilan tokoh agamawan, perwakilan 
dari kalangan perempuan. lni diharapkan mampu melakukan penyelarasan dan 
penyempurnaan terhadap keseluruhan proses amendemen mulai kesatu sampai 
dengan yang keempat. 

Mengenai formatnya, sebelumnya telah disampaikan oleh anggota terdahulu dari 
Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan secara resmi nanti akan kami sampaikan kepada 
Majelis melalui Pimpinan dan kiranya juga dapat digandakan agar dapat dipelajari 
secara saksama oleh segenap anggota Majelis yang terhormat. 

Mengenai tempatnya, kami mengusulkan itu masuk di dalam Aturan Peralihan, 
masuk menjadi tambahan Aturan Peralihan menjadi Pasal IV, yang rumusannya akan 
kami sampaikan di dalam forum Tim Perumus, selengkapnya agar tidak terlalu menyita 
anggota Majelis Sidang Komisi A yang terhormat ini. 

lbu, Bapak sekalian yang kami hormati, 
Kiranya itulah pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa, berkenaan dengan 

pembahasan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi. 
Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala 

perhatian. 
Wallahu/ muwaffiq 'ilia 'aqwamithtariq. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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110. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Fraksi Kebangkitan Bangsa. 
Berikutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

111. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua, para Pemimpin Komisi A dan segenap anggota Komisi A yang 

kami hormati. 
Berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini menyangkut Aturan 

Peralihan dan Aturan Tambahan dan keberadaan komisi konstitusi. 
Maka pertama yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut Aturan Peralihan. 

Pada dasarnya kami bisa menyetujui apa yang telah dihasilkan dalam rancangan 
putusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja ini. Hanya saja sebagaimana yang selalu 
kami utarakan sejak pendapat akhir di Badan Pekerja maupun dalam Pamandangan 
Umum, dalam Sidang Paripurna Ke-3 yang lalu menyangkut bagaimana kita bisa 
memformulasikan kembali rumusan Pasal II ini, berkaitan dengan anak kalimat, 
"sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar." 

Jadi, sesungguhnya apa yang ada pada Pasal I dan Pasal II Rancangan Perubahan 
Keempat ini adalah sepenuhnya meng-adopt dari Pasal II Aturan Peralihan naskah 
aslinya, dimana pada naskah aslinya digabung antara Badan Negara peraturan
peraturan. 

Pada rancangan ini kemudian dipisahkan. Pasal I bicara berkaitan dengan 
Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Pasal 2-nya berkaitan dengan semua atau 
segala lembaga negara, badan negara itu. 

Namun, dengan adanya kata "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang
Undang Dasar" maka anak kalimat tersebut kami khawatir justru akan menimbulkan 
penafsiran yang beragam dikemudian hari, sehingga kita tidak memiliki persepsi atau 
pemahaman yang sama menyangkut bagaimana Pasal II pada Aturan Peralihan ini yang 
akan dimaksud dari rumusan tersebut. 

Selanjutnya, menyangkut Aturan Tambahan, sepenuhnya kami dapat menyetujui 
dari dua pasal yang menjadi rancangan Badan Pekerja itu sehingga kami dapat 
menerima dan menyetujuinya. 

Terakhir menyangkut komisi konstitusi. 
Jadi, sesungguhnya ini adalah merupakan salah satu usulan yang pada Sidang 

Tahunan 2001 yang lalu secara resmi oleh Fraksi PPP diusulkan menjadi salah satu 
Rantap. Namun karena ketika itu momentumnya atau waktunya tidak sebagaimana 
saat ini maka tentunya apa yang kami ajukan pada tahun 2001 terjadi modifikasi trend 
terjadi perubahan-perubahan di sana-sini. 

Di atas semua itu kami ingin menyatakan bahwa prinsip dasarnya Fraksi PPP 
berpandangan atau berketetapan bahwa seluruh perubahan, basil Perubahan Satu, Dua 
dan Tiga termasuk apa yang nanti kita putuskan dalam Perubahan Keempat Undang
Undang Dasar ini, pada hakikatnya sudah cukup memadai untuk kita semua bisa 
melahirkan adanya Konstitusi yang lebih berkualitas. 

Jadi, kualitas dalam pengertian bahwa Konstitusi kita ke depan itu bisa 
mencerminkan sedikitnya dua hal. 

Pertama, berkaitan dengan pencerminan adanya proses demokrasi yang lebih 
baik yang itu semua merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. 

Kedua, adanya pencerminan bahwa sistem ketatanegaraan kita bisa lebih baik 
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dan itu bisa terlihat adanya checks and balances di antara lembaga-lembaga 
kenegaraan kita. 

Oleh karenanya, atas dasar prinsip itulah, perlu ada prinsip kehati-hatian dengan 
maksud bahwa kehendak untuk melahirkan Konstitusi yang ideal itu jangan kemudian 
diberhadapkan dengan justru kemungkinan dimentahkannya kembali apa yang telah 
dicapai Perubahan Satu sampai dengan Perubahan Keempat itu. 

Prinsip yang kedua, berkaitan dengan keberadaan komisi konstitusi ini bahwa 
sebaiknya kita fokus pada upaya memenuhi kebutuhan kita jangka pendek, dalam 
artian kita akan menghadapi pemilihan Presiden langsung. Kita akan menghadapi 
tatanan baru tentang keberadaan lembaga-lembaga perwakilan kita dan kejelasan 
tentang kekuasaan kehakiman menyangkut keberadaan Mahkamah Konstitusi di 
samping Mahkamah Agung ini. 

Oleh karenanya, menyangkut waktu masa kerja komisi konstitusi, kami 
berpandangan sebaiknya komisi konstitusi ini mulai dibentuk dan kemudian bekerja 
setelah terbentuknya MPR hasil Pemilu 2004. 

Jadi, kami khawatir betul jangan sampai gagasan komisi konstitusi ini justru 
kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sebenarnya tidak 
menghendaki perubahan-perubahan yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan kita 
bersama. Jadi, pemilihan Presiden langsung, tatanan keberadaan lembaga-lembaga 
perwakilan dan kejelasan tentang kekuasaan kehakiman, menurut kami itu, paling 
tidak harus bisa kita laksanakan sebagaimana apa yang sudah dihasilkan Perubahan 
Pertama sampai dengan Perubahan Keempat. 

Dua tahun kami mengusulkan komisi konstitusi ini bekerja karena enam bulan 
pertama itu adalah merupakan proses rekrutmen keanggotaan komisi konstitusi, 
sedangkan sisa waktu 18 bulan kemudian itu adalah proses kerja mereka. Karena yang 
ada dalam gambaran mekanisme kerja yang ada pada Fraksi kami adalah tidak saja 
mereka menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi juga mereka harus 
mensosialisasikan kembali apa-apa yang sudah mereka rumuskan dari hasil 
penyerapannya itu. 

Selanjutnya, berkaitan dengan keanggotaan, bagi kami jumlah itu relatif, tetapi 
yang prinsip adalah bagaimana anggota komisi konstitusi itu mewakili provinsi. Oleh 
karenanya, dia harus dipilih oleh sebuah Tim Seleksi. Tim Seleksi ini dibentuk oleh 
DPRD jadi bukan DPRD yang langsung memilih anggota Komisi konstitusi yang 
mewakili provinsi, tetapi dia harus membentuk Tim Seleksi terlebih dahulu, dimana 
Tim Seleksi inilah yang kemudian menentukan siapa yang mewakili propinsi tersebut. 
Demikian juga mereka yang mewakili pakar. Jadi, dia juga harus dipilih Tim Seleksi 
yang dibentuk oleh MPR. 

Dengan demikian, kita bisa menghasilkan independensi dari keberadaan anggota 
komisi konstitusi ini. Mereka harus bekerja purnawaktu dan tidak boleh merangkap 
dengan jabatan apa pun sehingga betul-betul harus fokus terhadap kerja dalam komisi 
konstitusi ini. 

Terakhir, Saudara Pimpinan. 
Adalah berkaitan dengan kewenangan. 
Jadi karena kewenangan mereka menyempurnakan, melakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Dasar kita maka dengan waktu yang relatif cukup memadai 
maka kita berikan kewenangan mereka untuk bisa menghasilkan Konstitusi yang 
sempurna dari itu dan mereka sebaiknya tidak melakukan voting bila terjadi 
perbedaan pendapat di antara mereka, karena pada akhirnya MPR itulah yang 
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kemudian menetapkan seluruh hasil rumusan kerja komisi konstitusi ini. 
Demikian pandangan akhir dari F-PPP menyangkut Aturan Peralihan, Aturan 

Tambahan, dan komisi konstitusi. 
Terima kasih. 
Wassaalamu 'a/aikum warahmatullahi wabarrakatuh. 

112. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Berikutnya, Fraksi Partai Golongan Karya. 

113. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Terima kasih Pemimpin. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh. 
Seperti kami ungkapkan sebelumnya bahwa amendemen yang keempat ini 

adalah perampungan dari amendemen satu, dua dan tiga. Oleh karena itu, di sinilah 
akumulasi segala upaya dan kekuatan kita sebagai ancang-ancang untuk memasuki 
suasana baru. ltulah sebabnya Aturan Peralihan ini ada pada amendemen yang 
keempat, bukan pada Amendemen Pertama, Kedua dan Ketiga. 

Buat kami F-PG tidak ada sebuah perubahan tanpa melalui proses transisi. Dan 
tugas kita semualah untuk mengawal proses transisi itu agar ada jaminan tujuan kita 
memang bisa tercapai dan itulah fungsi Aturan Peralihan yang menurut kami minimal 
mengandung tiga hal : 

Yang pertama, Aturan Peralihan yang mengawal proses transisi itu hendaknya 
berlangsung dengan tertib sehingga tidak boleh ada kekosongan hukum. Prasyarat 
pertama ini kami lihat sudah tertampung dalam Pasal I dan II. 

Prasyarat yang kedua, agar ada jaminan bahwa dalam proses transisi itu 
memang arah yang kita tuju adalah arah yang kita sepakati bersama, bukan arah yang 
lain. Hal ini pun sudah dapat termaktub dalam Pasal I dan II. 

Prasyarat yang ketiga, dalam proses transisi itu tidak ada sengketa mengenai 
peraturan yang berlaku karena hal ini bisa terjadi apalagi kalau memang kita memiliki 
agenda-agenda yang berbeda. 

Hal itu bisa dicegah dengan adanya Pasal III Aturan Peralihan yang memberi 
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menafsirkan konstitusionalismenya 
sebuah peraturan. Tentu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung ini 
disertai dengan perangkat-perangkat hukum yang ada, baik yang ada dalam Undang
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan undang
undang yang lainnya. 

Tadi ada rekan kami yang mengusulkan supaya Mahkamah Agung juga diberi 
kewenangan untuk meng-create hukum acara. Kami berpikir lebih baik itu kita 
pertimbangkan matang-matang, Pak. Apakah pantas sebuah lembaga yudikatif diberi 
kewenangan legislatif. Di dalam sebuah negara hukum yang demokratis, memang ada 
kewenangan lembaga legislatif meng-create hukum, tetapi itu melalui proses peradilan 
yang disebut dengan yurisprudensi, bukan mengambil alih fungsi legislasi, fungsi 
legislasi tetap ada pada lembaga legislatif. 

Lalu kemudian, Aturan Tambahan. 
Aturan Tambahan menurut kami adalah langkah-langkah lanjutan yang konkret 

untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersisa maupun pekerjaan tambahan dalam 
rangka memparipurnakan peraturan yang kita buat. Karena itu kami dari Fraksi Partai 
Golkar menyepakati konsep yang ada dalam Pasal I dan Pasal II, dan sekaligus 
mengusulkan usul tambahan seperti yang telah kami sampaikan tadi untuk 
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merampungkan proses pekerjaan lanjutan seandainya nanti kita semua menyepakati 
adanya sebuah komisi konstitusi atau Panitia Nasional, mengenai penyempurnaan 
Konstitusi. 

Kemudian yang ketiga, tentang usul kami untuk membentuk sebuah Panitia 
Nasional Penyempurnaan Perubahan Konstitusi. Kami mengusulkan untuk dibahas 
lanjutannya pada Tim Kecil atau Tim Perumus dengan mempertimbangkan, meramu 
dengan usul-usul yang lain untuk memusyawarahkan dua hal Pak. 

Yang pertama, apakah kita sepakat bahwa memang barang ini kita butuhkan. 
Kedua, kalau kita sepakat membutuhkan barang itu, postur tubuhnya bagaimana. 

Susunan kedudukan dan kewenangannya bagaimana? Hasil itulah yang nanti akan 
dilaporkan kembali ke Sidang Komisi. 

Demikian pendapat akhir kami dari Fraksi Partai Golkar, lebih dan kurangnya 
mohon dimaafkan dan atas kesediaan saudara dan Pemimpin mendengarkan, kami 
ucapkan terima kasih. 

Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

114. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Pak Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golongan Karya. 
Berikutnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

115. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Pemimpin. 
Selamat siang rekan-rekan anggota Majelis yang terhormat 
Tibalah saatnya kami menyampaikan sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan terhadap pembahasan mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Dan, pikiran berkembang mengenai suatu lembaga yang melakukan penyelarasan 
terhadap berbagai perubahan yang selama ini kita telah lakukan. 

Yang pertama, terhadap Aturan Peralihan. 
Walaupun tadinya di antara kita ada berbagai perbedaan pengertian atau paham 

mengenai posisi Aturan Peralihan, tapi kami menyepakati bahwa fungsi aturan 
peralihan adalah suatu transitional untuk membawa yang lama kepada yang baru. 
Seolah-olah memang tidak terjadi perubahan yang mendasar dalam pengertian dari 
penjajah kepada yang merdeka. Tetapi persoalannya memang terjadi pada Undang
Undang Dasar dari kekuasaan wewenang dari lembaga-lembaga negara tertinggi, 
menjadi tersebar kepada berbagai lembaga-lembaga negara yang horizontal. 

Ini sendiri mempunyai dampak atau konsekuensi hukum perlunya ada 
pengaturan kembali transisi daripada peraturan-peraturan yang lama kepada yang 
baru. Di sisi lain ternyata amendemen ini membuahkan dan menimbulkan adanya 
lembaga-lembaga baru dan pemindahan kewenangan, dengan sendirinya tentu hams 
diatur satu Aturan Peralihan dari yang lama kepada yang baru. 

Dengan ini kami bisa menerima rumusan-rumusan Peraturan Peralihan. Tetapi 
khusus pada Pasal III mengenai Mahkamah Konstitusi, kami bisa memahami mengapa 
harus dibuat seperti ini imperatif, karena, pada kenyataan inilah perintah Undang
Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 9 November tahun 2001 dan sampai 
sekarang juga belum dilaksanakan. Jadi, inilah satu sebab mengapa mungkin harus 
dicantumkan pada Undang-Undang Dasar ini pada Pasal III ini fakta yang kita perlukan. 

Di sisi lain kita melihat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sangat luas dan 
merupakan posisi kunci di dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara dan juga 
merupakan suatu fungsi sebagai rujukan terhadap berbagai pengertian atau tafsiran 
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nanti yang timbul dikalangan masyarakat mengenai makna daripada rumusan
rumusan atau kata-kata atau kalimat dalam Undang-Undang Dasar tersebut 

Sehingga, memang sangatlah tepat apabila kita mencantumkan Pasal III yang 
menyatakan harus dibentuk selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2003. Meskipun 
kami mengetahui dari Ketua Baleg Pak Zain Badjeber sebetulnya sudah ada dua naskah 
Mahkamah Konstitusi yang disampaikan ke hadapan DPR. Di sini persoalannya adalah 
disepakati bersama bahwa seyogianya ini tidak mungkin melalui perpu, tetapi harus 
melalui undang-undang. Untuk ini, diperlukan suatu tekanan imperatif daripada 
Undang-Undang Dasar ini kepada lembaga-lembaga negara. 

Mengenai Aturan Tambahan, pada dasarnya kami bisa menerima dan mengerti 
dengan pengertian-pengertian. Pada Pasal II Aturan Tambahan memang ada rumusan 
yang dipersoalkan tadi yaitu bahan dasar adalah Pembukaan dan pasal-pasal. 

Memang perlu kami pikir, Pimpinan dan kita semua memahami dari mana 
datangnya rumusan ini. Persoalannya memang kalau kita mengacu kepada Undang
Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Penjelasan bukan 
merupakan satu kesatuan. Tetapi teman-teman yang tadi dengan semangat mengutip 
Deklarasi atau Dekrit 5 Juli hanya membicarakan masalah menjiwainya, tidak sekaligus 
mengatakan bahwa Dekrit 5 Juli-lah yang mengatakan bahwa bahan dasar kita adalah 
Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Ini mungkin perlu sekalian ditambahkan, 
yakni diperkuat lagi oleh Tap. MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sehingga terjadilah 
persoalan-persoalan yang harus diklarifikasi kembali mengenai posisi-posisi pada 
Pembukaan dan Penjelasan. 

Bagian yang terakhir, mengenai masalah berbagai pikiran berkembang 
bagaimana kita melakukan penyelarasan, bagaimana kita melakukan pemeriksaan 
saling keterkaitan antara Perubahan Pertama, kemudian yang asli. 

Kami berpikir perlu kami sampaikan di sini apa yang kami ketahui dari teman
teman yang bekerja di MPR. Berbagai tanggapan yang timbul di masyarakat pengertian, 
pembahasan sebetulnya bersumber dari hal-hal yang mungkin tidak terungkap secara 
nyata. 

Satu persoalan yang akan menjadi masalah adalah masalah sistematika. Kalau 
kita membaca kembali persidangan BPUPKI sangat jelas pada saat Profesor Soepomo 
menyampaikan masalah sistematika didebat oleh para anggota yang lain tetapi, 
Soepomo mengatakan kalau kita bicara sistematika tidak akan selesai Undang-Undang 
Dasar ini sehingga diterimalah sistematika seperti itu menjadi acuan. Dan kita 
mengerti bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun pada zaman perang yang 
semuanya serba kilat dan cepat. 

Kesepakatan-kesepakatan MPR sendiri bersepakat karena perubahannya 
bersifat adendum disepakati sistematika tidak berubah. Dan dari apa yang kami 
ketahui sebetulnya pun tidak ada standar mengenai pengelompokan terhadap suatu 
bentuk struktur atau sifat yang mendasar. 

Di sisi lain juga ada perdebatan serius di MPR saat itu mengenai apakah 
dikelompokkan atau tersebar. Ini merupakan perdebatan yang cukup panjang dari 
tahun 1999, disepakati kita mengikuti sistematika naskah asli dengan adanya 
persebaran daripada berbagai fungsi kewenangan, tidak dikelompokkan satu pasal. 

Hal seperti ini mungkin menjadi masukan seandainya nanti dibuat satu panitia 
atau komisi penyelaras, agar jangan masalah istilah drafting sebagai usulan berbagai 
pakar tersebut jangan merupakan satu hal yang terlupakan. Sebetulnya bukan 
terlupakan memang ada ketentuan atau kesepakatan yang membuat seperti itu 
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persoalan kita nanti. 
Kami sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembicaraan atau 

musyawarah bagaimana cara kita menata perubahan Undang-Undang Dasar ini. Tetapi 
kami mohon dengan hormat dan sangat, janganlah kiranya masalah-masalah yang 
ingin kita tata dengan reformasi hukum, rekomendasi dasar dari kepastian hukum 
justru kita sendiri mengamandirnya dengan menciptakan ketidakpastian baru. Kalau 
ini yang terjadi, kami pikir anggota yang terhormat jauh dari maksud untuk membuat 
seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti yang sudah dipegang kita bersama agar tidaklah 
terjadi, apa maksud yang diharapkan ternyata prakteknya tidak lebih baik. 

Rekan-rekan anggota yang terhormat Majelis dan Pimpinan, 
Dengan demikian kami sampaikan sikap terakhir kami bahwa kami bisa 

menerima Pasal I, II, dan III pada Aturan Peralihan. Kemudian Aturan Tambahan bisa 
menerima Pasal I dan II terhadap masalah pembicaraan wacana bagaimana cara 
penataan, pengesahan, penyempurnaan, kami bersedia untuk memusyawarahkannya 
di dalam sidang-sidang berikutnya. 

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. 

116. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan. 
Bapak/Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati Komisi A 
Dan Pimpinan Komisi A yang saya hormati pula. 
Kalau saya menangkap beberapa masalah, saya ingin mengusulkan rumusan 

Pasal I, II, III Aturan Peralihan, walaupun di sana sini ada wacana yang berbeda, tetapi 
ada yang ingin menggabungkan Pasal I, Pasal II, ada yang mengusulkan sepanjang 
diganti, ada yang mengusulkan Pasal III itu perlunya kewenangan Mahkamah Agung 
membuat Undang-Undang Hukum Acara dan sebagainya. Tetapi, kalau rasa-rasanya 
secara umum Pasal I, Pasal II, Pasal III Aturan Peralihan ini dapat diterima. Apakah bisa 
disepakati Pasal I, II Aturan Peralihan dapat diterima, setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Terima kasih. 
Terhadap Aturan Tambahan Pasal I maupun Pasal II, banyak yang berkomentar 

dan banyak yang masih kurang setuju, masukan-masukan cukup banyak, karena itu 
bagaimana kalau kami usulkan atau kita usulkan dibawa ke Tim Perumus dan Tim 
Lobi, setuju? 

SETUJU 

KETOK 1X 

Terima kasih. 
Kemudian yang ketiga, masalah komisi konstitusi atau namanya apa saja, Panitia 

Nasional. 
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117. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Interupsi Pak, 
Saya tadi satu, dua, tiga Aturan Peralihan sudah diketok, tentang posisi kami 

yang mengajukan Komisi konstitusi lewat Aturan Peralihan artinya tidak mengubah 
satu, dua, tiga kalau nanti disetujui menjadi Pasal IV jangan Aturan Peralihan itu 
ditutup dulu, itu catatan. 

Terima kasih. 

118. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Jadi, pada waktunya kita dimana diletakkan komisi konstitusi kita didiskusikan 

di sana. 

119. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Interupsi Pemimpin. 
Kami menyampaikan hormat kami pada kearifan Pimpinan untuk menyimpulkan 

berbagai pendapat yang berkembang dalam Majelis ini. Terhadap keputusan pertama 
kami bisa menerima. Tetapi keputusan kedua kalau menurut hemat dan catatan kami, 
kelihatannya masalah-masalah pada Pasal I Aturan Tambahan sebetulnya tidak ada 
permasalahan tadi. 

Saya pikir permasalahannya adalah ingin menambahkan, artinya terhadap Pasal 
I, II, tidak ada persoalan dan itu bisa diketok, usulannya bagaimana menambahkan. 
Jadi, mungkin perlu kita cermati agar prosesnya bisa sesuai apa yang berkembang 
dalam forum ini. Maaf, sebelumnya kalau memotong Pimpinan. 

120. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Yang mana itu? Silakan. 

121. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Interupsi Saudara Pimpinan, sebelah kanan dulu. 
Saya tadi menangkap akhir pembicaraan dari Pimpinan bahwa untuk komisi 

konstitusi akan dibicarakan di Tim Perumus. 
Saya tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Pimpinan, karena di sini kita 

masih ada perbedaan yang sangat tajam. Rumusan apa yang kita bicarakan di Tim 
Perumus itu, sedangkan kita belum sepakat 

Oleh karena itu, sekali lagi, itu bisa saja dibicarakan di Rapat Konsultasi 
Pimpinan Fraksi, tetapi untuk Tim Perumus tidak perlu karena kita belum sepakat. 

Terima kasih. 

122. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya belum sampai ke arah itu. Saya barn komentar sudah diinterupsi. Jadi, 

belum sampai ke arah itu. Tadi, bagaimana ada kalau Pasal I dan II Aturan Tambahan, 
tadi prinsipnya disetujui, ada tambahan-tambahan dirumuskan, dilobi-kan, dan 
dirumuskan oleh Tim Perumus begitu, saya ulangi..., Silakan! 

123. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
Pimpinan, interupsi, sebelah kanan Pimpinan. 
Untuk pertama kali, apakah interupsi. 
Sekadar tambahan, tadi terlupakan, tambahan tentang komisi konstitusi, begini. 

Hasil dari kerja komisi konstitusi independen ini diserahkan kepada MPR untuk 
ditetapkan itu terlewat, ditetapkan. 
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124. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Saya belum bicara. 

125. Pembicara: Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI) 
MPR hanya punya kewenangan menerima atau menolak kalau MPR menolak 

diserahkan kepada referendum nasional. Itu sedikit tambahan saja. 
Terima kasih. 

126. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Tambahan statement-nya itu ada Pak Kiaidemak. 

127. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ketua ini apa ngetok-ngetok terlalu cepat Ketua ini. Pokoknya prinsipnya begini 

Ketua, diberikan kewenangan kepada Tim Perumus, beberapa hal yang ada suara
suara yang berbeda supaya dibicarakan juga oleh Tim Perumus. Jadi, jangan ketok
ketok saja. Tadi waktu Aturan Peralihan Pasal I, II membuat ada pandangan-pandangan 
ini, lalu setuju. Seperti dulu kasus kita dulu diulangi lagi. 

Jadi, walaupun ketok-ketok tidak bisa diulangi, tapi yang penting bahwa 
dibicarakan dalam Tim Perumus boleh, ya. 

128. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Ya, saya kenal siapa Kiaidemak, itu kawan lama Pak. Jadi, apa yang dikatakan tadi 

saya tahu, mungkin Bapak tidak tahu. Ya, kita lobi-lah kalau begitu. 
Jadi, begini Bapak-Bapak dan lbu yang saya hormati. 
Aturan Tambahan itu tadi ada usul kalau itu ketoknya tadi saya cabut. Aturan 

Tambahan itu dengan masukan-masukan tadi kita diskusikan di Tim Perumus dan Tim 
Lobi, setuju ya? 

129. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Tunggu, Pak. Jadi, yang didiskusikan itu bukan cuma penyempurnaan Aturan 

Tambahan Pasal I, Aturan Tambahan Pasal II, tetapi juga usul menambah pasal baru, ya 
seandainya memang itu disepakati. 

Terima kasih, Pak. 

130. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Sedikit lagi, Pimpinan. 
Kami tadi sudah tenang, tetapi mungkin perumusannya yang terakhir ini kurang 

pas. Jadi, tadi yang kami tanggapi adalah Aturan Tambahan Pasal I, Pasal II sudah bisa 
diterima. Tapi ada tambahan, tambahkan, tapi I, II-nya sebenarnya tidak ada persoalan, 
jadi bisa diketok I, II tinggal menambah Tim Perumus saja. 

Terima kasih, Pimpinan. 

131. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Begitu, bisa disetujui Pasal I, Pasal II bisa diterima? Tambahan-tambahan 

dirumuskan oleh Tim Perumus dan Tim Lobi, setuju? 

SETUJU 

KETOK 1X 
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Terima kasih. 
Ya, akhirnya jiwa ariflah yang menentukan segala keputusan kita. 
Berikutnya adalah komisi konstitusi. 
komisi konstitusi ini dibicarakan lebih lanjut oleh forum lobi dan forum Tim 

Perumus dan sebagainya terserah itu urusannya, karena waktunya nanti sore. Nanti 
sore sampai nanti malam kalau selesai. Nanti malam laporan keputusan-keputusan 
komisi ini disusun. Jadi bagaimana kalau kami sampaikan kesimpulan Komisi A, komisi 
konstitusi atau apa namanya apa saja, dibicarakan dalam lobi. 

Setuju? Silakan. 

132. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya ingin bertanya dua hal. 
Yang pertama, lobi itu siapa, itu pertanyaan pertama. 
Kemudian yang kedua kalau melihat dari apa yang berkembang di forum ini. Kita 

kan bisa menangkap semangat untuk membuat komisi konstitusi itu sudah cukup 
baguslah begitulah. 

Karena itu, menurut kami apakah tidak sebaiknya itu langsung di Tim Perumus 
saja sehingga ada hal yang seperti itu. 

Terima kasih. 

133. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Terima kasih. 
Mungkin ada baiknya sebelum saya ke sana tadi ada kesepakatan pimpinan 

untuk membicarakan Tim Perumus. Apa boleh saya memberikan kesempatan dahulu 
kepada Pak Jakob Tobing. 

Terima kasih. 

134. Ketua Komisi A : Jakob To bing 
Menjelang makan siang. 
Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. 
Tadi pagi ada pembicaraan pimpinan dan juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan 

Fraksi. 
Kami memulainya dengan begini. Besok kita sudah masuk Paripurna Sidang 

Tahunan untuk laporan dan keputusan. Nanti malam kita sudah harus 
memparipurnakan pekerjaan Komisi A Itu laporan dan juga keputusan-keputusan 
Komisi A itu pada sesi yang kita tambahkan malam jam 20.00 sampai dengan jam 
23.00. 

Siang ini kita akan adakan satu kegiatan berbarengan atau selang-seling antara 
lobi dan perumusan. Karena ada yang disepakati lobi baru dirumuskan, karena kalau 
tanpa kesepakatan susah dirumuskan. 

Oleh karena itu, nanti siang Pleno Komisi A diadakan dan dimasukkan ke malam 
hari, supaya lobi dan perumusan bisa konsentrasi. Juga disepakati bahwa supaya 
terjadi lobi yang efektif selama perumusan juga sekaligus bisa lobi, bisa berunding
runding maka Tim Perumus itu juga berfungsi sekaligus sebagai Tim Lobi. Untuk itu 
maka Ketua-ketua Fraksi yang ada di Komisi A, itu supaya masuk di dalam Tim Lobi 
dan Tim Perumus. Itu disepakati tadi. Sekiranya Ketua Fraksi tidak di Komisi A maka 
Ketua Poksi masuk di Tim Perumus dengan harapan dan permintaan bahwa Ketua 
Fraksi yang bersangkutan berada pada posisi combat ready on call supaya cepat, 
karena waktu kita hanya beberapa jam. 
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Kemudian, mengenai komposisinya sendiri, sama dengan komposisi waktu 
putaran pembicaraan di komisi. Jadi, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, 
ditambah dengan Pimpinan 20, tambah 9 jumlahnya 28. Karena ada yang merangkap, 
pimpinan dengan anggota ada yang merangkap. Jadi 28, dan itu cukup besar, kita akan 
bertemu di ruang GBHN jam 14.00. 

Laporan hasil Tim Lobi dan Tim Perumus, itu akan dilaporkan ke Pleno nanti 
malam untuk diputus oleh Pleno. Jadi, sebelumnya tentu akan ada kesempatan Fraksi 
untuk mensosialisasikan. Dan laporan ini akan diperbaiki apabila disetujui oleh Pleno 
perbaikannya. Kalau tidak disetujui oleh Pleno perbaikannya maka laporan tim itu 
disahkan. Begitu. 

Demikian, terima kasih. 
Dan kemudian ada satu acara seperti kesepakatan kita kemarin kita akan 

menerima delegasi-delegasi secara adil. Maka siang ini sekarang pimpinan menerima 
permintaan dari Front Ormas Nasionalis, Front Nasionalis Marhaenis, yang terdiri dari 
Pemuda Demokrat Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat 
Nasional Indonesia, Keluarga Besar Marhaenis Perwanas, GSNI, Lembaga Putra Fajar, 
Petani, PNI akan kita terima jam 12.30. Mahon kesediaan Pimpinan Fraksi bersama
sama dengan Pimpinan untuk menerima mereka. Kami ingatkan pula bahwa di ruang 
GBHN. Kami ingatkan pula jam 13.00 ada Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan 
Pimpinan Komisi. 

135. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Pimpinan, ya kepada Pak Ketua juga boleh. 
Kalau saya tidak salah, kemarin Pak Thahir Saimima dari PPP mengingatkan agar 

Pimpinan menyampaikan kepada komisi ini, terhadap apa yang menjadi aspirasi 
masyarakat atau mahasiswa kemarin. Jadi saya kira ini tolong diinformasikan. 

Terima kasih. 

136. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
Kemarin waktu Pak Zain membuka, Pak Zain Badjeber langsung menyampaikan 

hasilnya. 
Bapak, Ibu yang saya hormati. 
Karena tadi dikatakan Tim Lobi dan Tim Perumus itu satu orang beda jenis 

kewenangan, tetapi orangnya sama. Bagaimana kalau masalah komisi konstitusi 
apapun namanya, diserahkan kepada Tim Lobi/Tim Perumus? 

Setuju? 

137. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Pimpinan, Tim Lobi lain, Tim Perumus lain. Substansi yang dibicarakan beda. 

Substansi yang dibicarakan itu beda, sehingga jangan mencampuradukan antara tugas 
Tim Perumus dengan Tim Lobi. Karena itu, harus dibedakan, Tim Lobi lain, Tim 
Perumus lain. 

138. Pembicara : Jakob To bing (Ketua Komisi A) 
Ya, itu benar, benar sekali Pak Jadi nanti kami minta Fraksinya yang ngatur Pak 
Terima kasih. 

139. Ketua Rapat: Amroe Al- Mu'tashim 
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Demikian ya? Jadi diserahkan pada Tim Perumus, Tim Lobi, kita serahkan. 
Setuju? 
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KETOK 1X 

Dengan demikian, Bapak-Bapak, lbu yang saya hormati. 
Jam sudah menunjukkan waktu. Karena itu, rapat kita tutup dan berdoa menurut 

agama kita masing-masing. 
Alhamdulillah. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.43 WIB 
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9. RAPAT LOBI KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHON 2002 

1. Hari Rabu 
2. Tanggal 7 Agustus 2002 
3. Waktu 10.30 WIB - 16.00 WIB 
4. Tempat Gedung Nusantara V 
5. Pimpinan Komisi A - Drs. Jakob Tobing, M.P.A 

- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
- H. Harun Kamil, S.H. 
- H. Zain Badjeber 
- H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., M.M. 
- K H. Nadjih Ahjad 
- Gregorius Seto Harianto 
- Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. 

6. Ketua Rapat Drs. Jakob To bing, M.P.A. 
7. Acara Lobi Komisi 
8. Hadir ... Orang 
9. Tidakhadir ... Orang 
10. 

JALANNYA RAPAT: 

1. Kenia Rapat : Jakob Tobing 

RAPAT DIBUKA JAM 10.30 WIB 

.... jadi bukan itu maksudnya, tapi kita usahakanlah memang selesai di sini, seperti 
yang dikatakan Pak Usman Sapta tadi. 

Berikutnya kami persilakan Pak Hamdan, sudah ya. Pak Slamet Supriyadi. PDIP 
dulu atau F-KKI, F-KKI Pak Yos Rawahadan, ya. Belum bicara? Maksud saya 
mengundang bicara sekarang, ya ya. 

Ya tolong diperhatikan usulnya Pak Ali Masykur. Ini masuk di dalam bagian 
pengantar daripada amendemen keempat, gitu. 

Terima kasih. 

2. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Itu saya menangkap dari Pak Patrialis. Apakah seperti itu saya .... 

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ndak-ndak. Jadi jangan menangkap yang salah Pak Mesti seperti Polri itu 

nangkap itu tas, enggak-enggak, orang pacaran ditangkap salah itu, ya. 

4. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Sebab bukunya enggak kelihatan pas di sini, pas di sini. Saya pikir di situ tadi itu. 
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5. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Kalau Hansip itu suka nangkap orang pacaran. Orang pacaran ndak boleh 

ditangkap. Pak Zainal. 

6. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Kami usul, kami sepakat untuk di risalah Pak. 

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Rahawarin! 

8. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Yang pertama, kalau itu menjadi dokumen historis maka tidak perlu juga di 

risalah, karena di perpustakaan juga sudah ada. Ya, di perpustakaan juga sudah ada, di 
buku-buku Bapak-Bapak di rumah juga sudah ada, ya kan? Makanya itu lebih bagus lagi 
kan? Tiap hari di kuliah juga sudah ada. 

Yang kita maksudkan itu di sini bukan di risalah. Jadi kalau di risalah, kami punya 
rumah juga sudah ada. Ada juga di rumah saya. Jadi itu maksud kami gitu. 

Terima kasih. 

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Rahawarin. 
Yang belum bicara satu, dua, tiga, empat, Hrna, enam, tujuh, delapan, sembilan. 

Pak Zacky belum. 

10. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Fraksi Utusan Golongan saya kira ingin menuntaskan pembicaraan ini. Tapi 

sikapnya untuk sementara masuk dalam pasal Aturan Tambahan. 

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Di Aturan Tambahan gitu. Sementara ini. F-PDKB enggak ada. Yang belum siapa 

ini? Mungkin sekali lagi Reformasi, silakan. 

12. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Saya kira semuanya paham, bahwa pada waktu kita memulai merumuskan ini, 

kita memilih sistem adendum seperti sistem Amerika karena kita ingin seluruh 
historinya itu dibaca oleh seluruh anak cucu kita. Dan semuanya sepakat bahwa hal 
yang kita ajukan ini adalah pangkal sejarah. Dan semuanya sepakat soal ini penting 
karena adanya Dekrit ini maka Undang-Undang Dasar ini hidup kembali. 

Nah, cuman memang saya juga agak heran kalau dibawakan ke masalah teknis, 
karena tidak dibicarakan di dalam pandangan umum dan sebagainya itu. Saya kira ini.... 
Jadi saya sebetulnya ya menyatakan keheranan saja. 

Jadi menurut saya hal ini tidak mengada-ada, justru sesuai dengan pada waktu 
kita mulai. Memilih sistem adendum itu kan, alasan .... Saya pikir kenapa sistem 
adendum itu dimasukkan sebagai suatu keputusan yang harus disepakati. Kan tidak 
begitu penting. Tetapi keinginan itu adalah untuk memasukkan seluruh histori supaya 
anak cucu kita tahu. 

Nah karena itu, ini dari Keputusan Nomor 4 tentang adendum itu yang kita 
pertahankan adalah bentuknya, formatnya, pasal-pasal, jumlahnya tetap. Sehingga kita 
kesulitan, Pasal 25E, 281 sampai Y segala macam itu. Itu kita ... , karena memang supaya 
tetap pada 28 itu kaitan-kaitan yang lama itu. 
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Nah sekarang yang lebih besar daripada itu. Ini barang yang tahun 1945 pada 
tanggal 18 Agustus kita sahkan diterima dengan sepakat, kemudian berjalan. Sejarah 
kita mengatakan kita ganti tahun 1949 dengan Konstitusi RIS. Ganti lagi, waktu kita 
menyatukan kembali Indonesia dari RIS menjadi..., tahun 1950 Undang-Undang Dasar 
Sementara 1950, berjalan. Putusannya adalah membuat Undang-Undang Dasar yang 
diinginkan, konstiuante dibikin, tidak berhasil. 

Melihat itu maka seorang Pemimpin yang melihat dengan visi yang ke depan 
dikatakan ini perlu kembali, kalau tidak undang-undang tidak bisa dibikin, berbahaya. 
Itu pun peristiwa ini akibatnya ... , yang lebih penting adalah ini disepakati seluruh 
rakyat Indonesia dengan bulat 

Jadi peristiwa yang begitu penting, sehingga kalau di ... , ini kan Aturan Tambahan. 
Aturan Tambahan itu kan yang paling belakang itu, kan menyebutkan ... , tadinya 
menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini dengan menghilangkan Penjelasan 
itu hanya terdiri dari Pembukaan dan pasal. Supaya jangan ada Penjelasan, di mana 
posisinya. Itu kita tidak bicara lagi lah. Itu asal muasalnya. 

Nah hal ini lebih penting daripada sekedar Pembukaan dan pasal sebenarnya. ltu 
yang menjelaskan ... , ada satu kata supaya seluruh rakyat kita itu, anak cucu kita 
melihat hal ini. 

Jadi saya rasa, ini tidak mengada-ada dan hal yang sesuai fakta. 
Terima kasih. 

13. Pernbicara : A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Saya tambahkan saja. Bahwa barangkali juga untuk Fraksi TNI/Polri ini. Bahwa 

aktor intelektual di belakang dari Dekrit itu, di dalam menyelesaikan kemelut bangsa 
pada waktu itu, itu kan TNI sebenarnya. ltu konsepnya dari TNI, lalu keputusan politik 
pada Bung Karna. Terima kasih. 

14. Pernbicara: A.M. Luthfi (F-Reforrnasi) 
Jadi ini masalah memangyang .... 

15. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Oh yang di belakang layar, di belakang layar TNI/Polri toh. 

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi begini Pak, Pak Slamet. Ini dulu kan yang mengatakan harus begitu itu 

TNI/Polri. Sekarang tolong katakan harusnya bagaimana lagi, gitu? 
Sebelum dilanjutkan ini ya, kita sudah melihat anunya, keadaannya. Saya ingin 

nanya lah. Ini sekarang kita bagaimana membicarakan yang berikutnya, apakah kita 
akan teruskan sampai siang nanti atau bagaimana? Supaya jangan nanti kita mendadak 
sampai pada satu keadaan, lho ini enggak ada lagi waktunya nih gimana nih? Repot 
kita. 

17. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kalau menurut ini, penglihatan saya ini kan dengan sedikit lagi yang 

dikemukakan. Pilihannya kan tinggal dua saja, dan kedua pilihan ini menempatkan 
bahwa apa materi yang disampaikan itu sama-sama pentingnya. Bukan yang satu 
menggangap yang lain tidak penting, keliru sekali. 

Khususnya Fraksi kami menganggap apa yang dikemukakan oleh teman-teman 
dari Fraksi Reformasi luar biasa pentingnya, bagi kita semua. Khususnya bagi generasi 
muda yang akan datang. 

Perubahan UUD 1945 353 



Nah, karena dia menganut atau dia mengandung beberapa hal yang cukup 
panjang dan banyak. Seyogianya dia tidak ditempatkan di dalam Aturan Tambahan. 
Aturan Tambahan sebagaimana fungsi dan makna dari Aturan Tambahan adalah 
mengatur hal-hal yang memang belum diatur. 

Tentang hal yang baru ini, memang khas dibuat karena memang kita mau 
"menghilangkan" Penjelasan dan dia berlaku sebagai aturan, memaknai tentang 
Undang-Undang Dasar. 

Yang lain, memang tidak kontekstual kalau kita jadikan aturan, Aturan 
Tambahan. Maka itu, risalah menurut kami itu tempat yang paling ideal. Risalah ini 
jangan diartikan sekali lagi notulen rapat yang bundel-bundel hari-hari kita dapat di 
boks itu, sesuatu yang lain. Maka itu tadi saya usul pada Pimpinan ada dummy-nya apa 
tidak? Dummy dari naskah itu. Barangkali kalau teman-teman yang menghendaki 
rumusan ini melihat itu, sudah clear. Sebab ini kan kita ... , tujuan kita menempatkan ini 
agar diketahui sebagai naskah resmi. Naskah resmi, bukan sebagai ketentuan di dalam 
Undang-Undang Dasar, di dalam Konstitusi. Itu tempat yang berbeda ya. Saal 
pentingnya, sekali lagi penting. Bahkan kami tadi mengusulkan lebih lengkap lagi. Dari 
awal saja, sudahlah Undang-Undang Dasar ini! 

Tapi buat riwayat, kenapa tidak? Kenapa harus kita memilih kok Dekrit, saya juga 
jadi bertanya-tanya, apa? Bukan. Dekrit sesuatu, tetapi kalau kita mau memaknai, 
justru saya sekarang bertanya, kenapa hanya Dekrit? 

18. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dan lagi memang kalau kita .... , masukkan .... 

19. Pembicara : Fahrni Idris (F-PG) 
Dan jadi begitu. Jadi kalau maksud kita, tujuannya memberi penjelasan. Nah 

semuanya, Dekrit itu salah satu bagian, walaupun memang kita berurusan, ini joke-nya, 
berurusan dengan TNI dulunya soal Dekrit]oke-nya ini. 

20. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini kan ada mekanisme khusus kalau soal begini ya. Tadi Pak Slamet sudah 

lebih dulu Pak. Jadi habis Pak Slamet, Pak Pata. 

21. Pembicara: Slamet Supriyadi {F-TNI/Polri) 
Terima kasih Bapak Pimpinan. 
Tadi katanya saya harus katakan, katakan sejujurnya. Jadi barangkali mohon 

maaf ini Pak. 
Mana mungkin, mohon maaf ini Pak, khusus masalah ini kalau kita mau berbicara 

pada lima kesepakatan dasar, ya ini kita pegang dulu Iha Pak Kalau adendum, 
adendum yang kayak apa? Kalau norma yang ada. Ini termasuk dalam lima 
kesepakatan dasar ndak? Satu Pak Kalau ini kita pegang saya pikir ya, kita tidak perlu 
membuat masalah yang baru lagi Pak. 

Lalu yang kedua, kemarin juga sudah disepakati. Sekarang tinggal..., kalau sudah 
disepakati kok mau dimunculkan kembali, tapi kita bukan berarti menolak. Ya masih 
kita pertimbangkan dan kita mendukung, masuk. Karena nanti kesejarahan Pak 
Tempat yang baik bagi kita mungkin barangkali di risalah. Cuma risalah kayak apa? 
Apakah bisa dicari suatu versi yang baru mungkin? Risalah, esensi dari risalah yang 
paling penting-penting itu merupakan semacam suatu apa tuh ... , di dalam suatu naskah 
yang utuh ya gitu, sebagai lampiran dan lain sebagainya. Supaya nanti tidak ditaruh di 
perpustakaan yang jarang dibaca orang begitu Pak. 
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Ini barangkali demikian Pak J adi..., tapi risalah bukan risalah yang terlepas dari 
ini atau bisa di..., di dalam risalah yang merupakan rangkuman dari risalah gitu Pak ya. 
Barangkali ini dulu, yang mendasar itu nanti, mungkin saya harus mengatakan 
sejujurnya, hati ke hati dengan Pak Lukman, Pak Demak, sama Pak Fuad, maupun Pak 
Luthfi, juga Pak Fatwa. 

Terima kasih Pak 

22. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Pata, jadi? 

23. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Kami ada beberapa hal yang ingin kita sepakati bersama. Saya pikir pertama kita 

bersepakat bahwa dasarnya menjadi..., istilah Pak Hamdan misalnya kan, menjadi 
norma-norma hukum sebenarnya. Nah menurunkannya kan menjadi persoalan. 

Terus yang kedua, seingat saya sebetulnya Dekrit ini kan julukan. Hukumnya kan 
kalau enggak salah Perpres atau Kepres 150 Tahun 1959 bunyinya? Jadi makanya 
kalau enggak tepat nanti jadi susah kita Pak. Dekrit itu bukan secara resmi. Keluarnya 
itu kan Kepres 150 Tahun 1959 Presiden RI yang isinya kebetulan .... Jadi ini kan 
menjadi serba susah nanti. 

Nah yang ketiga, tadi saya bersenda-gurau dengan teman-teman, kita masukan di 
sini, akhirnya menjadi sumber hukum atau dasar perubahan UUD 1945, selain yang 
pada Pasal 37, ada juga yang seperti ini. Akhirnya kan bisa begitu ... , tafsir daripada ... , 
karena sumber hukum. Jadi berarti boleh melakukan perubahan tidak menggunakan 
Pasal 37, menggunakan Dekrit Karena ini jadi norma hukum, misalnya. 

Kemudian yang berikutnya, rumusan-rumusannya menurut kami menjadi 
kurang tepat kalau seperti ini, kalau dia merupakan norma hukum. Nah hal seperti ini 
sebetulnya yang perlu kita bicarakan secara jernih dan melihatnya dengan lebih baik. 

Terima kasih Pak 

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi ini, bagaimana pun juga realita itu, waktu itu rezim yang bukan main 

otoriternya Pak Jadi tolong kita lihat juga. Dan memang apa yang disampaikan tadi 
oleh Pak Ali Masykur, walaupun saya agak bergurau, bukan agak bergurau, memang 
bergurau tadi mengatakan "memasukkan Dekrit di dalam Undang-Undang Dasar 
sebetulnya mengundang sesuatu". Bukan 5 Juli-nya bukan, Dekrit. Iya karena Dekrit itu, 
itu sebetulnya di atas Undang-Undang Dasar. Hukum dasarnya adalah revolusi. Itu 
ekstra. Jadi kalau kita masukkan, memang kita mengakui itu. Makanya tadi saya 
bergurau, kenapa yang dulu enggak boleh, kan begitu. Itu yang .... 

Jadi makanya, tetapi.. .. Kemudian masalah kedua yang juga saya sampaikan tadi..., 
kecuali kita menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. 
Memang kita harus menegaskan ini yang kita maksud adalah yang Keppres 150 tahun 
1959, yaitu yang itu sebetulnya payung hukumnya, Dekrit akhirnya, Kepres itu. 

Ya, betul tetapi dalam posisi kemudian mengundangkannya dalam Kepres kan 
Pak, Kepres 150. Jadi ini sesuatu hal yang kita memang hati-hati. Masalahnya menjadi 
mendesak apabila kita menetapkan kembali Undang-Undang Dasar seperti yang 
diminta oleh Prof. Harun. Tetapi kita kan bersepakat, sudahlah Dekrit itulah yang 
sudah menjadikan ini, karena secara hukum positif dia sudah diterima, begitu. 

Mungkin itu lebih baik. Mungkin beberapa teman kita nanti bisa berunding lah di 
pojok untuk bagaimana menempatkannya dalam keseluruhan risalah resmi tok, bukan 
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risalah-risalah seperti yang kita terima tiap hari yang ngomongnya amburadul itu. 
Jadi bagian daripada waktu kita mengantarkan naskah dalam satu susunan 

supaya seluruh sejarahnya itu terpotret secara resmi. Begitu. Mungkin beberapa orang 
bisa ketemu Pak supaya kita bisa .... 

25. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Saya belum bisa memahami risalah yang dimaksudkan oleh kita itu? Yang saya ... , 

saya tahu bahwa risalah yang dipahami oleh saya selama ini dan dilakukan oleh dewan 
di dalam tiap-tiap sidang, itu kan hanya sekedar sebagai lampiran biasa saja. Risalah 
yang dimaksudkan oleh kita yang masuk dalam ... , umpamanya akan masuk dalam satu 
Ketetapan Majelis, itu risalah yang bagaimana? 

26. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Boleh kami jelaskan. Jadi sebenarnya ada naskah yang disiapkan oleh PAH I. 

Tetapi waktu mau dilaporkan di Badan Pekerja, dianggap jangan terlalu resmi begitu 
lah nanti saja itu masuk ke Paripurna. Yaitu akan ada satu buku yang memuat lengkap 
Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen. Kalau sekarang kita baca kan 
pusing Pak itu, loncat sana-loncat sini ya kan. Ini dimulai dari Undang-Undang Dasar 
Negara 1945, kemudian ada Pembukaan Undang-Undang Dasar, BAB I Bentuk dan 
Kedaulatan, Pasal 1 terus ... , sampai selesai itu yang asli, yang perubahan pertama, 
kedua, ketiga, keempat itu sudah tersusun rapi. 

Nah itu lengkap satu buku. Tetapi itu bentuknya adalah risalah resmi, kenapa? 
Karena kalau kita buat keputusan atau ketetapan tentang ini, berarti kita menetapkan 
ulang Undang-Undang Dasar 1945 dan berarti kita bukan melakukan amendemen, 
begitu. 

Nah ini kemudian, risalah ini, mengantarkannya di atas, bagian dari naskah 
resmi. Ini adalah hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu ditetapkan 
berlaku kembali dengan Dekrit 5 Juli, begitu. 

lya, jadi itu bisa dalam satu buku tetapi dia mengantarkan di atas. Sehingga dia 
merupakan satu yang konteks dengan sejarahnya, begitu. Jadi itu saya rasa 
penyelesaian yang paling baik. Gitu Pak ya? Saya .... 

27. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Kalau bisa, dummy ada atau tidak? Contohnya, supaya kita lihat bareng-bareng di 

sini, sama-sama begitu. 

28. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bagaimana saya minta waktu, saya sudah minta Sekretariat dulu naskah yang 

kita susun. ltu kita tambahin sedikit di atasnya, mungkin bisa kita edarkan. Sementara 
itu mungkin kita bisa pindah topik dulu, karena ini sudah jam 12.00 WIB ini Pak. 

29. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Supaya terhindar kita dari penambahannya dan pemahaman risalah yang selama 

ini begitu bentuknya itu. 

30. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ya. Yang disampaikan Pak Rahawarin tadi, maksud dalam risalah resmi Pak. 

Sebab kalau keputusan kan repot lagi. 
Ya silakan. 
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31. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Itu diputuskan tidak dalam Paripurna Majelis, disahkan tidak? 

32. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Tidak, ini adalah .... 

33. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Nah ini yang kami berat Kalau tidak disahkan itu sama dengan risalah yang 

tebal-tebal yang di boks itu. 

34. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, tetapi dalam susunan satu naskahnya itu kan kelihatan. 

35. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Iya lah, terlepas apapun dalam ... , kalau itu tidak disahkan, itu nilainya sama 

dengan risalah yang ... , jadi ini yang ... , itu yang kami katakan, itu aneh buat kami. 
Kenapa kita sepakat substansinya penting tapi penempatannya seperti itu? 

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Iya, betul. 

37. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Kedudukannya itu risalah rapat, kedudukannya risalah rapat atau begini, risalah 

rapat ini, kita ini..., bukan risalah rapat Komisi A atau risalah rapat majelis. 

38. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ndak, Risalah Rapat Majelis Pak maksudnya. 

39. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Jadi begini, kita memang menghindar dan memang tidak berniat melakukan 

pembentukan Undang-Undang Dasar baru. Kan begitu kan. Jadi segala putusan, hanya 
berkait pada perubahan. Kan begitu kan ya. Maka itu kita katakan itulah yang namanya 
adendum. 

Tentang naskah ini, kan naskah ini kita harapkan menjadi naskah resmi tentang 
undang-undang yang terdiri dari ... , Nah itu lah macam-macam itu, terdiri.. .. 
Amendemennya itu sendiri, konsep keputusannya adalah sebagaimana yang dirancang 
di sini, tapi naskah itu kita ... , kompilasi itu, itu yang ditanya teman-teman. Kita 
putuskan apa tidak itu Saudara Pimpinan? 

40. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Kalau kita putuskan, kan menjadi memutuskan sebuah Undang-Undang Dasar 

baru lengkap. Ya itu tidak sesuai lagi dengan niat semula. Jadi makanya, tolonglah 
duduk dulu sebentar, beberapa orang untuk melihatnya. Sementara teman-teman ... , ini 
yang beberapa orang. Kalau yang ramai-ramai sudah lama. Supaya kita lihat, supaya 
bisa lihat. Sementara begini, kita juga harus bisa ke masyarakat ini memperlihatkan 
bahwa kita juga sungguh-sungguh ini, mengenai materi yang satu lagi ini. 

Ya jangan nanti..., paling enggak saya kan nanti gagu untuk yang di luar situ itu. 
Jawab apa saya? Belum lagi fraksi-fraksi. Jadi lebih baik kita simultan saja dulu. lni 
memang penting, bukan kami maksud apa-apa. Tetapi dulu kan biasa juga kita mojok 
tiga orang, empat orang. Sementara yang lain jalan begitu. 

41. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Persoalannya bukan ... , ini rumusan Ketua. Ini persoalannya adalah penempatan. 
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Jadi tim mojok itu, itu apa yang mau dilakukan? Persoalannya bukan perumusan. 
Persoalan ada pada penempatan. 

42. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin justru itu yang dilihat. Daripada kita nanti menghabiskan waktu di sini, 

ndak sempat lagi kita bicara mengenai materi lain. lni sudah jam 12.00 /ho ini. 

43. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Ini saya ada perbedaan sedikit. Yang namanya risalah rapat, itu pendapat saya, 

pendapat ini dan itu. kemudian dituangkan dalam hasil rapat itu menjadi lampiran, 
hasil-hasil pertemuan kita, itu namanya risalah rapat. 

Tapi ini, kita mau masukkan ini, barang ini, benda ini. Ini masuk di sini sebagai 
suatu ketetapan kita. Itu yang dipahami risalah rapat itu begitu. Jadi tidak ada 
keputusan apa-apa, yang namanya risalah rapat itu tidak ada keputusan apa-apa. 

Pendapat saya, ini dan itu, itu yang menjadi bagian dari risalah-risalah rapat juga, 
seperti itu namanya risalah rapat. Jadi hal biasa saja, gitu. 

44. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Hanya saja bukan risalah rapat ini maksudnya Pak Rapat Paripurna, rapat..., 

risalah rapat ya. Lebih dulu Pak Rully Pak 

45. Pembicara: Rully ChaerulAzwar (F-PG) 
Ya, sebetulnya memang kita kan semua sama-sama sudah menyepakati bahwa 

Pasal 2 itu kan substansi awalnya karena Penjelasan. Dan adanya usulan ini kan 
sebetulnya tadi malam itu baru mau kita bahas. Tetapi kalau posisi fraksi masih 
berbeda, biasanya kesepakatan kita kalau tidak ... , kalau berbeda ya sudah kita kembali 
kepada naskah asli saja yang diusulkan Badan Pekerja. Karena memang sulit tawaran 
untuk masuk ke risalah tidak diterima. 

Sedangkan kita menganggap bahwa awalnya kita membuat Pasal 2 ini hanya 
untuk memberikan penjelasan bahwa Penjelasan tidak ada. Itu saja, statement itu saja 
sebetulnya. 

Jadi ini sebetulnya terlalu lama kita menghabiskan waktu. 

46. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih, Pak Zainal. 

47. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Saya usulkan mirip dengan itu, jadi kita masuk dalam komisi konstitusi dulu. 

Kalau kita punya waktu kita perbincangkan itu kalau tidak ada kita kembali kepada 
naskah asli, naskah yang sudah disetujui Pak, ya. 

48. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Jadi sama juga dengan tadi Pasal 37 itu, tarik saja kepada naskah asli. Nah ini kan 

musyawarah. 

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lni musyawarah, jadi.. .. 

50. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Yang Pasal 37 tadi, harus tambahan Ayat (5) dengan perubahan itu, yang kita 

semua sepakat itu walaupun kita pada dasarnya tidak sepakat Balik lagi kepada yang 
itu. 
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51. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Jadi ini kalau ... , jadi ini memang perlu kearifan kita bersama Pak Jadi kalau ... , 

saya pikir apa yang disampaikan Pak Sayuti itu berkaitan dengan Pasal 37 Ayat (5) itu 
kan sebenarnya justru berubah sama sekali dengan rancangan. 

Tapi kami pun yang sebenarnya, hakekatnya sangat berat, akhirnya demi 
kebersamaan kita, ini kan masa lalu kita berani bertanggung jawab kita menerima itu. 

Ya, jadi ini, jangan sampai ini kemudian membongkar apa yang sudah kita 
hasilkan keseluruhan. Itu saja sepakatnya. 

52. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Tenang ... , tenang .... Ini perlu kearifan, dan saya usul kita break dulu lima, sepuluh 

menit. Saya skors dulu. 

KETOK2X 

DISKORS PUKUL 12.05 WIB 

SKORS DICABUT PUKUL 12.10 WIB 

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ini kita hams bagi lagi teman-teman untuk nerima rombongan-rombongan lagi. 

Siapa suruh cari kerjaan .... AlhamduUllah. 
Ini yang belum hadir, F-UD sudah, Pak Hatta ada, PDKB ada, F-PPP, F-Golkar 

sudah. Ini Pak Slamet, kalau tanpa dia dunia ini bagaikan hampa waduh. Ke kiri lain-ke 
kanan lain ya. F-PDU ya belum hadir ya, tolong dong. F-PDU sama F-PPP, kalau F-PPP 
baru jas-nya saja. 

Kita buka lagi ya. Ini tadi itu makannya rupanya enak ada gori ya, ada kikil, ada 
soto. Jadi rupanya memang efektif sekali sehingga ada kesepakatan mengenai hal ini, 
yang ingin dilaporkan di sini. Nanti kalau keliru tolong diperbaiki dan juga sekalian 
tolong ditanggapi dan mudah-mudahan bisa cepat selesai. 

Materi yang memang merekam sebuah sejarah yang tidak hanya sekedar sejarah 
linier, tapi itu mengandung dinamika tertentu memang dalam sejarah kita sebagai 
bangsa, itu terekam di dalam peristiwa-peristiwa itu. Dia tidak hanya menggambarkan 
tentang hari dan tanggal atau tentang proses-proses normatif atau proses-proses legal. 
Tapi memang menggambarkan dinamika kita secara keseluruhan sebagai bangsa. 

Nah ada kesepakatan bahwa usul mengenai materi yang penting itu, dimasukkan 
di dalam ... , kalau kita buka buku ini yaitu halaman 31 setelah ... , jadi rancangan 
perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. MPR RI setelah mempelajari, menelaah dan 
seterusnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan : 

A, Nah ini A baru, A lama menjadi B. Ide ini mula-mula pertama dicetuskan oleh 
adik kita Pak Ali Masykur Musa. Dan setelah itu semuanya lantas melihat wah ya 
memang ada peluang untuk menyelesaikan ya. Beliau mempersatukan bangsa dan 
memang selalu ikhlas begitu, baik terhadap hal-hal yang sudah lewat apalagi .... Ya jadi 
menjadi begini: 
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A (baru), menetapkan A Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah 
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, 
ketiga, dan keempat. Sorry-sorry agak loncat saya. 

Silakan dibacakan. Dihapus dulu, dihapus dulu. Tolong diikuti Pak Luthfi. 

54. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar yang 

mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga. 

(Ada beberapa pembicara menyela tetapi tidak terekam denganjelas) 

Yang telah mengalami perubahan. Ya ya nanti kita bubuhi ya, dan keempat. 
Kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 
18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 
dan dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Parlemen hasil Pemilu 1955. 

55. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oleh DPR dan Konstituante. 

56. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
OhyaDPR. 

57. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin ini kurang jalan ya, kata-kata, tapi isinya kira-kira begitu. Supaya tidak 

redundant. Jadi jangan dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud tapi 
adalah Undang-Undang Dasar yang telah mengalami perubahan ini adalah Undang
Undang Dasar 1945 yang ditetapkan ... , gitu. Jadi yang pertama itu dihilangkan saja. 

58. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Sebagaimana telah diubah dengan .... , Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan seterusnya. Itu sebagaimana, 
sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, bukan "adalah", "merupakan" 
gitu saja. 

59. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kita pilih ini dengan mengkaitkannya dengan keputusan DPR, saya rasa jadi 

kompleks ya gitu. Bisa begini ya? Ok DPR saja, DPR saja. Memang DPR waktu itu ya itu. 
Sudah ya bisa ya, ok. Kemudian Pasal 2 yang Aturan Tambahan, kita kembalikan 

ke yang sudah kita sepakati. 

60. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Namanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana-mana ada 

Undang-Undang Dasar, kan enggak mungkin Undang-Undang Dasar Aceh. 

61. Pembicara: Rully (F-PG) 
Itu Undang-Undang Dasar nama negara, ya, ya. 

62. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi itu menurut, menurut ahli bahasa "merupakan" itu "adalah". Jadi Pak Seto 

jangan digugat lagi ya. Menurut ahli bahasa ... , ya ya sudah, saya tahu konsentrasi anda 
agak terganggu ya. Pak Slamet. Ya ... ya silakan. 

360 Perubahan UUD 1945 



63. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Supaya kelihatannya rapih dan paralel ini semuanya bagus, ini "penambahan" 

bukan "menambah". Itu kan Undang-Undang Dasar itu kan berbeda, dan penambahan 
berbeda, penghapusan judul itu dengan menambah, karena atasnya itu kata benda Pak 
bawahnya kata benda. 

64. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Menetapkan penambahan. 

65. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Penambahan bagian akhir, kemukakan tentang orang. Yang mana Pak 

66. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sekalian saja ini, ini akan jadi laporannya Tim Perumus ini. Sekalian saja ya ini 

menjadi laporannya Tim Perumus ya. 

67. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
"Perubahan" dan/atau "penambahan". Sebetulnya diubah pertama, kedua, ketiga 

itu hurufnya kecil Pak. Diubah, bagaimana telah diubah Pak, apa ya. 

68. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kalau itu baiknya menurut bahasa Indonesia, betulnya. Lebih anu lagi mana yang 

betul lah kita ikut. Terns kata serba bebas. 

69. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Karena pada tanggal, resminya Pak. Pada tanggal 18 Agustus, ya. 

70. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu dan keempat sebentar-sebentar. Terns ya, pada tanggal.... Sebentar 

diselesaikan dulu nanti balik biar enak. 

71. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
lni sebetulnya Dekrit Presiden itu sudah jadi satu nama ya. Sebenarnya dari segi 

bahasa bukan Dekrit tapi Dikret. 

72. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Beda nama. Itu bu, sudahlah-sudahlah itu nama sejarah biar dipatenkan nama itu 

ya. 

73. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Setelah 5 Juli 1959 apa tidak sebaiknya "serta" bukan "dan". 

74. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
19 59 dan dikukuhkan ya. Serta dikukuhkan ya. Pak Andi.. .. 

75. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Yang di angka "A" dulu Pak angka "A" sebentar. Itu sudah "A" ini "A" ini 

sebentar .... 

76. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Itu keempat, itu kan telah sebagaimana telah diubah dengan pernbahan pertama, 

kedua, ketiga, dan keempat. Itu kan keempat bukan telah diubah kan, tapi sekarang 
kan. Dan perubahan keempat ini. 
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77. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, memang jadinya kalau ini diketok, memang begitu Pak. Diketok jadinya 

begini. 

78. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Dan saya usul diubah "dan perubahan keempat ini". Kan "perubahan keempat" 

yang mau kita tetapkan ini. 

79. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
"Dan perubahan keempat ini adalah" ... , supaya "tidak" telah masuk. 

80. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
PakAndi! 

81. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Boleh alinea pertama, mulai dari awal, naik dulu. Ini bukan untuk mengacaukan 

ya. Bagaimana kalau kata-kata "yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus" dan 
seterusnya itu, masuk di atas Pak. 

Jadi "menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada" itu, itu, itu .... 
Enggak begini Pak. Ini kan ada kata-kata "menetapkan" di bawah. Jadi seolah-olah kita 
yang menetapkan. Ini, Dekrit ini kan tidak perlu ditetapkan, sudah berlaku. Bukan 
daerah kita. 

82. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yang ditetapkan bukan dekritnya. Yang ditetapkan itu bahwa yang kita pake, 

yang kita ubah itu, adalah yang itu. Gitu Pak. Sudahlah, kan maksud anda tidak untuk 
mengacaukan kan? Ya sudahlah, terimalah. 

83. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Yang saya maksud "Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 lalu dengan 

Dekrit", itu kan sebuah fakta yang tidak perlu kita tetapkan. 

84. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu sebuah keterangan. Yang ditetapkan bukan yang itunya Pak. Yang ... , ini-nya. 

85. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ya terserahlah, mudah-mudahan saja di kemudian hari tidak terjadi tafsir yang 

berbeda. 

86. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya sudahya. 

KETOK1X 

Ya sudah-sudah. Di sebelah saya ini tadi adalah dari Pak Andi. Sebelah saya tadi 
itu Pak Andi Pak, dia sekarang di sana. Ibu Wiwi ada. Itu memang konsentrasi Pak 
Slamet agak sedikit..., kalau ke kiri itu kurang jelas. 

F-PDU tadi memang belum datang. Kemudian kita lihat ke Pasal 2 yang Aturan 
Tambahan. Ya Nah terus-terus, oke. Yang di bawahnya itu ... 
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87. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Alhamdulillah. Komisi alot, Komisi alot. 

88. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Menjadi Komisi Alhamdulillah. 
Tadi saya minta Pak Theo untuk melanjutkan di sini. Cuma Pak Theo nya .... 

89. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya mengucapkan terima kasih Pak, tadi Pak usulan kami diterima. 

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Hampir. 
Udah kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Pak Theo-nya lagi nerima tamu. Tapi ada 

satu hal lagi. Ini ada rombongan yang minta diterima. Sudah diterima? Oh 
Alhamdulillah. Oh ada lagi yang datang, you kok panggil terus sih, kan sudah 
amendemen sudah mau selesai. Sabarlah, sabar. 

Mengenai..., kembali ke soal yang disebut komisi konstitusi lah ya. Ya kita masuk 
soal itu ya. Kemarin itu kami mencatat bahwa sudah ada pengerucutan-pengerucutan. 

Yang pertama adalah semua pihak menganggap, berpendapat bahwa perlu ada 
memang suatu langkah-langkah untuk melakukan penyelarasan, perbaikan, dan 
penyempurnaan terhadap perubahan satu, dua, tiga, empat. Itu semuanya sudah sama 
lah. 

Yang kedua, semua juga sama berpendapat langkah-langkah itu jangan sampai 
menimbulkan suatu ... , apa namanya itu agak diferent itu, jadi menganggu agenda lain 
yang dalam arti khususnya mempersiapkan dan pelaksanaan Pemilu 2004. Kira-kira 
itu sudah sama. 

Nah bedanya adalah ada yang ... , persamaan lain adalah semuanya menganggap 
ini adalah instrumen daripada MPR. Tiga itu. Artinya bertanggung jawab kepada MPR 
dan sebagainya. 

Yang masih berbeda adalah ada yang menganggap ini adalah cukup dilakukan 
oleh instrumen intern DPR. Ada yang menganggap ini instrumen di luar tapi di inserted, 
di subkoordinasikan kepada MPR sebagai instrumen MPR. 

Ini pun ada perbedaan, ada yang dalam bentuk komisi konstitusi, ada yang dalam 
bentuk panitia negara, ada yang bentuk dalam komisi penyelaras. 

Kira-kira itu rubbing, ya panitia nasional bukan panitia negara, panitia nasional. 
Persamaan lain yang kami lihat adalah dari yang badan di luar MPR yaitu bahwa 

ini direkrut ada dari masyarakat gitu. 
Nah selanjutnya kami berharap kita bisa lebih datang dari persamaan untuk 

mencari penyamaan lagi kepada hal-hal yang masih beda. 
Oh ya satu lagi yang masih beda adalah mengenai waktu. Ada yang 

mengharapkan langsung bekerja sekarang selesai 2003, ada yang mengharapkan ... , oh 
enggak jadi. Ya sudah saya tarik saya juga enggak jadi lah kalau gitu. 

Begini, Rully, bedakan supermarket dengan pasar tradisional. Kalau supermarket 
15 perak ya 15 perak, kalau ini kan bisa 15 perak you tawar bisa jadi 30, bukannya 
turun. 

Ok jadi begitu. Tetapi ada juga yang mengharapkan itu justru dimulainya 2004. 
Selesainya ke sana, entah 2005 atau bagaimana? Mungkin dari persamaan-persamaan 
ini kita bisa mendekati perbedaan-perbedaan itu supaya bisa lebih cepat kita dapat 
kesepakatan. 
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Sementara itu sengaja atau tidak, memang rupanya fokus daripada pers itu justru 
pada soal ini sekarang. Bukan Pasal 29. Jadi saya undang lah lagi untuk berbicara. 

91. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Saudara Ketua, sisa apa materi itu cuma ini saja toh, yang lain kita anggap selesai. 

92. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah memang sudah selesai. Sudah, sudah selesai. Jadi sekaligus tadi juga 

mungkin beberapa teman belum masuk. Dokumen yang ditandatangani itu jadinya ada 
dua. Yang hasil lobi ditandatangani oleh peserta lobi. Kemudian hasil tim perumus yang 
sama dengan itu ditandatangani oleh panitia perumus. Dan itu lagi beredar. 

Ok, jadi kita masuk ya pada komisi konstitusi. Silakan Pak Zainal. 

93. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih, saya tidak mengulangi apa yang sudah jadi tadi rumusan daripada 

Pimpinan. Saya hanya ... , pada soal schedule-nya yang barangkali kalau melihat 
schedule-nya, ini barangkali akan lebih mudah kita melihat 

Saya mengusulkan karena teknisnya juga susah, dia tidak langsung bekerja pada 
tahun 2002. Tapi dia .... , dia adalah dibentuk pada tahun 2003 karena semua prosesnya 
ada. Jadi 2003, bukan 2004, 2003 dibentuknya, dan dia bekerjanya dua tahun sampai 
2005. Atau kalau ... , jadi maksud saya, kalau misalnya kita diletakkan di dalam posisi 
begini, secara psikologis itu ada hubungannya dengan amendemen ini. Tapi kalau kita 
letakkannya begini itu barangkali efek psikologisnya jadi lain, jadi dia 
berkesinambungan gitu. Jadi tidak putus-putus gitu, tidak kata-kata gitu. Itu usul saya 
mengenai soal schedule. 

Ya, persiapannya segala macam ya semua dilakukan sekarang, dan kita enggak 
langsung membentuk rekrutmennya dan segala macam, secara teknis tidak mungkin. 
Lebih baik kita siapkan itu baik-baik, tahun 2003 baru kita bentuk komisi ataupun 
namanya. Kemudian dioverlap Pak sampai tahun 2005. Jadi tidak dalam posisi begini 
yang kelihatan patah-patah. Jadi soal psikologis efeknya terasa, gitu. Tapi kalau dia 
begini, dia merupakan kesinambungan, begitu. 

Dipersiapkan semuanya ... , 2003 kerja sampai 2005. Jadi dari segi schedule. 
Kemudian mengenai jumlah itu saya kira, kalau ini kita namakan penyelarasan, saya 
cenderung untuk jumlahnya tidak banyak Pak. Kalau sekarang dari usul rekan-rekan 
itu rata-rata di atas 75 sampai 90 gitu, saya cenderung untuk di bawah SO. Karena 
scope-nya saya kira tidak terlalu banyak. 

Jadi soal jumlah ini kelihatannya, soal scope ini beda-beda kita walaupun 
istilahnya penyelarasan. Di bawah SO Pak. Ya, ya. 

Terima kasih Pak 

94. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin saya ulangi sedikit tadi yang ... , mengenai kayaknya kalau mengenai 

ruang lingkup kerjanya semua sama ya. Belum juga, belum ya. Ya mungkin ... , ok, 
lingkup penyelarasan ya. 

Terima kasih, tadi Pak Hamdan, silakan. 

95. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Ya, terima kasih. 
Memang ada dua mengenai ruang lingkup ini. 
Pertama, penyelarasan. Kemudian yang kedua adalah penyempurnaan termasuk 
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substansi. 
Saya kira ini harus ada pilihan tegas. Kalau hanya sekedar penyelarasan tidak 

menjawab persoalan yang muncul. Karena persoalan yang muncul adalah kurangnya 
sosialisasi, kurangnya debat publik, dan lain-lainnya masalah perubahan Undang
Undang Dasar ini. Sehingga kalau untuk menjawab debat publik, sosialisasi, dan lain
lain sebagainya. Dan hal itu berakibat pada menyentuh hal-hal substansi yang sudah 
kita ubah. Karena kalau debat publik dibuka maka akan bisa menyentuh hal-hal yang 
sudah diubah. 

Oleh karena itu, kalau itu yang kita maksud termasuk penyempurnaan substansi 
maka kita harus secara serius memikirkan ini. Tapi kalau hanya sekedar penyelarasan, 
tidak perlu bentuk yang besar-besar cukup sepuluh orang pakar saja. Dan tidak perlu 
sosialisasi, tidak perlu debat publik apa segala. J adi tidak perlu biaya negara yang besar 
dan lain-lain sebagainya. 

Tapi kalau kita bicara masalah penyempurnaan sampai kepada substansi, 
tentunya kita harus berhitung tentang munculnya debat-debat publik yang baru dan 
kecenderungan-kecenderungan besar nanti merupakan pendapat masyarakat secara 
luas. Dan ini bisa menyentuh substansi. 

Oleh karena itu, kita harus berhitung tentang sebuah komisi atau panitia yang 
jumlahnya cukup besar, yang mewakili banyak kepentingan dan kelompok. Kemudian 
yang bekerja tidak mengganggu, tidak mengganggu proses politik sampai 2004. Saya 
kira itu yang perlu kita pikirkan lebih mendalam. 

Oleh karena itu, kalau kita memilih alternatif yang kedua bahwa substansi 
termasuk juga substansi yang menyentuh penyempurnaan substansi maka itu saya kira 
kalau debat publik dibuka, sebelum 2004 itu akan bisa mengganggu stabilitas politik 
yang ada. 

Oleh karena itu, kalau itu yang kita mau maka itu bisa terjadi setelah 2004, 
walaupun kita tetapkan sekarang, tapi bekerjanya itu 2004. 

Saya kira itu pendapat saya, terima kasih. 

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Hamdan. 
Ada lagi teman-teman yang ingin lebih konkret dalam usul-usulnya? Pak TNI, Pak 

Slamet. 

97. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Pak Kyai mohon maaf Pak. Saya enggakgini-gini, kali ini sayagini-gini. 
lni kalau santri di depan kyai kan sudah gini terus. 
Jadi kami..., barangkali Pak tadi belum disinggung yang penting cantolan 

hukumnya dulu Pak, menurut saya itu paling penting. Kemarin kami sampaikan, kita 
punya kontrak itu Tap. MPR N omor IX Tahun 1999 habis ijinnya sampai dengan tahun 
ini. Kalau tahun ini sudah habis ijinnya, dibentuk tahun depan, apa nanti enggak 
nyalahi. 

Oleh karena itu, dasar hukum pembentukan ini mestinya harus eksplisit masuk 
dalam salah satu. Apakah Aturan Tambahan atau tadi..., lain tempat, yang penting 
harus ada di dalam ... , Undang ... , di Perubahan Keempat ini Pak. 

Kalau tidak masuk sekarang ini, dibuat masuk tahun depan, tidak masuk di 
Aturan Tambahan akan sangat sulit karena kita berhadapan dengan Pasal 37. Yang 
sulit untuk melakukan amendemen kembali Pak. 

Oleh karena itu, yang penting kita sepakati dulu dicantolannya di mana Pak? 
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Aturan Tambahan, habis itu bunyinya substansinya kayak apa? Di sini menyangkut 
masalah penugasan kepada siapa? Barangkali kalau menurut kami menugaskan kepada 
MPR. 

Kewenangannya apa itu harus jelas. Menugaskan kepada majelis, kepada MPR 
untuk menyelaraskan dan menyempurnakan atau apa, tapi ini harus ada kesepakatan 
Pak. Mulai kapan dan sebagainya untuk membentuk komisi konstitusi, harus selesai 
kapan? Dilaporkan kepada siapa? Jadi ini semacam rumusan tugas pokok kepada 
komisi konstitusi yang sudah tertuang di dalam Aturan Tambahan. 

Kemudian yang kedua, Aturan Tambahan ini disarankan bisa menjamin iklim 
kepastian. Kepastian hukum harus diwujudkan di situ Pak. Kemarin dimasalahkan oleh 
Pak Fatwa, apakah tidak menimbulkan acceptability? Nah ini kalau kita jelas bahwa 
Perubahan Satu sampai dengan Empat telah ditetapkan mulai tahun ini, ditetapkan 
ini.. .. , berlaku sampai kapan? Sampai dengan hasil dari amendemen yang baru, yang 
terikat dari komisi konstitusi itu. Barangkali ini yang penting dulu. 

Kemudian yang kedua, pembentukan komisi konstitusi melalui Tap. MPR, mau 
tahun ini atau mau tahun 2003. Sebab setelah itu akan sulit juga Majelis mengeluarkan 
Ketetapan MPR. Kesempatannya hanya tahun ini ataupun tahun depan. Kalau tahun 
depan berarti harus merupakan amanat yang dikejar oleh Badan Pekerja untuk kita 
melaksanakan Sidang Tahunan ini. Setelah tahun 2003 lagi sudah tidak ada sidang
sidang majelis yang begini. 

Ini saja dulu Pak, kalau soal rumusan, nama, apa tugasnya silakan Pak, monggo. 
Terima kasih. 

98. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Seto, habis itu nanti Pak. .. , ya saya atur dulu. Pak Seto, Pak Lutfhi, Pak Andi, 

Pak Tjipto, siapa? Pak Ali, Pak Zacky. Ya baik, Pak Seto, Pak Lutfhi, Pak Andi, Pak Tjipto, 
Pak Ali, dan Pak Zacky. 

Silakan Pak Seto. 

99. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Jadi saya mengikuti alur bahwa kita pada akhirnya toh harus membuat komisi 

konstitusi. Dengan pemikiran bahwa komisi ini mungkin sebaiknya hanya bertugas 
untuk menyelaraskan. Karena kalau dimungkinkan adanya perubahan maka saya 
setuju dengan apa yang disampaikan Pak Fatwa, ada ketidakpastian artinya selama 
komisi konstitusi itu ada, akan ada gejolak tuntutan untuk mengubah sama sekali dan 
seterusnya. Macam-macam usulan terus bergerak. Jadi karena itu, pertama saya 
sepakat bahwa itu hanya menyelaraskan. 

Dan yang kedua, menurut hemat saya tetap dibentuk melalui Ketetapan MPR, 
sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37, dan itu ditetapkan sekarang. Artinya sekarang ini 
dikeluarkan Ketetapan MPR yang menugaskan MPR tahun ... , selambat-lambatnya 
sampai dengan tahun 2003 sudah dibentuk komisi konstitusi atau apapun namanya. 

Dengan demikian, tugas untuk menyelaraskan yang dibebankan kepada sebuah 
komisi atau apa pun namanya itu ditetapkan melalui Ketetapan MPR sekarang. Ketika 
perubahan itu ... , artinya ketika MPR memang sudah sepakat dengan kerangka perubah 
Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga penyelarasan ini kan bagian dari perubahan, 
karena takut ada perubahan dan sebagainya. 

Nah dengan demikian, tidak perlu masuk di dalam Aturan Tambahan ataupun 
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Aturan Peralihan. Jadi cukup dengan Ketetapan MPR yang dilaksanakan sekarang 
ketika kita tengah melakukan perubahan. 

Sementara, saya kira sekian dulu. 
Terima kasih. 

100. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Seto. 
Pak Lutfhi silakan. 

101. Pembicara : A.M. Lutfhi (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Misi yang kita jalankan sekarang ini adalah misi yang digariskan oleh amanat 

reformasi, yang sarinya itu adalah amendemen Konstitusi. Ada rincian dwifungsi, KKN, 
lain-lain hak asasi manusia, dan sebagainya, tapi adalah amendemen Konstitusi. ltu 
yang kita lakukan sekarang ini, itu harus tuntas. Periodenya adalah dari mulai 1999 
sampai 2004. 

Tuntas itu adalah Undang-Undang Dasarnya dirumuskan, undang-undang 
pemilunya disiapkan. Kemudian anggota MPR barn dan Presiden dan Wakil Presiden 
baru itu dipilih. Setelah itu selesailah tugas kita, sehingga nanti ada tugas baru dari 
periode anggota MPR yang akan datang. Jadi itu pertama. 

Dan kita tidak mau, kita yang melaksanakan tugas kita dengan sempurna. Yaitu 
kita ingin pemilu yang menghasilkan anggota-anggota dipilih itu, maupun Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih itu betul-betul dianggap pemilu berdasarkan undang-undang 
yang telah diubah oleh MPR sekarang ini, sesuai dengan amanat yang lama. Tidak mau 
kita ini terganggu. Jadi tidak bisa dianggap ini naik kelas dengan syarat. Ini kita anggap 
ini sudah lulus naik kelas maka dia bekerja. 

Nah karena itu, kalau kita tidak mau diganggu, artinya kita ingin menuntaskan 
tugas kita supaya hasil pemilu kita itu, betul-betul merasakan amanat reformasi dan 
keputusan Undang-Undang Dasar yang solid, absah, itu kita menghindarkan segala 
gangguan. Gangguan akan terjadi kalau sekarang saja 2002 atau 2003 kita mulai 
mengadakan ... , membicarakan masalah substansi pasti akan ada seminar, pendapat, 
ada pengerahan. Itu akan ... , jadi paling maksimum kalau ada mau penyelarasan, itu, 
paling maksimum itu penyelarasan. Karena itu dianggap menyempurnakan, tidak akan 
mengganggu. 

Nah, di mana ini ditempatkan? Menurut kami, ini ditempatkan dalam Tap. MPR, 
menyebutkan ini dititipkan. Perlu ada ini karena satu periode ini kita yang bertugas, 
periode yang akan datang, anggota MPR hasil pemilu yang dihasilkan dengan seluruh 
cara yang kita sempurnakan ini. 

Nah, kalau nanti betul-betul ini dilakukan pada tahun 2003. Kalau penyelarasan 
memang tidak masalah. Dibentuk 2003 bertanggung jawab pada 2004 atau 2005. 
Tetapi kalau kita mengatakan substansi akan juga dibicarakan, itu harus dilakukan 
sesudah 2004. 

Itu saja Pak, terima kasih. 

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Lutfhi. 
Pak Andi! 

103. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG) 
Saudara-Saudara sekalian, tentu kita membicarakan ini karena kita ingin 
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membuka peluang adanya penyempurnaan. Penyempurnaan itu bisa berarti 
penyelarasan, bisa juga mengubah hal-hal tertentu yang kita mungkinkan, tentu ada 
yang kita tidak mungkinkan. 

Usaha itu mungkin berhasil, mungkin juga tidak berhasil. ltu urusan kemudian. 
Nah karena ini, penyempurnaan yang kita lakukan akan menyentuh perubahan maka 
tentu harus punya dasar hukum dalam konstitusi. 

Dasar hukum yang ada dalam hukum konstitusi sekarang ini adalah Pasal 37. 
Dan kalau itu yang kita pakai, titik awalnya bukan komisi konstitusi. Tapi diusulkan 
oleh sepertiga anggota MPR. Karena itu perlu ada pintu gerbang lain. Itulah yang kami 
usulkan dan beberapa kawan mengusulkan supaya pintu gerbang lain itu di Aturan 
Tambahan. Jadi itu yang pertama. 

Kalau kita sepakat buka pintu gerbang di Aturan Tambahan. Sehingga kita bisa 
menempuh prosedur lain. Kalau pakai Pasal 37 prosedurnya tidak ada lain kecuali 
muncul sepertiga anggota. Ya, jadi ini pintu gerbang khusus dan inilah yang disebut 
einmalig ini. Karena hanya dipakai kali ini enggak boleh dipakai berikutnya lagi. Ya 
walaupun enak, enggak boleh berulang-ulang. Itu yang pertama, jadi pintu gerbangnya 
Pak. 

Nah sesudah pintu gerbang ini dibuat, barulah kita bicarakan. Apakah namanya 
panitia, apakah namanya komisi. Untuk itu dibutuhkan sebuah Ketetapan MPR yang 
membentuk itu. Tanpa ada cantolan di Konstitusi, Ketetapan MPR ini bisa dipersoalkan 
orang legalitasnya, apa dasarnya begitu Ketetapan MPR? 

Nah kapan mulainya? Kami sebenarnya berikhtiar kalau bisa Sidang Tahunan ini 
mengeluarkan Ketetapan MPR seperti itu. Tapi kalau itu dianggap bisa mengguncang, 
mengganggu agenda, boleh saja Aturan Tambahannya dicantumkan sekarang, 
Ketetapan MPR pembentukannya 2003 misalnya. Kalau tidak mau sekarang. Ya 
selambat-lambatnya 2003, kalau bisa sekarang. Hasilnya dilaporkan pada MPR hasil 
pemilu, jadi betul-betul tidak mengganggu hasil pemilu. 

Nah kalau kita bisa merumuskan susunan keanggotaan, kewenangan, mekanisme 
kerjanya, bagusnya rantapnya keluar sekarang. Kecuali kalau kita masih berbeda 
pendapat mengenai hal itu, ya kami tidak keberatan kalau 2003. Tapi dicantumkan 
dalam Aturan Tambahan sekarang bahwa menugaskan kepada MPR untuk 
mengeluarkan sebuah ketetapan pembentukan panitia nasional atau apapun namanya 
yang bertugas untuk itu, dan hasilnya dilaporkan pada hasil pemilu ... , ya. 

Jadi kewajiban melapornya pada hasil pemilu 2004 harus masuk di Konstitusi 
Pak. Supaya Tap. MPR nanti itu tidak mempercepat pelaporan, ya kan. Kalau tidak 
dikunci bahwa hasilnya dilaporkan sesudah pemilu, panitianya terbentuk ya aku sudah 
selesai. Ya bolehlah terserah tapi sesudah 2004. 

Lalu susunan keanggotaan, ya bergantung kewenangan. Kalau kewenangannya 
hanya sekedar menyelaraskan ya memang ... , tapi kalau penyempurnaan, bisa 
menyelaraskan, bisa memperbaiki, ya memang bisa berubah. Karena itu perlu rambu
rambu dalam Ketetapan MPR itu disebutkan saja rambu-rambunya, tidak boleh 
mengubah Pembukaan, Dasar Negara, Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, dan lain 
sebagainya kan, bisa itu kan tergantung kesepakatan. 

Sudah, saya sudah berhenti dari tadi Pak. 

104. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ya kadang-kadang kayak angkot gitu ya, berhentinya enggak kasih tanda. 

Terima kasih Pak Andi. Pak Tjipto! 
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105. Pembicara : Sutjipto (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Saya kira karena sudah semuanya seperti Pak Andi tadi sudah cukup lengkap. 

Saya ingin ... , ya ingin menanyakan ya. Jadi kalau MPR yang sekarang buat ketetapan. 
Jadi MPR hasil pemilu suruh menerima gitu. Apakah ditentukan enggak itu kalau 
mereka sidangnya kapan? Jadi apakah mengikat, kalau memang tidak cantolannya 
sangat kuat untuk mengikat MPR hasil pemilu 2004. 

Ya terus, yang kedua ya. Jadi memang kelihatan pribadi kemarin kan ini dibentuk 
juga banyak masalah, tidak tentu juga banyak masalah begitu. Jadi semuanya mesti 
bermasalah gitu. 

Kalau memang bekerjanya mulai 2004, saya kira itu juga akan jadi perdebatan. 
Jadi untuk apa dibentuk sekarang kalau bekerjanya 2004, kenapa enggak diserahkan 
saja pada MPR hasil 2004 gitu. Jadi kalau memang ada sepakat membentuk sebaiknya 
bekerjanya ya sebelum 2004 gitu, jadi mereka sudah bekerja. Cuma hasilnya nanti 
berapa lama mereka dikasih waktu untuk bekerja, itu saya kira lain soal. Tapi jangan 
sampai bahwa kalau memang sepakat dibentuk bekerjanya mestinya sebelum 2004. 

Lalu juga kewenangannya juga jelas agar tidak mengganggu nanti kalau memang 
kita sepakat hasil yang kita capai sampai amendemen keempat itu tidak boleh diganggu 
oleh komisi konstitusi. 

Itu saja mungkin Pak yang kami sampaikan. 
Terima kasih. 

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Sebelum kami lanjutkan dengan Pak Ali Masykur, ini ada lagi yang ingin audensi, 

gantian. Jadi barangkali Pak Hatta bisa terima nih, gantian. Ajak deh teman, diterima. 
Pak Rully kali bisa temani deh, Pak Astawa lagi. Ya, ajak teman lain lagi deh. Ini 

dari Barisan Rakyat Indonesia Penjaga Demokrasi. Jadi barisannya panjang, orangnya 
enam. 

Ya, ya silakan. Pak Pius Rustri Lanang ini yang mimpin. Jadi Pak anu ada di sini ya, 
Pak Arieffudin ya. 

Baik terima kasih. Silakan Pak Ali Masykur. 

107. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih Pimpinan. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. 
Tentang komisi konstitusi sebetulnya selama itu ada hal-hal yang bisa dicarikan 

titik temu, rasanya semua tidak keberatan, rasanya ini. Ini perasaan cinta bangsa ini. 
Saya pertama ingin menawarkan atau paling tidak mengajak berbicara bahwa 

mandat untuk reformasi Konstitusi itu dalam konteks dasar hukumnya, itu kan kita 
diberi tahun 2002. 

Nah saya ingin bertanya, itu kan Tap MPR Nomor XI Tahun 2000. Tap itu yang 
bikin kita sendiri. Jadi kalau kita, kata kasarnya, kalau kita ingin menambah waktu 
kemudian kita bikin Tap baru dan diselesaikan selesai-selesainya tahun 2004, itu juga 
tidak salah. 

Tapi rasanya kan tidak mungkin, kita untuk membuat Tap baru untuk minta 
waktu lagi sampai tahun 2004, yang kita laksanakan oleh Badan Pekerja dan diri kita 
sendiri. 

Nah, karena tidak mungkin maka pintu masuknya menurut saya, pada tahun 
2002 ini kita keluarkan sebuah Tap untuk mengeluarkan ... , sebuah Ketetapan tentang 
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apapun namanya ya, komisi konstitusi, komnas, komite, dan sebagainya itu nomor dua. 
Ya menurut saya ini tidak salah selain ada tuntutan-tuntutan sosiologis dan politik 
yang ada di dalam masyarakat Sudah ada salurannya Pak kalau itu Pak. 

Yang kedua, agar apakah pintu masuk cantolan agar "KK" ini lebih legitimate dan 
output-nya apakah disahkan dalam masa keanggotaan kita sampai 2004, atau juga 
keanggotaan hasil pemilu 2004, itu perlu ada cantolannya di dalam Konstitusi kita. 

Nah kenapa ini penting? Karena ini akan menjawab sebuah pertanyaan atas 
dasar apa kok ada lembaga untuk menyelaraskan? Nah pertanyaan yang kedua, 
institusi yang namanya MPR itu kan sebuah kelembagaan yang melahirkan sebuah 
kontinuitas. 

Jadi bisa saja hasil penyelarasan atau, dan atau penyempurnaan yang harusnya 
kita akan sampaikan itu kita lakukan sekarang, artinya diakhir masa sidang kita atau 
juga oleh katakan kalau terpaksa pada masa sidang berikutnya, artinya anggota MPR 
berikutnya. Cantolannya sudah ada di Konstitusi. 

Dan yang kedua, adalah MPR itu sebetulnya sebuah lembaga yang continue. Tidak 
harus oleh masa sekarang ini. 

Untuk itu dalam pandangan saya sementara ini hasil kajian kita, cantolan itu 
tidak di Aturan Tambahan tetapi ada di Aturan Peralihan. Tapi ini kita bisa diskusi, 
Aturan Peralihan karena ini sifatnya dengan sebuah ketetapan satu, dua, tiga, empat itu 
perlu bagian dari yang menyatu dengan penyelarasan. 

Mengapa satu, dua, tiga, empat perlu dikatakan mengikat? Karena kita juga, 
seperti saya katakan kemarin belum tentu komisi konstitusi juga bisa menyelesaikan. 
Lha untuk tidak melahirkan sebuah pertanyaan, konstitusi macam apa? ya kita katakan 
satu, dua, tiga, em pat seperti yang ada di dalam konsideran tadi itu. Ini yang kedua. 

Kemudian yang ketiga, tentang keanggotaan, saya ingin menyetujui. Ini 
tergantung apa yang kita sepakati. Kalau sifatnya memang memerlukan yang luas, 
tentu luas. Tapi kalau sifatnya tidak terlalu luas maka ya tidak harus 99 seperti yang 
saya usulkan, bisa lebih kecil dari itu. Nanti kita bisa katakan berikutnya lah, kita 
diskusikan berikutnya. 

Nah yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah dibentuk oleh 2002 ini, 
2002 dibentuk. Nah, dalam masa satu tahun katakan, pembentukan yang nanti dalam 
bentuk Tap, Tap MPR membuat komisi konstitusi dengan a, b, c, d, pasal a, b, c, d itu 
dan diberi kewenangan pada BP MPR untuk menyusun mekanisme, struktur, dan 
rekrutmen anggota selama kata-kata selambat-lambatnya satu tahun. 

Nah jadi institusinya sudah dibentuk perintah itu. Dan kita sebagai MPR juga 
melaksanakan tugas itu. 2003 seluruh instrumen sumber daya manusia, mekanisme 
kita bentuk, 2003 mereka bekerja. Nah dilaporkan kapan? Terserah. Ya kalau kita 
memang usul pada masa sekarang ini. Artinya kepemimpinan kita, jadi diakhir, tapi 
pemilu sudah jalan. Ya tapi ada yang usul tadi, bekerja 2003. 2002/2003 ini adalah 
mekanisme rekrutmen dan penetapan orang. 2003 bekerja, kami mengusulkan 2004 
dilaporkan. Ada yang tadi yang mengusulkan 2000 ... , MPR hasil pemilu 2004 
dilaporkan. Nah ini plus minusnya monggo dikaji. 

Saya pikir garis besarnya dari kita itu saja. 
Terima kasih. 

108. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Berikutnya Pak Zacky, nanti Pak Amru. 
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109. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Tadi Pimpinan memberikan arahan bagaimana tentang waktu dan lingkup 

kegiatannya. Saya kira saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Zainal dan Pak 
Hamdan Zoelva. Saya kira apa yang disampaikan Pak Zainal itu, kalau memang mau 
dibentuk sekarang lebih kepada penyelarasan dan mungkin anggotanya tidak terlalu 
banyak. Akan tetapi kalau misalnya mau dibentuk penyempurnaan, itu saya cenderung 
kepada apa yang disampaikan Pak Hamdan Zoelva itu nanti saja setelah implementasi 
dari Undang-Undang Dasar hasil amendemen ini kita laksanakan. Lalu setelah itu, baru 
dibentuk komisi konstitusi, dan mungkin isyaratnya dari sekarang ada yang itu baru 
bekerja setelah pemilu 2004. 

Terima kasih Pimpinan. 

110. Ketlrn Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Sebelum Pak Amru, saya ada sebentar soal lain. Ini kan jam 14.00 ada rapat 

Pleno. Kemudian tentunya itu harus dibuka dulu, Nah sekarang apakah kita suruh 
mereka menunggu kita ini? Atau sekaligus mereka nanti malam. 

Hal lain yang saya ingin ingatkan adalah kita sepakat bahwa amendemen ini akan 
kita selesaikan lebih dahulu. Baru mengenai masalah Konstitusi akan kita .... 

Jadi ini jangan sampai, karena ini, lantas yang lain-lain itu harus terhenti. Itu ... , ini 
harus kita sikapi. Kalau gitu yang sudah itu kita lapori dengan catatan kalau misalnya 
ada hal-hal Konstitusi ternyata masuk di bagian aturan ... , masuk pasal-pasal itu nanti 
akan dilaporkan berikutnya. Mungkin itu catatannya, supaya yang itu selesai dulu. 

111. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Atau begini Saudara Ketua, kalau begitu posisi yang mau kita ambil kan 

sebetulnya kita sudah bisa melapor ke anggota kan bahwa kita sudah selesai 
sebenarnya. Tentang komisi konstitusi juga kita laporkan bahwa posisinya dalam 
keadaanini. 

Kemudian setelah kita lapor begitu, Ketua kan hafal semua itu laporkan saja. 
Kemudian setelah lapor itu semua skors. Skors di sana, kita balik kemari, selesai 
semuanya. 

112. Ketlrn Rapat: Jakob Tobing 
Begini.. .. 

113. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Jadi memberi juga semangat kepada yang hadir, kepada anggota kita bahwa ada 

yang sudah selesai yang kita bikin. Jangan pula mereka bilang bah malam-malam kerja 
kita apa ini. 

114. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya ingin jelaskan lagi, apakah yang sudah selesai itu kita laporkan untuk 

disahkan oleh Paripurna? Dengan catatan kalau misalnya soal komisi konstitusi 
memerlukan ada perubahan lagi terhadap itu, kita akan minta lagi persetujuan lagi. Itu 
catatan itu harus jelas gitu ya. 

Masih dalam proses, belum, tetapi kalau akibat daripada itu ada perubahan 
terhadap Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan. Kami akan lapor kembali untuk 
memperoleh persetujuan, yang sekarang kita selesaikan gitu ya. 
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115. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Setuju Pak, sebelumnya diketok Pak Jadi. ... 

116. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Maunya saya, laporan jalan tapi lobi ini jangan berhenti. 

117. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Itu yang saya minta Pak Kyai. Sebentar Pak ada tambahan Pak, barangkali Pak. 

Kita ini sudah menerima tamu banyak tapi kita sendiri yang di sini enggak tahu apa 
yang disampaikan oleh tamu-tamu itu, apalagi tentang komisi seluruhnya. 

Saya mohon itu disampaikan karena itu dibaca oleh publik semuanya Pak bahwa 
aspirasi mereka kita tangkap kita bicarakan di sini. Saya belum tahu itu isinya apa itu? 
Mungkin barangkali perlu sedikit informasi, sehingga nanti mereka yang mengadu di 
sini mulai dari kemarin mahasiswa itu aspirasi mereka sudah diwujudkan. Ini sarana 
untuk meredam kawan-kawan yang di luar itu Pak. 

Terima kasih Pak 

118. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, jadi satu per satu ya, kembali kepada soal pelaporan, setuju ya. 

KETOK1X 

Nah mengenai pelaporan, itu penerima delegasi maksud saya. Ini kan masih 
berlangsung ternyata ada dua rombongan di sana, jadi rombongan tadi brigade yang 
besar itu ditambah dengan satuan tugas Pemuda Pancasila. Ada lagi malah sebelumnya. 

Isinya itu kalau yang tadi pagi adalah meminta supaya MPR dibubarkan karena 
mosi tidak percaya. Ya, ya silakan. 

119. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Daripada timbul tafsir, laporannya begini yang tadi pagi yang besar, Pak Saiful 

Sulun cs, Pak Solihin cs, itu amendemen itu setuju. Cuma wanti-wanti agar tidak 
melanggar Proklamasi, jiwa dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka 
menilai antara Pembukaan dan Batang Tubuh itu tidak sejalan, karena itu dibentuk 
Konstitusi setuju. Namanya dibentuk komisi konstitusi, itu yang Pak Saiful Sulun. 

Kemudian ada yang empat orang tadi itu yang menolak. Menolak bahwa MPR 
tidak berwenang, MPR bubar, tapi juga harus dibentuk komisi konstitusi. Ya itulah yang 
namanya aspirasi kan .... 

120. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Nah ini kita lobinya jalan terus, karena itu berbagi tugas saja kita, ya. 

121. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Maka perlu dipertimbangkan juga kalau Paripurna jalan, lobi jalan, kita kan 

punya kewajiban moral juga untuk mengawal yang di Paripurna ini kan. Kita lobi nanti 
mereka macam-macam lagi, kan kita perlu mendampingi di Paripurna. 

122. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kita break dan kita masuk lagi jam 15.00 WIB ya. 

123. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Pak saya tadi kan akan masuk satu saja, karena mungkin saya akan ... , tadi Pak, ya. 
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124. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ini belum ditutup Pak Jadi begini, kita nanti buka Paripurna jam 14.00. Kita akan 

lapor sementara itu kita di sini juga break tapi jam 15.00 kita mulai lagi, begitu ya. 
Sebelum kita tutup Pak Amru menyampaikan sesuatu. Silakan. 

125. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Enggak, pendapat saya tentang komisi konstitusi tadi. Sebenarnya kalau kita baca 

Undang-Undang Dasar juga tidak ada nama BP MPR, Badan Pekerja itu tidak ada. 
Adanya di Tatib. Artinya kalau sekarang ini kata Konstitusi itu dibentuk di.. .. , ini juga 
tidak salah seperti kalau DPR membentuk Pansus, ya. Artinya kita juga bisa menambah 
pasal daripada .... 

(Rekaman Terputus) 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB 

SKORS DICABUT PUKUL 14.30 WIB 

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing 

KETOK1X 

Ya, walaupun tidak diatur dalam Tata Tertib sudah jelas. Tapi ini satu 
kepemimpinan yang kolektif. Kami ingin supaya nanti tetap seperti yang .... , waktu yang 
dulu. Itu bisa kita ... , pimpinan rapat itu tidak dilakukan hanya oleh Ketua, tapi gantian 
begitu, dulu juga begitu, sebelumnya juga begitu. Saya rasa ini sesuai dengan prinsip 
keadilan, gotong royong. 

Nab, tapi itu nanti perlu diatur lebih lanjut karena mungkin saja jumlah waktu 
rapat yang ada. Mungkin lebih sedikit, dari jumlah pimpinan. Jadi alasan jumlah 
Pimpinan, jangan memperpanjang hari rapat. Kita lihat di jadwal ini, kita sebenarnya 
mempunyai adalah ini yang pertama, yaitu minggu yang kedua. Yang pertama yang kita 
punyai sesudah agak memanjang pembicaraan yang harusnya terjadi kemarin dan tadi 
pagi, pertama. 

Kemudian besok kita punya dua kali, jadi tiga kali. Lusa kita punya dua lagi, jadi 
lima. Dan hari Rabu kita punya dua lagi, jadi tujuh. 

Tujuh ini kelihatannya masih harus kita kurangi untuk membentuk penyusunan 
laporan dan persiapan laporan. Jadi tinggal enam, enam waktu rapat. lni yang normal. 
Sekiranya ada misalnya oh ternyata kita perlu ... , sorenya kita pakai atau malamnya kita 
pakai, ya kesepakatan kita. Tapi sekarang yang kita punya enam plus satu. Jadi satu itu 
harus kita save untuk penyusunan laporan dan pengesahan laporan. 

Sedangkan ini tadi saya katakan pimpinannya ada sembilan. Jadi harus ada 
misalnya satu kali rapat itu dipimpin berdua begitu, atau begitu. Dan juga mungkin ... , 
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enggak tahu baiknya apakah sekaligus semuanya dijejer di depan, atau cukup tiga-tiga 
saja, dijejer tiga-tiga saja ya, nyiur melambai. Nah kalau itu satu anu ya ... , bisa 
disepakati ya bahwa ini nanti kita pimpinan secara kolektif, bergantian begitu. 

127. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Sebagai catatan Ketua. 

128. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya. 

129. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Kami setuju, secara bergantian. Cuma kami mohon setiap acara itu semuanya 

hadir. Ini ada pengalaman kita, nanti Ketua ini mimpin lain lagi, diambil alih lain lagi, ini 
semuanya sama, itulah kolektifnya. 

130. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Manis sekali, sebagaimana biasa, Pak Patrialis itu tampil manis. Jadi begitu Pak 

ya, kita bisa disepakati demikian. Jadi kita walaupun bergantian tapi semua kita tetap 
hadir. Itu yang pertama ya. 

Yang kedua, mengenai jadwal. Di sini ada hal yang mungkin, sekaligus saja saya 
ambil alih dari pembicaraan-pembicaraan lintas Fraksi, sebagai memperkaya bahan. 

Pertama, adalah bahwa kita ingin supaya pembicaraan ini bisa kita lakukan 
sekaligus mencakup dua hal. Satu kita membicarakan hasil-hasil dari Badan Pekerja, 
dan kemudian kita membicarakan juga perkembangan yang terakhir setelah Badan 
Pekerja selesai dengan pembicaraannya. Yaitu perkembangan-perkembangan perlunya 
suatu mekanisme untuk memperbaiki, menyempurnakan perubahan-perubahan yang 
dilakukan sebagai bagian daripada hal yang kita bisa sepakati, bagaimana begitu? Itu 
sebagai satu paket 

Di mana kami menyarankan bahwa kita memang sediakan waktu secara cukup 
untuk menyelesaikan hasil-hasil daripada Badan Pekerja. Dan untuk juga 
menyelesaikan ... , katakanlah mekanisme kita untuk membersihkan, menyempurnakan, 
melakukan perubahan-perubahan yang ... , sehingga dia menjadi lebih ... , katakanlah 
lebih baik lagi begitu. Itu pertama yang ingin kami sampaikan. 

Kemudian, materi-materi yang hasil dari Badan Pekerja ini, apa yang tertulis di 
sini, ini tidak sepenuhnya nanti sama dengan perkembangan realitas yang ada. Karena 
apa yang tertulis di sini, ini merekam laporan tanggal 25 Juli 2002. 

Sementara itu antara tanggal 25 ke sana sudah mulai ada pendekatan
pendekatan. Sehingga walaupun kita menggunakan ini, tetapi tentunya apa-apa yang 
secara lintas Fraksi kita sepakati atau kita pahami bersama, itu otomatis barangkali 
dianggap bagian daripada materi-materi itu. 

Kemudian yang ketiga, di antara materi-materi itu, ada yang memang kita 
sudah ... , semenjak mungkin berbulan-bulan yang lalu atau terakhir, telah kita sepakati. 
Kita .... , kalau seperti waktu kalau ujian waktu di SMP atau di SMA, atau di perguruan 
tinggi, kita selalu ambil modal dulu dengan yang sudah selesai. 

Pertanyaan-pertanyaan mudah kita save dulu untuk dapatkan modal gitu. Baru 
kita masuk kepada yang belum ada ... , katakanlah masih ada alternatif. Gitu bahasa 
terangnya. Sehingga kita bisa punya waktu yang lebih luas untuk membahas hal-hal 
yang memang kita mungkin masih memerlukan pendekatan, kesepakatan di sana-sini 
materi-materi itu. Jadi segala sesuatunya menjadi lebih proporsional begitu. 

Kemudian ... , ini sekaligus beberapa hal nanti satu persatu kita ulang kembali. 
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Kami berharap bahwa ini adalah pembicaraan tingkat dua, Komisi ya. Tingkat satu 
adalah BP. Tingkat dua pemandangan umum, tingkat tiga, Komisi, tingkat empat nanti 
Paripurna. Artinya tingkat yang sudah lebih lanjut. 

Kami berharap supaya waktu pembicaraan di Pleno, anggota ... , walaupun ini 
tingkat tiga masih ada kesempatan untuk membicarakannya. Mungkin akan berbeda
beda. Tetapi pada waktu soal yang sudah kepada ... , bagaimana sebaiknya kita 
mengambil sikap? Kami tentunya akan meminta kepada Fraksi-fraksi untuk lebih 
konvergen Tetapi tetap hams diberi..., kesempatan diskusi pada tingkat komisi 
memang selalu hams dimungkinkan. 

Bahkan di tingkat Pleno itu, pemandangan-pemandangan atas nama Fraksi itu 
masih mengandung unsur-unsur demikian, begitu. Sehingga nanti kita bisa maksimum 
lah begitu kita hindari kejadian pada waktu Komisi A tahun 2001, di mana kita sepakat 
untuk membawa ke Paripurna apa adanya yang memang masih ... , seperti yang kita 
ketahui bersama. Lebih dari itu, kita mungkin bisa mencapai hal-hal yang memang 
Komisi ini secara jelas posisinya begini-begini, begitu-begitu. 

ltu beberapa hal yang ... , yaitu nanti kita ... , atau begini..., begini-begini. Ini baru 
saya mengantarkan topik-topik yang ingin kita lobi. Sekarang kami ingin kembali satu 
per satu kita sepakati dulu. 

Yang pertama, adalah tadi itu. Bagaimana kita membagi waktu dan 
kepemimpinan rapat, itu sudah ... , ya sudah selesai. 

Kemudian, apakah kita akan memberi waktu yang cukup untuk ... , baik materi 
yang menyangkut hasil Badan Pekerja maupun perkembangan terakhir yang kita 
bersama, lintas Fraksi juga tahu tentang mekanisme penyempurnaan, penyelasaran 
terhadap perubahan-perubahan yang ada sebagai bagian yang merupakan 
pembicaraan kita. Ini kami ingin ... , supaya kita punyai kesepakatan dulu. 

Menurut hemat kami karena kita beberapa kali ketemu, sepakat ini, tapi 
persisnya justru nanti didiskusikan. Persisnya bagaimana, bentuknya bagaimana, 
kerjanya kapan itu? Tapi bahwa ini dibicarakan dalam lintas Fraksi, saya rasa sudah ... , 
sudah kita sama-sama sepakat Tetapi kan perlu dibawa ke dalam forum resmi begitu. 
Bisa demikian? Ya. 

131. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Tadinya, kita menyangka bahwa persoalan yang diajukan kita bicarakan adalah 

lima hal yang belum selesai di Badan Pekerja. Tapi ternyata sebelum itu kita mulai 
sudah berkembang bermacam pikiran, yang saya kira semuanya memang hams 
dituntaskan. 

Saya ingat bahwa pada Komisi A tahun yang lalu ada acara pengantar 
musyawarah. Di mana Fraksi-fraksi mengemukakan pokok-pokok pikirannya. 
Tampaknya dalam acara yang sekarang tidak ada itu, atau memang ini sudah dianggap 
tidak ada? Tapi, makanya ini akan saya ... , apa memang itu nanti akan kita adakan? Apa 
langsung kita menuju pembicaraan. Sehingga para anggota langsung sebelum Fraksi
fraksi masing-masing mengemukakan. 

Barangkali itu yang perlu juga kita sepakati. 

132. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pimpinan! 
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133. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Ya silakan. 

134. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih. 
lni membantu Pimpinan atau membantu diantara Pimpinan ya. 
Pertama, kalau kami memandang sifat dari materi itu tiga. 
Sifat pertama yang memang terumuskan alternatif, seperti yang baru 

disampaikan oleh Pak Kiai tadi ada beberapa alternatif, tujuh point alternatif itu. 
Meskipun beberapa bagian sudah ada titik temu. 

Kemudian yang kedua, ada yang sudah sama, tapi sebenarnya masih menyimpan 
pertanyaan-pertanyaan besar. Contoh saja Pasal 37 Ayat (5) misalkan. Itu sifat dari 
lima, sifat dari draf yang ada. 

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan perkembangan setelah tanggal 25, 
seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. 

Nah dengan tiga sifat itu lah yang mungkin nanti akan di bahas di dalam 
Paripurna Sidang Komisi. Terhadap tiga masalah ini, saya mengusulkan sebetulnya dari 
pasal yang pertama itu sampai yang aturan peralihan, digolongkan empat. Yang 
pertama masalah kenegaraan plus DPA, tentunya DPR, MPR, pemilihan Presiden 
langsung. 

Kemudian Keuangan dan Ekonomi, artinya 23D dan Pasal 33 ya. 
Kemudian Pasal 29, tentunya Agama, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. 
Dan yang terakhir adalah Aturan Peralihan, A tu ran Tambahan, dan Pasal 3 7. 
Nah, dari situ, ini kita memberikan masukan saja terserah Pimpinan, bisa dari 

Pimpinan membagi empat pengelompokan itu sehingga memimpin apa itu? Sudah bisa 
dibagi. 

Kemudian di-plot pada enam plus satu tadi yang ada waktu itu? Sehingga nanti 
pengelompokan pertama memakan waktu, katakan dua kali pertemuan. Untuk yang 
Ekonomi dan Keuangan satu kali pertemuan. Pasal 29, Pendidikan dua kali pertemuan, 
yang lain dua pertemuan hingga pas. Ini cara kira-kira, menghantarkan bagaimana? 

Kemudian kalau bisa dikurangi satu lagi seperti usulnya Pak Kiai Nadjih tadi, ada 
satu momen, satu waktu untuk melakukan pengantar musyawarah di antara Fraksi. 

Ini saya memberi masukan dari substansi, dari mekanisme serta isi dari sidang 
persidangan. 

Terima kasih. 

135. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik sebelum dilanjutkan, kami lanjutkan, kami ingin kembali kepada fokusnya. 

Masih pada ... , bahwa kami menawarkan kita itu akan membicarakan memberi waktu 
kepada materi seperti yang anda sampaikan, dan kepada mekanisme yang berkembang 
sesudah 25 Juli. Itu bahwa kita akan alokasikan waktu, dua-duanya dapat waktu, itu 
dululah. Saya rasa bisa ya. Toh mencakup semua artinya mencakup semua hadir. 

Silakan Pak 

136. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Terima kasih Pak 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara-Saudara, saya kira tugas Pimpinan Komisi A, itu adalah untuk mencapai 

konvergensi. Tidak boleh lagi..., apa namanya kita membuka lagi. Sebab ... , dan 
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konvergensi itu sebetulnya sudah ada di situ. Bahkan yang tanggal 25 Juli timbul keluar 
pun itu juga yang ada di dalam ... , yang sudah diputuskan di sini. 

Jadi, seperti kita ketahui waktu kita menyusun ini, itu kan prosesnya itu ada yang 
namanya pembahasan, kita semua membahas. Sesudah itu ada perumusan, kita 
merumuskan. Sesudah itu akan sinkronisasi. Pada waktu sinkronisasi kita sudah minta 
pandangan Ketua Fraksi masing-masing. 

Waktu finalisasi, kita pakai minta penanggungjawab kelompok politik yang ada 
di Indonesia ini ikut sama-sama memikirkan. DPP ikut turut merumuskan sampai 
akhirnya yang tadinya katakanlah banyak, hingga empat masalah kalau saya lihat. 

Nah jadi ini saya pikir, kalau dalam empat hari ini, kita akan memulai suatu 
proses lagi, membuka, proses sudah berjalan, mengumpulkan seluruh cara dan tingkat 
sudah ambil keputusannya. Saya khawatir kita akan mengalami kesulitan. Jadi pokok 
tetap ini, yang peristiwa sesudah 25 Juli itupun saya kira karena tepat lima pasal yang 
masih terbuka itu. 

Jadi saya tetap ini saja yang dipegang Pak Ketua, kalau tidak? Tidak konvergen, 
kita akan sulit 

137. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Baik, terima kasih. 
Sebelum Pak Hamdan, begini, maksud kami ya ini, tetapi kita bicara ... , terangnya 

saja membicarakan bila mengenai komisi konstitusi itu secara ... , itu maksudnya. 
Silakan Pak Hamdan. 

138. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kami langsung saja. Kami mengusulkan kita perlu menyepakati urutan-urutan 

materi yang kita bahas dalam rangka Sidang Komisi ini. 
Kami mengusulkan yang paling penting adalah, kita menyelesaikan pasal-pasal 

yang terkait dengan perubahan ketiga yang lalu yang tidak selesai. Jadi itu yang paling 
penting kita selesaikan. Oleh karena itu, itu kita dahulukan, dalam hal ini adalah Pasal 2 
Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4). Kemudian Pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 
Jadi ini dulu yang kita tuntaskan, mengingat waktu kita yang agak pendek. 

Kalau ada waktu setelah itu, kita susun yang lain-lain, pasal-pasal yang lain. 
Kemudian kita bicarakan terakhir masalah apa yang berkembang, yang orang sebut 
dengan komisi konstitusi. 

Jadi kami mengusulkan agar empat itu dulu yang kita bisa selesaikan, habis itu 
pasal-pasal yang lain. Karena apa? Kalau empat ini atau paling tidak dua, itu tidak 
selesai maka akan menangguhkan pelaksanaan dari seluruh rangkaian pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar ini. Jadi itu rangkaian satu kesisteman, memang ... , kalau itu 
tidak disahkan maka ada sistemnya yang tidak jalan. Terima kasih. 

139. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Lanjutkan ini Ketua. 

140. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kami bagi dulu, kami bagi dulu kepada Pak. .. , kalau ini kami catat saja dulu deh 

ya. J adi Pak Fahrni, Pak Zainal, Pak Amru, Pak Patrialis, Pak Zain, Pak Sis, Pak Slamet, 
Pak Asnawi. Ini sudah Pak Slamet, Pak TNI sudah, Pak Seto. Jadi demikian, dan kiranya 
kita fokus lah itu ya. Silakan Pak Fahrni. 
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141. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Barangkali ada dua hal yang perlu kita sepakati. Pertama tentang metode kita di 

dalam menjalankan aturan organize, pembicaraan teknis Komisi A. 
Metode yang kami usulkan adalah pertama, yang kita pegang atau jadi bahan 

dasar kita adalah rancangan, yang ada pada kita masing-masing .... Itu yang jadi bahan 
pokok kita, materi pokok kita. 

Yang kedua, usulan-usulan yang berkembang dalam konteks penyempurnaan 
proses amendemen. 

Itu dua hal sebagai bagian dari yang akan kita rumuskan. Kemudian 
pertanyaannya mekanismenya bagaimana? Mekanismenya ini adalah pertama, di 
dalam rancangan ini kita harus menyatakan mana yang kita anggap kita sepakati 
bersama secara resmi artinya pada tingkat Komisi, pasal-pasal mana yang sudah kita 
sepakati. 

Sebagai contoh misalnya Pasal 2 Ayat (1) misalnya, itu kita sepakati dalam 
laporan, misalnya sudah disepakati, ini misalnya. Atau yang lebih gampang lah 
misalnya pasal yang mana gitu, Pasal 16 misalnya. 

Kemudian yang secara informal kita sepakati, itu yang tadi disebut Pak Zain, itu 
yang secara informal kan kita sepakati, itu misalnya. 

Kemudian kita bahas yang belum secara resmi kita sepakati ada yang menyebut 
empat, ada yang menyebut enam, tujuh. Saya bersepakat menganggap yang belum ok 
adalah cuma empat, 29 Ayat (1) dan (2), lalu 2 Ayat (1), kemudian 31 dan 23D, 
umpamanya dari sudut pandang yang kami lihat? Tapi kalau ada teman yang 
mengatakan ada lima item, ya kami diam saja. 

Lalu kemudian yang memang perlu kita sepakati, sebagai kelompok dari usulan
usulan penyempurnaan proses amendemen ini. 

Kemudian mekanisme berikutnya yang perlu kita sepakati, putaran pembicaraan 
sebagai usul..., tadi saya disuruh Slamet TNI/Polri ini. Sebaiknya memang, sebagaimana 
yang dahulu juga Saudara Jakob pimpin pada tahun-tahun yang lalu, 2001, 2000 dan 
seterusnya. Kita beri putaran bebas saja sekali misalnya, kalau memang ada lagi, kasih 
lagi putaran kedua ya itu selesai. Nah putaran terakhir adalah pendapat Fraksi begitu. 
Tapi kalau umpama pada putaran pertama sudah selesai, ya sudah Fraksi, tidak hams 
dua putaran Saudara Pimpinan. Kalau satu putaran ini dianggap oke, ya sudah. Putaran 
berikutnya pendapat Fraksi begitu. 

Nah kemudian itu, sebagaimana secara teknis biasa kita lakukan, lalu Sekretariat 
menayangkan lah itu di depan kita. Maka itu nanti kepada Sekretariat paling kurang 
ada satu layar lebar atau dua layar lebar di depan kita tertancap dan kemudian kita 
saling mencatat atau kalau perlu langsung di-print, kita dikasih begitu. 

Itu saja Saudara Ketua. 
Terima kasih. 

142. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Fahrni. 
Pak Zainal silakan. 

143. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Sama dengan rekan-rekan yang lainnya saya kira. Di mana memprioritaskan hal

hal yang ada hubungannya dengan sistem. Tapi di samping itu juga ada sedikit catatan 
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yaitu mengenai kalau hal-hal yang menurut kita sudah bisa kita sepakati, itu 
didahulukan sehingga sudah ada produk daripada komisi kita begitu. 

Tapi kalau sekiranya itu kemudian itu masih menjadi persoalan yang sudah kita 
kerucutkan tadi, kita kembali kepada yang kita prioritaskan adalah menyangkut soal 
sistem. 

Kemudian soal mekanismenya, soal bagaimana keputusan itu diambil, kami 
setuju dengan usul dari Golkar, di mana dua putaran itu adalah untuk anggota. Karena 
memang di dalam Fraksi kami juga banyak ragam pendapat Jadi kami memang 
mengharapkan betul ada dua putaran untuk anggotanya. 

Terima kasih Pimpinan. 

144. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Zainal. 
Silakan Pak Amru. 

145. Pembicara: Amru Al Mutasim (F-KB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saya kebetulan bukan anggota PAH. Tetapi saya anggota setia Komisi A di 

perubahan satu, dua, tiga. Saya anggota setia, dan sampai jam setengah empat pagi juga 
turut. Yang ingin saya sampaikan, mekanisme atau pemikiran kita, penyelesaian 
masalah ini. Jangan menjadi mutlak, apa yang terjadi di PAH, apa yang dilintas Fraksi 
mutlak menjadi Sidang Tahunan ini. 

Jadi di Sidang Tahunan ini yang menentukan sah tidaknya suatu Undang-Undang 
Dasar. Karena itu saya inginkan, mohon maaf Pak Pimpinan, jangan bawa-bawa di 
resmi pendapat lintas Fraksi. Yaitu di lintas fraksi itu saja tapi di forum semacam ini 
saya kurang sependapat kalau dikemukakan. Itu yang pertama. 

Yang kedua, tentang mekanisme. Mekanisme itu tentunya disampaikan oleh 
Fraksi sebagai pengantar, pengantar musyawarah. Apa isi pengantar musyawarah 
tentunya menyangkut dua hal, apa yang telah disepakati dan belum disepakati. Yang 
selama ini dibahas di dalam masyarakat, dan apa yang berkembang dalam masyarakat. 
Itu terserah Fraksi masing-masing. 

Jadi saya mengharapkan Fraksi diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapatnya, apa yang telah disepakati dan belum disepakati di dalam PAH. Dan apa 
pikiran-pikiran masyarakat yang di-adopt oleh masing-masing Fraksi. Dan itu harus 
kita diskusikan dan kita selesaikan bersama-sama, jalan mana itu. Dan saya juga 
sependapat ada dua kali putaran. 

Terima kasih. 
Wassa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

146. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Amru. 
Berikutnya saya persilakan Pak Patrialis Akbar. 

147. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih Ketua. 
Jadi menyambung dari Pak Amru, dan Saudara Hamdan tadi. Jadi kami sangat 

setuju bahwa untuk prioritas utama, kita mendiskusikan tentang masalah-masalah 
yang bersifat "kesinambungan" dan ada kaitannya dengan pasal-pasal yang kita anggap 
masih "tergantung". Karena kalau itu tidak selesai maka persoalan itu justru akan 
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disentuh, seperti misalnya MPR, pemilihan Presiden langsung, Aturan Peralihan dan 
Aturan Tambahan. 

Yang kedua, setelah itu selesai, ada bahan-bahan kita yang masih bersifat 
alternatif. Di dalam rumusan selain dari yang tadi, itu untuk yang kedua. Karena itu 
berdiri sendiri, tidak ada kaitan. 

Yang ketiga, baru kita membuka diskusi masalah-masalah, bahan-bahan lain 
yang sebetulnya sudah kita sepakati di BP MPR ini. Tapi kita tetap bisa membuka 
peluang untuk mendiskusikan lagi, sehingga apa yang dikatakan Pak Amru tadi paling 
tidak itu juga menjadi risalah. 

Namun demikian, kami berharap sebaiknya Pak Ketua nanti memberikan sedikit 
highlight atau capita selecta terhadap persoalan-persoalan ini. Sehingga ketika 
pembahasan dilakukan di..., atau masukan-masukan yang ada di Komisi A itu, kawan
kawan kita yang kebetulan belum mempunyai kesempatan mempelajari dengan baik, 
berarti bisa paham. Jadi tidak serta merta, mereka mengajukan itu karena memang 
tidak mengetahui sama sekali bagaimana latar belakang persoalannya. Jadi ini Ketua 
agak berat tugasnya mungkin. 

Kemudian, mengenai pengantar musyawarah. Kami sebetulnya setuju pengantar 
musyawarah, akan tetapi sebaiknya pengantar musyawarah ini kita sampaikan saja 
secara tertulis. Jadi tidak lagi kita bacakan, karena prinsip-prinsip dasarnya itu juga 
sama dengan pandangan umum yang sudah kita lakukan di Paripurna. Kalau ada 
masalah-masalah nanti yang memang ingin kita jemput, boleh kita sampaikan bahwa 
kami sudah ada di dalam bahan pengantar musyawarah kami. 

Kemudian, selanjutnya Ketua, yang sudah kita ... , ini masukan kami, yang sudah 
kita amendemen sebaiknya meskipun nanti ada kesempatan untuk mendiskusikan lagi 
hal-hal lain tadi. ltu yang sudah diamendemen kami minta untuk tidak kita amendemen 
lagi. 

Kemudian materi-materi yang belum dimasukkan sama sekali dan belum pernah 
kita bicarakan sama sekali, sebaiknya itu kita tidak usah bicarakan, karena itu akan 
menambah masalah-masalah baru. 

Sedangkan mengenai pola pengambilan suara, tentu memang kita menginginkan 
musyawarah tapi di sini kita tegaskan, kalau musyawarah tidak dapat, kita memang 
harus menganutPasal 37, 2/3 dari anggota. 

Kemudian terakhir, masalah jadwal tadi Pak Ketua. Saya khawatir ini memang 
harus kita tetap berikan catatan. Karena nanti kalau catatan itu tidak ada, ada yang 
berpikir kita voting. Jadwal kita memang sudah kita tetapkan namun kalau diperlukan 
bisa kita tambah, kita perpanjang, kalau perlu sampai pagi. Ini perlu. Kalau tidak nanti, 
wah ini belum disepakati. Nah kacau lagi kita kan. 

Saya kira begitu Ketua, terima kasih. 

148. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Patrialis, berikutnya Pak Zain, kami persilakan. 

149. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Terima kasih. 
Kami terpaksa untuk bicara karena namanya kolegial kalau belum sepakat, nanti 

dikira saya sudah sepakat dengan apa yang dikemukakan Pak Jakob. 
Yang pertama, saya kira ... , tadi ada wanti-wanti, apakah perlu kita menjawab 

masalah tata tertib? Jangan sampai, kita tidak menyinggung di sini lalu di sana mulai 
lagi. Apa? Jadi supaya tuntas lah. Kalau sikap kita bahwa tata tertib itu adalah Tap, Tap 
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itu di bawah Konstitusi. Kemudian kalau Konstitusi sudah mengatakan MPR ini juga 
berwenang mengubah Undang-Undang Dasar, Pasal 3 sudah kita sahkan pada 
perubahan ketiga, artinya Tap tunduk kepada Konstitusi, menyesuaikan diri. 

Banyak peraturan perundang-undangan kita yang diantar oleh Aturan Peralihan 
dari zaman Belanda yang masih sebut-sebut Ratu Belanda, tapi dipakai oleh Republik 
yang pakai Presiden, yaitu ditafsirkan menurut Konstitusi kita. Tetapi untuk tidak 
vakum, dia jalan. Kecuali kalau kita mengatakan ... , tata tertib menyebutkan bahwa ada 
sembilan Pimpinan, lalu kita bikin sebelas, itu Konstitusi tidak atur artinya kita sudah 
melanggar tatib. 

Jadi saya kira pemahaman-pemahaman ini bahwa sampai sekarang ini tidak bisa 
kita katakan MPR tidak ada wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, baik 
Undang-Undang Dasar lama maupun Undang-Undang Dasar Perubahan ketiga. Dan 
kewenangan itu ya kita sekarang lakukan. Kalau ada pertentangan tata tertib, ya tata 
tertib itu menyesuaikan dengan Konstitusi. Saya kira ini perlu ada. 

Kemudian kedua, masalah pengantar musyawarah. Kalau sebelas fraksi, 
walaupun sudah dibatasi sepuluh menit. Prakteknya kan lebih. Padahal pertama bukan 
saya ingin katakan bahwa banyak anggota tidak terlalu ingin menonjolkan peran 
Fraksi, tapi ya kita sudah tahu lah, sudah cukup Fraksi mengantar di PAH I, di 
pemandangan umum. Akhirnya mutar-mutar di situ kita habis waktu sebelas kali dua 
puluh menit. Dua belas. 

Kemudian tata cara pembahasan. Saya kira pertama kita tawarkan adalah yang 
menurut rancangan. Karena pegangan tentunya adalah rancangan. Bahwa tidak ada 
lagi perbedaan. Tidak ada perbedaan di sini, harus kita bedakan mungkin ada pasal 
yang benar-benar tidak ada perbedaan. Kalau toh diloloskan tidak ada masalah. Ada. 
Tidak ada perbedaan di dalam satu pasal untuk ayat tertentu tapi pada ayat lain masih 
ada perbedaan yang mungkin ada keterkaitan. Kalau tidak ada keterkaitan ya ayat itu 
diloloskan. Tidak ada masalah. Mungkin Ayat (2) di-drop nanti Ayat (3) naik Ayat (2) 
pada waktu akhir sinkronisasi misalnya. 

Kalau di dalam putaran kemudian yang kita anggap sebenarnya tidak ada lagi 
masalah ini. Lalu ada yang mempermasalahkan, Nah berapa putaran kita selesaikan? 
Lalu cara menyelesaikan bagaimana? Apakah itu digantung dulu kita lewati, atau kita 
selesaikan dengan cara apa? Voting apa? Atau ditunda pembahasannya. Lalu prioritas 
adalah pasal-pasal yang punya keterkaitan langsung dengan Perubahan ketiga, yaitu 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ya, Pasal 6A. Ini kita selesaikan dulu, sehingga benar-benar kita 
punya waktu untuk itu. 

Sehingga apabila kepepet waktu dengan pasal-pasal yang lain, mungkin kita akan 
menemukan cara penyelesaian. Apakah itu nanti diserahkan kepada komisi konstitusi? 
Apakah jadi perubahan tahun 2003? Tetapi yang utama adalah kita menyelesaikan 
pasal sisa untuk terlaksananya pemilu pada tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6A. 
Saya kira ini prioritas kita di dalam berbagai alternatif yang ada. Kalau masih ada 
waktu baru kita bicarakan lagi alternatif yang lain. Kalau tidak ada waktu, alternatif 
yang lain itu mau diapakan kita bicarakan lagi. 

Saya kira demikian Pak Ketua. 
Terima kasih. 

150. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Zain. 
Berikutnya kami persilakan Pak Siswono. 
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151. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua, saudara-saudara sekalian Pimpinan Fraksi. 
Ada tiga hal yang ingin kita bicarakan. Pertama, saya kira cukup jelas bahwa 

panduan materi untuk pembahasan komisi ini adalah materi yang sudah disiapkan 
Badan Pekerja sesuai dengan tugas Badan Pekerja mempersiapkan bahan-bahan untuk 
Sidang Tahunan, saya kira tidak ada persoalan-persoalan itu. Kemudian seperti yang 
dikatakan Saudara Ketua tam bah masalah-masalah lain yang berkembang setelahnya. 

Kedua, kami mengusulkan pada Sidang Komisi ini ada acara pengantar 
musyawarah dengan membatasi setiap Fraksi tidak lebih dari sepuluh menit secara 
zakeliyk, sehingga totalnya 120 menit. 

Pertimbangan ini kami ajukan karena peserta Sidang Komisi, walaupun mereka 
aktif di dalam fraksinya masing-masing belum tentu juga memahami posisi akhir dari 
masing-masing Fraksi. Ditambah yang lebih penting lagi, masalah posisi masing-masing 
Fraksi ini perlu diketahui oleh konstituen masing-masing. 

Dan ketiga, justru dengan pengantar musyawarah ini akan memudahkan 
pembahasan berikutnya. Yang ketiga kami sependapat saran Saudara Ketua tadi, 
pembahasan dimulai dari yang mudah terlebih dulu menuju kepada yang sulit. Dari 
yang sudah sepakat ke yang belum. Diambil dulu keputusan-keputusan yang kita sudah 
sepakati sekaligus proses itu akan lebih mempererat kebersamaan antara anggota
anggota Komisi mengenai proses pengambilan keputusan. Sedangkan mengutarakan 
hal-hal yang masih alternatif itu sulit dalam suasana yang baru saja muncul di dalam 
komisi, bisa justru membuat masalah jadi terlarut-larut. 

Ketiga hal ini yang kami sampaikan. 
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

152. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Sis. 
Berikutnya kami persilakan Pak Slamet Supriyadi. 

153. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semuanya. 
Kami dari Fraksi TNI/Polri, menyarankan seperti teman-teman terdahulu. Yang 

pertama di dalam membahas pasal-pasal yang sesuai dengan rancangan ini, mohon 
dimulai dari yang ringan-ringan dulu, yaitu pasal-pasal yang sudah disepakati pada 
waktu oleh Badan Pekerja. Yang tidak ada alternatif-alternatif yang sudah disepakati 
perlu diketok juga itu sebenarnya. 

Diketok satu persatu seluruhnya, terus kemudian meningkat kepada tahap kedua 
pasal-pasal yang ... , kalau kita lihat di dalam Panitia Ad Hoc pertimbangannya, misalnya 
sepuluh dibagi dua, sepuluh banding satu, dan sebagainya. Yang kelihatannya kok 
mudah diputuskan, barangkali untuk lebih memperlancar. Baru masuk kepada pasal 
krusial yang mungkin kalau bisa kita lihat di Pasal 3 Ayat (1), kemudian 6A Ayat (4), 
kemudian Pasal 29, dan sebagainya. 

Selanjutnya, kami menyarankan ada beberapa hal yang setelah kita sepakati 
pada waktu rapat di Badan Pekerja, PAH, pada waktu itu. Kita pernah menyusun 
adanya Tim Perumus. Jadi mohon untuk disiapkan, begitu dua kali putaran, kami setuju 
dua putaran. Dua kali putaran mandek, deadlock, bawa ke Tim Lobi. Lobi bawa ke Tim 
Perumus, siapkan Tim Perumus. Kami mohon komposisi dari Tim Perumus. Berapa 
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perimbangannya dari tiap-tiap Fraksi. Dan apakah memungkinkan Tim Perumus 
misalnya, kita pecahkan bawa sini bawa Tim Perumus satu. Kemudian bergerak lagi, 
membahas lagi, ketok lagi, lobi lagi, Tim Perumus dua. Ini Tim Pemmus satu belum 
selesai. lni apakah kira-kira disetujui adanya dua Tim Perumus sekaligus kita bekerja 
paralel, kalau menumt saya. 

Kemudian, selanjutnya kami menyetujui apa yang disarankan Pak Siswono. 
Pengantar musyawarah itu perlu Pak, tapi dengan alokasi waktu yang jangan terlalu 
banyak, mohon dibatasi. Jadi bukan seremonial, tapi langsung pada substansi. Kami 
lihat jangan sampai terjadi nanti, sikap apa yang disampaikan di dalam pengantar 
musyawarah, itu berlawanan nanti pada waktu pembahasan. Ini sering kali terjadi. Dan 
ini mohon nanti dalam mekanisme itu sudah mempakan suatu kekuatan. Itu nanti biar 
sinkron kepada selumh anggota. 

Saya ulangi lagi Pak J adi ini tadi kaitannya ini, hasil lobi, hasil Tim Pemmus ... , 
yang sudah disepakati oleh Fraksi-fraksi hendaknya tidak dianulir lagi pada saat 
pembahasan di dalam Pleno Komisi. 

Sebab kalau ini, bolak-balik begini bisa saja bembah. Enggak akan selesai-selesai. 
Hams ada kesepakatan. Apa yang sudah diputuskan oleh Tim Pemmus final. Karena, 
dia membawa mandat dari Fraksi itu. Di Pleno tinggal mengetok, ini kalau disepakati 
Pak 

Di Pleno Komisi Pak, Pleno Komisi maksud saya. 
Apabila ini sudah tidak bisa, baru nanti kita pikirkan kemudian apakah kita 

mengambil dua alternatif ataukah bagaimana? Untuk selanjutnya kalau mungkin, kalau 
kita lihat dari kemarin pemandangan umum selumhnya sudah sepakat bahwa kita 
hendak menyelesaikan agenda Perubahan keempat ini pada tahun ini juga. 

Jadi kami mohon waktu yang ada ini hanya tujuh kali rapat lni kan mepet sekali. 
Oleh karena itu, kita hams punya record delegasi yang konon yang cukup kuat bagi Tim 
Pemmus. 

Yang terakhir, kami mohon, menyarankan untuk komisi konstitusi dialokasikan 
waktu untuk diagendakan. Karena itu sudah menjadi wacana pada waktu 
pemandangan umum kepada semuanya sudah minta pembatasan. Mau diapakan nanti 
hasil perubahan satu sampai dengan empat ini. Jangan sampai nanti kita sudah di sini, 
sudah diketok, waktunya sudah habis. Diberlakukan nanti mau apa ini? Diberlakukan 
kapan perubahan-pembahan ini? 

Jadi ini hams ada waktu diagendakan. Oleh karena itu, konsekuensinya 
barangkali seperti yang disampaikan oleh Bang Patrialis Akbar. Kita perlu ekstra 
tambahan waktu Pak? Apakah acara yang malam dipakai ataukah mungkin dari 
kesepakatan kita misalnya apakah ... , bukan diundurkan Sidang Umum, tahunnya nanti 
ditambah jadwalnya. Tidak. Tapi yang jelas mungkin kita perlu ekstra waktu. 

Demikian Pak. Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

154. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Slamet. 
Pak Asnawi kami persilakan. 

155. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota Fraksi. 
Saya to the point saja. Pertama mengenai mekanisme pembahasan materi yang 

Perubahan UUD 1945 383 



sumber utamanya adalah dari rancangan yang pasti sudah dipersiapkan oleh Badan 
Pekerja. Oleh karena itu, karena kemarin di dalam pemandangan umum, itu hampir 
secara umum sudah disebut oleh fraksi-fraksi, supaya kita tahu ........ Dan saya tahu 
betul. 

Kemudian mengenai putaran saya setuju usulan tadi, putaran itu dua kali saja 
lah. Setelah itu baru kita ambil fraksi. Kalau ada hal-hal yang macet, itu saya setuju ada 
lobi. Jadi belum pada Tim Perumus, dilobi. Sebab nantinya saya kira secara kolektif saja 
rumusan itu diambil. Kecuali dalam hal-hal yang sudah tidak perlu dirumuskan lagi 
seperti pasal-pasal yang sudah oke. 

Kemudian prioritas. Pengalaman memberikan pelajaran bagi kita dengan 
menyelesaikan yang mudah-mudah, yang sebetulnya itu masih hutang seperti bendera 
segala itu kan ya. Sehingga hal-hal yang prinsipiil itu terbengkalai. Ini sudah dua kali 
kita Sidang Tahunan ini, yang terakhir adalah 2001. 

Misalnya Pasal 1 Ayat (2), atau Pasal 2 Ayat (1). Apabila ini tidak diselesaikan 
percuma saja kita menyelesaikan yang lain-lain, sebab ini menyangkut hal pelaksanaan 
pemilu 2004, dan pelaksanaan mempersiapkan 2009, dan sebagainya. 

Oleh karena itu saya menggarisbawahi beberapa kawan yang bicara tadi, 
supaya prioritas itu pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), kemudian 6A Ayat (3). Saya 
kira kalau itu sudah selesai. 

Misalnya ini pahitnya ya, tidak terselesaikan pasal-pasal lain, toh bisa berjalan. 
Apakah nanti diserahkan kepada yang namanya komisi konstitusi. Dengan kita 
membubuhi tugas itu di dalam Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan, itu soal kedua. 
Tetapi ini yang penting Pak. 

Sekali lagi saya sampai teriak dulu itu ketika dibatalkan tidak di-voting itu. Sebab 
ibarat bolak-balik saya katakan, ibarat bikin kereta api gerbongnya sudah jadi, 
lokomotifnya belum ada. Sebetulnya kita enggak punya lokomotif. 

Sekarang ini, lokomotifnya kalau bisa musyawarah mufakat seperti anjuran lbu 
Presiden kemarin, tetapi kalau tidak? Ya bagaimana lagi ini, lembaga ini lembaga 
politik. Gunakan Tata Tertib di Pasal 24. Sehingga dengan demikian tiga pasal, dua 
pasal, tiga pasal, 6A itu selesai baru kita bicara hal-hal yang mudah ini, yang mudah
mudah tok-tok seperti usulannya Pak Slamet tadi, yang mudah-mudah, yang sudah ok 
dan tidak ada alternatif diketok semuanya. 

Baru setelah itu bicara yang alternatif pasal-pasal menyangkut Pasal 23D itu 
alternatifnya enggak berat menyangkut ke Bank Sentral. Kemudian Pasal 29 
menyangkut Agama, Pasal 31 menyangkut hal Pendidikan. 

Apabila ini tidak pun misalnya anda kembali kepada naskah lama, itu tidak ada 
mengganggu itu. Tetapi kalau ini tidak diselesaikan, mengganggu. 

Terima kasih. 

156. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Asnawi. 
Berikutnya kami persilakan Pak Seto, silakan. Cabut, terima kasih Pak Seto. Jadi 

saya sudah minta kepada Sekretariat untuk memberitahu Sidang Pleno bahwa kita 
belum selesai. Jadi mereka mohon menunggu sedikit lagi, begitu. 

Berikutnya Pak Hamn kami persilakan. 

157. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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Ini barangkali kita untuk melalui mekanisme dalam proses nanti, terutama dalam 
pengantar musyawarah cukup rumit Putaran kedua dilakukan, dua kali putaran 
maksudnya. Dan kalau itu juga belum ada, kita usahakan lobi. Lobi juga tidak, tentunya 
kepada perumusan. Setelah selesai perumusan masuk ke Pleno Pendapat Akhir, ini 
selesai. Untuk mekanismenya, kira-kira begitu seperti, tahun-tahun yang lalu. 

Yang kedua, lalu kami sampaikan masalah voting. Memang voting itu jangan 
cuma di Tatib. Di Undang-Undang Dasar itu diatur kok itu. Pasal 2 Ayat (2): 
Pengambilan keputusan dengan cara suara terbanyak. 

Khususnya saya sebagai Utusan Golongan, tentu menghendaki ini ada 
musyawarah untuk mufakat. Tapi andai kata juga tidak, terpaksa harus ada voting. 
Tentu kita minta dalam Rapat Pleno. Karena Rapat Pleno itulah keberadaan dari 
seluruh fraksi ada di Paripurna. Sekarang kan masih enggak seimbang jumlahnya 
masing-masing. Kata orang tua demokrasi itu mesti sabar, katanya. Sabarlah di Pleno, 
kalau kita mau dihabisi. Kan begitu? 

Enggak supaya ... , supaya jelas. Supaya ntar semangatnya di Komisi mau dihabisi. 
Sabar saya bilang. Tunggu saja ... Kalau dipotong ntar dulu Pak, supaya saya ... motong. 

Jadi itu berangkat dari posisi soal voting. Tapi Ibu Mega sendiri kan kemarin 
bilang kalau Undang-Undang Dasar ini tidak layak dibikin voting begitu. Jangan merasa 
masing-masing pintar sendiri kan begitu. Nih coba lah untuk dirumuskan hal semacam 
itu. Sehingga kita menyelesaikan itu dengan baik. Kita siap musyawarah, siap voting. 
Begitu pun kalau boleh saya minta jangan di komisi karena anggota kita tidak di situ 
semua. Jadi kalau nanti di Rapat Pleno voting, kita siap. 

Jadi jangan mengubah Tatib, Undang-Undang Dasar juga dua-duanya 
menentukan. Segala putusan kita diambil dengan suara terbanyak. Tapi lbu Presiden 
mengingatkan, ini Undang-Undang Dasar ini menyangkut kepentingan bangsa, hukum 
dasar. Nah tentunya, bisa juga kita kembali bahwa yang sedikit itu belum tentu salah. 
Dan tentunya kita coba jadi arif dan bijaksana untuk semua itu. 

Demikianlah kami mengingatkan. Sebab kalau saya minta bicara dianggap 
pokoknya setuju saja voting di mana ... , di Komisi. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum. 

158. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Silakan Pak Slamet 

159. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf (F-PG) 
Terima kasih. 
Saya mau singkat saja, jadi yang pertama seperti tadi yang dikatakan Pak Asnawi 

belajar dari masa yang lampau, sebaiknya kita urus satu persatu. Karena tidak ada 
jaminan yang di sini sudah apa? Sudah modus pun, tidak dipersoalkan oleh para 
anggota. 

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pembicaraan dan kemudian 
penyempurnaannya. Saya kira yang pertama, pembicaraan. Saya kira adalah floor dua 
kali. Itu kalau memang diperlukan dua kali, kalau satu kali memang lebih baik. 
Kemudian dilanjutkan oleh sikap fraksi-fraksi. Itu disampaikan oleh masing-masing 
juru bicara Fraksi. 

Kemudian yang dinamakan perumusan. Menurut kami yang dimaksud dengan 
perumusan adalah perumusan di akhir. Itu. Di akhir itu dibentuk apa ... , Tim Perumus. 
Itu yang saya kira akan menghasilkan semacam laporan akhir yang barangkali di situ, 

Perubahan UUD 1945 385 



barangkali, segala kepentingan-kepentingan itu sudah jelas. Itu alternatif pertama. 
Tapi memang tentang perumusan bisa saja pada setiap ayat yang kita bicarakan, 

itu bisa saja diselesaikan, dalam arti bahwa sore hari setelah apa ... , setelah kita selesai 
membicarakannya, itu masuk Tim Perumus. Itu bisa saja. Itu pilihan-pilihan. Tapi saya 
cenderung untuk Tim Perumus adalah pada akhir. Kemudian di perjalanan kita 
gunakan waktu itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan antar fraksi apabila ada 
perbedaan-perbedaan. 

Saya kira itu Pak Jakob. 
Terima kasih. 

160. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Ya tapi sesudah ini kami menawarkan kesimpulan. 

161. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Hanya mengingatkan waktu saja Pak Jadi manajemen waktu daripada 

pembicaraan. Jadi kalau pengantar musyawarah itu apa ... , yang dianggap sudah cukup 
dengan pengantar pendapat akhir Fraksi di PAH I, PU semua. Hanya kami akan 
berputar di em pat pasal itu saja. Jadi.. .. 

Lalu kemudian yang kedua, putaran pertama, kedua itu, kalau 25 orang saja mau 
diatur berapa menit, coba waktunya. Jadi tolong Pimpinan mengatur manajemen waktu 
dalam putaran pertama, putaran kedua berapa orang. 25 orang atau berapa orang. 
Baru fraksi, 12 fraksi. Supaya kita betul-betul memanfaatkan substansi yang dapat 
disimpulkan. 

Terima kasih. 

162. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Ali Hardi. 
Sebelumnya Pak Antonius Rahail kami persilakan. 

163. Pembicara: Antonius Rahail (F-KKI) 
Terima kasih. 
Yang pertama, kami setuju pengantar musyawarah dan ... , ya waktunya mungkin 

bisa diatur, bisa sepuluh. Kami usulkan bisa lebih dari sepuluh menit dan kita harapkan 
pendirian Fraksi sudah bisa disampaikan di situ. 

Yang kedua, ini kemarin kita semua barangkali dari Fraksi ikut hadir dalam 
pertemuan dengan lbu Presiden, yang juga berharap supaya tidak ada voting dan tidak 
deadlock. Barangkali itu catatan penting bagi kita. 

Yang ketiga, bahwa kita secara parsial memang melakukan amendemen ini. Oleh 
karena itu, amendemen pertama, kedua kelihatan dalam pemandangan umum banyak 
yang sudah bersepakat Tetapi ketika kita memasuki amendemen ketiga dan yang 
keempat, orang melihat ada hubungan sinergi di situ. Di mana kalau salah satu tidak 
kita selesaikan akan mempengaruhi yang lain. 

Dan kemarin lbu Presiden sendiri juga menyebut mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 
4 akan datang seperti yang harus kita selesaikan. Dan itu tadi kami lihat bahwa 
memang ada hal yang ringan, tapi juga ada hal-hal yang berat. Manakala tidak kita 
selesaikan hubungannya dengan amendemen ketiga, juga kita tidak bisa berjalan. 

Oleh karena itu, kami mengharapkan mengenai yang Pasal 2, 3, dan 4 ini, perlu 
kita memberi perhatian khusus di situ sehingga pasti kita akan menghasilkan sesuatu. 
Manakala ini tidak ada, kita juga tidak akan maju. 
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Dan yang terakhir itu, tadi sudah dikemukakan mengenai komisi konstitusi. 
Barangkali nanti kita pikirkan dalam perjalanannya. Mudah-mudahan kalau empat hal 
tadi bisa kita selesaikan akan ada hasil dari yang keempat. 

Terima kasih. 

164. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Antonius. 
Terakhir ya Pak Usman Sapta, silakan. Pak Usman Sapta tidak jadi ya. 

165. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Saya ... , maksud saya seandainya beliau bukan ... , yang bisa bukan yang terakhir, 

saya juga mau. Tapi kalau beliau yang terakhir kebetulan ... , 

166. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, iya satu menit nanti ya. Silakan Pak Usman Sapta. 

167. Pembicara: Usman Sapta (F-UD) 
Begini Pak, pertama kami sependapat dengan usul dibacakannya pengantar 

musyawarah. 
Yang kedua Pak Jakob, mungkin enggak enak ini ya, tapi ini harus sama-sama 

begitu. Pak Jakob dengan wakil-wakil Pimpinan itu harus dengan tegas, masalah 
instruksi-instruksi. Interupsi-interupsi, maaf. Karena ini nanti, pada start nanti dibuka 
itu, itu sudah perang interupsi. Jadi kalau interupsi ini terjadi, ini nanti tidak pada 
masalah wewenang. Ini mungkin Pak Jakob juga tidak bisa sendiri menghadapi ini. 
Harus main juga wakil-wakil yang lain ini, untuk mengatasi. Sekian. 

Terima kasih. 

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi terima kasih, nanti kita usahakanlah bahwa interupsi pun enak begitu. 

Terima kasih. 
Terakhir kami persilakan Pak Andi. 

169. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ya, saya cuma concern masalah waktu Pak. Dari tadi kita berbicara mengenai 

kurangnya waktu, karena itu mohon dipertimbangkan. Kalau 12 Fraksi memakan 
waktu sepuluh menit untuk pengantar musyawarah, dua jam. Padahal saya punya 
keyakinan, yang akan kita sampaikan itu adalah apa yang disampaikan di dalam 
pemandangan umum. 

Ada jalan keluar begini. Bagaimana kalau Sekretariat saja membuat intisari, apa 
yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi dalam pemandangan umum. Dan itu 
diaturlah bagian dari kita. Karena dalam pembahasan pasal-pasal nanti, kita toh akan 
mengulangi itu. Jadi concern waktu saja Pak, pada satu pihak kita sangat-sangat 
prihatin mengenai kurangnya waktu. Pada pihak lain ... , saya tidak mengatakan 
pengantar musyawarah tidak penting, penting, tapi toh sikap-sikap politik itu orang 
sudah dengar bukan cuma di Komisi, di Paripurna yang gemanya begitu luas di seluruh 
tanah air, seperti itu. 

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Kelihatannya ada hal-hal yang bisa kita simpulkan bersama untuk segera kita 

Perubahan UUD 1945 387 



bawa. Kami tawarkan begini dan kita mulai dengan .... Nanti pembicaraan itu ada dua 
putaran ya. Jadi satu kurang dan bentuk .. , itu kita cobalah ... , semaksimal mungkin 
menggambarkan semua secara adil, begitu ya. 

Jadi jangan numpuk hanya di satu fraksi, tapi nanti Pimpinan membaginya 
dengan baik, dengan memperhitungkan juga backmind kalau bisa disebut 
komposisinya, begitu. Dan mengenai berapa panjangnya juga di..., para Pemimpin rapat 
itu memperhatikan. Kalau misalnya sepuluh orang waktunya mungkin bisa sampai 
lima atau sepuluh menit. Tapi kalau sampai 20 orang barangkali dua, tiga menit. Tahun 
lalu itu bisa begitu. 

Kemudian, mengenai pengantar musyawarah, ini ada tawaran begini. Pertama, 
itu apa namanya ... , tidak harus. Karena ada yang merasa sudah kami sampaikan kok itu, 
lebih baik tidak usah, begitu. Mungkin kalau beda-beda agak kurang enak ya ... , mungkin 
jalannya adalah bagaimana kalau materi pengantar pandangan umum fraksi-fraksi itu 
dibagikan kepada seluruh fraksi-fraksi, seluruh anggota dan memang itulah. Semua 
materi sudah ada di situ termasuk masalah yang menyangkut katakanlah komisi 
konstitusi atau panitia nasional. Itu sebagai pegangan karena itu resmi. Bisa begitu ya. 

Terima kasih. 

171. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri) 
Tidak, kalau saya pengantar musyawarah tetap. Yang isinya itu apa yang 

berkembang dan itu dijadikan sebagai resume daripada... sehingga... intinya dari 
pandangan urn um yang diberikan pengantar musyawarah itu, yang barangkali ada hal
hal baru dan bagaimana cara rumusannya misalnya komisi konstitusi, bagaimana 
pendapat fraksi-fraksi. Ini kalau saya pengantar musyawarah. 

172. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Kalau gitu kami tawarkan. Bagi yang merasa masih perlu, kami persilakan. 

Yang sudah tidak, dianggap semua sudah disampaikan pada waktu pendapat 
pandangan umum. Gitu ya. 

173. Pembicara: Usman Sapta (F-UD) 
Jadi Pak sebentar Pak Jadi artinya itu ditawarkan kepada yang perlu, gitu Pak. 

174. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, tapi ada maksimum waktu yaitu sepuluh menit, begitu ya setuju. 

175. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Atau begini saja Pak, kalau memang begitu ditawarkan kepada masing-masing 

fraksi yang memakai tidak boleh lebih dari sepuluh menit. Yang tidak mau paling
paling kami mengatakan semua sikap politik kami, kami sudah sampaikan di dalam 
pemandangan umum itu saja. 

Dari tern pat saja ... , 

176. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dari tempat saja ... , oke. Baik. Jadi kita buat lebih, ini saja lah, lebih rileks ya. Jadi 

kalau merasa ... , silakan sampaikan dari tempat duduk, begini begitu. Sehingga, suasana 
rapat itu terasa memang lebih hidup ya. Daripada pen uh serem. Dari tempat duduk saja 
juga boleh ya? Begitu ya? Baik, terima kasih. 

KETOK1X 
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Ya, pengantar musyawarah. Tetapi materi yang disampaikan pada waktu 
pemandangan umum, walaupun mungkin mengulangi, ya kita bagi kembalilah ya. 
Tolong Sekretariat, bersama-sama dengan materi-materi lain, "asmas", surat-surat 
masuk, dan sebagainya itu. Tadi kami sudah ingatkan. 

Yang ketiga, mengenai bahan. Jadi di sini ada menghendaki yang ringan dulu. 
Kemudian ada menghendaki sistem dulu. Ada yang menghendaki urut saja. Nah kami 
jalan keluarnya, kita lihat saja materinya. Ternyata yang urut dengan yang sistem itu 
sah, sama. Ya sudahlah kita urut saja, begitu ya? 

Terima kasih. 

KETOK 1X 

Kemudian, tentunya kalau sudah sampai kepada yang kebetulan ringan di antara 
tanda petik, ya mungkin melaju dengan sangat cepat, begitu. Kemudian masalahnya 
adalah bahwa tentunya kita usahakan untuk ada keputusan. Masalahnya apakah 
dikumpul sampai dengan akhir atau pada tiap-tiap sesi? 

Kami usulkan dari pembicaraan itu, tiap-tiap sesi itu ada keputusan. 
Keputusannya itu bisa saja berbentuk tidak ada voting, tetap ada alternatif. Itu 
bagaimana kita waktu itu? Enggak usah kita sekarang hams begini-begitu. Pada waktu 
itu kebutuhannya bagaimana? 

Jadi wisdom kita mengharapkan, karena walau bagaimana, nanti kita bawa lagi ke 
Paripurna juga enggak di.. .. Kalau misalnya kita putuskan dengan voting di Paripurna 
dibicarakan lagi. Itu bisa juga begitu. Jadi hal-hal begitu kita anggap terkunyah. Begitu 
ya? Setuju ya? Berarti pada akhir seluruh sesi ini, pada waktu laporan kita minta 
kesempatan, kita lihat lagi sinkron. Tetapi sudah ada yang kita putus. Siapa tahu ada 
kurang sinkron just ... , anulah untuk ya jaga-jaga begitu. 

Kemudian, ada lobi ya. Ya kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan ... , tetapi ada 
lobi. Tidak memakan waktu. Oleh karena itu, acara Fraksi malam, tolong diagendakan. 
Kalau kita perlukan, kita pakai. Tapi ini ya tanyanya berapa Fraksi, ini miliknya Fraksi. 
Karena itu ikhlas ya. Bahkan kalau perlu rapatnya kita sambung ke malam. Karena kita 
memprioritaskan dalam waktu yang enggak usah ditambah lagi harinya, kita bisa 
selesai. 

Sebab saya paling takut kalau kita nambah hari, paling harinya Kiai Demak itu, 
puasanya luar biasa Pak, ya. Keluarkan dari hotel, bisa begitu ya. Jadi ini kesepakatan 
kita saja walaupun seperti dikatakan tadi jadwal yang kita sahkan sih begini, tapi 
kesepakatan kita. Menurut Tata Tertib juga mungkin, kita adakan penyesuaian ya. Itu .... 
Jadi malam ini ya, oke. 

Nah kemudian mengenai acara, kita acarakan. Dan itu karena dianggap sudah 
disampaikan baik dalam pemandangan umum, maupun mungkin besok diulangi 
kembali oleh Fraksi-fraksi mengenai yang disebut komisi konstitusi. Itu agenda kita. 
Namanya itu saya tidak ... , itu hanya nama umum begitu, bukan nama Konstitusi. Itu 
merupakan point yang juga kita bicarakan ya. Bisa begitu? Silahkan. 

177. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Sepenuhnya saya setuju apa yang Saudara Ketua sampaikan, kecuali urusan 

pembahasan yang tadi diambil secara singkat, urut. Memang saya mengetahui alasan 
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yang digunakan teman-teman itu, itu memang hal yang susah. 
Tapi terns terang Saudara Ketua, kalau kita mencapai amendemen keempat ini, 

kita juga tidak urut. Ada proses gerbongnya dibikin dulu, lokomotifnya belum. Itu juga 
tidak urut Lalu sekarang untuk kepentingan yang lain, kita mau urut. 

Jadi saya dengan logika profesional saya, itu saya enggak bisa mengerti. 
Kepentingan apa wong kita tidak punya struktur yang benar. Tidak ada tolok ukur yang 
kita anut. Di satu kali kita pakai yang ini, lain kali karena kepentingan lain sekarang 
urut. Dulu enggak urut, belakangnya dulu baru yang dulu juga. 

Menurut saya kok jadi aneh. Sementara proses pengambilan keputusan itu, ini 
adalah tahap ketiga. Tahap satunya di Badan Pekerja. Di Badan Pekerja kita hams 
hormati ada hal-hal yang sudah kita sepakati. Di dalam logika yang normal, kita 
sepakati kita selesaikan saja dulu. Kenapa sekarang, begitu sampai pada tahap 
berikutnya, kita bukan mengambil yang sudah sepakat, ini yang belum. 

Jadi sekali lagi kami setuju semua proses tadi, kecuali urutannya. Yang sekali lagi 
kami menekankan, seperti yang Saudara Ketua sarankan di awal, alternatif dari yang 
mudah. Begitu saja. 

178. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi ini khusus kita anu sedikit. Walaupun tadi kita sudah sepakat ya. Oh gitu. 

Begini ada tiga alternatif: yang mudah dulu, sistem atau urut. Ternyata sistem dan urut 
itu berhimpit, makanya begitu tadi. 

Yang kedua, sekedar untuk informasi. Dulu pun kita bicarakan urut, cuman 
diputuskannya itu tidak urut, gitu. lni pun bisa kejadiannya begitu, makanya saya 
mengatakan tadi. Jangan kita langsung mem-ftxed-kan putusannya hams caranya 
begini atau begitu. Kita lihat menurut wisdom pada tiap-tiap case. Itu sebetulnya kami 
mempertimbangkan apa yang ada di belakang pendapat-pendapat fraksi begitu. 

Jadi bisa saja ini di..., karena kita kan punya forum lobi Pak. Bisa saja forum lobi 
bukan hanya di antara kita saja. Bisa saja di antara Pimpinan Fraksi yang di luar kita 
atau malah sampai kepada Pimpinan Partai atau Pimpinan Partai Golongan, begitu. 

Jadi maksud kami, kita hindari rigidity di situ, karena pertimbangan
pertimbangan yang lebih luas. Saya katakan tadi apapun kalau voting dibuat di sini itu 
bisa saja nanti dibuka di sana. Apa perlu begitu buru-buru untuk setiap case. Itu anunya 
reason-nya. 

179. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Mungkin bisa diperjelas, begini. Pembahasan tetap berurut. Tidak berarti bahwa 

dibahas itu hams putus lalu baru bisa pindah ke yang lain. Jadi kita bahas tapi kalau 
sudah agak jenuh, ya pending dulu. 

180. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kecuali sangat technical saja ya sudah diputuskan, makanya itu Pak. Saya rasa ini 

saling pengertian, gentlement ya. Gentlement bisa begitu ya? Oke. Baik. 

KETOK1X 

Kemudian mengenai komisi konstitusi itu atau another word name is, itu kita 
jadikan agenda pembicaraan kita, tidak usah di depan. Tapi kita sepakati di depan, 
sekarang ini. Nanti kita bicarakan di another time pada ... , tapi masih di dalam enam plus 
satu itu ya? Setuju ya? 
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KETOK1X 

Oke, kalau begitu sudah selesai ya. Alhamdulillah. 
Sekarang ini masuk acaranya adalah menyampaikan ini tadi. Nah tadi ada 

permintaan apakah perlu diberi highlight lagi sampai dengan jam 17.00, inilah, 
ditayangkan, inilah materi-materi. Kira-kira laporan selayang pandang dari apa yang 
terjadi. 

Silakan Pak 

181. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Sebelum ditutup, tadi yang memang ada pertanyaan, bagaimana menjawab 

mengenai Tatib tadi. Supaya nanti jangan Saudara Ketua sudah mau menjelaskan ini, 
lalu Tatibnya yang mana lagi. Caba ini diselesaikan dulu supaya menjawab. 

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, terima kasih Pak Hatta Mustafa. 
Jadi dalam hal ini sebenarnya ada dua hal. Sisi formal yang di mana kita sudah 

masuk di dalam rapat dan kita sebetulnya salah satu agendanya adalah membahas 
penyesuaian Tatib oleh Komisi B. 

Yang kedua adalah ya ... , apa yang tadi disampaikan juga bahwa kita memang 
menggunakan pemahaman tidak ada kevakuman, sepanjang belum ada yang baru 
maka yang lama tetap dipakai, sepanjang tidak bertentangan dengan yang baru. Itu 
kalau hukumnya adanya di Pasal 2 daripada Aturan Peralihan naskah asli Undang
Undang Dasar 1945. 

Saya rasa kita bersama-samalah memberi tahu teman-teman kita, yang penting 
apa yang kita .... , aspirasi kita itu bisa digodok melalui mekanisme ini. Saya rasa tidak 
ada masalah ya beliau begitu. Itu ya? Terima kasih, ya. 

Yang pegang mic lebih dulu tadi siapa? 

183. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Kesalahan pokok kan Ketua. Seolah diperhadapkan bahwa kita bukan lembaga 

tertinggi lagi, lalu seolah-olah tidak bisa sidang, itu perlu juga ada pegangan kita. 
Bahwa MPR bukan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi itu tidak ada hubungannya 
dengan boleh sidang atau tidak sidang. Karena kita bersidang ini, karena Pasal 3 
memberikan kewenangan kepada kita untuk mengubah dan menetapkan Undang
Undang Dasar. 

184. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB) 
Sesuai dengan jadwal jam 17.00 WIB kan usai. Ini masih jam 16.00 WIB kurang .... 

Kenapa? Nah ya lima sana, ini kan ada waktu satu seperempat jam, cukup panjang. Jadi 
kalau memang hanya highlight rasanya cukup panjang. 

Apakah mungkin misalkan yang sudah ada dan siap untuk pengantar 
musyawarah disampaikan hari ini, yang sudah siap. Tapi bagi yang merasa tidak perlu, 
kan satu menit. Dengan demikian kalau itu bisa selesai hari ini, besok sudah bisa 
memulai pembahasan materi. Ini usul saja, efisiensi waktu. 

Terima kasih. 

185. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
lni Saudara Muda saya ini memang luar biasa, kariernya. Demikian juga Saudara 

tua saya, eh bukan Saudara sepantar saya, hati-hati Kiaidemak. 
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Jadi nanti soal itu secara mengantarkan kami atas izin teman-teman kami 
sampaikan. Sedangkan mengenai pengantar musyawarah ini kami mau tanya, apakah 
mungkin ada yang akan menggunakan? Mungkin dengan mengatakan kami siap untuk 
bermusyawarah misalnya. Sedangkan materinya sudah kami sampaikan pada 
pemandangan umum. Sehingga mungkin ada beberapa yang sudah kita selesaikan pada 
sore hari ini. Nanti langsung, boleh, begitu. Ya, jadi yang saya siap, saya lihat adalah 
Partai Golkar, TNI/Polri, PDI Perjuangan. 

Oh kalau begitu, nanti kami undang saja menumt umtannya kami panggil. Ok. 
Silakan. 

186. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Pimpinan, sedikit. 
Mohan juga tadi yang kami tanyakan belum dijawab kalau hendak dibentuk Tim 

Pemmus. Yang dimaksud kami adalah bukan Tim Perumus itu yang selumh basil 
keselumhan. Tapi Tim Pemmus pada tiap-tiap sesi itu yang dipermasalahkan. Yang 
jadi pertanyaan kami adalah posisi-posisi, proposisi dari tiap-tiap fraksi yang di komisi 
itu, mohon ada kesepakatan. 

Kemudian keputusan Tim Pemmus, finalisasi. Itu apakah mengikat selumh pleno 
ataukah hams diputuskan di Pleno. 

187. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Maaf kami tadi mencatat dalam daftar nanti terlewat. Jadi memang ada pemmus 

per item ya. Tetapi itu untuk kerja simultan di sini kami ingin supaya kita juga melihat 
kesiapan fraksi-fraksi. Karena mungkin kalau dua silmultan sudah agak .. , karena ada 
hams di Pimpinan, hams di mana begitu? Jadi mungkin kalau simultan itu tetap kita 
minta persetujuan semua. 

Jangan kita katakan sudah hams simultan sementara barangkali ada teman
teman kita yang karena ... , gitu ya. 

Kemudian itu, menumt kami baiknya, walaupun bisa saja kita kasih mandat, 
baiknya dilaporkan dulu lab kepada Pleno hasilnya. Supaya semua lihat secara terbuka 
begini untuk. .. , dan kita tentunya akan konsekuen semua kalau sudah begitu. Tapi 
masyarakat lihat persis dan misi..., temtama Pleno ini, inilah hasilnya. Jadi tetap kita 
laporkan, kita minta waktu besok ya. 

Bisa begitu? Silakan. 

188. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Mengenai Tim Pemmus ini, tadi ada Bapak yang mengusulkan supaya kita buat 

Tim Pemmus. Sehingga untuk menyelesaikan satu perkara tidak hams tuntas untuk 
tidak bemsaha lari. Sehingga kalau satu tugas belum selesai, tugas selanjutnya bisa Tim 
Pemmus yang lain, tapi ada semua. 

Nab, apakah ini nanti waktu yang tersisa tidak lebih baik diminta kepada para 
Fraksi untuk menyiapkan anggota-anggotanya di Komisi ini, sehingga pembicaraan 
serius sudah ada yang siap-siap memmuskan. 

Barangkali lebih bermanfaat daripada highlight. 

189. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya mungkin highlight tidak terlalu perlu perpanjang. Tapi masalahnya begini Pak. 

Ada fraksi yang barangkali karena jumlah anggotanya yang ada di sini, dan yang di 
Komisi B dan Komisi C sudah terbagi, kalau simultan nanti enggak bisa ikut. Kita luwes 
sajalah ya. 
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Baik, kalau begitu. Terima kasih. Kita masuk dan nanti kita hanya 
menayangkan ... , akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan ini. Dan memberi 
kesempatan juga untuk sedikit highlight-nya dan kemudian ... , malah highlight 
barangkali tidak terlalu penting, kepada fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan 
menggunakan waktu untuk pengantar musyawarah. 

Dan ucapan terima kasih, pertemuan ini kami akhiri. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB 
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10. RAPAT LODI PIMPINAN KOMISI A DENGAN PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI MPR 
PADA SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHON 2002 

1. Hari 
2. Tanggal 
3. Waktu 
4. Tempat 
5. :~Rapat 
6. S~Rapat 
7. Acara 
8. Hadir 
9. Tidak hadir 

JALANNYA RAPAT: 

Rabu 
7 Agus~s 2002 
16.30·WJB - selesai 
Gedung Nusantara V 
Arifin Pa_nigoro 
Ora. ~ri ~ .~!i l:(a1_1p;.i~ 
P~lJ.!hasa~PasaI·gg dan 31 
60 Orang 
-- Orans; 

RAPAT DIMULAI PUKUL 16.30 WIB 

1. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Kita. coba melihat semacam simulasi lah pada keadaan. seperti itu, yang 

kemungkinannya kalau dua-duanya berhalangan itu satu dari berapa itu, sangat kecil. 
Tapi kejadian. 

Pada waktu itu realitas yang ada di kekuatan politik hari itu, Presidennya 
memang ada rangkingnya, bukan enggak ada rangkingnya ada yang nomer duanya 
yang tidak dirangking sebelumnya. Karena pemilihannya waktu final itu kita cari yang 
benar. Jadi tidak ada medali perak di situ. Ya kan. 

Yang kedua dalam waktu yang sama, telah terpilih DPD dan DPR yang menjadi 
anggota MPR Meskipun kita akui, tadi kan dipertanyakan kalau MPR yang 
wewenangnya hanya melantik dan mengubah undang-undang harus memilih Presiden, 
kok dirasakan: kurang konsisten. 

Tetapi realitas kembali ke hari itu, yang ada bahwa satu tahun kek, dua tahun 
dari pemerintahan sedang berjalan misalnya di tahun setelah dua tahun. Ada kabinet 
yang sedang berjalan kemudian tidak tahu ada musibah atau sakit atau memang 
berhalangan tetap, dua orang Rl-1 Rl-2 ini. 

Maksud saya ingin mengatakan bahwa meskipun dirasakan anggota MPR yang 
waktu itu tidak khusus punya kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presid.en di 
waktu yang mendadak ini, rasanya realitasnya, kekuatannya itu yang paling terwakili, 
karena itu kan darurat dalam waktu satu bulan ya, si triumvirate-nya harus memilih, 
itu ya mereka itu. Karena kalau dilarikan yang ke second line berikutnya bukan 
pemenang statusnya atau melakukan pemilu ulang, saya kira akan sangat heboh 
pemerintahannya. Bisa-bisa kalau menunggu pemilu karena merasa si .. , yang kan.., kan 
tadi disebutkan bahwa pemenang kesatu dan kedua ya .. , kalau bersama kalau Bush 
meninggal terus yang ganti Gore, ya sudah ganti. 

Tapi kalau jomplang begini, nanti kekuatan politik yang lain, saya kira kasihan 
juga. Jadi Gus, kalau menurut saya, meskipun tadi ada benarnya juga karena MPR nya 
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hanya apa namanya, mengubah undang-undang dan melantik Presiden, mungkin ini 
pekerjaan rumah untuk penyempurnaan nanti, ya kan. Kalau me-review undang
undang, tapi kalau untuk yang ini saya kira, ya kita appeal-lah untuk di accept saja, gitu. 

Terima kasih. 

2. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Terima kasih. 
Saya. Ya jadi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak dan kita 

meyakini bahwa sisi media itu yang kita pilih. Ya tidak apa-apa artinya sudah clear. Jadi 
sudah tidak pernah mengusulkan pemilu ulang sebenarnya. Cuma ini variasi dari 
proses pelajaran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ini untuk supaya kita menjadi 
makin yakin bahwa itu dengan sadar kita pilih. Dan kemudian pintu masuknya juga 
harus, harus jelas itu, itu saja. 

Terima kasih. 

3. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya nambah saja. Ternyata di Pasal 8 pada Perubahan Ketiga, itu juga ada 

keterlibatan MPR untuk memilih Wakil Presiden apabila Presiden itu berhalangan 
Wakil Presidennya naik, dalam 60 hari berikutnya memilih Wakil Presiden lagi. Jadi ini 
untuk konsisten saja. Dan tadi untuk lebih banyak wacana saja. Terima kasih. 

4. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Baik terima kasih. 
Selanjutnya Pimpinan lobi Pak Arifin silakan. Sekarang Pasal 16. 

5. Ketua Rapat : Arifin Panigoro 
Kalau DPA ini, ini saya ingin cerita waktu lintas. Bukan dilintas itu Pak Fatwa 

tidak ikut, jarang ikut, ya tidak gampang juga itu. Mutar-mutar terus dan statusnya 
informil. Jadi sebetulnya kita balik lagi ke PAH. Karena waktu itu PAH nya belum .. , 
masih bisa kita datangi, finalisasi ini, lagi finalisasi kita terus kontinyu. 

Saya ingat waktu DPA ini, satu-satunya yang bulat seluruh Fraksi oke. Malah 
kalau saya mendengar tadi Pak Utusan Golongan yang masih mempertanyakan. Yang 
tadi tim pojoknya BI itu kan Nurlif, Didi sama Fuad. Tim pojoknya DPA itu Pak Harun 
Kamil sama Soewarno dari PDI-Perjuangan. Dan itu bulat diterima oleh seluruh Fraksi, 
itu bulat banget. 

Nah, jadi mohon ya kalau dari saya .. , karena waktu itu saya yang mimpin 
rapatnya dan jadi begitu. Saya merasa bisa, begitu. Maksud saya itu, itu sesuatu apa 
namanya, kemajuan, achievement yang saya secara pribadi, saya mimpin rapat itu kan 
sampai malam banget tuh. Tok, gitu. Eh, tadi mentah lagi. Aduh, rada lemes Pak 

Jadi mohon ini kalau bisa sih di.., apa namanya ya, dihargai dan dikembalikan, gitu 
ke kesepakatan itu. Ini cerita saya, ini cerita saya waktu secara bulat kita tok DPA itu 
ya. Sampai ke titik komanya semua setuju, begitu. Itu namanya saja, apa namanya .. , 
bukan, ini Harun Kamil, pakai Harun Kamil. Tulis di situ. rumusan Harun Kamil, gitu. 
Terus yang satu, tek.tek .. tek .. , si PDIP, Soewarno. Ya sudah kalian duduk berdua dipojok 
datang jadi ini, gitu. Jadi mohon kalau bisa supaya jangan timbul.. tapi di accept, gitu. 

Terima kasih. 

6. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Sedikit saja. 
Mungkin lagipula waktu itu kan tidak ada pikiran menghapus cuma mereposisi, 

itu. Jadi kalau jawab keluar mungkin itulah. Reposisi saja kok itu. 
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7. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Saya kira memang tadi, dipikirnya habis sama sekali. Padahal ini kan yang tadi 

tidak terjelaskan. Saya mau jelaskan tadi sebenarnya, karena ini kan reposisi. 
Fungsinya sama, tidak ada yang berbeda, hanya reposisi, dia menjadi bagian dari 
eksekutif. Tapi Presiden tidak bisa sewenang-wenang karena tetap diatur oleh undang
undang. Jadi hanya reposisi saja sebenarnya. 

8. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Tadinya mau dihapuskan. Tapi siapa tau itu lembaga berguna buat kita 

dikemudian hari, ya tetaplah begitu. 

9. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Jadi apa .. , dari satu sisi juga, karena memang pengalaman kita. Secara empirik 

kita melihat DPA itu sebagai sebuah lembaga tinggi waktu itu, berhadapan dengan 
Presiden sebagai lembaga tinggi, itu juga mengalami kendala-kendala prosedural. 
Hanya ketika Presiden meminta pendapat DPA, DPA harus .. bukan hanya Ketua, 
Pimpinan, tapi juga dia harus Pleno, ngundang yang dari daerah. Jadi ada prosedural 
yang menghambat, sehingga pertimbangan itu sudah terlambat dari kebutuhan 
Presiden. 

Lalu yang kedua, selama ini juga kita melihat bahwa DPA sebagai lembaga tinggi 
yang berdiri sendiri, berhadapan dengan Presiden. Toh juga apa .. pertimbangan 
nasehatnya tidak mengharuskan Presiden menerimanya. Kan ini boleh menerima, 
boleh tidak menerima, sehingga kita melihat bahwa titik berat DPA itu, karena selama 
ini juga hanya berhadapan dengan Presiden dan pemerintahnya, ya lebih masuk dia ke 
Bab tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maksud saya mengurai lebih jauh 
ini supaya beliau ada alasan untuk menyesuaikan kita. 

10. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Kenyataannya memang waktu itu, bahan sebelum kita informal tadi, itu memang 

yang setuju tetap itu, itu ada kurang lebih hampir sama besar lah. Nah, tetapi waktu itu 
kita semangatnya adalah untuk meningkatkan posisi DPA yang kemarin itu diisi oleh 
orang-orang yang kwalitasnya, wah kok kayak begini. Kita lama sekali merumuskan, 
merumuskan satu, dua, tiga ayat-ayat yang menentukan .. , yang satu, dua, tiga. 

Nah, yang sekarang kalau maksud kita untuk mencari persesuaian, kalau kita 
ingin mencari penyesuaian itu maksudnya lobi ini kan? Saya usulkan begini. Pasal
pasal, kriteria tentang orang-orang anggota DPA itu, yang akan diatur dengan undang
undang, itu kita usulkan seperti yang dirumuskan oleh Badan Pekerja itu, itu saja. 

Jadi kita tetap sama cuma nama dari lembaga itu anulah. Tapi ini semua kita hasil 
kerja kita sebelumnya itu tetap kita masukkan di dalam undang-undangnya itu. Jadi 
catatan di dalam rapat. Supaya nanti yang bikin undang-undang memasukkan itu yang 
tiga hal itu. Yang macam-macamlah, yang integritas yang macam-macam lah itu. Nah 
itu saja saya kira. 

11. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Terima kasih. 
Jadi mekanisme .. , saya ingin utarakan mekanisme intern Fraksi Utusan Golongan. 

Tadi siang kebetulan diberikan oleh komisi waktu sedikit untuk rapat Kemudian kami 
mengusulkan, bahwa kecenderungannya DPA ini dihilangkan. Nampaknya setuju, 
semuanya setuju. 
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Tetapi di dalam perumusan ayat ini "Agung" nya ini harus ditempel di situ. Ini 
yang makanya dibawa ke loby ini. Nah, ini kata-kata "Agung" nya ini, ini Bab dihapus 
tapi "Agung" nya masih dibentuk oleh Presiden dengan ini. Tapi ada kata "Agung" nya 
ini gimana ini. itu yang mungkin, terserah ini bagaimana. Jadi ada usul.., itu saja yang 
mungkin supaya ... 

12. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Pak Arifin, F-KKI. Tadi juga F-KKI mengemukakan pendapat Nanti terkesan 

bahwa F-KKI juga belum posisi jelas, mungkin juga perlu resposisi F-KKI sendiri. Jadi 
saya ini kan baru juga mengikuti ini. Pak Tony sendiri kan yang ikut 

Dari istilah Pak Rully tadi soal resposisi itu, kemudian di tambah oleh Pak 
Hamdan, Saudara Hamdan. Itu saya berfikir bahwa itu F-KKI mengikuti suara 
mayoritas ini. Tetapi pertanyaan khusus dari mantan Ketua HMI ini, saya harus juga 
mengikuti beliau. Mungkin bisa mendapat suatu penjelasan mengenai bagaimana 
dengan kata "Agung" dalam Dewan yang akan dibentuk Presiden. 

Terima kasih. 

13. Pembicara : Ahmad Zaclcy Siradj (F-UG) 
Seperti Jaksa Agung, apa.. itu tidak ada persoalan sebenarnya. Seperti kata 

"Agung" di situkan dibentuk oleh Presiden tapi dengan kata itu saja. Iya. Artinya sudah 
selesai. 

{diskusi bebas antar peserta rapat) 

14. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Jadi disetujui, bahwa nanti ada penambahan apa yang membuat Dewan 

penasehat itu lebih berbobot, berfungsi. Itu nanti kita dorong di DPR Pak. 

{diskusi bebas antar peserta rapat) 

15. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Baik, sekarang Pak Arifin, ada usulan ini. Ada dua pasal yang mungkin akan kita 

bicarakan bersama antara Pasal 29 dengan Pasal 31 tadi gimana. Pasal 31 tadi saya 
usulkan begini, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Jadi "Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
diatur dengan undang-undang". Dengan rumusan demikian ... 

16. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Dari F-KKI. Tadi sebenarnya padanan dengan F-PDKB, hanya F-KKI mengusulkan 

bukan "yang meningkatkan" "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" di depan, baru 
kemudian seraya meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya. 

17. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Soalnya yang Alternatif 1 mengatakan bahwa "mencerdaskan kehidupan bangsa" 

itu sudah meliputi semuanya, karena itu diletakkan dibelakang. Seluruhnya masuk ke 
dalam "mencerdaskan kehidupan bangsa". 

18. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Kami, seperti tadi yang kami sampaikan kalau memang kita bisa menyelesaikan 

sekali dayung dua pulau tercapai, kenapa tidak. Jadi apabila Alternatif 2 yang ini bisa 
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dikaitkan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Kembali ke asli Pasal 29, Pasal 31 Alternatif 
2 kami terima, begitu. Tapi substansinya buat kami tidak ada masalah. Kalau mau .. , 
usulan dari Pak anu, F-KKI ya, mau diganti substansinya itu tidak masalah. Mudah
mudahan ini bisa menyelesaikan masalah. 

Terima kasih. 

19. Kenia Rapat : Arifin Panigoro 
Boleh saya tambah, boleh saya tambah, saya tambah ya. Sebentar .. sebentar .. , Aku 

mau nge-rever ke ketua beliau. Seluruh Fraksi diterima sama Wapres. Dan beliau ini 
aku pikirkan minum teh, toh. Wapres mana inget pasal-pasal? Inget banget dia Pasal 29 
sama Pasal 31. Disitir dan disampaikan, bahwa ini tolong diselesaikan dengan elegan. 

Tapi beliau juga memang bekas ketua Komisi Sembilan Pak Hamzah ini ya kan. 
Jadi hitungannya itu kuat gitu, sudah jadi wapres juga. Unsur track record-nya tuh 
terasa begitu. Bagimana kalau ini paket supaya 31 juga begini, baru nanti 29 nya. Iya 
begitu. 

Jadi lama-lama ya saya lapor ke ketua umum. Menghargai Presiden. Tapi Wapres 
kan Rl-2. Jadi aku kembali ke situ saja. Bagimana yang disebut oleh Pak Supriyadi itu 
satu saja Pak. Pasal 29, 31 itu selesai saja sekalian. 

20. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Pada waktu kita menghadap Pak Hamzah, beliau mengatakan ini Pasal 29 dengan 

Pasal 31, bagi kami, beliau mengatakan demikian. Itu dua-duanya ini tidak usah, jangan 
dipisah-pisahkan. lni menyangkut masalah umat, begitu. Kalau Pasal 29 ya, dipotong 
oleh Pak Jakob tadi Pasal 29? Ya insya-Allah boleh lah kalau cuma itu, tapi Pasal 31 asal 
diakomodasikan. Beliau mengatakan demikian. Kalau tidak salah demikian. 

21. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Karena ketua umum saya yang disebut, mohon izin Pak Jadi memang apa, di 

Pasal 29 ini kan tiga alternatifnya Pak. Jadi pada dasarnya pemikiran Bapak-Bapak ini 
semua sama dengan saya. Cuma mungkin perbedaannya mungkin waktu. Pasal 31 
sekarang, Pasal 29 besok, begitu, umpama. Jadi tetap satu paket, ya pokoknya di.., Jadi 
begini Pak, hanya .. , ini para wali ini di bai'at kemarin oleh siapa itu, oleh imamnya, gitu. 
Jadi jangan .. , kalau saya kasih Ayat-nya yang dibawa oleh Kyai seperti yang diancam
ancamkan kepada kami, kan kalian ndak paham. Saya ambil saja bahasanya Fahrni, 
bahasa dari sono. Paham. 

Jadi begini, kalau bahasa minang bilang, "pulang sebelum pergi" begitu. 
Persoalannya cuma persoalan .. , makanya cuma itu saja persoalannya. Nanti, apalagi di 
tiga alternatif kan gitu. J adi tidak usah risau lah gitu. Dan juga ini di sisi lain juga untuk 
menemani Pasal duanya. Tapi tidak sampai separah Utusan Golongan. Kalau Utusan 
Golongan kan harus berhadapan dengan enam puluh lima. Kalau kami tidak, hanya satu 
saja. 

22. Pembicara : Fahrni Idris (F-PG) 
Tapi kan sekarang bagi kita, kita kan kita kenal baik ini, sahib kita ini, Ali Hardi 

Kiaidemak. Kalau kita yakin atas apa yang disampaikan. Dan ini tentu sudah digaranti 
sama Ketua Umum begitu ya. Mau sampai sana. Cuma sampai sananya kan kalau 
perkara ini kan sebaiknya tidak voting. lni kita yang kongkrit-kongkrit aja ya. To the 
point-to the point aja kan. Kalau voting kan tidak enak. 

Pada waktu kita ketemu boss nya Arifin, kan gak enak kalau ada yang merasa 
kalah, ada yang merasa menang, perkara itu kan. Perkara itu tuh Pasal 29. 
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23. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Paling tidak kami menyatakan, membuat sikap begitu, baru diterjemahkan 

seperti anda punya mau. 

24. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Jadi kalau .. , menurut saya, kalau begitu toh kita anggap selesai ini kan. Cuman 

tempat penyelesaiannya ada di ruangan bundar, begitu kan? Kalau ini bisa kita pegang, 
kalau saya sudah kenal lama beliau ini. 

25. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Tunggu dulu Pak Tunggu dulu. Ini belum ini kan? 

26. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Nah nanti kalau umpamanya .. , oh sudah begini? ya mengikuti, saya kira hatinya 

sama karena memang kami berusaha mengambil sikap yang sama mengenai persoalan 
yang bagi kami sendiri sungguh sangat amat penting. 

Jadi kami mohon waktu, untuk kita selesaikan dengan sebijaksana mungkin. Dan 
saya kira seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa persoalannya memang 
sebenarnya sangat sulit bagi kami. Tapi kami berusaha sebijaksana mungkin dan kami 
minta waktu. Kita selesaikan nanti itu di gedung yang bundar itu, yang bundarnya dua. 
Saya kira itu. Itu ini nya. 

Ya terima kasih. 

27. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Artinya begini, kita ini juga adik kita ini ya seyogianya ucapan sudah mewakili 

rombongan kan ya. Sebab begini, kalau di golongan kata-katanya belum tentu mewakili 
golongan kan. Kalau di sini kan suka dibantah sama anggota. Kalau di sana Hamdan 
bisa dipegang toh, mewakili. 

28. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Kapan saya berbeda suara dengan Fraksi saya? Walaupun saya ngomong duluan. 

Artinya begini, tolong di catat saja selama ini. Jadi saya kira kita lihatlah. 

29. Pembicara : Fahrni Idris (F-PG) 
Kalau boleh saya simpulkan saudara .. , 

30. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Yang penting di sini, mau apa kebersamaan yang kita pupuk. Komitmen kita 

terhadap bangsa ini, jangan sampai ada saling menganiaya antara kita dengan kita. 
Jangan sampai ada yang saling menista diantara kita. Yang penting kita bagaimana 
supaya ibarat menarik benang atau rambut dari tepung, begitu. 

31. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kalau bisa kita simpulkan. 

32. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Kalau pesan Pak Hamzah Haz demikian dan pada saat kita konsultasi dengan lbu 

Presiden, juga mengharapkan agar dalam Sidang Tahunan ini bisa dihindari voting dan 
perlu dikedepankan musyawarah. Maka kami perlu mencatat di sini bahwa Pasal 29 ini 
kalau bisa tidak perlu divoting. lnsya Allah hal-hal yang sudah dibicarakan tadi akan 
kita lakukan yang terbaik di Paripurna. 

Terima kasih. 
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33. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Jadi kalau boleh saya simpulkan. Ini yang berkepentingan dulu nih, ya ... 

34. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Jadi di kami itu kuat juga, masing-masing kuat pendapatnya. Tetapi kalau 

misalnya ada isyarat dari PPP dan PBB demikian, eh PDU, di kami juga kayaknya 
isyaratnya di situ. Kira-kira begitu. Saya kira itu isyaratnya. Supaya nanti membaca 
Utusan Golongan lebih ... Jadi tidak repot. 

35. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Jadi kalau begitu nanti Saudara Zacky bisa menyampaikan kepada teman-teman 

di sana sinyal keras dari PPP, PDU, PBB tentang penyelesaian Pasal 29 dari teman
teman yang menyampaikan usulan perubahan pada Ayat (1) dengan di tambah tujuh 
kata itu, tidak akan di cabut. 

Tetapi, Pasal usulan Ayat (1) kan begitu. Pasal 2-nya ada perubahan. Jadi teman
teman ini , yang saya tangkap dari Ketua umum tidak akan dicabut Tetapi didalam 
Pleno nanti paling tidak nanti teman-teman ini secara musyawarah akan menerima 
pandangan-pandangan dari kita, fraksi lain. Sehingga musyawarahnya menghasilkan 
bahwa kita bersepakat bahwa Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) kembali ke naskah 
asli. 

Jadi rumusannya begitu tidak ada yang mencabut, apanya, usulan itu tetapi kita 
bersepakat semua bahwa Pasal 29 Ayat (1) Pasal 29 Ayat (2). Kembali ke naskah asli. 
Pasal 29 Ayat (1). 

36. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Alternatif 3 jangan dihilangkan begitu saja dalam pembicaraan ini. 

37. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Bukan. Itu artinya begini, itu pasti tidak dihilangkan. Tetapi kalau dibandingkan 

dengan hal yang dikemukakan oleh teman-teman F-PPP, F-PDU dan F-PBB, itu kan 
lebih sensitif. Kalau yang diusulkan oleh teman-teman F-Reformasi, solutif, ya kan? 
Mencari solusi, ya kan begitu kan. Kepada seluruh pemeluk agama. Sementara teman
teman kita ini, mengangkat kembali masalah yang memang selama ini selalu sensitif 
perkara itu. 

Jadi kalau ditimbang-timbang memang berat pandangan kita pada teman-teman 
yang tiga ini. Walaupun apa yang disampaikan oleh F-Reformasi patut kita perhatikan. 
Maka itu dalam semangat teman-teman yang tiga ini begitu. Sekarang semangat dari F
Reformasi gimana? 

38. Pembicara: A.M Fatwa (F-Reformasi) 
Saya kira kami menganggapnya sebagai suatu solusi. Untuk meyakini demikian 

sensitif berpuluhan tahun tidak pernah selesai. Jadi mengakhiri suatu perdebatan yang 
sepertinya sulit berujung. Maka kami mengemukakan solusi itu. 

39. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Nah, tetapi titik apinya yang menjadi pangkal permasalahan itu kan sudah 

diselesaikan. Artinya teman-teman ini tidak mengusulkan itu. Kita menerima sikap itu. 
Jadi selesai sebetulnya di situ. Jadi karena dia selesai, dia tidak perlu lagi dicari jalan 
keluarnya begitu. 
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Di pleno kan selesai teman-teman akan menyampaikan sikap kami begini, begini, 
begini. Tetapi dengan memperhatikan begini-begini maka tercapai kesepakatan atau 
musyawarah dalam bentuk ini, ini. 

40. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Jadi semangat kita sudah sama Pak Cuma tolong nanti jangan sampai bahasa 

yang digunakan .. , bahasa yang kami gunakan mungkin bahasa yang tidak sama, 
mungkin bahasa Kyai, bukan Kiaidemak itu ya. Tetapi hanya, itu tetap artinya seperti 
itu begitu lho. Jadi jangan kaget dengan bahasa, apalagi kalau sudah "ud'u ila sabili 
robbika bilhikmah wa mauidzatil hasanah wa jaddilhum billati hiya ahsan" dan 
seterusnya begitu. Kalau ayatnya .. , sudah pernah ngaji satu 'ain itu baru orang .. jangan 
kaget lagi. 

41. Pembicara: Hamdan Zoleva (F-PBB) 
Ya saya kira tadi bukan keputusan kita hari ini atau katakanlah diumumkan 

sepakat kembali kepada naskah yang asli, saya kira tidak begitu rumusannya. Ini perlu 
dipahami. 

Terima kasih. 

42. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kan kita bicarakan itu kan pada waktu di sana. Apa yang kita bicarakan di sini 

statusnya sama lah seperti yang di Paripurna komisi tadi. kan begitu Pak 

43. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Begini.. begini.., kalau Fraksi Utusan Golongan kan ada enam puluh lima. Tapi 

kalau kami, sementara pembahasan kita seperti ini, apa tersosialisasi keluar. Itu bukan 
cuma enam puluh lima kami. Yang datang kemarin coba, banyak sekali kan. 

44. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB) 
Kalau itu selesai, Pasal 31 juga selesai. 

(terjadi pembicaraanyang tidakjelas diantara peserta rapat) 

45. Pembicara : A.M. Lutfhi (F-Reformasi) 
Saudara Ketua, saya ingin menyampaikan kepada sidang, jadi begini. 

Alhamdullilah ini sudah ada semacam kemajuan. Tapi ada masalah yang sedikit buat 
kita. Karena kami ini partner kami ini Partai Keadilan, yang dalam bersikap itu juga 
amaUah. Jadi itu, jadi kami punya masalah yang harus kami selesaikan. 

Jadi karena kita ini sekarang mengatakan baru ada semacam jajak pikiran atau 
semacam gentleman agreement itu Sebab kami tentu ini sebagai panutan kan oleh 
kawan terdekat dari Partai Amanat Nasional. Jadi kami harus mendapatkan semacam .. , 
ya kalau tidak kan kami sulit di pegang. Ya sementara begitu. 

46. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Mungkin menanyakan saja tadi Pak. Setelah keluar dari sini itu nanti banyak 

yang tanya. Mahon jawabannya satu. Apa jawabnya apa poinnya. Dibawa ke Paripurna. 
Jadi Pasal 29 dan Pasal 31. Jadi tidak ada comment apa-apa. Nanti apa mau jadi kejutan, 
kejutan yang menyejukkan, bagaimana semuanya nanti di Paripurna. 

47. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Jadi kesimpulannya, mungkin lobi belum menemukan rumusan yang sama 

402 Perubahan UUD 1945 



48. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Justru kita mau, mau apa namanya, justru memberikan, bukan, bukan, sesuatu 

yang ini kan mau dipakai kesempatan ini. Jadi kalau kita bilang semua dibawa ke 
Paripurna juga ya kurang oke. Cuma itu saja maksud saya begitu. Jadi kalau DPA kita 
bilang selesai. 

(terjadi pembicaraanyang ti.dakjelas diantara peserta rapat) 

49. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Pasal 29 Ayat (2) kembali ke naskah asli. Sebab, oh iya, iya. 

50. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Ini kan pertanyaan Pak Slamet, keluar dari sini ini kita jawabnya apa? Maksud 

saya ... 

(terjadi pembicaraanyang ti.dakjelas diantara peserta rapat) 

51. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Begini Pak, kita remind lagi, Pasal 29 yang terdiri dari Ayat (1) dan Ayat (2). Itu 

kita nyatakan belum selesai ditingkat komisi. Tetapi Pasal 31, dengan Alternatif 2 yang 
disempurnakan itu selesai, gitu. Kita jangan mengatakan itu ada kaitannya. Yang tahu 
ada kaitannya cuma kita-kita kan? Dan itu pun kita bicarakan pada waktu di rumah RI-
2, begitu. 

Kemudian, yang lainnya bisa kita nyatakan selesai. Pasal 16, atas musyawarah 
selesai. Pasal 8, atas musyawarah dengan PKB selesai. Pasal 23D selesai. Pasal 2 Ayat 
(1 ), ya ini, yang berat-berat selesai. Oke. 

52. Pernbicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pak, Pak, tentang Ayat (2), yang sebetulnya kita sepakat juga kembali ke naskah 

asli. Tapi kan ada pertanyaan terhadap apa itu kepercayaan. Karena itu di dalam 
pandangan akhir, pendapat akhir dari masing-masing Fraksi seyogianya itu di 
yakinkan menjadi kesepakatan yang tidak secara tertulis lah, yang dimaksud oleh 
kepercayaan itu adalah keyakinan agamanya itu. 

Untuk menjamin bahwa itu sudah selesai, tidak usah di.., yakin itu. Kepercayaan 
itu sudah ada di Pasal 28. Selesai kalau begitu. 

53. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kalau PKB mengungkapkan itu apalagi Golkar dan PDIP. Jadi kalau kami.. kami 

sudah siap naskah yang berbunyi seperti yang ... sudah siap. Tapi saya menghimbau 
dari teman-teman menghimbau agar Saudara Arifin juga menghimbau Tim-nya, untuk 
memasukkan pendapatnya juga seperti begitu. Oke ya? 

54. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Wah, itu berat 

55. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Nah, kemudian ini. Sekarang kita mau lanjutkan Pasal 33. lni, ini Pasal 33 ini 

begini. Saya tempo hari mengatakan ya. Ini kan masalah Pasal 33 riwayatnya mirip
mirip Pasal 2 Ayat (1). Kita kan semua sudah sepakat tempo hari itu. Sudah bulat 
kesepakatan itu. Tetapi tiba-tiba, Fraksi Utusan Golongan menyatakan sudah oke juga. 

Tapi tiba-tiba Pak Eddy tidak setuju. Terbongkar semuanya. Saya ingin katakan 
musyawarah itu, itulah yang kita cari untuk cara menyelesaikannya. Tapi di dalam 
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proses musyawarah bukan Fraksi, satu orang tidak setuju, terbongkar itu musyawarah. 
Itu namanya tirani minoritas itu ... Sudah diketok itu. 

56. Ketua Rapat : Arifin Panigoro 
Saya ikuti betul, malah ini sesuatu yang dua tahap ya. Bilateral dulu terus 

multilateral itu. Waktu itu saya juga baru ikut di forum itu. Diakui oleh teman-teman di 
PAH, bahwa mereka tidak mengatakan amendemen ini seratus persen perfect, begitu. 
Ada saja. Jadi beliau mengatakan bahwa pada waktu perincian, break down, tujuannya 
belum dimasukkan, itu lebih sederhana. Tetapi waktu ditambahkan, orang semua 
nambah kan? Satu nambah efisiensi, satu nambah wawasan lingkungan, satu nambah 
apa itu, jadi panjang seperti itu. 

Jadi orang yang sangat pintar seperti Prof Edi Swarsono dengan gampang 
melihat lni efisiensi kontradiktif dengan kebersamaan. Itu kalau dibahas sejauh itu, 
sampai cucu kita inipun belum tentu ini selesai, gitu lho. Ini yang saya appeal bahwa 
apalagi kita ini sudah membahas-bahas proses penyempurnaan sesudah ini. Jadi hal
hal yang kita bisa review nanti, sambil berjalan kita terbuka. Tetapi ini sudah 
mengerucut dan sudah sama, gitu. 

Jadi memang kalau individu yang pintar-pintar ataupun baru datang, melihat 
lain, saya kira akan susah ini untuk, untuk bisa di terima. Tetapi kalau kesepakatannya 
ditingkat-tingkat itu bilateral, multilateral, ini sudah, sudah sangat oke, salah satu yang 
sudah putus bersama. Jadi tadi begitu efisiensi itu diangkat, bisa saja diangkat Pak 
Tetapi saya kira. Ya untuk hari ini kita mengirimkan kembali lagi Sidang Tahunan ini 
hasilnya seindah mungkin, se-elegan mungkin Iha. 

57. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Saya cuma mengingatkan saja. Saya juga betapa lebih baik pada hari ke tiga. 

Teman dari PDIP yang pada awal-awalnya, mohon maaf ini saja. Bukan mau 
menginterup begitu, banyak interuptor tapi ini ternyata tidak. Sebab dengan jiwa besar 
sedemikian. 

Tapi yang saya sayangkan ini pembahasan untuk berbulan-bulan. Khusus pada 
Pasal 33 sudah diketok, dianulir oleh satu orang. Yang celakanya, dan mohon maaf ini 
Ketua Fraksinya saya serahkan kepada Prof. Edi Swarsono. Itu apakah betul satu 
negara ini yang sudah disepakati, hanya oleh satu orang bisa dianulir. lni 
pertanyaannya itu. 

Kalau lah itu, itu sebenarnya sudah masalah internal. Mahon maaf ini, PDIP saja 
bisa menyelesaikan masalah internalnya. Masa Utusan Golongan yang hanya 65 orang 
kok tidak bisa menyelesaikan. Mahon ini. Tolong dipertimbangkan saja kok Pak Kalau 
memang dia anggap masalah internal, suara fraksi sudah mengatakan menerima, kan 
dia harus lihat suara fraksi. Begitu Pak. 

Terima kasih Pak. 

58. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Apa latar belakangnya, saya sudah sampaikan apa yang ada di PAH, karena saya 

terlibat di PAH. Saya sampaikan hasil lobi Pimpinan Fraksi, saya juga sampaikan. Tapi 
mungkin anatomi utusan golongan itu agak lain. Jadi langsung dan meminta untuk ikut 
Tim Perumus. 

Itulah kira-kira, anunya, apa situasinya yang .... 
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59. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Pak Zacky, jadi terpaksa saya cerita ini. Ini kejadian saya belum pernah, enggak, 

enggak masuk. Cuma GBHN yang kapan tahun deh. Pak Edy ikut di situ. Saya kira 
zaman Ginanjar kalau tidak salah yang ikut 

Bentar, GBHN kan tebal. Itu juga titik koma sama Pak Edy dibongkar. Sri Edy 
Swasono. Aku cerita bagaimana penyelesaiannya. Itu tahu tidak Badan Pekerja bekerja 
berapa lama. Tidak ada progress sama sekali karena dia bongkar terus. Padahal mereka 
juga punya jadwal kan. 

Solusinya. Dan saya menyaksikan sendiri. Waktu dia keluar negeri dia duduk di 
sebelah saya, ke Amerika, lagi kerja itu. Kenapa Mas Edy, bukannya lagi sibuk? "Saya 
ada undangan seminar". Dibikin ada undangan dari luar negeri, biar dia jangan ikut. 
Dikebut, ... dia pulang sudah selesai. Saya tanya sama Ginandjar, diatur saja, kalau tidak, 
tidak maju-maju, dikasih tiket saja dia. Jadi memang kalau soal ngototya tidak ada yang 
bisa lawan Pak Edy. Karena dia orangnya kayak Sri Bintang, itu kan keras, mendingan 
dipenjara, begitu. 

Tapi ya kita bisa ... terus terang saja saya sampaikan, dia ada kekhususan. Jadi 
mohon kan meskipun Utusan Golongan khusus, ada yang pinter, ada yang cantik, ada 
yang ..... , dia kekhususannya aneh gitu. Jadi mohon nih Bu Tati, demi kita semua ya 
diatur lah, gimana begitu. 

Terima kasih. 

60. Pernbicara: Slarnet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Jadi bagaimana ini Bu Tati, mohon maaf tadi. Saya ketemu Utusan Golongan, saya 

mencoba mengakomodasikan. Kalau telah kita selesaikan Pasal 29, tidak sampai satu 
paket. Apakah tidak bisa menyepakati Bapak. Utusan golongan malah memunculkan 
satu hal yang tidak prinsipil. Padahal masalah yang paling prinsipil adalah Pasal 29 dan 
Pasal 31. Tolong dipertimbangkan ini. Itu sudah diaklamasi kan. 

61. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
J adi kalau bis a saya usul. 

62. Pernbicara: Slarnet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Kita sudah mengakomodasikan kepentingan Utusan Golongan. 

63. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Rumusan itu keluar itu melibatkan sejumlah ahli ekonomi. Sejumlah ahli 

ekonomi itu pada waktu itu terpecah dua memang. Dan memang rombongannya Pak 
Edy merasa dikalahkan pada waktu itu. Bahkan rombongan Pak Edy ada dua orang 
mengundurkan diri, walk out. Satu Prof. Dawam, dua Prof. Mubijarto. Marah dan 
sebagainya begitu. Kalah sama anak muda. 

Tapi bagaimanapun pikiran-pikiran yang disampaikan oleh teman-teman yang 
muda-muda itu, juga tidak salah dan tidak keliru. Jadi tidak benar juga kalau tiba-tiba 
pikirannya dianggap pikiran yang tidak heres, begitu. lni pikiran telah melalui proses 
yang matang baik dari segi hypotesis, teoritis dan sebagainya, begitu. 

Jadi menurut saya kalau kemudian kita bongkar hanya karena satu orang, ini jadi 
kelewatan. Dulu Pak Edy itu men-declare. Dulu kan ada, fraksi itu; Fraksi Karya, Fraksi 
PDI, Fraksi Partai Persatuan, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Utusan Daerah. Pak Edy 
waktu itu men-declare tahu enggak Pak? .... Fraksi Edy Swasono. 

Oh iya di tempat itu, karena saya di Golkar masuk di komisi itu. Pak Edy men
declare saya Fraksi Edy Swasono. Berbeda dengan semuanya. 
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64. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Berani tampil beda. 

65. Pembicara : Fahrni Idris (F -PG) 
Ya tapi kan itu menghambat, lalu tackling-nya secara kanak-kanak begitu, itu kan 

tackling-nya. Dikarang di satu kamar, saya juga ikut di kamar. Ini nih ada undangan, 
tap .. tap ... tap .. begini, begini, begini, berangkat.. Kan caranya kekanak-kanakan. Kalau 
dia mengambil sikap sebagai ideolog, diundang ke surga pun dia enggak pergi. Apa pula 
cuma diundang ke Amerika. 

Nah, ini saya mohon teman-teman di Utusan Golongan dapat memusyawarahkan. 
Sepintar apapun, tapi yang paling pentingkan musyawarah. Sebab kalau seorang diri 
sudah mengabaikan pendapat banyak pihak, apalagi banyak pihak itu dianggap tidak 
sepintar dia. Nah, itu musyawarah bentuk apapun tidak akan tercapai. 

Jadi saya mohon kalau bisa Pasal 33 ini kaitannya dengan Pasal 34 di tingkat 
musyawarah ini, kita selamatkanlah. Hal yang bersifat ideologis, bersifat apa ... agamis 
ya itu bisa selesai. Hal yang bersifat teknis tidak selesai, kan kelewatan itu. Hal yang 
bersifat ideologis, yang bersifat struktural, selesai. Ini tidak struktural ini. 

66. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Oke saya kira selesai, Pak Zacky bisa diterima ya? Kembali ke judul keputusan, 

sepakat? Setuju (tepuk tangan peserta). 
Ya, sedangkan rumusannya kan tadi masih diperbaiki. Sudah, sudah selesai. 

67. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Biar cepat selesai lah. Tidak, begini. Saya dengan Pak Slamet Supriyadi 

mengusulkan. Ini kan ada Pasal 37 Ayat (5). Daripada di sana juga berputar, kenapa 
tidak kita sounding di sini saja. Bahasanya kita boleh, kita tinggal ganti bahasa. Yang 
penting NKRI itu adalah non amendment article, gitu aja. Rumusannya terserah gitu aja. 
Rumusannya terserah. Di-sounding di sini, enggak, jadi kesepakatan, selesai. 

68. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Pak Arifin, F-KKI juga punya pendapat mengenai Pasal 37 Ayat (5). Itu tidak 

hanya ... ada tiga unsur di situ. Jadi Nilai Dasar yaitu Pancasila. Bentuk Negara itu 
Kesatuan. Yang ketiga itu Keutuhan Wilayah. 

(Diskusi bebas antar peserta rapat) 

69. Pembicara : Slamet Supriyadi 
Seyogianya rumusan ini dirubah menjadi... Rumusannya kita serahkan, tetapi 

yang penting ... jadi khusus bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa 
dirubah. 

70. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Ketentuan Pasal ini Ayat (1), (2), (3) dan ( 4) tidak berlaku untuk Pasal 1 Undang

Undang Dasar ini. 

71. Ketua Rapat: Arifin Panigoro 
Itu terjemahannya di Pasal 1 itu NKRI ada. 

72. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ya bisa seperti itu, tapi nanti dianggap kurang jelas. 
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73. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Sekaranggini rumusannya yang kita mau itu seperti apa. 
Ketua. Kalau hanya men ye but Pasal 1, itu menjadi abstrak gitu lho. Kita kan mau 

konkret. Ya karena di sana kan ada, tidak disebut persoalannya, substansinya. Sebab di 
situ ada Pasal 1 yang rame orang itu kan, Kedaulatan di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu kan ramai itu. Artinya sudah 
termasuk ke sana kan. Padahal maksud kita yang paling essensial itu apa? Negara 
Kesatuan, kalau mau ditambah keutuhan wilayah tidak apa-apa. Cuma itu supaya tidak 
dirubah begitu, jangan pakai lagi rekomendasi, apa ... referendum. 

(Diskusi bebas antar peserta rapat) 

74. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Kita sesuai Pasal 37 Ayat (5), itu kan substansinya NKRI. Itu saja yang menjadi 

kesempatan kita. Jadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dirubah. 
Sudah begitu saja. 

(Diskusi bebas antar peserta rapat) 

75. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 

76. Pembicara: Andi Mattaiatta (F-PG) 
Begini... Saya mengusulkan begini Pak ya. Kalau ada pernyataan begitu nanti 

dipertentangkan dengan azas kedaulatan rakyat Saya lebih cenderung, untuk 
mempersulit, kalau dua pertiga dianggap gampang, kita tingkatkan. Jadi khusus 
perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain melalui mekanisme di 
MPR, jadi harus diusulkan sepertiga, disepakati dua pertiga, lalu masuk referendum. 
Referendumnya pun ditingkatkan, jangan dua pertiga tapi tiga perempat 

77. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Itu orang bisa secara legal mengkampanyekan. Untuk ... , itu yang dihati-hatikan. 

Jangan sampai ini menjadi inspirasi, pengilham untuk itu. Kalau ... 

(Diskusi bebas antar peserta rapat) 

78. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Tolong, saya punya pemikiran ya. Kalau didrop itu menjadi obyek perubahan. 

Kalau memang tidak mau kata-katanya seperti ini, dan prinsipnya coba direnungkan. 
Prinsipnya, jadi mudah pada saat Sidang Umum. Perubahan mencabut Pasal 37 Ayat 
(5) atau mengumpulkan sekian banyak orang untuk referendum. 

Kalau menurut saya sih, teknisnya lebih sulit referendum. Tetapi kata-kata yang 
seperti ini, memancing orang untuk mengubah. Bagaimana kalau kita perpadukan saja 
ya. Jadi khusus untuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa dirubah. 
Kecuali ... 

Jadi ada pernyataan dulu, ada pernyataan politik tidak mau mengubah, itu sudah 
ada. Perubahan politik tidak bisa diubah. 

Perubahan UUD 1945 407 



79. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Baik, baik Ketua sebenarnya biarpun kita kritik begitu, umpama MPR sepuluh 

tahun yang akan datang mau mengubahnya kan mudah saja. Tetapi kalau kita 
menyebut referendum artinya kita memenangkan untuk mengadakan perubahan itu. 

80. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Jadi begini. Kalau kita titik di situ, itu tadi saya mendukung bahwa seolah-olah 

kita menutup sesuatu yang pikiran manusia itu. Temuan manusia itu kan bisa berubah. 
Jadi jangan sampai kita seperti, seperti kedaulatan Tuhan kita itu menutup begitu saja. 
Meskipun dengan kata kecuali tadi itu pada hakekatnya kita sangat mempersempit 
kemungkinan itu. 

81. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Ya. Walaupun saya baru masuk tapi saya merasakan apa yang sedang 

dibicarakan. Kalau kami, terus terang saja untuk menutup sama sekali artinya tidak ada 
satu mekanisme pun. Dan tidak boleh kalau ada orang berpikir seperti itu. Dan 
kemerdekaan berpikirnya. Ini bisa diterima secara demokratis. Dan nanti orang 
berdiskusi, berpikir tentang yang lain-lain seperti itu. Itu diberangus habis. 

82. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ini informasi saja, di sana itu sudah hampir dua jam. Berbicara mengenai Ayat ini, 

Ayat (5). Pasal 37 Ayat (5). Jadi ini tumpang tindih ini. 

(Diskusi antar peserta rapat) 

83. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Saya ulangi tadi. Karena itu, mungkin tidak menutup sama sekali. Tapi ada 

mekanisme. Tapi itu berat gitu lho. Ini yang ... ada mekanisme tapi berat. Kira-kira itu 
yang .. kalau ditutup sama sekali, itu sulit Sulit itu. 

(Diskusi antar peserta rapat) 

84. Ketua Rapat : Arifin Panigoro 
Khusus untuk perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk NKRI Pasal 37 Ayat (5). Khusus untuk bentuk negara NKRI. Tidak, tidak maksud 
saya bukan obyek perubahan. Seperti Pembukaan, khusus untuk bentuk negara NKRI. 
Pasal 37. Yang apa namanya menjelaskan soal perubahan tidak berlaku. 

(Diskusi antar peserta rapat) 

85. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Tadi ada informasi, karena sudah hampir sejam persoalan ini. Jadi tolong 

koordinasi Pimpinan. 

(Diskusi antar Peserta Rapat) 

86. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Jadi begini Pak, kelihatannya di sini hampir semuanya ingin mempertahankan 

Pasal 37 Ayat (5). Ada yang ingin mencabut. Ada yang ingin mengatakan bahwa 
mengganti, bahwa khusus bentuk negara kesatuan yang diatur di dalam Pasal 1 tidak 
bisa dirubah atau dilakukan perubahan. Dua hal. Jadi kayanya tidak lagi yang beranjak 
pada yang dua ini. 

408 Perubahan UUD 1945 



(Diselingi diskusi antar Peserta Rapat) 

Jadi Ayat (1), (2), (3), (4) Pasal ini tidak berlaku terhadap bentuk negara 
kesatuan, kalau menurut saya Pasal 1 saja. 

[Diselingi diskusi antar Peserta Rapat) 

Nanti timbul pertanyaan Pak, kalau begitu berlaku apa buat mereka. Atau tidak 
dapat dirubah. Jadi khusus mengenai bentuk negara kesatuan, republik, negara hukum, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1, lebih baik disebutkan semuanya, tidak dapat 
dilakukan Perubahan. Suatu saat apabila orang mau mengubah itu ya harus mencabut 
Ayat (5) itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kalau kedaulatan rakyat 
juga tidak boleh. 

[Diselingi diskusi antar Peserta Rapat) 

Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 tidak dapat dilakukan perubahan. 

(Diskusi antar Peserta Rapat) 

87. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Ya kalau bagi saya sebenarnya secara logika demokrasi itu tidak masuk Karena 

toh nanti kalau orang mau mengubah itu tinggal mengubah Pasal (37)-nya. Jadi sama 
halnya dengan tidak ada gitu lho, tapi enggak apa-apa lah itu. 

(Diskusi antar Peserta Rapat) 

88. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan. Oke, terima kasih. 
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11. RAPAT LOBI KOMISI A MPR, 7 AGUSTUS 2002 

1. Hari Rabu 
2. Tanggal 7 Agustus 2002 
3. Waktu 19.00 WIB 
4. Tempat Nusantara V 
5. Ketua Rapat Drs. Jakob Tobing, M.P.A 
6. Sekretaris Raoat Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 
7. Acara a. Pembahasan Pasal 33 

b. Pembahasan komisi konstitusi 
8. Hadir 60 Orang 
9. Tidakhadir -- Orang- -

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.00 WIB 

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Anunya ini kurang bagus ya. Lebih baik. .. hilang. Jadi, instruksinya bisa 

ditampung langsung ... Orangnya setia dan disiplin, kan. Sementara itu mungkin bisa 
juga dilaporkan bahwa dikarena itu ada juga kemajuan-kemajuan, dan di sini tadi juga 
ada kemajuan-kemajuan. Banyak sekali malah ya. Jadi di sana yang terakhir itu, Pasal 3, 
Peralihan dan Tambahan itu semuanya selesai, gitu. Kalau ada apa-apa dari sini 
tambah, bukan mengubah yang di sana. 

Pasal 33, ini kita menghargai sekali ya Tim Forum Lobi, ya. Tapi kebetulan 
karena sudah selesai. Jadi kalau dari sini ada selesai juga itu kan bagus. Masuk ke 
Perumus, ternyata di sana sudah selesai juga. 

2. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Tapi selesai di sana dengan selesai di sini ada beda. Ada beda dikit. Kalau selesai 

di sini, bersih seperti ketika kita rumuskan di Pleno Badan Pekerja tanggal 25 itu. Cuma 
posisinya, ini hasil lobi, tentu harus masuk lagi ke perumus. Nah, Perumus di sana 
sudah siap. Bolehlah masukkan saja, Pasal 33 Ayat (4). Maka dari itu, kita di sana beda. 

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ayat ( 4) itu sekarang ada dua alternatif. Pasal 33 Ayat ( 4 )-nya, dua-duanya sudah 

disetujui. Artinya di Lobi, Ayat (4)-nya seperti itu. Di Tim Perumus, ada satu kata yang 
dipindah. Bukan diulang dipindah, tapi disambung. Efisiensi itu berkeadilan dan 
efisiensi itu supaya jadi suatu konsep. Kalau berdiri sendiri, efisiensi bisa diartikan 
sesuatu yang akan bertentangan dengan upaya-upaya usaha bersama. Karena jadinya 
menjadi sangat-sangat oriented micro concept. Tapi begitu dia digandeng dengan 
keadilan, dia menjadi suatu konsep yang lebih makro tentang keadilan. 

Jadi, walaupun misalnya, kita itu gotong royong membuat proyek untuk rakyat 
miskin misalnya begitu, tidak boleh atas nama, oh ini proyek untuk rakyat miskin, 
boleh boros, boleh enggak bisa secara national economic tidak available, begitu. Jadi itu 
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sebetulnya semangatnya juga ... usul-usul lain tentang rapat kooperatif, rapat ... itu ndak 
jadi... Jadi sebetulnya ya sedikit sekali lah bedanya dengan yang di sini. 

4. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Dan Pak Supono sudah ngomong sama wartawan tadi di luar .... 

5. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu bisa satu buku sendiri, jadi. Oke. Jadi kalau boleh, ini sudah banyak yang 

hadir, mungkin kita masuk pelan-pelan, begitu pada materinya. Tetapi persenelingnya 
nanti pindah-pindah ini. "Lobi", "Perumus", "Lobi", "Perumus". Jadi hasil dari "Lobi" 
tadi, tentunya "Perumus" hams membuatnya menjadi official begitu ya. Dan itu kan 
"Lobi". Jadi hams masuk official inilah hasil Tim Lobi yang memang dibentuk oleh 
Pleno Paripurna. Sekarang, saya dengar kita akan melanjutkan "Lobi" dulu, topiknya 
tentang komisi konstitusi. 

6. Pembicara : Peserta Rapat 
Tentang perlunya kesinambungan kesejarahan dari Undang-Undang Dasar yang 

kita amendemen sekarang ini. Seperti kita ketahui bahwa, sesudah disepakatinya 
Undang-Undang Dasar ini pada tanggal 18 Agustus 1945, lalu kemudian terputus, tidak 
berlaku dengan Konstitusi RIS 1949, lalu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, lalu 
ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang 
telah mengantar kita sampai sekarang ini. Nah, fraksi kami ingin memasukkan itu 
supaya jangan ada keterputusan kesinambungan kesejarahan ini. Itu saja. Tapi 
tempatnya apakah di Aturan Tambahan atau dimana ya terserah bagaimana baiknya 
itu. Tapi kira-kira bahwa ya, tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud 
adalah Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 
Juli 1959, yang kemudian disahkan secara aklamasi oleh parlemen hasil Pemilu 1955 
pada tanggal 22 Juli 1959. Jadi untuk kesinambungan sejarah saja. Supaya ini juga 
sekaligus ... selain dokumen historis juga untuk objek studi untuk generasi yang akan 
datang. Itu saja. 

7. Pembicara: Peserta Rapat 
Baik. Saya rasa kalau dari sisi technicalities, begini. Kita sepakat bahwa kalau ada 

hal-hal yang menambah kepada Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan, itu akan 
dibicarakan di dalam Forum Lobi ini, nanti kalau disepakati dimasukkan dimana, 
begitu. Jadi itu memang forumnya ada, mekanismenya ada. Jadi sebagai ini ... modal, 
kemudian kalau ada yang mau menambah di sini atau dimana, kita bicarakan, ini 
forumnya, itu lobi. ltu yang pertama. 

Yang kedua, barangkali sekedar informasi pemahaman kita dulu. Undang
Undang Dasar yang asli itu kan tetap itu, bangunnya. Tetap itu kerangkanya. Dan itu 
adalah hasil Dekrit 5 Juli. Walaupun kita membuat adendum 1, 2, 3, kita tidak pernah 
menetapkan kembali di luar Dekrit 5 Juli, karena ini sudah jalan. Yang ditetapkan itu 
Perubahan satu, dua, tiga, empat. Kan gitu Pak. Karena sistem adendum. Makanya 
waktu menyusun macam naskah dalam satu susunan itu, saya ingatkan. Ambil kembali 
bagaimana seasli-aslinya waktu Dekrit 5 Juli, itulah yang kita pakai. Karena agak beda 
dengan 18 Agustus. Sebagai informasi saja nanti barangkali bagaimana pemecahannya, 
begitu. Ya, makanya nanti.. .. 
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8. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau semata-mata dari Dekrit 5 Juli, itu tidak nyambung dong dari 18 Agustus 

itu. 

9. Pembicara : Peserta Rapat 
Yang ditetapkan oleh 5 Juli itu, adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi 

semenjak Undang-Undang RIS. 

10. Pembicara : Peserta Rapat 
Itu yang diberlakukan kembali. Karena Dekrit Presiden 5 Juli itu memberlakukan 

kembali. 

11. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Iya, tapi waktu itu kan dia sudah tidak ada. Sampai tahun 1950 bulan September, 

waktu RIS. Itu Undang-Undang Dasar 1945 itu masih ada dan berlaku di Negara 
Republik Indonesia, Yogyakarta. Tetapi sesudah ini semua menjadi UUDS, dia sudah 
tidak berlaku dimana-mana. Diberlakukan kembali per 5 Juli, begitu. Jadi kalau 
hubungannya ada keterputusan. Tetapi kan sejarahnya kelihatan. Nah sekarang dalam 
susunan kita nanti kan Undang-Undang Dasar yang naskah aslinya itu kan itu di atas. 
Dan ada bagian-bagiannya itu mulai dari Pembukaan, itu kan masih berlaku, masih 
valid. Dan itu kerangka di sana kan ke Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan 
Dekrit 5 Juli 1959. Tidak ada ketetapan MPR yang mengatakan ini berlaku begini. Itulah 
yang jadi pemberlakuannya. Salah satu konsiderannya adalah yang Bapak sampaikan 
itu kan dalam keputusan Keppres-nya itu. 

Kemudian, Perubahan Pertama yang disisipkan, itu adalah 99 begitu. Tidak 
pernah ini mengatakan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. 
Tidak pernah. Yang dulu dilakukan itu adalah bahwa amendemen satu itu ini, dua ini 
dan ini. Oleh karena itu juga, yang diusulkan atau disarankan oleh Panitia Ad Hoc I, 
kalaupun nanti kita membuat Undang-Undang Dasar 1945 telah di adendum itu dalam 
satu naskah, itu bukan berbentuk keputusan tapi berbentuk risalah resmi dari Sidang 
MPR tahun 2002 untuk menjaga kesinambungan-kesinambungan seperti ini. Karena 
kan ini tetap dia itu. Tapi kaitan ... 

12. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Itu keterangan Pak Jakob, tapi saya secara resmi mengangkat kembali. Sudah 

dikemukakan secara resmi oleh fraksi kami. 

13. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Atau mungkin begini Pak. Sambil mempelajari apa yang disampaikan Pak Fatwa 

dan dari kemungkinan-kemungkinan dimana yang lebih cocok, gimana kalau kita lanjut 
saja ke masalah komisi konstitusi yang .... 

14. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi Pak Begini makanya harus ada dua agenda itu. Agendanya kan kalau 

yang lain-lain kan sudah selesai, tinggal nanti panitia perumus meresmikannya 
menjadi produknya Komisi A. Tapi kan masih ada yang belum. Satu, komisi konstitusi. 

Sekarang Pak Fatwa mengajukan apa yang tadi disampaikan oleh jubirnya. 
Forum ini adalah forum lobi untuk mencernakan ini. Catatannya itu begini, kita 
sebenarnya kalau melihat materi amendemen, itu kan proses resmi itu kan harus mulai 
dari tingkat satu Panitia Ad Hoc. Tingkat dua, itu sekarang tingkat tiga. Jadi, kalau 
masuk ditingkat tiga, itu memang harus melalui lobi begini, dan semua sepakat masuk, 
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dia masuk. Tetapi kalau masuk ke forum resmi, langsung misalnya ke Komisi A untuk 
menjadi agenda, kayanya ndak mungkin. Makanya masuk melalui lobi dulu. Dilobikan, 
kalau semuanya sepakat, jadi dia. Berarti kita mem-bypass proses satu, dua, tiga, 
karena kita semua sepakat 

15. Pembicara : Peserta Rapat 
Tapi kan itu tidak bertentangan .... 

16. Pembicara : Peserta Rapat 
Makanya di .... 

17. Pembicara: Peserta Rapat 
Begini saudara Ketua. Memang dibenarkan atau dapat dibenarkan kalau kita 

pakai Pasal 94 Tata Tertib. Bahwa pada tingkat pembicaraan tingkat dua, tiga, yaitu 
pada tingkat pembicaraan di Paripurna, dan di komisi dapat fraksi-fraksi mengajukan 
gagasan itu untuk dibahas. Katakanlah ini sudah masuk dalam tahap pembicaraan 
tingkat tiga ini. Sebaliknya ada juga kan pikiran-pikiran baru yang masuk juga. Sudah, 
kita tetapkan saja. Bahwa ada beberapa gagasan pikiran-pikiran yang sudah masuk. 
Pertama ini, kedua ini. Supaya kita tidak memperdebatkan apakah ini benar, apakah 
tidak salah, kita agendakan saja. Agenda pertama misalnya komisi konstitusi. Agenda 
kedua, usulan dari Fraksi Reformasi. Begitu saja. 

18. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, saya rasa kalau disepakati begitu .... 

19. Pembicara : Peserta Rapat 
Kan ini komisi konstitusi kan mestinya .... 

20. Pembicara: Peserta Rapat 
Bukan, derajatnya sebagai gagasan, sama. Derajat sebagai gagasan ya. Kalau kita 

mengacu pada Pasal 94. Ini kan gagasan namanya. Derajatnya sama sebagai gagasan. 
Bahwa anda menempatkan ini di Aturan Tambahan kah, Aturan Peralihan kah, itu 
technicaUties-nya gitu. Pintu masuknya. 

21. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi, artinya komisi konstitusi tetap juga masuknya .... 

22. Pembicara : Peserta Rapat 
Pintu gerbangnya di Aturan Tambahan Pak Artinya kalau kita .... 

23. Pembicara: Peserta Rapat 
Karena ini dia gunakan .... 

24. Pembicara : Peserta Rapat 
Oiya, tadi .... 

25. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau jelas usulan saya begitu saudara Jakob, saudara Pimpinan. 

26. Pembicara : Peserta Rapat 
Iya, jadi yang dipersoalkan tampaknya, kalau yang saya tangkap, Pak Fatwa 

nampaknya ingin agendanya ini didahulukan baru komisi konstitusi, begitu. Yang 
penting ... tapi kalau setelah bisa menerima, enggak ada masalah. Yang penting kan 
diagendakan. Karena itu berkaitan dengan Aturan Tambahan. 
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27. Pembicara: Peserta Rapat 
Ya, kesepakatan kita Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan kan belum ditutup. 

Karena komisi konstitusi bisa masuk Aturan Peralihan, mana yang disepakati atau 
Aturan Tambahan. Kan gitu. 

28. Pembicara : Peserta Rapat 
Pimpinan, usulan Fraksi Reformasi ini relatif lebih mudah daripada kita 

membicarakan ... bukan, lebih cepatlah dugaan saya daripada komisi konstitusi, karena 
kan komisi konstitusi banyak warnanya itu. Jadi kalau ini lebih dulu mungkin lebih 
bisa ... 

29. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Gini lah, kita ambil gini saja. Saya usul, ini pertemuan kita buka ya. Ini lobi, 

agendanya itu dua yaitu mengenai apa yang disebut sebagai badan untuk 
Penyempurnaan Perubahan Undang-Undang Dasar, ada yang menyebutnya komisi 
konstitusi, ada yang menyebutnya Panitia, Komisi Penyelamat, dan sebagainya. Dan 
yang menyangkut rekaman kesejarahan, begitu ya, yang tadi diusulkan oleh Fraksi 
Reformasi. Menyarankan supaya didahulukan yang disyaratkan oleh seluruh fraksi di 
dalam Pemandangan Umum lebih dulu, yang mengenai komisi konstitusinya, kita 
agendakan, dan kita alokasikan waktu juga untuk usul dari Fraksi Reformasi pada 
malam hari ini. Bagitu ya. Baik. 

Baik, kami mengundang kita untuk membicarakannya, kami persilakan ketua 
fraksi-fraksi mengambil inisiatif pembicaraan. Sepanjang yang kami catat, ada berbagai 
fraksi tetapi ada satu kesamaan .... 

30. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi saja Pak, 

31. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Ya 

32. Pembicara : Peserta Rapat 
Tadi kalau ndak salah banyak konsep dari beberapa fraksi yang sudah 

menyiapkan itu. Apakah sebaiknya tidak diedarkan saja? 

33. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Sebaiknya tidak diedarkan saja itu bagaimana? 

34. Pembicara : Peserta Rapat 
Sebaiknya diedarkan saja. 

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, sambil kita tunggu, tapi dari rekaman kan kita tahu. Ini adalah sesuatu yang 

merupakan badannya MPR. Walaupun ada yang menyebut independent, anggotanya 
begini-begitu, semua dua belas fraksi. Catatan saya mengatakan ini adalah instrumen 
MPR. 

36. Pembicara : Peserta Rapat 
Pak Ketua. Di sini Pak, sebelah kanan. Dari semua yang mengusulkan Pak Bapak 

ndak mengusulkan. 

37. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ceritanya lain lagi. Tapi semua yang mengusulkan begitu. 
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38. Pembicara : Peserta Rapat 
Pak Jakob, di sini sebelah kanan. Itu bikin anak-anaknya dulu atau emaknya? 

39. Pembicara : Peserta Rapat 
Emaknya dulu dong. 

40. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya emaknya, berarti Aturan Tambahan dulu Pak Karena dia akan masuk situ. 

Tidak mungkin dia lahir tanpa emaknya dulu. 

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tunggu dulu. Saya hanya mengenyampingkan apa-apa yang sama. Ya supaya 

lebih mudah. Kemudian dari ... Tidak semua fraksi setuju dengan adanya ini, itu juga 
satu hal. Tapi tidak semua. Sekarang yang sama sajalah. Semua yang mengusulkan 
mengatakan badan ini adalah instrumennya MPR. Semua yang mengajukan ini 
mengatakan, ini adalah sesudah amendemen selesai. Sesudah Amendemen Keempat 
selesai. Semua yang mengajukan mengatakan, ini adalah untuk menyempurnakan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat. Tidak ada yang 
mengatakan, bikin Undang-Undang Dasar baru. Ya, semua yang mengatakan, ini 
kontrak sosial baru, itu anunya ciri-ciri yang muncul. Kemudian perbedaannya .... 

42. Pembicara : Peserta Rapat 
Ada yang ketinggalan. Artinya yang menyepakatkan tidak suka itu. 

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Nah ini yang sama-sama dulu Pak Yang mengusulkan nampaknya begitu. 

Kemudian, ada yang yang mengatakan tidak setuju ini, gitu. Ada yang mengatakan, ini 
masih itu lah, masih ... Nah sekarang bagaimana baiknya kalau di-roll call-lah sekali lagi, 
fraksi per fraksi. Mungkin kita mulai dari ... Karena jarum jam itu begini. Mulai dari F
UG. 

Silakan. 

44. Pembicara : Peserta Rapat (F-UG) 
Terima kasih pimpinan. 
Di dalam pandangan kami terakhir mengenai komisi konstitusi dan pandangan 

umum juga, pada dasarnya komisi konstitusi itu, artinya siap untuk dibicarakan oleh 
Fraksi Utusan Golongan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, 
karena ini akan menjadi muatan-muatan substansi di dalam komisi konstitusi ini. 
Apakah kehadiran komisi konstitusi ini merupakan jalan keluar dari proses yang 
dianggap akan deadlock di dalam membicarakan pasal-pasal. Itu pertanyaan yang 
berkembang di dalam Fraksi Utusan Golongan. Jadi, apakah komisi konstitusi ini 
kehadirannya itu sebagai jalan keluar terhadap pasal-pasal yang dianggap nantinya 
akan deadlock? Atau apakah komisi konstitusi ini hadir hanya untuk mengakomodir 
keterlibatan komponen-komponen lain yang selama ini belum terrekrut, terakomodir 
di dalam pembahasan-pembahasan di PAH I. 

Nah, kalau membaca apa yang disampaikan tadi oleh Fraksi PDIP, yang kami 
bahas juga di Fraksi Utusan Golongan, nampaknya fungsinya atau tugasnya itu hanya 
menyelaraskan. Kalau hanya fungsinya atau tugasnya menyelaraskan, nampaknya itu 
tidak perlu adanya komisi konstitusi. 

Jadi pada dasarnya, dari kami Fraksi Utusan Golongan, siap untuk membicarakan 
komisi konstitusi ini. Tapi saya tolong diberikan penjelasan dulu tentang tadi. Apakah 
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memang kehadiran komisi konstitusi ini untuk menjawab deadlock pasal-pasal dan 
untuk sekedar mengakomodir orang-orang yang sementara ini belum terlibat di dalam 
ini? 

Terima kasih Pimpinan. 

45. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin sambil fraksi menyampaikan pendapatnya, barangkali menjawab juga 

ya, menurut versinya masing-masing, begitu. 
Berikutnya silakan .... 

46. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Saya bacakan saja, ini replika kami. Ya biar pencerahan juga. Tadi kan enggak 

sempat. Ya, kami pandangannya berkenan mendiskusikannya secara mendalam, 
tentang perlu tidaknya keberadaan komisi konstitusi. Diskusi tentang komisi konstitusi 
merupakan pembicaraan yang harus mendasar, hati-hati, tidak kontraproduktif, dan 
tidak boleh melanggar konstitusi itu sendiri. Bahkan harus komprehensif karena 
menyangkut pada perubahan Undang-Undang Dasar apapun nanti posisinya di sana. 
Diskusi ini tidak hanya sekedar, ya maksud kami tidak hanya sekedar untuk 
menyenangkan sekelompok orang saja, tetapi justru ketika kita melakukan sosialisasi, 
uji sahih, penyerapan aspirasi masyarakat ke daerah-daerah seluruh Indonesia itu 
nyata-nyata tidaklah banyak yang mengusulkan diadakannya komisi konstitusi hal itu 
dapat kita lihat sebagaimana yang materi yang diberikan kepada kita. Memang ada 
pikiran-pikiran dari sekelompok masyarakat terutama LSM-LSM yang mendesak agar 
dilakukan diadakannya komisi konstitusi dalam rangka melakukan perubahan secara 
keseluruhan dan kewenangan secara keseluruhan diberikan kepada komisi konstitusi 
itu. Itu ada masukan yang sampai kepada kita seperti itu. 

Bagi Fraksi Reformasi bahwa pembahasan komisi konstitusi ini seyogianya juga 
harus dipersiapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Tata Tertib kita bahwa 
materi komisi konstitusi ini harus sudah diterima oleh anggota MPR sebelum sidang 
dimulai karena ini betul-betul adalah di luar materi yang dipersiapkan sama sekali atau 
bahasan dan materi komisi konstitusi ini ternyata memang belum dipersiapkan dan 
tidak dibahas oleh MPR sehingga itu tidak merupakan bahan kita. 

Berdasarkan Tap MPR Nomor II/MPR/1999 yang diubah dengan Tap Nomor 
V /MPR/2001 pada prinsipnya menugaskan kepada Badan Pekerja bahwa 
mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar itu paling lama pada 
sidang tahun 2002 ini sehingga dengan demikian tentu tidak ada lagi yang namanya 
perubahan Undang-Undang Dasar dalam bentuk apapun juga. Itu sudah final sifatnya 
pada sidang tahunan ini. Dalam diskusi kita kalau memang kita ingin membicarakan ini 
juga selain dari hal-hal diatas yang merupakan landasan hukum juga ada beberapa hal 
yang perlu kita tinjau. 

Pertama, tentang masalah efektifitas keberadaannya. Seperti tadi oleh karena 
memang kita pada 2002 ini sudah selesai dan kita sudah tuntas melakukan perubahan 
maka tentunya keberadaan komisi konstitusi tidak diperlukan lagi. Apalagi nanti kita 
juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah yang sudah bisa 
disimak dengan baik oleh masyarakat Indonesia sehingga pikiran-pikiran yang 
menyatakan tumpang tindih, tidak jelas, dan lain sebagainya itu nanti akan terjawab 
dengan sendirinya. Kecuali kalau memang ternyata MPR yang telah pada Pemilu 2004 
menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lanjutan itu terserah 
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pada mereka kita tidak usah atur dari sekarang. Jadi kita serahkanlah seutuhnya sebab 
kalau kita atur itupun juga belum tentu merupakan bagian dari kehendak masyarakat 
nanti pada 2004. 

Kemudian mengenai representasi. Nah tentunya untuk melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar itu secara tegas kita sudah mengakui dalam Pasal 3 Undang
Undang Dasar bahwa yang berwenang melakukan perubahan itu adalah MPR. Jadi 
tidak ada sedikitpun namanya lain. Sedangkan pikiran yang masuk pada saat ini untuk 
melakukan keberadaan komisi konstitusi itu adalah untuk mengubah Undang-Undang 
Dasar. Nah kalau kita tidak mengikuti pikiran-pikiran itu berarti kita juga tidak 
mengikuti aspirasi masyarakat Nah oleh karena itu bahkan juga Undang-Undang Dasar 
kita persyaratan anggota MPR yang memenuhi kuorum kemudian jumlah anggota 50% 
lebih 1 dalam rumusan kita itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Kemudian 
persoalan persentasinya adalah ini juga menyangkut siapa mewakili siapa sebab untuk 
melakukan perubahan itu terhadap Undang-Undang Dasar haruslah wakili rakyat yang 
secara hukum diakui keberadaannya. 

4 7. Pembicara : Peserta Rapat 
Interupsi Ketua. Ada tidak yang melayani kawan-kawan yang sudah siap komisi? 

48. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Kemudian pola rekrutmen. anggota, saya lanjutkan dikit lagi ini paling 5 halaman 

lagi kalau tidak 10 halaman. Pola rekrutmen, ini pencerahan kita malam ini, jadi 
anggota MPR ini sangat jelas sudah dipilih oleh rakyat. Sehingga ia berhak menamakan 
diri secara formal sebagai wakil rakyat. Sedangkan untuk mengubah Undang-Undang 
Dasar kan haruslah anggota MPR itu sendiri. Nah apabila Undang-Undang Dasar diubah 
oleh lembaga yang tidak mencerminkan representasi wakil rakyat maka perubahan 
tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan bahkan akan batal secara hukum 
sehingga pekerjaannya akan sia-sia belaka. Dan tentu jelas tidak akan mengikat rakyat, 
seluruh rakyat Indonesia secara hukum. 

Nah, apabila pola rekrutmennya harus melalui DPRD, maka tentunya suara yang 
sudah anti dengan lembaga politik dengan melantunkan kelima independen tentunya 
juga tidak terwujud dimana DPRD itu sendiri juga adalah merupakan bagian daripada 
lembaga-lembaga politik, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Apalagi pada saat ini kita 
paham betul dalam suara demokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat itu adalah 
pemilihan secara langsung. Baik itu anggota-anggota parlemen di pusat di daerah 
maupun juga pada presiden atau eksekutif. Nah kalau kita menginginkan juga komisi 
konstitusi harus secara tegas menyatakan dia harus dipilih melalui pemilihan umum 
sehingga jelas-jelas merupakan bagian dari representasi rakyat. 

Nah, rekruitmen yang juga diusulkan oleh sebagian rekan-rekan, itu ada 
menyebutkan dari LSM-LSM, saya juga bingung LSM yang mana. Kita kan paham betul 
memang kita juga tidak bisa menafikan bahwa potensi SDM juga ada tentunya di LSM
LSM. Cuma sesuatu yang perlu kita ketahui bahwa ternyata LSM ini jumlahnya ribuan, 
mungkin ratusan ribu jumlahnya. Baik di tingkat pusat maupun juga di daerah-daerah. 
lni LSM yang mana yang dimaksudkan? lni juga suatu confuse dan ini merupakan 
persoalan sendiri. 

Begitu juga dengan masalah keahlian, pendidikan. Kalau kita melihat para ahli 
kalau cendikiawan-cendikiawan itu umumnya adalah di perguruan tinggi. Sedangkan 
yang ahli dalam praktek ketatanegaraan adalah anggota parlemen, jadi tidak bisa juga 
kita ingkari. 
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Belum lagi yang berkenaan dengan masalah-masalah pencantuman masalah 
integritas pribadi meskipun tugasnya, apalagi menyempurnakan. Menyelaraskan, 
menyusun, membantu, ini itu segala macam, ini tidak bisa dilepaskan. Sisi integritas 
pribadinya, wawasan kebangsaannya, loyalitas kepada bangsa, apalagi kalau hidupnya 
dari luar negeri, wah ini sangat berbahaya. 

Jadi masalah ini, apalagi masalah ini tendensi ini kan ukurannya juga susah. 
Setiap orang yang dewasa itu pasti sudah ada big mind-nya, dia sudah berpikir sendiri. 
Jadi, apa namanya, kemandirian itu juga tidak ada ukuran yang sangat jelas. 

Terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar yang disahkan dalam Sidang 
Tahunan 2002 ini, ini kan sangat memiliki urgensi dengan pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Politik, Rancangan Undang-Undang Partai Politik, RUU Pemilu, 
Susduk. Nah apabila Undang-Undang Dasar ini masih saja diutak-atik lagi oleh 
lembaga-lembaga lain dalam bentuk apapun juga, jelas ini mempunyai implikasi yang 
negatif terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Politik dan berbahaya untuk 
pelaksanaan Pemilu 2004, apalagi ditugaskan untuk menyempurnakan, luar biasa. 

Jadi bahkan produk-produk hukum yang akan dilakukan sampai dengan 2004 ini, 
itu pasti bermasalah dan serba tak menentu. Akhirnya negara ini bubar. Jadi semua .. 
apalagi.. yah itu lah kira-kira pokok pikiran, kesimpulannya kami tidak menginginkan 
adanya komisi konstitusi pada saat ini, kalaupun ada nanti serahkan saja pada MPR 
yang akan datang. 

Terima kasih. 

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Sebelum dilanjutkan, jadi kan tadi dengar semua ya dengan berapi-api gitu. 

Sebelum dilanjutkan oleh Pak Sayuti, begini ada informasi. Sekretariat Jenderal tadi 
Kepala Biro Persidangan menyampaikan kepada saya bahwa Pimpinan MPR 
memutuskan untuk menunda Rapat Laporan Komisi yang seyogianya besok pagi 
menjadi besok siang. Besok siang, acara besok siang jam 14.00 WIB, bukan karena 
Komisi A tapi karena sesuatu hal yang lain. ltu penting itu. 

Kemudian kami diminta pendapat apakah tidak sebaiknya Rapat Komisi A yang 
malam ini dilakukan besok pagi jam 09.00 WIB supaya juga lobi dan perumus itu bisa 
lebih longgar. Jadi kalau ini disepakati supaya ... bisa ya? Jam 09.00 WIB pagi kan, jadwal 
normal saja Pak. Tidak dia ingin lebih pagi jam 07.00 WIB Pak, saya keberatan. Dia 
maunya jam 10.00 WIB masa. Jadi kalau begitu mungkin kita minta bantuan Pak Amru 
dan siapa begitu, kita lanjut terus supaya teman-teman di sana, mungkin sebagian 
sudah tahu juga kabar-kabar itu, ya kita buka atau .. kita buka mungkin kita tutup dan 
besok dilanjutkan jam 09.00 WIB tapi terserah bagaimana caranya Pak Amru lah. 

Katanya ada kerusuhan. Jadi selamat bertugas, tolong, tapi kembali lagi ya Pak. 
Terima kasih. Kita lanjutkan Pak Rahawarin silakan. 

SO. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. 
Yang pertama, saya mau memulai dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 

kita pada Pasal 1 Ayat (2). Disana dikatakan bahwa : 
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar". 
Kemudian pada Pasal 3 Ayat (1). Disana dikatakan bahwa: 
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"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar". 

Kata mengubah di sini, bisa menjadikan lain dari yang semula. Kemudian 
menukar bentuknya yang baru dalam bentuk yang baru. Atau mengatur kembali. Ini 
kewenangan yang diberikan kepada Majelis. 

Kalau demikian, apalagi kewenangan yang hams diberikan kepada lembaga yang 
baru itu? Kalau kewenangan yang sama itu yang ada pada Majelis dan melekat pada 
Majelis secara konstitusional. Kemudian kewenangan itu kita lemparkan lagi kepada 
lembaga lain di luar konstitusi kita, bagaimana pertanggungjawaban hukumnya? 
Berarti dia tidak dipilih oleh rakyat, tapi dia melakukan fungsi-fungsi Majelis. Dia tidak 
dipilih oleh rakyat, tapi dia melakukan fungsi-fungsi Majelis. 

Kemudian kalau umpamanya tugas dan wewenang daripada badan ini sama 
dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Majelis, 
kemudian bagaimana posisi akhir daripada apa yang dikerjakan oleh lembaga itu? lni 
yang menjadi suatu pertanyaan saya kepada teman-teman saya yang mengusulkan 
dibentuknya komisi konstitusi ini, tidak ada reasoning yang mendasari teman-teman 
yang mengusulkan itu yang masuk akal saya, tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun 
yang saya melihat, dasarnya itu lemah, lemah sekali. Dasarnya itu lemah sekali dan 
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah pertimbangan politis karena kita ini partai 
politik? Sehingga pendekatan-pendekatan perubahan Undang-Undang Dasar itu secara 
terlalu politis? Atau karena kita ini bukan independen kemudian kita memerlukan 
sekelompok orang yang independen melahirkan sebuah konstitusi kemudian kita 
hanya ketuk palu saja jadi wewenang kita di sini bukan mengubah lagi tapi hanya 
sekedar menetapkan. Itu saja wewenang kita. Jadi bukan mengubah tapi hanya 
menetapkan. Wong Saudara diberi kewenangan untuk mengubah kok, kenapa Saudara 
berikan kepada orang lain. Walaupun posisinya apakah itu pakai bahasa 
menyelaraskan ya, atau menyerasikan, atau meng-kodifikasi-kan dan macam
macamnya itu, tapi toh pada akhirnya itu mengubah juga. Kewenangan mengubah itu 
ada pada Majelis, bukan kepada lembaga itu. 

Oleh karena itu, kepada teman-teman yang saya hormati yang mengusulkan itu 
tidak punya alasan yang konstitusional, saya patokan itu. Dan pasti akan bertentangan 
dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Pasal 1 maupun Pasal 3. Anda mau 
berangkat dari mana? Sisi mana? Anda tidak punya landasan apa-apa untuk berangkat. 
Lain ya, beda ya, beda dengan Mahkamah Konstitusi, beda dengan Komisi Yudisial, itu 
beda. komisi konstitusi beda dengan 2 itu. Kalau Anda mengambil posisi itu, saya mau 
tanya saja, itu kalau seperti Pak Ketua mengatakan tadi, ini instrumen MPR, instrumen 
MPR itu Badan Pekerja. Bukan instrumen MPR itu LSM, organisasi-organisasi komisi 
yang lain. lnstrumen MPR itu Badan Pekerja MPR. 

Saudara yang diberi amanat oleh MPR untuk melakukan tugas-tugas, apakah itu 
penyerasian, apa mengubah dan macam-macam. Dan kalau umpamanya menyangsikan 
kerja Badan Pekerja MPR seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi. 
Selama ini saudara tidak buat apa-apa, hanya saudara hanya bicara di gedung itu saja, 
menanti kedatangan, kunjungan kemana, studi banding, tidak pernah ke perguruan 
tinggi, saudara tidak pernah uji sahih dan lain-lain sebagainya. 

Jadi apa yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR itu saudara juga mampu. Dan 
itu saya kelihatan di Paripurna. Kemudian saudara hanya duduk, kita semua duduk, 
tidak ada Badan Pekerja MPR, datang sidang tahunan, hasilnya diberikan, kita bahas, 
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mau ketuk atau tidak terserah kita. Nanti ada perdebatan baru di sana. Kalau saudara 
menyerahkan kewenangan saudara kepada lembaga baru. 

Tapi pada saat sidang tahunan yang akan datang akan terjadi perdebatan luar 
biasa, yang seharusnya yang perlu kita pikirkan adalah pada saat Badan Pekerja MPR 
itu sudah selesai melakukan tugas-tugasnya sampai kepada akhir penyerasiannya, atau 
uji sahih. ltu saudara harus undang anggota MPR yang lain semua, seharusnya itu. Ini 
disampaikan kepada kita semua. 

Ini sudah dibawa ke sidang tahunan baru muncul lagi ada gagasan baru. Jadi 
lebih baik, jangan sampai kita punya aib sendiri, kita buka di Paripurna besok. Aib kita 
kita buka, lebih baik jangan. Jangan buka di sana. Saya lebih baik lembaga ini tidak 
perlu ada. Lembaga ini lebih baik jangan. Sekarang ini kita sudah bagus Pak, kerja kita 
sudah bagus, sudah maksimal. 

51. Pembicara: Peserta Rapat 
Interupsi Pak Ketua. 
Ini waktu satu jam mungkin perlu dibatasi, ini forum lobi Pak 

52. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman kita, jangan beri peluang kepada 

teman-teman kita yang kemarin mempersoalkan amendemen ini di Paripurna yang 
akan datang. Dan mereka menunggu ini. Pasti ini mereka akan menugasi kita Pak Demi 
keselamatan kita bersama dan juga satu hal yang lebih penting yang akan kita 
selesaikan, jangan cari masalah baru. Dan itupun tidak mengurangi kerja Badan 
Pekerja, juga tidak pernah menambah. Karena Badan Pekerja sudah merasa kerjanya 
sangat maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalau umpamanya 
Badan Pekerja menyangsikan itu bagaimana, dan rakyat lebih menyangsikan lagi. Oleh 
karena itu saya minta supaya lebih baik kita bahas yang lain saja. 

53. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau Pak Rahawarin enggak marah Pak, begitu tuh enggak marah Pak 

54. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi begini deh, ini hasil apa, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Pak 

Rahawarin tadi saya rasa sangat mendasar begitu ya, jadi sangat bernas begitu dan 
begitu bicara soal pendapatan harus dikembalikan teman-teman semua jadi lebih 
serius Pak mendengarkannya. Terima kasih. 

Baik, berikutnya. Iya, Pak 

55. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Baik, terima kasih. 
Jadi ya sebetulnya bagi saya tentu pertama-tama kita harus menyamakan 

persepsi sebetulnya apa urgensi atau apa alasan sehingga kita perlu membuat komisi 
konstitusi atau apapun namanya. Jadi mungkin saya mengawali dari pertanyaan dasar 
tuduhan atau sangkaan masyarakat. 

Yang pertama, dikatakan bahwa kita sudah kebablasan, amendemen ini sudah 
kebablasan. Betulkah itu kebablasan? Apakah rumusan-rumusan itu kebablasan? 

Ada yang mengatakan ya karena tumpang tindih, betulkah tumpang tindih? Mari 
kita lihat dulu apa betul tumpang tindih. 

Lalu yang ketiga, tidak sistematis. Apa betul tidak sistematis? Atau kalau benar 
tidak sistematis apakah itu bukan karena pilihan kita memang memilih amendemen ini 
dengan sistem adendum sehingga memang tidak sistematis. 
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Atau tuduhan lain tidak transparan, benarkah dalam melakukan perubahan ini 
kita tidak transparan? 

Atau ada tuduhan lain lagi elitis, politis, hanya elit-elit politis saja, ini 
kepentingan politik saja. Benarkah tuduhan itu? Mementingkan golongan elitis politis 
mementingkan golongan saja, apakah betul? Itu sehingga kita ini. 

Atau kalau tidak yang kelima tadi, atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat 
artinya kita sepakat bicara tentang komisi konstitusi ataupun apapun namanya, motif 
kita adalah politis sekedar menyenangkan, sekedar ya karena tuntutan masyarakat 
Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Andi sebaiknya dalam forum lobi ini 
jangan ada dustalah di antara kita. Artinya mari kita sepakat kalau ini memang untuk 
sekedar memenuhi keinginan masyarakat memang kita sepakat saja bahwa ini 
memang kosmetika politik gitu. Supaya lalu jelas gimana kita merumuskannya ini 
merupakan kosmetika politik, supaya jangan ada nanti yang tegang karena merasa 
begini-begini padahal ini kan sederhana nanti sakit lagi. Jadi menurut saya itu dijawab 
dulu, jadi menurut saya kalau itu bisa kita sepakati motivasinya apa begitu baru nanti 
kita akan mencari apakah itu lalu harus dari daerah, berapa jumlahnya dan seterusnya. 

Sepanjang ini saya tidak melihat gitu ya bahwa dia kebablasan, tumpang tindih 
menurut saya. Ya saya selalu mempertanyakan kalau ada yang menuduh tolong 
tunjukkan pasalnya yang mana gitu, supaya kita bisa selesaikan kalau memang begitu. 

Terima kasih. 

56. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, jadi memang Utusan Golongan barusan katakan tidak benar bahwa kita itu 

mementingkan golongan, wong golongannya sendiri mau digusur. Silakan, ada dari TNI 
sekarang atau belakangan? Gus Yus atau ale? Silakan. 

57. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan dan Bapak lbu sekalian yang saya hormati. 
Memang pertanyaan-pertanyaan yang menukik tadi dari beberapa pembicara, 

ketiga pembicara terdahulu memang memerlukan jawaban dan reasoning serta dasar 
hukum yang cukup kuat, yang harus kuat Karena dengan demikian kita bisa 
mendudukkan betapa urgensi dibuatnya komisi konstitusi itu. Yang pertama yang 
perlu kita sampaikan karena sebetulnya kalau kita mau fair, ini memang ada suasana 
atau reasoning politik yang harus kita ketahui bersama. Misalkan pertanyaan 
mendasar, kalau kita ada komisi konstitusi apakah kita juga merasa satu pertanyaan? 
Juga kehilangan hak legitimasi MPR sebagai institusi formal untuk menetapkan dan 
mengubah Undang-Undang Dasar itu, meskipun komisi konstitusi ini nantinya juga 
akan disahkan oleh MPR. Jadi pertanyaannya, apakah kita merasa kehilangan apabila 
itu kita share kepada publik? Jadi dengan demikian kita tidak bisa berbicara, ini punya 
saya, ini kewenangan saya, tapi juga merupakan proses dan partisipatoris terhadap 
masyarakat lain. Ini yang pertama. 

Kemudian yang kedua, apakah kita juga akan kehilangan muka, misalkan. Kalau 
memang kita menyadari bahwa apa yang telah kita selesaikan dalam perubahan satu, 
dua, tiga, empat ini, dinilai oleh publik atau bahkan hati kita juga mengatakan itu belum 
sempurna. Atas dasar dua hal seperti itu rasanya saya pribadi merasa, kalau memang 
untuk kebaikan bangsa di satu sisi dan Undang-Undang Dasar kita itu di dalam 
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implementasi dan kualitas penangkapannya, atau penerimaannya itu lebih luas, kenapa 
tidak? Nah dari dua hal itu saya berpikir ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. 

Yang pertama, selama memang komisi konstitusi itu, sudah fasih ini, itu menjadi 
bagian dan itu bertanggung jawab kepada MPR, saya pikir ini tidak bertentangan 
dengan Pasal 3 maupun Pasal 37. Pasal 3 dalam arti kewenangan, Pasal 37 dalam arti 
proses. Ini yang pertama, jadi dengan demikian ini tidak menyalahi. 

Yang kedua terhadap ketakutan, katakan bahwa dengan adanya komisi 
konstitusi itu, melahirkan sebuah ketidakpastian situasi politik juga tidak karena 
menurut pandangan kami perubahan satu, dua, tiga, empat itu baik secara formal 
maupun fungsional sudah otomatis beda berjalannya. Meskipun kita harus fair, apakah 
komisi konstitusi itu juga nantinya pasti selesai, juga belum tentu kan? Karena itu 
sesuatu pertanyaan besar. Karena itulah dalam arti politik fungsional dan formal maka 
perubahan satu, dua, tiga, empat itu harus tetap berlaku dan tidak dikatakan sebagai 
konstitusi. Apapun namanya ya itulah konstitusi kita, yaitu perubahan satu, dua, tiga, 
empat sampai nanti misalkan komisi konstitusi menyelesaikan dan diketok oleh MPR. 
Apakah MPR masih masa periode yang sekarang? Ataukah MPR oleh hasil Pemilu yang 
akan datang, itu nomor dua. 

Jadi dengan demikian menurut pandangan saya dari segi logika publik, tuntutan 
publik dan logika hukum, peraturan dan konstitusionalnya itu bisa saja kita lakukan 
pembuatan komisi konstitusi. Apalagi nanti kalau disepakati Pak Sayuti misalkan, 
apakah di Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan? ltu nomor dua. Atau mungkin 
tidak dalam dua hal itu cukup di Tap misalkan, itu nomor dua lah. Tapi saya ingin 
menyampaikan beberapa hal yang menjadi reasoning dari aspek sosiologi politis 
maupun dari konstitusionalnya. 

Andaikan, saya belum masuk lebih jauh lagi, andaikan komisi konstitusi dan kita 
berharap bisa terbentuk itu yang pertama dibentuk dan bertanggung jawab kepada 
MPR tentu ya, ini yang pertama. 

Kemudian yang kedua, terhadap apakah nanti itu ada ketakutan menyimpang 
dari paradigma itu kita bisa katakan di dalam dasar hukumnya, apakah di Aturan 
Peralihan atau di Tap-nya, misalkan tidak dan tetap pada posisi menyepakati 
perubahan kesatu, kedua, ketiga, keempat dengan lima kesepakatan yang kita miliki 
itu, ini yang kedua. 

Yang ketiga, ini dalam hal ketakutan kalau kita ini takut dikatakan mengubah 
total misalkan. Maka ini tidak dimaksudkan untuk membuat konstitusi baru apapun 
namanya selain undang-undang, saya baca Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 yang isinya perubahan satu, dua, tiga, empat. Nah dengan 
demikian, ya di bawah MPR, lima kesepakatan kemudian ini bukan konstitusi baru 
kemudian yang perubahan satu, dua, tiga, empat mengikat dan itu berlaku, kalau perlu 
kita sampaikan tidak mengubah dan tidak menganggu terhadap penyusunan terhadap 
amendemen undang-undang atau RUU Politik, itu tidak ada masalah. 

Jadi saya pikir itu saja yang saya ingin sampaikan terhadap pertanyaan Saudara 
Seto apakah ini kebablasan? Tentu tidak. Yang kebablasan yang justru yang bicara di 
dalam, kalau dari luar justru senang, dan lain sebagainya itu. 

Ya saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya pikir juga bisa, 
pandangan saya bisa menjadi dasar beta pa urgensinya untuk dibuat komisi konstitusi. 
Tentang mekanisme anggota, bagaimana dilaporkannya, itu saya pikir nomor dua dulu, 
yang penting menurut saya urgensinya ada, dasar hukumnya ada, dasar logika 
publiknya juga ada. Terima kasih. 

Perubahan UUD 1945 423 



58. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 

59. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
lni ilmiahnya, terima kasih. Saya menambahkan bahwa untuk menyetujui dan 

atau menolak komisi konstitusi itu saya kira sama-sama punya rasa. Alasan itu ada 
yang jernih, alasan itu ada yang dibuat-buat, jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan 
bahwa kita semua hampir semua dan mungkin sudah semuanya mengatakan yang kita 
peroleh ini bahwa tidak sempurna, bahwa ada kekurangan. Itu semua kita 
mengatakannya begitu. Saya mau bicara fakta saja, kalau kita semua mengatakan 
begitu dan kemudian Undang-Undang Dasar yang menjadi rukun dasar ini tidak ada 
proses pembaikan apa apa, saya kira rasa-rasanya kita juga kurang maksimal 
melakukan upaya-upaya itu. Jadi oleh karena memang itu kebutuhan saya pikir tidak 
ada masalah, pertama. 

Yang kedua, kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran misalnya menimbulkan 
sesuatu yang tidak pasti saya kira yang kita amendemen ini nanti sah, jalan. 2004 kita 
membutuhkan itu ya jalan saja pakai itu. Kalau kemudian hasil penyempurnaan atau 
penyelarasan atau apa namanya itu mau di sahkan sesudah Pemilu 2004 ya tidak apa
apa. Artinya kalau misalnya ada kekhawatiran jangan-jangan 2004 tidak jelas aturan 
permainannya, ada kekhawatiran jangan-jangan kita tidak bisa bicara Undang-Undang 
Pemilu, Undang-Undang Susduk, Undang-Undang Parpol, jalan saja itu semua dengan 
apa yang kita hasilkan dari satu, dua, tiga, empat yang sekarang kita sahkan ini. Ini saya 
katakan kan katanya kalau lobi yang itu ada Pak Arifin, kalau lobi ini kan ngomong apa 
adanya, jadi saya ngomong apa adanya. Kita 2004 mau pakai ini juga tidak apa-apa, ini 
kemudian disahkan oleh hasil 2004 juga tidak apa-apa. Artinya hal-hal yang 
dikhawatirkan seperti itu mari kita kesampingkan dalam arti jika diperlukan garansi 
dari yang usul ya gentlemen agreement. 

Saya mengatakan ini untuk supaya kita tidak membaca usulan ini sebagai 
sesuatu yang tidak proporsional. Jadi karena ini lobinya saya katakan begitu, mungkin 
Pak Andi akan mengatakan lebih dari itu karena dia punya lebih dari itu daripada saya. 
Jadi dengan begitu kita mungkin lebih santai tidak usah menakutkan apalagi di forum 
lobi tidak ada perlunya, menakutkan juga tidak akan ada yang tahu. Ditakut-takuti juga, 
diancam juga, tidak ada, jernih-jernih saja. 

Terima kasih. 

60. Pembicara : Jakob Tobing 
Jadi nanti begini, pad a putaran kedua Gus Yus, supaya agak lebih kencang lagi 

supaya kita bisa tahu mana yang benar mana yang dibuat-buat. Pak Hamdan kali ya. 

61. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak-Bapak sekalian, saya kira saya ingin bicara dari hati ke hati. Karena ini 

Lobi kita bicara jujur dan terus terang. Pertama, pertanyaannya, sempurna tidak sih 
hasil kita ini? Kalau saya katakan hasil manusia itu apapun tetap bisa didebat dan tidak 
pernah ada yang sempurna, hanya kurang yang sempurna, kalau bagi saya yang 
beragama Islam. Ya iya, makanya saya bilang, ini pertanyaan sempurna tidak sih? Saya 
katakan tidak sempurna, tapi mungkin yang hams dijawab adalah salah tidak sih? Saya 
kira itu pertanyaannya, salah tidak sih hasil kita ini sehingga kita ragu untuk 
menerapkannya. Itu pertanyaannya, simple. Ada enggak sih yang salah? Sepanjang 
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perdebatan saya dan tulisan-tulisan di koran tentang amendemen yang kita lakukan, 
saya tidak pernah melihat benar-benar salah. Persoalannya bahwa mereka ingin begini, 
yang kita putuskan begini, ini persoalan pilihan, bukan persoalan ini yang salah ini 
yang benar, ini persoalan pilihan. Tapi lihat semata-mata kita milih ini dan maunya 
memang itu gitu lho bukan kita tidak pernah memperdebatkan yang maunya mereka 
itu itu bukan, tapi pilihannya begini dan sepakat kita terhadap yang ini gitu lho. 

Contoh, saya membaca semua, saya dikasih buku dari teman-teman dari Koalisi 
Ornop itu saya sudah baca semua isinya apa, begitu juga di koran-koran. Pertama 
perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, "Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar", ini salah tidak sih rumusan itu? Khan itu 
pertanyaannya. Siapa yang melaksanakan kedaulatan, apakah harus yang 
melaksanakan kedaulatan itu disebut suatu institusi negara tertentu, apakah mutlak? 
Dan kalau kita tidak sebut apakah bermasalah dalam menjalankan negara ini? Tidak 
ada. Jadi ini jelas, kita melaksanakan kedaulatan rakyat itu menurut Undang-Undang 
Dasar ini, ada institusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, ada 
mekanisme pelaksanaan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar ini, jadi tidak salah. 
Dan ini tidak menimbulkan masalah, itu yang pertama. 

Kemudian yang kedua, mengenai DPD, katanya DPD kurang kewenangannya dan 
lain sebagainya, katanya DPD harus begini, kenapa DPD hanya begini, lho itu pilihan 
kita. Kita sudah berdiskusi habis-habisan itu dan kami pernah mengusulkan bahwa 
DPD sama dengan DPR, kekuasaan kewenangannya sama, ada mekanismenya kalau 
terjadi beda pendapat, tapi kan itu pilihan kita bersama, pilihan politik kita bersama. 
Nah itu hasil kita kok kita ragu? Bahkan ada yang mengatakan DPD tidak perlu ada 
karena ini ke federalisme, kan begitu. Kalau nanti komisi konstitusi merumuskan DPD 
itu sama dengan ini apa kita tidak tolak lagi? Apa itu kerjaan sia-sia? Kita berpikirlah 
Pak, kalau saya ini bicara jujur dan hal yang sangat mendasar. 

Kemudian mengenai impeachment terhadap presiden. Yang diperdebatkan orang 
lho kenapa tidak final putusan Mahkamah Konstitusi, ya itu pilihan kita. Kita kan 
pernah ajukan, hanya dua saja. Tapi kan kita bilang adafacts, ada fakta, ada yuridis, ada 
politis, kan begitu. Faktanya itu adalah DPR, yuridisnya itu adalah Mahkamah 
Konstitusi, politisnya adalah MPR kan begitu definisinya kita. Kenapa kita tidak bela 
seperti itu gitu lho? Jadi ini semua kita pilih dengan sadar, dan secara sadar bahwa itu 
pilihan kita bukan itu yang paling benar. Bukan kata orang itu yang paling benar, 
bukan, ini pilihan. Pilihan sesuai dengan konfigurasi dan kekuatan politik yang ada 
sekarang kalau memang begitu inginnya kita. Apakah itu salah? Saya kira tidak juga, 
kita belum menjalankan dan kita bisa simulasikan ada yang salah. Jadi ada banyak hal
hal lain sehingga kalau kita meragukan sendiri hasil-hasil kita yang kita sudah 
bicarakan 3 tahun alangkah naifnya kita dan tambah legitimasi kita habis. 

Jadi bukan persoalan, jadi apa yang diskusi di luar saya terus terang saja saya 
dimana-mana saya debat, saya mempertahankan walaupun ini bukan pilihan saya 
tadinya, tapi karena ini keputusan kita bersama bahwa itu adalah pilihan kita bersama 
kita bela dimana-mana. Dimanapun dia, saya bilang tolong tunjukkan kesalahan di 
mana, tidak ada. Persoalan-persoalan pilihan. Jadi banyak hal saya kira, lalu 
pertanyaannya apa sih gunanya kita berikan ini lagi? Misalnya begitu. Apa kita mau 
menghasilkan sempurna? Lho, pilihan dalam situasi politik sekarang ini ada bagian 
orang yang tidak ingin mengubah Undang-Undang Dasar ini dan itu banyak, itu bukan 
sedikit. Ada yang ingin membentuk konstitusi baru seluruhnya dirubah. Nah sekarang, 
kemarin diskusi kita tadi pagi di Komisi A, diskusi kita menurut teman-teman dari 
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Koalisi Ornop usulan komisi konstitusi sudah terdistorsi dengan usulan-usulan dari 
partai politik. Tidak begitu maksud kami, lalu kita hasilkan nanti didebat lagi, 
dilegitimasi lagi apapun yang kita hasilkan. Jadi tetap saja, ini fakta-fakta begitulah, 
artinya ini bicara jujur ini bicara terus terang. Banyak hal-hal yang sangat mendasar 
saya kira makanya saya tidak membuat konsep karena di samping ini ada masalah
masalah teknis yang lain yang sangat sulit kita selesaikan. Masalah teknisnya misalnya 
katakanlah kalau penyelarasan, hanya menyelaraskan, kok gede bener kita bentuk 
komisi konstitusi hanya untuk menyelaraskan? Itu kerja 10 orang selesai, kita panggil 
tuh 10 orang professor ahli tata negara selesai urusan untuk penyelarasan, tidak perlu 
kita bentuk komisi yang macam-macam. 

Kemudian yang kedua, kalau masalah substansi, ya kalau diskusi malsubstansi, 
kalau mereka mendiskusikan kembali tentang substansi, institusi-institusi negara yang 
kita sudah adakan ini dan pada saat kita mau membuat undang-undang institusi negara 
yang baru, DPD, kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian Komisi Yudisial, dan lain
lainnya itu kita sedang membuat undang-undangnya sekarang ini kita siap untuk 
melaksanakan pemilu didebat di tengah masyarakat bahwa ini tidak tepat menurut 
pandangan poling yang ada, lalu apa sikap kita? Apa tidak menimbulkan goncangan 
politik baru? Jadi ini kalau kita kasih mereka memperdebatkan kembali masalah
masalah sifatnya substansi. Ini akan menjadi persoalan-persoalan baru dalam 
kehidupan sosial politik yang ada. Karena itu kenapa sih kita tidak tenang-tenang dulu 
sampai 2004? Karena apa? Akan ada perdebatan-perdebatan yang tidak henti
hentinya. 

Pertama, perdebatan mengenai siapa yang jadi anggota. Ada orang yang terpilih 
akan diprotes lagi masalah Komnas HAM saja yang di fit and proper test diprotes semua 
orang, nanti ada yang merasa hebat yang didukung oleh banyak orang tidak terpilih 
oleh fit and proper test apa tidak ribut juga? Setelah terbentuk ini komisi, apa tidak 
ribut juga? Apalagi pada saat dia mendiskusikan masalah-masalah yang substansi tetap 
saja menjadi perdebatan dan itu akan mengganggu stability. Jadi bagusnya kita 
pertahankan bersama ini dan kalau ada masalah nanti saat 2004 lho kita amendemen 
lagi kan tidak ada susah, kalau itu memang problem. Tapi kan kita belum 
melaksanakan sudah khawatir duluan. 

Saya kira itulah pandangan-pandangan dan pokok-pokok pikiran yang bisa saya 
sampaikan dan saya berbicara, kesimpulannya ya tidak perlu lah sekarang ini. Ya saya 
kira sudah bisa disimpulkan sendiri lah, itulah pandangan atau pendapat kami. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

62. Pembicara : Jakob Tobing 
Ya, louder please. Ada lagi dari sebelah sana, dari Daerah? Silakan. 

63. Pembicara: Harifuddin Cawidu (F-UD) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat malam. 
Jadi atas izin ketua fraksi saya akan memberikan reasoning ataupun 

brainstorming mengenai urgensi ataupun barangkali tidak urgennya komisi konstitusi 
ini. Kelihatannya apa yang diutarakan oleh beberapa teman terdahulu mulai dari Fraksi 
Utusan Golongan yang terakhir tadi adalah Fraksi PBB ya, memang itu sudah menjadi 
pemikiran kami juga. Jadi tidak usah kami ulang-ulangi lagi itu. Tadi dalam pemaparan 
kami di komisi di Komisi A tadi kami melihat bahwa faktanya bahwa amendemen yang 
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kita lakukan ini ditolak oleh sebagian orang. Itu faktanya itu. Begitu banyak kelompok 
yang menolak dengan alasan yang bermacam-macam kita tidak tahu apakah itu politis 
atau murni atau gimana ya, itu faktanya bahwa kita ditolak oleh sebagian orang. Dan 
tolakan itu kelihatannya cukup kuat, cukup signifikan untuk kita perhatikan. Tetapi di 
lain pihak kita juga sadar seperti kesulitan-kesulitan yang telah dipaparkan oleh 
teman-teman tadi itu, saya juga berpikir seperti itu bahwa pembentukan komisi 
konstitusi menurut prediksi saya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan 
mungkin akan menimbulkan persoalan baru, menimbulkan ketidakpastian baru dari 
konstitusi kita ini. Oleh karena itu singkat saja kami dari Fraksi Utusan Daerah kami 
katakan tidak apriori menolak tetapi juga sangat hati-hati untuk kita bicarakan ini 
sehingga kalau memang kita sepakat di dalam lobi, di dalam rapat ini bahwa kita jalan 
dan kita setuju membetulkan konstitusi kami jalan, kami ikut bersama-sama dengan. 

Saya kira demikian. 
Terima kasih. 

64. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Barangkali berikutnya di sebelah sini, Pak Andi silakan. 

65. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Ya memang malam ini lobi tempatnya kita berbicara santai. Tapi kalau saya 

amati sepanjang kita berinteraksi di Badan Pekerja, saya justru melihat inilah yang 
paling serius kita bicarakan. 

Ada orang membuat naskah akademik untuk mengusulkan komisi konstitusi, ada 
orang membuat paper untuk menolak komisi konstitusi. Yang tidak pernah terjadi pada 
saat kita membahas pasal-pasal yang lain. Pasal 29 kita usulkan dalil-dalil di luar 
kepala, menolakjuga dengan dalil-dalil di luar kepala. Ini penolakannya jauh lebih siap 
dengan sebuah paper yang tertulis. Karena itu menurut saya, ya bukan kalau saya 
mengatakan saya itu berarti Fraksi Partai Golkar, sebenarnya ini tidak sekedar masalah 
argumentasi tapi masalahnya mau apa tidak, gitu Pak Karena kalau kita mau 
mengatakan mau semua yang ada pertanyakan bisa kita jawab, seperti misalnya 
apakah ini tidak bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 37. Ya itulah sebabnya kita 
usulkan di Aturan Tambahan. Lex specialis, bukan sebuah perubahan biasa, kalau 
perubahan biasa ya Pasal 37, Pasal 3. Kenapa kita usulkan sekarang? Karena inilah 
momentum terakhir lepas ini harus pakai Pasal 37, lewat ini maka untuk melakukan 
perubahan berikutnya harus Pasal 37. Padahal menurut kami ada urgensi untuk 
membuka wacana ini, membuka peluang penyempurnaan bahwa apakah nanti komisi 
itu berhasil atau tidak, belum tentu juga berhasil. Tapi minimal sebagai anggota MPR 
yang siap dikritik kita mewadahi apa yang dikeluhkan oleh rakyat. Saya kira Saudara 
Harifuddin Cawidu tadi mengatakan kita juga tidak bisa menutup mata, ada beberapa 
penolakan, entah penolakannya masuk akal atau tidak itu kan soal lain. Masalahnya ini 
bukan forum akademik Pak. Pada saat kami tadi pagi mengantarkan usulan ini, kami 
mengatakan, kami yakin apa yang telah kami buat inilah yang maksimal. Kami yakin, 
kami telah berada pada jalur yang benar khusus untuk kondisi yang sekarang ini. Dan 
kami yakin, pasal-pasal yang kita rumuskan di sini sudah cukup untuk menjadi bahan 
untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan entah pembentukan undang-undang 
entah pembentukan institusi untuk melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2004. 
Karena itupun kalau kita sepakat untuk membentuk hal semacam ini entah komisi 
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entah panitia jangan sampai menganggu seluruh agenda perencanaan pelaksanaan 
Pemilu tahun 2004. 

Jadi itu yang kami katakan tadi, kami yakin inilah yang maksimal. Kami yakin apa 
yang kita lakukan ini sudah bisa mengantarkan bangsa ini menyusul langkah-langkah 
menuju Pemilu 2004 tapi kita juga tidak bisa menutup mata, ada beberapa pihak dan 
kalangan yang merasa perlu untuk kita wadahi. Nah karena itu perlu kita wadahi ya 
kita buka kesempatannya sekarang. Jadi ada dua alasan kenapa kita mengusulkan 
membuka kesempatan pertimbangan sosiologis yang dirumuskan oleh bukan karena 
kami sama sehingga kami merujuk kepada Saudara Ali Masykur dan Saudara Gus Yus 
tapi juga momentum konstitusinya Pak. Lewat ini ya tidak mungkin, begitu lewat 
Sidang Tahunan ini tidak mungkin melakukan perubahan kecuali lewat Pasal 37. Yang 
harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Kita nanti akan bertengkar di situ, tidak 
ini MPR baru, MPR lama belum. 

Dan itulah, jadi masalahnya apakah kita mau atau tidak, apakah kita melihat ada 
urgensi atau tidak, saya sendiri melihat ada urgensi dan peluang itu hanya sekarang. 
Lepas dari itu ya Pasal 37 dan kalau kita masuk Pasal 37 debatnya akan panjang. Kapan 
sepertiga anggota MPR itu bisa berkumpul? Kenapa? Alasan tidak mau kan sudah 
Saudara sampaikan tadi, saya betul, jujur, murni, dan ya saya merasa tidak perlu 
mengecilkan apa yang saya lakukan kalau saya me-review kok. 

Tuhan saja itu menurunkan Alkitab berantai Pak, iya, saya tidak mengatakan. 
Biar dulu. Andai, berikan saya kesempatan Pak, artinya Tuhan itu Yang Maha Kuasa 
menyadari bahwa manusia umatnya ini hambanya ini harus dibangun secara bertahap, 
tidak sekaligus. Karena itu kalau ada yang mengatakan ini tidak sempurna, walaupun 
saya mengatakan ini hasil yang maksimal ya saya tidak malu-malu untuk mengatakan 
ada kekurangan. Minimal kekurangannya tidak semua orang menerima karena pilihan
pilihan tadi. Dan membentuk komisi atau panitia seperti ini ya tidak berarti dia harus 
sukses. Kita buka saja, kita lihat, apakah Badan Pekerja yang benar atau mereka yang 
benar. Tapi berilah kesempatan kepada mereka untuk membuktikan bahwa kita lebih 
baik dari mereka. Ya memang kami mengusulkan kalau ini dibentuk jangan sekali-kali 
menganggu agenda pembahasan undang-undang sehingga ada jaminan Pemilu 2004. 
Ya buat kami-kami yang punya anggota DPR banyak bisa, kecuali kalau kawan-kawan 
harus di komisi konstitusi juga harus di DPR juga mungkin memang sedikit agak 
terganggu. Tapi sekali lagi, kami tidak memaksakan kehendak kok, kami hanya 
menyampaikan kami yakin ini perlu dan dasar hukumnya ada. 

Sekian. 

66. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi Pak Andi ini kayak dosen di STT atau di IAIN 

67. Pembicara: Peserta Rapat 
Kalau percaya, percaya, baru tanya. Kalau dimulai kan banyak dulu baru 

bertanya. 

68. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya lanjut aja dulu ya. 

69. Pembicara : Peserta Rapat 
Terima kasih. 
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70. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Ini interupsi sebentar wartawan-wartawan ingin ambil gambar sebentar terus 

keluar lagi gitu boleh ya? Boleh deh ya, silakan. 

71. Pembicara : Peserta Rapat 
Sambil mulai aja ya. Bapak-Bapak, ibu-ibu, ibunya juga lebih dari satu. Kita kan 

kumpul pendekatan lobi ini sudah agak sering, ada yang namanya bilateral waktu dua 
partai itu namanya bilateral, waktu kumpul begini multilateral. 

Tapi baru hari ini saya dengar serius banget gitu, ada yang mimpin, terus 
bicaranya waduh ilmiah, berdasar. Tapi ya mungkin saya kira masalahnya juga serius 
juga. Dan kalau sampai ke posisi itu dari partai dari fraksi memang ... Saya kira terus 
terang ini sesuatu masukan dari atau apa yang disampaikan teman-teman kalau 
misalnya masuknya netral dulu dia saya tidak punya pendapat gitu bukan ? Karena 
saya sebelah you, begitu dia ngomong bener juga dia ngomong. Tadi begitu Aji ngomong 
juga oke juga gitu kan, ini tidak ada pendirian gue nih gue musti ngomong apa gitu, 
untung di pas tadi. Untung Pak Supriyadi belum ngomong nanti aku tambah takut juga 
kalau dia ngomong. 

Jadi saya mau menyampaikan bahwa ini sesuatu yang dari dua sisi atau dari sisi 
mana melihatnya tergantung kita dari sisi mana melihatnya. Tapi jelas kalau dari PDI 
Perjuangan mungkin karena posisi kita subjektif posisi kita kebetulan ketua umumnya 
presiden mungkin ya kan, ya antara kita lah kita sih open saja. Ini direkam ya? Tapi 
ada .. hari gini teknologi canggih. 

72. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Barangkali disudahi dulu ya. Merekamnya itu disudahi dulu, saya kasih waktu 

satu menit lagi, sudah ya terima kasih. Nanti kalau sudah ditayangkan kasih tahu kita 
jam berapa gitu ya. lni kan tadi pembicaraan mengenai.. 

73. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi kita ikuti proses masuknya komisi konstitusi yang sekarang karena yang 

dulu juga pernah dilempar tapi kan terus menghilang. Tapi yang belakangan ini sangat
sangat belakangan keluarnya dari press release Panglima TNI, nah itu yang saya tadi 
sebutkan dengan presiden ya kalau presiden sama Panglima TNI jelas kan ada 
hubungannya gitu kan. Jadi saya kira proses ini adalah proses jalan tol cepat dan 
realitasnya diterima makanya kita lobi sekarang bicara soal komisi konstitusi. Jadi ini 
sesuatu realitas yang membuat kita harus dengan sungguh-sungguh membaca itu. 
Kalau dilihat dari pertimbangan misalnya tadi perfect atau amendemen keempat ini 
kalau nanti diputus sesuatu yang sempurna ya tentu koreksi-koreksinya masih akan 
ada. Tapi kalau hanya sampai kesitu juga dipertanyakan tadi kalau penyelarasan 
kenapa harus orangnya banyak, kenapa harus komisi khusus, itu juga betul. Tapi kalau 
dikumpulkan dari tadi misalnya namanya penyelarasan atau arahnya penyempurnaan 
tapi dilihat dari realitas bahwa sebentar presiden tadi saya sebut mendiskusikan ini 
dengan pembantu-pembantunya termasuk Pak Supriyadi. Tentu dari pertimbangan 
itupun ada, tidak mungkin tidak. Dipantau ada lah yang bikin Pantura macet 5 jam gitu 
kan, ada yang .... 

74. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
..... Jadi, kelihatannya ada titik temu, permasalahan seperti sudah makin 

sederhana. Jadi saya kira tadi saya mendekati pembicaraan dari Fraksi TNI/Polri pada 
psikologi keamanan, ya justru kalau kita bentuk sekarang ini, itu menimbulkan 
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psikologi ketidakpastian di masyarakat. Dan itu menimbulkan goncangan-goncangan, 
tetapi saya juga memahami bahwa aspirasi yang berkembang sekarang ini untuk 
membentuk komisi konstitusi ini juga memang harus juga disalurkan. Nah, tinggal 
sekarang masalah moment-nya, waktunya. Jadi kalau menurut kami, supaya ada 
kepastian dan menghargai jerih payah tiga tahun dari PAH yang sudah bekerja keras 
ini, biarlah nanti itu kita bentuk pada, oleh MPR yang akan datang. Saya kira juga 
banyak pendapat itu tadi. Nab, bagaimana itu bisa kita serahkan pada MPR yang akan 
datang, terserah MPR yang akan datang. Bisa juga .. , Iha, itu kan urusan MPR yang akan 
datang, bukan urusan kita kan? Tetapi bisa juga sekarang ini kita memberikan suatu, 
caranya belum bisa saya temukan sekarang. Kita sekarang semacam menjanjikan 
bahwa kita sepakati untuk dibentuk itu. Apakah kita tugaskan kepada DPR melalui fit 
and proper test untuk membentuk itu, tapi jangan dulu diganggu hasil kerja dari MPR 
sekarang ini supaya tidak menimbulkan .. , ya psikologi ketidakpastian. Ini bisa 
mempengaruhi juga investor ini juga, psikologi ketidakpastian itu. Jadi saya kira, titik 
temu kita, kita sepakat bahwa kita bentuk tetapi bukan sekarang, tapi caranya ini bisa 
terserah MPR yang akan datang, bisa kita sekarang menunjukkan, tetapi belum saya 
temukan sekarang ini apa caranya kita memberikan harapan mengakomodasi harapan 
yang berkembang di masyarakat. 

Terima kasih. 

75. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi sebuah pendekatan begini, pendekatan bagaimana kita melakukan kanaUsasi 

atau juga persuasi ataupun apa namanya, tanpa menimbulkan masalah lain yang 
memerlukan lagi penanganan lagi. Kira-kira begitulah ya. Tadi saya catat ini Pak ya, 
saya catat di sini ada Pak Fatwa, Pak Zaenal dan Pak Fahrni. Habis itu barangkali ada 
yang lain. Saya catat dulu dan sekarang Pak Zaenal. Iya iya, saya catat. Pak Pata, Pak 
Nadjih, Pak Rully, Pak Zacky, Pak Sahetapy. Selang seling saja deh gitu biar saya catat 
Jadi saya persilakan Pak Zainal. 

76. Pembicara: ZaenalArifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Kalaupun sekira benar, saya mau berangkat dari sana, bahwa gejolak dalam 

masyarakat ada, malah memang kita bisa mengartikan bahwa tugas kita sebenarnya 
belum selesai. Jadi barangkali kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau misalnya 
amendemen keempat ini sudah diterima, maka persoalannya sudah selesai. Jadi justru 
belum selesai. Nah, oleh karena itu kalau kita dekati dari ini, barangkali memang dia 
merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak estafet, tapi dia menjadi satu dimana kita 
memang ada pengerjaan akhir yang musti kita kerjakan supaya pekerjaan besar kita itu 
justru berhasil, yang kalau pekerjaan kecil ini kita kerjakan, barangkali jaminan kita 
mengenai pekerjaan besar nya menjadi tidak ada. Tinggal persoalannya kita musti 
berhati-hati bagaimana pekerjaan akhir ini tidak menjerumuskan prestasi besarnya 
atau hasil besarnya sendiri, yang tadi dikatakan Pak Fatwa sebagai suatu psikologis 
efek yang timbul. 

Jadi maksud saya, jangan kita mempunyai kesan bahwa pekerjaan yang 
selanjutnya itu bukan di luar tanggung jawab kita tapi justru dia bagian yang kita harus 
pikirkan bersama dan kita letakkan dia dalam porsi yang tepat sehingga bukan suatu 
yang lonjakan, begitu. Yang tiba-tiba kita bikin begitu bombastis bahwa ada perubahan 
besar atau bagaimana, tapi tidak, biar dia dalam satu irama yang sama dengan apa yang 
sudah kita kerjakan. Oleh karena itu menyebutkannya itu penyelarasan, maka istilah 
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penjelasan itu memang kita maksudkan. Sedikit kita sentuh tapi mempunyai efek 
politis untuk mengakhirinya, cuma mengakhirinya dengan baik. Saya kira 
pendekatannya saya usulkan seperti itu Pak. 

Terima kasih. 

77. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kemudian Pak Fahrni, cuma tolong sekalian dipikirkan begini, ini di luar yang 

perlu kita deal ini kan ada yang menganggap ini sudah kebablasan kemana-mana. Ada 
yang menganggap ini belum apa-apa ini, yang kita mau itu lain sama sekali. Apakah 
yang kita tawarkan sedang dipikirkan ini menjawab salah satu, menjawab dua-dua atau 
ndak menjawab siapa-siapa. Seperti itu saya pikir. Silakan. 

78. Pembicara : Fahrni Idris (F-PG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Memang ini pekerjaan yang tidak ringan. Barangkali dalam proses kehidupan 

berbangsa, ini salah satu tahap pekerjaan yang luar biasa besarnya. Karena demikian 
besarnya, menyangkut berbagai kepentingan, hasrat, mazhab pikiran, aliran pikiran 
dan sebagainya, pengertian tidak sempurna itu karena memang tindakan ini masih saja 
menimbulkan pro kontra. Bagaimanapun, konstitusi itu memuat berbagai hal tersebut, 
berbagai mazhab, berbagai pikiran bahkan berbagai kepentingan yang berkonotasi 
idiologis. Jadi apapun yang kita lakukan, karena begitu banyaknya kepentingan di 
masyarakat ini dan begitu banyaknya cabang-cabang idiologi di negara kita maka 
apapun yang kita lakukan, memang kehati-hatian harus menjadi faktor utama kita. 

Jadi ketidaksempurnaan bukan berarti kita tidak arif, kita tidak bijaksana di 
dalam merumuskannya tetapi kehati-hatian lebih ditekankan atau penekanannya ada 
pada bahwa kita menghargai pandangan-pandangan masyarakat yang memang pada 
saat ini barangkali tidak tertampung. Itulah sebabnya Amerika melakukan amendemen 
ini sejak dia merdeka sampai saat ini sudah ke-27 kali karena berbagai dinamika, 
berbagai pikiran, berbagai mazhab bermunculan setelah itu. Terutama kita, baru 
pertama kali kita lakukan itu, jadi berbagai pikiran, berbagai masalah, berbagai 
kepentingan tidak pernah tertampung selama ini secara jelas dalam konstitusi. 

Jadi semua pihak beranggapan, inilah saat saya memasukan kepentingan saya, 
memasukan pikiran saya, memasukan ide saya agar dapat ditampung. Jadi kalau ada .... 
menurut saya salah kalau mengatakan kita-kita yang di sini merumuskannya ini 
dengan kepentingan-kepentingan golongan salah besar. Yang benar adalah kita 
berupaya agar kepentingan-kepentingan yang hidup ini dapat tertampung dengan 
serasi. Saya membaca pernyataan pilitik seolah-olah kita ini penuh dengan 
kepentingan politik, penuh dengan kepentingan senior. Sekali lagi saya nyatakan, 
mohon maaf itu salah besar. Disinilah saatnya kita sebagai orang politik, partai politik 
yang membawa kepentingan kita masing-masing ingin menyerasikan dengan 
kepentingan kita semua di sini. Apakah itu salah? Sekali lagi itu benar sekali inilah 
saatnya didalam kita merumuskan konstitusi kita maka itu kita juga beranggapan tentu 
ada kepentingan, ada mazhab yang belum masuk di sini, maka itu harus ada back up 
istilah saudara Arifin, kita akan berjalan ini kalau di mobil kalau kita berjalan dalam 
situasi yang tidak ringan untuk perjalanan yang cukup jauh, ban serep ada, alat-alat 
untuk memperbaiki mobil kalau rusak di jalan ada, sopirnya harus mampu, 
kendaraannya harus begitu rupa memang kita yakin mampu berjalan jauh untuk satu 
periode tertentu jangka panjang. 
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Jadi saudara-saudara sekalian kita harus mengartikannya atau kita harus melihat 
permasalahannya dari aspek itu, kemudian saudara sekalian pertanyaannya tentang 
komisi konstitusi itu, apa iya kita hams membentuk ini untuk kepentingan itu. Komisi 
konstitusi, atau apapun namanya Panitia Nasional Penyempurnaan Pembahan atau apa 
lagi namanya yang ingin disampaikan adalah dalam rangka kita berhati-hati 
menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Saya tidak merasa bahwa akan ada gejolak 
fisik yang tidak terkendali, kita juga jangan terlalu berlebih-lebihan melakukan 
perkiraan semuanya itu hipotetis, pertanyaannya adakah yang kita mmuskannya ini 
menimbulkan titik api. Titik api ada dibeberapa tempat, tapi paling vital titik api itu ada 
di pasal 29. Syukur Alhamdulillah kita sudah menemukan jalan keluarnya. Titik api itu 
tidak ada, tidak lagi menimbulkan kekhawatiran, dimana titik api kedua yang ada atau 
kemungkinan muncul pada kekhawatiran lagi, ini kembali lagi hipotetis lagi. Jadi 
seringkali kita dihadapkan dengan berbagai hipotesa yang kemudian itu kita anggap 
sebagai satu kebenaran hingga hams kita hadapi. 

Hipotesa lain yang muncul terhadap kekhawatiran ini adalah adanya bikameral. 
Ada yang mengatakan DPD ini akan menciptakan jalan atau meratakan jalan ke arah 
federalisme. Tapi sebaliknya ada yang mengatakan DPD ini sangat melecehkan daerah, 
itu juga semacam titik api tapi kan kita sudah ada antisipasinya, dimana itu pada 
Undang Undang, seyogianya kekuatiran-kekuatiran itu atau hipotesa-hipotesa yang 
menimbulkan kekhawatiran terhadap lembaga itu, terhadap badan itu mari kita 
mmuskan dengan baik di dalam Undang Undang juga berbagai perubahan-pembahan 
mendasar yang kita mmuskan. 

Jadi saudara-saudara sekalian, UUD yang kita mmuskan ini harap maklum, dia 
diharapkan oleh berbagai pihak, berbagai kepentingan, kita mewakili atau kita merasa 
mewakili mazhab itu, tapi masih saja ada teman-teman kita diluar merasa tidak 
terwakili ini kita harus hargai mereka, maka dari itu saudara sekalian, apapun 
namanya itu adalah dalam langkah kehati-hatian. Pertanyaannya kapan kita mulai 
lakukan itu, kita kan yakin bahwa ini undang-undang dasar yang kita mmuskan ini 
akan memberi landasan fundamen yang lebih kuat lebih baik lagi bagi penyeleggaraan 
negara yang lebih maju, lebih modern, lebih partisipatif. Mari kita buktikan dulu, mari 
praktekkan tahun 2004, benarkah begitu? Munculkah lembaga yang kita harapkan? 
Munculkah dia suasana partisipatif, hidup, hidupkah demokratisasi yang kita 
kehendaki dan sebagai dan sebagainya. Mari bersama-sama kita besarkan hati kita, kita 
tes, 2004 kita mainkan, dengan catatan segala alat kita siapkan, kelengkapannya hams 
kita siapkan. Segala macam ketentuan perundangan hams kita siapkan. 

Jadi saudara sekalian, saya ingin akhiri, ingin akhiri pembicaraan saya ini, atau 
paling kurang pendapat saya ini, dengan mengatakan bahwa, kehati-hatian itu bukan 
berarti kita tidak yakin tentang perbuatan kita. Tapi kehati-hatian itu menghamskan 
kita menyediakan berbagai peralatan dan sarana manakala terjadi sesuatu kita tidak 
gamang, tidak kaget dan kita tidak panik lagi, dan saya merasa melakukan ini sudah 
pada track, pada jalan yang benar, terima kasih. 

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih jadi kita saling anulah ya, cari yang konvergen gitu, terima kasih 

Pak Fahrni, Pak Pata. 

80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
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Kemarin kita menerima mahasiswa dari beberapa mahasiswa teriak-teriak, 
enggak mau komisi konstitusi enggak mau Undang Undang Dasar transisi, ada itu kita 
tanya langsung, mereka yang basah kuyup itu juga begitu, oooh kita mengakui bahwa 
ini kurang sempurna, kurang bagus, Nah sekarang kita yang MPR ini mau 
menyempurnakannya cepat dari dalam atau dari luar? Kalau dari dalam mungkin MPR 
bisa menunjuk atau memperpanjang kontrak kalau di bentuk dari dalam sendiri. 
Sehingga dalam 3 bulan, penyelarasan itu selesai. ltu masih ada jaminan, tapi kalau 
dalam waktu 3 bulan atau 1 tahun ini hams dibentuk satu lembaga dari luar, itu enggak 
mungkin. Karena kita akan terpengamh dari rencana Undang-Undang Pemilu dan 
sebagainya. 

Nah, kalau kita tadi mandengar dari Pak Andi bahwa atau Pak Slamet bahwa 
momentum ini terlalu lewat maka pembahan konstitusi itu akan atau UUD itu akan 
memakai pasal 3 7 yang sulit untuk dilaksanakan. Atau ditentukan saja diperintahkan 
kepada MPR memerintahkan untuk membentuk satu komisi negara yang akan bekerja 
setelah terbentuknya MPR hasil pemilu tahun 2004 yang akan datang. Nah mungkin itu 
dari luar bisa, tapi kalau, kalau kita mau dari luar sekarang dalam waktu 1 tahun 
misalnya enggak mungkin, rekmtmennya bagaimana, orang-orang prepare-nya 
bagaimana, bagaimana dan sebagainya. 

Dan kita akan terbentur kepada pelaksanaan pemilu kecuali mau diundur. Jadi 
ini saudara ketua dan Bapak Ibu sekalian, barang kali kalau suatu komisi negara di 
tentukan sekarang tapi bertugasnya mulai tahun 2004 setelah MPR hasil pemilu itu 
terbentuk, memang dia tidak perlu menyandarkan kepada pasal 37 itu, jadi dia 
bertugas selama dua tahun ini ya disusunlah komposisi orangnya dan sebagainya 
barang kali itu bisa ditentukan. Tapi komisi itu akan bekerja setelah pemilu 2004, dan 
barangkali yang paling sulit nanti, kita menentukan kriteria-kriteria dari pada komisi 
atau komisi negara atau komisi penyelaras. Kalau hanya penyelaras saya kira bisa dari 
dalam saja, kita ini saja menyelaraskan kembali tiga bulan barang kali selesai, tidak 
mengganggu sambil Undang Undang pemilunya diselesaikan sehingga masih tetap 
berjalan sebagaimana mestinya, ini alternatif-alternatif perlu juga kita pertimbangkan 
semua. Tapi menumt saya kalau pun kita membentuk sekarang satu lembaga dari luar 
kita seolah-olah kita ini yang paling tidak mempunyai kredibilitas, tidak mempunyai 
kemampuan, sehingga orang luar yang hams menyempurnakannya, ini juga jadi 
masalah buat kita. Terima kasih saudara semua. 

81. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
... jadi kayaknya makin kelihatan adanya ... , berikutnya Pak Nadjih dari.... 

82. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Karena saya ini bukan dari .... satu, maka barang kali saja ada yang kata-kata saya 

didengarkan oleh orang-orang .... aneh. Tapi saya pikir karena bukan orang lama jadi 
mungkin kata-kata saya segar. Kita di sini mengumpulkan kearifan-kearifan sehingga 
tadi disindir kata-kata ... , orang dulu dan orang bukan Indonesia mungkin nanti suatu 
saat kita sitir kata-kata ... ya atau lebih tua lagi. Saya dekat-dekat saja Pak nanti, saya 
akan mensitir cerita Gus Dur, satu dan ada lagi cerita lain bukan apa-apa, bukan karena 
saya mau mendongeng tapi karena ingin menghimpun kearifan. Seperti kalau saya tadi 
cerita mengenai gadis desa yang dilamar dan kemudian minta mas kawin .... itu cuma 
ingin menghimpun kearifan saja. Maka saya minta kata-kata saya yang begini ini yang 
tidak kelihatan di depan dan kelihatan menyindir buku-buku tebal itu jangan dulu. Nah 
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tolong didengar secukupnya saja tidak perlu banyak-banyak. Sebab kita ini terbiasa 
berkata maksimal "terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setinggi
tingginya" saya pikir kita ini bicara yang sedang-sedang saja lah, maka saya tidak 
mengharapkan Bapak-Bapak mendengarkan dengan sebanyak-banyaknya tidak, 
secukupnya saja.secukupnya saja. 

Begini Pak, apa yang dikerjakan oleh MPR sekarang ini yang sudah dimulai oleh 
Badan Pekerja diterima oleh orang-orang luar ada orang-orang yang tadinya sudah 
terbiasa dengan Undang Undang 1945 yang tidak boleh diutik-utik itu. Itu sudah lama, 
dan mereka sudah menikmati, ya cara menikmati tidak mengerti ya? Sebab saya pikir 
orang banyak yang mengatakan berjasa begini berjasa begitu, orang-orang ini dulu 
pejabat-pejabat yang sudah mendapat gaji dan mendapat kesempatan ..... dia sudah 
mungkin lebih ... lagi, sudah cukup itu terbalas. 

Kemudian ada lagi golongan yang dari awal merasa tertekan karena Undang
Undang ini tidak boleh disentuh. Saat ini kita rombak, apa yang selama ini kita kerjakan 
itu masih dirasakan kurang. Lha, kita ini lantas menjadi orang seperti ini, ada seorang 
Bapak yang pergi ke pasar bersama anaknya membawa khimar yang mau dijual. Saya 
bikin khimar karena itu jelas bukan orang Indonesia, supaya kalau aneh bukan kitalah 
ya. Anaknya dinaikkan khimar, khimar-nya dituntun, ketemu di jalan. Orang 
mengatakan, ah orang ini goblok bener, masa memanjakan anak dinaikkan khimar, dia 
yang jalan kaki. Dipikir, kok bener ini, kok bener. Kalau begitu anaknya diturunkan, dia 
yang naik. Di perempatan berikutnya ketemu orang, wah orang itu betul-betul dzolim 
dengan anaknya, anaknya sekecil itu suruh jalan kaki, dia yang naik. Wah, bener kalau 
begini ini. Dia turun, kemudian dua-dua naik khimar, sampai di jalan berikutnya 
ketemu orang, wah orang ini betul-betul ndak punya rasa belas kasihan dengan khimar. 
Khimar yang begitu kecil dinaiki dua orang. Dia turun, bener orang ini. Akhirnya dia 
turun dua-dua, ambil bambu, diikat kakinya khimar dia gotong dua orang. Itupun dicela 
lagi oleh orang. Akhirnya dia turun, bingung, bukan terns ke pasar tapi pulang. Jadi, apa 
kata orang kita dengarkan dan kita menjadi terbingung-bingung sendiri. 

83. Pembicara : Peserta Rapat 
Tidak punya pendirian Pak 

84. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Tidak. Kalau tadi Pak siapa, Pak. .. ini mengatakan PDI-P ini bermuka dua. Boleh

boleh jadi kita ini bisa bermuka empat dan syukur kalau tidak jadi doso muko. Doso 
muko itu mukanya sepuluh Pak, tapi jangan konotasi yang lain. Oleh sebab itu Pak, saya 
khawatir kalau kita bentuk yang namanya Panitia Konstitusi ini, yang akan merapihkan 
pekerjaan kita dan seterusnya, yang saya khawatirkan begini Pak Ini cerita Gus Dur 
dulu itu, kawan baik dengan saya, tapi setelah beliau jadi Presiden tidak pernah 
bertemu saya, yang ketemu cuma Gus Yus saja, dan saya ketemu Gus Yus alhamdulil/ah 
saya sudah ketemu orang yang sudah ketemu Gus Dur, gitu. Begini Pak dongengnya 
Gus Dur, suatu waktu Pesantren Tebu lreng dirasa banyak sekali bagian-bagian yang 
tidak bisa bekerja, kemudian dibentuk panitia untuk memberdayakan bagian-bagian 
dari pesantren itu, setelah dibentuk panitia lengkap, susunannya bagus, panita ini rapat 
saja sulit, akhirnya dibentuk lagi panita untuk memberdayakan panitia yang dibentuk 
itu, dan akhirnya juga ndak jalan. Yang saya khawatirkan ini nanti, apa yang dikerjakan 
panitia ini, itu kita harapkan supaya dia memperbaiki mobil yang sudah kita perbaiki 
dan kita modifikasi, kita macam-macamkan. Kemudian akan berkata begini, wah Pak, 
mobil ini sudah kepalang tanggung, yang kerjakan Bapak-Bapak itu rusak semua ini 
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jadinya, perlu beli mobil baru lagi. Kalau sudah berkata begitu apa yang kita perbuat? 
Dimasukkan ke dalam MPR, apa jawab MPR? 

Oleh sebab itu saya pikir, yang lalu sudah kadung kita utik-utik bobrok semua, 
sudah keliru semua. Jadi oleh sebab itu Bapak-Bapak ya, kalau saya, kalau dari saya 
pribadi kita bisa ..... kita jangan sampai apa yang kita kerjakan selama ini .... seperti 
pekerjaan orang yang bernafsu besar tapi tenaga kurang. Tetapi kalau tidak ya syukur, 
gitu ya. Saya khawatirnya begitu. Kita malu sendiri itu, padahal ndak itu. Jadi seperti 
sekarang ada orang yang tidak punya tenaga, karena psikologis bukan karena apa-apa. 
Organnya masih heres semua, tapi psikologis dia menjadi tidak berdaya. Saya tidak 
mau dengan bahasa yang lebih cespleng ya, tidak berdaya, gitu aja lah. Saya khawatir 
itu, psikologis saja, merasa tidak berdaya. Karena orang tadi mencela begini, kita turut, 
kita dengarkan. Apalagi tadi sudah dikatakan tidak amanah dan sebagainya. Jangan
jangan kita cuma takut tidak aman, tapi sebetulnya tidak apa-apa. 

Jadi oleh sebab itu saya setuju, saya ulang lagi, bahwa pada saat ini sebaiknya 
kita tidak membentuk panitia apalagi itu, yang namanya Panitia Konstitusi, panitia 
nasional, panitia apa ya, bedanya apalah namanya, apa sajalah. Oleh sebab itu, apa 
sebabnya? Apa yang sudah kita selesaikan ini kita implementasikan untuk 
mempersiapkan tahun 2004. Jangan ada pikiran bahwa apa yang kita persiapkan 
seperti undang-undang yang sekarang ini yang masih banyak cacatnya dan sebagainya, 
kita perbesar sendiri cacatnya itu. Apa kata orang cacat, kita bilang cacat, begitu. 
Akhirnya kita bilang, tidak sempurna sama sekali ini, begitu. Karena kita terbiasa 
ngomong tidak sedang-sedang saja, biasanya tidak sempurnya juga, sekali gitu, sangat 
tidak sempurna, begitu. Supaya dibilang jujur, sejujurnya kita bilang ini tidak sempurna 
sama sekali. Nah, saya kira sempurna atau tidak inilah yang kita kerjakan dan ini yang 
selama ini kita cari dengan sebaik-baiknya sampai apa yang tercapai sekarang ini. Mari 
undang-undang ini sampai kita sahkan, kita pakai dulu sampai tahun 2004. Kalau kita 
persiapkan komisi konstitusi itu untuk tahun 2004, iya kalau oleh MPR tahun 2004 
diterima, kalau ndak? Buat apa itu? Biarlah ini menjadi urusan MPR tahun 2004. 

Jadi kalau kita siapkan untuk mereka skandal supaya orang-orang ndak ramai, 
kalau mereka akhirnya ndak terima, sebab apa yang terjadi tahun 2004 sama sekali 
kita tidak tahu, dan kata bahasa Solo, there's nothing impossible. Jadi begitu Pak ya. Jadi, 
alhamdulillah kalau kata-kata saya ini didengar secara secukupnya, dan mudah
mudahan juga dipertimbangkan wajar-wajar saja. 

Terima kasih. 

85. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, dari cerita itu tadi pesannya itu adalah jangan jadi khimar, gitu toh. Iya 

terima kasih. Bung Rully, mungkin nanti sesudah ini kita coba, mungkin kita break 
sebentar mencari apa sebentar ya. Jadi Rully, Zacky, Pak Rahawarin, kita break 
sebentar. Mungkin kita cari puteran dimana gitu. lni agenda yang tadi disampaikan 
oleh Pak Fatwa, kemudian ada hal juga yang kita sampaikan menyangkut bisnis kita 
menyangkut pelaporan untuk ke paripurna yang lain. Tapi kita selesaikan dulu lah ini, 
apakah Rully, Pak Zacky, Pak Rahawarin, karena makin malam makin padat itu. 

86. Pembicara: Rully Chairul Anwar (F-PG) 
Iya, terima kasih. 
Saya mungkin juga mau coba padat, tapi ada alasan-alasan dulu, karena kalau 

gatalnya sekarang garuknya kan sekarang Pak, garuknya nanti sudah enggak gatal lagi 
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itu. Saya merasa ada yang gatal sedikit tapi ndak banyak tapi mesti digamk itu 
masalahnya. Yang jadi soal cara menggamknya bagaimana, ini kan yang menjadi soal. 

Jadi begini, baiklah, kita tahulah bahwa memang kita punya legitimasi memang, 
kita punya kewenangan dari konstitusi. Kita punya pengalaman politik yang cukup dan 
tugas pokok kita yang utama memang itulah yang diamanatkan oleh konstitusi, tapi 
juga memang saya mau evaluasi secara jujur Pak ya, itu kelebihan kita, kelemahan kita 
juga ada. Secara jujur, bahwa kita ham pertama kali melakukan amendemen, itu 
masalahnya, sehingga sampai amendemen kedua kelupaan kita kasih berlakunya 
kapan. Contoh kecil saja yang akibatnya menjadi bahan perdebatan. Memang kita 
mengatakan ini satu rangkaian tapi empat tahap kumn tahunnya empat tahun ini, 
masalahnya ini sehingga tiap tahap itu ya diberlakukan dulu, tiap tahun berlakukan 
dulu. Kalau satu rangkaian mesti selesai dulu ham peralihan baru berlaku. Tapi karena 
kelamaan, satu tahun, jadi itu konsekwensi seperti itu. Ini berbagai hal yang di luar 
kendali kita ini memang menimbulkan berbagai implikasi yang secara sadar tidak 
sadar memang kita melihat ada masalah di luar. Fakta-fakta itu memang tidak bisa kita 
pungkiri memang ada masyarakat yang merasa ini sudah tertampung atau tidak 
Persoalannya memang kita tidak boleh mundur lalu mengatakan kita tidak legitimate 
lagi, itu enggak boleh, itu prinsip dasar. Tapi kita juga hams paling tidak, karena ada 
gatal sedikit, kalau tidak ada gatal kita tidak perlu gamk. Gatal sedikit ini yang hams 
kita antisipasi bagaimana caranya. Ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Saya .... 
inventarisir ya dari beberapa variabel penting dari 12 fraksi itu. Paling tidak ada 
beberapa kesamaan yang bisa kita .... 

Pertama, bahwa memang kita sudah menyelesaikan proses ini dan mudah
mudahan Amendemen Keempat ini hams tuntas. Itu satu prinsip yang mungkin bisa 
diganti-ganti. 

Kedua, tentunya diharapkan Amendemen Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat, 
satu rangkaian itu bisa langsung diberlakukan, tidak ditunda-tunda lagi karena 
dibutuhkan untuk proses pemilu 2004, kan begitu yang menjadi pembahasan ini semua 
juga. Mau ada pemilu atau tidak tadi sama semua saya lihat, sehingga kita beranggapan 
bahwa bagaimana rangkaian ini bisa berjalan, tapi kita juga perlu kehati-hatian. Ini 
juga banyak yang mengatakan kehati-hatian. Yang membentuk bilang perlu hati-hati, 
yang ... bilang perlu hati-hati, tapi juga perlu preventif. Sikap preventif juga perlu, sedia 
payung sebelum hujan. Sehingga kalau nanti terjadi satu bahaya sudah ada ... planning, 
itulah kira-kira. 

Jadi pertanyaannya adalah mungkin kita hams secara jernih ya, hati kecil kita 
melihat, apakah, ini perbedaan tinggal... sebetulnya. Apakah kalau komisi konstitusi itu 
dibentuk sekarang itu, ini sudah gatal ini sekarang, gitu. Lalu dia ham diberlakukan 
2004 mengganggu itu semua, enggak itu. Mengganggu tujuan kita untuk memilih tahun 
2004, mengganggu pemberlakuan ini. Walaupun kecil gatalnya, bahkan kita sudah 
menggamk walaupun gamknya enggak banyak. Daripada ..... mengatakan bahwa, ya 
kita perlu tapi 2004 saja bentuknya, itu sama sekali tidak menggamk itu karena 
gatalnya sudah selesai. Atau sama sekali gatal enggak usah digaruk juga bisa, ya 
syukur-syukur gatalnya enggak makin banyak. 

Jadi kami ingin mengajak kawan-kawan ya melihat ini apakah kalau kita 
melakukan pembentukan komisi konstitusi mengurangi harkat kita enggak sebagai 
MPR? Padahal kita mengatakan tidak ada yang terganggu, proses amendemen tidak 
terganggu, pemilu 2004 tidak terganggu. Jadi di mana letak tidak setujunya? Mungkin 
martabat kita berkurang, saya pikir juga tidak karena kita mengakui ada, memang kita 
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pengalaman pertama lah membuat amendemen di republik ini. Jadi kita enggak usah 
malu lah kalau itu saya pikir. Ini mungkin himbauan saya. Tinggal sedikit lagi 
sebetulnya bahwa komisi konstitusi kalau misalnya perlupun kita bisa atur, tapi 
berlakunya itu, kapan, 2004? Kalau berlaku 2004 berarti tidak masalah, sama semua, 
tinggal bentuknya kapan, itu saja. Bentuk sekarang, bisa menjawab garukan kecil tadi 
dibentuk 2004. Saya pikir ini himbauan kami. 

Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

87. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Saudara Zacky silakan. 

88. Pembicara: Ahmad Zaclcy Siradj (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Saya dalam membuka tadi putaran pertama, pertanyaan saya relatif sudah 

terjawab. Pertama, mengakomodir, memang mengakomodir terhadap pihak-pihak 
yang kurang terlibat. Yang kedua memang menjadi jalan keluar di dalam istilah 
menggaruk itu, ada tadi ban serep, ada backup dan lain sebagainya. Saya kira, terlepas 
dari alasan-alasan apa saya bisa menangkap itu, walaupun ada Socrates dan yang 
lainnya, saya mau bertanya lagi ini di dalam forum lobi ini. 

Pertama, apa perlu itu masuk dalam pembenaran komisi konstitusi, jalan 
masuknya harus dalam ... itu satu. Yang kedua, apakah cukup Tap, dan itu Tap-nya 
misalkan diputuskan di 2003 atau di MPR yang akan datang. Saya itu ingin bertanya ke 
forum ini urgensinya harus masuk itu, harus Tap, dan harus di mana. Saya kira ini 
penting ini. Saya ingin melihat ke mana ini sebenarnya posisi-posisi legalitas, terus 
harus Tap, harus Peralihan, ini apa ini? Saya ini saya explore. 

Terima kasih. 

89. Ketlia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi selalu datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang 

akhirnya menimbulkan inilah, itu geli sendiri atau gatal sendiri. Atau jadinya kita 
semua harus jawab, begitu. Terima kasih. Pak Rahawarin silakan. 

90. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kalaupun ide dan gagasan dari teman-teman ini kita rangkapkan, maka yang 

pertama harus kita lakukan adalah ide dasar ini perlu disosialisasikan dulu kepada 
masyarakat Itu saya minta. Harus sosialisasi dulu kepada masyarakat. Seperti yang 
sudah dilakukan Badan Pekerja MPR dalam pembahasan amendemen Undang-Undang 
Dasar itu ... , semacam dengar pendapat dengan seluruh perguruan tinggi negeri atau 
komponen masyarakat yang lain. Kalau memang mereka ingin di .... Kita diskusikan 
lebih dulu, bukan hanya sekedar wacana atau gagasan kita di sini. Kemudian kita ... 
sesuatu yang tidak siap untuk melibatkan masyarakat secara utuh. 

Oleh karena itu maka, hanya tidak sekedar kita di sini berbicara tentang 
mengakomodasi orang dan pikiran-pikiran orang atau semata-mata karena kita 
ragukan hasil kerja dari Badan Pekerja MPR. Walaupun saya secara pribadi 
menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Badan Pekerja MPR 
sudah cukup baik dan maksimal. Karena semua unsur dan semua anggapan kita 
diskusikan itu sudah dilakukan oleh Badan Pekerja MPR. Bicara sosialisasi, bicara 
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tentang mengundang pakar, bicara tentang melibatkan ahli hukum, bicara tentang 
melibatkan perguruan tinggi, sampai jin-jin pun mungkin sudah dilibatkan semua. 
Belum aja malaikat dan Allah SWT yang dilibatkan dalam pembahasan ini. 

Jadi, secara ikhtiar menurut saya sudah dilakukan oleh Badan Pekerja. Kemudian 
saya mau bertanya, ikhtiar apalagi yang mau kita lakukan dengan membentuk komisi 
konstitusi, ikhtiar apa? Ikhtiar seperti yang diikhtiarkan oleh teman-teman Badan 
Pekerja yang sudah dilakukan a tau ikhtiar ..... 

91. Pembicara: Peserta Rapat (F-PDIP) 
..... harus sama-sama mengantar bahwa sf amendemen ini, sf konstitusi ini yang 

kita yakini betul, semua kita di sini fraksi ingin perjalanan konstitusi baru ini mulus, 
dan salah satu targetnya adalah Pemilu 2004, itu. Jadi saya kira, ya saya tidak bisa 
mengatakan lebih jauh selain .. , kalau alasan tadi lah, Andi sudah banyak alasannya dan 
Pak Sayuti juga aku pikir aku sangat terpengaruh sama penjelasannya, apalagi Patrialis, 
ini hukumnya. Tetapi kenyataannya begitu, bahwa untuk.., kembali lagi, apa sebut 
namanya saya terima, mengakomodasi, persuasi, pendekatan keamanan, gitu ya, 
bahwa inilah yang harus kita lihat. Tetapi kalau dari sisi penyempurnaannya sendiri, 
asal-asal jadwalnya wajar ya, wong ini aturan baru, konstitusi baru, dan di depan mata 
tidak kurang dua tahun dari sekarang akan ada pemilihan umum. 

Perundangan-udangannya belum selesai, Nah ini bagaimana menggiring bahwa 
jadwal dari DPR dan Presiden yang akan mengejar undang-undang yang terkait plus 
kerjanya KPU-nya. lni sesuatu yang memang tidak bisa tidak kita harus bimbing. Jadi 
kalau kita sebut bahwa dengan pendekatan empiris atau trial and error bahwa kita 
lihat di Pemilu 2004 ini kayak apa hasilnya, tetapi pada waktu yang sama kita juga 
harus siap untuk ada institusi yang mau mengoreksinya. Jadi disebutkan penyelarasan 
itu sederhana, ya kalau tidak ada masalah-masalah yang serius itu mungkin. lni saya 
kira kalau sf Undang-Undang Dasar ini juga harus mengantar perundang-undangan 
yang terkait dan momen politik dalam hal ini Pemilu 2004 harus sejalan, saya kira, apa 
namanya, sesuatu yang wajar bahwa sementara itu kita bicara soal institusi, soal..., 
kalau dari kita kan bukan komisi konstitusi, ada yang menyebutkan panitia atau 
apapun namanya, tetapi dari fraksi PDI Perjuangan kami merasakan dari semua 
pertimbangan itu, kita memerlukan, baik itu dari pertimbangan politis, baik 
pertimbangan taktis, baik itu dari pertimbangan keamanan, mungkin nanti teman
teman dari Fraksi TNI bisa menjelaskannya, tetapi bahwa kita memutuskan untuk go 
ahead membicarakannya di Forum Sidang Tahunan ini sesuatu realitas dan kami 
mendukung. 

Terima kasih. 

92. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini open ended. Pokoknya mana yang baiklah, begitu. Itu tadi khas karena .. iya 

barangkali ada ya? Oke, Pak Slamet. 

93. Pembicara: Slamet Supriadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Senang aku malam hari ini lihat aneka pendapat, gitu ya. Memang kita makin 

banyak pendapat itu diharapkan makin banyak pendapatannya. Celaka kalau tentara 
itu makin banyak pendapat makin berkurang pendapatannya. Kalau kita cerita komisi 
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konstitusi itu kayak cewe cakep, selalu jadi rebutan, mulai dari Bapak-Bapak yang 
sudah kakek-kakek sampai ke yang muda-muda itu seluruhnya, kecuali saya. 

Begini Pak ya, jadi kami memang mengangkat ini, komisi konstitusi itu dengan 
landasan berpikir bahwasanya konstitusi itu kan pada dasarnya milik kita semua. 
Proses amendemen itu juga mestinya melibatkan seluruh bangsa. Yang kita lihat, 
masyarakat itu melihat seolah-olah, kok yang ribut-ribut amendemen kok yang di 
Senayan saja. Buktinya uji shahih dilakukan pada amendemen kedua mereka baru 
tahu, tapi yang lebih celaka lagi sudah perubahan ketiga sudah diketok kita baru tahu 
kalau MPR ini sudah berubah kewenangannya. 

Inilah yang membuat muncul reaksi-reaksi dari masyarakat yang katanya ... tapi... 
Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen. Mereka betah ... mereka tahu perubahan 
sudah demikian ... sudah kebablasan lah. Saya tidak akan tunjukkan pasal-pasal mana. 
Tapi sementara itu ada orang yang melihat, 'wah, ini kurang kebablasan ini mas, kurang 
kebablasan', entah darimana itu, entah dari India ada sponsornya dari..., memang ada 
kita tahu. Ada yang me ... , apa itu yang namanya, RKM (Revolusi Kaum Muda), ini saya 
bicara masalah aspek keamanan, ini masalah pendekatan keamanan. Memang ada 
pesan-pesan sponsor tertentu yang menuntun kepada .... yang menuntut intervensi 
proses amendemen ini. J adi sekarang begitu banyak kepentingan, dari yang namanya 
koalisi..., koalisi ini..., tapi banyak juga orang yang merasa tidak dilibatkan, begitu 
banyak juga orang yang merasa hasil-hasil dari amendemen ini, lho tempat saya di 
mana? Memang ini masih dalam proses. 

Kemudian dari perkembangan yang .... memasuki pada .. , mendekati pada sidang 
tahunan setelah perubahan ketiga, kemudian rancangan perubahan keempat semakin 
banyak orang yang gamang dan meragukan apabila terjadi deadlock ataupun terjadi 
negara ini tidak punya konstitusi. Di saat itulah barangkali orang-orang sudah mulai 
berpikir terutama dari kami-kami ini dari TNI/Polri. Kalaulah negara ini tidak punya 
konstitusi akibat deadlock, akibat tahun ini kita tidak bisa menyelesaikan perubahan 
Keempat, sedangkan Tap. Nomor VIII/MPR/1999 sudah mengamanatkan, proses 
amendemen harus selesai tahun 2004. Kalau ini tidak selesai kayak apa? Pemilu sudah 
tahun 2004. Oleh karena itulah ini yang melandasi Pimpinan kami mengeluarkan opsi. 
Silakan kalau disepakati pasal-pasal yang bertentangan dan sebagainya. Kalau tidak 
disepakati silakan kembali ke naskah asli. Kalau disepakati. Tapi kalau inipun tidak, 
silakan disepakati cari jalan lain. Artinya, marilah kita sepakati seluruhnya proses 
amendemen yang keempat ini, selanjutnya itu nanti ditetapkan sebagai konstitusi yang 
sah berlaku sampai dengan periode tertentu dan dibentuk komisi konstitusi untuk 
menata kembali. 

lni maksudnya kita memberikan jalan keluar, dari orang yang sangat konservatif 
sama orang yang ultra modernis. Kita berikan jalan keluar semuanya. Kalau kita tutup 
pintunya salah satu, saya enggak yakin walaupun perubahan keempat sudah diketok, 
mohon maaf saja, teman-teman di luar apakah sudah puas? Belum tentu. Mahon maaf 
saja, terus terang saja. Setelah Pasal 29, 31 sudah selesai, apakah sudah selesai? Belum 
tentu. Pasal-pasal itu yang walaupun dikatakan Pasal 3, Pasal itu dikatakan Utusan 
Golongan tidak ada, apakah sudah langsung? Belum tentu. Jadi kita jujur dari hati ke 
hati ya. Oleh karena itu cobalah mari kita, kalau kita lihat ini, kita lihat realitas yang 
ada. Memang kalau ditinjau dari segi waktu, momen yang paling tepat barangkali 
menurut kami adalah sekarang. Bukan karena kita tidak memaksakan, justru kita 
hendak menunjukkan bahwa Majelis ini adalah milik kita seluruhnya, milik bangsa ini 
seluruhnya. Kita bisa mengayomi. Salah satu tujuan konstitusi dibuat adalah dia harus 
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bisa menjamin persatuan dan kesatuan, dia tetap bisa menjamin tegaknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Buat apa kita jadi perubahan keempat sampai selesai 
tapi masih ada kelompok-kelompok yang terasa disisihkan. Ini saya pikir perlu 
dipertimbangkan, belum kita berbicara sistem pemerintahan negara ini. Kalau kita bisa 
menjamin bahwasanya kita menegaskan sistem politik kita yang hendak kita pakai ya .... 
lebih berguna lagi. 

Kemudian lbu dan Bapak sekalian, kalau kita tinjau dari segi kewenangan, 
apakah nanti kalau MPR menugaskan kepada salah satu badan, namanya apa, apakah 
itu namanya salah? Tadi disinggung oleh teman dari PKB. Saya pikir tidak salah. 
Selagi.., apakah namanya, apakah komisi konstitusi atau apa namanya masih .... kepada 
MPR, masih dipegang kendali oleh MPR, tapi kita bisa melibatkan seluruh komponen 
bangsa. Terserah nanti perimbangannya dan sebagainya supaya nanti seluruh 
masyarakat ini yang merasa tidak terakomodasikan bisa dilibatkan semuanya di 
dalamnya. Kalau ingin pakai nama panitia, pakai nama apa, dengan embel-embel 
nasional barangkali lebih tepat, marilah kita pakai, yang penting harus kita 
akomodasikan, marilah kita temukan. Saya ingin me-refer dari apa yang disampaikan 
pada waktu kita lobi pada Pak Hamzah Haz, beliau mengatakan pertanyaannya tentang 
konstitusi transisi. Enggak usah ada ada konstitusi transisi lah, mereka sudah 
diputuskan ya sudah. komisi konstitusi ya nanti, tapi memang harus kita rasakan, itu 
kan enggak sempurna, yang buka pembicaraan dulu juga Pak Fahrni, kita juga 
mengakui belum sempurna. Kita ketemu di Hotel, mana .. , Intercontinental pada waktu 
malam-malam kita diadili, saya diadili barangkali, ditanyakan, ini ada apa ini tentara 
ini? Kalau dikatakan PDI-P dua muka, tentara ini ada dua muka juga kan. Ada apa sih? 
Apa Bapak ini malah, Bapak Fahrni Idris .. , sudah masuk. Kalau tentara mau begini ya 
sudah .... kita mau mundur dari MPR. Wah ini kan .. , ini guyon, memang guyon, tapi ini 
maksudnya sebetulnya yang riil adalah ini. Jadi sebenarnya itu Pak 

Jadi kalau kemudian lagi Pak, kalau Pak Hamzah mengatakan kalau mau 
dibentuk, oke, tapi ini jalan dulu. Silakan nanti tahun 2004 baru dibentuk atau 
sebagainya, tapi berikanlah iklim yang pasti, dan beliau tidak mengatakan tidak boleh, 
tidak, tidak mengatakan demikian, tapi perlu diberikan suatu harapan, begitu. Pada 
waktu menghadap ke Ibu, yang mendengar langsung Pak Harun Kamil, saya, dari.., saya 
lupa, ada empat orang kalau tidak salah. Oh, Pak Oesman, satu lagi.., siapa lagi itu saya 
lupa itu. Pak Arifin, sebelum Pak Arifin terus ada .. , ada lima orang kalau tidak salah. Ibu 
mengatakan demikian, "Yah, ini kita kan baru saja selesai menggarap, yang penting itu 
selesaikan dulu tahun 2002 ini perubahan Keempat ini'', setelah itu lbu mengatakan, 
"Sudahlah, ini kan masih banyak pendapat-pendapat, buatlah matrik itu /ho, carikan 
mana perbedaannya-perbedaannya, mana itu yang baik-baik itu, mari kita kumpulkan, 
arahkan kepada .. , yang penting kita untuk kepentingan kita semua". lbu 
menyampaikannya demikian. Berulang kali tanya ini, tanya itu versi ini, ini, Bang Fahrni 
juga menyampaikan itu, akhirnya lbu kembali lagi. Dibuatkan saja matriknya nanti kita 
sandingkan itu konsepnya si ini, si ini, si ini.. tentang tugas, wewenangnya, 
diberlakukan kapan dan sebagainya. J adi inilah. 

Kemudian dari kami melihat momentum dari segi kacamata kita Pak, dari segi 
keamanan memang, barangkali saat yang tepat sekarang. Kalau mundur habis 
berlakunya Tap. Nomor IX/MPR/1999, berarti .. , kan harus selesai ini amendemen 
tahun 2002 ini, berarti kita harus menggunakan Pasal 37 itu. Sulit sekali Pak untuk 
mengadakan perubahan. Kalaulah sekarang masih bisa, berarti cantolannya dimana? 
Menurut hemat kami ada di aturan tambahan. Bentuknya apa, ditugaskan ini, 
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periodenya kapan, marilah kita bicarakan, yang penting berilah harapan, berilah pintu 
jalan keluar pada mereka-mereka ini yang di sana, rakyat-rakyat di bawah itu. Pak 
Amin Aryoso? 

Nah itu, kita perlu mencermatilah kawan-kawan semuanya yang ada di lapangan 
ini. Jadi kalau ada apa-apa, ujung-ujungnya nanti tahun 2004 sangat menentukan bagi 
kita. Kalau ada sesuatu hal kita enggak bisa mengakomodasikan yang kanan, yang 
tengah, yang kiri, yang di atas, di bawah, sangat berbahaya bagi kita, apalagi dengan 
sistem pemilihan umum. Terus terang saja kami juga was-was. Kalau diberlakukan 
tahun ini bagaimana, kalau diberlakukan komisi konstitusi tahun 2004 bagaimana? 
Kita mau membayangkan masyarakat kita itu, apakah bisa Pemilu nanti dengan sistem 
ini nyoblos untuk DPR sampai dengan DPRD Tingkat II terus milih DPD, milih 
Presiden/Wakil Presiden, enam kotak jadi satu. Saya enggak bisa bayangkan. Apalagi 
kalau ini nanti mau dimasukkan. Jadi inilah suatu bayangan, tapi dari kami Fraksi ini 
perlu, kacamatanya adalah untuk mengakomodir ... , bangsa. Tugas wewenangnya 
apakah hanya menyeleraskan saja, apakah menyempurnakan, dan sebagainya, saya 
pikir kita bisa bicarakan nanti, tapi apakah perlu? Perlu. Kepentingannya apa itu? 
Untuk menunjukkan bahwasanya betul-betul Majelis itu melibatkan seluruh bangsa ini. 

Demikian, terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

94. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Slamet Supriadi. Barangkali dari PPP dulu. 

95. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya beberapa sudah disampaikan oleh 

Pak Slamet. Justru karena menyinggung hasil pertemuan dengan Ketua Umum kami. 
Jadi berkaitan dengan komisi konstitusi, ini kan sebenarnya sudah stuck satu tahun 
yang lalu jadi pembahasan kita dan kemudian sekarang ini semakin gencar disuarakan 
di luar itu. Kami sendiri berpandangan bahwa kalau melihat sisi urgensinya, ini 
memang tergantung sudut pandang kita melihatnya, tapi yang jelas urgensi yang kami 
rasakan adalah bagaimana melibatkan banyak kalangan, itu yang menjadi lebih utama 
karena dalam internal kami pun suara-suara seperti Pak Sayuti, Pak Hamdan itu tidak 
sedikit. Tapi ini dalam rangka karena sebagian masyarakat di luar memang 
menghendaki konstitusi ini yang hakekatnya kontrak sosial itu melibatkan banyak 
kalangan. Oleh karenanya, kalau kita sepakat untuk membentuk komisi konstitusi 
maka ya jangan tanggung, artinya jangan nanti anggotanya juga, MPR juga masih 
terlibat, ya betul-betul serahkan kepada mereka-mereka yang memang pakar, 
akademisi, dan sebagainya. Jadi itu, supaya kita nanti juga bisa lihat meskipun nanti 
muara akhirnya MPR yang memiliki kewenangan menentukan apakah diterima atau 
tidak. Tapi ini kan selama ini yang dikeluhkan selama ini prosesnya. Jadi kita bisa 
berdebat tentang hasil, betul seperti yang disampaikan Pak Hamdan tadi itu, ini 
masalah pilihan bukan masalah mana yang benar, tapi yang menjadi kritikan banyak 
pihak sebebanrnya pada proses, dan saya secara pribadi memang mengakui itu proses 
dalam kaitannya melibatkan banyak kalangan itu, ya kita ketahuilah meskipun kita 
melakukan sosialisasi, penyerapan aspirasi dan sebagainya. 

Catatan yang kedua prinsip dasarnya adalah bagaimana keberadaan komisi 
konstitusi ini, jangan sampai menginterupsi proses yang sudah terjadi sekarang ini. 
ltulah kenapa tadi pagi kami di Pleno mengatakan, ya harus mulai 2004 jangan 
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sekarang, karena sekarang ini tidak ada jaminan apa yang sudah kita hasilkan proses 
bagaimana kita lebih menata sistem ketatanegaraan kita melalui mengaktualisasikan 
kedaulatan rakyat itu melalui pemilihan langsung, pemilihan presiden dan sebagainya, 
itu tidak terganggu, gitu, karena terus terang kami khawatir betul gagasan yang 
menghendaki ini bekerja cukup satu tahun saja selesai mulai 2002 sehingga 2003 
harus menghasilkan rumusan itu. Dan rumusan KK ini tidak ada jaminan sejalan 
dengan apa yang sudah kita lahirkan, padahal 2003 sampai 2004 itu sangat sempit 
sekali waktu untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan agenda nasional 2004. Jadi 
intinya kami ingin mengatakan, kami merasa perlu dalam kaitannya untuk melibatkan 
lebih banyak kalangan dan itu harus dilakukan setelah 2004. Jadi kita berikan 
kewenangan kepada MPR hasil 2004 itu yang kemudian nanti mereka-merekalah yang 
nanti menentukan bagaimana kerangka dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan 
dengan mekanisme, rekrut keanggotaan dan sebagainya, tapi tetap itu dibuka peluang 
kearah itu. 

Saya pikir itu pokok-pokok pikiran yang berkembang di fraksi kami. 

96. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebelas fraksi yang hadir sudah bicara tapi Pak. .. , KKI, oh ndak kelihatan, Pak Yos 

silakan. 

97. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terima kasih saudara dan Pimpinan dan ibu/Bapak sekalian. Secara pribadi saya 

sedikit kaget karena begitu cepat terjadi perkembangan di mana di dalam Rapat Pleno 
komisi banyak sekali suara yang menyampaikan setuju untuk dibentuknya sebuah 
komisi konstitusi, begitu pertemuan tertutup jadi menolak. Kendatipun demikian, saya 
teringat satu ungkapan dari Socrates, bila Saudara Yos menyampaikan sesuatu untuk 
melakukan sesuatu kepada orang lain hendaklah pakai tiga saringan. Yang pertama, 
apa yang you katakan itu harus baik. Ini artinya dari segi etis. Yang kedua, harus benar. 
Ini dari segi logis, logika. Dan yang ketiga itu harus perlu. Artinya dari segi ekonomis. 
Jadi antara ketiganya ini harus dapat ditukar tempatkan. Tadi pagi Ibu Marwah sudah 
menggunakan satu istilah yang kebetulan persis sama, reverseable. Jadi baik, benar, dan 
perlu itu harus dapat ditukar tempatkan. Apa yang perlu itu harus baik dan benar, apa 
yang benar harus baik dan perlu, dan apa yang perlu itu harus baik dan benar. Nah, 
pertanyaan sekarang seperti tadi juga seperti dikemukakan Fraksi PPP, perlu atau 
tidak komisi konstitusi ini? Pertanyaan perlu atau tidak ini perlu sekarang atau tidak? 
Nah, perlu atau tidaknya itu kan tergantung. Apakah benar bahwa komisi konstitusi 
memang dapat dibutuhkan di dalam sebuah negara atau di semua negara atau di setiap 
negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi hukum. 

Saya berpendapat berdasarkan ungkapan Socrates tadi bahwa komisi konstitusi 
itu memang perlu karena benar adanya dalam rangka untuk melakukan peninjauan
peninjauan apabila dalam perkembangan konsitutis kita mengalami dinamika yang 
baru. Berkaitan dengan ini maka saya sendiri jadi bertanya, kalau misalkan kita 
menyepakati bahwa tidak perlu dibentuk komisi konstitusi lalu bagaimana reaksi dari 
masyarakat, karena bagaimanapun dan kurang lebih dalam satu-dua minggu terakhir 
itu banyak sekali suara di luar yang menghendaki dibentuknya ini, komisi konstitusi 
itu. Tapi di lain sisi kita juga, saya sendiri dalam ... sudah bertanya, sudah menganalisa 
kira-kira apa gerangan yang terjadi sehingga ketika mau untuk menyelesaikan 
pembahasan amendemen pasal-pasal yang keempat ada mengusulkan supaya komisi 
konstitusi dibahas sekarang juga, tapi ada yang bilang nanti saja. Saya memahami 
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bahwa apabila, dan ini saya kira wajar-wajar saja kalau pembahasan seluruh pasal
pasal dalam amendemen keempat sudah tuntas dan katakanlah bahwa membawa hasil 
bahwa kita memang menyepakati banyak hal, semua hal dan pada akhirnya kita bisa 
menemukan satu konstitusi hasil amendemen maka ungkapan hukum bahwa yang 
terjadi secara postpactum bahwa komisi konstitusi, saya menganggap saja bahwa 
komisi konstitusi ini baru diusulkan sekarang setelah kita menyelesaikan seluruh 
pembahasan. 

Itu salah satu cara pendekatan bahwa kita selesai membahas baru kita bahas 
masalah komisi konstitusi. Ternyata berhasil menyelesaikan pembahasan walaupun 
nanti hasilnya itu tergantung dari rapat pleno besok pagi. Tetapi kalau sudah selesai 
membahas itu lalu sekarang baru membahas komisi konstitusi, dari segi hukum ini 
terasa sepertinya terjadi postpactum, dan sesuatu yang terjadi secara postpactum 
selalu tidak dapat didiskusikan, selalu tidak dapat didiskusikan termasuk di dalamnya, 
selalu tidak dapat didiskusikan karena sudah terjadi sebelumnya, kita sudah putuskan, 
semua hal sudah kita sepakati, baru sekarang mau mengusulkan komisi konstitusi, ya 
tidak bisa sekarang, harus nanti ke depan. 

Jadi, saya sendiri beranggapan atau saya sendiri menilai bahwa komisi konstitusi 
itu perlu tapi momentumnya belum sekarang ini. Ya artinya setelah Pemilu 2004 
sehingga .. , mungkin tadi ada pemikiran yang bagus juga menyangkut soal bahwa 
anggota-anggota komisi konstitusi itu dipilih melalui Pemilu tapi ini masih perlu untuk 
didiskusikan lebih jauh karena, saya mengusulkan ini karena saya menilai bahwa dari 
para pakar yang berbicara di media masa belum ada punya konsep seperti Golkar, 
Partai Golkar misalkan. Nah, atau dari PKB, oleh karena itu saya mengganggap bahwa 
usulan komisi konstitusi itu tidak ada beda sebagai suatu reaksi terhadap proses atau 
mekanisme kerja Panitia Ad Hoc yang mungkin sebelumnya dianggap lamban atau 
mungkin tidak aspiratif, atau mungkin tidak mengakomodasikan berbagai pemikiran
pemikiran yang merupakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. 

Jadi saya kembali menegaskan sikap bahwa komisi konstitusi itu perlu namun 
momentumnya bukan pada sekarang ini, dan kembali kepada Socrates tadi, lalu apa 
yang kita hasilkan ini sudah baik, benar, perlu atau belum. Saya hanya berpendapat 
bahwa mungkin di dunia ini tidak ada yang baik, benar, perlu secara sempurna. Yang 
nyata-nyata terjadi, yang nyata-nyata ada adalah maksimalisasi hasil positif dan 
minimalisasi dampak negatif. Saya menganggap bahwa hasil yang sudah kita capai ini 
sudah cukup maksimal dan saya kira sudah meminimalisir kemungkinan-kemungkinan 
dampak negatif yang terjadi baik pada hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Jadi 
saya yakin dan percaya bahwa, dan saya setuju secara pribadi mengagumi hasil kerja 
dari saudara-saudara yang sudah lebih dulu menggumuli pembahasan-pembahasan 
Amendemen Konsitusi ini. 

Terima kasih, saya kembalikan. 

98. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Jadi sebelum kita coba, berikutnya Pak Seto masih ingin 

menyampaikan sesuatu mungkin melengkapi yang tadi. Silakan. 

99. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Ya jadi begini, saya kira kita harus jernih lah supaya keputusan kita tidak salah 

karena banyak argumentasi yang disampaikan, kan bisa saja itu tidak jelas. Misalnya 
dikatakan bahwa, meskipun kita tetapkan tetap banyak yang belum puas. Kan 
pertanyaan sederhananya kalau ada komisi konstitusi lalu jadi puas? Bahwa Majelis 
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milik bersama, yang merasa tak terakomodasi banyak, apa dengan komisi konstitusi 
lalu yang tidak terakomodasi itu lalu terakomodasi? Belum tentu juga. Atau tadi 
dikatakan, ya mohon maaf Pak Slamet, tidak ada, katakan ada kebablasan, ada lah 
pasal-pasal tidak mau disebutkan. Pertanyaan saya, itu kan berarti yang diserahkan ke 
komisi konstitusi? Bagaimana kalau lalu komisi konstitusi lalu mengatakan yang 
kebablasan adalah Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, sehingga harus dikembalikan pada 
asalnya, atau pemilihan presiden langsung, ini kebablasan. Ini kan persoalan-persoalan. 
Jadi menurut saya, apa ini dasarnya, atau tadi dikatakan, kita harus jujur bahwa kita ini 
memang hasil kita tidak sempurna tapi kita tidak bisa menunjukkan di mana 
ketidaksempurnaannya. Kalau bagitu kita memang perlu komisi konstitusi karena kita 
tidak bisa menunjukkan kesalahan kita sendiri, biarlah orang lain menunjukkan. 
Apalagi lalu Saudara Lukman mengatakan ini kontrak sosial, melibatkan semua 
masyarakat, Saudara Yos mengatakan dasar Socrates. Kalau itu semua dasarnya, 
menurut saya komisi konstitusi wajib diadakan dan itu harus menjadi persyaratan 
setiap kali kita mengubah Undang-Undang Dasar. Karena itu masukkan di Pasal 37 
bahwa setiap mengadakan perubahan harus didahului adanya komisi konstitusi. 
Karena kita akan selalu mengatakan merasa tidak sempurna, tidak tau menunjukkan di 
mana tidak sempurna, selalu akan ada masyarakat yang tidak setuju dan seterusnya. 
Atau, ini alternatif pertama. Alternatif kedua yang saya tawarkan tadi juga, saya lebih 
suka dengan gaya bicara Pak Arifin, kita fair saja, ini persoalannya adalah bagaimana 
kita meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat, bagaimana kita, tadi bahasa keren 
nya akseptabilitasnya. Artinya ya memang ini adalah kosmetika politik, ya fair saja kita 
mengatakan bahwa ini dalam rangka memuaskan masyarakat, jadi ndak usah pakai 
dalil-dalil macam-macam sehingga kita bisa dengan tepat menempatkan di mana 
komisi konstitusi ini. Tapi kalau dengan alasan bahwa ini merasa ini, apakah kita 
kehilangan muka? Ndak. Wong kita tahu tidak sempurna tapi kita tidak bisa 
menunjukkan ketidak sempurnaan kita kenapa kita harus kehilangan muka? Ndak. 

Jadi menurut saya lebih baik kita sederhanakan bahwa persoalannya bukan kita 
ingin mengatakan hasil kita jelek, bukan karena kebablasan, bukan karena apa-apa, kita 
hanya mau supaya tekanan publik ini berkurang, kita ingin supaya akseptabilitasnya 
meningkat, mari kita buat. Yang dikatakan PakArifin lebih jujur dan lebih enak kita lalu 
menatanya, gitu lho. Enggak usah cari alasan macam-macam. Terima kasih. 

100. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kan begini ya, saya ini bingung. Tadi Saudara Seto dari pagi sampai sore 

bilang setuju dengan begini, begini, sekarang ini malam setelah berputar-putar ini 
balik, seolah-olah kita semua yang berbicara ini salah, begitu. Sorry ya, saya setuju 
dengan pendapat siapa itu, Yos. Yos itu dia murni, dia ini orang baru datang, ndak tahu 
persoalan. Kalau saudara itu sudah puluhan hari sama kita, sudah bulanan, nah itu juga 
jelas, kan gitu. Saya juga baru datang kan enggak.. jadi tunggu-tunggu saya lagi bicara. 
Bagaimana? Jadi begini bung, kita ini ya, ya nanti kalau pakai pinjam filosofi orang 
salah, tapi ada yang benar juga kan filosofi-filosofi orang ini. Katanya kalau rumongso 
biso itu susah. Kalau biso rumongso katanya, tapi saya juga enggak suka ini tapi ini 
filosofi yang benar, gitu. Jadi kalau kita tidak saling menyalahkan dan kita compromize 
itu mungkin lebih baik, sebab kalau kita bicara kita berani dan pintar, banyak juga 
orang berani, banyak juga orang bisa ngomong keras di sini, gitu. Saya cuma 
mengingatkan itu aja pada Pak, supaya kita enak, gitu. Kita mau nyisir apa, gitu? 

Terima kasih. 
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101. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Silakan Pak 

102. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya mau menambahkan aja dari.., tadi kan, dari sisi-sisi mana saja kita melihat, 

tapi saya mau coba ibaratkan bahwa si undang-undang dasar baru dari tahun 2002 ke 
tahun 2004 itu ibarat satu komplek yang sangat vital. Biasanya itu kalau dari sisi 
penyediaan tenaga listrik diumpamakan kamar operasi. Kamar operasi itu Bapak
Bapak, tidak boleh sedikitpun listriknya mati. Kalau dia mati, orang lagi operasi bisa 
fatal. Jadi ada yang namanya backup, yang tingkat berhentinya itu bicara detik Begitu 
dia mati si cadangan itu hidup. Itu maksudnya supaya si proses operasi atau apapun 
terjaga. Atau kalau lebih besar ini di ini.., ya ini juga kompleks ini atau kompleks istana. 
Itu si backup sistemnya si PLN itu nyediain beberapa. Mati yang ini, masuk yang satu. 
Nah, saya umpamakan, karena kita ini konstitusinya baru, tapi di tahun-tahun kedepan 
ini sangat rawan karena tidak sampai dua tahun kita harus menyelenggarakan Pemilu 
yang aturannya sudah baru. Jadi kalau tidak ada semacam .. , ini bukan persis backup, 
bukan semacam apa namanya, pembangkit yang sama sifatnya, tapi paling tidak dia 
menjadi relief dari tadi yang dikatakan reaksi-reaksi yang dari luar. Tetapi juga karena 
kita menyatakan bahwa kita tidak sama sekali perfect dan kita terbuka untuk 
penyempurnaan. 

Jadi waktu kita menjalankan ini, kita pede-nya lebih lah, kita lebih confidence 
bahwa sistem ini kalau, kalau .. , kita tidak mengharapkan bahwa ketidakserasian semua 
peraturan ini, perundang-undangan atau konstitusi ini membuat si proses politik dan 
sistem ketatanegaraan ini sangat-sangat menghambat, tetapi dengan adanya apapun 
namanya, semacam kalau juga kita ibaratkan ini suatu, sebutlah manajemen, sebutlah 
sistem apa, selalu ada yang mengikutinya. Nah ini daripada tidak ada, daripada 
dukungan, kalau tadi listrik, bisa juga disebutkan organisasi. Perusahaan dijalankan 
oleh Direksinya tetapi ada Dewan Komisaris, instansi ada yang menjalankan, ada yang 
apa, institusi inspektorat-nya. Nah ini tidak persis seperti itu. Tapi rasa-rasanya ini 
kalau di attach ke suatu sistem konstitusi kita yang baru, rasanya kita kok lebih yakin. 
Kalau sampai ada apa-apa rasanya si Komisi Konsitusi bisa dari waktu ke waktu 
menambah dengan segala dan ini saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa kita 
justru tidak boleh waktu si konstitusi baru ini di discourage oleh langkah-langkah ini. 
Ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Tidak bisa serta merta kita jalan sesudah 
10 Agustus ini terus tiba-tiba, oke komisi konstitusi mulai periksa itu, apa yang salah 
apa yang benar. Kita harus yakin bahwa dari sekarang sampai 2004 justru kita yang 
hams kita dorong adalah undang-undang terkaitnya supaya Pemilu 2004 itu jadi. 
Tetapi kalau misalnya ada yang tidak sempurna, kurang heres, tidak perfect, di proses 
dua tahun ini kita bisa secara simultan atau overlap mendahului 2004, sebutlah dia 
jalan sampai 2005, dia bisa memberikan rekomendasinya, "/ho, ini konstitusi baru ini 
dampaknya seperti ini, seperti ini. Syukur-syukur perfect, mereka sudah enggak ada 
kerjanya sama sekali. Tetapi kalau ada, dia ini sudah jalan. 

Jadi saya kira dari sisi memperkuat sistem ketatanegaraan, ini juga bukan 
sesuatu yang mengada-ada. Itu saya kira wajar-wajar aja kalau si institusi ini dibentuk 
Itu saya menambah, memperkuat 

Terima kasih. 

Perubahan UUD 1945 445 



103. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi dari putaran-putaran pembicaraan ini memang masih ada hal-hal yang 

masih di sana-sini. Tapi barangkali kita coba dekatkan lagi. Ada beberapa hal sebelum 
saya putarkan lagi. Baik yang sekarang ini posisinya masih tidak oke, gitu ya, atau yang 
ok, atau yang bisa oke. Kan ada yanggitu. Tapi ndak usah. Saya rasa skornya ndak usah 
dibuat untuk anu ya, suasanya kita jaga tahun ini. Tapi ada beberapa hal yang beberapa 
hal yang disuarakan yaitu, kita ini selesaikan ini dan berlakukan. ltu suaranya begitu. 
Kemudian 2004 itu Pemilu nya itu sudah harus jalan dengan yang sekarang. Jadi antara 
yang sekarang sampai 2004 itu memang perlu ada suasana yang memang kondusif, dan 
ada juga satu pemikiran ini dia akseptabilitas relatif lah itu, ada yang mengatakan 
relatifnya dengan mengatakan ini cukup tapi tidak ideal, ada yang mengatakan ini sama 
sekali tidak cukup, ya tapi ini ada permasalah pada tingkat akseptabilitas. Paling tidak 
itulah yang sama dari yang beda-beda ini. 

Nah sekarang ada yang mengatakan, oke kita bikin besar, gitu, komisi konstitusi, 
tetapi isinya dengan yang mengatakan, ya ndak sebesar itu, ya itu isinya sama, mau 
menyeleraskan, mau memperbaiki, dan terutama malah bukan pada substansi, pada 
proses, begitu. Ya inilah posisi, tapi ada yang mengatakan, enggak usahlah. Nah ini 
bagaimana, kita tingkatkan, sementara tadi teman-teman kita yang urusannya yang 
memang urusan keamanan, urusan apa begitu ya. Ini memang ada ini sekarang, ya baik 
yang diujung kiri maupun yang diujung kanan, yang karena mungkin proses atau apa 
sajalah motifnya, akseptabilitasnya itu ada pada suatu tingkat yang malah bertolak 
belakang dengan ini, itu mulai akumulasinya meninggi, yang kita harapkan dari 2004 
itu bagus, kondusif, Pemilu jalan, ini malah bisa nanti numpuk-numpuk menghajar itu. 
Inilah barangkali bisa kita olah, begitu. Tadi Pak. 

104. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Atau istilah karena cadangan. Jadi kita melakukan semacam MPR bayangan atau 

semi DPR. Dengan kita beri kewenangan a, b, c dan sebagainya. Kemudian kita 
mengurangi kewenangan kita hanya sekedar mereka lakukan. Jadi Pimpinan Yang saya 
hormati. Saya pertama menghargai semua keinginan teman-teman itu baik sekali. Saya 
tidak menyalahkan itu baik, tetapi alangkah baiknya mari kita perdayakan Badan 
Pekerja MPR ini. Majelis yang terhormat ini. Dan kalau manusia-manusianya sudah 
baik, nanti rakyat pilih anggota majelis yang terbaiklah. Melalui DPD-nya, melalui DPR
nya. Yang terbaik yang akan datang. Ada ahli hukumnya ada pakarnya ada macam
macam. Segala macam duduk di sana. Sehingga memang anggota MPR yang akan 
datang itu benar-benar anggota DPR yang sudah melibatkan unsur-unsur yang kita 
bicarakan. Sehingga tidak ada masalah lagi dalam hal keterlibatan siapa dalam. 

Jadi terima kasih apapun usul dari LSM apapun namanya kita mendengar itu 
karena mereka bagian dari bangsa kita. Tetapi mendengar semua apa saja dari siapa 
saja tetapi mekanisme sudah ada. 

Siapa saja boleh memberikan usul, siapa boleh memberikan pendapat apa secara 
kasar, secara halus, secara tertulis. Kemudian langsung datang tepat ...... saluran itu yang 
kita buka. Kecuali saluran ini ditutup baru kita bikin lembaga baru. Selama ini saluran 
kita buka. Semua pihak dilibatkan semua pihak di akomodasi dan macam-macam. 
Sudah kita buka saluran kemudian saluran yang sudah kita buka kita tidak percaya lagi 
kita bikin lembaga baru. Lembaga baru itu untuk mengakomodasi juga saluran yang 
sama. Kecuali beda gitu. Lembaga ini mengakomodasi kepentingan yang beda dari 
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saluran-saluran yang kita buka tadi itu boleh kita bicarakan. Seperti DPD. DPD kita 
akomodasi masuk sebagai lembaga MPR dengan kewenangan a, i, u, salah. 

Jadi tolong saya sangat heran teman-teman itu yang menyampaikan ini. Saya 
lebih percaya kepada teman-teman di Badan Pekerja MPR. Untuk melakukan ini semua. 
Terima kasih. 

105. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin kita break sebentar supaya ya mungkin kakinya bisa rileks sedikit. Di

charge sedikit. Tetapi ada hal yang kayanya pada putaran ini, sepertinya malah ada 
pendekatan ini. Kelihatannya tolong kalau kita ini ingin supaya ada kesempatan untuk 
kita lebih memperbaiki secara intens. Itu Kayanya semua sudah begitu. Bedanya itu 
satu ini pakai komisi Konstitusi. Ada yang mengatakan tidak usah dari dalam saja, kan 
begitu. Seperti dari Pak .. , dari utusan daerah tadi lebih suka ah dari namanya masih 
lebih baik. Tetapi kalau utusan daerah ya kalau nanti semuanya ingin, kami juga siap 
lah untuk membicarakannya gitu. Kemudian semuanya sama ini sampai 2004. 
Kegiatannya ini tidak boleh ganggu 2004 gitu. Dan ini supaya menimbulkan lagi ya 
suatu psikologi ketidakpastian politik begitu. 

Jadi persamaan-persamaan ini mulai kelihatan. Saya berharap barangkali kalau 
kita rileks sebentar. Mungkin ya seperempat jam atau bagaimana. Ini mungkin jadi 
lebih merujuk lagi. Jadi kita stop sebentar gitu. Poco-poco dulu. Bergerak dulu lah. Ada 
ini ada masalah lain lagi. Inikan tadi lobi sudah menghasilkan banyak. Teman-teman 
panitia perumus tidak nguber lah itu ya. Kita oper. Besok kita Pimpinan Komisi A 
dengan Pimpinan Fraksi yang biasa ketemu pagi-pagi. Masih ketemu lagilah setengah 
sembilan. Karena begini sebelum. Tidak break sampai jam sebelas. Ya, break sebentar. 
lni maksudnya maksudnya pindah perseneling mau bicara materinya apa, jangan 
pulang. Ya buat anu sajalah begitu. Siapa tau sambil itu tadi yang sudah mau ketemu
ketemu ini, sudah bisa lebih ketemu lagi gitu. Mungkin ngomong berdua bertiga itu 
malah lebih baik. 

106. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Saudara Pimpinan, rasanya sudah malam begini mau dilanjutkan berdua-berdua 

rada repot. Lebih baik kita inventarisir saja, seperti yang anda katakan itu sudah bagus 
itu. Apa-apa saja yang sudah, sudah disepakati oleh inventarisir. Besok jam delapan 
kita sta.rt membicarakan masalah yang diendapkan malam ini, besok. Barangkali kalau 
kita mau dimulai dengan apa usulan dari reformasi, silakan saja sampai jam sebelas 
misalnya sekarang. Silakan. Kalau mau. Tapi kalau kita sudah cape mau pulang. 

107. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oke, kalau gitu gini. Saya usulkan gini. Sekarang kita teruskan saja sampai jam 

sebelas. Lalu kita tutup. Tapi dengan materinya kawan-kawan dari Fraksi Reformasi. 
Tetapi besok, besok kita adakan lagi untuk melanjutkan yang masalah ini tadi. Jam 
berapa ya. Ini ada dua acara jadinya. Karena di Rapat Komisi kan harus mulai jam 
sembilan. Simultan saja. Ada lagi Pak. Jadi begini yang akan kita laporkan itu. Hasil dari 
Badan Pekerja itu ada bagian-bagian yang sifatnya tehnis, tetapi bersangkutan dengan 
amendemen. Perubahan dari, penyempurnaan dari keputusan perubahan namer dua. 
Dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan segala macam. ltukan harus kita periksa 
dulu Pak sebelum kita lapor. Jadi begini kalau perlu kita memang besok terbagi dua. 
Kita mulai di sini jam delapan. Delapan pagi ya. Sebagian akan ke sana setengah 
sembilan untuk khusus menyelesaikan beberapa hal dalam laporan ke Paripurna. 
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Jadi, simultan kayak tadi siang kan kita ada yang di sini ada yang di sana bisa 
jalan. Jadi kalau begitu mohon bisa duduk kembali. Duduk kembali Pak Rapat 
Paripurna jam dua siang. Sudah ditunda. Jadi kita persilakan Pak Fatwa, rekan-rekan 
dari Reformasi. Mari kita dengar beliau. Mangga, mangga, mangga. Kalau mojok itu 
jangan di tengah ruangan. Di sini duduknya. Ya sudah teruskan. Sampai jam sebelas 
silakan. Oke yang berdiri asal dengar saja. 

108. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Yang telah kami ajukan tadi, kebetulan dengan dibantu oleh Pak Zain Badjeber. 

Lalu ada ditemukan suatu rumusan yang lebih sederhana. Jadi dimasukkan pada 
Aturan Tambahan Pasal II yang sudah ada di sini Pasal 11-nya. Tetapi dengan berbunyi 
begini. Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar yang 
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959. Yang kemudian setelah mendapat perubahan menjadi Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang terdiri atas Pembukaan dan 
Pasal-pasal. Jadi langsung disambung dengan yang di sini. 

109. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tolong diketik sebentar. Tolong Bapak jelaskan sebentar. Sambil.... mengetik 

untuk ditayangkan. Mungkin dijelaskan sebentar Pak. Dijelaskan sebentar kepada 
teman-teman. Ada usul dari rekan-rekan fraksi Reformasi yang tadi waktu 
permasalahan hukum, disampaikan pada rapat pleno, tadi pagi. Rapat pleno komisi 
kemarin tentang keterikatan atau benang merah sejarah. Dan Undang-Undang Dasar 
1945 dengan Dekrit Presiden. Hubungannya dengan Keppres itu. Yang konsideran. Ya 
jadi ingin dimasukkan ke dalam paparan terhadap Aturan Tambahan begitu. Mungkin 
dijelaskan sebentar nanti kita pakai itu. Jadi tadi ini kita bicarakan sampai jam sebelas. 
Agendanya yang diusulkan oleh materinya oleh Pak Fatwa Fraksi Reformasi. Sampai 
jam sebelas. Besok pagi kita teruskan lobi ini jam delapan pagi. Juga sekaligus 
meneruskan pembicaraan tentang komisi konstitusi. Kita lihat besok. Karena mungkin 
saja itu harus simultan dengan rapat komisi. 

110. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Ada berita ini dari Pimpinan, katanya tetap menghendaki ada rapat jam 

sembilan. Untuk mengubah jadwal. Jadi simultan tidak komisi kita itu. 

111. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya kita hadir sebentar di Paripurna. Karena Paripurna perlu untuk mengubah 

jadwal. Jadi rapat Pleno DPR jam sembilan. Jadwal dirubah. Langsung ditutup lagi. 
Rapat pleno posisinya begitu. Rapat Pleno Paripurna MPR seluruh Majelis. Ada usul 
Pak Slamet. ... , kalau begini gimana jadi kita selesain, selesaikan sampai jam sebelas. 
Besok kita mulai jam delapan tepat. Kemudian kita break sebentar dapat untuk 
penyesuaian jadwal. Baru kita kembali ke komisi. Tapi tolong .... jadi rapat simultan 
antara lobi di sini dengan rapat di sana begitu. Yang di sana itu melaporkan itu yang 
sampai hasilnya sementara begini. Atau kita cari lagi waktunya. Karena kita ... 

112. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Untuk ini masalah komisi konstitusi barangkali bisa diselesaikan besok. Ya lewat

lewat sedikitlah. Habis bagaimana. Tidak terlalu pagi. Buktinya juga kenapa dia itu 
pikirannya karena laporan paripurna itu jam dua siang. Jadi agak kepepet ke pagi. Jadi 
kalau sekarang. Kemungkinannya itu sekarang sampai jam 12 dimulai lagi sesudah 
rapat Pleno. Atau sekarang ini sampai jam 11. Besok dimulai lagi kira-kira setengah 
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sepuluh sesudah Paripurna Majelis selesai. Kemudian rapat Pleno komisi mungkin 
dimulainya jam 10 barangkali. Jam 10 karena kita perlu ada rapat dulu Pimpinan 
Komisi dengan Pimpinan Fraksi. 

Masalah Agenda pelaporan yang lain. Itu tetap diperhatikan. Jadi saya ulangi 
kalau disetujui ini sekarang malam ini sampai jam 11, Pak Kita bicarakan materi ini. 
Bahwa mungkin akan ditambah lagi besok itu kita lihat. Besok kita mulai lagi sesudah 
Paripurna MPR. Jadi setengah sepuluh (sesudah Rapat Paripurna Majelis) begitu ya! 

Kemudian setengah sepuluh juga paralel ada seperti rapat yang tadi sore. Itu 
rapat Pimpinan komisi A bersama dengan unsur-unsur Pimpinan Fraksi yang tidak ada 
di Pimpinan. Itu acaranya adalah untuk menyelesaikan laporan persiapan komisi A 
kepada. Itu begini ada dua materi yang perlu kita selesaikan disamping yang sudah 
selesai tadi semua oleh lobi dan perumus. 

Itukan amendemen keempat itu sebelum pasal bicara soal Pasal 2 sampai pasal 
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu. Di tempat itu ada bla, bla, bla nya itu. Ini 
diubah menjadi ini, ini di nomor ini menjadi ini itu ada. Itu memang tidak substantif. 
Tetapi tetap memerlukan pengesahan. 

Tipikalnya kan sudah selesai. Justru kita. Iya. Jadi pimpinan dengan anu untuk 
dilaporkan ke Paripurna komisi kemudian yang kedua. Kan sebenarnya laporan dari 
Badan Pekerja yang sebagai sumbangan saja kepada Paripurna Sidang Tahunan yaitu 
bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amendemen sampai yang keempat. 
Susunan satu naskahnya bentuknya itu kaya apa. Itu akan kelihatan teratur rapih. 
Kalau yang sekarangkan kita bingung melihatnya. Nah itukan mau dijadikan bagian 
dari risalah resmi dari sidang tahunan. Sudah. Tapi selama ini kan beberapa hal 
menunggu amendemen ke empat ini. 

113. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi kita sekarang teruskan sebentar. Besok kita lanjutkan jam sesudah 

Paripurna jadi sekitar setengah sepuluh di lobi untuk masalah komisi konstitusi. Dan 
kalau ini masih ada mungkin kita akan juga pakai ini. Kalau ini sudah disetujui 
barangkali tidak ada lagi besok. 

114. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Disetujui apa ini? 

115. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini kalau disetujui segala macam kan segala anunya kan harus diandai-andaikan 

dulu gitu ya. Besok setengah sepuluh juga ada rapat Pimpinan Komisi A bersama unsur 
fraksi yang tiga yang tidak ada dipimpinan. Untuk mempersiapkan bahan-bahan yang 
kita akan sampaikan di rapat pleno Komisi A yang kita rencanakan dimulai jam 
sepuluh. Jam sepuluh ya. Sepuluh sampai jam dua belas saya rasa cukup. Ya. Sebab 
kalau kita. Tapi tergantung lah kalau komisi konstitusi ini selesainya jam dua belas. 
Siangnya kita bikin lagi. 

Kalau memang memerlukan rapat komisi. Satu hari besokkan kita punya waktu 
untuk menyerap hasil-hasil lobi semuanya. Bisa ya. Kalau bisa begitu kita selesaikan. 
Ya. 

116. Pembicara : Peserta Rapat 
Yang penting rapat pleno kita itu bersamaan saja. Jadi selesai seluruh pasal-pasal 

kemudian komisi konstitusi dan apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa. Selesai baru 
ada rapat pleno. Untuk melaporkan. 
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117. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begitu. Beginilah kalau itu absen saja sih bisa. Tetapi ada baiknya kita duduk 

sebentar itu juga tidak lama. Setengah sepuluh sudah bisa kita mulai di sini. Materinya 
adalah mengenai di sini, di ruangan ini setengah sepuluh mungkin bisa selesai jam dua 
belas. ltu komisi konstitusi. Dan ya barangkali masih ada mengenai tehnik-tehnik 
begitu ya. Lima Juli. 

Kemudian besok kita rangkaian acara Pleno Komisi A dari pagi sampai siang. 
Kalau siang itu mau menampung hasil yang terakhir. Tapi lebih baik kita cicilah dari 
pagi. Pak Amru. 

118. Pembicara : Amru Almutashim (F-KB) 
Kalau saya, karena komisi konstitusi nanti bagian dari Aturan Tambahan atau 

Aturan Peralihan nanti terserah. Jadi itu mesti tuntas. Kalau itu saya mengusulkan 
rapat Pleno komisi jam dua. Sehingga besok pagi kita dari pagi sampai jam dua belas 
atau jam satu menyelesaikan masalah ini. 

119. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini saya pikir kalau kita sepakat Jadi kita punya waktu juga tidak terlalu tumpuk

tumpuk begitu. Saya rasa baik kalau kita kasih tahu saja. Teman-teman Komisi A bahwa 
Ra pat Pleno Komisi A itu besok jam dua siang. 

120. Pembicara : Peserta Rapat 
Dan besok mereka tadi kan saya mengumumkan besok jam sembilan. Besok kita 

buka salah seorang di antara kita, kita tunda lagi jam dua tidak apa-apa. 

121. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Diumumkan di Rapat Paripurna terus dan juga di tunggu di sini. Ya jadi ini 

kesepakatan kita ya. Besok rapat Pleno Komisi itu jam dua. Dan untuk 
memberitahukan anggota diberitahu di rapat Paripurna dan ditunggu juga di sini. 
Sekarang pun tolong dikasih tahu. Ya bisa ya. Jadi tiga pendekatan kasih emergency itu 
yang cepat malam ini juga. Diumumkan di rapat Paripurna. Dan ditunggu di sini. 

Nah kita besok mulai untuk lobi sekaligus saja itu untuk Pimpinan ya. Situ besok 
setengah sepuluh. 

Nah ini ada satu informasi lagi yang perlu kita selesaikan. Besok sesudah Rapat 
Paripurna itu selesai. Pimpinan MPR mengundang Pimpinan-pimpinan komisi dan 
Pimpinan Fraksi. Ya jam sepuluh. Ya ini, simultan saja ya. 

122. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya usul Ketua. Jadi pagi kita tetap acara. Hitungan saya tidak mungkin ya 

dengan rapat-rapat itu. Saya mengusulkan kita acara pagi setengah sembilan tetap kita 
rapat di sini kemudian kita rapat. Atau jam delapan kita rapat. Jam sembilan rapat 
pleno. Kemudian jam sepuluh ikut Tapi kalau tidak itu tidak mungkin, tapi kalau jam 
sepuluh sampai jam dua belas itu dua jam. 

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Bagaimana kalau begini dari beberapa kemungkinan itu kalau saya sarankan 

begini gimana, jadi besok kita jam sembilan langsung ke Paripurna. Habis itu kita 
sebahagian ikut rapat dengan Pimpinan MPR. Kemudian sebagian lagi rapat di sini. Dan 
itu selesai mungkin sampai jam dua belas atau gimana. Pleno Komisi A jam dua. Gitu ya. 
Terima kasih 

Baik sekarang apakah kita membahas ini atau kita break dulu. Sampai besok. 
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124. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG) 
Pengantar penjelasan pemerintahnya. 

125. Pembicara : Peserta Rapat 
Karena ini harus ditanda tangani. Kita sore itu membicarakan Pasal (37) Ayat (5) 

juga di sebelah sana. Sudah itu disebelah sini juga ada. Ini barangkali ya. Nah tadi 
keputusan kita di sana kalau tidak salah. Kita menyepakati untuk 2/3 itu diganti 3/4. 
Atau usul. 

126. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tidak, tidak, di bawa ke lobi kalau itu. Di lobi yang benar. Hasil lobi yang benar. 

127. Pembicara: Peserta Rapat 
Kalau kita sudah menyepakati itu di sana. Tapi dilaporkan juga dong di sana. 

Jangan kita diminta ..... kan sudah masuk, kan ini Pimpinan. 

128. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya makanya tadi kami di tengah jalan nanti memberitahu makanya perlunya kita 

rap at yang rencananya ko besok jam sembilan pagi itu. Itu maksudnya Pak Tetapi yang 
jelas apa-apa yang dihasilkan lobi formal kita laporkan tapi itu material sudah selesai. 
Kemudian hal-hal yang sifatnya misalnya tadi ada dua ya, mengenai Pasal 33 Ayat (4) 
itu sudah disepakati di lobi tetapi juga perumus. Yang forum yang resmi kan di 
perumus itu juga jadi kita sepakati. Jadi yang kita pakai itu yang di Tim Perumus. 
Tetapi hal-hal yang oleh perumus dilemparkan ke lobi oleh lobi diselesaikan, sudah 
selesai itu ya, kita terima di sini. 

129. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Kalau terjadi perbedaan antara Lobi sama Perumus yang dipakai yang mana Pak? 

130. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Perumus. Artinya yang materi yang menang 

131. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Tidak saya mau aja dulu, kalau terjadi perbedaan Lobi sama Perumus, Perumus 

yang dipakai. 

132. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tunggu dulu. Tidak bisa digeneralisir begitu pertanyaannya. 

133. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Kan begini ada hal-hal yang kita tadi sepakati lemparkan ke Lobi, itu dulu 

menjelaskannya begitu. Ada Pasal 2 Ayat (1). Ada Pasal 8 Ayat (3). Ada macam-macam 
ya ada beberapa masuk ke Lobi. Lobi itu menyelesaikan. Sebetulnya officially-nya balik 
ke Perumus, ada hal-hal yang. itu 

134. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Jadi memang ini perlu klarifikasi, kami sendiri terus terang saja kaget begitu. 

Diminta untuk menandatangani itu yang kami ikuti. Memang ada dua hal. Pertama 
menyangkut Pasal 33 dengan Pasal 37 Ayat (5) itu, yang di sana dibicarakan, saya tidak 
tahu di sini dibicarakan atau tidak. Tapi berdasarkan informasi nampaknya 
dibicarakan juga. Nah kasus yang Pasal 33 rumusan di sana konon katanya berbeda 
dengan hasil kesepakatan Lobi di sini. 
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Lalu ketika bicara Pasal 37 Ayat (5) agenda akhir dari pertemuan di sana. Itu 
kesepakatannya dibawa ke Lobi. Lalu kemudian kita tutupkan di sana. Saya jalan kesini 
dan di sini Lobi pun sudah selesai. Jadi kalau memang Pasal 37 Ayat (5) itu sudah 
disepakati di Lobi itu kapan waktunya. Karena itu kan hanya beberapa menit ternyata 
katanya sudah selesai di Lobi. Yang menurut dugaan saya tidak mungkin. Karena tadi 
dari F-PPP itu Pak Ali Hardi, saya memang akan konfirmasi terlebih dahulu dengan 
teman se-fraksi saya. Apakah betul itu bunyi dari Ayat (5) Pasal 37 seperti itu. Karena 
itu berbeda sekali dengan apa yang berkembang di sana. Sehingga saya belum bisa 
tanda tangan untuk mengklarifikasi. 

135. Pembicara : Peserta Rapat 
Usul Ya. Karena di sini semangatnya begitu amicable, begitu, bersahabat. Maka 

hampir semua pasal yang kita anggap perlu dilobikan itu terselesaikan. Bahkan ada 
satu rumusan yang luar biasa tentang Pasal 29. Walaupun itu tidak akan dikeluarkan 
secara resmi. Belum, belum Pak. Kalau menurut saya begini saja. Apa yang dihasilkan di 
Tim Perumus. Kalau misalnya bertentangan dengan satu pasal, apa yang dihasilkan di 
sana dan apa yang dihasilkan di sini. Yang kebetulan beda mari kita dudukkan saja 
keduanya. Mana yang terbaik bagi kita. Kalau kita anggap yang sana lebih baik. Tapi 
kalau di sini lebih baik kenapa tidak kan begitu. Misalnya Pasal 3 7 Ayat (5) menurut 
saya kalau yang dibacakan seperti itu tadi. Yang di sini lebih bagus. 

136. Pembicara : Peserta Rapat 
Karena itu saya sela sedikit. Pak Ketua. Ada dua Pasal tadi. Kalau Pasal 33 di sana 

terumuskan, di sini terumuskan. Itu beda bisa dicek. Kalau Pasal 37 Ayat (5) di sana 
diminta dilobi. Nah kalau selesai tidak sah itu menurut saya. Yang .... yang Pasal 33 
itulah beda Pak beda. 

137. Pembicara: Peserta Rapat 
Kalau saya begini sedikit Pak Ketua ya. Kalau saya, panitia apa namanya lobi dan 

perumus kerja bersama-sama. Karena kerja bersama-sama artinya kalau alur dari tim 
kita ini perumus ini memang untuk di lobi. Dan lobi sudah mengesahkan. Saya kira 
apapun hasilnya ya itu. Kecuali Pasal 33 tadi Ayat (4) itu yang di sana merumuskan di 
sini merumuskan. Memang tidak diperintahkan kelobi. Itu yang sinkronisasi. Itu saja 
saya kira. 

138. Pembicara : Peserta Rapat 
Khusus Pasal 33 yang sudah diputus diperumus dan sudah diputus dilobi saya 

kira karena yang resmi itu adalah perumus. Saya lebih cenderung untuk perumus. 

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, jadi yang amicable itukan tetap amicable, ya itu. Pasal (37) Ayat (5) yang di 

sini tapi beliau minta waktu untuk klarifikasi dengan temannya yang tadi ikut. Saya 
rasa itu baik saja. Malam ini mungkin minta waktu sepuluh menit, Pak Fatwa kita 
p ersilakanlah. 

140. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Ini cuma rekaman kesinambungan saja. Jadi, dan kebetulan memang di sini sudah 

ada Pasal II dari Aturan Tambahan. Dan tadi kami ajukan dan kemudian 
disempurnakan tadi oleh Pak Zain Badjeber sebelum usulan. Kesimpulan saja. 
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141. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, jadi itu .... sudah di fotocopy. Sudah dibagikan ya. Oh belum. Jadi tolong dibaca. 

Sekretariat bisa ngeprint tidak, sebentar. Tolong dikasih. Jadi ini tolong diedarkan. 
Penjelasan dari Pak Fatwa adalah ini untuk menegaskan kalau Undang-Undang Dasar 
1945 yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan Tanggal 18 
Agustus dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 5 Juli 1959. Jadi kesejarahannya 
dengan segala liputannya yang dimaksud. Sebagai tambahan terhadap Pasal II sehingga 
kalimat yang ada di Pasal II yang kita sepakati menjadi anak kalimat yang kedua 
daripada Pasal II. Tolong didalami dan besok pagi kita tanggapi. 

Demikian Pak ya. Baik. Terima kasih jadi kita tutup dan besok kita ketemu 
kembali di sini setengah sepuluh. 
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12. RAPAT TIM PERUMUS KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHON 2002 

1. Hari Rabu 
2. Tanggal 7 Airustus 2002 
3. Waktu 09.00-12.30 WIB 
4. Tempat Nusantara V 
5. Ketua Raoat Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 
6 Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati lsfandiari 
6. Acara Pembahasan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan 

komisi konstitusi 
7. Hadir 50 Orang 
8. Tidakhadir -- Orang 

JALANNYA RAPAT : 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB 

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Sambil menunggu teman-teman, ngobrol sedikit ya? Isinya apa? 
Untuk ngobrol saja Bapak-Bapak Ini kan, waktu kita kan hanya sampai nanti 

malam. Jadi, perumusnya itu kalau bisa bekerja mulai simultan saja begitu, mungkin 
nanti siang atau nanti sekitar jam-jam 11.00 WIB sudah mereka mulai, begitu. 

2. Pembicara : Peserta Rapat 
Siang saja Pak 

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Siang, ya. Oooh .. bisa-bisa, asal setuju saja kita semua. Saya sih bisa. 

4. Pembicara : Peserta Rapat 
Lebih cepat lebih baik. 

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
He eh, betul. Kalau saya setuju, asal pendapatannya jangan semua dikasih sama 

dia. Itu saja. 
Kemudian barangkali kalau perlu, tapi saya rasa perlu ya. Tim Perumus dan Tim 

Lobi itu kan satu, sekaligus ketua-ketua fraksi-fraksi yang ada itu langsung ikut saja 
deh. Untuk itu Tim Perumus sama Lobi itu. Kan kalau Golkar kan ada lebih dari satu, ya 
bahwa itu ada itu. Sekaligus mungkin yang lain, mungkin Ketua Poksi supaya langsung 
ada di sini, begitu ya Pak, ya. Supaya bisa cepatlah. Ya, ini ngobrol dulu kalau 
disepakati. 

6. Pembicara : Peserta Rapat 
Ngobrol-ngobrol 

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Boleh juga. 
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8. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kira seperti ... 

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Waktu itu, ngomong itu, tiga, dua, satu itu. Jadi, itupun sudah 20 tuh. Jadi, harus 

begini Pak. Pertama kita coba cari rumusan. Jadi, sikapi sekaligus. Kan ini masalahnya 
ini seperti Kiai Yusuf Muhammad selalu katakan, ini menyangkut bukan masalah 
argumentasi lagi, gitu. Kebanyakan sudah pilihan, begitu. Jadi, biarlah ketua-ketua 
fraksi atau ketua Poksi yang ada mandat penuh itu langsung terlibat, gitu. Jadi, bisa 
tahu sekaligus gini. 

Nah, kemudian itu kan kita akan bawa ke rapat malam karena sebetulnya inti 
dari laporan kan itu. TOR-nya Komisi yang nanti malam. Di situ ya mudah-mudahan 
sudah banyak yang memang kita sepakat semua yang bisa menjadi laporan kita. 
Sedangkan yang masih alternatif misalnya masih terpaksa harus alternatif ya kita 
lihatlah bagaimana, apakah kita selesaikan, kita bawa saja ke Paripurna atau 
bagaimana. Kan nanti bisa kita rembuk. 

10. Pembicara : Peserta Rapat 
Lebih baik ke Komisi. 

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Enggak usah lagi deh ya, stemmotiveering 

12. Pembicara : Peserta Rapat 
Enggak usahlah. 

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Sebelum pengesahan, di Paripurna sajalah ya, di Paripurna besar. Calon juru 

bicaranya kan sudah ada lima ya. 

14. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Kemudian saya comment tentang peristiwa kemarin. Memang yang terindah 

adalah musyawarah. Musyawarah pada akhirnya kan ditutup oleh fraksi-fraksi, begitu 
kan? Kan mekanisme kita begitu. 

Nah, kalau fraksinya sudah mengatakan iya, lalu ada anggota mengatakan tidak, 
Iha kan repot kan kita. Sebab ini bukan kesukuan ini, kalau orang Padang bilang, iya, ini 
ngerti beliau ini, bulek aia jo pambuluah, bulek kato jo mufakek. Jadi, kalau kita sudah 
bermufakat, ya sudah dong. Nah, mufakatnya. Ya ini, saya ulangi. Jadi begini, jadi 
artinya, tentang teknik kita bermusyawarah. 

Jadi, saya ingin lanjutkan, kalau musyawarahnya pada tingkat fraksi kita oke. 
Lalu ada anggota mengatakan tidak oke. Lalu kita menjadi tidak oke. Sudah diketok. 
Saya kasihan sama teman saya ini, aduh gila, beliau sudah ketok, diangkat lagi, diketok 
lagi. Tapi beliau menjalankan tugas dengan demokratis. Enggak salah beliau, yang salah 
hadirin kan, begitu kan. Iya, tapi kan fraksinya sudah mengatakan iya. 

Kayak misalnya saya, fraksi saya sudah mengatakan iya. Lalu ada anggota tidak. 
Kan saya akan datang, Mas, kenapa tidak? Fraksi kita kan sudah berunding. Kan saya 
akan begitu, kan. Sehingga Saudara sekalian, musyawarah, mufakat akan sulit kita 
tempuh kalau mekanisme ini kita tidak sepakati lagi. 

Jadi, kata orang Padang, tambahan lagi, bilo lah pipiah dilayangkan, bilo lah bulek 
digolongkan. Jadi, kan sudah bulat kemarin, ini sudah menggelindingkanlah. 
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15. Pembicara : Peserta Rapat 
Ini bahasa Indonesia enggak ada ya? 

16. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Enggakada. 
Terima kasih. 

17. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Itu anu Pak, kayak waktu kampanye zaman tahun 1971 kan begitu Pak Setelah 

wah, waktu itu, Orde Baru, Orde Baru, begitu. Seperti kata pepatah, "made in Sweden, 
yang artinya seperti pinang dibelah dua". 

(Peserta rapat tertawa bersama) 

Yang penting bahasa Inggris-nya. 

18. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Itu seperti kampanyenya .... 

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu kampanyenya Gafur di Ternate. 

20. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Saudara-saudara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mensana in corpore 

sano. 
(Peserta rapat tertawa bersama) 

Yang penting kita harus pesimis. 

(Peserta rapat tertawa bersama) 

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saking anu ya, Komisi Kontitusi, intitusi, wah (s)-nya kurang, oke kita harus 

in(s)terupsi. 
(Peserta rapat tertawa bersama) 

Ya, ini mungkin sebagian besar sudah hadir. Begini, terima kasih. Boleh ya, kita 
buka ya, kita mulai ya? Terima kasih. 

KETOK1X 

Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, enggak ada ibunya? Oh, ada 
satu. 

Selamat pagi. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, 
Salam sejahtera, 
Jadi ini, hari ini adalah hari terakhir dari pekerjaan atau waktu yang dialokasikan 

untuk Komisi A Dan nanti malam, itu adalah pleno yang terakhir untuk pelaporan, 
sekaligus juga di situ semuanya dibulatkan, untuk bahan apa saja yang akan kita bawa 
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ke sidang paripurna besar. Kebulatan tekad itu. 
Jadi, pagi ini kami dari Pimpinan mengajak kita semua untuk berbincang-bincang 

mencari kesepakatan dalam rangka menuntaskan tugas kita. Yaitu kita tahu bahwa 
cukup banyak hal-hal yang ternyata masih belum ada kebulatan, masih ada alternatif, 
bahkan ada yang tadinya tidak ada alternatifnya, jadi beranak-pinak itu. 

Nah, ini yang kita harus atasi dan untuk itu kita memang sudah sepakat akan 
membentuk Tim Perumus dan Tim Lobi. Masalahnya adalah kapan kita bentuk? Kalau 
bisa pagi ini juga, nanti kita laporkan di Sidang Pleno Komisi. Kemudian komposisinya, 
dan apakah itu menyatu dengan Tim Lobi. Itu barangkali bisa kita putuskan sebentar. 

Kita tahu bahwa sebentar lagi Pak Amru dan mungkin beberapa teman akan 
memimpin rapat pada jam 09.00 WIB. Kalau memang belum anu, nanti dibuka kembali 
lagi, begitu. Seperti kemarin itu, baguslah. 

Nah, kapan mulai bekerjanya Tim ini? Di mana kalau lihat waktunya sebaiknya 
secepat mungkin. Kalau bisa sebelum, ya mulai dari siang ini sudah kerja, begitu. Tetapi 
kalau melihat materinya, kemungkinannya ini memang selang-seling dengan lobi. 
Kalau lihat materinya, begitu. Ada pikiran dari, lepas dari teman-teman. 

Untuk menyingkat waktu, barangkali ya jumlah Tim Perumus itu ya menurut 
jubir itu saja, tiga, tiga, dua, satu, begitu. Jadi, itupun sudah 20, di mana ada lagi 
pimpinan sembilan, dua puluh sembilan dikurangi satu, dua puluh delapan. Dikurangi 
satu karena Pak Seto itu merangkap. 

22. Pembicara: Peserta Rapat 
Masak dikurangi dua-dua-dua, satu-satu-satu. 

23. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begitu juga tidak apa-apa, dua, dua,dua. Nanti kan ada saja yang bisa 

mendampingi, begitu. Tapi dengan harapan ketua-ketua fraksi, terutama yang ada di 
Komisi A, ikut. Kalau, ndak ketua-ketua fraksi yang di Komisi A, ikut Tapi kalau ketua 
fraksinya tidak di Komisi A, ketua Poksinya, begitu, dengan mandat penuh dan ketua 
fraksinya itu bisa dihubungi setiap waktu, begitu. Supaya bisa langsung efektif 
pembicaraan-pembicaraan. 

Saya minta pendapat dari Bapak-Bapak sekalian, mungkin secara ringkas saja. 
Ya, silakan. 

24. Pembicara: M. Hatta Mustafa (F-PG) 
Kemarin itu kan ada di yang asli. Artinya tidak dipermasalahkan seperti 

"memelihara" itu. Nah, itu kan ayat asli. Jadi, kalau itu mau diubah kan kita 
mengamendemen baru padahal itu tidak masuk dalam Tap XI. lni kita harus ambil 
keputusan. Apa itu ... ya tidak, di sini. Kita kan sepakat, kalau Tap XI itu, itu yang kita 
utamakan, gitu. 

Jadi, kalau misalnya diamendemen baru, ini kan mengamendemen baru jadinya. 
Karena itu tidak termasuk bahan yang pertama. Nah, ini kita harus sepakat dulu. Kalau 
misalnya nantinya itu "dilepas", nantinya nambah-nambah lagi, tambah beranak-pinak 
seperti Ketua bilang itu. 

Terima kasih. 

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saal itu ndak terlalu masalah. Sebetulnya yang dipersoalkan di sana hanya angka 

"satu"-nya saja. Kita tidak membicarakan ayatnya sebenarnya. Dan kita waktu itu 
begini, kalau tidak terlalu penting kalimat-kalimat naskah asli itu sebagai monumen, 
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juga sebagai sejarah, benang merah sejarah itulah yang kita pertahankan. 
PakZaenal. 

26. Pembicara : Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita usulkan, maksud 

saya dari Panitia Ad Hoc I usulkan itu sebenarnya kita ada banyak mundur, bukannya 
maju. Karena beberapa alternatif yang tadinya sudah kita setujui itu menjadi berubah 
lagi, begitu. Jadi, minimal di dalam tim yang bersatu antara Tim Perumus dengan Lobi, 
itu minimal bisa kembali pada posisi PAH I, begitu. Jadi, yang krusial-krusial saja yang 
kita bawa ke pleno, gitu Pak Tapi yang maunya tadi yang sudah pernah kesepakatan 
itu, kita itu usahakan harus selesai. Jadi, teknis. Ini usulan teknis sebenarnya Pak. 

Terima kasih. 

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lya, tapi dengan catatan kecuali kalau soal itu sepanjang waktu yang lalu dan 

dalam lobi-lobi lintas fraksi sudah dikemukakan seperti Ayat (5). Kalau yang lain-lain 
kan memang tidak pernah, dan memang ini himbauanlah supaya kita pegang kembali. 
Sekedar untuk, ya bukan sekedar wacana kepada publik kemarin itu tentang 
pemikiran-pemikiran baru saya rasa cukup baik. Tetapi kalau waktu untuk mencapai 
kesimpulan mungkin lebih baik kita jadikan modal lah apa yang sudah pernah kita 
sepakati. 

28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG) 
Ada juga usul Pak Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh kawan

kawan. Kalau bisa kita akhiri sebentar Pleno Komisi dengan manis. Karena itu 
barangkali lebih bagus kita siapkan waktu sesudah perumusan. Ada waktu satu jam 
atau dua jam, masing-masing komisi, masing-masing fraksi maksud saya, mengadakan 
rapat internal menjelaskan seluruh proses perdebatan dan perumusan yang ada di 
perumusan. Supaya kita masuk ke Pleno Komisi, seluruh kawan khususnya yang tidak 
ikut dalam proses perumusan bisa mengerti. Bukan hanya mengerti apa yang tertulis, 
tapi juga mengerti suasana kebatinan yang terjadi dalam proses perumusan. 

Saya kira demikian Pak 

29. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Saudara Ketua 

30. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Silakan. 

31. Pembicara: Siswono Yudhohusodo (F-UG) 
Saya setuju usul Pak Andi, dan F-UG mau merencanakan jam 12.30 WIB ini siang 

untuk bertemu, untuk menyampaikan kepada semua anggota. Sebab satu hal yang saya 
mohon saudara sekalian memahami, kita menyadari betul ada arus besar, perubahan 
yang begitu besar yang meretas berbagai visi mengenai banyak hal. Apalagi setelah kita 
43 tahun di dalam sistem yang ada ini, tidak semua orang dengan cepat bisa menerima 
atau menyetujui atau mendukung berbagai perubahan itu. 

Saya juga menyadari teman-teman fraksi di partai pun melalui diskusi yang 
intens tiga tahun untuk mencoba menyamakan dari fraksi yang tadinya tidak setuju 
akhirnya menyetujui. 

Di Fraksi Utusan Golongan ini yang mayoritasnya bukan politisi, profesional yang 
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tidak terbiasa dengan politik memang makan waktu. Jadi, saya mendukung apa yang 
disampaikan Saudara Andi, dan mohon nanti siang waktunya ada cukup sedikit, begitu. 
Jam 12.00 WIB kita istirahat, masuk misalnya jam 14.00 WIB, begitu, betul-betul bisa 
dilonggarkan. 

Terima kasih. 

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi, Pak Amru dan Pak Seto akan ke Komisi dulu untuk dibuka. Kalau memang 

belum cukup, mungkin diskors dulu. Nanti kembali. Jadi, jangan dari pihak kita yang 
nunda, begitu. 

Bagaimana kalau kita fokuskan kembali? Kita bentuklah ya. Saya rasa tiga, tiga, 
dua, satu, satu. Dua, dua, dua, satu, satu itu cukuplah, bahwa kemudian yang hadir 
hanya satu, begitu, enggak apa-apalah. Begitu ya. 

KETOK1X 

Kita harapkan Ketua-Ketua Fraksi, kalau tidak ada, Ketua Poksinya itu yang 
langsung ikut di sana. Dan ketua fraksi yang tidak ada di Komisi A itu bisa available, 
bisa dihubungi dengan cepat, begitu ya, any time on call. Baik, itu yang satu ya. 

Kemudian, supaya bekerja jam berapa? Apakah langsung sekarang diangsur atau 
nanti siang? Sebab ini cukup banyak lho. Lapar dulu ya, dan kemudian nanti kita 
sampaikan ke pleno. 

Jadi, pleno pagi ini kita akan sampaikan untuk disahkan. Apakah ini mandatnya 
mandat penuh? Kita harapkan atau masih mandat penuh, tapi lapor ya. Lapar ke Pleno 
Komisi nanti malam. Ya, cuma bagaimanapun juga pleno ini merasa bahwa memang ini 
saya punya kewenangan, saya serahkan sama dia. Kalau enggak diserahkan nanti saling 
silang anu, Pak Jadi, kita usahakanlah begitu ya, langsung ditanggapi stepping saja 
nanti bahwa itu mandat penuh, tapi melapor kembali ke kita pada rapat pleno nanti 
malam. 

33. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak Ketua, mandat penuh itu artinya Pak Jakob? 

34. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Seperti disampaikan di forum Pleno Fraksi. Ditanyakan bagaimana pemikiran 

untuk mandat penuh, kata mereka. Karena sudah kita bicarakan secara sengaja di sana. 
Bahwa semuanya setuju ya, tidak ada masalah. 

35. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Klarifikasi saja, mandat penuh itu artinya Pleno Komisi kemudian tidak bisa ... , 

artinya harus menerima, begitu? 

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, memang ekstrimnya begitu. Jadi, dalam hal ini fraksi memang harus hadir. 

37. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kalau ada suasana di mana orang merasa tidak diikutkan, saya khawatir itu 

menjadi faktor untuk di Paripurna. Merasa, ya sudah kalau saya di sini memang tidak 
didengar, saya ngomong di sana, begitu. Saya khawatir saja sebenarnya. 
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38. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Makanya saya tadi katakan, ya sudahlah, balik sajalah ke tiga, dua, itu. Karena itu 

Pak, supaya bisa diserap di situ. 

39. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Tapi Pak Jakob, mungkin sedikit anu ya. Mandat penuh tapi kalau toh memang 

ada kesalahan fatal, saya kira, ya, kesalahan fatal mustinya Ayat (3) kita tulis Ayat (5), 
masak tidak boleh diubah. 

40. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Kecuali hal-hal yang vital, gitu. 

41. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Tapi kalau yang hitam mau diubah jadi putih saya kira agak susah Pak 

42. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Susah ya. ltu lagu itu, biarlah yang hitam tetap hitam, kecuali suko samo suko. 

43. Pembicara : Peserta Rapat 
Ketua, sehingga apabila ada anggota dalam rapat pleno membicarakan hal-hal 

yang sangat vital, hams mendapat perhatian. 

44. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Ya, kalau semua sepakat, ya harus diikuti. Kalau tidak, ya tidak. Begitu ya? 

45. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
"Pendapat akhir mini" bagaimana .. 

KETOKlX 

46. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Benar ya, berikutnya tidak ada "pendapat akhir mini", ya. Kita langsung saja di 

paripurna. 
Ya, maxi, karena memang waktunya pun nanti kalau 12 fraksi kali long dress, 

payah. Maxi saja. 
Kemudian apa lagi, ada lagi? Supaya kita selesaikan. 
Saya ulangi, kita bentuk sesuai dengan jumlah propors1 1uru bicara saja. 

Kemudian di... Pimpinan ikut. Kemudian ketua-ketua fraksi yang ada di Komisi supaya 
ikut. kalau tidak ada Ketua Poksinya dan ketua fraksinya yang bersangkutan itu on call 
setiap waktu. 

Kemudian bekerja .... 

47. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
ltu artinya ketua fraksi itu di luar hitungan tiga, dua, satu, atau masuk hitungan 

itu? 

48. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yang ada di Komisi A included. Kalau yang di luar Komisi A enggak bisa di

included Pak. Karena bagian keuangan ndak bisa mengeluarkan itu. 
Kemudian bekerjanya ... eh kita laporkan nanti, pisahkan. Bekerjanya sesudah 

jam 12.00 WIB. 
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49. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG} 
Sesudah dilaporkan? 

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya sesudah dilaporkan, begitu ya. Ya Pak? 

51. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Kalau diikuti mekanisme yang kemarin, pada putaran nanti juga akan selesai 

semua pembicaraan sesudah jam 12.00. Sehingga setelah itu saya usulkan ada jeda 
untuk fraksi masing-masing. Baru setelah itu kita bertemu lagi. Oleh sebab itu alokasi 
waktunya barangkali jam 12.00 WIB, kita berkumpul lagi jam 15.00 WIB, itu untuk 
pleno. 

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Plenonya itu masih ada mengenai soal-soal komisi konstitusi. Itu kita sampai jam 

14.00 sampai jam 17.00 WIB, itu masih ada. 

53. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Ini kan jadi satu Pak. 

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi satu 

55. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Jadi satu, yang tersisa itu kemudian langsung membicarakan masalah komisi 

konstitusi. Begitu, campur Pak 

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Memang begini, sekarang sudah mulai dibicarakan tetapi masih ada waktu untuk 

jam 14.00 WIB. Itu kan tadinya jam 09.00 sampai jam 12.00 WIB, sampai dengan 
Aturan Tambahan. Jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB, komisi konstitusi. Kemudian, 
kemarin kita katakan di sini sudah bisa dibicarakan, tapi sore masih ada. 

Nah, ini kalau kita tunda juga di sini mungkin jadi kurang waktu. Jadi, simultan 
saja deh. 

57. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Jadi begini, kami mengusulkan Pak. Lebih baik digabung saja karena komisi 

konstitusi itu kan masuknya mau di mana. Kalau tidak ada dicantumkan di Aturan 
Peralihan atau Aturan Tambahan, enggak bisa dia berdiri sendiri. 

58. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-KB) 
Jadi begini Pak. Nanti termasuk juga dalam rumusan Panitia Perumus itu. Itu 

bahannya sudah cukup. 

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Itu bisa diangsur Pak. 

60. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kalau jamnya ditambah Pak, tidak jam 17.00 WIB, jam 17.30 WIB karena dimulai 

jam 15.00 WIB. Yang mau shalat nanti giliran keluar kan. 

61. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sampai jam lewat saja maghrib enggak apa-apa Pak 
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62. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Asal disediakan tempatnya di sini kan. 

63. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Jadi, mungkin kesimpulannya begini Pak. Pagi ini kita bicara tiga materi, Aturan 

Peralihan, Tambahan, dan yang mau mengusulkan komisi konstitusi sekalian. Sampai 
jam 12.00 WIB. Ya, paling molar sampai jam 13.00 WIB karena mungkin waktu untuk 
tiga hal ini cukup banyak. Lalu antara jam 14.00 - jam 15.00 WIB internal fraksi. 

64. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Atau antara jam 12.00 - jam 14.00 WIB saja internal fraksi. 

65. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Antara jam 12.00 - jam 14.00 WIB internal fraksi sehingga jam 14.30 WIB kita 

bisa ... 

66. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Lari terns. 

67. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ya, oke-lah jam 14.00 WIB, kita bisa masuk ke Perumus. Jam 14.00 sampai jam 

15.00 atau jam 17.00 WIB. 
Nah, sesudah Perumus, mungkin ada baiknya lagi masing-masing fraksi 

mensosialisasikan. Itu yang saya katakan tadi, menyampaikan suasana kebatinan yang 
ada di dalam perumusan, sehingga kawan-kawan yang tidak ikut dalam perumusan 
bisa memahami begitu susahnya untuk menemukan titik-titik. Karena masing-masing 
fraksi ini kan handicap-nya macam-macam Pak Ada handicap single, ada yang masih 
28. Ya kan Pak? Ya mungkin PDU handicap-nya single. Golongan, saya tidak tahu 
handicap-nya. 

Sehingga mungkin Pleno Komisi kita bisa mulai antara jam 08.00 - jam 09.00 
WIB. 

68. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Atau begini, kalau saya coba tawarkan. Sekarang sampai dengan jam 12.00 WIB 

kita selesaikan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi. 
Jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB itu khusus untuk perumusan lah, begitu. 
Lebih dulu Pak Pataniari. 

69. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Yang pertama, sebetulnya saya ingin sekaligus kita selesaikan di sini bagaimana 

mekanisme di Tim Perumus. Sekalian saya pikir jangan nanti Tim Perumus baru 
menata mekanisme tata cara pembahasan. Kalau bisa sekarang juga, sehingga nanti 
Tim Perumus masuk sudah langsung menggunakan mekanisme itu. 

Kemudian juga perlu kita sepakati, apakah ada rambu-rambu buat Tim Perumus 
atau sama sekali materi baru, yang baru masuk semua. 

Nah, ini kami lihat karena tadi teman-teman yang beranggapan materi baru 
langsung boleh masuk. Dengan menggabungkan sekaligus Aturan Peralihan, Tambahan 
berarti sama sekali boleh langsung masuk. Kita sama-sama mengerti seperti Pak Hatta 
katakan. Materi komisi konstitusi bukan materi resmi, itu kan produk daripada 
masyarakat dan para pandangan umum sebetulnya. 

Nah, maksud saya kita harus, apakah kita setarakan? Ataukah langsung kita akan 
masukkan ke komisi konstitusi berarti bisa mengubah rumusan Aturan Tambahan. Ini 
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saya pikir kita perlu pikir cermat supaya ada output-nya Pak. Saya khawatir kalau 
langsung dimasukkan seperti diintegrasikan, bisa enggak basil itu, terns terang saja 
saya akan bisa begini. 

Jadi, kita libat kemarin sedangkan materi-materi yang tidak alternatif saja terjadi 
alternatif baru. Jadi, mobon kita juga dengan semangat kita bersama untuk membuat 
satu solusi, tapi jangan juga kita mengbilangkan apa yang kita capai selama ini. 

Nab, kalau kami sebetulnya le bib setuju seperti perumusan kemarin. Jadi, Aturan 
Peraliban, Tambaban, baru komisi konstitusi sebingga dia tidak pada posisi yang setara 
ya bisa langsung dimasukkan ke dalam Aturan Peraliban. Sebab kalau tidak, saya 
khawatir tidak akan ada output. 

Terima kasib. 

70. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Saya cuma teknis saja Pak. Jadi barusan dari sana diskors karena kuorum belum 

tercapai. Berarti kan tertunda setengab jam. Apakab kita barns selesai jam 12.00 atau 
12.30 WIB? ltu saja yang, sebingga penjadwalannya supaya pas. 

Terima kasib. 

71. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, seperti kemarin sebetulnya sudab ada preseden dan memang kita secara 

khusus bicara. Kalau memang belum selesai, diteruskan dengan cara seperti kemarin, 
Pak Hatta itu. Fleksibel, begitu. Jadi, nanti sampai jam 13.00 WIB pun sebetulnya ndak 
apa-apa ya, asal dimintai lagi. 

72. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Saya ada usul begini Pak, untuk bal-bal yang baru. Kalau bal-bal yang baru sama 

sekali ndak pernab disinggung, disepakati oleb selurub fraksi, saya kira tidak apa-apa. 
Tapi kalau tidak disepakati selurub fraksi maka bal yang baru tersebut tidak. 

Tapi kalau bal-bal yang sudab pernab kita singgung, apa perlu selurub fraksi 
sepakat? Seperti komisi konstitusi misalnya. Mungkin kita kasib grade-lab, kalau 
sekitar 80% fraksi setuju ya kita maju. 

73. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Beginilab, begini. 
Yang pertama adalab amendemen ini selesai. Jangan karena ini nanti ini malab 

ekornya tidak selesai. ltu satu bal. 
Kita bisa sepakati ini ya? 
Kemudian mengenai komisi konstitusi itu sebetulnya ini anu ya ... , ini kerangka 

teoritis, kalau semua sepakat, dia bisa masuk apakab di Aturan Peraliban, Aturan 
Tambaban atau di mana saja itu tidak menjadi masalab. Kalau tidak, dia barus ikut 
proses tabap satu, tabap dua, tabap tiga dan kita sudab lewat. Jadi, itu bal..., tetapi kalau 
dia berada di luar amendemen, di luar Undang-Undang Dasar sesuai dengan 
kewenangan MPR, itu bisa dibuat Tap tentang komisi konstitusi. ltu bisa. Berdasarkan 
Pasal 37 dan kewenangan MPR Pasal 3, itu dibentuk itu bisa. Tapi kalau dimasukkan ke 
dalam amendemen prosesnya jadi seperti yang tadi, begitu. 

74. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Klarifikasi saja. Ukuran dari materi-materi baru itu kan bisa bermacam-macam. 

Kalau kasus yang ada, umpamanya kita mengusulkan alternatif di Pasal 31, tapi itu 
pernab kita sampaikan. Satu, ini contob ini. 

Yang kedua, Pasal 23D. ltu pernab kita diskusikan sampai mojok-mojok, itu, tapi 
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di PAH I kemudian batal. Artinya, kita sendiri sebetulnya tidak enjoy dengan pilihan 
dua itu. Hanya kita enggak ngungkap di sidang komisi kan. Itu soal menjaga hubungan 
baik di antara kita kan. Tapi sebetulnya usulan itu sudah kita proses sejak kita di 
Santika. Kemudian sudah sekian orang disuruh mojok, di PAH I itu tidak diterima. Itu 
masuk kategori apa? Misalnya seperti itu. 

Lalu yang ketiga. Hal-hal yang sudah kita sepakati di Pleno Komisi. Itu punya 
posisi apa? Itu kan harus jelas ukuran-ukurannya supaya kita bisa terima secara jernih. 
Atau kasusnya kan yang termasuk diperkarakan itu Pasal 8 kemarin itu. Itu sebagai 
sebuah pandangan untuk meyakinkan bahwa pilihan kita sudah benar, menurut saya 
tidak apa-apa. 

Jadi, hal-hal yang masih mungkin diwacanakan dan memang itu untuk 
meyakinkan bahwa pilihan kita ternyata benar. Untuk mengukur pilihan benar itu 
kadang-kadang memang harus melirik kanan kiri. Sama dengan milih istri itu kan. Ini 
memang tidak yang terbaik, tapi sudah lihat itu, oh enak ini, kan begitu. Kira-kira 
begitulah. 

Jadi, saya minta ukuran kita jelas. Itu banyak caranya. Jadi, supaya jelas saya kira, 
case by case sajalah. Komisi konstitusi misalnya, itu sudah kita sepakati, kita agendakan 
dua kali padahal di pleno, misalnya. Itu untuk mengurangi resistensi di forum. 

Terima kasih. 

75. Ketlrn Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Slamet dulu. 

76. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kemarin sudah kita sepakati Bapak sekalian tentang bahwa hari ini dari pagi 

sampai sore itu membahas Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan komisi konstitusi. 
lni sudah merupakan kesepakatan kita kemarin dan sudah diumumkan. Di pleno sudah 
disampaikan. Apabila ini minta diubah lagi, saya khawatir nanti akan dipertanyakan 
oleh anggota. Pers sudah nu/is semuanya di koran. 

Jadi, kami mohon kesepakatan yang sudah dibuat kemarin mohon lah untuk 
ditaatilah. 

Kemudian yang kedua, khusus masalah ini komisi konstitusi itu, saya sepakat 
tadi yang disampaikan oleh pertama dari Pak Andi Mattalatta itu bagian kita 
membicarakan di dalam Aturan Peralihan dan Tambahan. Itu sekaligus satu paket 
Kemarin juga demikian. Saal kemungkinan-kemungkinannya minimum kita bisa 
merumuskan, kalau itu disepakati nanti masuk di dalam Aturan Tambahan atau di 
mana letaknya, itu sebagai pokok-pokok rumusannya. Memang cantolannya yang 
berikutnya adalah di Ketetapan MPR. 

Jadi, kalau memang nanti mau disepakati itu, diberikan pada Tap MPR. Beberapa 
kawan dari fraksi sudah mempersiapkan rancangan ketetapannya, rantapnya Pak. Jadi, 
apabila itu memang nanti merupakan suatu keputusan, saya pikir tidak terlalu sulit. 
Yang penting butir-butir, pokok-pokok dari komisi konstitusi itu kalau sudah 
disepakati nanti tinggal dituangkan ke dalam rantap. 

Kemudian yang kedua, memang masalah ini sebetulnya perlu semacam 
sosialisasi di internal. Tapi memang lebih dari itu sebetulnya yang perlu kita tanyakan, 
apakah para fraksi ini masing-masing sudah mendapat mandat? Mahon maaf itu 
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sekaligus, tentang komisi konstitusi. Kita sudah bicara-bicara begini panjang lebar, 
DPP-nya sana enggak menghendaki, ya enggak ada gunanya, begitu Pak. Jadi, saya 
mohon untuk bisa dianukan. Paling tidak sampai siang nanti tiap-tiap fraksi sudah 
punya mandat. Kalau kami sudah punya mandat untuk membicarakan ini, dan ini 
bagian dari mensukseskan Sidang Tahunan ini. Sebab tidak bisa dipisahkan. Saya tidak 
bisa bayangkan kalau pembicaraan pasal-pasal yang menggantung ini tidak selesai ini 
dan tidak sekaligus kita declare kepada masyarakat bahwa kita bertekad untuk 
memperbaiki hal-hal yang belum sempurna, mereka akan ribut. 

Saya pikir demikian Pak, terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

77. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Klarifikasi Pimpinan. 
Saya mau klarifikasi sedikit. Tadi saya mendengar keterangan anggota terhormat 

Pak Slamet Supriyadi, soal masalah jadwal. Yang kami pahami, kami catat kesepakatan 
jadwal kemarin pleno itu adalah dari jam 09.00 sampai jam 12.00 WIB, Aturan 
Peralihan dan Aturan Tambahan. Jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB, komisi konstitusi. 
Kalau itu diubah, saya pikir sampaikanlah di pleno. Itu yang kami sampaikan di pleno 
dan pada fraksi kami. Tolong diumumkan dari Pimpinan saja kalau mau diubah. 

Terima kasih. 

78. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Untuk klarifikasi. Itu yang kemarin pagi, tapi siangnya sudah diubah. Itu tidak 

mengatakan bahwa materi itu menjadi saling, bahasa NTB-nya itu, saling menyandera 
satu sama lain, tidak. Ini saling bakukai, complementary to each other. 

Silakan Pak Januar dulu, Pak Datuak dulu. 

79. Pembicara: Januar Muin (F-UD) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Memang acara kita yang tuntas secara resmi adalah Aturan Peralihan. Sebab 

komisi ini adalah Komisi A untuk mempelajari amendemen. Tidak bisa pula kita 
pungkiri adanya nanti tambahan komisi konstitusi. Apakah ndak baik kita selesaikan 
yang pokok dulu, sesuai dengan apa yang Ketua katakan dalam rapat Pleno Komisi, 
bahwa untuk komisi konstitusi akan disediakan jadwal waktu, akan dialokasikan 
waktu. Jadi, jangan digabung menurut kami. Nanti kalau digabung molar dia. 

Sekian, terima kasih. 

80. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ketua. Kan kita ada aturan mengenai putaran pembicaraan. Jadi, kalau 

sepengetahuan kita, pagi ini kita membicarakan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, 
dan komisi konstitusi kan masing-masing kita tahu posisi daripada agenda ini. Bahwa 
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu asalnya dari sono, komisi konstitusi itu 
asalnya dari sini. 

Jadi apa, yang penting kita pahami itu, kesepahaman. Tidak apa-apa ini walaupun 
masyarakat lihat bahwa kita serius membahasnya kan dan apalagi Fraksi PPP, Fraksi 
PPP sudah dari tahun lalu. Maka mohon bantuan Pimpinan kepada Sekretariat 
Jenderal, itu konsep Rantap PPP tahun lalu karena sudah menjadi dokumen resmi di 
sini tolong dicarikan kembali, dibagikan, supaya ini memudahkan komisi ini untuk 
menerimanya gitu. 

Terima kasih. 
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81. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, ini rapat konsultasi, lobi antarfraksi, bukan tempat untuk kampanye Pak. 
Pak Zaenal! 

82. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Kelihatannya istilah komisi konstitusi di dalam sidang kemarin juga sudah 

muncul itu Pak Jadi, sebenarnya kalau misalnya siang ini dimunculkan saja juga ada 
yang mengemukakan soal komisi itu silakan. Cuma materi itu sendiri dibahas sesudah 
kita selesai dengan amendemen, begitu. Jadi, kita buka saja kalau itu memang mau dan 
kita tidak bisa mencegah juga itu kalau ada yang mau menyampaikannya di dalam 
pasal Aturan Peralihan ini Pak. 

Terima kasih. 

83. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Masih ada? 
Silakan Pak Astawa! 

84. Pembicara: I Ketut Astawa (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan yang kami hormati, 
Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, 
Alokasi waktu mengenai komisi konstitusi sudah kita sepakati Pak J adi, jangan 

sampai kita ubah-ubah. Mungkin ada pendapat pembicaraan tingkat satu dipenuhi dan 
sebagainya. Kita mungkin di dalam melakukan sesuatu pekerjaan tidak senantiasa 
harus terlalu kaku memegang sesuatu. Sebab itu kita respon adalah karena dinamika 
masyarakat yang begitu keras dari luar. Sehingga betapapun juga kalau ini kita tidak 
respons dengan sebaik-baiknya, dampaknya yang mungkin perlu kita pertimbangkan 
betul. Sehingga kami menyarankan kesepakatan yang kita sudah buat, kita laksanakan. 

Terima kasih. 

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Dulu Pak Asnawi. 

86. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, maaf terlambat, menunggu "bis". 
Sementara saya ikuti pembicaraan, kita kembali saja pada komitmen kita yang 

wajib kita selesaikan dulu. 
Jadi, amendemen kan belum selesai. Aturan Tambahan, Aturan Peralihan 

diselesaikan pagi ini dan kita sudah mengalokasikan untuk membicarakan. Belum 
tentu menyetujui, membicarakan apa yang disebut dengan komisi konstitusi atau 
panitia nasional, mungkin apa lagi namanya, itu kita bicarakan. Tetapi ini yang pokok 
ini selesaikan dulu supaya tidak terbengkalai itu. Lalu bagaimana hasilnya, nanti 
barangkali kaitannya itu dengan badan atau komisi yang hendak kita bentuk itu kalau 
disepakati bersama. 

Saya kira itu, Saudara Pimpinan. 
Terima kasih. 

87. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Seto. 
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88. Pembicara: G. Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Saudara-saudara sekalian. 
Saya juga sependapat bahwa pembicaraan tentang komisi konstitusi bisa saja 

kita mulai dari pagi hari ini sampai siang. Tapi tentu perlu ditegaskan lalu acara jam 
14.00 sampai jam 17.00 WIB nanti apa? Apakah melanjutkan pembicaraan komisi 
konstitusi atau dianggap cukup? 

Yang kedua, saya juga sependapat bahwa di dalam Tim Perumus atau lobi itu, 
khususnya Tim Perumus, kita harus menyelesaikan dulu tugas pokok kita. Baru setelah 
kita selesai tugas pokok kita melihat apakah memang ada kelemahan-kelemahan 
sehingga ada urgensi pembentukan komisi konstitusi bagaimana dan seterusnya. 

Terima kasih. 

89. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
PakLuthfi. 

90. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Seperti yang telah dirumuskan oleh Saudara Theo Sambuaga, dia ikut membuka 

sidang yang kedua itu. Jadi, mana yang rumusan Beliau itu yang wajib didahulukan, 
sunnah belakangan. Komisi konstitusi itu bukan barang makruh, sunnah dia itu. Bagus 
juga, tetapi urutannya sesudah yang wajib selesai. Jadi, itu. 

Jadi, kita selesaikan tugas utama kita yang wajib itu karena kalau tidak, kita 
melanggar. Tetapi yang sunnah ini kita siapkan. Bukan makruh. Jadi, dulukan yang 
utama, yang ini kita lakukan setelah ini selesai. 

91. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya bisa ... 

92. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Saya tanya sedikit saja. 

93. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lya, ada beberapa ... 

94. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kemarin yang sudah disepakati itu bunyinya apa? 

95. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ya. Jadi, begini, sekaligus beberapa hal. ltu kita memang sudah sepakati. Itu 

bisa kita bicarakan mulai dari pagi. Tetapi tugas pokok kita menyelesaikan amendemen 
itu. Itu bisa ketemu. Jadi nanti pada perumusan itu ketemu itu. Itu wajib hukumnya Pak 
Kiai ya, wajib karena ada hubungannya. 

96. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Karena saya akan memimpin ini Pak ya. Jadi, apakah pembicaraan pagi ini satu 

paket Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, komisi konstitusi, begitu, satu paket. 

97. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi jangan dipatok dengan nama komisi konstitusi Pak. Sebab nanti Golkar ndak 

suka. Atau panas, panek, panadol, apapun namanya, tapi dalam rangka untuk 
menyelaraskan, menyempurnakan. ltulah, satu, dua, tiga, empat, begitu. Satu, dua, tiga, 
em pat begitu yang dianu, selesai yang empatnya. Kemudian, itu satu. 
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Kemudian ada pertanyaan Pak Kiai, yang beliau sudah lupa tapi saya belum lupa. 
Yang sepakat, yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah, itu bahan Komisi A. Itulah 
hasil Komisi A yang disampaikan ke Pleno. Sedangkan yang masih ada, itu kita 
rumuskanlah kembali. 

Nah, mana yang dianggap bahan yang baru, yang sama sekali memang baru, yang 
belum pernah dibicarakan pada tingkat satu. Misalnya ada yang ingin bicara soal Pasal 
7. Tapi, kalau itu yang kalau Pasal 8 Ayat (2) itu bukan barang baru. Memang mungkin 
ada pikiran atau alternatif yang ketiga untuk sebagai mengganti itu. Hanya tadi kami 
menghimbau supaya kita menjadikan apa yang sudah kita sepakati sebagai modal kita, 
supaya ada progress. Modal utama zaman begitu dululah, ada Repelita segala macam. 

Kemudian yang sama sekali baru itu termasuk komisi konstitusi. Tetapi seluruh 
fraksi sudah sepakat untuk membicarakannya. Jadi, kita bicarakan sehingga 
kemungkinannya adalah kalau ternyata semua sepakat ini masuk di dalam bagian dari 
amendemen, dia bisa. Begitu tidak, kita harus cari jalan lain. Cobalah ke arah Tap, 
begitu. Di mana Tap ini sesuai dengan kewenangan MPR yang baru setelah 
amendemen, itu dimungkinkan dibuat oleh MPR pada Sidang Tahunan ini. Jadi, ada 
jalan keluarnya. Jangan ini nanti seolah-olah menjadi menghambat penyelesaian 
amendemen itu sendiri, begitu. 

Bisa begitu Pak ya? 

98. Pembicara : Peserta Rapat 
Bisa 

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik. Ya? 

100. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Ya, dengan catatan sedikit karena kalau Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan 

ini ada masalah komisi konstitusi, itu bisa ramai di pasal itu semua, gitu lho. Jadi, 
memang aturan komisi konstitusi-nya itu benar-benar hanya merupakan tambahan. 
Oleh karena itu, saya mengusulkan tetap pada session ini yang akan kita hadapi, hanya 
membicarakan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, sedangkan kalau mengenai 
komisi konstitusi satu wacana saja dilemparkan di situ, tapi tidak bagian yang dibahas. 

Terima kasih. 

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Boleh, karena wacana itu memang adalah pertukaran pikiran. Tim Perumus itu 

tadi, barangkali kita mulainya jam 14.00 WIB. Kalau begitu, bagaimana kalau jam 14.00 
WIB kita bebaskan saja khusus untuk perumusan sudah? Jam 15.00 WIB. Ndak, 
masalahnya itu waktu kita pendek sekali Pak Pendek sekali, pendek sekali waktu kita. 
Apakah waktu itu masih ada pleno Komisi A? Ndak, saya tanya dulu Pak ini. Jam 14.00 
WIB itu ada pleno Komisi A atau hanya Perumus? 

102. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Perumus saja Pak, nanti malam. 

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Kalau anu bisa diselesaikan Pak. Tinggal Bapak anukan, selesai itu. Supaya kita 

konsentrasi saja pada Perumus? Pleno lagi malam hari, tapi itu sudah pelaporan dan 
anulah ya, begitu ya. Kita sepakati begitu? 
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104. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG) 
Saya setuju Pak, tapi untuk mengingatkan lagi. Jadi, jadwal ini sudah setuju. Cuma 

mengingatkan cara kita mengumumkan waktu masuk ini bahwa tadi itu Aturan 
Peralihan, baru Aturan Tambahan. Apapun namanya kan sesudah ini kita bahas komisi 
kostitusi. Tetapi dalam sesi ini yang sampai jam 12.00 WIB atau sampai jam 13.00 WIB. 
Jadi, cara kita mengumumkan bahwa alokasi komisi konstitusi sudah dibicarakan sejak 
pagi ini sebab pukul 14.00 WIB kita kan sudah tidak ada. Sebab kalau kita tidak 
mengumumkan demikian itu, maka seakan-akan kita menghilangkan alokasi waktu 
yang telah disediakan komisi konstitusi dan itu akan sangat tidak baik Pak 

Jadi, kita katakan bahwa justru dimajukan atau dibicarakan pada pagi hari ini 
tentang komisi konstitusi. 

Terima kasih Ketua. 

105. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Masih ada? Ya, sudah. 
Kalau tidak ada lagi, begitu. Oke, baik, Terima kasih. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB 
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13. RAPAT TIM PERUMUS KOMISI A (LANJUTAN) SIDANG TAHUNAN MPR RI 

TAHUN2002 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 

I : 

I • 

I • 

Rabu 
7 Agustus 200L 
14.30 WIB - selesai 
Nusantara V 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 
8. 
9. 

Ketua Ra~p_at ___ ~• -·- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 
Sekretaris Rapat 
Acara 
Hadir 
Tidakhadir 

JALANNYA RAPAT: 

Dra. Sri Sumarwati lsfandiari 
Pembahasan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 31 
50 Orang 
-- Oran 

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.30 WIB 

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Mungkin dari situ, bagaimana kemudian Komisi B dan C itu menyesuaikan, 

begitu. Terutama kan masih ada berbagai pikiran yang beralternatif di Komisi B. 
Alternatif itu yang katanya bersumber dari..., karena belum selesai di kita. Kita sudah 
bilang bahwa kita sudah selesaikan, terutama Aturan Peralihan, Aturan Tambahan. 
Oleh karena itu mestinya ya, disesuaikan lah. Ya ... masih tetap saja ada laporan 
pandangan mata permainan bola itu keluar, begitu. 

Jadi saya hanya mengatakan, okelah nanti diadakan koordinasi, termasuk kita 
ingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan lintas fraksi. Walaupun tidak formal, tapi 
kiranya bisa diikuti. 

2. Pembicara : Peserta Rapat 
Apa sudah ada koordinasi? 

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Sudah, dan memang kan nantinya banyak, begitu. Jadi kemudian mau nyesuaikan 

dengan kita. Tapi dalam menyesuaikan itu terus memberikan interpretasi lagi. ltu yang 
jadi persoalan. 

Ada di sini sebuah stiker yang mengatakan "Terimakasih untuk tidak merokok". 

4. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Pak Jakob Tobing, Pak Jakob. Dalam hal apa mereka itu .. ? Misalnya satu contoh 

dalam hal apa masih alternatif itu ? 

5. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bahwa MPR itu lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat itu masih dipakai. 

Iya, justru itu. Jadi, memang bahwa ini adalah mengatur Tata Tertib MPR yang 
sekarang, iya tolt Tapi sekarang yang kewenangannya sudah diubah oleh amendemen. 
Jadi itu yang masih, apa pengertiannya, begitu. 
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Ini waktunya singkat, dan mungkin saja forumnya berganti dengan cepat antara 
forum perumus dan lobi itu berganti dengan cepat. Dan begitu forumnya menjadi 
forum lobi, itu ceritanya lain lagi. Yang memimpinnya lain lagi juga, begitu. 

6. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Tapi juga ......... 

7. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Oh, begitu? Lain barangkali. 

8. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Kalau yang belum dapat giliran tunggu di luar dulu. Jatahnya satu. 

9. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Kalau begitu dibikin dua forum. 

10. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya menyarankan bahwa ini dimulai dengan Tim Perumus. 
Sesuai dengan urutan, mulai dari Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan selesai. Dan di 

antara itu mungkin ada hal-hal yang masuk dalam pembicaraan yang bersifat lobi. 
Termasuk adalah wacana tentang bagaimana kita mau menyelaraskan dan 
memperbaiki kembali perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar. 

Dalam hal ini, walaupun berupa himbauan, tapi semacam semangatnya ada, 
bahwa kita untuk hal-hal yang sudah pernah ada kesepakatan, itu diusahakan bertolak 
dari kesepakatan-kesepakatan itu. Misalnya Pasal 8 Ayat (2), kalau ingin diperbaiki, 
tapi bertolak dari kesepakatan itu. Kemudian juga Pasal 37 Ayat (5) juga, misalnya 
demikian. Itu antara lain adalah supaya kita me-manage waktu yang memang tidak 
terlalu panjang ini. 

Seperti juga tadi pagi pada pembicaraaan pimpinan fraksi dengan Pimpinan. 
Untuk hal-hal yang alernatifnya ada, kemudian ada dipikirkan tentang solusi-solusi 
baru, itu adalah sesuatu yang tergolong penyelesaian terhadap masalah-masalah yang 
memang ada. Sedangkan untuk hal-hal yang baru sama sekali, misalnya mau 
menambah pasal pada Aturan Tambahan atau pada pasal mana begitu, itu adalah 
materi baru yang mungkin sebaiknya nanti diawali dengan lobi. Supaya dia 
memperoleh jalan masuk ke dalam materi formal, begitu. Kalau bisa demikian kami 
akan menayangkan materi-materi itu di sana, sebagai tuntunan kita untuk bekerja. 

Kalau ini sudah bisa dibuka, karena ini saya lihat masih belum. Oh, sudah ya, ada 
yang berdiri di sana, ada yang jalan, baik Kelihatannya sudah hadir semua. Reformasi 
sudah hadir, PPP, UD, KB, Perjuangan, Golkar, PBB, TNI/Polri, PDKB ada di depan. PDU, 
KKI belum. UtGol ? F-UG. Ada yang bilang Ugol, saya bilang jangan. UtGol saja masih 
lebih bagus. Tapi F-UG ya. Saya rasa sudah semua ya, keculai F-KKI. Kita mulai ya Pak, 
ya. Baik. 

KETOK1X 

Kami buka, dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Jadi, kami 
seperti tadi waktu mengantarkan dalam informal, ya. 
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11. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ini, supaya jangan salah faham, status kami tiga, cuma ini ada di dalam, supaya 

tidak saya panggil-panggil nanti, ketika satu. Jadi, anggap saja walaupun kami ada 
sekian, jumlah kami tiga. 

Terima kasih. 

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Iya, saya pikir baterai juga harus di-save Pak Tetapi coba kita nanti disiplin di 

dalam menggunakan posisi kita begitu, ya. Bisa begitu ? Ini saya mau tanya teman
teman. 

Bisa ya. Baik, terima kasih. 
Baik. Jadi pendekatannya adalah materi-materi yang kita bahas dari hari 

pertama, itu yang pasal-pasal. Dan kalau kebetulan ada hal-hal yang memang langsung 
memerlukan lobi, langsung forumnya berubah. Metamorphose-nya cepat sekali, begitu. 
Yang bicaranyapun mungkin berubah. 

Baik, ini ada yang pertama. Perkenankan saya agak sedikit menjadi assure gitu 
ya, jadi agak, supaya cepat, begitu. Apakah ada perubahan posisi ini? Boleh saya tanya 
kepada yang satu, barangkali. Kepada rekan-rekan dari F-UG. 

13. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Pertanyaannya tentang posisi? Posisinya masih tetap Pak 

14. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
"Aku masih tetap seperti yang dulu". Jadi, ini apakah ini akan kita laporkan untuk 

dibawa ke Paripurna? 

15. Pembicara : Peserta Rapat 
lya. 

16. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Begitu ya? 

17. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pleno dulu. 

18. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ooh, pleno. Benar, benar, anda benar. Oke, begitu ya. Terima kasih atas bantuan 

anda. Cuma adinda ini memang pedas. Terima kasih. 

KETOK 1X 

Kemudian berikutnya. Nah ini, jadi ini, ya. 

19. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Sebelum ke Pasal 8, itu berkaitan dengan Pasal 3. Karena rencana Ayat (2) itu 

kan akhirnya di-drop, tidak jadi. Bagaimana kalau substansi kewenangan MPR 
menyangkut Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3), dalam hal Wakil Presiden berhalangan atau 
dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan bersamaan, itu menjadi 
kewenangan untuk mengisi Ayat (2) dari Pasal 3 itu. Supaya jangan dikesankan bahwa 
kewenangan MPR itu hanya tiga itu, begitu. 
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20. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, begini. Ini satu contoh kalau ini dibicarakan, itu jadi dibicarakan Pak. Jadi 

panjang dia kan ? Dan kemudian kita punya approach begini di tempat lain. "Di 
samping hak-hak DPR seperti yang diatur dalam pasal-pasal lain", kan ada juga 
approach begitu. Kita anggap saja approach-nya begitulah, antara lain begitu. Sehingga 
kalaupun ada di sini dia tidak mengurangi itu, begitu ya? 

21. Pembicara: Andi Mattalatta {F-PG) 
Alasan lain juga, ini bukan kewenangan permanen MPR Pak Jadi cukup di situ 

lah. Bahkan ini kita taruh dengan harapan tidak terjadi. 

22. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, ini sangat-sangat adhdharurah ya. Nah ini mengenai hal ini bisa cepat enggak, 

dari F-KB, yang mengusulkan ini? 

23. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Menurut saya, kita masih melihat ada distorsi Pak, kalau rumusannya seperti ini. 

Terutama masih melibatkan terhadap institusi lain dalam konteks rekrutmen itu. J adi 
menurut saya masih belum bisalah berubah itu. Jadi teksnya, saya ini ya, andaikan ya, 
andaikan ... 

24. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Barangkali sebentar, dikasih space dulu. Sedikit saja yang di bawah itu, 

dicantumkan di situ sebagai bahan diskusi saja. Supaya jelas bagi teman-teman lain. 

25. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Jadi di bawahnya itu, sebetulnya setelah "MPR menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari ... ", ya. Di situ kan dua pasangan ya. " ... dari 
calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak 
kedua dalam pemilihan umum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sampai 
habis masa jabatannya". 

26. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Tanya, tanya. 

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah ya. J adi seputar. Ini Pak Zain lebih dulu. 

28. Pembicara: Zain Badjeber {F-PPP) 
Pertama, kapan dia dilantik karena ada triumvirate dalam satu bulan ya. Kedua, 

kalau pasangan calon kedua itu, lalu ada yang berhalangan tetap, siapa yang ketiga? 

29. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Yang sudah berhalangan tetap? 

30. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Ya, berhalangan tetap mungkin calon presidennya, mungkin dua-dua, mungkin 

wapresnya. lni bagaimana jalan keluarnya? 

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, silakan Pak Zacky. 
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32. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG} 
Kalau seandainya calon yang kedua di dalam pemilihan umum itu perbandingan 

suaranya terlalu jauh, kalau 10%, apakah bangsa dan negara ini akan dipimpin oleh 
wakilnya yang mendapat 10% dalam pemilu? Terima kasih. 

33. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Ada lagi? Pak Hamdan? Silakan. 

34. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Persoalannya juga, bagaimana dengan kabinet dan seluruh programnya? Saya 

kira itu juga perlu kita pertimbangkan. 

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Asnawi, silakan. 

36. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Pasal 8 ini kan pasal sangat darurat sekali. Kalau sudah sangat darurat, ada 

darurat lagi. Yang pasangan itu meninggal semua, itu juga masalah. Padahal sudah 
kadung dicantumkan di sini, mau cari ke mana? Sebetulnya dengan cara ini sudah 
bagus. Karena itu darurat sekali, sehingga MPR diberi kewenangan di sini, dengan 
prosedur tetap seperti itu. Saya pikir itu sudah kita diskusikan cukup panjang, 
termasuk Saudara Ali Masykur sendiri itu sudah terlibat dalam, dan setuju. Tetapi kita 
juga toleran untuk membuka. Tetapi ternyata banyak kelemahannya di sini. Bagaimana 
kalau saya tawarkan, sudahlah ini diterima, begitu. Dan kita juga tidak mengharapkan 
terjadi. 

Terima kasih. 

37. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak Jakob, saya. 

38. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Gus Yus, silakan. 

39. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Saya kira itu dilobikan saja. Supaya lebih mudah. 

40. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lya, iya, ngerti saya. Dilobikan saja atau, silakan, sekali. Habis itu dimasukkan ke 

dalam lobi ya. 

41. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP} 
Terima kasih. 
Jadi memang pemilihan Presiden itu bukan diartikan untuk membuat ranking. 

Tapi sebenarnya pemilihan siapa pemenangnya, selanjutnya tidak ada yang kedua. 
Kalau diartikan pembuatan ranking, ini nanti jadi ada yang ketiga, ada yang keempat 
gitu Pak. 

Terima kasih. 

42. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya. Jadi, baik, kita masukan ke lobi. Supaya selesainya itu smooth gitu, yang 

berikutnya enggak kena percik-percik Dicatat saja oleh Sekretariat. Ini lobi, gitu. Jadi di 
sini mungkin habis ini kita langsung bicara. Begitu ya? Silakan. 
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43. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Saya kira begini Pak. Kalau yang sudah selesai kita rumuskan, ini saya kira 

enggak usah lagi kita lobikan. Ini kan sudah dirumuskan dengan baik, tidak ada 
alternatif, itu satu. 

Yang kedua, alasannya saya kira sama saja dengan teman-teman tadi. Bahkan 
saya khawatir, kalau dia berhalangan tetap, kalau tidak, mungkin bisa dibikin 
berhalangan tetap. Ini repot lagi. 

Terima kasih. 

44. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Anu Pak. Bulek aia jo pambuluah, bulek kato jo mufakek, ndak, ndak lama. Tapi 

semua ya enak, begitu. Itu yang pentinglah. 

45. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Diterjemahkan, diterjemahkan. 

46. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu bahasa Sansekerta. Artinya mensana in corpore sano, begitu. (tertawa). Semua 

berjaye, kan begitu. Yang penting pesimis. Bagaikan pinang dibelah dua. 

47. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Jadi, saya pikir lebih baik Pak, kita kembali kepada masalah kesepakatan di 

dalam, kita kembali kepada rumusan dulu. Sehingga nanti apa hasil rumusan itu, kalau 
masih ada hal-hal itu, baru ditambah dilobikan lagi. Saya kira itu saja. Itu supaya 
pendek sajalah. 

48. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, iya, terima kasih. Bagaimana, teman-teman dari F-KB? Diminta dilobi? Iya, 

ininya begini. Jadi kan kita tadi mengatakan, kalau yang begini ini, modal kita itu ini, 
yang sudah disepakati. Kalaupun mau kembali itu, balik kampung begitu, tapi enak 
gitu, ya, oke? 

Berikutnya. Mengenai Dewan Pertimbangan ini, semua sudah sepakat kecuali 
kemudian Utusan Golongan mengubah pendapatnya. Sebagian Utusan Golongan dan 
kemudian F-KKI minta dipertimbangkan lagi, begitu. Silakan Utusan Golongan dan 
nanti KKI. 

49. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Saya kira ini bisa dibawa ke lobi Pak. 

50. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kalau ini materi yang memang lama hasil lobi ini. Tapi dengar dulu dari KKI. 

51. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terimakasih. 
Jadi Fraksi KKI berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini masih 

dibutuhkan. Dalam artian tidak hanya sekedar untuk menjadi tempat berkumpulnya 
para veteran, tapi bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden. Karena itulah 
maka pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada Presiden itu, ada lembaga 
yang memang permanen, yang setiap saat bisa dimintakan oleh Presiden mengenai 
pertimbangan mereka. Hanya mengenai soal siapa-siapa yang duduk di dalam 
kelembagaan itu, mungkin lalu menjadi pembicaraan kita bersama. 

Terima kasih. 
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52. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Baik. 
Jadi, memang ini adalah suatu pembicaraan yang dalam sekali. Yang menyangkut 

juga bagaimana kita pindah dari sistem integralistic kepada sistem fungsional checks 
and balances makanya ini jadi begini. Tapi saya rasa kalau mengenai masalah siapa 
yang jadi anggota, mungkin itu, seperti juga pembicaraan kita, itu nanti undang-undang 
DPR. Berarti Presiden tidak menentukan sendiri, ada undang-undang yang akan 
mengatur. Saya rasa itu bisa ditampung Pak, ide itu. 

Barangkali ini bisa disepakatilah begini ya. Iya, karena nanti kalau undang
undang yang mengatur bahwa nanti kalangan profesional, golongan, apa masuk di situ 
kan bisa. Undang-undang yang mengatur. 

53. Pembicara: Kohirin Suganda (F-TNI/Polri) 
Saya masih. Saya kira kami berpendapat masih perlu dilobi. Karena Dewan 

Pertimbangan Agung adalah penting adanya. Memang kalau kita terpaku pada orang
orang pensiunan yang ada di dalam situ maka DPR pun pada masa lalu juga tidak 
berfungsi sebagai DPR. Tidak berarti DPR kemudian dihapuskan. Demikian juga 
lembaga-lembaga yang lain. Selama 32 tahun mereka tidak berfungsi. Saya kira dengan 
berfungsinya lembaga Dewan Pertimbangan Agung dengan orang-orang yang terpilih 
maka kita juga akan mendapatkan kesan yang berbeda dan tidak begitu saja 
menghapuskan. 

Terima kasih. 

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi kalau kembali ke debat substansi Pak, sudah lama sekali dan menyangkut 

kesisteman malah. Jadi memang sistem integralistik yang kita sudah tinggalkan, salah 
satu konsekuensinya adalah hilangnya lembaga seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan 
ke sana memang jadi panjang sekali. Mungkin, barangkali, silakan. 

55. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Informatoris saja. Jadi terus terang ada masalah sedikit. Ini bunyinya kan 

"pertimbangan". Nah, kebetulan sekarang ini kan "pertimbangan" untuk Panglima TNI 
sudah DPR. Kapolri, DPR. Dubes, DPR. Kemudian amnesti, grasi, Mahkamah Agung. Jadi 
pertimbangan apalagi kira-kira yang dimaksud dengan "pertimbangan agung" itu. Ini 
kan sudah tersebar sekarang pekerjaannya semua, sesuai dengan fungsi-fungsinya, gitu 
kan. 

Terima kasih. 

56. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi teman-teman lain di luar Utusan Golongan, menganggap ini sudah bisa, dan 

KKI kira-kira kalau itu diatur dalam undang-undang, bisa menerima? Ooh, sudah bisa 
menerima. Jadi tinggal Utusan Golongan. Mungkin bisa lalt Pak Asnawi kan dekat, 
tolong Pak Asnawi itu. Ya, jadi oke lah. Kita lobi ya. Sebelas ingin ini. Satu, UG, ingin ini 
kembali seperti yang lama. Pasal 2 Ayat (1) posisinya. 

57. Pembicara: Baharudin Aritonang (F-PG) 
Ketua. Saya cuma mengingatkan .... 
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58. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Tadi dikatakan kalau rapat begini itu sangat strict, juru bicara dari ... , saya harus, 

apa boleh buat Mahon maaf. 

59. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Posisinya berbeda barangkali antara DPA dengan Pasal... 

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Cepet sekali rescue-nya. Tapi sudah keburu, Pak Zacky dulu. 

61. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Sudah bisa dimulai? Posisinya berbeda Pak. Kalau yang tadi, Pasal 2 Ayat (1), itu 

dibawa ke pleno komisi dan ke paripurna. Kalau ini di lobi Pak. Jadi berbeda. Terima 
kasih. 

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik, baik. Saya rasa enggak usah kita komentari lagi ya? Sudah minta begitu, 

sedangkan kita yang lain sudah sama pendapatnya. 

63. Pembicara: BaharuddinAritonang (F-PG) 
Masa enggak bisa .... 

64. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Ketua, ketua, ketua. 

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya. 

66. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Di sini Ketua. 

67. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi lebih dulu Pak Baharuddin itu. 

68. Pembicara: BaharuddinAritonang (F-PG) 
Sudah sampai berdebat panjang persoalan saya mau bicara, tidak diberi 

kesempatan juga. 
Baik Ketua. Bayangan saya sesungguhnya ini kita juga forum lobi, sekaligus 

merumuskan. Karena itu mana ada lagi momen yang mungkin untuk 
menyelesaikannya. Itu yang saya bayangkan Ketua. Mahon maaf, saya tidak berarti. 
Walaupun barangkali... kita tetap berusaha untuk melobi teman-teman ini, 
sesungguhnya. Tapi kalau kembali, itu saja yang ingin saya pertegas. Kalau bisa ya, 
barangkali ada salah satu Ketua atau kebetulan Ketua Fraksi melobikan apa yang 
berkembang di sini kan mungkin lebih bagus. 

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik. Sebelum anda masuk tadi sudah ada sebetulnya. Terima kasih. Pak Hatta. 

70. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Begini Pak Karena ini tim perumusan, kita harus ada kesepakatan dulu. Di dalam 

pandangan kemarin itu ada pendapat bahwa dengan Bab IV, Dewan Pertimbangan 
Agung dihapus, tentunya Pasal 16 juga hapus. Nah sekarang ada keinginan, apa Pasal 
16 itu ditarik ke atas, atau Pasal 16 itu tetap dihapus lalu di atasnya ada 15A. Karena ini 
perumusan, harus kita sepakati. 
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Jadi apa mau 15A atau Pasal 16 ini kita tarik ke atas. 
Terima kasih. Untuk mengingatkan Ketua, ini Tim Perumus. 

71. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Betul, betul. Jadi memang Bab IV dihapus, hilang itu, judul hilang. Berarti 16 

menjadi nyambung dengan Bab III, begitu. Daripada 15A, pake "A", 16 sudah di bawah 
Bab III, juga sudah jalan. Kalau kita lihat risalah susunan satu naskah kelihatan jalan 
itu. Karena sudah masuk dia di Bab III. Sudah ya? Oke. Terima kasih. 

Berikutnya, jadi itu nanti kita lobi, ada dua topik, sudah ya? Nah ini. Pasal 23D, 
bagaimana ini? 

72. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Lobi saya kira itu. 

73. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Pasal 8 dan Pasal ini. Bagaimana ini, mau dibagaimanakan ini? 

74. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Pak, Pak Jakob. Kita kan pernah mencoba mendekat-dekatkan. Jadi Al tidak 

selesai, sehingga kita sepakat seadanya ini kita angkat. 

75. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bahwa di balik ini ada usul solutif, ya. Di balik ini. 

76. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Ndak, dibalik ini kan ada ... 

77. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Barangkali .... bisa sampaikan? 

78. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Kalau misalnya kami kemarin mengusulkan, itu sesuatu yang lain. Ya sekedar 

mencoba barangkali itu bisa menjadi alternatif. lya, substansinya sama dengan yang 
mojokitu. 

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Pak Hamdan masih ingat? 

80. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
"Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

(sedang mendikte staf sekretariat untuk menu/is di papan monitor) 

81. Pembicara: T.M. Nurlif (F-PG) 
Pimpinan ... 

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Iya, bung Nurlif, silakan. 

83. Pembicara: T.M. Nurlif (F-PG) 
Memang pada saat tanggal 24 April dalam pertemuan lintas fraksi, sekaligus 

mungkin mohon maaf kepada Bapak-Bapak yang tidak hadir pada saat itu. Kita 
diberikan tugas, 24 Juli, untuk mencoba mengkombinasikan atau pun mencari rumusan 
dalam rangka mengakomodasikan dua alternatif yang masih ada. Pada malam itu kita 
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berhasil merumuskan seperti hampir yang, persis yang disampaikan oleh Pak Hamdan. 
Cuma ada yang kurang, "Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, transparansi, akuntabilitas, dan independensinya diatur dengan undang
undang." 

Pada saat itu Pak Hamdan lebih cenderung daripada menggunakan kata 
"transparansi dan akuntabilitas" diganti dengan "tanggung jawab". Kira-kira begitu Pak 
Hamdan. Tetapi rumusan yang semula itu seperti tadi, begitu. Jadi "tanggung jawab" itu 
sebagai pengganti ataupun pengertian dari "transparansi dan akuntabilitas". 

Pada saat itu dari PDIP kalau saya tidak salah Pak Didi Supriyanto, kemudian Pak 
Fuad Bawazier, ya. 

Terima kasih. 

84. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lni kalau bisa begini heres sudah ini. Jadi "transparansi dan akuntabilitas" ini di, 

diganti tanggung jawab mungkin lebih compact, begitu. Pak Harjono? 

85. Pembicara: Hatjono (F-PDIP) 
Saya mohon konsultasi ahli bahasa dulu deh. Ahli bahasa. 

86. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kita tanya Ibu bahasa. 

87. Pembicara: Ali Masykur Musa {F-KB) 
Sebelum ke ahli bahasa. Kemarin ada pro kontra tentang apakah bank sentral 

disebut atau tidak, itu sudah selesai lah. Tetapi untuk di depan "bank", itu menurut 
kami perlu ada "satu bank sentral". Urusan Bl enggak disebut itu nomor dua, tapi 
dengan siapa yang pengendali moneter dan sebagainya itu ada yang dituju. Menurut 
saya itu. Jadi, "Negara memiliki satu bank sentral..." atau "suatu" atau "sebuah". 
Kemarin kalau dari UG itu "sebuah" saya mendengar begitu. 

88. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Enggak, justru itu memang wacananya kemudian memojok, terus keluarnya 

begini. Jadi, tapi tolong Ibu Bahasa. 

89. Pembicara: A.M. Luthfi {F-Reformasi) 
Sebelum Ibu bahasa. Saya ingin tanya, apakah ini yang disepakati oleh ketiga 

panitia pojok? 

90. Pembicara : Peserta Rapat 
Betul. 

91. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Persis? iya, baik. 

92. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini kayak cross examination-nya pengadilan negeri. 

93. Pembicara: Hamdan Zoelva {F-PBB) 
Saya pikir lebih bagus arsipnya Pak Arsipnya kan ada itu. Seingat kami enggak 

ada itu "transparansi, akuntabilitas". 
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94. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Jadi memang kata-kata itu sebetulnya "tanggung jawab", bukan "transparansi 

dan akuntabilitas". "Tanggung jawab". Kita kembalikan dulu ke ini-nya, nanti kita lihat 
bahasanya baru kita masuk ke, lebih lanjut 

95. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Sebelum bahasanya Pak. Karena ini mengandung juga menyangkut bahasa. 

"Negara memiliki", ya. Kita mempunyai BPK, mempunyai, itu bukan milik negara. Yang 
ini tok milik negara. Ini supaya ada sinkronisasi dengan lembaga-lembaga lainnya. 
Seolah-olah hanya inilah lembaga yang milik negara, yang lain bukan milik negara. Ini 
untuk sinkronisasi dengan pasal-pasal. 

96. Kenia Rapat : Jakob Tobing 
Iya benar. Pak Andi benar, ini kembali ke Ibu Pertiwi, ceritanya begitu. (tertawa). 

Ibu bahasa silakan. 

97. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Di dalam kamus itu ada kata "transparansi", dan "akuntabilitas" tidak ada di 

dalam ini, tetapi dapat digunakan karena "ity" dalam bahasa Inggris itu menjadi "itas" 
dalam bahasa Indonesia. Accountability menjadi akuntabilitas. 

Lalu tanggung jawab, ya mungkin tidak sama dengan akuntabilitas. Dalam bahasa 
Indonesia biasanya tanggung jawab itu diterjemahkan menjadi responsibility bahasa 
Inggrisnya. 

"Transparansi" bisa, kalau tidak pakai kata "transparansi" bisa pakai kata 
"ketransparanan". Tapi mungkin lebih mudah "transparansi". 

Jadi saya ingin mengatakan kata-kata itu benar semuanya, tetapi bergantung 
kepada konsep. Mungkin konsepnya memang tanggung jawab, gitu. 

Terima kasih. 

98. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kita fokuskan lagi ya. Jadi mau pilih "transparansi akuntabilitas" atau "tanggung 

jawab"? 

99. Pembicara : Peserta Rapat 
Tanggung jawab. 

100. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tanggung jawab ya. Jadi supaya jelas bahwa memang negara ini dengan seluruh 

checks and balances system-nya itu memang kena ke sini, begitu. "tanggung jawab" ya. 
Oke, terima kasih ya. 

KETOK lX 

Jadi Pasal 23D hilang sama sekali. Kan sudah diokekan. 

101. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Pimpinan, ini apa sudah diketok berarti sudah final? 

102. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Sebentar, sebentar. Belum kan? Belum. 
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103. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kan saya tanya tadi, sudah ya, sudah? 

104. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Belum, belum yang ini. Belum. Ini kan ada yang diubah. Saya sedang menunggu 

yang punya. Itu dia. Dia akan segera datang. Tapi kalau ini persis sama dengan yang 
teks itu, tidak alasan untuk menolak. 

105. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik Caba lihat risalah itu ... 

106. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Sama dengan punyanya Pak Andi. 

107. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Tapi kan begini Pak Jakob. UG boleh kasih bahasan Pak, soal independensi ini. 

Ketika ini ditawarkan dulu kan di PAH I juga enggak clear. Berarti kalau ini mau 
disepakati, itu mungkin saling toleransi ada tambahan satu kata atau satu, sebab ini 
dulu sudah ditawarkan dan tidak clear. Jadi kalau yang ditawarkan ini lagi ya tetap 
enggak clear lagi. 

108. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Enggak. Maksudnya kan kita kembali ke forum yang agak beda, begitu. Untuk 

mengatasi supaya yang hampir-hampir clear jadi terang benderang, gitu. Mungkin 
kata-kata "independensi" barangkali ada padanan lndonesia-nya, kita cari. Kalau tidak, 
ya sudah. 

Pak Lukman. 

109. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Saya ingin bertanya kepada ahli bahasa, karena rumusan ini sebenarnya masih 

belum ketemu perbedaannya di antara kita. Apakah bank sentral ke depan itu cukup 
satu, atau ke depan itu kita akan memiliki beberapa bank sentral. 

Nah, saya ingin klarifikasi. Rumusan seperti itu maknanya apakah negara 
memiliki satu bank sentral atau rumusan itu bisa dimaknai negara bisa memiliki 
beberapa bank sentral? 

110. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Langsung dijawab. Bisa berarti lebih dari satu bank sentral. Bisa memiliki satu, 

bisa memiliki lebih dari satu. 

111. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Baik. Jadi kalau memang ada kemungkinan negara bisa memiliki lebih dari satu 

bank sentral, fraksi kami masih keberatan. Karena pemahaman kami, bank sentral itu 
ya satu. Kalau lebih dari satu bank sentral, kami tidak bisa membayangkan bagaimana 
fungsi otoritas moneter itu dijalankan. Ini yang kami khawatir betul, begitu. 

Jadi, demikian. 

112. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Kalau menurut saya jalan tengahnya bisa tiga nama ya. Satu bank sentral, suatu 

bank sentral, atau sebuah bank sentral. Ini yang saya dengar betul yang berkembang di 
forum itu. Jadi, menurut saya biar tuntas juga, sehingga tidak menimbulkan sebuah 
interpretasi yang bisa menimbulkan akibat di tingkat pelaksanaannya. 

Terima kasih. 

482 Perubahan UUD 1945 



113. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pak Nurlif, Pak Nurlif dulu. Habis itu Bapak. 

114. Pembicara: T.M. Nurlif (F-PG) 
Saya mungkin ingin menjelaskan kembali hasil tim pojok pada malam itu. Begitu 

kita selesai mencoba membuat rumusan, kemudian kita sampaikan kepada forum 
lintas fraksi pada malam itu Pak, tanggal 24 Juli. Kemudian pada saat itu memang ada 
yang mengusulkan satu bank sentral dan sebuah bank sentral, itu yang pertama. 

Kemudian pada malam itu juga, ada yang ingin mencantumkan setelah kata bank 
sentral, yaitu Bank Indonesia. Kemudian malam itu tidak ada kesepakatan. Setelah 
tidak ada kesepakatan, kita sepakat untuk kita bicarakan kembali dalam rapat Pleno 
PAH I, pada tanggal 25 siang. Tetapi pada tanggal 25 siang pun, kelihatannya belum ada 
kesepakatan tentang Bank Indonesia yang diusulkan pada saat itu kalau saya tidak 
salah oleh Fraksi PPP dan Fraksi Utusan Daerah. Termasuk Pak Erman ingin 
mempertimbangkan penamaan bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Di samping 
memang ada yang mengusulkan kata "sebuah" dan kata "suatu", bahkan ada kata 
"satu". 

Barangkali pertemuan hari ini saya kira kalau memang kita sepakat, pemahaman 
bank sentral itu hanya satu, barangkali perlu dipertimbangkan untuk dicantumkan 
kata "satu" atau "suatu". Itu yang pertama Pak. 

Yang kedua, kalau saya tidak salah juga pada saat itu dengan Saudara Didi 
Supriyanto, pengaturan yang lebih lanjut, dan ada Pak Fuad juga, pemahaman itu 
adalah lebih tegas, lebih lugas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang 
Bank Indonesia yang sedang diamendemen. Tetapi banyak juga yang menginginkan, 
ketegasan itu perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu kira-kira situasi 
perkembangan pada saat itu. 

Saya kira kalau memang itu perlu kita sepakati, asal pemahamannya tidak 
berbeda, barangkali, mungkin forum ini tepat untuk mencari jalan keluar terhadap kata 
"satu", "sebuah", atau "suatu". 

Terima kasih. 

115. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Silakan Pak Asnawi. 

116. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan, kami termasuk menyokong alternatif satu. Malam itu ketika 

terjadi mojok beberapa orang pada waktu lobi, kami menyetujui sebetulnya rumusan 
seperti ini. Tanpa ada kata-kata "satu" atau "suatu", itu jelas itu satu. Beda dengan yang 
di atas. Di atas itu mungkin diinterpretasikan otoritas moneter itu bisa tidak satu. 
Itulah pertemuannya dua alternatif jadi satu rumusan. 

Apa fungsi dan tugas bank sentral itu, ya diatur dalam undang-undang. Sehingga 
kebijakan otoritas moneter segala itu tidak dicantumkan di sini lagi. Itu interpretable 
sekali ketika itu. Jadi tampung saja di undang-undang. Dan undang-undangnya kan 
sudah ada, dan sekarang mengalami amendemen. Di situlah diatur, sehingga juga Bank 
Indonesia tidak dicantumkan di sini sehingga lebih fleksibel. Itu menurut kami 
mengartikan itu, sehingga kami terima rumusan seperti itu. Tapi waktu lobi tidak ada 
kesepakatan. 

Terima kasih. 
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117. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oke, ini kayaknya sudah lebih ketemu lah. Pak Harjono. 

118. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Saya minta bicara nanti Pimpinan 

119. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Saya hanya menyampaikan pandangan bahwa alternatif yang baru diberikan 

terakhir ini lebih pas ketimbang dua sebelumnya. Kembali kepada persoalan bahwa 
kita sudah mempunyai satu sistem di mana sistem kelembagaan itu ada otoritas 
Mahkamah Konstitusi kalau ada sengketa, dengan adanya alternatif satu dan dua, 
masih ada disebut otoritas. Dengan disebutnya otoritas, berarti itu sebuah kewenangan 
yang ada di situ. Karena sebuah kewenangan, itu menjadi lembaga negara yang diatur 
di dalam Undang-Undang Dasar. Pada rumusan yang disajikan ini, ini yang penting 
adalah kepemilikannya. 

Oleh karena itu saya setuju dengan alternatif yang terakhir ini. Karena 
kepemilikannya tidak menimbulkan hubungan kelembagaan negara. Jadi beda, bank 
sentral itu dengan BPK, dengan DPR, karena itu adalah dimiliki. Kalau yang lain 
memang lembaga negara. 

Saya kira begitu, terimakasih. 

120. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi ini sudah lebih mengkerucut, tolong ditambah pengerucutannya oleh teman

teman. Pak Harjono, nanti Pak Tjipto, dan kemudian Pak Amru. 

121. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Ketua, Terima kasih Saudara Ketua. Waktu malam itu pun kami ikut bersama 

Ketua Fraksi Utusan Daerah. Hanya karena tidak kesepakatan itu, kami mengajukan 
satu itu untuk kepastian hukum, karena ini Undang-Undang Dasar. Tapi pada saat itu 
pun tidak disepakati. Tapi karena ini Undang-Undang Dasar, marilah kita 
pertimbangkan betul kepastian hukum. 

Nah kepastian hukum ini kalau kita segini banyak orang, kita sadar bahwa itu 
kepastian hukum itu memberikan, tadi diberi oleh Ibu bahasa Indonesia itu multitafsir, 
apa kita sepakat multitafsir itu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat Nah itulah, kami waktu 
itu sudah mengajukan, bukannya kami menentang rumusan itu, hanya untuk kepastian 
hukum. Untuk kepastian hukum. Karena ini Undang-Undang Dasar, bukannya undang
undang sembarangan gitu. 

Jadi, tapi kalau memang seluruhnya menyetujui ini, dan kita sepakat bahwa 
multitafsir itu kita sepakati, ya barangkali kita bisa saja. Karena tadinya kita alternatif 2 
itu. Itu secara jelas fungsi itu jelas, nama itu jelas. Satu, dan diberi nama lagi, Bank 
Indonesia. Tapi kalau misalnya ini merupakan kompromi untuk itu, dan kita sepakat 
bahwa walaupun multitafsir kita sepakati, ya sudah ini menjadi dokumen untuk negara 
kita di masa depan. 

Terima kasih. 

122. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi ini memang rumus yang terakhir inilah yang kiranya kita fokuskan. Karena 

kayaknya pertemuannya di situ. 
Berikutnya tadi Pak Tjipto. Tapi kita singkat-singkat saja Pak 
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123. Pembicara : Sujtipto (F-PDIP) 
Saya juga singkat saja Pak. Jadi begini, saya sampai sekarang, saya tidak melihat 

ada negara yang mempunyai dua bank sentral ya, tems terang saya. Oleh karena itu 
sebenarnya mmusan ini pun saya kira meskipun multitafsirnya bisa dipakai, tetapi 
saya juga lebih setuju kalau memang ditambahkan ada "sebuah"nya. Jadi "negara 
memiliki sebuah bank sentral". Jadi daripada kita ada keraguan. Itu saja Pimpinan, 
terimakasih. 

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Teri ma kasih Pak Tjipto. Pak Amm. 

125. Pembicara : Amru Al Mu'tashim (F-KB) 
Terima kasih. 
Saya hanya ingin bertanya saja, politik kebijakan kita ini, satu atau lebih dari 

satu? Kalau satu, hams ada kata "satu", "sebuah". Kalau kita itu memungkinkan untuk 
dua, ya itu. ltu saja hams kita putus. Kita ini mau mengambil kebijakan satu bank 
sentral atau lebih dari satu bank sentral. Kalau satu bank sentral, hams ada kata 
sebuah, sebiji tadi, suatu dan sebagainya. Tetapi kalau kita memang kebijakan 
memungkinkan sepakat kita ini lebih dari satu, ya itu sudah pas, terima kasih. 

126. Pembicara : Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Ketua. 

127. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pak Fuad, silakan. Ini Pak Fuad punya giliran, Pak Fuad silakan. 

Sekalian Pak. Jadi ini mmusan hasil mojok Pak Fuad, Pak Didi, dan Pak Nurlif. Silakan. 

128. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Ya, terima kasih. Sampai sejauh ini, dalam negeri manapun juga yang waktu

waktu yang lampau maupun sekarang, saya tunjukkin mana ada negeri yang 
mempunyai dua bank sentral. Enggak ada. Justm saya itu agak heran, apa motivasi 
begitu kokohnya kata "satu". Jangan nanti malah ditafsirkan itu sebagai satunya 
otoritas moneter. Enggak ada. Caba tunjukin sama saya sejarah atau negeri yang punya 
bank sentral lebih dari satu. Enggak ada. Sesuatu yang sudah pasti, tapi justm 
menghindari, enggak mungkin. Kalau ada yang bisa menyebutkan satu saja negeri yang 
mempunyai dua bank sentral, tolong. Saya belum nyampe ilmunya. Tapi itu tidak 
mungkin. Tapi juga jangan sampai hal yang sudah pasti gitu, dengan kata "satu" juga, 
siapa juga yang menjamin bahwa kata "satu" itu kemudian bisa saja digunakan, bahwa 
sebagai satu-satunya otoritas moneter. 

Jadi sebetulnya ini satu kata. Dan kata "satu" itu memang hal yang sudah pasti, 
tidak selalu memang hams disebut Kalau ada pemahaman kita yang sama, "not" -nya 
sama, kita enggak semua menyebutkan, satu DPR, satu MPR, satu ini, satu ini, satu ini. 
Kenapa di sini jadi ribut bener? Sesuatu yang sudah pasti satu MPR, satu DPR? Saya 
bisa menanyakan hal yang seperti itu, yang sangat agak juga aneh. Terimakasih Pak 
Pimpinan. 

129. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pak Zain, nanti Pak KKI. 

130. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Saya kira saya menyambung apa yang dikemukakan tadi Pak Harjono, supaya 

kita punya persepsi yang sama, bahwa dengan rumusan ini, dia bukan lembaga negara 
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yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga apabila ada 
sengketa, dia tidak termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena tidak termasuk ke 
Mahkamah Konstitusi, dia merayap dari pengadilan tingkat bawah. Apakah suatu 
kebijakan yang kemudian timbul sengketa antar lembaga harus menggugat lembaga ini 
dari bawah sehingga bertahun-tahun baru ada suatu keputusan. 

Kalau rumusan alternatif satu dan dua itu ada tergambar kewenangannya. Kalau 
ini kewenangannya diserahkan kepada undang-undang. J adi tidak termasuk lembaga 
negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. 

Kemudian mungkin Pak Fuad, yang menjadi pertanyaan, bedanya dengan DPR, 
DPR ditulis huruf gede, kalau bank sentral dengan huruf kecil, itu saya kira saya 
pertanyakan pada Ibu bahasa. Dia bukan suatu nama tertentu sehingga bisa macam
macam. Lain soal kalau bank sentral ditulis huruf besar. Dia sudah nama tertentu. Nanti 
undang-undang akan mengatakan bank sentral dimaksud bernama Bank Indonesia. 
Apa begitu bu? 

131. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Ya, betul. Bank sentral dengan "b" dan "s" kecil itu nama jenis, bukan nama diri. 

Tapi kalau DPR itu sudah nama diri. 
Terima kasih. 

132. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebelumnya, KKI, silakan. 

133. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terimakasih. Dari tadi nama saya tidak disebut-sebut karena memang tidak 

dikenal. N ama saya Yos Rahawadan, dari Papua. lni Rahawarin, kebetulan. 
Saya mau mengatakan bahwa Fraksi KKI memilih alternatif kedua. Lalu dari 

pembicaraan yang berkembang, sudah ada usulan untuk memasukkan kata "satu". 
Lalu tadi dari penjelasan ahli bahasa, bahwa kata bank sentral itu, itu bisa 

mengandaikan atau bisa ditafsirkan sebagai lebih dari satu maka saya berpikir bahwa 
walaupun tadi Pak Fuad mengatakan bahwa yang namanya bank sentral itu pasti satu 
di setiap negara. Kendatipun demikian, mungkin perlu dipertimbangkan kata "satu" itu 
dimasukkan sebagai kompromi lain dari usulan Fraksi KKI dan fraksi-fraksi lain yang 
menghendaki dicantumkannya nama negara Bank Indonesia sebagai identitas dari 
bank sentral itu. 

Nah, selain itu kalau bank sentral dengan huruf besar di Indonesia sudah ada. 
Bank Central Asia itu nama besarnya sudah ada. Tetapi juga bisa saja bahwa nama 
negara juga sudah ada. Bank Republik Indonesia, BRI, dalam kaitan ini saya kan tidak 
ikut. Saya baru mengikuti pembicaraan ini sehingga mudah-mudahan ide-ide seperti 
ini sebelumnya sudah disampaikan. 

Oleh karena itu saya berpihak kepada teman-teman yang mengusulkan 
dicantumkannya kata "satu" di depan nama bank sentral itu. "Negara memiliki satu 
bank sentral..." kendatipun ini mungkin lalu dianggap sebagai duplikasi atau pleonasme 
yang berlebihan. 

Terima kasih. 

134. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Boleh saya menyampaikan usul kesimpulan? 
Jadi bagaimana kalau diusulkan begini. Jadi "Negara memiliki suatu bank sentral 

yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur 
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dengan undang-undang" begitu. Jadi tidak menunjuk terlalu, "suatu" itu lebih soft. 
Tetapi memang sudah kelihatan bahwa ini, begitu. Begitu ya? Setuju ya? Ya, baiklah. 

KETOK1X 

Independensinya itu kata bahasa Indonesianya ada tidak? 

135. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Boleh dipakai Pak. 

136. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah ya, bisa dipakai ya. Oke. 

137. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Walaupun sudah diketok minta konfirmasi dari bahasa Indonesia Pak. Kata 

"satu" dengan "suatu" apa bedanya? 

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Sudah diketok. 

139. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Ya. Tapi ini hanya keterangan tambahan. "satu" itu jelas suatu bilangan, satu, one. 

"suatu" itu sesuatu yang sudah ta'rif "satu" itu jelas bilangan, "sesuatu" tidak ta'rif 

140. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi lebih menunjukkan juga sekaligus jenisnya juga bank sentral sebagai sebuah 

konsep. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. 

141. Pembicara: Pataniari Siahaan {F-PDIP) 
Yang tadi pertanyaan kami Pimpinan? Kepada ahli bahasa, masalah 

independensi. 

142. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, sudah dijawabnya itu bisa dipakai. Dijawabnya begitu. 

143. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Bukan, maksud saya, apa tidak ada kata lain? 

144. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya tanya tadi. 

145. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
lndependen kan kemerdekaan maksudnya, bukan kemandirian. 

146. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, yang diatur dengan undang-undang. Kami tanya tadi, apakah itu ada 

padanannya begitu. 

147. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Maaf Pimpinan. Saya pikir kita sama-sama bersepakat Saya tanya, kata 

independen berasal dari bahasa Inggris kan. Jadi kita jangan pura-pura tidak tahu lah. 
Kalau bicara kemandirian, kemandirian. Jadi jangan kita jadi anti rancu terjemahan 
bahasa Inggris, the indepedency of, kan begitu. 
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148. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya, banyak memang bahasa Indonesia ini dari macam-macam. Ada Palawi, dari 

Arab, dari Cina, dari mana-mana. Makanya tanya pada ahli bahasa lah. Tadi dijawabnya 
bisa dipakai. Sekarang kami tanya kembali. 

149. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Baik. 

150. Pembicara: Pataniari Siahaan {F-PDIP) 
Jangan multi tafsir. 

151. Pembicara: Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa) 
Iya. Saya ingat juga pada amendemen undang-undang Bank Indonesia, itu 

memang dipakai kata "dependence" dan "independence" di sana. Tidak dipakai kata 
"mandiri", karena ada perbedaan, kata ahli bank, bukan kata saya, tapi kata ahli bank 
Karena kalau "mandiri" itu mulai dari institusi sampai pada putusannya, tetapi kalau 
"independence" itu bisa putusannya saja, tapi tidak dari institusi. Itu keterangan 
mereka, bukan keterangan saya. 

Nah, di dalam Bahasa Indonesia, ada kata "dependence", dependensi itu berarti 
keadaan bergantung kepada orang lain, itu dependensi. Jadi independensi adalah 
keadaan tidak bergantung kepada orang lain, karena belum dapat hidup sendiri. Jadi 
dependence itu bergantung. 

152. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sekarang keadaannya bisa hidup sendiri itu diatur dalam undang-undang, bukan 

diatur sendiri sama dia. 

153. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Satu lagi Pimpinan, satu lagi. Menyambung Pak Zain Badjeber tadi. Kalau 

disepakati mengangkat indepedensi yang berasal dari kata independence, apakah 
maksud Pak Zain dan kita semua, tidak mungkin terjadi suatu kondisi dispute 
competence dalam masalah moneter antara bank sentral dan pemerintah. Itu persoalan 
yang serius, yang harus disepakati. 

154. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Jadi kekuasaan Bank Indonesia, termasuk independensinya, itu tidak 

berasal langsung dari Undang-Undang Dasar. Kalau dia langsung dari Undang-Undang 
Dasar, dia memang menjadi masalah konstitusi. Ini dia itu justru diaturnya oleh 
undang-undang. Jadi Mahkamah Agung bisa. Bisa ya? 

Baik, kita teruskan. 
Ini yang Pasal 29. Mau tanya apakah ada solusinya, jadi Fraksi Reformasi ambil 

yang ketiga. Mungkin Fraksi Reformasi dulu lah kita tanya, apakah memang tetap pada 
yang ketiga atau kita ... 

155. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Masih. 

156. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Masih seperti yang dulu? Ini kan sudah berumur ini. Cina pertama yang waktu 

teenager itu sudahlah. 
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157. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Ini apalagi polling Kompas hari ini itu, itu membesarkan hati. Itu dia, persis hari 

ini, Kompas lagi. Itu saya bilang, yang setuju ini 49%. Sedangkan yang punya Pak 
Astawa 38%, yang punyanya Pak Ali Hardi 8,2%. Jadi ini saya kira ini amanat publik ini. 

158. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Jadi begitu. Saya tanya PPP, PBB, tetap? PBB barangkali. 

159. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Saya kira, Bapak-Bapak ibu-ibu sekalian, sudah bisa memahami betul apa 

maksud dan pengertian-pengertian yang kami sudah sampaikan, bagaimana prinsip
prinsip yang juga sudah kami sampaikan. Dan juga kami memahami betul apa-apa yang 
Bapak-Bapak sekalian juga, yang mungkin yang berbeda pandang dengan kami dalam 
masalah ini. Dan ternyata memang perbedaan-perbedaan itu masih ada. Karena itu 
biarlah dulu sementara begini, kita lihat nanti perkembangannya. 

Terima kasih. 

160. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Biarlah bulan di atas sana. Jangan suruh turun ke bumi, begitu. Dari PDU 

bagaimana? 

161. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan, tidak mau memperpanjang kata dan kalam. Tetap. 

162. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Teman yang lain-lain. Apakah ini masuk ke lobi? Masuk lobi ya, masuk lobi ya? 

Jadi tiga ini yang masuk lobi, enggak, dua yang masuk lobi. Yang satu itu kayaknya, ya 
walaupun dilobi akan tetap akan diminta ke atas. Tapi biar masuk ke lobi dulu ya. 

Pasal 31? Ayat (2) bagaimana, ada yang berubah posisinya? Enggak ada ya. 
Masuk paket lobi. 

Kemudian berikutnya, ini Ayat (3) alternatif satu dan dua. Bagaimana Pak, 
negosiasi yang mana ini? Yang punya sesuatu yang sudah mati dihidup-hidupkan lagi. 

163. Pembicara: Amin Said Husni (F-KB) 
Sebetulnya apa yang disampaikan oleh F-KB itu tadinya berusaha untuk 

mendekatkan, kalau memang alternatif satu dan dua itu tidak bisa ketemu. Siapa tahu 
dengan alternatif yang ketiga itu bisa mendekatkan perbedaan itu. Itu saja. 

164. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi jelasnya saya masih ingat, "pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan meningkatkan akhlak mulia yang diatur dengan undang-undang", begitu. 
Tapi itu posisinya dulu kalau saya rekam adalah kalau itu bisa diterima maka ini 
dimunculkan, kalau tidak, PKB tetap pada alternatif dua, begitu. Ada perubahan di sini? 
Tidak ada juga ya. Pak Seto. 

165. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
PDKB juga mengusulkan satu jalan rumusan lain. Jadi kalau kita melihat 

keimanan, ketakwaan itu sebagai bagian daripada sistem pendidikan nasional, kalau 
itu bisa disepakati maka bisa dibuat rumusannya, begitu. Supaya dia tidak menjadi 
bagian daripada langsung tugas pemerintah. Karena itu sebetulnya singkatnya, kalau 
itu bisa disepakati, kata-kata "dalam rangka" bisa diganti dengan "yang". 
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Sedangkan, jadi " ... suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan ... " lalu kita tambahkan akhirnya " ... dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa". lni sebuah pemikiran saja. 

Terima kasih. 

166. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya. Silakan. 

167. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Fraksi kami memang konsisten memilih alternatif dua. Ini sudah ada sedikit 

pengerucutan dengan usul Pak Seto itu. Bahwa maksudnya memang masuk dalam 
sistem, begitu. Tapi dalam pengkalimatannya itu bisa disempurnakan, kami setuju. 
Apakah "yang", apakah "untuk" itu bukan persoalan, pokoknya itu masuk dalam sistem. 
Jadi maksudnya itu otak cerdas, hati beriman dan bertakwa, tingkah laku itu akhlak 
mulia itu. Jadi komplit manusia seutuhnya menurut kaidah-kaidah Orde Baru dulu 
begitu. 

Jadi, yang baik kita ambillah. Jadi ya, untuk jadi rumusan itu barangkali 
pengkalimatan, minta bantuan ahli bahasa lah. 

Terima kasih. 

168. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi barangkali itu di-save untuk mencari jalan keluar di dalam lobi ya. Di-save di 

sana ya. Yang meningkatkan, begitu. Pak Amidhan. 

169. Pembicara: Amidhan (F-PG) 
Saya kira kita perlu merespon apa yang dikemukakan oleh Pak Seto tadi. Jadi 

beliau sudah setuju ditambahkannya kata "iman dan takwa". TinggaI perumusannya. 
Tapi satu hal yang ingin saya kemukakan, bahwa sekarang ini masalah 

pendidikan ini sangat mengemuka begitu, ditunggu betul oleh publik. Sama halnya 
seperti tahun 2000, masalah HAM. Yang walaupun bagaimana, akhirnya bisa selesai. 
Sebab keterpurukan kita ini sudah luar biasa, tidak hanya ekonomi. Tapi yang terutama 
itu moral. Oleh karena itu penambahan iman dan takwa itu, dan ahlak mulia itu, saya 
kira sangat penting dan sungguh mengemuka. 

Kalau saya ingin mendramatisasi ya, pada tahun-tahun yang lalu itu, kan kita 
baca di media itu. Kalau di Taiwan, di Taipei itu kalau naik taksi, ditanya itu, dari mana? 
kalau dari Indonesia enggak akan dibawa, kalau bilang Malaysia, baru. Nah, sampai di 
Mekkah itu ya, ada saat tahun-tahun yang orang sudah berkurang memakai peci 
dengan baju batik itu, kenapa ? Karena merasa malu menjadi bangsa Indonesia. Begitu 
keterpurukan kita. 

Oleh karena itu ini harus dikembalikan citra kita itu dengan meningkatkan 
pendidikan dengan menambah "iman dan takwa dan akhlak yang mulia" itu. Jadi 
sekarang ditunggu, ditunggu Pak. Seperti HAM dulu tahun 2000. 

Terima kasih. 

170. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya itu, kata Pak Zain itu kayak menambah tujuh kata itu. Atau begini lah, saya 

tanya kepada yang mempunyai pendapat yang, apakah memang ada perubahan posisi
posisi. Kalau tidak ada kan enggak usah kita perpanjang. Tadi Pak Astawa mau bicara 
sebelum Pak Jos tadi. 
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171. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan yang kami hormati. 
Mungkin kalau ini terpaksa dibawa ke lobi Pak, perlu kita pertimbangkan betul

betul. Mengapa? Kalau yang tiga ini tidak bisa kita pecahkan, Ayat (3) ini tidak bisa kita 
pecahkan, ambil satu kesepakatan bersama, dampaknya yang perlu kita 
pertimbangkan. Berarti alternatif ini akan hilang, berarti negara kita tidak mempunyai 
sistem pendidikan yang diatur dalam undang-undang. 

Sehingga kalau nanti umpamanya kesepakatan itu tidak bisa diambil di dalam 
lobi, saran kami mungkin bisa kita pertimbangkan Pasal 31 Ayat (2) yang asli. Dengan 
mengubah "pengajaran" dengan "pendidikan". Sehingga "pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang
undang". 

Terima kasih. 

172. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Sebelumnya Pak Yos, silakan. 

173. Pembicara : Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terima kasih. F-KKI posisinya di alternatif pertama. Tetapi tadi Pak Seto juga 

sudah mengkonstantir untuk menggunakan kata "yang'', tapi Pak Sayuti berbisik pada 
saya mungkin perlu juga dipertimbangkan kata "untuk". Saya akan cenderung untuk 
masuk ke alternatif kedua. Sekarang ini, hanya saja redaksinya perlu direvisi sedikit 

Saudara-saudara, Kasman Singodimejo dan Haji Agus Salim - kalau Prof. Syafii 
Ma'arif menyebut beliau sebagai Bapak Cendikiawan Indonesia - mengingat tujuh 
tahun setelah HMI berdiri. HMI berdiri itu dirancang oleh jong Jslamiten study club, 
Jong Jslamiten bond. Oleh mereka-mereka itu dalam kaitan untuk mengintegrasikan 
para ulama Indonesia, yang terlalu cerdas, berpendidikan barat, tapi tidak memiliki 
pengetahuan agama. Sehingga kemudian, itulah kemudian, mereka itu yang 
berpendidikan barat, dan selanjutnya beliau juga menginginkan suatu saat ulama
ulama Indonesia itu selain memiliki pengetahuan agama, juga berpengetahuan 
berpendidikan barat, punya pengetahuan umum, maaf, pengetahuan umum dan 
pengetahuan agama. 

Dalam kaitan itulah maka Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, IAIN, yang 
tadinya dari Jakarta pindah ke Yogyakarta itu melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa yang 
kemudian diharap Agus Salim merancang berdirinya HMI untuk mengintegrasikan dua 
titik ekstrim ini. Yang satu berpendidikan pengetahuan umum terlalu menonjol, kurang 
memperhatikan agama. Yang satu terlalu banyak agama, sehingga kurang 
berpengetahuan umum. Ini HMI mau dirancang ke arah sana. 

174. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Agak disingkatkan Pak. 

175. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Dalam kaitan ini maka saya mengusulkan, agar kata "untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa" ditempatkan di depan, "seraya berusaha meningkatkan keimanan 
dan takwa". Jadi, kecerdasan itu duluan, supaya juga di dunia internasional juga ada 
kesan bahwa kita ini memang pintar dulu. Karena iman dan takwa itu inheren. Kalau 
orang sudah pintar, otomatis moralitasnya juga akan berjalan seiring dengan itu. Kalau 
itu terjadi, saya usulkan cerdaskan bangsa, kemudian iman dan takwa. 

Terima kasih. 
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176. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Ya. Terima kasih. Tadi PakAstawa mau bicara. 

177. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Saya koreksi sebentar. Jadi HMI lahir tahun 1943. 

178. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Alah, sudahlah itu. 

179. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Enggak, bukan, bukan. Ini supaya dibenarkan. Kemudian yang kedua, pendiri 

HMI adalah Lafran Pane. Terima kasih. 

180. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Usman. 

181. Pembicara: Usman Sapta (F-UD) 
Jadi kita tadi sudah mendengar. Jadi, saya tertarik dengan Pak Seto ini Pak. Pak 

Seto ini ada kalimat saja, pada dasarnya kan semua sudah sama. Cuma masalah kalimat 
ini penting, karena kalimat ini munculnya bukan justru dari pengusul. Jadi ini kan suatu 
perbaikan yang dapat ini. Saya setuju dengan alternatif dua ini, Ayat (3), tapi 
kalimatnya harus ada yang dimasukkan. Pak Seto, bagaimana kira-kira itunya, begitu. 
"yang" nya itu bagaimana, belum tegas itu. Jadi kita fokus ke situ saja. 

182. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya. Sebelumnya barangkali ada, teman-teman. 

183. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Saudara Ketua, Pak Jakob. Sedikit saja saya ingin menetralisir tadi, mungkin tidak 

sengaja, tapi khawatir dianggap serius. Bahwa masalah iman dan takwa ini sama sekali 
beda latar belakangnya dengan masalah tujuh kata itu. Jadi tolong Saudara Ketua 
dinetralisir itu. Sebab bisa mempunyai dampak yang lain. 

184. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Yangjoke Pak Zain. Dan itu direkam sebagai joke. Tidak ada. 
Terima kasih. Ya, Pak Lukman. 

185. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Ya, terima kasih Ketua. Ini karena Pak Fatwa mengangkat saja saya jadi teringat 

begitu. Beberapa waktu yang lalu saya membayangkan kalau Ayat (3) dari Pasal 31 ini 
kemudian sampai ke paripurna untuk di-vote, terus terang. Karena begini, iman dan 
takwa, ini kan alternatif satu tidak menghendaki adanya iman dan takwa, kan begitu. 
Jadi kalau ini sampai keluar ke masyarakat, nampaknya citranya akan sangat kurang 
baik lah begitu. Karena persoalan iman dan takwa ini sebenarnya berbeda dengan 
konteks tujuh kata itu. 

Kita semua sebagai bangsa yang religius, ini sebenarnya sudah tidak ada 
persoalan. TNI/Polri, TNI katakanlah, sapta marganya itu kan iman takwa, begitu. Tapi 
kalau kemudian keluar bahwa TNI/Polri tidak mendukung misalnya, alternatif dua, ini 
kan kesannya bisa, saya pribadi merasa ini juga institusi alat negara ini juga harus kita 
jaga bersama. Supaya tidak menimbulkan kesan yang seakan-akan berbeda dengan 
sapta marganya, misalnya begitu. 
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Lalu yang lain, teman-teman. Jadi sebenarnya, karena ini konteksnya pendidikan, 
dan semua kita sudah memiliki komitmen yang sama tentang pendidikan itu. Jadi, 
mohonlah mudah-mudahan ini kita bisa mencari titik temu ini. 

186. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa ada upaya lah. Cuma begini, sudah sejak semula, pihak-pihak yang 

berbeda pendapat ini mengatakan bahwa urusan pemahaman kecerdasan kehidupan 
bangsa bagi yang mengusulkan itu, itu dinyatakan dan waktu itu juga atas permintaan 
Pak Zain, atau buka permintaan, pernyataan dari Pak Zain, itu ditegaskan bahwa ini 
memang bangsa yang religius. Jadi pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa itu 
sudah termasuk di dalamnya ahlak mulia, termasuk di dalamnya iman dan takwa, 
begitu-begitu itu. Dulu selama anu kita .... Pak Zain mengatakan waktu itu,/ho katanya 
Pancasila, setiap kali kita memasukkan nuansa agama kok ditentang, begitu. Tapi, 
sudah. Tidak itu konotasinya, jangan itu yang kita kembangkan konotasinya. Pak 
Astawa. 

187. Pembicara: I Ketut Astawa (F-TNI/Polri) 
Jadi mungkin kami ingin memberikan penjelasan Pak, berhubung tadi disebut

sebut mengenai TNI. Di dalam pendidikan Polri dan TNI, tujuan pendidikan itu tiga Pak. 
Mental, ya akhlak, kemudian kecerdasan, dan fisik. Jadi lengkap. Tetapi sekarang kalau 
di sini, bicara di sini adalah pendidikan dan kaitannya dengan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Di mana antara mencerdaskan dan bangsa, ada kehidupan. Sehingga 
satu rangkaian kata, mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah meliputi meningkatkan 
akhlak, dan meningkatkan iman dan takwa, dan meningkatkan akhlak mulia, ini sudah 
termasuk demikian. 

Jadi, sama sekali tidak, kalau kami memilih alternatif satu, sama sekali tidak bisa 
dikaitkan, terus dicap bahwa kami tidak mendukung "iman". "Iman" itu sangat amat 
penting bagi kami. Sapta marga juga begitu. 

Terima kasih. 

188. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Amru, barangkali. Pak Amru, silakan. 

189. Pembicara : Amru Al Mu'thasim (F-KB) 
Saya urun rembug. Menurut saya sudah semakin dekat Sudah semakin dekat 

dengan usulan Pak Seto dan Pak Jos tadi, sudah semakin dekat. Artinya Pak Seto 
mengusulkan " ... pendidikan nasional, yang meningkatkan ... ". Pak Jos, " ... untuk 
meningkatkan ... ". Dan tadi saya, kalau sama dengan Pak Jos, ini tetangga dengan Pak 
Seto, gimana kalau sama, boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau saya, kita jangan mencari 
yang lebar-lebar lah, yang sempit-sempit saja. 

Jadi sesuatu yang sudah dekat ini jangan dibawa yang lebih luas lagi. Saya 
mengusulkan ini tinggal bagaimana kalau sudah yang satu sudah, dua-duanya sudah 
menerima sekarang ke alternatif dua, kemudian sekarang sudah dimajukan dengan 
kata "untuk" atau "yang", ini dirumuskan saja. 

190. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa begini. Saya mau tanya kepada, alternatif satu juga tentunya ya. Tapi 

sebelumnya Pak Slamet mau berbicara. Silakan. Tadi saya tanya. 
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191. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Saya senang yang sempit saja Pak Saya mohon maaf ini Pak. Kita pada waktu 

pimpinan fraksi audiensi ke Bapak Hamzah Haz, beliau menyatakan Pasal 29 insya 
Allah, kalau tidak salah, beliau akan menyepakati untuk kembali ke asli. 

Lalu Pasal 31,ya mbokya o, diakomodasikan. Kalau ini menjadi kesepakatan kita, 
Fraksi TNI/Polri memilih alternatif dua, Pasal 29 kembali ke asli. Kalau ini disepakati, 
selesailah sudah keragu-raguan kita adanya dead lock. 

192. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Hidup TNI/Polri. Silakan PDI Perjuangan. 

193. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
ltu kan tadi keputusan akhir yang kalau sekiranya lobi berlaku, begitu 

maksudnya? Tapi barangkali juga tidak demikian, begitu kan? Oleh karena itu kalau 
sekiranya ini memang susah dipertemukan, kami tidak keberatan untuk ini diajukan 
dua alternatif saja Pak. 

Terima kasih. 

194. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi, baik, kita mungkin ada satu tahap lagi bisa dilalui Pak Zaenal. Ke lobi. Saya 

rasa lebih baik begitu ya, supaya lebih smooth lah, begitu ya. Jadi ini kita bawa ke lobi, 
tapi kita catat juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Seto, Pak Jos, dan juga yang 
terakhir dari Pak Slamet Supriyadi. Begitu ya, catatan yang nanti masuk. Baik. .. 

195. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
lnterupsi, interupsi Pak Ketua. F-KKI Pak. 

196. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Di mana ini? Oh, Pak Jos. Silakan Pak 

197. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Maaf, bukannya saya meralat, tapi saya hanya mau mengingatkan bahwa saya 

tadi " ... pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seraya 
meningkatkan iman dan takwa" itu. 

Terima kasih. 

198. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya jadi nanti itu nanti diingatkan di dalam. Coba tadi seperti Seto itu mengatakan 

bahwa "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional 
yang meningkatkan dan mencerdaskan .. " 

199. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Dalam rangka mencerdaskan ... 

200. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dalam rangka ... 

201. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
"dalam rangka" diganti "yang" 

202. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bukan, bukan. Jadi okelah begitu ya, sebagai catatan masuk ke lobi dulu. 
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Berikutnya. Mengenai yang 20% ini ada usul ini. Ada, ada catatannya, jadi itu 
tidak termasuk yang diketok. 

Jadi sebetulnya bukan tidak setuju prioritas tinggi, tetapi pengalokasian itu 
kadang-kadang yang diperlukan itu jauh lebih tinggi, tetapi kadang-kadang bisa lebih 
rendah. Misalkan 20 tahun kemudian Indonesia itu gemah ripah /oh jinawi, tata 
tenterem kerto raharjo. GNP nya sudah 100 kali lipat, kalau dikasih 20% minimal, 
malah, sekurang-kurangnya dikasih 20% dari yang gemah ripah /oh jinawi itu kok 
kelebihan, gitu. Cerita yang tadi, yang ditangkap di sana. 

Jadi ada yang menghendaki semangatnya itu tapi jangan dikuantifikasikan 
seperti itu. Sebab, kalau itu berlaku untuk APBD, ada lebih dari setengah Tingkat II, 
untuk bayar pegawai negerinya saja tidak mampu. Terus pi.ye? Lebih Iahya ini ya, yang 
20% ini ya. 

203. Pembicara: Said Galib Husin (F-UD) 
Interupsi Pak. 

204. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya. 

205. Pembicara: Said Galib Husin (F-UD) 
Jadi kami dari Fraksi Utusan Daerah sudah setuju dengan alternatif dua Ayat (4) 

ini, 20%. Tapi perlu ditetapkan bahwa pengalokasian itu nanti jangan tersentralisasi di 
pusat. Artinya ke daerah itu juga perlu ada, pengalokasian ke daerah itu tersebar. 

Kemudian apa sudah bisa masuk ke Pasal 32 ini? belum? oke. 

206. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Belum. Ini dulu, jadi ini kita masukkan di pain lobi, yang 20% ini. Tapi 

semangatnya sudah sama. Silakan Pak Pata. 

207. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Iya, jadi Pasal 31 Ayat (3) ke lobi, dan Ayat (4) masuk lobi juga. Terima kasih. 

208. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pasal 32 sekarang. Kalau, di mana ada? Sudah diketok tadi. Pasal 

32, tidak ada? 

209. Pembicara : Syahdoa (F-UD) 
Saya mau bicara 32. 

210. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ada tadi daerah, supaya masuk sastra, segala macam itu. Ya, silakan. 

211. Pembicara: Syahdoa (F-UD) 
Saya ingin bicara. Itu usul dari F-UD, karena di sini hanya bahasa daerah yang 

menjadi kekayaan budaya nasional. Kita ingin supaya lebih dipertegas, bahwa ekspresi
ekspresi budaya dari daerah itu pun juga masuk sebagai kekayaan nasional, 
kebudayaan nasional. Konkritnya itu "negara menghormati dan memelihara bahasa 
daerah, kesenian daerah, dan berbagai ekspresi budaya daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional". Saya ulangi, "negara menghormati dan memelihara bahasa daerah, 
kesenian daerah, dan berbagai ekspresi budaya daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional". 
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212. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Mungkin kalau diurai, konsekuensinya harus selengkap mungkin. 

Kalau tidak, ambil genusnya, "budaya daerah". 

213. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
"Bahasa daerah" diganti dengan "budaya daerah", sebagai bagian dari kekayaan 

budaya nasional. 

214. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Itu lebih, kan semuanya masuk Kalau tidak, nanti ada yang ketinggalan malah 

Pak. Iya, bahasa itu diganti budaya, jadi semua masuk, misalnya, ini sebagai wacana 
saja. Silakan. 

215. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Pimpinan, sebetulnya perdebatan ini sudah berlangsung lama di PAH. Disepakati 

kan tidak perlu dicantumkan seni dan sebagainya. Karena sebetulnya dalam kaitan 
dengan Ayat (1) sudah terkandung di dalamnya. Saya pikir Pak Hatta Mustafa pun ikut 
perdebatan, tahu persis. Jadi kita tidak masukan lagi, dirinci, seni, dan sebagainya itu. 

Terima kasih. 

216. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, memang ... 

217. Pembicara: Syahdoa (F-UD) 
Kalau begitu ditambah saja budaya, ya. " ... memelihara budaya dan bahasa 

daerah ... " 

218. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Enggak, itu wacana. Tapi yang diingatkan oleh Saudara Pata adalah bagaimana 

diskusinya beberapa masa yang panjang yang lalu kenapa ada aksen pada bahasa. 
Karena di atas itu sudah dianggap semua, ini sekedar informatoris ya, latar belakang. 
Tetapi kemudian bahasa sebagai ekspresi daripada keberadaan keberagaman itu jauh 
lebih ekspresif dibanding yang lain-lain. Makanya memerlukan satu tempat tersendiri. 
Aksentuasi sebenarnya ini. Ya, jadi setuju ya? Oke, terima kasih ya. Setuju. 

KETOK1X 

Terus, terus. Selesai. 
Saya rasa ini, Pas al 33 Ayat ( 4) ini ada begini. Dianggap kalau efisiensi itu, itu 

efisiensi kapitalistik. ltu pemahamannya tergantung buku mana yang dibaca 
sebetulnya. 

Kemudian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu sebenarnya satu 
urutan itu. Kalau berkelanjutan sustainable, berarti salah satu cirinya adalah memang 
berwawasan lingkungan. Sebenarnya waktu rumusan dulu sudah didebat, tapi katanya 
harus, harus, harus. Nah, kita sekarang keluarkan dulu saja wawasan lingkungan itu ya. 
Karena berkelanjutan itu sebetulnya salah satu cirinya itu. 

219. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP) 
Sebetulnya ada rumusan lain. 
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220. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Dan satu lagi Pimpinan, satu lagi saya pikir. Ini kan lanjutan daripada Ayat (1), 

(2), dan (3) sebenarnya. 

221. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Iya, iya. 

222. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Nah, sebetulnya ada kata-kata "kebersamaan" lagi di Ayat (4). Sebenarnya 

menurut saya redundant. Karena dikatakan Ayat (1) kan, " ... disusun sebagai usaha ... " 
kan begitu. 

223. Ketlrn Rapat : Jakob Tobing 
" ... usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". 

224. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Iya. Jadi sebenarnya redundant ini. Jadi mungkin karena itu hari kita pada saat 

menggunakan ini kan menggunakan rumusan yang lama. Saat kita kembali kepada Ayat 
(1), (2), (3) asli, yang ini kita tidak sesuaikan dengan perubahan-perubahan di atas itu. 

225. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Pak Hatta? 

226. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Terima kasih Ketua. Saya keberatan kalau "berwawasan lingkungan" itu dihapus. 

Karena ini memang tuntutan dari masyarakat yang ... , banyak ini. Baik LSM, baik apa 
yang memperhatikan sangat pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk 
memelihara negara ini jangan hancur lebur begitu saja. Jadi ini memang ada dasarnya 
kita taruh di situ. 

Terima kasih. 

227. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sekarang begini lah. Kita tentunya menampung aspirasi-aspirasi itu kita 

tampung. Tetapi tentunya kita jangan sampai membuat daftar daripada keinginan. 
Secara berkeahlian, dalam suatu kompetensi tertentu, tentunya itu kita bisa lakukan 
rasionalisasinya. Antara lain memang kalau pemahaman ini mengenai masalah 
pembangunan, apabila itu disebut sustainable, salah satu ciri dan syarat pertamanya 
adalah wawasan lingkungan, begitu. 

Silakan. 

228. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG) 
Terima kasih. 
Saya ingin kembali ke judul bab. Kemarin saya mencoba menjelaskan mengapa 

judulnya Kesejahteraan Sosial. Karena di dalam Negara Republik Indonesia ini, subject 
matter-nya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan bukan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau semacamnya. Tujuan pembangunan 
nasional adalah untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu orientasi kita subject 
matter-nya adalah kesejahteraan. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan 
ekonomi itu dikaji dari meningkat atau tidak meningkatnya kesejahteraan sosial. 

Namun karena memang kiranya judul bab itu dianggap sebagai judul buku, di 
mana di dalamnya ada perkataan perekonomian, lalu judul bab. Padahal kesejahteraan, 
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Bab XIV itu bukan judul buku atau judul novel, mohon maaf, tetapi adalah judul dari 
orientasi dari pembangunan itu. 

Jadi kalau toh memang suka ada perekonomian nasional, maka saya 
mengusulkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Nasional. 

229. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Baik. Mahon maaf Pak Edi Swasono, itu sudah diputus tadi di pleno, jadi jangan 

kita ubah lagi di sini. Tapi yang berikutnya lah, mengenai efisiensi, dan lain sebagainya 
mungkin lebih baik. 

230. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG) 
Pleno yang tadi Pak? 

231. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tadi. Tadi, sudah. Dalam daftar yang masuk ke sini, itu sudah. 

232. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG) 
Tadi malam belum kok Pak. 

233. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tadi sudah. Tadi siang itu sudah. 

234. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Pleno-nya kan tadi malam Pak 

235. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah, sudah Pak. Saya ingin konfirmasi kepada Fraksi Utusan Golongan. Pada 

waktu itu disampaikan sudah begitu. 

236. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Ndak, ini saya coba mengingatkan. Memang keputusannya sudah diketuk, tapi 

Pak Edi dan Pak Sis menyampaikan keberatan tentang itu, dan minta dibawa ke Tim 
Perumus. Tapi, terserah Tim Perumus bagaimana. Memang ... 

237. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begitu? Confirmed? Oke. 

238. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pak, diketok, cuma dicabut karena ada sesuatu yang itu. Untuk dibawa ke Tim 

Perumus. 

239. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Begitu ya? oke? Jadi itu sudahlah kita masukan ke lobi, karena kalau kita 

diskusikan, ini diskusi yang dulu akan berputar lagi. Tape recorder-nya terputar lagi. 
Sekarang yang efisiensi itu lah tadi, ini ada kebersamaan, efisiensi. Ini kan daftar dari 
bermacam-macam hal-hal baik 

240. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Mengenai isi, masalahnya bukan hanya pada efisiensi Pak, dan efisiensi bukan 

karena show of thought. Ini efisiensi adalah masalah teknis. Kalau efisiensi disebutkan 
di situ maka untuk membangun Indonesia yang efisien, itu efisiensi bisa ukurannya 
pertumbuhan, tapi penuh utang. Efisiensi ukurannya bisa produksi meningkat, namun 
hams memecat buruh. Lalu semua proses produksi menjadi capital intensive dan tidak 
labour intensive. Efisiensi yang telah dilakukan di masa lampau adalah efisiensi yang 

498 Perubahan UUD 1945 



tidak mengejar lapangan kerja, oleh karena itu lapangan kerja tertinggal. Dan Orde 
Baru bersorak sorai, dan banyak di antara kita juga bersorak sorai karena 
pertumbuhan yang tinggi. 

Nah, jadi efisiensi makro bisa bertentangan dengan minimal efisiensi mikro. Dus 
di dalam teori pun ada perpecahan yang besar yang tidak bisa ditemukan antara micro 
dan macro ejiciency. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu. 

Kedua, saya mohon tidak dikatakan dulu sudah diungkap. Kalau dulu sudah 
diungkap segala, kan enggak ada gunanya saya bicara di sini lagi. Karena ini namanya 
untuk mencoba memperbaiki. Tidak ada ide dari saya untuk mengacau komisi, 
mengacau fraksi saya sendiri, tidak. Kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak diperbaiki, 
supaya baik. Dan saya bersyukur ada ini, ya. 

Jadi misalnya saja ada kesepakatan hal-hal yang sifatnya normatif dari 
Penjelasan di angkat, kemarin juga ada yang bicara begitu. Nah, yang normatif ada di 
dalam Penjelasan, itu cukup banyak yang tidak masuk di situ. Yang ada di dalam 
wacana masyarakat adalah misalnya ekonomi rakyat tidak masuk, oke. Saya akan 
mencoba-coba bahwa demokrasi ekonomi itu termasuk ekonomi rakyat Itu kan ngalah 
besar sekali, padahal tidak. Saya akan mencoba bila wacana masyarakat meningkatkan 
daya beli rakyat, ini yang jadi masalah, tidak ada di sini, meningkatkan daya beli 
masyarakat. 

Kemudian, ada yang sangat mendasar kepentingan masyarakat yang utama, 
bukan kepentingan orang per orang, Penjelasan, tidak ada di sini. Kemudian ada 
perkataan koperasi. Ini gerakan koperasi anggotanya 37 juta orang. Maka saya 
mencoba, dengan rendah hati saya mencoba usulan saya, perumusan hanya 
perampingan, tidak ingin mengacau substansi, bisa ditayangkan? Iya yang saya usulkan 
tadi? Iya sudah saya kasih tadi. 

241. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Caba ditayangkan! 

242. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Untuk merapikan Pak, bukan untuk mengganti. Sekedar ditayangkan. 

243. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Caba ditayangkan di situ, bisa dilihat 

244. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Ya ini, sudah saya kasihkan Pak. Sudah saya kasih mulai tadi. 

245. Pembicara : Peserta Rapat 
Ditulis dong. 

246. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Sudah saya kasih dari tadi Pak. 

247. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dulu demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Habis itu demokrasi 

Pancasila, habis itu demokrasi reformasi, sekarang demokrasi sabar. 

248. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Bagus. 

249. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Benar, benar Pak 
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250. Ketua Rapat: Jakob Tobin1 
Koma, kalau yang negatif ya iya. 

251. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Ya, jadi saya hanya mencoba, itu yang berkali-kali diucapkan saudara saya, 

Saudara Luthfi itu. Orientasi daripada ini adalah kita mencapai kemandirian. Dus kita 
mau efisien, yang saya terjemahkan dengan production hemat. Karena kita banyak 
pemborosan dan semuanya serba tidak produktif. Berwawasan lingkungan tetap, Pak 
Memang wawasan lingkungan penting sekali, karena itu menjadi isu internasional. 
Menuju kemandirian nasional dan kesatuan ekonomi nasional. Singapura itu 
mempunyai kesatuan ekonomi, punya konsolidasi ekonomi itu kuat. Ini tentu bisa 
ditambah, tapi maksud saya hanya supaya ini menjadi suatu kerangka pikiran yang 
tidak pating srodok, begitu. Yang tidak apa itu. .. hanya itu saja Pak Saya tidak ingin 
mengacaukan Komisi ini. 

252. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ooh, tidak, tidak Kami mengapresiasi. Sekarang kita lihat, seberapa jauh k:ita bisa 

mencoba di forum ini mencari sesuatu dari ini. 
Pak Hafiz, silakan. 

253. Pembicara: Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG) 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Saya ingin me-remind kita, pada saat kita membicarakan Ayat ( 4) ini. 
Ayat (4) ini kan sebenarnya kita memindahkan hal-hal yang normatif di dalam 

Penjelasan terutama mengenai demokrasi ekonomi. Karena kita anggap bahwa Ayat 
(1), (2), (3) dasarnya adalah demokrasi ekonomi. Karena itu kita ingin menjelaskan apa 
yang waktu itu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi ini dan rambu-rambu yang akan 
kita tempat.kan mendampingi prinsip-prinsip dasar itu karena perkembangan ekonomi 
internasional dan perkembangan perekonomian daerah, terutama otonomi daerah. Jadi 
dua halitu. 

Nah, mengenai tujuan memang kita tidak masukkan waktu itu, kita hanya 
mengatakan ini prinsipnya, ini rambu-rambunya. Karena tujuan perekomian itu adalah 
berada di dalam Ayat (2) dan Ayat (3), yaitu "untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat", begitu. Jadi itulah tujuan bangun perekonomian kita itu untuk "sebesar-besar 
kemakmuran rakyat". Jadi kita tidak lagi memasukkan ke dalam Ayat ( 4) ini. 

Jadi fraksi kami berpendapat bahwa tetap mengusulkan Ayat (4), kalau memang 
ada satu yang redundant, misalnya antara berkelanjutan, sustainability, berkelanjutan 
dengan wawasan lingkungan itu redundant, bisa saja dihilangkan. Karena memang 
dalam berkelanjutan itu sudah ada aspek untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi 
kalau memang ingin dimasukkan sebagai canto/an, itu ya sesuatu yang memang saling 
melengkapi, complete di situ. Kami tidak berkeberatan. 

Mengenai keadilan, efisiensi, memang tidak ada yang dipertentangkan. Waktu itu 
kami mengatakan, oke pembangunan ekonomi itu tidak hanya adil. Kalau hanya adil 
nanti tidak efisien, karena itu harus efisien. Pembangunan ekonomi itu tidak hanya 
efisien, itu nanti pertumbuhan, tetapi harus adil, harus berkeadilan, begitu. Karena itu 
kita tempatkan itu sebagai satu prinsip-prinsip bersama koridor itu. Jadi menurut 
pendapat fraksi kami tetap kepada hal yang ditulis. Kalau memang ada perampingan 
maka perampingan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu ta.di. 

Terima kasih. 
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254. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Tadi Pak Fuad. Mungkin ada juga yang mengatakan apakah ini 

tidak suatu entry point terhadap etatism begitu Pak, yang di bawah ini. 
Silakan. 

255. Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Saya rasa rumusan keempat ini memang sudah lama didiskusikan, tanpa 

mengurangi arti makna lain masukan. Dan ini sudah dicoba untuk membuat satu 
keseimbangan. Bahwa memang itulah yang diperlukan. Siapa sih yang tidak 
menginginkan keadilan. Siapa sih kalau enggak adil bisa KKN, tidak efisien juga menjadi 
sumber KKN dan boros, salah satu alasannya apa saja kita tidak penting. Jadi enggak 
karuan. Lingkungan juga begitu. Berkelanjutan bikin generasi berikutnya dan 
sebagainya. 

Kemandirian saya rasa bagian yang amat sangat penting. Supaya enggak gantung 
saja seperti negeri kepada bangsa atau negara lain. Dan prinsip-prinsip kebaikan inilah 
dituangkan di sini, dan itu sudah saya rasa optimal. Nanti memang pengaturannya ini 
pun akan terletak pada berbagai macam undang-undang. 

Jadi saya kira kebersamaan juga masuk, adil masuk. Memang kadang-kadang bisa 
dibilang overlapping, mungkin sedikit overlap daripada tidak sama sekali, malah bisa 
berbahayalagi. 

Jadi saya kira kalau kita punya kebesaran jiwa menerima perumusan Ayat (4) ini, 
itu akan sangat melancarkan. Kan detail apapun juga, pada semua sektor apapun juga 
nanti diterapkan itu akan ada undang-undangnya. Kalau di sektor transportasi, 
telekomunikasi, pertanian dan sebagainya sesuai dengan sektor atau masalah yang 
dihadapi. Tapi prinsip-prinsip kebaikan ini saya rasa tidak ada yang jelek yang perlu 
kita perhatikan. 

Terima kasih Bapak Pimpinan. 

256. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Kita-pun harus memberi waktu yang berimbang terhadap materi-materi 

yang lain juga. 
Jadi, saya mengusulkan apakah tidak bisa beberapa materi yang tadi sudah 

masuk lobi, dimulai juga lobinya, mungkin mojok begitu. Satu mengenai Pasal 8 Ayat 
(2), satu yang menyangkut Pasal 29, satu menyangkut Pasal 31 Ayat (3). Mungkin 
sambil.. .. 

257. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Saudara Ketua, Saudara Ketua. 

258. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya. 

259. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Jadi bahwa efisiensi itu bisa bertubrukan dengan arti kemandirian itu tidak 

diakui. 

260. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebentar Pak. Ini dulu kita manage dulu waktu kita ini. Bisa enggak begitu, jadi... 

tapi ini kesediaan fraksi-fraksi. Kalau waktu kita lobi antar fraksi dulu setahu saya yang 
saya lihat, waktu itu dipimpin bersama-sama oleh beberapa teman-teman, Pak Arifin 
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dan kawan-kawan. Itu ada yang disuruh mojok begitu. Mungkin juga ini forum fraksi 
yang bikin begitu. Bukan forum kita ini, begitu. 

Jadi ada tiga itu. Terserah, ini ada juara lintas fraksi, saya katakan ini anunya 
beda. Komandan-komandannya itu beda. 

Pak Amin Aryoso silakan. 

261. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. Saudara-Saudara yang terhormat. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Kalau Pas al 33 itu Ayat ( 4 ), di situ ada istilah kebersamaan dan efisiensi. 

Barangkali yang dimaksud kebersamaan itu gotong royong, kalau saya enggak salah, 
saya nangkapnya begitu. Dalam hal kebersamaan itu bisa saja dengan kebersamaan 
efisiensi tercapai. Ada efisiensi tapi bisa mengorbankan kebersamaan. Nah ini 
bagaimana? Ini suatu kalimat tapi ada semacam, agak seperti tidak match dan agak 
kontradiksi begitu. Jadi kalau memang untuk kebersamaan atau gotong royong, itu 
saya kira memang kadang-kadang bisa bertentangan dengan efisiensi. Nah mana yang 
mau kita pakai ini, kebersamaan gotong royongnya atau efisiensinya? 

Terima kasih. 

262. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sambil anu, barangkali kita beri kesempatan Pimpinan Fraksi untuk mengatur 

sebentar, nanti kita balik lagi pada forum ini. 
Silakan Pak, tolong diatur dulu. 
Pasal 8 Ayat (2) kayaknya sudah lebih cepat Kemudian DPA juga kayaknya 

sudah lebih cepat. Jadi ada empat malah. Pasal 29 dan Pasal 31. Lobi lah, dan lobi itu 
nanti kita dengarlah bagaimana dari yang biasa ngatur lintas fraksi. Saya skors 
sebentar, mungkin lima menit ya. 

(Rapat diskors untuk Jobi) 

Ya, ya. Pak Seto saja. 
Baik kita lanjutkan mengenai ini, Saya buka kembali. 
Jadi itulah, ini tergantung pada pemahaman kita sendiri. Misalnya saya sendiri 

memahami efisiensi itu tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Edi Swasono. Saya, atau 
dengan Pak Amin. Karena yang dikatakan itu lebih efisiensi micro financial, sedang saya 
lebih kepada opportunity value concept, begitu. Bisa saja gotong royong itu sangat 
efisien, walaupun secara finansial rugi. Itu, pemahaman itu Pak 

Karena apa, karena ternyata meningkatkan kesejahteraan banyak orang, atau 
membuka kesempatan kerja bagi orang, sementara pemerintahnya rugi. That's ejisien 
enough. Jadi konsep mana yang dipakai? Yang dimaksud di sini adalah walaupun itu 
untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi semua investasi itu harus bisa 
dipertanggungjawabkan, bahwa dia membawa hasil untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Biasanya kalau tidak ada pengaturan itu, itu pemborosan yang 
terjadi. 

Jadi semangat itu yang harus kita satukan, pemikirannya. 
Silakan Pak 

263. Pembicara: Hafiz Zawawi (F-PG) 
Saya ingin mendukung apa yang disampaikan Saudara Ketua tadi. Kan kita dulu 
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mengatakan bagaimana menjelaskan kepada Ayat (2) dan Ayat (3) yang ketua katakan 
tadi. Bahwa cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, 
serta pengelolaan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, itu 
harus dikelola secara efisien supaya tidak high cost economy. Namun demikian, kita 
juga jangan mengesampingkan faktor keadilan. Itulah sebabnya dua hal itu kita 
letakkan, kita padankan. Jadi bukan kita tidak pertentangkan, itu makna kita .... Tidak 
boleh ... satu-satu. 

Itu Ketua, terima kasih. 

264. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Saudara Ketua. 

265. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Silakan 

266. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Saya ngerti maksudnya. Kan saya katakan, maksudnya baik. Dan saya tidak ingin 

mengacaukan makna. Cuma efisiensi itu di dalam ilmu ekonomi atau dalam ilmu umum 
bisa berarti ganda Pak. Mikro maupun makro, ya, kalau memang maksudnya begitu. 

Oleh karena itu, saya menyebutkan yaitu yang produktif, yang hemat, yang tidak 
boros. Tadi perkataan boros barusan dikatakan juga maka saya memilih perkataan 
produktif. Dan yang dulu masukan efisiensi antara lain adalah Profesor... mantan 
menteri keuangan kita, Bambang Sudibyo. Dan saya memang kemudian konsultasi 
dengan dia, kok you bilang begitu maksudnya apa? Maka kesepakatannya adalah 
produktif dan hemat Dan saya kira efisiensi terlalu teknis untuk Undang-Undang 
Dasar. Itu boleh masuk ke dalam undang-undang Pak. 

Tapi kalau produktif, saya kira, dan hemat, itu saya kira, menurut saya ya, itu 
gambaran yang cukup baik. Tapi efisiensi is istilah yang teknis sekali yang artinya 
justru macam-macam. Nah untuk saya, untuk orang lain, itu mengimpor beras daripada 
menanam sendiri, mengimpor beras efisien Pak. Bahkan tidak usah nanam kapas, kita 
impor kapas saja. Itu efisien sekali dalam artian apa? Dalam artian yang nanti akan 
menghilangkan kemandirian kita. Jadi the point ada pada efisien itu. 

Saya mencoba menjelaskan. 

267. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, berarti ada dua hal itu. Yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah 

kelihatannya maksudnya sama tapi apa yang dikatakan Bung Hafiz bahwa jangan 
diambil satu persatu dan diterjemahkan. Dia harus diambil dalam satu paket, 
integrated packet of principal. Sebab kita harus memanfaatkan ilmu-ilmu dan teknologi 
yang paling modern sekalipun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. 

Yang kedua adalah mengenai waktu. Bagaimana kalau hal ini kita bawa dulu, kita 
sentuh yang lain dulu Pak. Jadi supaya kita bisa distribusi waktu yang lebih merata ke 
temp at-tern pat lain dulu. Gitu Pak ya. 

Baik, apakah nanti langsung ke lobi atau kita coba, ya tapi kita save dulu ya. Baik. 
Ayat (5) tidak ada saya rasa. 
Pasal 34, lho-lho kok ini. Ooh, Ayat (2), (3) sudah disetujui. Nah ini sebenarnya 

begini, ini naskah asli yang waktu itu kita ingin nambah nomornya saja. Saya rasa 
bisalah kita sepakati, tidak usah ubah lagi. 

Oke ya. Ketokya? Ya. 
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KETOK1X 

Kemudian Pasal 37, ini Ayat (4). Jadi penjelasannya itu begini, waktu itu 2/3 dari 
2/3. Kalau hadir semua, itu berarti 2/3 x 2/3 masih 4/9. Kurang dari setengah. Kalau 
hadir semua itu, rajin semua tidak ada yang absen. Itu tetap kurang dari setengah 
efektifnya. Sedangkan umumnya itu tetap saja ada yang tidak hadir. 

Jadi lebih kurang lagi dari setengah. Makanya teman-teman itu jalan tengahnya 
adalah 2/3 kourumnya, tetapi lima puluh persen plus satu dari jumlah yang absolut. 
Jadi dia tidakjadi bergerak-gerak lagi begitu. Mungkin ini bisa diterimalah ya? 

268. Pembicara : Sutjipto (F-UG) 
Sebentar Pak 

269. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya 

270. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Kebetulan yang punya pemikiran fraksi kami. Jadi sebenarnya memang 

normatifnya kan di Undang-Undang Dasar sebelum di amendemen adalah 2/3. Cuma 
karena kekhawatiran teman-teman karena 2/3 x 2/3 itu 4/9, kurang dari setengah, 
dikatakan setengah. Oleh karena itu, sebaiknya kita kembali ke normatifnya, tapi 
dijamin. Jadi kalau yang hadir itu 600, persetujuannya bukan 350 plus satu, tapi 
persetujuannya adalah 400. Begitu Pak 

271. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tetapi dalam keadaan kalau yang hadir itu 2/3 saja 

272. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Harus dijamin 351. 

273. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
351. Kalau yang hadirnya 600? 

274. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
600 

275. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Minimal 351 

276. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Bukan Pak Maksud saya 

277. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Rumusannya bagaimana 

278. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Jadi rumusannya begini. Jadi putusan untuk mengubah Pasal Undang-Undang 

Dasar, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan yang hadir, dengan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Jadi ditambahkan sisipan yang normatifnya itu, memang 2/3. Kayak rumusan 
yang lama, cuma ini dijamin tidak boleh kurang dari lima puluh persen plus satu, begitu 
Pak. 
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279. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Caba dilihatAyat (3)-nya Pak 

280. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Ya. Ayat (3) kan kehadiran. 

281. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kuorum 

282. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Ya kuorum. Kalau kehadirannya 2/3, putusannya dijamin mesti 351 kalau dari 

anggota 700. Jadi karena dengan sekurang-kurangnya lima puluh persen. Jadi, kan yang 
dulu begitu. 2/3 dari 2/3. Tapi kekhawatirannya itu dijamin di sini. Sehingga yang 
normatifnya yang dulu itu jangan dihilangkan, begitu. 

283. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kalau yang Ayat (3)-nya kan tetap Pak 

284. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Betul 

285. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kuorumnya itu harus minimum 2/3. Nah, pengambilan putusan kalau minimum 

2/3 lagi bisa kejadian bisa kurang dari separo bisa memutuskan. 

286. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Bukan Pak 2/3 tapi dijamin dengan sekurang-kurangnya lima puluh persen plus 

satu. Ini tetap ada, begitu Pak. 

287. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi yang dipakai yang mana nanti Pak? 

288. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Kalau yang hadir itu 600, berarti kan .... 

289. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tetap berlaku lima puluh persen tambah satu kan Pak? 

290. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Bukan. Yang, kalau saya tambahkan kalau dia hadir 600, kan 2/3 dari 600 

291. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi ada sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu 

292. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Kalau yang hadir hanya 2/3 persis itu yang berlaku adalah lima puluh persen 

plus satu. Sehingga harus 351. Jadi tidak kurang dari setengah, begitu. 

293. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Secara matematik, secara matematik Yang apply adalah dia yang ini Pak Karena 

ini yang paling bawah. Lima puluh persen tambah satu itu yang paling bawah. Jadinya 
itu yang jadi batas bawah itu jadi itu. 

294. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Artinya itu jaminan minimum. Tapi kalau yang keputusan normatifnya, 

normalnya 2/3. Kalau ternyata yang setuju kurang dari 2/3 dijamin .... 
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295. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG) 
Kalau rumusannya begitu Pak, bisa 2/3 ditambah setengah. Jadi bisa lebih dari 

seratus persen itu Pak. 

296. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lya Pak Amru. Pak Amru silakan. 

297. Pembicara: Amru Al Mutashim (F-KB) 
Ini paling pahit ya. Misalnya yang hadir 2/3. Kemudian harus 2/3. 2/3 kali 2/3 

itukan sama dengan 4/9. 4/9 kali 700 itu 311. 311. Jadi 4/9 kali 700 itu sama dengan 
311. Kurang dari separo. 

298. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini kan ada dua batasan yang Pak Tjipto kasih. Kalau kuorumnya sih adalah 2/3 

sudah sama ya. 

299. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Ya betul sama. 

300. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sekarang keputusan itu adalah 2/3 dengan dijamin sekurang-kurangnya lima 

puluh persen plus satu. 

301. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Betul. Lima puluh persen plus satu, maksudnya begitu. 

302. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi range-nya itu adalah mulai dari 351 keatas. Buat apa ke atas ini Pak kalau ini 

sudah menjadi dibawahnya? 

303. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Tapi kalau yang katakan yang hadir 700 hanya dijamin 351 itu kan .... 

304. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi 2/3 dari yang Bapak katakan dengan sekurang-kurangnya lima puluh 

persen tarn bah satu. 

305. Pembicara : Sutjipto (F-UG) 
Ya itu .... 

306. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Jadi sudah apply. Sudah masuk dia. 

307. Pembicara: Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG) 
Saya bisa .... 

308. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
PakAgun dulu. 

309. Pembicara: Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG) 
Terima kasih Pak. 
Saya terus terang apa yang diusulkan ini saya tidak tangkap idenya. Yang 

terpenting buat kita di Pasal 37 itu kan kita melihatnya secara utuh. Pasal 1 itukan usul 
1/3, Ayat (1) itu. 

Lalu Ayat (2) nya menunjukkan secara jelas bagian-bagian yang diusulkan. Lalu 
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Ayat (3)-nya menyatakan kuorumnya terhadap pertemuan itu. Mencapai kuorum atau 
tidak? Yang namanya kuorum itu kan setengah, lima puluh persen plus satu pun bisa 
kita mau lakukan kalau bisa disepakati. Tapi kesepakatan kita 2/3. Itu kuorumnya. 

Lalu terhadap putusan. Putusan itu pada waktu itu ada pemikiran 2/3 dari 2/3 
kuorum hadir itu atau 3/4 daripada 2/3. Kan itu yang jadi pemikiran. Namun setelah 
kita coba exercise, karena ini perubahan Undang-Undang Dasar, nampaknya kalau 
menggunakan angka 2/3 dari 2/3 seperti persis yang Bapak sampaikan tadi. Tidak 
mencapai lima puluh persen plus satu dari seluruh anggota Majelis. Dengan logika 
seperti itu maka dirumuskanlah Ayat (4) itu dengan menyatakan Putusan untuk sah
nya sebuah perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini adalah lima puluh persen 
ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Majelis. Totalnya berarti kalau 700 ketemu 
351, bukan 311. 

Saya kira demikian Pak, cukup jelas Pak 
Terima kasih. 

310. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Atau saya appeal. Karena ini ingin lebih memperbaiki, tapi kemudian teman

teman mengatakan yang lain ini sudah, ya ini kayaknya sudah cukuplah. Memang hasil 
dari bertukar pikiran yang dalam, saya appeal sajalah. 

311. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Saya sedikit Pak. 

312. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya 

313. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Mungkin teman-teman membacanya ada yang lupa. Jadi, yang saya pingin tahu 

tadi contohnya tidak relevan, ini kan limapuluh persen tambah satu dari seluruh 
anggota MPR. Ya, bukan ... 

314. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Paham kok. Ndak masalahnya tadinya ingin lebih tinggi - safety factors- nya lebih 

tinggi tetapi praktek karena sudah ada bottom line, itu yang jalan. Jadi saya rasa ndak 
terlalu beda kok Pak Tapi ini lebih bisa disepakati oleh semua. Begitu ya Pak. 

315. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Prinsipnya, kami kan juga, kalau Undang-Undang Dasar lama kan jelas. 2/3 dari 

2/3. Dulu kenapa muncul rumusan itu kan ada kekhawatiran, keputusannya hanya 4/9. 
Oleh karena itu, saya ingin coba menawarkan pada rekan-rekan kalau memang 
normatifnya dipegang. Tapi ada jaminan atas kekhawatiran itu. Tapi ini sih saya 
sampaikan. Kalau semuanya tidak bisa terima, ide yang bagus. Enggak apa-apa Pak 

316. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oke ya, bisa kita sepakati kembali pada asli ya. Oke terima kasih. 

KETOK1X 

Kemudian yang Ayat (5), ini memang ada 3 pemikiran yang beranjak dari sikap 
yang sama. Sikapnya tidak ingin terjadi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Itu saya rasa tidak ada yang bantah ya, itu modal. 
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Tidak ingin. Nah sekarang ada yang mengatakan dengan tidak ingin itu, katakan 
saja jangan atau tidak boleh diubah, itu satu. 

Yang kedua mengatakan cukup begini, 
Yang ketiga mengatakan sudahlah hapus saja ini gitu. Tapi berangkatnya dari 

situ, maksud saya jangan sampai ada dikatakan kalau ini nanti begini-begini tidak. 
Barangkali ada di situ. Nah sekarang yang mana yang paling baik. 

Karena kalau ini dikatakan begini ini jadinya membuka atau memberi kW-kW 
gitu, tapi sebaliknya kalau dikatakan dilarang /ho kok jadi dilarang, kok Undang
Undang Dasar dilarang. Tapi kalau dikosongkan loh kok malah dikosongkan, jadi malah 
lebih terbuka gitu. Jadi kita lihat saja secara dinginlah. Nah, sekarang kita lihat Undang
Undang Dasar kalau kita kategorikan negara-negara demokratis dan apa, toh ada 
Undang-Undang Dasar negara demokrasi yang mengatakan non amendable article itu 
waktu kita uji sahih di Marriot, dulu Bapak yang ke Perancis sayakan di sini-sini saja 
Pak 

Itu pembicara-pembicara asing itu mengatakan kalau memang kalian punya 
pikiran begitu, silahkan negara-negara lainpun punya anu begitu, bahwa bentuk ini, 
bentuk republik, bentuk itu tidak dapat diubah itu begitu saja yang berarti begitu final. 

Tadi Pak Ma'ruf juga mengatakan ini final, ya final begitu. Nah itu silakan. Pak 
Kohirin. 

317. Pembicara: Kohirin (F-TNI/Polri) 
Terima kasih Pimpinan, 
Assalaamualaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh 
Kami sampaikan di tim perumus. Seperti apa yang saya sampaikan di 

pemandangan umum maupun pada pembicaraan sebelumnya, memang apa yang 
pernah disampaikan tentang Ayat (SJ Pasal 37 ini, ternyata memberikan gambaran 
kepada kita diintern kita sendiri, bayak tafsir begitu, meskipun lima prinsip 
kesepakatan kita sama-sama mengatakan bahwa kita pegang. 

Setelah kita pertimbangkan lebih mendalam, memang kalau pasal-pasal sudah 
diamanatkan pada Pasal 37 Ayat (lJ untuk perubahannya, kami sependapat tentang itu 
bahwa hanya menunjuk pasal-pasal. 

Semula sebelum kami memahami itu adalah Pembukaan pun minta 
dieksplisitkan untuk sebagai non amendable article. Perkembangan selanjutnya kami 
menyoroti Ayat (SJ ini sependapat untuk dihapus kalau ini memang memberikan 
peluang untuk sebuah pemisahan atau mengubah bentuk NKRI. 

Namun karena kami ada punya keyakinan bahwa lima kesepakatan itu juga perlu 
dicantumkan selain Preambule atau Pembukaan yang tidak tercantum dalam Pasal 30 
Ayat (lJ kami menyarankan untuk kita beranikan diri dengan rasa keyakinan untuk 
kebenaran bentuk NKRI yang telah menjadi platform kita untuk kita cantumkan secara 
eksplisit Pasal 37 Ayat (5). Sarannya adalah "bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak dapat diubah". 

Jadi ini pendeknya dulu Pak, isinya dulu, untuk nanti tambah-tambahnya, kami 
akan minta saran pada ahli bahasa maupun Jegislatif drafter begitu. Jadi karena ini 
adalah salah satu ayat sebagai eksepsi dari Pasal 37. 

Demikian Pak Pimpinan. Terima kasih. 

318. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Kohirin, tadi Pak Asnawi. 
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319. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Saudara Pimpinan. Semula fraksi kami tidak mencantumkan ini tetapi ketika itu 

pembahasan terjadi bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini adalah objek 
perubahan, termasuk pasal 1. 

Secara konstitusional karena kesepakatan kita yang jadi objek perubahan ke 
pasal, bisa saja ada keinginan itu, untuk itulah ditampung di sini supaya tidak terjadi 
apa itu gerakan-gerakan separatisme sebab ini ada dasarnya, objek. Lha kalau tidak di 
kotak begini, wah itu bahaya. 

Dan ini tidak ada peluang sebetulnya, kita sudah berangkat tidak ingin 
mengubah. Tetapi siapa tahu generasi berikutnya berkeinginan itu sedangkan di sini 
dimungkinkan. Beda dengan Pembukaan, Pembukaan itu sudah kita nyatakan sebagai 
em pat, lima prinsip itu. Tetapi terhadap pasal-pasal ini menjadi obyek perubahan. 

Sehingga ketika mau memasukkan dasar Pancasila dulu, kita tolak di sini, karena 
memang itu gampang diubah. 

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan, kami juga tidak takut-takut kalau toh di-drop 
ya silakan gitu ya. Didrop silakan, sebab kami juga tidak punya pretensi apa-apa dari 
awal kita memang tidak mengusulkan ini, saya lupa muncul usulan ini juga proses 
interaksi dari diskusi-diskusi kita. Jadi tetap seperti Pak Jakob katakan tadi kita 
berangkat dari keinginan kita tidak akan mengubah bentuk Negara NKRI itu, tetapi kan 
ini Pasal 1 : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" itu. 
Pengalaman yang mengajarkan pada kita, referendum kayak Timor Timur sebenarnya 
kalau sudah ada dalam konstitusi, tidak sah itu, sebab harus dilaporin referendum 
nasional karena masuk dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu 
sudah ada kasus. Contoh-contoh negara lain Pak, itukan adalah itu tiap 4 tahun itu 
melakukan referendum, keinginan itu dipenuhi toh tidak terjadi disintegrasi. Tidak 
terjadi pemberontakan yang kalah ya sudah. Memang sebagian besar mayoritas 
menginginkan karena negara itu tidak jadi dua negara. Yang satu etnis Inggris yang 
satu etnis Perancis. 

Tetapi ada peluang sehingga tidak melakukan pemberontakan apa-apa, aman 
dan damai. Tetapi kalau toh itu dicabut, kamipun juga tidak keberatan gitu lho. Sebab 
dari awal juga kami tidak mengusulkan seperti itu. Tapi karena terjadi usul dan 
interaksi, kami lalu menyadari ooh ya benar itu. Karena pasal 1 itu merupakan objek 
perubahan kelak dan sekarangpun menjadi objek perubahan dan tetap kita 
pertahankan kan kesepakatan kita. Yang akan datang belum tentu Pak. Tanpa inipun 
juga bisa dilakukan bahkan mengubah pasal 37 ini diubah juga bisa saja dilakukan. 
Kalau itu nanti situasinya berubah, kenapa kita mesti ketakutan dengan ini. Apalagi 
dengan larangan-larangan, beda itu. Dilarang pun ndak boleh, ndak boleh itu. Itu justru 
tidak demokratis Undang-Undang Dasar kita. 

Sedangkan founding fathers sendiri memberi peluang itu kan perubahan
perubahan tanpa mempersulit, paling sulit ini, 37 lebih sulit daripada Undang-Undang 
Dasar yang lama. Itu karena kita berkeinginan Undang-Undang Dasar ini jangan 
dipersulit tetapi juga jangan dipermudah. Karena itulah kuncinya seperti itu rambu
rambunya. 

Jadi sekali lagi kami netral saja ya, fraksi kami. Dipertahankan itu kami setuju, di
drop pun juga kalau sebagian terbesar menginginkan begitu, ya begitu. Tetapi 
bahayanya di situ tadi. Jadi secara lugas kami katakan karena Pasal 1 itu menjadi objek 
perubahan. 

Demikian, terima kasih. 
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320. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tadi Pak Tjipto duluan. 

321. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Jadi sebagaimana diketahui sebenarnya memang dari fraksi kami, saya kira 

substansinya sama persis apa yang dikemukakan Pak Jakob ya, tapi saya juga sangat 
merespon apa yang disampaikan Pak Kohirin. 

Jadi kalau memang itu mau dicantumkan memang lebih save ya, artinya itu ada 
jaminan hukum memang, bahwa bukan kesepakatan politik tadi disampaikan KKI juga 
itu jaminan hukum secara legal memang. Karena toh di negara-negara lain itu kan 
contohnya memang ada. Jadi non amendment article itu bahwa bisa dimasukan di situ. 
Saya kira kalau semua pasal bisa diubah memang betul, semua bisa dirubah. Tapi kan 
apakah kalau ada ketentuan begitu itu mau diubah negara kesatuan kita gitu. 

Oleh karena itu, kesepakatan yang dulu kita itu, memang seharusnya ada 
implementasinya gitu, jadi bukannya kesepakatan tapi kalau memang bisa ada 
implementasinya. Bisa jadikan formalnya, jaminan legalnya saya kira dimasukan. 
Justru dulu fraksi kami dengan beberapa rekan lain juga menyampaikan bahwa 
Pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk negara kesatuan, presidensiil, sistem 
presidensiil, itu kan tidak bisa dirubah. Cuma dulu kan pemikirannya seolah-olah ini 
pasal perubahan padahal kita dulu juga sudah argumen bahwa contoh negara lain yang 
juga Pak Jakob tadi katakan di Madrid juga bisa gitu. 

Oleh karena itu, kalau memang bisa disepakati saya lebih senang kalau memang 
ada jaminan legalnya. Jadi ada implementasinya daripada kesepakatan itu bukan hanya 
kesepakatan yang itu, di mana jaminan itu kan jaminan politis yang dikatakan kami. 

Terima kasih Pak Jakob. 

322. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Lihat di sini ada daftar Pak Agun dan Pak Pata, tapi ada lagi, Amin, Lukman, 

Hatta, Pak Amru, Pak Amin, Pak Patri, ada lagi supaya Pak Patrialis bisa jadi yang 
terakhir. Pak Haryono, mumpung yang terakhir Pak Patrialis diisi rame-rame. 

Silakan Pak Agun. 

323. Pembicara : Agun Gunanjar (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Pembicaraan ini mengingatkan saya pada forum perdebatan tengah malam yang 

cukup panjang. Jadi rumusan Ayat (5) ini bukan ujug-ujug tiba, lalu tiba-tiba demikian 
juga pada hari ini ada gagasan pemikiran untuk mencabutnya. 

Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kita letakkan sebetulnya landasan
landasan prinsip apa yang akan kita tuangkan dalam perumusan ayat ini. 

Yang pertama, kita semua bersepakat bahwa sampai dengan saat ini, ya saya 
lebih berani mengatakan sampai dengan saat ini karena yang akan datang saya tidak 
bisa jamin 30, 40 tahun yang akan datang saya tidak faham. Tapi sampai dengan hati 
saya hari ini, dan nampaknya gejolak, rasa, kehendak, keinginan rakyat itu bisa 
ditangkap dan semua kita sepakat bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
itu tidak dapat diubah, statement kita hari ini. Ini fakta kita hari ini. Siapa sih yang mau 
mengubah kalau ditanya kan tidak ada. Niatnya kita semua bersepakat untuk tidak 
mengubah bentuk negara kesatuan. 
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Namun ada sebuah persoalan, ketika kita menyepakati ini ada sebuah persoalan, 
ketika kita merumuskan pasal perubahan ini. Kita sudah memperdebatkan pada Ayat 
(1) saja itu usul perubahan Undang-Undang Dasar. Timbul perdebatan kalau disebut 
usul perubahan Undang-Undang Dasar maka terkena Pembukaan. Jadi clear menjadi 
usul terhadap pasal-pasal. 

Begitu jadi clear usul terhadap pasal-pasal kita bedah seluruh pasal, ternyata 
negara kesatuan itu ada di Pasal 1 Ayat (1), "Indonesia adalah negara kesatuan yang 
berbentuk republik", kena dia jadi objek. Nah, lalu kita berfikir setelah jadi obyek, 
gimana caranya supaya tetap tidak bisa berubah bentuk negara kesatuan? Karena 
kalau kita tidak atur berlakulah ketentuan Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), oh betapa 
mudahnya. Ooh berarti kita bohong-bohongan ini ingin mempertahankan bentuk 
negara kesatuan. 

Akhirnya rumusannya muncul pada Ayat (5) dengan cara mempersulit sesulit
sulitnya. Dibuatlah yang namanya referendum nasional, dibuatlah 2/3 dari jumlah 
rakyat yang mempunyai hak pilih, bukan rakyat yang menggunakan hak pilih, beda. lni 
rakyat yang punya hak pilih, bukan yang menggunakan. Yang punya hak pilih, ada 
orang punya hak pilih tapi tidak menggunakan. 

Tapi kalau dihitung dari yang menggunakan kecil sekali, dipakailah rakyat yang 
mempunyai hak pilih. Jadi semakin dipersulit lagi. Nah muncul juga pada waktu itu 
gagasan pemikiran, apa tidak sebaiknya ini kita drop saja, gitu Joh konsekuensinya 
menjadi objek. 

Lalu muncul juga sekarang gagasan pemikiran seperti ini, terkesan seolah-olah 
memberi peluang kan begitu. Persoalan memberi peluang inikan yang harus dijawab. 
Menurut saya bisa ditangkis bisa dijawab persoalan memberi peluang itu. 

Satu, bahwa rumusan-rumusan dalam sebuah konstitusi ketika kita terikat 
kepada satu pasal yang terkait dengan sesuatu terkandung maknanya kena pasal itu, 
itu harus diatur. Karena kalau tidak diatur akan berlaku Ayat (1) sampai dengan Ayat 
( 4). Hams diatur. lni sudah menjadi sebuah persoalan. Kecuali negara kesatuan itu 
tidak ada di pasal. Karena ada, dia harus diatur. Oleh karena itu, menurut hemat kami 
rumusan inilah yang sudah terbaik. 

Yang kedua, juga akan nampak bahwa konstitusi kita, ide gagasan pemikiran kita 
walaupun kita sangat amat kuat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, tapi 
kita negara yang demokratis, artinya peluang memang terhadap itu seperti dikatakan 
oleh Pak Asnawi. Hari ini ya, tapi format paradigma kedepan kita juga belum bisa 
membaca. Bukan berarti saya mengatakan ini saya ber'itikad niat ingin mengubah atau 
apalagi keluar dari negara kesatuan, tidak sama sekali, tapi apa yang akan terjadi 
sekian tahun yang akan datang, kita tidak bisa prediksi. 

Jadi saya pikir tetaplah apa yang sudah kita sepakati ini seperti Ayat (5) ini. 
Terima kasih. 

324. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Terima kasih, Pak Pata silakan ..... Pak Amin PKB. 

325. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Ketua. 
Rumusan Pasal 37 Ayat (5) ini, dilihat sepintas memang membuka peluang, 

kemungkinan dilakukannya perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sekalipun melihat dari rumusannya, memang itu sangat sulit bisa dicapai karena 2/3 
dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih seperti tadi Pak Agun sudah menjelaskan 
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secara panjang lebar. Memang sebelumnya ada pemikiran agar ayat ini di hapus saja 
karena ada anggapan adanya peluang seperti itu. Tetapi memang kalau ini dihapus 
maka ketentuan Ayat (1) sampai Ayat ( 4) ini berlaku dan Pasal 1 itu menjadi salah satu 
objek pembahan. 

Nah, oleh karena itu, kalau memang kita bertekad untuk secara fixed ingin 
mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini alternatif nya yang 
tadi diajukan untuk memasukkan pasal 1 itu sebagai non amendable article. Dengan 
membuat statement bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 
diubah. Saya kira ini bentuknya yang paling save. Sekalipun mmusan Ayat (5) yang ada 
ini memang tampak demokratis. 

Tetapi toh sebetulnya kalau yang dapat saya pahami pasal 37 itupun sebetulnya 
kan objek terhadap pembahan itu sendiri gitu lho. Artinya kalau suatu saat nanti entah 
50 a tau 100 tahun kemudian bangsa ini menganggap perlu mengamandir Pasal 3 7, 
dengan mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama dan diatur dalam Konstitusi 
ini, toh itu tetap bisa dilakukan. 

Tetapi bahwa tekad kita sekarang, tekad kita sekarang itu adalah menjamin 
bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hams kita pertahankan, ya itu 
yang akan kita masukkan ke dalam bagian non amendable article itu. Saya lebih 
cendemng untuk memasukan statement bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu tidak dapat diubah. 

Sekalipun tetap terbuka peluang Pasal 37 secara keseluruhan, dari Ayat (1) 
sampai dengan Ayat (5) itu tetap bisa diamandir satu saat kelak. Dengan menempuh 
prosedur dan tatacara yang diatur oleh undang-undang ini. 

Terima kasih Ketua. 

326. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Silakan Pak Lukman 

327. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Ya, untuk yang kesekian kali nampaknya ini menyangkut Ayat (5) Pasal 37. Jadi 

sebenarnya samalah komitmen kita semua untuk kondisi zaman sekarang ini. 
Untuk masa sekarang ini bahwa NKRI itulah pilihan terbaik kita dan kita 

memang tidak ada niatan sedikitpun untuk mengubahnya. Hanya itulah ketika 
kemudian itu diformulasikan seperti apa yang temmuskan dalam Ayat (5), saya 
kemudian tidak bisa membayangkan Gerakan Aceh Merdeka, lalu Gerakan Papua 
Merdeka, itu bagaimana polisi atau TNI Polri untuk menghadapi mereka. Mereka bisa 
berdalih menggunakan Ayat (5) ini. 

lni jelas diatur oleh konstitusi. Ayat (5) membenarkan bahwa dalam upaya untuk 
menggalang dukungan karena nantinya akan dilakukan referendum nasional maka 
saya akan melakukan kampanye separatism. Padahal oleh KUHP kita sudah jelas-jelas 
itu tidak di ... makarlah itu. Jadi saya kembali ini yang hams kita cermati betul. 

Yang kedua, apalagi dengan mmusan ada seakan-akan dikunci sama sekali 
bentuk NKRI itu tidak dapat diubah, ada dua kelemahan sebenarnya. 

Kelemahan pertama ini yang sifatnya teknis saja. Dimanapun kita meletakkan 
mmusan itu bahwa NKRI tidak boleh diubah sama sekali, haram hukumnya mengubah 
toh tetap dia mempakan ayat atau pasal. Tetap saja dia objek pembahan. Jadi mau kita 
mmuskan sekeras apapun larangan itu tetap saja dia objek pembahan. 
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Dari sisi yang lebih substansial yang saya keberatan dengan rumusan seperti itu 
adalah susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi kata 
berkedaulatan rakyat itu satu nafas itu. Maka dalam suatu susunan negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada lima sila itu. Jadi 
kalau konstitusi kita, ada rumusan yang melarang sama sekali tidak boleh diubah, itu 
bagaimana kedaulatan rakyat itu diejawantah-kan, diwujudkan secara konstitusional. 

Karena kita tidak tahu 50, 100, 500 tahun yang akan datang kondisi, apakah 
NKRI itu memang selamanya sampai kiamat itulah yang terbaik, kita tidak tahu. Jadi, 
inilah yang saya khawatirkan ke depan generasi kita yang akan datang itu karena tidak 
dibuka peluang secara konstitusional sesuai dengan kebutuhan zamannya. Maka satu
satunya cara untuk mengubah itu ya dengan cara inkonstitusional kemudian. 

Apakah kita akan membuka peluang juga terhadap hal tersebut begitu. Jadi ini 
yang menurut saya kita cermati, karena kedaulatan rakyat itu pada hakekatnya itulah, 
apa yang harus menjadi hak dari rakyat itu sendiri, sehingga tidak ada menurut saya 
hak kita untuk menutup pintu sama sekali. Karena kebenaran yang kita yakini sekarang 
belum tentu itu berlaku selamanya sampai kiamat. 

Akhirnya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rosulullah Nabi 
Muhammad yang mengatakan bahwa "didiklah anakmu sesuai dengan jamannya". Yang 
itu diterjemahkan oleh Khalil Gibran bahwa anakmu itu bukan anakmu tapi itu anak 
jamannya. Jadi kebenaran yang kita yakini sekarang NKRI itu saya tidak bisa mem
predict ini kebenaran untuk berapa lama. 

Jangan kita tidak membuka peluang sedikitpun kepada generasi mendatang 
karena tuntutan kebutuhannya itu bisa perubahan dan hakekat sesuatu yang pasti itu 
adalah perubahan itu sendiri maka jangan kemudian mereka karena tidak memiliki 
pintu ini mereka menggunakan cara-cara revolusi begitu, tidak konstitusional. 

Oleh karenanya, kami sendiri tidak bisa mendapatkan rumusan seperti apa 
dalam rangka untuk menjaga semangat kita NKRI ini. Tapi tetap the founding fathers 
kita tidak pernah memberikan batasan-batasan itu. Jadi saya yakin betul bahwa 
generasi mendatang tetap memiliki kearifannya sendiri dalam melihat persoalan 
bangsanya. Sehingga Ayat (5) ini menurut saya tidak terlalu penting untuk kemudian 
kita cantumkan dalam Pasal 37. 

328. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Pak Ketua bisa? 

329. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Hatta. 

330. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG) 
Terima kasih. 
Pada waktu kita menyetujui Pasal 37 Ayat (5) ini, saya tidak mau mengulangi 

cerita dari Pak Agun, tapi memang bahwa dengan Pasal 37 Ayat (1) sampai (4) itu 
seluruh pasal-pasal ini bisa dirubah. Nah, kalau kita tidak tertukar tidak rumuskan 
maka misalnya dihapus waktu itu ya berarti ya Pasal 1 dan seterusnya itu bisa dirubah. 
Nah, kalau ada orang ingin mengubah Undang-Undang Dasar, kita sudah tentukan di 
atas itu tunjukan bagian mana, lalu syaratnya bagaimana, lalu diajukan ke MPR dan 
MPR disuruh bersidang. 

Nah, dengan adanya Pasal 5 ini, itu juga merupakan satu pemikiran siapa yang 
mau mengubah, wah kita harus memenuhi persyaratan dan mengubah apakah 
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mungkin dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang 
mempunyai hak pilih bisa tercapai enggak? Kalau satu provinsi ingin mengubah tidak 
mungkin tercapai, dua provinsi, mungkin 15 provinsi belum tentu tercapai 2/3 dari 
setengah pemilih Indonesia. Jadi pastipun di generasi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun 
yang akan datang akan berpikir sama. 

Jadi, kita tempo hari mengusulkan agar ada pasal kekecualian, wah masa dalam 
Undang-Undang Dasar ada kecuali, kecuali misalnya putusan untuk mengubah pasal
pasal Undang-Undang Dasar kecuali yang ini yang ini tidak boleh gitu terus ribut kita. 
Masak ada Undang-Undang Dasar ada ketentuan kecuali-kecuali. Nah, untuk tidak 
kecuali itulah Ayat 5 itu kita rumuskan bersama untuk siapapun yang menginginkan 
perubahan itu akan berpikir mungkin dua kali, tiga kali, empat kali karena sulit untuk 
mencapai 2/3 jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih itu di Indonesia, kapanpun. 

Jadi menurut saya Pasal 37 ini, Ayat (5) khususnya tetap saja ada di situ. Jangan 
kita hapuskan. Kalau dihapuskan malah memberi peluang yang lebih besar untuk 
orang mengubah Pasal 1, Pasal 2 dan seterusnya. Karena itu labih gampang daripada 
ketentuan Ayat (5) ini. 

Terima kasih. 

331. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Hatta. Ini kebetulan karena sudah keburu di daftar jadi kita 

yang didaftarnya ya. 
Pak Amru, silakan Pak Amru. 

332. Pembicara: AmruAI Mutashim (F-KB) 
Terima kasih Pak 
Saya kebetulan sedikit-sedikit mengerti hukum Usu/ Fiqih, ya Pak kyai ada di 

sana Al-hukmu yaddurru ma'a ilattihi, hukum itu diubah sesuai dengan kebutuhannya. 
Undang-Undang Dasar ini kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Bapak-Bapak 
anggota PAH sudah berkobar-kobar dimuat dimana-mana, Bapak tidak akan melanggar 
lima rambu-rambu, semua orang sudah tahu kita sudah pakai dalil itu. Nah itu harus 
diwujudkan tidak hanya di-historisrecht nanti secara hukum, secara Undang-Undang 
Dasar di dalam sekitar pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sekitar yang ditulis, 
sekarang diperbanyak waktu itu Pak Murdiono. Jadi kalau lima rambu-rambu itu, itu 
nanti sejarah dan saya belum tahu dimuat dimana itu? Satu. 

Yang kedua, Bapak-Bapak secara jelas telah memuat pada Aturan Tambahan ya, 
khusus untuk Pembukaan. Khusus untuk Pembukaan itu Aturan Tambahan Pasal 2 
sudah menyebutkan secara implisit. Karena Undang-Undang Dasar hanya terdiri dari 
Pembukaan dan pasal-pasal, sedang pasal-pasal ini Pasal 37 dirubah artinya secara 
implisit pasal ini, Pembukaan ini, tidak dirubah. Terjawablah bahwa niat tidak 
mengubah Pembukaan di sini secara implisit sudah ada. 

Nah, sekarang yang katanya negara kesatuan republik itunya dimana? Dengan 
jelas kalimat ini apapun kurang dalilnya niat sekecil apapun itu bisa diubah. Jadi PAH, 
terus terang saja sebagai konseptor bertentangan. Jadi, ini tidak usah kita berdebat 
macam apapun sarjana hukum manapun akan mengatakan bahwa PAH tidak konsisten. 
Dengan kalimat tadi yang tiga orang mengatakan objek perubahan, objek perubahan, 
objek perubahan ini, jadi antara hati dan tulisan beda. Saya ini orang baik lho Pak, 
katakan begitu, hati saya, tidak saya mengatakan Pak ya, saya ini orang baik, saya 
mengatakan itu tapi belum tentu perbuatan saya baik, kan begitu. Karena yang dilihat 
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itu kan perbuatannya, bukan kata hati saya begitu. Statement ini kan statement yang 
bertentangan Pak 

Jadi kalau saya, idealnya kalimat seperti Aturan Tambahan Pasal 2 ini 
diwujudkan. Diwujudkan Pak. Jadi tidak hanya Pembukaan ya Batang Tubuh yang 
Bapak lima, kecuali adendum itu yang empat itu, itu yang paling ideal dimasukkan. Ya 
jadi kita, pertanyaannya. Pertanyaannya kan begini, apakah Undang-Undang dasar 
1945 tidak bisa dirubah, dan bagaimana yang akan datang. Soal yang akan datang itu 
urusan yang akan datang. Tetapi soal saat ini kita sepakat tidak akan mengubah em pat 
point itu. Itukan sepakat Pak. Lha bagaimana kita mewujudkan. Paling ringan kalau ini 
tidak ada, kesan itu tidak ada. Mana yang mengatakan kita ingin mengubah, tidak ada. 
Tapi kalau ini ada, Nah itu Bapak akan dengan syarat-syarat itu, itu kan, kalau saya 
berdiskusi, saya orang desa itu bedanya antara rikuh dan takut itu tipis gitu. Antara 
segan dan takut itu bedanya tipis. Ewuh pakewuh dan takut itu bedanya tipis sekali. 
Bedanya tidak mengubah dan mengubah itu tipis sekali. Jadi kalau saya minimal ini 
diubah. Maksimal Bapak-Bapak kita berani mencantumkan bahwa apa yang kita 
sepakati itu terwujud. Kalau tidak terwujud ya namanya kita ini saya katakan tadi saya 
ini orang baik lho Pak Lha itu, itu usul saya minimal dihapus, maksimal disebutkan. 

Terima kasih. 

333. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Amru. Berikutnya Pak Amin Aryoso, silakan Pak. 

334. Pembicara: AminAryoso (F-PDIP) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya menghargai beberapa 

pendapat atau sebagian besar pendapat yang sebetulnya konsisten dengan lima 
kesepakatan dari seluruh fraksi-fraksi di MPR. Yaitu bahwa negara kesatuan ini tidak 
dapat dirubah, itu adalah final. 

Kemudian tadi ada pemikiran bahwa agar NKRI yang sudah final itu, diberikan 
satu perumusan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dirubah. 
Kalau itu dimasukkan dalam Pasal 3 7 itu justru agak ran cu. 

Oleh karena itu, kalau memang ada niat untuk memfinalkan ini tentunya ini lebih 
cocok dimasukkan dalam Pasal 1 Ayat (1). Sebetulnya itu yang lebih dipertegas 
formulasinya. Dan memang saya sependapatjuga dengan PakAmru tadi kalau Pasal 37 
Ayat (5) itu dicantumkan, sekalipun di situ ada batasan yang berat, ini sebetulnya 
mendorong orang untuk justru melakukan perubahan seperti itu. 

Jadi konsisten dengan keputusan kita bersama mengenai lima rambu-rambu 
khususnya menyangkut negara kesatuan, saya berpendapat, sebaiknya ini dipertegas 
saja di dalam Pasal 1 Ayat (1). 

Terima kasih. 

335. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Masih panjang ini daftarnya Pak. Oh Bapak nanti saya daftar dulu Pak ya, karena 

ada ... 
Pak Harjono silakan. 

336. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Terima kasih. 
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Jadi saya kira kita dalam posisi yang sama, yaitu mengekspresikan tekad bahwa 
tidak akan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuma posisi itu harus 
tertuang di dalam sebuah ketentuan Undang-Undang Dasar yang tersistemkan di dalam 
bentuknya pasal-pasal. lni persoalannya saya kira di situ. 

lni ada persoalan-persoalan yang perlu dipertimbangkan, agar supaya posisi itu 
yaitu tidak mengubah itu terkuatkan dan malah tidak terlemahkan dengan perumusan
perumusan yang tidak tepat. 

Ada beberapa pertimbangan. Kalau Pasal 5 itu tidak ada sama sekali, kita 
memang sudah masuk di dalam struktur, Ayat 5 tidak ada sama sekali kemudian bisa 
ditafsirkan bahwa bentuk itu ada pada Pasal 1. Sehingga Pasal 37 pun juga berlalru 
untuk Pasal 1. Tapi kalau kemudian, kalau tidak ada itu, itu dieksplisitkan menjadi 
sebuah larangan apakah juga ada, apakah tidak ada persoalan-persoalan teknis di 
mana dalam sebuah Undang-Undang Dasar ada sebuah larangan mesk:ipun itupun juga 
bisa terjadi seperti itu, ada Undang-Undang Dasar yang mencantumkan sebuah 
larangan. 

Tapi implikasi kalau itu menjadi sebuah larangan, kita sudah mematok bahwa 
kalau toh itu terjadi maka itu menjadi proses inkonstitusionil. Tapi kalau tidak menjadi 
sebuah larangan tapi kita menciptakan sebuah sistem mempersulit perubahan itu, 
pasti terbuka ruang-ruang untuk membuka meskipun sedikit Dan disitulah kita 
menjadi menempuh bahwa perubahan itu dengan cara demokratis. 

Sekarang tinggal pada persoalan apakah kita me-riskier adanya suatu perbuatan
perbuatan inkonstitusional dikemudian hari dan kita bayangkan kita tidak tahu 
bagaimana itu menjadi perbuatan inkonstitusional ataukah tetap membuka ruang 
demokratis meskipun itu sekecilpun mungkin itu akan terjadi. 

Saya kira Pasal 37 Ayat (5) itu yang ada sekarang itu memilih jalur demokratis 
dengan persyaratan-persyaratan yang sangat berat Kalau sudah kembali ke situ 
persoalannya memang bukan persoalan Undang-Undang Dasar. Persoalannya adalah 
persoalan pemahaman bangsa ini terhadap keinginan bernegara itu bagaimana? Ini 
apapun juga kita tidak bisa batasi bahwa itu harus lewat Undang-Undang Dasar. Kalau 
keinginannya sudah besar meskipun Undang-Undang Dasar melarang, tindakan 
inkonstitusional bisa dilalrukan. 

Tapi kalau toh itu keinginan besar, terbuka ruang demokratis, pilhan demokratis 
akan menyelesaikan jalan itu. Jadi pilihannya memang tidak selalu mudah. 

Oleh karena itu, menurut saya memang masih ada terbuka pemikiran bahwa 
kalau jalur demokratis Ayat 5 itu, itulah tempatnya. Atau kalau kita ingin lebih 
confonned lagi barangkali sekurang-kurangnya 2/3 itu dinaikan lagilah 3/4 barangkali 
begitu. 

337. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, terima kasih, ini masih ada pembicara Pak Patrialis yang mau jadi terakhir 

tapi tidak jadi anda terakhir. Karena ada Pak Amidhan, ada Pak Edi Swasono dan ada 
Pak ...... Oh diganti PakAgil ya. 

Kami persilakan tapi ini tolong kita padatkan karena waktu dan masih ada 
beberapa artikel lagi, silakan Pak Agil. 

338. Pembicara : Patrialis Akbar 
Saya dulu Pak 
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339. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oh iya sorry, tetap jadi ya, jadi tidak jadi yang terakhir dia, Pak Patrialis. 

340. Pembicara : Patrialis Akbar 
Jadi saya kira topik pembicaraan kita ini adalah lebih fokus kepada masalah cinta 

ini. Jadi semua kita bicara tentang masalah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan segala macam alasan-alasan tadi. Dan kami sangat setuju 
kecintaan itu. 

Nah, kalau kita melihat Pasal 37 Ayat (5) ini, ini kan sebetulnya sudah 
mempersulit di satu sisi tapi membuka peluang di sisi lain. Ini memang ada dua hal. 
Kalau usul dari Pak Kohirin justru sudah menutup, kan begitu. Meskipun masih kita 
perdebatkan apakah boleh Undang-Undang Dasar membuat kalimat komperatif 
larangan seperti itu atau tidak? Saya kira ini masih harus kita perdebatkan juga itu. 
Kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan hal ini, ya apa boleh buat tidak apa-apa 
begitu. Jadi ada exception juga kan. Sebab didunia inikan selalu ada pengecualian. Di 
dalam agama juga boleh pengecualian. 

Di sisi lain yang dikatakan Pak Lukman kedaulatan rakyat. Jadi memang itu kalau 
kita perdebatkan semuanya jadi dilematis. Sebetulnya apapun yang kita buat di dalam 
Pasal 37 Ayat (5) ini, apakah yang ini ataukah yang punya Pak Kohirin kalau memang 
nanti ternyata anak bangsa itu ingin mengubah, ya tidak apa-apa, soal Pasal 37 Ayat (5) 
itu dulu, baru dia mengubah negara kesatuan. Jadi itu dia tidak bisalah kita berfikir apa 
namanya kekal dan abadi itu memang tidak bisa. Tapi paling tidak sebagai bagian dari 
komitmen kita atau keinginan kita bahwa memang kita cinta negara kesatuan, memang 
kita memfokuskan dalam Pasal 37 Ayat (5). Paling tidak sudah ada satu rambu-rambu 
bahwa ini adalah merupakan bagian dari peninggalan sejarah bahwa memang ternyata 
Bapak-Bapaknya dulu itu tidak mau melakukan perubahan NKRI. 

Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin betul-betul menutup itu ya 
meskipun ada kedaulatan tadi, saya justru lebih suka yang Ayat (5) ini kita buang tapi 
yang usul Pak Kohirin kita naik ke atas. Jadi jelasnya sekalian. Ya okelah ada dialog 
tentang masalah imperatif-imperatif itu saya kira mungkin juga tidak bisa acuan 
seutuhnya juga. Jadi kalau memang mereka mau referendum, referendum dulu dengan 
referendum gitu. Jadi referendum dengan referendum. 

Jadi saya kira itu Pak Jakob usul kongkritnya adalah 37 Ayat (5) masukkan saja 
yang punya Pak Kohirin, yang ini kita kesampingkan. 

Terima kasih. 

341. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Patrialis. Silakan Pak Agil. 

342. Pembicara: Agil Siradj (F-UG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Ketika kita memilih bentuk negara ini, saya kira kita melihatnya dari pendekatan 

kebangsaan atau pendekatan kerakyatan. Ketika kita memilih pendekatan kebangsaan 
maka bangsa kitalah yang menentukan bentuk kita apa. Sehingga ketika terjadinya 
perbedaan pemahaman kita tentang bentuk itu, ketika kita memilih republik sebagai 
sebuah negara kita, maka pikiran-pikiran dan wacana yang bukan republik itu akan 
termarjinalisasi. 

Tetapi kalau kita melihat dari bentuk kerakyatan, sebenarnya perspektif rakyat 
melihat adalah apakah kesejahteraan, kesetaraan, keadilan dan demokrasi sudah 

Perubahan UUD 1945 517 



menjadi sebuah kebutuhan rakyat. Dan di situ rakyat mungkin tidak peduli sistem 
apapun yang dibentuk oleh negara terhadap sebuah negara. 

Melihat itu sekiranya kami melihat ketika Undang-Undang Dasar ini masih dalam 
bentuk yang aslipun sebenarnya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu sangat 
sederhana sekali. Tetapi sejarah membuktikan kepada kita sampai saat inipun 
perubahan-perubahan yang kita lakukan juga apakah kita akan menggunakan sebuah 
konstitusi baru, masih begitu sulitnya. Oleh sebab itu, menurut hemat kami justru 
konsistensi kita terhadap NKRI itu adalah dijamin di Pasal 37 Ayat (5) itu. Kalau tidak, 
diberikan sebuah jaminan itu maka harga dari sebuah bentuk negara kita yang 
tercantum di dalam Pasal 1 itu nilainya sama saja dengan pasal-pasal yang lain. Karena 
semangat perubahan itu, akan diakomodir oleh Pasal 1 sampai dengan Pasal 4. 

Kemudian bahwa kita menutup itu dengan tidak memberikan sebuah 
kesempatan apapun terhadap terjadinya perubahan daripada bentuk negara ini tidak 
ada satupun kita di dalam ruangan ini bisa menggaransi bahwa republik ini masih 
tetap ada 100 atau 500 tahun yaang akan datang. Karena tadi saya membuka 
pembicaraan saya dengan dua perspektif itu tadi. 

Oleh sebab itu, menurut hemat kami konsistensi kita bahwa untuk menjaga 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perubahan kalau misalnya 
ancaman separatis itu adalah sebuah tindakan yang bersenjata dan tidak demokratis, 
justru kita menampung segala perubahan itu dalam bentuk yang demokratis. Oleh 
sebab itu keberadaan Pasal 37 Ayat (5) itu sangat dibutuhkan di dalam Konstitusi ini. 
Dan di konstitusi manapun menurut saya bahwa sebuah jalan keluar harus diberikan 
daripada sebuah problem bangsa yang kami hadapi kedepan. 

Dengan kata lain seandainyapun dari persoalan-persoalan yang tadi kita anggap 
belum memadai untuk memagari Ayat (1) itu saya kira jumlah daripada 2/3 ini bisa 
kita perbanyak, tentu agak mustahil kalau sampai 100% misalnya dari semua rakyat 
yang punya hak pilih itu suaranya tertampung. Tapi angka diatas 2/3 kan masih ada, 
kalau memang itu dianggap sebagai sebuah hal yang ketakutan kita terhadap 
perubahan daripada dasar negara. 

Terima kasih Pimpinan. 

343. Ketua Rapat: Jakob To bing 
Di atas itu maksudnya seperti 3/4 gitu? 
Baik, terima kasih. 
Pak Edi Swasono silakan 

344. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Saya cenderung sesuai dengan pendapat Pak Amru tadi. Jadi, tan pa atau ada Ayat 

(5) itu bisa saja terjadi pemberontakan, sikap untuk memisahkan diri bisa terjadi. 
Sekarang baru beberapa provinsi. Tapi kalau 10 Provinsi terjadi kemudian setiap saat 
minta harus diadakan referendum kita tidak bisa menolak referendum, meskipun 
terjadi hanya sekelompok kecil. Tapi kalau diputuskan referendum maka tiap tahun 
kita bisa minta referendum. 

Jadi kita betul tidak perlu melihat terlalu jauh Undang-Undang Dasar. Undang
Undang Dasar kita inipun bisa berubah kalau dengan komisi konstitusi nanti kok ya. 
Jadi tidak kita harus melihat sampai 500 tahun itu nanti ada proses sendiri. Itu akan 
menjadi proses. 

Jadi kalau menurut saya satu pemberontakan yag diciptakan oleh Ayat (5) bisa 
terjadi karena itu merupakan peluang dan merupakan satu legitimasi untuk mulai 
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minta referendum, dan nanti waktu dilakukan referendum karena ada mungkin yang 
bisa membiayai referendum tiap tahun kita belum tentu bisa membiayai referendum 
tiap tahun karena provinsi kita banyak dengan kepentingan politik yang macam
macam seperti ini bukan negara yang stabil, bukan negara yang mempunyai konsensus 
maka menurut pendapat saya di-drop atau diganti dengan yang paling bawah ta.di, 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. 

Memang demokrasi ada batasnya. Demokrasi tidak bebas sebebas-bebasnya, 
demokrasi mengenal platform demokrasi, dan platform itu sesuai dengan jamannya. 
Nah, saya kira di-drop atau ditambah lima kalau mau. 

Terima kasih. 

345. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Terakhir Pak Najib. Ya terima kasih. 
Saya menawarkan sesuatu, ini Ayat (5) ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ini 

adalah suatu proses yang dimulai ada anggota MPR 1/3 usul, mau ambil putusan, 
putusannya itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu pokoknya kuorumnya 2/3, 
50% plus satu jadi. Kalau ini tidak, di bawah begitu ... 

346. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Tapi interupsi saudara, tiap kali menjelaskan sebab menjawab ini ada asal

usulnya, ini ada sejarahnya bahwa dulu komisi satu, PAH I... terus menerus. Kalau 
begitu apa artinya. 

347. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini, tunggu dulu kan semua sudah bicara, saya dudukkan kembali karena 

yang nganggap ini berdiri sendiri. Yang kedua ini seolah-olah soalnya soal separatism, 
bukan. Ini soal bentuk negara, bentuk negara kesatuan atau federalism, adanya di 
dalam suatu pemikiran ini Pasal 1 begini, Pasal 2 begini, Pasal 3 begini, Ayat 1 begini. 
Jadi itu posisinya supaya kita pada waktu mencari penyelesaiannya itu memang ada 
dalam konteks komprehensif, kontekstual begitu. 

Itu maksud kami karena ini memang sudah kuorum untuk pengakhiran, 
perumusan. Kalau boleh dari pendapat-pendapat ini sebenarnya menginginkan ini di 
drop, itu tinggal yang murni ya, tinggal Pak Lukman, Pak Amru dengan PakEdi 
mengatakan di drop, tambahkan non amendable article itu sekalian, begitu. 

Tetapi yang lain mengatakan begini, ya kalau perlu syarat 2/3nya dinaikkan jadi 
3/4. Karena sebenarnya ini coba kita fahami dalam proses ini ada anggota MPR 1/3 
mau usul, Paktolong ini jadi federal. Waktu sidang tahunan tahun 1999 dan 2000 ada 
wacana itu, ada partai, partainya Pak Luthfi tapi tidak memasukannya secara resmi, 
mewacanakan dan kemudian dapatfeedback-nya, tidakjadi. 

Tapi kalau jadi kan harus cari dulu 1/3 dimasukkan, jadi ada proses-proses, jadi 
ya bahwa ini demokratik proses gitu. Nah, sekarang kalau boleh saya mengusulkan 
apakah akan dipilih non amendable article atau dinaikan jadi 3/4 gitu. Sudahlah kita 
barangkali karena ini jangan dilihat sebagai buat diri sendiri sebagai suatu proses. 
Mungkin non amendable article jadi lebih sekalian. Bagaimana soal kedaulatan rakyat, 
kedaulatan rakyat pada saatnya ada pemilu mungkin berapa tahun kemudian yang 
pemilu ini sedemikian kita ubah kita yang ingin mempertahankan negara kesatuan ini 
kita-kita sudah mati kalah begitu, ya mau gimana, ta.pi sebagai statement sekarang kita 
katakan tekad kita, kita tidak ingin ubah. Lha nanti soal kedaulatan rakyat melalui 
mekanisme pemilihan umum, melalui apa mereka akhirnya yang ingin 
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mempertahankan negara kesatuan itu tetapkan, selamatlah. Begitu tidak tetap ya kita 
mau ..... apa, berarti kita gagal menyakinkan anak-anak generasi yang akan datang, tapi 
dari kita sendiri tekadnya jangan diubah. 

Begitu lebih baiklah ya? Ya itu saya menganjurkan pilihannya non amendable 
article saja artinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapatdiubah. Itu 
mungkin clear kan, sekalian kita itu tidak menutupi pintu bagi apapun juga pendapat 
dikemudian hari karena dipihak lain kita mengatakan pemilu setiap 5 tahun sekali, 
jujur, bebas, adil segala macam itu ada gitu, ada prosesnya gitu. Pak Lukman. 

348. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP) 
Terima kasih Ketua. 
Ya dengan segala hormat saya kalau memang pilihannya kan mengarah pada non 

amendable article ini kami sangat, sangat keberatan betul, pertama bahwa itu 
bertentangan dengan pembukaan itu. Dan itu bertentangan dengan Pasal 1. Pasal 1 itu 
mengatakan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar ini. Dalam hal rakyat mengejawantahkan kedaulatannya kalau misalnya kita 
tidak tahu kalau merasa ingin melakukan pengubahan itu, Undang-Undang Dasar ini 
tidak membuka pintu sedikitpun, menyangkut hal ini. 

Jadi justru itu bertentangan. Jadi, Nah kalau memang Ayat (5) ini akan 
dipertahankan buat kami tidak persoalan, sejauh kita memiliki pemahaman yang sama. 
Jadi kalau, karena begini hukum ini kan interpretasi inikan luar biasa begitu. Jadi terns 
terang kami khawatir betul kampanye terhadap separatis, memisahkan diri atau 
negara federal, kampanye itu menjadi legal di sini, itu bisa ditafsirkan begitu. Memang 
tadi pimpinan mengatakan Ayat (5) ini dalam konteks Ayat (1), (2), (3), (4) kan begitu, 
ini karena kita yang faham di sini yang selama ini bergaul dengan rumusan ini. 

Tapi masyarakat di luar, karena ini ada dalam konstitusi dia bisa memaknai 
bahwa kampanye untuk negara federal atau kampanye untuk apa memisahkan diri itu 
menjadi syah. 

Karena saya dalam rangka kalau suatu saat nanti diadakan referendum nasional 
saya dalam rangka menggalang dukungan 2/3 itu. Nah ini yang kami merasa 
operasionalisasinya dibelakang itu bagaimana, alat keamanan negara kita 
mengahadapi hal-hal seperti itu, ini yang problem. Jadi prinsip dasarnya sebenarnya 
NKRI itu tidak ada masalah hanya wording nya ini bagaimana, formulanya ini gitu. 

349. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oke saya coba begini ini setengah enam, bagaimana kalau ini masukan ke lobi 

saja. Silakan. 

350. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kira memang ya kalau memang mau ke lobi, kelobilah. Tapi saya kira tadi 

sudah dekat sebenarnya yang saudara ketua simpulkan. Dan respon dari Pak Lukman 
tadi bahwa Pak Lukman kan menyampaikan kalau disuruh pilih antara ini yang 
larangan ini dengan yang Ayat (5) maka dia ya lebih baikAyat (5). 

Yang persoalannya jangan proses (1), (2), (3), ( 4), (5) ini diinterpretasikan 
seperti tadi itu dapat memberikan peluang kampanye untuk tadi itu turut 
mengkampanyekan anti negara kesatuan. 

Nah, ini menjadi tugas kita yang akan melahirkan Pasal 37 Ayat (1),(2),(3),(4), 
yang di perbaharui ini, yang untuk menekankan instead of menekankan pada 
kampanye anti negara kesatuan, justru di sini kita tekankan bahwa khusus untuk 
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negara kesatuan karena tekad kita untuk mempertahankan maka itu sangat dipersulit 
untuk perubahannya dibandingkan saja dengan pasal-pasal sebelumnya untuk pasal
pasal yang lain itu sangat normal biasa tetapi untuk negara kesatuan untuk 
perubahannya sangat dipersulit 

Sekaligus dengan kita menerima proses ini dan ini sudah banyak dibahas kita 
sebelumnya maka sekaligus kita menetapkan di sini. Pertama, cermin dari tekad untuk 
mempertahankan negara kesatuan, sekaligus misi daripada perubahan Undang
Undang Dasar 1945 yaitu yang paling mendasar adalah reformasi, demokratisasi, citra 
demokrasi daripada konstitusi kita juga tercermin di sini seperti yang disampaikan tadi 
oleh Pak Haryono. 

Jadi saya usulkan, tetapi untuk lebih memperberat lagi tadi Pak Ketua sudah 
mengarahkan. Lalu bagaimana kalau 2/3 tapi 3/4. Maka kalau itu bisa disetujui 
barangkali Pak Edi Swasono itu lebih barangkali lebih maju kita bisa sampai kesitu. 

Terima kasih. 

351. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Cuma satu saja yang saya kemudian menjadi berfikir yaitu keterangan tadi Pak 

Edi Swasono. Bagaimana kalau setiap tahun orang minta referendum, itu saja. Adapun 
yang lain-lain saya tidak kuatir dengan pasal ini saya kira sudah cukup baik. Saya 
setuju sekali dengan apa yang menjadi pokok pikiran Saudara Lukman. Tetapi sampai 
kepada memilih caranya saya memilih, begini, ini saya orang sederhana dan ingat kita 
dikampung waktu ada perawan desa yang menjadi kembang desa jadi rebutan orang 
banyak didatangi oleh orang yang tidak pantes, dia mengatakan begini, ya saya mau 
dikawini tapi saya minta mas kawin-nya itu air siwalan satu dirigen, satu siwalan, 
siwalan itu airnya kecil sedikit sekali ya dia minta satu dirigen. 

Jadi artinya iya tapi jangan kan begitu toh. Jadi saya kira apa salahnya orang 
berwacana federal, apa salahnya orang berwacana munafik, tapi mereka tidak akan 
berhasil karena rambu-rambu ini. Selesai, 2/3 atau ¾, saya kira itu tidak masalah, 2/3 
tetap berat sudah sama dengan air siwalan satu dirigen ...... saya setuju ini. 

352. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Jadi bagaimana kalau PakAmru 

353. Pembicara: Amru Al Mutashim (F-KB) 
Jadi begini, ketika kita membuat undang-undang ini mengubah undang-undang 

dasar ini situasi negara kita kan sudah jelas, Aceh seperti itu dan sebagainya sudah 
jelas, negara dalam keadaan krisis dan sudah jelas. Saya kira psikologis yang harus kita 
pertimbangkan. 

Jadi kita melihat adanya satu hal-hal sedikit saja kesempatan, itu akan 
menimbulkan mas al ah besar. Saya melihat tulisan ini walaupun 3 / 4, perlima, 9 /10 itu 
menimbulkan psikologis peluang, saya mengharapkan kita tidak menimbulkan suatu 
masalah atau ekses yang besar sekali. 

Karena memang terns terang garis yang saya katakan tadi Nahdatul Ulama itu 
negara kesatuan itu final. Kalau saya bisa diubah, kalimat ini tidak perlu ada, itu aaa. 
Karena memang kalau pilihan itu memang itu alternatif cuma kalau garis fraksi saya ini 
tidak ada kalimat ini, artinya tidak perlu ada Ayat (5), karena final ya sudah, sudah 
tidak usah berandai-andai kalau memang sudah final itu tidak perlu berandai-andai, 
bagaimaan 10, 20 tahun sekarang saja sudah tidak perlu, apalagi yang akan datang 
karena undang-undang kita buat adalah kesepakatan pemimpin-pemimpin saat ini. 
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Bukan seperti Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan pemimpin tahun 
1945. Kesepakatan kita saat ini adalah ini kita tidak ingin menimbulkan satu ekses 
psikologis politis yang cukup besar. Terima kasih. 

354. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa kita bawa ke lobi sajalah ya, kelihatannya ini masalahnya juga jadi 

pilihan dari seorang kembang desa yang cantik gitu, atau mau pakai air siwalan atau 
mau pakai kopyor. Jadi patut dapat dipercaya, pengalaman sendiri. 

Tolong di ingatkan fraksi karena masalah komisi konstitusi itu hams dimulai di 
sana sebelum masuk ke kita di sini. Jadi sekarang mengenai aturan peralihan aturan 
tambahan apa ada sesuatu, tidak ada toh. Baik, jadi selesai ya. Terima kasih. 

355. Pembicara: Peserta Rapat 
Pimpinan, tadi Pasal 33 tadi dalam pengertian saya masuk kelobi atau mau 

dilanjutkan di sini. 

356. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mau dilanjutkan atau masuk ke lobi, kalau lihat perkembangan begitu mungkin, 

masalahnya saya katakan tadi bukan lagi argumentasi teori, tetapi memang memilih 
gitu, memilih paket bagaimana gitu. 

Jadi inikan kaya sebuah ya spacecraft yang di program dengan berbagai 
parameter sehingga di itu begini-begini gitu, nah parameter apa yang ditaruh itu yang 
sekarang lagi mau dipilih-pilih. 

357. Pembicara: Peserta Rapat 
Sudah mengerucut kok Pak, sudah mengerucut, kerucutnya itu. Efisiensinya tu 

tidak pas Pak Istilahnya boleh diganti saya menawarkan coba produktif dan hemat, 
karena memang masalahnya meningkatkan produktifitas dan mengurangi 
pemborosan. Itu efisiensi. Jadi kok efisiensi kan teknis banget Undang-Undang Dasar 
kokpakai .... 

358. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini Pak, nanti kalau kita debat lagi produktif dan hemat menurut saya, saya 

sangat inhuman Pak, jadi Bapak.. jadi bagaimana gitu. 

359. Pembicara: Peserta Rapat 
Jadi sudah mengerucut ya Pakpada efisiensi saja ya. 

360. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Efisiensi tapi hams diartikan pada sebetulnya national economic efficiency itu 

sebetulnya Pak. Bukan on macro basis. Jadi kalau mengerucut nanti kita coba di forum 
lobi. 

361. Pembicara: Peserta Rapat 
Ketua saya kira mengerucut dalam arti kata apa yang disampaikan oleh Ketua 

tadi. 

362. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya sendiri sudah lupa itu Pak. 

363. Pembicara: Peserta Rapat 
Ya oke, national economic efficiency. Jadi kalau itu mungkin hanya memindahkan 

tempatnya .... efisien. 
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364. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin dia jangan berdiri sendiri tetapi dikaitkan langsung, mungkin keadilan 

dan efisiensi menjadi satu. 

365. Pembicara : Peserta Rapat 
Tiga-tiga coba. Tiga, empat 

366. Pembicara : Peserta Rapat 
Kalau dia berpisah ada kesan makro memang, misalnya begini pimpinan 

mungkin kita dengan Pak Edi bisa ketemu, economic efficiency sekarang kan 
berdasarkan ini misalnya bisa begitu. 

367. Pembicara: Peserta Rapat 
Maaf ya Pakya biar klop, efisiensi yang berkeadilan selesai. 

368. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, ya, bisa ketemu anda benar kalau begitu sudah kerucut 

369. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Coba-coba dilihat dulu sini, coba kita. Perhatikan ya. Yang di bawah yang di 

bawah. Yang di atas, atas, efisiensi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi ber-keadilan, 
ber, pakai ber, berprinsip komanya dihilangin wawasan lingkungan walau terasa 
redundant tapi aksen ya, tidak apa-apa ya. Ini disepakati, cocok. 

370. Pembicara: Peserta Rapat 
Sedikit klarifikasi saja, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi, inikan caranya. Tapi tujuannya kok belum .. 

371. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyatnya itu sudah di atas Pak 

372. Pembicara: Peserta Rapat 
Itu nyambung di sini tidak itu. 

373. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oh iya, jadi gini Pak, hal-hal yang prinsip ada di Ayat (1,2,3,) ini mulai 

mengoperasikan dari bawah. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang itu 
urutannya, begitu Pak ya, oke. Baik terima kasih. 

Masalah peralihan dan tambahan itu kalaupun ada tambahan adanya hasil dari 
lobi yang akan masuk ke ....... Jadi kita harus on time, anytime, on call kalau mereka 
sudah siap kita harus punya forum ya. 

Siap pangil ya, oke. On call basis. Sebelum jam delapan atau sebelum jam berapa 
sajalah ha.ha.ha. Kalau mereka belum selesai bagaimana? Pleno menjadi on call basis, 
tolong fraksi-fraksi mengamankan anggota-anggota untuk tidak melakukan kegiatan 
separatisme. 

374. Pembicara : Peserta Rapat 
... Pak Amin sudah ada di sini, Pak Aryoso, jadi tidak ada lagi, yang Ayat (5) ini 

lobi ya, lobi Ayat (S)? 

375. Pembicara : Peserta Rapat 
Saya kan bukan bagian separatisme Pak 
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14. RAPAT KOMISI A KE-4 (LANJUTAN) SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
I 10, 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Pimpinan Komisi A 

Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 
Acara 

Hadir 
Tidakhadir 

Kamis 
8 Agustus 2002 
14.00-15.45 WIB 
RuangGBHN 

Drs. Jakob Tobing, M.P.A (Ketua) 
- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. (Wakil Ketua) 
- H. Hamn Kamil, S.H. (Wakil Ketua) 
- H. Zain Badjeber (Wakil Ketua) 
- H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., M.M. (Wakil Ketua) 
- K H. Nadjih Ahjad(Wakil Ketua) 
- Gregorius Seto Harianto (Wakil Ketua) 
- Irjen. Pol. Drs. I KetutAstawa (Wakil Ketua) 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. (Wakil Ketua) 
- Drs. Jakob Tobing, M.P.A 
- K H. Nadjih Ahjad 
Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 
Penyampaian Hasil Pembahasan dari Tim Lobi dan 
Tim Perumus 
140 orang 
105 Oran!! 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.14 WIB 

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
lbu dan Bapak sekalian yang kami hormati, hadirin yang terhormat. 
Rencananya acara kita pada hari ini dilakukan pada jam 14.00 WIB, sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tadi pagi. Tetapi yang hadir baru 108 orang. 

Oleh karena itu rapat ini akan kami buka untuk ditunda selama setengah jam. 
Maka rapat ini kami buka, ketoknya sekali saja ya, untuk ditunda sampai dengan jam 
14.30WIB. 

Terima kasih. 

KETOK1X 

RAPAT DISKORS PUKUL 14.15 WIB 

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB 
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2. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Para anggota Komisi A MPR, kami persilakan menempati tempatnya masing

masing. 
Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa skors sampai jam 14.30 WIB dan 

sekarang sudah jam 14.30 WIB. Sementara kehadiran para anggota, seluruhnya telah 
berjumlah 140 dari 245. 

Oleh sebab itu, skors saya cabut. 

! KETOK1X J 
Saudara-saudara, selanjnlya Rattll petsnaRaJtaudara Ketua Komisi A, untuk 

melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Tim Lobi dan Tim Perumus sampai saat 
ini. 

Untuk kami dengarkan bersama, saya anjurkan supaya kita semua 
mendengarkan apa yang dilaporkan nanti dengan perhatian secukupnya, untuk 
kemudian kita sahkan dan kita melangkah pada acara-acara berikutnya. 

Kami persilakan. 

3. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Pimpinan Sidang, Pimpinan Komisi A, rekan-rekan anggota Komisi A yang kami 

hormati dan hadirin yang kami muliakan. 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat siang, salam sejahtera. 
Merdeka! 
Sekarang ini jangan keras-keras bilang merdekanya. 
Jadi, seperti kita putuskan kemarin, kita membentuk setelah kita merampungkan 

pembahasan pleno atas seluruh materi yang menjadi tugas Komisi A, maka kita 
membentuk Tim Perumus dan sekaligus didampingi Tim Lobi. Dimana Tim Lobi terdiri 
dari para ketua, Ketua Fraksi yang ada di Komisi A ini, dan ketua-ketua Poksi setiap 
fraksi, dan ketua-ketua fraksi dari setiap fraksi yang tidak ada dalam Komisi A, selalu 
on call, berkomunikasi langsung dengan Tim Lobi dan Tim Perumus. 

Kita mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa seluruh 
materi sudah dapat diselesaikan dengan catatan bahwa materi tentang pemikiran, 
wacana perlunya sebuah badan yang ada menyebutnya sebagai komisi konstitusi, ada 
menyebutnya sebagai Panitia Komisi Penyelaras, ada menyebutnya sebagai Panitia 
Nasional dalam rangka penyelarasan dan penyempurnaan perubahan satu, dua, tiga, 
empat, Undang-Undang Dasar 1945, itu masih terus berlangsung. 

Oleh karena itu, kami akan melaporkan perubahan-perubahan yang sudah kita 
sepakati untuk kiranya memperoleh kesepakatan, endorsement dari Paripurna Komisi, 
untuk kita laporkan ke Paripurna Majelis besok Jum'at, tanggal 9 Agustus 2002. 

Dan sementara itu, Komisi A dimohon untuk siap siaga di tempat, on call untuk 
nanti dapat menampung hasil lobi dan perumusan tentang komisi-komisi yang kami 
sebutkan tadi. Sekiranya nanti hasil dari komisi yang dilobikan pada sore hari ini, 
menghendaki adanya penambahan atau perubahan pada Aturan Peralihan atau Aturan 
Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, diminta nanti komisi atau Paripurna Komisi ini 
untuk dapat mencarikan jalan keluar, atau dengan perkataan lain untuk dapat 
mengakomodasinya dengan tepat. 

Kami ingin membacakan hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai sampai 
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dengan tadi. Saya sudah beri tahu, ini telepon jangan dipakai dulu. 
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami 

bacakan. Hasil kesepakatan ini rancangan. Hasil kesepakatan tanggal 8 Agustus 2002. 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

RANCANGAN PERUBAHAN KEEMPAT 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan 
sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, 
dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah 

diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Perubahan Keempat ini 
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 
22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 

b. Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan 
dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Kesembilan tanggal 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 

c. Pengubahan Penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat ( 4) Perubahan Ketiga Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 Ayat (2) 
dan Ayat (3) Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; 

d. Penghapusan Judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan mengubah 
substansi Pasal 16 serta menempatkannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan 
Pemerintahan Negara. 

e. Pengubahan dan/atau Penambahan Pasal 2 Ayat (1) (itu masih miring karena 
nanti masih menunggu pada hasil yang terakhir), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat 
(3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 29 
Ayat (1) dan Ayat (2)/masih menunggu hasil yang terakhir. 
Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Pasal 32 Ayat 
(1) dan Ayat (2). 
Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), Ayat (3), dan 
Ayat ( 4). Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat ( 4), dan Ayat (5). 
Aturan Peralihan; Pasal I, II, dan III. 

Aturan Tambahan; Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2, Ayat (1) Alternatif 1, 
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"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
yang selanjutnya diatur oleh undang-undang." 

Alternatif 2, 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." 

Pasal 3, 
Ayat (2), Tidak perlu ayat ini. 

Pasal 6AAyat (4) 
"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden." 

Pasal 8 Ayat (3). 
"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, 
pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya 
sampai habis masa jabatannya." 

Pasal 11 Ayat (1 ), 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain." 

Pasal 16, 
"Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang
undang." 

Bab IV 
Dewan Pertimbangan Agung dihapus 

Pasal 23B 
"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang." 
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Pasal 23D 
"Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 
jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang." 

Pasal 24 Ayat (3), 
"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang." 

Pasal 29 Ayat (1) Alternatif 1, 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" (sesuai naskah asli). 
Alternatif 2, 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya." 
Alternatif 3, 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan 
ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya." 

Ayat (2), Alternatif 1, 
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." 
(sesuai naskah asli). 

Alternatif 2, 
"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing
masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu." 

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 
Ayat (1), 
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." 
Ayat (2), 
"Sidang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya." 
Ayat (3), 
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang." 
Ayat (4), 
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." 
Ayat (5), 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia." 

Pasal 32 
Ayat (1), 
"Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya." 
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Ayat (2), 
"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional." 

Bab XIV 
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 
Pasal 33 
Ayat (4), 
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional." 

Ayat (5), 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang." 

Pasal 34 
Ayat (1), 
"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." 
Ayat (2), 
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan." 
Ayat (3), 
"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan um um yang layak." 
Ayat (4), 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang." 

Pasal 37 
Ayat (1), 
"Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat" 
Ayat (2), 
"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis, dan 
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya." 
Ayat (3), 
"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat" 
Ayat (4), 
"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat" 
Ayat (5), 
"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 
perubahan." 

Aturan Peralihan: 
Pasal I, 
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"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." 
Pasal II, 
"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini." 
Pasal III, 
"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." 

Aturan Tambahan: 
Pasal I, 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan pemn1auan terhadap 
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 2003." 
Pasal II, 
"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal." 

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ke .... Tanggal... Agustus 2002 Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal ... Agustus 2002 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
Ketua 

Wakil Ketua, 
Ir. Sutjipto 

Wakil Ketua, 
K. H. Cholil Bisri 

Wakil Ketua, 
Agus Widjojo 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais 

Wakil Ketua, 
Prof. Dr.Ir.Ginandjar Kartasasmita 

Wakil Ketua, 
Drs. H. M. Husnie Thamrin 

Wakil Ketua, 
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 

WakilKetua 
Drs. H. A Nazri Adlani 

Demikian hasil kesepakatan Komisi dan seperti yang saya katakan tadi. lni adalah 
hasil kesepakatan dari Pimpinan-Pimpinan Fraksi dan kemudian oleh Panitia Perumus 
dan dengan catatan yaitu apabila hasil dari komisi pembahasan tentang komisi 
konstitusi atau Komisi Penyelaras nanti sudah mendapat bentuknya, kiranya dapat 
nanti disatukan dengan hasil ini. 

Demikian kiranya laporan ini kami sampaikan untuk dapat kita sahkan. 
Terima kasih. 
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4. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Terima kasih Saudara Ketua yang telah melaporkan hasil-hasil seperti yang 

Bapak-Bapak dan lbu-lbu, Saudara-saudara saksikan. 

5. Pembicara: Muhammad Ali (F-UD) 
lnterupsi Saudara Pimpinan. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Terima kasih. 
Alangkah indahnya jika setiap anggota MPR itu menerima secara tertulis, 

sehingga bisa dengan teliti mempelajari apa yang telah dibacakan oleh Saudara Ketua 
Komisi A tadi. 

Yang kedua, saya ingin mengusulkan kalau sekiranya Bapak-Bapak, lbu-lbu dan 
Saudara-saudara sekalian sependapat dengan saya, yang dilarang untuk diubah itu, 
jangan hanya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi satu hal yang sangat 
prinsip adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Jadi, saya kira perlu ditambahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sistim presidensiil yang sudah 
disepakati oleh fraksi-fraksi dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 itu dicantumkan 
pula di dalam Undang-Undang Dasar hasil amendemen yang keempat ini. 

Sekian, terima kasih. 

6. Ketua : Nadjih Ahjad 
Terhadap interupsi ini saya persilakan Bapak Ketua untuk memberikan jawaban. 

Mudah-mudahan setelah dijawab ini tidak ada lagi interupsi karena sudah cukup. 

7. Pembicara: Aly As'ad (F-KB) 
Pak Ketua saya bis a ... 
Terima kasih. 
Saya Aly As'ad A-426. 
Hanya masalah kecil, tapi kalau ini tidak tegas juga, karena ini di Undang-Undang 

Dasar juga akan bisa di-tafsiri lain. 
Sepintas tadi saya mendengarkan yang dibaca oleh Ketua Komisi pada belakang 

pun ditayangkan, aturan yang paling belakang itu Tambahan I, mohon itu dianukan, 
paling belakang, yaitu baris terakhir pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
2003 ini tidak pakai "tahun." Sementara yang lain-lain kalau menyebutkan pakai 
"tahun", ini maksudnya apa? Apa, ini kan kalau bisa ditafsir ada MPR 2003, ada MPR 
2001 atau ... , ini sajalah. Jadi mohon nanti ditegaskan mengapa tidak pakai tahun? Sebab 
bisa ditafsirkan lain. 

8. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
lnterupsi Pimpinan, Saudara Pimpinan, Ramson A-135. Sebelum masuk ke acara 

memutuskan hasil-hasil ini, mohon dibagikan, mohon dibagikan. 
Terima kasih. 

9. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Mahon tertib. Saya minta tertib ini, silakan Pak! 

10. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Saya bicara persoalan dasar, tetapi tidak persoalan substansi. Mahon kalau bisa 

dipertimbangkan untuk memperbaiki, menyempurnakan rumusan yang telah 
dibacakan. 
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Pada huruf A di atas, itu disebut Dekrit Presiden. Memang umum dikenal sebagai 
Dekrit Presiden. Tapi kalau kita bicara secara hukum, sebetulnya Dekrit Presiden itu 
kita temui dalam Keputusan Presiden Nomor 150, Lembaran Negara 75 tahun 1959. 

Kalau kita bicara masalah legal agaknya itulah yang tepat kita rujuk sebagai 
sumber hukumnya. Jadi bukan isinya kalau memang isinya dekrit. Tapi bentuk 
hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 150, Lembaran Negara 75 tahun 1959. 
Pertama itu mohon dipertimbangkan. 

Kemudian saya lihat juga pada Pasal 8. Itu menurut saya ada suatu hal yang bisa 
kita sempurnakan, terutama pada baris terakhir, "sampai habis masa jabatannya". Ini 
kata "habis" ini kok agaknya ngganjel gitu. "Sampai berakhir masa jabatannya." Jadi, 
jangan habis, sampai berakhir masa jabatannya. 

Kemudian Pasal 37 Ayat (2), itu disebutkan, "Setiap perubahan pasal-pasal 
Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan". Kata "ditunjukkan" ini 
aktif. Bagaimana kalau kita ganti dengan "disebut"? 

Dengan jelas bagian. Jadi jangan ditunjukkan, ditunjukkan itu dibawa-bawa 
gitu, kalau disebut eksplisit, di dalam ditulis di situ. 

Saya kira itulah perbaikan yang saya sampaikan. 
Terima kasih. 

11. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Interupsi Pak Ketua. Kiri, kiri Pak. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan saya mencermati perubahan yang terjadi pada Pasal 37 Ayat 

(5). Semula, di dalam draf yang menjadi, yang dihasilkan oleh Badan Pekerja yang 
disebutkan demikian: 

"Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih." 

Kemudian yang tadi dibacakan oleh Saudara Ketua, berubah menjadi, "khusus 
mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 
perubahan". 

Saya cuma mengingatkan bahwa di dalam rumusan Pasal 37 yang seperti ini, 
jelas terkandung adanya contradictio in subtansialis. Karena kewenangan MPR sendiri 
tidak hanya sekedar mengubah satu pasal, bahkan mengubah seluruh Undang-Undang 
Dasar, itu dibenarkan. 

Saya ingin mengingatkan kekeliruan kita pada zaman MPR Orde Barn, yang 
menetapkan bahwa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, harus 
lebih dahulu dilakukan referendum yang hasil referendumnya menyatakan bahwa 
lebih dari 90% pemilih atau rakyat yang mempunyai hak menyetujui adanya 
referendum. Ternyata Ketetapan yang seperti itupun bisa begitu saja kita cabut 

Jadi saya mengingatkan hendaklah kita Majelis ini tidak melakukan hal-hal yang 
mengandung contradictio in substansialis. Karena kewenangan MPR untuk mengubah 
undang-undang kok dipasung sendiri oleh MPR. 

Apabila kembali kepada rumusan lama, kita tidak mengurangi kewenangan MPR, 
tetapi memberikan syarat lebih. Di dalam kaitan mengubah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu memang diperlukan syarat lebih. Tidak sekadar dipenuhi seperti yang 
diatur di dalam Pasal 37. 

Jadi, Saudara-Saudara sekalian, ini jangan sampai MPR-MPR kita nanti pada 
generasi berikutnya menganggap MPR kita tidak memahami apa sebetulnya fungsinya 
sendiri. 
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Jadi ini jangan kita nanti malu dianggap tidak berkualitas di dalam memahami 
arti konstitusi kita. 

Terima kasih. 

12. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Saya kira sudah. Ya, Silakan. 

13. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
Saudara Ketua. 

14. Pembicara: Retno Triani Djohan (F-UD) 
Terima kasih. 
Assalaamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama Retno Triani nomor anggota B-530 dari Fraksi Utusan Daerah. Yang ingin 

saya pertanyakan ini mungkin hanya permasalahan bahasa. Yaitu Pasal 37 Ayat (4) 
yang berbunyi, "Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya Hrna puluh persen ditambah satu." Nah ini 
bisa menimbulkan arti 50% ditambah 1 % atau bagaimana? Karena penjelasannya baru 
di belakangnya dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Jadi, satunya itu satu orang, bagaimana? Jadi atau satu persen. Jadi, di situ saya 
kira kita harus menanyakan pada ahli bahasa. 

Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

15. Pembicara: Astrid S. Susanto (F-KKI) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Astrid Susanto F-KKI Nomor A-218. 
Mengenai Pasal 8 Ayat (3) setelah ... , jadi dalam di masa transisi, apabila Presiden 

dan Wakil Presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan bersama-sama, lalu diambil 
alih masa transisi kewenangannya oleh tiga menteri ini, Luar Negeri, Dalam Negeri dan 
Pertahanan. Maka alangkah janggalnya apabila akhirnya dikembalikan ke MPR lagi. 
Karena yang dimaksudkan oleh F-KKI ialah bahwa dalam 100 hari atau tiga bulan itu, 
maka ketiga menteri ini yang bertanggung jawab. Ini hal pertama. 

Yang kedua ialah mohon kejelasan, jadi mendukung dan barangkali juga kurang 
mendukung pembicara-pembicara terdahulu mengenai Pasal 37 Ayat (5) itu. Yaitu 
NKRI sudah, tapi mohon juga ditambah masalah Pembukaan di mana terletak nilai-nilai 
dasar dari negara kita. 

Lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu juga geografis artinya, atau 
hanya ideologis politis. 

Jadi, kami sarankan kalau bisa jangan dilupakan istilah wilayah. Karena kita ini 
sedang harus hati-hati, ada wilayah Sipadan mau hilang juga ini. Ini hanya catatan 
tambahan, mohon kalau bisa masih disetujui dan dimasukkan. 

Selanjutnya saya kira karena Pasal 29 apabila kembali ke asli, maka F-KKI bisa 
menerima usul Pasal 31 mengenai iman dan takwa. 

Terima kasih, Bapak. 

16. Pembicara: Amaruddin Djajasubita (F-PBB) 
Interupsi Saudara Ketua. 
Kiri, kiri Pak. 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Nama saya Amaruddin Djajasubita nomor A-60, dari Partai Syarikat Islam 
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Indonesia yang beranggotakan hanya satu orang dan sekarang bergabung dengan 
Fraksi PBB di Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Setelah mencermati apa yang dilaporkan oleh Saudara Ketua tadi, yaitu hasil 
proses pembahasan materi atau substansi dari materi yang termasuk dalam tugas
tugas Komisi, dapat diambil satu kesimpulan sementara. Bahwa ada dua masalah yang 
tidak bisa diselesaikan di Komisi Aini. Yaitu yang pertama Pasal 2 Ayat (1), di sana 
yang menyangkut keberadaan Utusan Golongan dan Pasal 29 mengenai Agama. 

Terhadap kedua masalah ini, saya mengusulkan berdasarkan pendapat dan 
komentar umum secara mayoritas yang barangkali selama ini dinilai oleh para 
Pimpinan Komisi A ini, bisa mengarahkan cara penyelesaiannya di Paripurna. Misalnya, 
masalah Pasal 2 Ayat (1) itu diselesaikan di Paripurna dengan voting atau dengan 
musyawarah mufakat, misalnya. Ini sebagai salah satu arahan saja. 

Sebab saya tidak menginginkan Pasal 29 mengenai agama ini ada kesan untuk 
dilakukan voting. Jadi jangan sampai ini..., kalau tidak ada satu arahan, jangan nanti ada 
pendapat dari Majelis ini atau dari anggota Komisi A atau dari Majelis Paripurna nanti 
serta dari pendapat umum di luar seolah-olah ada keinginan untuk dilakukan voting. 
Saya pribadi tidak menginginkan adanya terjadi voting terhadap Pasal 29 ini. 

Jadi barangkali ada arahan-arahan yang jelas supaya masyarakat juga sudah bisa 
menduga-duga apa yang akan dihasilkan di dalam Sidang Paripurna nanti. 

Sekian sementara. 
Terima kasih. 
Billa hi ftsabillilhaq. 
Wassalamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

17. Pembicara: Muhammad Askin (F-Reformasi) 
Terima kasih, Ketua rapat. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saya M. Askin dari Fraksi Reformasi. Saya ingin memberi komentar Pasal 37 Ayat 

(5), seperti yang juga oleh para anggota Dewan yang terhormat tadi telah dikomentari. 
Kalau kita melihat Ayat (5) ini segala-galanya telah terkunci. Dan menurut hemat 

saya, ini sepertinya ada pertentangan di dalam terminis-nya dulu. Demikian juga bukan 
secara substansial, tapi istilahan juga demikian, seperti makna kedaulatan rakyat 

Kalau kita lihat di dalam teori, perdebatan yang sudah ada bahwa yang tidak bisa 
lagi diubah, hanyalah menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa 
demikian? Oleh karena di dalam Pembukaan itulah dinyatakan kemerdekaan 
Indonesia. sehingga itu yang sesungguhnya yang tidak boleh diubah. Dan inilah 
sesungguhnya yang hams dicantumkan di dalam kalau kita mau mencantumkan, bukan 
Ayat (5) ini. 

Karena kalau dikemudian hari ada kesepakatan rakyat Indonesia misalnya, 
seluruh rakyat sudah menghendaki demikian, dan ini ada ketentuan ini. Bagaimana 
yang bisa dilakukan dan mereka sudah sepakat, misalnya pada saat itu, 200 tahun yang 
akan datang, 50 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apakah juga mereka 
akan berdosa mengenai hal tersebut? 

Hal-hal tersebut, menurut hemat saya, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi. Beda halnya dengan larangan mengubah Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945. Karena di dalam Pembukaan itu menyatakan kemerdekaan. Di situlah 
berdirinya sebuah negara. Sehingga jikalau itu diubah, di dalam teori dikatakan 
mengubah atau meruntuhkan kembali negara kesatuan yang dinyatakan merdeka ini. 

Itu saya kira komentar saya mengenai Ayat (5) sehingga kalau boleh kita coba 
rumuskanlah ini sehingga memungkinkan hal tersebut tidak bertentangan dengan 
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prinsip-prinsip demokrasi. 
Yang kedua Saudara Ketua, penomoran atau dari segi tata bahasa. Kalau boleh 

juga saya mengusulkan Ejaan Yang Disempurnakan itu, ya kalau kalimat angka, maksud 
saya angka di tengah kalimat itu sebisa mungkin ditulis dengan huruf. Ini tentu 
memerlukan suatu dukungan ahli bahasa. Kata-kata dua pertiga, kata-kata lima puluh 
persen. Itu barangkali komentar saya. 

Terima kasih Bapak Ketua. 

18. Ketua Rapat : Nadjih Ahjad 
Silakan ibu! 

19. Pembicara: NurdiatiAkma (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya juga ingin menanggapi masalah Pasal 37 Ayat (5). Sepertinya apa yang 

pernah kita bahas sebelum dibawa ke Tim Perumus dan Tim Lobi, itu ada kata-kata 
yang lebih bagus, di mana artinya sama dengan apa yang tertulis di layar ini. 

Bahwa khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dilakukan melalui referendum nasional, dan mendapatkan 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. 

Ini artinya juga, sebetulnya intinya negara kesatuan ini tidak bisa diubah karena 
terlalu begitu dipersulit, tapi tidak ada ... , masih ada sedikit peluang kalau memang 
pada satu saat dibutuhkan adanya perubahan. Tapi kita semaksimal mungkin menutup 
kemungkinan itu dengan kalimat yang begitu berat Tapi jangan dibuat seperti kalimat 
yang tertuang di layar ini. Karena seolah-olah ini sudah harga mati yang tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Sementara masyarakat, manusia akan terus berkembang mengikuti 
jamannya. Kita tidak tahu anak-cucu kita yang akan datang jamannya apakah sama 
dengan zaman kita. Karena zaman yang akan datang tidak akan sama dengan zaman 
kini. 

Jadi, kita jangan mendahului alam. Jangan mendahului ketentuan daripada Allah 
SWT. 

Terima kasih. 

20. Pembicara: J.E. Sahetapy (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan yang saya hormati, Saudara Ketua, dan para Wakil Ketua dan 

para hadirin sekalian yang saya hormati. 
Di negara demokrasi, seperti di Eropa sekali pun, dikenal ada ketentuan

ketentuan yang non amendable. Saya dalam hal ini dengan tetap menghormati 
pendapat dari rekan saya Saudara Hartono Mardjono yang mengemukakan 
argumentasi contradictio in substantialis. Saya juga ingin mengingatkan, saudara yang 
bersangkutan bahwa dalam dunia hukum juga ada ketentuan de uitzonderingen 
bevestigen de regel, artinya selalu ada perkecualian-perkecualian. 

Nah, saya di sini tidak ingin berdebat secara akademis. Tapi saya tidak sepakat 
kalau pada Pasal 37 Ayat yang ke-5 itu tidak dicantumkan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945. Saya tidak elaborasi alasan saya mengenai hal itu. 

Yang kedua mengenai soal bahasa. Kemarin sudah saya kemukakan hal itu. Di 
Indonesia ini, ada banyak orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia secara 
tidak benar. Saya ambil contoh saja, banyak orang mengatakan ikan ayam. Ikan ayam 
itu tidak ada. Ikan di laut, ayam di darat. Yang ada itu iwak pitik, tetapi bukan ikan 
ayam. 

Dalam hubungan itu, saya kemarin kemukakan bahwa aturan itu menunjuk 
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kepada ketentuan yang tidak tertulis. Kalau kepada ketentuan yang tertulis harus 
dibaca peraturan. Itu yang dikenal dalam dunia hukum secara normatif. 

Dengan kata lain saya mengusulkan agar Aturan Tambahan itu diganti dengan 
Peraturan Tambahan dan Aturan Peralihan diganti Peraturan Peralihan. 

Terima kasih, Saudara Pimpinan. 

21. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Interupsi Pak. Dari sini, kanan, kiri Pak. 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. 
Karena di belakang tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga kita tidak bisa 

mengomentari dengan baik. Itu yang pertama. Saya mohon untuk diperbanyak Pak 
Sehingga kita bisa mempelajari dengan cermat. 

Yang kedua, mohon supaya hasil ini sudah tuntas. Artinya, yang ada alternatif 
mohon dikembalikan ke Tim Lobi lagi, sekaligus diselesaikan bersama-sama komisi 
konstitusi. 

Terima kasih. 

22. Pembicara: Fikri Thalib (F-UG) 
Interupsi Pimpinan. Kanan Pimpinan! 
Saya Fikri Thalib dari Fraksi Utusan Golongan C-665, mengusulkan Pasal 34, Ayat 

(1), "Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara." 
Kata "dipelihara" kami usulkan untuk diganti dengan "diberdayakan." Karena 

konotasi dipelihara ini adalah charity. Terima kasih. 

23. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Saya kira cukup interupsi-interupsi. 
Saya minta supaya para hadirin semua, saudara-saudara, Bapak-Bapak, ibu-ibu, 

sabar sebentar, untuk diberikan penjelasan oleh Saudara Ketua dari apa yang tadi 
dikemukakan dalam interupsi-interupsi... 

24. Pembicara: Suwignyo (F-PDIP) 
Interupsi di belakang, Pak. Suwignjo A-164. 

25. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Ya, saya kira ini interupsi yang terakhir ya? 

26. Pembicara: Suwignjo (F-PDIP) 
Ya, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ketua tentang hasil lobi yang hasil lobi 

ternyata belum tuntas. 
Oleh karena itu, tidak perlu sekarang harus diselesaikan di sini, tuntaskan lebih 

dulu. Dan coba diperbanyak, dan diserahkan, dibagikan kepada kita semua hasil lobi 
ini. Kalau kita tanggapi sekarang padahal yang namanya komisi konstitusi belum 
selesai. Saya kira perlu diselesaikan lebih dulu baru dibawa ke Sidang Komisi ini. 

Sekian, terima kasih. 

27. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Sampai di sini interupsi-interupsi. Kemudian kita berikan kesempatan kepada 

Saudara Ketua untuk memberikan keterangan lebih lanjut. 
Dan mudah-mudahan apa yang telah dikemukakan oleh para pemberi interupsi 

tadi itu, untuk sebagian besar bisa dipuaskan oleh keterangan Saudara Ketua ini. 
Dipersilakan Pak 
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28. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati. 
Tentunya komisi ini perlu memang mencermati dan sebelum akhirnya memberi 

keputusannya. Walaupun ini adalah sudah hasil yang dilakukan oleh Tim Perumus yang 
kita tugaskan dan juga melalui Tim Lobi yang merupakan unsur-unsur Pimpinan yang 
kita memang percayakan. 

Jadi, hal-hal yang ... , beberapa hal yang memang sifatnya informatoris tentunya 
kami bisa menyampaikan. 

Pertama bahwa dari keseluruhan Konsep Undang-Undang Dasar ini, Pembukaan 
itu merupakan, menempati posisi yang amat tinggi dan tidak merupakan obyek 
perubahan sama sekali. Jadi, memang tidak dapat diubah. 

Oleh karena itu, Pasal 1 Ayat (37). .. secara jelas Pasal 37 Ayat (1) dan seluruhnya 
secara jelas menyatakan bahwa "Perubahan hanya bisa dilakukan atas pasal-pasal." 

Mengenai Sidang MPR 2002 ini saya rasa nanti ahli bahasa saya pikir, saya 
anjurkan untuk bisa, untuk tidak mengkelirukannya atau mengartikannya dalam term
term yang dikenal dalam Tata Tertib. Jadi MPR 2003 itu. Jadi, MPR tahun 2003. 

Saya tidak menjawab apa yang disampaikan oleh saudara Harjono dulu pada 
kesempatan ini karena banyak hal-hal yang menyangkut masalah teknis kebahasaan. 

Mengenai Pasal 37 Ayat (5), memang di dalam Perumusan terjadi perbedaan
perbedaan pendapat Pada perumusan tingkat awal terjadi perbedaan-perbedaan 
pendapat yang menggambarkan pendapat-pendapat yang ada di sini. 

Sebagai suatu informasi ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya Tim Lobi 
bersepakat untuk kemudian masuk ke rumusan yang ada ditayangan tadi. Dengan 
pertimbangan yang mendalam dan itu memang memakan waktu yang lama sekali 
pembicaraannya. 

Semua kita akhirnya sepakat untuk melakukan itu dengan memahami bahwa 
asas kedaulatan rakyat tetap dapat dilaksanakan apapun yang ada di sini karena 
adanya pemilu, adanya tata cara pengambilan keputusan yang kalau perlu memang 
mengubah kembali ayat mana pun yang dianggap mengganggu di dalam perkembangan 
di depan. 

Ini adalah suatu apa yang dikatakan tadi oleh beberapa pembicara sebagai sikap
sikap yang dimasukkan di sini yang mencerminkan kehendak kita sekarang ini, sebagai 
non amendable articles. Yang juga dikenal dalam praktik negara-negara demokrasi 
lainnya. Tapi yang penting ini adalah memang sudah kesepakatan-kesepakatan yang 
ada. 

Mengenai penulisan 50% tam bah satu memang bukan tam bah 1 %. J adi, ini nanti 
saya rasa ahli bahasa bisa sekaligus apakah mau dijadikan tulisan angka menjadi huruf, 
saya rasa bisa dilakukan. 

Mengenai Pasal 8 Ayat (3) ini juga sudah melalui perdebatan yang panjang, 
bolak-balik dan inilah yang akhirnya disepakati. 

29. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Interupsi Saudara Ketua, terhadap 50% ditambah 1, ini juga akan menimbulkan 

problem. Saya pikir comment kawan-kawan itu benar, kalau saja anggota MPR itu ganjil 
itu sulit. 

Oleh karena itu, lebih dari 50%, itu usul kami walaupun nanti masih akan dibahas 
oleh tim. 
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30. Pembicara: Jakob To bing (Ketua Komisi A) 
Mungkin kesempatannya nanti adalah, bukan di sini lagi, tapi mungkin kalau soal 

ini teknis penulisan nanti akan dilaporkan di Paripurna. Tetapi itu biasa kalaupun 50% 
tambah 1 itu, walaupun ganjil tetap saja tambah satu itu pembulatan ke atas, asal 
jangan sepertiga saja Pak. 

Jadi itu nanti diselesaikan, redaksi-redaksi, kita memang selalu didampingi 
dengan oleh ahli bahasa. 

Kemudian 8 Ayat (3), memang inilah akhirnya pilihan dari sekian banyak 
perdebatan-perdebatan yang terjadi. Ini adalah suatu keadaan yang sangat darurat 
begitu dipahami oleh teman-teman dan ada di tengah-tengah dari suatu siklus yang 
menyangkut bukan hanya Presiden tetapi juga DPR, DPRD, DPD. Jadi itu hams 
diperhatikan dan saya rasa semuanya juga tadi sudah mensepakatinya. 

Kami berharap teman-teman bekerja membuat waktu untuk membicarakannya 
dengan teman-teman yang se-fraksi. 

31. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Pimpinan. Ramson A-135. 

32. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Ya, silakan! 

33. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP} 
Saya ingin menanyakan kepada Pimpinan, karena kemarin berkembang di dalam 

Rapat Pleno mengenai posisi komisi konstitusi atau yang sejenis dengan fungsi yang 
sama masuk ke dalam Aturan Peralihan. 

Mahon penjelasan bagaimana sekarang posisi dari komisi konstitusi tersebut? 
Karena posisi komisi konstitusi tersebut mempengaruhi keputusan-keputusan yang 
akan dibuat oleh Rapat Pleno maupun Rapat Paripurna mengenai Amendemen 
Keempatini. 

Terima kasih Saudara Pimpinan. 

34. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
lnsya Allah pertanyaan itu akan kita jawab juga dari keterangan Saudara Ketua 

nanti. 

35. Pembicara: Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Pada bagian akhir, karena itu bagian dari pertanyaan tadi, jadi akan kami 

jelaskan. Mengenai Pasal 29 dan Pasal 2 Ayat (1), fraksi-fraksi termasuk Pimpinan yang 
tertinggi dari kelompok-kelompok, itu tetap berusaha untuk mendapat keputusan yang 
searif-arifnya. Yang mendatangkan kebaikan yang setinggi-tingginya bagi seluruh 
bangsa Indonesia, persatuan kita, kemantapan, kekeluargaan bangsa Indonesia. Jadi 
kita memang sudah masuk di dalam upaya-upaya itu. Ini adalah rekaman yang belum 
tentu menggambarkan keadaan mungkin beberapa jam lagi, tapi ini sedang terus 
berproses. 

Kita percaya bahwa kearifan Ibu dan Bapak juga akan dicerminkan nanti oleh 
para pimpinan-pimpinan yang akan melakukan pendekatan-pendekatan. Saya rasa 
karena semuanya beritikad baik dan ada dalam suasana kekeluargaan kita akan cari 
yang sebaik-baiknya. 

Angka ditulis dengan huruf, saya rasa itu lebih baik nanti kami konsultasikan 
dengan ahli bahasa. Dan juga ada legal drafter yang mendampingi kita. 

Mengenai diperbanyak, ya memang akan diperbanyak. Masalahnya itu tadi ini 
sudah jalan dari kemarin, pagi, siang. Sementara itu, yang menandatangani belum 
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semuanya tanda tangan. Jadi, belum selesai penandatangan, sedangkan waktu kita 
memang sekarang. Tetapi itu memang akan disampaikan secepat mungkin dan 
Sekretariat Jenderal sudah menyatakan kesiapannya untuk lebih mempercepat lagi. 

Mengenai Pasal 34 Pak, ini hal yang memang sudah dibahas. Bukan hanya 
sekarang, sudah beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Masalahnya itu 
begini. Kita sangat menghargai naskah asli, sehingga jika tidak terlalu substansiil maka 
kalimat-kalimat pada naskah asli, yang kadang-kadang masih ditulis dengan tata 
bahasa yang janggal buat kita sekarang tetapi itulah yang berlaku pada tahun 1945, itu 
tidak kita ubah. Sekaligus sebagai di samping isinya masih tetap hidup, tetapi juga 
sebagai suatu monumen kepada penghargaan kepada para perancang Undang-Undang 
Dasar 1945. 

Hasil lobi mengatakan begini, baiklah kita bawakan ini ke sini dengan catatan 
yang tadi kami sampaikan pada awal rapat ini yang mungkin ada beberapa teman yang 
belum hadir. 

Pembahasan tentang komisi apa pun namanya itu, komisi konstitusi, Komisi 
Penyelaras, Panitia Nasional, itu sedang berlangsung dan sudah mulai ada kesepakatan
kesepakatan. Tetapi terns terang masih membutuhkan beberapa jam. 

Oleh karena itu, disepakati bahwa apabila nanti keputusan tentang komisi 
konstitusi atau komisi apa saja namanya itu telah ada, itu akan diwadahi di dalam 
keputusan kita. Apakah akan masuk di Aturan Peralihan ataukah akan masuk di Aturan 
Tambahan, apakah akan berdiri sendiri, itu akan diwadahi. 

ltu sebabnya tadi kami mohon kesediaan dari komisi untuk on call. Apabila 
waktunya itu datang lagi untuk melihat bagaimana apakah sudah tepat dan sebagainya 
untuk selanjutnya kita ambil keputusan. Itu adalah bagian daripada apa yang kami 
laporkan tadi. 

Demikian penjelasan kami dan mudah-mudahan bisa diterima. 
Terima kasih. 

36. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Pimpinan, sedikit untuk melengkapi penjelasan Pimpinan tadi. Bahwa komisi 

konstitusi itu ada beberapa fraksi yang memiliki gagasan apakah namanya komisi 
konstitusi atau Komisi Nasional atau apalah namanya itu barang itu. Tapi ada fraksi 
yang tidak setuju dengan komisi konstitusi itu. 

Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi kita belum bicara pada tingkat menyetujui 
nama apa atau barang apa. Akan tetapi kita belum menyetujui apakah ini perlu atau 
tidak. Ini perlu klarifikasi, 

Terima kasih. 

37. Pembicara: Suwitno Adi (F-TNI/Polri) 
Pimpinan, di sini Pak, Suwitno Adi TNI/Polri Pak 
Di masalah Pendahuluan, itu tadi di huruf apa, karena saya tidak mendapatkan 

teks-nya, itu muncul kata-kata diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden. Tidak 
ada keterangan mengapa diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tersebut 
Harus diberikan satu penjelasan. Jadi ada runtunnya kenapa itu diberlakukan kembali. 

Jadi, saya menyarankan kalau memang disetujui dan diberlakukan kembali 
dengan Dekrit Presiden, setelah Konstituante tidak berhasil merumuskan konstitusi. 
Jadi, ada satu penjelasan, tidak sekonyong-konyong timbul kata-kata diberlakukan 
kembali dengan Dekrit Presiden. 

Terima kasih. 
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38. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Ya silakan. 

39. Pembicara: Sujarwo Sukardiman (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, sebelah, Sujarwo, Saudara Pimpinan. 
Saya berkeinginan untuk menyukseskan Komisi A ini agar segera selesai dengan 

tuntas. 
Karenanya saya mohon, yang merupakan alternatif-alternatif tadi dikembalikan 

ke Lobi Komisi, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi karena saya yakin bahwa 
Pimpinan Komisi dan fraksi adalah orang-orang yang bijak. 

Jadi sudah tuntas, dipilih alternatif oleh Pimpinan dalam lobi itu. Dan sehingga 
nanti dalam lobi nanti diharapkan ada keputusan yang tunggal mengenai alternatif itu 
dan juga mengenai yang disebut komisi konstitusi. 

Ini untuk menghindari supaya tidak terjadi disparitas di dalam nanti, di Sidang 
Pleno, sehingga terjadi voting. 

Demikian saudara-saudara sekalian. 
Terima kasih. 
Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

40. Pembicara : Immanuel E. Blegur (F- PG} 
Terima kasih Pimpinan, Pimpinan, Immanuel Blegur. 
Terima kasih Pimpinan, atas waktu. 

41. Ketua Rapat : Nadjih Ahjad 
Belum minta kok sudah terima kasih. 

42. Pembicara: Immanuel E. Blegur (F-PG) 
Mohan klarifikasi saja Pimpinan. 

43. Ketua Rapat : Nadjih Ahjad 
Iya silakan. 

44. Pembicara : Immanuel E. Blegur (F- PG} 
Terima kasih. 
Penjelasan Ketua Komisi A tadi menghibur kita bahwa ada jaminan 

konstitusional tentang tidak mungkin diubahnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 yang merujuk pada Pasal 37 Ayat (2), setiap usul perubahan pasal-pasal. 

Dengan demikian tidak akan ada usul perubahan Pembukaan. Tetapi ketentuan 
Ayat (2) Pasal 3 7 ini adalah pasal. Jadi jaminan apa bahwa Pembukaan itu tidak akan 
diubah. Apa jaminannya bahwa Pembukaan itu tidak akan diubah? Ketentuan tentang 
itu ada pada Pasal 37 Ayat (2). Pasal 37 Ayat (2) itu adalah pasal. 

Jadi, orang bisa saja mengubah usulan perubahan Pasal 37 ini atau mungkin 
klarifikasinya. Atau logika saya yang sangat sederhana. Mohan penjelasan. 

45. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Bapak dari fraksi? Oh iya. Bapak, walaupun kita punya semangat tinggi, saya pikir 

kita harus juga dengan kepala dingin, sehingga tidak timbul aneh-aneh. Saya sendiri 
mikir, mengapa ayat-ayat yang seharusnya tidak ada larangan untuk diubah kapan
kapan, kok isinya diperdebatkan sampai ngotot-ngotot. 

Pasal yang melarang ini tidak boleh begitu, pada saatnya kan bisa diubah. 
Makanya saya pikir sedeng-sedeng sajalah. 

Sementara itu, saya persilakan Saudara Ketua untuk meneruskan sekarang, 
silakan. 
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46. Pembicara: Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Jadi memang Pak Nadjih ini selalu membawa suasana sejuk kalau dalam lobi. 

Kalau sudah ada yang mulai tinggi atau rendah maka dia bilang secukupnya sajalah. 
Jadi memang kalau kita perhatikan Aturan Tambahan Pak Immanuel Blegur, 

Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 
Pasal 37 Ayat (1) menyatakan perubahan itu mengenai pasal-pasal. Jadi 

Pembukaan itu sama sekali tidak kena ke sana. 
Itu adalah suatu konstruksi yang bisa disepakati. Ada yang mengusulkan seperti 

yang diusulkan oleh Pak Sahetapy tadi, tetapi memang inilah yang disepakati pada 
waktu itu. Jadi itu usul Pak Sahetapy itu dibicarakan cukup mendalam begitu. Tentunya 
apa yang bisa dicapailah yang kita hasilkan. 

Mengenai, ya, sampai dengan Pleno, itu juga kemungkinan pengambilan 
keputusan tetap ada. Saya rasa akan disampaikan Pak Jarwo adalah semangat 
kekeluargaan gotong-royong yang supaya kita musyawarah mufakat begitu. 
Maksudnya adalah supaya jangan sampai ada keputusan yang diambil yang ... walau 
sesedikit apa pun, jadi menggores hati orang. Mungkin itu. 

Tetapi begini, bisa saja kesepakatan musyawarah itu justru tercapai sesudah 
komisi selesai menjelang Sidang Paripurna. Karena itu ada beberapa jam yang akan 
sangat-sangat penting artinya Pak. Kami tentunya semua fraksi berusaha demikian. 
Saya lihat semua fraksi berusaha demikian. Tetapi baiklah kita juga memprosesnya 
menurut waktu yang ada. Saya rasa Pak Jarwo bisa mengerti, yang penting ada 
komitmen semua pihak berusaha untuk mencari musyawarah mufakat sebaik-baiknya. 
Saya rasa komitmen itu tetap ada ya. 

Terima kasih. 
Saya rasa mengenai usul dari Pak TNI/Polri, saya lupa nama Pak TNI/Polri, Pak 

Suwitno Adi, itu kami tentu tidak bisa menjawab Pak. Karena itu adalah suatu hasil 
kesepakatan, saya paling bisa memberi informasi. 

Nah, bagaimana caranya, apakah kita akan bisa putuskan hal-hal yang sudah 
tidak ada perbedaan di antara kita dan kemudian sekaligus ini kita selesaikan mungkin, 
dengan penyelesaian masalah komisi konstitusi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju 
itu, begitu. Sementara yang lain-lain bisa kita selesaikan. Kami usulkan demikian 
supaya kita memang bisa bekerja bertahap dengan baik, begitu. Mudahan-mudahan 
bisa disepakati demikian kalau memang usulnya tetap harus diajukan. 

Terima kasih. 
Demikian, saya kembalikan pada Pimpinan. 

47. KetuaRapat: NadjihAhjad 
Bapak-Bapak dan lbu-Ibu, dengan penjelasan yang panjang tadi dan saya kira 

cukup terang apalagi kalau ditambah dengan keterangan dari para Pemimpin Fraksi 
yang mengikuti lobi, saya kira hal-hal yang kita persoalkan itu sudah semakin jelas. 

Apakah dengan demikan, hal-hal yang telah disampaikan bisa kita setujui? 

48. Pembicara : Ramson Siagian (F-PDIP) 
lnterupsi Saudara Pimpinan. Hal-hal yang telah dikemukakan .... 

49. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Sebentar ya, ini tetapi tak saya tutup dulu. Apakah Bapak-Bapak, untuk 

menyelesaikan omongan saya dulu Pak Kalimat saya itu belum tutup. 

SO. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Pimpinan, Ramson A-135. 
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51. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Ya. 

52. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Kami mengusulkan agar sebelum mengambil keputusan dalam Sidang Pleno ini, 

sebelum jelas posisi komisi konstitusi. 
Terima kasib Pak 

53. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Memang nanti akan ada Pleno lagi Pak, untuk mendengarkan basil yang 

menyusul itu. Sebab kalau nanti kemudian kita berakhir semuanya, di akhir semuanya, 
saya pikir terlalu banyak 

Jadi, kebijaksanaan dari Pimpinan begitu. Saya kira itu tidak masalab saya kira ya. 
Kita setujui Pak? 

54. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Ketua, mobon jangan diputuskan dulu karena ini saya ulangi, 

Ramson A-135. Karena terpaksa saya buka babwa di dalam rapat internal fraksi kami 
juga posisi komisi konstitusi ini sangat menentukan. 

Jadi, biarpun saya di sini bicara tanpa lebib dabulu se-ijin Ketua Fraksi yang ada 
di sini, babwa kami memobon agar keputusan mengenai rancangan amendemen 
keempat yang telab dikemukakan, belum diambil dalam Sidang Pleno Komisi A ini 
sebelum jelas posisi komisi konstitusi. 

Terima kasib Saudara Pimpinan. 

55. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Ya, ini mesti mau memarabi saya ini. 

56. Pembicara : Abduh Paddare (F-PPP) 
Saudara Abdub Paddare, A-12. 
Saya kira Saudara Ketua sangat bijaksana apabila kita menyelesaikan, ya memang 

kewajiban kita dari basil PAH. Atau yang memang diwajibkan untuk diselesaikan dulu. 
Kemudian hal-bal yang tambaban itu walaupun timbul di Pleno diakomodasikan, 

dibicarakan setelah selesai semua ini, karena ini merupakan bal yang wajib kita 
selesaikan tugas. 

Oleb karena itu, Saudara Ketua saya minta ketegasan selesaikan dabulu ini baru 
menyangkut yang lain-lain. 

Terima kasib. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

57. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Sebelum beliau menyampaikan interupsi saya sudab mengerti kalau itu akan 

dukung kita. Jadi, saya pikir langsung bisa kita putuskan. 

58. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Sebentar Pimpinan, interupsi. 

59. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Pak Andi Nadjmi. Belum ada keputusan Pleno mengenai pasal-pasal tadi karena 

belum kita sepakati sebelum ada jelas posisi komisi konstitusi. 

60. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP) 
Pimpinan, bisa saya bicara? 

Perubahan UUD 1945 543 



61. Ketua Rapat: Nadjih Ahjad 
Diarahkan mic-nya Pak, biar saya bisa dengar. 

62. Pembicara: J.E. Sahetapy (F-PDIP) 
Supaya, langsung saja, saya minta supaya Pak Jakob mengambil alih pimpinan, 

sehingga supaya nanti repotnya kepada beliau. 

63. Ketua Rapat : Nadjih Ahjad 
Tadinya saya mau mimpin ini saya Pikir saudara-saudara, Bapak-Bapak ini sudah 

payah, sehingga gampang selisip begitu. Tetapi nyatanya semangatnya masih tinggi, 
jadi saya kembalikan sajalah. 

Silakan Pak 

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Saya tentunya kalau dihadapi begitu minta persetujuan dari ibu-ibu, Bapak

Bapak sekalian apakah bisa saya mimpin rapat ini. 
Terima kasih, tadi sudah jelas bahwa keputusan yang akan diambil adalah subject 

to dengan catatan bahwa soal komisi konstitusi hams di-insert di dalam keputusan ini, 
apakah masuk pada Peralihan ataukah masuk pada Aturan Tambahan ataukah 
bagaimana? Itu akan diputuskan dalam beberapa jam ini dan nanti akan dilaporkan 
kepada Pleno yang akan kembali akan memutuskan itu kembali semua. Setuju? 

65. Pembicara: Bambang Pranoto (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, saya mohon naskahnya dibagi. 
Dan yang kedua saya minta hal-hal yang tadi saya usulkan dikembalikan ke 

komisi dulu, sehingga nanti pada rapat Pleno yang akan datang, nanti malam, kita bisa 
mencermati dengan cermat dan sehat. 

Terima kasih Pak. 

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Baik. Jadi, selumh naskah akan diberikan dan ada dua tahapan, jadi nanti, 

sekarang kita putuskan seperti ini nanti malam kita akan putuskan kembali semua 
dalam satu kesatuan. 

67. Pembicara: Andi Najmi Fuadi (F-KB) 
Sejarah persidangan-persidangan, baik di tingkat Paripurna hams disepakati 

sebelum ada keputusan. Saya kira ini tidak boleh dilewatkan begitu saja Pimpinan. 

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Ya, ini rapat sudah ditutup tadi. 
Terima kasih. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB 
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BAB XII 

RISALAH RINGKAS 
RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN 

DAN RAPAT KOMISI A, 
8 - 9 AGUSTUS 2002 



BAB XII. RISALAH SINGKAT RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI 2002 
DAN RAPAT KOMISI A, 8-9 AGUSTUS 2002 

1. RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN MPR 2002 

1. Hari : i Kamis 
2. Tanggal : 1 8 Agustus 2002 
3. Waktu : l 09.00- 09.30 WIB 
4. Tem:;;.o._a_t ___ ~ : 1 Gedung Nusantara 
5. Pimpinan MPR - Prof. Dr. H. M. Amien Rais 

6. Ketua R3.P!t 
7. Sekretaris Ra_pat 
8. Panitera Rapat 

- Ir. Sutjipto 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Drs. H. M. Husnie Thamrin 
- K. H. Moh. Cholil Bisri 
- Letjen. TNI Agus Widjaja 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
- Drs. H. A Nazri Adlani 

Prof. Dr. H. M. Ami en Rais 
Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si) 
Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) 

9. Acara Pengesahan Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan 
2002 

10. Hadir 
11. Tidak hadir 

JALANNYA RAPAT : 

475 Orang 
: I 205 Oran 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.23 WIB 

1. Ketua Rapat: Amien Rais 
Setelah membuka rapat, Ketua Rapat antara lain mengemukan hal-hal sebagai 

berikut; 
Mengusulkan Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia 

tahun 2002. 
Rincian usul perubahan jadwal acara tersebut sebagai berikut, mohon Saudara

Saudara, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ikut mencermati karena naskah sudah ada 
dihadapan kita masing-masing. Yaitu, pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB hari 
ini, Ka.mis 8 Agustus 2002, Rapat Paripurna Ke-4 yang semula mempunyai Acara 
Laporan Komisi, diubah menjadi Pengesahan Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002. 

Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, Rapat Komisi dengan acara 
Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas-tugas Komisi. 
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Pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, kita istirahat 
Pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Rapat Komisi dengan acara 

Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas komisi. 
Pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, kita beristirahat dan 

kemudian insya Allah pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB malam nanti, 
Rapat Komisi dengan Acara Penyusunan Laporan Komisi. 

Kemudian besok pagi, Jum'at 9 Agustus 2002, pukul 09.00 WIB sampai 11.00 
WIB, Rapat Paripurna Ke-5 dengan Acara Laporan Komisi. Pukul 11.00 WIB sampai 
pukul 14.00 WlB, kita mengambil waktu istirahat. 

Kemudian pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Rapat Fraksi untuk 
mempersiapkan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR hasil komisi. 

Kemudian pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, beristirahat 
Dan malamnya pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Rapat 

Paripurna Ke-6 dengan acara Pendapat Akhir 5 Fraksi terhadap Rancangan Putusan 
MPR hasil komisi. 

Kemudian, Sabtu 10 Agustus 2002, yaitu lusa, pukul 09.00 WIB sampai dengan 
pukul 12.30 WIB, kita melanjutkan Rapat Paripurna Ke-6 yaitu Mendengarkan Rapat 
Akhir 7 Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi. 

Kemudian pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB kita mempunyai 
waktu istirahat. Dan pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Rapat 
Paripurna Ke-6 Lanjutan dengan Acara Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil 
Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, istirahat. 

Dan pukul 20.00 WIB besok lusa malam sampai Sabtu malam, insya Allah Rapat 
Paripuna Ke-7 mempunyai Acara Penyerahan Putusan Hasil Sidang Tahunan MPR 
tahun 2002 kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan 
Ketua MA 

Kemudian Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR tahun 2002 oleh Pimpinan 
MPR dan Penutupan Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Jadi yang perlu saya 
garisbawahi bahwa sekali pun dalam jadwal semula, hari ini sudah mulai 
mendengarkan Laporan Komisi. 

Namun karena sampai tadi malam masih belum tercapai finalisasi dari komisi
komisi yang ada di Majelis ini, sehingga sangat arif dan bijak kalau hari ini kita berikan 
kepada komisi-komisi untuk lebih memantapkan, mendalami lagi dan mengambil 
kesimpulan akhir. 

Inilah usulan perubahan jadwal acara Sidang Tahunan 2002, untuk itu kami akan 
memintakan persetujuan sidang, apakah perubahan jadwal ini bisa kita setujui? Baik, 
terima kasih. 

SETUJU 

KETOK1X 

Sidang Majelis yang kami hormati, terima kasih sekali. 
Kemudian dengan disetujuinya Perubahan jadwal acara Sidang Tahunan MPR 

tahun 2002, maka kita akan bertemu kembali pada Rapat Paripurna Ke-5, Insya Allah 
besok hari Jum'at tanggal 9, pagi di tempat yang sama. 
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Lantas satu hal lagi, setelah Rapat Paripurna ini ditutup, akan segera kami tutup, 
kami mengharapkan kehadiran Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi A, B dan C di 
ruang kaca lantai dasar, Gedung Nusantara untuk mengadakan Pertemuan Konsultasi 
bersama Pimpinan Majelis, Pimpinan Komisi dan Pimpinan semua Fraksi dengan acara 
Mendengarkan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Komisi-Komisi Majelis. 

Maka, dan sekarang tidak usah ditunda-tunda, kita bergerak ke Gedung Kaea. 
Dengan ini kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami tutup Rapat Paripurna 
Keempat ini. 

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 09.30 WIB 
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2. RAPAT LODI KOMISI A MPR RI, 8 AGUSTUS 2002 

1. Hari 1 : I Kamis 
2. Tane:e:al : 8 Ae:ustus 2002 
3. Waktu I: 10.00 WIB - selesai 
4. Temoat 1: Ruane:GBHN 
5. Ketua Rapat I• Drs. Jakob To bing, MP A. I• 

6 ' Sekretaris Rapat 
I 

Dra. Sri Sumarwati Isfandiari I: 
7. 'Acara I: MatE!ri Perubahan Undang-Undang Dasar 
8. . Hadir : -- Oran2 
9. ; Tidak hadir 1. -- Oran2 '. 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 

1. Ketua Rapat: Jakob Tubing 
GBHN. Dari Barnas, dari purnawirawan dari anulah, berbagai organisasi begitu. 

Ya makanya sambil jalan semua jadwal, semua jalanlah. Saya rasa paling cocok, cocok 
sekali. Dan Pak Fatwa itu kan orang Demokrat Jadi kalau kita katakan mohon ... , pasti 
itu. 

Tapi apapun keadaannya, kita butuh Pak Fatwa. Kemarin itu, kita sudah hampir 
ada mulai ketemu-ketemu itu pemikiran tentang komisi itu. Makanya. Soal komisi itu 
sudah mau ketemu-ketemu, barangkali saja tadi malam ada yang sambil ngobrol di 
sana, minum di sini dengar musik di sana, kall saja sudah lebih ketemu lagi barangkali 
itu. Nah ini sementara itu ada juga usul dari saudara kita dart Fraksi Reformasi yang 
menyangkut memasukkan keterangan tentang Dekrit 5 Juli ke dalam Undang-Undang 
Dasar, begitu 

Bagaimana ]dta apakah akan .... Ya? 

2. Pembicara : Amri Almutashiril (F-KB) 
Soalnya kan kemarin ketika Tim Lobi ini membicarakan Pasal 37 Ayat (5) 

sementara Tim Perumus juga membicarakan hal yang sama. Karena kita sudah 
kecepatan membahas masalah yang lain. Oleh sebab itu, saya min-ta coba diharapkan 
koordinasi, antara tim sini dengan tim sana. Nah, sebab kalau dimikrokan nanti 
berkelahi saya dengan dia kan. 

3. Ketua Rapat: Jalmb Tubing 
Enggak, enggak, enggak ... jangan berkelahi, jangan berkelahl. 

4. Pembicara : Alt Hardi Kiaidemak (F-PPPJ 
Setelah mendengar laporan dart sana, ya sudahlah nanti. kita sinkronisasikan 

S. Ketua Rapat: Jakob Tubing 
Oh ini, minta Pak Fahrni nengahi ini. Pak Fahrni tolong ditengahi itu Pak 
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6. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Pak Hamdan Zoelva memberitahu saya. Sudah Pak yang dipakai Tim Perumus 

punya, bukan Tim Lobi punya. Nah, jadi itulah yang perlu di klarifikasi. 

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tim Perumus punya, yang mana. 

8. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Maaf Pak, ini ada orangnya. Tadi kan jujur saya bilang ... 

9. Pembicara : Jakob Tobing 
Jujur. Apa yang dikatakan oleh Pak Ali Hardi itu benar, tetapi tidak semua yang 

benar dia katakan tadi. Ada yang hilang yang bolong-bolong. 

10. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Jadi benar dikatakan Pak Nadjih lah, secukupnya saja dimasukin telinganya. 

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi apa itu perlu dibicarakan lagi yang ini, saya rasa .... 

12. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Saya pikir itu perlu kita bicarakan, karena itu kemarin di ruang sana, kita kan 

sebenarnya tidak terlalu jelas, mana yang Lobi mana yang Tim Perumus. 

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Oh jelas. 

14. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Itu kan kita kesepakatan terakhir kita akan dibicarakan dalam lobi. Sementara itu 

berjalan, lobi sudah menghasilkan apa yang kita bicarakan. 

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ada interference dari frekuensi, okelah. Jadi bagaimana kalau misalnya ini materi 

kan sudah oleh Perumus sudah dilepas ke Tim Lobi, tolong Tim Lobi kemarin untuk 
membicarakannya kembali begitu. 

Jadi saya rasa kembali saja kepada Tim Lobi yang kemarin. Artinya setelah Tim 
Perumus mengatakan ini, masukkanlah ini ke Tim Lobi. Soalnya Pak Ali Hardi ini 
menggunakan teknologi yang supra sekali begitu. Kita baru batin di sana sudah 
nangkap di sini langsung dikerjain kebatinannya. Atau itu dulu kita selesaikan 
sebentar? Setuju ya. Pasal 37 Ayat (5). 

16. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Pasal 37 Ayat (5). Memang kemarin secara bulat saya ingat betul ayat ini, 

memang, wording-nya memang tidak di-reload, karena kita tidak didampingi tim yang 
sekarang ada ini. Sehingga barangkali kemarin itu tidak sempat terangkat ke layar. 

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Staf tolong anu, yang operate komputernya, infocus. 

18. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Kemarin Pak Ali itu, kita bersepakat tentang Ayat (5) ini. Intinya adalah bahwa 

Pasal 1 Ayat (1) itu bukan bagian yang dimaksud oleh Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), ( 4). 
Itu Pasal 1 Ayat (1) walaupun ada yang mengatakan kenapa Ayat (1) saja, kenapa 

tidak juga Ayat (2) dan Ayat (3) begitu, ya. Tetapi kita memang sepakat di Ayat (1) saja 
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begitu. Sehingga kita berkesimpulan bahwa khusus untuk Pasal 1 Ayat (1) dia tidak 
terkena oleh ketentuan Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4). lntinya itu, dikecualikan. Non 
amendment article. Maka itu, wording-nya itu tidak sempat dinaikkan kesini kemarin. 

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sudah. Saya roof call saja kembali kemarin yang ikut lobi. Semua yang lobi, saya 

tanya saja satu-satu. 

20. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Boleh saya sedikit Pak? 

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sebelum masuk kepada anunya, diskusinya. Memori dari setiap yang kemarin 

ikut dari fraksi-fraksi waktu lobi ini. Mungkin ini Pak Fahrni. Kemudian dari F-PPP ada 
yang ikut. Lobi yang di sini. Oke silakan Pak 

22. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Dan ini kemarin menjadi agenda pembicaraan, karena tuntutan yang terus 

menerus disampaikan oleh rekan kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
untuk mencabut pasal itu ayat itu. Kita kan mau tetap ada, cukup dengan referendum. 
Kalau referendumnya 2/3, dinaikkan. Tapi ada kawan kami bilang dicabut saja, dicabut 
saja. Artinya usul yang ada dibalik itu ya kita pahami seperti sesuatu usul yang 
memang tidak mau membuka kemungkinan perubahan. Dikedua jawabannya adalah 
itu. 

23. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, saya minta yang ikut juga kemarin. Ya, jadi Pak Seto lebih dulu, nanti Pak 

Zacky, nanti Pak Rully nanti ya. 

24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih. 
Bapak-Bapak sekalian. Jadi mengenai Pasal 37 Ayat (5) ini memang kemarin kita 

sudah bicarakan. Dan rumusan ini saya ingat betul bahwa sampai saat terakhir, ini kan 
yang terus mengingatkan kita kepada persoalan ini nanti melanggar demokrasi, nanti 
bisa disalahgunakan, saya ingat betul itu adalah Pak Hamdan. Sehingga sampai akhir 
saya masih bertanya kepada Pak Hamdan, bagaimana Pak Hamdan kalau rumusan 
begini setuju enggak? Lalu memang dengan agak berat, tapi akhirnya Pak Hamdan 
mengatakan, ya sudahlah begitu. Ya jadilah ini begitu. Begitu posisinya kemarin. 

Terima kasih. 

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, Pak Zacky. 

26. Pembicara: Ahmad Zacl(y Siradj (F- UG) 
Saya kemarin mengusulkan di-drop ayat ini. Tetapi kemudian ada perumusan

perumusan untuk ke sana, saya menyampaikan ini. 

27. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya baik Pak Rully. 
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28. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Ya, kemarin kami memang mengusulkan ada kompromi dari dua rumusan yang 

referendum dan ini. Hanya itu rumusan yang ditawarkan kemarin oleh kami, yang 
kemudian tidak disetujui oleh Pak Slamet. 

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat 
dilakukan perubahan kecuali melalui dan seterusnya. Kalau mau kompromi dengan 
Tim Perumus, bisa saja diperberat dengan ¾ misalnya, untuk kompromi dengan Tim 
Perumus. Itu kemarin. Akhirnya karena tidak setuju Pak Slamet kembali ke sini 
Pimpinan. 

29. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik, terima kasih. 
Pak Yos tadi lebih dulu, nanti Pak Hamdan. Kemarin ikut di lobi ya. 

30. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Kemarin ikut. 
Jadi membahas Pasal 37 Ayat itu tadi sama sekali F-KKI menegaskan agar ... ada 

tiga hal... sebelum ... Ketuanya saya. 
Namun dari floor diberikan kejelasan bahwa mengenai ... itu sudah tercakup di 

dalam Pembukaan. 
Mengenai keutuhan wilayah itu saling mencakup. Lalu kemudian dari F-PDKB itu 

mengusulkanlah setelah rumusan ini yang diperkuat oleh PKB. Lalu kemudian 
ditanggapi dari Fraksi Reformasi Pak Fatwa, bahwa itu yang disebut di dalam 
Pembukaan itu ... Ayat (2) itu boleh. Ditambah oleh Fraksi PBB Pak Hamdan ..... 

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Hamdan. 

32. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima Kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saya terns terang saja termasuk yang sangat keberatan. Ya kemarin itu saya 

sampaikan dengan berbagai alasan. Bunyi Pasal, Ayat (5) ini seperti ini. Antara lain 
keberatan saya, bahwa ini adalah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Ada 
kebebasan orang berbicara saja tidak bisa dengan adanya ini. Saya katakan dengan 
bahasa yang paling gamblang kemarin, ini memberangus demokrasi. 

Jadi, oleh karena itu harus ada ruang sekecil apapun, ruang itu kita kasih. Untuk 
ada kemungkinan. Tapi yang, karena ruang yang sangat kecil itu menjadi tidak 
mungkin. Daripada kita membuat seperti ini, sama sekali tidak ada ruang. Jadi nanti 
orang berdiskusi mengenai masalah bentuk negara yang lain itu bisa ditangkap satu
satu. Saya kira inilah, yang saya katakan itu memberangus demokrasi. 

Kemudian yang kedua, ini juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 
Kalau rakyat yang berdaulat menyatakan apa, selesai begitu lho. Makanya saya 
katakan. Kok kita susah-susah merumuskan seperti ini, apa, mengunci seperti ini, 
sementara Pasal 37 sendiri menjadi objek perubahan. Nanti kalau apa, ya ubah saja 
Pasal 37-nya. Tapi bukan itu crucial point-nya. Crucial point-nya adalah ini adalah 
memutlakkan sesuatu itu yang bertentangan dengan demokrasi nanti orang tidak bisa 
berdiskusi mengenai masalah ini. Padahal baru segera diskusi. 
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Nah, untuk mencapai referendum 2/3 saja itu tidak ada di dunia. Referendum itu 
lebih dari setengah saja. Jadi bayangkan referendum 2/3. Jadi apa yang terjadi dengan 
situasi sosial. Katakanlah lebih dari setengah setuju. Katakanlah begitu. Saya tidak 
bayangkan kalau lebih dari setengah setuju, tidak mencapai 2/3, apa yang terjadi di 
Indonesia ini, kalau lebih dari setengah setuju untuk mengubah itu. 

33. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Maaf Pak, mungkin kita fokuskan saja. Saya ingin dikonfirmasi yang terjadi 

kemarin. 

34. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Yaitu itulah akhirnya apa yang terjadi terakhir semua sepakat. Ya saya kira ya 

sudahlah itu prinsip saya. Saya sampaikan begitu. 

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tapi ya sudahlah. Tapi itu catatan dari Anda. 
Terima kasih. PakAmru. 

36. Pembicara: AmruAI-Mu'tashim (F-KB) 
Saya yang tim sana Pak Jadi begini. Enggak, saya hanya menyampaikan saja. 

Kemarin di Tim Perumus, memang terjadi perdebatan cukup alot. Akhirnya karena 
alot, kita menyerahkan kepada Tim Lobi. 

Jadi kalau saya melihat prosedur antara diserahkan tim lobi, lobi mengerjakan 
itu, menurut saya sudah pas. Kalau toh apa, kok ini belum ada fraksi yang belum 
menyampaikan kepada temannya yang di fraksi sini atau di sana, atau yang lain fraksi
fraksi yang lain juga ada, saya kira psikologis saja. Jadi kalau saya secara prosedural, 
karena dilimpahkan kepada tim lobi, lobi sudah mengerjakan secara prosedural, itu sah 
diterima. Jadi kalau saya ya kebesaran jiwa kita lah untuk menyelesaikan secara cepat 

Terima kasih. 

37. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. Pak Ali Masykur tadi. 

38. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Ya memang sikap fraksi usulan fraksi itu macam-macam. Keputusan dengan 

bulat seperti Ayat (5) itu. 
Terima kasih. 

39. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Slamet barangkali. 

40. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Kami dari Fraksi TNI/Polri. Kemarin dalam membahas ini, memang yang 

mengangkat kembali masalah ini, terus terang saja dari Fraksi TNI/Polri. Kenapa 
demikian? Di era globalisasi yang kayak sekarang ini, tidak ada satupun yang bisa 
menjamin keutuhan bentuk negara. Even di negara modern. Kita tahu perubahan global 
ini begitu pesat sekali. Justru disaat itu kita lagi lemah-lemahnya. 

Kedaulatan rakyat masa lalu dengan terjemahannya masa depan, kita tidak bisa 
menggambarkan kayak apa. Demokrasi sekarang demokrasi langsung, di masa depan 
kita belum tahu kayak apa bentuknya. Kita menghadapi separatisme Aceh, Papua ya, 
Maluku Selatan dan sebagainya, babak belur. Jadi kalau ada satu pasal yang 
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memberikan peluang untuk bisa retaknya integrasi. Mahon itu diperhatikan. Landasan 
berpikir inilah yang mengangkat pada kita. 

Jadi di samping itu, kedua, dari uji shahih. Dari kita juga melakukan kunjungan 
kerja ke daerah. Seluruhnya memasalahkan terutama di kubu TNI/Polri. Siapa yang 
bisa menjamin keutuhan bangsa ini di masa depan. Saya enggak ngerti kalau nanti ada 
negara Sumatra, Aceh sendiri, ada kepulauan Riau, enggak dikasih provinsi terus minta 
jadi negara merdeka sendiri. Jadi inilah alasan pertama. 

Lalu yang kedua Pak. Yang kedua dari segi hukum non amendable article itu bisa 
diberlakukan dimana saja. Saya pikir kita tidak perlu secara alasan-alasan akademis 
dan sebagainya. Apa maunya bangsa kita ini. Dan konstitusi ini adalah milik kita 
seluruh bangsa. Bukan miliknya orang yang di MPR ini saja. Kalau ada apa-apa di ... , 
yang bertanggung jawab siapa? Apakah yang di MPR ini saja? Jadi buat kami, masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Dan harus eksplisit masuk di dalam 
ini Pak, perubahan ini. 

Kemudian yang dari segi mekanisme Pak. Mahon maaf ini Pak. Mekanisme ini 
memang kemarin sudah kita sepakati. Kalau yang sudah diputuskan di lobi nanti, baru 
dilemparkan ke Tim Perumus. Jadi Perumus kan kedudukannya tinggal menjabarkan 
apa yang diputuskan di lobi. Kalau lobi Pimpinan sudah menerima ini lho, kenapa kok 
disalahkan lagi Pak. Jadi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Kalau kita, 
memang agak ngotot. Ya terns terang saja ngotot. Kalau boleh diartikan. Mudah
mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman. 

Terima kasih Pak. 

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa anu Pak bisa lah. Mungkin F-PDI belum, memberi konfirmasi saja. 

42. Pembicara : Peserta Rapat 
Soal Pasal 37 Ayat (5) ini .... Panjang pembahasannya. Tapi kemarin itu kita 

semua memang hadir. Saya pikir saya tambahkan kalau soal mekanisme ... yang 
namanya lobi itu betul-betul ... aturan yang terlalu rigid. 

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik. Mungkin anu Pak Hanya ingin saya ingatkan bahwa, kita memang waktu 

membentuk ini adalah ketua-ketua fraksi. Atau kalau tidak ada ketua fraksi, ya ketua 
poksinya. Dan ketua fraksi yang tidak ada di sini on call available dan dengan 
kekuasaan yang pen uh begitu ya. 

44. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Jadi kemarin kan saya sudah, sementara kita membahas ini. Karena memang kita 

agenda yang dari perumus sudah selesai. Sementara membahas, kan datang Pak Zain. 
Memberitahu lho kok ini sudah masuk sini sementara ini sedang dibahas. Maka saya 
sampaikan di sini. Bahwa apapun yang kita, yang berkembang di sini tolong ada 
koordinasi dengan Tim Perumus. Jadi apa, oleh karena itulah timbul masalah. 

Timbul masalahnya di situ, artinya Lobi mendahului Tim Perumus. Padahal kan 
prosedurnya kan Tim Perumus tidak selesai apa yang tidak disepakati di sana 
dilimpahkan ke Lobi. Tapi apa yang berkembang di sana lalu kita tahu apa yang 
argumen-argumen di sana. Sekarang karena kita bekerja lebih awal daripada Tim 
Perumus lalu argumen di sana kita tidak sempat rekam gitu. Makanya saya memberi 
statement saya kira kalau ini dipasang kemarin bisa di saya mengingatkan. Supaya ada 
koordinasi dengan Tim Perumus. Terima kasih. 
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45. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin, Pak Andi tadi. 

46. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Mungkin begini Pak. Barangkali yang tidak perlu dibicarakan implikasi kalau toh 

ada yang menakutkan di sini. Seperti dikatakan tadi Pak Hamdan, nanti kalau kita 
berbicara mengenai Negara Kesatuan dalam sebuah wacana diberangus, di-breidel. 
Mungkin itulah yang menjadi perhatian kita. Kalau ini masuk bisa nanti otonomi 
daerah dikebiri. Barangkali itu sajalah yang menjadi perhatian kita. 

47. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Saya rasa itu sesuatu yang sesudahnya lah. Sekarang ini adalah bahwa kita sudah 

sempat punya rumusan ini dari Tim Lobi. Dan perumus mengusulkan ini dibawa ke 
Lobi. Sesudah ini ada kesimpulan ini. ltu saja kita selesaikanlah. Jangan substansinya 
lagi. 

48. Pembicara : Fahrni Idris (F-PG) 
Saudara Pimpinan. 
Saya yakin teman-teman saya ini tidak punya maksud atau pendapat lain tentang 

bentuk negara. Yaitu negara kita adalah negara kesatuan kecuali kita punya cita-cita 
atau pikiran lain. Maka ini pasti tidak nyaman. kan begitu kan. Kita tidak punya cita-cita 
lain kecuali negara kesatuan. 

Sehingga kalau memang niat kita sama-sama begitu maka rumusan Ayat (5) ini 
ya oke-oke saja. Saya yang punya cita-cita tentang ini kebetulan suka, begitu. ltu 
pertama. 

Kemudian kalau ada regulasi dalam demokrasi itulah demokrasi. Demokrasi 
tanpa regulasi, anarki. Bukan demokrasi. Jadi kalau kebetulan regulasinya kita 
tafsirkan membatasi, sebetulnya dia ingin menyelamatkan proses demokrasi. Jadi, saya 
yakin rumusan ini tidak memberi batasan apapun kepada warga negara. Misalnya kita 
memilih dasar negara kita seperti di Pembukaan. Ya sudah suka rela. Bukan berarti 
bahwa kalau orang berpikir lain, selama dia tidak melakukan untuk mengubah itu, ya 
oke-oke saja. Wacana dan sebagainya. 

Jadi kalau menurut saya kepada sahabat saya ini, sahib saya ini kita ikhlaskan lah 
bahwa pada generasi kita ini cita-cita tentang negara kesatuan yang diperjuangkan 
oleh para Bapak kita itu, ya harus kita pelihara. Caranya memelihara adalah begini, 
kalau Bapak kita dulu lewat berbagai macam perjuangan begitu. Dan kebetulan dalam 
lobi kesepakatan kita kemarin ini, begini, begitu. Menurut saya tidak ada kekeliruan 
sedikit juga dari teman-teman yang ikut lobi mengenai hal itu. 

Nah tentang pendapat teman-teman khususnya Saudara Ali Hardi dan Saudara 
Hamdan. Ya kita bicarakan baik-baiklah dengan teman-teman ini, saya yakin teman
teman ini juga tidak punya cita-cita lain, terhadap atau bagi eksistensi tentang negara 
kesatuan. 

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Hamdan itu mengulang apa yang 

disampaikannya kemarin. Tapi kemudian setelah semua sependapat ya sudahlah. Tapi 
pendapat saya begitu. kan begitu tapi secara anu. Bagaimana kalau begini. Kita 
putuskan kembali dan yang kemarin khusus keputusan mengenai soal ini kita 
perbaharui dengan keputusan hari ini, begitu. 

Ya silakan. 
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50. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Jadi ini saya ingin klarifikasi saja, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman 

yang sama pada kita semua. Pertama menyangkut mekanisme. Saya pikir kita setuju 
bahwa siapapun yang mewakili fraksi dalam lobi itu, memang diberikan kewenangan 
penuh, itu jelas kita semua sudah sepakat. Hanya persoalannya, kemarin yang terjadi 
itu ketika Tim Perumus sedang mempersoalkan dan kemudian tidak selesai sampai di 
sore hari itu lalu ditutup dengan kesepakatan ini diserahkan ke Tim Lobi. 

Sementara ketika itu dilakukan Tim Lobi sudah memutuskan ini. Jadi ini kan ada 
sesuatu, yang sehingga kemudian terus terang, kami di internal Fraksi PPP terkejut
kejut, itu karena saya dan Pak Zain di sana, sementara Pak Ali Hardi tidak mengetahui 
proses yang di sana gitu. Jadi ini mekanisme, menurut saya ini sesuatu yang juga perlu 
proses itu. Bukan berarti ini biasa-biasa saja. Menurut saya ini ya buat catatan kita ke 
depan lah. Supaya, tapi okelah, itu buat kami, itu tidak persoalan. 

Kembali kepada substansi apa yang disampaikan oleh Pak Fahrni itu benar 
adanya. Jadi NKRI itu bagi kita semua sudah tidak ada persoalan. ltu sudah. Yang kami 
persoalkan sesungguhnya apalagi ini kaitannya dengan wacana KK dan lain sebagainya. 
Bagaimana sorotan para pengamat di luar dan sebagainya itu begitu tajam terhadap 
performance kinerja kita. Nah, terus terang dalam internal Fraksi PPP itu, rumusan 
seperti ini, semalam itu kami juga melakukan beberapa konsultasi kepada pimpinan 
fraksi yang lain. Justru, rumusan seperti ini bertentangan dengan Alinea ke IV 
Pembukaan dan Pasal 1. Alinea ke IV Pembukaan itu mengatakan : "maka disusunlah 
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". 

Jadi yang berkedaulatan rakyat itu dalam satu tarikan nafas dalam negara 
Republik Indonesia. Yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 bahwa : "Kedaulatan itu 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketika kita lihat 
Undang-Undang Dasar, ini menutup sama sekali. Jadi saya khawatir secara akademis, 
secara nalar justru kedaulatan rakyat ini tidak bisa dilaksanakan. Sehingga karena 
konstitusi tidak memberikan kanalisasi terhadap bagaimana pengejawantahan 
kedaulatan rakyat itu, kita justru khawatir, betul ini akan dilakukan dengan cara-cara 
yang inkonstitusional. Jadi sebenarnya itu kami ini menjaga kita semua Badan Pekerja 
MPR secara keseluruhan dalam substansi ini. Supaya kita jangan menjadi sasaran 
tembak lagi oleh mereka-mereka yang selama ini memang dengan wacana KK ingin 
melihat lubang-lubang yang ada dalam formulasi ini. Itu sebenarnya yang ingin kami 
sampaikan. Jadi keberatan kita itu di situ. Bukan persoalan NKRI. NKRI sudah selesai. 
Buat kita tidak ada. Itu buat kita. 

51. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Jadi apa-apa yang disampaikan itu mendalam sekali. Dan itu adalah bagian 

daripada diskusi kemarin di sini maupun di ruang perumus. Saya hanya berharap 
begini. Kita juga ada time management lah, ini sudah 10.30 WIB. Materi kita masih ada 
bahkan Tim Perumus masih harus kerja juga ini untuk pelaporan. Masih ada lah nanti 
kita lihat. Jadi masalahnya saya tawarkan begini. Apa yang disampaikan Pak Lukman 
sudah kita rekam bersama. Dan beliau mengatakan ini supaya menjadi koreksi ke 
depan. 
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Jadi, tetapi saya mengusulkan, supaya khusus mengenai hak keputusan lobi yang 
kemarin tentang ini di re-endorse sekarang. Setelah kita hadir semua begitu ya. Setuju 
ya. 

Baik, terima kasih. 

52. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Saya mau tanya ini. Bukan, bukan ini. Ini sudah lewat. 

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Cepat banget. 

54. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Perkara lain. Ini Oke. Sebentar mengenai Pasal 33. Kemarin kan kita ngomong 33 

juga kan di sini rame-rame kan. Dan yang kita sepakati di sini, ternyata berbeda dengan 
yang di sana. Nah kemudian, kan kita berbicara mengenai legalitas. Tentang keabsahan. 
Mana forum yang paling absah untuk memutuskan. Kemarin dikatakan yang absah di 
sana. Tapi bagaimana pun lobi yang mungkin terjadi kan kemarin bukan lobi main
main, serius kan. Bapak-Bapak kemarin mau minum-minum kopi, enggak. Serius. Jadi 
yang kita bicarakan juga sesuatu yang serius. Jadi ruangan sana Tim Perumus sana juga 
harus memperhatikan. Semangat yang terjadi pada proses lobi tentang Pasal 33. 

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Sama seriusnya. Justru karena ada suasana batin di sini itu mendorong di sana 

menjadi selesai Pak, Pak Fahrni. Justru kita appreciate. Justru dengan adanya 
kesepakatan di sini, suasana batinnya terpancar ke sana. Sana langsung selesai gitu. 

56. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Tapi berubah. 

57. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ndak, ndak. Itu idenya itu sama. Sudahlah ya. 

58. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Begini, begini. lya saya selalulah demokrat. Saya ini satu kubu dengan Bung Jakob 

lah. Cuma saya tetap di kubugitu. Begini .... 

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ini orang kubu ini. 

60. Pernbicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Begini, saya terima apalagi di sana teman-teman saya ada. Saya harus hormati 

juga saudara-saudara dan teman-teman saya. Cuma tentang efisiensi berkeadilan terus 
terang saja, saya semalam terpaksa nyari buku di rumah bawa ke hotel rada janggal itu. 
Itu saja yang ingin saya katakan. 

61. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Catatanlah ya, supaya ini sense of para ... gitu, untuk mengawal perjalanan 

ekonomi kita. 
Terima kasih. 
Satu rangkaian. 

62. Pernbicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Walaupun Pasal 37 Ayat (5) sudah diketok. Tapi perlu saya sampaikan bahwa 

kemarin pada saat lobi itu setelah diedarkan itu ditanda tangan di sana tercantum 
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nama Pak Asnawi Latief di sana. Memang pasal ini kemarin saya tidak memberi 
pendapat. Kemudian saya keluar shalat. 

Tapi setelah masuk diedarkan itu hasil lobi. Kemudian di sana ada Pak Asnawi 
punya nama. Disuruh tanda tangan Pak Asnawi keberatan. Terus tanya sama saya ini 
gimana. Saya katakan bahwa kan itu Tim Perumus itu kan Pak Asnawi. Saya di sini kan 
lobi itu khusus menyangkut dengan komisi konstitusi. Tapi toh masalah itu tidak bisa 
selesai di sana masuk di sini. 

Jadi itu yang menjadi keberatan Pak Asnawi sehingga kemarin beliau tidak ikut 
dalam penandatanganan itu. Sehingga tadi beliau berpesan kepada saya bahwa sikap 
fraksi itu tetap seperti yang sudah ada di dalam catatan ini. Walaupun demikian kalau 
memang fraksi-fraksi sudah menyetujui saya akan sampaikan. Dengan catatan itu tadi. 
Supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Posisi saya di sini dengan beliau. 

Terima kasih. 

63. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Tapi kalau Pak Rahawarin bisa menandatangani, biar supaya penuh. 

64. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Jadi maksud saya kalau soal "negara kesatuan" kita tidak ada soal. 

65. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Oke Pak kalau begitu ya. Jadi teman-teman sekretariat tolong itu disesuaikan. 

66. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F- PDU) 
Hanya saja teman-teman baik Pak Hamdan maupun dari F-PPP. bahwa antara 

Ayat (1) sampai (4) yang kemudian lahir Ayat (5) ini, kayaknya kurang serasi kurang 
elok begitu. Tapi kalau memang saudara-saudara mau mempertanggungjawabkan ini, 
ya terserah. 

67. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Inilah indahnya demokrasi orang Indonesia yang penuh kekeluargaan itu. Jadi 

kita memang melihat kearifan para founding fathers itu ya. Luar biasa. Saya rasa sudah 
selesai ya. 

68. Pembicara: AmruAI Mutashim (F-KB) 
Saya usul begini. Saya melihat tadi saya ada informasi waktu saya di Sidang 

Paripurna tadi. Ada juga kelompok lain yang ingin ketemu. Karena itu saya 
mengusulkan supaya jalan dua-duanya. Yang kita mau temu-temu dengan senior
senior kita lakukan, di sini tetap lobi. 

69. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Boleh. Jadi mungkin ada yang bisa jangan satu orang, beberapa orang. Tapi ada 

unsur Pimpinan Komisi A menerima. Kalau Pak Amru berkenan barangkali, atau siapa, 
Pak Amru berkenan? Mungkin ajak teman, Pak Astawa barangkali? Pak Harjono atau 
Pak Julius Usman, Pak Astawa. This time you are in the right room sir ... Ya silakan dari 
Pimpinan Pak Amru dengan Pak Astawa. Pak Seto mau ke sana? Ya silakan. 

Kemudian dari teman-teman fraksi tolong ditemani juga. Ada Pak Julius Usman, 
ada siapa lagi? Pak Tjipto, di ruang GBHN. Pak Januar Muin, saya rasa wah ini kelas 
berat ini yang nerima. Pak Amin juga bisa, kalau berkenan, atas permintaan rakyat 
banyak Pak Amin. Iya, iya tolong didampingi Pak Sekretariat tolong disiapkan ruangan 
itu. Dari Golkar supaya ada juga lah. Pak Baharuddin Aritonang supaya diketahui nama 
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beliau adalah Bambang Aritonang. Dia sudah lama di Yogya sehingga bahasa Batakpun 
dia sudah tidak bisa lagi. Sudah susah. Logatnya pun sudah tidak kentara dia. Dia sudah 
lupa. Ngakunya Bambang dia. 

Baik kita lanjutkan Pak ya. Terima kasih sekali lagi atas suasana yang begitu 
penuh toleransi dan kekeluargaan di antara kita mudah-mudahan mewarnai terus. Oh 
ya makanya saya kenal beliau-beliau ini dari dulu-dulunya. 

Kemudian apakah kita akan masuk pada materi Pak Fatwa dulu. Kita alokasikan 
waktu. Kemudian baru ke komisi konstitusi. Ya. Jadi tolong di-display ya. Mungkin saya 
undang untuk. .. , ya. Jadi ini kemarin kita sudah dengar penjelasan Pak Fatwa. Dan 
kemarin pun saya memberikan beberapa penjelasan sehubungan dengan, ada 
hubungannya dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, setelah di amendemen 
dalam satu susunan. Saya menjelaskan begini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berlaku dan yang kita amendemen dan yang nanti hanya akan menjadi lampiran, 
lembaran pertama daripada susunan itu adalah: "Undang-Undang Dasar 1945 yang 
memang ditetapkan berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang di 
dalamnya ada Keppres, ada lembaran negara, begitu. 

Yang kedua adalah Pasal II dari Aturan Tambahan ini. Ini sudah kita putuskan 
bersama. Jadi posisi daripada usul ini adalah untuk menambah begitu. 

Nah saya barangkali, apakah saya roll call saja mulai dari kanan saya, kemarin 
dari kiri sekarang dari kanan begitu. Satu persatu ya, baik. 

Kami undang dari Golkar Pak Andi silakan. 

70. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Kemarin saya sudah baca ini dan berusaha untuk memahami, ini kalau masuk di 

Aturan Tambahan, bisa tidak dibuat bahasanya lebih normatif sifatnya Pak Kalau 
seperti ini kayaknya berita itu, bergantung naskahnya Pak. Kalau kalimatnya seperti 
berita ini, mungkin lebih pantas di risalah barangkali ya. Risalah pada saat kita 
menyusun satu naskah, ini ditempatkan di awal. Kecuali ini, kalau bisa diubah menjadi 
bahasa normatif seperti yang aslinya bahwa dengan berlakunya ini maka yang 
dimaksud Undang-Undang Dasar terdiri atas ini, ini, itu memang bahasa normatif. 

Saya kira untuk sementara itu. 

71. Kett1a Rapat: Jakob Tobing 
Kalau seperti ini mungkin lebih cocok di risalah, sebagai bagian dari risalah. 

72. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Naskah dari satu kesatuan. Jadi di awal dia Pak. Di Pengantar. 

73. Kett1a Rapat : Jakob Tobing 
Di risalah resmi ya. Baik terima kasih. 
Pak Nadjih barangkali, dari F-PBB silakan, oh tidak ada. Oh nanti dulu baik. Pak 

Amin atau Pak Pata. Pak Pata anda disuruh senior ikut. 

74. Pembicara: A.M. Fatwa (F-PAN) 
Nih aku agak tersinggung nih, Pata nih Pata. Pa Amin menyerahkan merah 

putihnya untuk aku ini, betapa tidak gagah beraninya beliau. Merah putih diserahkan 
ke aku. 

75. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
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Yang pertama-tama saya, kami juga memahami kalau kita mengingat pengertian 
Undang-Undang Dasar ini kan mengatur masalah lembaga negara, masalah HAM dan 
sebagainya. Jadi kemudian pengertian kita, perdebatan Aturan Peralihan sudah jelas 
apa yang harus dimuat. Kemudian Aturan Tambahan jadi kami melihat penempatannya 
ini kurang pas kelihatannya kalau dimasukin di Aturan Tambahan atau di Aturan 
Peralihan. 

Yang kedua kebetulan kan kita tidak pernah ada kata petunjuk mengenai sejarah 
Undang-Undang Dasar. Sebetulnya dalam pasal-pasal kita tidak ada Pak. Dan kata-kata 
Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak pernah dimasukin sebagai suatu apa, resmi 
dikatakan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi belum ada keterangan atas ini 
dimasukkan sana. Sehingga mungkin kalau kita mau masukan ini, saya juga belum tahu 
pasti dimana dimasuknya ya. Sebab kita kan hanya ada Pembukaan dan pasal-pasal. 
Jadi bagaimana penempatan apa usul ini. Kami paham sekali bahwa maksud ini kan 
suatu supaya lurus bahwa yang dipakai bukan Pembukaan Pasal tahun 1945 yang dulu, 
tapi yang berdasarkan adalah Dekrit 5 Juli. Ini maksud historisnya kan. Tapi bagaimana 
penempatan ini harus suatu struktur Undang-Undang Dasar kita. Ini yang kami 
bersedia untuk kita bisa membahas hasil keputusan. 

Sekian terima kasih. 

76. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Berikutnya Pak Ali Hardi. 

77. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ketua dan rekan-rekan sekalian. 
Memang kita memaklumi bahwa yang menjadi setting kita kan memasukkan 

Aturan Tambahan ini. Dalam rangka melepaskan penjelasan. 
Jadi dalam kata lain Penjelasan dihilangkan, kita mempertahankan Pembukaan 

dan pasal-pasal. Oleh karena itu ada kolerasinya dengan keinginan ini. Karena kalau 
kita lihat di dalam naskah-naskah ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 
Agustus 1945 memang ayat terdiri daripada Preambule dan Batang Tubuh. 

Kemudian juga dia berlanjut, hilang tahun 1949 sampai tahun 1959, maka dalam 
Dekrit pun tidak menyebutkan Penjelasan. Dekrit itu pun hanya kalau kita lihat naskah 
Dekrit memang hanya Preambule dan Pasal-Pasal. 

Nah inilah kolerasinya sehingga kami barangkali mencoba membuat normatif ini 
kalau memang bisa di, terkait gitu. Jadi Pasal 2 tetap dengan yang lama naskah lama. 
Tapi kami sisipkan kata ini dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 
ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan 
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Karena 
tidak ada memang di sana kan. 

Jadi sudah saja 18 Agustus 1945 sampai Dekrit, itu tetap hanya Pembukaan dan 
Pasal-Pasal. Penjelasan itu kan nanti berkembang pada waktu apa pada waktu Pak 
Fahrni dan Pak Jakob menatar kami P-4. Saya manggala Pak, ditatar oleh Seto, mana 
Seto. Saya manggala karena beliau punya program Pak. P4 itu kan kita walk out Pak, P4 
itu. Jadi kan Fraksi kami kan walk out P-4. Tapi karena apa, yaitulah apa resiko kita 
berdemokrasi. Ya walaupun kita walk out waktu itu ya tetap kita terima. Ketika itu 
sudah diputus ya kita terikat dengan putusan itu. 

Nah makanya itulah Pak, ya itu untuk memperkuat keinginan kita bahwa 
memang itu hanya Pembukaan dan Pasal-Pasal. Sebab kan sekarang bertentangan Pak. 
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Caba ditelusuri dulu supaya Bapak-Bapak percaya saya ini beritikad baik untuk 
republik ini. Aslinya ditambah sisipan saya. Normatif itu. Hari ini saya kira. Caba 
sisipannya ya. Negara, dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, 
katanya apa manage men waktu .... 

(Pembicaraan terputus) 

Yang diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu dasar kita 
sekarang ini ya, terdiri atas, tidak begitu saja. Saya kira setuju semua. Pak Fatwa 
apalagi. 

78. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Sempat ngancem, ngancem. Teman jangan diancam Pak. Galakkan dia. Berikutnya 

barangkali, ini tolong dilihat baik-baik, silakan mohon maaf Pak Supaya saya lebih, 
nama kurang cepat saya merekam Pak 

79. Pembicara: Harifuddin Cawidu (F-UD) 
Harifuddin Cawidu 

80. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Harifuddin dari F-UD 

81. Pembicara: Harifuddin Cawidu (F-UD) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Baiklah kelihatannya saya sependapat dengan saudara saya yang dari Bugis itu 

ya. Pak Andi tadi bahwa ini kelihatannya bersifat informatif ya, tidak bersifat aturan. 
Padahal ini, kita judulnya Aturan Tambahan. Kalau dia, judulnya Aturan Tambahan 
terus di dalamnya dikasih informasi ya, barangkali memang tidak klop begitu. 
Sebetulnya saya sangat memahami apa yang, substansi yang diinginkan oleh yang 
terhormat Bapak AM. Fatwa. Bahwa ini jangan kita kehilangan momentum historis kita 
ya. Bugis sesama Bugis juga ya. Jadi barangkali kalau memang hams masuk dalam ini 
kita carikanlah tempat yang pas begitu ya, apakah di risalah atau di tempat yang lain. 

Terima kasih. 

82. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih Pak Harifuddin. 
PKB, atau Pak Hamdan dulu, ya. 

83. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatulaahi wabarakaatuh. 
Saya melihat rumusan yang diajukan oleh Fraksi Reformasi ini kan hanya 

penyempurnaan dari Pasal 2 draf yang kita sudah siapkan. Jadi tidak ada salahnya kita 
pertegas di sini, karena toh hanya penyempurnaan dari rumusan yang sudah kita buat 
bersama. 

Saya kira begitu, terima kasih. Tapi dengan memperbaiki rumusannya saja. 

84. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dengan memperbaiki maksudnya seperti yang ... 
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85. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Iya, iya memang menyempurnakan inipun mungkin sedikit penyempurnaan. 

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Itu pun dimuat seperti bertentangan lagi. Memang hams disempurnakan. 

87. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Iya sama dengan intinya sama. Cuma mungkin ada bahasanya. Bukan 

penyempurnaan substansi, bahasanya saja. 

88. Pembicara: A.M. Fatwa (F-PAN) 
Ada usul tidak? 

89. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Saya lagi rumus baca-baca tadi, langsung bicara jadi tidak sempat. 

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Tidak, soalnya Pak Ali Hardi saya lihat agak tegang waktu mendengar ini masih 

hams diperbaiki gitu. 

91. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Tadi coba kalau kita lihat Pak Slamet, Bapak tidak berani tegur, padahal memang 

beliau .... 

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Tidak, saya lihat anda saja tidak berani tegur apa lagi saya .... 

93. Pembicara : Ali Hardi (F-PPP) 
Bukan ini sudah bawaan badan ... soalnya terbesar di dunia dia tidak bisa sudah 

bawaan badan lah .... 

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Pak Ali Hardi tolong dipahami Pak Slamet itu, dari awalnya latihan dasarnya tuh 

begitu. Ya itu infantri dan anda tuh pelaut Baik barangkali dari F-KB silakan. 

95. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak sekalian yang saya hormati. 
Kami sifatnya tanya. Apakah pelaksanaan Undang-Undang Dasar kita yang 

sementara ini dan sudah berjalan dengan baik dan itu berangkat dari Dekrit Presiden 5 
Juli, itu perlu penekanan. Ini pertanyaan mendasar.Karena selama ini kita sudah 
menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dan kemasyarakatan kita berdasarkan Dekrit 
itu sendiri 5 Juli 1959. 

Kemudian yang kedua. Tolong saya juga dikasihtahukan. Seingat saya kan dengan 
diberlakukan Dekrit itu ada lembaran negara, atau berita negara itu, lembaran negara, 
75 tahun, 1959. Dengan demikian dari segi formal dan itu mengikat bangsa dan negara 
ini dari konteks dasar hukumnya juga sudah formal juga. Jadi menumt saya ini kok 
pengulangan dari apa yang telah sehari-hari kita lakukan. Dan yang kedua dan memang 
sudah ada dasar hukumnya yang sementara ini ada. Ini yang kedua pertanyaannya. 

Kemudian yang ketiga. Apakah, ini bertanya saja, ada istilah Dekrit disebutkan di 
dalam sebuah sebuah Undang-Undang Dasar. Ini implikasinya bagaimana. Ini bertanya 
saja. Ini nakal saya tanya saja gitu. Ada Dekrit disebutkan di dalam Undang-Undang 
Dasar dan itu eksplisit gitu. Kalau Dekrit dulu, karena Pak Supriyadi tidak dukung 
waktu itu, jadi lain. 
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Menurut saya perlu dicerna oleh kita semua. Karena itu sejarah itu kan bisa 
verifikasi, bisa pengulangan dan sebagainya. Jadi kalau memang hal ini apakah tidak 
sebaiknya, saya tadi ada yang usul ada di risalah seperti Pak Andi, Kakanda di terus 
mas Andi juga dari Ujung Pandang yang di sebelah saya, sama-sama Makasar lah. 

Itu bisa dicerna untuk mencari jalan tengahnya. Prinsipnya apa yang menjadi 
penegasan kita memang melaksanakan memberlakukan Undang-Undang Dasar kita 
atas dasar Dekrit, iya. Tapi perlukah dieksplisitkan di dalam sebuah Undang-Undang 
Dasar. 

Terima kasih. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

96. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, bernah sekali. Terima kasih. 
Berikutnya Pak Slamet silakan. 

97. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Ini tadi diledek terus tadi, Dekrit ini, memang saya ini mau melakukan Dekrit ini. 
Baiklah jadi begini Bapak-Bapak sekalian. Ini kalau kita baca, saya dari awam Pak 

ya tentang bagaimana itu dalam Hukum Tata Negara tentang menyusun dalam suatu 
naskah Undang-Undang Dasar. 

Dilihat dari ini kalau kita lihat rancangan asli ini sebetulnya tambahan yang 
diusulkan oleh, apakah dari Pak Reformasi, ataukah dari Pak Kiai ini, itu inikan, kalau 
saya ngomong, ini jamnya malam hari Pak 

Kami pikir demikian Pak jadi, makna di Aturan Tambahan ini Pak ya, dari 
rumusan yang kita sepakati sebetulnya menurut saya sudah lengkap. Rumusan baru ini 
justru akan menimbulkan pertanyaan. Tapi pertanyaannya demikian Pak. Kalau begitu 
dulu Bapak-Bapak kita itu pernah berkhianat atau bagaimana dan sebagainya 
mengutik-utik lagi Iuka-Iuka lama, ini pertama Pak. 

Lalu yang keduanya. Setahu saya Undang-Undang Dasar 1945 yang tahun 18 
Agustus 1945 sama yang Dekrit sampai yang kemarin dilakukan 1965 itu ya itu-itu juga 
Pak. Masih itu-itu juga. Jadi kenapa kok kita bicara, masukkan, mohon maaf ini 
mengutik-utik Iuka lama. 

Kalau yang dimaksud yang itu saja tanpa disebutkan tambahan diberlakukan 
kembali Dekrit sekian itu maknanya yang dimaksud yaitu kenapa kok kita masukkan. 
Itu yang pertama Pak 

Lalu yang kedua. Usulan ini baik Pak supaya sejarah itu tidak dihapuskan. 
Apakah tidak ada tempat lain Pak Ini sejarah memang tidak bisa dihapus. Tapi mesti 
ada tempatnya yang benar dimana, mungkin Bapak-Bapak lebih tahu. Kalau kita lihat 
pemandangan umum dari pengusul tidak menyebutkan. Tapi pengantar musyawarah 
kami dengar kalau tidak salah Pak ya. Pengantar musyawarah ini masuk. Jadi 
barangkali kalau tidak dimasukkan di sini, kalau boleh kami sarankan, risalah mesti 
harus masuk Demikian Pak. 

Terima kasih Pak Tapi harus tempat yang terhormat Yang terhormat lho Pak. 
Terima kasih Pak 

98. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Yos silakan Pak Yos. 
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99. Pembicara: Birinus Joseph Rahawadan (F-KKI) 
Terima kasih Pimpinan. 
F-KKI telah membaca kembali Dekrit Presiden alinea yang ke-2 yang bunyinya 

begini : "Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagai pemirsa, anggota sidang 
pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang Konstituante tidak 
mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya". 

Itu Alinea ke-2 dari bunyi Konstitusi. Sehingga dengan rumusan seperti Pasal 2 
yang sudah direvisi, yang sudah diusulkan oleh forum ini. Untuk menanggapi usulan 
dari F-Reformasi. Penambahan anak kalimat yang diberlakukan dengan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959. Itu bisa ditafsirkan bahwa penyusun amendemen ini, bukan oleh 
MPR ini. 

Dengan kata lain oleh kelompok lain, lalu dari rumusan ini mau mengatakan, 
memberitahukan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang 
Dasar yang sebagaimana didekritkan oleh Presiden pada tanggal 5 Juli. Jadi 
pemberitahuan seolah-olah bahwa amendemen konstitusi sekarang ini tidak disusun 
oleh kita-kita yang duduk di dalam ruangan ini. Tetapi dengan Alinea ke-5 sebenarnya 
sudah cukup jelas apa yang diusulkan oleh Fraksi Reformasi. 

Kita semua mengetahui bahwa seperti yang diketahui oleh Presiden bahwa 
Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, itu kita semua sudah tahu. 
Sehingga saya kembali mengatakan bahwa bunyi Alinea ke-2 dari Dekrit Presiden 5 Juli 
ini lalu dikaitkan dengan rumusan anak kalimat yang tadi di atas rumusan yang di atas 
yang dari pembicaraan kita yang diberlakukan dengan Dekrit presiden 5 Juli 1959. 
Bukankah ini akan mengesankan bahwa amendemen ini tidak disusun oleh kita-kita 
yang ada duduk di ruangan ini, tapi oleh pihak lain karena ada pemberitahuan seperti 
itu. 

Terima kasih. 

100. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Yang belum bicara, barangkali saya gilir dulu yang belum bicara. Jadi nanti 

mungkin agak, ya makanya. Masih ada dari F-PDU, dari Golongan baru nanti saya kasih 
Pak Harjono. Ya silakan Pak Rahawarin. 

101. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh F-Reformasi itu yang pertama kami 

terima. 
Dengar dulu gagasan dari F-Reformasi itu, yang pertama saya menerima. 

Kemudian rumusan yang sudah disempurnakan tadi oleh Pak Kiai itu. Setelah saya 
melihat dari rumusan awal yang disampaikan oleh F-Reformasi tadi. Maka saya lebih 
cenderung untuk memilih rumusan yang disempurnakan oleh Kiai Ali Hardi Kiaidemak 
tadi. 

Kemudian alasan-alasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apakah 
alasan kesejarahan dan lain-lain sebagainya, memang itu fakta sejarah, itu fakta 
sejarah. Jadi mungkin perbedaan kami dengan Pak Andi, Pak Andi mungkin lebih tepat 
ini dimasukkan apa itu dalam risalah. Tetapi bagi kami lebih baik masuk dalam salah 
satu pasal, yaitu pasal peralihan ini. Ini pendapat dari kami Pak. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
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102. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh 
Pak Zacky silakan Pak Zacky. 

103. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Secara prinsip Fraksi Utusan Golongan terhadap penekanan ini tidak ada 

persoalan. Penegasan dan penekanan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
Dekrit Presiden ini secara prinsip tidak ada persoalan. 

Akan tetapi mungkin perlu ada yang mewadahinya, redaksinya dan lain 
sebagainya apakah di pasal atau di risalah. 

Terima kasih. 

104. Kenia Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Semuanya yang hadir sudah bicara. Teman kita dari F-PDKB sedang menerima 

tamu. Jadi barangkali tadi Reformasi Oh, mau mulai kembali silakan. 

105. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Ya sebetulnya kalau tidak ada Dekrit Presiden kita tidak punya Undang-Undang 

Dasar baru yang kita sempurnakan sekarang ini. Itu satu kenyataan jadi karena ada 
Dekrit Presiden itulah kita sekarang perbaiki Undang-Undang Dasar itu. Kalau tidak 
kita punya Undang-Undang Dasar Tahun 1950. Mungkin diperbaiki juga. 

Tapi karena deadlock kemarin itu katakanlah tidak ada penuntasan. Ditunjuk 
satu Dekrit Presiden, yang mengatakan berlaku kembali. Hal ini, luar biasa pentingnya. 
Sedangkan pasal-pasal saja tidak mau kita ubah jumlahnya tetap 37. Apalagi itu. lni 25 
A, B, C, D, E, hanya karena kita ingin 37 Pasal itu tetap. Ayat juga kita kasih demikian 
rupa karena kita menjaga yang namanya kesejarahan dan supaya seluruh rakyat tahu. 
Banyak sekali barangkali yang belum sadar dikira ini adalah kelanjutan dari yang 1945. 
Tahun 1949 kita punya Undang-Undang Dasar lain. Tahun 1950 kita punya Undang
Undang Dasar lain. Tahun 1959 kembali kita. lni satu peristiwa sejarah yang sangat 
signifikan. Tanpa ini tidak ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang menarik inipun 
hams .... Sebetulnya keputusan Dekrit Presiden ini pada tanggal 22 Juli disetujui secara 
aklamasi oleh parlemen hasil Pemilu Tahun 1955. 

Jadi keputusan ini adalah keputusan yang sangat besar. Nah jadi ini saya heran 
kalau hal semacam ini tidak bisa dimasukkan. Cukup penting kalau buat saya. Nah jadi 
itu saja keterangannya. Tanpa Dekrit ini kita tidak punya Undang-Undang Dasar 1945 
yang sekarang kita ubah itu. Jadi kita tetap menginginkan itu tetap ada di situ. 

Terima kasih. 

106. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tanpa Dekrit ini Pak Luthfi barangkali adalah Duta Besar Cirebon untuk ... 

107. Pembicara: A.M. Fatwa (F-PAN) 
Terima kasih. 
Tadi sudah ada penyempurnaan juga dari Fraksi PPP. Yang justru sebelumnya 

juga Pak Zain Badjeber juga melakukan penyempurnaan. Hanya saja sebaiknya 
barangkali karena itu juga merupakan rekaman kesinambungan kesejarahan, 18 
Agustus juga disebut Dan ya terima kasih kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya 
sekedar berita. Tapi ini bukan berita sembarang berita. 

Dan kemudian kalau saudara Andi Mattalata itu hanya sekedar ingin menyimpan 
di risalah ya, saya kira tidak ada perlunya. Tidak dikemukakan sebab kalau di risalah 
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setiap yang dibicarakan masuk di risalah. Jadi kami menganggap itu suatu penempatan 
yang kurang layak di sisi Tuhan. 

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. Tadi Pak Haryono. 

109. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Saudara-saudara sekalian ada persoalan-persoalan konsistensi barangkali kita 

pertimbangkan di sini. Kita sekarang sudah masuk Amendemen ke-4. Kalau itu baru 
muncul sekarang, itu persoalannya kemudian Amendemen kepertama, kedua, ketiga, 
dulu yang mana kan gitu. Sebenarnya itu sudah tetjawab, kita dulu berdebat lama 
persoalan yang diubah itu tanggal 18 ataukah Dekrit Presiden. Kita sudah sepakat 
bersama bahwa kita berangkat dari Dekrit Presiden. 

Oleh karena itu, sebetulnya sampai saat sekarang tidak ada satu proses pun yang 
terlepas dari persoalan Undang-Undang Dasar yang ada pada Dekrit Presiden. Jadi ini 
sebetulnya sudah kita lakukan tidak ada persoalan secara fakta hukum. Oleh karena itu 
menurut saya kalau toh itu mau ditegaskan, ditegaskannya kemudian menimbulkan 
persoalan. Kalau dulu tidak ada pasal ini kemudian yang dulu tuh mana yang diubah. 
Padahal kalau kita baca risalah, itu sudah, kita sudah sepakat. Apa yang kita maksud 
Undang-Undang Dasar yang kita ubah adalah Undang-Undang Dasar di Dekrit itu. Jadi 
persoalannya seperti itu. Jadi kita konsisten deh. Karena kalau kita buka lagi kita masih 
ingat bahkan kita bisa ingat bahwa yang secara persis bisa menyebut bagaimana Dekrit 
Presiden itu kan Pak Muhammad Ali itu. Dengan Lembaran Negaranya 75, dengan 
Keppresnya 150 itu beliau yang hafal betul. 

ltu kita ingat dengan gaya beliau justru untuk mencari kesepakatan dari mana 
kita berangkat Oleh karena itu menurut saya sebetulnya secara legal tidak ada 
kebutuhan, secara fakta hukum sudah kita akui. Oleh karena itu kalau kita muat justru 
menimbulkan persoalan, ini saya kira. 

Jadi pertimbangan-pertimbangan yang inilah yang harusnya kita lihat Oleh 
karena itu tidak menolak substansinya, tapi justru untuk menjaga kontinuitas 
sistematika. Saya kira saya pertimbangkan, kita pertimbangkan bahwa itu tidak 
menjadi kebutuhan untuk dipantaunya di situ. 

Terima kasih. 

110. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baik jadi saya rasa sudah kita membicarakannya dengan sangat terang. Lain, 

Terima kasih. 

111. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Termasuk pengusul. Cuma saya mencatat dari, justru mengapa ini kami bersama 

dengan usulan ini. Karena dari awal kita memasuki Sidang Tahunan ini tentang makna 
Pasal 2 Aturan Peralihan saja, kita dibawa kepada pemikiran ini hanya berlaku untuk 
kolonial bukan berlaku sesudah ini. ltu kan yang diteriaki sehingga kami lalu muncul 
seperti itu. Kami tadi mencatat Pak, pantas kami merenung tadi, kenapa Pak Fahrni itu 
tidak setuju dengan berkeadilan di Pasal 33, nampaknya berlaku di sinigitu. 

Kalau Pasal 3 7 Ayat (5) saja kita lepas daripada naskah yang lama. Dan kami pun 
bisa apa maupun dibegini-gini oleh Pak Slamet, tapi kan dari hati nurani kami kan 
memang bisa memahami itu. Kenapa, soalnya cuma penyisipan saja anak kalimat 
seperti ini kok, atau kalau kami umpama ada alternatif misalnya dibuat 2 alternatif 
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baru kesana juga kami juga tidak keberatan. Pokoknya yang terbaiklah yang kita 
maksud gitu. 

Terima kasih. 

112. Pembicara: Andi Mattalata (F-PG) 
Bagaimana kalau begini Pak Ali, itu mata rantai sejarahnya jangan setengah

setengah sebelum 18 Agustus, sebelum BPUPKI. Tapi hal seperti itu seandainya masih 
ada penjelasan umum ini paling bagus masuk dalam penjelasan umum. Cuma tidak ada 
lagi penjelasan sehingga seluruh rumusan-rumusan pasal mestinya bahasa normatif. 
Bisa tidak dimbah ini menjadi bahasa normatif, itu saja. Kalau menurut saya ini belum 
normatif. 

113. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini saya rasa kita. 

114. Pembicara : Peserta Rapat 
Apakah ada legal drafter di sini Pak? Legal Drafter? Tidak ada? Lalu ahli-ahlinya 

semua. 

115. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin beginilah ini juga kita hams me-manage juga agenda-agenda kita. Kalau 

boleh kami tawarkan sesuatu Pak. Jadi ini kan kita hams, tadi saya tidak ungkapkan 
tapi rasanya kalau kita tadi bisa menyelesaikannya jam 11 lebih baik. Karena materi 
yang berikut ini akan makan waktu cukup banyak juga gitu ya. Tapi ini sudah lewat 
dari jam 11 ya mungkin kita saling menyesuaikan begitu. 

Ini sesuatu yang harus kita cermati dengan baik karena tentunya rekan-rekan 
dari Fraksi Reformasi dan juga dari Fraksi Persatuan Pembangunan memikirkan ini 
cukup mendalam begitu, dan juga tentunya kawan-kawan dari PDU. 

Mungkin masalahnya adalah kita dudukkan dulu. Ini adalah sesuatu materi ham 
yang kita usahakan kita bicarakan dengan mendalam, dan mekanismenya itu adalah 
kalau memang kita sepakati kita masukkan, kalau tidak kita sepakati ya kita cari 
tempatnya. Jangan dibuang ini soal yang, kita cari tempatnya yang baik, begitu. 

Jadi begitu, makanya kalau memang bisa kita sepakati tentunya dia mudahlah itu. 
Sekarang kalau tidak kita sepakati sementara materinya penting mungkin kita cari 
tempatnya yang lebih tepat Yang jelas kita dengan amendemen ini bukan menetapkan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang ham, dia tetap adalah atas dasar Dekrit itu. Yang 
yang kita tetapkan adalah perubahan-pembahannyagitu. 

Silakan Pak. 

116. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Saya ingin mencoba menengahi atau apa, karena seingat saya lahirnya Pasal 2 

Aturan Tambahan ini kalau kita flashback begitu ya, semangatnya adalah kita ingin 
menyatakan bahwa Penjelasan itu tidak ada lagi. Hanya kalau dikatakan bahwa 
Penjelasan tidak ada seakan-akan itu sehingga kemudian ada mmusan sebagaimana 
hasil rancangan ini kan begitu. 

Nah lalu kemudian kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh Fraksi 
Reformasi itu, terlebih dalam pembahasan kita di Majelis sendiri saja, memang terjadi 
perbedaan persepsi tentang Undang-Undang Dasar yang mana sebenarnya yang akan 
kita ubah ini. Itu jelas itu kan mengatakan. Padahal semua kita sudah sepakat bahwa 
Undang-Undang Dasar yang kita ubah itu adalah Undang-Undang Dasar hasil Dekrit 
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Presiden 5 Juli 1959 itu, tapi itu kan banya sebatas kesepakatan, yang lain tidak 
memiliki pemabaman seperti itu, belum lagi yang di luar. 

Nab dalam rangka untuk melabirkan pemabaman yang sama persepsi yang sama 
maka kami memandang apa yang diusulkan oleb Fraksi Reformasi ini justru ingin 
memperjelas itu. Supaya tidak lagi timbul di kemudian bari babwa Undang-Undang 
Dasar yang kita miliki sekarang yang sudab diubab sampai dengan keempat kalinya ini 
adalab Undang-Undang Dasar basil Dekrit 1959 itu, bukan yang lain. Sebingga 
penambaban anak kalimat seperti itu tidak saja sekedar informasi atau berita menurut 
saya justru ini memiliki muatan substansi untuk memberikan peneguban kita bersama, 
inilab Undang-Undang Dasar yang kita jadikan acuan yang menjadi sumber bukum ini. 

Jadi menurut saya itu penting, jadi kami melibatnya ini sangat bermakna 
penataannya ini. Oleb karenanya penempatan itu apakab di risalab atau yang lain, kami 
belum bisa menerima justru di sinilab di Aturan Tambaban ini yang paling tepat untuk 
memberikan peneguban itu. 

Demikian terima kasib. 

117. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tadi Pak Zacky mau bicara. 
Cuma saya ingatkan lagi ini masyarakat pers juga segala macam ini sudab ingin 

juga tabu ini mengenai komisi konstitusi itu bagaimana begitu, jadi kita juga anulah 
jangan nanti dikira wab ini lagi buying time nib MPR bersekongkol macam-macamgitu. 
Jadi kita ... 

118. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Jadi sebelumnya Nab karena Pimpinan akan memindabkan persoalan kepada 

komisi konstitusi. Dan sekarang ini sudab ada tertulis 2 rancangan, ini seolab-olab kan 
sudab menjadi kesepakatan lobi. Untuk itu kami bikin rancangan lagi tidak perlu 
supaya nanti catatannya yang lengkap. Jangan sampai langsung ini dianggap sudab 
rancangan yang dibabas jadi supaya clear posisinya dulu. 

119. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bukan, ini banya tadi dalam rangka diskusi bukan catatan lobi untuk dibabas 

tidak, itu ditayangkan untuk supaya bisa melibat semua saja. Tidak dalam rangka apa
apa. Ini Pak Zacky. 

120. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Habis itu saya Pak Hamdan ya .. 

121. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Tadi Pak Hamdan ini mau mengajukan rumusan-rumusan. Saya kira bisa 

disampaikan. Saya kira kalau memang ada rumusan yang mungkin bisa ditawarkan. 

122. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak Patrialis. 

123. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Ini memang berkat kesabaran kelibatannya ada tempat yang paling bagus ini. 

Jadi dalam sistematika ini Ketua kita libat ini kan pertama, kan ada Pembukaan, ini 
Undang-Undang Dasar kita. Setelab Pembukaan ada kalimat Undang-Undang Dasar 
sebelum masuk Bab I, Nab ini di headUne-nya ini. Sebingga itu memayungi semua bab
bab dan pasal-pasal. Ini cantik betul tempatnya ini adub, cepat selesai kita kalau 
diterima, di sini tempatnya, jadi di atas topi itu. Terima kasib. 
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124. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Bagaimana kalau saya minta pendapat ringkas saja jadi, kayak stemming gitu ya, 

setuju di sini atau setuju di risalah begitu. Supaya kita bisa menuntaskannya dan 
sekaligus bisa juga punya waktu lagi ini untuk komisi konstitusi. Saya rasa kalau 
Paripurna tidak bisa diundur lagi lah dari besok. Jadi memang hams kita hams 
selesaikan lah begitu. 

Saya tanya teman-teman yang sebelah kanan saya ini dimana ini, mulai dari 
Golkar silakan. Apakah setuju di sini mmusannya itu? terserah apakah PPP atau apa 
atau setujunya di risalah. 

125. Pembicara: Peserta Rapat 
Terima kasih saudara Pimpinan. 
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebetulnya penjelasan ini record 

suatu history. Jadi ini saya kira penting. Cuma tempatnya barangkali lebih tepat kalau 
ditempatkan yang lebih sesuai yaitu risalah. 

126. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Silakan Pak, Golkar. 

127. Pembicara: Peserta Rapat 
Ditempatkan di risalah itu ... 

128. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Risalah resmi Sidang Paripurna bersama-sama dengan susunan satu naskah itu. 

Ya jadi naskah lengkap itu kan di depannya itu kan ada ini anu-nya. Bukan catatan kita 
di sini tapi risalah di Sidang Paripurna. Notulen resmi. 

129. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Jadi dalam satu naskah itu, itu di atasnya atau di... 

130. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya mengantarkan itu. Jadi kan kita hams record bahwa memang Undang-Undang 

Dasar yang asli itu memang Dekrit yang melakukan, di risalahnya saja. 

131. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Supaya jelas saja. kan ini tadi kita mau di-stem-kan, jadi kalau pilihannya selain di 

sini ada di risalah, di risalah itu dalam satu naskah .... 

132. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Risalah itu mengantarkan satu naskah itu, ya. ya mengantarkan di dalam naskah 

itu sendiri tidak, tetapi bagian dari risalah, karena ini juga risalah kan itu risalah, ya 
sudah .... 

133. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
.... risalah itu tidak tertulis dalam satu naskah atau tertulis? 

134. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Dalam satu naskahnya tidak tapi dalam risalah yang ngantarkan risalah itu 

tertulis, ya silakan. 

135. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Tapi kalau sekedar risalah itu kan ya .... 
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136. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Makanya saya tanya, mana yang setuju begini... 

137. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Ya tetapi saya pikir, belum bisa lah langsung di stem begitu. 

138. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Masalahnya sekarang, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah 

mendengarkannya sudah membahasnya, sementara kita masih punya agenda lain. juga 
tentunya harus ada juga time management-nya. Bahwa materi ini penting itu kita 
buktikan dengan kita membicarakannya begitu. Jadi saya rasa bukan soal tidak 
pentingnya. Mungkin kita perlu berapa waktu yang banyak, tetapi tetap waktu yang 
banyak dalam waktu yang tersedia begitu, itu persoalannya. 

139. Pembicara: A.M.Fatwa (F-PAN) 
Cuma ya tidak bisa lantas dipotong begitu karena waktu. Karena kita terdesak 

oleh suatu komisi konstitusi, kan tidak bisa juga begitu, kan begitu tadi saudara Ketua. 
Bahwa ini kita masih akan membicarakan komisi konstitusi ini waktu tidak bisa 
dipotong begitu saja, karena ini juga masalah substansial. 

140. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya ini lobi, makanya saya ingin dapat juga pendapat dari teman-teman supaya 

lebih kelihatan mengerucut. Nanti dari situ barangkali ada langkah kita lagi begitu. 
Kalau sudah kelihatan peta itu kan bisa ada langkah lagi. 

141. Pembicara: A.M. Fatwa (F-PAN) 
Kalau begitu jangan di-stem dulu. 

142. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Justru ingin tahu saya, secara jelasnya itu begini posisinya kita masuk. Kalau soal 

substansi kita semua memahami lah, kita tuh paham sekali. Jadi supaya dapat suatu 
waktu dan perlakuan yang cukup. Sehingga kita semua bisa puaslah dalam waktu yang 
ada gitu. Barangkali bisa kita lanjutkan. 

Silakan. 

143. Pembicara: Peserta Rapat 
Terima kasih Saudara Ketua. 
Kami dapat memahami maksud dari teman-teman yang mengusulkan rancangan 

ini. Kalau saya boleh tafsirkan, mudah-mudahan saya tidak salah adalah agar siapa saja 
bangsa Indonesia rakyat Indonesia yang muda khususnya, yang tua, paham akan 
sejarah dari Undang-Undang Dasar-nya, dari Konstitusinya. 

Bahwa konstitusinya telah mengalami berbagai-bagai perubahan dan diingatkan 
tiap-tiap perubahan itu mengandung juga sejarahnya sendiri-sendiri. Maka itu kami 
bersepakat sekali menempatkan tentang riwayat itu di dalam suatu tern pat yang khas. 
Tidak di dalam ketentuan undang-undang. Sebab kalau riwayat itu kita masukkan di 
dalam ketentuan undang-undang maka dia bisa menurunkan derajat pasal-pasal 
ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang itu. 

Yang dimaksudkan dengan bahasa normatif adalah bahwa pasal-pasal dan 
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar adalah sesuatu yang bisa dijadikan 
landasan dari ketentuan. Maka itu kami lebih memilih hal yang begini penting 
ditempatkan di dalam naskah tersendiri. Bahasa lain dari risalah. Barangkali risalah ini 
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bisa ada misinterpretation dengan risalah yang hari-hari kita dapat tebal-tebal itu, 
bukan begitu kan. 

Jadi sebaiknya memang saudara Ketua, melalui saudara ketua, kalau bisa ada 
dummy-nya, dummy dari yang kita mau bikin itu, makna risalah itu bagaimana, 
tempatnya di sebelah mana itu. Yang pasti bukan di dalam rangkaian Pembukaan, 
pasal, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Kita akan selesaikan ini sebagai 
sesuatu yang menjadi dasar bagi penyelenggara negara, rakyat Indonesia, bangsa 
Indonesia, kalau tahu. kalau ingin menjalankan bangsa dan negara ini, inilah 
pegangannya begitu. 

Jadi kembali lagi mengenai riwayat kita tempatkan di satu tempat yang memang 
khas untuk itu. 

Terima kasih. 

144. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Pak PPP. 

145. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Jadi kalau pilihannya di sini atau di risalah dengan setelah kami mendapatkan 

klarifikasi apa sesungguhnya pengertian risalah itu. Maka kami memahami pengertian 
di risalah itu tidak tercatat dalam Undang-Undang Dasar dan tidak tertulis, maksud 
kami dalam Undang-Undang Dasar dan tidak juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar 
dalam satu naskah. 

Tapi itu risalah dalam pengertian catatan ketika ingin menyampaikan itu. Yang 
kemudian nanti ketika ini akan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia 
itu menjadi hilang, karena masyarakat Indonesia tidak pernah mendengar risalah itu. 
Padahal substansi yang akan diatur di sini kita semua sudah sepakat. Jadi 
sesungguhnya agak aneh juga kami melihat bahwa kita semuanya sepakat dengan 
substansi tapi ketika bicara pada penempatan, ini sepertinya akan ditaruh di suatu 
tempat yang dengan sendirinya nanti akan hilang begitu saja. 

Jadi terus terang itu aneh buat kami. Oleh karenanya kami tetap sebaiknya di 
Aturan Tambahan ini saja yang paling pas untuk itu. 

146. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Barangkali dari Gus Yus? Mau bicara atau nanti Pak Ali ya, Pak Usman, mau 

bicara Gus Yus, sudah, Pak Usman, lagi makan kacang. Pak Usman silakan. 

147. Pembicara: Usman Sapta (F-UD) 
Kalau saya di sini saja Pak, dibicarakan sampai tuntas baru dibawa keluar. 

Karena ini semua kebijakan di bawah Pimpinan Saudara Pimpinan ini sekarang harus 
dapat merumuskan sesuatu yang dapat kita jual keluar, sebab ini belum ada 
kesepakatan. 

Terima kasih. 

148. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Pak Andi, Pak Ali atau Pak ... 

149. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Terima kasih saudara Ketua. 
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Sebenarnya kan tidak ada sedikitpun perdebatan, bahwa Undang-Undang Dasar 
kita ini Undang-Undang Dasar yang di luar Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dulu waktu perubahan pertama ini juga pernah 
jadi perdebatan tapi pada saat itu kita memberikan judul Undang-Undang Dasar ini 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena begitu 
ada dalam dekrit. Dalam Undang-Undang Dasar yang asli tidak begitu bunyinya. 

Jadi kita lengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 karena begitu dekritnya. Kemudian, sebenarnya saya juga sama sekali 
tidak habis berpikir, kenapa kita hanya membunyikan yang sudah kita pahami bersama 
dan kita sudah sepakati bersama dalam aturan ini, kok jadi keberatan. Padahal kan 
hanya kita membunyikan saja, ini, ini saja yang jadi apa kami jadi sebenarnya ini lebih 
bagus sebenarnya karena ini kita membunyikan halnya memang, tidak ada sedikitpun 
perbedaan pendapat di antara seluruh kita semua. 

Terima kasih. 

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
F-TNI, Pak Slam et barangkali, Pak Ali Masykur. 

151. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Terima kasih, Pimpinan yang saya hormati. 
Memang substansi ini semua orang tahu dan penting, karena bagaimanapun juga 

sejarahnya memang seperti itu. Buat saya, saya ingin menyetujui pertama dari Pak 
Usman Sapta, ya kita selesaikanlah ini di sini. Dan juga ada jaminan komisi konstitusi 
juga kita selesaikan secara selesai juga gitu. 

Jadi saya pikir karena waktu ya kita ngalah sedikit dan kita tuntaskan. Tetapi 
memang yang terakhir saya ingin menangkap dan mempertimbangkan terhadap apa 
yang telah disampaikan oleh Pak Patrialis tadi, agar rumusan ini memang perlu masuk 
tapi ada di pengantar konsiderans itu. Dan itu memang bagian yang diketok dari Sidang 
Paripurna tetapi tidak masuk di dalam pasal-pasal tadi. 

Jadi saya mempertimbangkan dan memahami usulan dari Saudara Patrialis itu 
masuk di dalam konsideran, tetapi tidak masuk di dalam pasal-pasal itu. Saya pikir itu 
pendapat kami dan sebaiknya kita tuntaskan hal itu. 

Terima kasih. 

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Yang dimaksud itu bukan konsideran pengantar keputusan perubahan ke-4, 

tetapi pada susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pembukaan ...... 
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3. RAPAT LOBI KOMISI A (LANJUTAN) MPR, 8 AGUSTUS 2002 

1. Hari Kamis 
2. Tane:e:al 8 Agustus 2002 
3. Waktu 20.00- 22.00 WIB 
4. Tempat Ruang Samithi 
5. Ketua Rapat Drs. Jakob Tobing, M.P.A. 

Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
6. Sekretaris Rapat Dra. Sri Sumarwati lsf. 
7. Acara Pembahasan komisi konstitusi 
8. Hadir --Orang 
9. Tidakhadir --Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.10 WIB 

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Bapak-Bapak, saya bukan hanya membela PDIP, tetapi saya mau melihat itulah 

karena ya ini kita juga isinya juga bareng. Kalau kita melihat ini semua dan 
dibandingkan dengan flow yang dibuat oleh Bapak Andi Mattalatta. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

2. Pembicara : Peserta Rapat 
Misalnya tugas yang paling jelas yaitu tugas TNI-nya, Aturan Tambahan, dan juga 

referendum. Saya tidak detail di situ tapi ini jalurnya jalur yang lebih jelas sebagai 
cantolannya karena beliau lebih klop dengan ide ini. lni saya terbuka saja. Lho saya 
sama TNI mestinya karena ketua umumnya adalah panglima tertinggi, dengarnya. Pasti 
ada konotasi. Tetapi sebelum kita buat draft itu, terus terang saja, ini kan enggak 
terbayang bahwa terlibat apa namanya matriks bisa begitu. 

Jadi maksud saya dengan dibuat matriks ini permasalahannya timbul. Memang 
kalau kita konsisten mau confirm ke cantolannya ini kan bicara bukan hanya dengan 
Golkar tapi juga sama TNI. Mungkin susah dipertimbangkan. Tapi dalam waktu yang 
tinggal satu jam kalau kita kayak diskusikan kayak tadi, setuju atau enggak setuju bawa 
ini ke paripurna, waahhh, ini kan capek lagi. Jadi kalau prediksi saya, dengan segala 
hormat kepada anggota yang lebih yakin, ini kerja sama-sama. Mungkin Tap ini lebih 
acceptable. 

Kedua, ... 

3. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Siapa tahu dari Teuku Umar. 

(Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapat dalam rekaman) 
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4. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi berapa ini pesertanya? Tapi rasa-rasanya kita ngomong penyelesaian yang 

bisa diselesaikan sekarang. Waktu ke bawah tetap kalau sampai proses ini selesai kita 
harus balik ke tujuan. Bahwa tujuannya itu tadi bawa ke fraksi, Pak katanya kalau 
putusan Tap dukung semua, MPR nanti.. .. Jadi kita harus ya kita terima ini saja semua, 
proses hukum berjalan tetapi ini kan soal sosialisasi, positif saja semua bahwa 
dibicarakanlah. 

Tapi maksud saya, kembali lagi ini satu prinsip bukan yang tegas-tegas. Bikin 
konstitusi yang mempunyai wewenang penuh. Jadi sebetulnya ini semua itu ada dua. 
Mau tadi, wewenang penuh, aturannya melalui berkonstitusi atau tidak. Jadi kalau dari 
sisi kita sampai sekarang posisi PDIP melalui ini harus ada klarifikasi tapi kita juga 
harus lihat, kita mau ini disetujui oleh MPR 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

5. Pembicara : Peserta Rapat 
Betul enggak kita menjalani review yang tadi saya katakan mengatasi pemilu 

2004. Itu posisi saya, jadi saya enggak membicarakan kepada Bapak lbu tetapi saya 
hanya membedakan. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

6. Pembicara : Peserta Rapat 
Sebentar, sebentar, sebentar, belum selesai. Kalau proses yang voting disetujui 

itu juga ada satu kelebihannya bahwa hari ini atau jam ini yang kita siapkan hanya 
bentuk Tap penugasan kepada MPR kepada BP. Begini-begini, kan tadi kan sudah saya 
gambarkan bahwa kita setuju dalam satu tahun mereka melakukan mulai 
pekerjaannya, mulai persiapan sampai terakhir, mempersiapkan laporan di Sidang 
Tahunan 2003, itu kerjaan BP. Nah ini Tap-nya itu ya Tap penugasan itu. Mungkin Andi 
sama Patrialis bisa bikin draf Tap-nya itu. 

7. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Sudah ada Pak. 

8. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Baik, terima kasih Pak. Pak Luthfi. 

9. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Di situ bukannya mandat penuh tapi di sini ditulis mandat tidak pen uh. 

10. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
To long staf menyesuaikan dengan yang ada di sini. To long menyesuaikan dengan 

yang ada di-white board. 
Sekarang Pak Luthfi kami persilakan. 

11. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Terima kasih. 
Jadi saya setuju bahwa tiga draf. Dalam waktu yang singkat ini kan kita akan 

melapor ke MPR. Jadi ada dua pola, dari situ kita lihat ada yang keputusannya itu 
Aturan Tambahan juga menyebutkan Rantap dan sebagian besar memilih Tap 
Kemudian saya kira kita ada kelupaan di sini dalam laporan kita, yang penting adalah 
persyaratan anggota KK itu. Kriteria. 

Pertama, dia independen. Pertama, harus independen. Kedua, menguasai 
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ketatanegaraan. Ketiga, dia merupakan cerminan dari masyarakat itu. Sedang keempat, 
dia harus diterima secara nasional. Keempat syarat ini diperlukan untuk mendudukkan 
komisi konstitusi yang akan berbicara hal yang sangat penting. Jadi ini patokannya. 

12. Pembicara : Peserta Rapat 
Yang menentukan siapa Pak? 

13. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Siapa yang menentukan, bisa atau tidak, itu perkara di MPR. 

14. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Jadi begini saja Pak, jadi BP MPR supaya membentuk ini dengan syarat-syarat 

sehingga dia memang mampu melaksanakan tu.gas. 

15. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
lya Pak, tapi sebetulnya em pat syarat ini. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

16. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Dengan syarat tadi oke, sementara di sini banyak yang mixed, mixed itu berarti 

ada yang dari DPR. Nah bagaimana bila seluruhnya independen, masa dari partai 
independen juga. 

17. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Saya pikir independen. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

18. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Jadi saya kira kita sudah mulai ke tengah ini, ketemu ya bahwa Komisi atau 

apapun namanya ini dibentuk, ditugaskan kepada BP ya. Kriterianya juga mampu 
melaksanakan tugas sebagai panitia. 

19. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Sekarang itu sudah menyusun redaksi rantap, saya dari Saudara Harjono ada, 

tapi kalau ada lagi yang lain bisa saja kita kembangkan, tapi harus ada itu dulu, 
diringkas. 

20. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Kalau begitu bagaimana kalau Bapak Harjono, Andi, Hamdan, Patrialis, sama 

Lukman. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

21. Pembicara: I KetutAstawa (F-TNI/Polri) 
Jadi sementara TNI/Polri masih tetap Pak dalam pendapat demikian. Namun 

demikian, karena kami menyadari waktunya yang sangat singkat, silakan saja 
berunding, nanti Pak Slamet Supriyadi bertemu dengan Tim supaya semua bisa jalan. 

Terima kasih. 

22. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Saya kira bagus tadi diskusinya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini kita sudah 

mendekati kepada rumusan redaksi. Oleh karena itu teman-teman yang tadi disebut 
dapat mewakili kita untuk mojok merampungkan itu. Yaitu tadi disebut, Pak Harjono, 
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Pak Andi, Pak Patrialis, Pak Hamdan, sama Ali Masykur, sama bu Murdaya. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

23. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Jadi karena itu memang perlu disederhanakan. Saya kira apakah sederhananya, 

artinya, katakanlah menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk mengkaji 
merumuskan tentang mekanisme dan lain sebagainya. Satu. Melakukan rekrutmen. 
Kemudian membentuk. Ketiga, apakah akan harus melaporkan hasil kerja dan itu 
disahkan. Apakah tugasnya juga rekrutmen. Karena ketika kita sampai pada 
rekrutmen, wah itu habis masa jabatannya pada perdebatan masalah substansi. Biar BP 
merumuskan siapa orangnya. 

24. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Bagaimana kalau mojok dulu, nanti makin berbentuk. kan prinsipnya itu, ini 

menjadi ringkas. Tapi selain dari ringkas memang itu workable, jadi ringkas dan 
workable saja, itu bisa, bisa. 

25. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Saya klarifikasi tadi. Bahwa jadi output daripada yang ditugaskan oleh Badan 

Pekerja ini bahwa 2003 itu terbentuk. Terbentuk pada laporan dan terbentuknya itu di 
sidangMPR. 

26. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Jadi sidang itu yang membentuk 

27. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Ya sidang itu membentuk. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

28. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Untuk menyelaraskan dan menyempurnakan perubahan. 

29. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Itu kurang cukup Pak Jadi kalau BP diserahi tugas, itu harus sudah 

menyelesaikan tugasnya sampai 2003 atau harus sudah menyelesaikan tugasnya 
sampai 2003. Apa tugasnya? Satu, membuat mekanisme kerja, mekanisme rekrutmen. 
Dua, mekanisme kerja. Tiga menetapkan orangnya. Sudah. Jadi, selesai dalam 2003, 
2003 itu dilaporkan ke dalam Sidang Tahunan. 

30. Pembicara : Peserta Rapat 
Jadi 2000 nya disahkan di MPR itu sekaligus semua mekanisme dan orang

orangnya. 

(Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

31. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Jadi saya kira kalau mekanisme memang bisa diatur. Tapi kalau mekanisme 

berdasarkan orang, itu susah. Mekanismenya saja belum ditetapkan, bagaimana kita 
mau menunjuk orang. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 
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32. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Mekanismenya pola rekrutmen. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

33. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya ingin tanya yang canto/an di Aturan Tambahan itu. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

34. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Yang penting Rantap dulu, tapi untuk apakah perlu Aturan Tambahan saya pikir 

itu jangan diketok dulu, nanti diskusi lagi. 

35. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Apa enggak bisa ini, teman-teman beberapa orang tadi itu ke samping semua. 

Tim Kecilnya Pak Harjono, Pak Andi Mattalatta, Pak Ali Masykur, Pak Patrialis, lbu 
Hartati Murdaya, Pak Hamdan. Silakan untuk bertugas. 

KETOK1X 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

36. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Oh iya tadi bagaimana hasilnya itu yang berlima tadi itu. 

37. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kalau bisa, ini ternyata kan Pak Theo itu kan di sini, saya dipanggil oleh penguasa 

kalau bisa Pak Hatta terima mereka, bisa enggak? 

38. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Oke. Boleh, aku bersedia saja. 

39. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya ajak temanlah. 

40. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Yang maki-maki anti, satu. Yang mendukung, satu. Yang setengah-setengah 

begitu, satu. Yang anti itu terus ngomong, kami jangan dianggap ingin mengembalikan 
status quo. 

41. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi biar komplit saja Pak. 

42. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Tapi kami diberi kesempatan lapor lho di Pleno. Pokoknya kita siap saja 

prinsipnya. 

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Iya, iya di pleno. 

44. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD) 
Pokoknya kita siap saja prinsipnya. 
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45. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi pengarahan begini pada saya, bahwa mereka akhirnya menyadari enggak 

mungkinlah mereka itu menganggap bahwa ini adalah pekerjaan melanggar hukum, 
kami akuilah realitas itu. 

46. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Arifin, dia bilang MPR bubar saja, baik. Kalau MPR bubar, lbu Mega juga bubar. 

Kaget dia, karena apa? Yang milih lbu Mega itu kan belum dipilih rakyat, kalau MPR 
bubar ya bubar juga, kaget dia, diam, enggak ngomong lagi dia. Jadi kita jelaskan lagi. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

47. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Paling enggak, tidak meruncing di luar sana. 

[Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapatdalam rekaman) 

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Pak Lukman, PPP minta anggotanya Indonesia semua. 

49. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP} 
Iya abis katanya ada Warga Negara Asing. 

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Pak Luthfi minta mix. 

51. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Yang benar, PPP posisinya independen dengan mandat penuh, yang masuk nanti 

anak buahnya Pak Syaiful Sulun, kembali ke Undang-Undang Dasar. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ini teman-teman rupanya karena untuk potret kan kita majukan, ini ada 

beberapa anggota itu tidak tahu, mereka kerja di tempat lain. Jadi minta diadakan lagi. 

[Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapatdalam rekaman) 

53. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
ltu kenapa jumlah pimpinannya jadi sembilan? 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

54. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Perubahan tata tertib itu dilihat dari beberapa fraksi ada yang dua belas jadi 

anggota pimpinan majelis, ada dua belas. 

[Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

55. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi nanti kalau misalnya sudah waktunya rapat pleno Komisi A dimulai, saya 

pikir kalaupun saya masih belum balik ke sini kan ada pimpinan yang lain. Jadi bisa 
sajalah ya, masa saya hilang Pak. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 
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56. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Kita bilang saja ini rancangannya belum selesai, sampai jam 21.00 begitu. 

57. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mungkin lebih lah, di buka tapi di floor, ya belum tahu bagaimana selesainya, 

mungkin jam 22.00. 

58. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG) 
Tadi kita mulai jam 20.00? 

59. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jam 20.00. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

60. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Ini ada dua diktum. Diktum yang pertama membentuk panitia. Yang kedua 

menugaskan BP untuk merumuskan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan 
kewenangan. Hasil kerja BP dilaporkan dalam Sidang Tahunan. Jadi nanti 2003 baru 
bisa ada pola rekrutmen. 

61. Pembicara: Ahmad Zacky Siradj (F-UG) 
Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

nomor MPR 2002 tentang pembentukan Panitia/komisi konstitusi. Dengan Rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Menimbang: 

a. Bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dan karena itu dalam 
melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, 
cermat, dan menyeluruh. 

b. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan 
Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 
sampai dengan 18 Agustus 2000. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 10 
November 2001. Dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2002. Bahwa 
perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup untuk 
mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa. 

c. Bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup 
untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarkat, dan 
bernegara, namun demikian masih diperlukan pengkajian secara 
komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat luas. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu untuk 
membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian 
secara komperehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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e. Bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan suatu 
komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif 
tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. 

Mengingat: 
1. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 37, dan Pasal ... Aturan Tambahan (Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ... tentang perubahan 
kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor ... tentang peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Memperhatikan: 
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

tentang jadwal acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tanggal ... sampai dengan Agustus 2002. 

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tanggal ... sampai dengan Agustus 2002. 

Putusan Rapat Paripurna ke .. tanggal.. Agustus 2002. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memutuskan, menetapkan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan 
komisi konstitusi: 

Pasal 1 
Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara 

komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pasal 2 
Menugaskan kepada Badan Pekerja untuk merumuskan susunan, kedudukan, 

kewenangan, dan keanggotaan Komisi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 3 
Hasil penugasan Badan Pekerja sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 sudah harus 

dilaporkan paling lambat pada Sidang Tahunan 2003 untuk diputuskan. 

Pasal 4 
Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Agustus 2002 dan selanjutnya. 

62. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
J adi saya rasa sudah ya. 

(Terjadi dialog yang tidakjelas antara peserta rapatdalam rekaman) 

63. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi begini, begini. Jadi saya rasa ini sudah hasil yang maksimal kita di sana. Dan 

tadi Pak Ali Masykur minta supaya halaman dua mengingat, itu jangan hilang di sana. 
Beliau harus menyampaikannya di sini, bagaimana pendapat kita bersama supaya 
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betul-betul ini, karena ini amanat begitu. Jadi saya rasa baik, kita beri kesempatan itu 
dengan baik. 

Kemudian, tunggu dulu deh, hal-hal yang sifatnya salah ketik, mohon nanti 
sajalah kita selesaikan. Tetapi tentang judul, ini mungkin kalau di atas yang begitu kita 
hams memilih salah satu. Sedangkan ini masalahnya karena semuanya humf besar 
jadinya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat pada bagian di bawah, menimbang segala 
macam dan termasuk diktum, komisi konstitusi itu "k" nya kecil, dua-duanya kecil. Jadi 
dia bukan suatu nama lembaga tertentu hanya suatu satuan. 

64. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Sedikit saja, bagaimana .. pembentukan Panitia suatu komisi konstitusi. 

65. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tunggulah, satu per satu. Saya menangkap bahwa semuanya sudah ingin ini 

begini sajalah, tapi tolong kita lihat barangkali ada satu dua yang hams didengar. Lebih 
dulu Pak Seto tadi. 

66. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Ya terima kasih. Jadi kalau memang masuknya komisi konstitusi belum final 

namanya, ini kan panitia garis miring, apakah tidak bisa menjadi pembentukan suatu 
komisi konstitusi. 

67. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Tentang pembentukan? 

68. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Suatu komisi konstitusi. Suatu itu kan sesuatu yang tidak jelas. 

69. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kok begitu. Biar saja namanya kan milih ini. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

70. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya silakan. 

71. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi) 
Saya usulkan namanya supaya lebih merakyat, jadi Panitia Nasional Pengkajian 

Undang-Undang Dasar. 

72. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Di bawah, di bawah sudah begitu Pak. Ini maksudnya, nama ini biar saja 

beginilah, panitianya bisa dihilangin itu. Karena kebetulan semuanya humf besar 
jadinya besar semua, itu saja persoalannya, makanya saya katakan begitu tadi. Tapi ini 
lebih bunyi keluar. Jadi panitianya kita caret saja ya. 

Halaman tiga Pak Najih, Pasal 2, Pasal 3? 

73. Pembicara: Najih Ahjad (F-PBB) 
Menugaskan Badan Pekerja, bagaimana kalau ditambah Majelis. 

74. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Mahon ditambah Badan Pekerja MPR RI ya. Majelis ya Majelis, jangan panjang

panjang juga. Nah sekarang yang kepada Pak Ali Masykur mengenai Aturan Tambahan 
ini, apakah bisa disetujui? 
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75. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya ingin tanya pada forum ini, apakah ada fraksi yang juga masih menghendaki 

adanya Aturan Tambahan sebagai canto/an hukumnya? 

76. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Golkar tadinya mengusulkan itu kalau memang ini dibentuk dengan mandat 

penuh. Tapi ternyata ini masih mau dibahas di Badan Pekerja, jadi ya tidak perlulah 
ada. Jadi tidak ada. 

77. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
PakSlamet 

78. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Jadi kami ulangi Pak menurut fraksi kami kalau ini disepakati Pasal 37 Pak. 

79. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Rantap ini, kalau kita lihat ini kan semacam deklarasi ya, terbentuknya komisi 

konstitusi. Tapi di sini tugasnya sudah masuk di sini. Membentuk komisi konstitusi 
yang bertugas melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar, berarti ini tugas 
sudah masuk di situ. Kalau memang seperti itu, apakah ini tugas pengkajian? Apa yang 
dimaksud pengkajian secara komprehensif? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

80. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Nanti kita rumuskan lebih lanjut apabila kurang puas. 

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Jadi memang ini adalah hal yang minimal yang bisa disepakati Pak Jadi Badan 

Pekerja nanti mempunyai waktu yang lebih cukup. 

82. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Kalau Badan Pekerja itu merumuskan itu, ini membentuk komisi konstitusi yang 

bertugas untuk melakukan apa dan sebagainya. 

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Termasuk tugas. 

84. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Tapi pengkajian itu bukan pada komisi konstitusi. Yang bertugas mengkaji 

adalah Badan Pekerja. 

85. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Makanya begini Pak, saya dari tadi mau bertanya mengenai itu juga. Kalau kita 

membaca ini memang kesannya seperti itu. Kalau Pasal 3 kita ubah sedikit saja. 

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Bagaimana, bagaimana? 

87. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Jadi jangan hanya penugasan, tetapi hasil kerja mengenai susunan, kedudukan, 

kewenangan, dan keaggotaan komisi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 sudah harus 
dilaporkan. Tegas saja. Substansi yang Pasal 2 dipindahkan saja. Ada soal tugas itu ada 
tugas komisi dan ada tugas Badan Pekerja. Jadi tegas saya pikir. 
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88. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Digabung saja Pasal 2 dan Pasal 3. 

89. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Saya mohon dulu. 

90. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ya silakan. 

91. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Pengkajian secara komperehensifitu apa, begitu Pak. Mahon dijelaskan. 

92. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Itulah yang dikaji Badan Pekerja, susunannya, kewenangannya, keanggotaannya, 

ruang lingkupnya. 

93. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Caba Pak Harjono yang menjelaskan. 

94. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Begini, begini itu ada dua hal ya yang berproses. Ada suatu komisi yang tugasnya 

itu untuk pengkajian perubahan ini. Untuk itu Badan Pekerja lantas merumuskan 
susunan, kedudukan, dan sebagainya untuk diputuskan nanti, baru nanti itu kerja. Pak 
Harjono, tolong. 

95. Pembicara: Harjono (F-PDIP) 
Jadi persoalan pengkajian secara komprehensif itu batas-batas aturan 

komprehensif itu akan ditentukan di Badan Pekerja. 

96. Pembicara: Slamet Supriyadi (F -TNI/Polri) 
Pengkajiannya itu apa Pak? 

97. Pembicara: Harjono (F-PDIP} 
Kalau sudah dirumuskan kewenangannya nanti yang kaji siapa? komisi 

konstitusi. 

98. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Jadi batas-batasnya pada Badan Pekerja nanti, dia boleh masuk ke sana. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

99. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi ringkasnya begitu Tap ini keluar, komisi konstitusi itu belum terbentuk. 

100. Pembicara : Peserta Rapat 
Ya, betul. 

101. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Badan Pekerja bekerja mempersiapkan komisi konstitusi yang tugasnya 

melakukan pengkajian komprehensif itu. Tetapi komisi konstitusinya belum terbentuk 
dan oleh karena itu belum bekerja. Badan Pekerja menyusun segala sesuatunya 
termasuk rancangan macam-macam, dilaporkan di Sidang Tahunan 2003 dan 
diputuskan, terbentuklah di situ sebuah komisi konstitusi yang melakukan pengkajian 
dan tentang perubahan-perubahan yang ada. 
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102. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Mahon maaf Pak, maksudnya bukan begitu. Ini proklamasi bahwa komisi 

konstitusi terbentuk. Urusan desain rumahnya, isi, bagaimana interiornya itu, itu 
dalam satu tahun terbentuk. Disiapkan, 2003 dilaporkan. Rumah dan isinya bekerja, 
berfungsi, tapi rumah itu sudah dibentuk dulu. 

103. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Cuma belum bisa bekerja. 

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Deklarasi bahwa akan terbentuknya komisi konstitusi kan, bukan tentang 

terbentuknya komisi konstitusi kan? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

105. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Tidak, Pak. Ini sudah terbentuk. 

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Ya, tapi kan kerjanya 2003 kan. 

107. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Iya karena orangnya belum ada, kewenangannya belum ada, kantornya belum 

ada. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

108. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG) 
Pak Jakob, supaya lebih tegas. Mungkin ya ditambah masa tugas bagaimana? 

Bekerja sejak di bentuk tahun 2003. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

109. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pak Harjono mengibaratkan hari ini proklamasi, ada rumahnya komisi konstitusi. 

Urusan Undang-Undang Dasarnya besoknya kita bikin, begitu. 

[Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

110. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Kebutuhannya itu, ya ini kan bahasa persuasinya itu. Begitu Pak Slamet. 

111. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Saya posisi begini Pak. Pengkajian itu tidak spesifik data. Sekarang, mohon maaf 

ya ini bisa terjadi multitafsir, seolah-olah tugas untuk komisi konstitusi sudah 
diberikan, mulai lembaga baru. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rap at dalam rekaman) 

112. Pembicara : Peserta Rapat 
Atau ada overlap barangkali dari Pak Slamet. 

113. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Sebentar dulu. Ini beda dengan, jadi kalau disesuaikan, ditugaskan dalam 

membentuk untuk merumuskan kewenangan dan sebagainya. Ini tugas dan 
kewenangan. Jadi tugas pokoknya ini sudah dirumuskan melalui rancangan ini. Jadi 
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Badan Pekerja nanti tinggal menjabarkan pengkajian, pekerjaannya itu apa saja? Ini 
yang saya permasalahkan, ini kan kita ditugasi, jadi dalam pemikiran kita ya, pikiran 
saya terutama, ini ada beberapa pasal-pasal yang katanya tum pang tindih, umpamanya 
ya. Ada pasal-pasal yang bertabrakan. Ada yang sistematikanya kurang benar. Ini mau 
menertibkan ini dalam kalimat penugasan ini maksudnya apa? Apakah menyelaraskan, 
apakah termasuk mengkaji, apakah termasuk ini. 

114. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Baiklah, tadi Pak Patrialis. 

115. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Jadi Pak Slamet, mengkaji itu luas betul Pak. Termasuk masalah-masalah yang 

Bapak sampaikan. Semua masalah dikaji, komprehensif yang berkaitan dengan 
perubahan Undang-Undang Dasar, kajilah itu. Nanti baru hasilnya diserahkan kepada 
kita, begitu Pak. Mantap itu. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

116. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Jadi justru pengkajiannya itu tentang perubahan, jadi memang bisa luas lagi. Bisa 

merumuskan, bukan hanya teknis, bisa sampai substansi, begitu. Oke? Masih Pak Yos? 
Halaman dua. Konsideran, menimbang, berunding. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

117. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Komperehensif dan transparan. Jadi kata transparan apa perlu begitu? Ya 

pengertian transparan itu hams bagaimana maksudnya? 

118. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Yang melibatkan ini kan ada anak kalimat dengan melibatkan masyarakat. 

119. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Ini kan yang menjadi soal itu banyak dalam bukan substansi tetapi meluas. Jadi 

nanti itu begitu kalimatnya, persis Pak Yos. 

120. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Tentang Aturan Tambahan, kalau ini dikonsepkan untuk melakukan pengkajian 

lalu ditaruh dalam Aturan Tambahan, tidak usah. 

121. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Tidak usah ya. Oke ya jadi dicoret ya. Saudara-Saudara sekalian, ada 

pengumuman. Satu, dengan hormat mengundang pimpinan fraksi pada masing-masing 
partai bersama-sama ke paripurna sekarang. 

Yang kedua, dari tadi kan usul dari Pak Slamet bahwa kita mau mengekspos 
dengan baik bersama-sama. Tadinya kita mau, ya sudah selesai dulu setelah pleno, iya 
kan. Tapi pleno kan baru dibuka jam 22.00. Media cetak, teman-teman wartawan 
semua susah untuk mengejar jam 22.00. Jadi mereka itu maunya sekarang, apa itu 
mungkin? 

122. Ketua Rapat: Jakob Tobing 
Artinya kita sepakati dululah ya. 
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123. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya mau clear-kan dulu. Saya sudah diberi sign, jadi untuk kebersamaan pakai 

Aturan Tambahan kita cabut dan mengikuti yang telah disepakati. 

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Alhamdulillah. Jadi ini sudah selesai ya. 

KETOK1X 

125. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Cabut lagi. Masuk lagi. 

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Menemui media ini, setuju enggak sekarang? 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

127. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Ini teknis, karena ini sudah disepakati apakah tidak sebaiknya juga kita paraf itu. 

(Terjadi dialog yang tidak jelas antara peserta rapat dalam rekaman) 

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing 
Silakan mengatakan sudah ada kesepakatan, tetapi kami ingin melaporkannya 

dulu kepada Paripurna Komisi. Jadi ada kesepakatan, begitulah garis besar sajalah 
supaya mereka juga bisa, begitu ya. Jadi kita masuk lagi ke rapat pleno jam 22.00 dan 
sekarang ada undangan begitu kami persilakan. 

Pertemuan ini kami tutup. 

KETOK3X 

RAPAT DIBUKA PUKUL 22.00 WIB 
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4. RISAIAH RAPAT KOMISI A KE-5 SIDANG TAHUNAN MPR TAHON 2002, 8 
AGUSTUS 2002 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Hari 
Taa_RBBl 
Waktu 
1'empat 
Pimpinan Komisi A 

Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat: 
Acara 

Hadir 
Tidakhadir 

JALANNYA RAPAT: 

I : Kamis 
I : s A_sustus 2002 
l : 20.00 WIB - selesai 
l : R11ang GBHN 

- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) 
- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. (Wakil Ketua) 
- H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) 
- H. Zain Badjeber (Wakil Ketua) 
- H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., M.M. (Wakil Ketua) 
- K H. NadjihAhjad (Wakil Ketua) 
- Gregorius Seto Harianto (Wakil Ketua) 
- Irjen. Pol. Drs. I KetutAstawa (Wakil Ketua) 
- H. M. Hatta Mustafa, S.H. (Wakil Ketua) 

H. M. Hatta Mustafa, S.H. 
- Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
- Dra. Sri Sumarwati Isfandiari 

a. Penyampaian laporan hasil pertemuan 
Pimpinan Komisi A dengan delegasi dari 
masyarakat. 

b. Laporan mengenai hasil-hasil pembahasan 
dalam Tim Perumus yang didahului Tim Lobi, 
tenbing materi pembahasan Komisi A. 

l : 66 Prang 
I : 15 oran 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.00 WIB 

1. Ketua Rapat: Hatta Mustafa 

Bapak-Bapak dan lbu-Ibu sekalian. 
Memang ini belum kuorum tetapi Tim Perumus dari komisi konstitusi belum 

selesai melaksanakan tugasnya. Tetapi kita harapkan malam ini selesai karena besok kita 
harus melaporkannya. 

Jadi, Bapak-Bapak, lbu-lbu. 
Sesuai dengan jadwal ini persis puk:ul 20.00 WIB Rapat Pleno Komisi A saya 

nyatakan dibuka. 

KETOK1X 
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Karena kawan-kawan kita baru hadir 66 orang dan juga Tim Perumus dari Tim 
Komisi Konstitusi belum selesai menyelesaikan tugasnya, maka mereka minta 
pokoknya pukul 21.30 WIB selesai. Maka, kita akan rapat pukul 22.00 WIB malam 
ini untuk menyelesaikan, baik masalah komisi konstitusi, baik menyelesaikan laporan 
untuk esok pagi di Sidang Pleno Paripurna. 

Maka untuk itu rapat ini saya skors sampai pukul 22.00 WIB ini. 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 20.30 WIB 

RAPAT DIBUKA PUKUL 22.00 WIB 

2. Ketua Rapat: Theo L Sambuaga 
Assa/aamu 'alaikum warrahmatul/aahi wabbarakaatuh 
Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat malam. 
Ibu, Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati. 
Pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi maka dengan ini 

kami menyatakan rapat Pleno Komisi A, karena tadi diskors maka dengan ini kami 
buka kembali. 

KETOK1X 

Saudara-Saudara sekalian, sidang Komisi A yang terhormat. 
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 

anggota Komisi A yang dengan begitu sabar telah menunggu dan memberikan waktu 
sehingga pada malam ini pukul 22.15 WIB dapat kita menghadiri bersama-sama rapat 
Pleno Komisi A ini. 

Waktu yang panjang itu tidak lain karena kita menyediakan waktu bagi Tim 
Perumus dan lobi antarfraksi yang berlangsung sejak siang tadi. Dan kami juga 
mengucapkan terima kasih atas pengertiannya, rapat-rapat yang tadinya dijadwalkan 
lebih cepat seperti kita ketahui bersama tugas-tugas dan kegiatan yang hams 
dilangsungkan oleh Tim Perumus dan Tim Lobi antarfraksi tersebut, maka baru pada 
pukul 22.00 WIB inilah baru kita dapat membuka rapat Pleno Komisi A. 

Sebelum kami mulai dengan agenda kita pada rapat malam ini, sesuai dengan 
komitmen yang kita sepakati bersama, maka ijinkanlah kami menggunakan waktu 
beberapa menit untuk mempersilakan teman-teman Pimpinan Komisi A yang bertugas 
menerima delegasi-delegasi masyarakat yang bertemu dengan Komisi A melalui 
Pimpinan Komisi. 

Untuk kesempatan tersebut kami persilakan Saudara Wakil Ketua Hatta Mustafa, 
S.H. untuk menyampaikan laporannya, kami persilakan! 
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3. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Assa/aamu 'alaikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Saudara Ketua dan Saudara-Saudara. 
Sesuai permintaan dari floor itu bahwa setiap yang pingin ketemu dengan 

Komisi A yang diterima hari ini adalah 4 kelompok yang kami terima dan satu dari 
Pak Astawa ya, dari Pak Amru dan Pak Astawa 3, kami 4. 

Satu dari para mahasiwa dari Universitas Bung Karno ya, karena kami commited 
dengan janji mereka minta disampaikan dalam Pleno ini dan saya kira kalau di atas itu 
'kan ini terbuka kalau ada mereka kami telah sampaikan dari Universitas Bung Karno 
ini 100 orang atas nama 100 orang dan tadi yang diterima hanya 10 orang wakilnya. 
Intinya adalah menolakAmendemen Undang-Undang Dasar 1945. 

Lal u dari pemuda dari satuan mahasiswa Pengurus Pusat Satuan Mahasiswa 
Pemuda Pancasila yang meminta: 

• agar pemilihan Presiden secara langsung oleh putaran satu dan dua; 
• lalu minta supaya anggaran pendidikan minimal 25%; dan 
• Pasal 29 dikembalikan ke naskah aslinya. 

Dan semua ini telah kami jelaskan apa-apa yang sudah dicapai dan mereka 
menerima. 

Cuma tadi ada catatan dari penolakan mahasiswa-mahasiswa Universitas Bung 
Karno bahwa mereka minta catat juga, "walaupun kami menolak kami tidak ingin 
mengembalikan status quo." Jadi saya bilang kalian tidak reformis dong? Amendemen 
itu adalah salah satu tuntutan daripada kaum reformis. Terus mereka bilang ya Pak, 
tetapi kami minta dicatat jangan dibilang ingin mengembalikan status quo. 

Kemudian yang ketiga adalah Barisan Rakyat Indonesia Penjaga Demokrasi 
yang mereka menginginkan pembentukan komisi konstitusi. 

Yang keempat malam ini adalah dari Koalisi Untuk Konsitusi Barn semua 
bahannya telah kami bagikan dan itu juga kami commited pada mereka untuk 
membagikannya kepada Saudara-Saudara dan menyampaikan konsep ini kepada Tim 
Perumus dalam pembentukan komisi konstitusi. 

Demikianlah laporan kami, terima kasih. 
Wassa/aamu 'a/aikum warrahmatul/ahi wabbarakatuh. 

4. Ketua Rapat: Theo L Sambuaga 
Terima kasih, Saudara Hatta Mustafa. 
Selanjutnya, Pimpinan yang juga menerima, PakAmru kami persilakan. 

5. Pembicara: Amru AL-Mu'tashim (F-KB) 
Assa/aamu 'a/aikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh 
Kami menerima bersama Pak Astawa dan teman-teman wakil dari fraksi dari 

Front Pembela Proklamasi 45, antara lain, pernyataannya itu menganggap tidak ada 
semua keputusan dan Ketetapan MPR hasil Pemilu 1999 yang mengesahkan baik 
Amendemen Satu, Dua dan Tiga maupun Rancangan Amendemen Keempat Undang
Undang Dasar 1945 Kemudian agar hasil Amendemen Pertama, Kedua, Ketiga dan 
Keempat disempurnakan dengan komisi konstitusi yang tugas, dan tentunya secara 
lengkap. 

Kedua dari Pengurus Pusat Satuan Mahasiswa (SATMA) Pemuda Pancasila. 
Penyataannya, antara lain, demi utuhnya eksistensi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara, 
maka kami berpendapat: 
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• agar Pasal 29 dikembalikan ke dalam naskah asli; 
• yang kedua, dalam rangka menghindari kebuntuan konstitusi, maka kami 

berpendapat agar Sidang Tahunan MPR ini dapat menyelesaikan 
Amendemen Keempat. 

Kemudian, yang terakhir dari Lembaga Koordinasi Strategik Marhaenis 
(LKSM). Pernyataannya antara lain: 

• menolak dengan tegas selurnh pernbahan Undang-Undang Dasar 1945 
yang telah dilakukan oleh MPR; 

• kedua, menyampaikan mosi tidak percaya kepada MPR hasil Pemilu 1999 
yang telah melakukan pernbahan Undang-Undang Dasar 1945 telah 
menghasilkan Undang-Undang Dasar barn yang isinya mengingkari jiwa 
dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 

• tetapi pada akhirnya juga mengharapkan adanya komisi konstitusi yang 
menyempurnakan. 

Saya kira dari kami, Pak Astawa dan teman-teman. 

6. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih, Pak Amrn. 
Saudara-Saudara sekalian sidang Komisi A Pleno yang saya hormati. 
Demikianlah laporan dari Pimpinan Komisi yang menerima dari delegasi

delegasi dari masyarakat. 
Selanjutnya, kita akan mulai dengan agenda kita pada malam hari ini, yaitu 

laporan mengenai hasil-hasil pembahasan dalam Tim Pernmus, yang didahului Tim 
Lobi, juga sekaligus Tim Pernmus tentang materi pembahasan Komisi A ini. 

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Ketua, Saudara Jakob Tobing untuk 
menyampaikannya. 

7. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Sidang Pleno Komisi A yang kami hormati. 
lbu dan Bapak sekalian yang kami hargakan. 
Assalaamu 'alaikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Ada dua hal yang ingin kami laporkan kepada lbu dan Bapak, Saudara

Saudara sekalian yang kami hormati. 
Pertama adalah penyempurnaan-penyempurnaan hasil keputusan Tim Pernmus 

yang tadi telah kita terima bersama dengan berbagai usulan perbaikan. Perbaikan
perbaikan ini meliputi perbaikan-perbaikan dengan, setelah mendengarkan usulan 
dari lbu dan Bapak sekalian, menyertakan ahli bahasa dan legal drafter. 

Yaitu misalnya, kata-kata "habis masa jabatannya", "berakhir masa jabatannya" 
dan agar angka itu ditulis dengan hurnf. Jadi, 50%, 20%, kemudian 50% ditambah 1 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Jadi lebih jelas. Dan 
beberapa kesalahan-kesalahan yang secara tata bahasa telah diperbaiki. 

Yang kedua adalah hasil kesepakatan Tim Pernmus yang barn beberapa waktu 
yang lalu dicapai, yaitu tentang pembentukan komisi konstitusi. Saya bacakan saja 
hasil kesepakatan Tim Pernmus Komisi A tanggal 8 Agustus 2002. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

RANCANGAN KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA 

NOMOR .. /MPR/2002 
TENT ANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar, dan 
karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan 
yang mendalam, teliti, cermat dan menyeluruh. 

b. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai 
dengan 21 Oktober 1999, Perubahan Kedua Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 1 sampai dengan 10 November 2001, dan 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai 
dengan 9 Agustus 2002. 

c. Bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut 
sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, 
bermasyarakat dan bernegara, tetapi masih diperlukan 
pengkajian secara komprehensif dan transparan dengan 
melibatkan masyarakat luas. 

d Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu 
membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan 
pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

e. Bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang 
pembentukkan suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan 
pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang
Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mengingat: 1. Pasal 3 Ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah 

Perubahan UUD 1945 591 



diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor V /MPR/ 2001. 

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Menetapkan 

Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tahun 2002. 

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai 
dengan 10 Agustus 2002. 

3. Putusan Rapat Paripurna Keenam Lanjutan tanggal 10 Agustus 
2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia 2002. 

MEMUTUSKAN 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI 

Pasal 1 
Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara 
komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pasal 2 
Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk 
merumuskan susunan kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 3 
Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah hams dilaporkan paling lambat pada 
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 untuk diputuskan. 

Pasal 4 
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal .. Agustus 2002 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Ketua dan para Wakil Ketua. 

Demikian kami laporkan Rancangan Ketetapan Pembentukan komisi konstitusi. 
lbu dan Bapak sekalian perlu kami sampaikan. Inilah suatu perpaduan maksimal 
daripada berbagai pemikiran yang ada di seluruh anggota Komisi A, atau di seluruh 
fraksi di MPR yang telah kita capai dengan susah payah dan berkat adanya toleransi 
dan mendahulukan kepentingan yang lebih luas dari segenap fraksi dan anggota yang 
ada di Komisi A MPR RI itu. 

Dengan Tap ini pula, maka Aturan Tambahan pada Amendemen Keempat tidak 
perlu mengalami perubahan. Karena Tap ini dibentuk berdasarkan Pas a I 3 Ayat (1) 
dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. 

Demikian laporan kami, terima kasih. 

8. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Jakob To bing, Ketua Komisi A Majelis yang saya hormati. 
Sidang Pleno Komisi A yang terhormat. Demikianlah kita telah dengarkan 

bersama .... 

9. Pembicara: Asnawi Latief(F-PDU) 
Saudara Pimpinan, interupsi, kiri, kiri Saudara Pimpinan. 
Kalau tidak salah, apa salah dengar atau salah baca, pada menimbang b, itu 

disebutkan di situ Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 1 sampai 
dengan 9 Agustus, padahal yang benar adalah 10 Agustus 2002. 

10. Ketua Rapat : Theo L Sambuaga 
Terima kasih sudah dikoreksi. 
Sekali lagi, apakah kita telah dengarkan bersama hasil laporan Tim Perumus yang 

disampaikan langsung oleh Saudara Ketua tadi dan salah satu hal telah dikoreksi, 
langsung diperbaiki. 

Apakah masih ada tanggapan lagi dari Saudara-Saudara sekalian? 

11. Pembicara : Peserta Rapat 
Ada. 

12. Ketua Rapat: Theo L Sambuaga 
Tidak ada, dapatkah kita setujui kesepakatan tersebut Saudara-Saudara sekalian? 

13. Pembicara: Peserta Rapat 
Tunggu, tunggu, ada, ada. 

14. Pembicara : Peserta Rapat 
Saudara Pimpinan, tunggu, interupsi, tunggu dulu. Sudah Pak. .. 

15. Pembicara: Soepjan Rahardjo (F-PDIP) 
Tolong saya diberi keyakinan soal kaidah bahasa. Di dalam ketetapan

ketetapan, dalam Perubahan Undang-Undang Dasar yang Keempat ini, ada dua kata 
turunan yang saya belum yakin kebenarannya. Kalau itu belum yakin dan itu 
ternyata memperkosa pembentukan kata, kita jadinya malu. 

Contoh, " ditugasi" itu kata dasarnya " tugas", kata kerja. Kalau kata benda 
diberi i, boleh-boleh saja. Tapi karena ini kata kerja pada Aturan Tambahan P as a I 1 
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Pak, itu mohon saya diberi keyakinan supaya bisa yakin. 
Kalau itu meragukan, apa salahnya kalau diganti dengan "diberi tugas", toh sama 

saja. Kalau itu meragukan. 
Kemudian yang kedua pada halaman pertama dan "diberlakukan kembali, 

diberlakukan kembali." Ini juga masih n9gaduk dalam pikiran saya. Sebab ketika saya 
di SMP dulu belajar kata dasar, kalau diberi awalan "di" kata dasar itu menjadi pasif. 
Pasif memasifkan "di". Kalau diberi awalan "ber" berarti aktif, apakah mungkin satu 
kata dasar ditarik supaya jadi aktif dan sekaligus menjadi pasif. 

Lah ini jalan keluarnya kalau itu memang nggaduk, menurut istilah saya, 
nggaduk dalam kosa kata, dalam pembentukan kata ini diberi jalan keluarnya 
diperhentikan, bukan diberhentikan, "per" dan "di" satu rumpun untuk memasifkan, 
tolong saya diyakinkan. 

Terima kasih, Pak 

16. Ketua Rapat : Theo L Sambuaga 
Terima kasih, Pak Soepjan Rahardjo. 
Saya kira Saudara-Saudara apakah kita, saya minta izin untuk ahli bahasa yang 

mendampingi kita untuk konfirmasi soal ini. Kalau bisa, tolong Ibu bahasa silakan 
langsung saja, ada mic di situ, dijelasin. 

Silakan di depan, Bu! 

17. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi Saudara Pimpinan. 

18. Pembicara: Peserta Rapat 
Tunggu dulu gantian-gantian 

19. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Pak Ramson sebentar, kita silakan lbu! 

20. Pembicara: Siy Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa) 
Baik 
Bapak-Bapak, lbu-Ibu yang saya hormati, 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Mengenai kata " diberlakukan" kata dasarnya memang " laku." Ketika kata 

dasar itu diberi " ber" dan " kan" maka terjadilah kata "berlakukan" yang merupakan 
bentuk dasar kedua. Bentuk dasar kedua itu dapat... 

21. Pembicara: Soepjan Rahardjo (F-PDIP) 
Interupsi. 
Kalau diberi awalan "ber" itu wajarnya "berlaku" lbu, bukan "berlakukan" lbu. 

22. Pembicara: Siy Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa) 
Tetapi kita bisa mengatakan undang-undang itu diberlakukan Pak. Saya ingin 

memberlakukan pasal sekian itu dapat kita .... 

23. Pembicara: Soepjan Rahardjo (F-PDIP) 
ltu yang salah kaprah. 

24. Pembicara : Peserta Rapat 
Huu ...... 
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2 5. Pembicara : Peserta Ra pat 
Beri kesempatan dulu lah. 

26. Pembicara: Siy Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa) 
Ya, saya teruskan dan saya minta maaf saya tidak bermaksud satu lawan satu. 

Lalu II memberlakukan" itu dapat dipasifkan menjadi 11diberlakukan." Contoh lain 
11 memberdayakan." Jika kita tidak bisa menerima kata "memberdayakan", maka 
bagaimana halnya dengan kementerian kita yang namanya Pemberdayaan Perempuan 
i tu. Jadi, hasil dari memberdayakan prosesnya adalah pemberdayaan. 

Kemudian kata 11 ditugasi." Kata 11 ditugasi" dasarnya adalah kata 11tugas," bukan 
kata kerja tetapi kata benda. Buktinya kita bisa mengatakan, 11 Saya memiliki dua 
tugas hari ini." Karena bisa dihitung. Itulah antara lain ciri kata benda. Kata 
11 ditugasi" itu semakna dengan "diberi tugas." Semakna dengan "diberi tugas" tetapi 
mengapa kita memilih II ditugasi," di dalam kamus ada 11 menugasi" yang berarti 
11 memberi tugas." Jadi, 11 ditugasi" bentuk pasif dari 11menugasi." 

Saya beri contoh lain, 11Rumah saya belum didindingi." Belum diberi dinding. 
Saya belum ditugasi, saya belum diberi tugas. 

Mudah-mudahan keterangan saya menyenangkan. 
Terima kasih. 

27. Pembicara: Peserta Rapat 
Tepuk tangan meriah. 

28. Ketua Rapat: Theo L Sambuaga 
Baiklah. Karena lbu kita ini yang menyangkut bahasa dulu bahwa memang 

ditugaskan khusus dari Lembaga Bahasa Nasional untuk mendampingi ini maka 
barangkali referensinya kita dapat pegang. 

Terima kasih. Silakan. 

29. Pembicara : Haiyanto Taslam (F-PDIP) 
Pimpinan, Pimpinan .... 

30. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Jadi saya lihat ada yang interupsi Saudara Haryanto Taslam. 
Kemudian siapa lagi, sesudah itu Ramson, P a k Suwitno Hadi. Tiga orang. 

Kami persilakan Saudara tadi kalau tidak salah lebih dulu Saudara Ramson. 

31. Pembicara: Haiyanto Taslam (F-PDIP) 
Saya dulu Pak. 

32. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Pak Haryanto silakan! 

33. Pembicara: Haiyanto Taslam (F-PDIP) 
Terima kasih Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Pimpinan Sidang yang saya hormati, 
Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan penghargaan saya atas kerja keras 

dari Tim Perumus, apa yang telah dibacakan oleh Pimpinan Komisi tadi saya ingin 
mengajukan satu pertanyaan yang sifatnya informatoris. Karena tadi disebutkan di 
dalam konsideran dari draf rancangan atau Rancangan Ketetapan mengenai komisi 
konstitusi ini antara lain disebutkan bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji secara 
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komprehensif. Begitu juga di dalam diktumnya. Di dalam diktum rancangan keputusan 
pun juga disebutkan, ditugasi untuk mengkaji secara komprehensif. Itu artinya bahwa 
ada masalah yang perlu dikaji secara komprehensif. Nah, kalau ini memang demikian 
yang dimaksud, ini kan sama juga kita memperpanjang persoalan. Itu satu Pak. 

Kedua, pemberlakuannya atau mulai bekerjanya komisi konstitusi ini di mana 
baru akan diputuskan itu pada Sidang Tahunan 2003. Itu kalau tidak salah tangkap tadi 
dibacakan oleh Jakob Tobing, karena kalau dari sini terns terang saja tidak tampak 
Pak, tulisan itu, yang dibacakan oleh Ketua tadi. 

Apakah ditetapkannya sampai 2003 itu tidak terlalu lama ini? Saya ingin 
memperoleh penjelasan dari Tim Perumus. Karena kalau memang dikaitkan tadi 
kembali dengan kata-kata "untuk mengkaji" yang bisa diartikan bahwa ada sesuatu 
yang bermasalah, ini kan memperpanjang persoalan di masyarakat. Tolong kepada Tim 
Perumus atau kepada Ketua bisa menjelaskan secara jelas persoalan ini sehingga tidak 
menimbulkan persepsi yang salah, atau tafsir yang bermacam-macam. 

Saya kira itu saja pertanyaan saya, mohon penjelasan. 
Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh. 

34. Ketua Rapat: Theo L Sambuaga 
Terima kasih, Saudara Haryanto Taslam yang terhormat 
Selanjutnya, Saudara Ramson Siagian, kami persilakan! 

35. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita semuanya. 
Setelah tadi mendengarkan penjelasan Saudara yang terhormat Saudara Ketua 

mengenai rancangan Ketetapan MPR perihal Pembentukan komisi konstitusi yang 
tulisannya juga kurang jelas dari sini. Tetapi ada beberapa point yang menjadi tanda 
tanya besar bagi kami, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh yang terhormat 
Saudara Haryanto Taslam, bahwa kenapa harus Sidang Tahunan 2003 baru resmi 
pembentukan komisi konstitusi tersebut? Sementara kita semua mengetahui bahwa 
untuk menselaraskan dan menyempurnakan perubahan-perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 ini tidak mudah. 

Dan juga publik atau rakyat Indonesia sebagian besar mengharapkan adanya 
segera komisi konstitusi yang bisa menjalankan tugasnya sesegera mungkin. Sehingga 
bisa menampung aspirasi sebanyak mungkin di dalam proses menselaraskan dan 
menyempurnakan Perubahan atau Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Sementara di dalam rancangan Ketetapan ini justru terasa ada nuansa politis. Jadi 
kurang terasa ada artinya dari hati nurani yang betul-betul memang mau menyetujui 
adanya komisi konstitusi yang sangat diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia 
agar segera bisa melaksanakan tugasnya dalam proses penselarasan dan 
penyempurnaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 

Oleh karena itu, dalam rapat pleno Komisi A m1 saya mengusulkan, kami 
mengusulkan, agar proses pembentukan komisi konstitusi diupayakan tahun ini oleh 
MPR, bukan oleh Badan Pekerja MPR. Dan bisa bekerja sejak Januari 2003, agar 
komisi konstitusi mempunyai banyak waktu di dalam menyerap aspirasi rakyat 
Indonesia dalam proses penyelarasan dan penyempurnaan amendemen tersebut, yang 
akan diserahkan dalam keadaan yang sudah matang kepada MPR basil 2004. 
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Untuk itu saya menghimbau Pimpinan dan kepada Sidang Pleno yang saya 
muliakan. Karena aspirasi ini yang berkembang juga di antara rekan-rekan saya satu 
fraksi dengan saya. 

Demikian, terima kasih Saudara Pimpinan. 
Wassalaamu 'a/ikum warrahmatul/aahi wabbarakaatuh. 

3 6. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Ramson yang terhormat. 
Selanjutnya, kami persilakan Saudara Suwitno Hadi yang terhormat. 
Silakan. 

37. Pembicara: Suwitno Adi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Saya Suwitno Adi dari Fraksi TNI/Polri. Saya ingin menanggapi hasil kesepakatan 

Tim Perumus Komisi A tanggal 8 Agustus 2002 yang berupa saran. 
Pada pendahuluan b penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat "perubahan 
tersebut diputuskan dan seterusnya," saya ingin menyarankan yang tadi sore Pak 

Saya ulangi, saya ingin menambahkan kalimat seperti yang terdapat di dalam 
Perubahan 1 dan Perubahan nomor 3 sebagai penutupnya adalah "Naskah perubahan 
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945." Ini walaupun kecil, tetapi sangat penting yang 
menyatakan bahwa perubahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Undang
Undang Dasar 1945. 

Demikian juga lembar terakhir dari hasil kesepakatan ini, saya minta juga ditulis 
yang sama seperti pada Perubahan Satu dan Tiga. Lengkapnya seperti tadi saya 
bacakan lagi: "Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut 
diputuskan ... ," dan seterusnya. 

Terima kasih. 

38. Ketua Rapat : Theo L. Sambuaga 
Terima kasih yang terhormat Saudara Suwitno Adi. 
Baiklah, kami berikan waktu masih ada lagi? Satu lagi Pak siapa, Pak Husin, 

silakan. Kemudian Ibu Astrid. Silakan. 

39. Pembicara: Usep Fathuddin (F-UG) 
Terima kasih. 
Nama Usep Fathuddin CA-639. 

4 0. Ketua Rapat : Theo L. Sambuaga 
Mahon maaf Pak Usep Fathuddin. 
Silakan! 

41. Pembicara : Usep Fathuddin (F-UG) 
Dari rancangan tadi saya mendengar kalau tidak keliru dalam diktumnya itu 

berbunyi "mengkaji secara komprehensif." Mengkaji secara komprehensif menurut 
saya dalam pengertian yang biasa kita laksanakan, itu berarti lebih kurang meneliti. 
Meneliti secara komprehensif dan bukan menyusun. Pada hal yang saya kira di 
diharapkan oleh masyarakat, oleh para ilmuan itu adalah menyusun. 

Karena itu, saya ingin mengusulkan barangkali kalau dimungkinkan bunyinya itu 
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diktumnya "M enyusun naskah Undang-Undang Dasar secara komprehensif dengan 
bahan utama hasil Amendemen Satu, Dua, Tiga, dan Empat Undang-Undang Dasar yang 
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." 

Terima kasih. 

42. Ketua Rapat : Theo L Sambuaga 
Terima kasih Pak Usep Fathuddin yang terhormat Kami persilakan lbu Astrid 

Susanto yang terhormat! 

43. Pembicara: Astrid S. Susanto (F-KKI) 
Terima kasih, Bapak Pimpinan. 
Mungkin suatu pertanyaan yang agak terlalu akademis. Tetapi saya kira demi 

kejujuran hams disampaikan. Kami dapat menyetujui semua ini tetapi pertanyaannya 
apabila sesuatu masih dikaji lalu apa yang diberlakukan. Jadi mohon ada satu kalimat 
yang mengatakan selama dikaji mana yang diberlakukan. Apakah yang sudah 
diamendemen satu, dua, tiga, empat, sementara dikaji, padahal rakyat perlu tahu. Hanya 
itu saja. 

Terima kasih. 

44. Ketua Rapat : Theo L Sambuaga 
Terima kasih, Ibu Astrid. Dengan demikian, dari para anggota Komisi A telah 

menyampaikan tanggapannya, pertanyaan. Dan oleh karena itu. Kami persilakan 
Saudara Ketua untuk me-respons. 

45. Pembicara: Jakob Tobing 
Terima kasih, Saudara Pimpinan Sidang. 
Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati. 
Pak Haryanto Taslam, Pak Ramson, Pak Suwitno Hadi, Pak Usep, lbu Astrid, dan 

Saudara sekalian yang saya hormati. lbu Astrid, / am sorry. 
Pertama yang ingin saya sampaikan adalah keputusan tentang komisi konstitusi 

ini adalah suatu paduan maksimal dari dua belas fraksi yang pendirian dan 
pandangannya itu betul-betul masing-masing sendiri-sendiri. 

Demikian juga kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa yang 
disampaikan tadi oleh Saudara Haryanto Taslam dan Saudara Ramson adalah bagian 
dari pada diskusi berhari-hari dan berjam-jam yang mendalam. Tetapi kita hams 
memadukan begitu banyak bahkan dari teman-teman kita yang tadinya sama sekali 
tidak ingin ada komisi konstitusi, bahkan menolak dengan keras. Jadi karena kita 
memang bersama-sama tentunya kita hams mencari di mana kita bisa berpadu. ltu yang 
pertama. 

Dan ked ua, ada hubungannya dengan pertanyaan dari lbu Astrid. Semua fraksi 
berpendapat dan commited bahwa agenda nasional 2004 pemilihan umum itu hams 
terlaksana dengan sebaik-baiknya. Semua agenda 2004 itu termasuk pemilihan Presiden 
langsung. 

Oleh karena itu proses ini oleh fraksi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
memberi ketidakpastian hukum terhadap proses itu. Oleh karena itu, dia adalah 
sebuah Tap di pihak lain pembahan Undang-Undang Dasar Keempat kita putuskan 
dan berlaku semenjak ditetapkan. 

Jadi dua hal yang memang saling complement tidak saling bertabrakan. 
Ada yang menginginkan komisi konstitusi ini bekerja nanti sajalah s esudah 2004 

bahkan 2005. Ada yang menginginkan sekarang. Ada yang menginginkan 2003. 
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Begitu banyak sekali variasinya. Akhirnya kita ketemu yang sekarang pokoknya kita 
bentuk dulu kerja beda enam bulan dengan yang disampaikan Saudara Ramson. Enam 
bulan saja, begitu. 

"Mengkaji" ini adalah suatu kata yang dipahami lebih luas dari sekedar 
menyelaraskan. Dan ini pun hendaknya kita pahami, ada yang mengatakan tidak 
bisa, ada yang mengatakan ini pokoknya enggak ada perubahan apapun. Hanya titik 
koma. Ada yang mengatakan "ndak, kita ubah baru sama sekali," begitu. Bertemunya di 
mana. 

Mengkaji ini mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar menyelaraskan. 
Tetapi termasuk menyelaraskan, kemungkinan menyempurnakan. Hanya saja Pak, 
tentunya yang dikaji dan mungkin dilihat kemungkinan penyempurnaannya 
diselaraskan itu adalah perubahannya. Perubahan lirik dibaca p ad a anak kalimatnya 
sehingga memang adalah konsep-konsep yang keluar, draft-draft yang keluar, begitu. 

Mengenai ke naskah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ini adalah 
memang diskusinya sudah semenjak di PAH I Pak. Ada sebuah kesan dan 
kemudian kesimpulan dari seluruh anggota Panitia Ad Hoc I, kalau ini merupakan 
bagian tidak terpisahkan dia adalah suatu bagian yang ada di luar tetapi tidak 
terpisahkan. Sedangkan ini adalah konstitusi itu sendiri. 

Itu sebabnya, maka walaupun pada yang ketiga yang lalu demikian, sekarang 
kita perbaiki, ini adalah konstitusi itu sendiri. Jadi dia bukan bagian yang tidak 
terpisahkan dia memang adalah itu sendiri, begitu. Itu sebabnya Pak. 

Jadi demikian penjelasan kami. Saya rasa demikian beberapa hal yang perlu 
dijelaskan. 

46. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Pimpinan, mungkin saya bisa tambahkan nanti barangkali. 

4 7. Ketua Rapat : Theo L. Sambuaga 
Siapa yang bicara tadi, Saudara Patrialis mau bicara? 
Kami persilakan. 

48. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Ya, untuk supaya lebih puas kawan-kawan sekalian, saya kira ada beberapa hal 

yang perlu kita samakan persepsinya. 
Yang pertama tentang Ibu Astrid. Jadi di dalam konsideran menimbang butir c 

itu sudah secara tegas menyatakan bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang 
Dasar tersebut sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, 
bermasyarakat, dan bernegara. Itu sudah cukup. Artinya perubahan-perubahan yang 
kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam butir b. Jadi, lbu Astrid 
sudah bisa terjawab. 

Yang kedua, Saudara saya Saudara Ramson, kita tahu bahwa pertama adalah 
bahwa komisi konstitusi itu dibentuk besok, disahkan besok. Jadi bukan pada tahun 
2003. Jadi tolong dipahami dulu dengan baik bahwa pembentukannya itu adalah pada 
Sidang Tahunan ini. 

Namun, tentunya ini ibaratnya kita makan pisang, kita buka kulitnya langsung 
dimakan isinya. Karena komisi konstitusi ini berkaitan dengan perubahan menyentuh 
segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, sekali lagi dengan 
Undang-Undang Dasar, maka tentunya kita harus betul-betul komprehensif juga 
mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan, kedudukan, 
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kewenangan, dan keanggotaan. Di mana berdasarkan tata tertib yang sudah 
dibacakan tadi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hanya memberikan mandat 
kepada Badan Pekerja untuk mempersiapkan, di mana Badan Pekerja tidak boleh 
mengambil keputusan. Karena putusan MPR itu harus dilakukan di Sidang Paripurna 
yang mengikat seluruh anak bangsa. Di sisi lain, Sidang Majelis itu hanya boleh 
dilakukan paling banyak satu kali satu tahun, minimal sekali lima tahun. 

Oleh karena itu, maka tahun 2003 itu semua segala sesuatu sudah lengkap dan 
baru bisa kita jalan. Dalam tenggang waktu satu tahun itulah kita juga harus menyerap 
seluruh aspirasi masyarakat tentang keberadaan komisi konstitusi ini. Karena ini 
adalah berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara, bukan satu organisasi kecil. 

Jadi ini tolong juga bisa dipahami oleh kawan-kawan. Jadi, begitu juga dengan 
Saudara saya Haryanto Taslam. Dengan demikian, ini adalah merupakan bagian 
penjelasan kita secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi masalah. Yang paling 
penting Komisi ini sudah bisa kita bentuk Silakanlah kita semua berpartisipasi aktif 
memberikan masukan-masukan yang sempurna di dalam rangka jalannya komisi 
konstitusi ini. 

Te rim a kasih, Pimpinan. 
Assa/aamu 'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh. 

49. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara Patrialis Akbar atas tambahan penjelasannya dari anggota 

Tim Perumus. 

50. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Pimpinan, klarifikasi saja. Pimpinan. Haryanto Taslam. 

51. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Saudara Haryanto. 

52. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Sebetulnya saya sudah puas tadi dikasih penjelasan oleh Ketua Komisi. Tapi 

kembali terancam oleh Saudara Patrialis. 

53. Pembicara : Peserta Rapat 
Tertawa. 

54. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Karena terus terang saja tadi saya memang ketika Ketua Komisi menyampaikan 

bahwa ada sedikit dikesankan bahwa pembentukan komisi konstitusi ini di dalam 
status hukumnya sepertinya diambangkan. Saya akan interupsi tadinya itu. Tetapi 
saya tahan sampai penjelasan terakhir Saudara Ketua Komisi dan hampir saya puas. 
Tetapi karena diterangkan lagi oleh Saudara Patrialis, menjadi akhirnya harus terpaksa 
bertanya kembali. 

Kalau tadi dikatakan bahwa besok itu dibentuk komisi konstitusi, itu bagaimana 
mekanismenya, pembentukannya? Sedangkan tadi dikatakan bahwa akan ditugaskan 
kepada Badan Pekerja. Nah, ini antara pembentukan dan penugasan kepada Badan 
Pekerja ini menimbulkan split lagi dalam pemikiran saya. Terpaksa saya harus minta 
penjelasan lagi kepada Saudara Ketua. Sebetulnya yang benar i tu yang mana ini? 
Supaya cukup satu orang saja lah, Pimpinan saja yang menjelaskan itu. 

5 5. Pembicara : Peserta Ra pat 
Tertawa 
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56. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Sebab nanti kalau ndak, kita dialog di antara anggota, jadi tidak jelas lagi 

akhirnya begitu. Itu satu. 
Yang kedua. Mohan himbauan saja ini kepada Pimpinan. Karena ini adalah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi tolonglah hak anggota ini dihargai. Jadi kalau 
menyebut itu jangan fraksi-fraksi, nanti jadi Majelis Permusyawaratan Fraksi jadinya. 
Kalau itu anggota yang dari fraksi-fraksi yang ada, barangkali mungkin lebih tepat lagi 
istilah yang digunakan itu. Jadi keberadaan kami di sini semua adalah wakil-wakil 
daripada rakyat Jadi bukan semata-mata hanya fraksi saja yang bermusyawarah dan 
bermufakat di sini tetapi anggota. Ini permusyawaratan rakyat Jadi sekedar 
himbauan saja, ya mudah-mudahan hal ini bisa diterima. 

Terima kasih. 

57. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih, Saudara Haryanto Taslam yang terhormat 
Kalau dari tadi kami juga tidak pernah menyebutkan fraksinya, tetapi langsung 

nama anggotanya. Kami persilakan. Karena mendapat rangsangan, maka bertanya lagi, 
maka sudah tentu perlu dijawab. Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan rangsangan 
bam lagi. 

Silakan, Pak Jakob barangkali. 

58. Pembicara: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Rupanya agak gampang terangsang juga Pak Haryanto Taslam. Jadi saya mulai 

dengan yang kedua. 
Pada waktu saya menyampaikan memang saya menyebutkan secara 

bergandengan fraksi dan anggota secara sadar. Dan itu bisa dilihat nanti dalam risalah. 
Memang kemarin itu pun, dalam kita men-set up cara kita berbicara, kita sepakat 
bahwa anggota hams diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, 
walaupun berbeda dengan mainstream yang ada. Atau pun pendapat resmi yang ada di 
dalam lingkungannya. 

Tetapi memang kalau masih terasa terlalu kental fraksinya dan itu terasa seperti 
agak menekan, itu suasananya, ya k ita perbaiki lah, begitu Dan maksudnya tidak 
demikian. 

Tetapi ini adalah suatu deklarasi. Deklarasi tentang terbentuknya komisi 
konstitusi. Dan supaya dia bisa jalan, hams dikasih engine. Hams dikasih stir, hams 
dikasih roda dan itu memang perlu waktu, tetapi bahwa ini kita bentuk, beg itu. Itulah 
dia Pak Jadi kita tidak ada lagi jalan mundur untuk kemudian mengatakan, oh tidak 
ada komisi konstitusi. 

Saya rasa demikian Pak Haryanto Taslam. Mudah-mudahan. 
Terima kasih. 

59. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Saudara-Saudara sekalian yang terhormat Sidang Komisi A. 
Dapatkah kita menerima dan menyetujui hasil Tim Pemmus sebagai keputusan 

Komisi A? Sekian dan terima kasih. 
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60. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Sekian dan terima kasih. 

SETUJU 

KETOK1X 

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian. 
Kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh 
anggota Komisi A, karena kita telah berhasil dengan produk kita yang bagian akhir ini. 

Acara belum selesai Saudara-saudara sekalian. 
Ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan di sini, yaitu besok pagi sebagaimana 

kita ketahui bersama akan diadakan Rapat Paripurna Majelis, di mana salah satu 
acaranya adalah laporan Komisi-komisi. Dan Komisi A akan melaporkan hasil-hasil 
yang menjadi produk dari Komisi A, termasuk di dalamnya sudah tentu dengan 
pengantar. 

Oleh karena itu, kami ingin menawarkan di sini untuk laporan itu yang 
sebagaimana biasanya itu berisi hasil-hasil yang telah dibacakan semua tadi, didahului 
sudah tentu dengan pengantar yang menggambarkan prosesnya. Prosesnya itu 
biasanya bersifat agak standar. Mulai dari jalannya rapat, waktu rapat yang 
digunakan, berapa anggota yang hadir, kemudian dibentuk Tim Perumus, Tim Lobi, 
ucapan terima kasih. ltu telah disediakan oleh Pimpinan Komisi A Sekitar berapa 
halaman, Pak Jakob? 

61. Pembicara : Jakob Tobing 
Ya, sekitar 15 halaman. 

62. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Sekitar 15 halaman. Kira-kira begitu. 
Apakah Saudara-saudara dapat menerima ini dibacakan dulu oleh Pak Jakob di 

sm1 secara 15 halaman untuk minta persetujuan atau mandat penuh? Itu hanya 
merupakan pengantar, mengantarkan isi yang telah kita lihat dan sahkan tadi semua. 
Dapatkah disetujui untuk laporan tersebut diberikan mandat penuh kepada Pimpinan? 

63. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih Saudara-Saudara sekalian. Maka kami ketok 

SETUJU 

KETOK1X 

Baiklah, Saudara-saudara sekalian. 
Kita akan mengakhiri Rapat Komisi A ini Saudara-saudara sekalian. Maka ini 
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bukan ceremony Saudara-saudara, tetapi sekadar untuk mengakhiri acara ini. Maka 
Saudara Ketua akan memberikan kata penutup dan kemudian Saudara Wakil Ketua 
akan memanjatkan do'a sebelum kami menutup. 

Kami persilakan, pertama Saudara Ketua dulu. 

64. Pembicara: Jakob Tobing 
Terima kasih. 
Ada perintah untuk memberi sambutan. Begini, kami atas nama Pimpinan, 

atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan kami sangat menghargai baik 
sikap kritis maupun kooperasi yang kita telah bangun selama beberapa hari ini. 

Apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat 
berharga dan menentukan sekali jalannya bangsa kita ke masa depan. Mudah-mudahan 
Tuhan Yang Maha Esa dapat menerima dan memberi berkah atas seluruh apa yang 
kita lakukan dan bangsa Indonesia bisa masuk kembali ke kejayaannya. Terus maju 
menjadi bangsa yang maju, modern, dan besar. 

Terima kasih kepada seluruh Pimpinan Fraksi yang telah begitu kooperatif 
juga bersama-sama kita toleransi, tetapi juga terutama seluruh anggota Komisi A 

Demikian juga kepada wartawan-wartawan yang tidak henti-hentinya meliput 
tetapi juga mendorong-dorong, demikian juga seluruh para Bapak-Ibu yang mempunyai 
minat terhadap persidangan ini. 

Kami tentunya juga, kita semua berterima kasih dan minta maaf kepada 
Sekretariat Jenderal yang kita dorong-dorong, yang kadang-kadang kita marahi yang 
telah melakukan tugasnya dengan melampui yang sebenarnya daripada yang harus 
mereka lakukan. 

65. Pembicara: Peserta Rapat 
Tepuk tangan meriah. 

66. Pembicara : Jakob Tobing 
Kita terima kasih kepada Sekretariat Jenderal dan tentunya mohon maaf atas 

segala kekeliruan dan kekurangan kami semua dalam memimpin rapat ini tentu 
banyak kekurangan. 

Dan oh ya ini ahli bahasa, Ibu bahasa kami memanggilnya, dan Bapak legal 
drafter. Kami juga atas nama kita semua, kita ucapkan terima kasih. 

67. Pembicara: Peserta Rapat 
Tepuk tangan meriah. 

68. Pembicara : Jakob Tobing 
Demikian, sekali lagi terima kasih sampai bertemu pada acara-acara yang akan 

datang dalam keadaan sehat dan wal'afiat. 
Terima kasih. 

69. Pembicara : Peserta Rapat 
Merdeka .... ! 

70. Ketua Rapat: Theo L. Sambuaga 
Terima kasih dan kami persilakan Bapak Wakil Ketua untuk memimpin doa, 

kami persilakan! 

71. Pembicara: K.H. Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim, 
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Alhamdulil/ahirabbi/'alamin, wassa/allahu 'ala nabiyyil mursa/in nabiyyinna 
Muhammadin wa'ala a Ii hi washabihi ajma'in. 

Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah dan 
Engkau apabila berkehendak bisa menjadikan barang yang sulit menjadi mudah. 

Ya Allah, kami semua yang hadir di sini telah sekuat tenaga menunaikan 
tugas-tugas kami dan semua ini berlangsung dan berhasil hanya atas pertolongan-Mu. 

Ya Allah, maafkanlah kami atas segala kesalahan kami, keteledoran kami dan 
kalalaian kami. 

Ya Allah, kalau ada hal-hal baik yang kami lakukan, maka itu atas pertolongan
Mu dan kami mohon terimalah amal-amal kami yang tidak seberapa itu. 

Ya Allah, Ya Tuhan kami, inilah yang dapat kami sumbangkan untuk tanah air dan 
bangsa kami, maka jadikanlah amal kami ini berakibat berkah dan kebaikan. 

Robbana attina fiddunya hasanah waft/ akhirati hasanah waqina adzabannar. 
washal/ahu 'ala syaidinia Muhammad, wa/hamdu/il/ahirabbi/'a/amiin. 

72. Ketua Rapat : Theo L Sambuaga 
Terima kasih Pak Kiai Haji Najib. 
Yang terhormat dan Saudara-Saudara sekalian, 
Sekali lagi kami atas nama Pimpinan Sidang mengucapkan terima kasih yang 

sebesarnya-besarnya atas kerja sama yang ditunjukkan dan mohon maaf apabila ada 
hal-hal yang kurang berkenan selama memimpin sidang ini. 

Dengan demikian, maka Rapat Paripurna Komisi A, seluruh kegiatan Komisi A 
kami nyatakan usai dan ditutup. 
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KETOK3X 

Wassaa/amu 'a/aikum warrahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Terima kasih. 
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5. RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002 

1. I Hari 
2. 1 Tanggal 
3. I Waktu 
4. Tempat 
5. Pimpinan MPR 

t Ketua Rapat 
6. Sekretaris Rapat 
7. T Panitera Rapat 

8. j Acara 
9. Hadir 
10. I Tidak hadir 

JALANNYA RAPAT: 

Jum'at 
9 Agustus 2002 
09.00-11.20 WIB 
Gedung Nusantara 
- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. (Ketua) 
- Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) 
- Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) 
- K. H. Moh. Cholil Bisri (Wakil Ketua) 
- Letjen. TNI Agus Widjaja (Wakil Ketua) 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) 
- Drs. H. A Nazri Adlani (Wakil Ketua) 

~ Prof. Dr. H. M. Ami en Rais, M.A. 
Sekertaris Jenderal MPR (Rahimullah, S. H., M.Si) 
Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) 
Laporan Komisi-Komisi 
619 Orang 
61 Oran 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.15 WIB 

1. Ketua Rapat: Amien Rais 
Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
Alhamdulillah, selama lima hari, Komisi telah melangsungkan pembahasan 

terhadap agenda Sidang Tahunan Tahun 2002. Dari partisipasi aktif anggota MPR 
dalam Ra pat Komisi, baik yang dapat kita ikuti secara langsung maupun yang terekam 
melalui liputan media massa, baik media cetak maupun media elektronika, kita dan 
seluruh bangsa dapat mengetahui bahwa permusyawaratan dalam rapat-rapat komisi 
telah berlangsung secara kritis, objektif, dan demokratis. 

Dari suasana permusyawaratan, kita juga mengetahui bahwa semua anggota 
Majelis diberi kesempatan yang sama serta kebebasan menyampaikan sikap dan 
pendapatnya. Semua anggota Majelis juga berupaya mendekatkan perbedaan sekaligus 
mencari kesepakatan dari aneka pendapat anggota Majelis. Proses pola angsur 
pendapat dan pemikiran antar anggota Majelis tersebut tentu sangat meningkatkan 
kualitas pembahasan sekaligus kualitas hasil komisi. Barangkali seperti kata pepatah 
Perancis du schock des opinion jaillit la verite. Dari benturan-benturan pendapat yang 
cukup tajam itu akan muncul sebuah kebenaran, sebuah kekuatan yang disepakati 
bersama. 

Atas dasar situasi dan hemat permusyawaratan tersebut, kami memandang hasil 
komisi yang sebentar lagi akan disampaikan merupakan puncak pemikiran, kearifan, 

Perubahan UUD 1945 605 



sekaligus kenegarawanan seluruh anggota Majelis. Saya yakin yang dibahas nanti akan 
dibacakan nanti adalah kita share bersama-sama. Ini adalah puncak hasil yang sifatnya 
kolektif, tidak satu dua fraksi, tidak satu dua partai, tidak satu dua kelompok, dan lain
lain. lnsya Allah ini semua merupakan kolektivitas dari seluruh anggota majelis yang 
terhormat. 

Marilah sekarang kita memasuki acara pokok Sidang Paripurna ini, yakni 
Laporan Komisi. Baik, termin pertama mari kita dengarkan laporan dari Komisi A yang 
disampaikan oleh yang terhormat Saudara Drs. Jakob To bing. Kami persilakan. 

2. Pembicara: Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Ibu Presiden yang kami hormati. 
Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Sidang yang kami hormati, Pimpinan 

dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kami 
hormati. 

Perkenankan kami membacakan Laporan Komisi A MPR Republik Indonesia. 
Laporan Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pada 

Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia 2002. 

Yang terhormat Saudara Pimpinan MPR. 
Yang terhormat Saudara anggota MPR serta hadirin yang berbahagia. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, terlebih 

dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa 
karena hanya atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat 
Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia 2002 untuk bermusyawarah 
dan mencapai permufakatan bersama dalam melaksanakan tugas konstitusional. 

Permusyawaratan dalam Rapat Komisi A Majelis yang berlangsung selama lebih 
kurang empat setengah hari diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan 
kekeluargaan dalam upaya mewujudkan kehendak, dan aspirasi yang berkembang 
dalam masyarakat, serta untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara. 

Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan 
segenap anggota Komisi A Majelis, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komisi A 
Majelis. 

I. Pendahuluan 
Komisi A Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR Nomor 

II/MPR/2002 mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan pada 
Rancangan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah anggota Komisi A Majelis 
sebanyak 245 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi 
keanggotaan sebagai berikut: 

1. Fraksi PDI Perjuangan 61 orang; 
2. Fraksi Partai Golongan Karya 49 orang; 
3. Fraksi Utusan Golongan 31 orang; 
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 22 orang; 
5. Fraksi Kebangkitan Bangsa 18 orang; 
6. Fraksi Reformasi 15 orang; 
7. Fraksi Utusan Daerah 19 orang; 
8. Fraksi TNI/Polri 14 orang; 
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9. Fraksi Partai Bulan Bintang 6 orang; 
10. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia 5 orang; 
11. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 4 orang; 
12. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa 1 orang. 
Jumlah 245 orang. 
Pimpinan Komis A Majelis telah dipilih dari dan oleh anggota Komisi A dalam 

Rapat Ke-1 Komisi A pada hari Minggu, 4 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua MPR yang terhormat Saudara Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, Saudara Agus 
Widjojo, dan Saudara Drs. Nazri Adlani dengan komposisi sebagai berikut 

Ketua : Drs. Jakob Tobing, MPA. 
Wakil Ketua I : Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
Wakil Ketua II : H. Zain Badjeber, S.H. 
Wakil Ketua III : H. Amru Almu'tasim, S.H., M.M. 
Wakil Ketua IV : K. H. Nadjid Ahjad 
Wakil Ketua V 
Wakil Ketua VI 
Wakil Ketua VII 
Wakil Ketua VIII 

II. Bahan Bahasan 

: Drs. Gregorius Seto Harianto 
: Irjen. Pol. I Ketut Astawa; 
: H. Muhammad Hatta Mustafa, S.H.; 
: H. Harun Kamil, S.H. 

Sebagai bahan bahasan pokok, Komisi A Majelis menggunakan Rancangan 
Putusan MPR tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan 
Pekerja Majelis tahun 2002. 

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada tanggal 2 dan 3 
Agustus 2002 dan materi Pengantar Musyawarah Fraksi-Fraksi Majelis yang 
disampaikan dalam Rapat Komisi A Majelis tanggal 4 dan 5 Agustus 2002. 

III. Mekanisme Pembahasan 
Dalam rangka memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai 

Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Komisi A majelis telah 
menetapkan mekanisme pembahasan sebagai berikut. 

1. Forum Rapat Pleno Komisi A 
Dalam forum tersebut, setiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan 
pengantar musyawarah fraksi dan membahas Rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 melalui curah pendapat. 

2. Forum Lobi dan Perumusan 
Forum yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan Komisi A dan wakil 
masing-masing fraksi dibentuk oleh Komisi A untuk membicarakan, 
membahas, dan merumuskan substansi materi Rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang dalam Rapat Pleno 
Komisi A. Hasil pada saat lobi dan perumusan itu selanjutnya disampaikan 
dan dilaporkan dalam Forum Rapat Pleno Komisi A untuk diambil putusan. 

3. Forum Konsultasi Pimpinan Komisi A dengan pimpinan fraksi-fraksi forum 
ini merupakan forum yang dibentuk oleh pimpinan Komisi A dalam rangka 
membahas dan memusyawarahkan mekanisme pembahasan pada Pleno 
Komisi A Hasil forum konsultasi tersebut ditawarkan pada pleno Komisi A 
untuk diambil putusan dan sekaligus menjadi pedoman jalannya 
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pembahasan dalam Komisi A. 
4. Berkaitan dengan pembahasan Pasal 2 Ayat (1) dibicarakan pada tanggal 5 

Agustus 2002. Selanjutnya, guna memperlancar dan memudahkan 
pembahasan materi, Komisi A sepakat untuk mengelompokkan materi 
pembahasan selanjutnya sebagai berikut. 

Kelompok I : Pasal 3 Ayat (2) sampai dengan pasal 24 Ayat (3) 
dibahas pada tanggal 6 Agustus 2002 pukul 09.00 WIB sampai dengan 
12.00 WIB. 
Kelompok II : Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dibahas pada tanggal 
6 Agustus 2 00 2 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17 .00 WIB. 
Kelompok III : Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dibahas pada tanggal 
6 Agustus 2002 pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. 
Kelompok IV : Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan serta usulan 
pembentukan komisi konstitusi dibahas pada tanggal 7 Agustus 2002 
pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. 

5. Mengingat semakin mengkristalnya berbagai pendapat dan pandangan yang 
berkembang, terutama karena didorong oleh sebagian fraksi-fraksi Majelis 
mengenai penyempurnaan lebih lanjut hasil perubahan Undang- Undang 
Dasar 1945 oleh Ketua Panitia Khusus, Komisi A menyediakan ruang dan 
waktu khusus untuk membahas dan merumuskan hal tersebut. 

6. Dalam rangka penyempurnaan redaksi, tata bahasa, dan sistematika 
penulisan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, 
Komis A mengundang ahli bahasa dan legal drafter dalam forum lobi dan 
perumusan. 

IV. Hasil Pembahasan A Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945 

Setelah melakukan pembahasan terhadap materi Rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja 
MPR, sesuai dengan penugasan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 
XI/MPR/2001, Komisi A Majelis telah mengambil keputusan menyetujui Rancangan 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan guna 
memperoleh pengesahan sebagai Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 
oleh sidang Majelis dengan rumusan sebagai berikut 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan 
saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh 
rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 
Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan; 

608 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana 
telah diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Perubahan 
Keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan 
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta 
dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan 
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Perwakilan Rakyat; 
b. Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat "perubahan tersebut 
diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan; 

c. Pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) Perubahan Ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi 
Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 25E Perubahan Kedua Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; 

d. Pengubahan dan atau penambahan Pasal 2 Ayat (1 ), Pasal 6A Ayat ( 4 ), Pasal 
8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat 
(3), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Bab XIII Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 
(3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2), Bab XIV Pasal 33 
Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), 
Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Aturan Peralihan 
Pasal 1, 2, dan 3, Aturan Tambahan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut. 

Pasal 2 Ayat (1), Alternatif 1: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan urn um ditambah 
dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 
diatur oleh undang-undang". 

Alternatif 2: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Pasal 3 Ayat (2), tidak perlu ayat ini. 
Pasal 6AAyat (4): 
"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh 
suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden". 

Pasal 8 Ayat (3): 
"Jika Presiden dan Wakil Presiden Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana 
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
um urn sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya". 

Pasal 11 Ayat (1): 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain". 
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Pasal 16: 
"Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang
undang''. 

Bab IV Dewan Pertimbangan Agung. Dihapus. 
Pasal 23B: 
"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". 
Pasal 23D: 
"Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang". 
Pasal 24 Ayat (3): 
"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

diatur dalam undang-undang". 
Pasal 29 Ayat (1), Alternatif 1: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". (Naskah asli). 
Alternatif 2: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". 
Alternatif 3: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban 

melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". 
Ayat (2) Alternatif 1: 
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". 
(Sesuai naskah asli). 

Alternatif 2: 
"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu". 
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 Ayat (1): 
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". 
Ayat (2): 
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya". 
Ayat (3): 
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". 

Ayat (4): 
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". 

Ayat (5): 
"Pemeritah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 32 Ayat (1): 
"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 
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nilai-nilai budayanya". 
Ayat (2): 
"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional". 
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 33 Ayat (4): 
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional". 

Ayat (5): 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang". 
Pasal 34 Ayat (1): 
"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". 
Ayat (2): 
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan". 

Ayat (3): 
"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak". 
Ayat (4): 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang

undang". 
Pasal 37 Ayat (1): 
"Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 
1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat". 

Ayat (2): 
"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta 
alasannya". 

Ayat (3): 
"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat". 

Ayat (4): 
"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurang 50% ditambah satu anggota dari seluruh angota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat''. 

Ayat (5): 
"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan". 
Aturan Peralihan, Pasal I: 
"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". 
Pasal II: 
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"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini". 

Pasal III: 
"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 

2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung". 
Aturan Tambahan, Pasal I: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 

terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan 
pada Sidang Majelis Permusyawaratan RakyatTahun 2003". 

Pasal II: 
"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang- Undang 

Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia ke ... Tanggal...Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan". 

Ditetapkan di Jakata pada tanggal ... Agustus 2002. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan para Wakil Ketua 

b. Penyusunan undang-undang dalam satu naskah 
Dimaksud di sini adalah penyusunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah. 

Menindaklanjuti laporan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam Rapat Badan 
Pekerja MPR Ke-4 tanggal 25 Juli 2002 yang berupa draf Undang-Undang Dasar dalam 
satu naskah untuk dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR selanjutnya akan menjadi 
Risalah Rapat Peripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada 
opini. Dalam laporan ini, Komisi A Majelis menyertakan draf penyusunan Undang
Undang Dasar dalam satu naskah tersebut untuk menjadi risalah di dalam Rapat 
Paripurna ini. 

Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa draf penyusunan Undang
Undang Dasar 1945 dalam satu naskah terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 sesuai 
dengan Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959, hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Putusan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang diputuskan pada Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. 

Putusan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2 000. 

Putusan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang diputuskan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan rancangan 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang akan diputuskan menjadi Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR RI 
2002. 

Pada bagian akhir, kami sertakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 secara lengkap dalam satu naskah sekaligus kami koreksi 
komputernya lupa menaruh kata dasar. 

c. komisi konstitusi 
Berkaitan dengan munculnya usulan sebagian besar fraksi-fraksi ke arah 

pembentukan komisi konstitusi, Komisi A Majelis dalam pembahasannya menyepakati 
hal-hal sebagai berikut. 
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Komisi sepakat untuk membentuk suatu komisi konstitusi untuk melakukan 
pengkajian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Komisi A membentuk dengan 
suatu Ketetapan MPR dengan rancangan sebagai berikut 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor ... /MPR/2002 tentang pembentukan komisi konstitusi 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Menimbang: 
a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dan karena itu 

dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, 
cermat, dan menyeluruh; 

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan 
Kedua Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam 
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 
sampai dengan 9 November 2001, dan Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai 
dengan 10 Agustus 2002; 

c. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup untuk 
mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, 
tetapi masih diperlukan pengkajian secara komprehensif dan transparan 
dengan melibatkan masyarakat luas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu membentuk 
suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara 
komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

e. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Pembentukan Suatu komisi 
konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif 
tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Mengingat: 
1. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V /MPR/2001. 

Memperhatikan : 
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 
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I/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 

2. Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2002. 

3. Putusan Rapat Paripurna Ke-6 lanjutan tanggal 10 Agustus 2002 Sidang 
Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI 

Pasal 1 
Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara 

komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pasal 2 
Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

untuk merumuskan susunan kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 3 
Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat 
pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 untuk diputuskan. 

Pasal 4 
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal ... Agustus 2002 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Ketua dan para Wakil Ketua. 

VI. Penutup 
Sebagai kata penutup dalam laporan ini, marilah kita mengucapkan puji dan 

syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kehendaknya jualah akhirnya 
Komisi A Majelis dapat menuntaskan tugas konstitusionalnya dalam membahas dan 
memusyawarahkan materi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini 
sebagai bahan putusan Majelis pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Berbagai 
pendapat dan aspirasi yang mengemuka, dalam rapat-rapat Komisi A Majelis, baik 
secara pribadi atau antara fraksi terasa begitu nyata dan berterus terang. N amun, 
dengan dilandasi sikap kenegarawanan dan kearifan seluruh anggota Komisi A dalam 
rangka membangun kebersamaan demi masa depan yang masih panjang, perbedaan, 
pertentangan, dan benturan berbagai kepentingan dan bahkan tetap meminta antara 
fraksi-fraksi pun runtuh, luluh, mengental dan mengkristal dalam suasana dan 
semangat kebersamaan dalam mencapai kemufakatan. 

Oleh karena itu, perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan 
dan segenap anggota Komisi A mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Majelis 
dan kepada segenap anggota Komisi A Majelis atas kerja sama dan kebersamaannya 
dalam melakukan pembahasan materi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945. Perkenankanlah pula kami atas nama anggota dan Pimpinan Komisi A Majelis 
mengajukan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar
besarnya kepada Badan Pekerja MPR, khususnya Panitia AD Hoc I Badan Pekerja MPR 
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atas kerja keras dan karyanya yang telah menghasilkan bahan-bahan yang amat 
berharga sebagai bahan Sidang Tahunan ini. 

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran 
Sekretariat Jenderal Majelis khususnya kepada Komisi A yang telah mendukung 
kelancaran tugas Komisi A Majelis. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami 
sampaikan pula kepada rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media 
elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Komisi A sehingga 
masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan 
hasil pembahasan rapat-rapat Komisi A Majelis. 

Demikianlah laporan Komisi A Majelis yang dapat kami sampaikan. Kiranya 
rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diputuskan 
oleh Komisi A sebagaimana terlampir demikian juga Rancangan Ketetapan Majelis 
untuk pembentukan komisi konstitusi dapat disahkan dalam rapat Paripurna Ke-5 
MPRini. 

Atas perhatian saudara Pimpinan dan segenap anggota Majelis serta hadirin 
sekalian, kami ucapkan terima kasih. 

3. 

Jakarta 9 Agustus 2002 

Wakil Ketua 
H. Zain Badjeber, S.H. 
(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 
K. H. Nadjih Ahjat 
(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 

Pimpinan Komisi A 
Ketua 

Drs. Jakob Tobing, MPA. 
(Ditandatangani) 

H. Amru Al-Mu'tashim, S.H., MM 
(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 
Gregorius Seto Harianto 

(Ditandatangani) 

Demikian dan terima kasih. 

Pembicara: Rais Abin (F-UG) 
Interupsi, interupsi 

4. Ketua Rapat: Amien Rais 

Wakil Ketua 
Drs. Theo L. Sambuaga, 

(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 
Irjen. Pol. Drs. I Ketut A. 

(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 
H. M. Harun Kamil, S.H. 

(Ditandatangani) 

Wakil Ketua 
Hatta Mustafa, S.H. 
(Ditandatangani) 

Silakan mengacungkan tangan! Pendek Pak, pendek, singkat. 

5. Pembicara: Rais Abin (F-UG) 
Bagi anggota-anggota kami yang lain mungkin hal-hal ini sangat menyedihkan 
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tapi bagi kami sendiri yang mewakili golongan veteran hal ini sangat menyakitkan. 
Kami selalu menganggap bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah Majelis 
bagi Permusyawaratan Rakyat yang akan berusaha mencari penyelesaian 
komprehensif bagi masalah-masalah bahtera negara ini. Dengan demikian kami yakin 
benar bahwa pendiri negara kita ini memberikan tempat untuk menyempurnakan 
musyawarah, tapi rupa-rupanya musyawarah mi yang diminta Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ini seolah-olah hanya menjadi arena bagi politikus yang 
merasa dirinya terpilih, perjuangkan kepentingan-kepentingan politik, dan memang 
tidak ada tempat bagi kami kaum veteran, sebab kami tidak mempunyai aspirasi 
politik. Kami hanya ingin menjadi pengingat dan ingin menyumbangkan data-data 
pengalaman sehingga kiranya dapat membantu melajukan lancarnya bahtera negara. 
Kami sangat tertarik dengan ucapan dalam Majelis ini yang mengatakan untuk menjadi 
anggota MPR itu jangan hendaknya diberikan secara percuma, hams berjuang. 

Dari seluruh freelance katanya, kami merasa, apakah kami ini berjuang, apakah 
tidak selama ini. Kami yang merupakan saksi-saksi hidup dari proklamasi dari 
perjuangan kemerdekaan tidak meminta apa-apa. Tapi hendaknya di kampung saya 
pun yang jauh di sana itu meskipun kepala negeri itu berganti puluhan kali tetapi ninik 
mamak, itu masih tetap digunakan sebagai resort version untuk menjamin 
kelancaran pemerintahannya. Kami bukan ingin menjadi ninik mamak, tapi ingin 
hendaknya diberi tempat untuk dapat mencurahkan inspirasi kami sebagai manusia 
yang pernah ikut aktif mendirikan negara ini. Hanya 600 ribu yang tinggal sekarang 
sesepuh dari veteran ini. Sudah bau tanah istilahnya, tidak ada aspirasi apa-apa cuma 
minta perhatian diberi tempat untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi, dengan adanya 
insya Allah komisi konstitusi hendaknya inilah merupakan wahana terakhir kami untuk 
menyampaikan aspirasi-aspirasi kami. 

Terima kasih. 

6. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih kepada Bapak Rais Abin, terima kasih kepada Pak Jakob Tobing 

yang telah menyampaikan Komisi A yang sangat jelas. Dan telah kita mengikuti 
bersama tadi. Dari Pak Rais pun telah bicara dengan rapi. Kita perhatikan bersama
sama. Marilah kita lanjutkan laporan Komisi B, Pak Rambe Kamarulzaman. 

Selanjutnya rapat diteruskan dengan mendengarkan laporan komisi B dan Komisi 
C 

Saya kira dengan interupsi ini kita dapat mengakhiri Paripurna kita. 
Kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara Pimpinan Lembaga

lembaga Negara, Saudara Menteri Kabinet Gotong Royong, dan khususnya juga semua 
anggota Majelis yang saya muliakan dan hadirin semua. 

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan, antara pukul 
14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB itu rapat fraksi untuk mengatakan pandangan 
akhirnya. Kemudian, Rapat Paripurna nanti pukul 20.00 WIB untuk mendengarkan 5 
fraksi, masing-masing 30 menit, mohon disiplin. Dan dengan mengucapkan syukur 
alhamdulillahirabbil 'alamin, saya tutup, alhamdulillahirabbil 'alamin. 

Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.20 WIB 
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6. RAPAT KONSULTASI KETUA MPR DAN KETUA FRAKSI-FRAKSI MPR, 9 
AGUSTUS 2002 

1. Hari Jum'at 
2. Tane:e:al 9 Agustus 2002 
3. Waktu 23.15- 02.00 WIB 
4. Tempat RuangGBHN 
5. Pimpinan MPR Prof. Dr. H. M. Amien Rais 
6. Ketua Rapat Prof. Dr. H. M. Amien Rais 
7. Sekretaris Rapat -
8. Acara Pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan UUD 

9. Hadir --- orang 
10. Tidakhadir --- orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 23.15 WIB 

1. Ketua Rapat: Amien Rais 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Selamat malam buat kita semua. 
Jadi, kita memang mendadak. Jadi, waktu tadi Rapat Paripurna Ke-VI, ada nota 

kecil dari Mas Arifin Panigoro kepada saya, yang mengusulkan sebaiknya kita bertemu 
bersama-sama. Dan terutama memang teman-teman dari TNI/Polri yang juga 
menginginkan pertemuan ini. 

Jadi, mungkin Mas Arifin bisa, Mas Arifin anda sebagai pembuka. 

2. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Terima kasih Pak Amin, Pimpinan MPR, teman-teman fraksi. 
Assa/aamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Selamat malam. 
Dengan permohonan ma'af saya memang rada mendesak, karena tadinya diajak 

makan siang besok sama Mas Amin tetapi saya kira karena waktunya mepet. Jadi 
inilah ... , jadi segera saja saya mulai. 

Bahwa mulai dari tadi pagi saya dihubungi Saudara Fahrni ada berita-berita 
begitu, ada keinginan dari Bapak-Bapak dari TNI untuk melihat kembali Rantap 
tentang komisi konstitusi. Terus kita follow up saja, terus mojok-mojok, jam 11.00 
belum selesai tadi pleno yang tadi pagi, Pak Slamet Supriyadi, Pak Fahrni, begitu juga 
Mas Luthfi, saya, Gus Yus, kira-kira apa, kemudian diteruskan lagi tadi sore. Bahwa 
intinya ada permintaan untuk memperjelas isi rantap itu terutama dari di situ ditulis 
fungsinya itu pengkajian, kajian yang komprehensif itu mo hon di-break down. 

Yang kedua masa kerja Badan Pekerja dan wewenangnya. Badan bekerja yang 
bekerja untuk komisi konstitusi bukannya bekerja satu tahun kemudian dilaporkan di 
Sidang Tahunan 2003, tetapi lebih cepat dari itu. Jadi, kira-kira enam bulan. Itu yang 
kita coba buat kita sendiri. Tadi jam 17.00 ada Tim Perumus yang kemarin, kita 
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kumpulkan yang kita dapat dari kami sendiri Doktor Harjono, Saudara Andi Matalatta, 
Saudara Ali Masykur, dan tentu Pak Slamet Supriyadi sendiri. 

Terus agak telat Pak Ali Hardi hanya dapat isinya saja, sudah selesai. 
Nah, itu progress kalau mau diteruskan lagi karena waktunya sudah mepet ya 

forum inilah yang kita minta untuk melihat itu semua dan bagaimana jalannya itu ke 
depan. Jadi, 

3. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Saya bacakan saja sekalian. Jadi.. .. 

4. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Saya mau interupsi dulu, kan ini kita sudah lobi di pimpinan fraksi, kemudian 

yang diputuskan di Komisi A. Kalau kita mau kerja sesuai dengan aturan yang ada, 
kenapa masalahnya hams di bawa ke sini. 

(pembicaraan tidakjelas suaranya) 

Itu sudah di lobi, di pimpinan fraksi diputuskan dibawa di Paripurna Komisi A, 
diserahkan di sana, semua terima. Dan kemarin Ketua sudah lapor di paripurna. Sudah 
dibacakan tadi pagi. Terus forum ini mau menganulir keputusan yang sudah ada. Jadi 
saya pikir kita kembalikan pada mekanisme pembicaraan. Segala sesuatu diputuskan di 
sana. 

Kalau memang Komisi A itu diberi kewenangan untuk membahas terkait dengan 
masalah itu. Saya ingatkan saja bahwa tuntutan masyarakat untuk membentuk komisi 
konstitusi adalah suatu kewajiban terhadap kinerja daripada majelis ini. Mereka 
mengatakan bahwa majelis ini bekerja tidak becus. Badan Pekerja MPR itu tidak 
bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Itu inti daripada tuntutan masyarakat. Itu 
yang hams direspon. Bukan direspon dengan membentuk suatu lembaga baru. 
Direspon untuk membetulkan kinerja daripada majelis ini. 

Selama ini mereka mengatakan majelis ini hanya bikin acara di hotel-hotel, 
kunjungan ke luar negeri, tidak ke kampus-kampus, tidak menyerap aspirasi 
masyarakat Ini yang hams jawab bersama. Jangankan itu, Badan Pekerja MPR itu tidak 
pernah bekerja kemudian anggota majelis lain yang sisa daripada 700 orang lebih yang 
bukan Badan Pekerja MPR, kita tidak tahu menahu hasil kerja Badan Pekerja. 

Bahkan dengan kewenangan fraksi untuk membicarakan hasil kerja Badan 
Pekerja itu enggak ada. Dan kalau umpamanya masyarakat prates, sebenarnya kita 
anggota Majelis yang di luar BP MPR itu juga bisa. Bisa menilai kinerja dari Badan 
Pekerja MPR. Tetapi itu kan badan kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Kita 
memberi amanat kepada Majelis, Badan Pekerja MPR dan sudah melakukan tugas
tugas yang sangat maksimal, dan menurut saya maksimal. 

Jadi kalau umpamanya masyarakat mengoreksi kita, kinerja kita, kemudian kita 
merespon itu kemudian membentuk lembaga baru, dan mengambil alih kewenangan 
apapun bentuknya, itu namanya kan duplikasi kewenangan. Apapun bentuknya, itu 
duplikasi kewenangan. 

Seharusnya kita, anggota Majelis yang terhormat ini yang jumlah 700 orang lebih 
ini, kalau mau menyerap aspirasi masyarakat, enam bulan kita keliling seluruh 
Indonesia. Dari daerah-daerah asal pemilihan yang setiap provinsi kita turun selama 
enam bulan, di luar dari Badan Pekerja MPR. Turun menyerap aspirasi masyarakat, 
ambil, tindak apa yang mereka mau. Seminggu satu kali fraksi-fraksi menerima 
pengaduan atau aspirasi daripada masyarakat di Majelis ini. Buka seluas-luasnya. 
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Jangan karena ketidakmampuan kita kemudian mengakibatkan kita membentuk 
suatu komisi apapun namanya, kemudian kita memberi wewenang yang setengah
setengah kemudian di antara kita sendiri terjadi perdebatan yang sangat sengit. 

Kemudian Bambang Widjojanto tadi, di konfrensi pers, Tap MPR Majelis disobek
sobek. Emangnya negara dia ini, apa? Saya dipilih oleh rakyat, saya mewakili 
konstituen saya, saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang saya lakukan 
di sini, kepada masyarakat. Bukan Bambang yang hanya dia punya kantor sepotong itu. 

Ini perlu disadari oleh kita semua. Jadi saya minta kepada Ketua yang terhormat 
dan hadirin dan teman-teman, saya menghargai kinerja Saudara-saudara. Tapi saya 
tidak mau melecehkan Saudara-Saudara dengan main suara orang-orang tertentu. Saya 
tidak mau melecehkan kerja Saudara-Saudara. Dan kalau mau kita persoalkan ini, saya 
akan mempertanyakan kerja daripada Badan Pekerja besok pagi. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

5. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi supaya ini, kita share-lah. Tidak ada yang disembunyikan. Tadi laporan Pak 

Janedjri tadi membawa nota kecil dari PakArifin Panigoro. Saya bacakan: "Mas Amien, 
mohon diacarakan konsultasi pimpinan dan fraksi-fraksi MPR, karena ada permintaan 
dari Fraksi TNI untuk mengubah Rantap MPR tentang komisi konstitusi. Wassalam. 
Arfin Panigoro." Ini jam 21.20 tadi. 

Kemudian saya balas. Waktu yang tepat saya usul pagi-pagi jam 07.00 besok pagi, 
ini sudah malam atau lunch break besok siang. Kemudian, ini surat cinta ini. Terus Mas 
Arifin Panigoro, saya usul besok waktu lunch break saja. Mas Arifin tulis : Mas Amien, 
saya takut terlambat Saya tulis : Jadi jam berapa? Kata beliau, Mas Arifin : Mas Amien 
pulang dari pendapat akhir langsung jam 23.00. Nah, tadi saya ke sini ini rame-rame ini. 

Nah, sekarang Mas Sayuti saya kira juga betul karena ini sudah di Komisi tiba
tiba dianulir kembali, mungkin juga jadi masalah nanti. Ya, jadi saya tidak apa, 
mengerti. 

Ya, atau Pak Slamet Supriyadi kalau ada. Silakan. 

6. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semuanya. 
Pertama-tama kami mohon maaf kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, enggak 

ada ibunya? Karena barangkali kami mengganggu. Sebetulnya ini kami tidak 
bermaksud untuk ngrusuhi, untuk mengganggu. Kami semata-mata ingin 
menyampaikan pendapat kami kepada teman-teman fraksi yang lain. 

Yang pertama, bahwasanya pada saat perumusan itu di Komisi itu pengambilan 
keputusan itu baru memetakan masalah, terus langsung dirumuskan. Itu pertama 
teknisnya. 

Terus kemudian dari rumusan ini mengandung suatu kerancuan. Pada waktu itu 
juga banyak yang mempertanyakan itu. Rumusan lama misalnya melakukan pengkajian 
secara komprehensif. Awalnya demikian. lni maksudnya apa? Sehingga banyak 
pertanyaan, sampai di Sidang Laporan Komisi D, paripurna juga ada yang 
mempertanyakan. 

Lalu yang kedua tentang dibentuknya tahun 2 002 oleh Badan Pekerja dan 
sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah baru operasional tahun 2003. Itu 
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nanti akhirnya akan menimbulkan suatu kekaburan. Kemungkinan-kemungkinan 
apakah tahun 2003 itu bisa terbentuk. Karena dihadapkan dengan kewenangan dari 
Aturan Peralihan. Pertama bahwasanya nanti adanya suatu Sidang Tahunan yang 
mengagendakan di antaranya adalah meninjau seluruh Ketetapan MPR dan Tap MPRS 
yang masih relevan atau tidak. 

Berikutnya kalau kita lihat dari rancangan yang lama, apabila dihadapkan 
dengan setelah disahkannya amendemen ini, Perubahan Keempat, kami dari beberapa 
teman menganggap bahwasanya ini nanti akan mendapat suatu hambatan. Hambatan 
terutama kepada Pasal 37. Jadi, pintu masuknya Pasal 37. 

Apabila ditetapkan sampai dengan tahun 2003 barn bekerja, masuk ke sana nanti 
baru bekerja dan nanti tahun 2004 setelah pemilu mungkin dilaporkan kepada Sidang 
Tahunan nantinya harus melalui pintu Pasal 37. Jadi, semata-mata masalah 
mekanisme. Ini alasan yang pertama. 

Sehingga Pasal 37 nanti akan sangat sulit. Satu pasal saja kita harus bisa 
menunjukkan pasal-pasal mana saja yang kira-kira dan alasan-alasannya yang kira-kira 
akan diminta dan harus mendapat dukungan 1/3 dan sebagainya. 

Kemudian yang dari faktor lain yang kami sampaikan ini dari hasil sounding ini, 
kami memang menghendaki bahwasanya apabila aspirasi masyarakat yang di luar, ini 
bukan tidak sependapat dengan Pak Sayuti, ini juga usaha untuk kanalisasi. Mencoba 
mewadahi aspirasi dari kelompok-kelompok yang masih menggoyang Majelis ini 
justru. Yang ingin mengubah Undang-Undang Dasar ataupun yang minta kebablasan. 
Ini kanalisasi. Tapi yang paling penting justru output daripada komisi konstitusi ini. 
Yang jelas komisi konstitusi mesti harus di bawah Majelis. Bukan untuk menandingi 
Majelis. 

Jadi hasil dari pemikiran-pemikiran ini kami cuma mengingatkan mohon 
direnungkan. Apabila direspon dari teman-teman, kiranya mungkin akan lebih 
bermanfaat bagi masyarakat. Karena membuka betul-betul ruang publik ikut terlibat di 
dalam hal ini. 

Memang pada awalnya ada beberapa fraksi di dalam rapat Komisi menghendaki 
canto/an pada Aturan Tambahan. Namun karena tidak disepakati yang ada adalah 
Ketetapan MPR. Namun Ketetapan MPR ini supaya bisa beroperasional sehingga tidak 
menimbulkan suatu permasalahan yang nantinya justru mengganggu menghambat 
terhadap jalannya majelis ataupun pemerintahan nanti, baik yang sekarang maupun 
tahun 2004 nanti. 

Demikian, terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

7. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih. 
Selanjutnya siapa lagi? 

8. Pembicara: Anwar Arifin (F-PG) 
Ya, kalau maksudnya kanalisasi, ya kita sudah menangkap juga dengan arif. Dan 

kita ingat dulu statement konfrensi pers Panglima TNI. Secara psikologis kita juga 
menangkap bahwa itu untuk kanalisasi yang meredam kira-kira para senior yang perlu 
juga didengar. 

Jadi kita tahu kemarin misalnya Jenderal Purnawirawan Saiful Sulun dengan 
statement-nya menyerukan kepada seluruh rakyat supaya jangan mengakui MPR. Nah, 
ini juga perlu kanalisasi. Saudara Bambang Widjajanto yang merobek-robek di muka 

620 Perubahan UUD 1945 



televisi, itu kan juga sesungguhnya kalau kita masukkan di hati itu juga kan menghina. 
Tapi sudahlah, kita kanalisasi. Jadi kanalisasi dengan pertemuan inilah saya kira sudah 
kita lakukan, fraksi TNI sudah memenuhi itu, kanalisasi itu. 

Tetapi kalau kita mau merombak kesepakatan yang tidak mudah kita capai itu, 
berjam-jam kita memperbincangkannya sampai kepada jalan tengah Tap, kita taruh di 
Tap itu berjam-jam. 

Jadi, dengan segala hormat kepada Fraksi TNI untuk menghargai jugalah. Kita 
sangat mengerti karena suara para senior ini psikologis memang kita pahami juga lah. 
Dan kita sudah penuhi secara psikologis di sini, bahwa ternyata secara prosedural 
mekanisme itu memang, ya meskipun marah-marah suaranya Saudara Sayuti, tapi itu 
kan benar. 

Supaya kita ini juga jangan dianggap, kita ini, para pemimpin politik ini tidak siap 
diri. Jangan karena diteror oleh orang-orang yang pernah berkuasa itu sehingga kita 
mengkerut. Saya kira perlu jati diri kita ini, sebagai politisi ini, sebagai pemimpin sipil 
yang siap ini juga kita harus pertahankan martabat ini. Saya tidak tahu apakah kalau 
fraksi saya ini mengajukan nota kepada saudara Ketua juga dipenuhi, ini ya? Tapi kita 
menghargailah ini. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'alaikum. 

9. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih. 
Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. 
Jadi, pada hemat saya kalau persoalannya adalah bagaimana menyempurnakan 

rantap yang kita buat seperti yang dibagikan dan tidak mengubah rancangan Undang
Undang Dasar, Rancangan Perubahan Keempat yang sudah kita setujui, saya kira itu 
masih bisa kita diskusikan. Tadi, kalau saya tidak salah tangkap, Pak Slamet 
mengatakan ya memang mengusulkan pandangan umum tadi mengusulkan supaya 
masuk ke dalam Aturan Tambahan. Tapi dengan rumusan ini, andai kata ini bisa 
diterima, saya melihat memang ada sedikit perbedaan dari rancangan ketetapan yang 
telah kita kita susun. 

Perbedaan yang pertama menyangkut Pasal 1 ini kan ditegaskan menghasilkan 
rancangan penyelarasan dan penyempurnaan. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada 
perbedaan yang siginifikan. Karena pada akhirnya toh nanti diserahkan kepada MPR 
melalui proses dan mekanisme Pasal 37. Jadi Pasal 1 ini menurut saya perubahannya 
bisa diterima. 

Pasal 2, ini saya kira sudah sama, jadi tidak ada perubahan. 
Pasal 3 ini mempercepat waktu. Oh, ma'af Pasal 2 mempercepat enam bulan. 

Menurut saya juga mau satu tahun atau enam bulan menurut saya tidak persoalan. lni 
kan bagaimana pembagian tugas Badan Pekerja lalu dibagi begitu mestinya bekerja 
satu tahun menjadi enam bulan, menurut saya juga tidak persoalan. 

Nah, ketika Komisi langsung melaksanakan tugasnya, ini tentu bukan sejak 
ditetapkan. Karena ditetapkannya kan besok. Padahal belum ada organnya belum ada 
organisasinya. Jadi mestinya ya kalau konkordan dengan Pasal 2 melaksanakan 
tugasnya enam bulan sejak ditetapkan. Kalau ditetapkannya kan besok, sesuai Pasal 1-
nya. 

Nah, kemudian ini kan hasil kerja sementara disampaikan sidang MPR tahun 
2003. Bagi saya ini tentu merupakan juga kanalisasi. Artinya bagi anggota MPR ini juga 
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sebagai suatu pengawasan atau dalam tanda kutip seberapa jauh sih yang sudah 
dihasilkan? Ini kan hanya sementara. Dan hasil kerja akhirnya itu selambat-lambatnya 
tahun 2005. 

Sehingga menurut saya, dilihat dari peluangnya, dilihat dari kesempatannya 
menurut saya mekanisme checks and balances-nya juga ada. Jadi, kalau ini yang 
disampaikan sekedar perubahan semacam ini, saya kira kami bisa menyetujuinya. 

Terima kasih. 

10. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Kalau kita lihat apa yang dilakukan Saudara Widjojanto tadi, di TV itu, itu sudah 

menggambarkan suatu sikap untuk tidak menerima, untuk melegitimasi apa yang 
sudah kita kerjakan selama tiga tahun. 

11. Pembicara: A.M Luthfi (F-Reformasi) 
Mendelegasikan, ya itulah. Jadi ini kalau kita mengikuti saja apa yang ada di luar, 

ini di segi lain memang ini kanalisasi. Tapi segi lain seolah-olah kita tidak percaya diri 
apa yang kita lakukan itu. Itu masalah besar itu. Kalau kita sendiri ragu apa yang kita 
bikin, ya tentu mereka akan ragu. 

Nah, saya pikir kalau saya tidak ragu apa yang kita bikin itu. Saya pikir itu yang 
terbaik yang kita lakukan. 

12. Ketua Rapat: Amien Rais 
Hamdan .. Hamdan .. 

13. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Baik, terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Ya persoalan kanalisasi ini memang serba sulit kita. Kenapa hanya yang 

kanalisasi itu yang itu. Kenapa tidak yang lain. Kenapa kita tidak mengkanalisasi ribuan 
orang yang datang ke sini. Kenapa hanya komisi konstitusi hanya lima orang. Puluhan 
ribu yang datang. Yang pakai toga, pakai jubah, pakai apa. Itu terjadi di seluruh 
Indonesia. Kenapa ini tidak juga dikanalisasi. 

Saya kira ariflah kita. Kita sudah memutuskan dengan bijaksana, dengan 
kompromi, dengan kenegarawanan kita masing-masing. Kami dalam mengambil 
keputusan selalu mengawali dengan Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dan kami selalu 
ingat pada saat mengambil keputusan itu. Waamruhum syura bainahum. 
Bermusyawarahlah kalian. Waidza azamta fatawakkal 'a/allah, kalau kalian sudah 
mengambil keputusan maka bertawakalah kepada Allah. 

Itulah sikap kami. 
Terima kasih. 

14. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI) 
Baik, terima kasih. 
Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet dari TNI/Polri sebenarnya ketika 

kemarin sore kita buat matriks di Komisi A, itu sudah disampaikan. Dan juga dari PKB 
kalau kami tidak salah. Dan yang lain termasuk kami mengikuti Tap MPR saja. 

Dan dari musyawarah mufakat itu, kita bersepakat Tap MPR. Dan itu sudah ada, 
dan kita memberi waktu sampai dengan 2003. Dalam pendapat akhir dari KKI tadi, kita 
telah juga menyampaikan bahwa kalau bisa dipercepat kenapa tidak. Dengan demikian 
dapat menampung saksi yang ada. 
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Tapi yang penting bagi kita bahwa apa yang sudah kita lakukan pada menjelang 
menit-menit untuk kita putuskan ini, jangan itu berubah. Kalau itu berubah barangkali 
itu juga pertanda tidak baik untuk republik ini. Saya tidak tahu itu perasaan saya saja. 
Mungkin saya salah. 

Tapi jangan kita bermain-main dengan amendemen yang sudah kita lakukan ini. 
Dirobek-robek itu kan cara yang tidak manusiawi. Saya tidak tahu kelakuan apa, 
budaya apa, martabat apa republik ini dengan cara-cara seperti itu. ltu yang saya ingin 
sampaikan kepada kita semua. Bahwa kita bertanggungjawab untuk masa depan 
republik yang lebih baik melalui Amendemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat ini. 

Terima kasih. 

15. Pembicara : Harun Kamil (F-UG) 
Terima kasih, Saudara Ketua. 
Jadi kita tahu pada waktu menyusun rantap itu, saya kira semua fraksi sudah 

istilahnya sudah habis-habisan berdiskusi. Menemukan dari yang menolak sampai 
dengan yang mau penuh. Itu kan memakan waktu cukup lama itu. Hasil PAH itu kan 
kalau Pak Jakob menjawab waktu di Komisi A itu sudah hasil maksimal yang dicapai 
dari proses musyawarah di tim lobi antar fraksi. Itu yang pertama. 

Terus yang kedua, memang menjadi keheranan kita begitu banyak, bukan 
banyak, ada sekelompok orang di luar yang melakukan pressure dengan publikasi yang 
kuat tapi orangnya tidak banyak, terkesan dia memberi warna terhadap jalannya 
negara ini. Khususnya mengenai amendemen. 

Ini yang barangkali perlu dipertimbangkan sehingga tadi, kembali kepada apa 
yang disampaikan teman-teman di atau tim lobi itu cukup alot saya pikir itu. Sehingga 
menemukan rumusan seperti itu. Tentunya barangkali ini kita harus hargai dan ya 
paling mungkin kalau di dalam keputusan dilakukan pendapat-pendapat tentang 
perubahan ya saya juga tidak tahu kalau mungkin itu. Tapi memang kalau berubah di 
temp at lain enggak mungkin. Paling tinggi adalah tetap di Tap tempatnya itu. 

Terima kasih. 

16. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Saudara Pimpinan, Saudara-saudara pimpinan fraksi yang saya hormati. 
Saya ketika mengikuti diskusi di televisi menjelang kemari, Yusuf Muhammad 

memberikan isyarat itu kan belum di tok, tentang ini, ada apalagi ini? Dan tidak declare 
dia. Itu berpublikasi itu. Dan Patrialis itu dengan segala gayanya menghadapi Bambang 
itu, saya sendiri juga gregeten juga melihat cara dia. Tapi apa boleh buat, wong cuman 
di luar televisi. Kalau Sayuti dipasang di situ barangkali he bat itu. 

Jadi oleh karena itu Saudara-saudara, memang benar kenapa kelompok kecil itu 
ya, memang dia mempunyai dana yang besarlah, publikasinya besar, entah dari mana 
itu tidak pernah ada pengawasan terhadap dana yang dia terima. Baiklah itu urusan 
dia, tapi sudah terlalu jauh mencampuri urusan kita ini. Dan komisi konstitusi yang dia 
kehendaki itu membentuk komisi baru, eh ... konstitusi baru. Dan itu tidak yang kita 
kehendaki. 

17. Pembicara: Soedijarto (F-UG) 
Kontrak sosial baru. 
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18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU) 
Kontrak sosial baru, dan itu sudah tahun 1999 kita menghadapi dua arus yang 

tidak mau amendemen yang satunya bikin konstitusi baru. Jalan tengah inilah yang kita 
pakai. Step by step dari Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan ini yang terakhir. 

Jadi kembali kepada masalah ini, fraksi kami sejak awal tidak setuju komisi 
konstitusi. Sejak Gusdur, sejak Presiden Mega, maupun sejak kawan-kawan di PAH I itu 
diperiksa itu risalah. Itu kami tidak setuju membentuk komisi konstitusi ini. Sebab 
platform-nya sudah jelas, membentuk Undang-Undang Dasar baru. Padahal kita sudah 
sepakat hanya amendemen. 

Jadi, kemarin kami ikut Terns terang Sayuti marah sama saya. Kenapa ikut? 
Karena saya ingin, ini kan kepentingan bangsa kepentingan bersama, kita masuk di situ 
dengan dibikin matrik. Berdasarkan matrik yang ada itu jelas bahwa ini cuma 
penyelaras. Oke, kita toleran terhadap itu. Ya, memang karena Sidang MPR kan setahun 
sekali. Kemana harus melaporkan Badan Pekerja kalau tidak ke Sidang MPR sebagai 
forum? Sehingga bunyi rumusan seperti itu dan kami menyetujui, dan pendapat akhir 
tadi juga tidak sempat terbaca, ya menyetujui. Walaupun awalnya kami itu betul-betul 
tidak setuju. Kenapa mesti ada komisi konstitusi? Hasil ini kan sudah jelas kita itu. 

Amendemen Pertama, Kedua, Ketiga kita perlakukan tidak pakai komisi 
konstitusi. Kenapa yang keempat ini muncul seperti itu, walaupun sejak awal sudah 
lama itu. kan belakangan ketika Panglima TNI mengemukakan ini sehingga mereka 
dapat angin, begitu lho kira-kira. Sehingga berkibar lagi itu. Menerbitkan buku segala. 

Dan kami sudah sering diundang CETRO itu. Jadi pakai saja sebetulnya PAH I itu 
di beberapa hotel membicarakan macam-macam konsepsi ini. Tetapi kita tidak serta 
merta menerima begitu saja. 

Kembali kepada ini, Pak Amien. Kita ini kan punya Tata Tertib. Kita ini sudah 
sampai pada tingkat empat. Kita kembali lagi ke tingkat tiga. Itu betul-betul set back. 
Kan sudah habis. Waktu sudah tidak ada. Menurut kami kalau tidak ada kesepakatan ya 
enggak usah. Kita kembali pada sikap kami. Ini kan baru muncul, walaupun sudah lama. 

Naskah yang sah yang kita bawa itu kan naskah yang dicetak itu. Itu yang pokok. 
Dan kita sudah toleran ikut membicarakan menghasilkan Tap seperti itu. Yang memang 
Tap itu soft karena merupakan jalan tengah. Sehingga itulah yang kami anggap sudah 
selesai persoalannya. Tinggal kita konsentrasi pada dua pasal itu. Pasal 2 Ayat (1) dan 
Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Saya pikir itu yang akan dibicarakan. Sehingga keinginan 
musyawarah mufakat barangkali bisa ditempuh, asal semuanya itu take and give. 
Walaupun kami sendiri belum mempunyai komitmen dengan kawan-kawan yang lain. 
Tapi bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Jadi itu sebetulnya, bukan ini. 

Jadi kalau dengan rumusan ini, bukan karena isinya. Di samping isinya juga tapi 
prosedurnya sudah menyimpang, Pak Amien. Sudah tidak lagi. Kita kan punya tata 
tertib. Lah, kalau ini ditolerir yang lain nanti begitu. Dan akan ada interupsi-interupsi 
nanti. 

Caba bayangkan. Semua yang pokok itu, yang kita hendak selesaikan dulu 
amendemen, saya khawatir itu malah hancur. Lantaran soal ini walaupun maksudnya 
baik. Tapi maksud baik dengan cara yang tidak benar itu bisa menghancurkan. Saya 
katakan tidak benar karena sudah ada tata tertibnya, dan sudah dibawa ke Komisi A di 
pleno. Tidak ada amendemen. Semuanya menerima. Dan semuanya salaman kita. Saya 
pikir sudah selesai itu. 

Kan barusan, baru ada reaksi-reaksi luar, tambah pihak-pihak CETRO ini dan 
menyobek-nyobek tadi itu sudah tidak menghormati Majelis kita ini. Lha, apa kita 
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tolerir itu? Betul kata Hamdan. Kalau itu ditolerir yang puluhan ribu ditolerir juga, 
kenapa mesti satu. Jangan sampai ada tirani minoritas, begitu, terhadap putusan
putusan yang sudah kita sepakati, sudah di ambang pintu ini. Jadi sudah enggak ada 
masalah sebetulnya. 

Betul kata Pak Harun, dari yang ekstrim sampai yang tengah, kami, taruhlah kami 
yang ekstrim menolak ya, sampai bisa menghasilkan itu, suatu surprise itu sebetulnya, 
kesepakatan itu. Walaupun Saudara Sayuti itu marah-marah sama saya. Saya bilang 
saya sebagai Ketua harus mempunyai keputusan apa, begitu. Waidza azamta 
fatawakkal 'a/al/ah dan kita bismillah. Dan itu yang maksimal yang bisa dicapai. 

Saya pikir Pak Slamet, nuwun sewu ya, sudahlah itu saja diterima supaya kita 
konsentrasi dua pasal yang masih alternatif itu. Sehingga dengan demikian pekerjaan 
kita tidak bertambah begitu. 

Terima kasih, Pak Ami en. 

19. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Ikut ambil mic, tapi lebih berani daripada yang berteriak-teriak. Sebenarnya 

koalisi ornop ini jauh-jauh hari sudah bertemu dengan kami, Pak Satu batalyon, penuh 
kami punya ruangan. Seluruh Indonesia itu. Doktor-doktor, professor, ada Soly Lubis 
dari Medan, ada Donald Rumokoi dari Menado, bukan Polarwoko ya? Dan memang 
mereka minta di Pasal 37, Pak. Bukan di Aturan Tambahan. Di Pasal 37 mereka minta. 
Melakukan Perubahan. Jadi perubahan itu isinya bukan seperti kita punya. Isinya itu 
komisi konstitusi. 

Tapi sekarang kita kembali kepada persoalan ini. Apakah kalau, ini sekarang 
begitu mereka dengar yang kita sepakati ini. Sebab ini dirumuskan sebelum tahu 
rumusan ini kan baru tawaran kan ini. Baru kita setujui ini, muncul lagi keinginan lain. 
Besok pagi kita kumpul lagi untuk rapat lagi, padahal Tata Tertib kita, ini pembicaraan 
tingkat tiga di Komisi, pembicaraan tingkat empat ini melalui pendapat akhir untuk 
menyimpulkan setuju atau tidak hasil komisi. Tidak ada lagi perubahan redaksi. 

Kami saja di komisi coba, sampai kami berkelahi di fraksi tapi karena sudah 
putusan, redaksi saja mengubah titik koma enggak boleh sama Pak Arifin ini. Cuma 
tambah koma saja ndak boleh. Apalagi Pak Jakob dengan gaya diplomasinya orang 
Batak dari Jawa, susah Pak. Lembut Pak Jakob, Pak. Tapi keras, lebih keras daripada 
Sayuti kalau mempertahankan pendirian. Kalau perlu notulen diubah begitu. 

Jadi, ini sekedar supaya Sayuti jangan sampai apa, marah-marah, sebab kita 
sedang berpikir Pak Jakob tidur. Padahal yang mengerjakan Pak Jakob ini kan, Komisi 
A. Dari PAH Ike Komisi A. Jadi memang problemanya di situ. Problem prosedural Pak 
yang kita hadapi ini. 

Padahal kalau kita renungkan semua ya kita tangkap semua ini, semua, Pak Saiful 
Sulun memang sudah mosi tidak percaya dengan kita. Dia sudah mengadakan Kongres 
bangsa Indonesia tanggal berapa itu dia bilang. Kongres Bangsa Indonesia. Saya bilang, 
kapan nih? Kita kok enggak ikut Kongres Bangsa Indonesia? Padahal PPP lumayan 
pendukungnya, Pak ya, kita kok enggak ikut kongres. Karena sudah ada kongres bangs a 
Indonesia bulan Juli lalu. Jadi, kita hargai ini, tapi proseduralnya sudah tidak sesuai, 
sudah tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada kita. Kalau diajukan lagi pada, 
wong persoalan utusan daerah saja teman kita sendiri repot sekali. 

Jadi itulah barangkali pendirian kami untuk tidak lagi bicara martabat ya. Kalau 
teman-teman bilang kewenangan-kewenangan MPR ini tinggal mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar, thok. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, thok. 
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Impeachment tidak pakai thok. Karena tergantung DPR kan? Kalau DPR mau impeach, 
kalau tidak, enggak ada kerjaan kita, Pak. Milih Presiden enggak ada lagi. Ini mau 
diambil lagi, Pak. Nanti begitu Komisi-Komisi ada konsep disampaikan kepada kita, 
baru kita anulir. Wo .. rame lagi, Pak. Unjuk rasa sekarang gampang Pak, unjuk rasa. 

Saya kira demikian, Pak 
Terima kasih. 

20. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak-Bapak, saya kira saya hanya terusik karena disinggung oleh Pak Asnawi 

ini. Saya dengan Pak Asnawi ini kadang-kadang benar faham, kadang-kadang salah 
faham, begitu ya. Jadi, supaya clear-lah. 

Saya tadi memang dengan Pak Patrialis, Pak Mulya, Mulya W Kusumah dengan 
Pak Bambang Widjojanto, saya ditanya tentang ini komisi konstitusi. Saya sampaikan 
bahwa proses diskusinya itu perdebatannya itu, sudah membahas konsep yang paling 
progresif sampai yang konservatif yang keras, yang ringan dan kita sudah sampai 
kepada kesepakatan seperti yang ada itu. Dan itu sudah diputuskan di Komisi A dan 
sudah dilaporkan di Paripurna, tapi itu masih rancangan ketetapan. Karena itu akan 
menjadi ketetapan ketika diputuskan besok. 

Dan dalam tradisi politik itu ada proses yang kadang-kadang memang bisa 
berbeda, bisa lain. Jadi saya ingin menyatakan ketika itu bahwa ini akan menjadi 
keputusan ketika sudah diputuskan di Paripurna. Jadi saya kira wajar-wajar saja, dan 
kita semua harus mengikuti aturan permainan, ini proses demokrasi, diskusi itu sudah 
berlangsung, semua yang diusulkan semua pihak sudah dibahas. Jadinya ya seperti ini. 
Jadi oleh karena itu saya kira itu klarifikasi saja. Supaya ndak sepotong. 

Yang kedua, kalau kita semua sudah berpendapat bahwa ini sudah final dan kita 
mengikuti aturan permainan yang ada ya, ya sudah kalau memang seperti itu yang 
menjadi keinginan kita. Tapi kalau melihat informasinya tadi ini kan munculnya dari 
tadi yang diminta memberikan keterangan pertama. Ya, artinya tadinya kan begitu. 

Sekarang kita mau merespon dalam arti mencoba mempertanyakan atau 
mengetahui yang ditawarkan atau kita anggap semua ini sudah selesai, tinggal di 
Paripurna. Dan di paripurna itu orang bisa menanyakan, mempersoalkan apa saja, 
wong tadi Pak Arni en Rais bilang soal pribumi itu kita bawa besok waktunya paripurna 
saja. kan tadi kita protes-protes, mungkin Pak Amien karena enggak enak ada Presiden, 
ada Wakil Presiden itu kemudian ditunda. Jadi saya kira tergantung kita kok. Kalau kita 
memang mengikuti syariat sudah selesai. Tapi kalau mau mengikuti hakekat itu ya 
tergantung kepada kita juga. 

Saya kira begitu saja. 
Terima kasih. 

21. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Terima kasih. 
Ketika pagi tadi ada ide baru mengenai hal ini, kami Partai Golkar menganggap 

setiap pikiran-pikiran baru yang kami anggap dapat lebih memperkaya dan 
menyempurnakan keputusan tentu harus kita perhatikan. Apalagi Partai Golkar pernah 
berpengalaman berkuasa dulu. Kalau waktu dulu pikiran-pikiran kadang-kadang 
kurang diperhatikan, begitu kan. Berdasarkan pengalaman itu, saya dan teman-teman 
menampilkan paradigma baru. Artinya ya sudah segala pikiran kita pelajari mana yang 
baik ya kita ambil. 
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Tapi karena enggak bisa sendiri ya saya kontaklah teman-teman. Ini ada gagasan 
begini bagaimana baiknya, gitu ? Direspon juga oleh teman-teman, begitu kan? Tapi 
saya juga bilang ini mesti kita kumpul sama teman-teman sekomplit-komplitnya. Kalau 
tidak nanti tidak enak kita, begitu. Nah, ketika berkumpul sama teman-teman yang 
walaupun tidak lengkap, Saudara Patrialis misalnya ketika diundang: "Bang, minta 
ma'af Bang, enggak bisa hadir saya ada rapat yang lebih penting." Ya sudah, begitu kan? 
Saudara Arifin mengkontak Lukman yang datang Saudara Ali Hardi tapi sudah ... telat 
dan sebagainya, begitu kan? Saudara Usman hadir tapi ya menanggapinya antara iya 
dan tidak, begitu. Jadi, ini semua kan menjadi perhatian semua pihak. 

Kemudian tentu dengan Saudara Arifin saya berunding, "Fin ini bagaimana, 
sebaiknya kan kita tanggapi?" Saudara Arifin sebagai Ketua Fraksi dari partai yang 
berkuasa boleh jugalah dia, beda dengan Golkar yang dulu. Tapi yang lain saya lihat 
enggak kayak Arifin, begitu kan? Yang lain modelnya kayak saya zaman dulu itu. Kalau 
Arifin, oke jugalah Arifin. Jadi terus oke? 

22. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Cuma oke? 

23. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Ya, oke dah. Sudah oke saja sudah bagus. Jadi maulah memantau semua 

pendapat. Dia tidak mentang-mentang, begitu. Tapi bagaimana pun, ya ini memang 
resiko dari suatu keputusan. Tentu saja buat kita kan musyawarah yang lebih utama. 
Dari permusyawaratan yang ada, sikap teman-teman itu begitu. Ya, Partai Golkar pasti 
akan ikut musyawarah. Enggak mungkinlah Partai Golkar yang sudah enggak berkuasa 
ini main gaya seperti Golkar berkuasa dulu. kan enggak mungkin. 

Lha kalau Gus Yus begitu, Ali Hardi begitu, teman-teman yang lain begitu, saya 
lihat juga Arifin : "Mi, lu pikir-pikir dulu deh, Mi," katanya. "lya lah Fin, gua pikir-pikir 
dulu deh begitu." 

Jadi memang segala keputusan kalau kita ambil secara musyawarah, lnsya Allah 
diantara kita kuat. Bahwa ada reaksi dari luar, ini kan kita mengambil keputusan. 
Ketika reaksi itu dari ekstrim kanan sampai ekstrim kiri, seperti tuan-tuan bilang 
itulah. Ada senior saya, jangan dirubah. Saya bertemu dua kali dengan para senior
senior saya, yang juga teman-temannya, seniornya Mas Agus, begitu ya. Pokoknya 
jangan! 

Tapi ada yang seperti CETRO ini. Bikin Konstutusi baru. Nah, kita berada di 
tengah-tengah. Ketika kita berada di tengah-tengah dengan konsep kita, yang sudah 
selalu kita kemukakan konsep kita mengamendir itu, yang di sini marah pada kita. 
Terang dong, yang di sana marah pada kita, ya konsekuensi kalau kita berada di tengah. 
Coba kita berada di sini, yang di sini pasti mengatakan: "Kamu memang adik saya yang 
tercinta." Yang di sana kita dimaki-maki. Atau kita di sini, wah kita dibilang wah kita 
comrade in arm, ni. 

Jadi ini konsekuensi dari suatu keputusan. Dan menurut saya apa yang kita 
nyatakan sebagai komisi konstitusi ini adalah juga sebagai peringatan bagi kita dan 
bagi siapa saja. Bahwa kita ini melakukan sesuatu dengan hati-hati. Namanya 
perbuatan manusia tentu ada khilafnya lah. Untuk memperbaiki manakala nanti pada 
suatu saat ketemu khilafnya itu, dibikinlah komisi konstitusi. 

Jadi kita melakukan dengan hati-hati juga kita berjalan dengan hati-hati. Kita 
pasti akan bertemu terus dengan siapa saja yang dari ekstrim kanan, ekstrim kiri. 
Selalu. 
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Jadi menurut saya setelah memperhatikan semua pihak dan dengan 
memperhatikan juga teman-teman yang mengemukakan ide ini kita hargai, begitu ya. 
Niatnya juga baik, begitu. Maksudnya baik. Cuma karena di dalam proses musyawarah 
ini enggak ketemu ya kita mesti pikirkan baik-baiklah mana yang terbaik 

Jadi sekali lagi Partai Golkar pasti akan mendukung hasil musyawarah. Apalagi 
dia enggak berkuasa lagi. Pasti musyawarah lah yang dipilih. Nanti kapan waktu Golkar 
akan berkuasa, pasti musyawarah jugalah. 

Terima kasih. 

24. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Saya kira sudah jelas, kalau dari prosesnya sih. Cuma, biasanya kan pertemuan 

kita ini lintas fraksi yang terasa informal. Meskipun demikian, ya bersama-sama 
dengan badan resminya di PAH itu kita juga ikut mendorong-dorong. 

Tetapi kalau sudah sampai ke ukurannya jam-jaman, malah ini sudah lewat. 
Karena komisinya sudah selesai, ya meskipun spontan begitu, kita tetap menyerap 
aspirasi apalagi ini sesama kawan, teman dari TNI begini, tadi pagi Fahrni mengatakan 
ya tetap kita teruskan. Cuma formatnya jadi agak resmi karena mengajak Bapak-Bapak 
dari Pimpinan. 

Tetapi saya kira kemarin saja, saya ikut betul waktu memutuskan rantap itu, itu 
betul-betul saya dalam prosesnya itu dimulai dengan menyandingkan dan menyusun 
matrik, itu membaca bahwa dari susunan itu apa-apa yang bisa diterima oleh semua. 
Keluarlah proses ini. Karena kalau di luar proses ini pakai Aturan Tambahan tentu 
akan lain. 

Waktu itu kenapa kita juga terasa cepat, relatif cepat karena itu sebetulnya 
berhari-hari juga kalau dilihat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan hari ini yang 
sudah terlambat, kemudian tidak mungkin tidak kita harus musyawarah. Jadi ya 
bukannya mengalah atau enggak mengalah. Karena buat saya tidak ada masalah ini. 
Tetapi saya mengajak semua untuk menyetujui sesuatu yang optimal begitu. 

Tetapi kalau itu berarti kembali ke tetap tidak ada perubahan, ya mungkin itu 
yang optimal. Tapi saya tidak berani mengatakan apa-apa. Ini hanya pendapat saya 
sendiri, pendapat kami sendiri. Jadi, karena ini diikuti oleh Bapak-Bapak Pimpinan 
MPR ya saya kira mohon dari Pak Amien gitu, melihat ini semua juga. Ini bukan ya ini 
kan fraksinya di sini, begitu. Tapi kan Bapak-Bapak di situ. Kalau Mas Agus mau kasih 
share, Mas Tjipto kan bas saya juga, Pak Amien kan bosnya Mas Luthfie, boleh juga ya 
kan? Supaya nyambung. 

Tetapi saya setuju bahwa kalau malam ini susah untuk tidak mengatakan kita 
tidak musyawarah. Kita harus setuju semua kepada apapun yang kita akan hasilkan. 
Tadi saya bilang hasilkan, produk apa yang bisa kita dapat malam ini. Memang tadi 
sore kita masih lebih segar dan kita memberanikan diri beberapa Tim Perumus itu 
selama itu dalam Tap, kita coba mem-break down pengkajian itu. Dilebihkan kemudian 
jadwalnya dicepatkan. Tetapi begitu kembali ke tata tertib, saya kira memang kita 
sudah terlambat. 

Tetapi tentu karena tadi saya dapat informasi-informasi yang banyak, karena 
sedang mempersiapkan ini katanya ada konsekuensinya besok. Jadi ini kita harus siap 
juga. Baik intern proses rapatnya maupun pressure dari luar. Kalau saya sudah biasa 
pressure dari luar sudah biasa, enggak ada masalah deh. Tadi saya sudah sampaikan 
juga. Saya siap saja sampai kemana juga jadi. 
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Tetapi kalau yang dari dalam kan urusannya antara kita. Jadi, ini juga kita harus 
siap juga. Karena kalau deadlock itu sebetulnya sesuatu yang hari terakhir masak 
deadlock sih. Tapi ancaman itu masih ada. Jadi ini kita sama-samalah saya sampaikan. 
Dan PDI memang fraksinya paling besar, tapi juga paling rame juga. Itu Bapak-Bapak 
kan tahu. Jadi saya bicara begini besok bisa lain. Saya sih terbuka saja, dan ini makanya 
tadi my note ini saya sama Pak Amien sama lbu Mega, karena waktunya ndak banyak. 
Jadi paling baru besok sarapan pagi saja saya lapor. Tapi kalau apapun produknya 
malam ini kita harus sepakat untuk mengamankan sampai Sidang Tahunan ini selesai. 
Pressure dari luar, fisik, senjata, dari dalam, politis kita harus hadapi bersama. Saya kira 
gitu saja. 

Terima kasih. 

25. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sekarang tanggal 10 Agustus. Sudah jam 24.00 lewat Jadi saya kalau boleh 

katakanlah menyimpulkan, memang musyawarah ini, itu menyadari memang apapun 
yang kita buat tentu tidak pernah sempurna. Tapi tadi Mas Seto tadi khususnya 
mengatakan agak betul itu. Mestinya dibuat konsep ini dengan yang sudah disahkan di 
Komisi A dan sudah dibawa ke Pleno, itu memang tidak terlalu banyak berbeda. 

Nah, sekarang masalahnya mari kita betul-betul mengawal bukan dalam Tap 
yang sudah dibuat itu kan 2003 kalau diumumkan itu. Sebab Badan Pekerja kan kalau 
bekerja sepanjang tahun. Jadi, Insya Allah kekhawatiran bahwa nanti MPR lupa, MPR 
tidak sungguh-sungguh, MPR mengentengkan masalah, itu saya kira tidak betul sama 
sekali. 

Begitulah sesungguhnya kalau kita ingat secara obyektif saja ini binatang atau 
makhluknya ini kan enggak pernah disinggung di Badan Pekerja sama sekali. Yang 
karena broad-minded kita ini. Sesungguhnya kalau itu tidak kita bahas pun enggak apa
apa kok. Wong tidak ada jalurnya sama sekali. Ini juga datang-datang tiba-tiba saja, tapi 
tentu karena kita memperhatikan purnawirawan, memperhatikan apa dari berbagai 
masalah itu. Jadi semua itu kita antisipasi. Karena itu saya ingin dengan beberapa 
teman tadi memang kalau dalam tuntunan Tuhan itu kalau sudah bermusyawarah 
tinggal tawakal gitu. 

Jadi, tadi gong-nya PakArifin tadi betul. Jadi kita kompak saja, ke dalam kita juga 
handle bagaimana supaya juga selesai dengan sukses. Di luar kalau misalnya 
menentang kita, wajar-wajar saja. Mereka main api, kita main air lah. Jadi supaya 
kemudian apinya mati, gitu. Saya kira itu dan mudah-mudahan Pak Slamet Supriyadi 
bisa mencerna di sini Pak ya, mengenai yang berkembang. Mudah-mudahan kita tetap 
satu Pak Tidak pernah ingin sesuatu yang mengurangi persaudaraan kita ini. Jadi saya 
kira itu esensinya. Jadi yang penting besok kita segar kembali. 

Selamat istirahat. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

26. Ketua Rapat: Amien Rais 
Masih ada lagi? 
Pak Slamet, silakan. 

27. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. 
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Jadi, kami memang meng-apreciate dari teman-teman semuanya, terutama 
pimpinan yang telah bersusah payah malam hari ini mestinya sudah beristirahat, tapi 
padahal hanya melayani, mohon ma'af ini bukan hanya permintaan dari kami 
sebetulnya. Dan tidak ada maksud sama sekali dari kami untuk membuat semacam 
rekayasa, apalagi kalau untuk membuat semacam skenario macam-macam begitu. Jauh 
dari anu, jadi, permasalahan ini semata-mata setelah kami diskusi apa masih 
memungkinkan? Ya kalau memungkinkan silahkan. Bahkan kami tadi tanyakan secara 
tatatertib masih memungkinkan tidak? Saya tanyakan, tapi tadi akan dicoba dulu. Ya, 
okelah kalau memang demikian, silahkan. Dari pagi kami cuma apakah masih 
mungkin? Tapi katanya teman-teman okelah silahkan. Tapi kalau pun tidak diterima, 
yang namanya usul Pak, namanya usul kalau enggak diterima ya enggak opo-opo. lni 
kan demi kebaikan kita semuanya, Pak 

Tapi yang jelas bahwa kami tidak ada titipan dari sponsor mana saja. Tidak ada. 
Ini semata-mata demi kepentingan kita semuanya. Dan apalagi kalau tentara yang 
ngusulin pasti tidak ada usaha-usaha untuk macem-macem. Apalagi kita sudah pamit 
Pak, insya Allah apa-apa nanti tahun 2004, dan sebagainya. Tapi kita tidak ada apa-apa. 
Ya, mohon ma'af saja dalam hal ini, kalau memang usul ini yang dibahas bersama 
teman-teman juga, bukan kami, Pak Bahkan yang menentang dan menyobek-nyobek 
bukan kami, kami tinggal bagian gimana sih baiknya, dan sebagainya. Tapi kalau tidak 
bisa diterima ya Alhamdulillah juga. 
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Terima kasih. 
Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selanjutnya dibahas mengenai materi Komisi B 

RAPAT DITUTUP PUKUL 02.00 WIB 
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BAB XIII 

RISALAH RINGKAS 
RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN, 

9 - 11 AGUSTUS 2002 



BAB XIII. RISALAH SINGKAT RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI 2002 
DAN RAPAT KOMISI A, 9-11 AGUSTUS 2002 

1. RAPAT PARIPURNA KE-6 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002, 9 AGUSTUS 
2002 

1. Hari Jum'at 
2. Tanggal 9 Agustus 2002 
3. Waktu 20.00- 23.00 WIB 
4. Tempat Gedung Nusantara 
5. Pimpinan MPR - Prof. Dr. H. M. Amien Rais 

- Ir. Sutjipto 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Drs. H. M. Husnie Thamrin 
- K. H. Moh. Cholil Bisri 
- Letjen. TNI Agus Widjojo 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
- Drs. H. A N azri Adlani 

6. Ketua Rapat Prof. Dr. H. M. Amien Rais 
7. Sekretaris Rapat Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si) 
8. Panitera Rapat Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) 
9. Acara Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan 

MPR Hasil Komisi 
10. Hadir 582 Orang 
11. Tidakhadir 98 Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.00 WIB 

1. Ketua Rapat: Amien Rais 
Setelah membuka rapat, pimpinan rapat mengemukakan antara lain: 
Rapat Paripurna Ke-6 sekarang ini mempunyai acara tunggal, yaitu pendapat 

akhir fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR hasil komisi. Namun, sebelum kita 
memasuki acara pokok rapat Paripurna malam ini, perlu kami informasikan bahwa tadi 
siang pada pukul 14.30 WIB telah dilangsungkan pertemuan konsultasi antara 
Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi B MPR. Pertemuan 
konsultasi itu sebagai tindak lanjut Laporan Komisi B Majelis yang telah disampaikan 
oleh Ketua Komisi Saudara Rambe Kamarulzaman, Msc., Yang antara lain 
mengemukakan bahwa terhadap dua materi yang belum disepakati oleh semua fraksi 
ditingkat Komisi B, diserahkan untuk dibahas oleh pimpinan MPR dengan pimpinan 
Fraksi dan Pimpinan Komisi B, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa 
pertemuan konsultasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan tersebut sebagai 
berikut; kata "kecil" dan kata "pribumi" pada rumusan angka lima bagian dua kebijakan 
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dasar pemulihan ekonomi nasional, disepakati dengan kata tanda petik "lebih khusus 
rakyat kecil dan pribumi", sehingga selengkapnya berbunyi nomor lima, "Memperbaiki 
struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi 
masyarakat termasuk kesetaraan gender dalam rangka mendorong dan peningkatan 
perekonomian rakyat lebih khusus rakyat kecil dan pribumi serta menata kembali 
sistem distribusi kebutuhan masyarakat sebagai produsen dan konsumen untuk 
mendorong peningkatan produktifitas". 

Dua, mengenai materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Keempat 
atas ketetapan MPR Nomor ll/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR 
disepakati sebagai berikut : 

1. Pasal 13 Ayat (3), huruf c dihapus 
2. Pasal 21 kata "tujuh" diganti dengan "delapan" dan setelah kata "TNI/Polri" 

ditambah dengan kata "Utusan Daerah", sehingga selengkapnya berbunyi, 
"Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 8 
orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi- fraksi Partai Politik yang 
memenuhi electoral threshold, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan 
Golongan". 

Inilah hasil pertemuan konsultasi tadi siang yang dapat kami sampaikan kepada 
forum sidang Majelis yang terhormat ini. Namun, untuk lebih jelasnya kami akan 
mempersilakan Ketua Komisi B, Saudara Rambe Kamarulzaman,Msc untuk 
membacakan materi Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Keempat atas 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, dan kami 
persilakan. 

2. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (Ketua Komisi BJ 
Pembicara setelah mengantar pidatonya dan membacakan Rancangan Tap MPR 

RI tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR RI No II/MPR/1999 tentang 
Peraturan Tata Tertib MPR RI selesai, beberapa anggota menyampaikan intro.psi. 

3. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Dalam pendapat akhir fraksi PDKB ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
Pertama, menegakkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi serta nilai

nilai kejuangan dan patrotisme para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Fraksi PDKB berpendapat bahwa mengabaikan nilai- nilai kejuangan dan patriotisme 
hanya akan mengakibatkan hancurnya bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Oleh karena itu, fraksi PDKB sangat mengutamakan etika di dalam berpolitik dan 
bukan cara berpolitik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Untuk 
itu perlu dibangun budaya komunikasi politik yang adil dan demokratis. 

Kedua, memantapkan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, karena selama 
Orde Baru, sistem penyelengaraan kekuasaan terlalu kuat pada eksekutif yang telah 
berdampak negatif dalam bentuk sangat dominannya eksekutif, terutama berpusat 
pada Lembaga Kepresidenan. Untuk itu perlu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 
yang memperjelas tatanan dan mekanisme, sistem presidensiil sekaligus menjaga agar 
dominasi eksekutif tidak beralih ke dominasi legislatif atau parlemen. Dengan kata lain, 
perlu ada keseimbangan kekuasaan atau balanced of power, serta adanya mekanisme 
checks and balances antara tiga pilar kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Agar tercipta suatu kinerja pemerintahan negara yang sinergis, efektif dan produktif 
dalam rangka mewujudkan aspirasi demokratis rakyat Indonesia. 
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Ketiga, membangun tradisi budaya demokrasi dan kekuasaan yang adil, etika dan 
transparan. Untuk itu konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara harus 
ditegaskan kembali sebagai milik bersama bangsa. Dengan demikian demokrasi tidak 
berubah menjadi anarki atau justru melahirkan diktator mayoritas atau tirani 
minoritas. Dalam sistem demokrasi perwakilan, setiap aspirasi masyarakat harus 
disalurkan melalui lembaga perwakilan agar tidak terjadi pemaksaan kehendak yang 
mengingkari kaidah hukum, etika dan moral. Di samping itu, agar masyarakat dapat 
berdemokrasi secara benar dan bertanggungjawab serta menjadi berdaya dalam 
memperjuangkan aspirasinya. Maka proses pembelajaran demokrasi perlu diimbangi 
dengan proses pemberdayaan masyarakat kekeluargaan atau civil sociaty . Dengan 
demikian diperlukan pula perangkat hukum dan penegak hukum yang berkemampuan 
adil dan berwibawa yang dapat mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan 
masyarakat 

Keempat, prinsip ke-bhinneka tunggal ika-an perlu diberi semangat baru yaitu 
bahwa kita memang berbeda tetapi satu dalam saling membutuhkan. Karena itu selalu 
bergotong-royong dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah 
bangsa. Atas dasar itu fraksi PDKB bertekad untuk senantiasa menolak setiap upaya 
yang diskriminatif dan dominasi golongan, paham, agama, suku atau ras manapun. 
Fraksi PDKB juga berpendapat bahwa penyalahgunaan atau sekedar mengutamakan 
salah satu unsur kebhinnekaan justru akan menjadi awal timbulnya disintegrasi dan 
kehancuran bangsa. 

Dari keempat prinsip acuan tersebut, fraksi PDKB ingin memberikan pendapat 
terhadap hasil-hasil sidang komisi. Menanggapi hasil sidang Komisi A, fraksi PDKB 
menyatakan pertama-tama rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada kita sekalian dan semua pihak yang telah bekerja keras serta dalam suasana 
demokratis dan semangat persaudaraan yang tinggi telah berhasil menyelesaikan 
tugasnya yang sangat berat. 

Materi yang dibahas dalam sidang Komisi A sangat kompleks, karena 
menyangkut dasar dan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, bahkan juga yang 
menjadi pondasi dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang
Undang Dasar 1945. Spektrum perbedaan aspirasi masyarakat yang berkembang dan 
menuntut diperhatikan oleh Komisi A, meliputi dua titik ekstrim. Titik pertama 
menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, titik di seberang lain 
menghendaki adanya konstitusi yang baru sama sekali dan meninggalkan Undang
Undang Dasar 1945. 

Permusyawaratan dalam rapat-rapat Komisi A memang alot dan membutuhkan 
waktu yang panjang serta menguras tenaga dan pikiran, karena kedua pemikiran yang 
silang tersebut terwakili dalam Komisi A. Hanya dengan kesabaran dan toleransi yang 
tinggi serta permusyawaratan dan lobi-lobi yang intensif yang ditunjang oleh 
kebesaran jiwa dan kearifan, kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya Komisi A 
mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Meskipun demikian fraksi PDKB juga 
menyadari bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, karena memang 
masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat terakomodasikan. 

Fraksi PDKB berpendapat bahwa secara keseluruhan hasil perubahan pertama, 
kedua dan ketiga, yang dirangkaikan dengan Perubahan keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 telah mencerminkan penataan sistem pemerintahaan negara, penataan 
kelembagaan negara dan penataan tata hubungan antara warga negara dan penduduk, 
antara warga negara, penduduk dengan penyelenggara negara dengan prinsip checks 
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and balances. 
Keseluruhan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hemat fraksi PDKB 

masih tetap dalam koridor nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan gagasan luhur para pendiri negara 
Republik Indonesia dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. 

1. Mempertahankan Sistem Konstitusional dalam arti bahwa Undang- Undang 
Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum yang 
tertinggi. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum karena itu 
kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Kedaulatan sepenuhnya tetap di tangan rakyat dan diwujudkan melalui 
pemilihan um urn, baik nasional maupun lokal. 

3. Pelaksaan kedaulatan rakyat dalam wujud kekuasaan pemerintahan negara, 
disalurkan melalui lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di 
daerah, sesuai fungsi, tugas dan kedudukan masing-masing, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tidak lagi 
dikenal adanya Lembaga Tertinggi Negara. 

4. Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi merupakan Lembaga 
Tertinggi Negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap 
merupakan Lembaga Pelaksana Kedaulatan rakyat dalam hal yang mendasar 
dan menyangkut eksistensi negara, seperti dalam hal mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan atau Wakil 
Presiden, serta dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. 

5. Kekuasaaan eksekutif diselenggarakan oleh Presiden dengan Sistem Kabinet 
Presidensiil, dalam kurun waktu lima tahunan. Presiden dan atau Wakil 
Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan. Presiden dan 
atau Waki Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan, apabila 
terbukti melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 

6. Kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang berada di tangan 
Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun pembahasan rancangannya dilakukan 
bersama-sama dengan Presiden. Khusus bagi undang-undang yang 
menyangkut langsung kepentingan daerah, Dewan Perwakilan Daerah dapat 
memberikan pertimbangannya. 

7. Kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai Kekuasaan Kehakiman yang 
merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 
berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan untuk 
menjaga independensi dan integritas Hakim, dibentuk Komisi Yudisial. 

8. Kekuasaan kepala negara selain kekuasaan Presiden selaku eksekutif secara 
khusus juga diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 

9. Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang utama 
diseleggarakan setiap lima tahun sekali yang dipilih melalui pemilihan 
umum adalah anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, 
serta pasangan presiden dan wakil presiden. Sistem dan tata cara Pemilihan 
Umum diatur dengan undang-undang. Gubernur, bupati dan walikota 
dimungkinkan pula untuk dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. 

10. Sistem pengelolaan keuangan negara diatur dengan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. 
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperiksa oleh 
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Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan tiap provinsi. Hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada DPR, DPD dan 
DPRD. Dalam hal keuangan negara diatur pula bahwa negara memiliki suatu 
Bank Sentral yang susunan, kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab 
dan indepensinya diatur dengan undang-undang. 

11. Kegiatan di bidang pertahanan, keamanan negara dilaksanakan melalui 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Siskamrata). Tiap- tiap 
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahana dan 
keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angakatan Udara sebagai alat negara yang bertugas 
mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan negara. Sedangkan 
Kopolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara berfungsi 
menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat serta bertugas 
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 
Presiden ditetapkan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Khusus menyangkut Pasal 2 Ayat (1), fraksi PDKB sepakat bahwa MPR RI hanya 
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Susunan MPR semacam ini bukan dimaksudkan 
untuk menggunakan bikameral, akan tetapi dalam kerangka membangun sistem 
kedaultana rakyat yang setara dan memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban 
politik yang jelas dan terbuka. 

Hilangnya Utusan Golongan dalam komposisi MPR lebih disebabkan adanya 
konsekuensi logis, sehubungan dengan ditetapkannya pemilihan presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung, sehingga disepakati tidak diperlukan lagi adanya Garis-garis 
Besar Haluan Negara. Dengan demikian fungsi Utusan Golongan sebagai penyalur 
sebagian aspirasi masyarakat yang pada masa lalu sangat penting di dalam 
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara memang tidak diperlukan lagi. 

Demokrasi kekeluargaan yang bersifat partisifatoris, yang merupakan gagasan 
luhur para pendiri Republik, memang tidak semata-mata diwujudkan dalam 
kelembagaan, yang harus diwujudkan dalam kelembagaan MPR, akan tetapi dapat 
disalurkan melalui Lembaga Kepenasehatan yang dibentuk oleh Presiden sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dengan undang- undang. 

Fraksi PDKB sejak awal menyadari bahwa semua kesepakatan yang diputuskan 
guna melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak dapat 
mengambil jarak dan dari kepentingan politik praktis, baik yang berkembang di 
masyarakat maupun yang dikumandangkan dalam sidang Komisi A. 

Oleh karena itu, pada tanggal 6 Oktober 1999, melalui Pandangan Umum Fraksi 
PDKB yang disampaikan pada Sidang Umum MPR 1999, fraksi PDKB telah 
mengusulkan perlunya sebuah komisi negara. 

Atas dasar dan menyadari masih banyak pemikiran yang perlu diperhatikan 
dalam rangka menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945, fraksi PDKB mendukung 
pembentukan komisi konstitusi yang bertugas melakukan kajian secara komprehensif 
dan transparan. Komisi ini harus bekerja secara independen, yang hasilnya akan 
diputuskan melalui Sidang MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 
Undang-Undang Dasar 1945. 

4. Pembicara: Hartono Mardjono (F-PDU) 
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Jurubicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyampaikan Pendapat Akhir 
khusus mengenai perubahan UUD 1945 sebagai berikut: 

Dalam kaitan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 
maupun atas nama pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
terhadap sikap Fraksi TNI/Polri yang dengan tulus dan rendah hati telah rela 
berpamitan untuk undur diri dari peran dan aktifitas politik praktis terhitung mulai 
Pemilihan Umum tahun 2004. Padahal selama lebih dari empat dasawarsa telah 
dijalaninya melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Sikap kesatria para prajurit seperti inilah sepatutnya menjadi contoh bagi kita 
semua, khususnya baik dalam melakukan introspeksi atas kekeliruan yang telah 
mereka lakukan maupun sikapnya yang sanggup memperbaiki diri, saya pribadi 
menjadi teringat akan minderheitznota yang saya sampaikan dalam Sidang Tahunan 
Majelis tahun lalu. Segera setelah Saudara Ketua Majelis mengetokkan palunya sebagai 
tanda pengesahan Tap MPR untuk memberikan kesempatan kepada TNI/Polri 
melaksanakan peran politik praktisnya sampai tahun 2009. 

Namun dengan segala kerendahan hati, saya pribadi waktu itu mengusulkan agar 
peran politik TNI/Polri diakhiri pada tahun 2004. Alhamdulillah, rupanya doa kita 
semua telah dikabulkan Allah swt melalui sikap kasatria TNI/Polri sendiri. 

Dalam kaitannya dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara selama ini 
melalui Sidang Tahunan Majelis inilah kita bersama-sama telah berupaya melakukan 
introspeksi terse but, tanpa ada di antara kita saling tuduh dan tuding siapa yang telah 
bersalah. Kita menyadari bahwa seandainya pun selama ini telah terjadi kesalahan atau 
kekurangan, maka kesalahan atau kekurangan itu adalah kesalahan atau kekurangan 
kita semua. Mari dari saat ini dan untuk seterusnya kita perbaiki bersama-sama 
kesalahan dan kekurangan itu. Mari kita songsong masa depan bangsa ini dengan 
semangat optimisme yang rasional dan terukur, yang dilandasi dengan ghiroh 
keimanan dan ketaqwaan penuh kita kepada Allah swt. Allah swt sebagai satu-satunya 
zat yang kita akui dan yakini dan sekaligus pertolongannya kita jadikan sandaran di 
dalam mengatur kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
sebagaimana kita nyatakan sendiri dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar, 
telah memberikan petunjuk-Nya bagaimana kita dapat meraih optimisme tersebut. 

Dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Muhammad, Surat 47 
ayat 7 Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, intanshurullaha yansurkum 
wayusabbit aqdamakum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menolong menegakkan agama Allah pasti Dia menolongmu dan memperkokoh 
kedudukanmu." 

Atas landasan sikap dan cara berfikir inilah, ijinkan kami menyampaikan 
pendapat akhir fraksi kami, atas seluruh hasil Komisi A, B, dan C, sebagaimana yang 
telah dilaporkan di dalam Sidang Tahunan Majelis ini. Kami sungguh sangat berharap 
bahwa apapun putusan yang hendak kita tetapkan hendaklah tertempuh melalui cara 
musyawarah dan mufakat berdasarkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kearifan 
yang dilandasi oleh rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehinga apapun 
yang kita putuskan kelak akan merupakan kemenangan dan keberhasilan bagi seluruh 
rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, bukan sekedar bagi kelompok kita 
masing-masing. Dengan landasan sikap demikian inilah, kami akan menyampaikan 
Pendapat Akhir fraksi kami terhadap berbagai agenda yang akan kita putuskan dalam 
Rapat Paripurna Majelis ini. 

Dalam menyampaikan pendapat akhir, fraksi kami terhadap laporan hasil-hasil 
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Komisi A Pendapat akhir fraksi kami akan kami bagi dalam 2 kelompok besar, yakni 
kelompok pertama terdiri dari dua bagian, yaitu Rancangan Perubahan dan atau 
tambahan atas beberapa pasal Undang- Undang Dasar 1945 yang bagaimanapun juga 
harus kita putuskan dalam Sidang Tahunan Majelis Tahun 2002 sekarang ini. Karena 
sifatnya yang sangat mendesak demi mencegah terhentinya roda penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan dan bagi yang lainnya , yakni pasal-pasal lainnya yang 
memang telah mendapat kesepakatan bulat dari seluruh fraksi dan anggota Majelis. 

Kelompok kedua, yaitu kelompok rancangan perubahan dan atau tambahan atas 
beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan atau tanpa perubahan dan 
atau tambahan itu, jalannya roda kenegaraan dan pemerintahan tidak akan terhenti. 
Sehingga pengambilan putusan atas perubahan dan atau tambahan itu oleh Majelis 
boleh saja tidak harus dilakukan pada sidang tahunan sekarang ini. 

Kelompok pertama termasuk dalam kelompok ini adalah, rancangan perubahan 
atas Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6AAyat (4), sertaAturan Peralihan Pasal 1, 2, dan 3, sebagai 
pasal-pasal yang apabila kita tidak putuskan dalam sidang tahunan sekarang ini, akan 
berakibat pada terhentinya roda kenegaraan dan pemerintahan pada tahun 2004. 

Serta pasal-pasal perubahan, tambahan dan atau penghapusan pasal yang telah 
mendapatkan kesepakatan seluruh fraksi, yakni Pasal 3 Ayat (2) yang tidak lagi 
diperlukan adanya, Pas al 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1 ), dihapusnya judul Bab IV ten tang 
Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16, pasal 23B, Pasal 23D rumusan baru yang 
berbunyi "Negara memiliki satu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, 
dan tanggung jawab independennya diatur dengan Undang-Undang, Pasal 31 Ayat (1), 
Ayat (2), dan Ayat (5), serta Ayat (3) dengan rumusan baru yang berbunyi "Pemerintah 
mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan Undang-Undang. 

Pasal 31 Ayat ( 4) dengan rumusan baru yang berbunyi "Negara memprioritaskan 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". 

Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3) Serta Ayat (4) dengan rumusan baru yang 
berbunyi " Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional". Dan Ayat (5). Keseluruhan Pasal 34 dari Ayat (1) sampai dengan 
Ayat ( 4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), dan ( 4) terhadap seluruh perubahan tambahan dan 
atau penghapusan pasal-pasal sebagaimana yang kami sebutkan di atas, fraksi kami 
menyetujui disyahkannya rumusan-rumusan yang termaktub di dalam naskah hasil 
Badan Pekerja. Sedangkan terhadap pasal-pasal atau ayat-ayat yang telah dibuat 
rumusan barunya atas kesepakatan seluruh fraksi yang secara tegas kami kutip 
rumusannya di atas, fraksi kami menyetujui untuk diputus dan disahkan dalam sidang 
Majelis sekarang ini". 

Bila kita cermati dengan seksama perubahan-perubahan yang telah kita lakukan 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sejak Perubahan Pertama sampai dengan 
rencana kita untuk melakukan Perubahan Keempat ini kita akan menemukan adanya 
serangkaian jalan pemikiran kita yang konsisten, bahwa kita bertekad hendak 
mengakhiri adanya semacam paham integralistik yang masuk menyelinap ke dalam 
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan di negeri ini sebagai 
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akibat dari ketidakjelasan atau kelemahan yang terkandung di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak-Bapak pendiri bangsa 
ini dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita ini, kita pernah mengalami bahwa 
paham integralistik pernah berhasil menyelinap melalui celah-celah ketidakjelasan dan 
kelemahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketika kita mengimplementasikan 
Undang-Undang Dasar tersebut, timbullah berbagai permasalahan yang cukup, bahkan 
sangat complicated. 

Hubungan antar cabang-cabang kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi saling tumpang tindih dan rancu. Adanya 
salah satu lembaga negara yang menjadi super goddies terhadap lembaga-lembaga 
negara lainnya. Apalagi terdapat anggota-anggota yang tidak dipilih melalui pemilu 
langsung oleh rakyat di dalam lembaga itu, ditambah dengan kekuasaannya yang tanpa 
batas, ternyata telah menimbulkan implikasi-implikasi serius. Antara lain ketika 
susunan keanggotaan dan kekuasaan lembaga negara tersebut dapat direkayasa oleh 
seorang Presiden yang kuat, maka badan ini akan menjadi alat pembenar bagi setiap 
tindakan Presiden. Betapa pun kelirunya tindakan-tindakan itu. 

Sebaliknya tatkala pada suatu saat kita memiliki Presiden yang lemah, maka 
lembaga negara ini akan dapat mengganggu jalannya sistem pemerintahan presidensiil, 
karena kebablasannya DPR dalam menjalankan fungsinya, missleading. Missleading 
yang diakibatkan oleh ketidakjelasan dan kelemahan rumusan-rumusan pasal Undang
Undang Dasar 1945 semacam ini pun telah mengakibatkan terintervensinya kekuasaan 
yudikatif oleh cabang kekuasaan lain. Maka dengan melalui Perubahan Pertama, Kedua, 
Ketiga, dan Keempat atas Undang-Undang Dasar 1945 ini kita hendak mengakhiri 
semua kesemrautan itu, yang sekaligus membangun suatu sistem ketatanegaraan dan 
pemerintahan yang lugas, rasional dan modern, yang didasarkan atas prinsip 
ekuilibrum. Dan dari semua cabang kekuasaan negara sedemikian sehingga di antara 
cabang-cabang kekuasaan itu terjadi sinergi dalam sebuah network dengan suasana 
serta semangat checks and balances yang saling mendukung, menjaga dan mengawasi 
agar jalannya tiap fungsi cabang-cabang kekuasaan tersebut tidak menyimpang dari 
fungsi dan tujuan keberadaannya masing- masing. Atas dasar konsistensi pemikiran 
inilah, maka fraksi kami menyetujui dilakukannya perubahan dan atau penambahan. 

Satu, Pasal 2 Ayat (1) dengan rumusan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri 
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Dua, Pasal 6A Ayat ( 4) dengan rumusan. Dalam hal tidak ada pasangan calon 
presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan 
pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan 
wakil presiden. 

Perubahan dan atau penambahan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6A Ayat (4) 
sebagaimana masing-masing rumusan yang termaktub di atas adalah merupakan 
konsekuensi logis dan kelanjutan perubahan Pasal 3 Undang- Undang Dasar 1945 
sebagaimana termaktub di dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan 
sekaligus merupakan conditiosinen bagi terwujudnya ekuilibrum antara kekuasaan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kekuasaan Presiden sebagai implementasi dari 
sistem pemerintahan presidensiil. Berdasar atas alasan mendasar inilah fraksi kami 
menyetujui disahkannya dan atau penambahan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6A Ayat (4) 
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Undang-Undang Dasar 1945 pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan Majelis Tahun 
2002, saat ini. 

Patut kita sadari bersama, gagalnya Majelis mengambil putusan dalam rapat 
paripurna ini akan berakibat fatal bagi bangsa dan negara ini, karena bila tidak diputus 
adanya perubahan dan atau penambahan pasal-pasal tersebut pada sidang tahunan 
sekarang ini, maka pasti roda kenegaraan dan pemerintahan akan terhenti pada tahun 
2004. 

Fraksi kami juga menyetujui sepenuhnya untuk disahkan dalam Rapat Paripurna 
Majelis sekarang ini seluruh perubahan dan atau tambahan sebagaimana yang 
termaktub di dalam Aturan Peralihan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis, yaitu 
Pasal 1, 2, dan 3. Fraksi kami pun menyepakati sepenuhnya atas disahkan rumusan
rumusan yang tercantum dalam Aturan tambahan Pasal 1 dan Pasal 2 dengan rumusan 
yang sesuai dengan naskah yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis. 

Kelompok Kedua 
Terhadap perubahan, tambahan, dan atau penghapusan pasal-pasal lain yang 

belum kami sebutkan di atas, yaitu Pasal 29 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 37 Ayat (5), 
ijinkan lah secara khusus kami menyampaikan Pendapat Akhir fraksi kami sebagai 
berikut. Tentang Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945, ijinkan sekali 
lagi fraksi kami menggunakan forum Sidang Majelis yang mulia ini untuk 
mendudukkan persoalannya. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia telah menerima dan 
mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dengan tegas menyatakan bahwa Piagam 
Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah 
merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Undang- Undang 
Dasar 1945 yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah dijiwai oleh dan 
disatukan sebagai satu kesatuan dengan Piagam Jakarta yang notabenenya didukung 
dan diterima sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 dan oleh 
seluruh rakyat Indonesia, inilah yang secara sah dan konstitusional diberlakukan 
kembali sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai detik sekarang ini. 

Undang-Undang Dasar 1945 ini pula yang kini tengah kita bahas perubahan
perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ini pula bangsa 
Indonesia melalui proses konstitusional yang sah telah berhasil melahirkan berbagai 
undang-undang organik, seperti: 

a. Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan tegas 
menyatakan sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan yang menghinakan 
agama. 

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan 
tegas menetapkan syariat agama sebagai dasar sah dan tidak sahnya 
perkawinan, yang sudah pasti akan berdampak pada sah dan tidak sahnya 
status seseorang, alat, sebab sah dan tidak sahnya status ahli waris dan harta 
waris. 

c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang 
dengan tegas menjadikan pengadilan agama sebagai satu-satunya 
pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara-perkara yang terjadi di lingkungan umat Islam, dalam 
masalah-masalah perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sedekah yang 
sepenuhnya didasarkan pada syariat Islam. 

d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Nomor 10 tahun 1998, tentang 
Perbankan, yang telah melahirkan bank-bank syariah, yang dalam 
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menjalankan aktifitas-aktifitasnya seluruhnya didasarkan pada syariat 
Islam. 

e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, yang bila dihubungkan dengan asas kebebasan, 
berakar, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang 
Hukum Perdata membuka peluang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk 
melakukan hubungan-hubungan hukum, lingkungan hukum perdata, dan 
menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin terjadi sepenuhnya 
berdasarkan syari'at Islam. 

Berdasarkan fakta sejarah serta fakta hukum maupun fakta konstitusional yang 
demikian jelas dan gamblang inilah maka adalah wajar bila umat Islam yang 
diaspirasinya di Majelis ini diwakili oleh seluruh partai- partai politik berasas Islam 
mengusulkan kepada Majelis yang terhormat ini untuk mengesahkan dimasukkannya 
tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "Dengan kewajiban 
melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya", dibelakang kata-kata Ketuhanan Yang 
Maha Esa yang tercantum pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Usul dan harapan seluruh partai-partai Islam tersebut sungguh sangat wajar dan 
tidak berlebihan, karena hanya merupakan penegasan dari realitas yang memang 
sudah berlaku dan berjalan selama ini. 

Adalah sungguh naif bila untuk mempresentasikan aspirasi suatu suku yang tak 
seberapa jumlah orangnya telah berkumandang di dalam Majelis ini suara-suara yang 
ingin memasukkannya menjadi anggota Majelis. Tak seorangpun dari kita merasa 
alergi, sementara ketika berkumandang suara yang hendak merepresentasikan aspirasi 
88% penduduk Indonesia yang beragama Islam, masih saja terdengar nuansa-nuansa 
alergi, bahkan ada yang tegas-tegas menolaknya. Fraksi kami menghimbau seluruh kita 
tanpa kecuali agar jangan alergi mendengar kata-kata syariat Islam. Karena Islam 
bukanlah seperti yang dikampanyekan oleh dunia zionis-zionis yang selalu 
menggambarkan seakan-akan Islam identik dengan terorisme, tragis, kecurigaan, 
kebodohan dan kemunduran. 

Fraksi kami memang menengarai bahwa masih ada di antara anak bangsa 
khususnya yang termasuk para pengambil keputusan lebih percaya pada propaganda 
dan kampanye zionis semacam itu, daripada yang mau berpikir dan mau merenungkan 
kebenaran misi ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. 

Mungkin mereka masih saja memerlukan waktu karena mereka rupanya masih 
belum sempat merenungkan betapa rahmatan Iii rabbi/ 'alamin-nya ajaran-ajaran Islam 
dan betapa nasionalisnya jiwa dan sikap tokoh-tokoh umat Islam Indonesia seperti Haji 
Umar Said Tjokroaminoto, Kiai Haji Hasyim Ashari, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Haji Abdul 
Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Panglima Besar Jenderal Besar 
Sudirman, Syafrudin Prawiranegara, Muhammad Roem, dan Muhammad Natsir. 

Bahkan 4 nama yang tersebut terakhir inilah yaitu Panglima Besar Jenderal 
Besar Sudirman, Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Roem, dan Muhammad Natsir, 
yang telah berhasil melalui perang gerilya dan diplomasinya mempertahankan 
eksistensi bangsa dan negara ini, baik secara teritorial fisik maupun politis sebagai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hingga Sidang Tahunan Majelis ini pun 
tetap kita pertahankan bersama. Semua beliau itu adalah pemimpin umat Islam yang 
sekaligus pemimpin bangsa. Begitulah cerminan wajah Islam dan wajah politik umat 
Islam bangsa Indonesia. Karena itu seandainya pun ada di antara kita masih belum 
sempat merenungkan seluruh fakta sejarah tersebut, maka fraksi kami masih cukup 
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toleran untuk menjedakan, menskors Rapat Paripurna Majelis ini untuk sekali lagi kita 
melakukan lobi guna mencari dan menemukan solusi yang terbaik, yang akan kita 
jadikan putusan yang dilandasi atas kejujuran, kebenaran dan keadilan yang 
semestinya berlaku dalam keluarga besar bangsa ini. 

Ten tang Pas al 3 7 Ayat (SJ, fraksi kami berketetapan untuk menyepakati 
rumusan naskah yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis, karena dengan rumusan 
tersebut kita akan tetap menjaga kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk 
mengubah bahkan membatalkan Undang-Undang Dasar dan membentuk Undang
Undang Dasar baru sekaligus. Seandainya generasi-generasi bangsa kita kelak memang 
membutuhkan dan mengkehendakinya. Dengan rumusan tersebut, Undang- Undang 
Dasar 1945 yang perubahannya tepatnya akan kita sahkan ini, hanya sekedar 
membatasi, bahwa khusus untuk mengubah bentuk negara Kesatuan Republik 
Indonesia, bila hal itu harus dilakukan, maka terlebih dahulu harus dilakukan 
referendum. 

Ketentuan yang demikian ini sama sekali tidak menimbulkan terjadimya 
kontradiksi inter etnis, ataupun contradiction substantia/ist. Berbeda halnya bila 
putusan itu menjadi khusus mengenai bentuk negara kesatuan republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan. Secara substantif tentu tak seorang pun di antara 
kita yang berkeinginan hendak mengubah bentuk negara kesatuan republik Indonesia. 
Namun bila hal itu secara eksplisit dirumuskan demikian, maka akan terjadilah apa 
yang kita sebut contradiction substantialist, karena dengan rumusan seperti ini pada 
hakikatnya Majelis telah memasung kewenangannya sendiri, sedangkan yang demikian 
itu tidak akan mengikat kewenangan Majelis-Majelis Permusyawaratan pada masa
masa mendatang. 

Contoh seperti ini telah terjadi pada masa MPR Orde Baru menetapkan bahwa 
untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 harus terlebih dahulu 
dilakukan referendum dan referendum itu harus menghasilkan 90% suara rakyat 
setuju atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pertanyaan kita inilah, terikatkah Majelis hasil Pemilihan Umum tahun 1999 
yang kita ingin menjadi anggotanya. Terhadap ketetapan MPR tersebut marilah kita 
kembali pada cara berpikir kita yang jernih, rasional dan konstitusional sebab bila kita 
sampai terjebak dengan rumusan yang mengandung kontradiksi yang contradiction 
substantialist seperti ini keputusan yang mengandung contradiction substantialist 
seperti ini akan semakin membuat masyarakat bebas menilai, memang tidak kompeten 
secara kuantitatif. 

Kami mohon supaya ini dianggap termasuk di dalam risalah pandangan kami. 
Terima kasih. Assalaamu 'a/aikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. Catatan 

Resmi F-PDU: 
Bismillahirrahmanirrahim 

Pernyataan Sikap 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia, F-PDU Dengan ini menyatakan: 
1. Bahwa, Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat ini berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah "UUD 1945 yang dijiwai dan adalah 
merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 
Juni 1945, yang diberlakukan sejak tanggal 5 Juli 1959, berdasarkan Dekrit 
Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang telah diterima, didukung dan disahkan 
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pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
hasil pemilihan umum pertama, yang diselenggarakan pada tahun 1955, dan 
diterima serta didukung oleh seluruh rakyat Indonesia." 

2. Bahwa oleh karena itu, adanya usul dari para anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang meminta agar 7 (tujuh) 
kata yang berbunyi, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya" yang terdapat di dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 
Juni 1945 untuk diletakkan di belakang kalimat, "Negara berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana termaktub di dalam Pasal 29 Ayat 
(1) adalah sah dan merupakan penegasan atas pemberlakuan kembali UUD 
1945 tersebut. 

3. Bahwa kami, para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang menandatangani "Pernyataan Sikap" ini sangat menyesalkan 
atas tidak diterimanya usul yang hanya merupakan penegasan tersebut oleh 
sementara anggota Majelis, meskipun dengan tidak diterimanya usul itu, 
secara konstitusional tidak akan berpengaruh terhadap berlakunya prinsip, 
bahwa UUD 1945 dijiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan 
Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, baik filosophis, yuridis, maupun 
sosiologis. 

4. Bahwa kami, para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyata Republik 
Indonesia penandatanganan "Pernyataan Sikap" mi dengan resmi 
menyampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis "Pernyataan Sikap" 
ini pada Rapat Paripurna ke-6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia dalam masa Persidangan Tahunan Majelis Permusayawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tahun 2002, dan memohon agar "Pernyataan 
Sikap" ini dicatat dan dimasukan sebagai catatan resmi di dalam Risalah 
Rapat Paripurna Majelis yang bersangkutan. 

Demikianlah "Pernyataan Sikap" ini kami buat, tandatangani, dan sampaikan 
kepada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan kepada seluruh Rakyat 
Indonesia. 

Semoga Allah subahana wata'al/a meridlai sikap dan tindakan yang kami lakukan 
ini. Pimpinan F-PDU. Jakarta, 10 Agustus 2002. 

5. Pembicara: Antonius Rahail (F-KKI) 
Pendapat akhir fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia pada Sidang Tahunan MPR 

RI tahun 2002 disampaikan oleh Antonius Rahail Nomor anggota 282 antara lain 
sebagai berikut: 

Amendemen Keempat ini adalah kelanjutan dari Amendemen Pertama, Kedua, 
dan Ketiga. Fraksi kami memandang bahwa Konstitusi kita terdiri atas nilai-nilai dasar 
dan bangun dasar dan tekanan penyelenggaraan negara. Hal-hal yang sangat mendasar 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dijaga dan dipelihara, serta hal-hal 
yang sangat mendasar itu tetap mengalir dalam mengarahkan perubahan yang 
dilakukan pada tatanan penyelenggaraan negara. Hal-hal yang paling mendasar itu 
adalah nilai-nilai dasar dan bangun dasar. Nilai-nilai dasarnya adalah seperti 
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangun dasarnya adalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya melekat pemahaman negara 
kebangsaan dan negara yang berkedaulatan rakyat. 

Terhadap nilai-nilai dasar dan bangun dasar tidak dilakukan perubahan, tetap 
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dijaga, dipelihara dan diperdalam makna aktualisasinya. Amendemen dilakukan 
terhadap tatanan penyelenggaraan negara, sebagai suatu kebutuhan untuk 
menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Dan perkembangan dari Amendemen 
Pertama hingga Ketiga kita telah membuat berbagai capaian strategis dalam upaya 
untuk mewujudkan suatu sistem nasional yang semakin menjamin kehidupan 
berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Terdapat beberapa hal strategis yang 
telah dicapai seperti antara lain: 

1. Pembatasan masa jabatan Presiden. Sejarah politik kita menunjukkan bahwa 
pemimpin yang terlalu lama di tampuk kekuasaan ternyata cenderung 
merusak dirinya sendiri dan merusak Bangsa serta Negara. 

2. Pembagian kekuasaan negara yang lebih jelas dan proporsional antara 
Legislatis, Eksekutif dan Yudikatif dalam suatu keseimbangan sistem ini 
mengandung checks and balances sebagai suatu syarat dalam mewujudkan 
pemerintahan yang demokratis dan modern. 

3. Pencantuman hak asasi manusia secara eksplisit dan komprehensif dalam 
konstitusi merupakan langkah sangat penting dan strategis bagi kehidupan 
Bangsa dan Negara ke masa depan. 

4. Perihal Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah juga mendapat perhatian 
dan penekanan yang lebih jelas dan serius sehingga Otonomi Daerah 
diharapkan dapat berguna lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. 
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang baik dan proporsional akan memperkuat 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkuat integrasi 
nasional secara utuh. 

5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat juga 
telah dicantumkan secara eksplisit melalui Amendemen Ketiga Undang
Undang Dasar 1945, hal ini akan memperkuat makna kedaulatan rakyat atas 
negara khususnya, ketika rakyat memilih langsung para Pemimpinnya. 

6. Adanya pemilihan umum setiap 5 tahun secara teratur untuk penyegaran 
kepemimpinan dan sebagai salah satu instrumen koreksi dari rakyat 
terhadap pemimpin serta kebijakan dan tindakan-tindakannya. 

Bersamaan dengan hal-hal tersebut di atas, kita juga harus rendah hati mengakui 
bahwa ternyata masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan agar amendemen 
konstitusi dapat terwujud dalam suatu sistem yang utuh komprehensif. Inilah 
pekerjaan dan tantangan yang masih harus kita selesaikan dalam merajut sistem 
ketatanegaraan kita ke masa depan, sebagai amanat reformasi dan juga keyakinan kita 
bersama untuk mewujudkan sistem nasional yang lebih demokratis dan kuat ke masa 
depan, maka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak amendemen pertama 
tahun 1999 harus dilanjutkan dan dituntaskan dengan amendemen keempat pada 
Sidang Tahunan ini. Setelah amendemen ini selesai dilakukan, kita masih akan 
menghadapi banyak persoalan yang mesti ditanggulangi segera, seperti penyelesaian 
undang-undang yang harus segera dibuat sebagai tindak lanjutnya. Akan tetapi tekad 
untuk tetap maju harus terus dikuatkan dan diteguhkan. 

Harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik harus terus dipelihara. 
Konstitusi yang kita amendemen ini sangat terkait dengan harapan dan keyakinan 
akan masa depan yang lebih baik itu. Konstitusi yang kita amendemen ini, adalah untuk 
semua. Tidak dan bukan hanya konstitusi untuk sekelompok orang, golongan, atau 
untuk anggota MPR saja, tetapi konstitusi yang dibuat bersama untuk seluruh rakyat 
Indonesia. 
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Kita pahami bersama suasana yang melingkupi perjalanan Sidang Tahunan ini, 
disatu sisi ada dan besar harapan akan penyelesaian Perubahan keempat Undang
Undang Dasar 1945 secara baik dan positif. Ada pandangan bahwa perubahan ini 
sebagai suatu titik yang tidak boleh kembali, the poin of no return, disisi lain ada pula 
pandangan dan upaya keras untuk menunda atau menghentikan penyelesaian 
Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar 1945 ini bahkan lebih jauh lagi ingin 
membatalkan semua amendemen yang sudah dilakukan. 

Bahwa dalam rumusan pasal-pasal amendemen pertama, kedua, ketiga dan 
keempat, terdapat beberapa kekurangan jika ditinjau dari segi kesisteman dan lain 
sebagainya, fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mengakui dan dapat 
menemukannya sebagaimana telah berulang kali kami sampaikan tersebut sejak 
Sidang Umum MPR tahun 1999 yang lalu. Namun kekurangan-kekurangan yang lalu 
hendaknya jangan dijadikan alasan untuk membatalkan capaian-capaian positif 
strategis yang telah dibuat. Sebaliknya membiarkan kelemahan-kelemahan sistem yang 
ada juga bukan merupakan suatu tindakan dan sikap yang bijaksana, dalam posisi 
seperti itu. Maka harus ditemukan suatu cara untuk memelihara capaian penting yang 
sudah ada dan sekaligus menyempurnakannya dalam suatu sistem yang komprehensif. 

Untuk itulah, perlu dibentuk sebuah komisi konstitusi untuk melakukan 
sinkronisasi, integrasi, penyempurnaan lebih lanjut terhadap substansi dan kesisteman 
dari amendemen pertama sampai amendemen keempat dengan tetap berada dalam 
bingkai nilai dasar dan bangun dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kita tentu mengharap agar Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang 
Tahunan kali ini dapat menyelesaikan amendemen keempat sebagai kerangka awal 
dari sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis dan modern. 
Penyelesaian amendemen keempat ini sangat penting artinya agar kita tidak 
menambah beban terhadap krisis yang sudah cukup berat dipikul rakyat. 

Selain itu, jika amendemen keempat ini tidak terselesaikan, maka Pemilihan 
Umum 2004 akan terganggu, padahal Pemilihan Umum 2004 merupakan hal yang, 
pelaksanaannya penting sekali karena merupakan awal pelaksanaan amendemen 
konstitusi ini secara menyeluruh. Dalam rangka penyelesaian amendemen keempat ini, 
perlu kami tegaskan kembali posisi dan sikap dasar fraksi Kesatuan Kebangsaan 
Indonesia. Bangun dasarnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya melekat pemahaman negara yang 
berkedaulatan rakyat dan negara kebangsaan atau negara nasional. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disusun atas dasar negara di atas 5 sila 
yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang disebut Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasar 
negaranya sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Di samping memuat nilai-nilai dasar dan bangun dasar, konstitusi memuat pula 
tatanan penyelenggaraan negara yang dapat pula disebut sistem ketatanegaraan atau 
corak pokok ketatanegaraan. Yang dilakukan amendemen sejak amendemen pertama 
sampai keempat sekarang ini, maupun amendemen seterusnya dikemudian hari, 
seharusnya adalah pada tatanan penyelenggaraan negara. Yang meliputi kelembagaan 
penyelenggaraan negara dan arah penyelenggaraan negara. 

Hal seperti inilah yang kami gunakan sebagai tolok ukur untuk melihat dan 
menilai apakah amendemen konstitusi sudah kebablasan atau tidak? Sepanjang nilai
nilai dasar dan bangun dasarnya tidak berubah, dan tetap mengalir dalam 
mengarahkan perubahan tatanan penyelanggaraan negara, maka kami tetap 
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memandang bahwa yang berlangsung adalah amendemen, bukan konstitusi baru dan 
negara baru, tetapi tetap amendemen. 

Sejak Amendemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 yang 
lalu, kita semua sepakat dan setuju perlunya suatu reformasi konstitusi. Reformasi 
konstitusi ini diperlukan supaya kedaulatan rakyat dapat terwujud secara lebih utuh. 
Reformasi konstitusi ini dimaksudkan agar dapat lahir suatu pemerintahan yang 
mempunyai legitimasi luas, pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus 
negara dan melayani kepentingan rakyat. 

Terhadap pembahasan materi rancangan amendemen keempat pada Sidang 
Tahunan MPR 2002 ini, kami ingin menyampikan beberapa hal sebagai berikut 

1. Mengenai komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fraksi 
kami memang berpendapat bahwa anggota MPR dan lembaga perwakilan 
rakyat lainnya sebaiknya terdiri dari mereka yang dipilih melalui Pemilihan 
Umum tanpa mengabaikan arti penting dan sumbangan penting dari tokoh
tokoh Utusan Golongan. Dengan komposisi keanggotaan MPR seperti itu, 
maka memang lebih diperlukan suatu pemikiran yang lebih, jauh tentang di 
mana dan bagaimana para tokoh Utusan Golongan termasuk dari kelompok
kelompok minoritas dapat menyumbangkan pengalaman, pemikiran dan 
kebijaksanaannya bagi kepentingan bangsa dan negara. 

2. Pemilihan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua. 
Pada dasarnya Hal tersebut diserahkan kepada rakyat. Sekali ditetapkan 
bahwa pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
langsung oleh rakyat maka proses itu hams dilanjutkan secara tuntas 
sehingga dapat diperoleh pasangan calon yang memang benar- benar dipilih 
oleh rakyat 

3. Mengenai wewenang MPR memilih Presiden baru dan Wakil Presiden baru, 
bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Sekali ditentukan bahwa 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka 
semestinya secara konsisten diberlakukan sistem pemilihan langsung oleh 
rakyat. Dengan demikian maka sebenarnya kurang tepat secara kesisteman, 
bila MPR masih punya kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden 
baru, bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, seperti disebut 
pada rancangan Pasal 8 Amendemen Keempat, hal tersebut perlu menjadi 
perhatian untuk penyempurnaan di masa datang. 

4. Perihal hubungan negara dengan agama, Pasal 29. Terhadap kali ini, fraksi 
Kesatuan Kebangsaan Indonesia berpendapat, bahwa yang terbaik adalah 
seperti naskah asli, rumusan asli tanpa penambahan apapun. Perihal 
hubungan negara dengan agama, sudah menjadi perdebatan yang panjang 
dan melelahkan sejak awal proklamasi. Keputusan bersama yang dibuat para 
the foundilllJ fathers ketika itu sudah merupakan kompromi dan konsensus 
maksimal, mengingat kemajemukan masyarakat kita yang perlu dijaga 
persatuan dan kesatuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Pasal 29 seperti naskah aslinya adalah bentuk kesepakatan bersama itu. 
Dalam alam demokrasi kami dapat memahami walaupun tidak setuju 
terhadap adanya usul perubahan terhadap Pasal 29, namun kesepakatan 
maksimal seperti naskah asli tetap merupakan yang terbaik untuk persatuan 
dan kesatuan bangsa kita. 

5. Bila selama ini perhatian terutama pada demokrasi politik, maka rancangan 
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perubahan Pasal 31, 32, 33 dan 34 Amendemen Keempat membuka peluang 
lebih jelas untuk mengembangkan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. 
Amendemen Pasal 31 menegaskan perlunya perhatian yang jauh lebih besar 
terhadap pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecedasan sosial maupun 
karakter. Amendemen Pasal 33 menegaskan kesejahteraan seluruh rakyatlah 
yang menjadi tujuan dari pengembangan perekonomian dan bukan 
pertumbuhan perekonomian untuk orang-perorang. 

6. Jaminan konstitusional ekplisit terhadap hal-hal sangat mendasar. Memang 
benar bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sekarang sepakat untuk 
tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi itu 
baru merupakan jaminan politik oleh MPR periode sekarang ini. Jaminan 
politik seperti itu dapat berubah bila konfigurasi politik hasil Pemilihan 
Umum yang akan datang mengalami perubahan. Oleh sebab itu diperlukan 
jaminan konstitusional ekplisit bahwa untuk mengubah Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 yang memuat dasar negara Pancasila, sifat negara 
kebangsaan dan berkedaulatan rakyat, bentuk negara, dan keutuhan wilayah 
negara adalah hak yang tetap ada pada rakyat yang berdaulat. Dalam alam 
demokrasi tidak tertutup kemungkinan bahwa pada suatu waktu nanti ada 
yang berkehendak dan mengusulkan agar Dasar Negara Pancasila diubah 
menjadi dasar negara yang lain, atau ada yang akan mengubah negara 
kebangsaan menjadi bukan negara kebangsaan. Untuk mengantisipasi hal itu 
diperlukan suatu jaminan konstitusional ekplisit bahwa perubahan atas hal
hal tersebut di atas tetap adalah hak dasar rakyat. Rancangan Pasal 37 Ayat 
(5) amendemen keempat pada tingkatan tertentu telah memberi jaminan 
konstitusional ekplisit seperti dimaksud. 

6. Pembicara: M. S. Kahan (F-PBB) 
Jurubicara F-PBB menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut: 
Masa Sidang Tahunan 2002 sangat bersejarah, mengingat pada masa 

persidangan kali ini Majelis akan mengambil keputusan yang terbaik untuk 
kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada Sidang Tahunan 2002, amendemen 
Undang-Undang Dasar 1945 akan kita selsesaikan sesuai dengan konsensus yang telah 
disepakati oleh Majelis ini. Oleh karenanya keputusan yang akan kita ambil oleh Majelis 
hendaknya keputusan yang didasari oleh dorongan hati yang bersih, tulus dan benar 
disertai oleh akal yang arif dan bijak sehingga apapun hasilnya tidak disesali oleh diri 
sendiri, karena biasanya penyesalan datangnya belakangan, ibarat kata pepatah sesal 
dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. 

Peristiwa yang bersejarah ini belum tentu terulang kembali puluhan tahun yang 
akan datang, tetapi resiko kekeliruan yang kita ambil akan berdampak pada kesulitan 
yang akan dialami oleh bangsa ini. Untuk memperkecil resiko kesalahan itu, tentu kita 
sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu akan mengambil keputusan yang 
terbaik, yang betul-betul sesuai dengan sumpah dan janji yang pernah kita nyatakan 
tatkala mengawali Sumpah Jabatan kita. 

Memperhatikan hasil sidang komisi yang membahas tentang rancangan 
Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, fraksi Partai Bulan Bintang 
menyampaikan pendapat akhir yang terfokus pada beberapa Pasal saja. 

Pertama mengenai susunan MPR Pasal 2 Ayat (1). Fraksi Partai Bulan Bintang 
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dapat memahami alasan-alasan dari fraksi Utusan Golongan bahwa perlu ada wakil 
dari golongan-golongan fungsional dan minoritas yang tidak mungkin menjadi anggota 
Majelis karena ketidakmampuan meraih suara dalam pemilihan umum, dan 
ketidaktertarikan pada politik praktis. 

Di samping itu fraksi Partai Bulan Bintang menggaris bawahi bahwa demokrasi 
pada masa mendatang menuntut partisipasi aktif dari kelompok-kelompok fungsional, 
organisasi kemasyarakatan dan LSM untuk menjadi pressure proof yang ikut 
mempengaruhi penentuan kebijakan-kebijakan politik. Akan tetapi, dengan tidak 
duduk dalam lembaga perwakilan, bukan berarti tidak lagi memiliki kesempatan dan 
peluang untuk menentukan kebijakan negara dan pemerintahan. Selain alasan-alasan 
substansial tersebut, selama ini terdapat juga kesulitan lainnya berkaitan dengan 
adanya Utusan Golongan dalam MPR yaitu golongan apa saja yang berhak mendapat 
posisi utusan itu dan bagaimana untuk menentukannya? Serta bagaimana pula 
menentukan siapa yang akan diutus untuk duduk dalam MPR? Memang hal ini bisa saja 
diatur dalam Undang Undang, tetapi golongan atau organisasi yang akan terpilih. Akan 
tetapi golongan atau orang yang akan terpilih oleh orgsanisasi menjadi perdebatan 
yang tidak berujung. 

Dalam rangka pemikiran inilah fraksi Partai Bulan Bintang menegaskan bahwa 
susunan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPRD yang semuanya dipilih 
melalui pemilihan umum sudah tepat, sehingga keberadaan Utusan Golongan tidak 
selayaknya dan tidak perlu lagi sebagai salah satu unsur susunan dari MPR RI. Dan 
fraksi kami berkeyakinan bahwa seluruh golongan yang ada dalam masyarakat 
Indonesia telah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dengan memilih anggota DPR 
dan DPRD dalam Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Utusan Golongan pada 
hakikatnya akan telah pilih juga dalam keanggotaan MPR. 

Mengenai, Ketua, mengenai pemilihan Presiden Pasal 3 Ayat (2). Sehubungan 
dengan kehendak kita bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan partisipasi 
politik rakyat dalam menentukan dan memilih Presidennya. Fraksi kami menyadari 
bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket pada putaran kedua 
dengan cara dikembalikan dan dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki sisi yang 
positif, yaitu pertama rakyat dapat secra langsung menentukan pilihan akhirnya untuk 
Presiden dan Wakil Presidennya sehingga demokrasi dan partisipasi politik rakyat 
terlaksana dengan baik. 

Kedua, siapapun yang terpilih pada putaran kedua itu hasilnya final dan tidak 
ada lagi dampak sosial yang bisa menjadi perdebatan yang dilematis. Pada sisi lain 
fraksi kami menggaris bawahi bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan langsung oleh 
rakyat pada putaran kedua tersebut mengandung juga beberapa kelemahan. Antara 
lain, pertama biaya ekonomi dan biaya sosial yang dikeluarkan oleh negara diprediksi 
akan menjadi besar nilainya. Kedua, efek ekonomi dan akibat biaya konsumsi yang 
sangat besar yang dikeluarkan, bahwa biaya tampaknya dalam wilayah negara 
Republik Indonesia yang sangat luas ini di mana kontestan Pemilu harus mengeluarkan 
biaya yang sangat besar dalam rangka memenangkan pemilihan itu yang jelas-jelas 
bertolak belakang dengan keadaan ekonomi bangsa kita yang masih belum baik dan 
tidak stabil serta membutuhkan biaya yang sangat besar untuk recovery economy 
secara nasional. 

Meskipun demikian setelah mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, 
maka fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa apapun pilihan yang diambil 
yang terpenting untuk disadari bersama sejak sekarang ini bahwa berbagai kelemahan 
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atas pilihan itu adalah untuk kita antisipasi secara bersama agar pilihan dapat 
dilangsungkan secara lebih demokratis. Akhirnya, fraksi Partai Bulan Bintang dapat 
memahami dan setuju untuk putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
dilakukan oleh rakyat dan bukan oleh MPR 

Yang ketiga, mengenai Pasal 29. Dalam pemandangan umum fraksi Partai Bulan 
Bintang yang kami sampaikan pada awal Sidang Tahunan ini dan Sidang-sidang 
Tahunan sebelumnya, telah kami kemukakan secara gamblang keyakinan kami tentang 
amendemen Undang Undang Dasar 1945 khususnya yang berkaitan dengan bunyi 
Pasal 29 Ayat (1), yaitu Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian, 
pada kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali bahwa sehubungan dengan 
adanya pihak-pihak yang begitu terus menerus mempersoalkan tentang rumusan 
tersebut, terutama dalam sidang-sidang Komisi. Maka menurut hemat kami tidak ada 
yang perlu dikhawatirkan dalam membahas masalah ini sepanjang kita bergerak dalam 
koridor demokrasi dengan menghormati hukum dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang kita sepakati bersama. 

Fraksi kami sejak awal menghendaki dan mengusulkan perubahan terhadap dua 
ayat dalam Pasal Undang Undang Dasar 1945. Dengan didasari oleh pemikiran bahwa 
hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya kembali Undang-Undang 
Dasar 1945, berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menempatkan Piagam 
Jakarta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 
1945. Fraksi PBB berpendapat, bahwa penambahan 7 kata dari Piagam Jakarta dalam 
Pasal 29 Ayat (1) semata-mata dimakasudkan dan ditujukan pada kewajiban negara 
untuk melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam. Karena 
memang ada bagian dari syari'at Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan secara 
pribadi, melainkan dituntut artikulasi peranan negara sebagai suatu keharusan untuk 
melaksanakannnya. 

Usulan-usulan kami ini bukanlah upaya mengesampingkan pluralisme, 
kehidupan berbangsa dan bernegara serta langkah kearah simularisme berbangsa. 
Tidak ada niat kami yang demikian, karena berlakunya syariat Islam hanya ditujukan 
kepada mereka yang beragama Islam dan tidak terhadap mereka yang beragama di 
luar Islam. Karena itu kita tetap menghormati pluralisme dan kemajemukan itu dan 
bahkan manfaat dari pemberlakuan dari syari'at Islam ini akan dinikamti juga oleh 
kelompok nonmuslim dan seluruh bangsa Indonesia. 

Bagi fraksi Partai Bulan Bintang, usulan masuknya tambahan 7 kata dari Piagam 
Jakarta dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi sangat penting agar 
negara mendapat amanat untuk meng-enforce tegaknya syariat Islam secara utuh, baik 
yang berkaitan dengan hukum publik maupun hukum privat. Menurut pandangan 
fraksi kami, tidak mungkin penegakan seluruh aspek Syariat Islam itu diserahkan 
kepada orang perorang tanpa keterlibatan negara, dan tidak cukup dengan jaminan 
kebebasan beribadat, sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (2) untuk menegakkan syari'at 
Islam itu. 

Karena itu masalah bagaimana syari'at Islam itu dilaksanakan harus ditentukan 
dalam tingkat Undang-Undang Dasar dan tidak perlu dikhwatirkan dan tidak perlu ada 
kekhawatiran untuk itu. 

Dengan diberlakukannya syariat Islam ini, fraksi Partai Bulan Bintang 
berkeyakinan bahwa mereka yang muslim akan memperbaiki kualitas keislamannya 
dan konsekuensinya akan memperbaiki kualitas bangsa Indonesia secara keseluruhan, 

648 Perubahan UUD 1945 



karena bagian terbesar bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Fraksi kami 
berkeyakinan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al Qur'an, "jika 
beriman dan taqwa penduduk suatu negeri, maka Allah akan mendatangkan 
keberkahannya dari langit dan dari bumi". Itulah yang kami harapkan dan sebenarnya 
sama-sama kita inginkan. 

Kami berharap karena tidak alasan untuk menolak pemberlakuan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya ini. Maka pengesahannya diterima secara tulus dan ikhlas 
serta lapang dada. Kami tidak mengingkan Putusan pencantuman kewajiban 
menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya dengan cara voting. Tetapi sekali 
kami nyatakan, kami tidak menginginkan Putusan pencantuman kewajiban 
menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan cara voting. Meskipun 
kami mengakui voting adalah mekanisme demokrasi, tetapi menyangkut masalah 
syari'at ini ada persoalan lain. Tegakah anggota Majelis mem-voting pemberlakuan 
syariat Allah? Apakah anggota Majelis mempunyai kewenangan mem-voting syariat 
Allah yang merupakan hukum Allah? Jika anggota Majelis tetap ingin mem-voting 
tentang hal ini, kami mempersilakannnya, tetapi fraksi kami menolak hal ini untuk di 
voting. Allah mengingatkan kita semua dalam Al Qur'an Surat Al An'am Ayat (116), 
"dan apabila engkau mengikuti suara kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka 
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, tidaklah suara kebanyakan manusia itu 
kecuali hanya mengikuti prasangka belaka". 

Selanjutnya, jika Majelis ini telah mengakomodasi pendapat sekelompok orang 
tentang dibentuknya komisi konstitusi, maka adalah jauh lebih bijak jika Majelis juga 
memenuhi tuntutan yang diusulkan oleh beribu- ribu Mahasiswa dan Mahasiswi 
muslim dan komponen masyarakat Islam lainnya, baik yang ada di Jakarta maupun 
yang di daerah-daerah untuk menuntut pemberlakuan syari'at Islam menjadi salah 
satu ketetapan Majelis ini. 

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, fraksi Partai Bulan Bintang tetap 
mengusulkan perubahan Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sesuai usulan 
kami sebelumnya dan kalau pun Sidang Majelis yang terhormat ini, belum dapat 
menyepakati usulan kami, maka marilah kita semua berlapang dada untuk 
menyerahkan sepenuhnya usulan yang dimaksud kepada rakyat Indonesia sebagai 
pemegang kedaulatan teritinggi dan kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat Dan 
barangkali melalui referendum persoalan ini akan selesai. 

Persoalan yang keempat mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31. Komisi 
A telah menyepakati rumusan amendemen Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, yaitu; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem 
Pendidikan Nasional dalam rangka meningkat keimanan dan ketaqwaan, berakhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang
undang. Untuk itu fraksi Partai Bulan Bintang setuju dengan rumusan ini, karena fraksi 
kami berpendirian bahwa tujuan pendidikan tidak saja diarahkan pada kecerdasan 
otak dan pemikiran semata-mata. Akan tetapi perlu dirumuskan juga tujuan spritual 
yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak yang mulia itu. 

Hal ini dapat dilihat juga dari adanya kesepakatan bulat para pendiri bagsa 
ketika merumuskan kata-kata, "atas berkat rahmatAllah Yang Mahakuasa, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kalimat ini bermakna bahwa 
kemerdekaan tidak semata- mata dapat dicapai dengan perjuangan fisik, akal pikiran 
dan kecerdasan, juga berkat rahmat Allah SWT. Hal inilah yang menjadi jiwa, tujuan 
dan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 
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31 Ayat (3). 
Yang kelima mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37. Secara 

prinsip kita semua sudah menyepakati rumusan lengkap perubahan Pasal 37 Undang
Undang Dasar 1945. Menurut fraksi kami, Rancangan rumusan Pasal 37 Ayat (1), (2), 
(3) dan (4), sudah menunjukkan dengan jelas bagaimana mekanisme perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan yang dimulai minimum anggota MPR yang 
mengusulkannya. Cara mengajukan usulan serta forum dan jumlah minimum syarat 
sahnya keputusan perubahan yang akan diambil, rumuan ini jauh lebih lengkap 
dibanding dengan perumusan pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. 
Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa rumusuan ini dapat diterima dan 
sekiranya dapat kita sahkan. 

Khusus mengenai rumusan Ayat (5) Pasal 37 ini, yang tidak memungkinkan 
perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau non-amendable article. 
Fraksi kami menyadari bahwa tidak ada maksud untuk mengubah bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Akan tetapi menurut pendapat kami, bahwa 
apa yang kita perkirakan dan rasakan pada saat ini mungkin saja berbeda dengan apa 
yang dipikirkan, dirasakan dan dialami oleh generasi-generasi mendatang. Rumusuan 
seperti ini menurut kami tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip 
kedaulatan rakyat Dengan menutup kemungkinan perubahan melalui mekanisme 
demokrasi, maka perubahan ini bisa terjadi dalam mekanisme lain yang bisa saja tidak 
demokratis dan mengakibat kesuliltan dan kesusahan bagi generasi-genarasi yang 
akan datang. 

Keenam, mengenai Peraturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Komisi A telah 
menyepakati seluruh rumusan Peraturan Peralihan yang berisi empat pasal dan Aturan 
Tambahan yang berisi satu pasal. Namun demikian, fraksi Partai Bulan Bintang perlu 
memberikan beberapa catatan sebagai Pandangan Fraksi atas rumusan-rumusan yang 
ada. 

Rumusan Pasal I Aturan Peralihan dan terkait dengan Pasal 2 adalah semata
mata untuk keperluan masa transisi dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang 
lama kepada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru, yaitu untuk 
menghindari kekosongan hukum. Dalam pelaksanaan suatu Peraturan Perundang
undangan. Banyak hal yang sudah kita ubah dalam 3 kali perubahan, dan akan berubah 
dalam perubahan keempat ini, yang mengatur hal-hal yang sama sekali baru. Tentunya 
tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan kita menyelesaikan seluruh Peraturan 
Perundang- undangan yang ada sesuai dengan perubahan-perubahan norma dalam 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena itu menurut pendapat fraksi kami, 
Peraturan Perudang-undangan yang lama itu masih dapat diberlakukan sepanjang 
belum diadakan peraturan yang baru, walaupun mungkin nampak bahwa Peraturan
peraturan yang lama, yang tidak sesuai dengan peraturan yang baru dalam perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Demikian pula halnya dengan Lembaga-lembaga negara yang ada, masih tetap 
berfungsi sepanjang belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini. 
Hal ini berarti bahwa Lembaga-lembaga negara lama masih tetap menjalankan 
fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang lama, sampai lembaga negara yang baru 
dibentuk berdasarkan ketentuan Undang- Undang Dasar ini. Walaupun demikian, 
fraksi Partai Bulan Bintang dapat memahami bahwa walaupun lembaga-lembaga lama 
itu tetap eksis, lembaga-lembaga itu harus menyesuaikan diri untuk melaksanakan 
fungsi- fungsinya yang baru sesuai ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 
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ini. Dalam kaitannya dengan masa transisi itu pulalah, keberadaan dan rumusan Pasal 
4 mutlak diperlukan, yaitu selama Mahkamah Konstitusi belum dibentuk. Segala 
kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung 
ini termasukjuga kewenangan dalam menentukan hukum acara yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas-tugasnya selaku Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Pasal 4 
menentukan batas waktu selambat-lambatnya satu tahun untuk pembentukan 
Mahkamah Konstitusi, maka adalah menjadi kewajiban bagi DPR dan Presiden, untuk 
menyiapkan segala undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi dalam kurun waktu satu tahun itu. 

Mengenai ketetapan pembentukan komisi konstitusi dengan disahkannya 
perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini, melengkapi ketiga perubahan 
sebelumnya, fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa keempat perubahan ini 
sudah jauh lebih maju dan lebih baik daripada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum 
perubahan. 

Perubahan-perubahan tersebut telah mengatur dengan jelas jaminan hak- hak 
dasar warga negara yaitu hak-hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dan 
wewenang masing-masing lembaga tinggi negara sehingga membangun checks and 
balances antara lembaga negara serta perumusan wilayah negara. Perubahan
perubahan tersebut telah mendapat jawaban, tuntutan perubahan dan kebutuhan bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan ke depan. Farksi kami 
menyadari bahwa apa yang dihasilkan oleh MPR ini tidaklah ideal dan tidaklah 
sempurna sebagai layaknya hasil kreasi dan ciptaan manusia, kami menghargai kritik
kritik dan masukan dari masyarakat, LSM dan para akadimisi atas perubahan Undang
Undang Dasar yang telah dilakukan, terutama mengenai proses perubahan oleh MPR. 

Oleh karena itu, fraksi kami dapat memahami dan menyetujui dibentuknya 
komisi konstitusi untuk mengkaji secara konprehensif seluruh perubahan yang ada, 
termasuk materi-materi yang belum dilakukan perubahan, dengan melibatkan 
masyarakat secara luas. 

Fraksi Bulan Bintang berpendapat bahwa komisi konstitusi harus diberikan 
wewenang penuh untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru, untuk 
disahkan oleh MPR dan jika MPR menolaknya maka diserahkan kepada rakyat yang 
berdaulat melalui referendum untuk memutuskannya. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas kami menyetujui rapat pembentukan komisi konstitusi dan 
memberikan tugas pada Badan Pekerja untuk merumuskan susunan organisasi, 
kedudukan, kewenangan serta keanggotaan komisi konstitusi terse but untuk disahkan 
pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003. 

Terakhir dari komisi A, mengenai Aturan Tambahan, fraksi kami berpendapat 
bahwa penugasan pada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap semua materi dan 
status, Ketetapan-Ketetapan MPR/MPRS yang ada merupakan tugas yang khusus, MPR 
yang diperintahkan konstitusi untuk menambah satu Ketetapan MPR lagi dalam 
mengakhiri tugasnya sebagai MPR model lama yang sesuai Undang-Undang Dasar 
sebelum perubahan. Ketentuan ini diperlukan karena menurut Undang-Undang Dasar 
yang telah kita lakukan. 

Saudara Ketua sidang Majelis yang terhormat, 
Saudara Presiden, Wakil Presiden yang kami hormati, serta Saudara- Saudara 

sebangsa dan setanah air, 
Memperhatikan hasil-hasil komisi B, yang meliputi rancangan Ketetapan MPR RI 

tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. 
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Dua tentang Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pelaksanaan Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003, Rancangan Ketetapan MPR RI tentang 
Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden, menumt fraksi kami, selumh rancangan Ketetapan itu 
beserta selumh isi rekomendasinya dapat kami terima dan disahkan sebagai Ketetapan 
Majelis. Akhirnya hal-hal yang belum kami bacakan dianggap sudah dibacakan sebagai 
lampiran. 

Akhirnya fraksi Partai Bulan Bin tang dengan mengucapkan 
Bismillaahirrahmaanirrahiim, menyatakan menerima sebagian besar hasil-hasil sidang 
komisi A, B, dan C, disertai beberapa catatan dan pendirian kami sebagaimana telah 
dikemukakan untuk dijadikan Ketetapan Majelis pada Sidang Tahunan 2002 ini. 

Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadualla ilaaha ilia anta, astagjiruka wa 
atubu ilaik, billahittaujik wal hidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh 

7. Pembicara: E. Tatang Kurniadi (F-TNI/Polri) 
Dalam menyampaikan pendapat akhir, jurubicara fraksi TNJ/Polri menyampaikan 

hal-hal sebagai berikut: 
Keselumhan rancangan putusan MPR terse but, khususnya yang berkaitan dalam 

pembahan pasal-pasal UUD 1945, mempakan hasil kerja Majelis yang sangat 
fundamental. Perubahan itu juga memiliki nilai strategis yang demikian besar bagi 
bangsa Indonesia yang bertekad untuk melaksanakan reformasi diberbagai bidang 
kehidupan dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara kita 
yang tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945. 

Karena itu sangat dimengerti apabila proses amendemen selama empat tahun 
terakhir ini diwarnai dinamika yang luar biasa. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa 
munculnya perbedaan pikiran dan keragaman pendapat, betapapun ekstrimnya 
mempakan konsekuensi logis yang hams dihadapi bangsa Indonesia yang telah 
memilih jalan kehidupan yang lebih demokratis. Setelah lebih dari tiga puluh tahun kita 
mengalami tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinilai kelim. Kita 
ternyata hams belajar kembali untuk menjadi bangsa yang lebih demokratis, damai 
dan beradab, kita juga hams jujur mengakui bahwa proses belajar, temtama ini 
sungguh mempakan proses yang tidak mudah, tahun-tahun sesudah reformasi ini 
menjadi saksi betapa sulitnya proses pembelajaran menuju negara demokrasi, damai 
dan beradab itu. 

Kiranya perlu kita yakini bahwa mewujudkan demokrasi ini hendaknya perlu 
dijiwai oleh semangat pengabdian yang tulus dari para founding fathers serta para 
pejuang kemerdekaan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap 
tegaknya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Seiring dengan derap reformasi, tiap kali Majelis yang mulia ini bersidang, rakyat 
menginginkan bahwa hasil sidang akan makin memperkuat sistem kenegaraan kita, 
kuatnya sistem kenegaraan itu mempakan landasan pokok bagi tumbuhnya sistem 
berbangsa dan bernegara yang makin demokratis. Semuanya itu harus diarahkan bagi 
percepatan bagi terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi selumh 
rakyat Indonesia. Karena itu setiap keputusan yang kita hasilkan seyogianya sudah 
melalui suatu proses yang temji dapat dipertanggungjawabkan dan sejauh mungkin 
bebas dari kekeliruan yang fundamental. Jika kita cermati proses yang sudah kita lalui 
maka kita tidak dapat memungkiri bahwa sebagai manusia biasa, keputusan yang 
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diambil oleh kita semua anggota-anggota Majelis tentu tidak sempurna dan tidak luput 
dari adanya kekurangan-kekurangan. Sebab demokrasi yang kita hadapi saat ini adalah 
tentang perubahan Undang- Undang Dasar 1945 hanya dalam waktu empat tahun 
setelah ditetapkannya perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, kita mulai 
menyadari bahwa perubahan-perubahan tersebut telah mengundang berbagi pro dan 
kontra di masyarakat yang berpeluang membahayakan ikatan persatuan kita sebagai 
suatu bangsa. Oleh sebab itu, adalah sebuah sikap yang bijaksana apabila kita 
membawa aspirasi rakyat senantiasa bersikap terbuka dengan memberi ruang bagi 
proses penyempurnaan secara terus-menerus terhadap apapun yang sudah kita 
hasilkan. 

Hanya dengan membuka mata dan telinga, membuka hati dan pikiran kita untuk 
terus-menerus mendengar dan mencermati perkembangan pemikiran segenap 
komponen bangsa yang sedang mendewasakan diri, maka proses penyempurnaan 
berkelanjutan itu dapat diwujudkan. Kita sadari bahwa membawa lebih dari dua ratus 
sepuluh juta rakyat bangsa Indonesia bukanlah suatu tanggung jawab yang mudah 
untuk diemban. Tetapi bila kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, yang itu 
dilandasi suatu ketulusan dan keikhlasan yang tinggi, maka sesungguhnya tanggung 
jawab yang berat itu merupakan tugas mulia yang sangat tinggi nilainya, bukan saja 
dimata rakyat keseluruhan namun juga insya Allah dimata Tuhan Yang Mahakuasa. 

Dilandasi oleh pemikiran dan pemandangan di atas, perkenankan kami 
menyampaikan tanggapan fraksi TNlf Polri terhadap Rancangan Ketetapan MPR hasil 
komisi-komisi. Terhadap hasil Komisi A, seperti kita ketahui melalui perubahan 
keempat Undang-Undang Dasar 1945, kita sedang menentukan arah baru bagi 
perjalanan dan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Demikian pentingnya hal ini 
hingga fraksi TNI/Polri telah memberikan perhatian yang tinggi serta bersikap 
senantiasa sangat hati-hati dan selalu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti 
konsekuensi hukum, sosial dan politik yang berkembang di masyarakat Setelah 
dengan cermat mengikuti dan mengkaji keseluruhan proses Perubahan Kesatu sampai 
dengan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa 
inilah hasil optimal yang dapat dicapai oleh Majelis melalui kerja keras sejak tahun 
1999 sampai tahun 2002. Kita semua paham, bahwa kesepakatan-kesepakatan yang 
dicapai telah melalui proses yang panjang. 

Baik berupa pemikiran, perdebatan dan pendekatan-pendekatan informal. Kita 
juga mengetahui bahwa selama 3 tahun terakhir, kawan-kawan kita Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja MPR telah bekerja keras menghimpun bahan, masukan, melakukan 
dengar pendapat dan serangkaian diskusi yang melelahkan guna merumuskan materi
materi perubahan konstitusi. Karena itu kami mengacungkan jempol dan penghargaan 
yang tinggi. Perhargaan ini patut diberikan kepada Panitia Ad Hoc atas kerja keras 
selama ini. 

Kepada segenap komponen bangsa yang telah dengan konsisten menyuarakan 
perlunya perubahan konstitusi, kita juga perlu menyampaikan apresiasi. Karena 
bagaimana pun tuntutan untuk mencapai hasil yang maksimal merupakan standar 
normatif yang langsung atau tidak langsung telah menjadi sumber inspirasi dan 
mewarnai proses pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Pada kesempatan yang baik ini, fraksi TNI/Polri mengajak semua pihak untuk 
tidak berpikir kalah dan menang. Tercapainya sejumlah kesepakatan sejauh ini, hams 
ditempatkan sebagai kemenangan kolektif seluruh komponen bangsa. Pekerjaan besar 
menata kembali landasan bernegara, pada hakekatnya adalah merupakan agenda yang 
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jauh lebih besar dari sekedar agenda fraksi atau kelompok masyarakat tertentu dan 
bahkan agenda Majelis sekalipun. 

Seperti kita sadari bersama, hasil yang sudah dicapai dalam Perubahan Undang
Undang Dasar 1945 ini akan berdampak sangat signifikan bagi kehidupan bernegara. 
Bukan saja untuk hari ini tetapi juga untuk kurun waktu yang jauh ke depan. 
Karenanya tentu patut kita mendengarkan dan menaruh perhatian yang tinggi atas 
semua aspirsi yang berkembang di masyarakat. Kita harus buang jauh-jauh sikap yang 
seolah- olah bahwa tugas kita ini telah selesai dengan seluruh hasil Amendemen 
Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat ditetapkan dan diberlakukan. 

Dari sejak jauh hari, kita mendengar dari banyak kalangan bahwa sesunguhnya 
capaian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya fraksi TNI/Polri dari semenjak 
Sidang Tahunan ini dibuka berpendapat bahwa dalam rangka menghindari bangsa ini 
dari ketiadaan konstitusi, akibat perbedaan satu kelompok dan kelompok lainnya yang 
sedemikian keras, kami menyodorkan masukan agar kita semua harus dapat mencapai 
suatu kesepakatan dalam menuntaskan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945 ini melalui pendekatan. Agar hasil Amendemen Kesatu sampai Keempat ini dapat 
digunakan hanya untuk mengantar bangsa ini melaksanakan konstitusinya pada tahun 
2004, berupa Pemilu serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya 
Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali disempurnakan untuk memperoleh 
hasil yang baik dan komprehensif serta berdimensi waktu panjang. 

Untuk mendapatkan konstitusi seperti itu, maka proses penataan kembali secara 
komprehensif ini haruslah dilakukan oleh komisi konstitusi atau a pa pun namanya yang 
keanggotaannya harus melibatkan seluas mungkin wakil-wakil dari berbagai 
komponen masyarakat. Dengan mengedepankan kompetensi dan integritas. Karena itu 
kepada segenap anggota Majelis yang terhormat beserta seluruh komponen bangsa, 
kami mengajak untuk dapat tetap konsisten atas kesepakatan semula. Karenanya kami 
juga mengajak kita semua untuk tetap mencermati dan mengawal proses pembentukan 
komisi konstitusi. Sehingga benar-benar sejalan dengan aspirasi yang berkembang di 
masyarakat Dalam hubungan ini, kami bependapat bahwa disepakatinya Rancangan 
Ketetapan Majelis yang mengamanatkan pembentukan komisi konstitusi masih 
mengandung ketidakpastian. Bagi berlangsungnya landasan hukum dalam bentuk Tap 
MPR masih membuka peluang bagi terjadinya perubahan-perubahan yang dapat 
mempengaruhi keadaan, kedudukan dan efektifitas komisi konstitusi itu sendiri. 

Bukan tidak mungkin landasan hukum dalam bentuk Tap itu kemudian biasa 
dianggap tidak berlaku. Sejalan dengan Keputusan Sidang Tahunan Majelis tahun 2003 
ini, untuk mencabut semua Ketetapan yang berkaitan dengan amendemen. Karena itu 
kami berpendapat Majelis perlu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dengan 
memasukkan keberadaan komisi konstitusi atau kewajiban untuk menyempurnakan 
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ini ke dalam Pasal Aturan Tambahan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan landasan hukum yang kuat dan kurun waktu kerja yang lebih jelas maka 
kita harapkan setelah tahun 2004, kita akan memiliki suatu Undang-Undang Dasar 
1945 yang lebih komprehensif, utuh, tidak menimbulkan multitafsir serta 
berjangkauan waktu yang panjang. Sesungguhnya keinginan fraksi TNI/Polri 
membentuk komisi konstitusi ini hanyalah semata-mata dilandasi atas pemikiran dan 
rasa tanggung jawab agar bangsa ini terhindar dari kemungkinan timbulnya goncangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini maupun di masa depan. Kita semua 
harus mensyukuri bahwa fraksi-fraksi akhirnya sepakat bahwa Amendemen Keempat 
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Undang-Undang Dasar 1945 harus kita tuntaskan sehingga kita memiliki konstitusi 
baru yang merupakan landasan bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia ke depan. 
Namun dari aspek sosiologis, kita masih menghadapi masalah akseptabilitas dari 
sebagian masyarakat Terbukti dengan masih munculnya pro dan kontra di seputar 
Amendemen Undang- Undang Dasar 1945. 

Kita sadari bersama bahwa proses perumusan kebijakan publik yang baik, 
semestinya memperhatikan aspek legalitas dan membuka seluas mungkin partisipasi 
masyarakat. Penting untuk ditekankan bahwa keberadaan Komisi konstitusi, di 
samping untuk mengkaji kembali aspek keselarasan dan konsistensi dari substansi 
materi yang ada, Komisi konstitusi juga harus mampu menyerap aspirasi masyarakat 
dalam arti yang seluas-luasnya. Sudah waktunya bagi kita semua untuk menjadikan 
kata besar kedaulatan rakyat, lebih dari sekedar rektorita. Dengan ditetapkannya 
seluruh hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah memilih 
Presiden secara langsung. Kita juga telah menyepakati komposisi anggota MPR yang 
terdiri atas wakil-wakil yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Melalui pembentukan 
komisi konstitusi yang berkekuatan hukum dan berkewenangan mewadahi, mari kita 
sempurnakan proses mewujudkan kedaulatan rakyat ini dengan membuka seluas 
mungkin ruang publik dalam proses penyempurnaan amendemen Undang-Undang 
Dasar 1945. F-TNI/Polri sebagai bagian dari komponen bangsa bertekad secara 
sungguh-sungguh mengawal proses ini agar dapat berjalan dengan adil, damai dan 
beradab. 

Apabila kita semua dapat menyepakati akan hal ini, yang tadi kami kemukakan 
maka dalam menyikapi Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi MPR RI, fraksi TNI/Polri 
berpandangan bahwa semangat zaman mensyaratkan representasi sistem perwakilan 
melalui Pemilu, merupakan norma ideal dalam membangun demokrasi. Karenanya 
penentuan Keanggotaan MPR haruslah dipilih melalui Pemilu. Akan halnya 
keanggotaan TNI/Polri di MPR, TNI/Polri sepakat dengan kehendak rakyat untuk 
kembali kefitrahnya sebagai alat pertahanan negara dan alat keamanan negara. Fraksi 
TNI/Polri bertekad untuk tidak berpolitik praktis serta tidak ingin ditempatkan pula 
sebagai Utusan Golongan dalam Majelis MPR. Fraksi TNI/Polri mohon dukungan 
seluruh rakyat Indonesia agar dapat melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan dan 
keamanan negara, tetap dapat mengawal bangsa Indonesia mencapai kejayaan, 
mengawal persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Fraksi TNI/Polri meyakini bahwa dengan melalui Pemilu akan terbuka peluang 
yang sama bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih. 
Termasuk golongan fungsional yang aspirsainya dapat disalurkan melalui representasi 
politik dan daerah. Dengan tidak adanya keanggotaan MPR yang diangkat, semangat 
yang harus dibangun di sini adalah DPR dan DPD serta partai-partai peserta pemilu 
wajib meningkatkan kemampuannya untuk menyerap dan memperjuangkan secara 
optomal dan lebih bertanggungjawab atas aspirsai segenap lapisan masyarakat, 
termasuk golongan fungsional, suku terasing maupun masyarakat yang power list. 

Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (4) tentang 
Pemilihan Presiden. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa suara rakyat peserta Pemilu 
yang terbanyak harus menjadi kunci penentu siapa yang akan menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden. Kita telah mengalami suatu peristiwa di mana peta pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden melalui lembaga MPR bergeser dari peta yang dihasilkan dalam 
pemilihan umum. Sebagai akibatnya bermunculan berbagai reaksi masyarakat yang 
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kecewa yang bukan saja berpotensi membenturkan kelompok massa yang berbeda 
pendapat, tetapi lebih dari itu menyuburkan sifat saling mencurigai yang dapat 
mengikis ikatan persatuan dan kesatuan di antara rakyat. 

Oleh karenanya agar sistem presidensiil yang telah kita sepakati tersebut dapat 
menampilkan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara benar-benar legitimate. 
Fraksi TNI/Polri menyetujui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 
secara langsung baik pada putaran pertama dan kedua. Mengingat cara seperti ini 
merupakan hal yang baru bagi kita, perlu diperhitungkan secara seksama, hal yang 
berkaitan dengan berbagai persiapan, sarana dan hal lainnya pada setiap tahapan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat ini dapat 
dilaksanakan secara jujur, adil, aman, lancar dan tertib, serta damai penuh semangat 
kekeluargaan. 

Dalam hal Rancangan Bab IV Pasal 16 tentang DPA, fraksi TNI/Polri berpendapat 
bahwa Presiden memerlukan pertimbangan dan nasihat. Sehingga Presiden dapat 
mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. 
Keberadaan Dewan Pertimbangan yang berada dalam rumpun kekuasaan 
pemerintahan negara, akan dapat meningkatkan efektifitas kinerja, tanpa harus 
kehilangan obyektifitasdi dalam memberikan saran, pertimbangan kepada Presiden. 
Atas pemahaman tersebut F-TNI/Polri menyetujui, fungsi dan tugas Badan Penasehat 
yang menjadi bagian dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, dengan 
konsekuensi hapusnya Bab IV tentang DPA. 

Selanjutnya F-TNI/Polri menggarisbawahi bahwa rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan 
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama, telah menjadi konsensus dari the 
founding father's yang mengandung nilai pemikiran luhur, arif, bijaksana. Kesepakatan 
ini merupakan titik temu bagi semua pandangan theologis yang ada di Indonesia, dan 
sekaligus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, F-TNI/Polri 
dari lubuk hati yang paling dalam ingin mengajak kita, agar kita berbesar hati untuk 
tetap menggunakan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang
Undang Dasar 1945. Kita semua menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari beragam etnis, budaya, adat istiadat, 
kepercayaan dan agama. Heterogenitas masyarakat kita ini, selain merupakan 
kekuatan bangsa juga sekaligus mengandung kerawanan, apabila terjadi gesekan di 
antara unsur yang berbeda tersebut Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan 
tersebut, dengan mempertahankan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai 
dengan naskah aslinya, kita sudah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita 
terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Menanggapi rumusan Rancangan Perubahan Pasal 37 Ayat (5), F- TNI/Polri 
menyambut dengan kelegaan hati, kesepakatan fraksi-fraksi di komisi A untuk 
menegaskan kembali tekad bangsa Indonesia, dalam mempertahankan bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya kami akan menyampaikan tanggapan terhadap hasil-hasil 
pembahasan komisi B sebagai berikut: 

Pertama, F-TNI/Polri berpendapat bahwa dengan ditetapkannya Amendemen 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Majelis kali ini, maka Sidang 
Tahunan Tahun 2003 menjadi penting dan perlu tetap diselenggarakan dengan agenda 
utama, melakukan peninjauan sekaligus mengambil keputusan terhadap materi dan 
status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR sebagai akibat amendemen Undang
Undang Dasar 1945. 
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Kedua, F-TNI/Polri berpendapat bahwa ditetapkannya Amendemen Undang
Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat (5), yang menyebutkan Tata Cara Pelaksanaan 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang, 
dengan sendirinya ketentuan yang ada dalam Tap. MPR RI Nomor VI/MPR/1999 tidak 
berlaku lagi. 

Mudah-mudahan dari Sidang Tahunan MPR sekarang ini, kita dapat mengambil 
pengalaman dan pelajaran yang berharga, tidak lupa kami mohon maaf kepada semua 
pihak, bila ada hal-hal yang tidak berkenan dan terima kasih atas perhatian hadirin 
sekalian. 

Wabillahitaufik wal hidayah, wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.00 WIB 
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2. RAPAT PARIPURNA KE-6 (LANJUTAN 1) SIDANG TAHUNAN MPR 2002, 10 
AGUSTUS 2002 

1. Hari : I Sabtu 
2. Tanggal : 10 Agustus 2002 
3. Waktu : I 09.00- 13.30 WIB -------
4. Tempat : 1 Gedung Nusantara 
5. Pimpinan MPR - Prof. Dr. H. M. Amien Rais 

- Ir. Sutjipto 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Drs. H. M. Husnie Thamrin 
- K. H. Moh. Cholil Bisri 
- Letjen. TNI Agus Widjojo 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
- Drs. H. A N azri Adlani 

6. Sekretaris Ra.pat - Sekertaris J enderal MPR (Rahimullah, S.H, M.Si) 
- Wakil Sekretaris Jenderal (Drs. Usro Mardhana) 

7. Panitera Ra.pat : 1 Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) 
8. Acara : I Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan 

MPR Hasil Komisi 
9. Hadir 6270rang 
10. Tidak hadir 53 Oran 

JALANNYARAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.19 WIB 

1. Ketua Rapat: Amien Rais 
Setelah rapat dibuka terjadi intrupsi dan rapat dilanjutkan dengan acara 

Pendapat Akhir Fraksi. 

2. Pembicara : Irwan Prayitno (F-Refonnasi) 
Dalam pendapat akhirnya,jurubicara F- Refonnasi menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut; 
Pada hari ini kita hampir sampai di ujung pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 

2002. Selama Sidang Tahunan berlangsung kita menyaksikan betapa dinamisnya 
perkembangan demokrasi yang mulai tu.mbuh bersemaan dengan bersemainya 
gerakan reformasi. Berbagai kolompok dengan beragam agenda secara bebas dapat 
mengartikulasikan aspirasinya kepada Majelis. Perbedaan yang muncul balk di 
kalangan anggota Majelis maupun di kalangan masyarakat dapat dtselesaikan dengan 
cara yang arif dan diterima sebagai konsekuensi demokrasi yang dinamis. Fraksi 
Reformasi memandang hal itu sebagai fenomena semakin dewasanya sikap politik 
masyarakat kita. 

Dalam Sidang Tahunan 2002 ini, sejumlah agenda besar yang terkait dengan 
kehidupan berban~a dan bernegara telah kita selesaikan. Berkaitan dengan itu 
perkenankan Fraksi Reformasi memberikan beberapa catatan dalam Pendapat Akhir 
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Fraksi pada Sidang Tahunan MPR 2002 ini. 
Pertama, masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Reformasi 

mengakui bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh Komisi A 
merupakan agenda besar dan mendasar. Karena, berkaitan dengan hukum dasar dalam 
kehidupan ketatanegaraan kita. Di kalangan masyarakat muncul pro dan kontra, 
bahkan sempat muncul gerakan anti amendemen sehingga mahasiswa terpaksa turun 
dengan jumlah puluhan ribu untuk menuntut MPR ini tetap melanjutkan visi reformasi, 
yang salah satunya adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Satu hal yang 
sangat membanggakan kita adalah ternyata semua anggota MPR tersebut menghormati 
demokrasi dengan tidak memaksakan kehendaknya dan tetap ikut membahas serta 
memberi masukan dan rumusan yang sangat berarti dalam amendemen Undang
Undang Dasar 1945. 

Fraksi Reformasi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua komponen 
bangsa yang telah menyampaikan aspirasinya tersebut, baik dari kalangan mahasiswa, 
organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, Politisi, media massa, maupun 
kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Meskipun tidak semua aspirasi yang 
disampaikan bisa diakomodasi dalam Sidang Tahunan MPR 2002 ini, percayalah jika 
aspirasi benar-benar demi kemaslahatan bangsa dan umat manusia umumnya, 
tentunya masukan tersebut tidak akan sia-sia. Seraya kita doakan semoga aspirasi 
tersebut merupakan bagian dari ibadahnya. Semoga Allah swt, membimbing kita 
dengan hidayah-Nya menuju kebenaran hakiki demi kemaslahatan bangsa dan negara 
kita. Amin. 

Memori politik bangsa kita belumlah sirna, yakni bahwa salah satu agenda besar 
reformasi yang digulirkan mahasiswa dan masyarakat luas sekitar 4 tahun lalu adalah 
perlunya reformasi konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Tap MPR Nomor 
IX/MPR/1999. Sebagai pengemban amanat reformasi, MPR menindaklanjuti agenda 
tersebut dengan menyetujui amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian 
dipersiapkan oleh PAH I Badan Pekerja Majelis yang juga melibatkan para ahli dari 
berbagai disiplin ilmu yang telah dikenal luas oleh masyarakat 

Majelis juga telah melakukan uji sahih ke berbagai perguruan tinggi ternama dan 
menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan 
guna menyempurnakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 

Ada empat hal yang telah disepakati secara bulat oleh semua fraksi di Majelis 
untuk tidak diubah. Yakni, yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945, dasar negara, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensial. 
Dengan demikian, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan amendemen ini karena 
amendemen ini diarahkan untuk mencapai visi terbangunnya landasan bernegara yang 
lebih demokratis, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, memberi tempat bagi 
tumbuhnya mekanisme checks and balances dalam pemerintahan, juga tegaknya 
supremasi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia dan terwujudnya 
pemerintahan yang amanat, bersih, dan baik. Terhadap usulan perlunya dibentuk 
komisi konstitusi untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap 
perubahan Undang- Undang Dasar 1945, Fraksi Reformasi dengan hati terbuka. Adalah 
menjadi pertanyaan kita bersama bagaimana membentuk komisi konstitusi yang 
sepenuhnya independen, yang sepenuhnya nonpartisan, yang memiliki kemampuan 
mumpuni dalam masa-masa ketatanegaraan modern, menceminkan komponen bangsa 
Indonesia dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga perlu kita pikirkan 
secara mendalam status hukum dan politik komisi itu. Siapa anggotanya? Bagaimana 
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mekanisme rekrutmennya? Apa saja kewenangannya? Mulai dan sampai kapan mereka 
bertugas? Dari mana legitimasi moral dan politik diperoleh komisi ini untuk 
mengemban tugas reformasi konstitusi? Dan sebagainya. Ini adalah sedikit pertanyaan 
yang mengemuka berkaitan dengan gagasan itu. Wacana yang dikembangkan bahwa 
komisi konstitusi yang independen lebih layak melakukan amendemen Undang
Undang Dasar 1945 dari MPR yang partisan juga mengundang perdebatan panjang. 
Tidak ada orang yang independen dan bebas sama sekali dari kepentingan politik apa 
pun. 

Oleh karena itulah, pembentukan komisi konstitusi perlu dikembangkan 
sehingga pada akhirnya kita menemukan format yang tepat dan ideal bagi kepentingan 
reformasi. Oleh karena itu, kesepakatan Komisi A adalah cara yang paling bijaksana. 

Perubahan Pertama sampai dengan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
hasil kerja maksimal putra putri bangsa dalam Majelis ini. Yang juga telah memberikan 
hasil yang cukup konstruktif bagi tatanan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan 
juga merupakan hasil perjuangan kita bersama dalam reformasi politik yang mendasar. 

Fraksi Reformasi memandang salah satu penyebab krisis multidimensi adalah 
faktor moral dan akhlak yang tidak dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. KKN, 
pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan berbagai tindakan amoral mewarnai masa lalu. 
Memperbaiki moral dan akhlak merupakan solusi atas semua permasalahan 
multidimensi tersebut. Kita sadar bahwa agama membawa nilai universal yang akan 
memberi kedamaian dan kebahagiaan. Allah berfirman "wama arsalnaka ilia rahmatan 
lil 'alamin" "dan tidaklah diutus nabi, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam." Oleh 
karena itu, Fraksi Reformasi melihat pentingnya nilai-nilai agama dimasukan dalam 
Undang-Undang Dasar kita, khususnya dalam Pasal 29. 

Fraksi Reformasi mengusulkan nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia 
tidak saja diketahui dan dihayati, tetapi perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari
hari. Tegaknya nilai agama di masyarakat yang majemuk ini dengan saling menghargai 
sesama pemeluk agama merupakan suatu idaman bagi setiap pemeluk agama, tidak 
akan muncul diskriminasi, apalagi disintregrasi bangsa. Begitu indahnya konsep yang 
dibawa Fraksi Reformasi tersebut, yaitu nilai agama yang adil, moderat, anti kejahatan, 
anti tindakan asosial, mengajak kebaikan, dan melarang kemungkaran. 

Namun, saat ini masih ada pihak yang belum memahami gagasan ini untuk 
dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Usulan Fraksi Reformasi pada dasarnya 
disambut baik oleh masyarakat yang dibuktikan, antara lain, melalui hasil polling surat 
kabar nasional terkemuka. Mayoritas responden (49,7%) menyatakan setuju dengan 
pilihan kami. 

Oleh karena itu, kami akan tetap memperjuangkan tegaknya nilai- nilai agama 
yang universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan 
ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. 

Perubahan pada Pasal 29 merupakan bagian dari reformasi moral bangsa kita. 
Inilah motivasi yang mendorong kami, yakni memperbaharui semangat keberagamaan 
masyarakat secara adil. 

Pendidikan adalah investasi masa depan, peningkatan anggaran pendidikan 
sampai dengan 20% dari APBN dan APBD, misalnya, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 31 hasil Amendemen Keempat 

Bagi Fraksi Reformasi merupakan suatu keharusan saat ini, kualitas SDM. Kita 
berada di urutan bawah dari negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, peningkatan 
anggaran pendidikan merupakan keharusan untuk meningkatkan sumber daya 
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manusia. Penyelenggaraan pendidikan harus berkualitas dan murah sehingga 
terjangkau oleh semua lapisan rakyat kita. Peningkatan kesejahteraan guru yang 
dengan tulus yang telah mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa haruslah 
diutamakan. 

Fraksi Reformasi mengetuk hati nurani terdalam bangsa kita untuk memberikan 
perhatian sungguh-sungguh kepada kesejahteraan para guru dan masa depan putra
putri mereka di seluruh tanah air. Masa depan bangsa akan sangat tergantung pada 
bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi 
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang kompeten dan mandiri, untuk 
dapat berkarya secara inovatif dalam lingkup nasional maupun global. Oleh karena 
itulah, Fraksi Reformasi menilai betapa pentingnya arti amendemen konsistusi bagi 
semua lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian dengan gerakan reformasi. 

Amendemen merupakan keharusan sejarah, amendemen konstitusi merupakan 
sunnatullah yang tidak terhindarkan lagi. Fraksi kami tidak bisa membayangkan apa 
yang akan terjadi jika amendemen ini gagal dilakukan. Krisis konstitusi yang 
berdampak pada krisis legitimasi penyelenggaraan negara dan instabilitas sosial, 
politik, dan keamanan rasanya sudah terbayang di depan mata. Kalau hal ini terjadi, 
kita akan mundur jauh ke belakang dan akhirnya reformasi akan mati muda. Atas dasar 
itulah, Fraksi Reformasi mencurahkan segala daya upaya menuntaskan amendemen 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi dasar bangunan reformasi menuju 
Indonesia masa depan yang lebih baik akan diletakkan. Tidak ada reformasi tanpa 
reformasi konstitusi, reformasi dan amendemen konstitusi merupakan dua sisi dari 
satu mata uang. Inilah catatan pertama fraksi reformasi. 

3. Pembicara: M. lskandar mandji (F-UD) 
Pendapat akhir Fraksi Utusan Daerah Maje/is Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia terhadap Rancangan Putusan Maje/is tentalllJ Perubahan Keempat Undang
Undang Dasar 1945 antara lain mengemukan hal-hal sebagai berikut; 

Bangsa Indonesia kini tengah mengalami transformasi sosial budaya yang sangat 
dahsyat Dalam era ini, mayoritas anak bangsa menilai bahwa konstitusi yang ada yang 
tidak lain adalah kontrak sosial itu dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika 
perkembangan bangsa. Maka, jika mayoritas bangsa menginginkan perubahan 
konstitusi yang ada, tidak ada alasan bagi para wakil rakyat di Majelis ini untuk 
menegaskannya. 

Fraksi kami, Fraksi Utusan Daerah, memahami konstitusi sebagai verbal yang 
berfungsi mendinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga selalu terbuka 
bagi perubahan. Dari sejak awal, bahkan ketika kami masih berbentuk Forum Utusan 
Daerah, Fraksi Utusan Daerah proaktif melakukan langkah-langkah untuk 
mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dilakukan demi tegaknya sistem 
politik dari, oleh, dan untuk rakyat yang menjadi esensi demokrasi. Sikap proaktif kami 
itu dilandasi oleh pemahaman bahwa selama Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah, 
sulit bangsa ini untuk meraih cita-citanya sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Membiarkan Undang-Undang Dasar 1945 
tetap seperti aslinya berarti membuka peluang elit penguasa untuk berlaku dominatif 
dan hegemonif. 

Fraksi Utusan Daerah memandang bahwa tuntutan perubahan terhadap Undang
Undang Dasar 1945 adalah hasil dialog anak-anak bangsa dengan masa lalu dan masa 
depan. Dalam dialog itu, anak-anak bangsa menyadari sepenuhnya jassa the founding 

662 Perubahan UUD 1945 



fathers kita. Namun, kesadaran itu tidak serta merta membuat anak-anak bangsa 
terkungkung oleh masa lalu. Mutiara pemikiran the founding fathers yang bersifat 
universal dan menjadi roh bangsa tidak boleh diganggu gugat. Namun, terhadap 
pemikiran yang dipandang tidak sesuai dengan dinamika bangsa dan peradaban dunia, 
perlu diubah. Bangsa ini tidak hidup untuk masa lalu, melainkan masa depan. 
Perubahan yang kita lakukan merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada 
kehidupan generasi mendatang. 

Terhadap Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh 
Komisi A, Fraksi kami menyambut baik kesepakatan- kesepakatan yang telah disetujui 
bersama. Kesepakatan yang dibuat di atas landasan esensi demokrasi seperti 
kesepakatan kita mengenai Pasal 2 Ayat (1) Alternatif 2 hendaknya diterima dengan 
lapang dada. 

Sejalan dengan Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 
(1), Fraksi kami menyetujui rumusan yang berbunyi, "bahwa dalam hal tidak ada 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh 
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden." 

Terhadap rancangan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Utusan 
Daerah memberikan catatan tentang kata "suatu" demi kepastian hukum. Pengertian 
Fraksi kami tentang kata "suatu" Bank Sentral adalah satu, Bank Sentral. Kami setuju 
dengan penggunaan nama Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan 
kemandiriannya diatur dalam undang-undang. 

Fraksi Utusan Daerah juga ingin mengekspresikan rasa gembira dan bahagia 
seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan tercapainya kesepakatan semua fraksi 
Majelis terhadap rumusan Pasal 31 Ayat (3) tentang Pendidikan. Rumusan itu sangat 
menjanjikan sebab pertama, tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan tiga 
potensi dasariyah manusia secara seimbang, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, dan kecerdasan spiritual yang akan melahirkan sumber daya manusia 
Indonesia yang benar-benar handal. Kedua, pasal tersebut juga menetapkan anggaran 
pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD yang akan membawa harapan bagi 
perbaikan pendidikan demi kejayaan bangsa di masa depan. 

Pluralitas masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan sunnatullah dalam 
konteks demokrasi. Pluralitas itu semestinya kita tempatkan dalam paradigma 
multikulturalisme yang memposisikan pluralitas sosiokultural bangsa Indonesia dalam 
kesetaraan, kebersamaan, dan keadilan. Dengan paradigma tersebut, individu dan 
kelompok-kelompok masyarakat diharapkan mampu melakukan objektifikasi bahwa di 
luar diri kita ada orang lain, di luar kelompok kita ada kelompok lain, di luar suku 
bangsa kita ada suku bangsa lain, di luar agama kita ada agama lain, dan di luar 
kebenaran yang kita anut ada kebenaran lain yang kesemuanya memiliki hak untuk 
hidup di bumi Tuhan ini. 

Fraksi Utusan Daerah menilai bahwa the founding fathers telah memiliki 
pemahaman mendalam tentang multikulturalisme sehingga rumusan dasar negara 
Indonesia berbunyi sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945. Sejalan dengan keyakinan bahwa apa yang menjadi roh bangsa 
tidak boleh diganggu gugat, tidak berarti pluralitas soisokultural dengan sendirinya 
dimarjinalkan. Justru sebaliknya, pluralitas sosiokultural yang bersifat partikularistik 
itu mendapatkan tempat untuk tumbuh secara bersama-sama. 
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Dengan pandangan ini, Fraksi Utusan Daerah meyakini bahwa dengan berbagai 
bentuk keyakinan agama yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat dijalankan 
sebagai gerakan sosiokultural. Fraksi kami menghimbau agar seluruh komponen 
bangsa memelihara hidup bersama (living together) dalam suasana ketentraman dan 
kedamaian. 

Perubahan Undang-Undang Dasar pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap 
semua pasal sehingga negara kesatuan yang berada pada Pasal 1 juga dapat diubah 
sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat ( 4). Fraksi Utusan Daerah 
dari awal selalu konsisten untuk memelihara dan mempertahankan bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Referendum dengan 2/3 atau 3/4 atas persetujuan 
rakyat yang mempunyai hak pilih tidak menjamin bahwa bentuk negara kesatuan tidak 
dapat diubah. Untuk itulah Fraksi Utusan Daerah menyetujui Ayat (5) Rumusan Baru 
dari Tim Perumus Komisi A yang berbunyi "khusus bentuk negara kesatuan tidak 
dapat diubah". 

Mengenai pembentukan komisi konstitusi, Fraksi Utusan Daerah berpandangan 
bahwa apa yang tebaik bagi bangsa dan negara terbaik pula bagi kami. Dengan 
pandangan itu, Fraksi Utusan Daerah dengan tulus menerima usul-usul yang 
disampaikan oleh sejumlah fraksi Majelis dan kelompok-kelompok masyarakat 
mengenai perlunya komisi konstitusi. Fraksi kami sependapat dengan hasil rumusan 
Komisi A bahwa pembentukan komisi konstitusi perlu dipersiapkan secara matang 
oleh Badan Pekerja Majelis dan hasil kerjanya dilaporkan pada Sidang Tahunan 2003. 

Beranjak dari format konstitusi yang sudah diubah dan yang telah disepakati itu, 
maka ke depan konfigurasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan berada 
dalam suasana yang demokratis, transparan, berkeadilan, dan bermartabat. 

4. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB) 
Dal am pendapat akhir tersebut jurubicara F-KB menyampaikan antara lain ha/

ha/ sebagai berikut; 
Secara umum apa yang telah kita hasilkan di Komisi A merupakan karya sejarah 

dan sumbangan yang sangat berarti bagi negeri yang kita cintai. Dalam menyongsong 
masa depan yang lebih baik, yaitu penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 tahap 
keempat, yang merupakan keputusan strategis tentang bagaimana negeri ini kita atur 
dan kita selenggarakan, tentang sistem kehidupan negara dan berbangsa, 
penyempurnaan itu merupakan upaya membangun suatu masyarakat baru, tatanan 
baru serta merupakan sebuah konsensus politik baru. Kesadaran dan komitmen kita 
terhadap negara bangsa ini, memang harus dapat dirumuskan dalam aturan kehidupan 
berbangsa yang dapat menjaga kebersamaan itu sendiri yang dapat mendekatkan hati 
dan langkah menuju kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat. 

Sebuah konsensus tentu merupakan gambaran kesediaan kita untuk saling 
menerima dan memberi, untuk mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki dan 
kita inginkan sebagai titik tolak dari apa yang harus kita ciptakan. Bagi kami, negara, 
bangsa, merupakan kesepakatan kita sejak dulu sampai sekarang dan tentunya untuk 
seterusnya dipertahankan. Persoalannya adalah bagaimana kita membangun, 
menciptakan benang merah, merentangkan tali kasih sayang di antara kita dalam 
sebuah kesepakatan menata negeri ini sehingga memungkinkan kita semua 
memberikan yang terbaik untuk bangsa. Bangsa ini adalah amanat sejarah, kekuatan
kekuatan dari seluruh anak bangsa haruslah disatukan dan secara bersama-sama 
memberikan yang terbaik. Sungguh sangat arif para pendahulu kita yang pernah 
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menyatakan bahwa wilayah Nusantara ini adalah darussalam, negeri kedamaian. 
Kami menyampaikan rasa syukur bahwa kita telah berhasil merumuskan sistem 

ketatanegaraan baru. Kita telah bersepakat untuk mempercayakan kepada rakyat apa 
yang menjadi hak mereka, yang selama ini entah karena apa telah direnggut oleh 
sekelompok orang yang dalam sejarah telah memberikan sesuatu yang kurang baik, 
mendistorsi prinsip keterwakilan dan pertanggungjawaban, representativeness and 
accountability. Oleh karena itu, secara khusus untuk yang kesekian kalinya dalam 
kaitan dengan Pasal 3 dan 6A, kami ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi di Majelis yang menyepakati 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selangsung- langsungnya dalam semua 
tahapannya setelah sebelumnya kami pernah sendiri mempertahankan gagasan ini. 
Ketika fraksi-fraksi lain yang pernah mengusulkan sempat berguguran dari gagasan ini 
pada tahun yang lalu. Dan alhamduUllah, akhirnya kita semua menyadari. 

Kami yakin bahwa ini adalah indikasi semakin terbukanya kita terhadap 
pemikiran yang dijiwai oleh semangat kedaulatan rakyat Sudah saatnya kita 
menyakini kedewasaan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sudah saatnya kita 
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada tempat yang semestinya. 
Kesepakatan itu tentu merupakan sumbangan dan hadiah Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan yang sangat berarti bagi rakyat karena para elite politik dan 
wakilnya telah menyadari apa yang semestinya mereka berikan kepada rakyat. 

Kesepakatan kita untuk tetap menjadikan dasar tauhid bagi kehidupan 
perjalanan negeri ini merupakan manifestasi yang nyata dari apa yang dinyatakan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negeri ini lahir atas berkat 
rahmat Allah Yang Mahakuasa. Keyakinan tauhid yang kita rumuskan dalam kalimat, 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" menyadarkan kita bahwa 
kemerdekaan ini, Negeri ini merupakan pemberian Allah, karena itu kita hams 
menjaga, menikmati, dan menjadikan semua pemberian itu sebagai sarana bagi 
penghambaan diri kita kepada Allah. Keyakinan itu kita tindaklanjuti dalam 
kesepakatan bahwa negeri ini memberikan peluang, memberikan kesempatan bahkan 
jaminan kepada setiap warga negara untuk memelihara dan mengimplementasikan 
keteguhan dan kesungguhannya dalam beragama. 

Ini dapat kita tangkap dari bunyi Pasal 29 Ayat (2), persoalan sesungguhnya 
adalah bagaimana kita menyumbangkan kekayaan ajaran yang dimiliki oleh setiap 
agama untuk membentuk pribadi yang baik, yang setia dalam membangun komunitas 
yang ideal. Kita hams terus membuka peluang dan kesempatan serta mengisinya, 
menyumbangkan ajaran-ajaran dan nilai- nilai Islam ke dalam tatanan yang ingin kita 
wujudkan. Upaya ini antara lain melalui legislasi. Inilah keyakinan kami terhadap 
pilihan ini. Ketika kami memilih Pasal 29 sebagaimana naskah asli, kami menyakini 
tidak ada yang salah dalam pilihan ini meskipun di satu sisi ada anggapan kurang 
optimal, tetapi yang pasti di sisi lain kita telah mampu memberikan suasana 
kebersamaan, kesejukan, dan kedamaian karena sesungguhnya Islam harus dapat 
hadir sebagai sesuatu yang menentramkan di manapun di muka bumi ini. Islam harus 
hadir dan dihadirkan sebagai sesuatu yang memberikan kebahagiaan dan kedamaian 
bagi siapapun. Inilah darussalam, negeri kedamaian. 

Fraksi Kebangkitan Bangsa melihat dan menyepakati pasal ini dengan 
berlandaskan paham keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan komitmen 
kebangsaan yang harus dikembangkan. Kami katakan tidak ada yang salah dalam 
pilihan ini karena Indonesia dalam pandangan kami adalah wilayah aman, wilayah 
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dakwah, dan wilayah amar ma'ruf nahi munkar. Tugas kita dalam rangka itu adalah 
membangun masyarakat dan bangsa ini agar menjadi masyarakat dan bangsa yang 
teguh dan bersungguh- sungguh dalam memegang keyakinan dan ajaran agamanya. 
Dan bersamaan dengan itu memberikan kemaslahatan dalam hidup bersama dengan 
sesama warga bangsa, tidak ada yang salah dalam pilihan ini karena sesungguhnya kita 
dilahirkan dan diutus ke bumi ini untuk menjadi syaahidan wamubassyiran wanajiran 
wa'da'yal bilal/ahi biiznihi wasirotol muniron menjadi bukti dari kebenaran ajaran, 
menjadi pembawa kabar gembira, menjadi pemberi peringatan dan menjadi penyem 
manusia ke jalan Allah. Pasal ini memberi peluang dan membuka kesempatan yang 
seluas-luasnya bagi kita untuk melakukan semua itu. Sekali lagi kami ingin sampaikan 
tidak ada yang salah dalam pilihan ini. Tems terang kami memang tidak menghadirkan 
variabel lain dalam menyepakati pasal ini, melainkan semata- mata berlandaskan 
paham keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan komitmen kebangsaan 
yang hams kita kembangkan. Kami tidak berspekulasi, tidak berhitung dengan 
hitungan, hitungan di luar keyakinan keagamaan dan komitmen kebangsaan. 

Dalam kesadaran dan kepentingan seperti itulah kami menyepakati mmusan 
Pasal 31 tentang Pendidikan Ayat (2) yang menyeimbangkan dan menyatukan 
semangat intelektualitas dan semangat moralitas dalam kehidupan dan pengaturan 
pendidikan bagi anak-anak bangsa. Dalam sejarah kehidupan manusia ada pendapat 
dan teori, yang mengatakan bahwa setiap komunitas dan negara hams didampingi dan 
dikawal oleh pengetahuan, tetapi dalam perjalanannya ternyata mengalami kegagalan 
maka muncul pendapat dan teori berikutnya yang mengatakan bahwa komunitas dan 
negara hams dikawal oleh kesadaran hukum. Inipun ternyata mengalami 
ketidakberhasilan karena ternyata banyak pihak dan khususnya para penguasa yang 
mempermainkan hukum untuk kepentingan-kepentingannya, maka akhirnya lahirlah 
kesadaran bahwa komunitas dan negara harus didampingi dan dikawal oleh moralitas. 
Kita ingin mengantarkan anak-anak bangsa, untuk menjadi penerus, pengatur negeri 
ini dengan memberikan kepada mereka bekal tiga substansi di atas, pengetahuan 
kesadaran hukum dan moralitas. 

Dalam pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, Amendemen atas 
Undang-Undang Dasar 1945, mempakan kebutuhan dalam kehidupan bernegara kita, 
dan mempakan amanat reformasi. Namun sejak awal pula Fraksi Kebangkitan Bangsa 
menyampaikan agar Amendemen itu menghasilkan Konstitusi yang lebih baik. Itupula 
sebabnya setelah mencermati pembahasan Amendemen kami mengusulkan 
pembentukan komisi konstitusi untuk menyelaraskan dan menyempurnakan hasil
hasil tersebut. Kami bergembira bahwa ternyata Komisi A di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyetujui pembentukan komisi konstitusi, yang kemudian dituangkan dalam 
bentuk rancangan Ketetapan MPR. Untuk menghargai proses demokrasi setelah 
melakukan perdebatan dan lobi kami menyetujui Rantap tersebut Meskipun kami 
sebetulnya memiliki keinginan agar baju hukum bagi pembentukan Komisi itu dalam 
bentuk Ketetapan MPR kurang memberikan jaminan atas terbentuknya komisi 
konstitusi itu. Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa, pembentukan Komisi itu akan lebih 
baik jika ditempatkan di dalam Konstitusi itu sendiri yakni di dalam Aturan Tambahan. 

Dalam melakukan pembenahan dalam sistem ketatanegaraan melalui reformasi 
kontitusi, yang hendak kita capai adalah sebuah bangunan ketatanegaraan yang 
mencerminkan dan mewujudkan checks and balances, karena kita menginginkan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif yang sepenuhnya memiliki akuntabilitas. Mengapa 
kita perlu membangun sistem? Karena kita harus mempertimbangkan kecendurangan 
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dalam sejarah politik, yang mengajarkan power times to correct Kekuasaan itu 
potensial untuk berbuat zalim. Dalam bahasa Kitab Suci, Inna/ muluuka idza dzakhalu 
qaryatan aqsakhuduha, sesungguhnya penguasa-penguasa itu jika telah memasuki 
wilayah kekuasaannya mereka cenderung melakukan kerusakan. Waja'alu Aa izzata 
Ahliha adzillah, dan mereka selalu merendahkan penduduk di wilayah kekuasaannya 
itu dari kemuliaan menjadi kehinaan. Wakadzaa Lika Yafaluun dan demikianlah 
penguasa-penguasa berikutnya akan selalu berbuat 

Menarik kita renungkan pelajaran yang tercermin dari kisah rakyat semut, yang 
kelabakan menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman yang 
sedang berparade. Sementara pasukan itu dianggap tidak menyadarinya. Begitu 
menarik pengayoman dan perlindungan yang ditunjukkan oleh Raja semut kepada 
rakyatnya. Di sisi lain dalam posisi dapat berbuat apa saja, Nabi Sulaiman 
menghindarkan diri dari melakukan apa yang dikhawatirkan oleh komunitas semut itu. 
Kita sangat merindukan pengayoman yang dilakukan Raja semut kepada rakyatnya, 
dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak berbuat semaunya, kita inginkan kita peroleh 
dinegeri ini dari semua yang menjadi pemimpin didalamnya. 

Potensi penguasa untuk berbuat zalim ada dan bisa terjadi di mana- mana. Dalam 
negara, dalam masyarakat, bahkan dalam Partai Politik. Pada akhirnya kita juga harus 
menyadari apa yang menjadi pedoman bagi seorang Pemimpin dalam berbuat dan 
memberikan kebijakan. Kita mendapatkan kaidah Fasorru khul imam 'alarra'i yati 
manutun bi/ maslahat, kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya hendaknya 
senantiasa mengikuti kemaslahatan. 

5. Pembicara: Chozin Chumaidy (F-PPP) 
Jurubicara F-PPP dalam mengemukakan pendapat akhir antara lain 

menyampaikan hal-hal berikut; 
Hari ini tanggal 10 Agustus, 57 tahun yang lalu, Insinyur Soekarno dan Drs 

Mohammad Hatta didampingi oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat mengadakan 
pertemuan dengan Taura Chisang di Dalat Vietnam. Membicarakan rencana 
penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Kedua tokoh ini pula yang satu 
setengah bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 22 Juni 1945 bersama dengan 
Muhammad Yamin, Akhmad Subarjo, A.A Maramis, Kyai H. Abdul Kahar Muzakir, Kyai 
H. Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Haji Agus Salim menandatangani 
sebuah dokumen rancangan Preambule Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal 
dengan nama Piagam Jakarta. Sebagai ketua panitia kecil, dan anggota panitia 
sembilan, Bung Karna berpendapat semua pikiran anggota Badan Penyelidik Usaha
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah terakomodasi dalam 
rancangan preambule hasil kerja panitia sembilan, ini tergambar dari pidato Bung 
Karna pada tanggal 10 Juli 1945 sebagai berikut: 

"Di dalam preambule ini ternyatalah seperti saya katakan tempo hari segenap 
pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota atau 
... masuk di dalamnya Ketuhanan dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk 
menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya, kebulatan nasionalisme Indonesia, 
persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya, perwakilan permufakatan kedaulatan 
rakyat masuk di dalamnya". 

Oleh karena itu, maka panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa 
inilah preambule yang bisa menghubungkan dan mempersatukan segenap aliran yang 
ada di kalangan anggota-anggota sepanjang catatan yang dapat dibaca di dalam Risalah 
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Sidang BPUPKI, maka rapat besar cokoritsu jumbi cosokai 10 Juli 1945, tidak 
diketemukan keberatan apapun terhadap rancangan preambule, lebih khusus lagi tidak 
tercatat ada keberatan terhadap kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 

Keberatan Mr. Yohanes Latuharhari, KRMP Mr Wongsonegoro dan Prof Dr PA 
Husein Jayadiningrat terhadap kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, baru muncul pada rapat panitia hukum dasar 
keesokkan harinya. Terhadap keberatan tersebut dengan kalimat ekspresif Bung Karna 
berkata saya ulangi lagi bahwa ini satu konpromis untuk menyudahi kesulitan antar 
kita bersama, kompromis itupun terdapat sesudah keringat kita menetes. 

Kompromi 66 anggota BPUPKI yang tercapai dengan tetesan keringat itulah yang 
pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam waktu sekejab dimentahkan oleh 27 anggota 
Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia, kalimat ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret dan diganti dengan 
kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekecewaan kalangan Islam terhadap pencoretan 
tersebut tergambar dari kawat yang dikirim Ki Bagus Hadikusumo kepada Majelis 
Tanwir Muhammadiyah yang sedang bersidang di Jogjakarta agar menunda penutupan 
sidang sampai ia kembali dari Jakarta. Di depan Majelis Tanuwir Ki Bagus 
mengemukakan kemarahan, kekecewaan dan ketidakpuasannya terhadap apa yang 
terjadi pada sidang PPKI. Ki Bagus mengingatkan kepada Majelis Tanuwir dan secara 
tidak langsung umat Islam Indonesia, bahwa perjuangan belum selesai, bahwa umat 
Islam masih perlu terus bersiap-siap menghadapi masa, masa berikutnya. 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bertanya apakah sikap tokoh 
Muhammadiyah seperti ini mencerminkan kekacauan berfikir seperti yang kini 
dituduhkan oleh salah seorang tokoh kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 
hanya karena Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambuti peringatan Ki Bagus 
57 tahun yang lalu? Syukurlah dengan kearifan Bung Karna yang sejak tahun 1945 
senantiasa berada di garda depan dalam mempertahankan kalimat Ketuhanan dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Melalui Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
pada tanggal 22 Juni 1959, Piagam Jakarta dikembalikan pada posisinya yang 
terhormat. 

Dalam konsideran Dekrit disebutkan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam 
Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah 
merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan bersyukur, Komisi A Majelis telah bersepakat untuk 
mengukuhkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di dalam rancangan putusan Majelis tentang 
perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kenyataan ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang 
dijiwai oleh Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk
pemeluknya, ini sejalan dengan syair dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, 
bangunlah badannya. 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat kita harus lebih dulu 
membangun jiwa Undang-undang Dasar 1945, baru membangun badannya. Sesudah 
lebih dari 40 Tahun Undang-undang Dasar 1945 berjalan tanpa jiwa, kinilah saatnya 
memberikan jiwa kepada konstitusi kita, dalam hubungan ini Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan telah bersepakat untuk: 

1. tidakmengubah Pembukaan Undang-UndangDasar 1945; 
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2. mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 
3. tetap pada sistem Pemerintahan Presidensiil. 

Fraksi Partai Persatuan Pembanguan istiqomah pada tiga sikap dasar itu, 
sehingga dalam operasioanalnya Fraksi Partai Persatuan Pembagunan hendak 
menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 sesuai dengan keperluan dan perkembangan zaman. Termasuk di 
dalamnya usul penyempurnaan terhadap Pasal 29. Oleh karena itu, sangat tidak logis 
jika ada yang menuduh dengan mengusulkan penyempurnaan terhadap Pasal 29, 
Fraksi Partai Persatuan sedang menebar perpecahan di tubuh bangsa, jauh dari 
maksud tersebut. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, justru berkeyakinan dengan 
disempurnakannya Pasal 29 persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih terjamin 
karena penyempurnaan ini akan mengikat seluruh rakyat bangsa Indonesia. 

Meskipun amendemen ini tidak dimaksudkan untuk membentuk Undang
Undang Dasar baru, akan tetapi dengan perubahan keempat terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945, telah terjadi perubahan fundamental, fungsional, struktural dan 
institusional di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dengan perubahan 
fundamental, maka MPR tidak lagi sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat 
tertinggi yang memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden serta 
menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. MPR hanya diberi kewenangan untuk 
mengubah dan menetapkan Udang-Undang Dasar, perubahan fundamental ini telah 
mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat karena Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 

Fraksi Partai Persatuan Pembagunan berharap dengan perubahan fundamental 
ini kita dapat menghilangkan mekanisme kepemimpinan nasional dan mewujudkan 
mekanisme kedaulatan. Selama masa orde baru mekanisme kepemimpinan nasional 
dengan dukungan kekuatan super mayoritas tunggal, terbukti telah memanipulasi 
konstitusi dengan akibat- akibatnya yang sangat serius dan yang sampai hari ini belum 
sepenuhnya dapat kita atasi. Dengan perubahan fundamental ini diharapkan di masa 
depan tidak ada lagi pemusatan kekuasaan di satu tangan, berubahnya negara hukum 
menjadi negara kekuasaan, dan berubahnya sendi-sendi konstitusionalisme menjadi 
absolutisme. 

Perubahan fungsional telah mengubah fungsi lembaga-lembaga negara kita, 
perubahan struktural terlihat dari perubahan susunan MPR yang tidak lagi terdiri dari 
atas anggota DPR ditambah Utusan Golongan dan Utusan Daerah tetapi terdiri atas 
anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang semuanya dipilih langsung oleh 
rakyat. Dengan perubahan institusional maka Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan 
dengan nama lain menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintahan karena dibentuk oleh 
Presiden. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berharap agar reformasi 
konstitusi ini tidak menimbulkan deviasi apalagi manipulasi konstitusi. Semua pihak 
harus memahami, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap dan utuh 
agar utuh dan lengkap pula penafsiran dan pelaksanaannya. Jika amendemen Undang
Undang Dasar 1945 telah menimbulkan perubahan-perubahan fundamental, 
fungsional, struktural dan institusional di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
kita. 

Mengapa upaya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang hendak 
menjabarkan Pembukaan Undang Undang Dasarl 945 melalui penyempurnaan Pasal 
29 harus dicurigai dan diberi berbagai cap negatif? Merespon Perubahan Keempat 
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Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar 
Pemerintah bersama DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 
Partai Politik dan menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta rancangan Undang-Undang Kepresidenan. 

Pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam usul 
penyempurnaan Pasal 29 Ayat (1) bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
merupakan misi suci untuk tetap diperjuangkan. Kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya, sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari perintah 
Al Quran agar umat Islam melaksanakan agamanya secara kaffah dan tidak bersifat 
patrialistik. Dalam Al Quran Allah menegaskan, Audzubillahi minasyaiton nirrozim, Ya 
ayyuhal/adzina'amanu udhulufisslmikaffah, "Hai orang-orang yang beriman masuklah 
kalian ke dalam agama Islam secara kaffah". 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakin seyakin-yakinnya mencantumkan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya di dalam Konstitusi 
kita akan mendorong umat Islam melaksanakan ajaran agamanya secara kaffah. Bagi 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ikhtiar menyempurnakan Pasal 29 merupakan 
perjuanagn politik amar ma'ruf nahi munkar sebagai bagian dari prinsip ibadah yang 
dianut oleh Partai Persatuan Pembangunan. Percayalah, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melakukan perjuangan politik 
ini di luar pagar sistem demokrasi kita. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan 
tetap melakukan perjuangan ini dalam koridor Konstitusi. 

Dalam tinjauan perspektif, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk
pemeluknya tidak dapat dilepaskan dari realitas yang sangat memprihatinkan dari 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
berpendapat krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi dan krisis kebangsaan 
disebabkan karena anak-anak bangsa dilanda krisis moralitas dan akhlak mulia. Dan, di 
tengah-tengah kita membangun akhlak mulia bangsa, F-PPP sungguh sangat 
menyesalkan sikap sementara anak bangsa yang dengan emosional mempertontonkan 
sikap arogan yang sangat tidak terpuji dalam menyikapi Rancangan Keputusan Majelis 
yang kita hormati, yang merupakan representasi wakil-wakil rakyat seluruh Indonesia. 
Kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, insya Allah akan 
memberi nilai tambah bagi perbaikan moral dan akhlak mulia bangsa Indonesia. 

Dalam hubungan ini, F-PPP menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
kepada seluruh fraksi Majelis yang telah menyetujui rumusan Pasal 31 Ayat (3) yang 
selengkapnya berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem 
pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan meningkakan akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang
Undang." 

F-PPP juga bersyukur karena gagasannya yang sejak lama telah disuarakan di 
berbagai forum konstitusi kini diberi tempat terhormat menjadi bagian dari konstitusi 
kita agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 
APBN, serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraaan pendidikan 
nasional, diharapkan peningkatan prioritas anggaran pendidikan ini akan mampu 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga negara kita kelak akan mampu 
mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dan mampu menjadi pelopor bagi 
negara-negara berkembang lainnya. 

Proses pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan melalui 
eksplorasi dan eksploitasi dari SDA secara besar-besaran ternyata juga 
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mengesampingkan upaya pembangunan SDM. Penekanan pembangunan pada akses 
ekonomi tidak memungkinkan upaya peningkatan kualitas SDM melalui sektor 
pendidikan. Akibatnya, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa terlupakan. Sektor pendidikan telah ditinggalkan dan 
dikalahkan melalui sektor pendidikan yang seragam dan penekanan pada pendalaman 
filosofi kenegaraan, tidak dimungkinkan lulusan yang siap pakai, dengan kurikulum 
yang tidak mengakomodasi ciri dan keperluan kedaerahan. Lokalisasi yang ada akan 
dihasilkan lulusan jurnalis tidak dapat segera menerapkan ilmu yang dipelajarinya. 

Keragaman budaya dan lokalitas daerah hams mewarnai pembuatan kurikulum 
pendidikan saat ini. Muatan lokal harus lebih diperhatikan, di samping penanaman 
sikap dan sifat keagamaan yang utama. Keterbatasan dana untuk pendidikan hams bisa 
diatasi dengan upaya menjadikan pengembangan SDM sebagai titik berat dan prioritas 
pembangunan nasional, di samping pertumbuhan ekonomi. Dengan upaya demikian, 
pembahan sosial dan pembahan kelembagaan dimungkinkan sehingga makna 
pembangunan ekonomi yang sesungguhnya akan terpenuhi. Dengan dana yang 
memadai bagi sektor pendidikan program wajib belajar sembilan tahun menjadi lebih 
mungkin dilaksanakan, karena para orang tua dan anak didik tidak lagi pusing 
memikirkan pembayaran sumbangan pendidikan atau SPP. 

Apabila program pengembangan SDM ini dilakukan secara terarah dan 
terencana, upaya pemanfaatan SDA dapat dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri 
sehingga pemborosan devisa dapat ditekan. Bila upaya peningkatan kualitas SDM 
tersebut berhasil, tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri mempunyai 
keahlian dan visualisasi yang tinggi sehingga makin menambah besarnya devisa negara 
melalui pengiriman uang dari luar negeri. 

F-PPP menyadari setiap karya manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena 
itu, menyangkut pembahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dikerjakan 
sungguh-sungguh oleh Majelis, masih terbuka peluang untuk menyempurnakannya, 
menyesuaikannya dengan dinamika masyarakat, kebutuhan dan perkembangan 
zaman. Dalam hubungan inilah sejak menjelang Sidang Tahunan 2001, F-PPP telah 
mengusulkan pembentukan komisi konstitusi sebagai institusi yang akan 
menyempurnakan pembahan Undang-Undang Dasar 1945. F-PPP berpendapat saat 
itulah waktu yang tepat untuk membentuk komisi konstitusi yang akan diberi 
kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Sayang, gagasan F-PPP ketika itu 
tidak mendapat respons yang memadai. Oleh karena itu, ketika kini muncul desakan 
kuat untuk membentuk komisi konstitusi, F-PPP melihat momentumnya sudah kurang 
tepat. 

Terlebih lagi sekarang ini, komisi konstitusi adalah 2 kata yang mengandung 
berjuta makna karena telah dibalut dengan berbagai kepentingan. komisi konstitusi 
sekarang ini bisa bermakna sebagai lembaga yang menyempurnakan hasil-hasil 
pembahan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bisa dimanfaatkan justru untuk 
mementahkan hasil kerja Majelis. Jika pada akhirnya sekarang terbentuk Rancangan 
Ketetapan tentang komisi konstitusi, F-PPP berpandangan. Itulah kompromi yang 
dapat dicapai di tengah keragaman mengenai komisi tersebut Betapapun F-PPP 
menyepakati pembentukan komisi konstitusi, susunan, kedudukan, kewenangan dan 
keanggotaan komisi perlu dijadikan perhatian khusus oleh Badan Pekerja Majelis yang 
akan membentuknya. 

Perubahan UUD 1945 671 



6. Pembicara: Rais Abin (F-UG} 
Pendapat akhir Fraksi Utusan Golongan atas rancangan putusan hasil Komisi A, 

tersebut antara lain menyampaikan hal-hal berikut; 
Terhadap rancangan putusan MPR hasil Komisi A. Pembahasan perubahan 

keempat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di Komisi A telah berjalan lancar, 
dan sungguh-sungguh dalam mendialogkan berbagai perbedaan- perbedaan dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan sangat terbuka. 
Dengan mekanisme seperti itu telah berhasil disepakati\ rancangan Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pertama mengenai pemilihan Presiden 
langsung pada Pasal 6, mengenai pendidikan pada Pasal 31, mengenai bank sentral 
pada Pasal 23D dan terakhir mengenai mempertahankan bentuk negara pada Pasal 37 
Ayat (5). Dengan menyisakan masih Pasal 2 Ayat(1) tentang Komposisi MPR dan Pasal 
29 tentang Agama dalam bentuk alternatif. Mengenai Pasal 2 Ayat(1), Fraksi Utusan 
Golongan berketetapan untuk mempertahankan keberadaan Utusan Golongan dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Bukan karena didorong oleh kepentingan sesaat atau kepentingan golongan, 
lebih-lebih lagi kepentingan pribadi. Tetapi lebih didorong oleh keyakinan kami untuk 
tetap dipertahankannya sistem demokrasi Indonesia yang digariskan oleh para pendiri 
Republik kita ini. Kalau kita ingat apa yang diucapakan oleh Bung Karna di depan 
Majelis PBB beberapa tahun yang lalu. Di mana beliau mengatakan bahwa Pancasila itu 
adalah sublimasi dari semua ideologi maka kami di Fraksi Utusan Golongan 
menganggap bahwa MPR ini juga merupakan suatu sublimasi dari otorita perundang
undangan yang ada dalam negara ini. 

Menurut Fraksi Utusan Golongan, mempertahankan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, berarti mempertahankan sistem demokrasi Indonesia. Sistem ini sampai 
runtuhnya Pemerintahan Orde Baru memang tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
tujuannya. Karena sepenuhnya direkayasa oleh penguasa. Baru setelah memasuki era 
reformasi, MPR dapat melaksanakan sungsi konstitusionalnya seperti melakukan 
koreksi terhadap Presiden. Dan sejak tahun 1999 melakukan amendemen-amendemen 
Undang-Undang Dasar 1945 secara demoktratis. Dan sejak saat itu pula, Utusan 
Golongan yang selama orde baru dikungkung oleh kekusaan politik pemegang 
mayoritas mulai dapat juga melaksanakan fungsi konstitusionalnya bersama dengan 
kekuatan politik lainnya. 

Berbicara tentang demokrasi, dunia telah menyaksikan seperti diuraikan oleh 
Robert Dowr pada tahun 1998 dalam bukunya On Democracy bahwa selama abad ke-
20 ini paling tidak telah terjadi tujuh puluh kegagalan demokrasi. Kegagalan tersebut 
latar belakangnya disebabkan oleh tidak sesuainya sistem demokrasi yang diterapkan 
dengan budi daya politik dari pelaku. Karena itu, kita menyaksikan beberapa negara 
yang maju dan stabil seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Kanada menerapkan 
pola demokrasi yang unik dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan masing
masing tidak merasa kurang demokratis dari yang lain. 

Fraksi Utusan Golongan menyadari adanya arus besar keinginan perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 termasuk perubahan pada paradigma, struktur kekuasaan 
negara. Sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, paradigma adalah 
distribusi kekuasaan dengan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya 
yang dianggap sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat. Oleh karena itu, hubungan 
antar lembaga negara dengan MPR adalah hubungan struktural hirarkis. Dengan 
perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, hubungan itu berubah menjadi 
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hubungan horizontal, fungsional. Lembaga-lembaga negara hanya tunduk pada 
ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan serta checks and balances yang 
diatur dalam undang- undang. Di dalam paradigma bam itu kehadiran Utusan 
Golongan dalam jumlah yang tepat akan dapat menyempurnakan sistem bam yang 
dipilih serta tetap berciri khas Indonesia. Bung Hatta, penganjur utama perlunya 
didirikan partai-partai sebagai represantasi politik, tetapi beliau menekankan pula 
perlunya representasi daerah dan represantasi golongan. Karena beliau yakin bahwa 
melalui partai-partai politik saja, representasi tidaklah cukup, tidaklah lengkap. Adalah 
fatal untuk mencampur adukkan pengertian yang fundamental antara semua hams 
terwakili "dengan semua hams dipilih "sebab paham semua hams dipilih telah 
mengabaikan kenyataan bahwa partai-partai dianggap bisa mempresantasikan 
semuanya. 

Tentang komisi konstitusi, Fraksi Utusan Golongan menyadari adanya kenyataan 
bahwa masih ada terdapat kontroversi di dalam masyarakat terhadap amendemen ini. 
Fraksi Utusan Golongan menyepakati Rantap MPR- RI mengenai komisi konstitusi yang 
mempakan hasil optimal yang dapat dicapai dari berbagai pandangan, baik yang tidak 
menghendaki maupun yang menuntut segera dibentuknya komisi konstitusi ini. Dalam 
pandangan Fraksi Utusan Golongan, para tokoh dan cendikiawan yang tidak diragukan 
kenegarawanannya dan pandangan jauhnya dapat terpilih untuk duduk di dalam 
komisi konstitusi. 

Setelah menyampaikan pendapat akhir Komisi B dan Komisi C dikemukan tentang 
Keputusan Utusan Golongan antara lain sebagai berikut: 

Fraksi Utusan Golongan sungguh menyadari yang menginginkan kehadiran 
Fraksi Utusan Golongan di MPR ini hanya tinggal Fraksi Utusan Golongan saja, 
sementara 11 fraksi lainnya tidak menginginkan lagi keberadaan Fraksi Utusan 
Golongan. Kami menyadari betul bahwa dengan konspirasi yang demikian itu dapat 
diperkirakan bahwa Fraksi Utusan Golongan akan tidak ada lagi di Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 

Keberatan Fraksi Utusan Golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai 
dengan Sidang Tahunan 2002 ini adalah karena pendiri Republik pada tanggal 18 
Agustus 1945 di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas Bung 
Karna, Bung Hatta, Prof. Supomo, DR. Rajiman, Sam Ratulangi, Max Maramis, 
Muhammad Yamin, Dr. K. H. Wahid Hasjim, Habie Kusno Cokroadi Cokrosuyono, 
K.Bagus Adi Kusuma, K.Kahar Mudjakir, Latuharhari, dan tokoh-tokoh lainnya yang 
berjiwa negarawan dan memiliki ke arifan dan pandangan jauh menyepakati Undang
Undang Dasar 45, sebuah konstitusi yang berkarakter khas Indonesia. 

Setelah mengamngi beberapa waktu dan peristiwa Undang-Undang Dasar yang 
sama kemudian dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 
dikukuhkan oleh DPR RI hasil Pemilu 1955, pada sidangnya tanggal 22 Juli tahun 1959 
itu secara aklamasi, para anggota DPR pada tahun 1959 itu terdiri atas tokoh-tokoh 
yang tidak diragukan juga kenegarawanannya dari berbagai partai seperti PNI (Partai 
Nasional Indonesia), Masyumi, Nahdathul Ulama, PSII, dan lain-lain. 

Demi menghormati mereka itu semua walaupun menyadari 11 fraksi tidak 
menghendaki adanya Fraksi Utusan Golongan di MPR, maka mempakan beban moral 
yang berat bagi kami untuk menyerah begitu saja. 

Kami menyadari betul telah terjadi ams angin besar perobahan di negara ini 
yang kelihatannya juga hams mengubah sistem ketatanegaraan, sebagai pengembang, 
pengemban gagasan unsur golongan di MPR, di satu sisi dan menyadari adanya ams 
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besar perubahan kami memang berada di satu titik persimpangan yang tidak mudah 
untuk memilihnya. Dalam suasana seperti ini Fraksi Utusan Golongan akan menerima 
dengan tulus dan ikhlas, dan akan mendukung keputusan Majelis yang diambil 
berdasarkan ketentuan konstitusional kami memilih untuk ditetapkan terlebih dahulu 
apakah kita akan mengubah Pasal 2 Ayat (1). Dan selanjutnya bila memilih diubah 
menetapkan Alternatif 1 atau 2 kami sepenuhnya menyerahkan proses ini kepada 
mekanisme konstitusi berikhtiarlah ketentuan yang amat penting ini yang menyangkut 
struktur ketatanegaraan kita diubah melalui proses politik yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 agar kita semua tidak memikul 
beban moral pertanggung jawaban politik dan sejarah terhadap design para pendiri 
Republik yang telah menciptakan suatu sistem kenegaraan yang unik dan spesifik 
Indonesia yang untuk waktu yang sangat lama telah dibanggakan oleh bangsa ini. 

Kita memang perlu prihatin terhadap negeri ini. Harang kali tidak ada negara di 
dunia ini yang beberapa lembaga pentingnya dipimpin oleh manusia-manusia yang 
kasus-kasus pidananya masih tergantung. Kami yakin bahwa rekan-rekan 11 (sebelas) 
fraksi yang tidak menghendaki eksistensi Utusan Golongan di MPR tentu punya 
pertimbangan yang cukup kuat demi kemajuan bangsa kita. Kami sangat menghargai 
upaya keras mereka ini membangun sistem bikameral di negara kita yang terkesan 
sangat reformis dan maju. Tapi kami juga ingin mengingatkan akan suatu tragedi di 
negara lain seorang tokoh dari Uni Soviet Michael Gorbacov yang telah 
mengetengahkan gagasan demokratisasi, glasnost dan perestroika yang pada waktu itu 
terkesan sangat maju, sangat reformis dan modern yang telah menyilaukan banyak 
orang. 

Gagasan itu telah membongkar sistem lama, telah pula membuat Uni Soviet 
pecah tercerai berai dan banyak malahan orang Rusia kini kemudian menyesalinya 
dengan tidak memiliki jalan untuk bisa kembali that began irresponsible tragedy 
kemanusiaan yang dibawakan yang menimpa bekas negara Yugoslavia hendaknya 
membuat kita lebih berhati-hati dalam mengendalikan proses perubahan mendasar 
yang kita jalankan. Hendaknya kita menyadari bahwa menjalankan berbagai 
perubahan mendasar secara bersamaan di semua jenjang negara dalam proporsi yang 
tidak diukur dengan cermat hanya akan mengantarkan negara pada kegagalan untuk 
menjalankan fungsi-fungsinya. 

Pecahya sebuah negara yang memiliki pluralisme yang tinggi mengundang resiko 
terjadinya kekerasan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan jika ini terjadi 
maka pastilah bahwa proses tersebut juga akan menjadi irresponsible tidak bisa 
dikembalikan kembali. 

7. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG} 
Pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukan oleh jurubicara F-PG 
sebagai berikut; 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, yang atas izin dan perkenan-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti 
seluruh acara Sidang Tahunan MPR ini hingga mendekati akhir persidangan dalam 
keadaan sehat wal afiat. Rasa syukur ini terasa lebih dalam lagi oleh karena 
kekhawati.ran dan bayangan ketakutan akan terjadinya kebuntuan dalam pembahasan 
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dikonstatir oleh 
beberapa pihak, tampaknya tidak terjadi. Kenyataan, insya Allah isyarat-isyarat 
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keberhasilan yang sangat membahagiakan ini menjadi kenyataan semata-mata 
perkenankan-Nya jua, yakni perkenan, yang menjelma melalui sikap-sikap 
kenegarawanan dan kearifan para anggota Majelis dan semua pihakyang terkait. 

Momentum perubahan seperti yang kita miliki sejak empat tahun yang lalu 
memang harus kita tangkap dan manfaatkan sebaik mungkin dengan arif dan cerdas. 
Sebab momentum perubahan tersebut belum tentu berulang dalam sepuluh atau 
bahkan duapuluh tahun yang akan datang. Dalam kaitan ini, sejak adanya momentum 
perubahan tersebut Partai Golkar dalam kertas posisi Partai Golkar tentang perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun pada tahun 1999 telah mencanangkan 
agenda untuk bersama-sama dengan kekuatan bangsa lainnya melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kertas posisi tersebut kami nyatakan secara rinci 
pertimbangan-pertimbangan tentang penting dan strategisnya perubahan Undang
Undang Dasar 1945, baik secara empiris, historis, dan akademis maupun dalam 
perspektif kebutuhan masa depan bangsa. Dalam dukungan resmi partai tersebut juga 
dimuat arah dan tujuan perubahan, sifat dan ruang lingkup perubahan dan pokok
pokok materi perubahan serta juga mekanisme perubahannya. 

Bagi Partai Golkar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jelas, yaitu 
tidak akan mengubah Pembukaan, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, memperkokoh sistem presidensiil, mengangkat norma-norma dasar yang 
ada dalam penjelasan ke Batang Tubuh, dan menggunakan metode adendum untuk 
memelihara mata rantai sejarah yang sangat kaya. 

Dengan perinsip-prinsip tersebut, maka sejak tahun 1999 kami bersama-sama 
dengan seluruh kekuatan bangsa sebagaimana yang tercermin dalam Majelis ini 
melaksanakan perubahan Undang-UndangDasar 1945. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu keniscayaan dan telah 
menjadi tuntutan seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari cita-cita gerakan 
Reformasi yang diprakarsai oleh para mahasiwa dan generasi muda, insya Allah 
kesemuanya itu atas izin Tuhan. Mudah-mudahan segera terpenuhi pada kesempatan 
Sidang Tahunan MPR yang sangat membahagiakan ini. 

Salah satu yang terpenting dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
dilakukanya perubahan paradigma dalam filsafat politik yang lebih demokratis, yang 
menonjolkan peranan rakyat Hal ini bermakna bahwa kedaulatan politik, dan kalau 
kedaulatan ekonomi betul-betul berada di tangan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip 
luhur yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka 
menegakkan asas kedaulatan rakyat yang bersendikan prinsip checks and balances, 
maka kita sepakat untuk membangun keseimbangan di antara lembaga-lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itulah Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
secara langsung oleh rakyat, sebagaimana halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Posisi Presiden yang kuat, jelas dapat lebih menjamin berlangsungnya sistem 
pemerintahan presidensiil yang ingin tetap kita pertahankan dalam perubahan ini. 
Pasal 6A Ayat (4) dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat 
terkait dengan Pasal 6A Ayat (3) yang telah ditetapkan dalam perubahan ketiga pada 
tahun lalu, dengan mengembalikan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua hasil putaran pertama kepada 
rakyat, maka siapa pun yang nantinya terpilih dalam putaran kedua niscaya akan 
benar-benar mendapatkan dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. 

Dalam kaitan ini, maka seyogianya tidak perlu ada keraguan mengenai apakah 
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rakyat Indonesia telah siap ataukah belum, dengan sistem pemilihan Presiden secara 
langsung ini? Sebab pada hakekatnya apa yang hendak kita laksanakan ini justru 
memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat dan rakyat nyatanya memang 
telah lama mengharapkan dikembalikannya kedaulatan tersebut. Dan untuk lebih 
menjamin terlaksananya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
dalam pemilihan umum 2004 tersebut, kita hams mempersiapkan segenap 
infrastmktur yang diperlukan sesegera dan sebaik mungkin. Untuk itu, maka proses 
pembahasan RUU Pemilihan Umum dan RUU Partai Politik di DPR harus mendapatkan 
prioritas pertama dan utama, baik oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, 
selambat-lambatnya pada Desember 2002 ini. Kedua, Undang-Undang tersebut harus 
sudah disahkan. 

Agenda penting yang berikutnya adalah reposisi MPR yang selama ini 
mempakan sebuah lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan 
kedaulatan rakyat Sejalan dengan pemilihan Presiden secara langsung, maka lembaga 
tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat luas tersebut akan bembah menjadi 
lembaga yang tugas dan kewenangannya diatur secara limitatif. Dalam kaitan ini pula 
stmktur atau susunan dan kedudukan MPR juga mengalami perubahan termasuk di 
dalamnya unsur Utusan Golongan, keberadaan Utusan Golongan dalam struktur MPR 
selama puluhan tahun yang jelas telah memberikan arti dan kontribusi yang sangat 
penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan berat hati 
hams dikaji ulang. Sebab sesuai dengan dinamika pembahan zaman MPR ke depan 
hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih rakyat sesuai dengan 
prinsip kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, meskipun demikian hal 
ini sama sekali tidak berarti kita mengabaikan golongan masyarakat yang ada. Fraksi 
Partai Golkar yakin bahwa dengan sikap kenegarawanan yang penuh kearifan kiranya 
Fraksi Utusan Golongan pada akhirnya akan legowo untuk memberikan dukungan 
terhadap struktur bam MPR. 

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Alternatif 2, Rancangan 
Pembahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, dengan perenungan yang mendalam dan 
ketulusan niat semua pihak, kami yakin kita akan menemukan jalan keluar yang bijak 
dalam permusyawaratan ini. Fraksi kami yakin seluruh rakyat Indonesia menyadari 
sumbangan besar Fraksi Utusan Golongan selama ini. Dan akan memberikan 
penghargaan yang tinggi atas sumbangan yang sangat penting dan strategis sepanjang 
sejarah perjalanan bangsa. 

Selanjutnya, Pembahan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah berhasil 
menyempurnakan bagian penting dalam pembangunan sistem perekonomian nasional 
yang berazaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang bermuara pada kemakmuran 
bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kemakmuran orang perorang. Bangunan ini 
sungguh membahagiakan kita semua oleh karena menjadi hakekat dan semangat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . Semoga prinsip ini sebagaimana termaktub 
pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi landasan yang kokoh bagi 
perwujudan tata perekonomian Indonesia yang adil yang sehat dan maju. 

Perkembangan dan stabilitas moneter juga menjadi faktor penting semua negara 
Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa untuk mengatur perkembangan tersebut 
perlu suatu bank sentral yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar melalui 
sidang ini, perlu kami tegaskan kembali bahwa pemahaman kami tentang suatu bank 
sentral itu adalah bahwa hanya ada satu bank sentral yaitu Bank Indonesia Ketegasan 
ini perlu kami sampaikan sehingga tidak perlu menimbulkan keragu-raguan di tengah 
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masyarakat oleh karena pada hakekatnya hal itu telah menjadi pemahaman bersama 
dalam pembahasan selama ini. 

Perkenankanlah kini kami menyoroti Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 
meskipun bukan partai yang secara formal berdasarkan agama, Partai Golkar 
memandang penting kehidupan keagamaan. Partai Golkar juga memiliki program 
untuk mengembangkan kehidupan beragama yakni pengembangan kehidupan yang 
beragama yang diarahkan untuk menciptakan kesemarakan hidup beragama baik lahir 
maupun batin serta untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang tulus 
dan sejati. 

Dalam kaitan ini maka peningkatan pengamalan dan penghayatan agama 
menjadi sangat penting dan hams dipentingkan. Sementara itu kita menyadari 
sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia selain bangsa yang agamis sekaligus juga bangsa 
yang majemuk baik secara etnis suku budaya maupun agama. Kemajemukan itu telah 
membentuk mozaik ke-lndonesiaan yang luar biasa indah dan mempesona tapi 
sekaligus juga rawan perpecahan sebagai bangsa yang majemuk maka hubungan 
antara negara dan agama perlu didudukan secara hati-hati dan proposional. 

Fraksi Partai kami berpendapat bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi 
juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai- nilai 
norma ajaran, agama-agama, bukan hukum agama tetapi kami memandang tidak perlu 
dilakukannya formalisasi agama dalam Undang-Undang Dasar dengan naskah asli Pasal 
29 seperti yang berjalan selama ini kita menyaksikan lahirnya undang-undang yang 
berkaitan dengan pengamalan ajaran agama Islam, misalnya Undang-Undang 
Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji dan tidak lama lagi insya 
Allah akan lahir Undang-Undang Wakaf. 

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa bunyi Pasal 29 Undang- Undang Dasar 
1945 seperti yang ada selama ini telah menjamin penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama secara luas dan mendalam. Dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
1945 seperti yang ada selama ini pula perkembangan agama juga berjalan baik, 
kerukunan antar umat beragama juga terpelihara, hubungan antar penganut agama 
berlangsung secara harmonis. Dalam kaitan ini maka fraksi kami tidak mempersoalkan 
naskah asli Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 baikAyat (1) maupun Ayat (2) dalam 
kesempatan ini pula fraksi kami dengan segala kerendahan hati dan ketulusan niat, 
mengimbau sebagaimana telah ditunjukan oleh para pendiri bangsa the founding 
fathers untuk secara bersama-sama menyepakati Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 
baik Ayat (1) maupun Ayat (2) sesuai dengan naskah asli dengan kembali kepada 
naskah asli ini, yakinlah tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang, yang 
menang hanyalah satu bangsa dan rakyat Indonesia. 

Mengenai Pasal 31 tentang pendidikan fraksi kami berpandangan bahwa pasal 
ini sangat strategis, penting, fundamental dan sekaligus visioner walaupun apa yang 
kita putuskan sekarang ini baru akan kelihatan hasilnya pada satu atau dua generasi 
yang akan datang, tetapi apabila kita mengambil langkah yang benar, insya Allah 
bangsa yang memiliki penduduk tempat terbesar di dunia ini akan menjadi bangsa 
yang maju dan sejahtera berdasarkan perundangan tersebut di atas. 

Fraksi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
fraksi Majelis yang telah menyepakati Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
ayat ini memperlihatkan dengan nyata kehendak politik. Fraksi-fraksi sebagai bangsa 
untuk memberikan prioritas kepada pendidikan ada dua alasan untuk mendukung 
pilihan Pasal 31 ini, pertama Ayat (3) secara tegas menggariskan agar sistem 
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pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan secara akhlak 
mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga kualitas ini sungguh
sungguh sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa 
yang semakin berat dan komplek. Persaingan global yang semakin ketat menuntut 
keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang dihasilkan oleh 
sistem pendidikan yang mengembangkan keseimbangan kualitas manusia. 

Kedua, Ayat (4) memberikan ketegasan secara kuantitatif tentang perlunya 
lokasi APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% untuk bidang pendidikan, hal ini 
dimaksudkan untuk mendukung investasi sumber daya manusia sebab dana 
pendidikan bukanlah biaya meliakkan investasi kita selama ini hanya menyiapkan 2% 
dari GNP atau setara dengan 4 sampai 7% dari APBN untuk biaya pendidikan. Jika 
demikian, maka dalam era globalisasi kita tidak akan mampu bersaing, sebab fasilitas 
pendidikan dan kesejahteraan guru-guru kita serta aspek-aspek lain dalam pendidikan 
sangatlah tidak memadai untuk menyiapkan generasi baru dalam persaingan global 
yang semakin ketat itu. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya 
pembenahan di bidang itu secara mendasar dan terukur. 

Dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ini mudah-mudahan kita dapat 
mewujudkan nation and character building dengan itu pula insya Allah, kita bangsa 
Indonesia bukan hanya dapat keluar dari krisis multidimensi ini melainkan lebih 
daripada itu mampu mengantar bangsa dan generasi baru memasuki era globalisasi 
dengan penuh percaya diri. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas jelas akan memiliki 
implikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan, untuk itu mutlak perlu 
dilakukan sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan sehingga semua komponen 
bangsa siap menghadapi perubahan tersebut. 

Berkenan dengan aspirasi pembentukan komisi konstitusi kami merasa perlu 
untuk menyegarkan ingatan kita kembali bahwa pada tahun 2001, fraksi kami telah 
mengusulkan pembentukan suatu panitia nasional penyempurnaan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang diberi mandat penuh untuk melakukan perubahan Undang-Undang 
Dasar. Usul tersebut kami ulangi lagi dalam sidang tahunan kali ini. Kami menyadari 
bahwa usul ini belum menjadi bagian dari semangat seluruh fraksi-fraksi Majelis tetapi 
kini aspirasi pembentukan komisi konstitusi telah menjadi bagian yang nyata dari 
aspirasi masyarakat, dan juga telah menjadi keinginan fraksi-fraksi Majelis sekalipun 
dengan versi dan format dan respon yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang kemudian 
membawa kita menyetujui lahirnya sebuah rancangan ketetapan tentang, 
pembentukan komisi konstitusi sebagaimana yang dilaporkan oleh Komisi A meskipun 
jauh dari harapan. Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui rancangan ketetapan terse but 
untuk ditetapkan menjadi Ketetapan Majelis. 

8. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Jurubicara F-PDIP menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI 2002 antara lain sebagai 
berikut; 

Pada sistem otoriter sebagaimana prakteknya kita alami puluhan tahun, segala 
sesuatu sudah diatur sehingga sidang-sidang MPR tidak lebih dari sekedar seremoni. 
Pada sistem demokrasi yang mulai kita jalankan ini sejak awal segala pilihan memang 
kita buka dengan segala dinamikanya. Akan tetapi, pada akhirnya kita berharap bahwa 
akal sehat, hati nurani yang bersih dan sikap kenegarawanan yang arif dan bijaksana 
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akan muncul juga. 
Pada saat itulah kita akan menyadari bahwa kedewasaan kita berdemokrasi 

memang berkembang tahap demi tahap. Diperlukan kesabaran untuk saling 
mendengar, dibutuhkan keuletan untuk memperjuangkan pikiran-pikiran dan 
pendapat secara santun. Dibutuhkan pula keterbukaan untuk saling menerima dan 
menghormati perbedaan dan pada akhirnya yang selalu dibutuhkan adalah 
kemampuan kita semua untuk menemukan pilihan-pilihan bersama yang terbaik. 
Dalam demokrasi memang ada peluang untuk berbeda pendapat seluas-luasnya, tetapi 
dalam demokrasi juga hams ada kemampuan untuk mamadukan pendapat-pendapat 
itu menjadi suatu pilihan bersama, sesuai dengan Pancasila yang merupakan falsafah 
bangsa dan sekaligus dasar negara. Dalam berdemokrasi, kita lakukan di atas prinsip 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan. 

Fraksi kami sangat menyadari bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
bisa memperoleh kepercayaan besar dari rakyat dalam Pemilu 1999 adalah karena 
reformasi. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap 
konsisten dengan amanat dan cita-cita reformasi yang kami pahami, sebagai proses 
yang memperteguh komitmen kita pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang 
dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang bukan saja merupakan 
pengejawantahan dari amanat penderitaan rakyat, tetapi juga memberi kita dasar 
falsafah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lantas kita jadikan 
dasar negara yaitu Pancasila. 

Oleh karena itulah, kita menempatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai acuan utama dalam melakukan perubahan atau amendemen terhadap 
konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pula, berapa kalipun 
Undang-Undang Dasar kita ini mengalami perubahan? Ia tidak akan kehilangan roh dan 
semangatnya. Roh dan semangat yang akan tetap menjadi suluh penerang sepanjang 
masa bagi generasi penerus bangsa dan republik yang kita cintai ini. Ibarat dian nan 
tak kunjung padam. Itulah sesungguhnya salah satu warisan paling berharga yang 
diwariskan oleh generasi pendahulu kita. Dan itu pula hendaknya kita wariskan kepada 
generasi mendatang. 

Dengan cara itu, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa anak cucu kita nanti tidak 
akan pernah kehilangan jati dirinya. Karena seperti kata Bung Karna yang kita 
wariskan dan yang akan mereka pegang adalah api dari proklamasi kemerdekaan itu. 
Api itu yang nanti akan menuntun mereka dalam menafsirkan semangat zamannya, 
seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini. Dengan berpegang pada roh dan 
semangat cita-cita kemerdekaan itu kita coba menangkap dan menafsirkan semangat 
zaman yang di mana kita hidup, yaitu zaman yang menuntut tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang demokratis, yang ditegakkan di atas prinsip- prinsip 
rule of law dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kehidupan yang 
demikian mustahil bisa dicapai tanpa terlebih dahulu dilakukan perbaikan-perbaikan 
pada sistem politik dan ketatanegaraan kita, karena jika kita percaya bahwa hakikat 
kehidupan itu adalah perubahan, maka perubahan itu selalu menyertakan penyesuaian 
sebagai keniscayaan yang mendampinginya. 

Yang kami minta pengertian adalah seperti ungkapan "tidak hanya satu jalan ke 
Roma akan tetapi tetap menuju ke Roma dan yakin akan sampai di Roma. Tidak hanya 
satu cara untuk mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi akan tetapi akan 
menjalankan reformasi dan yakin akan mewujudkan cita-cita reformasi". Begitulah 
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posisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyikapi dan melibatkan 
diri dengan upaya besar bangsa dan negara kita untuk terus menjalankan reformasi 
sehingga kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat semakin nyata perwujudannya 
dari hari ke hari. 

Komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap kelanjutan 
reformasi ini tidak perlu diragukan, dan kami akan terus menunjukkan di hari-hari 
yang akan datang. Bahwasannya Fraksi kami menempuh cara-caranya sendiri dalam 
beberapa hal, dapat kami katakan bahwa itulah aspek manusiawi dalam berdemokrasi, 
akan tetapi komitmen dasar tetap teguh dan tidak akan goyah. Teguh dalam prinsip, 
luas dalam pelaksanaan. 

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berlangsung sejak perubahan 
pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat sekarang ini merupakan langkah 
sangat penting dalam melaksanakan amanat reformasi. Itu semua dilakukan dalam 
upaya bangsa dan negara kita untuk terns melanjutkan dan mendewasakan kehidupan 
berdemokrasi, yang intinya adalah kedaulatan rakyat atas negara serta meneruskan 
upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik, yang lebih mengabdi dan 
melayani rakyat Kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, dan 
tatanan pemerintahan yang lebih baik itu kita inginkan agar tetap berada dalam 
kerangka idiologi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi roh dan 
semangat dasar kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak kelahirannya. 
Amendemen itu kita lakukan dengan tetap menjaga dan memelihara idiologi konstitusi, 
yaitu: 

1. Dasar negara Pancasila; 
2. Negara Indonesia adalah negara kesatuan; 
3. Kedaulatan adalah di tangan rakyat; 
4. Negara Indonesia adalah negara hukum; 
5. Negara menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia; 
6. Negara menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. 
Itulah yang merupakan komitmen Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

sejak awal proses amendemen. Bilamana dalam proses-proses seakan-akan ada kesan 
bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhati-hati dalam 
melaksanakan amendemen konstitusi, maka alasannya tidak lain adalah agar 
amendemen tersebut tetap berpijak di atas ideologi konstitusi Undang-Undang Dasar 
1945. Agar amendemen bukan menjadi perubahan asal-asalan, akan tetapi sistemik 
dan komprehensif. Agar amendemen bukan untuk kepentingan jangka pendek atau 
sesaat, akan tetapi visioner yang berpandangan jauh ke depan. 

Itulah komitmen Fraksi PDI Perjuangan sejak Amendemen Pertama dan tidak 
berubah sampai Amendemen Keempat sekarang ini dan tidak akan berubah berapa 
kalipun akan dilakukan amendemen di masa yang akan datang. Fraksi PDI Perjuangan 
tidak pernah punya keraguan untuk melaksanakan Amendemen Konstitusi sepanjang 
itu diperlukan, dan tetap dalam kerangka Pancasila dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Adanya perbedaan pendapat dan pandangan selama proses amendemen ini 
haruslah kita maknai sebagai sesuatu yang wajar karena, yang dibahas adalah hal-hal 
yang begitu penting, yang mempunyai implikasi besar dan luas terhadap kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan kita di masa depan. Marilah kita lihat sisi positifnya, yaitu 
bahwa perbedaan pendapat dan pandangan tersebut telah mendewasakan kita. 
Perbedaan pendapat dan pandangan tersebut kita olah, kita musyawarahkan untuk 
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mencari titik temu yang terbaik, yang bisa kita capai bersama. Sejak awal Fraksi PDI 
Perjuangan memang mengharapkan agar penyelesaian berbagai hal dalam amendemen 
ini sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Itulah sebabnya 
Fraksi PDI Perjuangan sejak awal senantiasa membuka diri dan mengajak segenap 
anggota Majelis dari semua fraksi untuk bekerja sama dan bermusyawarah. 

Kerjasama positif dan musyawarah tersebut telah membawa kita pada posisi 
sekarang ini, di mana perbedaan pendapat dan pandangan yang demikian berat 
akhirnya dapat kita olah bersama, sehingga tinggal menyisakan dua pasal alternatif 
yang harus diselesaikan dalam Sidang Paripurna Majelis ini. Kedua Pasal tersebut 
adalah Pasal 2 Ayat (1) Un dang- Un dang Dasar 1945 di mana Fraksi PDI Perjuangan 
bersama sebagian besar fraksi-fraksi yang lain telah memilih alternatif 2 yang 
berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dengan undang-undang". 

Persetujuan dan penerimaan kami terhadap rumusan tersebut beserta kerangka 
pemikiran yang mendasarinya sudah berkali-kali dikemukakan dalam rapat-rapat 
Majelis ini sehingga pembahasannya masih berada di tingkat Badan, sejak 
pembahasannya masih berada di tingkat Badan Pekerja. Kali ini kami menghimbau 
kesediaan rekan-rekan sejawat dari Fraksi Utusan Golongan untuk mengupayakan agar 
keputusan kita tentang pasal ini dapat dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. 
Kami menyadari ini tidak mudah, tetapi kami juga yakin soal ini bukan tidak mungkin 
diselesaikan, karena pada dasarnya kita satu tujuan, yaitu berupaya berbuat yang 
terbaik untuk bangsa ini. 

Selanjutnya, tentang Pasal 29 Ayat (1) dan (2) sebagaimana telah kita ketahui 
masih menjadi alternatif, di mana fraksi kami bersama beberapa fraksi lain sependapat 
untuk memilih alternatif pertama yang itu berarti mempertahankan rumusan asli 
Undang-Undang Dasar 1945. Kami memahami dan menghargai sikap dan pendapat 
beberapa fraksi yang lain yang ingin melakukan perubahan terhadap Pasal 29 ini. Pada 
kesempatan yang baik ini perkenankan dengan kerendahan hati fraksi kami sekali lagi 
dengan sunguh-sungguh mengajak kita semua agar dalam membuat keputusan yang 
demikian penting bagi kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia 
yang bersatu, kita tetap mengedepankan kearifan, hikmat kebijaksanaan seperti yang 
telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Marilah kita teruskan kebesaran jiwa yang 
dilandasi rasa persaudaraan yang tulus, yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu 
kita demi tetap utuhnya persatuan bangsa ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi 
warisan berharga buat anak-anak cucu kita ke depan, sehingga insya Allah Amendemen 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat menjadi keputusan kita bersama dalam 
mufakat bersama secara utuh demi kehidupan bersama masyarakat, bangsa, negara 
yang tentram serta damai. 

Mengenai Pasal 23 D, Fraksi kami berpendapat bahwa pengaturan tentang Bank 
Sentral harus dilihat secara utuh dalam kerangka suatu sistem keuangan negara yang 
accountable, transparan, dan pengelolaannya didasarkan kepada prinsip-prinsip good 
government yang dapat mengeliminasi tejadinya KKN. Dalam kaitan inilah kehadiran 
Bank Sentral menjadi sangat strategis karena dapat mempengaruhi secara signifikan 
perkembangan ekonomi dan sistem pembayaran keuangan negara. Pengalaman kita 
akhir-akhir ini membuktikan bahwa disatu sisi posisi Bank Sentral yang independen 
sudah menjadi tuntutan keras dari globalisasi, sehingga telah diatur dalam suatu 
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23, 1999 tentang Bank Indonesia. Di sisi 
lain independensi tersebut cenderung sering disalahgunakan dalam menetapkan 
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kebijakan sehingga dikhawatirkan terjadinya krisis moneter yang berakibat instabilitas 
politik. 

Bank Sentral yang independen memang penting, tetapi tidak cukup. Perlu diikuti 
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, koordinasi dengan Pemerintah, 
serta keberpihakannya terhadap kehidupan perekonomian dan kondisi keuangan 
negara. Semuanya ini perlu dilihat secara utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan 
lainnya dan cukup diatur dalam undang-undang, bukan dalam Undang-Undang Dasar. 

Untuk selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan selalu siap membuka diri bagi suatu 
kerjasama kita semua ke masa depan sebagaimana telah berlangsung selama ini. 
Kerjasama positif antar fraksi di MPR ini, yang juga terdiri dari para anggota DPR 
merupakan hal penting. Perubahan Keempat bukan akhir tugas kita, berakhirnya 
pembahasan Amendemen Keempat ini justru awal dari tugas berat yang berikutnya, 
yaitu kerjasama untuk menindaklanjuti amendemen Konstitusi tersebut dalam bentuk 
undang- undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Substansinya juga akan cukup 
berat, seperti Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang 
Pemilihan Umum, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, 
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya yang harus selesai 
selambat-lambatnya pertengahan 2003, agar Pemilihan Umum 2004 dapat berjalan 
dengan baik dan sesuai jadwal. Masih banyak lagi undang-undang dan peraturan 
pelaksanaan yang perlu dibuat bagi implementasi amendemen konstitusi ini. 

Melalui pendapat akhir ini, fraksi kami ingin menegaskan perlunya kita 
melakukan sosialisasi yang luas agar amendemen konstitusi ini dapat dipahami seluas
luasnya. Dengan tuntasnya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini secara 
komprehensif terdapat perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, 
khususnya dalam sistem politik dan pemerintahan yang harus dipahami untuk dapat 
dilaksanakan sepenuhnya dengan tertib dan lancar pada tahun 2004, di mana kita akan 
melaksanakan pemilihan umum serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung. Karena itu sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini harus 
menjadi program pemerintah dan lembaga negara lainnya. Untuk itu semua Fraksi PDI 
Perjuangan senantiasa membuka diri untuk suatu kerjasama positif yang berlandaskan 
sikap kenegarawanan bahkan bersedia mempeloporinya. 

Kita menyadari bahwa Amendemen Pertama hingga Keempat mengandung hal
hal yang penting dan positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Pada saat yang sama 
kita juga memahami bahwa amendemen yang dilakukan perlu disusun dan tersusun 
dalam suatu sistem yang utuh. Berdasarkan pertimbangan itu Fraksi PDI Perjuangan 
dapat memahami dan menyetujui adanya suatu komisi konstitusi yang bertugas untuk 
melakukan kajian secara komprehensif, termasuk menyelaraskan dan 
menyempurnakan hasil-hasil amendemen yang telah dilakukan dengan tetap berpijak 
kepada ideologi konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berulangkali 
dikemukakan Fraksi kami. 

9. Ketua Rapat : Amein Rais 
Cukup, cukup, cukup saya kira cukup. 
Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua lembaga- lembaga 

negara, serta para Menteri Kabinet Gotong Royong, Panglima TNI, Wakil Ketua Polri, 
hadirin semuanya yang saya cintai. 

Saya tutup berbagai interupsi supaya kita tidak mengambil waktu terlalu banyak 
tapi sudah arif dan sudah bijak memang ada masalah yang harus kita pecahkan 
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bersama pada saatnya nanti. 
Sekarang saya mengucapkan terima kasih atas ketekunan, atas kesabaran 

dengan kita semua mengikuti Sidang Paripurna Keenam ini. Hanya saya ingatkan 
mestinya kita punya waktu istirahat sampai dua jam tetapi karena kita menabrak 
sampai pukul 13.30, maka kita terpaksa satu jam sekali-sekali agak tergesa-gesa 
mohon kembali ke Paripurna lagi pukul 14.30. lnsya Allah dengan hati yang tulus 
ikhlas, Allah akan merahmati, kita dapat akan lancar mengesahkan hasil-hasil Komisi A, 
B dan C. 

Sekian saya tutup. 
Assa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB 
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3. RAPAT PARIPURNA KE-6 (IANJUTAN-2) SIDANG TAHUNAN MPR 2002, 10 
AGUSTUS 2002 

1. Hari Sabtu 
2. Tan22al : 10AIUltUl2002 
3. Waktu : [ 15.00-18.00 WIB 
4. Tempat : l Gedung Nusantara 
5. Pimpinan MPR - Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. 

- Ir. Sutjipto 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Ors. H. M. Husnie Thamrin 
- K. H. Moh. Cholil Bisri 
- Letjen. TNI Agus Widjaja 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
- Ors. H. A Nazri Adlani 

- -

6. KetuaRapat : Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A 
6. Sekretaris Rapat : I Sekretaris Jenderal MPR {Rahim.ullah. S.H., M.Si.) 

~ 

7. Panitera Rapat Kepal a Biro Majelis (Ors. Janedjri) 
8. Acara 

I = 
Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2002 

9. Hadir : j 621 Orang 
10. Tidakhadir : I 59 Orang 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB 

1. Ketua Rapat.: Amlen Rais 
Pimpinan rapat setelah membuka rapat dengan agenda pengesahan rancangan 
Keputusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, lalu mempersilakan juro. 
bicara dari masing-masing Fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. 

2. Pembicara : Sutjipto (F-UG) 
Juro. bicara F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: 
Saat ini adalah detik-detik yang paling bersejarah dalam rangka kehidupan 

berbangsa dan bemegara, karena setelah selesainya Sidang Tahunan ini, sebagai tahap 
Pengesahan Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar k:ita yang kini telah berumur. 
Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para Majelis yang terhormat telah 
bekerja dari pagi hingga larut malam khususnya Komisi A yang ditugasi untuk 
menyiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar, agar pada Sidang Paripurna 
yang terhormat ini tinggal mengetuk palu saja 

Permusyawaratan yang ingin dicapai Komlsi A belum seluruhnya mencapai hasil 
satu tumusan dan ini menyisakan dua Pasal yang masih mempunyai dua alternatif 
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yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 29 yang merupakan pasal yang sangat keramat. 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah sewajarnya memberikan suri 

tauladan kepada semua lembaga lain dan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana 
cara bermusyawarah dan berdemokrasi yang benar. Menjadi keharusan bahwa kita 
harus taat asas dasar hukum yaitu mentaati tata tertib demi kelancaran dan 
keberhasilan Sidang Paripurna yang terhormat ini, MPR sebagai lembaga 
permusyawaratan tentu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan mengambil 
keputusan meskipun ada mekanisme lain dengan jalan voting. Mengambil keputusan 
dengan suara terbanyak diatur dalam tata tertib kita di dalam Bab XI bagian 3 dengan 
judul "Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak", sekali lagi suara 
terbanyak. 

Para ahli hukum dan kita sebagai anggota sidang Majelis tentunya paham dan 
mengerti, bahwa suara terbanyak sama dengan single majority atau cukup dengan 50% 
ditambah 1. Pengambilan putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar di atur 
dalam Bab tersendiri yaitu Bab XIV dengan judul "Perubahan Undang-Undang Dasar" 
yang terdiri dari dua ayat. Pesan yang bijak dan mendalam dalam Pasal 37 oleh para 
pendiri Republik ini bermakna bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
mengambil keputusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dengan jalan 
musyawarah untuk mufakat. 

Majelis yang terhormat juga cukup arif karena dalam membuat tata tertib juga 
mengatur mekanisme voting dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar. Kebijakan 
dan kearifan partai politik juga diwarisi oleh Presiden kita yaitu Ibu Megawati yang 
sejak Sidang tahun 2001 dalam pada Sidang tahun 2002 meminta agar tidak ada voting 
di dalam pengambilan keputusan dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar. 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sekali lagi kami mohon kebijakan dan kearifan 
dari para pemimpin negeri ini yaitu para Ketua Partai, para Pimpinan Fraksi dapat 
bermusyawarah untuk mufakat agar Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak deadlock lagi dan tidak di-voting karena secara hukum, belum cukup 
aturan mekanisme voting dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 
mengingat masih terdapat masalah hukum yang perlu dicermati. 

Diselingi beberapa anggota yang menyampaikan interupsi, kemudian pimpinan 
rapat mengomentari sebagai berikut: 

3. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih, semua menjadi catatan kita. 
Mohon sekarang kalau interupsi yang tidak langsung dengan acara atau materi 

kita pada siang hari ini ditunda pada saat yang tepat, karena kita akan sebentar lagi 
mengesahkan Komisi A, B, dan C dengan Tata Tertib yang kita miliki, dengan seluruh 
prosedur yang sudah baku. Insya Allah yang sudah kita sepakati bersama. 

Walaupun demikian, tentang hal ini, apa masih ada interupsi? 

4. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Kita sudah membahas masalah ini cukup lama, mulai dari tingkat satu setahun 

yang lalu sampai ke komisi-komisi. Kita sudah dengarkan laporan dari komisi-komisi, 
kita sudah dengarkan juga pendapat akhir. 

Ada hal-hal yang memang masih belum kita bisa bertemu. Sementara kita selain 
berbicara tentang masalah-masalah Komisi B dan C, kita berbicara tentang hal-hal yang 
sangat mendasar. Hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, saya 
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mengharapkan kearifan yang diminta dari para pemimpin-pemimpin kita untuk 
mencari usaha secara semaksimum mungkin, agar kita bisa memperoleh keputusan 
yang bulat dan tidak membuat putusan dengan cara yang bisa menoreh sesuatu di hati 
kita yang Iuka, itu kita usahakan semaksimum mungkin. 

Oleh karena itu, kami mohon kiranya Pimpinan dengan persetujuan kita semua 
dapat melakukan upaya untuk finalnya. Kita skors dulu barangkali sebentar dengan 
usul Pimpinan, kami tidak ingin mendahului Pimpinan dan sesudah itu barangkali kita 
bisa masuk dengan lebih lega. 

5. Pembicara: Benny Pasaribu (F-PDIP) 
Saya juga memahami bahwa yang kita bahas ini adalah menyangkut hukum 

dasar, Undang-Undang Dasar 1945 yang betul-betul mengikat kita yang ada di ruangan 
ini tapi juga seluruh warga bangsa Indonesia. Hanya satu yang sekarang ini saya lihat 
mengganjal dalam pikiran saya yaitu menyangkut Pasal 31 Ayat (4) yang merupakan 
hasil amendemen yang mencantumkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari 
APBN. Itu betul-betul mengganjal pikiran saya bukan karena saya anggota MPR, tapi 
saya mengamati kondisi objektif perekonomian bangs a kita dan keuangan negara. 

Kalau kita mencontoh tahun 2002 ini saja, penerimaan negara itu ada 300 trilyun 
Rupiah. 135 trilyun di antaranya sudah bayar utang, tinggal 165. Sembilan puluh tujuh 
trilyun itu adalah untuk dana perimbangan daerah, tinggal 68. 50 trilyun untuk subsidi, 
tinggal 18 trilyun. Kalau 20% dari 300 trilyun itu adalah 60 trilyun. Yang ada itu 18 
trilyun, sisanya belum bicara rutin, belum bicara pembangunan. 

6. Pembicara: Muhammad Ali (F-UD) 
Saya hanya membutuhkan waktu dua menit untuk menanyakan yaitu mengenai 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pernyataan kemerdekaan yang 
terperinci dan sekaligus berisi empat pokok pikiran yang kalau dikaji tak lain adalah 
Pancasila dan kedudukannya sebagai staats fundamental norm, yang tidak bisa diubah 
kecuali oleh pembentuk negara lah. Berhubung pada saat sekarang ini lembaga yang 
berkedudukan sebagai pembentuk negara sudah tidak ada lagi, dengan sendirinya 
sudah tidak ada lagi lembaga kenegaraan yang punya wewenang mengubah 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini termasuk MPR hasil pemilu. 

Oleh karena itu, kemarin saya mengusulkan supaya Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 itu dimasukan di dalam salah satu pasal atau ayat yang tidak bisa diubah di 
dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Saya usulkan khusus 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilarang untuk diadakan perubahan. Hanya ini apakah sudah masuk, apakah tidak usul 
sayaini. 

Sekian. 

7. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Usulan yang kami sampaikan pertama menyangkut hal yang kontroversial dalam 

kaitannya dengan keputusan Komisi A dengan pasal-pasal alternatif dan perbedaan 
pendapat dalam kaitannya dengan komisi konstitusi. Oleh karena memang di dalam 
Pandangan Umum tadi kami sudah menyampaikan keinginan agar baju hukum dari 
komisi konstitusi itu dinaikkan dari Tap menjadi Aturan Tambahan, itu misalnya. Jadi 
saya kira lebih baik disepakati terlebih dahulu hal-hal yang akan kita lobi kan. 

Sebentar, sebentar, saya merasa bahwa kalau diskors untuk lobi, lobinya 
mungkin jadi agak panjang. Lantas mungkin malah akan ... apa mundur lagi saya 
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khawatir kalau tidak on time. Tetapi ini tentu mau kita bersama, hams kita lakukan. 
Cuma saya mengingatkan sesungguhnya untuk amendemen Undang-Undang Dasar 
1945 ini kan dua yang belum satu mmusan. Itu pun ada kesepakatan yang amat sangat 
mendasar sebisa mungkin tidak usah dilakukan voting. Meminjam istilahnya Pak Jakob 
kalau voting ada yang tergores hatinya, ada kalah, menang dan lain-lain. Dan selama ini 
lobi-lobi yang saya dengar arahnya memang tidak akan ada voting itu semua merasa 
elegan. Sesungguhnya saya akan mulai ke sana pelan-pelan, pasal demi pasal tapi 
karena beberapa anggota Majelis minta untuk diskors dulu, tentu akan kita skors. 
Cuma jangan lama-lama. 

Bagaimana kalau kita batasi sekitar 20 menit saja? Baik, kita skors. Semua fraksi 
pergi ke ruang kaca dan yang lainnya tinggal di sini, kecuali yang mau merokok boleh 
keluar sampai pukul 15.45 WIB tepat insya Allah bertemu lagi. 

Terima kasih. 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 15.26 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 16.03 WIB 

8. Ketua Rapat : Amien Rais 
Saya cabut dan Rapat Paripurna kita mulai lagi. 

KETOK1X I 
Sebelum menyampaikan hasil lobi perkenankanlah saya membacakan dulu hal

hal yang hams saya baca pada Rapat Paripurna lanjutan yang keenam hari ini . Dalam 
Rapat Paripurna keenam kemarin malam dan Rapat Paripurna Ke-6 lanjutan tadi pagi, 
kita telah mendengarkan Pendapat Akhir 12 fraksi. Sekarang pada Rapat Paripurna Ke-
6 siang hari ini kita akan mengesahkan rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002. Setelah laporan Komisi Majelis pada Rapat Paripurna Ke-5 dan 
Pendapat Akhir fraksi pada Rapat Paripurna ke-6 dan Ke-6 Lanjutan yang berlangsung 
sejak hari Jumat sampai hari ini sesuai dengan tingkat- tingkat pembicaraan dalam 
pembuatan Putusan Majelis sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 92 
Peraturan Tatib MPR. 

Kini tibalah saatnya kita memasuki acara pengesahan rancangan Putusan MPR 
hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Untuk memudahkan proses pengambilan 
putusan dan memfokuskan perhatian kita terhadap materi yang akan diputuskan 
sebagaimana telah kami uraikan tadi, kami membagi pelaksanaan acara pengesahan ke 
dalam tiga kelompok. 

Kelompok pertama pengesahan rancangan Pembahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 dan rancangan Ketetapan MPR tentang pembentukan komisi konstitusi 
sebagai hasil Komisi A Majelis. 

Kelompok kedua pengesahan rancangan Ketetapan MPR sebagai hasil komisi B 
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Majelis, dan kelompok ketiga pengesahan. Ketetapan MPR tentang Rekomendasi atas 
laporan pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2002 sebagai hasil Komisi C. Marilah kita sekarang memasuki 
acara pengambilan putusan terhadap rancangan Pembahan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 
Dasar 1945 yaitu: 

1. Sekadar mengingat saja. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hams hadir, 

2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada 
jumlah anggota yang hadir. 

Atas dasar ketentuan tersebut untuk memenuhi kuomm rapat ini hams dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 680 orang anggota MPR yakni 454 orang anggota 
MPR dan putusan didukung minimal 2/3 dari 454 orang anggota MPR yakni 303 orang 
anggota MPR. 

Alhamdulillah, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal MPR saat ini telah hadir 
616 orang anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian 
berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 rapat telah memenuhi 
kuomm untuk mengambil putusan terhadap rancangan Pembahan Ke-4 Undang
Undang Dasar 1945. 

Pada tahap pertama kita akan mengambil putusan terhadap materi rancangan 
Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh semua 
fraksi. 

Kemudian tahap kedua kita akan mengambil keputusan terhadap materi 
rancangan Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang belum disepakati 
oleh semua fraksi. Namun hari ini secara luwes nanti bisa kita match-kan. 

Sidang Majelis yang kami muliakan marilah sekarang kita masuki acara 
pengambilan putusan terhadap rancangan Pembahan Keempat Undang- Undang Dasar 
1945 yang telah kita ketahui hasilnya dari Komisi A 

Nah, sekarang mohon saya menyampaikan hasil lobi tadi. Lobi tadi itu adalah 
membahas antarfraksi plus Pimpinan Majelis, mengenai 2 pasal yang masih belum 
ditemukan satu mmusan yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2). 

Sebentar, sebentar, mohon maaf sebentar. Satu hal yang menggembirakan adalah 
bahwa fraksi-fraksi yang semula mengajukan alternatif di samping yang sudah ada, 
yang sudah bersama kita sejak 50 tahun yang lalu atau katakanlah naskah asli itu 
dengan jiwa kenegarawanan, dengan jiwa tatsamuh atau toleransi yang menunjukkan 
kesatuan-kesatuan bangsa kita dengan secara tulus, ikhlas menyatakan lebih baik 
kembali kepada apa yang sudah ada. Oleh karena itu, marilah sebelum kita sahkan 
pasal yang cukup krusial ini kita dengarkan dulu keterangan dari fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan. 

9. Pembicara: Syahfriansyah (F-PPP) 
Saya mulai pernyataan ini dengan Bismilahirrahmanirahim, dengan ayat Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala, Udz'u ilaa sabiili robbika bilhikmati wal mauidhatil hasanah, 
wajaadilhum billati hiya ahsa inna robbaka huwa a'lamu bimanndholla ilaihi sabilli 
wahuwa a'lamu bi/ muhtadiin. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmat dan 
kebijaksanaan serta argumentasi yang baik, sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalan ini. Dan Dialah yang lebih mengetahui 
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pula orang- orang yang mendapat petunjuk (An-Nahl ayat : 125). 
Perkenankanlah kami menyampaikan hal sebagai berikut: 
Pertama, Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik berasaskan Islam 

dari sejak semula, kini dan di masa mendatang senantiasa terus memperjuangkan 
ditetapkannya kembali pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan yang dilakukan secara demokratis, melalui 
lembaga-lembaga konstitusional atas dasar prinsip politik sebagai ibadah dan amar 
ma'ruf dan nahi munkar. 

Kedua, Majelis yang mulia ini adalah satu lembaga konstitusional, karena itu, 
baik itu di Badan Pekerja, Komisi A, maupun di sidang-sidang paripurna ini, kami terus 
berusaha melakukan pendekatan dan meyakinkan fraksi-fraksi lain agar dapat 
memahami dan bersepakat terhadap perjuangan dan usulan kami Islam kami di atas. 
Namun, kenyataannya sejumlah fraksi- fraksi lainnya belum dapat menerima dan 
menyepakatinya. 

Ketiga, berdasarkan hal-hal di atas, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis, untuk mengambil putusan terbaik, sesuai 
dengan kondisi dan dinamika kehidupan politik dewasa ini. Dan Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan dapat memahami kritikan apapun yang akan diambil oleh 
Majelis ini. Pada saat ini Majelis belum mengadakan Perubahan pada Pasal 29 Undang
Undang Dasar 1945. 

Keempat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung 
perjuangan kami di Majelis yang mulia ini. Demikian pula kepada seluruh kelompok 
masyarakat di nusantara Republik Indonesia ini yang terus berinteraksi memberikan 
pendapat-pendapatnya yang positif dengan perjuangan kami ini. 

Pada kesempatan ini, kami juga memohon maaf kepada kaum muslimin di 
seluruh Indonesia, apabila dalam perjuangan aspirasi dan tuntutan hati nurani umat 
dalam Sidang Majelis ini masih mengalami hambatan. 

Saya akan tutup pernyataan ini dengan firman Allah, semoga hati kita selalu 
senang. "Fabima rahmati minallahi Untalahum walau kunnaa fadhan ghalilambaida 
lanfadhu minkhaulikfa'fuanhum wastaghfirlahum wasawwirhumfil amri,faidza azamta 
fatawakkal alaalloh innallaha yuhibbul mutawakkiWn ," Al-Imran. "Maka disebabkan 
rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekirannya kamu 
bersikap keras lagi berhati keras dan kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari 
kelilingmu karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunlah mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka. Kemudian apabila kamu membulatkan tekadmu, 
maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya." (Al-lmran: 159) 

Itulah pernyataan yang kami sampaikan yang dalam kesempatan yang 
berbahagia ini, kekurangan dan kekhilafan, sekali lagi kami ucapkan maaf. 

Wallahul muaffiq ila aqwamitthariq, wassalamu'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh 

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI, Ketua H. Achmad 
Karmani, S.H., Sekretaris H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. 

10. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sekarang kita persilakan dari Fraksi PBB! 
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11. Pembicara: Nadjih Ahjad (F-PBB) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Robbighfir wawabighu a'ini. Ya Allah ya Tuhan 

kami, ampunilah kami, berilah kami Taufik dan tolonglah kami untuk mencari. Ya 
Karim, ya Maha Pemurah. 

Hari ini, kami para anggota fraksi PBB yang terdiri atas anggota-anggota Partai 
Bulan Bintang dan Partai Sarikat Islam Indonesia merasakan be ban yang berat, karena 
kami harus mengambil suatu sikap yang mungkin membuat para anggota Majelis 
kurang nyaman. Kami mengambil sikap yang sangat lekat dengan keyakinan kami. 
Pada dasarnya untuk Pasal 29 Ayat (1) kami tetap berketetapan untuk memilih opsi 
kedua yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." 

Kami tidak berniat sedikit pun untuk surut dari pendirian itu. Kalau sekarang 
beberapa fraksi atau kebanyakan fraksi menolak opsi itu dan memilih opsi pertama, 
yakni kembali kepada kata-kata sebelumnya, maka ibarat orang yang berjuang, 
menebus jalan yang menebus onak dan duri, pada saat ini kami berada di hadapan 
sebuah tembok besar yang tidak mungkin ditembus. Dalam keadaan ini, kami tidak 
berniat untuk surut ke belakang, walaupun tidak kuasa melampaui tembok itu, kami 
hanya menunggu sampai saat tiba. Saatnya tiba kami meneruskan perjalanan. Tidak 
ada yang tidak mungkin apabila Allah menghendaki. 

Kalau Saudara-Saudara tetap menolak usulan kami itu dan ingin mengembalikan 
Pasal 29 Ayat (2) itu seperti bunyi sebelumnya, maka mohon dicatat secukupnya 
bahwa kami dari anggota-anggota Fraksi Bulan Bintang tidak ikut mengambil 
keputusan itu. 

Kami bersaksi di hadapan Allah Yang Maha Tahu, di hadapan seluruh umat Islam 
dan seluruh bangsa kami yang kami cintai bahwa kami akan terus dengan 
mengharapkan pertolongan Allah, akan terus memperjuangkannya dengan cara-cara 
yang demokratis dan konstitusional sampai apa yang kami harapkan itu tercapai 
dengan pertolongan dan izin Allah. 

12. Ketua Rapat: Amien Rais 
Berikutnya Fraksi Perserikatan Daulatul Umah 

13. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Tawakkalna alallah laa khaulaa walaa quwwata 

illabillah. 
PERNYATAAN SIKAP 

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Fraksi Perserikatan Daulatul Umah dengan ini menyatakan bahwa Undang
Undang Dasar 1945 yang pada saat ini berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai. Dan adalah merupakan rangkaian 
persatuan dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang diberlakukan sejak 
tanggal 5 Juli 1959 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang telah 
diterima, didukung dan disahkan pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum Pertama, yang diselengarakan pada 
tahun 1955 dan diterima serta didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Kedua, bahwa rencana itu adanya usul dari para anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang meminta agar tujuh kata yang 
berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" 
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yang terdapat dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 untuk diletakkan di 
belakang kalimat Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana 
yang termaktub di dalam Pasal 29 Ayat (1) adalah sah merupakan pendekatan atas 
pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 

Ketiga, bahwa kami para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang menandatangani pernyataan sikap ini sangat menyesalkan atas tidak 
diterimanya usul yang hanya merupakan penegasan tersebut oleh para anggota 
Majelis. Meskipun dengan tidak diterimanya usul itu secara konstitusional, tidak akan 
berpengaruh terhadap berlakunya prinsip bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai 
dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, tertanggal 22 Juni 
1945 baik filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

Keempat, bahwa kami para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia penanda tangan sikap ini dengan resmi menyampaikan baik secara lisan 
maupun tertulis pernyataan sikap ini pada Rapat Paripurna Ke-6 Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam masa persidangan tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 2002, dan memohon agar 
pernyataan sikap ini dicatat dan dimasukkan sebagai catatan resmi dalam risalah 
Rapat Paripurna Majelis yang bersangkutan. 

Demikian pernyataan sikap ini, kami buat dan tanda tangani dan sampaikan 
kepada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan kepada seluruh rakyat 
Indonesia. Semoga Allah SWT meridhoi sikap dan tindakan yang kami lakukan. 
Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thoriq, sedangkan sikap kami sudah kami sampaikan 
di dalam lobi, barangkali Saudara Ketua menyampaikan sikap F-PDU. Artinya kami 
persilakan untuk diambil keputusan. 

14. Pembicara: ShiddhiqAminullah (F- UG) 
Interupsi Saudara Ketua! 

15. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan. 

16. Pembicara: ShiddhiqAminullah (F- UG) 
BismUlaahirrahmaanirrahUm. 
Dari Fraksi Utusan Golongan. Saya berbicara atas nama tiga orang anggota. 

Tanpa mengurangi apresiasi kami terhadap hasil musyawarah antara Pimpinan Majelis 
dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi MPR. Dan mungkin apa yang kami utarakan ini 
tidak bisa menganulir kesepakatan tersebut. Izinkan kami menyampaikan letters nota 
sebagai berikut. 

Bahwa kesepakatan antara Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi 
MPR yang telah disebutkan Saudara Pimpinan dan dikuatkan oleh penyampaian oleh 
masing-masing fraksi, kiranya bisa diambil karena mungkin, sekali lagi, karena 
mungkin semua anggota yang ada dalam masing-masing fraksi itu sudah satu sikap, 
satu suara tentang Pasal 29 ini untuk diambil dengan cara tersebut. Sementara Fraksi 
Utusan Golongan sejak awal bersifat pelangi dan insya Allah demokratis, tidak berada 
dalam satu kumpulan permusuhan. Seperti disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi 
terhadap hasil sidang Komisi tentang Pasal 29 ini, ada yang menginginkan tetap 
dengan naskah asli dan ada yang menginginkan amendemen terhadap pasal tersebut 
dengan argumentasi masing-masing yang saya kira sudah semestinya kita saling 
me nghargainya. 
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Sementara voting termasuk salah satu metode pengambilan putusan yang sah 
menurut Tata Tertib MPR Bab XI. Oleh sebab itu, sesuai dengan ijtihad dan keyakinan 
ini yang dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 atas (A) Ayat (2) tentang Hak 
Asasi Manusia, di mana setiap orang berhak meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kami ingin jujur terhadap diri kami 
dalam hal ini. Kami tidak ingin bersifat munafik dalam arti tidak satu antara kata dan 
hati dan antara hati dengan pikiran, di sini bilang okey, di belakang bilang no. 

17. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi pasnya bagaimana? Singkat-singkatnya saja. 

18. Pembicara: ShiddhiqAminullah (F- UG) 
Untuk membuang perasaan bersalah dengan diri kami, tanggung jawab kami 

kepada konstituen, kami mohon dicatat, kami tidak termasuk dalam kesepakatan 
tersebut. Mesti kami juga sadar dalam sebuah musyawarah kita patut tidak setujunya, 
jika musyawarah sudah menetapkan, sebagai warga negara yang baik tentu hams 
mengikutinya. 

Tertanda: Afwan Ridwan, nomor anggota C-632 dan Shiddiq Aminullah, nomor C-
642. 

Terima kasih. 

19. Ketua Rapat: Amien Rais 
Masih ada satu fraksi lagi yang mempunyai alternatif mengenai Pasal 29 yang 

juga hakikatnya telah menyepakati untuk mengambil naskah yang belum berubah atau 
istilahnya naskah asli. 

Kita persilakan Fraksi Reformasi karena pun ya alternatif ketiga. Silakan. 

20. Pembicara: A. M. Fatwa (F-Reformasi) 
Fraksi Reformasi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan, 

sudah berupaya menjelaskan tentang makna hakiki dan universal serta adil bagi 
semua, tentang Alternatif Ketiga yaitu "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Dan 
ternyata memang mendapatkan cukup banyak dukungan publik. Namun, kami 
menyadari pula realitas aspirasi politik yang berkembang di Majelis ini yang wajib 
dihormati dan kami tidak ingin menghambat penyelesaian keputusan secara elegan 
dan demokratis. 

Karena itu diperlukan satu titik temu bagi kita semua sebagai suatu kalimatul 
shawab, kalimat-kalimat persamaan yang dalam bahasa lengkapnya di dalam Al-Qur'an 
Kalimatun Shawa bainana wabainahum. Kalimat persamaan yang bisa kami terima dan 
bisa anda terima semua. Maka Fraksi Reformasi sebagai pengusul inisiatif Alternatif 
Ke-3, menyatakan menyerahkan keputusan kepada Majelis untuk kita kembali kepada 
rumusan yang asli yang telah kita miliki selama ini, sebagai suatu titik temu, yaitu 
"Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Penerimaan kami terhadap Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
bukan sekadar statement politik, tetapi sekaligus merupakan statement teologis atau 
statement keimanan. 

21. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baiklah supaya tidak .... 
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22. Pembicara: Muttammimul'ula (F-Reformasi) 
Interupsi Pimpinan Sidang. 

23. Ketua Rapat: Amien Rais 
Dari mana? 

24. Pembicara: Muttammimul'ula (F-Reformasi) 
Mutammimul'Ula, nomor anggota A-272 

25. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan. 

26. Pembicara: Muttammimul'ula (F-Reformasi) 
Kami tujuh orang, 1. Mutammimul'Ula; 2. Mashadi; 3. Syamsul Balda; 4. lrwan 

Prayitno; 5. Zirlyrosa Jamil; 6. Abdul Roqib; 7. Tb. Soenmandjaja dari Partai Keadilan 
yang bergabung dalam Reformasi. Sebagaimana telah dikemukakan tadi oleh Bapak
Bapak F-PDI Perjuangan, kami untuk mendukung opsi ketiga Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 29, dan pada hakikatnya perjuangan kami agak sulit untuk diterima oleh 
anggota DPR, di sisi lain bahwa kami melihat pilihan keempat pengambilan keputusan 
itu, maka kami setuju tidak ikut dalam pengambilan keputusan pada pasal tersebut. 

27. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik. Terima kasih. 
Sekarang kepada Sekretariat Jenderal saya minta untuk menayangkan Pasal 29 

yang ditawarkan oleh Komisi A. Silakan, tunggu sebentar! 

28. Pembicara: Nurdiati Akma (F-Reformasi) 
Saya Murdiati Akma, nomor anggota A-249. 
Mohon Pak, masalah pasal tadi, saya sudah berusaha melobi itu. Tetapi saya tidak 

didukung oleh fraksi yang lain, maka saya mohon dicatat bahwa saya tidak mengikuti 
apa yang hendak diputuskan di sini. 

29. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik, kita catat dengan baik. 
Nah, sekarang Pasal 29 dengan alternatif-alternatif yang hasil Komisi A. Ada 

gangguan, tapi baiklah saya bacakan pelan-pelan saja. 
Saudara-Saudara yang saya hormati, jadi Pasal 29 Ayat (1) memiliki tiga 

alternatif. 
Yang 1, naskah asli: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." 
Alternatif 2: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." 
Alternatif 3: 
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban dalam ajaran 

agama bagi masing-masing pemeluknya." 
Tadi kita bersama telah mendengarkan pendapat-pendapat dari fraksi-fraksi 

pemimpin atau pengusul Alternatif 2 maupun Alternatif 3 yang isinya adalah bahwa 
fraksi-fraksi itu menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna ini untuk mengambil 
musyawarah mufakat. Dan bisakah dengan ini musyawah mufakat bersama-sama 
kecuali nama-nama yang sudah mengatakan tidak ikut kita sahkan Pasal 29 Ayat (1): 

"Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." 
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30. Pembicara: M. Abduh Paddareh (F-PPP) 
Dan saya dengan beberapa orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

tidak ikut ambil keputusan. 
Terima kasih. 

31. Kenia Rapat : Amien Rais 
Mas Ali Hardi. 

32. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Jadi barangkali yang paling bagus usul kami, Pimpinan menawarkan bahwa 

untuk Pasal 29 pada Sidang Tahunan ini tidak dilakukan perubahan, atau belum di 
lakukan perubahan. 

33. Ketua Rapat : Amien Rais 
Begitu, Setuju, Setuju. 

34. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU) 
Pak, Bapak Pimpinan. Kiri-kiri, Hartono. 

35. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan Pak. 

36. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU) 
Sesuai dengan pertanyaan F-PDU itu tadi kami seluruh anggota F-PDU, juga mau 

ditentukan seperti yang pertama tadi kami yang termasuk yang tidak ikut mengambil 
keputusan ini. 

37. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi, Saudara-Saudara anggota Majelis yang saya hormati, sesungguhnya ini 

sudah hampir bulat, jadi formulasinya adalah bahwa Sidang Paripurna MPR RI tahun 
2002 telah menetapkan tidak ada perubahan pada Pasal 29 Ayat (1) dengan catatan 
ada sejumlah anggota Majelis yang tidak ikut menyepakati. Setuju? 

Karena Pasal 29 terdiri dari dua ayat mohon Sekretaris Jenderal mohon 
ditunjukkan Ayat (2)-nya. Ayat (2) ini memang memiliki dua alternatif juga yaitu yang 
pertama, berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu". 

Sesuai dengan yang tadi sidang sama saja Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 
bulan Agustus ini, tidak .... 

38. Pembicara : Mutammimul'ula (F-Reformasi) 
Interupsi Pak Amien, Interupsi! 
Amim A-272. Posisi kami seperti ada yang pertama tadi sebenarnya kami 

memperjuangkan pada alternatif dua pada dasarnya sebagai fraksi. Tapi karena 
realitas tidak memperoleh penerimaan yang memadai dan kami sekali lagi tidak 
menghambat keputusan ini maka kami tidak ikut pengambilan keputusan pada Pasal 
29 Ayat (2), 

Terima kasih. 

39. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik. Saya kira hampir sama formulasinya adalah bahwa Sidang Tahunan MPR 

tahun 2002 ini tidak mengubah Pasal 29 Ayat (2), kecuali maaf dengan catatan ada 
sejumlah anggota Majelis yang tidak menyepakatinya. Setuju? 
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40. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Harun Kamil C-643. 
Jadi begini, untuk alternatif dua ini. Walaupun sudah diputuskan tadi kami 

sebetulnya ditanya dulu bagaimana sikap dari perserta rapat Pleno. Mayoritas Utusan 
Golongan memilih alternatif yang kedua. ltu di catat saja bahwa itulah sikap dari kami. 

Terima kasih. 

41. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik, Terima kasih. 
Sekarang saya ingin menyampaikan hasil lobi kedua itu adalah bahwa pasal yang 

masih ada alternatifnya itu adalah Pasal 2 Ayat (1). 
Kemudian fraksi tadi masing-masing dimintai pendapat setelah mendengarkan 

pendapat dari Bapak Harun Kamil yang mewakili F-UG di Majelis ini. 
Secara singkat bisa saya sampaikan di sini bahwa fraksi-fraksi sesungguhnya 

juga mendorong supaya tidak perlu ada pemungutan suara. Tetapi dengan argumen 
yang memang cukup menyakinkan dan bisa dipahami ini bukan masalah akidah bukan 
masalah agama kata Harun Kamil, apa salahnya diambil ketentuan Pasal 37 yaitu 
melalui pemungutan suara. Karena pemungutan suara tentu akan lama, ini akan kita 
sisakan setelah kita menyepakati pasal-pasal yang sudah satu rumusan. Satu demi satu 
tidak boleh diborong seperti kesalahan Pimpinan terutama saya pada tahun yang lalu. 

Sekarang saya baca dulu. 

42. Pembicara: Aliy As'ad (F-KB) 
Ketua, Interupsi Ketua. Sebelum ada .... 

43. Ketua Rapat: Amien Rais 
Dibaca, bisa. 

44. Pembicara: Aliy As'ad (F-KB) 
Sebelah kanan, Aliy As'ad. Nomor A-426 dari Fraksi PKB. Kami mohon klarifikasi 

Pak 
Apa yang sesuatu yang baru disepakati bersama dengan ketukan palu Ketua 

Sidang dan itu kita sepakat itu tadi adalah menyepakati bahwa tidak ada perubahan 
pada pasal-pasal tersebut. Jadi ini adalah Undang-undang Dasar. Kemudian ada 
beberapa teman kita yang tidak ikut di dalam proses pemungutan suara itu, 
pengambilan suara itu. Pemutusan ya, itulah pokoknya maksud saya. 

Yang saya tanyakan, ini kemudian kepastiannya bagaimana? Apakah sejumlah 
teman kita yang tidak ikut dalam memutuskan ini artinya beliau-beliau itu tidak 
menggunakan hak suaranya? Kalau tidak menggunakan hak suaranya, artinya 
kesepakatan itu sudah final, tidak ada lagi alternatif yang kita sepakati di sini atau 
bagaimana ini juga harus jelas, karena Undang-Undang Dasar. Jangan-jangan nanti di 
Undang-Undang Dasarnya itu akan disebutkan misalnya Pasal 29 Ayat (1) isinya 
alternatif. kan bingung rakyat kita. 

45. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira jelas sekali bahwa Saudara-Saudara kita hormati tadi itu mempunyai 

hak tetapi tidak menggunakan haknya. 
Saya kira demikian. 

46. Pembicara: Aliy As'ad (F-KB) 
Saya kira tidak Pak. Ini harus jelas ini Pak Jadi, itu sudah vital pada naskah asli. 
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47. Pembicara: Afandi Ridhwan (F-UG) 
Pak Amien, Affandi Ridwan mau bicara, C-32 Fraksi Utusan Golongan. 
Saya ingin tanya Pak Amien, dalam Pasal 29 itu kan ada alternatif-alternatif 

terutama di Ayat (2). Saya ingin tanya, karena di antara kita ada yang memilih 
Alternatif 2 itu banyak. 

48. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sudah selesai Pak saya kira, sudah selesai. Cukup jelas ya. 
Saudara-saudara sekarang perkenankanlah saya membaca perlahan-lahan 

supaya insya Allah pasal demi pasal bisa kita camkan, kita resapi, sebelum kita sahkan 
bersama-sama. 

49. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Interupsi, Saudara Ketua. Harun Kamil C-643. 
Pak Amien Rais, pertama kami mempersilakan Sidang berjalan terus 

mengesahkan yang sudah sama berarti kita sudah setuju terhadap itu. Kami mohon izin 
supaya fraksi kami selama 15 menit untuk konsultasi sebentar, tapi Sidang kan jalan 
terus saudara-saudara, tidak menghambat itu. 

SO. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira cukup bijak. Silakan keluar tapi jangan semuanya, Pimpinan saja. 

51. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Begini Pak. Yang namanya F-UG itu DPP-nya itu kan seluruh anggota. Jadi, kami 

semua keluar. Tapi kami juga tidak menyatakan menyetujui apa yang diputuskan 
sepakat. 

52. Pembicara: Sabam Sirait (F-PDIP) 
Tolong dikasih izin Fraksi Utusan Golongan. 

53. Ketua Rapat: Amien Rais 
Kembali tidak Pak? Karena itu saran kami atas nama F-UG minta diskors selama 

15 menit. Kita setuju ya? 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 16.37 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 17.18 WIB 

54. Ketua Rapat: Amien Rais 
Fraksi Utusan Daerah sudah memasuki ruangan, kita akan lanjutkan lagi maju 

setapak demi setapak. Perkenankanlah saya sekarang membacakan secara pelan-pelan 
Rantap mengenai Amendemen Undang-Undang-Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan 
MPR RI tahun 2000 ini. 

Skors saya cabut, dan kita mulai lagi, Assalamu 'alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh 
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KETOK1X 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia telah mempelajari. 

Tolong ditayangkan Sekretaris Jenderal. Tapi sambil saya bacakan, ya, 
menghemat waktu, Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, ini kita baca. 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia telah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan 
seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi rakyat, 
bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 
dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan, 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana 
telah diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Perubahan 
Keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali 
dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara 
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945. 

b. Dengan kalimat, perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ke-9 tanggal 18 
Agustus 2000, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

c. Pengubahan Penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat ( 4) perubahan ketiga 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Pasal 
3 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 25 E Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Pasal 25A. 

d. Penghapusan Judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan 
pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III 
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

e. Pengubahan dan garis miring atau penambahan Pasal 6 A Ayat ( 4 ), Pasal 8 
Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23 B, Pasal 23 D, Pasal 24 Ayat 
(3), Bab 13 Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 
32 Ayat (1) Dan Ayat (2), Bab 14 Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 34 
Ayat (1 ), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat ( 4 ), Pas al 3 7 Ayat (1 ), Ayat (2), Ayat (3), 
Ayat (4) dan Ayat (5), Aturan Peralihan Pasal 1, 2 dan 3, Aturan Tambahan 
Pasal 1 dan 2, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut Pasal 3 Ayat (2) tidak 
perlu ayat ini, jadi substansi kesepakatan terhadap Pasal 3 Ayat (2) ini 
menjadi substansi butir C, Pengubahan Penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat 
(4), Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). 

Jadi sudah begitu kesepakatannya. Nah, sekarang marilah dengan rasa yang 
menumbuhkan kebersamaan dan saling memperkuat satu sama lain dalam 
mengesahkan Undang-Undang Dasar yang Perubahan Keempat ini, maka Pasal 6 A, 
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berbunyi, nomor 4 kurung buka dan kurung tutup, dalam hal tidak ada pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum, dipilih oleh rakyat secara 
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. 

Kita sahkan, setuju? 
Alhamdulillah. 

KETOK 1X 

Pasal 8, angka 3, Ayat (3), Pasal 8 Ayat (3), maaf : "jika Presiden dan Wakil 
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah 
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama
sama, selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih 
suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya sampai 
berakhir masa jabatannya". 

Kita sahkan. 

KETOK1X 

Pasal 11 Ayat (1): 
"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain". 
Kita sahkan. 

KETOK 1X 

Pasal 16: 
"Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang
undang". 

Kita sahkan. 

KETOK 1X 

Bab IV Dewan Pertimbangan Agung dihapus. 

KETOK1X 

Pasal 23B: 
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"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, undang
undang". 

Setuju? 

KETOK1X 

Pasal 23D: 
"Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang." 

55. Pembicara: Benny Pasaribu (F-PDIP) 
Pimpinan, Benny Pasaribu, interupsi Pak! Hanya catatan. 
Sebenarnya kami sependapat sekali, apalagi apa yang disampaikan oleh fraksi 

kami bahwa independensi Bank Sentral itu adalah penting. Namun, tidak bisa berhenti 
hanya sampai pada independensi karena sering kata-kata independensi ini 
disalahgunakan, dan bahkan Bank Sentral itu kalau sampai menyalahgunakan ini bisa 
menghancurkan sampai keseluruh sendi-sendi perekonomian kita. 

Oleh sebab itu kami punya catatan bahwa, independensinya ini, satu bisa hilang 
dari sini atau yang kedua selain independensi itu ditambahkan juga dengan 
akuntabilitasnya, koordinasinya, akuntabilitas, tanggung jawab mi adalah 
responsibility tapi akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, ini dua hal yang berbeda. 

56. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi kan ini diatur dengan undang-undang. Mudah-mudahan Pansus bisa 

maklum. 
Setuju ya. 

KETOK1X 

Pasal 24 Ayat (1), Badan-badan lain yang fungsinya, Pasal 24 Ayat (3) maaf, saya 
ulangi Pasal 24 Ayat (3): 

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang". 

Bis a disahkan? 

KETOK1X 

Bab XIII Pendidikan Dan Kebudayaan. 
Pasal 31 
Ayat (1): 
"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." 
Ayat (2): 
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya." 
Ayat (3): 
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
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nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang." 

Ayat (4): 
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." 

Ayat (5): 
"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai Agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan manusia." 

Bisa kita setujui. Di depan Pak Benny. 

57. Pembicara: I Gde Sudibya (F-PDIP) 
Sidang Paripurna MPR yang terhormat, nama I Gde Sudibya, anggota MPR Utusan 

Daerah Bali dengan nomor anggota B-553. 
Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih atas keputusan-keputusan yang 

diambil. Kami sangat menghargai keputusan-keputusan ini termasuk Pasal 31 ini, tapi 
khusus untuk Pasal 31 Ayat (4), kami ingin menyampaikan letters nota. Letters nota ini 
Ayat (1). Letters nota ini kami dapat pemikiran, berangkat dari sistem keyakinan kami, 
kami tidak dapat mengerti secara penuh arti dan kemudian seluruh makna pesan dari 
rumusan di atas. Sehingga kami merasa, kami dapat menerima keputusan itu dengan 
rasa berat 

Dalam pandangan dan pemahaman kami, rumusan yang berupa pemerintah 
mengutamakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang, walaupun 
rumusannya lebih sederhana, tapi justru memancarkan rah, jiwa semangat Proklamasi 
sebagaimana tertuang dalam keputusan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mohonkan 
nota ini merupakan catatan yang tidak terpisahkan dari daftar risalah resmi 
persidangan yang terhormat ini. 

Terima kasih. 

58. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih, Pak Sudibya. Terima kasih sekali. 
Pak Benny? Pendek Pak Benny? 

59. Pembicara : Benny Pasaribu (FPDIP) 
Ya, tadi melanjutkan catatan kami juga mengenai Ayat ( 4) ini, Pak. Saudara

Saudara para Majelis yang kami hormati, 20% kata-kata 20% ini bukan haram sifatnya 
tetapi rasa-rasanya tidak realistis. 

Nah, kalaupun sampai dilanggar, apalagi ini seharusnya mengikat bagi semua 
kita termasuk pada Presiden maupun DPR khususnya Panitia Anggaran, ini tidak akan 
bisa dipenuhi. Apakah konsekuensinya? Bahwa kita ini sudah tidak konstitusional, 
melanggar konstitusi kita. Kalau kita terima melanggar konstitusi, ini permisif lagi kita. 
Maka pasal-pasal lain juga susah untuk kita tegakkan. Untuk itu, saya sendiri 
sebenarnya susah untuk ikut menerima ini. Demikian. 

Terima kasih. 

60. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira, di mana ini? Silakan 

61. Pembicara: Engelina Andaris Patiasina (F-PDIP) 
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Saya hanya akan sedikit menyampaikan satu pesan yang seyogianya dapat kita 
pahami bersama bahwa pendidikan memang sangat dibutuhkan di Indonesia ini, di 
tengah bangsa kita yang sekarang mengalami banyak sekali kehilangan tempat 
pekerjaan. 

Namun, marilah kita bersama-sama mengkaji ulang angka 20% yang tertera di 
Undang-Undang Dasar yang merupakan imperatif nantinya untuk seluruh gerak dari 
anggaran pembangunan ini. Dan ini rasa-rasanya di mana anggaran kita mengalami 
defisit yang sedemikian besar, maka ini hampir tidak mungkin. Siapa pun yang menjadi 
Presidennya akan inkonstitusional sekarang ini. 

Jadi, saya mohon pada sidang yang terhormat ini, kiranya angka 20% dapat kita 
hilangkan ataupun ini kita taruh kepada Undang-Undang saja dan bukan Undang
Undang Dasar. 

Terima kasih Saudara Ketua. Saya sendiri di sini juga akan menggunakan major 
head nota karena saya tidak dapat menyetujuinya. 

62. Pembicara: Aisyah Aminy (F-PPP) 
Pimpinan, pimpinan. 

63. Ketua Rapat: Amien Rais 
Wanita, Ibu Aisyah dulu. 

64. Pembicara: Aisyah Aminy (F-PPP) 
Masalah ini sudah dibicarakan sangat panjang, bukan hanya satu tahun ini, 

Pimpinan. Semenjak MPR RI yang lalu, ini sudah dibicarakan. Bagaimana anggaran 
untuk pendidikan ini bahkan dahulu dituntut 25%, karena bagaimana sampai saat ini 
pendidikan kita tidak memberikan kesempatan, belum memberikan hasil yang benar
benar diharapkan. Sehingga sekarang ini pengangguran yang terbesar adalah 
disebabkan karena pendidikan belum memadai, sehingga sumber daya alam yang kita 
punyai ini belum dapat diolah dan belum mendapatkan hasil yang akan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menempatkan ini seperti apa yang 
sudah kita bicarakan selama ini dan sudah disepakati dalam tahap- tahap yang lalu. 

Adapun bagaimana caranya, tentunya kita akan bersama-sama baik Pemerintah, 
rakyat, dan DPR akan berusaha ke arah itu. 

65. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Sabam dulu, silakan. Mahon bersabar sebentar. 

66. Pembicara: Sabam Sirait (FPDIP) 
Saudara Ketua, saya kira 20% terlalu sedikit untuk anggaran pendidikan. Enam 

buah negara membuat anggaran pendidikannya 40% untuk mengejar ketertinggalan 
dengan negara barat, dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Saudara Ketua, 
Majelis ini kan di Undang-undang Dasar memprioritaskan sekurang-kurangnya dan 
masih akan disusun dalam Undang-Undang yang kita bicarakan bersama-sama. Tapi 
sebagai pegangan, bahkan kalau saya 25% pun kurang. 

67. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira sekarang waktunya itu bukan Pemerintah lantas jatuh karena tidak 

bisa menepati ini. Jadi, misalnya begini, misalnya Tuhan mewajibkan orang Islam naik 
haji, tapi kalau tidak punya uang ya gugur kewajibannya. Orang diwajibkan bayar zakat 
tapi kan kalau tidak mampu malah dia menerima zakat. Jadi, Pemerintah itu 
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diharapkan Undang-Undang Dasar berjuang semaksimal mungkin, tapi ada kata-kata 
karena pemerintahannya memang kita tahu masih agak miskin seperti sekarang ini, ya 
tentu Pemerintah tidak memberikan fitrah kepada rakyat Indonesia, minta maaf 
karena ternyata budget yang cuma sedikit harus untuk pertahanan, keamanan, 
pendidikan, pertanian, dan segala macam. Ya itulah jadinya. Tapi ada semacam 
imperatif pendidikan diperhatikan setinggi-tingginya. Jadi, kalau begitu antara Pak 
Sabam Sirait dengan lbu kita dan Pak Benny Pasaribu kita ambil jalan tengahnya. 
Setuju, ya? 

Pasal 32: 
"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 
nilai-nilai budayanya." 

Ayat (2): 
"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional." 
Setuju? Terima kasih. 

SETUJU 

KETOK 1X 

Bab XIV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 
Pasal 33 Ayat (4): 
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional." 

Ayat (5): 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang

Undang." 
Setuju? 

KETOK 1X 

68. Ketua Rapat: Amien Rais 
Eh belum, belum. Oke, saya ca but, ini saya ca but lagi. Oke. 
Prof. Sri Edi Swasono. Silakan. Singkat, padat, cepat, rapi. 

69. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Bapak Ketua, kalau bisa diubah ya diubah. Kalau tidak bisa diubah saya tidak 

ingin menghambat sidang ini. Namun perlu dicatat bahwa saya tidak bisa menyetujui 
major head nota Pasal 33 pada Bab XIV. Judulnya diubah menjadi "Perekonomian 
Nasional dan Kesejahteraan Sosial." Justru yang asli adalah "Kesejahteraan Sosial", 
artinya tolok ukur daripada keberhasilan ekonomi Indonesia apabila kesejahteraan 
sosial meningkat Justru ini adalah pakem bagi perekonomian nasional sehingga 
judulnya memang "Kesejahteraan Sosial" sebagai tujuan utama daripada pembangunan 
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nasional kita. 
Jadi, bukan pertumbuhan, bukan lain-lain, tetapi adalah kesejahteraan sosial 

termasuk lapangan kerja. Oleh karena itu, saya tidak bisa menyetujui judul 
"Perekonomian Nasional". 

Kedua, ada kesepakatan dari 11 fraksi bahwa hal-hal yang sifatnya normatif 
dalam Penjelasan harus terangkat. Ada banyak hal yang tidak terangkat di situ. Ada 
lima hal yang penting sekali, normatif, tidak terangkat Namun satu daripada itu adalah 
koperasi. Kebetulan koperasi baru kita rayakan Hari Koperasi-nya. Pesiden pun hadir 
dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya mewakili gerakan koperasi dan saya harus 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, sesungguhnya harus ada perkataan "koperasi", 
misalnya "dengan prinsip kebersamaan kooperatif'. Dengan sisipan "kebersamaan 
kooperatif' orang oleh merasa bahwa koperasi masih diperhatikan oleh MPR Republik 
Indonesia. 

70. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih atas keterangan catatan penting dari Sri Edi Swasono. Jadi, kita 

sahkan, ya? Setuju? 

Sekarang kita berikutnya lagi, 
Pasal 34 Ayat (1): 

SETUJU 

KETOK1X 

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". 
Ayat (2): 
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan". 

Ayat (3): 
"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak". 
Ayat (4): 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang

Undang". 
Setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Sekarang kita masih ke pasal-pasal yang sudah disepakati yang tidak ada 
alternatifnya. 

Pasal 37 Ayat (1): 
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"Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam 
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 
dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat." 

Ayat (2): 
"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta 
alasannya." 

Ayat (3): 
"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat." 

Ayat (4): 
"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat." 

Ayat (5): 
"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan." 
Setuju? 
Pak Permadi, silakan. Tolong jangan dinyalakan yang lain, karena kalau dua tiga 

yang nyala, nanti otomatis tidak bisa menyala yang lain. Silakan, silakan ke mimbar Pak 
Permadi! 

71. Pembicara: Permadi (F-PDIP) 
Tadi ada usul bahwa Pembukaan juga tidak boleh diubah karena itu mohon ayat 

kelima di samping khusus bentuk negara kesatuan juga ditekankan agar Pembukaan 
tidak dilakukan perubahan. 

Terima kasih. 

72. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi saudara-saudara, Pak Mohammad Ali saya bisa ijinnya sebentar saya 

menerangkan dahulu. Ini Saudara-Saudara memang belum ada pasal atau ayat yang 
secara hitam di atas putih menegaskan bahwa Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 
tidak dapat diubah. Hanya selama ini ada semacam konsensus tidak tertulis yang 
menyeluruh, membulat begitu, bahwa Pembukaan itu tidak bisa diotak-atik sehingga 
sudah harga mati. Itu saya kira masalah lain Pak Permadi. Cuma yang sekarang ini, itu 
memang Pasal 37 itu menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar dan NKRI tidak 
dapat dirubah. Ini dululah, setuju tidak ini? 

SETUJU 

KETOK1X 

73. Pembicara: Muhammad Ali (F-UD) 
Interupsi Saudara Pimpinan, 
Mohammad Ali nomor B-528. Saya berbicara sebagai anggota MPR RI dan tidak 
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mewakili fraksi siapapun juga. Berbakti tetapi saya belum berkonsultasi kepada Fraksi 
Utusan Daerah. Saya menggunakan hak sesuai dengan Pasal 10 Tap MPR Nomor 5 
Tahun 2001, untuk usul dan mengingatkan yang tadi dan yang kemarin yang saya 
usulkan dan yang tadi disinggung Pak Permadi. Mengingat bahwa pada Sidang Umum 
MPR RI tahun 1999 ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi bahwa Pembukaan Undang 
Undang Dasar 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk sistem 
presidensiil tidak diadakan perubahan. Saya usulkan supaya tiga hal itu dimasukkan di 
sini, jadi bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi khusus mengenai 
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan sistem presidensiil tidak diadakan perubahan. 

Terima kasih. 

7 4. Ketua Ra pat: Arni en Rais 
Terima kasih, cukup terima kasih. Pak Haji Mattalatta, silakan Pak 

75. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Mungkin pasal ini akan lebih jelas kalau kita nanti sampai keaturan tambahan, di 

mana di sana dikatakan bahwa yang dimaksud Undang Undang Dasar adalah 
Pembukaan dan pasal-pasal. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini dibagi dua, yaitu 
Pembukaan dan pasal-pasal. Sedangkan Pasal 37 ini adalah ketentuan untuk mengubah 
pasal-pasal jadi tidak menyangkut Pembukaan Pak. Pembukaan tidak ada mekanisme 
perubahannya sehingga dengan demikian Pembukaan tidak menjadi objek perubahan 
menurut Pasal 37. Saya kira demikian. 

76. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira cukup jelas ya. 
Saudara-Saudara ini sudah hampir Maghrib, bagaimana kalau kita singkat satu 

lagi aturan peralihannya saja. Yang tadi kita selesaikan dulu ya. 

Peraturan Peralihan. 
Pasal I: 

KETOK 1X 

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini''. 

Pasalnya dulu, setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 

Pasal II: 
"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini". 

Setuju! 
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SETUJU 

KETOK 1X 

Pasal III: 
"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 

2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya, dilakukan oleh Mahkamah Agung". 
Setuju? 

77. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Saya hanya tegas saja. Subtansinya sama apakah di depan Tap XVII tidak 

disebutkan tanggal 13, konsistensinya dari aturan yang sebelumnya. 
Terima kasih. 

78. Kenia Rapat: Amien Rais 
Saya kira bagus, setuju ya. Pakai tanggal saya kira, tidak usah di bawa ke Komisi 

A. Pakai tanggal setuju ya. Silakan Pak Sahetapy. 

79. Pembicara: J.E. Sahetapy (F-PDIP) 
Saudara Pimpinan, saya hanya mau meluruskan sesuatu yang keliru. Saya ambil 

contoh sekarang, khususnya orang suku Jawa selalu bilang,"ikan ayam," itu kan salah, 
ikan di laut, ayam di darat. Sekarang mengenai aturan, aturan itu adalah suatu 
ketentuan yang tidak tertulis, yang tertulis berarti peraturan. Saya sudah mengusulkan 
hal ini supaya saya harap ini dikoreksi, supaya dipakai bukan aturan tambahan tetapi 
peraturan tambahan. 

Terima kasih. 

80. Ketua Rapat: Amien Rais 
Setuju? lni sesuatu yang menyempurnakan bahasa, setelah Sidang Pleno. Belum. 

Pak Andi Matalata, silakan. 

81. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG) 
Sebenarnya antara aturan dan tambahan ini bukan masalah setuju atau tidak 

setuju Pak Tetapi semangat yang berkembang pada saat itu kalau bisa sedikit mungkin 
mengadakan perubahan-perubahan. 

Kalau maknanya tidak terlalu jauh berbeda demi memelihara mata rantai sejarah 
apa yang dirumuskan oleh the founding fathers kita. Saya kira demikian. 

Terima kasih. 

82. Ketua Rapat: Amien Rais 
Mengenai tanggal, gimana tanggal. Tanggal setuju, tadi sudah setuju tadi. Pasal 3, 

Pasal 3, sudah masuk tanggal, sudah Pak ya. 

83. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Iya, saya tidak tahu kalau biasanya kalau dalam pasal agak jarang disebut tanggal 

dan dengan menyebut 17 Agustus itu punya makna tersendiri, orang sudah tahu bahwa 
itu adalah sebuah tanggal. Jadi, sekaligus di situ ada pesan sejarah Pak. 

84. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sebentar-sebentar, satu demi satu. Tadi Prof. Sahetapy mengusulkan aturan jadi 

peraturan, tetapi Pak Matalata mengatakan kembali kepada yang asli saja. Nah, ini 
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bagaimana kalau dengan semacam kembali yang sudah ada kita pegang saja. Jadi 
aturan tambahan, aturan peralihan, setuju ya? 

SETUJU 

KETOK1X 

Nah, sekarang mengenai tanggal, ini Pak Ali Masykur tadi sudah seperti benar, 
tetapi kemudian seperti tidak benar, cuma begini tolong dalam Aturan Tambahan 
dalam gerak Komisi A sendiri ini belum sampai ke sana. Tapi saya mendahului Pasal II 
dari Aturan Tambahan itu berbunyi paragraf dua perubahan tersebut diputuskan 
dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke titik
titik, tanggal titik-titik, Agustus 2002. Oh, bukan pasal, Pak Jakob yang, silakan Pak! 

85. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP) 
Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya hormati, 
Walaupun soalnya sepertinya hanya soal kata-kata tapi memang ini terjadi. 

Memang diskusinya baik di dalam PAH, maupun di dalam Badan Pekerja, bahkan juga 
komisi dan kemudian kita memang nanya karena ini mengenai bahasa Indonesia yang 
baik dalam sebuah Undang-Undang Dasar, kami tanya legal drafter, kami tanya ahli 
bahasa. Maka, ahli bahasa bilang "tidak usah pakai tanggal", maknanya sama. 

Terima kasih. 

86. Ketua Rapat: Amien Rais 
Dan sudah diterangkan kalimat itu dengan ahli bahasa, dia dengan saya ilmunya 

sama. Pak Julius, Pak Julius. Mahon karena ini sudah maghrib, kita tidak boleh 
melanggar waktu shalat. 

87. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP) 
Jadi Pimpinan dan anggota yang saya hormati, 
Itu mengenai tanggal kalau saya tidak salah dengar. Dalam undang-undang, tidak 

boleh angka, mesti letter, katanya. Jadi, 17 agustus. Jadi saya percaya penuh kepada Pak 
Jakob lagi. 

88. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG) 
Pimpinan, Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pimpinan, sini. Sebelum Maghrib, 

Pimpinan. 

89. Ketua Rapat : Amien Rais 
Silakan. 

90. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG) 
Saya rasa usulan Pak Ali Masykur itu tentukan saja. Kalau pakai tanggal, 

konsisten tanggal semua karena ada kata-kata yang di depan itu. Kalau tidak, tidak 
semua, itu saja. Dan aturan mana kalau pasal itu boleh pakai tanggal? Tidak ada 
aturannya. 

Terima kasih. 

91. Ketua Rapat: Amien Rais 
Kata ahli bahasa. Pakai tanggal apa tidak? Tidak. Pak Ali Masykur sekali-kali 
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mengalah luhur wekasane. Tidak pakai tanggal itu bisa kita sepakati? 

SETUJU 

KETOK1X 

Terima kasih. 
Sekarang sudah menjelang Maghrib, kalau sampai menabrak waktu Maghrib, 

kiranya tidak begitu etis. Jadi kita skors dulu, insya Allah kita kembali lagi. Jangan molor 
pukul 20.00 WIB persis. 

Baik, saya skors. 
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB 
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4. RISALAH RAPAT 
AGUSTUS 2002 

1. Hari 
2. Tanggal 
3. Waktu 
4. Tempat 
5. Pimpinan MPR 

6. Ketua Raoat 
7. Sekretaris Rapat 
8. Acara 

9. Hadir 
10. Tidakhadir 

JALANNYA RAPAT : 

LOBI PIMPINAN MPR DENGAN PIMPINAN FRAKSI, 10 

Minggu 
10 Agustus 2002 
20.00- 20.30 WIB 
RuangGBHN 
- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. 
- Ir. Sutjipto 
- Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
- Drs. H. M. Husnie Thamrin 
- K. H. Moh. Cholil Bisri 
- Letjen. TNI Agus Widjojo 
- Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
- Drs. H. A. N azri Adlani 
Prof. Dr. Amien Rais, M.A. 
Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H., M.Si.) 
Rapat Lobi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi 
tentang Hasil-Hasil Perubahan UUD 

I ; 15 orang 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.45 

1. Ketua Rapat : Amien Rais 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Jadi, kita melanjutkan apa tadi, satu hal, yang belum bisa diputuskan di Rapat 

Paripurna tadi sehingga kita mengapa mengadakan lobi sekarang ini. Jadi, saya ulangi 
lagi, yang sudah menjadi Rantap dari Komisi A sudah dibacakan, sudah dikomentari 
juga oleh semua fraksi itu adalah Rantap mengenai pembentukan komisi konstitusi 
denganjob description-nya begitu. 

Kemudian, muncul perdebatan baru bahwa dengan argumen kalau hanya dalam 
Tap, dasar hukumnya kurang kuat, maka diupayakan supaya masuk Aturan Tambahan 
sehingga menjadi bagian integral dari konstitusi itu. 

Saya ingin menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar sudah 
diamendemen I, II, III, IV ini maka wewenang yang masih tersisa bagi MPR hanya 
tinggal mengamendemen, memperbaiki, menyempurnakan Undang-Undang Dasar itu. 
Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tidak lagi membuat GBHN, dan lain
lain. Hanya melantik. Sehingga memang sudah hanya itu, the only assignment buat MPR 
kita ini. 

Kalau MPR itu yang tinggal itu wewenangnya, otoritasnya, kemudian kita akan 
membuat komisi konstitusi, itu tentu memang tetap di bawah supervisi di bawah 
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guidance, di bawah otoritas MPR ini. Karena itu, jadi konstitusional. Tidak mungkin ada 
lembaga lain apapun dan siapapun yang berwenang untuk menunjuk komisi konstitusi 
itu. Saya kira ini kita sepakat yang pertama ini. 

Kemudian yang kedua, ini memang sudah larut sekali. Kalau dimulai dari tahapan 
musyawarah 1, 2, 3, ke-4, itu kan sudah impossible. Tapi, tadi diingatkan, bisa saja ini 
meng-overall tahapan 1,2,3, itu karena ini adalah Sidang Paripurna MPR. Sekarang saya 
malah minta mungkin pertama-tama ini Pak Jakob Tobing memberikan briefing 
sebentar, singkat, kira-kira bagaimana bisa sidang ini mengabsorsir asli seperti itu dan 
alternatif dua ini bentuknya bagaimana, kita dengarkan dulu dari Pak Jakob sebagai 
Ketua Komisi A. 

Terima kasih. 

2. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua Komisi A) 
Terima kasih. 
Pimpinan dan rekan sekalian. 
Kalau nanti kurang jelas barangkali di sini juga ada Pak Theo, ada Pak Harun, ada 

Bapak-Bapak lain yang Pimpinan Komisi A, dan juga khususnya dari PAH I. 
Kalau kita berbicara tentang amendemen, yaitu mulai dari pasal-pasal sampai 

dengan Aturan Tambahan itu kita bicara amendemen, maka kita terikat kepada aturan 
main kita yang dimulai dari tahapan satu, dua, tiga. 

Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kewenangan MPR, itu 
lebih mudah kita lakukan. Dan, kita tahu bahwa materi yang sekarang ini adalah materi 
yang beberapa kali kita bicarakan pada tingkat satu, tetapi tidak sampai-sampai, dulu 
itu. Dan, yang terakhir sekarang ini adalah masuk pada tingkat tiga. Masuk pada tingkat 
tiga dan diproses dari kesepakatan yang ada dan sudah kita sepakati dalam tingkat tiga 
adalah bentuk sebuah Tap. Ini adalah sebuah Tap yang menggunakan Pasal 3 dan Pasal 
37. Artinya, ini adalah suatu pengaturan oleh MPR sehubungan dengan 
kewenangannya yang semua pihak yang lain harus tunduk, karena menyangkut 
kewenangannya yang memang ditegakkan oleh Undang-Undang Dasar. 

Oleh karena itu, kalaupun misalnya dikatakan ini lemah mau ditinjau, itu bisa 
dikatakan ada dasarnya karena MPR mengatur sesuatu yang berasal dari dirinya 
sendiri. Namun, di lain pihak kalau ini diatur di dalam salah satu bagian daripada 
Undang-Undang Dasar dalam hal ini Aturan Tambahan, maka mengenai prosesnya, dia 
harus tunduk pada proses sebuah amendemen. Yaitu atau kita sepakati bersama secara 
100% atau minimum 2/3. Tetapi, kalau dikatakan itu lebih kuat, sebetulnya mirip
mirip saja karena kalau MPR nanti cabut lagi itu ya bisa juga, tetap menyangkut 
wewenangnya juga. 

Jadi oleh karena itu, yang kami ingin sampaikan di sini adalah bagaimana proses 
berkembang mengenai isu ini, dari awalnya ada yang sama sekali tidak menghendaki, 
dengan ada yang menghendaki di ujung satu lagi, sebuah badan yang betul-betul bebas 
saja, dengan kekuasaan yang penuh. 

Sama-sama kita tahu bahwa akhirnya kita setelah membuat matriksnya itu 
bertemunya dibentuk Tap. Yang sudah kami sampaikan tadi posisi-posisi hukumnya 
dalam proses kita sekarang. Oleh karena itu, ingin saya katakan bahwa terpulang 
kepada kita, apakah memang kita bisa bergerak dari posisi itu atau tidak? Apakah kalau 
kita melebihi yang sudah didapat itu bisa semua sependapat atau justru karena itu ada 
yang ingn malah kurang dari itu? Sehingga kita akhirnya mungkin tidak berhasil. 
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Yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah saya rasa kita semua sangat jelas 
dan tegas tidak menghendaki bahwa amendemen ini terpasung. Dan saya juga merasa 
kalau berlapang dada saya tidak ada usaha apapun dan setiap pihak untuk secara 
sengaja memasung proses amendemen ini. 

Oleh karena itu, saya pikir kalau kita bisa bicara lebih melanjutkan yang tadi 
malam, kami dari Komisi A melihat bahwa Komisi A masih ada. Menurut hemat kami 
tidak baik atau tidak bisa kita bertolak dari sesuatu yang lain di luar apa yang sudah 
pernah kita capai, paling tidak pada pertemuan tadi malam, begitu. 

Dan barangkali ada teman-teman akan menyampaikan kalau mereka ada 
menyampaikan, mohon diperkenankan. 

3. Ketua Rapat: Amien Rais 
Ada yang lain barangkali? 
Silakan. 

4. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Barangkali sebelum kita lanjut berdiskusi, kita ingin tahu konkretnya usul untuk 

tambahan alternatif pertama itu kayak apa? Sesuai secara resmi saya sampaikan di sini 
supaya kita bisa olah bersama, begitu. Jangan kita abstrak berbicara, nanti memakan 
waktu. 

5. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan Fraksi TNI. 

6. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian. 
Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya kita memberikan suatu 

usulan dan permintaan untuk dicantumkan ini dengan harapan untuk bisa 
menyempurnakan Perubahan I, II, III dan IV yang esensinya diberlakukan mulai tahun 
ini sampai dengan periode tertentu. Di dalam usulan ini kami sampaikan sampai 
dengan Tahun 2004, untuk mengantar rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu Tahun 
2004, dan selanjutnya disempurnakan oleh badan atau panitia atau komisi yang 
dibentuk oleh Majelis pada Tahun 2002 ini, dan melaporkan hasilnya kepada MPR hasil 
pemilu tahun 2004. 

Yang pertama yang ingin kami sampaikan, esensi dari ini yang penting 
bahwasanya pertama kita perlu menyepakati bahwa kita hendak menyempurnakan 
konstitusi tadi. Apabila kita sudah sepakat bahwa ini akan disempurnakan, yang 
menyempurnakan ini adalah suatu badan atau apapun namanya di bawah Majelis Pak, 
tidak di luar Majelis. Namun, badan ini diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. 
Yang penting, sampai periode ditetapkan, Perubahan Keempat ini konstitusi ini 
berjalan dalam waktu tertentu sampai dengan Tahun 2004, dan Pemilu yang akan 
datang sudah menggunakan Perubahan Keempat ini. Hasilnya, yang dikerjakan oleh 
badan penyelaras atau yang menyempurnakan dilaporkan kepada Majelis hasil Pemilu 
Tahun 2004, Jadi, Majelis yang baru nantinya. Tentang waktunya tergantung dari 
kesepakatan. Tapi, kalau dihadapkan dengan yang kami minta pada Tahun 2004, jadi 
pada saat tadi ini sudah dibentuk Majelis baru. Majelis baru nanti yang menilai ini, 
apakah rancangan tentang penyelarasan atau perubahan dan sebagainya itu ditetapkan 
oleh Majelis yang baru, ini yang pertama. 
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Kemudian yang kedua, pembentukan badan dan sebagainya ini dibuat dengan 
Ketetapan MPR. Jadi, ini adalah canto/an untuk dasar hukumnya. Kalau kami lebih jauh 
itu nanti. Jadi, kami yang ingin sampaikan adalah untuk Aturan Tambahan ini. 

Selanjutnya barangkali yang penting, bahwasanya makna dari ini kita bukan 
hendak membuat keadaan tidak menentu, uncertainty yang sudah kita lanjutkan. Tapi, 
justru kita hendak mewujudkan suatu kepastian, dalam suatu periode tertentu kita 
akan tersendat untuk menyempurnakan ini. Oleh sebab dan Aturan Tambahan 
menurut para pakar karena ini sifatnya einmalig. Jadi, saya ambil periode tertentu 
kapan mau digunakan, saya mohon untuk kita mendapatkan kesepakatan bersama. Ini 
baru usulan dari kami, kami sudah mengetik, kemudian nanti barangkali masih ada 
kekurangannya mungkin nanti bisa disempurnakan Rekan-Rekan yang lain. 

Demikian, terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

7. Ketua Rapat: Amien Rais 
Apa yang tadi malam Pak? Lain lagi? 

8. Pembicara: Ronggo Soenarso (F-TNI-Polri) 
Selanjutnya usulan kami adalah pada Pasal 3. Jadi, setelah Pasal 1 ditambahkan 

Pasal 3 yang bunyinya adalah Pasal 3, "Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2004 
untuk menghantar rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu 2004 dan disempurnakan 
oleh badan/panitia/komisi yang dibentuk oleh Majelis pada tahun 2002, dan 
melaporkan hasilnya pada MPR hasil pemilu 2004". 

Demikian Pak 

9. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Saya sedikit Ketua. 

10. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan Mas Hamdan dulu, baru Pak Luthfi. 

11. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Terima kasih. 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Bapak-Bapak sekalian, 
Sebenarnya saya sudah membaca, kami sudah membaca rancangan usulan dan 

rekan-rekan dari TNI/Polri menyangkut tambahan Aturan Tambahan. Kami, kalau 
masalah substansi terus terang saja kami sudah sampaikan juga dalam lobi, juga dalam 
Komisi A Kami nyatakan bahwa, setelah kami mengkaji dan beberapa sebagian besar 
pakar ahli hukum tata negara tidak ada masalah dengan perubahan-perubahan yang 
kita sudah selesaikan ini. Tidak ada yang menimbulkan kebuntuan dalam pelaksanaan 
ketatanegaraan. Jadi, sebenarnya sudah bisa operasional. Jadi tidak ada sedikitpun 
kekhawatiran akan masalah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, 
dan Perubahan Keempat dalam operasional ketatatanegaraan Indonesia. Kami 
sampaikan bahwa hanya perbedaan pada pilihan dan maunya, ada yang maunya 
tambah ini, ada yang maunya tambah ini, itu saja persoalannya. Jadi, persoalan pada 
pilihan, bukan persoalan pada hasil yang kita capai ini ada yang salah, bukan sama 
sekali. Dan, kami sudah mengkaji dengan berbagai pakar bahwa tidak ada masalah 
dalam kaitan pelaksanaan. Itu yang pertama yang kami ingin tegaskan. 
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Oleh karena itu, sebenarnya sikap awal kami menyatakan bahwa belum perlu 
membentuk komisi konstitusi ini. Kalau ada nanti kebutuhan dalam kehidupan 
ketatanegaraan ke depan, yang membutuhkan kita memperbaiki komisi konstitusi ini, 
ya silakan kita ubah lagi berdasarkan mekanisme Pasal 37. Jadi itu simple sekali 
urusannya. Ini masalah yang sangat simple. Yang dipermasalahkan selama ini adalah 
masalah sosialisasi dan keterlibatan dari masyarakat, di sinilah perbedaannya. 
Walaupun, yang kita lakukan juga sudah sosialisasi, tapi ada kalangan LSM yang tidak 
puas. Sehingga itu saja sebenarnya masalah, bukan pada substansi. Yang saya baca dari 
berbagai tanggapan-tanggapan yang mengkritik hasil-hasil ini bukan pada output-nya, 
tapi pada proses yang tidak melibatkan masyarakat luas. Itu sepanjang yang saya baca 
dari buku yang dikeluarkan oleh Koalisi Ornop yang ingin ke posisi baru. Ada masalah
masalah yang lain, tapi bukan karena kesalahan yang kita sudah buat. Tapi, mereka 
inginnya seperti pandangan mereka. Persoalan pilihan! Itu satu. 

Kemudian yang kedua, kalaulah ini misalnya rancangan ini ditambahkan di sini, 
kita serahkan kepada komisi konstitusi, pada tahun 2004 selesai di-drafting oleh 
komisi konstitusi, dibawa kepada MPR. Lalu, kalau MPR menolak bagaimana dengan 
status konstitusi kita? Apa yang akan terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi? 
Karena sudah dinyatakan sini berlaku sampai 2004, atau katakanlah kita katakan 
sampai 2005, apakah 2006. Pada tahun 2006 misalnya hasil drafting dan komisi 
konstitusi ditolak oleh MPR, apa yang terjadi? Drafting komisi konstitusi tidak bisa 
diterima, kemudian konstitusi kita tidak ada. Apa begini yang kita inginkan? Saya kira 
Saudara-saudara sekalian ini persoalan mendasar bagi bangsa dan negara ini. Ini 
menentukan kelanjutan demokrasi negara ini. Itu yang kedua. 

Yang ketiga adalah, apakah memang harus ada canto/an dalam Aturan Tambahan 
untuk membentuk komisi konstitusi, itu pertanyaan. Tidak harus. Karena Pasal 3 dan 
Pasal 37 yang memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau 
menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR. Itu jelas. Sekarang apakah untuk men
drafting itu dilakukan oleh MPR sendiri dalam suatu panitia ataukah oleh orang di luar 
yang diberikan kewenangan oleh MPR, ataukah oleh MPR ditambah dengan orang luar 
yang dibentuk oleh MPR, itu terserah kepada MPR. Karena itu dalam rangka 
menjalankan kewenangannya. Jadi tidak harus ada dalam Aturan Tambahan, semua 
bisa operasional. 

Oleh karena itu, kami kemarin setuju, ini dibuat dalam bentuk rantap itu 
kewenangannya MPR, yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang 
Dasar, dia memberikan kepada institusi yang lain untuk men-drafting, itu tidak ada 
persoalan, tetapi yang memutuskan pada akhirnya adalah MPR. Karena 
kewenangannya dia. Jadi MPR boleh membuat suatu keputusan ataukah ketetapan 
yang memberikan kewenangan kepada satu institusi komisi atau paripurna terserah 
kepada MPR. Karena MPR mempunyai kewenangan. Di sini tidak ada masalah dan tidak 
harus dicantumkan dalam Aturan Tambahan. Karena kewenangan dia. 

Misalnya, saya mempunyai kewenangan, saya mempunyai kewenangan untuk 
melakukan sesuatu, terserah kepada saya untuk melimpahkan kewenangan kepada 
orang lain, nanti toh saya yang mengambil keputusan. Jadi, tidak harus dicantumkan 
Aturan Tambahan ini. Saya kira apa yang kita lakukan dan Komisi A dengan perdebatan 
yang sangat panjang. Perdebatan dengan berbagai konsep bukan hal yang sedemikian 
muncul dari beberapa ekstrim pendapat yang ada. Ya, jalan kompromi yang 
menunjukkan kenegarawanan dan kearifan kita semua untuk memutuskan hal itu 
sehingga inilah yang kita sepakati bersama. Kami bersalaman selesai Komisi A itu. 
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Sampai ada yang menangis. Karena merasa enak semuanya, merasa plong setelah kita 
berdebat lama dan tegang mendebatkan masalah itu. 

Saya kira sesuatu yang sudah kita petik bersama, kita sudah gembira menyambut 
hasil komisi itu dengan ketok palunya Pak Jakob Tobing, kita semua senang, semua 
terima, saya pikir ini sudah selesai. Oleh karena itu, marilah kita selesaikan ini dengan 
arif dan bijaksana dan marilah kita hormati putusan-putusan yang sudah kita ambil 
dengan senang hati itu. 

Terima kasih. 
Wassalaamu 'a/aikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

12. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih Mas Hamdan Zoelva. 
Saya kira jelas sekali. Ada yang lain? Pak Luthfi. 

13. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi) 
Sebenarnya sebagian pertanyaan saya sudah diajukan oleh Saudara Hamdan 

Zoelva yang menyatakan tadi bahwa Undang-Undang Dasar yang kita siapkan 
amendemen satu, dua, tiga dan empat, itu berlaku sampai 2004 untuk mengantarkan 
pemilu. Jadi, setelah 2004 itu klarifikasi Undang-Undang Dasar yang mana yang 
berlaku, apa yang itu kalau berhenti sampai situ itu bagaimana. Tadi kan sampai 2004. 
Kemudian mau disempurnakan, itu pertanyaan pada waktu ini dibuat kemudian 
disetujui jadi apa, open itu, itu pertanyaan saya, ingin jelas sebelum kita mengambil 
keputusan. 

14. Ketua Rapat: Amien Rais 
Usulnya dari TNI itu memang diminta suatu yang clear. Jadi, bagaimana 

maksudnya masa ini bisa menjadi Aturan Tambahan yang melompati tahap-tahapan 
dulu karena ini masalah amendemen, coba sambil berpikir. 

Ibu Aisyah bagaimana? 

15. Pembicara: Aisyah Aminy (F-PPP) 
Terima kasih. 
Saudara Pimpinan, kalau kita baca apa yang diusulkan oleh Fraksi TNI/Polri ini 

kelihatannya banyak hal-hal yang perlu dijawab. Kalau tadi dikatakan kita 
menginginkan adanya certainty, justru tambahan ini menimbulkan uncertainty. 
Kenapa? Karena di sini dikatakan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat 
diberlakukan sejak ditetapkan sampai Tahun 2004. Berarti perubahan ini hanya 
merupakan transisi. Jadi, Undang-Undang Dasar yang sudah dibuat sekarang ini, yang 
sudah final sekarang, berarti hanya bersifat sebagai transisi untuk nanti kita menunggu 
hasil dari komisi konstitusi. Apakah ini tidak merupakan suatu ketidakpastian dalam 
Undang-Undang Dasar kita dan lalu masyarakat merasa, ya Undang-Undang Dasar yang 
dibuat oleh MPR ini adalah Undang-undang Dasar transisi yang tidak usah kita terlalu 
risau, biarkanlah nanti ada komisi yang akan membuat yang lebih pintar dari kita-kita 
semuanya ini. 

lni barangkali arti dari kalimat ini. Dan kalau dikatakan berlaku sampai tanggal 
dengan itu, berarti sudah itu tidak ada lagi atau kembali kepada asal. Apakah itu yang 
kita inginkan kali itu perlu dijawab. Kalau kita mau kembali ke sana, apakah itu bukan 
hal yang sangat dirisaukan oleh Reformasi ini. Berarti, Reformasi tidak ada. Ini yang 
pertama. 
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Yang kedua, seberapa jauh hasil dari pada panitia atau komisi atau badan ini 
benar-benar akan diterima oleh MPR? Andaikata MPR yang akan datang tidak 
menerimanya, maka ini juga akan menimbulkan tanda tanya besar. Dan ini juga akan 
merupakan negara kita menjadi gonjang-ganjing, Konstitusinya tidak jelas. 

Yang ketiga, bentuk dari panitia itu sendiri apakah bisa kita kecuali kalau kita 
mau perpanjang lagi MPR ini untuk bersidang menentukan. Tadi dikatakan kriteria 
orangnya, tugasnya, wewenangnya dan segala macam. Ini kan tidak jelas. Kalau akan 
kita kerjakan ini kan makan waktu yang tentunya tidak bisa sehari, dua hari dan 
tentunya juga harus dipikirkan seluruhnya itu sematang-matangnya. 

Itulah hal-hal yang barangkali kita perlu pikirkan bersama. Kita tentunya tidak 
ingin menciptakan perasaan rakyat kita, mereka mempunyai Undang-Undang Dasar 
transisi sekarang ini. Kita inginkan bahwa masyarakat kita merasa inilah Undang
Undang Dasarnya. Bahwa pada satu waktu nanti akan ada keinginan dari MPR yang 
akan datang untuk mengubah, ya itu boleh-boleh saja. Karena dicantumkan dalam 
Undang-Undang Dasar ini bahwa MPR itu masih mempunyai kewenangan untuk 
mengubah. Dan kalau hasil daripada komisi itu nanti final, lalu harus diterima MPR, 
maka berarti MPR yang akan datang tidak mempunyai kewenangan terhadap 
konstitusi lagi. Ini barangkali hal-hal yang sangat mengganjal dan akan menimbulkan 
kegoyahan kita dalam bernegara. 

Terima kasih Pimpinan 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

16. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Tjipto. 

17. Pembicara: Sutjipto (F-PDIP) 
Terima kasih Saudara-Saudara sekalian. 
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Walaupun ini sifatnya mengulang dari pendapat-pendapat anggota yang 

terhormat, namun menurut hemat kami perlu menjadi perhatian kita bersama. 
Yang pertama adalah mengenai keberadaan komisi konstitusi ini, posisi 

konstitusionalnya seperti apa? Karena tadi juga sudah dikatakan dari di antara 
pembicara terdahulu bahwa yang punya kewenangan lembaga yang punya 
kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu hanya MPR, 
di luar itu tidak ada lembaga lagi. 

Lalu yang kedua, walaupun dikemas dalam bahasa penyempurnaan, 
penyelarasan dan lain-lain, itu pada hakekatnya adalah meninjau Undang-Undang 
Dasar yang sudah ada. Dengan kata lain, ini adalah mengubah Undang-Undang Dasar 
dan ini hanya MPR. 

Kalau memang itu nanti kita sepakat bersama maka menurut hemat saya yang 
perlu mendapatkan kejelasan pertama adalah posisi konstitusionalnya ini. Supaya 
tidak timbul kerancuan seperti yang diangkat oleh para anggota yang terdahulu 
berbicara. 

Lalu yang kedua, yang berhak, yang punya kewenangan membentuk itu nanti 
siapa? Dasar kewenangan itu apa? Lalu kemudian persyaratan daripada mereka yang 
akan duduk di dalam menjadi keanggotaan komisi konstitusi itu siapa yang 
menentukan dan kapan itu kita rumuskan? Karena semestinya kalau itu harus kita 
sepakati dalam sidang ini juga kita harus juga sudah mensepakati persyaratan
persyaratan baik proses pembentukan maupun persyaratan dari para anggota yang 

Perubahan UUD 1945 717 



akan duduk. Yang saya khawatirkan jangan-jangan komisi konstitusi yang maunya 
menyempurnakan, dengan kata lain, mengubah Undang-Undang Dasar ini nanti adalah 
teman-teman yang kemarin ikut merobeki putusan kita itu, kan celaka. 

Lalu kemudian mengenai kewenangannya sendiri tadi lbu Aisyah juga sudah 
menyampaikan ini terkait dengan posisi konstitusionalnya tentunya. Ini hubungannya 
dengan BP nanti seperti apa. Lalu, status BP ini sendiri dalam proses-proses ke depan 
ini nanti bagaimana? Juga mengenai jangka waktu. Jangka waktu penugasan kalau 
memang itu diberikan kewenangan kepada BP mungkin kita mendapatkan pemecahan, 
tetapi apakah memang BP kewenangan yang seperti itu. 

Dan, mengenai keberlakuan Undang-Undang Dasar ini sendiri, saya berpikir 
positif saja terhadap perubahan-perubahan dan saya yakin memang positif, menurut 
hemat kami tidak perlu eksplisit kita sebutkan. Karena hakekatnya Undang-Undang 
Dasar itu bisa diubah setiap sidang MPR dilaksanakan. Di mana kalau menurut 
ketentuan Undang-Undang Dasar baru nantinya sudah tidak akan ada Sidang Tahunan 
tentunya sejak 2004 diadakan pada Sidang Umum. Oleh karena itu, kita sudah tidak 
perlu mengatakan secara eksplisit bahwa apa yang berlaku sekarang ini hanya sampai 
2004, walaupun tidak perlu dikatakan memang 2004 nanti MPRnya punya 
kewenangan untuk meninjau. 

Saya rasa itu Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati. 
Terima kasih. 

18. Ketua Rapat : Amien Rais 
Pak Lukman dulu, baru Pak Hatta. 

19. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 
Saya hanya mengingatkan, Pak Amien, ini waktunya karena kita tadi hanya 30 

menit dan tampaknya kecenderungannya ini akan ada pembahasan yang cukup 
mendalam, apa tidak sebaiknya kita sampaikan kepada Paripurna karena mereka 
menunggu di sana. Kita akan batasi sampai jam berapa lobi ini? Sehingga kita juga bisa 
menentukan dan bisa menyampaikan ralat ke anggota Majelis yang lain di Paripurna. 

20. Ketua Rapat : Amien Rais 
Jadi sebentar. Sebetulnya kalau kita mau jujur pada kita diri sendiri, ini kan 

tekanan dari luar yang membuat sebagian kita grogy, tidak konsisten, dan seperti 
ignorence begitu. Seolah-olah seperti ini, itu. Padahal kalau kita mantap itu kan sudah 
jelas sekali kita sudah bekerja bertahun-tahun setiap hari satu tahap demi tahap, 
dengan cermat, kok tiba-tiba ditorpedo dari luar, kok jadi lantas pontang-panting, itu. 
Karena itu, saya mohon TNI/Polri kalau punya usul yang jelas dan masuk akal, ya kita 
laksanakan. Kalau tidak, apa boleh buat 

21. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Boleh Pimpinan? Klarifikasi lagi. 
Kita memaklumi bersama sejak komisi konstitusi ini dikumandangkan ada tiga 

versi yang berjalan. 
Pertama, Komisi-komisi dibentuk sekadar penyerasian, penyelarasan daripada 

hasil kita. 
Ada yang versi kedua, komisi-komisi yang untuk melakukan amendemen baru 

terhadap Undang-Undang Dasar ini. 
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Lalu yang ketiga, yang totalitas akan membuat konstitusi baru yang bukan lagi 
Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap tiga wacana yang berkembang dalam 
masyarakat Ini sekadar catatan. 

22. Ketua Rapat : Amien Rais 
Pak Hatta dulu. 

23. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Terima kasih Pak Amien. Dan Bapak, Ibu sekalian. 
Tadi saya sampaikan bahwa ada kesepahaman pada waktu finalisasi kalau ada 

hal-hal yang sangat penting itu bisa ditambahkan dalam Aturan Tambahan. Nah, waktu 
kita memasuki Komisi A, dan di dalam pandangan umum tidak ada rancangan aturan 
tambahan itu untuk ditambahkan di dalam Aturan Tambahan itu. Malah justru yang 
masuk adalah rancangan untuk komisi konstitusi. Nah, rancangan yang masuk komisi 
konstitusi telah kita sehari lebih kalau tidak salah didiskusikan dengan membuat 
matriknya macam-macam. Lalu pengertian kami dari Utusan Daerah bahwa rantap itu 
akan menugaskan kepada Badan Pekerja untuk merumuskan segala macam yang 
tempo hari ada matriknya itu. Mulai dari waktunya, mulai dari siapa akan duduk di 
situ. Kemudian sampai di mana wewenang dan sebagainya? Yang akhirnya rancangan 
itu sudah dibuat kalau tidak salah tetapi rancangan Tap. Tap ini mungkin seperti Tap 
MPR Nomor XI dulu, saya kira semua akan terjamin bahwa rancangan itu tidak akan 
dibatalkan karena dia hanya satu tahun bekerja untuk dilaporkan. Apa yang dilaporkan 
susunan dari komisi-komisi konstitusi dan tugas-tugasnya. Sampai waktu itu kita 
dalam matriknya menyatakan seandainya pada tahun 2005 atau 2006 rancangan yang 
sudah diselaraskan, disempurnakan ini tidak diterima oleh MPR kita kembali kemana? 
Ya kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen Satu, Dua, Tiga dan Empat 
itu. Itu pengertian kami waktu itu. Sehingga kita menerima rancangan daripada komisi 
konstitusi yang sudah di-adopt di Komisi A. 

Saya terus terang Pak Amien, sangat sedih Bapak sekalian melihat orang-orang 
yang menyobek rancangan itu di depan publik dan dimasukkan di televisi ke mana
mana bahwa seolah-olah mereka itu lebih kuasa daripada MPR ini. Ini betul-betul kita 
merasa bahwa pekerjaan kita ini tidak ada gunanya begitu di mata mereka. Dan seolah
olah mereka adalah lebih tinggi daripada kita. Saya dengar indepedensi. Ya memang 
kita semuanya tidak independen karena mungkin ada yang dari partai. Kalau kami 
tidak partai mana-mana, partainya Utusan Daerah saja. 

Kalau kita bicara, mestinya saya tadi mau telepon Pak Amien. Seandainya apa 
yang dipimpin Todung ini apa? Dia juga tidak independen. Dia tergantung pada dana, 
pemberi dananya. Caba dipotong sumber dananya, itu kan dia tidak bisa lagi mencetak 
buku, mengadakan seminar, dan sebagainya. Jadi independensinya juga di situ kan? Dia 
tidak ada independensi, karena dia tergantung pada sumber dananya. Dananya dari 
mana? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti katanya bantuan dari luar. 

Dengan demikian, Pak Amien menurut kami dari Utusan Daerah mari Rantap ini 
saja kita coba diselesaikan. Dan tahun 2003 itu dipastikan bahwa Komisi itu sudah 
terbentuk dengan tugas, dengan orangnya sekalian karena ini ditugaskan kepada BP itu 
pengertian kami. Enggak tahu kalau pengertian kami salah Pak. 

Terima kasih. 
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24. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sebentar Pak, PKB, sebentar. Jadi, PKB tadi yang mendukung-dukung, sekarang 

tolong PKB punya tidak usul konkret karena waktu makin malam dan kita sudah 
melihat acuan jadwal, kita harus kembali untuk mengubah jadwal kembali. 

Silakan Pak Yusuf Muhammad. 

25. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Terima kasih. 
Saya kira wajah komisi konstitusi atau aspirasi tentang komisi konstitusi itu 

datang dari banyak pihak dan kemudian kita respon. Kemudian, kemarin kita sudah 
melahirkan sesuatu yang saya kira menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di 
ruangan ini. Tentang bagaimana-bagaimana itu format yang ada itu sebetulnya sudah 
menjawab sebagian itu. Bagi kami sebetulnya yang sedang kita inginkan baju 
hukumnya itu dinaikkan kelas. Itu yang sebetulnya menjadi apa yang kami inginkan. 

Jadi, kalau itu dinaikkan kelas dengan segala pertimbangan yang mungkin bisa 
kita perdebatkan. Kemudian menjadi bagian dari Aturan Tambahan itu. Tetapi wajah 
dari komisi konstitusi dan segala sesuatu. 

26. Ketua Rapat: Amien Rais 
Soal wajah kita tahu Pak, tetapi Anda punya tidak konkritnya itu. Rumusannya 

bagaimana? 

27. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Yang kita usulkan itu memang pertama itu diangkat ke menjadi bagian dari 

Aturan Tambahan itu. Kemudian, substansi dari Aturan Tambahan itu mungkin ada 
perbedaaanya dengan usulan-usulan yang lain. Misalnya, untuk menyelaraskan dan 
menyempurnakan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang 
Dasar 1945 dibentuk komisi konstitusi pada tahun 2002 yang susunan, kedudukan, 
dan keanggotaannya diatur lebih lanjut dalam Tap MPR hasil kerja maka harus sudah 
dilaporkan pada Sidang MPR tahun 2004. Ini kan artinya, substansinya bisa berbeda 
antara usulan-usulan. Jadi, kalau kembali kepada menjawab pertanyaan-pertanyaan, 
saya kira jawabannya rumusan yang kemarin sudah kita buat itu, hanya kita mau 
menaikkan kelasnya untuk memberikan kekuatan yang seimbang dengan apa yang 
menjadi tugasnya itu. 

Terima kasih. 

28. Ketua Rapat: Amien Rais 
Ini sudah semakin malam. Bisa tidak yang short cut Pak Seto, bagaimana. 

29. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 
Ya, saya kira memang sulit karena persoalannya didasarkan kepada mungkin ada 

ketidakpercayaan bahwa dengan empat yang kita sudah sepakati sebagai kompromi 
dianggap itu bisa diubah 2003. Artinya, kita ini tidak dipercaya bahwa kita tidak akan 
mencabut Tap itu kembali. Sehingga diperlukan dukungan. Tetapi, keberatan sisi lain 
kalau dukungan dari Aturan Tambahan itu belum-belum sudah menyatakan bahwa 
tidak sempurna, ini kan kita menjadi repot. Begitu kalau kata-katanya untuk 
menyempurnakan, jadi ini tidak sempurna. Lalu, pertanyaannya tidak pernah 
sempurna, semua perbuatan manusia tidak sempurna. 

Jadi, sampai kapan pun kalau kita mau membuat perubahan memang tidak 
sempurna. Kalau begitu kenapa kita usulkan saja masuk Pasal 37 setiap kali akan 
mengadakan perubahan dibentuk komisi konstitusi. Karena pasti tidak sempurna. 
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Tetapi kan bukan itu begitu. Kesepakatan kita waktu itu adalah bahwa komisi 
konstitusi ini kanalisasi. Saya berapa kali setuju dengan pernyataan Pak Arifin pada 
waktu itu bahwa ini meningkatkan akseptabilitas, supaya begitu banyak aspirasi yang 
belum masuk mari kita tampung begitu. Kalau rumusannya bisa begitu mungkin kita 
bisa sepakat, begitu. Bahwa ini memang dalam rangka akseptabilitas bukan belum
belum sudah mengatakan untuk menyempurnakan begitu. 

Terima kasih. 

30. Ketua Rapat: Amien Rais 
F-KKI silakan. 

31. Pembicara : Astrid S. Susanto (F-KKI) 
Singkat saja. Jadi saya sependapat penuh dengan Bapak dan Ibu pembicara 

terdahulu. Saya kira atau kita F-KKI tetap menginginkan Tap. Mengapa? Karena kami 
mengetahui dan analisa yang kita lihat, dari mass media dan seterusnya orang sedang 
membuat suatu kerancuan secara sengaja atau tidak sengaja antara komisi konstitusi 
dengan Konstituante. Di sini kita harus hati-hati karena konstituante itu lain lagi. Kita 
tidak bisa itu harus keluar dari pemilihan umum. Kalau saya ingat waktu dulu masih 
anakkecil. 

Kedua, kami toh sudah menyetujui tadi mengenai Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi pasalnya yang antara lain, menyebut kalau belum ada maka bisa 
minta Mahkamah Agung. Mengapa kita tidak lakukan malam ini juga? Telepon saja agar 
besok ada jawaban. lni benar tidak ini konstitusi ini. Jadi, sementara komisi konstitusi 
untuk memenuhi keinginan dari TNI/Polri, ya kita perlakukan sebagaimana sudah 
diusulkan oleh Komisi A, sebagaimana diterima. 

Ini saja dari kami Pak. Oh ada tambahan sedikit. 

32. Pembicara: Antonius Rahail (F-KKI) 
Ada tambahan Pak. Karena yang mengajukan konsep tertulis adalah TNI/Polri, 

dan kalau kita, ini baru dibagi kami baca dan ternyata benar apa yang telah 
disampaikan oleh Ibu Aisyah. Dengan redaksi bahwa Perubahan Pertama, Kedua ini 
berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2004, untuk mengantar rakyat 
Indonesia melaksanakan Pemilu 2004. Maka ini berarti, bahwa manakala terjadi pada 
2004 apa yang dihasilkan oleh Komisi tidak diterima oleh MPR, maka terjadi yang kita 
kerjakan ini adalah konstitusi transisi, itu kekosongan. Dan, tidak ada pilihan lain kita 
pasti akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu adalah pembenaran dari 
apa yang sekarang ini terjadi. Ini tidak bisa lagi diragukan. 

Oleh karena itu, dari konsep yang diajukan ini, manakala diubah Perubahan 
Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sejak 
ditetapkan dan selanjutnya disempurnakan atau diselaraskan oleh Badan/ 
Panitia/Komisi yang dibentuk Majelis pada tahun 2002 dan melaporkan hasilnya 
kepada MPR hasil pemilu 2004, barangkali di situ masih ada perundingan. Tetapi, kalau 
redaksi seperti ini barangkali kita sulit untuk mengadakan perundingan. 

Terima kasih Pak. 

33. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Tetapi terasa bahwa hal ini kita terburu-buru karena kita ditunggu di sana. Kita 

realistis saja, ini sesuatu yang serius. Kalau saya usul karena semua serius, kita 
teruskan lobi ini sampai jam empat pagi, lima pagi. Paripurna kita bubarkan dulu, kita 
minta di-extend, 1, 2 hari. Kalau kita mau benar-benar serius, 24 jam kita tidak tidur 
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ayo, saya tunggu di sini. Tetapi, betul-betul kita duduk di sini jangan sampai keluar. 
Jangan ada yang keluar dan ruangan ini sampai selesai. 

34. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Sebelumnya Pak Amien. lni kita sudah melakukan suatu pelanggaran konstitusi 

menurut pendapat saya. Tugas Majelis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 
Dasar atau wewenang daripada Majelis sesuai diatur dengan Undang-Undang Dasar 
adalah melakukan perubahan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian, 
Majelis ini dengan serta merta membentuk suatu badan. Badan ini apakah menjadi 
tugas Majelis? Saya mau tanya. Apakah badan ini merupakan tugas Majelis atau tugas 
BP? Tugas Majelis, tugas Badan Pekerja MPR adalah melakukan perubahan atau 
menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu tugas Majelis. Tugas Majelis bukan membentuk 
ini badan. Kalau umpamanya Majelis ingin membentuk ini badan, bikin dalam Tap MPR. 
Seperti rekomendasi-rekomendasi yang lain yang ada di Komisi B atau Komisi C. Kita 
membentuk suatu badan padahal kewenangan kita sudah diatur dengan jelas 
mengamendemen Undang-Undang Dasar. Kemudian, kita merasa bahwa pekerjaan kita 
itu menyalahi aturan. Dari sisi mana ini Majelis ini melanggar aturan? Kemudian ada 
desakan dari luar, kita melanggar aturan, melakukan kesalahan kemudian membentuk 
ini badan? 

Jadi saya setuju dengan Pak Arifin tadi, kita ke sana bubarkan dulu Paripurna 
baru kita membahas secara mendalam. Ini karena ini masalah besar ini. 

35. Pembicara: Arifin Panigoro (F-PDIP) 
Pak Amien kalau boleh saya usul kita tidak usah bubar, kan Ketuanya banyak. 

Ada sebagian Wakil Ketua ke sana, membubarkan Plenonya, tapi kita pakai waktu yang 
cukup banyak. lni bukan hal yang main-main. Kita teruskan sekuatnya. Saya juga tadi 
bercanda, saya juga tidak tahan. Tapi, kalau kuat sampai pagi saya ladenin, kira-kira 
begitu. 

36. Ketua Rapat: Amien Rais 
Cuma begini Pak Arifin. Berarti, sudah jadwal baru, jadi kita harus sama-sama 

katakan di Pleno dulu, kita naik ke atas dulu, sahkan jadwal baru dulu. 

37. Pembicara: A.M. Fatwa (F-Reformasi) 
Saudara Ketua, saya kurang sependapat untuk harus dibuat jadwal baru. lni 

barang sudah terang benderang. Kecuali kalau agenda tersembunyi, itu yang kita tidak 
tahu. Jadi, saya menggarisbawahi penegasan Saudara Ketua tadi, bahwa ini ada tekanan 
dari luar. Ini kita pemimpin, masa kita takut menghadapi tekanan? Kita hadapi resiko. 
Saya mengharapkan ini di-voting saja. Ini barang sudah terang benderang. 

Terima kasih. 

38. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Husni Thamrin, Pak Husni Thamrin. 

39. Pembicara : Husni Thamrin 
Saudara Ketua, sejak semalam dan kemarin kita sudah berbicara berputar-putar 

tentang masalah ini. Dan kalau kita cari kesepakatan, saya kira akan sangat sulit. Apa 
yang sudah dicapai oleh Komisi A, yang kemudian mencoba menghasilkan Rancangan 
Ketetapan itu sudah maksimal. Bahkan kalau kita agak dengan sedikit emosional 
membaca usulan Fraksi TNI/Polri, adalah mengandung satu makna, kita tidak percaya 
terhadap diri kita. Kita merendahkan MPR ini oleh kita sendiri. Kita harus menyatakan 
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Undang-Undang Dasar yang dengan jerih payah selama empat tahun kita nyatakan 
2004 hams selesai. Apa artinya ini? 

Jadi, sebetulnya ada sesuatu di balik ini semuanya. Dan kalau ini hams terjadi, 
mari kita tanggung bersama. Itu resiko-resiko kita sebagai pejuang. Saya sudah 65 
tahun merasakan ini semuanya. Jadi mari kita jalankan. Kalau usulan menjadi 
kesepakatan dan keputusan, jangan di tengah jalan kita ingin bembah karena 
masukan-masukan dari luar itu pasti tidak sehat 

Jadi saya harapkan Bapak Ketua, untuk bisa mengambil kebijaksanaan ini bahwa 
ini masukan-masukan ini apalagi dengan rumusan seperti ini saya melihat di balik ini 
ada sesuatu yang besar. Dan kita sebagai bangsa yang besar kita hams menghadapi 
resiko ini. Saya kira itu sesuatu hal yang wajar. Dan sejarahlah nanti yang akan 
mencatat bagaimana perjalanan kita ini. Jangan kita berpayah-payah, lalu cuma 2004, 
itu menghina kita semuanya yang telah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun 
mencoba memmuskan ini. 

Mohan maaf, saya terpaksa sampaikan mungkin agak emosional. Tetapi di balik 
ini pasti ada sesuatu. Mestinya Fraksi TNI/Polri menyampaikan apa yang kalau kita 
terbuka di sini, apa sebenarnya yang terkandung di belakangnya dari langkah-langkah 
ini? Setelah 2004 akan ada apa? Ini harus kita blak-blakan saja. Kita pemimpin semua. 
Saal masuk penjara, kita sudah masuk penjara. Jadi, tidak ada masalah yang hams kita 
takuti. Kalau mati, ya itu memang sudah waktunya. 

Jadi, sekarang mestinya blak-blakan saja, apa sebetulnya dengan mmusan ini? 
Artinya dengan disempurnakan itu tidak percaya bahwa MPR di mana di sini ada 
TNI/Polri ikut merumuskan tidak percaya dengan basil kita sendiri. 

Terima kasih. 

40. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan menjawab Pak Slamet. 

41. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi, mohon izin Bapak 

Pimpinan. Saya pikir juga tidak perlu dibuat jadwal bam. Tapi kami mohon sabar 
sebentar, nanti akan kami sampaikan permasalahan-permasalahan ini. Sehingga tidak 
terlalu rigid dalam hal ini. Kami akan memberikan jawaban pertanyaan pertama dari 
Pak Luthfi dan lbu Aisyah. Jadi mulai saat ini sampai tahun 2004 yang dipakai adalah 
Undang-Undang Dasar Pembahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat Mohan izin, ini 
satu dulu. 

Kemudian, keadaan ini, tems kemudian selama ini tahun ini juga dibentuk badan 
atau apa, yang namanya melalui Aturan Tambahan ini yang bekerja, istilahnya apakah 
mau menyempurnakan? Ataukah menyelaraskan? ini kami mohon justm ini yang kami 
sampaikan. Mohan dari Bapak-Bapak sekalian, mau apa silakan. Apakah mau 
menyelaraskan apakah mau itu? 

Tems kemudian ini bekerja. Pemilu tahun 2004 menggunakan Pembahan Ketiga 
dan Keempat oleh Undang-Undang Dasar yang ini Pak. Hasil dari ini dilaporkan kepada 
Majelis basil pemilu tahun 2004, bukan Majelis yang sekarang ini Pak. 

Lalu yang kedua, badan yang dibentuk oleh Majelis ini, dibuat dengan Ketetapan 
MPR. Berarti Ketetapan MPR yang kemarin dibuat itu tidak kami utik-utik. Selanjutnya, 
memang ada kesan semacam transisi. Tapi, juga bukan mengandung makna ada apa 
tahun 2004? Ini memang benar tadi yang disampaikan Pak Seto, Pak Arifin, bahwa ini 
maknanya adalah pertama kanalisasi. Kanalisasi menghadapi chaos. Kita memang 
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semuanya siap. Bapak-Bapak sudah siap, TNI/Polri semuanya sudah siap menghadapi 
apabila ada apa-apa. Tapi, bukan itu yang kita maksudkan. Kanalisasi adalah dalam 
rangka mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalam menyusun konstitusi. 
Konstitusi itu bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu. Kami menyadari bahwa 
Bapak-Bapak semuanya sudah bekerja keras. Kami menghormati hasil kerja Bapak 
sekalian. Namun, memang masih ada hal-hal yang barangkali perlu disempurnakan. Itu 
menurut pandangan kami. 

Selanjutnya, seberapa jauh diterima MPR kemudian apa kewenangannya? 
Mengenai Tap MPR itu menyangkut tentang susunan, tugas, kedudukan kewenangan, 
rekruitmen keanggotaan, itu seluruhnya diatur dengan Ketetapan MPR. Jadi, di sini 
hanya merupakan canto/an hukum. Oleh karena itu, mohon maaf sebelumnya kami 
sambung tadi, Pasal I bagi kami tidak bermasalah Aturan Tambahan. Pasal II tidak 
masalah, ini usulan merupakan tambahan dari Pasal I, Pasal II. Sebelum Pasal II 
mungkin ditaruh di belakang ini mungkin masuk pasal. Tapi mungkin perlu koreksi 
dari Bapak-Bapaksekalian tentang menyempurnakan ini tadi. 

Kemudian, khusus mengenai apakah badan yang dibentuk namanya komisi 
konstitusi dan sebagainya. Seluruhnya tugasnya berdasarkan lima kesepakatan dasar 
yang dibuat para fraksi-fraksi ini. Badan ini ada di bawah Majelis terdiri dari gabungan 
antara Majelis dan unsur-unsur dari masyarakat. Rekruitmen diharapkan terdiri dari 
yang di daerah rekruitmen oleh DPRD, yang di pusat diajukan oleh DPR, diajukan 
melalui Badan Pekerja MPR yang melakukan fit and proper test. Dan seluruhnya masih 
di bawah kendali Badan Pekerja MPR. Itu mekanisme yang ada di dalam Badan Pekerja 
ini. Oleh karena itu, tugas, kewenangan apa semuanya juga disusun oleh Majelis ini 
dalam hal ini Badan Pekerja MPR. 

Selanjutnya, tentang posisi konstitusional. Ini pertanyaan Pak Tjipto barangkali 
sama dengan pertanyaan Ibu Aminy, tadi sudah kami jawab. 

Kemudian hubungan dengan Badan Pekerja. Ini tergantung bagaimana Majelis 
menyepakati. Sebab di dalam Rantap yang kemarin dibuat tidak begitu jelas. Kalau itu 
kan menugaskan kemarin. Oleh karena itu, tugasnya pun baru tahun 2003 nanti setelah 
dibentuk baru dilaporkan. Oleh karena itu, kemarin sebelum konsultasi kami dengan 
beberapa teman, apabila ini masih disepakati sebagai canto/an hukum, Rantap itu yang 
penting, mungkin barangkali yang perlu direvisi. Selanjutnya waktunya yang 
dimajukan. 

42. Ketua Rapat: Amien Rais 
Cukup? 

43. Pembicara: Slamet Supriyadi ( F-TNI/Polri) 
Sebentar, satu lagi Bapak, mohon maaf. Kalau ini tidak diterima, berarti kembali 

ke Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, bukan kepada Undang-Undang Dasar 
1945. Karena setelah sampai dengan ini kita sudah pada terakhir berangkat adalah 
mulai dari Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat. Tapi, ini adalah seluruhnya 
masih dalam lingkup kewenangan Majelis. 

44. Ketua Rapat: Amien Rais 
Cukup, Pak ya? 

45. Pembicara: Slamet Supriyadi ( F-TNI/Polri) 
Ya, saya pikir cukup, mohon kemudian. 
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46. Pembicara : A.M. Fatwa ( F-Reformasi) 
Ini masalah pilihan politik Saudara Ketua. Masalah sudah terang benderang, 

penjelasan Saudara Slamet itu makin mengaburkan masalah. Dan, saya koreksi adanya 
kata-kata untuk kepentingan tertentu. Siapa kepentingan kelompok tertentu. Kami ini 
jelas orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Saya prates dikatakan tadi kelompok 
tertentu. Kelompok tertentu itu yang berteriak-teriak di luar. Dan Saudara Slamet 
Supriyadi itu sudah turut menyusun ini, tiba-tiba barangkali ada perintah mendadak 
dari luar. Apa sebenarnya agendanya? Saya setuju dengan Saudara Husni Thamrin, kita 
pikul saja resiko. Kita selesaikan. 

4 7. Ketua Ra pat : Ami en Rais 
Sesungguhnya andai kata sampai sekian saja sudah selesai kok ini. Pak Fahrni 

Idris, dan Pak Jakob To bing dulu. 

48. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Dari pembicaraan singkat ini kita sudah bisa lihat bagaimana apa yang 

disebutkan kanalisasi, itu bisa saja adalah uncertainty. Ini harus kita hati-hati sekali. 
Jadi saya pikir apa yang secara maksimal kita sudah usahakan itulah. Di luar dari 

itu kita buyar sehingga kanalisasi tidak dapat, uncertainty jadi. Ini kan repot ini. 
Secara prosedural pun Pak, kalau materi ini tidak disiapkan oleh BP, mau masuk, 

kecuali kalau kita bulat 100%, itu tidak bisa Pak. Untuk dibahas saja tidak bisa kalau 
kita tidak 100% bulat. Begitu Pak. Jadi, pintunya itu sudah tertentu. 

Kemudian, kalau ada suatu produk, waktu kita membuat produk itu kita buat 
satu label sale. lni expired dates-nya ini, begitu. Itu kan self extention Pak, self 
elimination. Belum juga komisi konstitusi kita tahu apa-apa hasilnya ini sudah kita 
katakan ini expire-nya sekian. Kalau nanti komisi konstitusi mengatakan, /ho ini sudah 
bagus kok, terus bagaimana? Atau kami tidak punya pendapat. Bagaimana? Jadi 
konstruksi itu, ini yang menimbulkan satu uncertainty. Saya kalau soal maksud 
kanalisasi itu saya 100% setuju itu Pak Tapi posisi yang ditawarkan untuk mengobati 
penyakit itu, itu tidak tepat. Saya pikir yang kita sepakati kemarin malamlah itulah, itu 
puncaknya yang bisa kita capai Pak. 

Terima kasih. 

49. Ketua Rapat : Amien Rais 
Mas Fahrni. Kita akan naik ke atas, kita putuskan di Pleno, kemudian apa pun, ya 

sudah, silakan. 

50. Pembicara: Fahrni Idris (F-PG) 
Terima kasih. 
Sebetulnya kalau kita bijak serta cermat di dalam mengikuti perkembangan 

Sidang Paripuma pada hari Jumat pagi, ketika komisi-komisi melaporkan hasil Komisi 
A yang dilaporkan termasuk Rantap itu, adalah sesuatu pegangan bagi kita sekalian 
yang dapat kita gunakan bagi proses kanalisasi yang kita mau lakukan. Apalagi proses 
itu dilakukan secara demokratis sekali. Sangat demokratis. Cuma tiba-tiba ada 
perkembangan baru, tapi namanya teman, namanya musyawarah, tetap kita tanggapi 
pendapat-pendapat tersebut. Tetapi kalau lebih dari kesepakatan yang kita lakukan 
pada Pleno pertama hari Jumat memang agak berat, berat sekali. Beratnya adalah saya 
ingin menyebutkan bunyi Pasal 94 Tatib. Tatib mengatakan begini, "Fraksi berhak 
mengajukan usul pendapat dalam bentuk pokok- pokok pikiran untuk bahan putusan 
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Majelis di dalam tingkat pembicaraan satu, dua, tiga." Harap maklum ketika Jumat kita 
Pleno itu tingkat empat. Sudah lewat tingkat tiga. 

Jadi, kalau kita ingin tetap memasukkan ini, pertanyaannya jalannya dari mana? 
Kalau kita mau tertib pakai Tatib ini pintunya hanya di Pasal 94. Pasal 94 mengatakan 
bisa apapun ide kita masukkan, itu hanya pada sampai pembicaraan tingkat tiga. Lalu 
kalau kita terus mau berjalan, lalu kita kan ditertawakan oleh orang. Apakah karena 
kemauan-kemauan yang tidak bisa tertampung pada pembicaraan satu, dua, tiga, maka 
digunakan pembicaraan tingkat em pat? Saya jawab tidak. Kita sangat demokratis. Kami 
bersama hari Kamis itu dari pagi sampai malam sampai badan saya bau kadal tidak 
keluar-keluar dari ruangan, tapi Pak Slamet Supriyadi tidak ada di ruangan itu. Semua 
ada di dalam ruangan. Sampai jam 24.00 WIB. Saudara Jakob, yang ngantuk tidur di 
belakang dan sebagainya itu, itulah pembicaraan akhir tingkat tiga kita. Segala apa pun 
bisa kita masukkan di sana. Lah, tiba-tiba ada perubahan. Tapi, kita tetap akomodatif, 
oke berunding, semalam kita berunding. Bahkan, kemarin di satu ruangan kita 
berunding merancang lagi. Apa itu artinya? Artinya kita mau bermusyawarah. Tapi, 
kalau hasrat kita bermusyawarah lalu kemudian diabaikan, tiba-tiba melompat ke 
tempat yang tidak pernah kita bicarakan, lalu bagaimana kita? 

Jadi, marilah kita berusaha berpikir apa pun tapi dengan tertib dan bijak. Kalau 
kita hanya sekedar memperhatikan pendapat dari luar semata-mata, lalu 
pertanyaannya, kita-kita ini punya martabat atau tidak untuk berbicara, untuk 
memutuskan, untuk diskusi? Tapi, kalau kita tidak punya martabat untuk itu, memang 
kita tidak berhak untuk berbicara. Artinya, apa pun yang kita bicarakan, kalau ada 
sesuatu kita ubah lagi pembicaraan kita. Di mana letak kedewasaan kita? 

Sekali lagi, rekan-rekan Fraksi TNI/Polri, usulan-usulannya kami tampung, kami 
bahas walaupun waktu itu saya bisik-bisik dengan Arifin, "Fin, kita sudah melanggar 
batas. Ini pembicaraan tingkat empat. Lihat Fin. Sampai tingkat tiga kita boleh bicara. 
Tapi, apa boleh buat lah ini teman. Kita pertanggungjawabkan sama-sama". Tapi, tiba
tiba masuk ke wilayah yang lebih berat lagi, Aturan Tambahan. Itu satu. Kedua, 
semangat kita bersama, kita sudah ucapkan, ingin menyelesaikan Amendemen 
Keempat. Tapi saya kaget tadi, ketika semua mengatakan stop Aturan Tambahan, stop 
jangan disahkan dulu. Ada apa ini? Di mana semangat kita yang ingin menuntaskan 
amendemen ini? Kalaulah kita bersemangat tetap pada semangat itu, mari kita 
selesaikan amendemen ini pada Aturan Tambahan Pasal II, selesai. Lalu, kita buka apa 
pun untuk kita pecahkan bersama-sama. 

51. Ketua Rapat : Amien Rais 
Cukup saya kira. Sekarang saya tutup, kembali ke Pleno. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 20.30 WIB 
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5. RAPAT PARIPURNA KE-6 (LANJUTAN-3) SIDANG TAHUNAN MPR 2002, 10 
AGUSTUS 2002 

1. Hari 
2. Tanggal 
3. Waktu 
4. Tempat 
5. Pimpinan MPR 

6. Ketua Rapat 
7. Sekretaris Rapat 
8. Panitera Rapat 

: I Sabtu 
10 Agustus 2002 
20.30- 01.53 WIB 
Gedung Nusantara 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. 
Ir. Sutjipto 
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
Drs. H. M. Husnie Thamrin 
K. H. Moh. Cholil Bisri 
Letjen. TNI Agus Widjojo 
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
Drs. H. A N azri Adlani 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. 
Sekertaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H.,M.Si.) 
Kepala Biro Majelis (Drs. 1anedjrriJ 

9. Acara Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2002 

10. Hadir 622 Orang 
11. Tidak hadir 58 Orane 

JALANNYA RAPAT: 

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.30 WIB 

1. Ketua Rapat : Amien Rais 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, alhamdulillah sudah 

memenuhi kuorum 460, sehingga Rapat Paripurna Lanjutan yang Keenam bisa kita 
mulai lagi. Dan, dengan mengucapkan bismilahhirahmannirrahim, sidang kami buka 
dan terbuka untuk umum. 

KETOK1X 

Saudara-Saudara anggota Majelis yang terhormat, 
Tadi menjelang jeda Maghrib kita sedang menyelesaikan pengesahan 

amendemen Undang-undang Dasar 1945, baik ke Aturan Peralihan selesai dan 
sekarang kita masuki pengesahan Aturan Tambahan. Kepada Sekretariat Jenderal, 
kami mohon untuk menayangkan Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II . 

Baiklah, saya bacakan Aturan Tambahan Pasal I, "Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat ditugasi untuk melakukan penm1auan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diambil putusan pada Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003". 

Setuju? 

2. Pembicara: Abdul Rachman Gaffar (F-TNI/Polri) 
Jurubicara F-TNI/Polri tersebut antara lain menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 
Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi objektif baik secara internal 

Majelis, maupun pada eksternal Majelis, kita mengetahui bahwasanya masih banyak 
atau ada kelompok yang pro dan kontra terhadap Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga 
dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini. Bahkan situasi terakhir dari masing
masing kelompok ini semakin mengeras, yang kalau kita tidak me-manage dengan baik 
bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu Perubahan Pertama, 
Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita menjaga diri bahwa 
pasti perlu untuk disempurnakan. 

Atas dasar tersebut, kami minta agar semua aspirasi yang ada diberi ruang 
partisipasi publik yang senama dalam menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 
ini. Untuk itu, kami meminta, bukan menyarankan, sekali lagi Fraksi TNI /Polri 
meminta agar Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945 ini diberlakukan sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2004, untuk mengantar 
rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu 2004, dan selanjutnya disempurnakan oleh 
badan, panitia atau komisi atau apapun namanya yang dibentuk oleh Majelis pada 
Tahun 2002, dan melaporkan hasilnya kepada MPR hasil Pemilu 2004. Dan untuk 
mendapatkan landasan hukum yang kuat, mohon agar pendapat atau permintaan dari 
Fraksi TNI/Polri ini dapat dicantumkan secara eksplisit ke dalam Aturan Tambahan 
Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sekali lagi keinginan dari Fraksi TNI/Polri agar dapat 
diwadahi lebih menjamin Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang 
komprehensif dan prospektif ke depan dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang tercinta ini. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih 
Wassa/aamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

3. Kehm Rapat: Amien Rais 
Dari mana? 

4. Pembicara: Amru Al-Mu'tashim (F-KB) 
Suatu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, suatu institusi yang bilang kemarin 

telah kita bahas di Komisi A, diberi kewenangan untuk menyempurnakan dan 
menyelaraskan Undang Undang Dasar, apabila dibentuk hanya dengan Tap adalah 
tidak memadai. Karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagaimana pandangan akhir 
tadi, kami mengharapkan bahwa komisi konstitusi, saya meminta agar komisi 
konstitusi atau apapun namanya sahkan dibentuk melalui Aturan Tambahan dan 
sebelum masalah ini dibahas saya mengharapkan Aturan Tambahan tidak kita ... 
terlebih dahulu. 

Terima kasih. 
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5. Ketua Rapat : Amien Rais 
Baiklah. Jadi, sebentar-sebentar ini ada elemen baru terhadap Aturan Tambahan 

yang sesungguhnya sudah disepakati di Komisi A, dan sekedar memunculkan apa yang 
secara objektif terjadi atau terhasilkan adalah, bahwa dari Komisi A sesungguhnya 
sudah ada Rancangan Ketetapan MPR RI Nomor .... /MPR Tahun 2002 tentang 
Pembentukan komisi konstitusi, yang sesungguhnya sudah ditandatangani oleh 12 
fraksi tanpa terkecuali. lni kenyataannya, namun yang namanya musyawarah kan juga 
harus ruwet. 

Nah, sekarang mungkin begini, karena ini masih ada Pasal 2 Ayat (1) perlu voting 
dan lain-lain, bagaimana kalau yang dua yang sudah jelas ini disahkan dulu, kemudian 
kalau perlu kita break sebentar untuk mengangkat masalah ini sesuai dengan 
keinginan Fraksi TNI/Polri tadi. Setuju ya, Pasal I, II yang sudah ada. 

6. Pembicara: SyahrulAzmir Matondang (F-PDIP) 
Saudara Ketua saya minta interupsi tadi, Saudara Ketua belum meladeni saya 

Syahrul Azmir Matondang dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor A-65, dengan ini 
mendukung usulan agar untuk dapat memberi landasan hukum yang kuat atas di 
bentuknya komisi konstitusi yang sudah disetujui bersama oleh semua fraksi-fraksi, 
maka diusulkan agar komisi konstitusi dibentuk, dimasukan dalam Aturan Peralihan 
Amendemen Undang Undang Dasar 1945, terima kasih. Tambahan aturan para 
tambahan dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945, terima kasih. 

7. Ketua Rapat: Amien Rais 

Baik. Sekarang ini tidak berharap masalahnya karena berati Komisi A harus 
bekerja kembali, walaupun kilak-kilakkan bisa saja, karena yang tadi itu jadi artinya 
ada elemen yang sama sekali baru tiba-tiba komisi konstitusi itu yang sudah semula 
dibuat Rantapnya, sudah ditandatangani semuanya, kemudian malam ini ada usulan. 
Sebetulnya kita sudah tahu itu juga untuk melakukan pembaharuan, supaya termasuk 
Aturan Tambahan. Sebentar-sebentar saya kuatir ini sudah larut malam, padahal masih 
banyak yang harus kita selesaikan, jadi ini kita kukuhkan ini saja, sekarang. Sebentar, 
sebentar, kita kukuhkan akan kita pecahkan bersama-sama, tetapi satu hal yang 
tercecer belum terselesaikan adalah Pasal 2 Ayat(l), selain itu kemudian kita 
konsentrasi kepada masalah ini bersama-sama. 

Saya kira setuju ya? Baik 

KETOK 1X 

Sekarang marilah kita lanjutkan Sidang Majelis yang kami muliakan, dengan 
pengambilan putusan terhadap rancangan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 
1945 yang belum disepakati oleh semua fraksi yakni yang menyangkut Pasal 2 Ayat 
(1), mohon ditayangkan. Sudah? Dua, Pasal 2 Ayat (1). 

Baiklah saya bacakan, Pasal 2 Ayat (1), 
Alternatif 1: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui Pemilihan Umum, ditambah 
dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 
diatur oleh undang-undang". 

Alternatif 2: 
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"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Kita telah bersepakat, bahwa kita akan mengadakan pemungutan suara atau 
voting terhadap Pasal 2 Ayat (1) ini, dan sekarang masalahnya, cara voting-nya itu yang 
hams kita sepakati bersama. Ada, tadi sesungguhnya ketika di lobi cendemng ke 
terbuka, tetapi dikatakan oleh Utusan Golongan, tidak mungkin. Ini penting sekali 
sehingga sesuai dengan Tata Tertib kita sendiri, kalau menyangkut orang atau umsan 
penting yaitu harusnya tertutup. Sekarang masalahnya terpulang kepada rapat 
Paripurna ini, terbuka atau tertutup? 

8. Pembicara: RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG) 
Intempsi Pimpinan. 
Dari Sys Ns. C-675, Fraksi Utusan Golongan. 
Sesuai yang tadi Pimpinan katakan, bahwa Pasal 85 Ayat (5) menyatakan hal 

yang penting. Menumt kami Undang Undang Dasar 1945 adalah penting dan terlalu 
penting sekali. Kalau saja ada anggota Majelis yang menyatakan itu tidak penting 
innalil/ahi wa inna il/aihi raaji'uun, saya rasa. Ini tragis sekali, jadi saya mohon dengan 
sangat, kita sama-sama menyadari bahwa ini paling penting. Untuk itu mari kita 
nyatakan dengan rahasia atau tertutup. 

Terima kasih. 

9. Pembicara: Chatibul Umam Wiranu (F-KB) 
Intempsi Pimpinan. 
Umam Wiranu, sebelah kiri, untuk Pak Amin. Terima kasih. 

10. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Umam Wiranu, sebentar. Pak Rambe dulu kemudian Pak Wiranu. 

11. Pembicara: Rambe Kamarulzaman (F-PG) 
Saudara Pimpinan, memang di dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara 

terbanyak, di dalam Pasal 85 Ayat (5) dinyatakan "pemungutan suara tentang orang 
dan/ atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat, dilakukan dengan 
rahasia atau tertulis. Apabila suara yang diperoleh sama banyak, pemungutan suara 
diulangi sekali lagi. Dan apabila hasilnya sama banyak pula, orang dan/atau usul dalam 
permasalahan yang bersangkutan ditolak". 

Soalnya di sini adalah bukan soal masalah yang dipandang penting oleh rapat 
dilakukan dengan rahasia atau tertulis. Orang dan masalah penting, karena masalah ini 
sudah menjadi masalah yang terbuka, maka pemilihannya juga hams dilakukan secara 
terbuka. Jika kita tidak bisa menemukan masalah ini apa tertutup apa terbuka, oleh 
karenanya kita lakukan vote, cara voting-nya. Kita vote terbuka atau tertutup? Itu dulu. 
Kalau misalnya debat panjang soal ini terbuka atau tertutup, cara vote-nya yang kita 
vote . Terbuka atau tertutup? 

Saya kira usul singkat kami, Saudara Ketua. Demikian. 
Terima kasih. 

12. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi saya kirafair saja lah, wong begitu saja tidak berani. Jadi kita vote untuk vote. 
Nanti setelah ini nanti baru komentar. Silakan, Pak. Mohon dimatikan. Pak Warno 

mau bicara? 
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13. Pembicara: Sutjipto (F-UG) 
Sebelum melakukan voting tentang bagaimana cara voting, izinkanlah saya 

menyampaikan satu keping kepada kita semua. Fraksi Utusan Golongan adalah kawan 
semua fraksi di dalam ruangan ini, Fraksi Utusan Golongan baru mulai berperan secara 
aktif di dalam gelanggang politik pada tingkat MPR sejak bulan November 1999. Belum 
ada kesalahan yang dilakukan oleh Utusan Golongan. Oleh karena itu, berilah 
kesempatan nasib yang ditentukan secara rahasia dan adil, tidak seperti ingin 
mengalahkan lawan. Saya sangat terharu dan menyesal bahwa kita ini banyak political 
animal yang semboyannya adalah bagaimana mengalahkan lawan, sedangkan kalau 
kita lakukan secara tertutup insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah SWT. untuk 
menegakkan, menentukan mana yang paling benar bagi kita bangsa Indonesia. 

14. Ketua Rapat : Amien Rais 
lni sudah sesuatu yang agak sensitif, ada mengatakan inallillahi wa innailaihi 

raaji'un, ada political animal dan lain-lain. Jadi saya justru terpulang, bagaimana? 

15. Pembicara : RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG) 
Pimpinan, tolong ini masalah prinsip. Jadi, kami tetap bersikeras ini harus 

tertutup. Apabila Pimpinan menghendaki dan teman-teman yang lain menghendaki 
terbuka, silakan saja, kami tidak ikut. Karena itu dianggap tidak penting, supaya rakyat 
tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak penting. 

16. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Zaenal Arifin, silakan! 

17. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Kiranya kita dari tadi melakukan voting untuk beberapa pasal itu adalah secara 

terbuka. Apakah kita menganggap bahwa itu tidak penting, yang justru bahwa karena 
kita bicara mengenai Undang Undang Dasar ini, maka sebenarnya semua orang mesti 
tahu, rakyat ini musti tahu. Jadi saya kira sepantasnya itu secara terbuka. 

Terima kasih, Pimpinan. 

18. Ketua Rapat: Amien Rais 
Lanjutkan. 

19. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Pataniari, A-77, F-PDIP. 
Rekan Pimpinan terhormat dan para anggota Majelis, 
Pertemuan hari ini saya pikir diikuti secara langsung oleh rakyat Indonesia. 

Mengharapkan jiwa yang luhur, perilaku, etika/sopan santun, dilakukan oleh para 
anggota MPR. Dan, menurut kami sangat tidak layak di sini ada ucapan seperti yang 
tadi disampaikan yang terhormat teman Utusan Golongan, political animal. Kami minta 
dicabut agar kami semua ini ingin tidak ada kata-kata itu. 

20. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baiklah. Saya mencabutlah, tadi kebablasan barangkali. Dari mana ini? Silakan. 

21. Pembicara: Sri Edi Swasono (F-UG) 
Sri Edi Swasono, C-651. 
Saudara Pimpinan. Memang tadi ada beberapa yang tidak di-vote secara 

tertutup/terbuka, karena memang kita semua setuju untuk terbuka. Tapi, bagi kali ini 
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kita ada yang tidak setuju secara terbuka dan menghendaki tertutup karena alasan 
yang penting. Maka, saya minta Saudara Ketua mempertimbangkan bahwa ini 
dilakukan secara tertutup. Ini lebih penting dari yang lain, karena meskipun pasalnya II 
ditentukan paling belakang. Karena V ini pasal yang penting. Maka saya mohon 
keikhlasan, dan apa yang ditakutkan secara tertutup. 

Saya minta, mohon dipertimbangkan oleh Saudara Ketua keinginan kami. Terima 
kasih. 

22. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saudara Lukman Syaifuddin, silakan. 

23. Pembicara: Lukman Hakim Syaifuddin (F- PPP) 
Menurut hemat saya, berkaitan dengan voting yang akan kita tempuh nanti ini 

apakah terbuka atau tertutup, maka kita hams melihat Ketentuan Tata Tertib kita. 
Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Ram be Kamarulzaman, bahwa 
menyangkut orang dan hal-hal yang dianggap penting oleh rapat, maka itu dilakukan 
secara tertutup. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah pengertian penting itu, 
makna penting itu. Sebagian di antara kita mengatakan bahwa berkaitan dengan Pasal 
2 Ayat (1) ini adalah persoalan penting, sementara yang lain tidak berpandangan 
seperti itu, dalam artian bahwa ini adalah sesuatu yang sudah cukup lama menjadi 
pembahasan kita bersama dan sudah menjadi terbuka di masyarakat umum. Oleh 
karenanya, menurut hemat kami, penting atau tidaknya dalam konteks voting itu 
tertutup atau tidak ditentukan oleh rapat itu sendiri, dalam hal ini rapat Paripurna. 

Oleh karenanya, untuk mengatakan apakah ini perlu tertutup atau terbuka, 
dilakukan, ditentukan oleh rapat itu sendiri, anggota Rapat Paripurna ini. Oleh 
karenanya kami berpandangan untuk menentukan ini dilakukan dengan voting dan 
voting untuk menetapkan apakah ini terbuka atau tertutup, karena yang di-voting 
adalah sesuatu yang tidak menyangkut orang. Maka itu dilakukan secara terbuka. 
Demikian pandangan kami, Pimpinan. 

24. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira kalau berdebat terus malah nanti terlalu malam. Jadi, sudahlah 

Bismillah karena sidang ini menentukan nasib kolektif kita, jadi supaya cepat saja kami 
mohon tidak usah berfraksi, tapi tiap-tiap individu dari fraksi manapun bebas sesuai 
dengan nurani masing-masing yang ingin voting terbuka kami mohon berdiri. Mohan 
Sekjen menghitung jangan sampai keliru. 

Tolong yang menghitung, bersiap lagi, hello Saudara-Saudara, sekarang kami 
mohon yang memilih tertutup kami mohon berdiri. Dimohon duduk kembali sudah 
tinggal menghitung. 

Saudara-Saudara yang saya hormati, apa ada yang abstain? Empat ratus tujuh 
puluh sembilan (479) anggota Majelis, yang menghendaki voting tertutup persis 100 
orang anggota Majelis dan yang abstain adalah 3 orang anggota Majelis. Jadi, persis 
sepeti jumlah yang masuk di dalam Sidang Paripurna sekarang ini. 

25. Pembicara: RMH. Heroe Syswanto NS. (F-UG) 
Interupsi, Pimpinan. Pimpinan, Sys NS lagi, C-675 Fraksi Utusan Golongan. 
Kami bukan voting cari menang atau kalah, kami dari tadi menyatakan bahwa 

kami punya sikap Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah membuka. Berarti kami 
sepakat tidak ikut voting. Kami nyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tetap 
tertib. Terima kasih. 
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26. Pembicara: Djakaria Machmud (F-UG} 
Pak Ketua majelis, saya Zakaria Mahmud, Pak. CA-676. 
Tadi Pak Ketua Majelis waktu membuka Sidang Majelis ini melaporkan 

jumlahnya 460, mungkin sekarang bertambah tapi waktu tadi 460. Kalau lihat Pasal 3 7 
untuk perubahan undang-undang atau mengubah Undang-Undang Dasar, itu harus 
2/3. Kalau seandainya tadi dilaporkan 460 tidak belum memenuhi kuorum. 

27. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sudah, Pak, kuorumnya 454. 

28. Pembicara: Djakaria Machmud (F-UG} 
Betul, Pak. Tetapi Bapak waktu awal 460. Saya catat lho, Pak. Harusnya Bapak 

setelah itu harus mengumumkan lagi bahwa jumlahnya sekian. Ini faktanya begitu kok. 

29. Ketua Rapat: Amien Rais 
Betul, Pak. Jadi, tadi begitu menit-menit pertama terus berhamburan masuk dan 

tanda tangan sehingga jumlahnya sudah sekarang ini 583. Ya, ya. 

30. Pembicara: Djakaria Machmud (F-UG} 
Tidak apa-apa, Pak. Jelas ini bertambah. 
Kemudian yang kedua, silakan ini sudah ditentukan terbuka tapi mari kita resapi, 

Pak. Di dalam Pasal 85 Ayat (5) itu, pemungutan suara tentang orang dan atau 
masalah-masalah, katakanlah yang dipandang tidak penting oleh rapat dilakukan 
dengan terbuka. Tidak ada. Justru yang dianggap penting dengan rahasia atau tertutup. 
Jadi, Oleh karena itu harusnya, kalau Undang-Undang Dasar ini dianggap penting, 
harusnya rahasia atau tertutup. 

Terima kasih. 

31. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saya kira karena sudah demikian terbuka, Undang-Undang Dasar sudah milik 

rakyat semua, jadi rakyat malah perlu mengetahui secara terbuka. Demikian sebagian 
argumen tadi. Jadi, ini sudah menjadi keputusan Sidang Paripurna ini karena itu 
marilah kita tinggal menghitung kembali siapa-siapa yang setuju alternatif 1 dan siapa
siapa alternatif 2, tinggal kita hitung. Siapa yang melampaui dua perubahan tiga itulah 
yang menjadi putusan sidang pada malam ini, begitu. 

Jadi, sekarang, silakan, silakan! Ini saya ketok dulu ya? 

KETOK1X 

Saudara-Saudara, baiklah kita lanjutkan. Waktu makin malam hari, jadi saya 
bacakan alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota, silakan! 

32. Pembicara: Marah Simon, MHD. Syah (F-PDIP) 
Untuk memasuki voting ini, tolong dicek posisi terakhir kehadiran. 

33. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Terima kasih, Pimpinan. 
Bapak-Bapak yang saya hormati, kami hanya mengingatkan bahwa di dalam 

mengambil voting adalah menggunakan Pasal 37. Sepengetahuan saya, yang saya lihat 
di sini adalah dua-duanya sudah berubah artinya di-voting adalah Pasal 37 yang asli. 
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Apakah kita setuju kalau diubah? Sehingga kita sekarang bukan memvoting mengambil 
satu atau dua, seharusnya di-voting adalah apakah 37 yang asli, apakah itu itu diubah 
menjadi apanya ada 1 dan 2? Jadi, kami mohon voting pertama kali adalah perubahan 
itu sendiri, bukan harus memilih 1 dan 2. Karena dengan demikian, kami melihat. 

34. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pasal 37 sudah lewat, sudah disahkan tadi. Ini sekarang Pasal 2 Ayat (1). 

35. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) 
Tidak, kita menggunakan Pasal 37, perubahan pasal. Ini adalah perubahan, ini 

bukan perubahan kalau 1 ke 2 atau 2 ke 1 itu perubahan. Sekarang pasal yang asli yang 
pakai Undang-Undang Dasar 1945 itu sama sekali tidak ada di sini. Mestinya ada satu 
alternatif lagi adalah alternatif yang asli Undang Undang Dasar 1945. Demikian, terima 
kasih. 

36. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saudara-saudara, Pasal 37 sudah selesai diamendemen yang keempat ini yaitu 

yang sudah selesai tadi. Nah, sekarang kita cuma tinggal satu lagi yaitu yang masih 
belum sampai alternatif rumusan, saya ulangi lagi, tadi ada pro dan kontra. Voting-nya 
itu tertutup atau terbuka. Akhirnya mayoritasnya mengatakan terbuka. Nah, sekarang 
pelan-pelan kita baca secara terbuka nanti siapa-siapa yang memilih alternatif 1 
berdiri supaya hitungannya lebih tepat perubahan Fraksi dihitung, kemudian yang 
hadir sekarang ini sudah 614 anggota. Jadi, tadi ada yang ke kamar mandi segala 
macam, tolong dihitung semuanya sekarang ini termasuk ini baru datang ini. 

Saya kira masalahnya sederhana saja, jadi sekarang saya bacakan sekali lagi. 
Alternatif 1: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah 
dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 
diatur oleh Undang Undang". 

Nah, sekarang yang setuju dengan Pasal 2 Ayat (1) alternatif 1 ini mohon 
dihitung terbuka, kita mulai dari Fraksi yang paling besar, Fraksi PDI Perjuangan. 
Silakan yang setuju! 

Saudara-Saudara sekalian. Jadi, saya diminta untuk mengulangi lagi apa putus 
voting dari depan. Jadi, yang saya bacakan tadi adalah 

Alternatif 1. Saya ulangi, 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan urn um ditambah 
dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 
diatur oleh undang-undang". 

Nah, yang setuju dengan alternatif 1 ini, dari fraksi F-PDIP dimohon untuk 
berdiri! Dari F-PDIP yang setuju alternatif 1, 64 orang anggota Majelis. Sekarang F
Partai Golkar. Oh, sekarang F-PDIP yang tidak setuju. 

Maaf, saya ulangi lagi. Sekarang F-PDIP yang setuju dengan 
Alternatif 2 yang bisa kita baca, yaitu 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Silakan berdiri! Yang setuju dengan 
alternatif 2 dari F-PDIP 80 persis. Sekarang yang abstain dari PDI-P. Baik, ada dua yang 
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abstain. 
Sekarang Fraksi Partai Golkar yang alternatif 1 mohon berdiri! Silakan duduk! 

Satu orang. Yang alternatif 2 dari Golkar mohon berdiri! Jumlahnya 126, silakan duduk 
Kemudian, yang abstain mohon berdiri! Tidak ada. 

Sekarang Fraksi Utusan Golongan, kepada Bapak-Bapak, lbu-Ibu, Saudara
Saudara terhormat, yang alternatif 1 mohon berdiri! Lima puluh lima, mohon duduk 
Sekarang kepada Saudara-Saudara dari fraksi Utusan Golongan yang setuju alternatif 
kedua mohon berdiri! Satu. Jadi, hanya satu, terima kasih, terima kasih. Sekarang yang 
abstain atau ada yang abstain? Kosong ya? Baik, kosong. 

Sekarang Fraksi PPP yang setuju alternatif 1 mohon berdiri! Kosong. Sekarang 
yang setuju alternatif 2 mohon berdiri! Lima puluh delapan jumlahnya, terima kasih. 
Sekarang yang abstain! Kosong. 

Sekarang kepada Fraksi Utusan Daerah yang setuju dengan alternatif 1 silakan 
berdiri! Dua. Baik Kepada Utusan Daerah yang setuju dengan alternatif 2 silakan 
berdiri! Lima puluh dua (52), terima kasih. Sekarang yang abstain mohon berdiri, kalau 
ada! Kosong. 

Sekarang kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa mohon yang setuju dengan 
alternatif 1 berdiri! Kosong, ada tidak? Kosong. Sekarang kepada fraksi Kebangkitan 
Bangsa yang setuju dengan alternatif 2 mohon berdiri! Empat puluh empat, mohon 
duduk, terima kasih. Apakah ada dari F-KB yang abstain? Kosong. 

Sekarang kita tanyakan kepada Fraksi Reformasi yang setuju dengan alternatif 1 
mohon berdiri! Kosong. Kepada F-Reformasi yang setuju dengan alternatif 2 mohon 
berdiri! Lima puluh em pat. Yang abstain? Caba diulang yang Fraksi Reformasi, berapa? 
Maaf Pak, ada kesalahan, diulang lagi. Alternatif 2 berdiri! Empat puluh empat. 
Sekarang yang abstain! Kosong. 

Baik, sekarang pada Fraksi TNI/Polri yang setuju dengan alternatif 1 mohon 
berdiri! Kosong. Fraksi TNI/Polri yang setuju dengan alternatif 2 mohon berdiri! Tiga 
puluh tujuh (37), terima kasih. Fraksi TNI/Polri yang abstain? Cuma 37, kosong. 

Sekarang kita tanyakan kepada Fraksi Partai Bulan Bintang, yang setuju dengan 
alternatif 1 mohon berdiri! Kosong. Yang setuju dengan alternatif 2 mohon berdiri! Dua 
belas (12), terima kasih. Yang abstain tidak ada ya, tidak ada yang abstain. 

Sekarang kepada Fraksi KKI, yang setuju dengan alternatif 1, mohon berdiri! 
Tidak ada. Yang setuju dengan alternatif 2 mohon berdiri! Sembilan orang. Barangkali 
ada yang abstain, mohon berdiri! Terima kasih. 

Terus F-PDU. Terima kasih sekarang kepada Fraksi Perserikatan Daulatul 
Ummah. Yang setuju dengan alternatif 1, mohon berdiri! Kosong. Yang setuju dengan 
alternatif 2 mohon berdiri! Delapan orang. Silakan duduk 8 orang! Apakah ada yang 
abstain? 

Sekarang kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau F-PDKB. Yang 
setuju dengan alternatif 1 mohon berdiri! Kosong. Yang setuju dengan alternatif 2, F
PDKB mohon berdiri! Empat orang. Yang abstain, mohon ditunggu sebentar untuk 
rekap-rekapnya, perhitungannya. 

Para anggota Majelis yang berbahagia, yang saya hormati, 
Jadi, setelah saya hitung insya Allah cermat, tidak ada satu pun angka yang 

bergeser. Yang setuju alternatif 1 sebanyak 122 orang anggota Majelis, yang setuju 
dengan alternatif 2 sebanyak 475 anggota Majelis, dan yang abstain itu adalah 3 orang 
anggota Majelis. Nah, jumlah 475 itu melampui 2/3 dari 600 sehingga dengan demikian 
Sidang Paripurna ini menetapkan alternatif yang 2 menjadi Pasal 2 Ayat (1) Undang-
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Undang Dasar 1945. 

KETOK1X 

Silakan, silakan! 

37. Pembicara: Harun Kamil (F-UG) 
Perkenankanlah saya Harun Kamil C-463, selaku Ketua Fraksi Utusan Golongan 

menyampaikan sikap atas telah berjalannya putusan mengenai pemilihan Pasal 2 Ayat 
(1). Pertama, kami menerima keputusan tersebut dengan perasaan dan rasa bahwa itu 
adalah sewajarnya demikian. Sikap tersebut karena memang sejak dari awal F-UG ingin 
menyelesaikan amendemen ini sampai tuntas, itu terbukti dengan kita mengikuti 
proses sejak 1999 sampai sekarang ini. 

Yang ketiga, kita tidak bermaksud untuk melakukan deadlock sama sekali. 
Jangankan keinginan, terpikir pun tidak bahwa dilakukan voting adalah salah satu cara 
untuk tidak terjadi deadlock. Apakah yang terjadi kita hargai semua karena ini proses 
pendemokrasian dan pematangan dari demokrasi kita semuanya hari ini. Sejarah bisa 
mencatat bahwa kalau dulu musyawarah mufakat mungkin semacam dipaksa, dengan 
voting ini orang akhirnya terbiasa dan bebas berpendapat. 

Tentunya kepada anggota MPR yang bukan dari F-UG, kami menyampaikan 
terima kasih dan rasa hormat kami. Kepada rekan-rekan anggota MPR yang telah 
memilih alternatif 2, kami mengucapkan selamat dan penghargaan atas pilihan yang 
telah dilakukannya. Kemudian tentunya kita berharap bahwa kita akan terus sebagai 
orang-orang yang elit dan terpilih di Majelis ini, tentunya bersikap arif, negarawan dan 
bijaksana dengan tetap menegakkan supremasi hukum. Kemudian kami mengharapkan 
tentu kepada rekan-rekan yang memilih alternatif 2 untuk juga bisa menerima dan 
menghargai sikap kami. 

Selanjutnya, F-UG tentu tetap akan berpartisipasi sepenuhnya terhadap lembaga 
ini sampai 2004. Seperti halnya dengan TNI/Polri dan Fraksi Utusan Daerah. Kami 
mohon maaf kalau dalam perjalanan ini ada yang kurang berkenan sehingga 
menimbulkan rasa tidak enak atau tersinggung, kami mohon maaf. Akhirnya, semoga 
Allah SWT selalu memberkahi kita sekalian dalam menjalankan tugas-tugas 
kenegaraan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih. 

38. Ketua Rapat: Amien Rais 
Kita telah menyelesaikan satu tahapan lagi dan sangat mengharukan apa yang 

telah dikemukakan Pak Harun Kamil tadi, begitu elegan, ya begitu take no fight begitu, 
sangat ... begitulah pokoknya. 

Nah, sekarang masih ada Aturan Tambahan dengan usulan Fraksi TNI tadi juga 
dari PKB tadi tentang komisi konstitusi itu. Nah kalau saya boleh usul, pasal Aturan 
Tambahan II pasal ini, kita selesaikan dulu, kemudian kita break pergi ke ruang kaca, 
kita bicarakan secara cepat tetapi tegas begitu bagaimana sebaiknya untuk mengakhiri 
kontroversi ini. Sekarang to long ditayangkan Aturan Tambahan Pasal I. 

39. Pembicara: AmruAI-Mu'tashim (F-KB) 
Ketua, saya kira karena ini hanya dua pasal dan tambah satu pasal kalau bisa 

masuk, saya kira break sekali saja, karena toh perumus Komisi A adalah Fraksi-Fraksi. 
Terima kasih Pak. 
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40. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sebentar saya bacakan, Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II sudah diselesaikan 

kemudian segera break di ruang kaca semua Fraksi, bagaimana solusi yang paling 
bagus berdasarkan musyawarah kita karena ini ada muskilah, tetapi kalau kita sudah 
bersepakat karena sidang ini tentu bisa menentukan apapun yang dikehendaki tentu 
akan jadi kesepakatan kita bersama. Tetapi sekarang supaya masuknya ke sana itu 
lebih clear lebih enak ini kita selesaikan dulu. 

Saya bacakan aturan tambahan Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi 
untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 
tahun 2003. Pasal demi pasal sudah kita setujui, apakah kita, setuju? 

41. Pembicara : Kohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri) 
Interupsi, Fraksi TNI/Polri, Pimpinan. 
Mengingat apa yang disampaikan tadi, bahwa itu adalah status hukum, di mana 

Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar hukum yang tertinggi hukum yang 
tentunya apabila pengaturan perubahannya tidak ditetapkan dalam ketetapan lain, tapi 
insert atau masuk dalam undang-undang itu sendiri. Dan dilihat kalau Pasal 1 itu 
mengatur mengenai hak, tentunya pengaturan terhadap Undang Undang Dasar adalah 
sebelum pengaturan terhadap Tap. Jadi kami sarankan dibahas secara bersama-sama. 

Terima kasih. 

42. Ketua Rapat: Amien Rais 
Nah, kalau begitu sekarang begini, sekarang kita break dan mohon apa draf yang 

sudah siap harus segera dibicarakan bersama-sama untuk secepatnya kita kembali ke 
sini karena ingat masih beberapa pasal yang perlu kita sahkan bersama -sama. 

Skors saya. 

43. Pembicara: Sutradara Ginting (F-KKI) 
Sebelum break satu menit Pak Amien. 

44. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saudara Ginting silakan. 

45. Pembicara: Sutradara Ginting (F-KKI) 
Sehubungan dengan kearifan oleh Pimpinan semua, yang telah menyelesaikan 

Pasal 29 naskah asli tanpa perlunya pemungutan suara, perkenankanlah atas nama 
Fraksi KKI kami menyampaikan penghormatan dan penghargaan kami kepada 
Saudara-Saudara anggota Majelis yang telah memberi peluang yang terbaik untuk 
menyelesaikan masalah terse but tanpa perlunya pemungutan suara, karena kita sadari 
semua bahwa tanpa pemungutan suara, hal tersebutlah yang terbaik. Pada Saudara
Saudara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Reformasi, Fraksi PBB dan Fraksi 
PDU kami sampaikan hormat dan penghargaan jujur dan tulus. 

Terima kasih. 

46. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik, jadi kita skors sebentar Pak Zaenal Arifin. 

47. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Kami sendiri tidak cenderung menyepakati satu skors Pak, padahal sebenarnya 

semua pasal-pasal ini adalah satuan pasal berdasarkan Tap atau tugas daripada MPR 
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adalah sebenarnya adalah ini. Jadi, sekiranya harus menyelesaikan Tap ini dengan 
semua sudah selesai maka akan jadi lebih baik. 

Terima kasih. 

48. Ketua Rapat : Amien Rais 
Karena memang ini memang belum saya ketok palu, sesungguhnya yang 

namanya komisi konstitusi itu tidak pernah menjadi salah satu materi dari Badan 
Pekerja untuk Sidang Tahunan ini. lni karena wisdom dan drop mindedness dari 
anggota Majelis dari MPR kita sendiri karena suara-suara untuk meminta 
penyelarasan-penyelarasan, penyempurnaan di masa depan dan lain-lain itu begitu 
kuat, paling tidak seperti diekspose di media massa maka kemudian Komisi A sudah 
membuat Rantap tentang komisi konstitusi itu sudah ditandatangani 12 fraksi. Sudah 
dilaporkan ke Sidang Pleno pada Sidang Tahunan ini, tapi kemudian ada elemen baru 
lagi, yang saya katakan, kalau kita mau melihat masalah secara jernih memang yang 
tugas resmi official proportional dari Badan Pekerja ini diselesaikan dulu kemudian kita 
break. Kalau perlu nanti sampai pagi tidak apa-apa, tapi harus selesai begitu, karena ini 
kan malam Minggu jadi malam panjang begitu. 

Jadi memang kalau saat tadi setuju satu demi satu dulu, terus ke ruang kaca kalau 
perlu sampai subuh lagi terakhir ini tidak apa-apa, tetapi rakyat sudah melihat kita 
semua. Jadi saya ulangi lagi Pasal I seperti tertera itu apakah bisa kita setujui! 

Setuju! Sambil menunggu Ali Masykur, silakan. 

49. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Hamdan Zoelva A-265 dari F-PBB. 
Berkaitan dengan masalah ini karena yang diajukan oleh F-TNI/Polri adalah 

menyangkut tambahan I aturan dalam Aturan Tambahan ini yang sebenarnya tidak 
terkait dengan II Aturan Tambahan ini, jadi sesungguhnya yang diminta adalah suatu 
bahasan yang independen yang tidak terkait dengan dua hal ini. Oleh karena itu hal ini 
bisa kita putuskan dulu kemudian nanti yang usulan baru itu kita bisa putuskan secara 
terpisah, jadi ini tidak ada masalah sebenarnya! 

Terima kasih. 

50. Ketua Rapat : Amien Rais 
Jadi begini, ini kita sebenarnya seperti berekspresi dalam kaca tidak ada trik-trik 

yang kita sembunyikan ini pasti akan dibahas sungguh-sungguh, terus nanti bagaimana 
pasal demi pasal ini masuk ke Aturan Tambahan kan begitu! jadi ya, silakan! 

51. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Pimpinan setelah itu daftar, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi. 

52. Ketua Rapat : Amien Rais 
Sebentar. 

53. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB) 
Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati. 
Undang-Undang Dasar adalah sesuatu yang sangat fundamental dan menyangkut 

serta mengikat seluruh bangsa dan negara. Karena itu, keterlibatan masyarakat 
memang sangat perlu untuk menuntaskan, kita menghendaki agar Undang-Undang 
Dasar 1945 legitimit formal, kita ambil memang itu hak dan kewenangan Majelis. 
Tetapi kita juga ingin Undang- Undang Dasar 1945 yang acceptable, applicative, dan 
functional di masyarakat untuk itu kami berharap untuk Aturan Tambahan ini untuk 
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sementara di-pending. Karena kalau usulan kami bahwa komisi konstitusi cantolan-nya 
atau baju hukumnya itu adalah di Aturan Tambahan bisa mengubah pasal-pasal yang 
ada. 

Apakah Pasal 1 atau mungkin 2 atau mungkin 3. 
Oleh karena itu, saya berharap dengan sangat bahwa Amendemen Pertama, 

Kedua, Ketiga, Keempat jalan, tetapi komisi konstitusi kita bahas secara hati dingin dan 
kami berharap sekali lagi Aturan Tambahan untuk tidak diputuskan dan ditetapkan 
terlebih dulu. 

Terima kasih. 

54. Ketua Rapat: Amien Rais 
Selanjutnya, Patrialis! 

55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi) 
Apa yang disampaikan oleh Saudara-Saudara kita dari F-TNI/Polri dan juga dari 

F-PKB, kami ingin menyampaikan beberapa hal. 
Pertama, pada Pandangan Umum dari F-TNI/Polri bangsa ini sempat menjadi 

surprise dan sambutan hangat yang luar biasa diberikan oleh anggota Parlemen dan 
masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa F-TNI/Polri tidak akan ikut lagi 
berpoliti praktis. Semua bangsa ini menyambut hangat dan tidak memperkirakan 
kondisi seperti ini. 

Yang kedua, kalau kita mengacu kepada Tata Tertib kita berdasarkan Ketetapan 
MPR Nomor II yang sudah diubah dengan Tap MPR Nomor V dan itu adalah merupakan 
bagian dari peraturan hukum yang berlaku didalam bangsa dan negara ini telah 
mengatur bahwa semua materi-materi Sidang dalam Sidang Tahunan ini harus dibawa 
dalam em pat proses atau em pat tindakan. 

Pertama, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, yang kedua, bahan atau pembahasan 
yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR, yang ketiga, pembahasan oleh Komisi di 
dalam Sidang Tahunan, yang keempat adalah Paripurna itu adalah merupakan aturan 
hukum, kita menghargai pendapat F- TNI/Polri. Tapi, bagaimana proses bentuk proses 
itu kita harus ikuti? Kalau memang kita akan mengikuti itu, maka yang harus pertama 
kita ubah adalah Ketetapan MPR itu sendiri. 

Namun untuk melakukan perubahan terhadap Ketetapan MPR pun juga 
diisyaratkan, di mana Badan Pekerja MPR PAH II juga harus mempersiapkan terlebih 
dahulu bahan-bahan itu. 

Oleh karena itu, usulan dari Saudara-Saudara kita F-TNI/Polri dan F-PKB kita 
hargai, namun susah sekali untuk pintu masuknya, sangat tidak mungkin. Tentu F
TNI/Polri akan lebih paham bagaiman cara pintu masuk yang paling baik di dalam 
mengajukan usulan itu akankah kita paksakan? Kalau kita paksakan berarti kita harus 
memulai kembali Sidang Tahunan ini, berarti kita harus menambah waktu paling tidak 
10 hari lagi. 

Kami yakin dan percaya seperti apa yang dikatakan F-TNI/Polri tadi bahwa ada 
suatu ancama stabilitas perlu kami sampaikan tentu kita percaya betul dengan 
TNI/Polri yang selama ini telah mampu menegakkan stabilitas nasional, apalagi masa 
pemilu kita masih dua tahun, masih banyak kesempatan bagi Saudara-Saudara kita di 
TNI/Polri mempersiapkan agar Pemilu 2004 itu menjadi stabil dan tidak terjadi 
kekacauan. Waktu dua tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk mengantisipasi 
dari sekarang. 

Oleh karena itu, kami mengharapkan kita semua menghargai usulan itu namun 
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agak susah pintu masuknya. 
Terakhir saya setuju dengan pendapat Saudara Hamdan Zoelva, agar Pasal 1, 2, 

ini kita sahkan terlebih dahulu baru itu kita bicarakan nanti di pintu kaca. 
Terima kasih. 

56. Ketua Rapat : Amien Rais 
Kalau melihat situasinya itu pasti akan tidak bisa seragam pasti ada pro dan 

kontra mengenai hal ini, karena sudah ternyata setiap kali mau kita sahkan ada orang 
berdiri untuk mendapatkan acara ini. 

Nah, sekarang Ono berkali-kali, sekarang saja silakan! 

57. Pembicara: Sukono (F-PDIP) 
Terima kasih, waktu yang diberikan. 
Saya Sukono, A-162, setelah memperhatikan dari Fraksi PDI Perjuangan, setelah 

memperhatikan perkembangan daripada sidang ini atau dinamika daripada 
persidangan ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan hak kami sebagai anggota 
MPR bahwa sekiranya telah menjadi kesepakatan MPR tentang perlunya dibentuk 
Komisi Kontitusi untuk mengkaji secara komprehensif, hasil-hasil Amendemen 
Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, namun komisi konstitusi menjadi tidak 
bermakna bila tidak segera menjalankan tu.gas dan fungsinya. 

Apalagi kalau operasionalnya baru efektif pada tahun 2003, maka selanjutnya 
kami mendesak, agar komisi konstitusi ini dapat segera menjalankan fungsi dan 
tugasnya pada tahun 2000. Untuk itu kami mendesak pula agar membentuk komisi 
konstitusi tersebut dirumuskan dan dimasukkan dalam Aturan Tambahan Undang 
Undang Dasar 1945 ini. Hal ini kami sampaikan untuk mencegah timbulnya krisis 
kondusifyang dapat menambah kesengsaraan rakyat. 

Demikian sikap kami untuk mendapatkan perhatian dan persetujuan dari sidang 
yangmulia. 

58. Pembicara: Muhaimin Iskandar (F-KB) 
Muhaimin A-429, interupsi Pak. 

59. Ketua Rapat : Amien Rais 
Silakan, Pak Muhaimin. 

60. Pembicara: Muhaimin lskandar (F-KB) 
Terima kasih kepada Ketua yang saya hormati, Bapak anggota Majelis yang saya 

muliakan. 
Sejak awal Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan dalam pandangan umumnya 

bahwa komisi konstitusi merupakan sesuatu kebutuhan mendesak untuk melakukan 
penyempurnaan dari proses politik yang panjang yang terus kita lakukan. 

Yang kedua, komisi konstitusi merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita 
elakkan dari seluruh kalangan masyarakat, bahkan kalangan independen dan 
masyarakat pada umumnya. Untuk itu, agar memiliki kekuatan tetap Aturan Tambahan 
bagi kami merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Saal pintu masuk kami 
menawarkan pada Pasal 91, di mana disebutkan bahwa pembuatan Putusan Majelis 
dilakukan melalui empat tingkatan pembicaraan kecuali untuk Laporan 
Pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis. Kami 
menggangap ini sangat perlu dan sangat penting. 

Terima kasih. 
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61. Ketua Rapat: Amien Rais 
Mr. Muhammad Ali, 1 menit ya! 

62. Pembicara: Muhammad Ali (F-UD) 
Nama saya Muhammad Ali, Nomor anggota B-528 Utusan Daerah dari Jawa 

Timur. 
Saya hanya ingin mengusulkan supaya Aturan Tambahan Pasal 1 ini dibuang 

saja, ini lucu. Ini sifatnya hanya mau membujuk rakyat Di mana seperti itu. Pasal 2 ini 
lucu juga, bukankah kita tahu sejak Sidang Umum MPR tahun 1999, naskah Undang
Undang Dasar 1945 yang kita pakai sekarang sebagai acuan pembahasan itu adalah 
naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 
75 Tahun 1959. Di mana pembukaan/ preambule itu tidak termasuk dalam pengertian 
Undang-Undang Dasar antara alinea keempat dan Bab I, ini ada selipan kata-kata 
Undang-Undang Dasar. Coba diperiksa itu. Berarti yang dimaksud Undang-Undang 
Dasar hanyalah Bab I ke belakang. Pembukaan, Preambule tidak masuk, coba lihat ini, 
terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal, lucu banget ini. Ini mohon maaf, bukan saya 
kominter. Ini mohon diperhatikan, Lembaran Negara 75 Tahun 1959 mohon diperiksa. 
Ini berbeda dengan naskah Undang Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Berita 
Repoeblik Indonesia Tahun ke-2 Nomor 7, tertanggal 15 Februari 1946. Kalau Berita 
Negara RI Tahun Kedua Nomor 7 itu tadi Tahun 1946, naskah Undang-Undang Dasar 
1945 adalah keseluruhan yang mencakup Pembukaan, Batang Tubuh, dan 
Penjelasannya. Jadi mohon juga memperhatikan Pasal 2 ini. Pasal 1 itu lucu banget 
dengan aturan-aturan tambahan MPR itu ditugaskan ini, sudah jelas itu. Ada Ketetapan 
MPR-nya yang menegaskan bahwa MPRS ini, Tap MPRS itu statusnya sama dengan 
Ketetapan MPR. 

Buat apa harus dibikin lagi. Buang duit, duit-nya rakyat. Kasihan rakyat ini 
sekarang, jangan dijadikan objek saja ini. saya mohon maaf, terpaksa keras ini. rakyat 
kita dalam keadaan terpuruk, membutuhkan perbaikan ekonomi. bukan untuk dibujuki 
dengan cara begini. Sidang-sidang, berapa triliun habis? berapa miliar itu habis? 

Mohon maaf, sekian dan terima kasih. 

63. Pembicara: Nursyahbani Katjasungkana (F- UG) 
Nursyahbani Pak Amin. Dengarkan suara perempuan. 

64. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan, silakan. 

65. Pembicara: Nursyahbani Katjasungkana (F- UG) 
komisi konstitusi akan melakukan penyempurnaan dari amendemen yang sudah 

dilakukan Sidang Majelis ini. Karena itu, juga akan membicarakan hal-hal yang sangat 
mendasar. Mengenai konstitusi, alangkah baiknya dan memang saya mohon 
pembentukan komisi konstitusi ini ada di Aturan Tambahan pada Undang- Undang 
Dasar itu sendiri. Jadi, tidak pada yang lain. 

Jadi, mohon Pak Amin agar ini harus diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 
itu. Karena ini hal-hal yang mendasar dan berkaitan juga dengan penyempurnaan 
konstitusi itu sendiri, sehingga aturan-aturannya juga harus tercantum di dalam 
konstitusi dan tidak pada dasar hukum yang lain, apa lagi Tap MPR. 

66. Ketua Rapat: Amien Rais 
Mr. Permadi. 
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67. Pembicara: Permadi (F-PDIP) 
Terima kasih Saudara Pimpinan. 
Saya kira komisi konstitusi merupakan hal penting yang perlu diatur di dalam 

Aturan Tambahan, sebab kalau Tap MPR akan terkena aturan pasal satu, yaitu bisa 
ditinjau kembali oleh Sidang MPR tahun 2003. Kalau ditinjau terus dihapuskan 
celakalah bangsa ini, tidak akan ada lagi apa yang namanya komisi konstitusi. Di 
samping itu saya tetap meminta jaminan bahwa Pembukaan tidak akan diganti, tidak 
akan diubah. 

Terima kasih. 

68. Pembicara : Pataniari Siahaan ( F-PDIP) 
Terima kasih, Pimpinan. 
N ama saya Pataniari, nomor anggota A-77. 
Pak Permadi teman, tapi tidak selalu sama gitu. Jadi yang pertama saya ingatkan 

Pimpinan, saat memimpin tadi disepakati bersama pembahasan pengesahan pasal per 
pasal. Jadi, sekarang ada Pasal 1, ada Pasal 2, sudah siap dan saya pikir kita semua 
sama mengetahui salah satu dasar hukum dari Sidang Tahunan ini adalah karena Tap 
XI yang menugaskan penyelesaian tugas amendemen. Seyogianya menurut kami, ini 
kita selesaikan dulu, tidak mungkin juga ditutup karena yang berkuasa toh Paripurna, 
asal sepakati satu, dua, selesai, kemudian menuju Tim Lobi bila diperlukan bisa tinggal 
tambah pasal, tinggal menambah pasal. Jadi, jangan dipikir tidak perlu, yang sudah ada 
dianggap tidak ada gitu, yang ada ya tinggal di koin-lah bahasa jawanya, jangan dibikin 
mengambang lagi. 

Terima kasih. 

69. Ketua Rapat : Amien Rais 
Pak Andi ya, terima kasih ya Pak Pataniari. Pak Andi, setuju tidak? Sebentar, Pak 

Andi dulu, maju, maju, kursinya Pak Andi. 

70. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG} 
Bapak pimpinan dan hadirin yang kami muliakan, 
Sekarang memang giliran kita membahas Aturan Tambahan Pasal 1 dan Pasal 2 

dan rancangan yang ada di sini adalah rancangan yang telah kita sepakati bersama. 
Karena itu, kami mengusulkan apa tidak sebaiknya kalau ini dulu diputuskan, karena 
toh semua sudah sepakat. Lalu tentang usulan rekan kami dari Fraksi TNI/Polri dan 
Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami ingin menyampaikan di sini dan mengingatkan kita 
semua bahwa Fraksi Partai Golkar pun, baik di dalam pemandangan umumnya, di 
dalam Sidang Komisi, di dalam Tim Kecil juga mengusulkan hal yang sama. Meminta 
dibentuknya sebuah komisi konstitusi dengan dasar hukum yang ada di dalam Aturan 
Tambahan. Namun, di dalam perkembangan pembicaraanya konsep yang kami 
sodorkan itu mendapatkan tantangan dan perlawanan dari fraksi-fraksi sehingga 
lahirlah konsep naskah Rancangan Ketetapan yang dibacakan oleh Ketua Komisi A 
kemarin Pak ya. Tetapi, karena ini dimunculkan kembali di sini oleh rekan kami dari 
Fraksi TNI/Polri dan rekan kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, maka kami 
mengusulkan setelah ini disepakati, barangkali bagus untuk kita bicarakan di dalam 
suasana yang lebih rileks supaya kita bisa saling mengetahui kedalaman usulan 
masing-masing di dalam sebuah forum lobi yang tadi telah diusulkan oleh Bapak 
Pimpinan Majelis. 

Demikian. 
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71. Pembicara: Chatibul Umam Wiranu (F-KB) 
Interupsi Pimpinan, Pimpinan, sebelah kanan Umam Wiranu. 
Terima kasih. 

72. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan. 

73. Pembicara: Chatibul Umam Wiranu (F-KB) 
Terima kasih, Saudara Pimpinan. 
Saudara-Saudara anggota Majelis yang saya hormati, Saudara Pimpinan. 
Yang pertama kita mesti harus punya kesadaran bersama bahwa perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dan sedang kita lakukan itu, itu tidak boleh 
mensisakan satu pun persoalan-persoalan yang di kemudian hari bisa menimbulkan 
persoalan, ini yang pertama. 

Yang kedua, bahwa kita tidak pernah bisa akan menyatakan sempurna hasil dari 
seluruh proses yang sudah kita lakukan tanpa terlebih dahulu kita mencoba melakukan 
penelitian pasal demi pasal, tentu kita tidak akan mengubah substansi daripada 
Undang-Undang Dasar hasil amendemen. 

Yang ketiga, kita perlu kepastian bahwa di dalam konteks memberikan 
penyelarasan ini ada ketegasan yang bisa diukur melalui satu aturan, karena itu kami 
sangat khawatir kalau aturan ini tidak masuk kalau komisi konstitusi tidak masuk 
dalam Aturan Tambahan dan hanya masuk di aturan Rantap, itu pada suatu saat kita 
juga bisa melihat pasal 37 Ayat (4), bahwa perubahan pasal-pasal di dalam Undang
Undang Dasar ini harus melalui persetujuan 2/3 anggota Majelis, Nah ini yang saya 
khawatirkan akan menjadi legitimasi rapat yang isinya menyetujui komisi konstitusi. 
Karena itu pada saat yang sama kita boleh curiga, masyarakat boleh curiga, ini adalah 
rapat yang bisa diartikan sebuah manipulasi kepada mereka. Karena itu saya tegaskan 
sekali lagi sebelum kita menyepakati komisi konstitusi masuk di dalam Aturan 
Tambahan ini, jangan dulu disepakati dan diketok palu, soal Aturan Tambahan. Saya 
kira itu Saudara Pimpinan. 

Terima kasih. 

7 4. Ketua Ra pat: Ami en Rais 
Jadi saya mengajukan alternatif begini, walaupun tadinya masalah komisi 

konstitusi itu ada di dalam Rantap yang sudah disetujui, sudah dibacakan dan 
sesungguhnya justru akan disahkan pada malam hari ini, tetapi demi kebaikan kita 
semua, nampaknya kalau di Rantap dasar hukumnya kurang kuat maka kita sepakati 
itu masuk ke Aturan Tambahan. 

Belum, sebentar- sebentar, saya sedang usul dulu begitu, tetapi yang penting 
menurut saya ini tugas Badan Pekerja ya kemudian segera ke ruang kaca dalam artian 
apik-apikan saja, jadi gimana baiknya, begitu lho. Tetapi kalau ini tidak selesai ya santai 
satu jam lagi masih begitu terus. 

75. Pembicara: Rodjil GhufronA.S. (F-KB) 
Saya kira sudah sangat jelas apa yang diinginkan dengan aplikasi organisasi yang 

saya kira cukup kuat tadi kita dengar, apa sih keberatannya itu? Kita bersabar lebih 
teliti lagi agar supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, saya kira jangan 
diputuskan dulu Pasal 1, Pasal 2 ini tetapi selesaikan dulu supaya komisi konstitusi 
lebih jelas posisinya. Nah, untuk itu barang kali langsung ke lobi gitu. 
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76. Pembicara: Amin Aryoso (F-PDIP) 
Yang saya hormati Saudara Pimpinan, Yang saya hormati para anggota MPR, 
Perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran, sebelumnya kami 

menyampaikan, assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Aturan Tambahan I dan II ini sebetulnya sudah kita setujui bersama, jadi secara 

prinsip tidak ada permasalahan, kalau ini segera disahkan berarti sudah ada Undang
Undang Dasar baru hasil amendemen, lalu kalau kita akan membuat Aturan Tambahan 
mau dicantolkan ke mana? Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Bapak Pimpinan, 
sebaiknya ini diskor untuk lobi dengan demikian dengan segala kearifan mudah
mudahan masalah ini akan segera selesai. 

77. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik, usulan Pak Aryoso kita terima ya, lobi dulu. 

78. Pembicara: I Dewa Gde Palguna (F-PDIP) 
Berkali-kali sudah kita dingatkan bahwa yang menugaskan kita dan yang 

menyebabkan kita berada di ruangan ini adalah perintah Tap XI itu dan secara 
material, sakarang substansi tidak ada satupun masalah di dalam pasal satu maupun 
pasal dua aturan tambahan ini. 

Oleh karena itu, konsistensi dari apa yang kita ambil tadi bahkan kita ambil 
dengan suara terbanyak dari komposisi MPR, dan karena usulan ini tidaklah dapat 
dengan melalui proses seperti usulan-usulan yang lainnya, tetapi karena kebijakan dari 
anggota MPR yang terhormat ini kita harus membahas ini. Kita harus membahas itu 
dan tanpa menutup kemungkinan bahwa mungkin itu harus dibahas di Aturan 
Tambahan, maka tugas pokok inilah yang menurut saya harus diselesaikan pertama 
dulu. Bahwa nanti itu akan masuk kemungkinan di Pasal III dari Aturan Tambahan, itu 
justru bagian yang harus dibicarakan juga, tetapi yang pasti ini adalah yang sudah 
merupakan hasil Badan Pekerja MPR dan sudah diserahkan kepada Majelis Komisi, ini 
yang menurut saya harus diselesaikan pertama kali. 

Dengan demikian, tidak ada kecurigaan apa-apa. Dan karena memang kalau itu 
memerlukan dasar hukum dalam bentuk ketentuan di Aturan Tambahan sehingga dia 
memiliki kekuatan hukum yang kuat, marl kita bicarakan itu. Itu nanti yang 
memerlukan proses lobi, jadi yang tidak pasti ini, yang tidak bermasalah ini, ini justru 
yang harus selesaikan pertama kali. 

Terima kasih, Pimpinan. 

79. Ketua Rapat : Amien Rais 
Sayuti Rahawarin. 

80. Pembicara: Sayuti Rahawarin (F-PDU) 
Kebetulan saya di Komisi A yang membahas amendemen Undang-Undang Dasar 

ini. Seingat saya bahwa yang ditugasi oleh Majelis kepada Komisi A adalah untuk 
amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan, seingat saya juga komisi 
konstitusi itu tidak masuk dalam agenda pembahasan Komisi A itu dan Komisi A sudah 
melakukan tugas dari amendemen keempat in. 

Kemudian ada usulan yang berkembang komisi A itu tentang komisi konstitusi. 
Saya perlu meluruskan dan perlu dipahami oleh Saudara-Saudara bahwa yang 
berkembang di Komisi A atas usul komisi konstitusi ini ada dua aliran, satu adalah 
menginginkan komisi konstitusi ini dan satu menolak dari perdebatan-perdebatan 
yang dilakukan sampai kepada tingkat lobi. 
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Kemudian solusi yang disepakati oleh kelompok yang menolak komisi konstitusi 
itu maupun yang menerima adalah ketetapan yang dilakukan oleh Ra pat Konsultasi itu 
dan dilaporkan pada Paripurna Komisi A, dan masalah ini sudah juga dilaporkan pada 
Paripurna Majelis ini oleh Ketua Komisi A. Seyogianya pada saat di Komsi A itu Teman
Teman yang menyampaikan aspirasi itu sudah disampaikan pada saat Komisi A itu 
melakukan pembahasan, sampai pengambilan keputusan itu dan pada saat Rapat 
Paripurna Majelis yang dilaporkan oleh Ketua Komisi A. 

Seharusnya Saudara-Saudara sudah menanggapi itu dan semalam terjadi suatu 
perkembangan yang sangat begitu cepat dan Pimpinan Majelis telah mengundang 
Pimpinan-Pimpinan Fraksi. Ada satu hal yang mendasar yang perlu dibicarakan 
usulannya dari teman teman TNI/Polri, memintakan agar Tap ini diubah dan komisi 
konstitusi ini masuk dalam Aturan Tambahan. Saya semalam agak sedikit emosional, 
saya katakan bahwa apa yang mendasari sehingga komisi konstitusi ini harus dibentuk. 
Saya mau tanya, apakah karena desakkan masyarakat? Apakah karena Majelis ini 
kerjanya tidak becus atau pendekatan-pendekatan dalam pembahasan Undang-Undang 
Dasar terlalu politis atau bagaimana? 

Jadi saya waktu itu, saya minta Saudara-Saudara yang mengusulkan Komisi ini 
atau apapun bentuk namanya, Saudara harus memberikan alasan yang tepat. Karena, 
saya yakini benar bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat (1), 
kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah 
kewenangan MPR. Dan kalau kita membentuk suatu lembaga baru di luar kewenangan 
yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Majelis yang terhormat ini. 
Maka, kita harus clear dulu, kedudukan lembaga ini dengan kewenangannya ini 
bagaimana? Jangan sampai hasil kerja daripada lembaga ini yang sudah kita bentuk itu 
kemudian disampaikan kepada Majelis, diambil keputusan, terjadi perdebatan sengit 
lagi. Internal Majelis, kemudian antara Majelis dengan lembaga yang kita bentuk. 
Karena mereka mengatakan bahwa di dalam Aturan Tambahan, mereka sudah 
diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan-perubahan. Sehingga, masalah ini, 
kami diskusikan begitu panjang di Komisi A. Ini saya sampaikan kepada Teman-Teman. 

Oleh karena itu, Pimpinan yang saya hormati, saya menghargai usulan dari 
teman-teman TNI tadi, tetapi saya ingatkan kembali, bahwa agenda pembahasan di 
Komisi A itu sampai kepada Aturan Tambahan. Oleh karena itu, malam hari ini, kita 
harus menyelesaikan dulu tugas kita ini. Kalau Saudara menyisipkan usulan-usulan lain 
yang masuk dalam Aturan Tambahan ini maka pasal-pasal lain pun ada kemungkinan 
untuk kita melakukan usulan-usulan tambahan, karena kedudukan pasal dalam 
amendemen keempat dalam Undang-Undang Dasar ini, posisinya sama. Kalau 
umpamanya ada perubahan, kalau ada tambahan dalam Aturan Tambahan ini maka 
pasal-pasal lain pun kami akan mengusulkan. 

Terima kasih. 

81. Ketua Rapat : Amien Rais 
Sekarang terakhir betul, sebelum saya memutuskan apa yang disampaikan oleh 

Bapak Mustafa. Ini the last interruption. 

82. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD) 
Pada waktu kami mengakhiri pembicaraan, yaitu finalisasi Bab XI, di sini ada Pak 

Jakob Tobing Ketuanya. Tadi bicara Saudara Andi, tadi bicara juga Saudara Masykur, 
semuanya juga dari PAH I. Pada akhirnya ada kesepahaman, nanti di eek oleh Pak Jakob 
bisa menjelaskan bahwa kalau masih ada hal-hal yang sangat penting untuk Aturan 
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Tarnbahan itu bisa nanti di tarnbahkan, kalau itu tidak salah saya. Itu ada kesepaharnan 
demikian yang akan dibawa kapan saja, apa di Kornisi, apa di Paripurna ini. Begitu Pak 
Jakob, ya waktu itu. 

Nah, karena itu, soal Aturan Tarnbahan ini bisa saja itu ada kesepahaman yang 
sama dari seluruh peserta finalisasi. Nah, untuk itu saya mernohon untuk di break dan 
kita rumuskan saja Aturan Tambahan yang diperlukan itu untuk apa dan sebagainya. 

Terirna kasih. 

83. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baik, saya karena masih ada empat rantap yang mernerlukan pembahasan juga. 

Jadi, dengan keikhlasan kita sernua, tidak usah rnenang- kalah, kalah-rnenang, kita 
break selama ya, maksimal 30 menit saja. Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi ke ruang 
kaca, rnulai pukul 20.30 WIB, kita masuk lagi pukul 23.00 WIB, mudah-mudahan sudah 
selesai nanti. 

Terima kasih. 

KETOK 2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 22.30 WIB 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 23.SS WIB 

84, Ketua Rapat: Amien Rais 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Skors yang mo/or agak lama, mo hon maaf, sekarang kita cabut. 

KETOK1X 

Sebagai oleh-oleh dari lobi yang agak lama, ternyata tidak mencapai kata 
kesepakatan dan disepakati kita meneruskan pengesahan Aturan Tarnbahan, kalau 
tidak bisa seiya sekata, apa boleh buat lewat pernungutan suara. 

Sekarang saya baca, 
Aturan Tambahan. Pasal I: 
"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk rnelakukan penmiauan 

terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan 
pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003." Apakah disepakati atau? 
Setuju? 

SETUJU 

KETOK1X 
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Terima kasih. 
Pasal II: 
"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal". 

SETUJU 

KETOK 1X 

Nah, sekarang ada usulan dari fraksi TNI/Polri, kepada Bapak Suprijadi, kami 
persilakan mengajukan usulannya! Kalau perlu di mimbar, Pak, biar jelas. 

85. Pembicara: Slamet Suprijadi (F-TNI/Polri) 
Kami dari Fraksi TNI/Polri, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan 

terdahulu dari Fraksi TNI/Polri, menyampaikan usulan untuk di dalam Pasal III, kami 
ulangi ditambahkan pada Aturan Tambahan sebagai Pasal III ataupun Pasal II. Nanti 
kalau Pasal II, berarti Pasal II yang sekarang menjadi yang ketiga. Isinya, mohon maaf, 
sebagai Pasal III, bunyinya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang
Undang Dasar 1945 diberlakukan sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2004 untuk 
mengantar rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu 2004 dan disempurnakan, saya 
ulangi, disempurnakan oleh Badan Panitia Komisi yang terbentuk oleh Majelis pada 
Tahun 2002 dan melaporkan hasilnya kepada MPR hasil Pemilu 2004. 

86. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih kepada Pak Slamet Suprijadi yang telah menyampaikan usulan 

secara tertulis setelah di pampang. 
Jadi sebelum di-voting, saya kira supaya fraksi-fraksi ada kesempatan untuk 

mencerna sebentar karena ini amat sangat penting, kita beri waktu skorsing selama 
sepuluh menit saja kemudian kita akan kembali lagi untuk menentukan sikap, karena 
ini amat sangat penting. Berapa? 10 menit tidak cukup? Jalan kakinya ketempat 
masing-masing, ditambah 10 menit, kemudian ke sini, jadi 30 menit 

87. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB) 
Ketua, Ketua, sebentar, dari Hamdan Zoelva, A-265 dari Fraksi Partai Bulan 

Bintang. Kalau pun ini voting, mohon disempurnakan rumusannya. Jadi, Aturan 
Tambahan tulis Pasal III di situ sebagai usulannya. 

88. Ketua Rapat: Amien Rais 
Jadi, sebagai Aturan Tambahan Pasal III bunyinya seperti itu. Mahon dicerna 

betul-betul, karena ini sesuatu yang istimewa tidak melalui pembicaraan tahapan satu, 
dua, tiga, langsung terbang, tapi demi musyawarah dan unsur persaudaraan, 
kerukunan keluarga besar, kita ya begitulah, bersama-sama mendeskreditkan, 
bersama-sama dan saya skors 3 0 menit, kembali Pak Zaenal. 

89. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Saya kira sebelum diskors, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. 

Pertama, sebenarnya, dari hasil berapa kali temuan, sebenarnya kita sudah memiliki 
sesuatu konsep yang sudah disetujui bersama. Kiranya, kelihatannya bahwa usulan 
yang baru ini jauh menyimpang dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita setujui. 
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Rasanya, hampir tidak mungkin kita bisa menyetujui ini. Oleh karena itu, sekiranya pun 
didesak diberlakukan suatu voting, maka misalnya saya minta penjelasan mengenai 
apa yang sudah kita sepakati atau dengan kata lain, kalau kita di-voting dan ternyata ini 
tidak masuk maka kesepakatan yang kemarin itu, saya minta dicabut 

90. Ketua Rapat: Amien Rais 
Mengenai rantap itu maksudnya? 

91. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Ya, jadi sekarang tidak ada komisi konstitusi sama sekali. Baik, terima kasih. 

92. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Interupsi, Pak Ketua. Interupsi, Ramson, A-135 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sidang Majelis yang saya muliakan, 
Bahwa usulan komisi konstitusi masuk di dalam Aturan Tambahan bukan hal 

yang baru karena sudah ada dalam proses persidangan di Komisi A. Jika, kita melihat 
atau mendengarkan rekaman-rekaman dalam sidang Pleno Komisi A. Usulan agar 
posisi komisi konstitusi betul-betul mempunyai kekuatan yang kuat, kekuatan hukum 
yang kuat dalam hukum dasar yang di amendemen ini, telah terproses di dalam sidang 
Pleno Komisi A. 

Namun, memang ada kelemahan-kelamahan teknis di dalam proses pengambil 
keputusan di sidang Komisi A, di mana ada pembatasan-pembatasan atau kuota yang 
berbicara, fraksi yang besar tiga orang, fraksi yang sedang dua orang. Padahal, 
sementara di dalam proses pembuatan undang-undang di DPR bahwa putaran pertama 
ini, setiap anggota diberikan waktu untuk berbicara. Jadi kita perlu juga introspeksi 
dan Pretospeksi, apakah kita benar-benar sudah melakukan demokratisasi dan juga 
melaksanakan supremasi hukum sebagai bagian-bagian dari tujuan Reformasi? Untuk 
itu juga saya jelaskan bahwa dalam proses sidang Pleno Komisi A, pertama-pertama itu 
ada dua aliran berpikir mengenai interpretasi hukum mengenai Aturan Tambahan 
Undang-Undang Dasar 1945, satu. 

93. Ketua Rapat : Amien Rais 
Ya, saya kira cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Ramson. 
Jadi, kita skors 30 menit, cuma Pak Zaenal Arifin tadi menawarkan sesuatu yang 

cukup dramatis, kalau tidak lolos berarti rantapnya sudah diafkir begitu. Mungkin tidak 
seperti itu, jadi terlalu dramatis, jadi saya kira tetap saja Pak. 

94. Pembicara: Ramson Siagian (F-PDIP) 
Tadi belum selesai, Pak Untuk itu kami mendukung usulan rekan-rekan Fraksi 

TNI/Polri juga di dalam pandangan akhir dari rekan-rekan F-KB, demikian. Terima 
kasih. 

95. Ketua Rapat : Amien Rais 
Pak Zaenal silakan. Naik, naik, Pak! 

96. Pembicara Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Terima kasih. 
Jadi, sebenarnya kami mengharapkan hanya konsistensi di dalam soal apa yang 

kita mau ambil, apa yang kita mau melakukan pemungutan suara. Kita tidak bisa 
pemungutan suara terhadap ini sementara ada ran tap lain yang berbunyi lain, saya kira 
tidak mungkin, Pak. 
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Jadi, saya kira, kalau kita mau memungut suara terhadap ini, maka rantap yang 
itu otomatis tidak diberlakukan lagi, atau kita pilih rantap itu jadi, saya pikir itu Pak, 
kalau tidak terjadi kekacauan itu yang kami maksudkan. Terima kasih. 

97. Ketua Rapat: Amien Rais 
Bagaimana? 

98. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Pimpinan, terjadi kekacauan itu yang kami maksudkan Pak. Terima kasih. 

99. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sekarang Pak Ghazali Abbas sudah lama tidak dengar suaranya, dari Nanggroe 

Aceh Darussalam. 

100. Pembicara : Ghazali Abbas Adan (F-UD) 
Ghazali Abbas Adan B 619 F-UD Nanggroe Aceh Darussalam saya mohon Majelis 

yang terhormat dan mulia ini untuk konsekuen dengan Tata Tertib yang sudah kita 
sepakati. Saya masih Sidang Umum yang lalu, ketika saya usulkan beberapa masalah 
Aceh menyangkut nyawa harkat dan martabat manusia, karena alasan tidak lewat 
tahapan-tahapan maka ditolak oleh Majelis, maka inipun saya minta jangan nyelonong 
masuk tanpa tahapan-tahapan. 

101. Ketua Rapat: Amien Rais 
Tetap kita skors. Silakan Mas Zaenal. 

102. Pembicara: Zaenal Arifin (F-PDIP) 
Saya bukannya apriori, bukan tidak setuju dan juga belum setuju, karena kalau 

Undang-Undang Dasar itu dipatok berlakunya sampai 2004, sementara panitia, atau 
badan, atau komisi itu bekerjanya sampai 2004 lalu tidak selesai di 2004 rakyat ini 
pakai Konstitusi yang mana? 

103. Ketua Rapat: Amien Rais 
Itu sudah kita bicarakan tadi Pak betul. jadi vakum kira-kira, tapi betapa pun ini 

kan musyawarah kalau tidak secara musyawarah ada pungutan suara, jadi supaya 
puas-sepuasnya kita skors 30 menit fraksi-fraksi menentukan sikap sekitar 30 menit 

Terima kasih. 

KETOK2X 

RAPAT DISKORS PUKUL 00.07 WIB 

104. Ketua Rapat: Amien Rais 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 01.25 WIB 

KETOK1X 
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Saudara-Saudara yang saya hormati, kita menyadari bahwa fisik kita juga ada 
batasnya, jadi harus kita rancang serapih mungkin supaya sidang juga tetap lancar 
kemudian mencapai hasil. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sepakati dulu bahwa 
sidang ini kita selesaikan ya kira-kira sampai selesai, mungkin empat Rantap lagi dan 
Insya Allah enteng-enteng saja begitu, kecuali masalah tadi masalah pribumi mungkin 
sudah selesai. Kemudian direncanakan besok pagi pukul 10.00 WIB penutupan, karena 
kalau molor lagi tidak ada uang di kas MPR karena memang sudah hampir selesai ini 
yang insya Allah yang pokok-pokok sudah hampir selesai, setuju ya? 

Silakan, silakan, Silakan Pak Slamet! 

105. Pernbicara : Slarnet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Pimpinan Majelis yang saya hormati. 
Para anggota Majelis serta para hadirin yang kami hormati. 
Kami sangat menghargai itikad baik Pimpinan dan seluruh anggota Majelis yang 

terhormat yang telah bersedia mendengarkan usulan kami. Maksud kami tidak lain 
adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih tinggi dengan menempatkan 
komisi konstitusi pada Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat 
lembaga ini akan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan 
hukum dasar bagi bangsa Indonesia. 

Kami tidak, sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat jalannya sidang 
ataupun menabrak hasil musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan bersama. 
Adanya perbedaan pandangan, dalam hal ini kami pandang sebagai wujud 
pembelajaran dan kedewasaan berdemokrasi bagi segenap komponen bangsa 
termasuk TNI/Polri. Namun setelah mencermati aspirasi yang berkembang di antara 
Saudara-Saudara kami yang terhormat dan sekali lagi tanpa bermaksud menghambat 
jalannya Persidangan Majelis ini. Maka dengan segala kerendahan hati dan demi 
kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara, kami dengan ini menyatakan menarik 
kembali usulan kami. Terima kasih. 

106. Ketua Rapat : Arnien Rais 
Silakan Pak. 

107. Pernbicara: Yusuf Muhammad (F-KB) 
Para hadirin anggota Majelis yang terhormat, 
Sebagaimana yang tadi kami sampaikan di dalam lobi ketika di gedung kaca, 

maka kami ingin menyampaikan sebuah rumusan yang tadi kami sampaikan dan 
menjadi bagian dari usulan kami dalam kaitan dengan persoalan ini. Perkenankan saya 
membacakan untuk diketahui sebagai bagian dari usulan F-KB. Bunyi rumusan itu, 
untuk menyelaraskan dan menyempurnakan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk komisi konstitusi pada tahun 2002 
yang susunan kedudukan dan keanggotannya diatur lebih lanjut dalam Tap MPR. Hasil 
kerja komisi konstitusi sudah harus dilaporkan pada sidang MPR hasil Pemilihan 
Umum 2004. 

Demikian, menyampaikan apa yang kami sampaikan di pertemuan lobi dan ini 
sebagai bagian tidak terpisahkan dari usulan kami yang sejak tadi kami sampaikan. 

Terima kasih. 

108. Pernbicara: Priyo Budi Santoso (F-PG) 
Interupsi. Priyo Budi Santoso. 
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109. Ketua Rapat: Amien Rais 
Silakan. Pendek saja Mas Priyo. 

110. Pembicara: Priyo Budi Santoso (F-PG) 
Terima kasih Pimpinan. 
Kami justru sangat terharu atas keputusan akhir dari F-TNI/Polri yang 

menunjukkan kebesaran hati dan negarawan. TNI semacam ini lah yang sesungguhnya 
kita impikan sejak lama. TNI profesional yang menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan 
anak-anak saya yang masih di TK itu. Kebanggaan kita bersama. 

Dengan demikian Pimpinan Sidang, saya sudah dalam posisi yang anti klimaks 
mendengarkan pernyataan dari Pak Slamet Supriadi tadi. Mahon dicatat dan kata-kata 
terakhir itu lah yang mudah-mudahan mengilhami kita bersama. Kekerabatan yang 
sekarang kita katakan komisi konstitusi itu, merupakan penggalan terakhir dari kata
kata mutiara dari Jenderal Slamet tadi. 

Terima kasih. ltu pendapat saya dan banyak teman saya. 

111. Ketua Rapat: Amien Rais 
Baiklah sekarang kita lanjutkan Saudara-Saudara yang saya hormati. Selanjutnya 

kita akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR dalam tentang 
Pembentukan komisi konstitusi yang telah disepakati oleh semua fraksi. Mengingat 
Rancangan Ketetapan ini telah disepakati oleh semua fraksi maka pengambilan 
keputusan akan dilaksanakan berdasarkan mufakat. Kami ingin memintakan 
persetujuan pada Saudara-Saudara sekalian, apakah Rancangan Ketetapan MPR dalam 
tentang Pembentukan komisi konstitusi yang telah disepakati oleh semua fraksi dapat 
disetujui menjadi keputusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002? 

SETUJU 

KETOK1X 

112. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Interupsi Pimpinan. 
Kami mengingatkan apakah Aturan Tambahan Pasal I, Pasal II sudah diketok? 

113. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sudah. 

114. Pembicara: Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri) 
Terima kasih. 

115. Ketua Rapat: Amien Rais 
Alhamdulillah. 
Kita sudah melaksanakan pengambilan keputusan terhadap Rancangan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya marilah kita memasuki 
acara pengambilan putusan terhadap kelompok kedua, yaitu pengambilan keputusan 
terhadap Rancangan-Rancangan Ketetapan MPR yang telah disepakati oleh semua 
fraksi yang akan dilaksanakan berdasarkan mufakat. Rancangan-rancangan Ketetapan 
MPR tersebut sebagai berikut, 

1. Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Kebijakan untuk 
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Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional; 
2. Rancangan Ketetapan MPR tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003; 
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor 

VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden Indonesia. 

4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR 
Nomor 11/MPR/1999 tentang Aturan Tata Tertib MPR. 

Marilah kita mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang 
rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang telah 
disepakati oleh semua fraksi. 

Tolong ditayangkan, yaitu: Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi 
Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Terutama yang kemarin 
menjadi isu agak ramai, bahkan sangat menegangkan. Semua sudah disepakati, cuma 
satu itu. Yaitu mengenai masalah pribumi kecil dan segala macam. 

Jadi, bisa saya bacakan yang dibawa dari Badan Pekerja MPR PAH II, itu bunyinya 
adalah memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi 
dan emansipasi masyarakat, termasuk kesetaraaan gender dalam rangka mendorong 
dan meningkatkan perekonomian rakyat Kemudian tanpa lebih khusus rakyat kecil 
pribumi. Kemudian serta menata kembali dan seterusnya, sampai produktifitas. Yang 
menjadi agak sedikit kontroversial dan agak menimbulkan konflik Itu adalah 
tambahan itu. Tetapi mungkin Pak Rambe bisa menerangkan secara pendek sebelum 
kita mengambil keputusan bersama. Naik Pak 

116. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU) 
Pimpinan, interupsi. Asnawi Latiefsebelah kiri, Pimpinan. 
Saya ingin koreksi, karena sampai Sidang Tahunan ini, sudah tanggal 11 Agustus. 

Jadi oleh karena itu berlanjutnya Sidang Tahunan ini bukan sampai dengan tanggal 11 
ini. Supaya nanti dalam keputusan itu sesuai dengan tanggalnya itu. Mohon tanggalnya 
disesuaikan. 

117. Ketua Rapat: Amien Rais 
Kita akhiri ini hari tanggal 11. Pak Taslam dulu, silakan. 

118. Pembicara: Haryanto Taslam (F-PDIP) 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
Pimpinan yang terhormat dan Sidang Majelis yang saya hormati. 
Saya dari tadi sudah interupsi sebetulnya ingin mengkoreksi Pimpinan di dalam 

pengambilan keputusan, selalu dikatakan kesepakatan fraksi-fraksi. Ini adalah forum, 
saya kira belum pernah berubah, forumnya adalah Forum Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Jadi tolong lain kali Pak Pimpinan, sebutkan bahwa kesepakatan anggota 
melalui fraksi-fraksi. Barangkali itu lebih tepat dari ada kesepakatan fraksi-fraksi. 

Terima kasih. 

119. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terima kasih Pak Taslam. Terakhir Pak 

120. Pembicara: Afni Achmad (F-Reformasi) 
Interupsi Pimpinan. 
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121. Ketua Rapat: Amien Rais 
Terakhir Pak Afni Achmad, silakan. 

122. Pembicara: Afni Achmad (F-Reformasi) 
Saudara Pimpinan dan anggota MPR yang terhormat. 
Rasanya pertemuan kali ini sangat indah, kita telah membuat sejarah pada 

malam hari ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengusulkan agar bersama-sama kita 
menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 

123. Ketua Rapat : Amien Rais 
Pak Sukowaluyo yang memimpin Lagu Indonesia Raya, silakan. 
Saya kira sebelum ditutup, sebaiknya tadi dikatakan rasa syukur maka terlebih 

dahulu dengan do'a. 

124. Ketua Rapat: Amien Rais 
Pak Cholil Bisri baca do'a, jangan panjang-panjang, karena yang panjang untuk 

besokpagi. 
Silakan Pak. Kita tutup dulu ya? Belum. 

125. Pembicara : Muhammad Cholil Bisri (F-KB) 
Bissmillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidinna Muhammad, 

Alhamdulillahirabbil 'ala min, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah, ya Rabbana 
/aka/ hamdu, kama yanbagi lijalali wajhikal karimi, wali 'adzmi sulthonik. Allahumma 
ighusna bil'inika laatilla kana, waklujhna bikanahbikallazi layurra, warhamna birabbika 
'alaina, wala turhlikna 'antafiqatula war zi'auna, antafiqa tuna warzi'auna antafiqatuna 
war zi'auna. 

Ya Allah, berkahilah keputusan-keputusan yang telah kami ambil demi bangsa 
dan negara rakyat Indonesia. Rahmati kita semua, dengan payung-Mu yang indah. Wa 
shalallahu 'ala sayyidinna Muhammadin wa'ala alihi wasahbihi wa bariq wasallam, 
walhamdulillahi Rabbi/ 'Alamin. Amin. 

126. Ketua Rapat: Amien Rais 
Sebelum kita tutup, kita menyanyi Indonesia Raya dipimpin oleh Bapak Dr. 

Sukowaluyo. 

127. Pembicara: Sukowaluyo Mintorahardjo (F-PDIP) 
Hadirin berdiri! 

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RA YA 

128. Ketua Ra pat: Amien Rais 
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 01.50 WIB 
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6. RAPAT PARIPURNA KE-7 SIDANG TAHUNAN MPR 2002, 11 AGUSTUS 2002 

1. Hari 
2. Tanggal 
3. Waktu 
4. Tempat 
5. Pimpinan MPR 

6. Ketua Rapat 
7. Sekretaris Rapat 
8. Panitera Rapat 
9. Acara 
10. Hadir 
11. Tidakhadir 

JALANNYA RAPAT: 

Minggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIB - selesai 
Gedung Nusantara 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA 
Ir, Sutjipto 
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 
Drs. H. M. Husnie Thamrin 
K. H. Moh. Cholil Bisri 
Letjen. TNI Agus Widjojo 
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 
Drs. H. A N azri Adlani 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA 
Sekertaris Jenderal MPR (Rahimullah, S.H.,M.Si.) 
Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri) 
Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 
523 Orang 
157 Orang 

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB 

1. Ketua Rapat : Amien Rais 
Setelah membuka rapat Pimpinan menyampaikan antara lain sebagai berikut: 
Penyelenggaraan Rap at Paripurna Ke-7 ini, menjelang berlangsungnya 

peringatan Ke-57 Proklamasi Negara kita tanggal 17 Agustus tahun 2002. Momentum 
ini hendaknya mengingatkan kita bahwa betapa luhurnya perjuangan dan 
pengorbanan para pejuang kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan dan kemuliaan 
seluruh anak negeri. 

Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada para pejuang yang telah mendahului 
kita, marilah kita mendo'akan semoga arwah para pejuang diampuni serta di anugerahi 
kebahagiaan abadi di akherat, aminyarabbal 'alamin. 

Selain itu kami beritahukan bahwa sampai saat ini, dua anggota Majelis, yaitu 
Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. dan Saudara Irjen. Pol. Drs. Gendro Budi 
Santoso, tengah menjalani perawatan kesehatan, karena sakit 

Marilah kita do'a-kan, semoga anggota Majelis yang tengah sakit tersebut dapat 
segera sembuh, dan dapat kembali menunaikan tugas bersama-sama kita seperti 
dahulu, aminyarabbal 'alamin. 

Sidang Majelis yang kami muliakan, 
Setelah melalui rangkaian pembahasan, baik dalam Rapat-rapat Paripurna, 
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maupun dalam Rapat-rapat Komisi, yang dilengkapi dengan berbagai forum 
permusyawaratan lebih kecil, selama 11 hari secara terus-menerus, para anggota 
Majelis yang terhormat, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, telah berhasil, 
AlhamduUllah, mengambil Putusan terhadap berbagai Rancangan Putusan MPR, baik 
yang berkaitan dengan amendemen Undang Undang Dasar 1945, kehidupan berbangsa 
dan bernegara, maupun yang berkaitan dengan Laporan Penyelenggaraan Negara. 

Secara lengkap Putusan Majelis yang menjadi hasil Sidang Tahunan MPR tahun 
2002 ini, sebagai berikut: 

1. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
2. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002, tentang Pembentukan komisi 

konstitusi. 
3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2002, tentang Rekomendasi Kebijakan untuk 

mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. 
4. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002, tentang Penetapan Pelaksanaan 

Sidang Tahunan MPR tahun 2003. 
5. Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/2002, tentang Pencabutan Ketetapan MPR 

Nomor VI/MPR/1999, tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

6. Ketetapan MPR Nomor V /MPR/2002, tentang Perubahan Keempat atas 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. 

7. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002, tentang Rekomendasi atas Laporan 
Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2002. 

Sebelum kami menyampaikan Pidato Penutupan Sidang Tahunan tahun 2002, 
kami didampingi Pimpinan MPR lain, atas nama Majelis akan menyerahkan Putusan 
MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 kepada Saudara Presiden, Saudara Ketua 
DPA, Saudara Ketua DPR, Saudara Ketua BPK, dan Saudara Ketua Mahkamah Agung. 

2. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP) 
Permohonan kepada Presiden, agar menawarkan kepada Majelis, catatan 

seandainya ada keputusan-keputusan yang dibuat terjadi kesalahan ketik, tidak perlu 
Paripurna kemudian harus membetulkan. 

Terima kasih atas perhatian Pimpinan. 

3. Ketua Rapat : Amien Rais 
Terima kasih Pak Pataniari. 
Baiklah saya lanjutkan Saudara Presiden, Wakil Presiden, Saudara-Saudara Ketua 

Lembaga Negara, dan anggota Majelis yang kami hormati. Pada hari ini beberapa jam 
yang lalu, dalam Rapat Paripurna Keenam lanjutan, Majelis telah mengambil Putusan 
sangat bersejarah, yakni mengesahkan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 
1945. Dengan pengesahan Amendemen Keempat Konsitusi itu, Majelis telah 
menuntaskan Reformasi konstitusi, setelah bangsa kita melakukan amendemen 
konstitusi selama 3 tahun terakhir ini. 

Reformasi konstitusi yang telah kita lakukan itu merupakan suatu langkah besar 
demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 
konsititusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi 
yang insya Allah lebih mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada 
masa yang akan datang. 

Dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amendir, dihadapan kita telah 
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terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju. 
Amendemen konstitusi yang baru saja kita tuntaskan menjadi lembaran sejarah 
lanjutan, setelah lembaran sejarah yang telah digoreskan oleh the founding fathers, 
yang dipelopori Bung Karna dan Bung Hatta, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 
1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana Bung Karna, Bung Hatta dan rekan
rekannya berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, setelah melalui 
pergulatan pemikiran dalam Rapat-rapat BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia), para anggota Majelis juga mengesahkan perubahan Undang
Undang Dasar 1945. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, dinamis dan 
konstruktif dalam Sidang-sidang MPR. 

Keberhasilan itu terjadi karena seluruh anggota Majelis telah sampai pada 
tingkat kearifan dan kenegarawan yang tinggi. Sehingga mampu menghasilkan 
kesepakatan luhur di antara sesama anak bangsa, yang memperoleh amanat untuk 
merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pandangan dan pemikiran para anggota Majelis baik yang mendukung maupun 
yang mengkritik perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kami yakin telah 
memperkaya pemikiran kebangsaan kita. Dengan demikian, amendemen yang kita 
putuskan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 sekarang ini, merupakan kristalisasi 
puncak-puncak pemikiran kebangsaan seluruh anggota Majelis. 

Sidang Majelis yang kami muliakan, 
Dengan disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, 

konstitusi kita menjadi lebih lengkap, karena dalam amendemen itu dimuat beberapa 
ketentuan dan lembaga baru, antara lain sebagai berikut: 

"Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui Pemilihan Umum". Dengan 
demikian Majelis pada masa yang akan datang hanya terdiri atas para wakil rakyat 
yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan itu kita yakini lebih sesuai dengan tuntutan 
demokrasi. 

Sebagai konsekuensi logis ketentuan barn tersebut, pada periode yang akan 
datang, fraksi Utusan Golongan dan F-TNI/Polri sudah tidak lagi duduk di Majelis. 

Berkaitan dengan itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi 
TNI/Polri yang selama ini telah berperan dan memberikan sumbangsih yang besar 
dalam pelaksanaan tugas Majelis dan dalam perjalanan negara kita. 

Kami dan seluruh anggota Majelis yakin, bahwa golongan ekonomi, agama, sosial, 
budaya, ilmuwan dan Badan-badan kolektif lainnya, yang tergabung dalam Fraksi 
Utusan Golongan, tidak akan berkurang pengabdiannya kepada bangsa dan negara 
setelah tidak lagi duduk di Majelis. Bahkan berbagai golongan dan badan eksekutif itu, 
yang lahir dan besar di tengah masyarakat, akan berperan lebih besar pada masa yang 
akan datang, seiring dengan meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Demikian pula kepada Fraksi TNI/Polri yang dengan legowo mendukung 
sepenuhnya komposisi keanggotaan MPR yang baru. Kita perlu memberikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya, karena sikap itu menunjukan kebesaran jiwa dan 
sikap ksatria TNI dan Polri untuk kembali ke-khittah-nya sebagai alat negara yang 
profesional di bidang pertahanan dan keamanan. 

Dalam prespektif demokratisasi, kami yakin bahwa sikap F- TNI/Polri itu 
mempunyai makna mendasar. Karena dengan demikian politik TNI dan Polri adalah 
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politik negara, yakni TNI dan Polri berdiri diatas semua golongan dan menjadi alat 
negara yang menjalankan kebijakan negara. Kami yakin sikap TNI/Polri yang 
memutuskan untuk pamit dari gelanggang politik prakstis di satu sisi meningkatkan 
kualitas demokrasi di tanah air dan disisi lain memfokuskan perhatian untuk 
meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, berkaiatan dengan sikap 
TNI/Polri tersebut kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa termasuk 
semua anggota Majelis fraksi MPR dan Partai politik untuk memberikan dukungan 
sepenuhnya. 

Seiring dengan itu marilah kita perjuangkan peningkatan anggaran TNI dan Polri 
pada masa yang akan datang, agar TNI dan Polri dapat menunaikan tugasnya secara 
profesional dan kesejahteraan prajurit pun terjamin. 

Selanjutnya dalam Perubahan Keempat itu juga diatur putaran kedua, second 
round, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, ketentuan ini 
mengantisipasi kemungkinan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dalam 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Apabila ketentuan Presiden 
dan Wakil Presiden secara langsung itu kita jalankan pada pemilihan umum yang akan 
datang, hal itu merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
yang pertama kali dalam sejarah negara kita setelah merdeka 57 tahun. 

Kami yakin bahwa seluruh masyarakat telah siap melaksanakan sistem 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung itu karena selain rakyat di 
seluruh Indonesia telah terbiasa melakukan pemilihan kepala desa secara langsung 
selama berpuluh-puluh tahun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
merupakan wujud yang paling konkret atas pelaksanaan kedaulatan rakyat terse but 

Perubahan Keempat juga mengatur penghapusan Lembaga Negara DPA dan 
mengatur pembentukan suatu Dewan Pertimbangan yang masuk dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif, dengan adanya Dewan Pertimbangan yang merupakan bagian 
dari kekuasaan eksekutif diharapkan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dapat lebih efektif. 

Dalam Perubahan Keempat juga diatur mengenai Bank Sentral yang dipandang 
penting untuk dirumuskan dalam konstitusi, hal itu mengingat kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab dan independensi Bank Sentral akan sangat berpengaruh 
terhadap dinamika moneter dan ekonomi secara nasional. 

Perkumpulan bangsa kita dalam ikhtiar meletakkan hubungan agama dan negara 
pada momentum Sidang Tahunan Majelis sekarang ini dapat disepakati dengan tetap 
pada rumusan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 Ayat (1) dan 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing
masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, hanya itu pada 
Pasal 29 Ayat (2). Rumusan yang merupakan kesepakatan luhur para pendiri kepala 
negara pada tahun 1945 ini dipandang paling tepat untuk mengayomi semua aspirasi 
dan pemahaman keagamaan menurut masyarakat Indonesia, kami sangat menghargai 
seluruh fraksi MPR terutama fraksi pengusul tujuh kata Piagam Jakarta yang telah 
menunjukkan jiwa besar dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya sehingga 
tercapai kesepahaman untuk tidak melakukan voting terhadap Pasal 29 Ayat (1) dan 
Ayat (2) ini. 

Sedikit cerita pribadi, ketika 12 fraksi dan Pimpinan Majelis memusyawarahkan 
masalah ini dan ketika fraksi-fraksi yang dengan jiwa besar penuh kenegarawanan 
telah mendorong kita supaya tetap berpegang saja lebih baik kepada yang sudah ada 
maka saya ingat Saudara Anthonius Rahail mengatakan Bapak-Bapak saya jadi ingat 57 
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tahun yang lalu, Bapak-Bapak founding fathers kita telah memberikan kesempatan 
luhur dan kita anak-anaknya dapat melanjutkan kesempatan luhur itu. Saya kira itu 
detik-detik yang sangat mengharukan. Bahkan Pak Tjipto saya lihat berlinang-linang 
air matanya walaupun Pak Tjip gagah dan besar tetapi kalau sudah tersentuh 
perasaannya ternyata agak cengeng juga. 

Perubahan Keempat juga menetapkan sistem pendidikan nasional yang 
bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, rumusan ini sangatlah sesuai dengan jati diri kita 
sebagai bangsa yang religius, yang menghendaki pendidikan tidak hanya mempunyai 
sisi material belaka tetapi lebih dari itu yang mengandung napas keagamaan dan nilai 
spiritual. Selain itu amendemen konstitusi itu juga memuat keharusan akan jumlah 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Daerah, ketentuan itu kita harapkan mampu mendorong peningkatan 
kualitas SDM kita yang secara umum sampai saat ini masih jauh dari yang kita 
harapkan. 

Perubahan Keempat juga menetapkan usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar 1945 yang mengatur usul perubahan dapat diagendakan dalam Sidang 
MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan 
untuk mengubah pasal Undang Undang- Dasar 1945 dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota MPR. 

Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR hanya 
saja usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat di lakukan 
terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Aturan Peralihan pada Perubahan Keempat dirumuskan dengan tujuan agar 
negara kita tetap berjalan sebagaimana biasa karena tetap berlakunya segala peraturan 
perundang-undang dan berfungsinya semua lembaga negara sebelum diadakannya 
yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kevakuman dan kekosongan hukum 
dan kelembagaan selama tengah berlangsungnya proses pembentukan perundang
undangan yang baru dan pembentukan lembaga negara yang baru menurut Undang
Undang Dasar 1945 termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung yang melaksanakan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum lembaga itu dibentuk. 

Perubahan Keempat juga dilengkapi dengan Aturan Tambahan yang di dalamnya 
mengatur penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan 
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, hasil kerja itu kemudian dibahas 
dan diambil keputusan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003. Selain itu ditegaskan 
bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang 
Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. 

Berbagai ketentuan dan lembaga baru yang dihasilkan dari empat kali 
amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut akan mempunyai implikasi yang 
mendasar terhadap negara-negara yang kehidupan pertama sebagai bangsa akan 
terjadi perubahan yang mendasar dan signifikan dalam kedudukan lembaga negara, 
hubungan antar lembaga negara, penyelenggaraan negara serta kehidupan bangsa 
pada umumnya. 

Melalui mimbar ini kami mengajak kepada seluruh anak bangsa dari Sabang 
sampai ke Merauke untuk siap baik lahir maupun bathin, jiwa mapun raga menghadapi 
perubahan mendasar sebagai implikasi perubahan Undang Undang Dasar 1945. 
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Perubahannya yang akan terjadi nanti merupakan kehendak zaman yang harus kita 
terima, kita hargai dan kita sambut dengan penuh suka cita, perubahan itu kita 
butuhkan bersama sebagai bangsa karena sasaran kita ialah meningkatkan 
penyelenggaraan negara yang sesuai dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta 
melaksanakan kedaulatan rakyat secara optimal oleh rakyat. 

Sidang Tahunan MPR tahun 2002 juga telah menghasilkan beberapa Keputusan 
MPR non amendamen yang secara singkat kami uraikan sebagai berikut; Tertibnya 
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan komisi konstitusi, menjadi 
bukti kesungguhan anggota Majelis dalam menangkap aspirasi baik dalam sidang 
maupun dalam masyarakat yang menghendaki adanya sebuah komisi konstitusi. Dalam 
Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Majelis membentuk suatu komisi 
konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang 
perubahan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu disebutkan bahwa Majelis menugasi 
Badan Pekerja MPR untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan 
keanggotaan komisi tersebut. 

Kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa termasuk kalangan 
kampus, massa dan LSM untuk memberi dukungan dan kesempatan kepada Badan 
Pekerja MPR, kami yakin Badan Pekerja MPR akan memberi perhatian secara sungguh
sungguh sekaligus menjadikan wacana dan aspirasi publik mengenai komisi konstitusi 
sebagai salah satu peran penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan 
Ketetapan Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat 
Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat memberikan pedoman dan dorongan 
yang lebih kuat untuk segera mengakhiri krisis ekonomi yang sudah berlangsung 
em pat sampai lima tahun, secara rinci sasaran ekonomi terutama adalah pengurangan 
laju inflasi, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, peningkatan produksi dalam 
negeri, peningkatan eksport, pengurangan beban hutang dalam dan luar negeri yang 
akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai sasaran terciptanya 
lapangan kerja yang lebih luas, pengurangan pengangguran, peningkatan daya beli 
masyarakat dan pengurangan kemiskinan. 

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang 
Tahunan MPR tahun 2003, memuat penegasan bahwa MPR perlu menyelenggarakan 
Sidang Tahunan MPR tahun 2003 pada bulan Agustus tahun 2003 untuk mendengar 
Laporan Lembaga-lembaga Tinggi Negara atas pelaksanaan Putusan Majelis, selain itu 
forum Permusyawaratan Majelis terse but juga melakukan peninjauan terhadap materi 
dan status hukum Ketatapan MPR dan Ketetapan MPRS untuk dibahas dan diambil 
putusan. Sementara itu Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/2002 tentang Pencabutan 
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan 
Persiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkaitan erat dengan telah 
disahkannya Pasal 6 dan Pasal 6A Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan 
bahwa syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sehingga keberadaan Ketetapan MPR 
NomorVI/MPR/1999 tentangTata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia tidak relevan lagi dan oleh karena itu harus dicabut. 

Ketetapan MPR Nomor V /MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang 
dihasilkan antara lain memuat penambahan komposisi Pimpinan Majelis yakni Wakil 
Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah. Setelah Majelis mendengar dan membahas 
laporan pelaksanaan Putusan MPR yang telah disampaikan oleh Presiden, Ketua DPA, 
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Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua MA, Majelis menerbitkan Rekomendasi sebagaimana 
tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas 
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR, Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua 
MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Dalam hal ini 1,5 menit saya harus 
menyampaikan amanat Saudara Alex Litay supaya para Menteri Kabinet Gotong 
Royong hendaknya betul-betul membaca Putusan-putusan MPR yang sudah kita 
hasilkan ini, karena menurut Pak Alex Litay jangan-jangan banyak yang kemudian 
tidak terbaca, jadi mohon ini diperhatikan dari Pak Litay. 

Ketetapan MPR ini berisi Rekomendasi Majelis yang diharapkan menjadi dasar 
untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kerja lembaga negara pada satu tahun ke 
depan. 

Apabila ditinjau dari aspek visi dan makna Perubahan Keempat Undang- Undang 
Dasar 1945 telah memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis 
dan pengaturan kedaulatan rakyat secara optimal, namun hendaknya kita memahami 
bahwa rumusan konstitusi yang demikian indah tidak secara merta akan terwujud 
dalam kenyataan. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendir itu 
hanya akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, 
modern dan sejahtera apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten 
oleh seluruh penyelenggaraan negara dan masyarakat, karena menyadari hal tersebut 
pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa terutama 
penyelenggaraan negara dan MPR sendiri untuk melakukan sosialisasi hasil Sidang 
Tahunan MPR tahun 2002 secara sistematis agar masyarakat luas baik di kota maupun 
di desa, baik di daerah pantai maupun pegunungan dapat memahami isi, maksud dan 
tujuan Putusan MPR tersebut. 

Selain itu para penyelenggara negara hendaknya segera menindak lanjuti 
Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR yang sekarang ini terutama yang terkait 
dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain DPR bersama Presiden 
hendaknya segera mempersiapkan dan membahas berbagai Undang-Undang organik 
untuk menyesuaikan diri dengan terjadinya perubahan mendasar dalam pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, Kelembagaan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah 
Konstitusi dan lain sebagainya. 

Begitu pula halnya dengan Mahkamah Agung hendaknya segera dapat 
menyesuaikan diri untuk melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum 
lembaga negara tersebut dibentuk, kami memandang keberhasilan penyelengaraan 
Pemilu pada tahun 2004 yang akan datang antara lain sangat bergantung pada 
kesiapan, kesigapan dan kecekatan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden 
merevisi Undang-Undang di bidang politik itu. Masih dalam rangka melaksanakan 
putusan MPR tersebut kami menyerukan kepada segenap komponen bangsa baik 
pemerintah, kalangan dunia usaha dan lembaga masyarakat untuk bahu membahu 
dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah berlangsung sekitar lima tahun ini, kami 
yakin apabila kita semua mampu memperteguh kebersamaan rasa senasib dan 
sepenanggungan serta solidaritas kebangsaan kita dalam menyusun program 
mengatasi krisis yang melibatkan pemerintah dunia usaha dan lembaga masyarakat, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, maka krisis ekonomi insya Allah segera dapat 
diakhiri. 

Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, maka nanti tentu kita akan 
meminta Pak Cholil Bisri untuk membacakan do'a, tapi sebelum itu kami atas nama 
pimpinan dan anggota Majelis ingin menyampaikan terima kasih kepada perorangan, 
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kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat yang telah memberikan usul, saran dan 
pendapat yang berkaitan dengan materi sidang tahunan MPR sekarang ini. Kami juga 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
Sekretariat jenderal yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti bagi 
suksesnya pelaksanaan tugas konstitusional Majelis. Mereka tidak kalah lelah dengan 
kita-kita ini, dan sebelas hari sudah maksimal andai kata ditambah satu hari mungkin 
sebagian mereka akan co/laps, alhamdulil/ah telah selesai pada waktunya. Kami juga 
menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan Kepolisian yang di dukung TNI, 
sehingga Sidang Tahunan MPR sekarang ini dapat terselenggara secara lancar tertib 
dan aman. 

Demikian juga kepada rekan-rekan insan pers baik dari media cetak maupun 
elektronika, yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan dan hasil Sidang 
Tahunan Majelis sekarang ini. Sehingga dapat diikuti dan diketahui oleh masyarakat di 
seluruh penjuru tanah air, bahkan di manca negara. Untuk itu kami ucapkan terima 
kasih yang sebanyak-banyak. 

Nah kita akan segera menutup Sidang ini dan kami persilakan saudara Cholil 
Bisri untuk membacakan do'a penutup. 

4. Pembicara : Cholil Bisri 
Assalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 
Kepada perembuk, penyusun dan penyepakat Undang-Undang Dasar 1945. 

Pendahulu kita dan yang mendahului kita, dan para pahlawan bangsa, wail/a khadarati 
sayyidina Muhammadurrasulul/ah A/faatihah,Bismillaahirrahmaanirrahiim ... Sal/al/ahu 
'ala Muhammad Alhamdulil/ahirabbil aalamiin hamdanyuafi ni'amahuyukafiu mazidah 
yarabbanaa lakalhamdu kamayanbaghi lijalali wajhika wal'azhimi sulthonik. 

Segala puji kami persembahkan atas nikmat kebersamaan dan segala nikmat 
yang engkau berikan. Puji sebagaimana layaknya kebesaran-Mu ya Allah yang patut 
diharapkan tambahan dikemudian hari. Ya Allah Engkau Maha tahu kesungguhan kami 
mengemban amanat-Mu dan amanah keberadaan kami di sini, dengan hasil-hasil yang 
kami ikhtiarkan karena itu kami tengadahkan tangan berdo'a memohon lindungi kami 
dengan pengawasan-Mu yang tak pernah bosan, naungi kami dengan kasih-Mu yang 
maha bersih tanpa noda, sayangi kami dengan kuasa-Mu yang meliputi segala engkau 
andalan kami, engkau harapan kami jangan hancurkan kami, selamatkan kami dan 
rakyat Indonesia dari malapetaka dan dari kehinaan, jangan deritakan rakyat bangsa 
kami ya Allah dan nikmat yang Engkau berikan tapi amat sedikit syukur kami 
persembahkan, banyak nian cobaan Engkau ujikan tapi amat sedikit dari kami 
kesabaran. Wahai yang menerima sedikiti syukur dari persembahan namun masih saja 
tak henti memberi kemurahan, wahai yang sedikit mencatat kesabaran namun masih 
saja tidak mempermalukan, wahai yang menyaksikan dosa-dosa dilakukan namun 
masih saja tidak melemahkan kami semua dan bangsa kami mohon ampunan, dari 
memperturutkan bisikan-bisikan dan dosa-dosa segala dosa yang tak terelakan, kami 
semua dan bangsa kami mohon terlepas dari belitan dan kemampuan bangkit dari 
keterpurukan beri kami jalan keluar ya Allah menuju kebenderangan jalan lurus ke 
depan. 

Kami semua dan bangsa kami mohon karunia keberanian menggandeng semua 
tangan dalam kerukunan dalam kebersamaan dan keberanian saling mengingatkan 
bagi kebenaran dan keluhan kami semua dan bangsa kami mohon karunia keberanian 
menggandeng semua tangan dalam kerukunan dalam kebersamaan cita dan keluhan 
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dalam menebar keadilan untuk mengangkat hidup derajat hidup seluruh rakyat ya 
Rahman kami semua menadah tangan dari curah rahmat-Mu dan kesiapan menapak 
jalan yang Engkau sediakan bagi selesaikan urusan kami dan urusan bangsa kami dan 
urusan rakyat kami Indonesia meski dalam keterbatasan teguhkan negara kesatuan 
kami Indonesia kami dan persatuan kami dalam lindungan ridha-Mu ya mannan jangan 
hukum kami jika dalam kesungguhan terkantuk halangan jika dalam ikhtiar dan upaya 
membentuk kendala, jangan Engkau bebankan pada pundak kami ketidakmampuan 
lepas dari kesulitan ampuni kami kasihani kami, rukunkan kami dan bangsa kami, 
Engkau Tuhan kami bimbing tangan-tangan kami tolong kami menemukan kelurusan 
jalan untuk menempuhnya sampai tujuan. Yaadayyat wahai zat yang memenangkan 
Nabi Ibrahim dalam pertarungan yang membuka jawab Nabi Zakaria dari do'a-do'a 
yang menyelamatkan Nabi Yunus dari ketenggelaman selamatkan kami ya Allah 
selamatkan bangsa kami dan rakyat kami dari perpecahan dan dari keprihatinan yang 
berkepanjangan. Dan beri kami keridhoan dalam selesaikan amendemen Undang
Undang Dasar 1945 dengan kearifan dengan pengawasan-Mu dengan pengawasan hati 
seluruh rakyat kami dan seluruh kejernihan nurani karuniai kami keberkahan dan 
rakhmat atas segala hasil-hasil Sidang Majelis ini ya Allah Engkau Maha mendengar Ya 
Rabbal alamin Rabbana aatinaa milladunkarakhmatan wahayyilana min amrina 
rassyada rabbana aatina fiddun'ya khasanah waft/ aakhirati khasanah waqina 
'adzabannar wal hamdu/illahirabbiil a/amin. 

Wassa/aamu' alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

5. Ketua Rapat: Amien Rais 
Saudara Presiden, Wakil Presiden Saudara-Saudara Ketua lembaga negara para 

menteri kabinet gotong royong Panglima TNI dan bagi yang lain serta juga anggota 
Majelis yang berbahagia. Dengan iringan do'a tersebut seiring ucapan syukur tiada 
terhingga atas segala anugerah-Nya yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada kita 
semua. 

Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah perkenankanlah kami 
menutup Rapat Paripurna ke-7, sekaligus menutup Sidang Tahunan MPR tahun 2002 
ini akhirul kalam, semoga Allah subhanahu wata'a/a memberikan kekuatan dan 
kemudahan kepada kita semua bangsa Indonesia sehingga mampu menjalankan 
putusan MPR Sidang Tahunan MPR tahun 2002 ini, Insya Allah kita akan bertemu 
kembali pada Sidang Tahunan MPR 2003 mendatang dalam suasana dan kondisi yang 
baik dan kita do'a-kan mudah-mudahan Presiden kita dan Wakil Presiden kita bisa 
bekerja dengan lebih bagus lagi, dengan hidup lebih baik semua, mudah-mudahan 
bangsa kita ini menyongsong masa depan dengan kepala tegak dan penuh optimisme. 

Wassalaamu 'alaikum warahmatul/aahi wabarakaatuh. 

KETOK3X 

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.05 WIB 
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Lampiran 1 
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (Basil Sidang Umum MPR RI Tahun 2002) 

MA.IELIS PERYJSYAW/IRATAN RAKYAT 
REPUBU< INOONESIA 

PERUBAHAN KEEMPAT 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
MAJE.US PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA. 

Setclah mcmpclajari. menclaah. dan mcmpcnimbangk.an dcngan sak.sama 
dan sungguh-sungguh hal-bal yang bcrsifat mcndasar yang dihadapi olch rakyat. 
bangsa, dan ncgara scna dcngan mcnggunakan kcwcnangannya bcrdasarkan 
Pa.'!al 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Thhun 
1945. Majclis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mcnetapkan: 

(a) Undang-Undang Dasar Negara. Rcpublik Indonesia Tabun 1945 sebagaimana 
tclah diubah dcngan pcrubahan pertama. kcdua, ketiga, dan perubahan 
keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 
1945 yang dilctapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan 
kcmbali dcngan Dckrit Presidcn pada tang.gal 5 Juli 1959 scrta dikukuhkan 
secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 olch Dewan Pcrwakilan Rakyat; 

(b) pcnambaban bagian akhir pada Pcrubahan Kedua Undang-Undang Dasar 
Negara Rcpublik lndoncsia-n.bun 1945 dcngan ltalimat. "Perubahan tersebut 
diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia ke--9 laDggal 18 Agustus 2000 Sidana lahunan Majclis 
Permusyawantan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada 
1anggal ditelapkan."; 
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(c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubaban Ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjacli 
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 menjadi Pasal 25A; 

(d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan 
pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III 
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; 

( e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1 ); Pasal 6A ayat ( 4 ); Pasal 
8 ayat (3); Pasal 11 ayat (l); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat 
(3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab xrv, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 
34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, Il, dan III; Aturan 
Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 

Pasal 2 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Pasal 6A 

( 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wa.ldl Presiden terpilih, 
dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden. 

Pasal 8 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarak.an sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakbir masa 
jabatannya. 



Pasalll 

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

Pasal 16 

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas m1,;mberikan 
nasibat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diati..r dalam 
undang-undang. 

BAB IV 
DEWANPEKrIMBANGANAGUNG 

Dihapus. 

Pasal23B 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasa123D 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 

Pasal 24 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang. 

BABXIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Pasal 31 

(1) Setiap warga negara berbak mendapat pendidikan. 

(2) Setiap ~~a negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
memb1ayamya. 

(3) Pemerintab mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional, yang meningkatkan keim.anan dan ketakwaan serta akblak: mulia 
dalam rangka mencerclaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang
undang. 

( 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 
serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal32 
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. 

BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pasal33 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionaL 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang
undang. 

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

( 4) Ketentuan lebih lanjut meng~nai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang
undang. 

Pasal 37 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam 
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 



(2) Setiap usul perubaban pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untult diubah 
beserta alasannya. 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 darijumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(5) Kbusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 
dilakukan perubahan. 

ATURAN PERALIHAN 

Passi I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pasal II 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pasalill 

Mabkamah Konstitusi dibentuk selambat-Iambatnya pada 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MabkarnsmAgung. 

ATURAN TAMBAHAN 

Passi I 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil 
putusan pada sidang Majelis Perm.usyawaratan Rakyat tahun 2003. 

Pasal n 
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan 
dan pasal-pasal. 
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Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal lOAgustus 
2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
dan mulai berlaku pada tanggal ditelapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Agustus 2002 

MA.TELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Ketua, 

-- 7T7QJ)~ 
Prof. Dr. H.M. A.mien Rais 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
•• 

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmlta Ir. Suijlpto 

Wakil Ketua, 

K..H. Cholil Blm" 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

=: J === 
Agus Wlcijojo Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 



Lampiran2 
Daftar Hadir Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahon 2002 

NO 

I 

l 

J 

., 
5 

• 
7 

• 
V 

H 

11 

11 

w 
i\lAJl.:.Lb ii'LRM~YA WI\ lCATAt,,I RAK YA 1' 

RllPUDLIK INDONESIA 

I JAM 

ltEKAl'ITUI.ASI KEHAJ>JRAN ANGGOTA Ml"R RJ 
l'ADA ltAl'A1" l'ARJPURNA KE-7 

Sll>ANG TAIIUNAN Ml'R lU TAHUN 2002 
l'IIA,11•:I.IS l't:RMUSVAWARATAN RAKYAT 

IU:l•UDLIK INDONESIA 

Mlnggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIB - Sele!tal 
Gedun9 Nusantara 

Hart 
Tanggal 
waktu 
Tempat 
Acara l. Penverahan Putusan Hasll Sldang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga llnggl Neg;,ra 
2. Pldato Penutupan Sldang Tahunan MPR Tahun 2002 

FRA.KSI JUMLAH HADIR .ANGGOTA 

l'AIIT,\I DltMOKlliUll lNDONUIA HIUIJANCAN 175 13l/ 
1'4MTAI GOL.ONGAN l<ARVA , ... ,:z..o 
PF.MllATUAN l'KIIUMNCUNAN 64 ~~ 
l'AKTAI t.KIIAf'IGKIT/U'I D,'\1'110.'IA !ll J.1 
16.llttTAI tu:l'OIUt,IAIU ~· l./ j'-
l'AN'l'AI BULAN DINTANG 11 1 
KE."MT'VA:-1 KKD,UiUSAAN INDONl:SIA JI IC} 

Pi,:Rlil,;KIKATXN"mnl'l:.A.TUI., UMIIIAII 10 ..... 
l'AM'fAI l>t:AIOl,':IIASl lw'SIU IM,N(lliA 4 L 

1.,,.111'01.KI .,. 3 ., 
lt'l'IIHAN DAt:KAII :55 4~ 
llTIQo\A:"I GOUJl"C,AN u 4'1 

JUMLAII 680 -- -- -5".t3 

B&LUM 
HADIR 

-

BACIAN PERSIDANCAN l'ARIPURHA 
DAN 

PANITIA AD HOC KHUSUS 
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w 
MAJELlS PEaRMUSYAWARATAN R,\l(YAT 

si.i-.1u:'r,,1UAT Jl.:NJ,>t;;l{AI.. 

DAFTAR. HAbIR 
RAPAT PARIPURNA KE•7 SIDANG TAHUNAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2002 

Min99u Hari 
TanQgal 
Waktu 
Tempat 
Acara 

1 1 A!i!UStUS 2002 
10.80 WIB - Selesal 
Gedung Nusantara ;• 
1. Penyerahan Putusan ~sil Sidang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga Tinggl Negara 
2. Pidato Penutuj,.an Sldang Tahunan MPR Tahun 2C,02 

FRAKSI PARTAI Dl!MOKRASI INDONl:SIA Pl:RJUANGAN, 

N AMA 

H. 11:ARIMUN USMAN 

2.. T. ZUKFlKAA TAIB IU.Y, SN. 

:Q Mayjeri. TNI (Pum) RI<. 56M81JU1,jG 

MeUALA 

~ itUI.FAN UNDAN 

0 H. SYAMRUL 1'ZM1Rc;.u,._~ 

IN.Pl-RA DAMAVANTI ~.SUGQllilt'II!:) 

E.RWJN PARDeDe 

QR. Jr. BEHM' ~ MEc. 

NOAM TORONG 

l;'IR.MAN JAYA DAB.I, SH. 

Prof. Oil. PANDAPOTMI SIMANJIJNTAK 

J.FlMADJ UIBIS 

MARAH SIMON MMD. SYAH, SH .• 

i== 

~' 
&•-.' ~,~_,. 

.A-63 

2_., ... , .......... ~ ........ : •.• ~ .••. 

3 •. .fou-,--6, • .. ' 

.. ~ ···-~---
' . 

.. 

·& •• "' .-- . ••••••• : ••••• 

.A:-64 

A-6S 

A-'66 

A-67 

A--68 

A-69 

A-70 

A--71 

A-72 

A-73 

·g••uo•• .. • .. •••-- L ., • . - • 

10 ...... ,-.. ~--- 0 w c• 

A-75 -



FRAKSl PARTAl DEMOKRAS1 lNDONESIA PEllJUANGAN 

NO, NAMA 

16. · Ir. PATANIARI SIAHAAN . . 

H. MUHAMMAD lUNUS LAMUDA, SH. 

18. Ir. AGNITA SJNGEOEl<ANE IRSAL 

Ir. M. NAZAAUODIN 

30. 

36. 

® 
3B. 

® 

Dlt SURYA CHANDRA, MPh.,Phd. 

MUHAMMAD YAMIN, .PM, SH. 

OUDHIE MAl<MUN MUROO, MBA. 

M. TAUfJK KlEMAS 

MlS~JE SUUD, SH. 

01'5. POL TAK SITORUS 

MATT AL AMIN KAAY!NG, SH. 

dr. SUKOWAWYO MlNTORAHAADJO 

PAULUS WIDIYANTO 

RENIYANTl HOEGENG 

SUPARlAN, SH. 

ROY B.B. JANIS, SH. 

HOBBES SJNAGA, S.H., M.H. 

SABAMSlRAIT 

ABERSON MARLE SJHALOHO 

soe~ROjo HARDJO SOEWfRJO, SH •. . 

H. JULIUS USMAN . -~·r·" 
' --· - : 

OR. K.H. ACHMAD .ARJES MU~-

MSc. 

0R:'')'t:1\lBA8tJS SUWONDO •' / , •. L .. ;,.'. .. 
HJ. TUMBU SARASWATI, SH.~_._, .. _. . . 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-n 

A-78 

A-79 

A-80 

A-81 

A-82 

A-83 

A-84 

YANDA TANGAN 

d/~ 16 ..................... _ .. . 

A-86 24 .......... .. 

A-87 

A-88 

A-89 

A-90 2 .................. . 

A-91 

A-92 

A-93 

M-94 

A-95 

A-96 

A-97 

A-98 

A-99 

A-100 

A- 101 

30 ......................... . 

31 .......... .. 

l,t;.~ .. -.. / J ' .. ( 

... ~-'-· 

36 .............. - ......... . 
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PRAKSI PARTAl Dl,HOKRASI INDON!SJA P!RJUANGAN 

NO. 

48. 

51. 

NAMA 

TB. MAMAS CHAERUDIN 

H. WOWO IBRAHIM 

Ir, ARIFlN PANIGORO 

Ora. NOVlANTIKA NASUTJON 

H. AMRIS FUAO HASAN, MA. 

STERRA PIETERSZ, S.H. 

H. DADANG RUKMANA MULYA 

Ors. POTSDAM HUTASOIT 

Ors. OJA.JANG KURNIAOI 

Ir. ZAINAL ARIFIN 

DWI RIA lATIFA, SH. 

SUOJANA SOBARI 

DIDI SUPRIYANTO, SH. 

Ors. H. U. SOEBARNA 

ENOANG KARMAN S. 

YOSEPH UMAR HAOI 

H. SAMBAS SOERlADI 

Ors. SJDHARTO DANUSUBROTO, S.H. 

AGUS MUL YA DJUMHANA 

59. MANGARA MONANG SlAHAAN 

® JUSEP PURWASUGANDA 

61. H. WISNO KUNCORO 

@ PANDA NABASAN 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-102 

A-103 

A-104 

A-105 

A-106 

AA- 107 

A-108 

A-109 

A-110 

A-111 

AA- 112 

A-115 

A-117 

A-118 

A-119 

A-120 

A-121 

A-122 

A-123 

A-124 

A-125 

~ , 41 ............... ::,::. 

t/AD-,n.. 
42 ......................... . 

4 ........ 7 ..... .. 
44.......................... I I_ . 

45 ..... \,£:, ......... .. 
416......................... _..,..,4 

y-.;L..:~.: ..... 
~8 ..................... ~ .... f 
~ ................ · 

50 ................... =::. .. . 



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

NO. 
NOMOR 

NAMA 
ANGGOTA 

RUSMAN LUMBANTORUAN, B. Th. A-126 

lSMANGOEN NOTOSAPOETRO A-127 

65. 1 DON MURDONO, SH, A-128 

~ TlAHYO KUMOLO, SH. A-129 

(fl) Jr. BAMBANG PRANOTO, M,M. A-130 

. 68. Ors. AGUS CONDRO PRAYITNO A-131 68 ......................... . 

69. HRS. SASTORO, BA. A-132 69 ...................... . 

70. Prof. DR. MUCHTAR BUCHORI A-133 70 ........................ . 

A-134 

SIAGJAN, MBA. A-135 

A-136 ,. Ors. HADI WASIKOEN A-137 

(~ SOEPJAN RAHAROJO, BA. A-139 

76. NG. SEMBIRlNG A-140 

Dl'li. JACOB TOBING, MPA •. i.-1◄1 

A-142 

Ora. sm SOfPAMI AA-143 

ijNAWAN wtROSAROYO A-144 80 ....................... .. 

Ors. H. SUMARYOTO A-145 

82. Ors. SURATAL HW. A-146 

@ Ora. GRA. KOES MOERTlYAlt A-147 

@ lr. OANia BUOi SETJAW,1/,1, MM. A-148 

85. Ora. SRI OETARI RA1l1A OEWI A-149 

82 .... l ... 
83 ..... _ .. 

84.... . . ........ . 

85 ...................... .. 

775 



776 

F~AKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

NO. NAMA 

WILLEM M. TI.J"l'tJAAlM,A, SH, 

Ors. S.UTANTO PRANOTO, MM. 

Ors. OETOJO 

H. SOETAROJO SOERlOGOERrTNO, BSc. 

PARTE TARIGAN S[BfRO, SH. 

Jr. MINDO SIANIPAR . 
OR. lr. SUTRISNO, MSc, 

H. ~IN ARYOSO, SH. 

IMAM SOEROSO 

1 MADE DANGIN G. 

Ors. MARSUOI FANOI NEGARA 

H. ·ABDUL MADJID 

SUKONO 

Ir. PRAMONO ANUNG W, MM. 

H. SUWIGNJO, BA. 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-150 

AA-151 

M-152 

A-153 

A-154 

A-1S5 

A-156 ·· 

A-157 

A-158 

A-159 

A-160 

A-161 

A-162 

A-163 

A-164 

MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO A - 165, 
PU'TRA 

PERMADI, SH, 

DR. AW. BATHARAGOA , MA., MSc. 

Ir. SUJARWO SUKARDIMAN 

Ir. HERi ACHMAOI 

Ors. ZONED MOESNI 

HARY~O 

Ir. SUTJJPTO 

A-166 

A-167 

A-168 

A-169 

A-17O 

A-1,7_~. 

A-172 

TANDA TA.NGAN 

~----ii"'"""'"'~---~ 
88 •• 1/l······ ... [I; 
~ 89 .. :.~.l-_: ........ 9~: .............. ~ 
~ .. : ....... . 

93 ...... t ........... . 

97 ...................... .. 

98 ......................... . 

. 99.. ........ . ... 

• ·;_:__->c::=:-:-;;;, --

102 .... ~ 
A-. _,..,..J 103 .................. .. 

104.r.M,!t .r.:. ;-:, 
. d IDS ... ~---

106p::f' ~i 
. 10, ... ~--t\ 

108 .... }±M>..ff~~ 



fRAKSI PARTAI Dl!MOKRASI INDONESIA PER.JUANGAN 

NO. NANA 

109. H, HARYANTO 'fASLAM 
• 

Ora. PENI SUPARTO 

RUTJI GUNUNG MUUONO 

Ors, SOEWAANO 

Ir. MElLONO SOEWONDO, MBA, 

Letkol. nu. (Pum.) OCTAVJANUS RIAM 
MAPUAS 

MAX MOEIN, MA., MBA. 

AGUSTIN TERAS NARANG, SH. 

TJANDRA WlOJAJA 

AKHMAO HAVIZI KURNAIN 

ROYANI HAMJNUUJ.H 

Lr. I EMIR MOEIS, MSc. 

H. IMAM MUNDJIAT, SH. 

Ors. SUBAGIO ANAM 

I KETUT BAGIAOA, SH.• 

NI GUSTI AYU EKA SUKMAOEWI JAKSA 

I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA,, MSc. 

I ~USTI NGURAH SARA 

Ors. I MADE URIP 

ANAK AGUNG SAGUNG HARTlNJ 

MUOHAHIR 

V. B. DA COSTA, SH. 

PAULUS MALOA ~UL DE ORNAY 

JULIUS BOSO, SE, 

NI LUH MARIANI TIRTASARJ, S,E, 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-173 

A-174 

A-175 

A-176 

A-ln 

A-178 

A-179 

A-180 

A-181 

A-182 

A-183 

A-184 

A-185 

A-186 

A-187 

A-108 

A-190 

A-191 

A-192 

A-193 

A-194 

AA-198 

TANDA TANGAN 

109 ... • .............. .. 

777 



PRAKSI PARTAJ DEMOKRASJ JNDONISJA PIRlUANGAN 

NO. N4MA 
NOMOR 

ANGGOTA TANDATANGAN 

MATHEOS PORMES -A-199,.--

llONNY e.s. HUTAGAOL A-200 

136. DR, REKSO AGENG HeRMAN A-201 

~ 
~JACOBUS kAMARLO MAYONGPADANG A-202 

M.A. RUSDY AM80 DALLE N--203 . 
@) HJ. FAUZIAH A8DULLAH A-2<M 

@) Y. KAMANG RUMAMBI, S.H. AA-205 

.l~ A 
I l~--=~ ... 

136 •• ~---~./J 
~1~~:~ .. L 

138 •• ~--··" 

wh ~-1~~~-
140~~,;" 

141. ANGEUNA ANOARJS PATilASINA, Olpl.Oek A-206 

@ THEO SYAFEI A-207 

A3. Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA. A-208 

ALEXANDER LITAAY A-209 

DANIEL YOKU A-210 

Pdt LUKAS SABAROFAK A-211 

Ors. PAUL 5. BAUT, SMF. A-212 

Ors. LUKAS KARL DEGEY A-213 

Ir. M. SOLB-t TI-fAMRJN B-506 

MUHAMMAD S. ZULKARNAEt,t ____ B-507 

R. ERWIN MUSUMIN SINGAJURU, SH. B-509 

Mayjen. Pol. (Purn) ors. SUTIJPNO B-S13 
TJOKP.OSUYONO 

153. H. SOUHIN GAUTAMA PtJRWANAGARA B-518 153 ................... . 

154. EKAT SOEPARNO, SH,, CN. BA- 521 e .MOEGIONO, SH. B-522 

156. TASRONI PRAYJTNO BUOi B-523 

154...................... /Al 
15;/.fL.·~ 

156.-. __ _ 

157. Dr. HARJONO, SH., MO... B-527 

@) 
.. 

UIUF SUHARYANTO, SH. B-537 

~--_ 157 ............... -...... . 

158,.~--

778 



·l'RAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PEAJUANGAN 

NO. NAMA 

€J - ·-
H. MOH, FIRMANSYAH WUISAN, MBA. 

160. Prof. On. IDA BAGUS /IDYAMA MANLIABA 

i I DEWAGEDE PALGUNA, SH,, MH. 

Ors. I GEDE SUOIBYA 

163. I GUSTI BAGUS MASRI, SH. 

164, I GUSTI WAY~ MAREGEG 

@ ~TAHEP. 

; ARJEI' NURSEDrYANfO, BSA. 

Ors. KATIN SUBYANTORO 

@ Prof. Dr. FRANS Ai. MATRUTIY 

@) Ors. RUDOLF PARDEDe 

170. JAKA A. SINGGIH 

171, H, RIZAL EFFENDI, SE. 

172. Ors, H. SOEKARNO 

~~:'\ TEUKU BACHRUM MANYAK 

~ Ir. SACHIRUDIN ZUBeR 

I~ lr. H. R£NDHY A. LAMADJIDO; fiil!JA. 

NOMOR 
ANCIGOTA 

TANDATANUN 

] ,.__,. ~· - .. - .. '·-. 
B - 544. . 159 .............. =. ... . 

·" 
8-551 

B-552 

B -553 

B-S54 

8-555 

B-558 

B-571 

8-575 

8-590 

BA-591 

B-603 

8-613 

B-611 

B-620 

BA-622 

M.-578 

~~ =--~-----
163 ...................... . 

vu-1.. 161 ................... .. 

165~ .............. :-........ ~ ..,.J.'9---· 
1~ ... ~ .. -~. 

16 ~ 

A 168 ... ~ ..... 
159 .............. 1 . .'· ~..,.- -- -~ ,,~-
171 ..................... .. 

172.- ................. . 

·;··:··~~4/l ___ _ 
1~,,-

779 
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w 
MAJll!Lll r!llMUS'l'AWAllATAN ltAKYAT 

Slll<:IUTA1llAT JeNDt!"-•L 

DAFTAR HADIR 
RA PAT PARIP'URNA KE-7 SIDANG TAHUNAN 

MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
Rlll'UBUK INDONESIA 

TAHUN 2002 

Mlnggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WII - Selesal 
Gedung Nus1ntara 

Hari 
Tanggal 
\'/aktu 
Tempat 
Acara 1. Penyerahan Putusan H1sll Sld;ing Tahunan MPR 

Kep1d1 Lembaga Tinggl Negilril 
2. Pldato Penutupan Sldarig Tahunan MPR Tahun 2002 

FRAl<SI PARTAI GOLONGAN l<ARYA 

NAMA 

Dr!I, BAHARUOOIN AAITONANG, f41T, 

t)'s. H.M. SYAllf'l HUTAURUK 

ISDY RAMLY SITANGGANG, SH. . 
RAM~ KAMARULZAMAN; MSc. . . 

Ors. H, AGUSMAN ST. ~ 

Dr5.. H. M. AZWIR OAQilYTMA 

Ors. H. DARUL SISKA 

IWSYDl Z'EN 

1)$, DP. DATU!( lABUA.N 

Qra. Hj. ROSNANIAR 

MIJl,IAMMA.D AKIL, BA. 

Ors. OARWIS RIOHA 

Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN 

Qn. TJAAOA MUOITAA, MBA. 

MA~RV SALMAN FARIZl SOHAR 

--A:-284 

A.-285 

A-286 

A-287 

A-288 

·•• M••• nn0Ho00 

A-292 9' .... · ·· ~. 

A-293 

A-294 

A-295 

A-296 

M-197 

A-298 

A .. 299 

1~~ . / 

13,.,"""""'"'"""''"'''. ,(. · f' 
15..~\ .. _--··--~-----

llt,,.,Mmm"N""""'' 



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

NO. 

@ 
&. 

I 
©. 

@ 
(1j 

31. 

32. 

@ 

~ 

NAMA 

Or,, RIDWAN MUKTI, AK., MIA, 

Jr, AHM~ H.!if!Z lAWAWI, MSc. 

H. MARZUKl AHMAD, SH. .. 

Ir. H, RUL.LY CHAIRUL tv:NAA 

AAIADY ACHMAD, BAc:. 

Ir, AGUSMAN Efl'ENDl 

Ir. AKBAR TANDlUNG 

HJ, GUNAAIYAH RM. KAATASASMlTA. Ph.D. 

~ ELDII! SUWANDIE 

DI'S. H.M. JRSYAD DJI.M'AELI 

Ors. MOHAMADALYYAHYA ~ 

Ors. H. MOHAMMAD HA'ff*,- SBA. 

Ir. H. AWAL KUSUMAH, MSc. 

DJADJA SUBAGOJA HUSJEN 

Ors. ENGGARTlASTO WKITO 

H. MOHAMMAD S. HIDAYAT 

Ors. H. WASMA. PAAYTTNO 

ors. ADE KOHARUDDIN 

Ors. H. TUBAGUS HARYONO, SE., MM.,Alt 

,~ Drs, FERRY MURSYJDAN SALDAN 

37, Ors, H. PASKAH suzmA, MBA, 

~ Ors. A. GUMJWANG KARTASASMITA 

39, H. ASEP RUOIIMAT SUOJANA 

NOMOll 
ANGGOTA 

A-300 

A-301 

A-308 

A-309 

M-310 

A-311 

A-312 

A-313 

A-31"1 

AA-315 

A-316 

A-317 

A-318 

A-319 

TANDATANUN 

11 .. : .. ~---

26 ... ~.· ....... . 

A-320 36 .... • ............... .. 

A-321 

A-323 

781 
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FRAJ<SI PARTAI GOLONGAN KARYA 

NO, NAMA 

~

• FERDlANS~., MM. 

41. Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 

• 42. Drs. H.A. OJAHlDlN 

(43'.- Hj. EVITA ASMALOA, SH, 
• J 

( 4'11. OR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS. 
. '· 

K.H. MOHAMAD FATHONI~ BA. 

' ' Ir. DARYATMO MARDNANTO 

'117. BAMBANG SADONO, SH., MH. 

48, Ors. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, MSI. 

ss. 

® 
f) 
@ 

59. 

Ors. PRIYO BUOi SANTOSO 

Ir. H. SOEHARSOJO 

Ir. Hj. NIKENTARI MUSDlONO 

Ors. H. HAJRlYANTO Y. THOHARl, MA. 

GBPrl. JOYOKUSUMO 

Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWJ 

H. HAP.D.lSQ.~ILO 

AZHAA MUCHUS, SH, 

01'5. H. M. IRSYAD SUDIRO 

Ora. IRIS INDIRA MURTI, MA. 

Ir. H. M. RIDWAN HJSYAM 

M. YAHYA ZAINl, SH, 

Ors. H. BAMBANG W. SOEPRAPTO 

62 Ors. SARWOKO SOERJOHOEOOJO 

T. AASEN RIKSON 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-324 

A-325 

A-326 

A- 327 

A-328 

A-329 

A- 330 

A-331 

A-332 

A-333 

A-334 

A-335 

A-336 

A-337 

A-338 

A-339 

A-340 

A-341 

A-342 

A-343 

A-344 

A-345 

A-346 

A-347 

......... ·····-··· ·'··-:-·7.· 
--~""'" 

46 ............... (.: -·· 

47 ...................... . 

~k1r 48 ........................ . 

5~-

- v--58... ......... .. . .. 

•N••·••••••nH•••••••• 



FRAKSt PARTAI GOLONGAN KARYA 

NO, NAMA 

(ij M. AKIL MOOifAR, SH. 

Ci Ir. HUSNI THAMRIN 

~ 
OIJ, Hj. CHAlRUNNISA, MA. 

H. ABDULLAH ZAINI, SH. 

~ 
GUSTI ISKANOAR SUKMA ALAMSYAH 

HASANUODIN MURAD, SH. A-353 

70. H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA. A-354 

® Ir. HJ, E. ICOMARIAH KUNCORO, MA,,C.Ed. A-355 

G),, ANDAS PATOMBONGI TAHTR1 A-356 

~ Ora. SYLVIA RATNAWATI, MSc. A-357 

74. H. EFFENDI JUSUF, SH. A-3S8 

ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR A-359 

Ors. H. DJAMALUDlN SAHlDU A-360 

OR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA, A-361 

DR. OIARLES JONES MESANG A-362 

MARTHIH..a!UASERAN, BSc. 

@i;) Ors. J.M. NAIUU 

~ 
Ors. CORNELIS TAPATAB 

Ors.lr.4ANUELE.8LEGUR 

Ors. SE'rt'A NOV,\NTO 

NATERCIA DO MENINO JESUS O. SOARES A-

Dr. H. MARIANI AKJB BARAMW 

rof. Dr. H, PATURUNGI PARAWMSA 

783 
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FRAl<Sl PARTAI GOLONGAN KARYA 

NO. NAMA 

@ SYAMSUL BACHRI, MSc. 

@ ANDI MATTALATTA, SH., MH. 

90. Drs. H. FACHRh\NDI LELUASA 

HAMKA YANOU YR. 

M. lDRUS MARHAM 

Drs. H. IBNU MUNZIR 

HJ. NURHAYATI YASIN LJMPO 

H. MUHAMMAD MAU<AN AMIN 

Ors. YASRJL ANANTA BAHARUDDIN 

Prof. Dr. SYAHRUODIN KASENG - -

Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA. 

Ors. H.A.M. NURDIN HAUo· 

Ors. IBRAHIM AMBONG, MA. 

Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN 

PEOY TANDAWUYA, BA. 

Ora. YETJE LANASI 

MUHAMMAD SOl"HIAN MILE, SH. 

Ors. JASIN B. IDA~O CONO 

Ors. BERNY TAMARA 

Ors. DJELANTIK MOKOOOMPIT 

@ Ors. HENGKY BARAMUU, MBA. 

109, H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos. 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-372 

A-378 

-A- 379 

A-380 

AA-381 

A-382 

A- 383 

A-384 

A-385 

A-387 

A-388 

AA-389 

A-3 

TANDA TANGAN 

-r,,h....~ . 
93 ...................... . 

94 ... /. 

'95_,~~z.~ 
97 ....... ,. .. .. . . 

98 ................... .. 

gg .................... . 

100 ...... ~ ........ .. 

109., .................. . 

110. Prof.· - D.r. H.RUSTAM EFFENDY A - 394 110 ...................... , 
TAMBURAKA, MA.; Ph.D. 



PRAICSI PARTAI GOLONGAN ICARYA 

NO. NAMA 

Ors. H. ARWAR ADNAN SALEH 

Ors. MOH. YAMIN TAWARY 

HASANUDOIN MOCHOAR, SH. 

MARTHINA MEHUEWALLY, SE, 

Ir. S.M. TAMPUBO~ON 

ALEX HASEGEM 

Ors. RUBEN GOBAY 

Ors. SIMON PATRICE MORIN 

Ors. H.M. SYAH MANAF 

H. ABDUL NURHAMAN, SIP., MSI:- ~ 

Prof. Or. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA 

122, H. A. SULAlMAN HB, 

0 
0 
125. 

f~ 

On;. H. FAHMI IDRIS 

Ors. H. AMJDHAN 

lr. EDWIN KAWILARANG 

Ors. THEO L. SAMBUAGA, MA. 

DR. H. A.A. BARAMUU, SH. 

H. MESIR SURYAOJ, SH. 

JAN LUKAS AYOMI, BA. 

H.A, AflFUDOIN THAIB, SH. 

MUHIOIN M. SAID 

132, DR. H. MURAD HUSAIN 

!iij) AAUS AQPUL KARIM, BA. 

NOMOR 

AHGGOTA 

A-395 

A-396 

A-397 

A- 398 

A-399 

AA- ◄00 

A-"101 

A-402 

B-511 

TANDA TA.NGAN 

11 

BA-516 120 .................... .. 

8-519 

B-538 

B-539 

B-542 

B-547 

BA-56 

121.Hl!P.l!:: ... 
122 ...................... . 

. .. ........... \ 

-131,J.\~ 
B - 577 132....................... J • 

BA-579 

785 
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FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

NO. -- NAMA 

@ Ors. FREDO.)' LATUMAHl~A 

@ Ors. H. BURHANUDDIN NAPIT\JPULU 

@ BUDIONO TAN 

137°. H. NUR ALIANSYAH, BA. 

@ H, HAABIANSYAH HANAFIAH 

~ or. H. ABOUL GAl'UR 

HJ, MEGA PlJTRI TARMW, BSc. 

Ors. ZAINAL ASMAOi\ 

Dlt~ MASIHU KAMALUDDJN, MSc., 

M.Eng. 

(@
4
:j.' H.R. AGUNG LAKSONO 

~ H. SURUNUDDlN 0, MBA. 

1'15. Ors. H. TEUKU SYAHRUL 

@ Ors. H. OlOKO PURWONGEMBOftO 

@ H. LEONAROY HARMAINV, MBA. 

~ H. Z01:RMAN MANAP 

NOMOR 
AN~OTA 

B-586 

BA-595 

B--608 

8"'!'628 

BA· 602 

TANOA TANGAN 

135,-~--~ 



MA)ELIS PERMUSVAWARATAN RAKYAT 
st-:•~lt.t-;'t'Altl.,\'l" .Jl-:.~1>t-:1tAL 

DAFTAR 11ADIR 
RAPAT PARIPURNA KE-7 SIDANG TAHUNAN 

MAlELIS PERMUSYAWARA"fAN RAKYAT 
REPUSUK INDONESIA 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Acara 

TAHUN 2002 
Mlnggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WlB • Selesai 
Gedung Nusantara 
l. Penyerahan Putusan Hasil Sldang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga Tinggi Negara 
2. Pidato Penutvpan Sidang Tahunan MPR Tahvn 2002 

FRAKSI PART AI PERSATUAN PEMSANGUNAN 

_-.;::; NOMOR 
NO. NAMA 

ANGGOTA 
TANDATANGAN 

Q HJ. NUR,OAHRI IE!RAHlM NAIN A-2 

<D Prof. DR. TGK. H. BAIHAQI, Ak. A-3 

(3) Drs. H. AR. RASYIDI A-4 

,:I) Ors. RUSLl IBRAHIM M-5 

s. H. AMALUODIN NASUTION A-6 

CD Dr$. H. BARLIANTA HARAHAP, MBA. AA-7 

<D H.M. DANIAL TANDJUNG A-B 

~ 
H. A. SYAHRUOJI TANJUNG, BA. A-9 

Hj. AISYAH AMINY, SH. A- 10 . 
@ Ors. H.M. DJAMAL DO'A A-11 

G Ors. H.M. ABDUH l?AOJ?ARE . AA-12 

12. SYAHRZAL AGAMAS A-13 12 ....................... . 

13. Ir. H, ABDUL KADIR ISMAIL A-14 

Ors. R"».IWARMALIK AA- 15 

13.......................... Au__.._ 
1◄ ..... ~: .. :.=:.: .. v 

15. DrS. DJABARWDIN AR. A-16 15 ......................... . 

16. H. ACHMAD FA.RIAL HUSEIN A-17 

(!!) K.H. SAFRI ZUMAN A-18 

~~- 16 .... ............. ........ . 

17 ..•. .o.~ 
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FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

NO, 

l8. 1-1. FAlSAL BMSIR. SH. 

Dr&. H, RUSYDl ~MKA 

K.H. MUNZIR TAMAM, MA. 

,ors. H. SA'AOUN SY[BROMAIJSI 

M. SJAlFUL RACHMAN, SH. 

H. BURHANUDDIN SOMAWINATA 

H. SOFYAN USMAN 

K.H. ENOANG ZAlNAL ABJDIN 

H, ZAIN BADJEBER 

Ors. H, NU'MAN ABDUL HAKIM 

Or5. 1-\. MAKSUM ZAELAORY 

Ors. END!N AKHMAD JALAUJODIN 

SOEFJHAAA, MM. 

Ors. H.A. 010ZIN CHUMAlOV 

Prof.OR. Ir. H.A.M. SAERJDOJN 

H. AUHARDJ KJAJDEMAK, SH. 

Ors. AKHMAO MUQOWAM 

Ors. SURYAOARMA ALI 

H. ACHMAD KARMANI, S~t. 

K.H. ABDUi.LAH UBAB 
MAEMON ZUBAlR 

Drs. ARlEF MUOATSIR MANDAN, M51 

Hj. CHOOIOlAH HM'. SALEH 

,tOMOR 

ANGGOTA 

AA-19 

A-20 

A-21 

A-22 

A-23 

M-24 

AA-25 

A-26 

A-27 

A-2B 

A-29 

A-30 

A-31 

A-32 

A-33 

A-34 

A-35 

A-36 

A-37 

A-38 

M-39 

A-40 

TANDA TANGAN 

24 ........ .............. . 

rl 38.~.• ... ·---......., 

39 ...... ~ ..... , ...• , 



fl~KSl PARTAI P!RSATIJAN PfMIANGUNAN 

NO. 

43. 

◄◄. 

◄S. 

NAMA 

Ors. H. LUKMAN HAKIM SAIFUOOlN . 
Or~. H. MOH, HUSNIE THAMRIN 

K.tt. MOH ISMAIL M~I 

Ors. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR 

Ors. H. NAOHfER MUHAMMAD, MA. 

Ors. H. TOSARI WIDJAJA 

H. URAi FAISAL HAMID, SI-I, 

H. RUSNAIN YAHYA 

H. MUHAMMAD AUNUl HADJ lOHAM 

CHAllD, SS. 

H. SYAFRlANSYAH, BA. 

Ors. H,MUHAMMAD OJA'FAR SIDDIQ 

SL H.M. IZZUL ISLAM 

55. 

58. 

59. 

60. 

~ 
61, 

H. ABOUl l<AOIR AKLIS 

H. ARSJAD PANA 

H. NOER NAMRY NOOR 

H. MOHAMMAD NAWJR 

H.SUl<ARDIHARUN 

HA8IL M.'\AATI, SE. 

H. MOHAMMAD THAHIR SAIMJMA, SH. 

Drs. H. ACHMAD SUAIDV 

H. SYAHRUODJN KADIR 

H. ABDUL AZIZ IMRAN PAlTlSAHUSlWA, SH. 

Dr. H. R.AHMAT SHAH 

H. RISANI MERAWI 

NOMOR 

ANGGOT'A 

A-41 

A-42 

A-43 

A-4◄ 

A- ◄5 

A-46 

A-47 · · 

A-50 

A-51 

A- 52 

A-59 

B- 514 

8-580 

B-S88 

B-593 

8-607 

B-625 

TANDA TANGAN 

41 ................ ... ...... . 

42 ........................ .. 

, 43 ... 

44 ......................... . 

~ .. c.u···· .. ·· ... • .. ~ ..... 

~---· 
so \ 

4 1."•u•.,•••••••••••••••• 

ij 

58 ....................... .. 

59·-·n···--···· .. ··· .. 

60 ......... : .............. y~. 
~ . 61....:·· .. -:: ... , ..... 

62.~ 

64 ............. . 

789 
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w 
MAJIU5 PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

;;~;i-1u,;·1·ArclA'r Jl!NDl>RAL 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARIPURNA KE·7 SIDANCi TAHUNAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Ac11ra 

TAHUN 2002 

Minggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIB - Selesai 
Gedung Nusanmra 
1. Penyerahan Putusen Hasil Sldang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga Tinggi Nega111 
2. Pldato Penutupan Slclang Tahunan MPR T11hun 2002 

FRAKSI KEBANGKJTAN BANGSA 

NO. NAMA 

l. H. ARIS AZHARI SIAGIAN 

~ 
lr. H. ERMAN SUPARNO, MBA., MSi. 

H. AWALUDDIN BURHANAN . 

0 Ki UMAR ANSHORI 

(9 K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ. 

6. K.H. MA'RUF AMIN 

7.-- Ors. K.H. MOH. OAWAM A.NWAR 

~ Ors. H. AGUS SUFUHAT MAHMUD 

9. K.H. R. IMANG MANSUR BURMAN 

10. SYARlF UTSMA.N BIN YAHYA 

@ Ors. ABDUL KHAUQ AHMAD 

12. Ors. H, Z. ARIFIN DJUNAIOI, MBA. 

~ 
K.H. HANIEF MUSUCH, LC. 

H. ABDUL WAHID KARIM 

@) ANDI NAJMJ FUADI, S,H, 

NOMOR 
AtfGGOTA 

A-404 

A-405 

A - 406 

A-409 

A-410 

A-411 

A-412 

A-413 

A-414 

A-415 

A-4"i6 

A-420 

TANDATANGAN 

1 ............................. 

6 ......................... 

7 ............................ 

9 ............................ 

,-10 ........................ 

~ 
11 .. ,................. . .. 

. 
··•···•HU•• 

15 ...... ...... ::: ........ 



FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA 

NO, NAMA 

16. H. IMAM CHURMEN 

{e) K.H. MOHAMMAD CHOUL BJSRl 

18. ~TlBUL UMAM WlRANU 

. <i!), Dr; K.H. NUR ISICANDAR Al.SAASANY, MA. 

01'5. H. ALY AS'AD 

Ors. A. EFFENDI CHOIRlE 

22. Ir. Ors. ANSOR OtOUL 

® On. A. MUHAIHIN ISKANOAR 

24. 

25. 

26, 

@ 
28. 

@ 
30. 

01'$. K.H. AMANUUAH AR. 

AHMAD MUBASYlR MAHFUO, BA. 

K.H . M. TSABIT ICHAZIN 

K.H. R. FU.AD AMIN IMRON 

Ors. SUSONO YUSUF 

Ors. AMIN SAID HUSNI 

Ora. Hj. UMROH M. ntOlHAH MANSUR -

Ors. K.H. YUSUF MUHAMMlw, LC.,LML 

K.H. MUHYIDOJN SUWON~ ··-

NOMOR 
ANGGOTA 

A-◄21 .. 

A-423 

M-◄24 

A-425 

A-426 

A-427 

A-428 

A-429 

A-430 

A-431 

A-432 

A-433 

A-434 

A-435 

A- ◄36 

A-437 

A-438 

33. Ii MUHAMMAD ABDUL MUOJIB, A - 439 

MIJ.iTA·JN, S.H.,MSI. 

®, H. ROOJIL GHUFRON AS, S.H. 

JS. Ir. TAkl SlWl UTAMI 

Ors. NUR HASAN 

ABDUL WAHID AZIZ BISRI 

Ors. ALI MASYKUR MUSA, MSI. 

A-441 

A- ◄"12 

A-443 

A-444 

TANDATANGAN 

@ .. : ................. .. 
18.... ............ - .... _p 
20 ........ \.P-1 ..... .. 

1rl. 21 ... : • . 

22 ........................ . 

24 ........................ . 

25 ....................... . 

26 ...................... ~~· 

f i .. i.: .... ~.: .......... . 
28 ........................ .. 

33 ..................... .. 

34 ... ~ .... 

~

.: ... : ........ ~ ...... 

36 .. ~ ... i-,\\,o 
.. . ............. ~ 

38 •.•• _ ........... .. 

791 
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FR.AKSl KE8ANGKITAN BANGSA 

NO. 

42. 

46. 

0 

NAMA 

Ors. H.M. SOFWAN CHUOHORIE 

Ora. IOA .. !=AtlZIYAH 

H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S,H., MSI. 

M. AMRU AL MU'TASHIM, S.H., MM. 

Ors. AHMAD SYAllBI 

H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H. 

K.H. KHALILURRAHMAN 

k.H. MACHRUS USMAN 

H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSi. 

NOMOR 
ANGGOTA 

A-446 

A-447 

A-448 

TANDATANGAN 

39 ...................... .. 

~ ... -~........ IL 
41 .... lf ............... . 

AA-449 .. 2 ........................ .. (', 
·- A-450 

A-451 

A-452 

A-453 

A-454 

41 ............... .. 

44.......................... ~, t . 
'-. -,........__ 

◄5]'/.·;""' ........ . 
-46 ......................... 47--.&:, 

48. K.H. Drs. HABIB SVAR.IEF MUHAMMAD B - 520 48 ....................... .. 

ALAYDRUS 

49. K.H. DIMYATI ROIS -&-S24 49 ............ , ..... , ... .. 

SO. K.H. M. ANWAR lSKANOAR B- 526 50 ........................ .. 

51. H, SUBIAKTOTJAKRAWEROAYA, SE. B.-529 51 ....................... . 

S2. H. SYAFRIN ROMAS, MBA, B-621 S2 ......................... . 



MAJl!US PEllMUSYAWAIU.TAN IUK'l"AT 
si.:i.:111::·r AltU ,. J l!.NDl.:HAL 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARIPURNA KE-7 SJDANG TAHUNAN 

MAlEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLJK INDONESIA 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Acal'il 

TAHUN 2002 

Minggu 
11 Agustus 2002 
l0.00 WIB • Selesal 
Gedung Nusantara 
1. Penyerahan Putus.tn Hasil Sldang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga Tinggl Negara 
2. Pld.ito Penutupan Sldang Tahunan MPR Tahun 2002 

FRAKSI REFORMASI 

HO. NAMA 

OR. ACHMAO FARHAN HAMID MS. 

Ir. T. SYAlFUL AHMAD BMUE 

Ir. AMRI HUSNI SIREGAR 

DR. H. AHMAD SANOESJ TAMBUNM 

H. PAmJAUs AKBAR, SH. 

Ors. H. ST. AMBIA 8. BOP.STAM 

Ors. HERMAN L. DATUK RANGKAYO 

BANDARO 

H. MOJA ROESLI, BA. 

Drs. H. RIZAL DlALlL, MM. 

H. TIBRANI BASRI, BA. 

(\~- H. ZAlNUL KARIM, SH. 
,,. ? 

1 • SUMINTO MARTONO, SH, 

Prof. DR. H.M. A.MIEN RAIS 

Drs. H.A.M, fATWA 

Ir. AFNI ACHMAD 

NOMOR 
ANGGOTA 

AX=-219 

A-220 

A-221 

A-222 

A-223 

A-224 

A- 225 

A-226 

AA-227 

A-228 

A-229 

A-230 

A-231 

A-232 

A-233 

TANDA TANGAN 

793 
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FRAKSI REFORMASI 

NO. NAMA 

@ Prof. Dr. Ir:MOHAMMADI S. 

0 Ir. A.M. LUTHFI 

ors. K.H. MOCHTAR ADAM 

Ir. CECEP RUKMANA 

Ir. H. M. ROSYJD HIDAYAT 

Ir. SAMUEL KOTO 

Or::;. H. MUNAWAR SHOLEH 

Di':.. DJOKO SUSILO, MA. 

prs. ACHMAO ARIEF 

AlVIN LIE LING PIAO, MSc. 

Ors. ZULKIFLI HALIM 

@ Ors. M. WAHYUDI INDRAJAYA 

·;§) Ors. IMAN ADDARUQUTNI 

29. K.H. LUTFI ACHMAD 

H. NOOR ADENAN RAZAK, SE. 

Dra. l"lj:1ttlfIDIATI AKMA 

Ors. H. M. HATTA TAUWANG, BSW. 

Pror. Dr. MOH. ASKIN, SH. 

Ors. H. RAHMAN SULAIMAN 

DR. IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI. 

H. ROKlB ABDUL KAOIR, BA., LC. 

H. SYAMSUL BALDA, SE.,MBA,,MM.,MSC. 

ZIRL YROSA JAMIL, S.Sos. 

H. TB. SOENMANDJAJA SD. 

I® H. MUTAMMlMUL'ULA, SH. 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-234 

A-235 

A-236 

AA-237 

A-238 

A-239 

A-240 

A-241 

A-242 

A-243 

AA-244 

A- 245 

A-246 

AA-247 

A-248 

A-249 

A-250 

A-251 

A-252 

A-267 

A-2 

AA-269 

A-270 

A-271 

A-272 

TANDA TANGAN 

2r. ....... c.:::: .... ~ --t!.. _ 
~-~-r 

241 ................... . 

25.... .. ...... 

39 .... ~ ............ . 



FRAKSJ REFORMASl 

NO. NAM.A 

41. MASHADl ·--

12. H.M, HUSSEIN NARO 

.. 3. K.H, ZAINUDOIN ABDUL AZJZ 

@ DR. FUAD BAWAZIER, MA. 

H.BACHTIARlBRAHIM 

& Prol. OR. ABOUUAH AU, MSC. 

NOMOR 
ANGGOTA 

TANDA TANG.AN 

A-273 41 ......................... . 

A- ◄03 42 ...................... .. 

B-515 

B-571 

BA-616 

795 
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MIUELIS l'ERHUSYAWARATAN RAKYAT 
su .. 10:TARU 1' JF::'lllEIUI. 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARIPUR.NA KE-7 SIDANG TAHUNAN 

MAJl:US PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Hari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Acara 

TAHUN 2002 

Minggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIG - Selesai 
Gedung Nusantara 
L Penyerahan Putusan Hasil Sidang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga iinggi Negara 
2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG 

NO. NAMA 

G Ir. H. AMARUDDIN OJAJASUBITA 

~ 
MAWARDIABOULLAH.S~ 

Hj. NUR BALQIS 

H. MS. KABAN, SE., MS!. 

5. Ir. OARMANSYAH HUSEIN 

6. M. AHMAD SUMARGONO, SE. 

0 Prof. Or. JUSUF AMIR FEISAL, SPd. 

c9 ors. H. BONDAN ABDUL MAJID 

0 K.H: NAOJJH AHJAO 

8 Drs. H. M. QA.STHALANI, l.Ml. 

11, H, HAMDAN ZOELVA, SH, 

B H. MUHAMMAD ZUBAIR SAKRY 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-60 

A-254 

A-25S 

A-256 

A-2S7 

A-258 

TANDA TANGAN 

•-~~ff--,-
-· ,4~ .......................... . 
~~-. 

4 .. ,~ 

5 ............................ . 

6 ......................... . 

A - 261 7 ..... ~?.-~!L: .......... ~ • 
AA-262 ~ 
A-$3~-:!!.: .... ~ . ~ 
A- 264 1/~¾ 
A-265 11 ......................... . 

A-266 :w. ... -......... 4 



w 
MAJaUS PIIIIMUS'f'AWARATAN RAKYAT 

IIKKNnAIUAT .IICNllt:M.U. 

DAFTAR NADIR 
RAPAT PARIPURNA ICl!•7 SIDANG TAHUNAN 

MAlELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
RePUIILIIC INDONISIA 

TAHUN2002 

Hirt 
Tanggal 
Wlktu 
Tempel 
Atara 

: Mlnggu 
: 11 Agustus 2002 
: J.0,00 WlB - Sel_. 
: Gedung Nuantara 
: 1. ,._._ Putuan HISII Siding Tllhunan MPR 

l(IIPldlL.emblga.TlngglNegara 
2. PldalD Penutupan Siding Tahunan MPR Tahun 2002 

PRAICSI ICl!SATUAN KEBANGSAAN INDON&IA 

NO. 

0 
(s) 

NAMA 

Ors. H.A. HAMID MAPPA 

FX. SUMITRO, SH. 

Drs. S. MASSARDI l<APHAT 

Dts. ANTHONIUS RAHAil 

Or. SUTRADAAA GlNTING 

TJETJE HIOAYAT PAOMAOINATA 

ISMAWAN DS. 

INORA PRAYITNO 

Ors. I.. T. SUSANTO 

BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN 

Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO 

NONOR 
ANGGOTA 

A-279 

A-282 

A-456 

A-457 

A-458 

A-459 

AA-4fi1 

A-218 

TANDATANGAN 

5 •..... ~ ......... 

6 ...... --····"'···--,..... 

7...... .. .............. . ___ ......,,......~ .... -
~ ~ 8. ............... . 

~-----,- ' .. 

"---~. "" ----
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MA:IIU,tl PliRHUSYAWAA.ATAN RAKYAT 
!U.:KJU:'f,\ll.lA'I' Jl-:NDlmAl. 

DAFTAR. HA.DIR 
RAPAT PARIPURNA KE• 7 SIDA.NG TA.HUNAN 

H.AlELIS Pl!RHIJSYAWARATAN RAKYAT 
RE'PUBUK INDONESIA 

Harl 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Acara 

TAHUN 2002 

Mmggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIB - SelesaL 
Gedung Nusantara 
1. Penyerahan Putusan Hatll Sldang Tahunan MPR 

Kepadil Lembilgil llnggi Negara 
2. Pldato Penutupan Sldang Tahunan MPR Tahun 2002 

P'RAICSI Pl!RS!fitKATAN DAULATUL UMMAH 

NO. NAHA 

G Ors. H. A.SNAWI LATIEF 

(!;i SAYUTI RAHAWARIN_ 

). ABDUL QADIR DJAELANI, SH 

4. H. HARTONO MAROJONO, SH 

Prof.OR. TGK H. MUHIBBUDDJN WALY, MA. 

l<.H. MUCHAROR AM. ---
Ors. K.H. ABDULLAH AL WAHDI 

K.H·. ACHMAD SJATARI 

9. Ors. YUNAN) HASHAR 

@ Ir. MUDAHAN HAOZl~ 

--

NOMOR 

ANGGOTA 

A-1 

A-253 

. -
1................... .. .... ·-

AA· 259 3 ............................ . 

A-260 ',4---- .................... . 

A-278 

A-455 



w 
M4Jl!U5 ll't"MUSYAWAIIIATAN RAKYAT 

liU,1~1.T ... lllA"r JltNOl:RAL 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARIPURNA KE•7 SIDANG TAHUNAN 

MAJELIS P'EllMUSYAWARATAN RAKYAT 
Rl!!P'UBUK INDONESIA 

TAHUN 2002 

Minggu 
l1 Agustus 2002 
10.00 WIB - Selesal 
Gedung Nusantara 

Harl 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Aa1r1 1. Peny.nhlln Putusen Hi!Sll Slctang Tlhunan MPR 

Ke,,acia Lemt,aga Tinggl Negara 
2. Pldato Penutupan Sklang Tahunan MPR Tahun 2002 

FRAKSI P'AllA'f"DEMOKRASI KASIH •ANGSA 

NAMA 

Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SJRAIT 

DR. GREGORIUS SETO HAAIANTO 

Prof. Dr.~= MALO 

---Or. ARNOLD NlCOl.AS RADJAWNE 

NOMOR 

ANGGOTA 

A-21◄ 

A-215 

A-216 

A-217 

TANDA TANGAN 

799 



800 

MA)l!U5 PIRMWYAWAAATAN RAKYAT 
1n:1,au:·rA.IUA.T JEl'IDERAL 

DAFTAR HADIR . 
RAPAT PARIPURHA KE·7 SIDANG TAHUNAN 

MAJl!US Pl!RMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Hari 
Tanggal 
waKtu -
Tempat 
Acara 

TAHUN 2002 

Mlnggu 
11 Ag'usi:us 2002 
10.00 WlB - Selesal 
Gedung Nuuntara 
1. Penyerahan Putusan Hasll Sldang Tahunan MPR 

Kepada Lembaga Tlnggl Negara 
2, Pldato Peoutupan Sldang Tahunan MPR Tahun 2002 

FR.AKSl TNl/POUU 

NO. NAMA 

Lt!tjen. TNJ. AGUS WIDJOJO 

Brlgjen. TNI. ARIFUDDIN ANDJ 
MANRIHU, S.H. 

BrlgJen. TN!. Ors. OARSUP YUSUF, 
S.H.,MSc. 

NOMOR 
ANGGOTA 

AA-463 

AB-464 

AB-465 

Mayjen, TNJ, ABDUL AACHMAN GAFFAR, AA - 466 
SH., S.IP., MSc. 

11ilYJen. TNI. Ors. DJASRIN MARIN, S.H. AA - 467 

Mayjen. TNI. IPING SOMANTRI, S.H. AA - 468 

TANDA TANGAN 

1..!l.~.'!/t.;............ ~ D D 

3 ..... ~~ ............ .. 
~ .. 

Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF AA -469 7.... ..._ .. 

Mayjen. TNI. RAN TANUOJJWA, SH., AA - 470 
MSc., MBA. 

Mayjen. TNI. SLAMET SUPRUADl, S.IP. AA - 471 

Mayjen. TNI. SOETADJI, SE., S,IP. t,.I M M- "172 

Mayjen. TN!. MAX MARKUS TAMAELA AA - 473 

Brigjen. TNt. H. SUWAOJI M. S,lP. A - 47'1 

Brlgjen. TN[. ABDUL RACHMAN HUSIN 

BrlgJen. TNI. SUGIH MANGUN SUICARTO 

BrlgJen. TNI. KOH[RJN SUGANDA 
SAPUTRA, MSC, 

AA-'175 13 ........................ .. 

AA-476 

AB-477 

fr_, I 14 ... 

15 .... ~ .. 



FRAKSJ TNI/POLRI 

NO. NAMA 
NOMOR 

ANGGOTA 

® Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP. A - 4'78 

{y) Letkol. CKM.(K) TNI.Dra. PURWANTI, S.H. AA- 479 

Gv, ~- LaUt (S) TNl. R. SUUSTYADI, S,IP,MM, AB - 480 

@ Kol. Laut (K) TNI .. MOERYONO AlADIN, AB - 481 i S.IP., Drg., MM. 

1
2
~
1 

Laksrna. TNI. DAUHAN SYAMSURI 

~ laksma.TNI. FRANKUN WILUAM KAYHATU 

{;;J L.ak.sda. TNJ. HERIBERTUS SUDIRO 

{23J Mllyjen. TNl. NONO SU1<ARNO 

{~ .. La~: TNI. ISHAK LATUCONSINA, MSc. 

@ Kol Laut QiRISTINA M. RAN'TUANA, 
SKM.", MPH. 

Marsda. TNl. H.E. TATANG KURNIADI, 
PSC., SH., MM. 

Marsda. TNJ. H. SUPARNO MUANAM, SE. 

Marsda. TNI, BACHRUM RASIR 

M-488 

A-489 

AA-490 

Morsma, TNI. PIETER LO. WAfflMENA,, AA - ◄91 
S.lP. MBA. . 

Marsda. TNJ. H. RONGGO S0ENARSO., S.JP. 

Marsma. lltl. SUDIRMAN, SI!!., MSI, 

Marsda. TNl. SUWJTNO ADl, S.IP. 

Kai. Mm. RUKMINI, S.IP., MM. 

[rjen. Pol. l KETUT ASrAWA 

lrjen, Pol. Ors. GENORO BUOi SANTOSO 

36, lfjen. Pol, Ors. POSMA LUMBAN TOBING 

® lrjen. Pol. Drs. PAIMAN 

el lrjen, Pol, Ors, SUPRJADI 

A-494 

A-195 

A-496 

A-497 

A-498 

A-499 

A-500 

TANDA TANUN 

r- ·-33..... ..,,.., 

•.• ~,,:f,_'!:;.~.L .• 

37 ••.... , 

801 



802 

MA.J1Lt5 PERMl.lg_AWARATAN RAKYAT 
SIO.!lETAIU,\'I' .lENl>l-:11,\I , 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARlPURNA KE•7 SIDANG TA.HUNAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT_ 
REPUBLIK INDONESIA 

Hari 
Ta11ggal 
Waktu 
Tempal 
Acar.i 

TAHUN 2002 

Minggu 
11 Agustus 2002 
10.00 WIB - Selesai 
Gociung Nusantara 
1. P.:nyerahan Putusan Hasil SIClang Tahunan MPR 

Kepada LP.mbaga Tinggi Negara 
2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 

FF\,t..KSl UTUSAN DAERAH 

NO, NAMA 
NOMOR 

TANDA TANGKN 
ANGGOTA 

; J.') JRMAN GUSMAN, SE.,MBA. B- 501 
/1 •--v· 

~~:J;.·.:~-·-
... 

•.• 2.) Ir. JANUAR MUIN B- 502 -~ bS-- ;- -·,,· (y DR. H, MOCHTAR NAlM B- 505 3 7 ..... ~ . ......................... 

';•7 t ,.•Cl H.M. HATTA MUSTAFA, S.H. 8- 508 

.:r~.\,,; l . s) H. RAHLI SUTANEGARA, SE.,MBA.. BA - 510 

MSc. 

(.fl.· H. DJOJO SUTISNO 6-517 .1. ~-, 6 ....................... _ .. -. 
t/) 6AMBANG RAVA SAPUTRA 8-525 7 ...... f ... 
··:'\ 

Pror. Dr. Ors. MUHA"MMAO AA.I, /.~ (V B- 528 

£'. ~ SH.,Oip.EO., MSc. 

. ·g, Ora. RETNO TRIANI JOHAN, B- 530 9 ............... 7";. .... 
·- MSc., PSi. · o . 
10. A6DUL RASVID AS. 8- 531 ~fl;_,..< .................... 

;19 Ir. NUSA J. TOENDA.N B- 532 ~ ...... ·········~ .. ' 

12. Ors. 1-tlOA.YATIUUAH S. KURIK, MBA. BA- S33 12 .................... , ... 

13. GARINDA JAMIN, Bf. 8-5]4 1) ..................... ..... 

I~. Kl-I . HA.DERANIE I-IN. B- 535 14 .......... ....... ....... 



FRAKSI UTUSAN OAERAH 

HO, NAMA 

. G:, H.M. SY/\MSIWAL QQMAR ., 

1'>) r>rO:. Drs. ISHAK PULUl<ADANG 

;-7, 
..:., ·~ OP . Fl~ITS Ii. EMAN, Phd . .. 

'lit. Or. H. HARIFUDDIN CAWIDU 

5'9). Dr:.. H. M, lSKANDAR MANDJI -
,'13) Dr. ANDI JAVA SOSE, M.B.A. 

21. H.M. AKSA MAHMUD 

~'!) Hj. s,m _RAEHANUM Z.A.M. 

·.237'> Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM 

24) ~..., Hj. BAIQ ISVIE RUfAEOA. SH. 

J:) BUOi BALDUS WAROMI 

-:~ SULAEMAN L. HAMZAH 

5;,) A.G. SUBAOI, SH. -. 
·2s. JOHN R. FACHIRI, S.H. 

. iv H. BAMBANG l'RAJITNO SOEROSO, 
Dipl. 1119. 

?O. Or5. lWAN N. AICSA, MBA. 

jl, ~I. UASRI MUHAMMAD 

;µ) Ors. BANDO AMIN C. KADER, MM. 

33. Ors. HERMAN PRAJITNO 

3'I. H. PURDI E. OiAM)RA, SE., M8A. 

"19\ DB. A8DULKAOIR MAKARIM 

36. MEI.CHIAS MARKUS MEKENG 

··jj) DB. MECH PAUL PEDAMA MANGAlAE SAM . ~- . 

NONOR 
ANGGOTA 

8-536 

B-S50 

B-557 

B-559 . 

B-560 

B • 561 

B· 562 

B-564 

B-565 

B-567 

B • 588 

B • 569 

8-570 

8-572 

B-573 

BA ·581 

8-582 

B-583 

TANDA TANGAN 

····· ··:···" 'ci.-
19 ........ ' ....... · ..... . 

28,_,_ .... , .............. . 

QtJII) ...... 

30 ......................... . ,L. _,'-·········· 
3 ............ 

33 ....................... 

34 ......................... J. 
3•-r--36.......................... UM,w) 

37 ........... /.'. ...... 
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FRAICSI UTUSAN DAERAH 

RAMA 

-~) Ors. HERMAN Y.L. WUTUN 

® Ir. VJNceNT T. RADJA 

(~ A. FATAH SYAH DOA 

® ors. T. FERDINAND SlMANGUNSONG 

-~ H. SAID GALES HUSIN 

,.,3) M. AZAU QJOHAN, SH. 

@ Ors. MAHDINI, MA. 

. 45. Prof. DT. AMIR UITHFI 

.;ji'i) ·0rs. H. AZHARI DS. 

,.?.) A8U HASAN, MA. 

~ RANU THAHA, SH. 

-~ 
~$.~ 

-' 51. 
~-
·•t~ 

Or. H. OESMAN SAPTA 

01'$. M. JKOT RJNDlNG 

OR. CHAIRIL eFF.ENDI MS. 

LADEN.MERING, SH. 

·,2·:i') Ors. H. GHAZAL! ABBAS ADAN 

•~5V H. MUCHTAR SANI BADfUI! F;,·&Sc. 

:'I- . ~t- H."'1. SAID PIOANI, 8BA. 

, NOMOR 

ANGGOTA 

B-5512 

B-597...,___;L.-..---V' V""-, 

·, 

B-598 . ........ .. _ ..... . 

8-599 44........... . .... .,. .... 

~ . 45 ...................... . 

B-CSOl ....._.~.--
{.A.-

B-604 - ---;;;ffj3tft'~)-
B-605 . :~ uu ::::-::-•• 

B-606 

e-

B--615 

B-619 

8·623 

BA•626 



MAJEUS PERMUSYAWARATAN RM<'l'AT 
s~:..:1t ►:TAMIA 1· .1•:x1n:1uL 

DAFTAR HADIR 
RAPAT PARIPURNA KE-7 SIDANG TAHUNAN 

MAlELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBUK JNDONl!SlA 

Hatt 
Tanggal 
Wllktu 
Tempat 
Ac.ira 

TAHUN 2002 

Mingyu 
11 Agustus 2002· 
10.00 wra - 5elesai 
Gedung Nusantara 
I. Penyerahan Put!Y..an Hasil Sid.Ing Tahunan MPR 

Kepaoa Lembaga Tinggl Negara 
2. Pldilto Penutupen Sldang Tahunan MPR Tahun 2002 

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN 

NO. NAMA NOMOR 
TANDATANGAN - ANGGOTA 

-· --
tfo~,,,,_ .flt_ - . --.. 

!:..J Ors. H.A. NAZRI AOLANl C-631 1 ....................... :..... . 

\_i) --
~~---·--·· l\fANDI RIOHWI\N C-632 

f) Ors; H. A. ROSOYAO SHOLEH C-633 4~...... • ....... ~ .. -.. 
◄, DR, K.H. SAID AQIL SIRA)D, MA. CA-634 "-·· ?) Dr. AMAUA JUANITA AMIN CA-635 

•-~······~ 
l~ HABIB SYE0-1 bin AU AL JUFRI C-636 --~-- 6 .• _ .... 
7) t-1. ALI BINNUR C-637-·· . ..... .,,,..- . ------ - -

t.. ~- .. 

µ~~. --,. -
8. H. KUSNADI ABDUL H.YIO C-638 -~·- --,:;; .. 

9.L ................ · ij/7 H. USEP FATHUDDIN, M.Ps. CA-639 

1oj OR. HJ. TVTTY Al.AWIYAH, A.S. CA-610 --u.; Ors. H. HAMlM TI-IOHARI, MSI. C-611 
J· 

12. Dr.i. K.H. SIDDIQ AMINULLAH C-642 

"- -~~~ ,n) H. HAl'tUN KAMIL. SH. C-1543 

l.,14.·J H. AZIOOJN, SE. C-644 ~ 14..... • ..... -... _ .. 
15 • .., e✓.:. ...... ' l!~ HJ. F. TITI VHARMANA C-645 
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FRAKSI UTUSAN GOLONGAN 

NO, NAMA 
NOMOR 

ANGGOTA 
TANDATANGAN 

--16. GEDONG SAGOES OKA C-646 16 .......................... 
,~ 

Ora. SJTI HARTATI MUROAYA 
9rl1-i,-

q1, C-647 17 ........ _.,.-,~.": ..... 

Ht Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE C-618 18 ......... · ............... 

19. Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY C-·619 ~As 
19 ........................ 

/20. Ir. A. DJOKO WIYONO, MSC.: ·-·-·· 
21. Prof. Dr. SRI EDI SWASONO 21 ......... .............. 

22. fr. ADIWARSITA AOlNEGORO C-652 22. ........................ 

lr, H. MOHAMMAD IQBAL C-653 

SUTlf PTO, SH. C-654 *" Ir. FREDERICK BATONG C-655 25 ........................ 

Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM CA-656 ~~~ ·-.. 
27 .. '"E;iJ,' ____ B,I lr. SISWONO YUDO HUSOOO C-657 - . 

© lr, HARIYADI B. SUKAMDANl, MM. ~--C-658 28 .......................... 
-:::----i ~-
-~/ SUNARTI C-6S9 29 ........................ 

30. MALIK! C-660 30 .......................... 

31.k.:.. .-3~ H. KA:smfltlHN SAILAN C-661 ''✓. 

32. Ors. Asel.MUS ROBERTIJS MECER C-662 
ll-~ 

./2 , --. .,.... 
3.::,, JOHN ONAN LANTA'A, BA. C-663 ~ 33 ,a TEDDY TH. KEDEYl<OTO C-664 ;,. ............ 

35J FIKRI THAUB, SM., Hk. C-665 35 

!..~) SYAMSUL MASRI CA ..... 
\\ ,-;-;:, 

Or. Ir. GODEFRlDUS MANGARADJA C-667 37.'v,t.j\_lii.~ .. •. . 
T~MPU80LON 

38. Dl()t(O MURSITO HOEMAADANI C-668 38 ........................ :.·-·--.. 

59\ 
I • . -

Or. ACHMAD MU!IAROI<. MA. C-659 ( · 
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FRAKSI UTUSAN GOLONGAN 

NO. NAMA 

f.;;) Ors. AHMA&-iA£KY SIRAJD 

41. Drs.Ki.H. IRPAN KUSUMOHADJBROTO, BSc. -· :._,:1_~ Prof. Dt. BAMBANG.SUOISYO. MBA. 

@ SABAM PANDAPOTAN SIAGJAN 

~) MOHAMAD ASSEGAF, SH. 

45. RMU, HEROESYSWANTO NS. 

-~ OlAl'.ARIA MACHMUD 

47, WARSITO PUSPOYO, SH. 

'@; Prof. Or. H. SOEOJJARTO, MA. 

i49) Ors. A. HASAN SEGEIYR, AK. 
'·-so. MALIK RIDWAN BADAi, SH. 

.. -~ Ir. SOEBIANTORO SOEMANTORO, SE. 

I .s~.J Ors. IRWAN MAHJUOlN HASSJAH 

~?:"'I. -.:::Y ora .. AMI SIAMSIDAR BUOJMAN 
.,.. 

·54 • 
./ 

55. 

,--· 
56~ 
-..J, 
. I :s1.-
,/ 

,,.. 

NURSY,\HBANI KATJASUNGKANA, SH. 

AZHAAUDOlN NASUTION, SH. ------·-
AAISABlN 

Prof. Dr. H. SOEJITNO MARDJOESOEDIRO, 

se: 
' !iS .• · Dr. HAJJ ANDI SOSE 
. .-./ 

59. SRi'MUlVONO HERl.AMBANG 
.,..;·•. 

( ~ OR. H. ARJEF B11(1, MSc., MM. 

61. SULASMI BOBON TABRON! 

62. Ora. INNE E.A. SOEKARVO, Apt. 

HONOR 
ANGGOTA 

C-670 

CA-671 

CA-672 

C-613 

C-674 

C-675 

CA-676 

C-677 

C-678 

C-679 

C-680 

CA-681 

CA-682 

C-683 

C-684 

CA-685 

C-686 

C-687 

C-688 

C-689 

C-690 

C-691 

C-692 

TAMDA TANGAH 

41 ......................... . 

47 ........................ . 

~-·· 
.,,B,[{:;,.r.·. 

f 1'-,C.._ 50 ........................ . 

51 .... z!.i ............... . 
~ .. ~ ................. ~ 

•. ~~·-.,,;- . 

55............................ ~., l 
- 56 ...... • ....... . 

. -~-,...,. ..... 
. - . ,. 

57... ..... ~· ·. 
~ .. ~-~ . . 

,, 
61 ....... -. ............... . 

62. .................. .. 
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FRAKSI UTUSAN GOLONGr.N 

NO, NAMA 

Ora. HJ. DJUARJAH LATUCONSllllA 

Dr•. MARY 0. HARUN 

Ora. HJ. AZIZAH-SRl·W!DARI IMAM 

NONOR 
ANOGCn'A 

CA-693 

C-694 

C-695 

TANQA TANGAN 



Lampiran 3 

Lembaran Negara Nomor No 11 Tahun 2006, 13 Februari 2006 perihal Naskah 
Perubahan Pertama UUD 1945 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK -INDONESIA 

No. 11.,. 2006 KONSTITUSI DASAR.. Ut1D HJ4S. MPR.. 
Legislatif. Viadlkatif. 'Bksela.rtif. Parlai Politik. 
Perubahan Pertama, 

PERUBAHAN PERTAMA 
VNDANG-UNDANG- DASAR 

NEGARA REPUl3LIK .INDONESIA TAHON !!US 

:. Den111Ul Ralunat Tu.ban Yang Maha Eillll 

Majeli$ Permusyawaratan Rakyat Repub6k Jndanaia 

Setelah mempelajari, menelaah, dan mem:penimbangkm.d.eng.m nbama clan 
sunggub-s.ungguh hal-hal yang be.rsifat mendasar yang_ dihadapi oleh rakyat, 
b,mgsa, dall. negara, sena ck:ngan ~nggunakan ke'il\o'CIWJganoya berdasar
kan PasaJ 37 Undang-Undang Dasar Negarallepublik.Indnncsia Tahun 1945, 
Majelis P.ermusyawaratan R.akyat Republik" Indo~sia mengubah Pasal 5 
Ayat(l).Pasat7, Pasal.9,Pe:sal UAyat(2),Pasa114.P.aa!IS,~ 17 Ayat(2) 
dan (3), Pual 20,dan Pf..Si;!.121 Undar!g-UndangDasar Nepn.R£ptlblilc.1ndoneaia 
Tamm 1945 i.ehiogga_i;-elengkapnya menjadi berbuuyi siebagai berilrul: 

Pual S 
(1) Presiden berbu; me.ngajukan nmcangan undang-undaq; kepada Dewan 

Perwllkilan Rakyat. 

Pasal 1 
Presidendan W akil Pfes3denmemegangj abat:an.selamalimafabun,.dansesudahnya 
dapat dipilill kemba.li dalam jabatao yang sania~ haDy& UIINk satu. kali masa 
jabatan. 
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P:asal 9 

(I} Sebelum memang.ku jabatannya, Pros.iden dan Wak,il Presiden bersumpah 
menuru.tagam.a, alau berjaoji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis. 
PcrnrusyawaralanRakyat .ataul)c,wan P~akilanRakyat sebagai berikut: 
Sumpah Pr,e.siden(W aki1 P:residen} : 
"Demi Allah. saya bem.unpah·aka1Jmemenubi kewitjiban Pres.iden R.epubfik: 
Indonesia (\Vakil Presideo Republik Indonesia}dengan sebaik-baiknyadan 
seadil-adijuya.. memegang t_e:guh. t,Tadang-Undang Dasar clan menjalankm 
aegala unclang-undang dim per.aturannya dengim. .sel.uros-lurus.Jtya 9Clda 

belbakti kepada Nusa dan Bangsa". 
(2) Jik:a: Mejelis Petmu.syawaratan Rakyt!.r' atau llewan Pecw-aldlan Rllyat 

tidal;:-d.apat mengadakan sidang, Preside-n &m ·wakii ~den beraumpah 
menQl'lJt agam~ _a~u berjfµlji dengan sunggulHun.gguh di hadap1n 
pimpinan Majelis Pennu:sY.awara~ ,Rakyat dengan disaksilcan oleh 
pirnpinan Mahkamah Agu:ng: . 

P'asal J.3 
(2) D.alam hal mengangkat duta, Presiden memperhatik.atl pertimbangan Dewan 

Perwakilan.R,akyat. 
O) Presiden menerima pcnempatan duta n,egara lain. dcngan memperhatikan 

pettinibangan DewanPerwakilari. Rakyat 
P.asal l4 

( 1) Presidcmnertlbeii gnlSi dan rehabilifasi denganmemperhatikan pertirribanpt 
Mahkamah Agung. 

(2) Presidenmemberi amnesti dan abolitii deopnrnempematikan perttmbaQSan 
Dewan Perwak:ilan Rakyat 

·PaaaJ JS 
Preeiden memberi gelar, tandaja~a, dan lain-lain tanda kohonnatan. yang diatuc -

_ dengan- undang:.Uodang. 
P.ual17 _ 

(2) Menreri-menteri itu diaugkat dan diberhentlbn cileh Presi4en. 
(3) Sctiap menteri membidangi umsan tertentll dalampemerintahan. 

P~IM 
(l) Dewan -Per.vakilan Raky.a.t memegan,g kekuasaan membentuk Ullclang-

undang. . 
(2) Setiap rnncangan undang-undang dibahas cl.eh Dewan-Perwakilan Rakyat 

dan Presi<len untuk i;nendapat per&etu.juan beniarna. 
{3) Jilca raocangan undang--undmg itu tidak men.dapat perse~an betsama, 

rancangan uadang-undang jtu tidak boleh <iiajukan lagi dalam persidangm 
Dewm Perwakilan Rakyat masajtu. · 

lSO 

.,. 



3 2006,No. Jl 

(4) Presid.en mcngesahkan rancangan undang-uodang yang: telali disetujni 
bersama untuk menjadi undang-nndang. 

Pasal2l 
Anggora. DewanPerwakilanRakyatbubakmengajuba u.sulrancngan undang
undang. 
Naskah perubahan :ini merupakan bagian lak tClpisahJqul dllri oa:skah Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu.a 1945. 
Pembaban tenebutdip11tuskan dala.mR.apatP.aripumn MajeJis Pcmms.yawaratan 
Raky.at:Republiklndonesiake-12taaggal 190Iaobcr"I 999SidogUmwnMajelis 
PermusyawaratanR.alcyat·R.epv.blik Indmem, dan mulai bcrlaku pad.a bmggal 
ditetaplam. . 

Ditetapbn di Jakarta 
padaC&nggal 190ktobcr 1999 

. Maje I is. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Ketua, 

Prof: Dr.H.M.AmienRais 
WakiJ Ketua, Wakil Ketw., 

Pref. Dr. Ir. Giuaajar K.artasasmita 
WalcilKetua, 

a. MatoriAbauJDjalil 
WakilX.ctua. 

Drs.KwikKifm.Gie 
WakilKetua. 

Drs.H.M .. HusnieTha.mrin 
WakilKetua, 

DL Harl Sabamo,S.IP, M.B.A., M.M. ft-of. Dr. Jusllf A.mil" Feisd, Sl'd 
Wakil.Kcwa. 

Drs. H,A.NazriAdlani 

Diundangbn di Jakarta 
pada langg:1,13 Pebruari200tJ 

Menter:i Hukum clan Hak Asasi Manusia 
hpublik Indonesia 

Hamid Awaludi.n. 
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Lampiran4 

Lembaran Negara Nomor No 12 Tahun 2006, 13 Februari 2006 perihal Naskah 
Perubahan Kedua UUD 1945 

812 

LEMBARAN .NEGARA 
ltEPUBLIK INDONESIA 

KONSTm.JSIDASAR. UUD 1945..MPll. Legislatif. 
Yudikatit: Ekic:bi:tit Pillfai Politik.. Pcruhahm hdtia 

IERDBAHA.N KEDUA 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPlIBLIK INDONESIA 'Ji\HUN 1945 

Deug;m Rahmat 'Toban VD11g Maha Esa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Repablik Indonesia 

Sele1ah mernpelajari, menc::laab, dan memJ)ertimbangkan dengan Y.bama dan 
sungguh-sungguh. hal-hal y;,m.g bersifat mendaaar yang dihadap.i oleh ralcyat, 
bam,gsa,. dan neg.ant, serta dengan ~an ke~anaya ber-dasarlam. 
Pasal3 7 Undang-UndengDasar NegaraRepublik fndoneaiaTahun 1 !US, Majclis 
. Permuayawaiata n Rakyat Repabl±k I ndoncrla menguhah da.a/atau menambab 
Pua! 18B,Pasal 19, Pasa120Ay:at(5). Pasal20A,hsa.122A,PasaJ.22BBablXA, 
Pasal25E Bab X. Pau.l. 26 Ayat (2) danAyat(J),Pasa127 Ayat (3), Bab~ Paul 

·2e-'Patial28B;Pasa128C,,Pasaf 28D,Pasa128E, Pasa128F,Pual.28G,Pasal2~ 
P.esal 281. Pasa.1281,BabXll,:danPaaal JO.Bab XV, Pasal 36A, Pasa136B,dan.Pasal 
J 6C Undang4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhun. 1945 seltingga 
scle11gkapnya mcnj11.di becbunyi sebaga:i beril-ut; 

Pasal 18 

(l) Nepa Kesatum.Repablik fnd0i+esia dibagi atas daenh-daen.hproYinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas bbupaten clan kota. YIIIl8 tiap-tiap JT~insi. 

153 
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kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah dacrah, yang diatur dengan 
uodang•undang. 

(2) PernMnts.h dilerab provinsi, daera'h. bbupaten, clan kota mengatur dan 
mengurus sendiri Uf\16an pemeriti~ meuurut asu otonomi dan tugas 
pembantuan 

{3) Pemerintah. daerah provinsi, daerah kibupa1en, dan kota memiliki Dewlll 
FerwakilanR.ak:ya(Daerah yaog Anggota.-anggo11D)'adipilih melalu.ipemililaa 
1.llD'JR1 

{4) Gubemurj Btipa ti dan Walikota ~wg-inii.siog sebagat kepala pemeriDIU 
daerah prov~. kabu~~ ~-k~ta diJ~lih s,:a~ demokratit. 

(5) -Pemerinwt da~ra.h mon,ialankao otononli ·-aelua,i~luamya, kecuaJi urusan 
pemerintah.an · yang okh UJldan&.:undan.g· d£tea.tllka11 · sebagai urusan 
Pemerintah-Pusa( • - -'-

{6) Pemcrintah -dacrah bcthak. menetapkan pemturau daeiah dlo peratunm
peratur.an J.ai:r;_ ~ melalaanakan oton.omi dan tu,gM pembl!llllUan. 

(7) SusWlaJl clan tata ~ara penyelenggaraan pemerin.tahan daerah diatur da.lam 
undang-undang, 

Pa1all8A 

(I} Hubungan wewenangan antara pemerintaft pu11at dan pemerintahan daenh 
provinsi, bbupatt~ dan kota atlau :antara pcovimi clan boopiitco da11 kota, 
diatur _ dengan undang_-undang dcngan mcmperhalikan kekb.Ull'u&an clan 

,, 1-· - ' 
keragunan.daerah. · 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan wnum. pemanfaatansumberdaya alam. dao. 
swnber daya laimtya aotata pemerintah pusat dan pernerinr.ah daeta.h diatur 
dan dilaksan.abn seeara adil dan r.elara~ berdasukan undang.11rulang. 

Pa1■l l8B 

(J) N..,gara mcngakui danmeoghormati satuan--utuan psmerintahe.ndaet-.hyaog 
bersifat khu_S:ua ata11 be:rsifat ist:intawa yang diatiac dengan UDdang-tmdang. 

(2) Negara mmgakui_ dan menghormati kesatuan•kc:sa.tuan. masyarakat hokum 
adat . bcsserta hak--hak tradi&iowdaya scpanjang masih hid~ dan scsuai 
dcngan perkembengan masyarebt dan-prinsip Negata Kesatu.an Republik 
Indooeafa, yang diatur dalam U11dang-undang. : 

Pasal 19 

(I) Anggota DewauPenvmla:n Rakyatdipilihmelalui pemi lihan umum1 

(2) Su.suwm De.wan Perwakilan Rakyat diaw.r deagan wtdang-mtdug. 
(3) Dewan Perwakilan Rakyat benidang scdikitnya 1ekali dalamsetahun. 
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Pual20 

(l) Dalam ·Jw rancang.an undang•undang yang te1ah disetujui benama ter
scbut tidak disahbn okb P.ttsiden dalatn wakbl tip. puluh hari semenjat 
rancm,gan uodang-undang tcrsebut sab meajadi lDldang--u.ndang dan wajib 
diundangklln. 

Pasat20A 

(l) Dewan Pcrwakilen Rakyat memillki funpi legidui... fia.gsi. anggraran, dan 
fungsi pengawuan.. 

(2) Dalam melabanakan fmlpiaya, scJm hllk yq dia1ur clalam. paal-paaal 
aolain Undang~Undm,gDasar ioi., Dewan Perwakilanltaltyatmcmpun)'llibak. 
'mterpelasi~ haJc: angket dan hale. menyatakan pendap111. 

(3) Seiain hak yang diatur·dalun ~paal Wn U~Daaar ~ 
sc;tiap anggota Dewaa Perwablan Rakyat omq>UDyai bak meopjuba 
pert;anyun, menyampaibn usul &in pendapet. scrfa hak imunitas. 

(4) Kcteatuan lebih lanjutteneang bakDewanPcrwakilan Rakyat dan hakanggota 
De""-an Penvllkilan R.alcyat diatm dalalu undaag-undaog. 

P.ua122A 

K.ete:n.tuan lebih lanjut tentang tata c:ara pemlientllbn 1.mrlaog-undaog diatur 
dcngan unda.ng-~dant - · 

PasalllB 

Anggota Dewan Perwililan Rakyat dapat diberh.emkaodari jabatannya,. yang 
syarat-syatat ~ tata cmanya diatuc dalam undang-undaog · 

BABIXA 
WJLAYAH NEGARA 

Pasatl5E 

Negara Keaetuan Rcpublik Jndonesia adalah sebuab m~ kepulawm yag 
berc.iri N-.sa:n1ar4 dengau wil&yah yang ba1a&-batu dm bak-bakaya ditttapkau. 
dengan undaug--c.nd.amg. 

BABX 
WARGA NEGARA i>AN PENDlJD1JK 

Pasal26 

{2} Pcatduduk ialah wa.ga oegua Indonesia dan cnmg asi.ag yang bertempat 
anggal di ~ia 

{3) Hal-lull mengemi warga ncgara dan pendlldut diatur dcngan uadang
DeiBJ1g. 
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P•All7 

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta CUI.lam u,:,aya pcmbelaim ne.gaq. 

BAB XA 
HAK ~ MAMBA 

Pasal28A , 
Setiap orang herbal unt\lk hidup ,erta -berlwc · mempertahnkan hidul' dart 
kebidupmnya. 

Pasal288 
(1) Setiap orang bcmakmembentukteluiugadau~lanjutkan~melatui 

petbwinan ye.(lg sah . . · . 
(2) Setiap·anak bemak atu kelaugsunga■hi~up, tumbuh ciao bcrkcmbaq &crta 

bt,rhak atu perlitxbmpn darik&unsln c;lan dislnimJ,-t . 
P1al28C 

{1) Setiap orans berbak mc:ngemhangliu diri molalui pcmenuhan kebutmm 
dasamya, berhakmendapatkanpend.idibn danmempetoleh111lnfaat dari Hmu 
pengetahuan dan teknoJog~ sicni ·dan buda~ demi mcnigkatkan kualitas 
hidupnya dan demi i::csejahteta6.D: urn.at manmia. 

(2) Setiap onmg bediatuntukrne,:najukandirinyadal1U11.1Dm1perjuaagkanhaknya 
secarakolektif untuk rnemban~un masyaralm~ bang9' dan negaraaya, 

P.tsal28D 

(1) Setiap oraq 'berhak aw pcpgabm,jarninan, perlinduupn, dan kepastian 
hllkum yang adil s~cta porlalcuan yang sama. di hadapao. hdum. 

(2) Setiap orang berhak untok. bekerja serla mendapa t imbalan dan perlalcuao. 
yang adil clan la.yak dalam hubunga:n kc:rj1, · 

('3) Si::tiap warga negara herbal: mempe,olch kcscmpatan yang sama dawn . 
pcmerintahan. 

(4) Sctiap o.raDB berhak atas status l'.cwarganeguaan. 
Pual28E · 

(I) SetiapOlaflBbehumcroelukagamadanl,eribadatmemxut:agamanya,.memi.Iih 
pemidikmdanpengajcm,, memilih pekerj■an, memlilh ke"'11rga.negataan, 
·memililt tempat. tmggal di wiia~ ne.gara dan. meninggllcanny11, 1er1a 
berhak kembali. . 

(2) Setiap onms berbak atu. k:ebebasan mcyatirri ~yam. mcnyatabn 
pjkiran lbn sikap, sesuai dengau hatfnunininya 

(3) Setiap orangberhik atas keJ?ebasan ber.serikat, berkumpul, danme.ogeluarbn 
pendapat. 
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Pasal28F 
Setiap orang berha1c un.ruk berkonmnikasi dan m.empemleh iafomwi mtuk 
meugembangba priba<li dau lingkungan soaialn)'I, S'ecta bclhak Wltok mencari. 
memperoleh, ntemi~ men~ mengolah, dan mcnyampaikan informasi 
deagstt rnmggunabn sdp1a jcnis saluran yang teraed!a. 

Pa1af:?8G 
(1) Setiap <>mng-ber.hak. alas i,erlilidungan diri pribadi. ~ kehmmalan, 

martal,,ai dan hana J,euda yang di bawahkelroasaannya. ietta bcdl&k atas 
ra.sa: aUlall dan pedindutigan dari .W"9_1ut1an ketaJrutaJa UDtuk babu.et ataa 
tidak b~rbuat Se$Ua~ ~n~ tbenl~~ ~-~i.. . . . 

(2) Sotiap Ol'IGg betrhak· inltilk bebas d~i. penyikc1111 atau perfakuan yang 
ntereDdahkan d,c;rajatllllll1ahatnlaDuSia dan berh akmeq,eio!ch•uab pol.itik 

.· dartne~a-lain. · 
Pasal28H 

(1) Settap orang beiw hidnp sejahtera laltir dan bat:m, bertempat ti:oggal, dan 
mmdap!tlcan]inglrunganhldup yang brailc dan seba.t .sena berhak mcmperolell 
pelayamm ketiehatan. · 

(2) Setiap orang bemat: mendapat keniudahan dan perJakuan khlsus un1uk 
t'nenlpemleh kesempatmdau man:faat yq sama guna mmcapai penama.m 
dan ·kcadilm. 

(3) Sctiap ctang &:makatasjainfnausosialyellgmenumglrinkaopcogemhinpo 
· dirinya .sccara ntuh scbagai manusia yang bemwuibat. 

(4) Setiaporangberhakmempuilyaihalmrilikpribadi"danhatmilittenebuttidak: 
boJeh diambil _alilt secara. sewtmi.ilg-weriang oleb .s:iapa pun. 

Pa11al28I 
(I) Hak untuk hldup, ~ak llDtuk tidak di$iba, oak lccmerdekaaa pikinn dao 

hati mrani, hak·be,agama, &ak untuk tidak. diperb~ hak untuk dialrui 
di~I ata& dasar huhmyang bi;r]aku 11urutadaiah Wcuui mmuia yang; 
tida.k dapat dikur-a».gi. dalmn kee4aau apapUQ. 

(2) Seti.Ip orang be±bak bebas dari ·perl;tkuan· yang bersifat diskrimiutifatas 
d11Sar apa pun dan berhak meodapatkan pcrJinduDpa. terbadap pc:rlakum 
yang bcrsifat diskrirninatif itu. · · . 

(J) [dmtas budaya daa ho: maayarakat tradiaionai dlhoaoati selmu deap:n 
perlcem.bangan zamali dan peiadaban. 

(4) Perlindungan, pemajum, penegabn, dan p:m.enuhn bu asasi manJJJia 
adalah tanggung jawab 11cgara, terutama pemerintah. 

. (SJ Untuk rmmegalcb.n dan melind.ungi hale asasi manusia le&\W dengan prinsip 
negara hukwn yangdemokra.tis. maka pelakaanaanhakasui maDDsia dijamio, 
dis.tar, dan dituangkan dalarn peraturan perunding-undangan. 
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Piinll8J 
(1) Setiap orang wajib meDghormati haJc.a~i manusi■ orari& Jain dalam tatib 

kehidupan betm.uyaraktt, be:rbangsa. dan bemc:gau. 
(2) DaJarnmcnjalanJtanllal. dankebebu.Mmyi., sctiaporag wajib tundukkepada 

pcmbafasan yq dit~pka? <ia>P.1 .. widul37und;1ng dengaa mamd 
scmata-mi.ta untuJc. meqjanun peJlSakuan ICrtl pqhonll&tan alls hale dan 
kebcbasen· orang lain d~ mi.tut nimcalllhi tulltlltan yang adi1 sesuai dcngan 
pertimbangan moral, Dilai-n!lai •gama1keamanan, dan ~ertfban umwnddnt 
suatu n1asyirabt demohid1. 

BABXU 
PERTAIL\NAN DAN'l<!AMAMAN.NEGIJIA 

. Pi.-130 . . . 

{I) Tiap--liap waiganegm berhakdaD wajib ibtaata.daJam \Dabapenabaua 
du k.eamanan ncgara. 

(2) Usaha p~ d1lll kcamanan negara .di!at.sanalwl melalui su1aD 
pertahanan ~ keamanan rakyat semesta. oleb Tmtata Nasional IndoJJeSia 
dan Kcpoli~ian Negara Republik. Indoaesia, sebagai ketuatan utama, dan 
l'~, ~ai kekuam pe~. . 

(3} TentuaNasionall~ncsia t~ atas AngkatanDaJat, Angk~~ taui, elm 
AngJcatan Uduaseb11gai a1atneJaI11·hertug" mempertahankan, melinduiigi, 
($anin,emefihara ke~ ~ ~ll~faD~, 

(4) Kepolisian NcgaR: ~t:,lik ln~da-~ag_ai •l~t ncger,a ~ me,uaga 
bamama dan keta1ibl1l Dlalp~ ~gas m;J~ ~ 
melayani iuasymakat,~ 111CDcgakbn hokum. 

(5} SGsunan dan kedadubn Teiitara fwionaJ Indonesia., Kep0lisian Negara 
Repu~ik lndonem,lrubunpn )Q:wenangaa Tentar'.', Nasional Indonesia clam 
Kq,Qlisiao Negara Republik ~ di dalmn ·m£qjalant11.11 tuguaya, 
syarat-syarat :kikuberlaan watga m.epra: da!ain. QW2& pea1ahanaD du 
keanw:tu negam.,seftahal•halYan&terbitdenganpe~dlmbamuu. 
diatur dengan ~•undang. . . 

BAB XV 
BENDERA, MIWA, DAN·~ -NEG~ 
~ LAGU KEBANl&AN 

Pasal36A 

Lambug Negara ialah Garudt Pancasila ®Jl&ID mnl>oyan Bhinocb TUJ181al 
Dea. . . 

·Pasal3'B 

Lagu Kebanggalilll ialah lndooc::1ia Raya. 

1-58 
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Keteatuan lebih Janjutmeogeoai Beadeta, Bahasa, daa l.anbmg Negara, serta 
Lagu Ktbangsaan diatur denga:n uadug-undaag. 

Di1ctapkan di Jabr1a 

tanggal ! 8 Agu1tus 2000 

Maje lit PffllDllyB.Wll'I Rakyat Republik lndo:aesia 

Kmua. 

Pmf'.Dr.H.M.AmienRais 

Waki!Kctua, 

Pmf.D:r.Ir.o.mjarXartasasmita 

W a.kilKt:tua, 

II. MatonAbdulDjalil 

- Wilkil.Kctua, 

WakilKetm, 

Drs.KwitKianGie 

WalcilK.etua, 

Dn. H.M..HlllllieTbamrin 

WakilKema, 

Dl'. Harl Sabamo, SJP, M.B.A., M.M. Pro( Dr. IusufAmir Feisal, S.Pd 

Wui.lKellla, 

On.KA Nar.riAdlaw 

Dhmdangbndi Jllbtta 
pada tan,gga~ 13 Pebrum:12006 

Mcntm Hukum du Halt Asasi M11D1Sia 
Republik JJMlooesfa 

Hamid AwalwliD. 
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Lampiran 5 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Perihal Naskah 
Perubahan Ketiga UUD 1945 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 13, 2006 AMANDEMEN, UUD 1945, Perubahan '{etiga. 

PERUBAHAN KETIGA 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan 
swigguh-swigguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, 
bangsa, clan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya bcrdasarkan 
Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau 
menambah Pasal l Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pesa! 6 
Ayat (l) dan (2); Pasal 6A Ayat (I), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) clan (2); Pasal 11 
Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VII.A. Pasal 22C Ayat (I), (2), (3), 
dan (4); Pasal 22D Ayat (l), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (I). 
(2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (l), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; 
Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (I), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (l) dan (2); Pasal 
23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (I) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), 
(4), dan (5); Pasal 24B Ayat (l), (2), (3), clan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), 
(4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sehingga selenglcapnya berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal I 

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di\aksanakan menurut Undang
Undang Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah negara hulrum. 

Pasal 3 

(1) ~·ajelis Pennusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Udang-Undang Dasar. 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 

(4) Majelis Pennusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 
Dasar. 

Pasal 6 

(1) Calon Presiden dan calon Wald! Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya sendiri, tidak. pemah mengk.hianati negara, serta 
mampu secara rohani dan jasmani untuk: melaksanakan tugas dan 
kewaj iban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang. 

Pasal 6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat. 

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum. 

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umwn 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 
di lebih dari setengah jwnlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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(5) Tata cam pelalcsanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih Ianjut 
diatur dalam undang-undang_ 

Pasal 7A 

Pres.iden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentilom dalam masa jabamnnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat alas usu! Dewan Perwakilan Rakyat, 
baik apabila terbu.kti telah. melakukan pelanggaran hukwn berupa 
pengkhianatan terhadap negara., korupsi, penyuapan, tindak pidana bent 
lainnya. atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi niemenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Pasnl 7B 

( I) Usul pemberhentian Presiden don/atau Wakil Pn:siden dapat diajukan oleh 
Dewan Perwak.ilan Rakyat kepada Majelis Pennusyawaratan Rakyat hanya 
dengan terlebih da}udu mengajulrnn permintaan kepada Mabkamah 
Konstitusi untuk memeriba, mengadili, dan memutus pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat bahwa. Presiden dan/atau Wakil Presideo telah 
melakukan pelangg.mm hokum beru.p.a pengkhianatan terhadap ne.gara, 
korups~ penyuapan, tindak pidana berat lainnya. a.tau perbuatan terce1a; 
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat scbagai Presideo dan/atau Wakil Presiden. 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden danlatau Wakil 
Presiden telah. melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Pengajuan pennintaan Dewan PerwaJdlan Rakyat kepada Mahkam.ah 
Konstitusi hanya de.pat dilalrukan dengan dukungan selrurang-lcurangnya 
2/3 dari jwnlah anggota Dewan Penvakilan Rakyat yang hadir da.lam 
sidang paripurna yung dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jwnlah 
anuota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadil~ dan memutus dengan 
seadil--adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
paling lam.a sembilan puluh hari setelah permiotaan Dewan Petwakilan 
Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 
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(5) Apabila Mahlra.mah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Pre~iden terbukti melakukan pelanggaran hukum bc:nipa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. tindak pidana berat 
lainnya. atau perbuatan tercela;, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat seba.gal Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Dewan PetWakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
paripuma Wltuk meneruslran usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden kepada Majelis Pennusyawaratan Rakyat. 

(6) Majelis Permusyawara.tan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 
memuruskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pa.ling lam.bat tiga 
p iluh hari sejak: Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 

(7) K.eputusan Majelis Fennusyawaratan Rakyal atas usul pembementian 
Presiden dan/ata.u Wakil Presiden harus diambil dalatn rapat paripuma 
Majelis Peunusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh selrurang-kurangnya 
3/4 dari jumlah anggote. dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diberi kesempatan menyampaikan penjelaillll da1aJn rapat paripuma 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat. 

Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau merobubarkan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Pasal8 

(l) Jika Presiden mangle.at, berhcnti, diberlrentikan, al:Bu tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masajaba.tannya. ia digantikan oleh Wakil 
Presiden sampai habis masa jabatannya. 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamhat-tambatnya dalam 
waktu enam puluh hari, Majelis Pennu.syawaratw Rakyat 
menyelenggaraka:n si:dang untuk. memilih Wakil Presiden da.ri dua calon 
yang diusuJkan oleh Presiden. 

Pa..,;,al 11 

(2) Presiden dalaJn membual perJanJWI intemasional lainnya yang 
menimbulkm akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terlc:a.it dengan be.ban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahen 
atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
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(3) Ketentu.an lebih lanjut tentang perjanjian intemasional diatur dengan 
undang-undang. 

Pasal 17 

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatuT 
dalam undang-undang. 

BAB VIIA 
DEWAN PERW AKILAN DAERAH 

Pasal22C 

(I) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihan umurn. 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama 
dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 
sepertigajutnlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang
undang. 

Pasal 22D 

(1) Dewan Perwaki\an Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah. 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan, dan agama. 
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(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara., pajak, pendidikan, dan agama serta 
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Penvak:ilan Rakyat 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

BAB VIIB 
PEMILIHAN UMUM 

Pasal 22E 

(I) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2) Pemilihan wnum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat clan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik. 

(4) Pesma pemilihan umwn untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. 

(5) Pemilihan mnum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang
undang. 

Pasal 23 

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan widang-undang dan 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar
besamya kemakmuran rakyat. 
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(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presid'!n untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diusul.kan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 

Pasal 23A 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dengan undang-undang. 

Pasal 23C 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. 

BAB VIIIA 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasal 23E 

( 1 ) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan maodiri. 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ 
atau badan sesuai dengan undang-undang. 

Pasal 23F 

(1) Anggota Sadan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan mernperhatikan pertimbangan Dewan Petwakilan Daerah 
dan diresmikan oleh Presiden. 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
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Pasal23G 

(I) Sadan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang. 

Pasal 24 

( 1) Kekuasaan kchakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan pcradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan o!eh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 

Pasal 24A 

(l) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan penmdang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang• 
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang
undang. 

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 

(3) Ca!on hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Peiwakilan 
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden. 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamall Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung. 

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung 
serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. 

Pasal 24B 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusul.kan 
pengangkatan hakim agung dan mempUI1yai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim. 
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(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela. 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang. 

Pasal 24C 

(I) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 
basil pemilihan umum. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberik.an putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

(4) Ketua clan Waki\ Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi. 

(5) Hakim konstitusi hams memiliki integritas dan kepnoadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan kctatanegaraan, 
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukwn acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang
undang. 

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Repub]ik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 
November 2001 Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
lndonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 November 200 I 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Ketu.a, 

Prof. Dr. H.M. Amien Rais 

Wakil Ketua, 

Prof Dr. Jr. Ginandjar Kartasasmita 

Wakil Ketua, 

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 

Wakil Ketua, 

Drs. H.A. Nazri Adlani 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal, 13 Pebruari 2006 
Mcnteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, 

Hamid Awaludin 

Wald! Ketua, 

Ir. Sutjipto 

W aki\ Ketua, 

Ors. H.M. Husnie Thamrin 

Wald! Ketua, 

Agus Widjojo 



Lampiran6 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Perihal Naskah 
Perubahan Keempat UUD 1945 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 14, 2006 AMANDEMEN, UUD 1945, Perubahan Kecmpat. 

PERUBAHAN KEEMPAT 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1945 

Deo.gan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan 
sungguh-sungguh halwhal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat. 
bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 
Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagaimana telah diubah dengan peru.bahan pertama, kedua, ketiga, dan 
perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan 
diberlakukan kembali dengan Debit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 
serta dilrukuhkan secara aklamasi pada tnnggal 22 Juli 19.59 oleb Dewan 
Perwakilan Rakyat; 

(b) penambahan bagian akhit pada Perubahan Kedua UndangwUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan 
tersebut diputuskan dalaln Rapat Paripuma Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Slclang Tahunan 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. "; 
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(c) pengubahan penomonm Pasal 3 ~yat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga 
Undang~Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1.94.5 menjadi 
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pmal 2.5E Perubahan Kedua Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia TahWl 1945 menjadi Pasal 25A; 

(d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan 
pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke clalam Bab III 
tentang Kelcuimaii Pemerintahan Negara; 

(e) pengubahan danlatau penambaban Pasal 2 ayat (l); Pasal 6A ayat (4); 
P':lS!ll 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (I); Pasal 16; Pasal 238; Pasal 230; P.-sal 
24 ayat (3); Bab XIII. Pasal 31 ayat (I). ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (S); Pasal 32 ayat (1) dan a)'ltt (2); Bab XIV,_ Pasal 33 ayat (4) clan 
ayat {S); P.sal 34 ayat (1), ayal (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (S); AtUian Peralihan Pasal I, II, 
dan Ill; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi scbagai 
berilcut. 

Pasal 2 

(I) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan wnum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Pasal 6A 

(4) Dalam baJ tidalc ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 
dua pasangan caJon yang memperoJeh suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan wnwn dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 
yang memperoleh suara rakyat tcrbanyak. dilantik sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden. 

Pasal 8 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti; diberhentikan, atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksana rugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 
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Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara benama-sama. 
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari du.a pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih su.ara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakbir masa 
jabatannya. 

Pasal 11 

(l) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

Pasa116 

Presiden membentuk suani dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
undang-undang. 

BAB IV 
DEWANPERTIMBANGANAGUNG 

Dihapus. 

Pasal23B 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan tmdang-undang. 

Pasal23D 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan. kedudukan., kewenangan, 
tanggung jawab. dan independensinya diatur dengan undang-undang. 

Pasa.124 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang. 
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BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 

Pasal 31 

(I) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasionaL yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kefffitupan bangsa. yang diatur dengan 
undang-undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
angga.ran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 32 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
dunia dengan rnenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

(2) Negara menghormati dan memeHhara bahasa daet'ah sebagai kekayaan 
budaya nasional 

BAB XIV 
,PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pasal 33 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersam.aan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian; serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. 

Pasa.134 

(I) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantm dipelihara oleh negan. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdaya.kan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. 

(3) Niegara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. 

Pasal 37 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
dalam sidang Majelis Pennusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 
sekurang-kunngnya 1/3 dari ju:mlah anggota Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat. 

(2) Setiap usul perubaban pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah 
beserta alasannya. 

(3) Untuk: mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 d:ari 
jumlah anggota Majelis Pen11usyawaratan Rakyat. 

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukaTI 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggola dari seluruh anggota Majelis Permusya.waratan Rakyat. 

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatu.an Republik Indonesia tidak dapat 
dilakukan perubahan. 
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A TURAN PERALIHAN 

Pasall 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pasal II. 

Sem11a lembaga negara yang ada masih tetap berfimgsi sepanjang ootuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pasal III 

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambaHambatnya pada 17 Agustus 2003 dan 
sebelum dibentuk segala kewenangannya dil:akukan oleh Mahkamah Agung. 

ATURAN TAMBAHAN 

Pasal I 

Majelis Perrnus.yawaratan Rakyat ditugasi untuk inelakukan perunJauan 
terbadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat untuk diambil 
putusan pada sidang Majelis Pennusyawaratan Rakyat'tahun 2003. 

PB5al II 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar in.I, Undan,g•Undang 
Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pcmbukaan dan 
pasal-pasal. 
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Perubahan tersebut diputuslran dalam Rapat Paripurna Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal IO 
Agustus 2002 Sidang Tahunan Majclis Permusyawaratan Rakyat Republ ik 
Indonesia, dan mulai betlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Agustus 2002 

Majelis P-ennusyawaratan Rakyat Repuhlik Indonesia 

Ketua. 

Prof. Dr. H.M. Amien Rais 

Wakil Ketua. 

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita 

WakilKetua. 

W akil Ketua, 

Ir. Sutjipto 

Wakil Ketua, 

K.H. Cholil Bisri Drs. H.M. Husnie Thamrin 

Wakil Ketua,. Waki1 Ketua, 

Agus Widjojo Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal. S.Pd. 

Wakil Ketua, 

Drs. H.A. Nazri Adlani 

Diwidangkan di Jakarta 
pada tanggal. 13 Pebruari 2006 
Menteri Hukum dao Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, 

Hamid Awaludin 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No.150 TAHUN 1959 

DEKRIT 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 

TERTINGGI ANGKATAN PERANG 
Tentang 

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

D e11g011 Raclunat T11han Jang Maha Esa. 
KA.Ml rR~to•:N REPUBI.IK INDONESIA 

PANGI..JAIA TERTINGGI ANGKATAN Pt:RANG, 

Deopn ml mmjDIAkna den,om chidmat : 

Bahwa aadjW'IIII Pralden claa Pemeriatah uatuk kem
bali bpad.a Uacla•-undang Daar 1945. Jllna dampalkaa 
bpada seaenap Rakjat lncloaesla deltpn Au1.nnat Presidcn 
pada tangpl ll April 1959. tidak nHmpcroleh kepatus,ua 
dart Koa.ltltuaate sebagahnaN dllf:ntukaa dalam UncJena-, 
aaung Dasar Semeatar.s 

Bahwa berbubun,t de-AP• pe,.Jalaan ffhaglaa ~ .. 
Anggobt-anggoCa Sidang Pemboat Uadaag-andaag Da."ial' 
rm1uk tldak ~dlri lagl skla!!g, KuinsfltuaDle tidnk 
mungkln lagl nwnjctesaikoa hips Jana dtpet1jajaba oleb 
Rakjat kepadaa)llli 

Bahwa haJ Jang dmdkJaa rnealmhulkaa kraclaan 
keta ......... n jong nnmbabalakaa penatuaa clan 
kesclamatnn Nf:p.ra. Nusn daa Baft818, •rta lllfflntanal 
pem)la:agaann semesta untuk 111Cntjapal ~• Jang 
adil claa maluour; 

Babwa dfl121tn duka~n u,d- 1erbaar Rakjat Jado
aesia daft dldoronc olc!h ujnldnan luunJ lendbt. luuni 
..,.._ meawmpuh u1 ...... t1m)a djahln uatak IDl!lllljelamat• 
1um Ncpna Prokhuu.au; 



Bahwa kaml berkejnklnaa bah1ta Piagom Djakartn 
tel'trultzRRI ll Djual 1945 nmadjlwal Uadaq.nndeng Daar 
1945 daa ada.lah l'Dffllpaka• ,uatu ranpalalt-kesatuaa 
deagaw Komcllmt lenebul; 

Maka ota11 dUOMlasar ICl"Sebul dllltu. 

KAMI PR•::..-;10•:~ REPURI .IK INDONl-:SIA 
PANGLIMA TERTINGGI A;'\GKATAN PERANG, 

Meadaplum pembubama Kom11tautt'; 

1\tu1dapba Uada.nJt-aa•111 Dlwlr 1945 bc.'rlnku la1I 
bagl Ha"MP Danpa lndonesln clan selurah tnmp11• darah 
Indonesia. lt'rhltaaa mnlal hart tnqgal pnte&1o&Jt!III Dekrll 
laJ. dan tJdak berlakaaja lagl UINbl ... -und•DR Dasar 
Smlt'fttnra. 

Pffllbentukaa Madjdh Pun1mjawaralan Rakjat ~ ... 
tana. Jo• krdlrt atas Anpota•maaota Dc\YU Perwakllan 
Ralr.jat cUtambah ckngna alma11-utusaa dart daaalHlllerah 
d•n ploapn-gofoagan. 1ma ptmbmtukun Dewaa Per
tio1benp• A~ &nientam. ale.an dlwkaaanduu1 dalam 
wut.laalNlhlgkat...,k•tnf•• 

Ditelap a n di: DJllkana 

pada tanl!iml : !-C DJull 1959. 

Alas aau1a lillkjal lndoaala s 

PR~IDEN REPUBLIK INDO'\F.SIA/PANGUMA 
TF.RTINGGI ANGKATAN Pt::RANG, 

S lj K H. N 0 . 
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Pimpinan MPR RI/ Pimpinan BP MPR-RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PIMPINAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MASA BHAKTI TAHUN 1999-2004 

Ir. Sutjipto 

Prof, Dr. Jusuf 
Amir Feisal. S.Pd. 

Prof. Dr. H. M. Amien Rais 

Prof. Dr. Ir. Ginanjar 
Kartasasmita 

Agus Widjojo 

K.H. Cholil Bisri 

Drs. H.M. Husnie 
Thamrin 

Dr. H. A. Nazri 
Adlani 



Lampiran 9 
Daftar Nama Anggota MPR RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004 

NO. NAMA NO. FRAKSI 
ANGGOTA 

1 2 3 4 

1. Hj. Nurdahri Ibrahim Nain A-2 Partai Persatuan Pembangunan 

2. Prof. DR. TGK. H. Baihaqi Ak. A-3 Partai Persatuan Pembangunan 

3. Drs. H. AR. Rasyidi A-4 Partai Persatuan Pembangunan 

4. Drs. Rusli Ibrahim AA-5 Partai Persatuan Pembangunan 

5. H. Amaluddin Nasution A-6 Partai Persatuan Pembangunan 

6. Drs. H. Barlianta Harahap, MBA. AA-7 Partai Persatuan Pembangunan 

7. H. M. Danial Tandjung A-8 Partai Persatuan Pembangunan 

8. H. A. Syahrudji Tanjung, BA. A-9 Partai Persatuan Pembangunan 

9. Hj. Aisyah Aminy, SH. A-10 Partai Persatuan Pembangunan 

10. Drs. H. M. Djamal Do'a A-11 Partai Persatuan Pembangunan 

11. Drs. H. M. Abduh Paddare AA-12 Partai Persatuan Pembangunan 

12. Syahrial Agamas A-13 Partai Persatuan Pembangunan 

13. Ir. H. Abdul Kadir Ismail A-14 Partai Persatuan Pembangunan 

14. Drs. H. Anwar Malik AA-15 Partai Persatuan Pembangunan 

15. Drs. DjabaruddinAR. A-16 Partai Persatuan Pembangunan 

16. H. Achmad Faria) A-17 Partai Persatuan Pembangunan 

17. H. Ki. Safri Zuman A-18 Partai Persatuan Pembangunan 

18. H. Faisal Baasir, SH. AA-19 Partai Persatuan Pembangunan 

19. Drs. H. Rusydi Hamka A-20 Partai Persatuan Pembangunan 

20. KH. Munzir Tamam, MA. A-21 Partai Persatuan Pembangunan 

21. Drs. H. Sa'adun Syibromalisi A-22 Partai Persatuan Pembangunan 

22. M. Sjaiful Rachman, S.H. A-23 Partai Persatuan Pembangunan 

23. H. Burhanuddin Somawinata AA-24 Partai Persatuan Pembangunan 

24. H. Sofyan Usman AA-25 Partai Persatuan Pembangunan 

25. KH. Endang Zainal Abidin A-26 Partai Persatuan Pembangunan 

26. Chairul Anwar Lubis A-27 Partai Persatuan Pembangunan 

27. H. Zain Badjeber, A-28 Partai Persatuan Pembangunan 

28. Drs., H. Nu'man Abdul Hakim. A-29 Partai Persatuan Pembangunan 

29. Drs. H. Maksum Zaeladry A-30 Partai Persatuan Pembangunan 

30. Drs. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, MM. A-31 Partai Persatuan Pembangunan 

31. Drs. H. A. Chozin Chumaidy A-32 Partai Persatuan Pembangunan 

32. DR. Ir. H. A. M. Saefuddin A-33 Partai Persatuan Pembangunan 

33. H. Alihardi Kiaidemak, S.H. A-34 Partai Persatuan Pembangunan 

34. Drs. Akhmad Muqowam A-35 Partai Persatuan Pembangunan 

35. Drs. Suryadarma Ali A-36 Partai Persatuan Pembangunan 

36. H. Achmad Karmani, SH. A-37 Partai Persatuan Pembangunan 

37. K.H. Abdullah Ubab Maemon Zubair. A-38 Partai Persatuan Pembangunan 
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38. Drs. Arief Mudatsir Mandan, MSi. AA-39 Partai Persatuan Pembangunan 

39. Hj. Chodidjah H.M. Saleh A-40 Partai Persatuan Pembangunan 

40. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin A-41 Partai Persatuan Pembangunan 

41. Drs. H. MOH. Husnie Thamrin A-42 Partai Persatuan Pembangunan 

42. H. MOH. Ismail Muzakki A-43 Partai Persatuan Pembangunan 

43. Drs. K.H. Bachri Bakir A-44 Partai Persatuan Pembangunan 

44. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA. A-45 Partai Persatuan Pembangunan 

45. Drs. H. Tosari Widjaja A-46 Partai Persatuan Pembangunan 

46. H. Urai Faisal Hamid, S.H. A-47 Partai Persatuan Pembangunan 

47. H. Rusnain Yahya A-48 Partai Persatuan Pembangunan 

48. H. Muh. Aunul Hadi IC.,SS. A-49 Partai Persatuan Pembangunan 

49. H. SyafriansyaH, BA. A-50 Partai Persatuan Pembangunan 

50. Drs. H. Muhammad Dja'far Siddiq A-51 Partai Persatuan Pembangunan 

51. H. M. Izzul Islam A-52 Partai Persatuan Pembangunan 

52. H. Abdul Kadir Aldis A-53 Partai Persatuan Pembangunan 

53. H. Arsjad Pana A-54 Partai Persatuan Pembangunan 

54. H. Noer Namry Noor A-55 Partai Persatuan Pembangunan 

55. H. Muhammad Nawir A-56 Partai Persatuan Pembangunan 

56. H. Sukardi Harun A-57 Partai Persatuan Pembangunan 

57. Habil Marati, SE. A-58 Partai Persatuan Pembangunan 

58. H. Mohammad Thahir Saimima, SH. A-59 Partai Persatuan Pembangunan 

59. Drs. H. Achmad Suaidy B-514 Partai Persatuan Pembangunan 

60. H. Syahruddin Kadir B-580 Partai Persatuan Pembangunan 

61. H. AbdulAzis Imron Pattisahusiwa, S.H. B-588 Partai Persatuan Pembangunan 

62. Dr. H. Rahmat Shah B-593 Partai Persatuan Pembangunan 

63. Drs. Zainuddin Isman M. Phil. B-607 Partai Persatuan Pembangunan 

64. H. Risani Merawi B-625 Partai Persatuan Pembangunan 

65. H. Karimun Usman A-61 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

66. T. Zulfikar Taib Aly, SH. A-62 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

67. Mayjen. TN! (Purn) RK. Sembiring Meliala A-63 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

68. Zulfan Lindan A-64 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

69. H. Syahrul Azmir Matondang A-65 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

70. Indira Damayanti Bambang Sugondo A-66 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

71. Erwin Pardede A-67 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

72. DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. A-68 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

73. Noah Torong A-69 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

74. Firman Jaya Daeli, SH. A-70 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

75. Prof. DR. Pandapotan Simanjuntak A-71 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

76. Irmadi Lubis A-72 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

77. Marah Simon Mhd. Syah, SH. A-73 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

78. Peter Sutanto AA-74 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

79. Jahar Harahap A-75 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
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80. Pataniari Siahaan A-77 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

81. H. Muhamad Jun us Lamuda, S.H. A-78 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

82. Ir. Agnita Singadekane Irsal A-79 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

83. Ir. M. Nazaruddin A-80 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

84. DR. Surya Chandra, MPH., Ph.D. A-81 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

85. Muhammad Yamin, SH. A-82 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

86. Dudhie Makmun Murad, MBA. A-83 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

87. M. Taufik Kiemas A-84 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

88. Misha) Yofthie Suud, S.H. A-86 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

89. Drs. Poltak Sitorus A-87 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

90. Matt Al Amin Kraying, S.H. A-88 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

91. Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo A-89 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

92. Paulus Widiyanto A-90 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

93. Reniyanti Hoegeng A-91 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

94. Suparlan, SH. A-92 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

95. Roy B.B. Janis, SH. A-93 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

96. Hobbes Sinaga, S.H., MH AA-94 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

97. Sabam Sirait A-95 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

98. Aberson Marie Sihaloho A-96 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

99. Soekarjo Hardjo Soewiryo, S.H. AA-97 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

100. H. Julius Usman A-98 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

101. KH. Achmad Aries Munandar, M.Sc. A-99 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

102. H. Tubagus Suwondo A-100 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

103. Hj. Tumbu Saraswati, SH. A-101 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

104. TB. Mamas Chaerudin A-102 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

105. H. Wowo Ibrahim A-103 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

106. Ir. Arifin Panigoro A-104 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

107. Dra. Noviantika Nasution A-105 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

108. Amris Hasan, M.A. A-106 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

109. Sterra Pietersz, S.H. AA-107 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

110. H. Dadang Rukmana Mulya A-108 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

111. Drs. Postdam Hutasoit A-109 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

112. Djajang Kurniadi A-110 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

113. Ir. Zaenal Arifin A-111 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

114. Dwi Ria Latifa, S.H. AA-112 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

115. Sudjana Sobari AA-113 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

116. Didi Supriyanto, S.H. A-114 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

117. Drs.H.U.Soebarna A-115 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

118. Endang Karman S. A-117 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

119. Yoseph Umar Hadi A-118 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

120. H. Sambas Soerjadi A-119 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

121. Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sidharto A-120 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Dabnusubroto, SH. 
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122. Agus Mulya Djumhana A-121 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

123. Mangara Monang Siahaan A-122 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

124. Jusep Purwasuganda A-123 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

125. H. Wisnu Kuncoro A-124 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

126. Panda Nababan A-125 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

127. Rusman Lumbantoruan, B.Th. A-126 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

128. Ismangoen Notosapoetro A-127 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

129. Don Murdono, S.H. A-128 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

130. Tjahyo Kumolo, SH. A-129 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

131. Ir. Bambang Pranoto, M.M. A-130 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

132. Drs. Agus Condro Prayitno A-131 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

133. HRS. Sastoro, BA A-132 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

134. Prof. DR. Muchtar Buchori A-133 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

135. Dra. Budiningsih A-134 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

136. Ramson S., MBA. A-135 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

137. Dra. Susaningtyas NH. A-136 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

138. Drs. Hadi Wasikoen, A-137 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

139. Soepjan Rahardjo, BA. A-139 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

140. NG. Sembiring A-140 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

141. Drs. Jakob Tobing, MPA. A-141 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

142. Brigjen TN! (Purn) Sudarsono A-142 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

143. Dra. Siti Soepami AA-143 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

144. Gunawan Wirosaroyo A-144 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

145. Drs. H. Sumaryoto A-145 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

146. Drs. Suratal HW. A-146 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

147. Dra. GRA. Koes Moertiyah A-147 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

148. Ir. Daniel Budi Setiawan, M.M. A-148 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

149. Dra. Sri Oetari Ratna Dewi A-149 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

150. Willem M. Tutuarima, S.H. A-150 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

151. Drs. Sutanto Pranoto, MM. AA-151 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

152. Drs. Oetojo AA-152 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

153. H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc. A-153 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

154. Parte Tarigan Sibero, S.H. A-154 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

155. Ir. Mindo Sianipar A-155 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

156. DR. Ir. Sutrisno, MSc. A-156 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

157. H. Amin Aryoso, S.H. A-157 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

158. Imam Soeroso A-158 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

159. I Made Dangin G. A-159 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

160. Drs. Marsudi Fandi Negara A-160 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

161. Abdul Madjid A-161 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

162. Sukono A-162 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

163. Ir. Pramono Anung W., MM. A-163 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

842 



164. Suwignjo, BA. H. A-164 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

165. Muhammad Guruh Irianto Sukarno Putra A-165 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

166. Permadi, S.H. A-166 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

167. A DR. W. Bathara Goa, MA., MSc. A-167 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

168. Ir. Sujarwo Sukardiman A-168 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

169. Ir. Heri Achmadi A-169 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

170. Drs. Zoened Moersi A-170 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

171. Haryanto A-171 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

172. Ir. Sutjipto A-172 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

173. H. Haryanto Taslam A-173 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

174. Drs. Peni Suparto A-174 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

175. Rutji Gunung Mulyono A-175 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

176. Drs. Soewarno A-176 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

177. Ir. Meilono Soewondo,MBA. A-177 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

178. Letko! (Purn) Octavianus Riam Mapuas A-178 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

179. Max Moein, MA. MBA A-179 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

180. Agustin Teras Narang, S.H. A-180 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

181. Tjandra Widjaja A-181 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

182. Akhmad Havizi Kurnain A-182 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

183. Royani Haminullah A-183 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

184. Ir. I Emir Moeis, MSc. A-184 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

185. H. Imam Mundjiat, S.H. A-185 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

186. Subagio Anam Drs. A-186 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

187. I Ketut Bagiada, SH A-187 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

188. Ni Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa A-188 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

189. I Nyoman Gunawan, SH., MBA., MSc. A-190 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

190. I Gusti Ngurah Sara A-191 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

191. Drs. I Made Urip A-192 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

192. Anak Agung Sagung Hartini A-193 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

193. Mudhahir A-194 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

194. V.B. Da Costa, SH. A-195 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

195. Paulus Maloa Saul De Ornay A-196 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

196. Julius Bobo, S.E. A-197 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

197. Ni Luh Mariani Tirtasari, S.E. AA-198 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

198. Matheos Pormes A-199 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

199. Ronny B.S. Hutagaol A-200 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

200. DR. Rekso Ageng Herman A-201 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

201. Drs. Jacobus Kamarlo Mayong Padang A-202 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

202. M.A. Rusdy Ambo Daile AA-203 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

203. Hj. Fauziah Abdullah A-204 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

204. Y. Kamang Rumambi, S.H. AA-205 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

205. Dip!. Oek. Engelina Andaria Pattiasina A-206 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
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206. Theo Syafei A-207 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

207. Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. MA. A-208 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

208. Alexander Litaay A-209 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

209. DanielYoku A-210 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

210. Pdt. Lukas Sabarofak A-211 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

211. Drs. Paul S. Baut, S.Mf. A-212 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

212. Drs. Lukas Karl Degey A-213 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

213. Ir. M. Soleh Thamrin B-506 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

214. Muhammad S. Zulkarnaen B-507 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

215. Erwin Singajuru, S.H. B-509 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

216. Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sucipto B-513 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

217. Sholihin Gautama Purwanagara B-518 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

218. Ekat Soeparno, S.H., CN. BA-521 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

219. Moegiono, S.H. B-522 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

220. Tasroni Prayitno Budi B-523 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

221. Dr. Harjono, S.H. MCL. B-527 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

222. UrifSuharyanto, S.H. B-537 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

223. H. Moh. Firmansyah Wuisan, MBA. B-544 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

224. Prof. Drs. Ida Bagus Adnyana Manuaba B-551 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

225. I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H. B-552 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

226. Drs. I Gde Sudibya B-553 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

227. I Gusti Bagus Masri, S.H. B-554 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

228. I Gusti Wayan Maregeg B-555 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

229. Hasan Taher B-558 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

230. AriefNursediyanto BBA. B-571 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

231. Drs. Katin Subyantoro B-575 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

232. Ir. H. Rendy A. Lamadjido, MBA. BA-578 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

233. Drs. Frans F.H. Matrutty B-590 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

234. Drs. Rudolf Pardede BA-594 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

235. Jaka A. Singgih B-603 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

236. H. Rizal Effendi, S.E. B-613 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

237. Drs. H. Soekarno B-614 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

238. Teuku Bachrum Manyak B-620 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

239. Ir. Sachirudin Zuber BA-622 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

240. Prof. DR. Ing. K. Tunggul Sirait A-214 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

241. Gregorius Seto Harianto A-215 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

242. Prof. Dr. Manasse Malo A-216 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

243. Dr. Arnold Nicolas Radjawane A-217 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

244. Dr. Achmad Farhan Hamid, MS. AA-219 Reformasi 

245. Ir. T. SyaifulAhmad A-220 Reformasi 

246. Ir. Amri Husni Siregar A-221 Reformasi 

247. DR. Ahmad Sanoesi Tambunan A-222 Reformasi 
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248. H. Patrialis Akbar, SH. A-223 Reformasi 

249. Drs. Ambia B. Boestam A-224 Reformasi 

250. Drs. Herman L. Dt. Rangkayo Bandaro A-225 Reformasi 

251. H. Radja Roesli, BA. A-226 Reformasi 

252. Drs. H. Rizal Djalil, MM. AA-227 Reformasi 

253. H. Tibrani Basri A-228 Reformasi 

254. H. Zainul Karim, SH. A-229 Reformasi 

255. Suminto Martone, SH. A-230 Reformasi 

256. Prof. DR. H. Mohammad Amien Rais, M.A. A-231 Reformasi 

257. Drs. H. A.M. Fatwa A-232 Reformasi 

258. Ir. Afni Achmad A-233 Reformasi 

259. Prof. Dr. Ir. Muhammadi A-234 Reformasi 

260. Ir. A.M. Luthfi A-235 Reformasi 

261. Drs. K.H. Muchtar Adam A-236 Reformasi 

262. Ir. Cecep Rukmana AA-237 Reformasi 

263. Ir. H. M. Rosyid Hidayat A-238 Reformasi 

264. Ir. Samuel Kato A-239 Reformasi 

265. Drs. H. Munawar Sholeh A-240 Reformasi 

266. Drs. Joko Susilo, M.A. A-241 Reformasi 

267. Drs. Achmad Arief A-242 Reformasi 

268. Alvin Lie Ling Piao, MSc. A-243 Reformasi 

269. Drs. Zulkifli Halim AA-244 Reformasi 

270. Drs. M. Wahyudi Indrajaya A-245 Reformasi 

271. Drs. Iman Addaruqutni A-246 Reformasi 

272. KH. LutfiAchmad AA-247 Reformasi 

273. H. Noor Adenan Razak, SE. A-248 Reformasi 

274. Dra. Hj. Nurdiati Akma A-249 Reformasi 

275. Drs. H. M. Hatta Taliwang.BSW. A-250 Reformasi 

276. Prof. Dr. H. Moh. Askin, SH. A-251 Reformasi 

277. Drs.H. Rahman Sulaiman A-252 Reformasi 

278. Drs. Irwan Prayitno, Psi., MSc. A-267 Reformasi 

279. Rokib Abdul Kadir, BA.,Lc. H. A-268 Reformasi 

280. H. Syamsul Balda, SE., MBA., MM., MSc. AA-269 Reformasi 

281. Zirlyrosa Jamil, S.Sos. A-270 Reformasi 

282. H. TB. Soenmandjaja SD. A-271 Reformasi 

283. H. Mutammimul 'Ula, S.H. A-272 Reformasi 

284. Mashadi A-273 Reformasi 

285. H. M. Hussein Naro A-403 Reformasi 

286. K.H. Zainuddin Abdul Aziz B-515 Reformasi 

287. DR. Fuad Bawazier, M.A. B-574 Reformasi 

288. H.Bachtiarlbrahim B-591 Reformasi 

289. Prof. DR. Abullah Ali, M.Sc. BA-616 Reformasi 
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290. Ir. H. Amaruddin Djajasubita A-60 Partai Bulan Bintang 

291. MawardiAbdullah, SE. A-254 Partai Bulan Bintang 

292. Hj. Nur Balqis A-255 Partai Bulan Bintang 

293. H. MS. Kaban, SE. MSi. A-256 Partai Bulan Bintang 

294. Ir. Darmansyah Husein A-257 Partai Bulan Bintang 

295. H. Ahmad Sumargono, SE. A-258 Partai Bulan Bintang 

296. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, SPd. A-261 Partai Bulan Bintang 

297. Drs. H. Bondan Abdul Majid AA-262 Partai Bulan Bintang 

298. KH. NadjihAhjad A-263 Partai Bulan Bintang 

299. Drs. H. M. Qasthalani, LML. A-264 Partai Bulan Bintang 

300. Hamdan Zoelva, S.H. A-265 Partai Bulan Bintang 

301. H. M. Zubair Bakry A-266 Partai Bulan Bintang 

302. Drs. H. Asnawi Latief A-1 Perserikatan Daulatul Ummah 

303. Sayuti Rahawarin A-253 Perserikatan Daulatul Ummah 

304. Abdul Qadir Djaelani, SH. AA-259 Perserikatan Daulatul Ummah 

305. H. Hartono Mardjono, S.H. A-260 Perserikatan Daulatul Ummah 

306. Prof. DR. H. TGK. Muhibbuddin Waly, MA. A-274 Perserikatan Daulatul Ummah 

307. KH. Mucharor AM. A-275 Perserikatan Daulatul Ummah 

308. KH. Drs. Abdullah Al Wahdi A-276 Perserikatan Daulatul Ummah 

309. KH. Achmad Sjatari A-277 Perserikatan Daulatul Ummah 

310. Drs. Yunani Hashar A-278 Perserikatan Daulatul Ummah 

311. Ir. Mudahan Hazdie A-455 Perserikatan Daulatul Ummah 

312. Prof. Dr.Astrid S. Susanto A-218 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

313. Drs. H. A. Hamid Mappa A-279 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

314. FX. Sumitro, S.H. A-280 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

315. Drs. S. Massardy Kap hat A-281 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

316. Drs. Anthonius Rahail A-282 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

317. Dr. Sutradara Gintings A-456 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

318. Tjetje Hidayat Padmadinata A-457 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

319. Ismawan D.S. A-458 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

320. Indra Prayitno A-459 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

321. Drs. L.T. Susanto A-460 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

322. Biritus Joseph Rahawadan AA-461 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

323. Drs. H. Teuku Syahrul AA-283 Partai Golkar 

324. Drs. T.M. Nurlif A-284 Partai Golkar 

325. Drs. Baharuddin Aritonang, APT. A-285 Partai Golkar 

326. Drs. H. M. Syarfi Hutauruk A-286 Partai Golkar 

327. Edi Ramli Sitanggang, SH. A-287 Partai Golkar 

328. Rambe Kamarul Zaman, MSc. A-288 Partai Golkar 

329. Drs.H. Agusman ST. Basa A-289 Partai Golkar 

330. Drs.H. M. Azwir Dainy Tara A-290 Partai Golkar 

331. Drs.H. Dami Siska A-291 Partai Golkar 
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332. Drs. Rusydi Zen A-292 Partai Golkar 

333. Drs. DP. Datuk Labuan A-293 Partai Golkar 

334. Dra. Hj. Rosnaniar A-294 Partai Golkar 

335. Muhammad Aki!, BA. A-295 Partai Golkar 

336. Drs. Darwis Ridha A-296 Partai Golkar 

337. Drs. Anthony Zedra Abidin AA-297 Partai Golkar 

338. Drs. Tjarda Muchtar, MBA. A-298 Partai Golkar 

339. Harry Salman Farizi Sohar A-299 Partai Golkar 

340. Drs. Ridwan Mukti,AK., MBA. A-300 Partai Golkar 

341. Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc. A-301 Partai Golkar 

342. H. Marzuki Achmad, SH. A-302 Partai Golkar 

343. Ir .H. Rully Chairul Azwar A-303 Partai Golkar 

344. H. Ariady Achmad, B.Ac. A-304 Partai Golkar 

345. Djoko Purwongemboro AA-305 Partai Golkar 

346. Ir. Agusman Effendi A-306 Partai Golkar 

347. Ir. Akbar Tandjung A-307 Partai Golkar 

348. Hj. Gunarijah R.M. Kartasasmita, PhD. A-308 Partai Golkar 

349. Drs. Eldie Suwandie A-309 Partai Golkar 

350. Drs. H.M. Irsyad Djuwaeli AA-310 Partai Golkar 

351. Drs. Mohamad Aly Yahya A-311 Partai Golkar 

352. Drs. H. Mohammad Hatta, BBA. A-312 Partai Golkar 

353. Ir. H. Awai Kusumah, MSc A-313 Partai Golkar 

354. Djadja Subagdja Husien A-314 Partai Golkar 

355. Drs. Enggartiasto Lukito AA-315 Partai Golkar 

356. H. Mohammad S. Hidayat A-316 Partai Golkar 

357. Drs. H. Wasma Prayitno A-317 Partai Golkar 

358. Drs. Ade Komaruddin A-318 Partai Golkar 

359. Drs.H. Tubagus Haryono, SE. MM. AK. A-319 Partai Golkar 

360. Drs. Ferry Mursyidan Baldan A-320 Partai Golkar 

361. Drs. H. Paskah Suzetta, MBA. A-321 Partai Golkar 

362. Drs. A. Gumiwang Kartasasmita A-322 Partai Golkar 

363. H. Asep Ruhimat Sudjana A-323 Partai Golkar 

364. Ferdiansyah, SE. MM. A-324 Partai Golkar 

365. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa A-325 Partai Golkar 

366. Drs. H. A. Djahidin A-326 Partai Golkar 

367. Evita Asmalda, S.H. A-327 Partai Golkar 

368. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS. A-328 Partai Golkar 

369. K.H. Mohamad Fathoni,BA. A-329 Partai Golkar 

370. Ir. Daryatmo Mardiyanto A-330 Partai Golkar 

371. Bambang Sadono, SH. MH. A-331 Partai Golkar 

372. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi. A-332 Partai Golkar 

373. Drs. Priyo Budi Santoso A-333 Partai Golkar 
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374. Ir. H. Soeharsojo A-334 Partai Golkar 

375. Ny. Hj. Ir. Nikentari Musdiono A-335 Partai Golkar 

376. Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA. A-336 Partai Golkar 

377. GPBH Joyokusumo A-337 Partai Golkar 

378. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi A-338 Partai Golkar 

379. H. Hardisoesilo A-339 Partai Golkar 

380. Azhar Muchlis, S.H. A-340 Partai Golkar 

381. Drs.H. M. Irsyad Sudiro A-341 Partai Golkar 

382. Dra. Iris Indira Mukti,MA. A-342 Partai Golkar 

383. Ir.H. M. Ridwan Hisyam A-343 Partai Golkar 

384. M. Yahya Zaini, S.H. A-344 Partai Golkar 

385. Drs.H. Bambang W. Soeprapto A-345 Partai Golkar 

386. Drs. Sarwoko Soerjohoedojo A-346 Partai Golkar 

387. T. Arsen Rikson, S.H. A-347 Partai Golkar 

388. M. Aki! Mochtar, S.H. A-348 Partai Golkar 

389. Ir. Husni Thamrin A-349 Partai Golkar 

390. Dra. Hj. Chairunnisa,MA. A-350 Partai Golkar 

391. H. Abdullah Zaini, S.H. A-351 Partai Golkar 

392. Gusti lskandar Sukma Alamsyah AA-352 Partai Golkar 

393. Hasanuddin Murad, S.H. A-353 Partai Golkar 

394. H. Ahmadi Noor Su pit, MBA. A-354 Partai Golkar 

395. Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, MA.,C.Ed. A-355 Partai Golkar 

396. Andas Patombongi Tantri A-356 Partai Golkar 

397. Dra. Sylvia Ratnawati,MSc. A-357 Partai Golkar 

398. H. Effendi Jusuf, S.H. A-358 Partai Golkar 

399. Adi Putra Darmawan Tahir A-359 Partai Golkar 

400. Drs.H. Djamaluddin Sahidu A-360 Partai Golkar 

401. DR. Burhan Djabir Magenda, MA. A-361 Partai Golkar 

402. DR. Charles Jones Mesang A-362 Partai Golkar 

403. Marthin Briaseran, BSc. A-363 Partai Golkar 

404. J Drs .. M. Nailiu A-364 Partai Golkar 

405. Drs. Cornelis Tapatab A-365 Partai Golkar 

406. Drs. Immanuel Ekadianus Blegur A-366 Partai Golkar 

407. Dr. Lapoe Moekoe AA-367 Partai Golkar 

408. Drs. Setya Novanto A-368 Partai Golkar 

409. Natercia Do Menino Jesus Osorio Soares A-369 Partai Golkar 

410. Dr. Ny. H. Mariani Akib Baramuli A-370 Partai Golkar 

411. Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa A-371 Partai Golkar 

412. Syamsul Bachri, MSc. A-372 Partai Golkar 

413. Andi Mattalatta, SH. MH. A-373 Partai Golkar 

414. Drs. H. Fachri Andi Leluasa A-374 Partai Golkar 

415. Hamka Yandu YR. A-375 Partai Golkar 
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416. M. Idrus Marham A-376 Partai Golkar 

417. Drs. H. lbnu Munzir BW A-377 Partai Golkar 

418. Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo A-378 Partai Golkar 

419. H. Muhammad Malkan Amin A-379 Partai Golkar 

420. Drs. Yasril Ananta Baharuddin A-380 Partai Golkar 

421. Prof.Dr. Syahruddin Kaseng AA-381 Partai Golkar 

422. Dr. Hj. Maiwah Daud Ibrahim, MA. A-382 Partai Golkar 

423. Drs.H. AM. Nurdin Halid A-383 Partai Golkar 

424. Drs. Ibrahim Am bong, MA. A-384 Partai Golkar 

425. Prof. Dr. H. Anwar Arifin A-385 Partai Golkar 

426. Pedy Tandawuya, BA. A-386 Partai Golkar 

427. Dra. Yetje Lanasi A-387 Partai Golkar 

428. Muhammad Sothian Mile, SH. A-388 Partai Golkar 

429. Drs. Jasin B Idango Cono AA-389 Partai Golkar 

430. Drs. Berny Tamara A-390 Partai Golkar 

431. Drs. Djelantik Mokodompit A-391 Partai Golkar 

432. Drs. Hengky Baramuli, MBA. A-392 Partai Golkar 

433. H. M. Laode Djeni Hasmar, S.Sos. A-393 Partai Golkar 

434. Prof.Dr.H. Rustam E. Tamburaka, MA., Ph.D. A-394 Partai Golkar 

435. Drs. H. Anwar Adnan Saleh A-395 Partai Golkar 

436. Drs. Moh. Yamin Tawary A-396 Partai Golkar 

437. Hasanuddin Mochdar, SH. A-397 Partai Golkar 

438. Marthina Mehue Wally, SE. A-398 Partai Golkar 

439. Ir. S.M. Tampubolon A-399 Partai Golkar 

440. Alex Hasegem AA-400 Partai Golkar 

441. Drs. Ruben Gobay A-401 Partai Golkar 

442. Drs. Simon Patrice Morin A-402 Partai Golkar 

443. Leonardy Harmainy, MBA., BA BA-504 Partai Golkar 

444. Drs. H. M. Syah Manaf B-511 Partai Golkar 

445. H. Abdul Nurhaman, S.IP., M.Si. BA-516 Partai Golkar 

446. Prof. Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita B-519 Partai Golkar 

447. H. Sulaiman HB. B-538 Partai Golkar 

448. Drs. H. Fahrni Idris B-539 Partai Golkar 

449. Drs. H. Hamidhan B-540 Partai Golkar 

450. Ir. Edwin Kawilarang B-541 Partai Golkar 

451. Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. B-542 Partai Golkar 

452. Dr. H. A.A. Baramuli, S.H. B-547 Partai Golkar 

453. H. Mesir Suryadi, S.H. B-556 Partai Golkar 

454. Jan Lukas Ayomi, BA BA-563 Partai Golkar 

455. H. A. Afifuddin Thaib, S.H. B-566 Partai Golkar 

456. Muhidin M. Said B-576 Partai Golkar 

457. DR. H. Murad Husain B-577 Partai Golkar 
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458. Arus Abdul Karim, BA BA-579 Partai Golkar 

459. Drs. Freddy Latumahina B-586 Partai Golkar 

460. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu BA-595 Partai Golkar 

461. H. Zoerman Manap BA-602 Partai Golkar 

462. BudionoTan B-608 Partai Golkar 

463. H. Nur Aliansyah, BA B-611 Partai Golkar 

464. H. Harbiansyah Hanafiah B-612 Partai Golkar 

465. Dr.H. Abdul Gafur B-618 Partai Golkar 

466. Hj. Mega Putri Tarmizi, B.Sc. B-624 Partai Golkar 

467. Drs. Zainal Asmada B-627 Partai Golkar 

468. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. B-628 Partai Golkar 

469. H. R. Agung Laksono B-629 Partai Golkar 

470. H. Surunuddin D., M.B.A. B-630 Partai Golkar 

471. H. Aris Azhari Siagian A-404 Kebangkitan Bangsa 

472. Ir. H. Erman Suparno, MBA. Msi. A-405 Kebangkitan Bangsa 

473. H. Awaluddin Burhanan A-406 Kebangkitan Bangsa 

474. Ki. Umar Anshori A-408 Kebangkitan Bangsa 

475. DR. K.H. Noor Moh. Iskandar, SQ. A-409 Kebangkitan Bangsa 

476. K.H. Ma'ruf Amin A-410 Kebangkitan Bangsa 

477. Drs. K.H. Moh. Dawam Anwar. A-411 Kebangkitan Bangsa 

478. Drs.H. Agus Suflihat Mahmud A-412 Kebangkitan Bangsa 

479. K.H. R. Imang Mansur Burhan A-413 Kebangkitan Bangsa 

480. K.H. SyariefUsman Yahya A-414 Kebangkitan Bangsa 

481. Drs. Abdul Khaliq Ahmad A-415 Kebangkitan Bangsa 

482. Drs.H. Z. Arifin Djunaedi, M.B.A. A-416 Kebangkitan Bangsa 

483. K.H. Hanief Muslich, LC. A-417 Kebangkitan Bangsa 

484. H. Abdul Wahid Karim A-418 Kebangkitan Bangsa 

485. Andi Najmi Fuadi, S.H. A-420 Kebangkitan Bangsa 

486. H. Imam Churmen A-421 Kebangkitan Bangsa 

487. K.H. Cholil Bisri A-423 Kebangkitan Bangsa 

488. Chatibul Umam Wiranu AA-424 Kebangkitan Bangsa 

489. Dr. K.H. Nur Iskandar, M.A. A-425 Kebangkitan Bangsa 

490. Drs. Aly As'ad A-426 Kebangkitan Bangsa 

491. A. Effendy Choirie A-427 Kebangkitan Bangsa 

492. Drs. Ir. Ansor Cholil A-428 Kebangkitan Bangsa 

493. Drs. A. Muhaimin lskandar, Msi. A-429 Kebangkitan Bangsa 

494. Drs. K.H. Amanullah AR. A-430 Kebangkitan Bangsa 

495. Ahmad Mubasyir Mahfud A-431 Kebangkitan Bangsa 

496. K.H. M. Tsabit Khazin A-432 Kebangkitan Bangsa 

497. K.H. Fuad Amin Imron A-433 Kebangkltan Bangsa 

498. Drs. Susono Yusuf A-434 Kebangkltan Bangsa 

499. Drs. Amin Said Husni A-435 Kebangkltan Bangsa 
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500. Ora. Hj. Umroh M. Tholhah Mansur A-436 Kebangkitan Bangsa 

501. K.H. Yusuf Muhammad, LML. A-437 Kebangkitan Bangsa 

502. K.H. Muhyiddin Suwondo, M.A. A-438 Kebangkitan Bangsa 

503. H. M. Abdul Mudjib Musta'in, S.H.,M.Si. A-439 Kebangkitan Bangsa 

504. H. Rodjil Ghufron AS, S.H. A-440 Kebangkitan Bangsa 

sos. Ir. Tari Siwi Utami A-441 Kebangkitan Bangsa 

506. Ors. Nur Hasan A-442 Kebangkitan Bangsa 

507. Abdul Wahid Aziz A-443 Kebangkitan Bangsa 

508. Ors. Ali Masykur Musa, M.Si. A-444 Kebangkitan Bangsa 

509. Ors. H.M. Sofwan Chudhorie A-446 Kebangkitan Bangsa 

510. Ora. Ida Fauziyah A-447 Kebangkitan Bangsa 

511. H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si., A-448 Kebangkitan Bangsa 

512. H. Amru Al Mutashim, S.H., MM. AA-449 Kebangkitan Bangsa 

513. Letko). Pol. (Purn) Ors. A. Syatibi A-450 Kebangkitan Bangsa 

514. H. Syaifullah Adnawi, S.H. A-451 Kebangkitan Bangsa 

515. K.H. Khalilurrahman A-452 Kebangkitan Bangsa 

516. K.H. Machrus Usman A-453 Kebangkitan Bangsa 

517. H.M. Mochtar Noer Jaya, S.E.M.Si A-454 Kebangkitan Bangsa 

518. Ors. KH.HB. Syarief Muhammad Alaydarus B-520 Kebangkitan Bangsa 

519. K.H. Dimyati Rois B-524 Kebangkitan Bangsa 

520. KH. M. Anwar Iskandar B-526 Kebangkitan Bangsa 

521. H. Safrin Romas, M.B.A. B-621 Kebangkitan Bangsa 

522. Subiakto Tjakra Werdaya B-529 Kebangkitan Bangsa 

523. Letjen. TNI Agus Widjaja AA-463 TNI/Polri 

524. Brigjen. TNI Arifuddin Andi Manrihu, S.H. AB-464 TNI/Polri 

525. Brigjen. TNI Ors. Oarsup Yusuf, S.H., MSc. AB-465 TNI/Polri 

526. Mayjen TNI Abdul Rachman Gaffar, S.H., S.IP., AA-466 TNI/Polri 
MSc. 

527. Mayjen.TNI Ors. Ojasrin Marin, S.H. AA-467 TNI/Polri 

528. Mayjen TNI lping Somantri, S.H. AA-468 TNI/Polri 

529. Mayjen TN! Syamsul Ma'arif. AA-469 TNI/Polri 

530. Mayjen TNI Ran Tanudjiwa, S.H., MSc., MBA. AA-470 TNI/Polri 

531. Mayjen. TNI Slamet Suprijadi, S.IP. AA-471 TNI/Polri 

532. Mayjen. TNI Soetadji, SE., S.IP. MM. AA-472 TNI/Polri 

533. Mayjen. TNI Max Markus Tamaela AA-473 TNI/Polri 

534. Brigjen TNI.H. Suwadji M., S.IP A-474 TNI/Polri 

535. Kol. Inf. Abdul Rachman Husin AA-475 TNI/Polri 

536. Brigjen.TNI Sugih Mangun Sukarto AA-476 TNI/Polri 

537. Brigjen. TNI Kohirin Suganda Saputra. MSc AA-477 TNI/Polri 

538. Kol. Inf. Proyogo, S.IP. A-478 TNI/Polri 

539. Letkol. CHK (K) Ora. Purwanti, SH. AA-479 TNI/Polri 

540. Kolonel Laut (S) R. Sulistyadi, S.IP., MM. AB-480 TNI/Polri 

541. Kolonel Laut (K) TNI Moeryono Aladin, S.IP., AB-481 TNI/Polri 
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Drg.,MM. 

542. Laksma. TN! Dauhan Syamsuri AB-482 TNI/Polri 

543. Laksma.TNI Franklin William Kayhatu AA-483 TNI/Polri 

544. Laksda.TNI Heribertus Sudiro AA-484 TNI/Polri 

545. Brigjen. TN! (Mar) Nono Sukarno AA-485 TNI/Polri 

546. Laksma. TN! Ishak Latuconsia, M.Sc. A-486 TNI/Polri 

547. Kol.Laut. Christina M. Rantetana, S.K.M.,M.P.H. A-487 TNI/Polri 

548. Marsda.TNI H. E. Tatang Kurniadi, Psc., SH., AA-488 TNI/Polri 
MM. 

549. Marsda.TNI H. Suparno Muanam, SE. A-489 TNI/Polri 

550. Marsda.TNI Bachrum Rasir AA-490 TNI/Polri 

551. Marsma.TNI Pieter LD. Wattimena, S.IP., MBA. AA-491 TNI/Polri 

552. Marsda.TNI Ronggo Soenarso, S.IP. A-492 TNI/Polri 

553. Marsma.TNI Sudirman, SE., M.Si. A-493 TNI/Polri 

554. Marsma. TN!. Suwitno Adi, S.IP. A-494 TNI/Polri 

555. Kol. Adm. Rukmini, S.IP. A-495 TNI/Polri 

556. Mayjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa A-496 TNI/Polri 

557. Irjen. Pol. Drs. Gendro Budi Santoso AA-497 TNI/Polri 

558. Brigjen. Pol. Drs. Posma Lumban To bing A-498 TNI/Polri 

559. Brigjen. Pol. Drs. Paiman A-499 TNI/Polri 

560. Brigjen. Pol. Drs. Supriadi A-500 TNI/Polri 

561. Drs. H. A. Nazri Adlani C-631 Utusan Golongan 

562. Afandi Ridhwan C-632 Utusan Golongan 

563. Drs. H. A. Rosyad Sholeh C-633 Utusan Golongan 

564. DR. KH. Said Agil Sirajd, MA. CA-634 Utusan Golongan 

565. Dr. Amalia Juanita Amin CA-635 Utusan Golongan 

566. Habib Syech bin Ali Al Jufri C-636 Utusan Golongan 

567. H. Ali Binnur C-637 Utusan Golongan 

568. H.KusnadiAbdulHafid C-638 Utusan Golongan 

569. H. Usep Fathuddin, M.Ps. CA-639 Utusan Golongan 

570. DR. Hj. Tutty Alawiyah AS CA-640 Utusan Golongan 

571. Drs. H. Hamim Thohari C-641 Utusan Golongan 

572. Drs.KH. Siddiq Aminullah C-642 Utusan Golongan 

573. Harun Kami!, S.H. C-643 Utusan Golongan 

574. H. Aziddin, S.E. C-644 Utusan Golongan 

575. Hj. F. Titi Vharmana C-645 Utusan Golongan 

576. !bu Gedong Bagoes Oka C-646 Utusan Golongan 

577. Dra. Siti Hartati Murdaya C-647 Utusan Golongan 

578. Pdt, DR. Ishak Pamumbu Lambe C-648 Utusan Golongan 

579. Pdt. Dr. Markus Daniel Wakkary C-649 Utusan Golongan 

580. Ir. A. Djoko Wiyono, M.Sc. C-650 Utusan Golongan 

581. Prof. Dr. Sri Edi Swasono CA-651 Utusan Golongan 

582. Ir. Adiwarsita Adinegoro C-652 Utusan Golongan 
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583. Ir. H. Mohammad Iqbal C-653 Utusan Golongan 

584. Sutjipto, S.H. C-654 Utusan Golongan 

585. Ir. Frederick Batong C-655 Utusan Golongan 

586. Ir. Sumyaryo Sumiskum CA-656 Utusan Golongan 

587. Ir. Siswono Yudhohusodo C-657 Utusan Golongan 

588. Ir. Haryadi B. Sukamdani, M.M. C-658 Utusan Golongan 

589. Sunarti C-659 Utusan Golongan 

590. Malilci C-660 Utusan Golongan 

591. H. Kasmin Bin Sailan C-661 Utusan Golongan 

592. Drs. Ase Imus Robertus Mecer C-662 Utusan Golongan 

593. John Onan Lanta' A, BA. C-663 Utusan Golongan 

594. Teddy Th. Kedeykoto C-664 Utusan Golongan 

595. Fikri Thalib, SM.Hk C-665 Utusan Golongan 

596. Syamsul Masri CA-666 Utusan Golongan 

597. Dr. Ir. G.M. Tampubolon C-667 Utusan Golongan 

598. Djoko Mursito Hoemardani C-668 Utusan Golongan 

599. Dr. Achmad Mubarok, M.A. C-669 Utusan Golongan 

600. Drs. Achmad Zacky Siradj C-670 Utusan Golongan 

601. Drs. Ki. H. lrpan Kusumohadibroto, B.Sc. CA-671 Utusan Golongan 

602. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA-672 Utusan Golongan 

603. Sabam Pandapotan Siagian C-673 Utusan Golongan 

604. Mohamad Assegaf, SH. C-674 Utusan Golongan 

605. RMH. Heroe Syswanto NS. C-675 Utusan Golongan 

606. Drs. H. Djakaria Machmud CA-676 Utusan Golongan 

607. Warsito Puspoyo, S.H. C-677 Utusan Golongan 

608. Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. C-678 Utusan Golongan 

609. Drs. A. Hasan Segeiyr, AK. C-679 Utusan Golongan 

610. Malik Ridwan Badai, S.H. C-680 Utusan Golongan 

611. Soebiantoro Soemantoro, SE. CA-681 Utusan Golongan 

612. Anak Agung Gde Agung, M.B.A. C-682 Utusan Golongan 

613. Dra. Ami Siamsidar Budiman C-683 Utusan Golongan 

614. Nursyahbani Katjasungkana, S.H. C-684 Utusan Golongan 

615. Azharuddin Nasution, S.H. CA-685 Utusan Golongan 

616. RaisAbin C-686 Utusan Golongan 

617. Drs. Soejitno Hardjoesoediro C-687 Utusan Golongan 

618. Haji Andi Sose C-688 Utusan Golongan 

619. Sri Mulyono Herlambang C-689 Utusan Golongan 

620. H. Arief Biki C-690 Utusan Golongan 

621. Sulasmi Bohon Tabroni C-691 Utusan Golongan 

622. Dra. Inne E.A. Soekaryo, Apt. C-692 Utusan Golongan 

623. Dra. Hj. Djuriah Latuconsina CA-693 Utusan Golongan 

624. Dra. Mary B. Harun C-694 Utusan Golongan 
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625. Hj. Azizah Sri Wedari Imam C-695 Utusan Golongan 

626. Irman Gusman, SE., M.B.A. B-501 Utusan Daerah 

627. Ir. Januar Muin B-502 Utusan Daerah 

628. DR. H. Mochtar Nairn B-505 Utusan Daerah 

629. H. M. Hatta Mustaffa, S.H. B-508 Utusan Daerah 

630. H. Ramli Sutanegara, SE., MBA., MSc. BA-510 Utusan Daerah 

631. H. Djojo Sutrisno, B-517 Utusan Daerah 

632. Barn bang Raya Saputra B-525 Utusan Daerah 

633. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H. Dip I.Ed., M.Sc B-528 Utusan Daerah 

634. Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. B-530 Utusan Daerah 

635. Abdul Rasyid AS. BA-531 Utusan Daerah 

636. Ir. Nusa J. Toendan B-532 Utusan Daerah 

637. Hidayattullah S. Kurik, MBA BA-533 Utusan Daerah 

638. Garinda Jamin, B.E. B-534 Utusan Daerah 

639. K.H. Haderani HN. B-535 Utusan Daerah 

640. H. M. Syamsiwal Qamar B-536 Utusan Daerah 

641. Prof. Ors. Ishak Pulukandang B-543 Utusan Daerah 

642. Dr. Frits H. Eman Ph. D. B-545 Utusan Daerah 

643. DR. Harifuddin Cawidu BA-546 Utusan Daerah 

644. Ors. H. M. Iskandar Mandji BA-548 Utusan Daerah 

645. Dr Andi Jaya Sose, M.B.A. B-549 Utusan Daerah 

646. H. M. Aksa Mahmud B-550 Utusan Daerah 

647. Hj. Siti Raehanun Z.A.M. B-557 Utusan Daerah 

648. Ors. H. Muchlis Ibrahim B-559 Utusan Daerah 

649. Baiq lsvie Rufaeda, S.H. B-560 Utusan Daerah 

650. Budi Baldus Waromi B-561 Utusan Daerah 

651. Sulaeman L. Hamzah B-562 Utusan Daerah 

652. A.G. Subadi, S.H. B-564 Utusan Daerah 

653. John R. Fachiri, S.H. B-565 Utusan Daerah 

654. Dipl. Ing. H. Bambang Prajitno Soeroso B-567 Utusan Daerah 

655. Ors. Iwan N. Aksa M.B.A. B-568 Utusan Daerah 

656. Basri Muhammad B-569 Utusan Daerah 

657. Ors. Banda Amin C. Kader, M,M. B-570 Utusan Daerah 

658. Herman Prayitno B-572 Utusan Daerah 

659. H. Purdi E Chandra SE., M.B.A. B-573 Utusan Daerah 

660. Ors. Abdul Kadir Makarim BA-581 Utusan Daerah 

661. Melcias Markus Mekeng B-582 Utusan Daerah 

662. Ors. Mech Paul Pedama Mangalae Saba B-583 Utusan Daerah 

663. Ors. Herman Y.L. Wutun B-584 Utusan Daerah 

664. Ir. Vincen T. Radja B-585 Utusan Daerah 

665. A. Fatah Syah Doa B-587 Utusan Daerah 

666. Ors. T. Ferdinand Simangunsong B-592 Utusan Daerah 
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667. H. Said Galib Husin B-597 Utusan Daerah 

668. H. Oesman Sapta B-606 Utusan Daerah 

669. H. Azali Djohan, S.H. B-598 Utusan Daerah 

670. Drs. Mahdini, M.A. B-599 Utusan Daerah 

671. Prof. Dr. Amir Luthfi B-600 Utusan Daerah 

672. Drs. H. Azhari DS. B-601 Utusan Daerah 

673. H. Abu Hasan, M.A. B-604 Utusan Daerah 

674. Ramli Thaha, S.H. B-605 Utusan Daerah 

675. Drs. M. lkot Rinding B-609 Utusan Daerah 

676. DR. Chairil Effendi, M.S. B-610 Utusan Daerah 

677. Laden Mering, S.H. B-615 Utusan Daerah 

678. Drs. Ghazali Abbas Adan B-619 Utusan Daerah 

679. H.F. Muchtar Sani Badrie, B.Sc. B-623 Utusan Daerah 

680. H. M. Said Pidani, BBA. BA-626 Utusan Daerah 
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Lampiran 10 
Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR-RI Tahun 2001-2002 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PIMPINAN DAN ANGGOTA 
PANITIAAD HOCl BADAN PEKERJA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2001-2002 

PIMPINAN PANITIA AD HOC I 

Wakll Ketua 
Harun Kamil, S.H. 

(F-UG) 

Ketua 
Ors. Jakob Toblng, M.P.A. 

(F-PDIP) 

Wakll Ketua 
Drs. H. Slamat Effandy Yusuf 

(F-PG) 

Sekretarls 
Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. 

(F-KB) 



ANGGOTA PANITIAAD HOCI 

Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. MA. 
(F-PDIP) 

Ors. Frans F.H. Matrutty 
(F-PDIP) 

Ors. Katin Subyantoro 
(F-PDIP) 

Mayjen. Pol. (Purn) 
Ors. Sutjlpno 

(F-PDIP) 

t 
Ors. Soewarno 

(F-PDIP) 

Dr. Harjono, S.H. MCL. 
fF-POIP\ 

Ir. Pataniari Siahaan 
(F-PDIP) 

I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H. 
(F-PDIP) 

Hobbes Slnaga, S.H., M.H. 
(F-PDIP) 

H. Haryanto Taslam 
(F-PDIP) 
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Ir. H. Rully Chairul Azwar 
(F-PG) 

Drs. H. Amidhan 
(F-PG) 

Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. 
(F-PG) 

Andi Mattalatta, SH. MH. 
(F-PG) 

Ir. Ahmad Hafiz Zawawl, MSc. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Drs. Baharuddln Arltonang, APT. 
(F-PG) (F-PG) (F-PG) 

Drs. T.M. Nurllf 
(F-PG\ 

H. Zain Badjeber 
(F-PPP) 

Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS. H. , S.H. 
(F-PG) 

H. All Hardi Klaldemak, S.H. 
(F-PPP) 

Drs. H. Lukman Hakim Salfuddln 
(F-PPP) 



K.H. Yusuf Muhammad, LML. 
(F-KB) 

Ir. A.M. Luthfi 
(F-Reformasl) 

Hamdan Zoelva, S.H. 
(F-Bulan Bintang) 

Gregorius Seto Harianto 
(F-PDKB) 

Ors. Ah~ Siradj 
.._:U~ - -

DR. 

lrjen. Pol. Ors. I. Ketut Astawa 
(F-TNI/Polri) 

Sutjipto, S.H • 
(F-UG) 

859 



Dra. Psi. S.H. 
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Lampiran 11 
Pimpinan Komisi A MPR RI Tahun 2001-2002 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

PIMPINAN KOMISI A 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TAHON 2001-2002 

Wakll Ketua 

PIMPINAN KOMISI A MPR RI 

Ketua 
Ors. Jakob lobing, M.P.A. 

(F-POIP) 

Wakll Ketua 
Ors. Theo L. Sambuaga, M.A. 

(F-PG) 

Wakll Ketua 
Harun Kamil, S.H. 

(F-UG) 
H. Zain Badjeber 

(F-PPP) 

Wakil Ketua 
K. H. Nadjih Ahjad 

(F-PBB) 

Wakil Ketua 
Gregorius Seto Hariyanto 

(F-POKB) 

Wakil Ketua 
lrjen. Pol. Ors. I. Ketut Astawa 

(F-TNI/Polri) 

Wakll Ketua 
H. Amrul Al Mu'tashlm 

(F-PKB) 

Wakil Ketua 
H. M. Hatta Mustafa, S.H. 

(F-UO) 
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Lampiran 12 
Daftar Nama Anggota Komisi A MPR RI Tahon 2002 

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI A MPR RI 

NO. NAMA NO. FRAKSI 
ANGGOTA 

1 2 3 4 

1. Indira Damayanti Bambang Sugondo A-66 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

2. Pataniari Siahaan A-77 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

3. Roy B.B. Janis, SH. A-93 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

4. KH. Achmad Aries Munandar, M.Sc. A-99 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

5. Agus Mulya Djumhana A-121 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

6. Ir. Bambang Pranoto, M.M. A-130 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

7. Soekarjo Hardjo Soewiryo, S.H. AA-97 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

8. Soepjan Rahardjo, BA. A-139 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

9. H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc. A-153 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

10. H. Amin Aryoso, S.H. A-157 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

11. Ir. Pramono Anung W., MM. A-163 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

12. Suwignjo, BA. H. A-164 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

13. Ir. Agnita Singadekane Irsal A-79 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

14. H. Julius Usman A-98 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

15. Max Moein, MA. MBA A-179 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

16. Dwi Ria Latifa, S.H. AA-112 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

17. Pdt. Lukas Sabarofak A-211 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

18. Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sidharto Dabnusubroto, A-120 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
SH. 

19. Prof. DR. JE. Sahetapy, SH., MA. A-208 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

20. Ir. Zaenal Arifin A-111 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

21. Solichin Gautama Purwanagara B-518 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

22. H. Sambas Soerjadi A-119 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

23. Gunawan Wirosaroyo A-144 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

24. Ir. Heri Achmadi A-169 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

25. Jaka A. Singgih B-603 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

26. Prof. Dr. Muchtar Buchori A-133 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

27. Ramson S., MBA. A-135 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

28. Ir. Meilono Soewondo,MBA. A-177 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

29. H. Rizal Effendi, S.E. B-613 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

30. Drs. Jakob Tobing, MPA. A-141 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

31. Drs. H. Soekarno B-614 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

32. Abdul Madjid A-161 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
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33. Drs. Zoned Moersi A-170 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

34. H. Haryanto Taslam A-173 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

35. H. Imam Mundjiat, S.H. A-185 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

36. Agustin Teras Narang, S.H. A-180 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

37. Mayjend. Pol. (Purn.) Drs. Soetjipno Tjokrosuyono B-513 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

38. Dr. Harjono, S.H. MCL. B-527 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

39. Tjandra Widjaja A-181 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

40. V.B. Da Costa, SH. A-195 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

41. I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H. B-552 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

42. I Gusti Bagus Marsri, S.H. B-554 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

43. Zulfan Lindan A-64 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

44. Drs. Frans F.H. Matrutty B-590 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

45. Ir. Arifin Panigoro A-104 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

46. Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo A-89 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

47. Theo Syafei A-207 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

48. Sukono A-162 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

49. Didi Supriyanto, S.H. A-114 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

so. Drs. Paul S. Baut, S.Mf. A-212 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

51. A DR. W. Bathara Goa, MA., MSc. A-167 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

52. Matt Al Amin Kraying, S.H. A-BB Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

53. Ronny B.S. Hutagaol A-200 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

54. Ir. Sujarwo Sukardiman A-168 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

55. Moegiono, S.H. B-522 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

56. Teuku Bachrum Manyak B-620 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

57. Marah Simon Mhd. Syah, SH. A-73 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

SB. Drs. I Made Urip A-192 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

59. Akhmad Havizi Kurnain A-182 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

60. Ir. Daniel Budi Setiawan, M.M. A-148 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

61. I Nyoman Gunawan, SH., MBA., MSc. A-190 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

62. Drs. T.M. Nurlif A-284 Partai Golkar 

63. Drs. Baharuddin Aritonang, APT. A-285 Partai Golkar 

64. Prof.Dr.H. Rustam E. Tamburaka, MA., Ph.D. A-394 Partai Golkar 

65. Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc. A-301 Partai Golkar 

66. Ir. Akbar Tandjung A-307 Partai Golkar 

67. H. Ahmadi Noor Supit, MBA. A-354 Partai Golkar 

68. Drs. A. Gumiwang Kartasasmita A-322 Partai Golkar 

69. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa A-325 Partai Golkar 

70. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS. A-328 Partai Golkar 

71. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si A-332 Partai Golkar 

72. Drs. Eldie Suwandie A-309 Partai Golkar 

73. Andi Mattalatta, SH. MH. A-373 Partai Golkar 

74. Drs. H. lbnu Munzir BW A-377 Partai Golkar 
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75. Drs.H. AM. Nurdin Halid A-383 Partai Golkar 

76. Pedy Tandawuya, BA. A-386 Partai Golkar 

77. Dra. Yetje Lanasi A-387 Partai Golkar 

78. Drs. Immanuel Ekadianus Blegur A-366 Partai Golkar 

79. H. Abdul Nurhaman, S.IP., Msi. BA-516 Partai Golkar 

80. T. Arsen Rikson, S.H. A-347 Partai Golkar 

81. Drs. H. Amidhan B-540 Partai Golkar 

82. Drs. Theo L. Sambuaga, MA. B-542 Partai Golkar 

83. Drs. Anthony Zedra Abidin AA-297 Partai Golkar 

84. Drs. Darwis Ridha A-296 Partai Golkar 

85. Dr. Ny. H. Mariani Akib Baramuli A-370 Partai Golkar 

86. Drs. Zainal Asmada B-627 Partai Golkar 

87. H. Surunuddin D., M.B.A. B-630 Partai Golkar 

88. H. A. Afifuddin Thaib, S.H. B-566 Partai Golkar 

89. Dr. H. A.A. Baramuli, S.H. B-547 Partai Golkar 

90. Drs. Cornelis Tapatab A-365 Partai Golkar 

91. Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa A-371 Partai Golkar 

92. Drs. H. M. Syah Manaf B-511 Partai Golkar 

93. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA. A-382 Partai Golkar 

94. Dr.H. Abdul Gafur B-618 Partai Golkar 

95. H. M. Laode Djeni Hasmar, S.Sos. A-393 Partai Golkar 

96. Djoko Purwongemboro AA-305 Partai Golkar 

97. Marthina Mehue Wally, SE. A-398 Partai Golkar 

98. Andas Patombongi Tantri A-356 Partai Golkar 

99. H. Ariady Achmad, B.Ac. A-304 Partai Golkar 

100. Drs. H. Fahrni Idris B-539 Partai Golkar 

101. Marthin Briaseran, BSc. A-363 Partai Golkar 

102. H. Effendi Jusuf, S.H. A-358 Partai Golkar 

103. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. B-628 Partai Golkar 

104. Ir.H. Rully Chairul Azwar A-303 Partai Golkar 

105. M. Akil Mochtar, S.H. A-348 Partai Golkar 

106. Drs. Ade Komaruddin A-318 Partai Golkar 

107. H. Hardisoesilo A-339 Partai Golkar 

108. Drs. Simon Patrice Morin A-402 Partai Golkar 

109. Ny. Hj. Ir. Nikentari Musdiono A-335 Partai Golkar 

110. Drs.H. Tubagus Haryono, SE. MM. AK. A-319 Partai Golkar 

111. H. Zain Badjeber, A-28 Partai Persatuan Pembangunan 

112. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin A-41 Partai Persatuan Pembangunan 

113. H. Burhanuddin Somawinata AA-24 Partai Persatuan Pembangunan 

114. H. Sofyan Usman AA-25 Partai Persatuan Pembangunan 

115. DR. Ir. H. A. M. Saefuddin A-33 Partai Persatuan Pembangunan 

116. H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. A-34 Partai Persatuan Pembangunan 
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117. K.H. Abdullah Ubab Maemon Zubair. A-38 Partai Persatuan Pembangunan 

118. Hj. Chodidjah H.M. Saleh A-40 Partai Persatuan Pembangunan 

119. M. Sjaiful Rachman, S.H. A-23 Partai Persatuan Pembangunan 

120. H. Mohammad Thahir Saimima, SH. A-59 Partai Persatuan Pembangunan 

121. H. Syahruddin Kadir B-580 Partai Persatuan Pembangunan 

122. Drs., H. Nu'manAbdul Hakim. A-29 Partai Persatuan Pembangunan 

123. Drs. H. Maksum Zaeladry A-30 Partai Persatuan Pembangunan 

124. H. Abdul Azzis lmran Pattisahusiwa, S.H. B-588 Partai Persatuan Pembangunan 

125. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA. A-45 Partai Persatuan Pembangunan 

126. KH. Endang Zainal Abidin A-26 Partai Persatuan Pembangunan 

127. Prof. DR. TGK. H. Baihaqi Ak. A-3 Partai Persatuan Pembangunan 

128. Drs. K.H. Ahmad Bahri Bakir A-44 Partai Persatuan Pembangunan 

129. Drs. H. M. Abduh Paddare AA-12 Partai Persatuan Pembangunan 

130. Ir. H. Abdul Kadir Ismail A-14 Partai Persatuan Pembangunan 

131. KH. Munzir Tamam, MA. A-21 Partai Persatuan Pembangunan 

132. Drs. H. Sa'adun Syibromelisi A-22 Partai Persatuan Pembangunan 

133. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. A-444 Kebangkitan Bangsa 

134. Drs. A. Muhaimin lskandar, Msi. A-429 Kebangkitan Bangsa 

135. Ir. H. Erman Suparno, MBA., Msi. A-405 Kebangkitan Bangsa 

136. H. Amru!AL Mutashim, SH., MM. AA-449 Kebangkitan Bangsa 

137. K.H. SyariefUsman Yahya A-414 Kebangkitan Bangsa 

138. K.H. Yusuf Muhammad, LML. A-437 Kebangkitan Bangsa 

139. K.H. Ma'ruf Amin A-573 Kebangkitan Bangsa 

140. Andi Najmi Fuadi, S.H. A-420 Kebangkitan Bangsa 

141. H. M. Abdul Mudjib Musta'in, S.H.,M.Si. A-439 Kebangkitan Bangsa 

142. H. Rodjil Ghufron AS, S.H. A-440 Kebangkitan Bangsa 

143. H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si., A-448 Kebangkitan Bangsa 

144. H. Syaifullah Adnawi, S.H. A-451 Kebangkitan Bangsa 

145. Drs. lr. Ansor Cholil A-428 Kebangkitan Bangsa 

146. KH. M. Anwar lskandar B-526 Kebangkitan Bangsa 

147. Drs. Amin Said Husni A-435 Kebangkitan Bangsa 

148. Dra. Ida Fauziyah A-447 Kebangkitan Bangsa 

149. Drs. Aly As'ad A-426 Kebangkitan Bangsa 

150. Drs. Susono Yusuf A-434 Kebangkitan Bangsa 

151. Ir. A.M. Luthfi A-235 Reformasi 

152. H. Patrialis Akbar, SH. A-223 Reformasi 

153. Drs. Joko Susilo, M.A. A-241 Reformasi 

154. Mashadi A-273 Reformasi 

155. Dra. Hj. Nurdiati Akma A-249 Reformasi 

156. Suminto Martono, SH. A-230 Reformasi 

157. Ir. Amri Husni Siregar A-221 Reformasi 

158. DR. Ahmad Sanoesi Tambunan A-222 Reformasi 
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159. Ors. H. A.M. Fatwa A-232 Reformasi 

160. Ors. KH. Muchtar Adam A-236 Reformasi 

161. H. Bachtiar Ibrahim B-591 Reformasi 

162. DR. Fuad Bawazier, M.A. B-574 Reformasi 

163. H. Mutammimul 'Ula, S.H. A-272 Reformasi 

164. Prof. Dr. H. Moh. Askin, SH. A-251 Reformasi 

165. Ors. Zulkifli Halim AA-244 Reformasi 

166. Hamdan Zoelva, S.H. A-265 Partai Bulan Bintang 

167. H. Ahmad Sumargono, SE. A-258 Partai Bulan Bintang 

168. KH. NadjihAhjad A-263 Partai Bulan Bintang 

169. Ir. H. Amaruddin Djajasubita A-60 Partai Bulan Bintang 

170. Ors. H. Bondan Abdul Majid AA-262 Partai Bulan Bintang 

171. Ors. H. M. Qasthalani, LML. A-264 Partai Bulan Bintang 

172. Tjetje Hidayat Padmadinata A-457 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

173. Ors. Anthonius Rahail A-282 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

174. Prof. Dr. Astrid S. Susan to A-218 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

175. Dr. Sutradara Gintings A-456 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

176. Biritus Joseph Rahawadan AA-461 Kebangkitan Kebangsaan Indonesia 

177. Ors. H. Asnawi Latief A-1 Perserikatan Daulatul Ummah 

178. Sayuti Rahawarin A-253 Perserikatan Daulatul Ummah 

179. KH. Mucharor AM. A-275 Perserikatan Daulatul Ummah 

180. H. Hartono Mardjono, S.H. A-260 Perserikatan Daulatul Ummah 

181. Gregorius Seto Harianto A-215 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 

182. Letkol. CHK (K) Ora. Purwanti, SH. AA-479 TNI/Polri 

183. Mayjen. TNI Soetadji, S.E., S.IP., MM AA-472 TNI/Polri 

184. Marsda.TNI H. E. Tatang Kurniadi, Psc., SH., MM. AA-488 TNI/Polri 

185. Irjen. Pol. Ors. Gendro Budi Santoso AA-497 TNI/Polri 

186. Lakma. TNI Ishak Latuconsia, M.Sc. A-486 TNI/Polri 

187. Marsma. TNI. Suwitno Adi, S.IP. A-494 TNI/Polri 

188. Brigjen. TNI Arifuddin Andi Manrihu, S.H. AB-464 TNI/Polri 

189. Brigjen.TNI Sugih Mangun Sukarto AA-476 TNI/Polri 

190. Kolonel Laut (S) R. Sulistyadi, S.IP., MM. AB-480 TNI/Polri 

191. Laksma. TNI Dauhan Syamsuri AB-482 TNI/Polri 

192. Irjen. Pol. Ors. I KetutAstawa A-496 TNI/Polri 

193. Mayjen. TNI Slamet Suprijadi, S.IP. AA-471 TNI/Polri 

194. Mayjen TNI Abdul Rachman Gaffar, S.H., S.IP., MSc. AA-466 TNI/Polri 

195. Mayjen TN! Syamsul Ma'arif. AA-469 TNI/Polri 

196. Ir. Januar Muin B-502 Utusan Daerah 

197. H. M. Hatta Mustaffa, S.H. B-508 Utusan Daerah 

198. Laden Mering, S.H. B-615 Utusan Daerah 

199. A. Fatah Syah Doa B-587 Utusan Daerah 

200. Budi Baldus Waromi B-561 Utusan Daerah 
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201. Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H. Dipl.Ed., M.Sc B-528 Utusan Daerah 

202. Ir. Vincen T. Radja B-585 Utusan Daerah 

203. Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc. B-530 Utusan Daerah 

204. H. Said Galib Husin B-597 Utusan Daerah 

205. Prof. Dr. Amir Luth fl B-600 Utusan Daerah 

206. DR. Chairil Effendi, M.S. B-610 Utusan Daerah 

207. DR. Harifuddin Cawidu BA-546 Utusan Daerah 

208. Drs. Abdul Kadir Makarim BA-581 Utusan Daerah 

209. Drs. Herman Y.L. Wutun B-584 Utusan Daerah 

210. K.H. Haderani HN. B-535 Utusan Daerah 

211. Ramli Thaha, S.H. B-605 Utusan Daerah 

212. H. Azali Djohan, S.H. B-598 Utusan Daerah 

213. H. Oesman Sapta B-606 Utusan Daerah 

214. Dr Andi Jaya Sose, M.B.A. B-549 Utusan Daerah 

215. Ir. H. Mohammad Iqbal C-653 Utusan Golongan 

216. Sutjipto, S.H. C-654 Utusan Golongan 

217. Pdt. Dr. Markus Daniel Wakkary C-649 Utusan Golongan 

218. Harun Kami!, S.H. C-643 Utusan Golongan 

219. Teddy Th. Kedeykoto C-664 Utusan Golongan 

220. Drs. Achmad Zacky Siradj C-670 Utusan Golongan 

221. Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. C-678 Utusan Golongan 

222. Soebiantoro Soemantoro, SE. CA-681 Utusan Golongan 

223. Prof. Dr. Sri Edi Swasono CA-651 Utusan Golongan 

224. H. Usep Fathuddin, M.Ps. CA-639 Utusan Golongan 

225. Afandi Ridhwan C-632 Utusan Golongan 

226. Warsito Puspoyo, S.H. C-677 Utusan Golongan 

227. Ir. Haryadi B. Sukamdani, M.M. C-658 Utusan Golongan 

228. Sabam Pandapotan Siagian C-673 Utusan Golongan 

229. Drs. H. Djakaria Machmud CA-676 Utusan Golongan 

230. Sri Mulyono Herlambang C-689 Utusan Golongan 

231. Ir. Siswono Yudhohusodo C-657 Utusan Golongan 

232. Sulasmi Bohon Tabroni C-691 Utusan Golongan 

233. DR. Hj. Tutty Alawiyah AS CA-640 Utusan Golongan 

234. Djoko Mursito Hoemardani C-668 Utusan Golongan 

235. Syamsul Masri CA-666 Utusan Golongan 

236. H. Aziddin, S.E. C-644 Utusan Golongan 

237. Ir. A. Djoko Wiyono, M.Sc. C-650 Utusan Golongan 

238. Ir. Frederick Batong C-655 Utusan Golongan 

239. Rais Abin C-686 Utusan Golongan 

240. Dra. Siti Hartati Murdaya C-647 Utusan Golongan 

241. Ir. Sumyaryo Sumiskum CA-656 Utusan Golongan 

242. Pdt, DR. Ishak Pamumbu Lambe C-648 Utusan Golongan 
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243. Fikri Thalib, SM.Bk C-665 Utusan Golongan 

244. Drs.KH. Siddiq Aminullah C-642 Utusan Golongan 

245. RMH. Heroe Syswanto NS. C-675 Utusan Golongan 
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Lampiran 13 
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan 
Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

w 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KETETAPAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR XI/MPR/2001 
~ ._. 

PERUBAHAN ATAS KEIETAPAN MAJELJS PEm\RlSYAWARA.TAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR IXIMPR/.2000 

'JEIITMrrlG 

PENUGASAN BA.DAN PEKERJA 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN IMS 

DENGAN RAHl\tfAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RFPUBUK INIX>NESIA, 

•Menimbang : a. bahwa Unda.ng-Undang Dasar mcrupakan hukum dasar 

suatu negara dan karena itu dalam meJakukan pembahan 
diperlukan pembahasan yang mendalam,. teliti, cennat, dan 

menyeluroh; 

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Repub]ik 

Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang
Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 
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dalam Sidang Umum Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tanggal 14 sarnpai dengan 21 Oktober 

1999 dan Pernbahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tanggal 7 sampai dengan l 8 Agustus 2CX)(); 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor IX/ 
1',fi>R/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk 
Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahon 194S. Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia telah mempersiapkan Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

d. bahwa Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
telah menetapkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang 
Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001; 

e. bahwa sehubungan dengan itu. Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia masih memandang perlu untuk 
melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak 

menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat; 

f _ bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu 

menugaskan Badan Pekerja Majelis Pennusyawaratan 

Rakyat Republilc. Indonesia untuk mempersiapkan 
rancangan perut;,ahan Undaa11-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahon 1945; 

g. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/'2000 tentang Penugasan Badan Pekerja 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk 



Mengingat 

Memperhatikan 

Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang•Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Ta.bun 1945; 

h. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik: Indonesia 

tentang Perubahan Atas Ketetapan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

IXIMPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Maj~is 
Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia untuk 
Mempersiapk.an Rancangan Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

1. Pasal l ayat (2). Pasa13. Pasal 37 ayat (I) dan ayat (2) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thhun 1945: 

2. Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor D/MPR/1999 tcntang Peraturan Tata 
"Il-rtib Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik.Indonesia 

sebagaimana telahdiubah. terakhicdengan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V/MPR/2001; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nmnor IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada. 
Bad.an Pekcrja Majelis Pmmusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia untuk Melanjutkan Perul;Nlhai:i Undang-Undang 
Dasar Negara Republik bld~esi~- T~ l 94S; 

1. Keputusan Majelis Permusyawarara:n Rakyat Republik 
Indonesia Nomor S/MPR/2001 tcntang Jadwal Acara 
Sidang Tahunan MajelisPermusyawaratan Rakyat Rcpublik 
Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal 

Acara Sidang Thhunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia 'Iahun 2001; 

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Maje~s 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 
I sampai dengan 9 November 200 I; . 
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Menetaplcan 

3. Putusan Rapat Paripuma ke-7 (lanjutan 2) Tanggal 
9 November 2001 · Sidang Tahunan Maje1is Per
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KETETAPAN MPR NOMOR IX/MPR/2000 TENTANG 

PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYATREPUBLIKINDONF.SIA 
UNruKJvfEMPERSIAPKANRANCANGANPERUBAHAN 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHON 1945 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diubah 
sebagai berikut: 
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Dalam Pasal 2 anak kalimat .. basil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000" dihapus sehingga selengkapnya 

berbunyi: 

"Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1. 
Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang 

menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini." 



Pasal2 

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 200 l 

MAJELISPERMUSY AWARATANRAKY AT 
REPUBLIKINDONESIA 

Ketua, /J 
-- 7770k'~ 

• 
Prot Dr. B.M. Amiea Rab 

WakilKetua, 

~ :WIKA = = 

WatilKerua, t. 

Ir. Sutjipto 

WalcilK~ 

Prof. Dr. Jusuf Amir Feis■l. S.Pd. usnie Thamrin 

Wakil Ketua, Waldl Ketua, 

Ag■s Widjojo 
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Lampiran 14 
Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan 
MPR RI tanggal 1 Agustus 2002 

874 

MAJELIS PERMUSVAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPunJSAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1/MPR/2002 

TENTANG 

JADWAL ACARA SIDANG T AIIUNAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2002 

DENOAN RAHMA T TIJHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhirdengan Ketetapan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V / 
MPR./200 I, Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia menyelenggarakan Sidang Tahunan untuk 
mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan 
Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan 
Majelis dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya; 

b. bahwa agar permusyawaratan dalam Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat ·
dilak.sanakan sec:ara tertib dan tcratur, pcrlujaminan waktu 
yang tersedia sehingga semua acara dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya; 



Mengingat 

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu disusun Jadwal Acara 
Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
l~donesia Tahun 2002; 

d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Ja.dwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat RepubJik Indonesia Tahun 2002. 

I. Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 ayat ( 1) 
Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor ll/MPR/l 999 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V /MPR/2001; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan 
Pekerja Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 8/MPR/200 l tentang Penugasan Kepada 
Badan Pekerja Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan ~etetapan 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan 
Menuj.u Rekonstruksi dan-.P.emulihan Ekonomi Nasional; 

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik _ 
Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil 
Presiden Republik Indonesia Megawati Soekamoputri 
sebagai Presiden Republik Indonesia; 

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan 
Pelaksanaan Putusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada 
Sidan& Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyatitepublik 
Indonesia Tahun 2002. 
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Memperhatikan Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 
1 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan ·:KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYA WARA TAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA 
SJDANG TAHUNAN MAJELJS PERMUSY A WARA TAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002. 

Pertama 

Kedua 

Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dimuat dalam Lampiran 

- yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan 
ketentuan apabila dalam pelaksanaannya temyata diperlukan 
perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat 
Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustus 2002 

MAJELIS PERMUSYA WARAT AN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Ketua, /) 

--~--?-1.,..,70K~ 
Prof. Dr. H.M. Amien Rais 

Wakil Ketwt, 

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmlta ~ Ir. Sutjipto 

Wakil Ketua, 

...-.-:::-~~ 
-=-t./ .• 

K.H. Cholll ffllrl 

akilK-r 
Drs. H.M. usnie Thamrln 

'. WakilK:;:y 
::----

Agus Wldjojo Prof. Dr. J'usuf Amir Feisal, S.Pd. 

Ora. H.A. Nazrl Adlanl 



Lampiran 15 
Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang 
Tahunan MPR RI tanggal 8 Agustus 2002 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKVAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUJlJSAN 
__ -,.:cc_ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDON~IA 
NOMOR 4/MPR/2002 

TINl'ANG 

PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2002 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSY A WARA TAN RAKY ATREPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna ke-1 Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal I Agustus 2002 pada 
Sidang Tahunan Majclis Pennusyawaratan Rakyat Rcpublik 
Indonesia Tahun 2002 tclah merryepabti Jadwal Acara 
Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Rcpublik 
Indonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam 
Keputusan ~elis Pcnnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 /MPR/2002; 

b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pembahasan dan 
penyelensgaraan Sidang Tahunan.~4'lis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dipandang perlu 
untuk mengadakan peNbahan terhadap Keputusan Majclis 
Permusyawaratan Rakyat Republlk Indonesia Nomor 
1 /MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002; 
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Mengingat 

Mcmpcrhatikan 
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c. bahwa· sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan 
Majelis Permusyawarat:Bf! Rakyat Republik Indonesia 
tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Talum 2002. 

··: --1. Pasal I Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Kctetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhirclengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/ 
MPR/2001; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas 
Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Baiian 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyt• Republik 
Indonesia untuk Mempersi~pkan Rancangan -»erubahan 
Undang-UndangDasar 1945; 

4. Keputusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

S. Keputusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 8/MPR/200 I teiltang Penugasan Kcpada 
Sadan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan 
Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor l/MPR/20021eiitang Jadwal Acara 
Sidang TahWJan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

-----Indonesia Tahun 2002; 

7. Keputusan Mak.!is Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2/MPR/2002 tentang Pembentukan 
Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia pada Sidang Tahunan Majeli.s_fermusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 

Permusyawaratan daiam Rapat Paripuma ke-4 tanggal 8 
Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSY A WARA TAN RAKYAT 
REPUBLJK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 
JADWAL A CARA SIDA NG- TAHUNAN-MAJELIS 
PERMUSYA WARA TAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA 
T AHUN 2002. 

PERTAMA Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Pe,musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 
ada\ah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang menjadi 
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KFDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dalam pelaksanaannya temyata diperlukan 
perubahan. akan diadakan pe~yesuaian atas persetujuan Rapat 
Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Agustus 2002 

MAJELIS PERMUSYAWARAT AN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

. Ketua. /) 

---7770~~ 
Prof. Dr. H.M. Amieu Rais" 

Wakil Ketua. Wakil Ketua. 

~ 
Prof. Dr. Ir. Ginandj~ta ~ 

(J~il Ket~a. ::J Wakil Ketua. 
---~.:..: - -

------ ..-- .,,-- .c~-.;~,z.,, ·" --.,/- K.H. Cholil Brsri 

~~ 
Dr,. H.~~amrin 

"' = W:kilKA -=- -
Agus Widjojo Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal. S.Pd. 
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Lampiran 16 
Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang 
Tahunan MPR RI tanggal 10 Agustus 2002 

MAJELIS PEAMUSYAWARATAN RAKYAT 
AEPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 
-MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5/MPRl2002 

TENTANG 
PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN 

-MA.IELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TAIRJN 2002 

DENGAN RAHMA TTUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSYA WARA TAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Menimbang 
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a. bahwa Rapat Paripurna ke- I Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002 pada 
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
[ndonesia Tahun 2002 telah menyepakati Jadwal Acara 
Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
lndonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam 
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat :'...epublik 
Indonesia Nomor 1/MPR/2002; 

b. bahwa Rapat Paripuma ke-4 Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat Rcpublik Indonesia tanggal 8 Agustus 2002 pada 
Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tah.un 2002 telah. menyepakati perubahan Jadwal 



Mengingat 

Acara Sidang Tahunan MajeJis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum 
dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 4/MPR./2002~ 

c. bahwa untuk efek1ivitas-dan efisiensi pembahasan dan 
penyelenggaraan Sidang Tahunan MajeJis Pennusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dipandang perlu 
untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/ 
MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang 
Tahunan Majelis. Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2002; 

d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Perubahan Jadwal Ac_ara Sidang Tahunan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 

1 . Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat ( 1) 
Undang-UndangDasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepubJik 
Indonesia Nomor JI/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib MajeJis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhirdengan Ketetapan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V / 
MPR/-2001; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor Xl/MPR/2001 tentang-·Perubahan atas 
Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang_Penugasan Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Da5a! !945; 

4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis 

- Pennusyawara~ Rakyat Republik Indonesia; 

5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia N~rnor 8/MPR/2001 tentang Penugasan 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

PER.TAMA 

882 

Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Kancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat llepublik 
Indonesia tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan 
Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional; 

6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara 
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2002; 

7. Keputusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2/MPR/2002 tentang Pembentukan 
Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan' 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002; 

8. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal 
Acara Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2002. 

Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-6 
(lanjutan) tanggal IO Agustus 2002 Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2002. 

MEMUTUSKAN 

KEPU1USANMAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TENT ANG PERUBAHAN 
JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJEL1S 
PERMUSYAWARATANRAKYATREPUBLIKINDONE.SIA 
TAHUN2002. 

Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis 
Permusrawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 
adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang menjadi 
bagian talc terpisahkan dari Keputusan ini. 



KEDUA Keputusan ini muJai bertaku pada tanggal ditetaplcan. dengan 
ketentuan apabila dalaln pelaksanaannya temyata diperlukan 
perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat 
Paripuma Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 10Agustus2002 

MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT 
REPUBLIKINDONESIA 

Ketua, 

Prof. Dr. H.M. A.mien Rais 

Wakil Ketua, WakilKerua, 

Prof. Dr. Ir. Ginandjar-Kartasasmita 

WakilKetua. 

Ir. Sutjipto 

Wakil Ketua, 

K.H. Cholil Bisri 

WakilKetua, 

Agus Widjojo 

Dn. H.M. Husnie Tbamrin 

Wakil Ketua. 

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. 

WakilKetua, 

Ors. H.A. Nazri Adlani 
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NO 
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1. 

NAIi 

2 

lilllis 

w 
ILU8JS l'EIIIIUSYAWARATAN RAKYAT 

IIOWlJK IIIDONISIA 

JADWALACARA 

LAMPIIWI : KEf'IJ1'USAA ~IS PEFMJSYAWARATAN RAKYAT 
REPUIIUK INDONeSIA 
l«lUOA : IM'l\'◄!002 
TANGGN..: 1.--2002 

SIDANG TAHUNAN MAJELIS PEINllSYAWARATAN RAKYAT RfPUBUlt INDONESIA 
TAHUN 2002 

TAN&GAL WAICTU TEMPAT UNIS RAPAT ACAU KETERANGAN 

J 4 5 6 7 I 

1 AgllStus 2002 09.00-t 2.00 llliang Rapat bpat 1. Pe11bub;1n Sidang Tahunn Presiden, Wakil 
Piripuma l'aripuma ke-1 MPR Tah1n 2002. Presiden, Kebiil DPA, 
Gl!dung Ketua DPR, K!tua 
llusantara 2. Pldato Pembubatt Sidang BPK dan Ketua MA 

TahuNln NPR Tahttn 2002 oleh hadir. 

' 
P:1111pinan MPR. 

3. Pengl!Slhln Jadwal Acara 
Sidang lilhunan MPR; I 

Tahun Z002. i 

tz.DD • 14.00 - - . lSTIRMIAT 

14.DD - 17.00 Ruang Rapat bpat 1. laporan .Pelabanun Piltmln Disediaba walitu 60 
Plrfpuma Paripumi ke-2 NPR oleh Pnsiden. 111111ft untuli: 
Gl!dunt i-n,ampaian laporan, 
bantara Z. Lapotn PNbanun PutuYn I 

• NPR oleh Dewan Peftimbangan I Disediabn waktu 30 
Aging. 

i 
menit u11tulc Atbp 
penyampalan lapo,an. 

J. LlporJn flliballiiln Putusan 
MPII oleh Dewan PtnAkilin 
Rakyat 



NO HAIi TANC&AL WADU TENPAJ alllSIAPAT 
1, 2 3 4 5 I 

1 

17.00 • 19.00 - . 

19.00 - 22.(1(! Ruang lapat Rapat Fr.iksl 
Fraksi 

i 
2. Jumat 2 Agustus, '2002 [09.00 • 11.00 Rung Rapat Rapat Fraksi 

fraksi 

U.00 • 14.00 - -

14.00 - 17.00 Rmng Rlpat Rapat Paripuma ke-3 
Paripuma 
&tdung 
Nusantara 

17 .00 • 19.00 - . 

ACAIA 

1 

4. taporan PefnsallHII Putusln 
\ MPR olth Badin Pemerim 
~euangan. · 

5. Llpor.in Pelaksannn Putunn 
MPR oleh MahblUII Agung. 

ISTIRAHAT 

fmsi - frabi M1111persfapbn 
Plftlandangaa U11u111. 

Frakst • frabt Mempemapbn 
Ptmandangan U11u11. ; 

ISTIRAHAT 

Pemandangan U111um Fraksi. 

I 

ISTIRAHAT 

ICffllAN&AN 

I 

! 

. 

-

. 

-
I 

1. Dlsediabn walltu 
untuk 6 Fraksl 
11111lng-1111Sin11 30 
IMlllt. 

; 

2,Pmiden, Wlklt 
Presidea, letua 
DPA. ICetul OPR, 
1Cetw BPK dlll 
Ketua MA hadlr. 

-

Lt'I 
00 
00 



NO HAIi -1 TANGGAL WAKTU j TENPAT 

t z 3 4 I 5 
' 

19.00 ·22.00 Ruang Rapat 
Fraksi 

3. Sabtu 3 Agustus 2002 09.00 - 12.00 Ruang Rapat 
Paripurna 
Gedu.ng -
Nusantara 

12.00 • 14.00 -
14.DO - 17.00 Ruang Rapat 

KorAisi 

17.00 - 19.00 -

. 
19.00 • 22.00 Ruang Rapat 

Frabi. 

JENIS RAPAT ' ACARA 

6 1 

' 

Rapat Fraksi Internal Fraksi 

Rapat t. Pemandangan Umum Fraksi. 
!'aripuma ke-3 i 

{lanjutan) 2. Pembentukan Komisi. 
I 

- ISTIRAHAT 

Rapat Komisi 1. Pemilihan Pimpinan Komisi. 
2. Penyusunan Jadwal ICegiatan 

IComisi. 

' 
3. Pembahasan materi Sidang 

Tahunan MPR sesuai dengan 
tugas KOllili. 

- ISTIRAHAT 

Rapat Fraksi Intemal fraksl 

tCETERANGAN 

8 

l.Disedlakiln waktu 
untuk Ii Fraksi 
maslng-masing 30 
menit. 

2. Preslden, Wakil 
Presiden, Ketua DPA, 
Ketua DPR, Ketua 
BPI( dan Ketua MA 
hadir. 

-

Pemilihan Pimpinan 
Komis\ dipimpin oleh 
Pimpinah MPR. 

I 

-

ID 
00 
00 



NO HAIi TAN'6AL WA.ITU TENPAT 

I z J 4 I 5· 

4. Mi11ggu 4 Agustus 2002 10.00 • t2.00 ta~g- 11apat 
mtSI. 

12.00 - 1-4.00 -

14.00 - 17.00 Ruang lapat 
Komisi. 

17.00 - 29.00 . 

19.00 - 22.00 Ruift9 Rapat 
Fraksi. 

5. Senln 5 Agustus zooz 09.00 • 12.00 Ruang Rapat 
Kolllisi. 

12.00 - 14.00 -
14.00 - 17.00 Ruang Rapat 

Komlsi. 

17.00 • 19.00 . 

19.<NI • 22.00 Ruang Rapat 
frabi. 

JENJS WIT 

15 

Rapat Komisi 

. 

Rap1t Komisi 

' 

-

Rapat Fraksi 

Rapat Komisi 

' -
Rapat Komisi 

-

Rapat Fralisi 

ACAIIA 
; 

1 

P~batlasan Maten Sidang 
Tahullill MPR sesuai dengan 
T ugas Komisi. 

ISTIRAKAT 

Ptmbahasan Materi Sldang 
Tahunan MPR sesui dengan 
Tug15 Kamisi. 

ISTIRAHAT 

Intemalmksi 

Ptlllbahmn Materi Sidang 
T1hunan MPR stsuai dtngan 
Tugas Komisf. 

ISTIRAHAT 

Pembahasan Materi Sidang 
Tahunan MPR sesuai dengan 
Tugas Konrisi. 

JSTIRAHAT 

Internal Frabt 

KmlANGAlf 

I 

. 

. 

-

. 

. 

-

I 

' -
-

. 

. 

r-... 
00 
00 



NO NAIi TAN&GAL WAKl'U TENPAT JENJs\RAPAT ACARA ICERRANGAN 

I z J 4 5 fi 7 • 
6. Selasa 6 Agustus 2002 09.00 - 12.00 Ruang Rapat Rapat Komisi Pemballasan Materi Sidang -

Komisi. Tahunan MPR sesuai deng1n 
Tugas IComisi. 

12.00 • 14.00 . - ISTIRAHAT . 

14.00 • 17.00 Ruing Rapat Rapat Komisi Pe111b1hasan Materi Sidang . 
ICofflisi. Tlhunan MPR sesuai dengan 

Tugas Konrist 

17.00 • 19.00 . . ISTIRAHAT -

119.00 • 22.00 Ruarig Rapat Rapat Fraksi Jntefflll Fraksl -
Flabl, 

7. Rabtl 7Agustus 2002 ~-QO • 12.00 R111119 Rapat Rapat Komis! Pellbahasan Nateri Sidang -
tollrisi. Tahunan MPR :snuai detlg,n 

T!1915 Komlsi. 

112.00 • 14.00 - . ISTIRAHAT . 

,,.oo · 17.00 luan9 Rapat Rapat Komisi Penyusunan Laporan Komisi . 

Ko~si. 
[ 

7.00 - 1!1.00 . . ISTIRAHAT . 

H,00 • 22.00 Ruang Rapat Rapat Frabi Internal Fram 
I 
I -

Fraksi. ii 
i 

i 
00 



NO HAU TANGGAL WArrll TENMT 

1 2 3 4 5 

8. Karnis 8 Agustus 2002 09.00 - 12.00 Ruang Rapat 
Paripurna 
Gedung 
Nusantara 

12.00 - 14.00 -

14.00 - 17 .00 Ruang rapat 
Frabl 

17.00 - 19.00 -
19.00 - 22.00 Ruang rapat 

Fram 

9, Jumat t Agustus 2002 09.00 • 11.00 Ruang Rapat 
Paripuma 
Gedung 
Nusantara 

II 

JahsllAPAT ACAU . 
'• 1 

Rapat Paripuma ke-4 Laporin Komisi. 

- ,lSTIRAHAT 

Rapat Fraksi Frakst Mempersiapkan Pendapat 
Alchlr tmhadap Rancangan Putusan 
MPR Hasll Komis!. 

- ISTIRAHAT 

Rapat Fraksi Fraksi Mempeltiapbn Pendapat 
Aklrir lefbadap Rancangan Putusan 
N.P11 Hasil Konlisi. 

Rapat Paripuma ke-5 Pendapat Akhir Frabl terhadap 
Rancangan Putusan MPR Hasil 
Komisi 

IETDANGAN 
8 

1,Disediakan waktu 
untuk tiap-tiap 
Komisi 30 llllllit. 

2. PrtSidtn, Wakil 
P"residtn, Ketua 
DPA. ICebla DPR, 
Kttua BPIC dan 
Ketua MA hadlr. 

-

-

-
-

1.Disediabn waktu 
1111tulc 4 Frabl 
masing-111aStng 
30 menit. 

2.Pr!sidea, Walctl 
Preshlen, Kttua 
DPA. ICebla DPR, 
ICetua Bl'K dan 
ICttua MA hadh, 

I 

°' 00 
00 



NO HARi fANG6AL WAICTU TEMPAT JENIS RAPAT 

1 2 3 4 5 Ii 

11.00 • 14.00 - . 

14.00 - 17 .00 Ruang Rapat Rapat Paripurna ke-5 
ParipLtrna (lanjutan) 

, 1 Gedung 
Nusantara 

i 
i 
I 

·. 

17.00 • 19.30 . . 

j 19.30 • 22.00 Ruang Rapat Ra,at Paripurna ke-5 
Paripuma (lanjutan) 
Gedung 
rtasantara 

I 

I 

i 

I. 

: 
ACARA 

1 
-

lSTIRAHAT 

Pendapat Alchir Fraksi terhadap 
Rancangan Putusan MPR Hasil 
Komisi 

ISTIRAHAT 

1. Pendapat Akhir Fraksi terhadap 
Rancangan Putusan MPR Hasil 
Komisi. 

I 

2. Pengesahan Rancangan Putusan 
MPR Hasil Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002. 

i 

I 

KETERANfiAN 

• 
' -

1.Disediakan wakt!I 
untul: 6 Fraksi 
masing-masing 
30 111tr1iL 

2 .Presiden, Walril 
Presiden, Ketua 
DPA. Ketua DPll, 
Ketua Bfl( dan 
Kttua MA haem. 

. 

1.Disediabn walctu 
un·~k 2 Fraksi 
masing-masing 
30 menit 

2.Pmiden, Walcil 
Pmiden,retua 
DP,\ ICltua DPR, 
Ketua lll'lC da.n 
Ketua NAhadir 

0 a, 
00 



NO HARi 

1 2 

10. Sabtu 

! 

TANG&AL WAICTU 

3 4 

10 Agustus 2002 10.00 - 12.00 

l 
' 

TENPAT lfNIS IW'AT ACAIA 

5 6 1 

Ruang Rapat Rapat 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil 
Paripuma Paripuma ke-6. Sidang Tahunan NPR Tahun 
Gedung 2002 kepada Plaiden, Ketua 
Nusantara DPA, ratua DPR, ICetua BP1C 

d1n Ketua MA. 

2. Pidata Penutuptn Sidang 
Tlhunan MPR Tahun 2002 oleh 
Pimplnan MPR. 

3. Ptnutupan Siding Tah1tnan 
MPR Tahun 2002. 

NAJELJS PONUSYAIMIATAN RAKYAT 
lfflllUI INDONmA 

Ketua, /J 
---mOKtL-.._ 

Prof. Or. H.11. Amlen Ra&. 
WaklKelua, 

~ ~ 
Prof. Dr. Ir. Glnandlar Kartaulmlta lr.SulJplo 

---~~ :,._. 
. Wllclkelul. 

~""t./ 
/ K.~--~~ .• 

~ 
A .. Wldjojo 

""---Kelua, 
D~dllnl 

Prd .. Dr. JUIUf Amir FtlRI, S.Pd. 

UTEllAN&AN 

• 
Presiden, Wakil 
PNSlden, Ketua 
DPA. ratua DPR, 
ICetua BPIC dan 
Ketua MA hadir 



NO HARi 

1 2 

1. Kanis 

2. Jum'at 

MA.Ill.II ,El'III\IIYAWAIIATAH IIAKY4T 
........ INDOHIIIA 

l'UUIAHAN JADWAL ACAltA 

1.AMP11'1AN KEl'\JTL/SAN MAJ1i1. '5 ~ AMIJSY-'WAIIAf AN MICYAT 
Aff\Jlk.l(~ 
NOl,IOA ~ 

T~ l ....... :!COI! 

SIDANG TAHUNAN MAJELIS itERMUSYAWAltATAN RAKYAT REl'UILIK INDONEStA 
TAHUN 2002 

TANGGAL WAITU TDIPAT JEIISUMT ACAIA 1CETUAll&AN , 4 s • 7 I 

I Agustu1 2002 09.00 • 10.00 Ruang Rapat Rapat Paripuma ke-4 Pengesaha11 Perublh111 Jadwal Stnlllla Gl'I bpat 
l'1ripum1 Ar:111 Sldafll Tallunan IIPII Paripurna lt-4 : 
Gedung Tahun 2002: Laponn Ko111isl. 
ll1Sant1r.1 

10.00 • 12.00 Ruing r1pat bpat Konlsl Ptmbahasari Nateri Siding Tahunan 
Komisi MPR 11Su1i dengan Tugas Kolllisi. 

12.00 • 14.00 . . 1$TIRAHAT 

14.00 • 17.00 luang rapat bp1l Konisi flemblhlSIII Nateri Siding Tahunan 
Ktmisi MPR sesual dengan TuglS IC0111lsl. 

17.00 • 19.00 . . JSTIRAHAT 

19.00 • 22.00 Ruing R1p1t bpat Komis! Penpsunan l.apor.1111 Co■lsl. . 
Komis! 

g Agustus 2002 09.00 • 11.00 Ruing Rapat lapat P1ripuma ke-S Laporan l(ollllsi 1. Dlsedlabn waUu 
Paripuma Ranc111g1n Putusan Ml'R Hasll untuk 11tt1p Ko111isl 
Gedung Kombi muln9-11111ln9 
ll1!11nt111 30 menit 

2. Presideft, Wakll 
Pmldln, ICltua DM 
Ketua OPR, Ketua 81'11 

. : danlfltul MA hadlr • 

N 
O'I 
00 



HO HAltl TANGGAL WAKTU• fiNPAT JENIS IAPAT 

1 2 3 4 5 ' 
11.00 - 14.00 

1'-00 - 17.00 Ruang Rapa! Rapat Fraksi 

17 .00 • 20.00 . 

20,00 • 22.30 Ru,ng Rapat bpat 
Panpurna Pa rlpurna ke-6 
Ge~ung 
Nu!santara 

10. Sabtu 10 Agustus 2002 09.00 • 12.30 Rllilng Rapat Rapat 
Paripurna Paripuma ke-li 
Gtdung (lanjutan) 
Nusantara 

12.30 · 14.30 . -
14.30 • 17.00 Ruang Rapat Rapat 

Paripurna Paripumil ke-li 
Gedung (lanjutan) 
Nusantara 

ACAIA 

1 

ISTIRAHAT 

Fraksi Mempersiapkan Pendapat 
Akhir li!rhidap Rancangan Putusan 
MPR Hasil Komis!. 

ISTIRAHAT 

Pendapat Akhir Fraksi temadap 
Rancangan Putusan MPR Hasil 
Komlsi. 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap 
Rancangan Putusan MPR Hasil 
Komisi. 

lstirahat 

Peng1s1han Rancangan Putusm 
MPII Hasi\ Sidang Tahunan MPR 
Tahun 2002. 

IETDANGAN 
I 

' -
. 

-
1.Disediakiln waktu 

untuk 5 Fr1ksi 
mn\ng-usint 
30 llll!llit. 

Z.Praiden, Wakil 
Presldtn, ICttua DPA, 
Ketua DPR, Keb.lil 
BPK dan Ketua MA 
hadir. 

I.Disediabn waktu 
un~ 7 Frabi 
mulng-m,aslng 
30 menil 

2. Praiden, Wlkll 
Pmid!n, ll!tua OPA. 
Ketul DPR. Ketua 
BPl dan Kttua MA 
hadlr. 

. 

. 

M 

°' 00 



NO NAU 

1 I I 

: 

TANCUL WUTU nMPAT JENI$ !WAT ACAH 

J • 5 I 7 

17 .00 • 2O.0II . . lstirahat 

20.00 • 21.0(I R111ng Rapat Rlp1t 1. Penyerah1n Puhlsan Hasll 
P1ripum1 P1ripum1 ke-7 HISil Siding T1hunan MPR 
Gedung Tahun 2002 kep1d1 PmilMn, 
Nusantara ~ DPA. Ketua DPR, ICetua 

BPK din ICetua MA, 
z. Pldato Penutupan Siding 

Tlhunan MPR T1hun 2002 oleh 
Phnpl11111 MPR • 

. l. Ptnutup1n Siding Tahunan MPR 
Tahun 2002. 

MAJELIS PEIIMUSYAWARATAN RAKYAT 
mu,uk INDONISIA 

Ketu1, /) 

--mCK~ 
l'rof. Dr. H.M. Amlin Rais 

W11ril ICetu,, 

~ 
Prof. Dr. Ir. GIIIMNlj• 1Carta111111it1 

W1kil Ketu,, 

K.H, Cti.11£1ilri 

~ 
Agus wtljtjl 

KETDANWI 
I 

. 
Presl4en, Wakil 
Ptfliden, Ketu1 
DPA, Ketua DPII, 
KttUI BPI( dan 
Kltu1 MA h1dir. 

~ 
00 



NO NAIi 
1 2 

1. Sahtu 

2. Minggu 

' 

M,lJllll l'tflllUIY-.iATAN RAKYAT 
IIIV\JlltK INDONIIIA 

PEII.UIAHAH JADWAL ACARA 

l.AMP!RAN KEPUTUSAN MAJEllS PERMUSY,._W,..RAT'-N AAKYAT 
RE!'UIIU< INOOl,€51~ 
NOMOR ~ 

TMIIJG.l,,l. 10~c&20CIIZ 

SIDANG TAHUNAN MAJEUS ,uMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INOOHESIA 
TAHUH 2002 

TAN&GAl WAICRI WIPAI .JENIS WAT ACARA ICffllANfiAN 
3 4 5 ll 1 I 

lO Agustus 2002 14.30 • 17.30 Ruing bpat Rapat l'aripurnl' k•li Penqesah111 Ranangan Putusan -
Paripuma (lanj11t1n) MPII hlSil. Siding Tallunan MPR 
Gedung T1hu11 2002. 
Nusantara I 

17.30 • 20.00 . . ISTIRAHAT . 

20.00 • 24.00 Ruangbplt llapat ~puma ke-6 Pengesabn Rancangan PubiHn . 
Paripuma (lanjubn) MPR hasll Siding Tahunan MPR 
Gedung Tahun 2002. 
Nusantaa 

11 Agustus 2002 00.00 • 02.00 Ru111g lapat Rap1t P1ripum1 ke-6 Pe11gesah1n Rancangan Putus1n . 
Paripuma (lanjutan) MPR hasll Skiing Tahunan MPR 
liedung Tahun 200Z. 
llusantara 

10.00 • 12.00 Ruing lilpat Rapat l'arlpuma ke-7 t. Ptnprahan Pt1blSiln Hnil Pralden, Waktl 
Paripuma Hasll Skiing Tahunan. NPR Preslden, Ketua 
liedung . Tahun 2002 ktpada Preslden, DPA. ICetua Dl'R, 
NuSlllbra Keb11 DP,\ Klt:ua DPR. Ketua ICltua BPI( dan 

BPIC din Ketua MA. Ketua MA liacllr. 

in 
a, 
00 



NO HARi 
l 2 

TANGGAL WAICfU TEMPAT J£NIS RAPAT ACARA 

3 4 

~ Prof, Dr. Ir. &lnandja KartaAsinta 
Wlkit Ketua, 

~~-
/ K.H.~ I 

~ 
.. Widjofo 

5 6 1 

2. Pidato Penutupan Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2002 oleh 
Pi mpinan 14PR. 

3. Penutupan Sidan!ll Tahunan MPR 
Tahun 2002. 

NAJELIS PEINUSYAWAIATAN RAKYAr 
IEPUIUK IMDONESJA 

Ketua, /J 
----mOKh-... -
Pm. Dr. H.N. Amt111 RiTI 

~-~ 
Dn. H. A. llml Adlai 

IC£TERANGAN 
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00 



Lampiran20 
Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahon 1945 
Keempat tahun 2002. 

Jakob Tobing (tengah) didampingi dari kiri ke kanan : Ali Masykur Musa, Slamet 
Effendi Yusuf, dan Harun Kamil memimpin jalannya Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I 

MPR RI di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V, 

Suasana Ra pat Pleno Panitia Ad Hoc I MPR RI tahun 2002 di Ruang Rap at GBHN Ge dung 
Nusantara V MPR RI dipimpin Jakob To bing. 
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' ~ 
Amien Rais (tengah) didampingi dari kiri ke kanan: K.H. Cholil Bisri, Jusuf Amir Feisal, 
M. Husnie Thamrin, Sutjipto, Ginanjar Kartasasmita, A. Nazri Adlani, dan Agus Widjojo 

memimpin jalannya Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan jadwal Sidang 
Tahunan MPR RI yang dihadiri Megawati Soekarnoputri (Presiden RI), dan Hamzah Haz 

(Wakil Presiden RI) 

di Gedung Nusantara MPR RI. 

-

Suasana Sidang Tahunan MPR RI Tahon 2002 di gedung Nusantara MPR RI. Dari 
kiri ke kanan Megawatt Soekarnoputri (Presiden RI), Para Pimpinan MPR RI, dan 

Hamzah Haz (Wakil Presiden RI) 
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____ ... 
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Sebelum rapat Pleno Komisi A dimulai, 

Didahului dengan doa bersama. 

-Jakob To bing (tengah) didampingi dari kiri ke kanan : I. Ketut Astawa, Amrul Al 
Mu'tashim, Harun Kami!, Nadjih Ahjad, Theo L Sambuaga, Zain Badjeber, Gregorius Seto 

Harianto, dan Hatta Mustafa memimpin jalannya Ra pat Pleno Komisi A di Gedung 
Nusantara V MPR RI. 
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